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Sifat dan Tata Cara Qadha.381 

1. Mengqadha shalat secara keseluruhan (dari takbiratul Ihram hingga 
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Bab I : Shalat Witir.413 
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Beda pendapat tentang lokasi penduduk yang disunahkan untuk 

mengeijakan shalat ‘Id.452 
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hingga matahari terbenam.452 
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Beda pendapat tentang orang yang masbug dalam shalat ‘Id.454 

Beda pendapat tentang shalat sunah sebelum dan sesudah shalat ‘Id 455 
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Beda pendapat tentang tata cara takbir.459 
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BabV : Shalat Jenazah.488 

Pasal pertama; Tata cara shalat jenazah.488 

Masalah pertama: Jumlah takbir shalat jenazah.488 

Masalah kedua: Bacaan dalam shalat jenazah ...489 

Masalah keti^: Salam dalam shalat jenazah.491 

Masalah keempat: Posisi imam di dekat jenazah.492 

MasEilah kelima: Susunan jenazah lelaki dan perempuan.494 

Mas 2 dah keenam: Makmum masbug dalam shalat jenazah.495 

Masalah ketujuh; Shalat di atas kuburan..496 

Pasal kedua; Jenazah siapakah yang boleh dishalati, dan siapa yang lebih 

utama untuk mer^imami shalat jenazah.498 

Pasal ketiga: Waktu shalat jenazah.504 

Pasal keempat: Tempat melaksanakan shalat jenazah.505 

Pasal kelima: Syarat-syarat shalat jenazah.506 

Bab VI: Pemakaman jenazah.507 

KITAB ZAKAT.509 

Bab I : Mengetahui Orang yang Wajib Membayar Zakat.509 

Masalah pertama: Zakat buah-buahan dari pohon yang tidak 

disedekahkan.514 

Masalah kedua: Zakat tanah yang disewakan.514 

Masalah ketiga; Tanah milik pemerintah jika beralih ke tangan kaum 

mu^imin.515 

Masalah keempat: Tanah waj ib zakat yang berpindah ke tanah waj ib 

pajak.515 

Masalah pertama: Zakat yang hilang.516 

Masalah kedua: Harta yang binasa sebelum dikeluarkan zakatnya.517 

Masalah ketiga: Orang yang meninggal dan masih menyisakan 

tanggungan zakat.518 
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Harta yang Wajib Dizakati.521 

Nishab Zakat.530 

Pasal pertama; Emas dan Perak. 530 

Masalah pertama: Nishab emas.531 

Masalah kedua: Jika teijadi peningkatan nilai harta, apakah nilai 

nishab zakat tidak bertambah?.532 

Masalah ketiga: Satu jenis barang tambang apakah bisa digabungkan 

dengan jenis lainnya (dalam zakat).534 

Masalah keempat: Apakah dalam nishab disyaratkan adanya satu 

pemilik harta untuk dizakatkan?.536 

Masalah kelima: Nishab dan kewajiban zakat tambang.537 

Pasal Kedua: Nishab dan Kadar Zakat Unta.537 

Masalah pertama: Jika jumlah unta lebih dari seratus dua puluh ekor 538 

Masalah kedua: Jika tidak ada jenis binatang yang telah ditentukan 

untuk dizakatkan.541 
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PENGANTAR PENTAHQIQ 


Segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, 
meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada 
Allah dari semua kejelekan Jiwa dan keburukan perbuatan. Barangsiapa 
diberikan petunjuk oleh-Nya, maka tidak akan ada orang yang dapat 
menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan oleh-Nya, maka tidak akan 
ada orang yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. 

Dan aku bersaksi sesungguhnya tidak ada tuhan yang berhak 
diibadahi dengan benar selain Allah yang maha Esa, tidak ada sekutu 
bagi-Nya dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya 
Juga utusan-Nya. 





“//a/ orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Qs. Aali ‘Imraan [3]: 102) 


^ > i*-' * “f'* ^ 

Cr? 
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j*5Qc. 

sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada 
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.” (Qs. An-Nisaa' [4]: 1). 
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan 
barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia 
Telah mendapat kemenangan yang besar.'''' (Qs. Al Ahzaab [33]: 70-71). 


Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Al Qur'an, sebaik-baik 
petunjuk adalah petunjuk Muhammad, sejelek-jelek perkara adalah hal- 
hal baru yang tidak ada dalam agama, setiap hal baru adalah bid'ah, 
setiap bid’ah adalah kesesatan dan setiap kesesatan berada di dalam 
neraka. 


Sesungguhnya fikih merupakan salah satu ilmu syariat yang paling 
mulia, bahkan ia sangat terkait dengan kebutuhan kaum muslim, baik 
awam maupun khusus, semua itu tidak lain karena ia merupakan ilmu 
yang menjelaskan hal-hal yang halal dan haram, yang wajib dan yang 
sunnah, ia adalah jalan kebaikan bagi orang yang dikehendaki baik oleh 
Allah. Nabi SAW bersabda, 

•^ 1 , S, f i 
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“Barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah maka Dia akan 
memberikan pemahaman (fikih) agama kepadanya. ” 

Allah SWT telah memberikan karunia kepada umat ini dengan 
banyaknya para imam, dan para mujtahid dalam memahami agama, 
mereka telah melakukan penelitian dalam memahami Al Qur'an, hadits 
Rasulullaah SAW, atsar para sahabat juga orang-orang yang mengikuti 
mereka dengan baik, hingga mereka memiliki madzhab dan berbagai 
ijtihad. 

Tidak aneh jika berbagai perpu.stakaan penuh dengan kitab-kitab 
fikih yang memuat banyak pendapat dan ijtihad para imarn fikih. 
Diantara kitab-kitab fikih yang berharga adalah kitab Bidayah Al 
Mujtahid wn Nihayah Al Muqtashid karya Imam Abu Al Walid 
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Rusyd Al Quithubi, ketika ilmu 
fikih menjadi ilmu yang paling utama, .maka kami pun sangat perhatian 
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dengan kitab tersebut, di dalamnya dibahas sejumlah masalah yang 
dibutuhkan para penuntut ilmu, dan membantunya dalam beribadah 
kepada Tuhan sekalian alam, serta agar bisa mebedakan yang yang halal 
dan yang haram. 

Di dalam kitab ini —setelah memohon pertolongan kepada Allah 
dan taufiq-Nya— kami berusaha untuk menjelaskan yang shahih juga 
yang dha ’if dari berbagai hadits dan atsar yang diungkapkan oleh penulis, 
agar seorang penuntut ilmu terbiasa mengetahui dalil yang shahih. 

Akhirnya segala puji hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. 


Ahmad Abu Al Majd 
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Dia adalah Ibnu Rusyd —yang cekatan, alim, dan fllusuf pada 
zamannya— Abu Al Walid Muhammad bin Abi Qasim Ahmad putra dari 
seorang guru besar madzhab Maliki, ia adalah Abu Al Walid Muhammad 
bin Ahmad bin Ahmad bin Rusyd Al Qurthubi. Beliau lahir sebulan 
sebelum kakeknya wafat, tepatnya pada tahun 520 hijriyah. 

Dia membaca kitab Al Muwaththa' di hadapan ayahnya, ia juga 
mengambil ilmu dari Abu Masarrah dan sekelompok ulama, hingga 
menjadi pandai dalam ilmu fikih, ia juga belajar kedokteran dari Abu 
Marwan bin Hazbul, kemudian mengkonsentrasikan diri dalam 
mempelajari ilmu para pandahulu hingga terkenal di bidangnya. 

Al Abbar berkata, “Di Andalus tidak pernah ada orang yang 
sempurna keilmuan dan keutamaannya, dia adalah orang yang sangat 
tawadhu’, sehingga dikatakan dia tidak pernah meninggalkan kesibukan 
semenjak baligh kecuali dua malam saja; malam kematian bapaknya dan 
malam pernikahannya. Dia telah menulis hampir sepuluh ribu lembar, dia 
amat cenderung kepada ilmu orang-orang bijak sehingga menjadi pionir 
di bidangnya, dikagumi dalam fatwa kedokteran sebagaimana ia pun 
dibanggakan kala berfatwa masalah fikih, selain itu beliau adalah orang 
yang sangat pandai dalam bahasa arab sehingga ia pun hafal Diwan Abi 
Tammam dan Al Mutanabbi.'' 

Diantara karya tulisnya adalah Bidayah Al Mujtahid dalam bidang 
fikih, Al Kulliyy’at dalam bidang kedokteran, Mukhtashar Al Mustashfa 
dalam bidang Ushul, dan karya tulis lainnya daiam bidang bahasa arab. 
Dia pernah menjabat sebagai hakim di K.ordova, dan menjabat dengan 
sangat baik. 

Ibnu Abi Ushaiba’ah dalam Tarikh Al Hukama' berkata, “Dia 
adalah orang yang sangat pandai daiam fikih dan perbedaan pendapat, 
juga ilmu kedokteran, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan 
Marwan bin Zuhr, ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah orang 
yang memiliki jiwa kuat. Dia belajar ilmu kedokteran kepada Abu Ja’far 
bin Harun dalam beberapa waktu, ketika Ai Manshur menjadi pemimpin 
di Kordova, dia memanggil Ibnu Rusyd dan memuliakannya, namun 
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setelah itu ia menyiksanya karena pemikiran filsafatnya Ibnu Rusd (yang 
dinilai menyimpang). 

Diantara karya-karya beliau lainnya: 

Syarh Urjuzah Ibni Sina dalam bidang kedokteran 
Al Muqaddimah dalam bidang fikih 
Kitab Al Hayawan 
Jawami ’ Kutub Aristha 
Dan mensyarah kitab: 

An-Nafs 
Al Mantig 

Talkhis Al Ilahiyat karya Nicolas 

- Talkhish Ma Bg[da Ath-Thgbrqfi)^^ Aristoteles 
Talkhis Al Istigshat oleh Galenos 

Serta meringkas kitab: 

Al MizaJ 
Al Quwa 

- Al Tlal 
At-Ta ’rif 
Al Hamyat 
HilahAlBar' 

A s-Sima ’ A t h- Thabi ’i 
Diantara karya beliau lainya adalah: 

Tahafut A t- Tahafut 

Minhaj Al Adillah dalam kajian Ushul 

Fashl Al Magal Baina Asy-Syari’ah wa Al Hikmah min Al 
Ittishsal 

- ^yarh AJOims karya Aristoteles 

Magalah fi Al 'Agl 
Mag alah Ji Al Qiyas 
Al Fahshufi AmrAl ‘Agl 
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Al Fahshu ‘An Masa'ail Fi Asy-Syifa 
Mas 'alah fi Az-Zaman 

Magalah fiima Ya 'tagiduh Al Musya ’un warna Ya ’tagiduhu Al 
Mutakallimun fi Kaifiyyah Al Wujud Al Alam 

Magalah fi Nazhar Al Farabi fi Al Mantig wa Nazhar 
Aristha. 

Magalah fi Iththishal Al Agli li Al Insan 
Magalah fi Al Maddah Al'Ula 
Magalah fi Ar-Radd Ala Ibni As-Sina 
Magalah fi Al MizaJ 
Masail Hukmiyyah 
Magalah fi Harakah Al Falag 
Ma Khalafa fiihi Al Farabi fi Aristha 


Telah meriwayatkan dari beliau Abu Muhammad bin Hauthillah, 
Abu Bakar bin Zhuhur, Abu Al Hasan Sahal bin Malik dan putranya Al 
Qadhi yang wafat pada tahun (622 H), Abui Qasim bin Ath-Thaylisan, 
Bundud atau Ibnu Bundud, Ustadz Abu Bakar Yahya Al Qurthubi, Abu 
Ja’far Ahmad bin Sabiq, dan Abui Rabi bin Salim Al Kala’i, akan tetapi 
tidak ada yang mendapatkan popularitas setelah Ibnu Rusyd. 

Dia pun telah meriwayatkan dari Abui Qasim bin Basykal dan Abu 
Marwan Abdil Malik bin Masarrah, dan mengambil riwayatnya saat 
beliau di Sevilla juga tempat yang lainnya. Dia belajar kedokteran dari 
Abu Marwan Al Balansi dan Abu Ja’far Harun. Belajar fikih kepada Al 
Hafizh Al Faqih Abu Muhammad bin Rizq. 

Wafatnya: S ebelumnya dia m emiliki hubungan yang sangat baik 
dengan Al Manshur, akan tetapi hal itu tidak berjalan lama sehingga dia 
di tudiih sebagai zindiq dan atheis, akhrinya sikap Al Manshur pun 
berubah kepadanya, sehingga ia diasingkan ke Marakis (sebuah kota di 
Maro kiiT bahkan sebagian buku-bukunya d iba kar^kernudian setelah 
beberapa lama Al Manshur kembali senang kepadanya, bahkan 
memberikan amnesti untuk kembali, akan tetapi dia tidak hidup lama 
setelah amnesti itu lebih dari satu tahun. 
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Dia wafat pada hari kamis bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 595 
H di Marakis, ketika itu dia berumur 75 tahun, inilah tahun yang 
menentukan bagi para pendukungnya. Sementara Ibnu Ushaiba’ah 
menyatakan bahwa dia wafat di awal tahun 595 H. 
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PENGANTAR PENULIS 


Aku memuji Allah dengan segala pujian untuk-Nya, shalawat dan 
salam semoga tercurahkan kepada Rasul-Nya Muhammad SAW, 
keluarga dan kepada para sahabatnya semua. 

Sesungguhnya tujuan saya dalam menulis kitab ini adalah 
memperkuat hapalan terhadap berbagai masalah hukum yang disepakati 
dan diperdebatkan beserta dalil-dalilnya, dan memberikan perhatian 
terhadap poin perbedaannya, yang sesuai dengan ushul dan kaidah fikih 
yang dapat membantu seorang mujtahid mencari hukum terhadap 
masalah yang tidak diungkap dalam syariat, kebanyakan masalah ini 
adalah bersifat tekstual dalam syariat, atau terkait dengan satu nash, 
bahkan ia adalah masalah yang disepakati, atau masalah yang masyhur 
diperdebatkan di kalangan para ulama fikih, dari zaman sahabat sampai 
masa tersebarnya taklid buta. 

Sebelumnya saya ingin memaparkan beberapa methode yang 
digunakan untuk mengeluarkan hukum-hukum syariat, dan sebab-sebab 
timbulnya perbedaan pendapat dengan seringkas mungkin. 

Methode yang digunakan untuk memahami hukum dari Nabi SAW 
pada dasarnya ada tiga; 

1. Lafazh 

2. Perbuatan 

3. Ketetapan 

Adapun hukum masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh 
penetap hukum (baca: Allah dan Rasulullah), jumhur ulama berkata, 
“Sesungguhnya methode memahaminya adalah dengan qiyas,” sementara 
Ahlu Azh-Zhahir berkata, “Qiyas dalam hukum syari’at adalah bathil, 
dan sesuatu yang tidak dijelaskan oleh penetap hukum adalah tidak ada 
hukumnya, dan logika membuktikan hal ini, karena ragam kasus dan 
peristiwa yang terjadi dikalangan manusia tidak akan ada habisnya, 
sementara nash, perbuatan Rasulullah dan ketetapannya terbatas, maka 
mustahil sesuatu yang ada batasannya dihadapkan dengan sesuatu yang 
tidak ada batasannya.” 
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Adapun lafazh-lafazh yang dapat dipahami untuk menentukan 
hukum terdiri dari tiga klasifikasi yang disepakati dan satu yang 
diperdebatkan. 

Adapun tiga klasifikasi yang disepakati adalah ; 

1. Lafazh umum 

2. lafazh khusus 

3. Lafazh umum, namun yang dimaksud adalah khusus atau lafazh 
khusus, namun yang dimaksud adalah umum. 

Dengan klasifikasi ini maka memuat; 

1. Prioritas terhadap yang lebih tinggi dari yang lebih rendah {at- 
tanbih bi al a ’la ‘ala al adna). 

2. Prioritas terhadap yang lebih rendah dari yang lebih tinggi {at- 
tanbih bi al adna ‘ala al a ’ld). 

3. Prioritas terhadap yang setara dengan yang setara {at-tanbih bil 
musawi ‘ala al musawi). 

Contoh lafazh umum, firman Allah SWT: 

"'Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.” 
(Qs. Al Maa'idah [5]: 3) 

Sesungguhnya kaum muslim sepakat bahwa lafazh Khinzir (babi) 
mencakup semua macam babi selama tidak termasuk binatang yang 
diungkapkan secara isytirak al ism (kesatuan nama) seperti babi laut. 

Contoh lafazh umum namun yang dimaksud adalah khusus adalah 
firman Allah SWT: 

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu 
kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (Qs. At-Taubah [9]; 103). 

Sesungguhnya kaum muslim sepakat bahwa zakat tidak diwajibkan 
pada semua jenis harta. 

Contoh lafazh khusus namun yang dimaksud umum adalah firman- 

Nya: 
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yjlUi ji; 

“"Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 
perkataan ‘ah’” (Qs. Al Israa [17]: 23) 

Ayat ini termasuk memberikan prioritas terhadap yang lebih tinggi 
dari yang lebih rendah, dengan demikian dari ayat ini dapat dipahami 
haramnya memukul dan mencela orang tua karena hal ini lebih 
menyakitkan dari berkata “ah.” 

Lafazh-lafazh yang menunjukan bahwa sesuatu harus dikerjakan ini 
terkadang diungkapkan dalam bentuk perintah, atau berita yang memiliki 
makna perintah, demikian pula dengan sesuatu yang dilarang terkadang 
diungkapkan dalam bentuk larangan atau dalam bentuk berita yang 
mengandung makna larangan. 

Jika lafazh-lafazh ini datang dalam bentuk-bentuk seperti ini, 
apakah menunjukan bahwa sesuatu yang dituntutnya itu hukumnya wajib 
atau sunnah? atau hukumnya tertunda hingga ada dalil yang 
menunjukkan pada salah satu dari dua hukum tersebut?. Dalam hal ini 
para ulama berbeda pendapat, sebagaimana dipaparkan dalam kitab ushul 
fikih, demikian pula apakah bentuk larangan itu mengandung arti haram 
atau makruh, atau tidak menunjukkan salah satu darinya? Dalam masalah 
ini pun ada perbedaan pendapatnya. 

Hal-hal yang terkait pada hukum terkadang berupa lafazh yang 
hanya menunjukan satu makna saja (yang dalam pembahasan ushul fikih 
dikenai dengan sebutan “Nash”, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam 
kewajiban mengamalkannya) dan terkadang menunjukkan kepada lebih 
dari satu makna, lafazh yang kedua ini ada dua macam: 

1. Lafazh tersebut menunjukkan berbagai makna secara 
seimbang, yang dikenai dalam bahasan ushul fikih dengan istilah mujmal, 
dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa lafazh ini tidak menunjukan 
satu hukum. 

2. Lafazh yang menunjukan pada sebagian makna yang lebih 
banyak dari sebagian yang lainnya. Makna yang lebih banyak ini 
dinamakan zhahir, sementara makna yang lebih sedikit dinamakan 
muhtamal. 
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Jika makna tersebut diungkapkan secara mutlak terhadap berbagai 
makna maka dibawa pada makna yang zhahir hingga ada dalil yang 
menunjukan bahwa makna yang dimaksud adalah makna muhtamal, hal 
itu menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih 
mengenai lafazh-lafazh nash, tetapi semua itu datang dari tiga segi 
makna: 

1. Dari segi lafazh yang mengandung banyak makna {Al 
isytirak). 

2. Dari segi ragam makna yang disebabkan oleh alif lam yang 
ada pada satu lafazh, dengan demikian apakah yang dimaksud 
adalah seluruhnya atau sebagiannya? 

3. Dari segi ragam makna dalam lafazh-lafazh perintah dan 
larangan. 

Adapun methode keempat dalam memahami hukum syari’at adalah 
memahami bahwa penetapan terhadap sesuatu merupakan peniadaan 
untuk kebalikannya, demikian pula peniadaan hukum terhadap sesuatu 
merupakan penetapan bagi kebalikannya, atau lebih dikenal dengan 
sebutan dalil khithab, dan ini adalah landasan yang diperdebatkan, 
misalnya sabda Nabi SAW: 

" i ® 

''Dalam kambing yang digembalakan ada (kewajiban) zakat” 

Sebagian ulama berpendapat tidak ada zakat pada kambing yang 
tidak digembalakan. 

Adapun qiyas maknanya adalah menganalogikan hukum bagi 
masalah yang telah tetap dalam syari’at kepada sesuatu yang belum ada 
ketetapan hukumnya dalam syari’at karena adanya keserupaan dalam 
masalah yang telah ditetapkan hukumnya, atau karena adanya Ulat 
(alasan) dalam kedua hal tersebut, dengan alasan itulah qiyas dalam 
hukum Islam terbagi dua; qiyas syabah dan qiyas Ulat. 

Perbedaan antara qiyas dengan lafazh khusus namun yang 
dimaksud adalah umum adalah: Bahwa qiyas terjadi pada lafazh khusus 
yang dipahami kekhususannya, lalu yang lain dikaitkan kepadanya 
(maksudnya, yang tidak ditetapkan hukumnya dalam syari’at 
dianalogikan kepada yang manthuq [penunjukan lafazh terhadap hukum 


Bidayatul Mujtahid 11 



sesuatu yang disebutkan dalam pembicaraan,ed] dari sisi penyerupaan 
diantara keduanya bukan dari sisi petunjuk lafazh), karena melekatkan 
sesuatu yang tidak ditetapkan hukumnya dalam syari’at kepada yang 
manthuq dari sisi petunjuk lafazh itu sendiri bukanlah qiyas, dan kedua 
hal ini sangat serupa karena keduanya sama-sama menganalogikan yang 
tidak dikomentari dalam syari’at kepada yang manthug, dan karena itulah 
banyak ulama yang keliru dalam masalah ini. 

Contoh qiyas, menganalogikan peminum khamer dengan orang 
yang menuduh zina dalam hukuman (had), demikian pula 
menganalogikan mahar dengan nishab pencurian dalam penetapan hukum 
potong tangan. 

Sementara menganalogikan barang-barang riba kepada makanan 
pokok, atau kepada barang-barang yang ditakar, atau kepada makanan, 
semua ini masuk ke dalam masalah lafazh khusus namun yang dimaksud 
adalah umum, maka pikirkanlah dengan baik karena masalah ini agak 
sulit! 

Masalah pertamalah yang pantas untuk diperdebatkan bagi 
madzhab Zhahiriyah, sementara masalah yang kedua tidak layak untuk 
dipertentangkan karena termasuk masalah ketaatan (ibadah) kepada 
sebuah dalil yang jelas, barangsiapa menentangnya maka ia telah 
menentang cara pengungkapan bahasa arab itu sendiri. 

Adapun perbuatan (Nabi SAW), menurut mayoritas ulama 
termasuk salah satu methode untuk menetapkan hukum-hukum syari’at, 
sementara sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan sama sekali 
tidak menunjukan satu hukum tertentu karena tidak memiliki redaksi 
bahasa. 

Para ulama yang berpendapat bahwa perbuatan Nabi SAW bisa 
menjadi landasan hukum, mereka berbeda pendapat tentang hukum yang 
dihasilkannya; Sebagian ulama berpendapat menunjukan wajib, dan 
sebagian yang lain berpendapat menunjukkan sunnah. 

Sementara yang terpilih oleh para peneliti adalah jika perbuatan 
tersebut merupakan penjelas dari kewajiban yang bersifat mujmal 
(global), maka ia bersifat wajib; jika perbuatan tersebut merupakan 
penjelas dari sunnah yang bersifat mujmal maka ia menunjukan sunnah; 
lalu jika bukan merupakan penjelas dari sesuatu yang bersifat mujmal; 
jawabannya adalah jika ia termasuk hal-hal yang bersifat ibadah maka ia 
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termasuk sunnah, dan jika menunjukkan hal-hal yang mubah maka ia 
adalah mubah. 

Adapun iqrar (ketetapan Nabi SAW), sesungguhnya ia menunjukan 
hukum boleh. Inilah berbagai methode yang dengannya diambil atau 
dipahami berbagai hukum. 

Adapun ijma’, sesungguhnya ia bersandar kepada empat methode 
di atas, hanya saja Jika ijma’ itu terjadi pada salah satunya yang tidak 
qath '/(pasti), maka ia akan berubah dari zhan (prasangka) menjadi qath ’i. 

Ijma’ bukanlah landasan yang berdiri sendiri tanpa bersandarkan 
kepada salah satu methode di atas, jika tidak demikian berarti penetapan 
hukum tambahan dari yang telah Nabi SAW tetapkan. 

Makna-makna yang dipahami dari berbagai methode ini ditetapkan 
kepada para mukallaf (orang dewasa) berupa perintah, larangan atau 
pilihan terhadap sesuatu. 

Jika perintah dikeluarkan secara kuat dan berkaitkan dengan 
hukuman maka dinamakan Wajib, jika dipahami darinya adanya pahala 
tetapi tanpa disertai dengan ancaman jika meninggalkannya maka ia 
adalah nadb (sunnah). 

Demikian pula larangan, jika dikeluarkan secara kuat dan berkaitan 
dengan hukuman maka ia dinamakan muharram (haram), lalu jika 
dipahami darinya sebuah anjuran untuk ditinggalkan tanpa ada kaitannya 
dengan hukuman maka dinamakan makruh. 

Walhasil, hukum-hukum dari berbagai methode di atas ada lima; 
wajib, mandub (sunah), mahdzur (haram), makruh dan mukhayar atau 
mubah. 

Sebab-sebab perbedaan dalam iafazh ada enam: 

Pertama, adanya berbagai Iafazh antara empat kemungkinan 
(maksudnya bisa merupakan Iafazh umum yang dipahami khusus, atau 
khusus yang dipahami umum, atau umum yang dipahami umum, atau 
khusus yang dipahami khusus), atau antara memiliki dalil khithab dan 
tidak. 

Kedua, istytirak (ragam makna) yang terjadi pada berbagai Iafazh, 
bisa terjadi pada Iafazh mufrad (tunggal), seperti Qur’u yang 
mengandung makna suci dan haid, demikian pula Iafazh perintah apakah 
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dipahami wajib, atau sunah, dan lafazh larangan apakah dipahami haram 
atau makruh. Bisa pula terjadi dalam sebuah redaksi, seperti firman 
Allah: 


''Kecuali orang-orang yang bertaubat" (Qs. An-Nuur [24]: 5) 

Apakah redaksi ini kembali kepada orang fasiq saja, atau kembali 
kepada fasiq dan saksi, maksudnya taubat itu bisa menghilangkan 
kefasikkan dan bisa menghapus larangan bersaksi bagi orang yang pernah 
menuduh zina. 


Ketiga, perbedaan i’rab. 

Keempat, kategori sebuah lafazh antara hakikat atau majaz, bisa 
karena adanya satu lafazh yang dibuang, tambahan, mendahulukan yang 
terakhir, mengakhirkan yang pertama, atau kategori lafazh antara hakikat 
dan isti’arah (personifikasi). 

Kelima, mutlaq-ny3. satu lafazh pada satu kesempatan, dan 
muqayyad (terikat) pada kesempatan lain, seperti mutlaq-nya lafazh ar- 
raqabah pada satu kesempatan, dan muqayyad lafazh tersebut dengan 
keimanan pada kesempatan lainnya. 

Keenam, adanya kontradiksi antara berbagai methode dalam 
memahami hukum; maksudnya kontradiksi antara lafazh, perbuatan, 
ketetapan, atau bahkan qiyas, demikian pula adanya kontradiksi dari tiga 
jalan di atas (maksudnya kontradiksi antara ucapan dengan perbuatan, 
atau dengan ketetapan atau qiyas, demikian pula adanya kontradiksi 
antara perbuatan dengan ketetapan atau qiyas, bisa pula kontradiksi 
antara ketetapan dengan qiyas). 

Al Qadhi (penulis) berkata, “Setelah kami menyebutkan semua hal 
ini secara umum, maka marilah kita mulai pembahasan dengan memohon 
pertolongan kepada Allah, kita mulai dengan kitab Thaharah seperti 
kebiasaan para ulama.” 
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PEMBAHASAN TENTANG BERSUCI DARI HAD ATS 


Kaum muslim sepakat bahwa bersuci secara hukum ada dua 
macam; bersuci dari hadats dan bersuci dari najis. 

Mereka pun sepakat bahwa bersuci dari hadats terbagi tiga bagian; 
wudhu, mandi Junub, dan tayammum sebagai pengganti keduanya, 
dalilnya adalah ayat tentang wudhu yang mencakup semuanya, sekarang 
kita mulai dengan wudhu. 


KITAB WUDHU 

Masalah ini terangkum dalam lima bab: 


Babi 


Dalil Kewajiban Wudhu 

Dalil diwajibkannya wuhdu adalah Al Qur'an, sunnah dan ijma’. 
Al Qur'an: 


«jl,^ II j! 
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J! 


“ffai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 
dengan siku.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 


Kaum muslim sepakat bahwa menunaikan seruan ini adalah wajib 
hukumnya bagi setiap orang yang diwajibkan shalat jika sudah masuk 
waktunya. 


Adapun Sunnah: Sabda Rasulullah SAW: 
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“Allah tidak akan menerima shalat tanpa tersuci, dan sedekah dari 
hasil khianat"' 


Demikian pula sabda beliau: 

d. 


^ 'y 


“Allah tidak akan menerima shalat orang yang berhadats sehingga 
dia berwudhu"^ 

Adapun ijma’: Tidak dinukil dari salah seorang muslim pun adanya 
perbedaan pendapat dalam masalah ini, seandainya ada perbedaan 
pendapat maka akan dinukil, karena kebiasaan menuntut hal itu. 

Lalu kepada siapakah wudhu itu diwajibkan, sesungguhnya ia 
diwajibkan kepada orang baliqh yang berakal, hal ini telah ditetappkan 
dengan Sunnah dan ijma’. 

Sunnah, tepatnya adalah sabda Rasulullah SAW: 

“Qalam diangkat dari tiga orang, ” lalu beliau menyebutkan 
diantaranya, “Anak kecil hingga ia bermimpi (jima’) dan orang gila 
hingga dia sadar. 


’ Sanadnya shahih. HR. Abu Daud (59), An-Nasa'i (1/87, 88) (5/56), Ibnu Majah 
(271), Ahmad (5/74, 75), Ath-Thayalisi (1319), Abu Awanah (1/235), dan Al 
Baihaqi (1/42, 23) semuanya dari hadits Usamah bin Umair, dalam masalah ini 
pun ada hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (273), Abu 
Awanah (1/235), dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Muslim (224), At- 
Tirmidzi (1), Ahmad (2/20, 39, 51), juga dari Abu Hurairah yang diriwayatkan 
oleh Abu Awanah (1/236). 

^ Shahih. HR. Al Bukhari (135, 6954), Ahmad (2/308), Al Baihaqi (1/171), 
semuanya dari hadits Abu Hurairah, sementara lafazh Al Bukhari adalah: 

O? y ^ ayCrf» S 

“Tidak diterima shalat orang yang berhadats sehingga dia berwudhu. " 

^ Shahih. HR. Abu Daud (43980, An-Nasa'i (6/156), Ibnu Majah (2041), Ahmad 
(6/100, 101, 144), Ad-Darimi (2/171), Ibnu Al Jarud (148) dan disetujui oleh 
Adz-Dzahabi, yang semuanya diriwayatkan dari hadits Aisyah, dalam masalah 
ini pun ada hadits Ali yang diriwayatkan oleh Abu Daud (4401, 4402, 4403), 
At-Tirmidzi (1423), Ahmad (1/154, 158), Ath-Thayalisi (90) dan dinilai shahih 
oleh Al Hakim (1/258), (2/59). 
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Adapun ijma’, sesungguhnya tidak dinukil termasuk perbedaan 
pendapat dalam masalah ini. 

Ulama fikih berbeda pendapat, apakah Islam diantara syarat 
kewajibannya? sebenarnya ini masalah yang tidak banyak dibutuhkan 
dalam fikih, karena berhubungan dengan hukum akhirat. 

Adapun kapan diwajibkan? Wudhu diwajibkan jika hendak 
melakukan shalat, atau seorang hendak melakukan sesuatu dimana 
wudhu merupakan salah satu syaratnya, walaupun tidak berkaitan dengan 
waktu. 


Kewajibannya jika masuk waktu shalat bagi orang yang berhadats 
adalah sesuatu yang tidak diperdebatkan, berlandaskan kepada firman 
Allah SWT, 


sjiiJi j! 


’ ’• iS] 



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat..." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 

Dengan demikian Allah mewajibkan wudhu jika hendak melakukan 
shalat, dan diantara syarat shalat adalah masuknya waktu shalat. 

Lalu dalil kewajibannya jika hendak melakukan berbagai perbuatan 
yang salah satu syaratnya adalah wudhu akan dibahas nanti jika 
menyebutkan berbagai amalan-amalan tersebut, dan perbedaan pendapat 
di kalangan ulama tentangnya. 


Bab II 

Tata Cara Berwudhu 

Landasan tata cara wudhu adalah praktek yang dijelaskan dalam 
firman Allah SWT, 


S^IyaJI lil ^ 


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai 
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dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan 
kedua mata kaki.'" (Qs. Al Maa'idah [5]; 6) 

Demikian pula yang dijelaskan dalam berbagai riwayat shahih 
tentang tata cara wudhu Nabi SAW. 

Dalam bab ini ada 12 masalah populer yang terkait dengannya dan 
sebagai pokok-pokok masalah, yang intinya adalah masalah syarat, 
rukun, tata cara dan jumlah, dan penentuan batasan yang dibasuh dan 
diusap dengan berbagai ketentuan hukumnya. 


Masalah pertama: Syarat (niat wudhu) 

Para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat, apakah niat 
merupakan syarat sahnya wudhu? Padahal sebelumnya mereka sepakat 
bahwa niat merupakan syarat dalam berbagai praktek ibadah, 
berlandaskan kepada firman Allah SWT, 






^'Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama 
yang lurus.'''' (Qs. Al Bayyinah [98]: 5) 

Sabda Nabi SAW, 

✓ X ^ 

‘'^Sesungguhnya (keabsahan) amal itu tergantung pada niat.^^ 
Hadits ini masyhur. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa niat adalah syarat wudhu, ini 
adalah pendapat Imam Syafi’i, Malik, Ahmad, Abu Tsaur dan Daud. 


^ Muttafaq ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953), 
Muslim (1907), Abu Daud (2201), At-Tirmidzi (1647), An-Nasa'i (1/58) 
(4/158), Ibnu Majah (4227), Ahmad (1/25, 52), Ath-Thayalisi (37), Al Humaidi 
(28), Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga (64), Al Baihaqi (4/235) (6/331) (7/241) 
semuanya dari hadits Umar bin Khaththab. 

Faidah: Abdurrahman bin Mahdi berkata, “Hendaknya bagi setiap orang yang 
ingin menulis buku memulainya dengan hadits ini sebagai peringatan bagi 
setiap penuntut ilmu agar meluruskan niat.” 
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Sementara sebagian yang lainnya berpendapat bahwa niat bukanlah 
syarat, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ats-Tsauri. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam 
menentukan wudhu antara ibadah mahdhah (maksudnya, ibadah yang 
tidak bisa dipahami secara akal, ia merupakan bentuk ketaatan saja 
seperti shalat dan yang lainnya) dan ibadah ghair mahdhah (yang bisa 
dipahami secara akal) seperti membasuh najis, pada dasarnya mereka 
tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdhah membutuhkan niat, 
adapun ibadah yang dipahami akal tidak membutuhkan niat, sementara 
wudhu ada diantara dua macam ibadah ini, karena itulah terjadi 
perbedaan pendapat, maksudnya karena wudhu berada diantara ibadah 
dan membersihkan, sementara fikih mempertimbangkan mana yang lebih 
serupa diantara keduanya sehingga mengambil salah satunya. 


Masalah kedua: Hukum (membasuh kedua tangan) 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membasuh kedua 
tangan sebelum memasukannya ke dalam tempat (kolam) air wudhu, 
sebagian ulama berpendapat sesungguhnya hal itu termasuk sunnah 
wudhu secara mutlak walaupun ia meyakini bahwa tangannya bersih, ini 
pendapat di kalangan madzhab Maliki dan Syafi’iyah, yang lain 
berpendapat mustahab (dianjurkan) bagi orang yang ragu apakah 
tangannya bersih, inilah pendapat yang diriwayatkan dari Malik, ada juga 
yang berpendapat sesungguhnya membasuh tangan wajib bagi orang 
yang baru bangun tidur, inilah pendapat Daud dan murid-muridnya, lalu 
sebagian ulama lain membedakan antara tidur malam dan siang hari, 
mereka mewajibkannya pada tidur malam dan tidak wajib pada tidur di 
siang hari, inilah pendapat Ahmad, ringkasnya dalam masalah ini ada 
empat pendapat: 

1. Sunah secara mutlak. 

2. Dianjurkan bagi yang ragu-ragu. 

3. Wajib bagi yang baru bangun tidur. 

4. Wajib bagi yang baru bangun tidur malam dan tidak wajib untuk 
tidur siang. 
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Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami 
hadits shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW 
bersabda. 


ju 'j' cP '^1 

✓ ^ f y 

^ ^ y t» ✓✓✓«*© Oy'-.O ✓ * 

.flJj C^u C5jA! J -A^l 


“Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah dia 
membasuh tangannya sebelum memasukannya ke dalam wadah, karena 
seseorang diantara kalian tidak mengetahui dimana tangannya berada 
saat tidur. 


Dalam sebagian riwayat, “Hendaklah ia membasuhnya sebanyak 
tiga kali." 

Ulama yang tidak melihat adanya kontradiksi antara tambahan 
dalam hadits ini dengan ayat wudhu, dia memahami perintah untuk 
membasuh kedua tangan dalam hadits ini adalah wajib, dan 
menjadikannya sebagai salah satu rukun wudhu. 

Ulama yang memahami kata al bayaat dengan makna tidur malam, 
mereka berpendapat kewajiban itu hanya berlaku untuk tidur malam, 
sementara ulama yang berpendapat bahwa lafazh tersebut bersifat umum 
untuk setiap tidur, menjelaskan bahwa kewajiban membasuh tangan 
berlaku untuk setiap bangun tidur, baik siang maupun malam. 

Adapun ulama yang berpendapat adanya kontradiksi antara hadits 
dengan ayat karena makna zhahir ayat wudhu mengandung makna hashr 
(pembatasan kefardhuan wudhu), maka cara mengkompromikannya 
adalah mengeluarkan lafazh perintah dari zhahir ayat yang menunjukkan 
wajib kepada sunah. 


^ Shahih. HR. Muslim (278), Abu Daud (105), An-Nasa'i (1/6, 99), dan dalam Al 
Kubra'{\, 153), Ahmad (2/241, 265, 284, 348, 382, 403, 455, 471), Ad-Darimi 
(766-Ar-Rayyan) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (99, 145) semuanya 
dengan menyebutkan ungkapan tiga kali, dan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
(24), dan Ibnu Majah (393) dengan menyebutkan ungkapan “Dua kali atau tiga 
kali.” Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari tanpa menyebutkan jumlah, Malik 
dalam Al Muwatha' (37), Ahmad (2/316, 395, 465, 507) dinilai shahih oleh 
Ibnu Khuzaimah (100), dalam masalah ini pun ada riwayat dari Ibnu Majah 
(395), dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (394) dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (146). 
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Ulama yang berpendapat kuatnya anjuran karena Rasulullah 
melakukannya secara terus menerus, mereka berkata, “Sesungguhnya hal 
itu termasuk sunnah yang dikuatkan,” sementara orang yang tidak 
meyakini kuatnya anjuran, mereka berkata, “Sesungguhnya hal itu hanya 
sebatas mustahab (anjuran semata),” semua ini jika mereka yakin bahwa 
kedua tangannya bersih (maksudnya bagi yang menyatakan sunnah, dan 
yang menyatakan nadb). 

Adapun ulama yang berpendapat tidak adanya alasan membawa 
hadits ini ke dalam lafazh khusus yang bermaksud umum, mereka 
berpendapat bahwa hadits ini khusus bagi orang yang bangun tidur, 
sementara orang yang menjadikan “ragu” sebagai Ulat (alasan hukum) 
dan memahaminya ke dalam lafazh khusus bermaksud umum, mereka 
berpendapat bahwa hadits ini berlaku pula bagi orang yang ragu, karena 
orang ragu memiliki kedudukan sama dengan orang tidur. 

Nampaknya hadits ini tidak bermaksud membahas hukum 
membasuh telapak tangan saat berwudhu, akan tetapi membahas air yang 
digunakan dalam berwudhu jika disyaratkan dalam keadaan suci. 

Adapun riwayat yang dinukil bahwa Rasulullah SAW sering 
membasuh kedua telapak tangannya sebelum memasukannya ke dalam 
wadah air, bisa saja dipahami bahwa membasuh kedua telapak tangan di 
awal merupakan tata cara dalam berwudhu, bisa pula membahas hukum 
air (maksudnya, agar tidak terkena najis, atau tidak ada keraguan di 
dalamnya ketika kita menyatakan bahwa keraguan itu memiliki pen^uuh 
hukum). 


Masalah ketiga: Tentang rukun (berkumur dan istinsyaq) 

Para ulama berbeda pendapat tentang berkumur dan istinsyaq 
(memasukkan air ke hidung) dalam wudhu menjadi tiga pendapat: 

1. Keduanya termasuk sunnah dalam berwudhu, ini adalah 
pendapat Malik, Syafi’i, dan Abu Hanifah. 

2. Keduanya adalah fardhu, inilah pendapat Ibnu Abi Laila, dan 
pengikut murid Daud. 

3. Sesungguhnya istinsyag adalah wajib sementara berkumur 
adalah sunah, ini adalah pendapat Abu Tsaur, Abu Ubaidah, dan 
sekelompok dari Azh-Zhahiri. 
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Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami 
berbagai hadits yang membahas tentang hal ini, apakah merupakan 
tambahan yang kontradiksi dengan ayat wudhu. 

Ulama yang meyakini bahwa jika tambahan ini dipahami wajib 
maka akan menyebabkan kontradiksi, karena ayat tersebut menguraikan 
rukun wudhu pula. Saat itu mereka mengeluarkan hukum wajib kepada 
sunah. Sementara ulama yang tidak meyakini adanya kontradiksi 
memahaminya secara zhahir, yaitu wajib. 


Dan ulama yang menganggap setara antara ucapan dan perbuatan 
ketika memahami hal ini, mereka tidak membedakan antara berkumur 
dan istinsyag (keduanya wajib). 


Adapun ulama yang memahami bahwa ucapan mengandung hukum 
wajib sementara perbuatan mengandung hukum sunah, mereka 
membedakan antara berkumur dengan istinsyag, lebih jelasnya berkumur 
dinukil dari perbuatan Nabi SAW, sementara istinsyag keluar dari ucapan 
dan perbuatannya, yaitu sabda beliau: 





^3 .u J bi 


“Jika salah seorang dari kalian berwudhu, maka masakanlah air ke 
hidungnya dan keluarkanlah, dan barangsiapa hendak beristijmar 
(bersuci dengan batu), maka lakukanlah secara ganjil."^ (HR. Malik 
dalam Al Muwaththa, dan Al Bukhari dalam Shahihnya dari hadits Abu 
Hurairah) 


Masalah keempat: Batasan membasuh muka 

Para ulama telah sepakat bahwa membasuh muka secara umum 
termasuk rukun wudhu, berdasarkan firman Allah : 


^ -'C 


“Maka basuhlah mukamu” (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 


* Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (162), Muslim (237), dan Abu Daud (140) 
tanpa menyebutkan “Barang siapa heT-istijmar (bersuci dengan batu) maka 
lakukanlah dengan ganjil”, diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i (1/65), Ahmad 
(2/242, 278, 463), dan Malik dalam Al Muwaththa' (1 19), dan Al Humaidi 
(957). 
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Mereka berbeda pendapat pada tiga masalah membasuh bagian 
antara jambang dengan telinga, membasuh jenggot yang terurai dan 
mereraikannya. 

Pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki, bahwa kulit 
tak berbulu antara jambang dan telinga termasuk wajah, dalam madzhab 
itu pun diungkapkan adanya perbedaan antara orang yang tidak 
berjenggot dengan yang berjenggot, jadi dalam madzhab Maliki ada tiga 
pendapat. Sementara Abu Hanifah memasukannya ke dalam bagian 
wajah. 

Adapun jenggot yang terurai. Imam Malik berpendapat wajib 
mengucurkan air kepadanya, sementara Abu Hanifah tidak 
mewajibkannya, demikian pula Syafi’i dalam salah satu pendapatnya. 

Sebab perbedaan pendapat dalam dua masalah ini adalah 
ketidakjelasan apakah wajah mencakup dua tempat ini atau tidak. 
Adapun menyelah-nyelahi jenggot, madzhab Maliki berpendapat bahwa 
hal itu tidak wajib, ini pun dikatakan oleh Abu Hanifah dan Syafi’i, 
sementara Ibnu Abdil Hakim dan pengikut Malik mewajibkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam ke-shahih- 
an riwayat yang memberikan perintah untuk menyelah-nyelahi jenggot, 
bahkan kebanyakan dari atsar tersebut tidak shahih, selain itu riwayat- 
riwayat shahih yang menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah SAW tidak 
menjelaskan penyelah-nyelahan jenggot. 


Masalah kelima: Batasan membasuh kedua tangan 


Para ulama bersepakat bahwa membasuh kedua tangan dan kedua 
siku hukumnya fardhu dalam berwudhu, berdasarkan firman Allah: 


(J) 


'"Dan tanganmu sampai dengan siku." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 

Para ulama berbeda pendapat dalam membasuh siku: 

1. Jumhur ulama, yakni Imam Malik, Syafi’i dan Abu Hanifah 
berpendapat wajib membasuhnya. 
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2. Ahlu zhahir dan sebagian uiama di kurun terakhir dari kalangan 
pengikut Malik, juga Ath-Thabari berpendapat tidak wajib 
membasuhnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami 
istytirak (ragam makna) pada huruf (^i) dan kata (-^') dalam bahasa arab. 


Maksudnya huruf (Jl) terkadang bermakna sampai, dan terkadang 

bermakna beserta , demikian pula “tangan” dalam bahasa arab 
mengandung tiga makna: telapak tangan saja, telapak tangan beserta siku, 
telapak tangan beserta siku dan lengan atas. 

Ulama yang berpendapat bahwa (Jl) di sini maknanya beserta , atau 
memahami bahwa yang dimaksud dengan (-^3') adalah tiga anggota di 
atas, mereka berpendapat bahwa siku wajib dibasuh. 

Adapun ulama yang memahami bahwa (^J) di sini maknanya 


sampai , dan melihat bahwa yang dimaksud (-^30 adalah yang dibawah 

lengan, mereka pun berpendapat bahwa batasan ini tidak masuk ke dalam 
bagian yang dibatasi, jadi mereka tidak mewajibkan membasuh siku. 

Muslim meriwayatkan dalam Kitab Shahih-nya dari Abu Hurairah: 


;Jl3 p cdUiST j*J cJiIJ' LS^' 

J AaIp Aill Aijl 


“Bahwa beliau SAW membasuh tangan kanannya hampir ke lengan 
atasnya, kemudian tangan kiri seperti demikian, kemudian membasuh 
kaki kanannya hampir ke betis, kemudian membasuh yang kiri seperti 
demikian. Abu Hurairah berkata, ‘Demikianlah aku melihat Rasulullah 
berwudhu’.”’ 


Ini adalah hujjah bagi kelompok yang mewajibkan membasuh siku, 
karena jika ada satu lafazh mengandung dua makna, maka kita tidak 


’ Shahih. HR. Muslim (246), Ahmad (2/400) dengan lafazh yang sama, dan Al 
Baihaqi (1/57). 
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boleh mengambil salah satunya kecuali ketika ada dalil yang 
menentukannya, walaupun pada dasarnya lafazh dalam bahasa arab 

lebih zhahir mengandung makna sampai daripada beserta , demikian pula 
(jjll) lebih zhahir mengandung makna sesuatu yang ada di bawah lengan 
atas daripada sesuatu yang ada di atas lengan atas. 

Walhasil orang yang tidak mewajibkannya lebih kuat dari sisi 
petunjuk lafazh, sementara yang mewajibkannya lebih jelas dari sisi 
atsar, kecuali jika atsar tersebut dipahami mengandung makna sunnah. 

Jadi, masalah ini bersifat muhtamal (mengandung banyak 
kemungkinan) sebagaimana Anda lihat. Yang lain berpendapat jika 
batasan ini termasuk jenis yang dibatasi maka ia masuk ke dalam 
hukumnya. 


Masalah keenam: Batasan mengusap kepala 

Para ulama telah sepakat bahwa mengusap kepala termasuk 
kefardhuan wudhu, lalu mereka berbeda pendapat tentang batasan yang 
dianggap cukup. 

1. Malik berpendapat sesungguhnya yang wajib adalah mengusap 
semuanya. 

2. Sementara Syafi’i, sebagian pengikut Maliki dan Abu Hanifah 
berpendapat bahwa yang fardhu adalah mengusap sebagian. Diantara 
pengikut imam Malik ada yang membatasinya dengan 1/3, ada pula yang 
membatasainya dengan 2/3, lalu Abu Hanifah membatasi dengan 1/4, dan 
membatasi luas tangan yang digunakan untuk mengusap, dia berkata, 
“Bahwa mengusap dengan kurang dari tiga jari adalah tidak cukup (tidak 
sah)”, sementara imam Syafi’i tidak membatasi luas tangan, demikian 
pula yang luas, yang diusap. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya isytirak (ragam makna) pada 
huruf baa' dalam bahasa arab, seperti firman Allah: 

- 

'"Yang menghasilkan minyak.” (Qs. Al Mukminuun [23]: 20). 
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Terkadang mengandung makna zaidah (tambahan) bagi orang yang 
membacanya dengan ungkapan maksudnya dengan huruf tad 

yang didhamahkan dan huruf haa' yang dikasrahkan, yang diambil dari 
kata (clJ). 


Terkadang menunjukan makna sebagian seperti perkataan 
seseorang: oJi' (aku mengambil sebagian bajunya), dan tidak ada 

alasan untuk mengingkari ungkapan seperti ini dalam bahasa arab 
(maksudnya, bahwa huruf baa' mengandung makna sebagian), ini adalah 
pendapat ulama nahwu Kufah. 


Ulama yang berpendapat bahwa huruf baa' adalah zaidah, mereka 
mewajibkan mengusap semua kepala, padahal makna yang terkandung 
dalam zaidah tersebut adalah penguat, sementara orang yang berpendapat 
menunjukan sebagian, mereka mewajibkan sebagian kepala, mereka 
berargumentasi pula dengan hadits Mughirah: 


0 ^ \ » ^ J, ^ ^ 


“Sesungguhnya Nabi SAW berwudhu, lalu mengusap depan kepala 
dan di atas serbannya.”* (HR. Muslim) 

Jika kita mengakui bahwa huruf baa' di sini mengandung makna 
Zaidah, tetap saja ada kemungkinan lain, yaitu apakah yang wajib 
dibasuh itu permulaan kepala atau batas akhir yang bernama kepala. 


Masalah ketujuh: Jumlah (Tiga kali-tiga kali dalam berwudhu) 

Para ulama telah bersepakat bahwa membasuh anggota badan 
hanya wajib satu kali jika mencukupi, sementara yang kedua dan ketiga 
adalah sunnah, dengan dalil hadits shahih: 

^ -r 

.i y’ „i y' ^ ^ f ^ 

i jA »jA uis y ‘01 

“Bahwa beliau SAW berwudhu satu kali-satu kali.”^ 


* Shahih. HR. Muslim (274), Abu Daud (150), At-Tirmidzi (100), An-Nasa'i 
(1/63, 76), Ahmad (4/244, 274, 248, 249, 255), .Ath-Thayalisi (1/56), Al 
Humaidi (757), Abu Awanah (1/259), Ibnu Al Jarud (83), dan Al Baihaqi (1/58, 
60). 

® Shahih. HR. Al Bukhari (157), dengan lafazh; 
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“Beliau SAW berwudhu dua kali-dua kali.”’® 


bSc iSif 

“Bahwa beliau SAW berwudhu tiga kali-tiga kali.”" 

Dan karena sesungguhnya perintah hanya menuntut satu kali 
(maksudnya perintah membasuh dalam ayat wudhu). 

Lalu para ulama berbeda pendapat dalam Jumlah mengusap kepala, 
apakah ada keutamaan dalam mengulangnya? 

1. Imam Syafi’i berpendapat bahwa barangsiapa berwudhu tiga 
kali-tiga kali maka hendaknya ia pun mengusap kepala tiga kali 

2. Sementara kebanyakan para ulama fikih berpendapat tidak ada 
keutamaan dalam mengulang usapan kepala. 
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II 


* f», f*, 'i 

“Nabi SAW berwudhu satu kali-satu kali.” 

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud (138), At-Tirmidzi (42), An-Nasa'i (1/73), 
Ibnu Majah (411), dengan lafazh: 

t'* t * f*. ' s 'I **!• f'* •f' 
yp w9 y J J 


“Aku melihat Rasulullah SAW berwudhu dengan satu gayung-satu gayung.” 
Semua ini dari hadits Ibnu Abbas. 

Shahih. HR. Al Bukhari (158), dengan latazh: 


i*. 'i * .4 


“Sesungguhnya Nabi berwudhu dua kali-dua kali.” 

Demikian pula Ahmad (4/41), dalam masalah ini pun ada hadits Abu Hurairah 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud (136), At-Tirmidzi (43), dan dinilai shahih 
oleh Ibnu Hibban (1094/Al Ihsan), Al Hakim (1/150) dan disetujui oleh Adz- 
Dzahabi, dan dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al Hakim (1/150), 
juga Ath-Thabrani dalam Musnad Asy'Syamiyyin (1111), dan dari Ali yang 
diriwayatkan oleh Ahmad (1/125). 

Ungkapan ini diriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar, sesungguhnya beliau 
berwudhu tiga kali-tiga kali dan disandarican kepada Nabi SAW. HR. An-Nasa'i 
(1/62-63), Ibnu Majah (414), Ahmad (1/372) dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Majah (1092/y4/ ihsan). 
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Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam menerima 
tambahan yang ada pada satu hadits, jika diriwayatkan dari satu jalur 
periwayatan maka kebanyakan ulama tidak akan memandangnya, karena 
kebanyakan hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berwudhu 
tiga kali-tiga kali datang dari hadits Utsman juga yang lainnya, dan dalam 
kebanyakan riwayat tersebut dinukil keterangan bahwa beliau hanya 
mengusap satu kali, padahal pada sebagian riwayat dari Utsman tentang 
tata cara wudhu Nabi SAW diungkapkan: 




'ji 




4i\ 


“Sesungguhnya beliau SAW mengusap kepalanya sebanyak tiga 
kali”'^ 


Imam SyafiM memperkuat wajibnya menerima tambahan ini 
dengan keumuman riwayat yang menjelaskan bahwa beliau SAW 
berwudhu satu kali-satu kali, dua kali-dua kali, atau tiga kali-tiga kali, 
karena yang dipahami dari ungkapan ini —walaupun dari lafazh 
«a hahat — adalah memahaminya untuk segenap anggota wudhu, hanya 
saja riwayat tambahan tersebut tidak terdapat dalam Ash-Shahihain, 
karenanya jika riwayat tersebut shahih maka wajib diambil, dengan 
alasan bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan maka bukanlah hujjah bagi 
yang menyebutkannya. 

Kemudian kebanyakan ulama menetapkan wajib dalam 
memperbaharui air untuk mengusap kepala dengan landasan qiyas 
terhadap anggota wudhu yang lain, dan diriwayatkan dari Ibnu 
Majisyyun, bahwa dia berkata, “Jika airnya sudah habis maka rambut 
diusap dengan basahan jenggot,” inilah pendapat yang dipilih oleh 
Hubaib, Malik, dan Syafi’i. 

Dalam tata cara mengusap kepala dianjurkan mengawalinya dari 
depan kepala, lalu dilusapkan sampai ke belakang kepala, kemudian 
membalikannya ke tempat semula, hal ini berdasarkan hadits shahih dari 
Abdullah bin Zaid,’^ namun sebagian ulama memilih mengawalinya dari 
akhir, ini pun diriwayatkan dari tata cara wudhu beliau SAW dari hadits 


Shahih. HR. Abu Daud (110), Ad-Daruquthni (1/91), Al Albani berkata dalam 
Shahih Abu Daud, ^'’Hasan Shahih." 

Mutti^ag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (185), Muslim (235), Abu Daud (118), At- 
Tinnidzi (32), An-Nasa'i (1/71), Ibnu Majah (434), dan Ahmad (4/38, 39). 
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Rubayyi’ binti Muawwidz,''* hanya saja hadits tersebut tidak ada dalam 
Ash-Shahihain. 


Masalah kedelapan: Batasan mengusap serban 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengusap serban: 

1. Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Al Qasim bin Salam, dan 
sekelompok ulama membolehkannya. 

2. Sementara sekelompok ulama yang lain tidak membolehkannya, 
diantara mereka adalah Malik, Syafi’i, dan Abu Hanifah. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam kewajiban 
mengamalkan atsar yang menjelaskan hal itu dari hadits Al Mughirah 
dan yang lainnya: 



“Bahwa Nabi SAW mengusap depan kepala dan di atas 
serbannya.”'^ 

Dan dengan dasar qiyas kepada mengusap khuf, karena itulah 
kebanyakan dari mereka menyaratkan memakainya dalam keadaan suci. 

Para ulama yang tidak menerima hadits ini beralasan karena 
haditsnya tidak shahih, atau karena bertentangan dengan zhahir ayat 
(maksudnya perintah untuk mengusap kepala), atau karena 
pengamalannya tidak terkenal bagi ulama yang mensyaratkan terkenal 
jika mengamalkan hadits ahad, khususnya di Madinah seperti yang telah 


H asan. HR. Abu Daud (126), At-Tirmidzi (33) dia berkata, “Hadits hasan”, 
sementara hadits Abdullah bin Zaid lebih shahih dari hadits ini, dan lebih baik 
sanadnya, Syaikh Ahmad Syakir mengomentarinya dengan berkata, “At- 
Tirmidzi menilainya hasan dengan alasan karena bertentangan dengan hadits 
Abdullah bin Zaid, akan tetapi keduanya terjadi pada dua peristiwa yang 
berbeda, maka tidak ada kontradiksi diantara keduanya sehingga membutuhkan 
tarjih (pengunggulan). Nabi SAW pernah mengawalinya dari depan dan pernah 
pula dari belakang, dan keduanya boleh dilakukan”, demikian pula Ibnu Majah 
meriwayatkan secara ringkas (440) yang di dalamnya tidak ada mengusap 
kepala, dan hadits ini dinilai hasan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
Shahih. HR. Muslim (274), Abu Daud (150), At-Tirmidzi (100), An-Nasa i 
(1/63, 76), Ahmad (4/244, 274, 248, 249, 255), Ath-Thayalisi (1/56), Ath- 
Thayalisi(799), dan Abu Awanah (1/259). 
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dimaklumi pada madzhab Maliki yang mensyaratkan pengamalan telah 
populer, padahal hadits tersebut diriwayatkan oleh Muslim. 

Abu Umar bin Abdil Barr berkata, “Itu adalah hadits yang Ma'lul 
(cacat)”, dan dalam sebagian jalur periwayatannya diungkapkan, "''Bahwa 
beliau SA W mengusap serbannya’’’ tanpa menyebutkan kata depan kepala, 
karena itulah sebagian ulama tidak mensyaratkan mengusap depan kepala 
ketika mengusap serban, dengan alasan tidak mungkin hukum asal dan 
pengganti bersatu dalam satu perbuatan. 


Masalah kesembilan: Rukun (Mengusap telinga) 

Para ulama berbeda pendapat tentang mengusap telinga, apakah 
sunnah atau wajib? Apakah airnya mesti diperbaharui atau tidak? 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib, dan mesti 
memperbaharui air, diantara yang menyatakan seperti itu adalah sebagian 
ulama pengikut Maliki, dan mereka mengaku bahwa itulah madzhab 
Maliki dengan alasan pendapatnya yang menyatakan bahwa telinga 
termasuk kepala. 

2. Sementara Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat 
mengusapnya adalah wajib hanya saja mengusapnya bersamaan dengan 
kepala dengan satu basuhan air. 

3. Imam Syafi’i berkata, “Mengusapnya adalah sunnah dengan 
memperbaharui air,” pendapat ini pun dipegang oleh sebagian pengikut 
Imam Malik, mereka pun mengaku bahwa ini adalah pendapat Malik 
dengan alasan perkataannya, “Hukumnya adalah sama dengan hukum 
berkumur.” 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami 
atsar tentang hal itu (tentang mengusap telinganya Nabi SAW) apakah 
merupakan tambahan terhadap apa yang ada dalam Al Qur'an tentang 
mengusap kepala, maka hukumnya adalah sunnah jika dirasakan adanya 
kontradiksi antara hadits dan ayat, atau sebagai penjelas terhadap 
masalah mujmal (global) dalam .Al Qur'an sehingga dipahami wajib. 

Walhasil ulama yang mewajibkan menjadikannya sebagai penjelas 
bagi sesuatu yang mujmal dalam Al Qur'an, sementara yang tidak 
mewajibkan menjadikannya sebagai tambahan seperti berkumur, dan 
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atsar-atsar yang menjelaskannya cukup banyak,'^ walaupun tidak ada 
dalam Ash-Shahihain, hanya saja hal itu masyhur dalam pengamalan. 

Adapun perbedaan pendapat mereka tentang memperbaharui air 
disebabkan oleh kategori telinga; apakah ia merupakan anggota wudhu 
secara menyendiri atau merupakan bagian dari kepala. 

Dan ada sebagian ulama yang pendapatnya syadz (janggal), mereka 
mengatakan bahwa telinga dibasuh berbarengan dengan muka, yang 
lainnya berpendapat bagian dalamnya dibasuh bersama kepala, sementara 
bagian luarnya dibasuh bersamaan dengan wajah, hal itu disebabkan oleh 
kategori telinga apakah bagian dari kepala atau bagian dari muka, ini 
semua tidak berarti karena atsar yang masyhur adalah mengamalkan 
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Diantaranya; 

1. Hadits Ibnu Abbas: 


. , „ , : ./J. t, , 


, , t', A *, s, i * i 

. |Jl- j jil |_jL» j' 


“Sesungguhnya Nabi saw mengusap kepala dan kedua telinganya, luar dan 
dalamnya.” HR. At-Tirmidzi (36), An-Nasa'i (1/74), Ibnu Majah (439), dan Ad- 
Daruquthni (1/106) dan sanadnya hasan. 

2. Hadits Mukdam bin Ma’dikarib: 


* t I M i ' i, ^ ^ t, i i * i 

.aJ j' ^ J yiU? oji_j ^ 


"Sesungguhnya Nabi saw mengusap kepala dan kedua telinganya, luar dan 
dalamnya, dan memasukan kedua jarinya ke dalam dua lubang telinganya." 
(HR. Abu Daud (121), Ibnu Maj 2 ih secara ringkas (442).) dan dinilai shahih 
oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 

3. Hadits Ar-Rabi’ binti Mu’awwidz, dia berkata; 





Cijjj 4*1p lUil 


t * * 0 * i i ' f ^ * J 


l. „ 

iJC/ t 


I 


4j-Xj Ijsjj 

f. . *s , . . * 


“Rasulullah datang kepada kami, lalu dia (Ar-Rabi’) meriwayatkan kepada 
kami, sesungguhnya beliau bersabda, ‘Kucurkanlah air wudhu kepadaku’, dia 
(Ar-Rabi’) menceritakan wudhunya Rasulullah SAW, (Ar-Rabi’) berkata; “Lalu 
beliau membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, membasuh muka 
sebanyak tiga kali, berkumur sebanyak tiga kali, isntinsyaq sekali, membasuh 
kedua tangan sebanyak tiga kali-tiga kali, mengusap kepala dua kali diawali dari 
belakang kepala kemudian ke depan, dua telinga luar dan dalamnya, dan 
membasuh kedua kaki tiga kali-tiga kali.” Diriwayatkan oleh Abu Daud (126), 
At-Tirmidzi (33), Ibnu Majah (440) dan dinilai hasan oleh Al Albani. 
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membasuh telinga, dan imam Syafi’i menganjurkan pengulangan 
sebagaimana hal itu dianjurkan dalam mengusap kepala. 


Masalah kesepuluh: Tata cara membasuh kedua kaki 

Para ulama bersepakat bahwa kedua kaki termasuk anggota wudhu, 
lalu mereka berbeda pendapat dalam tata cara mensucikannya: 

1. Sebagian ulama berpendapat mensucikannya adalah dengan 
membasuh, inilah pendapat Jumhur. 

2. Sebagian ulama yang lain berpendapat yang fardhu adalah 
mengusap. 

3. Sebagian ulama lainnya berpendapat mensucikannya adalah bisa 
dengan kedua cara di atas; membasuh dan mengusap, dan kembali 
kepada pilihan mukallaf itu sendiri. 

Sebab perbedaan pendapat: adalah dua qira’at masyhur dalam 
ayat tentang wudhu, yaitu qira’at dengan nashab (fatha) di- 

athaf-kan kepada yang dibasuh, dan qira’at dengan khafadh 

{kasrah) 6i-athaf-kan kepada yang diusap. 

Jelasnya qira’at yang d\-nashab-kar\ secara zhahir mengandung 
makna dibasuh, sementara qira’at yang Ai-khafadh-kau secara zhahir 
menunjukan diusap. 

Barangsiapa menyatakan bahwa kefardhuannya hanya satu dari dua 
cara ini; mereka mengunggulkan salah satunya, dan berusaha 
menafsirkan makna yang kedua agar sesuai dengan makna pertama yang 
ia pegang. 

Sementara ulama yang menyatakan bahwa kedua qira’at tersebut 
memiliki makna zhahir yang setara, mereka tidak menjadikan salah 
satunya lebih kuat daripada yang kedua, dan memasukannya ke dalam 
wajib mukhayyar (kewajiban yang bisa dipilih diantara dua hal) seperti 
kafarat sumpah dan yang lainnya, inilah pendapat Ath-Thabari dan Daud. 

Lalu jumhur memiliki banyak penafsiran bagi qira’at yang di- 
khafadh-kan, yang paling bagus adalah bahwa kalimat tersebut di-athaf- 
kan kepada lafazh, bukan kepada makna, karena hal seperti ini biasa 
dalam bahasa arab, seperti ucapan seorang penyair: 
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0 ✓ o 0 o ^ ^ ^ y' ^ 

^ ^ 1 \ — i\ ^ J ^ 

^ ^ ~ ^ ■' ' 

Dengan khafadh, seandainya d\-athaf-kan kepada makna maka 

lafazh J di-ra/fl ’-kan (berharakat akhir dhammah). 


Adapun ulama lainnya, yaitu ulama yang memperkuat makna 
mengusap, mereka menafsirkan qira’at yang kedua bahwa hal itu di- 
athaf-kan kepada mahal (tempat i’rab), sebagaimana seorang penyair 
berkata: 

S/j jcJb ulii 


“Kami bukanlah gunung dan bukan pula besi.” 

Lalu jumhur memperkuat qira’atnya ini dengan hadits shahih dari 
Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau bersabda kepada kaum yang tidak 
membasuh kaki-kakinya dengan baik dalam berwudhu: 

jLJI ^ 


Kecelakaanlah bagi tumit-tumit (yang tidak terbasuh) dalam api 
neraka.”'^ 


Mereka berkata, ‘ini adalah dalil bahwa kaki wajib dibasuh, karena 
yang namanya wajib adalah sesuatu yang diancam jika ditinggalkan.” 


Sebenarnya ini bukan hujjah bagi mereka, karena ancaman tersebut 
terjadi ketika mereka meninggalkan tumit-tumit tidak dibasuh saat 
berwudhu, tidak diragukan lagi bahwa ulama yang mewajibkan 
membasuh maka kewajibannya juga mencakup membasuh semua kaki, 
demikian pula yang mewajibkan mengusap maka kewajibannya juga 
mencakup mengusap semua kaki, demikian pula yang memberikan 
pilihan antara keduanya, hal ini ditunjukan oleh sebuah atsar lain yang 
diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya beliau SAW bersabda: 




Muttafaq ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (165), Muslim (242), At-Tirmidzi (241), An- 
Nasa'i (1/77), Ahmad (4/284, 406, 407, 409, 430, 498) semuanya dari hadits 
Abu Hurairah, dalam masalah ini pun ada hadits Abdullah bin Umar yang 
diriwayatkan oleh Al Bukhari (60, 96, 163), Muslim (241), Abu Daud (97), dan 
An-Nasa'i (1/77), dan Ahmad (2/193,201) 


Bi day atul Muj tahid 33 



""Sehingga Kami mengusap kaki-kaki kami, lalu beliau berseru: 
‘Kecelakaanlah bagi tumit-tumit dalam api neraka 

Atsar ini walaupun biasa digunakan untuk dalil ketidakbolehan 
mengusap, sebenarnya ia lebih kuat dijadikan dalil untuk bolehnya 
mengusap, karena ancaman tersebut ditujukan kepada orang yang tidak 
meratakan air dalam bersuci bukan karena jenis bersuci yang salah, 
bahkan jenis bersuci ini tidak disinggung dalam sabda beliau SAW, 
jadinya hal itu menunjukan kebolehan mengusap. Bolehnya mengusap 
pun diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi’in.'* 

Akan tetapi dari sisi makna, membasuh kaki lebih sesuai daripada 
mengusapnya, sebagaimana mengusap kepala lebih sesuai daripada 
membasuhnya, alasannya adalah karena kotoran kaki biasanya sulit 
dibersihkan kecuali dengan dibasuh, sementara kotoran kepala cukup 
dengan diusap, lalu maslahat secara akal bisa saja menjadi sebab dalam 
ibadah yang fardhu sehingga syari’at bisa menimbang keduanya, yakni 
menimbang maslahat secara akal dan tujuan ibadah (yang kami maksud 
dengan maslahat secara akal adalah segala hal yang bisa diindra, 
sementara tujuan ibadah maksudnya adalah segala hal yang kembali 
kepada kesucian jiwa). 

Demikian pula mereka berbeda pendapat mengenai mata kaki, 
apakah masuk ke dalam bagian yang dibasuh atau diusap menurut ulama 
yang memperbolehkan mengusap. 

Sebab perbedaannya: Adalah lafazh isytirak (ragam makna) pada 
huruf (Jl) dalam firman Allah (^>^' Jl 

Telah terdahulu pembahasan mengenai isytirak lafazh ini dalam 
firman Allah ^i), akan tetapi masalah tersebut terjadi dari dua 

isytirak, yaitu isytirak pada huruf ((_;)!) dan lafazh (-aJ')> sementara dalam 
pembahasan ini isytirak-nya hanya terjadi pada huruf (^^1). 


** Diantara mereka adalah Anas, Ibnu Abbas dan Ali, Al Hafizh Ibnu Hajar dalam 
Fath Al Bari{\63) berkata, “Bahwa mereka telah meralat pendapat tersebut”, 
Abdurrahman bin Abi Laila berkata, “Para sahabat Rasulullah telah sepakat 
membasuh kedua kaki.” 
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Mereka pun berbeda pendapat tentang lafazh apakah 

makna yang sebenarnya? 

Hal itu terjadi karena isytirak pada lafazh dan perbedaan 

makna menurut ahli bahasa. 

Ada yang berpendapat bahwa adalah tulang yang terletak di 

tempat tali pengikat sendai, ada Juga yang mengatakan bahwa 
adalah tulang menonjol di ujung (bawah) betis, dan tidak ada perbedaan 
pendapat bahwa masuk ke dalam kategori kaki bagi orang yang 

berpendapat bahwa adalah tulang yang terletak di tempat 

pengikat sendai, karena itu sebagai ulama berpendapat, “Jika batasan itu 
(mata kaki) masuk ke dalam bagian yang dibatasi maka (Jl) masuk ke 

dalam makna sampai , dan Jika tidak maka sama maknanya dengan firman 
Allah; 




f i 






"‘Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” 
(Qs. Al Baqarah [2]: 187) 


Masalah kesebelas: Syarat-syarat (tertib dalam praktek wudhu) 

Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya tertib dalam praktek 
wudhu sesuai dengan urutan ayat: 

1. Sebagian ulama berpendapat tertib adalah sunah, ini adalah 
pendapat yang diungkapkan dari ulama-ulama muta'akhir dari kalangan 
pengikut Imam Malik yang diambil dari madzhab Maliki, ini pula 
pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Daud. 

2. Sebagian ulama lain berpendapat tertib adalah fardhu, inilah 
pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi’i, Ahmad dan Abu Ubaid. 

Tertib ini berlaku antara yang fardhu dengan fardhu, adapun tertib 
antara fardhu dengan sunah para ulama berbeda pendapat: 

1. Malik berpendapat mustahab (dianjurkan). 

2. Sementara Abu Hanifah berpendapat sunah. 
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Sebab perbedaan pendapat: Disebabkan dari dua hal: Pertama, 
isytirak yang terkandung dalam wawu athaf, terkadang wawu digunakan 
untuk athaf bermakna urut, dan terkadang tidak mengandung makna 
urutan, hal ini jelas dalam bahasa arab, karena itulah ulama nahwu 
(gramatika) dalam hal ini terbagi dua pendapat, ulama Bashrah 
berpendapat bahwa wawu tidak mengandung urutan, ia hanya 
mengandung makna menyatukan, sementara ulama Kufah menyatakan 
bahwa wawu mengandung makna urutan. Maksudnya ulama yang 
berpendapat bahwa wawu dalam ayat tentang wudhu mengandung makna 
urutan, mereka mewajibkan tertib, dan para ulama yang tidak 
berpendapat demikian jelas tidak mewajibkannya. 

Kedua, perbedaan mereka dalam memahami perbuatan Nabi SAW, 
apakah dipahami wajib atau sunah? Ulama yang memahaminya wajib, 
maka mereka berpendapat bahwa tertib itu adalah wajib, karena tidak ada 
satu riwayat pun yang menjelaskan tata cara wudhu beliau kecuali 
mengungkapkan bahwa beliau melakukannya secara urut, dan ulama 
yang memahami bahwa perbuatan Nabi SAW dipahami sunah, maka 
tertib pun sunah. 

Adapun ulama yang membedakan antara perbuatan yang sunnah 
dan yang wajib, mereka berkata, “Sesungguhnya wajibnya tertib hanya 
ada pada amalan-amalan yang wajib”, dan ulama yang tidak 
membedakan keduanya berkata, “Bahwa syarat yang bersifat wajib 
terkadang didapatkan pada amalan yang sunah.” 


Masalah kedua belas: Syarat (berturut-turut dalam praktek wudhu) 

Para ulama berbeda pendapat tentang berturut-turut (muwalah) 
dalam amalan wudhu: 

1. Malik berpendapat bahwa berturut-turut adalah fardhu hukumnya 
jika ingat dan sanggup menunaikannya, lalu kewajiban tersebut gugur 
ketika lupa, atau tidak lupa tapi tidak sanggup menunaikannya dengan 
syarat tidak terlalu lama masa jedanya. 

2. Sementara imam Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa 
berturut-turut tidak termasuk kewajiban dalam wudhu. 

Sebab perbedaan pendapat: Isytirak dalam wawu, maksudnya 
bahwa wawu terkadang mengandung makna bersambung satu sama 


36 Bidayatul Mujtahid 



lainnya, dan terkadang mengandung makna tidak bersambung satu sama 
lainnya dengan jeda tertentu. 

Kelompok ulama yang menyatakan tidak wajibnya berturut-turut 
telah berhujjah dengan hadits dari Nabi SAW, bahwa beliau berwudhu di 
awal bersuci (mandi besar) dan mengakhirkan membasuh kaki di akhir 
bersuci. 


Demikian pula perbedaan pendapat ini terkadang disebabkan 
perbedaan dalam memahami perbuatan Nabi SAW, apakah dipahami 
wajib atau sunnah. 


Adapun imam Malik membedakan antara yang lupa dan sengaja 
dengan alasan karena orang yang lupa pada dasarnya dimaafkan sehingga 
datang dalil yang menentang hal itu, dalilnya adalah sabda Nabi SAW: 




c/"' ^ 


‘‘"Dimaafkan hagi umatku (sesuatu yang disebabkan oleh) 
kesalahan dan lupar'^ 

Demikian pula nampak bahwa udzur itu memiliki pengaruh dalam 
peringanan hukum. 

Sekelompok ulama lain berpendapat bahwa membaca basmalah 
adalah salah satu kefardhuan dalam wudhu, mereka berhujjah dengan 
hadits marfu ’, yaitu sabda Nabi SAW: 

.AiJl ^ y 

""Tidak sah wudhu bagi orang yang tidak membaca basmalah."^^ 


Shahih. HR. Ibnu Majah (2045), dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (7219), Al 
Hakim (2/198), diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni (4/170), dan Ath- 
Thabrani dalam Ash-Shagir (765), Al Baihaqi (7/356) (X/60) semuanya dari 
hadits Ibnu Abbas, dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Al Irwa' (82), 
dalam masalah ini pun ada hadits Tsauban yang diriwayatkan oleh Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir (2/97) (1430) dan dari Abu Dzar Al Ghifari yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2042), dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan 
oleh Al Baihaqi (6/84), dan dari Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Al 
Baihaqi (7/357). 

Hasan. HR. Abu Daud (101), Ibnu Majah (399), Ahmad (2/418), Ad- 
Daruquthni (1/79), Al Baihaqi (1/41) semuanya dari hadits Abu Hurairah, 
dinilai ha; nn oleh Al Albani dalam Al Irwa' (81), dalam masalah ini pun ada 
hadils dari Abu Sa’i 1 Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (397), 
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Hadits ini tidak shahih menurut ahli hadits, sementara yang lainnya 
memahami bahwa yang dimaksud dengan hadits ini adalah niat, sebagian 
ulama yang lain memahaminya sebagai sunnah. 

Inilah masalah-masalah yang masyhur, yang berlaku sesuai ushul 
fikih, sebagaimana telah kami katakan semuanya berhubungan dengan 
tata cara dalam berwudhu, penentuan bagian yang disucikan, atau 
pengenalan berbagai syarat, rukun dan lainnya yang telah diuraikan. 

Diantara masalah yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah 
mengusap dua khuf, karena termasuk ke dalam amalan-amalan dalam 
berwudhu. 


Mengusap Dua Khuf 

Pembahasan masalah ini terkait dengan tujuh masalah: 


Masalah pertama: Hukum mengusap dua khuf 

Dalam kebolehan mengusap dua khuf (jenis khuf yang terbuat dari 
kulit hewan, yang menutupi ujung jemari kaki sampai mata kaki,ed) ini 
ada tiga pendapat: 

1. Pendapat yang masyhur: Boleh secara mutlak, dan inilah yang 
dipegang oleh jumhur ulama di berbagai negeri. 

2. Boleh hanya saat dalam bepergian. 

3. Tidak boleh secara mutlak, dan inilah pendapat paling syadz 
Oanggal). 

Tiga pendapat di atas dinukil dari ulama salaf dan Imam Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Dugaan adanya kontradiksi antara 
ayat wudhu yang memerintahkan untuk membasuh kaki dengan berbagai 
atsar yang menjelaskan mengusap khuf padahal ayat wudhu datang 


Ahmad (3/41), dan Abd bin Humaid dalam Al Munlakhab (910), Ad-Darimi 
(691), Al Baihaqi (1/43), dan dari Sahal bin Sa’ad yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah (400), Ath-Thabrani (6/121) (5699), dan dari Sabrah yang diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani (20/296), dan dari Sa’id bin Zaid yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah (398), dan dari Rabah bin Huwaithib dari neneknya dari bapaknya 
yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (25), Ahmad (5/381) (6/382), Ath- 
Thayalisi (243), Ad-Daruquthni (1/71, 72, 73), dan Al Baihaqi (1/43) 
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terakhir, perbedaan pendapat ini sudah ada semenjak kurun pertama; 
diantara mereka ada yang berpendapat bahwa ayat wudhu menghapus 
hadits tersebut, inilah pendapat Ibnu Abbas. 

Sementara ulama yang berpendapat boleh berhujjah dengan riwayat 
Muslim bahwa mereka kagum dengan hadits Jarir, karena ia 
meriwayatkan, “Bahwa ia melihat Nabi SAW mengusap dua khuf.”^’ 
Lalu dikatakan kepadanya bahwa hadits tersebut ada sebelum turun surah 
Al Maa'idah, dia pun berkata, “Aku tidak masuk Islam kecuali setelah 
turun surah Al Maa'idah.” 

Sementara para ulama di kurun terakhir dari kalangan yang 
membolehkan berkata, “Tidak ada kontradiksi antara ayat dengan atsar, 
karena perintah membasuh ditujukan kepada yang tidak memakai khuf, 
sementara keringanan diberikan kepada yang memakai khuf,” dan 
dikatakan pula, “bahwa takwil qira ’at dengan khafadh adalah mengusap 
khuf.” 

Adapun kelompok yang membedakan antara dalam perjalanan atau 
bepergian dan tidak beralasan bahwa kebanyakan hadits-hadits mengusap 
khuf terjadi saat dalam perjalanan, ditambah lagi bahwa perjalanan itu 
memberikan isyarat keringanan, dan mengusap khuf pun termasuk 
memberikan keringanan, karena membuka khuf menyulitkan bagi orang 
yang sedang dalam perjalanan. 


Masalah kedua: Tata cara mengusap khuf 

Adapun masalah penentuan bagian yang disucikan, para ulama 
fikih berbagai negeri berbeda pendapat: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib adalah mengusap 
bagian atas khuf, sementara mengusap bagian bawah khuf adalah 
mustahab (sunnah). Imam Malik adalah salah satu ulama yang 
berpendapat seperti itu, demikian pula Imam Syafi’i. 

2. Sebagian ulama yang lainnya mewajibkan bagian atas dan bawah 
khuf, ini adalah pendapat Ibnu Nafi’ dari para pengikut Malik. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (387), Muslim (272), Abu Daud (154), At- 
Tirmidzi (93), An-Nasa'i (2/73), dan dalam Al Kubra (121, 750), Ibnu Majah 
(543), Ahmad (4/358, 361, 363, 364), Ibnu Khuzaimah (186, 187), dan Al 
Baihaqi(l/]14, 270). 
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3. Sebagaian ulama lain hanya mewajibkan bagian atas khuf dan 
tidak menganggap sunah mengusap bagian bawah khuf, ini adalah 
pendapat Abu Hanifah, Daud, dan sekelompok ulama. 

4. Sementara Asyhab mengeluarkan pendapat yang syadz, dia 
berkata, “Bahwa yang wajib adalah mengusap salah satu bagian khuf 
bagian bawah khuf atau atasnya, akan tetapi bagian atas khuf lebih 
dianjurkan.” 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara atsar 
yang menjelaskannya dan menyerupakan mengusap khuf dengan 
membasuh kaki, jelasnya dalam masalah ini ada dua atsar yang 
kontradiktif: 


Pertama, hadits Mughirah bin Syu’bah: 

"M J ^ 'J\ 

“Bahwa Rasulullah mengusap bagiat atas khuf dan bawahnya.”^^ 
Kedua, hadits Ali: 

jij Jji IjJJi oir ‘J 

yslis» J 

>• yy y y 


“Seandainya agama itu berlandaskan pada akal maka bagian bawah 
khuf lebih utama diusap daripada bagian atasnya, dan aku telah melihat 
Rasulullah SAW mengusap bagiat atas dua khufnya.”^^ 


Dha’if. HR. oleh Abu Daud (161), At-Tirmidzi (97), Ibnu Majah (550), Ahmad 
(2/251), Syafi'i dalam MukJitashar Al Muzanni (1/50), Ibnu Al Jarud (84), Ad- 
Daruquthni (1/195), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (20/396) dan dalam Musnad 
Asy-Syamiyyin (451), Al Baihaqi (1/290), At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini 
ma’lul tidak ada yang meriwayatkannya dari Tsaur kecuali Al Walid bin 
Muslim, ” At-Tirmidzi berkata, “Aku bertanya kepada Abu Zar’ah dan 
Muhammad bin Ismail - Al Bukhari - tentang hadits ini, lalu mereka berdua 
berkata: “hadits ini tidak shahih", demikian pula dinilai dha’if oleh Al Albani 
dalam Dha ’ifAt-Tirmidzi. 

Shahih. HR. Abu Daud (162), An-Nasa'i dalam Al Kubra (119), Ahmad (1/95, 
114, 124), Al Humaidi (47), Ad-Darimi (1/195), Ad-Daruquthni (1/119, 204), 
Abu Ya’la (241, 609), Al Baihaqi (1/292), Abu Daud tidak mengomentarinya 
dan dinilai shahih oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis (218), demikian pula 
Syaikh Ahmad Syakir dalam Al Musnad (917), Al Albani menilai shahih dalam 
Shahih Abu Daud, hadits ini memiliki lafazh lainnya: 
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Ulama yang mengkompromikan dua hadits tersebut, mereka 
memahami hadits Mughirah menunjukan mustahab (sunnah), sementara 
hadits Ali menunjukkan wajib, ini adalah cara kompromi yang bagus.^'' 

Sementara ulama yang menempuh cara tarjih (mengunggulkan 
salah satu dalil), adakalanya mereka mengambil hadits Ali atau hadits 
Mughirah, adapaun ulama yang mengunggulkan hadits Mughirah 
daripada hadits Ali maka mereka memahaminya dari segi qiyas 
(maksudnya, mengqiyaskan mengusap khuf dengan membasuh), dan 
ulama yang mengunggulkan hadits Ali maka memahaminya dari 
penyimpangan terhadap qiyas dan dari sisi sanad. 

Yang paling bagus dalam masalah ini adalah pendapat Malik, 
adapun pendapat yang hanya mengusap bagian bawah khuf saja tidak 
saya ketahui apa hujjahnya, karena tidak adanya atsar yang bisa diikuti, 
tidak pula qiyas yang bisa digunakan (seperti mengqiyaskan mengusap 
dengan membasuh kaki). 


Masalah ketiga: Mengusap dua kaos kaki 

Mengenai tempat yang diusap, para ulama telah sepakat bahwa 
yang boleh diusap adalah khuf, lalu mereka berbeda pendapat mengenai 
mengusap kaos kaki: 

1. Sebagian ulama membolehkan hal itu. 

2. Sebagian ulama yang lainnya melarang. 

Diantara ulama yang melarang adalah imam Malik, Syafi’i, dan 
Abu Hanifah, dan yang membolehkannya adalah Abu Yusuf juga 
Muhammad yang keduanya adalah murid Abu Hanifah. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pendapat dalam penilaian 
shahih atsar dari Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau SAW 
mengusap dua kaos kaki dan dan dua sandal. 


»' y ^ ' ' t t , > ^ f "*• » ^ * i ^ r ' * f f * i , i 



“Sebelumnya aku berpendapat bahwa bagian bawah khuf lebih utama untuk 
diusap daripada bagian atasnya, hingga aku melihat Rasulullah SAW mengusap 
bagian atasnya.” 

Inilah pendapat madzhab Maiiki dan Syafi’i. 
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Demikian pula perbedaan mereka apakah yang lainnya bisa 
diqiyaskan kepada khuf, atau ia hanyalah ibadah yang tidak bisa 
diqiyaskan. 

Ulama yang berpendapat tidak shahih-nya hadits, atau hadits 
tersebut tidak sampai padanya, dan tidak melihat adanya qiyas. mereka 
membatasi mengusap hanya kepada dua khuf. 

Sementara ulama yang menganggap shahih-nya hadits, dan 
menerima adanya qiyas terhadap khuf mereka membolehkan mengusap 
dua kaos kaki, atsar- tersebut tidak diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani (Al 
Bukhari dan Muslim) akan tetapi At-Tirmidzi menilainya shahih. 

Sebab lain adalah ketidakjelasan makna kaos kaki yang terbuat dari 
kulit hewan antara khuf dan kaos kaki non kulit, sehingga ada dua 
riwayat Imam Malik tentang mengusap keduanya, salah satunya 
melarang, dan yang lain membolehkannya. 


Masalah keempat: Spesifikasi khuf 

Mengenai spesifikasi khuf, para ulama bersepakat bahwa mengusap 
khuf boleh dilakukan pada khuf yang masih bagus, lalu mereka berbeda 
pendapat pada khuf yang telah rusak atau robek: 

1. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bisa diusap jika 
robeknya hanya sedikit. 

2. Imam Abu Hanifah membatasi dengan syarat ukuran robeknya 
tidak lebih dari tiga jari. 

3. Ulama yang lain berpendapat bisa mengusap khuf selama masih 
dinamakan khuf walaupun ukuran robeknya besar, diantara yang 
mengatakan demikian adalah Ats-Tsauri. 

4. Imam Syaff i pada salah satu qaul (pendapat) melarang jika yang 
robek adalah bagian depan sehingga jemari kakinya nampak, walaupun 
hanya sedikit. 

Sebab perbedaan pendapat: Peralihan kefardhuan dari membasuh 
kepada mengusap, apakah karena tempatnya yang tertutup (yakni 
menutupnya khuf terhadap kaki), atau karena adanya kesulitan jika 
melepas khuf. 
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Ulama yang berpendapat dengan alasan tertutup, mereka tidak 
membolehkan mengusap pada khuf yang robek, karena jika kaki terlihat 
maka kefardhuan dari mengusap kembali kepada membasuh. 

Sementara ulama yang menyatakan bahwa alasannya adalah 
kesulitan, mereka berpendapat bahwa robek tidak jadi masalah selama 
masih dinamakan khuf. 

Adapun membedakan antara robek sedikit dan banyak, hal itu 
hanya merupakan istihsan (menganggap sesuatu baik). 

Ats-Tsauri berkata, “Dahulu khuf kaum Muhajirin dan Anshar 
tidak luput dari robek, seperti khuf yang lainnya, seandainya hal itu 
memang menjadikan (mengusap khuf) dilarang, maka hukumnya akan 
dinukil dari mereka.” 

Menurut saya, “Ini adalah masalah yang tidak ditetapkan 
hukumnya oleh syari’ (Allah), seandainya ada hukumnya padahal ini 
adalah masalah yang banyak terjadi maka Nabi SAW akan 
menjelaskannya, sementara Allah SWT berfirman; 

^1 L. jpJ 

“Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang Telah 
diturunkan kepada mereka." (QS. An-Nahl [16]: 44). 


Masalah kelima: Batasan waktu bersuci dengan mengusap khuf 

Demikian pula masalah waktu yang diberikan, para ulama fikih pun 
berbeda pendapat: 

1. Imam Malik berpendapat bahwa mengusap khuf tidak dibatasi 
waktu, dan orang yang memakai khuf bisa mengusapnya selama belum 
dilepas dan belum junub. 

2. Imam Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa mengusap 
khuf dibatasi waktu tertentu. 

Sebab perbedaan pendapat: perbedaan atsar dalam masalah ini, 
dimana ada tiga atsar yang menjelaskannya: 

Pertama, hadits Ali dari Nabi SAW, dia berkata. 
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^ ^ -f 

“Rasulullah menjadikan tiga hari tiga malam bagi yang melakukan 
perjalanan dan satu hari satu malam bagi yang mukim.(HR. Muslim). 

Kedua, hadits Ubay bin Imarah; 

Jli ^ L»jj :Jli tp-*j J'-* J 'j J'* 

ijli j»j IjJJ ^ jvJti Jlj ^ Jli J'* J'^ 

.^yJJ \dj L« 


“Bahwa ia berkata, ‘Wahai Rasulullah bolehkah aku mengusap 
khuf? Beliau menjawab, "Ya' dia berkata, ‘(selama) satu hari?' beliau 
menjawab, "Ya' “Dua hari”, tanyanya kembali. Beliau menjawab, "Ya', 
dia bertanya lagi, ‘Tiga hari’, beliau menjawab, "Ya, sampai tujuh hari, ’ 
kemudian beliau bersabda, ‘Usaplah sesukamu'." (HR. Abu Daud dan 
Ath-Thahawi).^^ 


Ketiga, hadits Shafwan bin Assal, dia berkata, 

iAj\Z>r ^ 'i/) J 

.iaju- j' y jy °ja ysj} 

* ^ ' 


'V o' 'j j-»'* ^ 


“Kami pernah dalam sebuah perjalanan, lalu beliau (Nabi) 
memerintahkan kami agar tidak melepaskan khuf-khuf kami selama tiga 
hari tiga malam kecuali karena junub, akan tetapi (yang demikian) tidak 
berlaku karena kencing, tidur, atau buang air besar.”^’ 


” Shahih. HR. Muslim (276), An-Nasa'i (1/54), Ibnu Majah (552), Ahmad (1/96, 
100, 113, 117, 118, 120, 123, 149), Al Humaidi (46), Abu Awanah (1/361, 
362), dan Al Baihaqi (1/272,275,282). 

Sanadnya dha’if HR. Ibnu Majah (557), Ad-Daruquthni (1/198), Ath-Thabrani 
(1/203) (545, 546), dan Al Baihaqi (1/278) dan Al Albani menilainya dha’if 
dalam Dha ’f ibnu Majah. 

Sanadnya hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (96, 3535, 3546), An-Nasa i 
(1/83, 84), Ibnu majah (478), Ahmad (4/239, 240), Abdurrazzaq (793), Ath- 
Thayalisi (1 165, 1166), Ad-Daruquthni (1/196), Ath-Thabrani dalam Ash- 
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Menurut saya, “Hadits Ali adalah shahih diriwayatkan oleh 
Muslim.” 

Sementara hadits Ubay bin Imarah dikomentari oleh Abu Umar bin 
Abdil Barr, dia berkata, “Hadits tersebut tidak tsabit {shahih) dan tidak 
memiliki sanad yang kuat, karena itu tidak pantas dipertentangkan 
kepada hadits Ali.” 

Adapun hadits Shafwan bin Assal walaupun tidak diriwayatkan 
oleh Al Bukhari dan Muslim, hadits tersebut dinilai shahih oleh 
sekelompok ulama hadits seperti At-Tirmidzi dan Abu Muhammad bin 
Hazm. 

Secara zhahir hadits tersebut bertentangan dengan hadits Ubay 
seperti hadits Ali, akan tetapi keduanya bisa saja dipadukan, sehingga 
dikatakan, “Bahwa hadits Shafwan dan Ali merupakan Jawaban atas 
pertanyaan mengenai waktu, sementara hadits Ubay bin Imarah 
merupakan nash tentang tidak adanya batasan waktu, sayangnya hadits 
Ubay tidak tsabit, karena itu wajib mengamalkan hadits Ali dan Shafwan, 
inilah yang lebih jelas, hanya saja kedua hadits tersebut bertentangan 
dengan qiyas, yaitu bahwa waktu sama sekali bukan termasuk hal yang 
membatalkan thaharah, karena yang membatalkan hanyalah hadats. 


Masalah keenam: Syarat mengusap khuf 

Syarat mengusap khuf adalah kedua kaki dalam keadaan suci 
dengan berwudhu, hal ini sudah disepakati kecuali satu pendapat yang 
syadz, yang diriwayatkan dari Ibnu Qasim dari Malik, sebagaimana 
diungkapkan oleh Ibnu Abi Laila dalam A/ Muntakhab. 


Kebanyakan ulama mengatakan demikian berlandaskan hadits 
Mughirah dan yang lainnya ketika ia hendak melepaskan khufnya, Nabi 
SAW berkata kepadanya: 


.oi;>iL iii'j ‘J\j 


Shagir (1/91), Ibnu Hazm dalam Al Muhal/a (2/83), dan Al Baihaqi (1/114, 115, 
118, 276, 272, 289). 
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'"Biarkanlah karena aku memasukan keduanya ketika dalam 
keadaan suci."^^ 

Sementara yang menentang memahami bersuci dalam hadits ini 
dalam arti bersuci secara bahasa. ^ 


Terkait dengan masalah ini para ulama berbeda pendapat tentang 
seseorang yang membasuh kakinya, lalu memakai khuf yang dilanjutkan 
dengan menyempurnakan wudhunya, apakah boleh baginya mengusap 
khuf. 


1. Ulama yang berpendapat bahwa tertib (berurutan) bukan suatu 
kewajiban dan thaharah tetap sah bagi setiap anggota wudhu walaupun 
semua anggota belum ditunaikan secara sempurna, mereka berpendapat 
boleh. 


2. Ulama yang berpendapat bahwa tertib merupakan kewajiban dan 
thaharah satu anggota tidak sah sebelum semua anggotanya sempurna 
disucikan, mereka berpendapat tidak boleh. 


Pendapat pertama dipegang oleh Abu Hanifah, sementara pendapat 
kedua dipegang oleh Imam Syafi’i dan Malik, hanya saja Imam Malik 
tidak berpendapat demikian karena wajibnya tertib, melainkan beliau 
berpendapat bahwa thaharah satu anggota wudhu tidak sempurna kecuali 
setelah sempurnanya thaharah untuk semua anggota. Nabi SAW 
bersabda, "Dan keduanya dalam keadaan suci”, beliau menjelaskan 
thaharah secara hukum syara’, dan dalam sebagian riwayat Al Mughirah: 


ll g*I& jlj ysUs CLa J kiLUrj bl 


“Jika kamu memasukan kedua kaki ke dalam khuf sementara 
keduanya dalam keadaan suci, maka usaplah bagian atas keduanya.” 


h4uttafaq 'Alaihi. HR. Al Bukhari (182, 203, 206, 363, 388, 4421, 5798, 5799), 
Muslim (274), Abu Daud (149, 150, 151), At-Tirmidzi (100), An-Nasa'i (1/63, 
76, 82, 83), Ibnu Majah (545), Ahmad (4/244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
253, 254), Al Humaidi (757), Abdurrazzaq (747), Ibnu Al Jarud (83, 85), Ath- 
Thabrani (20/864, 866, 867, 868, 869, 871), dan Al Baihaqi (1/271, 281, 283). 
Yang dimaksud dengan thaharah di sini adalah thaharah dengan air, lalu jika 
seseorang bertayammum karena tidak ada air, kemudian memakai khuf, apakah 
boleh baginya mengusap jika mendapatkan air, dalam hal ini ada dua pendapat: 
Pertama, tidak boleh, ini adalah pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, 
dan Hanabilah. 

Kedua, boleh, ini adalah salah satu riwayat dari Ahmad. 
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Hal ini pun menjadi landasan bagi jawaban pendapat yang 
memakai salah satu khufnya setelah membasuh salah satu kakinya 
sementara yang lainnya belum. 

1. Malik berkata, “Tidak boleh mengusap khuf karena dia 
memakainya sebelum sempurnanya thaharah,” ini pun pendapat yang 
dipegang oleh imam Syafi’i, Ahmad dan lshaq. 

2. Adapun Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al Mazzi, Ath-Thabari dan 
Daud berpendapat boleh mengusap khuf, dan inilah pendapat yang 
dipegang oleh satu kelompok dari pengikut Imam Malik, diantara mereka 
adalah Mutharrif dan yang lainnya. 

Sebelumnya mereka bersepakat bahwa jika khuf yang pertama 
dilepas setelah membasuh kaki yang kedua, kemudian dia memakainya, 
maka saat itu ia boleh mengusap. 

Lalu apakah di atas khuf harus tidak ada lapisan lainnya merupakan 
syarat dalam mengusap khuf Dalam hal ini ada dua pendapat dari Imam 
Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena thaharah kaki beralih kepada 
khuf, dan jika khuf menutupinya, apakah ini pun berarti thaharah khuf 
bagian paling bawah bisa berpindah kepada khuf bagian paling atas. 

Kelompok ulama yang menyerupakan perpindahan kedua seperti 
perpindahan pertama, mereka berpendapat boleh mengusap bagian khuf 
paling atas. Adapun yang tidak menyerupakannya dan nampak baginya 
perbedaan, mereka berpendapat tidak membolehkannya. 


Masalah ketujuh: Hal-hal yang membatalkan pengusapan khuf 

Para ulama bersepakat bahwa hal yang membatalkan pengusapan 
khuf adalah sama dengan hal-ha! yang membatalkan wudhu, lalu mereka 
berbeda pendapat apakah melepas khuf termasuk hal yang 
membatalkannya. 

1. Sebagian ulama berpendapat jika dia melepas khuf dan 
membasuh kakinya, maka kesuciannya tetap ada, lalu jika ia tidak 
membasuh kakinya, kemudian melakukan shalat maka dia wajib 
mengulangi shalat setelah membasuh kaki, diantara ulama yang 
berpendapat demikian adalah imam Malik dan para pengikutnya, Syafi’i 
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dan Abu Hanifah, hanya saja imam Malik berpendapat Jika ia 
mengakhirkannya, maka dia wajib mengawali wudhunya kembali dengan 
landasan bahwa berturut-turut itu adalah wajib sebagaimana dijelaskan 
pada pembahasan tentang syarat sebelumnya. 

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat kesuciannya tetap ada 
sehingga terjadi hadats yang membatalkan wudhu padanya, dan tidak ada 
kewajiban untuk membasuh, diantara ulama yang berpendapat demikian 
adalah Daud, dan Ibnu Abi Laila. 

3. Al Hasan bin Hayy berpendapat, jika khuf itu dilepas maka batal 
kesuciannya. 

Tiga pendapat ini telah diungkapkan oleh kalangan ulama fikih 
tabi’in, walaupun pada dasarnya hal ini adalah masalah yang tidak 
dijelaskan hukumnya oleh syari’ (Allah). 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah mengusap khuf itu 
merupakan thaharah (bersuci) yang berdiri sendiri, atau sekedar 
pengganti dari membasuh kaki yang memakai khuf? 

Jika kita menyatakan bahwa mengusap khuf merupakan thaharah 
yang berdiri sendiri, maka kesucian tetap ada walaupun khuf dilepas 
seperti orang yang kedua kakinya terpotong setelah dibasuh (disucikan). 

Adapun jika kita menganggapnya sebagai pengganti maka ada dua 
kemungkinan; 

Pertama, jika disyaratkan adanya berturut-turut maka thaharah 
tersebut batal. 

Kedua, jika tidak disyaratkan berturut-turut, lalu dia membasuhnya 
maka kesucianannya masih tetap ada. 

Sebenarnya, syarat berturut-turut setelah melepas khuf pada 
dasarnya adalah pendapat yang lemah, hal itu hanya direka-reka saja, 
inilah berbagai masalah yang ingin kami sajikan dalam pembahasan ini. 

Bab III 
Air 


Landasan wajibnya bersuci dengan air adalah firman Allah SWT: 
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“Z)a« /i//a/7 menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk 
mensucikan kamu dengan hujan itu.” (Qs. Al Anfaal [8]: 11). 

Dan firman-Nya: 


liL i jLot. 








''Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu 
dengan tanah yang baik (suci).” (Qs. An-Nisaa' [4]: 43). 


Semua ulama telah sepakat bahwa semua macam air adalah suci 
dan menyucikan kecuali air laut menurut pendapat syadz yang 
menentangnya pada kurun pertama, padahal pendapat mereka 
terbantahkan dengan penamaan air mutlak yang mencakupnya, demikian 
pula dengan atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik, tepatnya sabda 
Rasulullah SAW tentang air laut: 




jji Vf. > 


"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. 


Walaupun hadits ini diperdebatkan ke-5/7a/7;/7-annya akan tetapi 
zhahir syara’ justru mendukungnya. Demikian pula ulama sepakat 


Shahih. HR. Al Bukhari dalam Tarikh Al Kabir (3/478), Abu Daud (83), At- 
Tirmidzi (69), An-Nasa'i (1/50, 176) (7/207), Ibnu Majah (386, 3246), Ahmad 
(2/237, 361, 378), Ibnu Al Jarud (43), dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah 
(111), Ibnu Hibban (1243//1/ Ihsan), Al Hakim (1/140) dan disetujui oleh Adz- 
Dzahabi, demikian pula diriwayatkan oleh Al Baihaqi (1/3) semuanya dari 
riwayat Abu Hurairah, diantara yang menilai shahih hadits ini adalah Imam Al 
Bukhari sebagaimana dinukil oleh At-Tirmidzi dalam Al 'Ilal Al Kabir, At- 
Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan shahih", diriwayatkan pula oleh Ibnu 
Khuzaimah dalam Shahih-nya, Ibnu Hibban, Al Uqaili, Ibnu Al Mundzir, Ath- 
Thahawi, Ibnu Hazm, Ibnu Mundih, Ad-Daruquthni, Al Hakim, Al Baihaqi, 
Ibnu Al Arabi, An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim dan Ibnu Al Hajar, 
demikian pula hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh Ahmad Syakir dan Al 
Allamah Al Albani (lihat Nashbu Ar-Rayah ]I95-Talkhish Al Habir 1/9), dalam 
masalah ini pun ada riwayat dari Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/373), 
Ibnu Majah (388), dan dari Anas yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq (320), 
dari Ali yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/35), dari Ibnu Abbas yang 
diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/35), dan dari Ibnu Umar yang 
diri wayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/35), dan Al Hakim. 
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bahwa unsur yang bisa merubah sifat air walaupun biasanya tidak bisa 
terpisah, mereka bersepakat bahwa unsur tersebut tidak bisa 
menghilangkan sifat kesucian, dan tetap mensucikan kecuali pendapat 
yang syadz tentang air Ajin^' dari Ibnu Sirin, pendapat ini pun dibantah 
dengan penamaan air mutlaq yang mencakupnya. 

Kemudian ulama juga sepakat bahwa air yang rasa, warna dan 
bauya berubah karena najis tidak bisa digunakan untuk berwudhu atau 
bersuci, begitupun jika yang berubahnya lebih dari satu sifat yang 
disebutkan tadi. 

Inilah berbagai hal yang disepakti, lalu mereka berbeda pendapat 
dalam enam masalah yang berlaku sesuai dengan kaidah dan ushul: 


Masalah pertama: Air yang terkena najis 

Para ulama berbeda pendapat tentang air yang telah tercampur 
dengan najis akan tetapi salah satu sifatnya tidak berubah: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa air tersebut tetap suci baik 
air itu sedikit ataupun banyak, ini adalah salah satu riwayat Malik, dan 
pendapat inilah yang dipegang oleh ahli zhahir. 

2. Sebagian ulama yang lain membedakan antara air banyak dan 
sedikit, mereka berpendapat jika airnya sedikit maka air itu menjadi najis, 
dan jika air itu banyak maka air itu tidak menjadi najis. Merekapun 
berbeda pendapat mengenai batasan banyak dan sedikitnya air: 

a. Abu Hanifah memberikan batasan bahwa yang disebut air 
banyak adalah jika air itu berada dalam satu wadah (kolam) lalu salah 
seorang menggerakan salah satu tepinya maka gerakan tersebut tidak 
akan sampai ke tepi yang lainnya. 

b. Syafi’i berpendapat bahwa batasan banyak adalah dua kulah 
dengan ukuran kulah Hajar, tepatnya sama dengan lima ratus liter. 

c. Ulama lainnya tidak memberikan batasan, akan tetapi mereka 
berkata, “Bahwa najis dapat merusak air yang sedikit walaupun salah satu 
sifatnya tidak berubah,” pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik. 


Air yang berubah sifatnya karena terlalu lama tergenang (penerj). 
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Diriwayatkan pula bahwa kondisi air seperti ini adalah dihukumi 
makruh. Jadi pendapat imam Malik tentang air yang terkena sedikit najis 
bisa diringkas menjadi tiga pendapat: Pertama, bahwa najis dapat 
merusak air. Kedua, tidak merusaknya selama tidak merubah salah satu 
sifat air. Ketiga, air tersebut adalah makruh. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara beberapa 
hadits yang menjelaskannya. 


Yaitu, hadits dari Abu Hurairah yang terdahulu, yaitu: 

> i y 

«J' © » ^ * f ^«x« 

... .'e* jj 

“Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya... 


Dari hadits ini dipahami bahwa sedikitnya najis bisa menjadikan air 
yang sedikit menjadi najis. 


Demikian pula hadits Abu Hurairah yang shahih dari Nabi SAW, 
beliau bersabda: 




'‘‘‘Janganlah salah seorang diantara kalian buang air kecil pada air 
yang tergenang, kemudian dia mandi dengannya 

Dari zhahir haditsnya dipahami bahwa sedikitnya najis pada air 
yang sedikit bisa menjadikan air itu najis. Demikian pula riwayat yang 
menjelaskan larangan mandi bagi orang yang junub dengan air yang 
tergenang. 


Adapun hadits Anas yang shahih'. 

JIas aj ^15 o' 

aw' J J 'di td J J 

^ ^ ^ y 9 

»«•' «y’ 5 J, 

.aJjj jJLp 1»^jjOj (vJ-yj 


Shahih. Takhrij-nya sudah dijelaskan sebelumnya. 

” Muttafaq 'Alaihi. HR. oleh Al Bukhari (238), Muslim (282), Abu Daud (69), 
At-Tirmidzi (68), An-Nasa'i (1/49, 197), Ahmad (2/259, 265, 288, 246, 262, 
492, 532), Abdurrazzaq (299, 300), Abu Awanah (1/276), Ibnu Al Jarud (54) 
dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (66), Al Hakim (1/168), diriwayatkan 
pula oleh Al Baihaqi (1/97, 256). 
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“Sesungguhnya seorang badui berdiri menuju pojok masjid lalu ia 
buang air kecil di sana, orang-orangpun meneriakinya, kemudian 
Rasulullah bersabda, 'Biarkanlah dia' setelah selesai Rasululllah SAW 
memerintahkan untuk mengambil satu ember air lalu disiramkan ke 
(tempat) yang ada air seninya.”^'' 


Zhahir dari hadits ini menunjukan bahwa sedikitnya najis tidak 
membuat air yang sedikit menjadi najis, karena maklum adanya bahwa 
tempat tersebut bisa suci dengan air seember. 

Demikian pula hadits Abu Sa’id Al Khudri yang diriwayatkan oleh 
Abu Daud, beliau berkata: 


e J ^ ✓A. 

0 e i. ''* { t»-'"' « 

JUi aJ cie-lJaj 

V ftlUl jl a'^Cail <uip 


“Aku mendengar Rasulullah SAW dikatakan kepadanya, bahwa ia 
mengambil air dari sumur Budha’ah, sebuah sumur pembuangan daging 
anjing, darah haid, dan kotoran manusia, lalu Nabi SAW bersabda, 
'Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis oleh sesuatu apa pun' 

Lalu para ulama berusaha mengkompromikan beberapa hadits ini, 
akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam cara pengkompromiannya, 
sehingga timbulah beberapa pendapat. 

Sebagian ulama yang berpegang dengan zhahir hadits badui dan 
hadits Abu Sa’id, berpendapat bahwa kedua hadits Abu Hurairah 
menjelaskan dua hal yang tidak bisa dipahami oleh akal, sehingga 
mengamalkannya merupakan ibadah, bukan karena air tersebut menjadi 
najis, bahkan Azh-Zhahiriah berlebihan dalam menyikapi hal ini, mereka 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (219, 221, 6025), Muslim (285), An-Nasa'i 
(1/47, 48), At-Tirmidzi (148), Ibnu Majah (528), Ahmad (3/110, 114, 167, 191), 
Abu Awanah (1/214), Al Humaidi (1196), dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (293), diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (2/412, 413) dalam 
masalah ini pun ada hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari (220), Abu Daud (380), dan At-Tirmidzi (147). 

Shahih. HR. Abu Daud (66, 67), At-Tirmidzi (66), An-Nasa'i (1/174), Ahmad 
(3/15, 31, 86), Abu Daud Ath-Thayalisi (2199), Ad-Daruquthni (1/30), Ibnu Al 
Jarud (47) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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berkata, “Jika seseorang menyiramkan air seember pada air kencing 
maka tidak dimakruhkan mandi dan berwudhu dengannya,” ulama yang 
berpendapat demikian melakukan pemaduan dalil seperti ini. 

Sementara ulama yang memakruhkan air yang sedikit tercampur 
oleh sedikit najis, mengkompromikan berbagai hadits, mereka memahami 
dua hadits Abu Hurairah dengan hukum makruh, sementara hadits badui 
dan Abu Sa’id dipahami secara zhahir (yakni boleh). 

Adapun Syafi’i dan Abu Hanifah mengkompromikan hadits Abu 
Hurairah dan hadits Abu Sa’id dengan pemahaman bahwa yang 
dimaksud dalam kedua hadits Abu Hurairah adalah air yang sedikit, 
sementara yang dimaksud dalam hadits Abu Sa’id adalah air yang 
banyak. 


Adapun masalah ukuran. Imam Syafi’i memahaminya berdasarkan 
sebuah riwayat dari hadits Abdullah bin Umar dari bapaknya, yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Hazm, dia berkata. 


^ fCLli 


“Rasulullah SAW ditanya tentang air yang suka diminum mundar- 
mandir oleh binatang buas dan hewan biasa?” lalu beliau menjawab, 
''Jika air itu ada dua kulah maka ia tidak akan membawa najis 

Abu Hanifah memahami ukurannya itu dengan menggunakan 
qiyas, yaitu bahwa tersebarnya najis dalam air dengan tersebarnya 
gerakan pada air tersebut, lalu jika ada dugaan bahwa gerakan tersebut 
tidak akan tersebar pada seluruh bagian air maka air tersebut tetap suci 
walaupun terkena najis. 

Akan tetapi kedua kelompok ini bertentangan dengan hadits badui 
tadi, karena itulah Imam Syafi’i membedakan antara mengucurkan air 


HR. Abu Daud (63, 64, 65), At-Tirmidzi (67), An-Nasa'i (1/46, 175), Ibnu 
Majah (517, 518), Ahmad (2/3, 27), Ibnu Al Jarud (44, 45, 46) dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (92), Ibnu Hibban (1249, \252>IAl Ihsan), Al 
Hakim (1/132) (1/133, 134), diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni (1/14, 15, 
19, 21), Al Baihaqi (1/160, 261, 262) Al Bushairi berkata dalam Az-Zawa’id, 
“Sanad yang para perawinya isigat.” 
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kepada najis dan menimpakan najis ke dalam air, mereka berkata, “Jika 
air tersebut dikucurkan kepada najis maka tidak menjadi najis seperti 
yang dikisahkan dalam hadits badui, dan jika najis yang ditimpakan ke 
dalam air maka air itu menjadi najis, seperti yang dijelaskan dalam hadits 
Abu Hurairah.” 

Jumhur ulama fikih berkata, “Ini adalah pendapat yang tidak 
berlandaskan kepada dalil (pendapat Syafi’i). Karena pada dasarnya 
ulama sepakat bahwa najis yang sedikit tidak akan memberikan pengaruh 
terhadap air yang banyak, dimana najis tidak akan menyebar ke semua 
bagian air. 

Jika demikian halnya maka bisa saja sebagian air ketika terkena 
najis akan menjadi najis karena masuknya najis ke dalam air, lalu 
sebaliknya jika air tersebut menimpa najis yang sedikit maka dimaklumi 
bahwa sebagian dari najis tersebut bisa hilang sedikit demi sedikit, yang 
pada akhirnya semua najis akan hilang sebelum habisnya semua air, 
dengan demikian bagian terakhir dari air telah menyucikan tempat 
(wadahnya), karena air yang dikucurkan kepada najis bagaikan air 
banyak dengan najis yang sedikit, jika itu diketahui dengan pasti bahwa 
najis tersebut telah hilang (yakni ketika air terakhir menimpa sisa 
bagian/tempat yang terkena najis), karena itulah ulama sepakat bahwa 
ukuran yang bisa digunakan untuk berwudhu bisa digunakan untuk 
membersihkan percikan air seni yang terkena pakaian atau badan, lalu 
mereka berbeda pendapat jika percikan air tersebut terkena air. 

Pendapat yang paling utama menurutku adalah mengkompromikan 
antara berbagai hadits, yaitu memahami hadits Abu Hurairah dan yang 
semakna dengannya dengan makruh, sementara hadits Abu Sa’id Al 
Khudri dinilai sebagai mubah, karena penafsiran seperti ini bisa 
menetapkan makna zhahir dari keduanya (maksudnya adalah kedua 
hadits Abu Hurairah bahwa najis memiliki pengaruh terhadap air). 

Batasan makruh menurut saya (Ibnu Rusyd) adalah jika jiwa 
merasakannya jijik, artinya segala air yang dianggap jijik saat diminum 
tentu tidak layak digunakan untuk beribadah kepada Allah, dan jika 
badan merasa jijik menyentuhnya maka jiwa pun akan menjauhinya. 

Adapun bagi sebagian ulama yang berhujjah, jika najis sedikit bisa 
merubah sedikit air menjadi najis maka selamanya kita tidak akan 
mendapatkan air yang mensucikan, alasannya bahwa air yang terpisah 
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jika digunakan untuk membersihkan najis adalah dalam keadaan najis. 
Pendapat ini tidak bisa diterima, alasannya air terakhir yang digunakan 
untuk membersihkan sisa bagian najis adalah bagaikan air banyak yang 
mensucikan najis sedikit. 

Walaupun pendapat di atas mengejutkan banyak ulama di kurun 
terakhir, tapi dapat kita pastikan bahwa air yang banyak bisa merubah 
bagian/tempat yang terkena najis menjadi suci, karena itulah para ulama 
telah sepakat bahwa air yang banyak tidak akan rusak oleh najis yang 
sedikit. 

Ketika seseorang terus menerus mengucurkan air ke tempat atau 
anggota badan yang terkena najis, secara otomatis air tersebut akan 
merubahnya menjadi suci karena air dalam volume yang banyak, terlepas 
apakah mengucurkan air yang banyak sekaligus atau sedikit demi sedikit, 
artinya mereka berhujjah dengan sesuatu yang telah disepakati dalam 
masalah yang diperdebatkan sementara mereka tidak merasakan hal itu, 
padahal keduanya sangatlah jelas. 

Inilah yang saya ketahui tentang masalah ini dari sisi sebab 
perbedaan pendapat, dan menentukan pendapat yang paling kuat diantara 
berbagai pendapat, saya ingin sekali menempuh cara ini untuk semua 
pembahasan dalam kitab, akan tetapi hal itu membutuhkan banyak waktu, 
yang penting tujuan dari penulisan kita ini tercapai, lain waktu mudah- 
mudah Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
menyempurnakannya. 


Masalah kedua: Air yang berubah 

Air yang tercampur minyak ja’faran atau segala macam benda suci 
yang biasanya bisa dipisahkan, jika semua itu bisa merubah salah satu 
sifat air maka airnya tetap suci menurut semua ulama, akan tetapi tidak 
menyucikan menurut Malik dan SyafiM, dan menyucikan menurut Abu 
Hanifah selama perubahannya bukan dengan dimasak. 

Sebab perbedaan pendapat: Tidak jelasnya cakupan air mutlak 
untuk air yang tercampur hal-hal seperti ini (maksudnya apakah masih 
dikatakan air mutlak jika tercampur dengan hal-hal seperti diatas tadi). 

1. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa air yang bercampur 
tci sehut tidak masuk dalam kategori air mutlak, akan tetapi dihubungkan 
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kepada campurannya, kita sebut air ja’faran atau lainnya, bukan air 
mutlak, menurut mereka air ini tidak bisa digunakan untuk berwudhu, 
karena berwudhu hanya menggunakan air mutlak. 

2. Sebagian ulama lainnya menyatakan bahwa air bercampur 
tersebut masih dalam kategori air mutlak, mereka membolehkan 
berwudhu dengannya. 

Begitu juga karena tidak adanya penamaan air mutlak bagi air yang 
dimasak dengan sesuatu yang suci, maka mereka sepakat tidak boleh 
berwudhu dengan air tersebut, demikian pula air yang disarikan dari 
berbagai tumbuhan kecuali dalam kitab Ibnu Sya'ban yang membolehkan 
bersuci pada hari jum’at dengan air mawar. 

Yang benar adalah tergantung banyak dan sedikitnya campuran, 
terkadang karena banyaknya campuran, maka air tersebut keluar dari 
kategori air mutlak seperti air cucian, khususnya ketika hanya baunya 
saja yang berubah, karena itulah sebagian ulama tidak menjadikan bau 
sebagai alasan tidak bolehnya menggunakan air yang tercampur hal lain, 
sementara Rasulullah SAW telah bersabda kepada Ummu Athiyyah 
ketika memerintahkannya untuk memandikan (jenazah) putrinya: 

* 

""Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, dan basuhlah di 
akhirnya dengan menggunakan (campuran air) kafur atau sedikit 
kafurr^^ 



37 


Muttafag ‘Alaih. HR, Al Bukhari (1253, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 
1262, 1263), Muslim (939), Abu Daud (3142, 3144, 3145), At-Tirmidzi (990), 
An-Nasa'i (4/28, 30, 31), Ibnu Majah (1458, 1459), Ahmad (5/84, 85) (6/407, 


408). 

Sementara lafazh Al Bukhari adalah: 


^ ji (j'* j' j' '^50 

aLil IiJtAj laUJj aUsT Up y LJj ^ 


“Mandikanlah tiga kali atau lima atau lebih banyak, jika kamu mau 
mandikanlah dengan air dan daun bidara, dan di akhir gunakanlah (campuran 
air) kafur atau sedikit kafur, jika kalian telah selesai beritahu aku!" dia 
berkata: ketika kami selesai kami mengabarkan kepada beliau, lalu Nabi 
memberikan kainnya seraya berkata, "Pakaikanlah kepadanya." 
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Ini adalah air yang tercampur, hanya saja campuran tersebut tidak 
menjadikannya keluar dari kategori air mutlak. 

Telah diriwayatkan dari Malik adanya kaitan banyak dan sedikitnya 
campuran dalam masalah ini, juga perbedaan diantara keduanya, beliau 
menyatakan boleh jika campurannya sedikit walaupun sifat-sifatnya 
nampak. 


Masalah ketiga: Air musta’mal (yang sudah terpakai) 

Mengenai air musta’mal yang digunakan dalam thaharah para 
ulama berbeda pendapat; 

1. Sebagian ulama membolehkan bersuci dengannya dalam 
berbagai keadaan, ini adalah pendapat Syafi’i dan Abu Hanifah. 

2. Sebagian ulama lain memakruhkannya, akan tetapi tidak 
membolehkan tayammum selama air tersebut didapatkan, ini adalah 
pendapat Imam Malik dan pengikutnya. 

3. Sebagian ulama lainnya tidak melihat adanya perbedaan antara 
air musta'mal dengan air mutlak, inilah pendapat yang dipegang oleh 
Abu Tsaur, Daud, dan para pengikutnya. 

Sementara Abu Yusuf mengeluarkan pendapat yang syadz, bahwa 
air musta ’mal adalah najis. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya dugaan bahwa air musta ’mal 
tidak termasuk dalam kategori air mutlak, bahkan sebagian dari mereka 
melebihi batas sehingga menyatakan bahwa air musta'mal lebih pantas 
dinamakan air bekas cucian daripada air, padahal diriwayatkan bahwa 
para sahabat berlomba-lomba dalam mendapatkan air bekas wudhu Nabi 
SAW,^* dengan demikian mesti air musta’mal tersebut jatuh pada air 
yang masih tersisa. 

Secara umum, air musta’mal adalah air mutlak karena biasanya 
masih bisa dipakai selama salah satu sifatnya tidak berubah dengan 
kotoran anggota badan yang dibasuh, jika telah berubah maka hukumnya 


HR. Al Bukhari dari hadits Mahmud bin Rabi’ (189) dengan lafazh: 

“Jika Nabi SAW berwudhu, maka mereka saling berdesak-desakan dalam 
mendapatkan bekas air wudhiinya.” 
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sama dengan air yang berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang 
suci, walaupun secara psikologis sulit diterima, artinya layak hanya 
dilihat dari sisi hukum makruh. 

Adapun yang berpendapat bahwa air musta’mal adalah najis sama 
sekali tidak ada dalilnya. 


Masalah keempat: Hukum sisa air minum 

Para ulama sepakat bahwa air sisa minum kaum muslimin dan 
binatang ternak adalah suci, lalu mereka berbeda pendapat pada selain 
keduanya: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa setiap sisa-sisa hewan 
adalah suci. 

2. Sebagian ulama lainnya memberikan pengecualian hanya kepada 

babi. 

Kedua pendapat ini diriwayatkan dari Malik. 

3. Ulama yang lain memberikan pengecualian kepada anjing dan 
babi, ini adalah pendapat Syafl’i. 

4. Ada juga ulama yang memberikan pengecualian kepada semua 
binatang buas secara umum, ini adalah madzhab Ibnu Qasim. 

5. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa sisa-sisa air sesuai 
dengan hukum dagingnya, jika dagingnya haram dimakan maka sisa- 
sisanya pun najis, jika makruh maka sisa-sisanya pun makruh, dan jika 
mubah maka sisa-sisanya pun suci. 

* Hukum sisa air dari seorang musyrik: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu adalah najis. 

2. Sebagian ulama lainnya menyatakan makruh jika dia peminum 
khamer. ini adalah pendapat Ibnu Al Qasim. 

Demikian pula semua air sisa minum hewan yang biasa terkena 
najis, seperti ayam yang dilepas, onta yang biasa makan barang najis, dan 
anjing yang dilepas di luar. 

Sebab perbedaan pendapat: Dalam masalah ini ada tiga macam: 

Pertama, qiyas yang bertentangan dengan zhahir ayat. 
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Kedua, qiyas yang bertentangan dengan zhahir atsar. 

Ketiga, kontradiksi yang terjadi antara atsar satu dengan lainnya. 

Perihal qiyas adalah ketika kematian menjadi sebab najisnya hewan 
yang tidak disembelih berdasarkan syara’, maka begitu pula hidup 
merupakan sebab sucinya hewan, jika demikian maka setiap yang hidup 
adalah suci, dan setiap sisa-sisa minumnya sesuatu yang suci adalah suci. 

Sementara zhahir ayat telah bertentangan dengan qiyas seperti ini, 
tepatnya tentang babi dan orang musyrik, Allah SWT berfirman tentang 
babi: 



"'Karena sesungguhnya semua itu kotor." (Qs. Al An’aam [6]: 145) 

Sesuatu yang pada dasarnya kotor, ia pun pada dasarnya najis, 
karena itulah sebagian ulama hanya memberikan pengecualian kepada 
babi. 


Sementara orang yang tidak memberikan pengecualian memahami 
kata (IAj) hanya sebagai celaan. 


Adapun musyrik diterangkan dalam flrman-Nya: 


" ‘ ^ ^1 L*j| 


"Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis." (Qs. At- 
Taubah [9]: 28). 


Ulama yang memahaminya secara zhahir mengeluarkan orang- 
orang musyrik dari tuntutan qiyas, dan orang yang memahaminya sebagai 
celaan memasukannya ke dalam qiyas. 

Beberapa atsar kontra dengan qiyas tentang hukum sisa minum 
anjing, kucing dan binatang buas. 


Atsar tentang anjing diriwayatkan dari Abu Hurairah yang 
disepakati kc-shahih-annya. Nabi SAW bersabda: 

^ iijjs ^frljl ^ ^ J bl 
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""Jika anjing menjilat wadah milik salah seorang dari kalian, maka 
tumpahkanlah airnya, kemudian cucilah (wadahnya) sebanyak tujuh 
kalii 


39 




«■//) 


Dalam sebagian riwayat; 

‘‘'‘Pertamanya dengan tanahi 
Dan yang lain: 

^ y ^ 

"‘Dan lumurilah pada kedelapan kalinya dengan tanahP'" 

Tentang kucing, diriwayatkan oleh Qurrah dari Ibnu Sirin dari Abu 
Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: 

^ y y y y y y 

""Mensucikan wadah jika dijilat oleh kucing adalah dengan dicuci 
sebanyak satu atau dua kaliP'*^ 


39 
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Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (172), Muslim (279), An-Nasa i (1/52, 177), 
Ibnu Majah (364), Ahmad (2/245,271,360, 398,460, 482). 

Shahih. HR. Muslim (279), Abu Daud (71, 72, 73), At-Tirmidzi (91), An-Nasa'i 
(1/177, 178), dan Ahmad (2/265,427,489). 

Diriwayatkan oleh Abu Daud (74), An-Nasa'i (1/54), Ahmad (2/427, 489, 508) 
dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud, dalam masalah ini 


riwayat dari Abdullah bin Mughaffal yang diriwayatkan oleh Muslim (280), 
Abu Daud (74), An-Nasa'i (1/177), Ibnu Majah (365), dan Ahmad (4/86) 
(5/56). 

Mauguf. HR. oleh Ath-Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (1/19), Ad- 
Daruquthni (1/67) no (8), Al Hakim (1/160) dengan lafazh; 


“Mensucikan wadah jika dijilat oleh anjing adalah dengan dibasuh sebanyak 
tujuh kali, yang pertama dengan tanah, dan (jika dijilat) kucing maka dicuci 
sebanyak satu atau dua kali. ” 

Qurrah diragukan. Abu Bakar berkata, “Demikianlah yang diriwayatkan oleh 
Ashim secara marfu', diriwayatkan pula dari Qurrah oleh yang lainnya tentang 
jilatan anjing secara marfu’, dan jilatan kucing secara mauguf An-Nawawi 
berkata dalam Al Majmu’ (1/175), ungkapan al hurrah (kucing) bukan dari 
perkataan Nabi SAW, akan tetapi ucapan Abu Hurairah yang masuk ke 
dalamnya secara mauguf. 
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Adapun binatang buas, dalilnya adalah hadits Ibnu Umar yang 
sudah disebutkan sebelumnya dari bapaknya, beliau berkata: 


jl : JUi 'jA Sj^'j 

#0 X a>4 f 0 A A 

. S-l^l 


“Rasulullah SAW ditanya tentang air yang sering diminum 
binatang buas dan binatang biasa?” lalu beliau menjawab, “Jika air itu 
ada dua kulah maka ia tidak akan menjadi najis.”"’^ 


Adapun adanya kontradiksi pada beberapa atsar dalam masalah ini 
diantaranya: 

^ ^ aIjI J 'j' 

jlaj ^ cJCLs- C» JIa* J y 


i;i> > i; 


“Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang kolam yang berada antara 
Mekah dan Madinah, anjing dan binatang buas juga binatang biasa yang 
minum darinya, lalu beliau menjawab, ^Untuknya apa yang ada di dalam 
perutnya, dan untuk kalian apa yang tersisa sebagai minuman yang 
suci 


Serupa dengan hadits ini apa yang diriwayatkan dari Umar oleh 
Malik dalam Al Muwaththa’, yaitu ucapan: 


"‘'Wahai pemiliki kolam, janganlah engkau mengabarkannya 
kepada kami, karena sesungguhnya kami minum mendahului binatang 
buas, dan dia pun minum mendahului kami."^'^ 


Telah dijelaskan takhrij-nya (shahih). 

Dha’if. HR. Ibnu Majah (519), Ath-Thahawi dalam Musykil Al Atsar (3/267), 
Al Baihaqi (1/258), semuanya dari jalan Abu Sa’id Al Khudri dan dilemahkan 
oleh Al Albani dalam Dha’if Ibnu Majah. 

Sanadnya lemah, diriwayatkan Malik dalam Al Muwaththa' (1/23) (43) dan 
sanadnya terputus. 
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Demikian pula hadits Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Malik, 
bahwa Kabsyah'*^ mengucurkan air wudhu kepadanya, lalu datang 
kucing, ia kemudian memberikan wadah sehingga kucing tersebut minum 
darinya, dia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 

y ✓ y' ^ ✓ y' 

'^Sesungguhnya dia tidak najis, karena termasuk binatang yang 
sering berkeliaran di antar a kalian, maka hewan itu tidak mengapa bagi 
kalian:'^'" 

Para ulama berbeda pendapat mengenai tafsiran atsar ini dan cara 
mengkompromikannya dengan qiyas yang telah disebutkan. 

1. Malik berpendapat bahwa perintah membuang (air) bekas jilatan 
anjing dan mencuci wadahnya merupakan ibadah yang tidak bisa 
dipahami oleh akal. 

Demikian pula pendapat yang masyhur dari beliau adalah tidak ada 
yang wajib dibuang kecuali air bekas jilatan anjing, sebab bertentangan 
dengan qiyas, demikian pula adanya dugaan jika anjing itu dipahami najis 
secara dzatnya maka akan bertentangan dengan firman Allah SWT: 

"Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu" (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 4). 

Maksudnya jika anjing itu najis secara dzatnya maka binatang 
buruannya pun akan najis, tafsiran ini pun diperkuat dengan adanya 
aturan menyucikan yang terkena jilatan anjing dengan jumlah (tujuh 
kali), padahal menyucikan najis pada dasarnya tidak disyaratkan dengan 
jumlah, karena itu Malik berkata, “Bahwa basuhan tersebut adalah 




Kabsyah adalah putri Ka’ab bin Malik Al Anshari, istri Abdullah bin Abi 
Qatadah, dia seorang shahabat. 

Shahih. HR. Abu Daud (75), At-Tirmidzi (92), An-Nasa'i (1/55, 178), Ibnu 
Majah (267), Ahmad (5/303, 309), Malik dalam Al Muwaththa' (1/22), At- 
Tirmidzi berkata, “Hasan Shahih." 

Dan dinilai shahih oleh Al Hakim sserta disetujui oleh Adz-Dzahabi, demikian 
pula dinilai shahih oleh Al Bukhari, Al Uqaili, Ad-Daruquthni, An-Nawavvi 
dalam.^/ Majmu’, \\\\ai At-Talkhish AlHabir {\IA\). 
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ibadah,” dan tidak memandang atsar-atsar lainnya karena kelemahannya 
menurut Malik. 

2. Imam Syafi’i memberikan pengecualian terhadap anjing, dan 
berpendapat bahwa zhahir hadits ini menunjukkan najisnya Jilatan anjing, 
menurut saya (Ibnu Rusyd) liurnyalah yang najis bukan anjing itu sendiri, 
dengan demikian binatang buruan anjing wajib dibasuh, demikian pula 
dia memberikan pengecualian terhadap babi karena adanya ayat yang 
menjelaskan hukumnya. 

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dipahami dari berbagai 
atsar tentang najisnya Jilatan binatang buas, kucing dan anjing adalah 
karena dagingnya yang haram, dan ini termasuk ungkapan khusus yang 
mengandung makna umum, ringkasnya beliau berkata, “Bekas-bekas 
Jilatan adalah mengikuti daging hewan tersebut.” 

4. Sementara ulama yang lainnya memberikan pengecualian 
terhadap anjing, kucing dan binatang buas dengan landasan zhahir hadits 
yang menjelaskan hal itu. 

5. Ada lagi kelompok ulama lain menyatakan sucinya Jilatan anjing 
dan kucing, dan mengecualikan binatang buas saja, adapun bekas Jilatan 
anjing diangggap suci alasannya adalah hanya disyaratkan 
membasuhnya. Juga karena bertentangan dengan zhahir kitab dan hadits 
Abu Qatadah, sementara alasan tidak najisnya kucing adalah karena 
termasuk binatang Jinak yang biasa ada di rumah-rumah, anjing pun 
demikian. 

Adapun alasan tidak najisnya Jilatan kucing adalah anggapan 
bahwa hadits Abu Qatadah lebih kuat daripada hadits Qurrah dari Ibnu 
Sirin, demikian pula menganggap lebih kuat hadits Ibnu Umar daripada 
hadits Umar dan yang semakna dengannya; hadits Abu Qatadah yang 
ditentang oleh dalil khithab. Jelasnya alasan najisnya kucing adalah 
termasuk hewan Jinak, artinya Jika tidak Jinak —hewan buas— maka 
Jilatannya adalah haram, diantara yang berpendapat demikian adalah Ibnu 
Qasim. 

Al Qadhi berkata, “Sebagian hadits ini diamalkan sementara yang 
lainnya tidak (maksudnya, yang tidak bertentangan dengan kaidah ushul 
diambil, sementara yang bertolak belakang tidak diambil), ini adalah 
kebiasaan mereka saat menolak hadits ahad Jika bertentangan dengan 
ushul (pokok-pokok syari’at).” 
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Inilah ragam masalah yang menggerakan para ulama fikih sehingga 
berbeda pendapat dalam pembahasan ini, bahkan mengantarkan mereka 
kepada berpecah belah, padahal masalahnya adalah ijtihadiyah yang sulit 
untuk dicarikan mana yang lebih kuat; yang lebih kuat menurut kami 
adalah adanya pengecualian dari sucinya jilatan hewan, yaitu: anjing, 
babi, dan orang musyrik karena shahih-nya atsar yang menjelaskan 
anjing, dan karena zhahir kitab lebih pantas diikuti dalam masalah 
najisnya babi dan orang musyrik dari sekedar qiyas, demikian pula zhahir 
hadits, inilah pendapat yang dipegang oleh kebanyakan ulama fikih (yaitu 
najisnya bekas jilatan anjing), dengan alasan bahwa perintah 
membersihkan bekas jilatan anjing adalah sesuai dengan syara’ karena 
najisnya air yang dijilatnya (maksudnya, yang dipahami secara kebiasaan 
dari hukum syara’ jika memerintahkan untuk membuang air dan 
membasuh bekasnya adalah karena kenajisannya) 

Lalu bantahan mereka yang menyatakan jika alasannya adalah 
najisnya wadah maka tidak akan ada syarat bilangan, jawabannya adalah 
ini tidak aneh cara khusus yang ditetapkan syara’ mengisyaratkan bobot 
najis tersebut. 

Al Qadhi berkata, “Sementara kakek saya - rahimahullah - dalam 
kitabnya Al Mugaddimah berpendapat bahwa hadits ini logis bukan 
karena anjing itu najis, akan tetapi dikhawatirkan kalau yang menjilatnya 
adalah anjing gila, yang ditakutkan menebarkan racun, ia berkata, 
‘Karena itulah disyaratkan tujuh kali basuhan, sebab, jumlah ini telah 
digunakan dalam hukum pada banyak kesempatan dalam mengobati 
berbagai penyakit’ 

Dan yang ia —rahimahullah- sebutkan ini adalah sisi baik metode 
madzhab Maliki, karena jika kita mengatakan air bekas jilatan anjig tidak 
najis, maka yang lebih utama adalah memberikan alasan kenapa harus 
dibasuh daripada hanya mengatakan bahwa ayat tersebut tidak beralasan, 
maksudnya suci dengan sendirinya. 

Pendapat ini pun telah dibantah dengan apa yang saya dapatkan 
dari beberapa ulama bahwa anjing gila tidak akan pernah mendekati air 
ketika kambuh penyakitnya. Perkataan mereka benar jika anjing itu 
berpenyakit, bukan saat pertama kali terjangkit penyakitnya atau di akhir. 
Karenanya tidak pantas untuk dijadikan penentang. 
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Disamping itu, dalam hadits tersebut tidak disebutkan lafazh air, 
yang disebut hanyalah wadah, barang kali dalam sisa jilatannya itu ada 
sesuatu yang membahayakan (walaupun tidak berpenyakit rabies atau 
gila), dalam syariat hal seperti itu tidak dianggap aneh, sama saja dengan 
masalah lalat yang jatuh ke dalam makanan lalu dimasukan semuanya, 
alasannya adalah bahwa pada salah satu sayapnya ada penyakit, 
sementara pada sayap yang lainnya adalah obat. 

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah 
anjing yang dilarang untuk dipelihara, atau anjing kota, pendapat ini 
sangat lemah, kecuali jika seseorang berkata, “Bahwa larangan tersebut 
menunjukkan tidak bagusnya dalam memeliharanya.” 


Masalah kelima: Hukum sisa air setelah bersucinya laki-laki atau 
perempuan 

Para ulama berbeda pendapat tentang air sisa bersuci dalam lima 
pendapat: 

1. Air sisa thaharah adalah suci secara mutlak, ini adalah madzhab 
Imam Malik, Syafi’i, dan Abu Hanifah. 

2. Seorang lelaki tidak boleh bersuci dengan sisa bersuci seorang 
perempuan, adapun seorang perempuan bisa bersuci dengan sisa bersuci 
lelaki. 

3. Seorang lelaki bisa bersuci dengan sisa bersuci seorang 
perempuan selama bukan karena junub atau haid. 

4. Salah satu dari keduanya (lelaki dan perempuan) tidak bisa 
bersuci dengan sisa yang lainnya kecuali jika mereka berdua bersuci 
bersamaan. 


5. Tidak boleh walaupun mandi secara bersamaan, ini adalah 
pendapat Ahmad bin Hanbal. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan berbagai atsar, jelasnya 
dalam masalah ini ada empat atsar: 

Pertama: 
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“Bahwa Nabi SAW mandi janabah bersama istri-istrinya dalam 
satu wadah.”''* 


Kedua, hadits Maimunah: 


^ iji 


“Bahwa beliau (Nabi) mandi dari sisanya.”''^ 
Ketiga, hadits Al Hakam Al Ghifari; 


.»1 yUl ^ ^ ' lisji jl a*>CAil “uli lS^' 


“Sesungguhnya Nabi SAW melarang seorang lelaki berwudhu 
dengan sisa seorang perempuan (istri).”^° 

Keempat, hadits Abdullah bin Sarjis, dia berkata: 


^ e'" * f i ^ ^ ^ * * f y /-/« 

J catj-»-!t jJl jt aUI tSy^j l5^ 

^ ^ y jf X ✓ 

sfp 


“Rasulullah SAW melarang seorang lelaki (suami) mandi besar 
dengan sisa seorang perempuan, seorang perempuan (istri) dengan sisa 
seorang lelaki, akan tetapi mandilah secara bersamaan.”^' 

Para ulama dalam memahami hadits-hadits ini terbagi menjadi dua 
kelompok: 


Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (250, 263, 299, 5956, 7339), Muslim (321), 
Abu Daud (77, 238), An-Nasa'i (1/128, 129), Ibnu Majah (376), Ahmad (6/27, 
37, 191, 192, 193, 230,231) semuanya dari hadits Aisyah RA. 

Shafiih. HR. Muslim (323), Ahmad (1/366), Abdurrazzak (1037), dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (108), diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni 
(1/53), Ath-Thabrani (20111/426), Al Baihaqi (1/188) semuanya dari jalan hadits 
Ibnu Abbas. 

Shahih. HR. Abu Daud (82), At-Tirmidzi (64), An-Nasa'i (1/179), Ibnu Majah 
(374, 383), Ahmad (4/213) (5/66) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Al 
Irwa' (11). 

Shahih. HR. Ibnu Majah (347), Ad-Daruquthni (1/117), beliau berkata, “Ini 
hadits mauguf shahih”, dan diriwayatkan oleh Abu Ya’la (1564), Ath-Thahawi 
dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (1/24), Al Baihaqi (1/192), Al Bukhari 
mengunggulkan mauquf-ny& pada pertanyaan At-Tirmidzi kepadanya, dia pun 
berkata barang siapa menilainya marfu' berarti dia telah melakukan kesalahan. 
Al Hafizh berkata, “Para perawinya tsigah”, dan hadits ini dinilai shahih oleh 
Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 
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1. Kelompok ulama yang mengunggulkan salah satu dari beberapa 
pendapat. 

2. Kelompok ulama yang mengkompromikan sekaligus 
mengunggulkan pada hadits yang lainnya. 

Ulama yang menganggap lebih kuat hadits pertama (yang 
menyatakan mandinya Nabi SAW bersama istri-istrinya pada satu 
wadah) daripada hadits-hadits lainnya, mereka beralasan karena hadits itu 
disepakati ks.-shahih-ar\nyz, mereka tidak membedakan antara mandi 
berdua bersamaan atau mandi masing-masing dengan sisa yang lainnya, 
karena orang yang mandi bareng berarti mandi menggunakan sisa yang 
lainnya. 

Mereka pun men-shahih-kan hadits Maimunah dan menganggap 
lebih kuat daripada hadits Al Ghifari, ringkasnya mereka menyatakan 
sucinya bekas bersuci masing-masing secara mutlak. 

Adapun ulama yang menganggap lebih kuat hadits Al Ghifari 
daripada yang lainnya —ini adalah madzhab Abu Muhammad bin 
Hazm— dan menggabungkan hadits Al Ghifari dengan hadits pertama, 
mereka membedakan antara mandi bersamaan dengan mandi secara 
terpisah, salah satunya menggunakan sisa yang lain. 

Dengan kata lain mereka hanya mengamalkan dua hadits ini saja, 
lalu mereka berpendapat bahwa seorang lelaki bisa bersuci bersama 
perempuan (istrinya) dalam satu wadah secara bersamaan, dan seorang 
lelaki tidak bisa bersuci menggunakan sisa perempuan, tetapi seorang 
perempuan bisa bersuci dengan menggunakan sisa lelaki. 

Kemudian ulama yang mengkompromikan seluruh hadits kecuali 
hadits Maimunah, mereka mengambil hadits Abdullah bin Sarjis, karena 
bisa digabungkan dengan hadits Al Ghifari dan hadits mandinya 
Rasulullah dalam satu wadah bersama istri-istrinya, dengan tambahan 
bahwa seorang perempuan tidak bisa berwudhu dengan sisa seorang 
lelaki, sayangnya pendapat ini bertentangan dengan hadits Maimunah 
yang diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi sebagian telah 
menganggapnya muallal (cacat) sebagaimana telah kami katakan, yaitu 
bahwa sebagian perawinya berkata, “Prasangka kuat saya atau 
sepengetahuan saya bahwa Abu Sya’tsa meriwayatkannya kepadaku.” 
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Adapun ulama yang berpendapat salah seorang dari keduanya 
(suami istri) tidak boleh menggunakan sisa yang lainnya, tidak pula 
mandi secara bersamaan, barangkali belum sampai kepadanya hadits- 
hadits tersebut, kecuali hadits Al Ghifari, dan menganalogikan laki-laki 
kepada perempuan. 

Lalu ulama yang berpendapat larangan menggunakan sisa junub 
seorang perempuan dan haidnya saja, sama sekali tidak kami ketahui 
hujjahnya, hanya saja hal itu diriwayatkan dari sebagian salaf, saya kira 
Ibnu Umar. 


Masalah keenam: Hukum berwudhu dengan air perasan kurma 

Abu Hanifah di tengah-tengah kebanyakan pengikutnya, dan para 
ulama berbagai negeri, beliau tetap saja berpendapat bolehnya berwudhu 
dengan perasan kurma dalam perjalanan dengan dalil hadits Ibnu Abbas: 




^ J 'i' 'i' J j' 

ju‘ Jlii ^ : Jlii caJI-j «iji- «iiJ' J 

' ' ' ' ^ 
:Jlij <0 : jUl-J 'i' 'i' 


“Bahwa Ibnu Mas’ud keluar bersama Rasulullah SAW pada malam 
peristiwa jin, lalu Rasulullah SAW bertanya, 'Apakah ada air 
hersamamuT dia menjawab, 'Aku punya perasaan kurma dalam wadah 
air," Rasulullah SAW berkata, 'KucurkanlahV akhirnya beliau berwudhu 
dengannya, dan berkata, "Minuman dan penyuci. 

Dan hadits Abu Rafi’, mantan budak Ibnu Umar dari Abdullah bin 
Mas’ud dengan redaksi yang hampir sama, lalu Rasulullah SAW 
bersabda: 




o. 




” Dha’if. HR. Ibnu Majah (385), Ahmad (1/398), Ath-Thahawi dalam Syarh 
Ma'ani Al Atsar (1/94), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (9961), Ad-Daruquthni 
(1/76) dan dinilai dha’if oleh Al Albani. 
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Kurma yang baik, dan air yang suci.”^^ 

Mereka mengatakan bahwa pendapat tersebut bersandar kepada 
para sahabat; Ali dan Ibnu Abbas, lalu tidak ada yang menyelisihinya 
dari kalangan sahabat sehingga bagaikan ijma’ dari mereka. 

Para ulama hadits menolak hadits ini karena lemah perawinya, dan 
telah diriwayatkan pada jalur yang lain bahwa Ibnu Mas’ud tidak 
bersama Nabi SAW pada malam datangnya sekelompok jin.^'‘ 

Jumhur ulama menolak hadits ini dengan dalil firman Allah: 




•«13 t - 1 -^ 






“Icf/w kamu tidak memperoleh air. Maka bertayammumlah dengan 
tanah yang baik (bersih)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). 

Mereka berkata, “Dalam ayat ini Allah tidak menjadikan jalan 
tengah antara air dan tanah.” 


Demikian pula mereka berhujjah dengan sabda Nabi SAW: 
liU *L»Jl oJ_j AjtyaJl 

4i*,.s..dL9 ^1.0. J i 


“Tanah yang baik adalah alat berwudhu bagi seorang muslim, 
walaupun ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun, lalu jika ia 
mendapatkan air maka kucurkanlah air itu ke kulitnya."^^ 

Mereka bisa saja berkata, “Dalam hadits, air tersebut dinamakan 
secara mutlak, sementara tambahan sama sekali tidak menuntut adanya 
penghapusan (naskh) sehingga bertentangan dengan Al Qur'an.” akan 


Dha’if. HR. Abu Daud (84), At-Tirmidzi (88), Ibnu Majah (384), Ahmad 
(1/402), Ad-Daruquthni (1/77), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (X/65) (9966, 
9967), Ad-Daruquthni berkata, “Di dalamnya ada Al Husein bin Ubaidillah 
yang telah memalsukan hadits atas nama perawi-perawi yang tsigah." 

Shahih. HR. Muslim (450), Abu Daud (85) secara ringkas, dan At-Tirmidzi (18, 
4258). 

Shahih. HR. Abu Daud (332, 333), At-Tirmidzi (124), An-Nasa'i (1/171), 
Ahmad (5/146, 155, 180), Ath-Thayalisi (484), Ad-Daruquthni (1/186, 187) dan 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al 7a/n/’ (3860) dan dalam Al Irwa' 
(153). 
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tetapi sebenarnya ini bersebrangan dengan pendapat mereka yang 
menyatakan bahwasanya tambahan adalah naskh. 


Bab IV 

Hal-Hal yang Membatalkan Wudhu 


Landasan bab ini adalah firman Allah SWT: 



'i’ 


J t JajLiJ 1 



''Atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan."' 
(Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 


Dan sabda Nabi SAW: 


J>. ‘J. 5^ V 


"Allah tidak menerima shalat orang yang berhadats sehingga dia 
berwudhu.'"^^ 

Dalam masalah ini para ulama sepakat batalnya wudhu karena 
kencing, buang air besar, kentut, madzi, dan wadhi karena shahih-nya 
atsar yang menerangkan hal itu kala keluar dalam keadaan sehat, ada 
tujuh hal yang utama yang diperselisihkan pada pembahasan ini: 


Masalah pertama: Najis yang keluar dari tubuh 

Para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat tentang batalnya 
wudhu karena keluarnya najis yang dapat dibagi menjadi tiga pendapat: 

1. Sebagian ulama hanya mempertimbangkan apa yang keluar, 
terlepas dari mana dan bagaimana keluarnya? Ini adalah pendapat Abu 
Hanifah dan para pengikutnya, Ats-Tsauri, Ahmad dan sekelompok 
ulama, pendapat ini diwarisi dari kalangan sahabat dan salaf, mereka 
berkata, “Setiap najis yang keluar dari badan menyebabkan wajibnya 
wudhu, seperti darah, darah yang keluar dari hidung, darah bekam, dan 
muntah, kecuali air liur menurut Abu Hanifah." Abu Yusuf dari kalangan 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (135), Muslim (225), Abu Daud (60), Ahmad 
(2/318), dan Al Baihaqi (1/226). 
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pengikut Abu Hanifah berkata, “Jika air liur memenuhi mulut maka wajib 
wudhu,” tidak seorang pun dari mereka yang memasukan darah yang 
sedikit ke dalam masalah ini kecuali Mujahid. 

2. Sebagian ulama lainnya melihat dari sisi dua tempat keluar, 
dzakar dan dubur, mereka berkata, “Apa saja yang keluar dari dua lubang 
ini adalah membatalkan wudhu, baik darah, kerikil, atau air liur, dan 
bagaimana pun keluarnya, dalam keadaan sehat atau sakit, diantara yang 
berpendapat demikian adalah Imam Syafi’i, dan para pengikutnya, juga 
Muhammad bin Abdil Hakam dari pengikut Malik. 

3. Sebagian ulama lain mempertimbangkan apa yang keluar, tempat 
keluar dan bagaimana keluarnya, mereka berkata, “Sesuatu yang biasa 
keluar dari dua lubang, (yaitu air kencing, kotoran, madzi, wadi dan 
kentut) dan keluar dalam keadaan sehat maka semua itu membatalkan 
wudhu, mereka tidak berpendapat bahwa keluar darah, kerikil, dan cacing 
mewajibkan wudhu, tidak pula pada seseorang yang heser (selalu keluar 
air kencing), diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam 
Malik dan mayoritas pengikutnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Adalah jika kaum muslimin sepakat 
batalnya wudhu karena ada yang keluar dari dua lubang berupa; kotoran, 
air kencing, dan madzi dengan landasan zhahir kitab dan zhahir hadits 
tentang hal itu, maka hal itu menimbulkan tiga kemungkinan: 

Pertama, bahwa hukum hanya berkaitan dengan jenis yang 
disepakati, sebagaimana dipegang oleh Imam Malik. 

Kedua, bahwa hukum berkaitan dengan jenis-jenis itu karena alasan 
najis yang keluar dari tubuh, sementara wudhu identik dengan suci, dan 
kesucian bisa dipengaruhi oleh najis. 

Ketiga, bahwa hukum berkaitan dengan jenis-jenis itu karena 
keluar dari dua lubang tersebut. 

Berdasarkan dua pendapat terakhir dipahami bahwa perintah 
berwudhu dari hadats tersebut termasuk ke dalam bab lafazh khusus yang 
bermaksud umum, sementara Imam Malik dan pengikutnya berpendapat 
bahwa masalah ini termasuk lafazh khusus yang bermaksud khusus, 
demikian pula Imam Syafi’i, lalu mereka berdua berbeda pendapat 
mengenai umum manakah yang diambil. 
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Imam Malik berargumentasi bahwa pada dasarnya lafazh ini khusus 
yang bermaksud khusus hingga ada dalil yang mengeluarkannya dari 
kaidah tersebut. 


Imam Syafi’i berhujjah bahwa yang dimaksud adalah tempat keluar 
bukannya barang yang keluar, alasannya adalah kesepakatan mereka 
bahwa wudhu diwajibkan jika ada angin yang keluar dari dubur (kentut), 
tidak untuk angin yang keluar dari mulut, padahal keduanya sama-sama 
angin, yang membedakannya adalah tempat keluar, ini merupakan isyarat 
bahwa hukum terkait dengan tempat keluar. Pendapat ini lemah jika kita 
ketahui bahwa kedua angin tersebut berbeda sifat dan baunya. 


Abu Hanifah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah najis, 
karena najis memiliki pengaruh terhadap kesucian, walaupun thaharah di 
sini adalah thaharah secara hukum, hanya saja menyerupai thaharah 
maknawi (yakni thaharah karena najis), pendapat ini diperkuat dengan 
hadits Tsauban: 


“Bahwa Rasulullah pernah muntah, lalu beliau berwudhu.”^’ 


Demikian pula dengan apa yang diriwayatkan dari Umar dan Ibnu 
Umar RA yang mewajibkan wudhu karena darah yang keluar dari 
hidung,^* juga berdasarkan perintah beliau SAW kepada yang mengalami 
mustahadhah (darah penyakit) agar berwudhu setiap kali akan melakukan 


Shahih. HR, Abu Daud (2381), Ahmad (5/276) (6/443), Ath-Thayalisi (993), 
Ibnu Al Jarud (8), dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1958), Al Hakim 
(1/526), dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni 
(1/158, 159), Al Baihaqi (1/144) (4/220) semuanya meriwayatkannya dengan 
lafazh “Beliau SAW pernah muntah lalu berbuka”, kecuali At-Tirmidzi dengan 
lafazh “Beliau muntah lalu berbuka dan berwudhu”, hadits ini dinilai shahih 
oleh Al Albani dalam Al Irwa' (111), hadits tersebut sama sekali tidak 
menunjukan wajibnya berwudhu karena muntah, dengan alasan bahwa 
perbuatan tidak menunjukkan wajib, hanya disyariatkannya mencontoh kepada 
Rasulullah dalam hal itu. 

Mauguf shahih, atsar Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al 
Muwaththa ’ (77), Syafi’i dalam musnad (94), Al Baihaqi (2/256) lafazhnya: 

“Sesungguhnya Ibnu Umar jika keluar darah dari hidungnya, maka dia pergi 
dan berwudhu, lalu melanjutkan shalatnya dan tidak berbicara.” 
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shalat,^^ lalu dipahami oleh Abu Hanifah dari semua dalil ini adalah jenis 
yang keluar, yaitu najis. 

Imam Syafi’i sepakat dengan Abu Hanifah dalam kewajiban 
berwudhu pada hadats yang disepakati walaupun dalam keadaan sakit 
dengan landasan perintah Nabi untuk berwudhu setiap hendak melakukan 
shalat bagi perempuan yang mustahadhah, padahal darah istihadhah 
adalah penyakit. 

Menurut Imam Malik, penyakit memiliki pengaruh dalam 
keringanan hukum, ini sebagai qiyas terhadap riwayat yang menyatakan 
bahwa perempuan mustahadhah hanya diperintahkan mandi, kendati pun 
hadits Fatimah binti Abi Hubaisy ini disepakati ke-shahih-annya,^^ akan 
tetapi tambahannya diperselisihkan (yakni perintah untuk berwudhu 
setiap kali akan melakukan shalat), tetapi Abu Umar bin Abdil Barr 
menilainya shahih. 

Pendapat Imam Malik pun diperkuat dengan qiyas kepada orang 
yang terlumuri darah tanpa henti, seperti yang diriwayatkan dari Umar 
RA bahwa dia melakukan shalat sementara lukanya terus mengeluarkan 
darah 


Memberikan isyarat kepada hadits Fatimah binti Abi Hubaisy, bahwa dia datang 
kepada Nabi SAW, lalu bertanya, “Wahai Rasulullah sesungguhnya saya keluar 
haid selama satu bulan atau dua bulan, beliau bersabda: 

-uj 'ij-i 

.ayC*» 1,5^ y J cjjjj! 

“Itu bukannya haid akan tetapi darah (penyakit), jika waktu haid datang maka 
tinggalkanlah shalat sebanyak hari-hari dimana kamu biasa haid, dan jika 
telah berlalu maka mandilah, dan berwudhulah untuk setiap shalat.'" 
Diriwayatkan oleh Al Bukhari (228, 320, 325, 331), Muslim (333), Abu Daud 
(282, 298), An-Nasa'i (1/181, 185, 186), At-Tirmidzi (185), Ibnu Majah (624), 
Ahmad (6/41, 137, 194, 204,262). 

“ Yang lafazhnya adalah “Berwudhulah untuk setiap shalat” diriwayatkan oleh 
sekelompok perawi yang tsigah. Abu Muawiyah Adh-Dharir (yang buta) 
meriwayatkannya dalam Al Bukhari (228), Hammad bin Zaid pada An-Nasa’i 
(1/185), Hammad bin Salamah dalam Ad-Darimi (1/199), dan Abu Awanah 
dalam Ibnu Hibban (1355/^4/ Ihsan). 

Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/224,406). 
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Masalah kedelapan: Tidur 

Para ulama berbeda pendapat mengenai tidur menjadi tiga 
pendapat: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidur adalah hadats, sedikit 
atau banyak membatalkan wudhu. 

2. Sebagian lainnya berpendapat bahwa tidur bukanlah hadats 
sehingga tidak membatalkan wudhu kecuali Jika yakin bahwa wudhunya 
batal (dengan sebab lain) menurut pendapat yang tidak menjadikan 
keraguan sebagai alasan. Adapun menurut pendapat yang menjadikan 
keraguan sebagai alasan maka batal, bahkan sebagian ulama salaf 
memerintahkan yang lainnya agar memperhatikan keadaannya saat tidur 
(apakah dia batal atau tidak?). 

3. Sebagian ulama lainnya membedakan antara tidur ringan 
(sesaat) dengan tidur nyenyak lagi lama, mereka mewajibkan wudhu 
pada orang yang tidur nyenyak dan tidak mewajibkannya kepada yang 
tidur ringan, inilah pendapat yang dipegang oleh ulama fikih berbagai 
negeri dan jumhur ulama. 

Adapun jika berbagai kondisi tidur memiliki kemungkinan tidur 
berat dan keluarnya hadats dibandingkan dengan kondisi tidur yang 
lainnya, maka para ulama fikih pun berbeda pendapat: 

1. Imam Malik berkata, “Barangsiapa tidur berbaring ke samping 
atau sambil sujud maka wajib baginya berwudhu, baik lama atau 
sebentar, dan barangsiapa tidur sambil duduk maka tidak ada kewajiban 
berwudhu baginya selama tidurnya tidak lama.” Lalu dalam madzhabnya 
terjadi perbedaan pendapat tentang tidur sambil ruku, disuatu kesempatan 
menyatakan hukumnya sama dengan yang tidur sambil berdiri, dan di 
kesempatan lain menyatakan hukumnya sama dengan yang tidur sambil 
sujud. 

2. Sementara Imam Syaff i berkata, “Setiap tidur itu membatalkan 
wudhu, bagaimana pun kondisinya kecuali tidur sambil duduk.” 

3. Abu Hanifah dan para pengikutnya berkata, “Tidak ada 
kewajiban berwudhu kecuali bagi orang yang tidurnya berbaring ke 
samping.” 
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Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah perbedaan 
atsar yang menjelaskannya, ada beberapa hadits yang menjelaskan bahwa 
tidur sama sekali tidak membatalkan wudhu, seperti hadits Ibnu Abbas: 

Ji yi y 


“Bahwa Nabi SAW masuk ke kamar Maimunah, lalu beliau tidur di 
sisinya hingga kami mendengar dengkurannya, kemudian beliau 
melakukan shalat dan tidak berwudhu dahulu.”^^ 


Demikian pula sabda Rasululah SAW: 

Oli ^ J ^^1 bl 

y' y y' y' 

y. y'. . #y 

Jy ,|y. J 5 yy^ayay.*> y. y .y. l'' 1*4 

.k-mju .m.4 4jj O' 'U*) y 


“Jika salah seorang dari kalian merasakan kantuk dalam melakukan 
shalat, maka tidurlah sehingga rasa kantuknya hilang, karena seseorang 
diantara kalian jika melakukan shalat dalam keadaan mengantuk ia tidak 
tahu barang kali ia hendak beristighfar kepada Allah ternyata dia mencela 
dirinya sendiri. 

Demikian pula riwayat yang menyatakan, “Bahwa para sahabat 
Nabi SAW tidur di dalam masjid sehingga kepala mereka tertunduk, 
kemudian mereka melakukan shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu.”^'* 
Dan semuanya adalah atsar yang shahih. 

Demikian pula ada beberapa hadits yang secara zhahir menunjukan 
bahwa tidur tidak membatalkan wudhu, yang paling jelas adalah hadits 
Shafwan bin Assal, dia berkata. 


“ Shahih. HR. Ahmad (1/244), Abd bin Humaid dalam Al Muntakhab (616), Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir (11/10706. 1074, 11681, 1192). 

“ Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (212), Muslim (786), Abu Daud (1310), At- 
Tirmidzi (355), Ibnu Majah (1370), Ahmad (6/56, 202, 205, 259) semuanya dari 
hadits Aisyah RA. 

^ Hasan. HR. oleh At-Tirmidzi (96, 3535, 3546), An-Nasa'i (1/83, 84), Ibnu 
Majah (478), Ahmad (4/239, 240), Ath-Thayalisi (1165, 1166), Al Humaidi 
(881), Ad-Daruquthni (1/196), Al Baihaqi (1/114, 115, 118, 276, 286) dan 
dinilai hasan oleh Al Albani dalam Al /nva' (104). 
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iOi)l 

^ "VJ J ^_y-i 

^ ✓✓✓ ^ ^ ^ 

“Kami pernah dalam sebuah perjalanan bersama Nabi SAW, lalu 
beliau memerintahkan kami agar tidak membuka khuf-khuf kami karena 
buang air besar, kecil dan karena tidur, dan kami tidak membukanya 
kecuali karena mandi Janabah.”*^ 

Beliau menyamakan antara buang air kecil, buang air besar dan 
tidur, hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. 




^ yiL- ^ 




Demikian pula hadits Abu Hurairah terdahulu, yaitu sabda beliau 
SAW; 


X c y t' y o ^ ^ .t f f f 

^ • l ^ l ^ ^ ‘ f 1®«^''-' 1 ®''l* 0^0 0 ^ > y » 1^0-'O , 

^ 0' ^y jV* {V-J 't:’”' jaJi.S^\ 'ij 


‘"'Jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka 
cucilah tangannya sebelum memasukannya ke dalam air wudhunya.”^^ 

Zhahir hadits menunjukan bahwa tidur membatalkan wudhu, baik 
tidurnya itu ringan atau lama, demikian pula zhahir ayat tentang wudhu 
bagi orang yang memahaminya dengan makna tidur, yaitu firman Allah: 





''Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). 

Jadi makna ayat ini menurutnya adalah jika kamu bangun tidur 
seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dan yang lainnya dari 
kalangan salaf. 

Jika berbagai atsar saling bertolak belakang, maka ulama dalam hal 
ini terbagi dua, ada yang menempuh jalan tarjih (mencari atsar yang 
lebih kuat), ada juga yang menempuh jalan Jam ’u (mengkompromikan 
berbagai atsar). 


Hasan. HR. At-Tirmidzi (96, 3535, 3546), An-Nasa'i (1/83, 84), Ibnu Majah 
(478), Ahmad (4/239, 240), Ath-Thayalisi (1165, 1166), Al Humaidi (881), Ad- 
Daruquthni (1/196), Al Baihaqi (1/114, 115, 118, 276, 286) dan dinilai hasan 
oleh Al Albani dalam Al Irwa' (104). 

^ Sudah terdahulu takhrijnya. 
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Ulama yang menempuh jalan tarjih terbagi dua, ada yang 
menyatakan bahwa tidur sama sekali tidak membatalkan wudhu 
berdasarkan hadits-hadits yang menyatakan hal itu, ada Juga yang 
mewajibkan wudhu untuk tidur yang sebentar atau lama berlandaskan 
pada berbagai hadits yang mewajibkan wudhu karena tidur (maksudnya 
sesuai dengan kecenderungan dalam mentarjih, ada yang cenderung 
kepada dalil yang mewajibkan wudhu, ada pula yang menggugurkannya). 

Sementara ulama yang menempuh Jalan kompromi memahami 
hadits yang mewajibkan wuhdu untuk tidur yang panjang, dan tidak 
wajib Jika tidurnya ringan (sebentar), sebagaimana telah kami katakan 
bahwa ini adalah madzhab Jumhur, dan kompromi adalah sebaik-baiknya 
Jalan Jika mungkin untuk ditempuh menurut mayoritas ulama ushul. 

Adapun Imam Syafi’i mengecualikan duduk saja karena hal itu 
telah diriwayatkan secara shahih dari para sahabat (maksudnya, bahwa 
mereka tidur sambil duduk, mereka melakukan shalat tanpa berwudhu 
terlebih dahulu). 


Abu Hanifah mewajibkan wudhu untuk tidur sambil berbaring 
karena diriwayatkan dalam sebuah hadits yang marfu\ yaitu 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda: 




“Bahwa wudhu hanya diwajibkan kepada orang yang tidur sambil 
berbaring. 

Riwayat tersebut tsabit dari Ibnu Umar.^* 


Dha'if. HR. oleh Abu Daud (202), At-Tirmidzi (77), Ibnu Abi Syaibah {ath- 
Thaharah! bab man qaala laisa 'ala man naama), diriwayatkan pula oleh Abu 
Ya’la (2482, 2603), Ad-Daruquthni (1/159-160), Al Baihaqi (1/121), At- 
Tirmidzi berkata, “Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang hadits 
ini, lalu dia menjawab, ‘Tidak ada harganya’.” Abu Daud berkata, “Hadits 
munkar, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Yazid bin Abu Khalid Ad- 
Dalani dari Qatadah.” Ad-Daruquthni berkata, “Tidak shahih." dan dinilai 
dha ’if oleh Al Albani dalam Dha 'if Abu Daud. 

** Diriwaayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf {ath-Thahaarah, 
bab man qaala laisa 'ala man naama — no: 8) dengan lafazh, “Bahwa Umar bin 
Khaththab bekata, ‘Barangsiapa tidur berbaring miring maka hendaklah dia 
berwudhu’.” 
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Adapun Imam Malik ketika ia berpendapat bahwa tidur 
membatalkan wudhu hanya karena bisa menyebabkan keluarnya hadats 
dengan mempertimbangkan tiga faktor; kenyenyakan, waktu tidur yang 
panjang, dan kondisinya. 

Karena itu Imam Malik tidak mensyaratkan kenyenyakan dan 
waktu yang lama untuk untuk kondisi yang biasanya bisa mengeluarkan 
hadats, sebaliknya ia mensyaratkan dua hal tersebut bagi keadaan yang 
biasanya tidak menyebabkan keluarnya hadats. 


Masalah ketiga: Menyentuh perempuan 

Para ulama berbeda pendapat tentang batalnya wudhu karena 
menyentuh perempuan dengan tangan atau anggota badan lainnya. 

1 Sebagian ulama berpendapat bahwa menyentuh perempuan 
secara langsung tanpa ada penghalang dapat membatalkan wudhu, 
demikian pula menciumnya, karena mencium adalah menyentuh, baik 
persentuhan itu bersyahwat atau tidak, inilah pendapat yang dipegang 
oleh Imam Syafi’i dan pengikutnya, hanya saja terkadang dia 
membedakan antara yang menyentuh dan yang disentuh, dia mewajibkan 
wudhu kepada yang menyentuh, dan menggugurkannya kepada yang 
disentuh, dan terkadang menyamakan keduanya, demikian pula terkadang 
dia membedakan antara istri dengan mahram, mewajibkan wudhu jika 
bersentuhan dengan istri, tidak dengan mahram, dan terkadang 
menyamakan keduanya. 

2. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat wajibnya wudhu 
karena sentuhan yang bersyahwat, atau bertujuan untuk menimbulkan 
syahwat, dengan penghalang atau tidak, dengan anggota badan mana saja 
kecuali mencium, karena mereka tidak mensyaratkan hal itu walaupun 
disertai syahwat (kenikmatan), inilah madzhab yang dipegang oleh Malik 
dan kebanyakan pengikutnya. 

3. Sementara sebagian ulama yang lainnya meniadakan kewajiban 
berwudhu karena menyentuh perempuan, ini adalah pendapat Imam Abu 
Hanifah. 

Semuanya memiliki landasan dari kalangan salaf, kecuali syarat 
adanya syahwat, saya tidak mengetahui adanya kaum salaf yang 
mensyaratkan hal itu. 
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Sebab perbedaan pendapat: Ragamnya makna yang terkandung 
dalam kata al-lams, orang arab terkadang memahaminya dengan 
sentuhan tangan, dan terkadang merupakan kata kiasan dari bersetubuh. 

Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa al-lams yang mewajibkan 
wudhu dalam ayat maksudnya adalah bersetubuh, tepatnya dalam firman- 
Nya: 




'"Atau kalian menyentuh perempuan." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6). 


Sementara yang lainnya memahami bahwa yang dimaksud dengan 
al-Lams dalam ayat adalah sentuhan tangan, lalu diantara mereka ada 
yang memahami ayat sebagai ungkapan khusus yang bermaksud khusus, 
sehingga mensyaratkan syahwat atau kenikmatan di dalamnya, dan ada 
juga yang memahaminya sebagai lafazh umum yang bermaksud umum, 
sehingga mereka tidak mensyaratkan adanya syahwat. 


Adapun yang mensyaratkan syahwat terdorong oleh riwayat yang 
bertolak belakang dengan ayat, yaitu; “Bahwa Nabi SAW menyentuh 
Aisyah saat bersujud dengan tangannya, dan terkadang dia yang 
menyentuh beliau.^^ 


Kemudian para ulama hadits meriwayatkan hadits Hubaib bin Abi 
Tsabit dari Urwah dari Aisyah dari Nabi SAW: 

*yi ^ c-ii jvJ “dllj Jam ^ <01 
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Lafazh hadits dari Aisyah, dia berkata: 

, ^ .f .f ^ • 'K * * r* t, 


“Aku pernah tidur di hadapan Rasulullah SAW sementara kedua kakiku ada di 
kiblatnya, jika beliau bersujud beliau menyentuhku, lalu aku tarik kedua kakiku, 
dan jika beliau berdiri maka aku bentangkan kedua kakiku, saat itu di dalam 
rumah tidak ada lampu.” HR. Al Bukhari (382, 513, 1209), Muslim (512), Abu 
Daud (713), An-Nasa’i (1/102), dan Ahmad (6/148, 225, 255) 
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“Bahwa beliau SAW pernah mencium sebagian istri-istrinya, 
kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu (lagi), aku (Zubair) 
berkata, ‘Engkaukah dia?’ lalu ia (Aisyah) tertawa.”™ 

Abu Umar berkata, “Hadits ini dinilai dha’if o\Qh ulama Hijaz 
sementara ulama kufah menilainya shahih," dan Abu Umar pun 
cenderung menilainya shahih, dia berkata, “Hadits ini pun diriwayatkan 
dari jalur Ma’bad bin Nabatah.”^' 

Imam Syafl’i berkata, “Seandainya hadits Ma’bad bin Nabatah 
tentang menciumnya Nabi SAW itu shahih maka saya tidak berpendapat 
bahwa sentuhan itu membatalkan wudhu.” 

Dan orang yang mewajibkan wudhu k arena bersentuhan 
be rpendapat bahwa al-lams secara hakiki maknanya adalah menyentuh 
dan bermakna bersetubuh secara maiaz. jika sebuah kata ada dalam 
katego ri hakikat dan majaz, maka yang lebih utama adala h 
'memahamin ya secara hakiki sehingga datang dalil yang menunjukan 
'makna majaz._ 

Pendapat itu bisa dibantah bahwa jika majaz lebih banyak 
digunakan maka lebih kuat daripada hakiki, seperti kata al ghaith yang 
lebih kuat bermakna buang air besar secara majaz, walaupun makna 
hakikinya adalah tempat sunyi. 

Keyakinan saya bah wa al-la ms walaupun mengandung dua makna 
secara seimba ng, ~atau~ dekat kep^a seimban gTakan tetapi saya lebih 
cender ung kepada makna maiaz daripada makna ]Ta]ci lartargna~AlIah 
SWT telah membuat julukan mubasyarah dan al mass untuk makna 
bergaul, padahal kedua lafazh tersebut mengandung makna al-lams. 

Penafsiran ini pun bisa digunakan sebagai hujjah bolehnya 
tayammum untuk mandi janabah tanpa memperkirakan adanya takdim 
(mendahulukan) dan takhir (mengakhirkan) redaksi sebagaimana akan 
dijelaskan nanti, walhasil akhirnya kontradiksi antara atsar dan ayat bisa 
hilang dengan penafsiran yang terakhir. 


™ Shahih. HR. Abu Daud (178, 179), At-Tirmidzi (86), Ahmad (6/62, 210), Ad- 
Daruquthni (1/135, 139, 141, 142), Al Baihaqi (1/125) dan dinilai shahih oleh 
Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 

” Kami tidak mendapatkannya. 


80 Bidayatul Mujtahid 



Sementara pendapat yang memahami lafazh ayat dengan kedua 
makna al-lams adalah pendapat yang lemah, karena sesungguhnya orang 
arab menggunakan lafazh yang mengandung ragam makna dengan tujuan 
satu makna saja, bukan semua makna yang terkandung di dalamnya, ini 
sangat jelas dalam perkataan mereka. 


Masalah keempat: Menyentuh kemaluan 

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum menyentuh kemaluan: 

1. Sebagian ada yang berpendapat bahwa menyentuh kemaluan 
dengan cara apa pun dapat membatalkan wudhu, ini adalah pendapat 
Imam Syafi’i dan para pengikutnya. Imam Ahmad, juga Daud. 

2. Ada pula yang berpendapat tidak membatalkan wudhu, ini 
adalah pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya. 

Kedua pendapat ini ada pendahulunya dari kalangan sahabat dan 
tabiin. 

3. Sebagian ulama membedakan tergantung kepada sentuhan itu • 
sendiri, lalu mereka berbeda pendapat lagi dalam hal ini: 

a. Diantara mereka ada yang membedakan antara sentuhan 
bersyahwat dan tidak. 

b. Ada juga yang membedakan antara sentuhan dengan telapak 
tangan bagian dalam dan bagian luarnya. 

Mereka mewajibkan wudhu dalam menyentuh kemaluan yang 
menimbulkan atau merasakan syahwat dan tidak mewajibkannya jika 
tidak bersyahwat, begitupula mewajibkan wudhu jika menyentuh dengan 
telapak tangan bagian dalam, dan tidak mewajibkannya jika menyentuh 
dengan bagian luar. 

Dua pendapat ini diriwayatkan dari para pengikut Imam Malik, 
adapun alasan telapak tangan bagian dalam kembali kepada sebab adanya 
syahwat. 

c. Yang lainnya membedakan antara menyentuh dengan sengaja 
dan lupa, wajib berwudhu jika menyentuh dengan sengaja dan tidak 
wajib jika menyentuhnya karena lupa, pendapat ini diriwayatkan dari 
Malik, dan merupakan pendapat yang dipegang Daud beserta 
pengikutnya. 
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4. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa wudhu karena 
menyentuh kemaluan adalah sunah hukumnya bukan wajib, Abu Umar 
berkata, “Inilah yang tetap dari madzhab Maliki di kalangan penduduk 
Maroko, sementara riwayat dari beliau adalah tidak jelas.” 

Sebab perbedaan pendapat: adanya dua hadits yang bertolak 
belakang: 

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari jalan Busrah, bahwa dia 
mendengar Rasulullah SAW bersabda. 


“Jika salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya maka 
wajib baginya berwudhu.”^^ 


Ini adalah hadits paling terkenal yang mewajibkan wudhu karena 
menyentuh kemaluan, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al 
Muwaththa’, dinilai shahih oleh Yahya bin Ma’in, Ahmad bin Hanbal, 
dan dinilai dha’if oleh ulama Kufah, maknanya diriwayatkan pula dari 
jalur Ummu Habibah, lalu Ahmad bin Hanbal menilainya shahih, 
maknanya diriwayatkan pula dari jalur Abu Hurairah, Ibnu Sakan pun 
menilainya shahih, sementara Al Bukhari dan Muslim tidak 
meriwayatkannya. 


Hadits kedua yang kontra adalah hadits Thalq bin Ali, dia berkata: 

1 * .✓ 2 ’'' 4 t ^ K * \ 

J AiJi j j 

0 t' t’ l' ^ y ^ ^ ^ ^ ''“'f y ^ t' 

✓ .0 


“Kami mendatangi Rasulullah SAW, dan di sisinya ada seorang 
laki-laki sepertinya dia seorang badui, dia bertanya, ‘Apakah pendapat 


Shahih. HR. Abu Daud (181), At-Tirmidzi (82, 83), An-Nasa'i (1/100, 216), 
Ibnu Majah (479), Ahmad (6/406, 497), Al Humaidi (352), Ath-Thayalisi 
(1657), Ath-Thabrani (201V/487), hadits ini dinilai shahih oleh Imam Malik, 
Syafi’i, Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ad-Daruquthni, Al Hakim, 
Ibnu Ma’in, Al Hazimi, Al Baihaqi, Ibnu Hibban dan Adz-Dzahabi. 
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Anda tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya setelah 
berwudhu?’ beliau menjawab, Ua hanyalah bagian dari (tubuh)mu\”^^ 

Diriwayatkan pula oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi, dan dinilai 
shahih oleh kebanyakan ulama dari kufah dan yang lainnya. 

Lalu para ulama berusaha menafsirkan hadits-hadits ini dalam dua 
cara, tarjih atau naskh (menghapus), dan jam ’u (kompromi). 

Ulama yang menganggap hadits Busrah lebih kuat, atau hadits 
tersebut menaskh (menghapus) hadits Thalq bin Ali, mereka berpendapat 
wajib wudhu karena menyentuh kemaluan. 

Sebagian ulama yang lainnya menganggap hadits Thalq bin Ali 
lebih kuat, dia menggugurkan kewajiban berwudhu. 

Sementara ulama yang berusaha mengkompromikan diantara kedua 
hadits, mereka mewajibkan pada satu keadaan dan tidak pada keadaan 
yang lainnya, atau memahami hadits Busrah dengan sunah, sementara 
hadits Thalq bin Ali dipahami dengan tidak adanya kewajiban. 

Argumentasi yang digunakan oleh kedua kelompok di atas adalah 
sangat panjang untuk dipaparkan, semuanya ada dalam kitab-kitab 
mereka, akan tetapi titik perbedaan pendapat mereka adalah apa yang 
telah kami singgung. 


Masalah kelima: Memakan sesuatu yang dipanaskan api 
(dipanggang) 

Para ulama di kurun pertama berbeda pendapat tentang batalnya 
wudhu karena memakan sesuatu yang dipanaskan oleh api. Hal itu karena 
adanya perbedaan atsar tentang hal itu dari Rasulullah, akan tetapi 
jumhur ulama setelah kurun pertama di berbagai negeri telah 
menjatuhkan kewajiban tersebut, menurut mereka telah shahih 
diriwayatkan bahwa hal itu dilakukan oleh khalifah yang empat, 
demikian pula berdasarkan hadits Jabir, dia berkata, “Diantara dua urusan 
dari Nabi SAW adalah meninggalkan wudhu karena memakan sesuatu 


Sanadnya kuat. HR. Ahmad (4/22, 23), Ibnu Al Ja’d dalam musnadnya (3299), 
Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga (21), Ad-Daruquthni (1/148, 149), Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir (8/8234, 8232, 8239, 8254), Al Baihaqi (1/135), Al 
Haitsami dalam Al Majma’ (2/9) berkata, “Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir dan para perawinya tsigah.” 
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yang dipanaskan api.”^'* HR. Abu Daud, akan tetapi satu kaum dari 
kalangan ahli hadits; Ahmad, lshaq dan sekelompok dari mereka 
berpendapat bahwa kewajiban berwudhu terjadi hanya karena memakan 
daging unta dengan alasan adanya riwayat yang menjelaskan hal tersebut. 


Masalah keenam: Tertawa dalam shalat 

Abu Hanifah mengeluarkan pendapat syadz (janggal), dia 
menyatakan bahwa tertawa dalam shalat membatalkan wudhu, 
landasannya adalah hadits mursal Abu Aliyah, yaitu, “Bahwa ada satu 
kaum yang tertawa dalam shalat, lalu Nabi SAW memerintahkan mereka 
untuk mengulang wudhu dan shalat.”’* 

Lalu Jumhur ulama menolak hadits ini karena mursal dan 
bertentangan dengan ushul, yaitu bahwa hal tersebut berarti termasuk 
sesuatu yang membatalkan wudhu dalam shalat, sementara di luarnya 
tidak, walaupun hadits tersebut mursal shahih. 


Masalah ketujuh: Mengusung mayit dan hilang akal 


Sebagian ulama mengeluarkan pendapat yang syadz, mereka 
mewajibkan wudhu karena membawa mayit, berdasarkan sebuah atsar 
dha’if, yaitu: 




'‘‘‘Barangsiapa memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, dan 
barangsiapa mengusungnya hendaklah ia berwudhu.”^^ 


Shahih. HR. Abu Daud (192), An-Nasa'i (1/108), Ibnu Al Jarud dalam Al 
Muntaga (24), Al Baihaqi (1/155, 156) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam 
Shahih Abu Daud. 

Diriwayatkan oleh Abdurrazzak dalam Al Mushannaf pada pembahasan tentang 
hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat, bab tertawa dan tersenyum dalam 
shalat no. (7361), dan Ibnu Hajar menukilnya dalam At-Talkhish (lhl5), Ibnul 
Jauzi berkata, “Ahmad berkata, ‘Tidak ada hadits shahih tentang tertawa’.” 
demikian pula yang dikatakan oleh Ad-Dzahali, “Tidak ada satu riwayat yang 
baik dari Nabi SAW tentang tertawa dalam shalat.” 

Shahih. HR. oleh Abu Daud (3161, 3162) At-Tirmidzi (993), Ibnu Majah 
(1463), Ahmad (2/433, 454, 472), Ath-Thayalisi (2314) hadits ini dinilai hasan 
oleh At-Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Ibnu Al Qaththan, Ibnu Hajar 
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Walau diketahui bahwa jumhur ulama mewajibkan wudhu karena 
hilang akal dengan berbagai sebab, baik karena pingsan, gila atau mabuk, 
semuanya diqiyaskan kepada tidur (maksudnya, mereka berpendapat jika 
tidur itu membatalkan wudhu dalam keadaan yang biasanya 
menimbulkan hadats seperti tidur dengan nyenyak, maka hilang akal 
lebih utama menjadi sebab batalnya wudhu). Inilah berbagai masalah 
yang disepakati, dan yang masyhur diperdebatkan. 

BabV 

Beberapa Amalan yang Disyaratkan Benvudhu 


Masalah pertama: Shalat 

Dasar masalah ini adalah firman Allah SWT: 


s^\ j! 




iji 



''Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat.'" (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 

Dan sabdanya S A W: 

.Jjii- ^ V 

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan sedekah dari hasil 
pengkhianatan""^^ 

Kaum muslimin bersepakat bahwa thaharah adalah syarat shalat 
dengan dalil di atas, lalu mereka berbeda pendapat apakah ia syarat sah 
atau syarat wajib. 


menilainya hasan dalam At-Talkhish (1/137) dan Al Albani menilainya shahih 
dalam Shahih Abu Daud. 

Shahih. HR. Abu Daud (59), An-Nasa'i (1/87, 88) (5/56, 57), Ibnu Majah (271), 
Ahmad (5/74, 75), Ath-Thayalisi (1319) semuanya dari hadits Usamah bin 
Umair, dalam masalah ini ada juga hadits dari Anas yang diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah dan Abu Awanah (1/235), dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan 
oleh Muslim (224), juga At-Tirmidzi (1) dan dari Abu Hurairah yang 
diriwayatkan oleh Abu Awanah (1/136). 
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Mereka tidak berbeda pendapat bahwa thaharah adalah syarat 
dalam semua shalat kecuali shalat jenazah dan dalam sujud (maksudnya 
sujud tilawah), karena ada perbedaan pendapat yang syadz dalam 
masalah tersebut. 

Sebab perbedaan pendapat: Kemungkinan yang timbul dalam 
kategori nama “shalat” pada “shalat jenazah” dan “sujud tilawah.” 

1. Ulama yang berpendapat bahwa nama shalat pun ditujukan untuk 
shalat jenazah dan sujud tilawah - menurut jumhur ulama- mereka 
mensyaratkan thaharah pada keduanya. 

2. Sementara ulama yang tidak memasukkan keduanya ke dalam 
shalat secara mutlak, karena tidak adanya sujud dan ruku dalam shalat 
jenazah, dan karena tidak adanya berdiri dan ruku dalam sujud tilawah, 
mereka tidak mensyaratkan thaharah dalam keduanya. 

Ada empat masalah yang berkaitan dengan bab ini: 


Masalah kedua: Menyentuh mushaf 

Apakah thaharah merupakan syarat dalam menyentuh mushaf? 

1. Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa 
wudhu termasuk syarat dalam menyentuh mushaf. 

2. Sementara ahlu zhahir berpendapat bahwa thaharah bukan syarat 
menyentuh mushaf. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan dalam memahami firman 
Allah SWT: 




‘‘‘‘Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.'’’ (Qs. 
Al Waaqi’ah [56]: 79) 

Apakah yang dimaksud dengan itu manusia atau para 

malaikat? Dan apakah ayat ini hanya sekedar berita atau berita yang 
berarti larangan. 

^ » t ^ A ^ 

Ulama yang berpendapat bahwa makna adalah manusia 

dan ayat tersebut mengandung larangan, mereka berpendapat tidak boleh 
menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. 
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Sementara ulama yang berpendapat bahwa ayat tersebut hanya 
sekedar berita dan makna adalah para malaikat, mereka berkata 

bahwa ayat tersebut sama sekali tidak menunjukkan wajibnya bersuci jika 
menyentuh mushaf, dan jika tidak ada dalil baik dari Al Qur'an atau pun 
Sunnah, maka kembali kepada hukum asal yaitu mubah. 

Jumhur telah berhujjah untuk pendapatnya dengan hadits Amru bin 
Hazm, bahwa Nabi SAW pernah menulis: 

"‘■Tidak boleh menyentuh Al Qur'an kecuali seseorang dalam 
keadaan suci.”^^ 

Sementara para ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan 
hadits Amru bin Hazm, karena sudah banyak perubahan. 

Dan aku melihat Ibnu Al Mufawwaz menilainnya shahih jika 
diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah karena ia adalah surat Nabi 
SAW, demikian pula hadits Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari 
kakeknya, sementara ahlu zhahir menolak keduanya. 

Lalu Imam Malik memberikan keringanan bagi anak-anak kecil 
dalam menyentuh mushaf walaupun dalam keadaan tidak suci karena 
mereka belum mukallaf. 

Masalah ketiga: Tidur, makan dan bersetubuhnya orang yang junub 

Para ulama berbeda pendapat tentang wajibnya wudhu bagi orang 
yang junub dalam beberapa keadaan: 

Pertama, jika hendak tidur sementara dia dalam keadaan junub: 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa berwudhu adalah sesuatu yang 
dianjurkan jika itu bukannya wajib. 

2. Sementara ahlu zhahir mewajibkannya karena adanya hadits 
yang tsabit dari Nabi SAW, yaitu hadits Umar: 


Shahih. HR. Malik (1/199), dan Abdurrazzak dalam Al Mushannaf Ad- 

Daruquthni (1/121), dan Al Baihaqi (1/87), hadits ini dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Al Irwa' (122). 
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«JIp AU' J !_/* A.;..Ka,.i Aj' 


.(*■< (W i vj"^'-/ 


“Bahwa dia pernah berjunub pada suatu malam, lalu Rasulullah 
berkata kepadanya, ‘Ben\’udhu dan cucilah kemaluanmu kemudian 
tidur ’. 


Hadits ini pun diriwayatkan dari jalur Aisyah. 

Jumhur ulama memahami bahwa perintah dalam hadits tersebut 
menunjukan sunah, mereka tidak mengambil zhahirnya karena tidak 
adanya keselarasan antara wajibnya thaharah dengan kehendak untuk 
tidur (yakni keselarasan hukum syara’), dan mereka pun memperkuat 
hujjah tersebut dengan beberapa hadits, yang paling kuat adalah hadits 
Ibnu Abbas: 


^ y y ^ y y y 

,U^jjli ' ’ ij'-^ ^ 


“Sesungguhnya Nabi SAW keluar dari tempat buang air besar, lalu 
didatangkan kepadanya makanan, mereka bertanya, ‘Tidak bolehkah 
kami memberi Anda sesuatu yang suci?’ beliau menjawab, 'Apakah aku 
shalat (dahulu) lalu berwudhu 


Dalam riwayat yang lain dinyatakan 


(^1 lit t cy C«Jl ;jLa5 (.Cisyj 


“Tidakkah Anda berwudhu?” beliau menjawab, “Aku diperintahkah 
berwudhu ketika hendak melakukan shalat.”*^ 


Berdalil dengan hadits ini adalah lemah karena termasuk berdalil 
melalui dalil khitab dengan macamnya yang paling lemah, mereka pun 
berhujjah dengan hadits Aisyah; 

.idi fiL' oir 4 ^ 4 


Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (290), Muslim (306), Abu Daud (221), An- 
Nasa'i (1/140), Ahmad (2/64), dan Al Baihaqi (1/199). 

Shahih. HR. Muslim (374), Abu Daud (3760), At-Tirmidzi (1847), An-Nasa'i 
(1/85), Ahmad (1/282,283, 389), dan Al Baihaqi (1/42). 
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“Bahwa Rasulullah SAW pernah tidur dalam keadaan junub akan 
tetapi tidak menyentuh air.”*' 

Hanya saja hadits ini dha’if. 

Demikian pula mereka berbeda pendapat tentang wajibnya 
berwudhu bagi orang junub yang hendak makan atau minum, juga 
tentang orang yang hendak kembali menyetubuhi istrinya. 

Jumhur dalam semua masalah ini berpendapat tidak adanya 
kewajiban, karena tidak adanya keselarasan thaharah dengan semuanya, 
hal itu karena thaharah dalam hukum syara’ hanya diwajibkan kepada 
hal-hal yang agung seperti shalat, demikian pula karena adanya 
kontradiksi antara beberapa atsar, maksudnya diriwayatkan dari Nabi 
SAW, “Bahwa beliau memerintahkan orang junub untuk berwudhu jika 
hendak menyetubuhi kembali istrinya.”*^ 

Diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW, “Bahwa beliau pernah 
bersetubuh, lalu mengulanginya tanpa berwudhu terlebih dahulu. 

Demikian pula diriwayatkan larangan makan dan minum bagi yang 
sedang junub sehingga ia berwudhu,*"* diriwayatkan pula atsar yang 
memperbolehkannya.*^ 
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Shahih. HR, Abu Daud (228), At-Tirmidzi (118), Ibnu Majah (581), Ahmad 
(6/102, 106, 107, 109, 146, 171, 214), lshaq bin Rahawaih (1512), Ath- 
Thayalisi (1397), Ibnu Al Ja’d (1764), Abu Ya’la (4710), Al Hakim dalam 
Ulum Al Hadits (hal : 125), Al Baihaiqi (1/201) dan dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih At-Tirmidzi dan dalam Shahih Al Jaw; ' (5019). 

Lafazhnya adalah: 




lil 


"Jika salah seorang diantara kalian menggauli istrinya, lalu hendak 
mengulanginya lagi maka berwudhulah, karena hal itu lebih memberikan 
kesegaran dalam mengulanginya^ HR. Muslim (308), Abu Daud (220), At- 
Tirmidzi (141), An-Nasa'i (1/142), Ibnu Majah (587), Ahmad (3/28) dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (219, 220, 221) dan Ibnu Hibban (120, 1211-al- 
Ihsaan) semuanya dari hadits Abu Said Al Khudriy. 

Lafazhnya adalah: 

* l ' i i ' * f i i'* t' X f » K, a , t ^ ^ , 

.aC» S * aJlaI aJ aU' J J—'J 


"Adalah Rasulullah saw jika menginginkan istrinya maka beliau mendatangi 
mereka, kemudian kembali tanpa menyentuh air." HR. Ahmad (6/109). 
Lafazhnya dari riwayat Aisyah adalah: 
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Masalah keempat: Thawaf 

1. Imam Malik dan SyafiM mensyaratkan wudhu dalam thawaf. 

2. Sementara Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkannya. 

Sebab perbedaan pendapat adalah kategori hukum thawaf apakah 
serupa dengan shalat atau tidak? Sebab, telah tetap dari Nabi SAW, 
“Bahwa beliau SAW melarang perempuan haid melakukan thawaf seperti 
shalat.”*^ 

Artinya thawaf menyerupai shalat dari sisi ini, dan dalam sebagian 
atsar thawaf dinamakan shalat. Adapun hujjah Abu Hanifah adalah tidak 
setiap yang terhalang oleh haid disyaratkan thaharah dalam 
melakukannya, seperti puasa menurut pendapat jumhur. 


Masalah kelima: Membaca Al Qur'aii 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang tidak dalam 
keadaan berwudhu boleh membaca Al Qur'an dan berdzikir. 

2. Yang lainnya berpendapat tidak boleh kecuali dalam keadaan 
berwudhu. 
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“Rasulullah saw jika hendak tidur dalam keadaan Junub, maka beliau tidak 
tidur sehingga berwudhu, dan Jika hendak makan maka beliau mencuci kedua 
tangannya lalu makan." HR. Al Bukhari (286, 288), Muslim (305), Abu Daud 
(222, 223, 224), An-Nasa'i (1/138, 139), Ibnu Majah (584), dan Ad-Daruquthni 
(1/125, 126). 

Lafazhnya adalah: 




“Rasulullah SAW jika hendak tidur dalam keadaan junub, maka beliau 
berwudhu, dan jika hendak makan, maka beliau mencuci kedua tangannya." 
HR, Abu Daud (223), An-Nasa'i (1/139), Ibnu Majah (583), Ahmad (6/119) 
semuanya dari Aisyah. 

Lafazhnya adalah: 


“Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja kamu 
jangan berthawaf di ka'bah." HR. Al Bukhari (305), Muslim (1211), Abu Daud 
(1782), An-Nasa'i (1/153), Ibnu Majah (2963) semuanya dari hadits Aisyah. 
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Sebab perbedaan pendapat: Adanya dua hadits yang saling 
bertentangan: 

Pertama, hadits Abu Juhaim, dia berkata: 

^ ^ ^ ^ ^ «» ^ 

f .f Q y o' ^ ^ ^ 9 y 

fyt y x i %■» l*'.*? *l‘' Oi'' •'i''. 

Jj tAjJbj lS^ AjIp ijj rt-Ls ‘^d-C' 


“Rasulullah SAW datang dari arah sumur Jamal, lalu seseorang 
bejumpa dengannya, beliau tidak menjawabnya sehingga beliau 
menghadap tembok, lalu mengusap wajahnya dan kedua tangannya 
(baca: tayammum), kemudian beliau menjawab salam.”*’ 


Kedua, hadits Ali: 

jT^l Sfrly ^ l5^ ^ 


“Bahwa tidak ada yang menghalangi Rasulullah SAW untuk 
membaca Al Qur'an kecuali janabah.”** 

Jumhur ulama menyatakan bahwa hadits kedua menaskh hadits 
yang pertama, sementara yang mewajibkan wudhu mengunggulkan 
hadits yang pertama. 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (337), Muslim (369), Abu Daud (329), An- 
Nasa'i (1/165), Ahmad (4/169) dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (274), dan 
Ibnu Hibban (705). 

** Dha'if. HR. oleh Abu Daud (229), At-Tirmidzi (146), An-Nasa'i (1/144), Ibnu 
Majah (594), Ahmad (1/106, 124) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah 
(208), dan Ibnu Hibban {\92-Mawarid), Al Hakim (4/107) dan diriwayatkan 
oleh Ad-Daruquthni (1/119), Al Baihaqi (1/88) dan dinilai dha’if oleh Al Albani 
dalam Dha ’if At-Tirmidzi. 
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^jauJdi 


KITAB MANDI BESAR 


Landasannya pokok masalah ini adalah firman Allah SWT, "Dan 
jika kamujunuh maka mandilah." A! Maa'idah [5]; 6). 

Pembahasan segala pokok utamanya, dilengkapi dengan 
pembahasan hukum, orang yang wajib mandi dan tentang air mutlak 
terangkum dalam tiga bab. 

Adapun mandi besar ini diwajibkan kepada setiap orang yang telah 
terbebani wajib shalat, dan ini tidak diperselisihkan lagi. Demikian pula, 
tidak ada perbedaan pendapat dalam hal hukum wajibnya mandi bagi 
orang yang telah terbebani wajib shalat ini. 

Dalil masalah itu adalah semua dalil tentang wajibnya wudhu - 
seperti yang telah kami utarakan pada pembahasan yang lalu-, juga 
berbagai dalil tentang hukum air yang telah dibahas di muka. 

Babi 

Mengetahui Tata Cara Mandi 

Dalam bab ini ada empat masalah terkait: 


Masalah pertama: Ad-dalk (menggosok-gosok badan) 

Para ulama berbeda pendapat apakah di antara syarat bersuci 
dengan mandi diharuskan terjadinya mengeluskan tangan ke semua 
bagian badan seperti dalam berwudhu, ataukah cukup hanya dengan 
mengucurkan air ke semua bagian badan walau tanpa sentuhan langsung 
kedua tangan. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengucurkan air saja sudah 
cukup. Sementara Malik dan mayoritas pengikutnya, serta Al Muzanni 
(pengikut Syafi'i) berpendapat bahwa jika terlewat satu bagian saja maka 
bersucinya belum sempurna. 
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Sebab perbedaan pendapat: Karena adanya ragam makna dalam 
kata "al ghusl", dan kontradiksi antara berbagai hadits yang menjelaskan 
tentang tata cara mandi dengan giyas (analogi) mandi terhadap wudhu. 

Jelasnya, hadits-hadits yang diriwayatkan mengenai tata cara mandi 
Rasulullah SAW (dalam hadits dari Aisyah RA ataupun hadits 
Maimunah), di dalamnya sama sekali tidak disebutkan aturan untuk 
menyentuh semua bagian badan dengan tangan. Yang ada hanyalah 
meratakan air. 


Dalam hadits Aisyah RA disebutkan, "Rasulullah SAW jika mandi 
karena junub, maka beliau akan memulainya dengan membasuh kedua 
tangan, kemudian mengucurkan (air) dengan tangan kanan ke bagian 
tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian berwudhu seperti 
wudhu beliau untuk shalat. Kemudian beliau mengambil air, lalu 
memasukan jari-jari ke bagian bawah rambut, lalu mengucurkan tiga 
gayung air ke kepala, kemudian mengucurkan air ke seluruh kulit. 


Dan tata cara yang diungkapkan pada hadits Maimunah tidak jauh 
berbeda dengan ungkapan yang terdapat dalam hadits di atas. Bedanya 
hanya dalam membasuh kaki yang diakhirkan setelah bersuci.^® 

Demikian pula hadits Ummu Salamah ketika dia bertanya kepada 
Nabi SAW tentang keharusan ikatan rambutnya untuk dibuka ketika 
mandi junub. Beliau SAW pun menjawab, 

.c-> J g 


Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (248 dan 262), Muslim (316), Abu Daud 
(242), At-Tirmidzi (104), dan An-Nasa'i (1/135). 

Lafazh haditsnya adalah, "Nabi SAW mengucurkan air ke kedua tangannya, lalu 
membasuh keduanya dua atau tiga kali, kemudian mengucurkan air dengan 
tangan kanannya ke tangan kiri, lalu membasuh kemaluannya, kemudian 
menyentuhkan tangan ke bumi, kemudian berkumur dan beristinsyaq, kemudian 
membasuh muka dan kedua tangannya, kemudian membasuh kepala sebanyak 
tiga kali, kemudian mengucurkan air ke seluruh badan, kemudian pindah dari 
tempatnya, lalu membasuh kedua kakinya." (HR. Al Bukhari [249, 260, 265, 
274, 276, dan 281], Muslim [317], Abu Daud [245], At-Tirmidzi [103], serta 
An-Nasa'i [1/137]). 
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"Cukup bagimu mengucurkan air dengan kedua telapak tangan ke 
kepala sebanyak tiga kali, kemudian kamu kucurkan air ke badanmu. 
Dengan demikain kamu telah bersuci. 

Hadits ini paling kuat dalam menafikan keharusan (menggosok- 
gosokkan badan dengan tangan) dibandingkan hadits-hadits lainnya. 
Sebab, jika menggosok-gosokkan badan dengan tangan dalam mandi 
hadats wajib dilakukan, tentu Rasulullah tidak akan pernah 
meninggalkannya. Dan hadits ini hanya menyebutkan syarat-syaratnya 
saja. 

Karena itu, para ulama bersepakat bahwa tata cara mandi yang ada 
dalam hadits Aisyah RA dan Maimunah adalah tata cara yang paling 
sempurna. Sementara yang dijelaskan dalam hadits dari Ummu Salamah 
RA hanyalah rukun-rukunnya. 

Wudhu sebelum mandi tidaklah termasuk syarat mandi wajib. 
Berbeda dengan pendapat Syafi'i yang syadz yang memiliki kekuatan 
pada sisi zhahir haditsnya, sementara pendapat jumhur ulama kuat dari 
segi penelitian. Karena telah nyata bahwa mandi besar adalah syarat 
sahnya wudhu, dan wudhu bukan syarat sahnya mandi hadats. Ini 
termasuk masalah benturan giyas (analogi) dengan zhahir (teks) hadits. 
Dan Syafi'i lebih mengedepankan aspek zhahir hadits daripada giyas. 

Sebagaimana telah kami katakan bahwa sekelompok ulama lebih 
mengambil zhahir hadits daripada meng-g/ya^-kan mandi kepada wudhu, 
sehingga mereka memandang tidak wajibnya menggosok-gosokkan 
badan dengan tangan dalam mandi. Yang lainnya lebih memperkuat 
giyas mandi kepada wudhu daripada zhahir hadits, sehingga mereka 
mewajibkan menggosok-gosokkan badan dengan tangan dalam mandi 
seperti aturan dalam wudhu. 

Singkatnya, kelompok yang lebih memperkuat giyas mewajibkan 
menggosok-gosokkan badan dengan tangan dalam mandi, sementara 
kelompok yang memperkuat zhahir hadits menggugurkan kewajiban 
menggosok-gosokkan badan dengan tangan dalam mandi. 


’’ Shahih. HR. Muslim (330), Abu Daud (251), At-Tirmidzi (105), An-Nasa'i 
(1/131), Ibnu Majah (603) dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (246) dan 
diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir (23/296, 657, dan 658). 
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Yang kami maksud dengan qiyas adalah menganalogikan mandi 
dengan wudhu, sementara berhujjah dari segi lafazh adalah suatu 
tindakan yang lemah. Karena kata al ghml dan ath-thuhr dalam bahasa 
Arab mengandung makna yang berimbang (nyaris serupa). 


Masalah kedua: Niat 

Para ulama berbeda pendapat apakah niat termasuk dalam syarat 
mandi hadats ataukah tidak. Kondisi ini sama seperti perbedaan mereka 
dalam hukum niat saat berwudhu: 

Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Daud dan para pengikutnya 
berpendapat bahwa niat termasuk syarat mandi. Sementara Abu Hanifah 
dan pengikutnya, serta Ats-Tsauri berpendapat bahwa mandi cukup 
dilakukan tanpa niat, seperti halnya berwudhu. 

Sebab perbedaan pendapat: Beda pendapat para ulama seputar 
hukum wudhu, dan telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu. 


Masalah ketiga: Berkumur dan isiinsyag (memasukan air 
mengeluarkan air dari hidung) 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkumur dan 
istinsyag seperti perbedaan pendapat mereka dalam masalah wudhu 
(antara wajib atau tidak). Sekelompok ulama menilai bahwa keduanya 
adalah wajib untuk dilakukan. Sementara ulama lain berpendapat tidak 
wajib. 

Di antara ulama yang tidak berpendapat wajib adalah Malik dan 
Syafi'i. Dan yang menilainya wajib adalah Abu Hanifah dan para 
pengikutnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara hadits Ummu 
Salamah RA dengan hadits-hadits yang menjelaskan tentang tatacara 
mandi Nabi SAW. Dalam hadits yang menjelaskan cara mandi Nabi 
SAW telah disebutkan hal berkumur dan istinsyag. Sementara dalam 
hadits Ummu Salamah RA tidak disebutkan perintah untuk berkumur 
maupun istinsyag. 

Kelompok yang menjadikan hadits Aisyah dan Maimunah RA 
sebagai penjelas bagi keumuman hadits Ummu Salamah dan firman 
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Allah SWT, "Dan jika kamu junub maka mandilah... " (Qs. Al Maa'idah 
[5]: 6), berpendapat bahwa berkumur dan istinsyaq adalah wajib. 

Dan kelompok lain menganggapi bahwa kedua nash ini saling 
bertentanganya. Mereka memahami bahwa hadits Aisyah dan Maimunah 
RA berkenaan dengan hukum sunah, sementara hadits Ummu Salamah 
berkenaan dengan hal yang wajib. 

Karena inilah, mereka juga berbeda pendapat apakah menyegar 
rambut dalam bersuci wajib ataukah tidak. Madzhab Maliki menilainya 
sebagai mustahab. Sementara kalangan ulama lainnya memandang wajib. 

Kelompok yang menyatakan wajib memperkuat pendapat mereka 
dengan sabda Nabi SAW, 

cd 1 jij\j 

"Di bawah setiap rambut terdapat janabah, karena itu 
bersihkanlah kulit rambut, dan basahkanlah rambut. 




^ • . < I 


Masalah keempat: Bersegera dalam membasuh dan melakukannya 
secara tertib (berurutan) 

Para ulama juga berbeda pendapat apakah dalam hukum mandi 
disyaratkan untuk melakukannya segera dan tertib (berurutan), ataukah 
kedua tindakan ini (bersegera dan tertib) bukan termasuk syarat bagi jenis 
thaharah ini, seperti halnya beda pendapat mereka dalam masalah hukum 
wudhu. 

Sebab perbedaan pendapat: Masalah perbuatan Nabi SAW dalam 
tata cara mandi apakah dapat difahami sebagai sesuatu yang wajib 
ataukah sunah. Karena yang dapat dinukil dari tradisi wudhu Rasulullah 
SAW adalah ketertiban (teratur) dan keberlanjutan (terus menerus) beliau 
dalam membasuh. 

Sekelompok ulama menilai bahwa tertib dalam mandi lebih jelas 
disyariatkan dibandingkan tertib dalam wudhu, yaitu bagian antara kepala 


Dha’if. HR. Ahmad (6/110 dan 254), Ishaq bin Rahawih dalam Musnad (1680) 
dari Aisyah RA, Abu Daud (248) dari Abu Hurairah RA dan mengatakan, "Al 
Harits bin Wajih haditsnya munkar, karena hadits tersebut lemah." Demikian 
pula At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah (106), Ibnu Majah (597), dan 
Al Baihaqi (1/175), serta dianggap dha'if oleh Al Albani. 
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dan semua badan. Dalilnya adalah hadits dari Ummu Salamah RA, 
Rasulullah SAW bersabda, 

.oUjl 


"Cukup bagimu mengucurkan air dengan kedua telapak tangan ke 
kepala sebanyak tiga kali, kemudian kamu mengucurkan air ke 
badanmu". 

i * 

Dan kata (kemudian) menunjukan keharusan adanya tertib. 

Pemahaman ini adalah berdasarkan kesepakatan para ahli bahasa tanpa 
ada beda pendapat. 


Bab II 

Hal-hal yang Membatalkan Mandi Hadats 
Dasar masalah ini adalah firman Allah SWT: 

iix5- oi3 

"Dan jika kamu junub, maka mandilah." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 


Demikian pula firman-Nya: 

"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu 
adalah suatu kotoran'." (Qs. Al Baqarah [2]: 222) 

Para ulama telah sepakat bahwa mandi hadats hukumnya wajib jika 
dua hadats berikut ini terjadi: 


Masalah pertama: Keluarnya mani 

1. Keluar mani dengan cara sehat saat tidur ataupun terjaga, baik 
bagi laki-laki maupun perempuan wajib hukumnya untuk mandi hadats. 

Takhhj-nya telah disebutkan. 
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Kecuali sebuah pendapat yang disampaikan An-Nakha’i yang tidak 
mewajibkan mandi bagi seorang wanita disebabkan mimpi bersenggama. 

2. Hanya saja, Jumhur ulama sepakat untuk menyamakan konteks 
hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam hal mimpi/// mo’ (senggama). 
Berdalil dengan hadits Ummu Salamah RA yang tsabit, "Wahai 
Rasulullah, seorang wanita telah bermimpi seperti yang dilihat oleh laki- 
laki dalam tidurnya. Apakah wajib baginya untuk mandi hadats?” Beliau 
menjawab, "Ya, jika dia melihat air (mani). 


Masalah kedua: Haid 


Adapun hadats kedua yang disepakati untuk dilakukannya mandi 
hadats adalah darah haid (kala berhenti keluar). Ini berdasarkan firman 
Allah SWT: 






"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haidh..." (Qs. Al 
Baqarah [2]: 222) 

Demikian pula berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang 
mengajarkan mandi kepada Aisyah RA karena haid, dan para istri beliau 
lainnya. 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ushul pada masalah ini. 
Dan terbagi dalam dua masalah yang cukup populer berikut ini: 


Masalah ketiga: Jima' (senggama) 

Para sahabat Rasulullah SAW berbeda pendapat seputar batasan 
jima'yang mewajibkan untuk mandi: 

Sebagian para sahabat ada yang berpendapat bahwa yang 
mewajibkan mandi adalah ketika bertemunya dua khitan (alat kelamin), 
baik yang menyebabkan keluarnya mani ataupun tidak. Inilah pendapat 
yang dipegang oleh kebanyakan ulama di berbagai negeri, Malik dan 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (282, 6121, 130, 3328, dan 6091), Muslim 
(313), At-Tirmidzi (122), An-Nasa'i (1/114), Ibnu Majah (600), Ahmad (2/292) 
(6/302 dan 306), Abdurrazzak (1049), Al Humaidi (298), serta Ibnu Al Jarud 
(88). 
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pengikutnya, Syafi'i dan pengikutnya, demikian pula sekelompok dari 
kalangan Ahluzh-Zhahir (kalangan tekstualis pengikut madzhab Daud 
Azh-Zhahiri). 


Sementara sekelompok ulama dari kalangan Ahluzh-Zhahir 
berpendapat bahwa mandi hanya wajib dilakukan karena keluarnya mani. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antar beberapa 
hadits. Karena dalam masalah ini terdapat dua buah hadits tsabit yang 
disepakati oleh para perawi yang shahih. 

Al-Qadhi berkata, "Kapan saja kukatakan: tsabit, itu berarti hadits 
tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari atau Muslim, atau pula disepakti 
oleh keduanya." 


1. Hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

'li 


"Jika seseorang telah duduk di antara kedua kaki dan kedua 
tangannya (istrinya), lalu bersentuhanlah khitan dengan khitan, maka 
kala itu wajib untuk mandi. 

2. Hadits tentang Utsman RA yang pernah ditanya, "Bagaimana 
pendapatmu jika seseorang menggauli istrinya tetapi tidak mengeluarkan 
mani?" Utsman menjawab, "Dia hendaknya berwudhu seperti wudhu 
untuk shalat. Begitulah aku mendengarkannya dari Rasulullah SAW."^^ 

Para ulama dalam masalah ini menempuh dua cara, salah satunya 
adalah naskh (menghapus), dan yang kedua adalah dengan cara kembali 
kepada kesepakatan ketika terjadi kontradiksi yang tidak memungkinkan 
akumulasi pendapat (jam') ataupun pengunggulan (tarjih). 

Jumhur ulama menilai bahwa hadits Abu Hurairah me-naskh 
(menghapus) hadits Utsman RA. Diantara dalil mereka akan hal tersebut 
adalah apa yang diriwayatkan dari perkataan Ubai bin Ka'ab, 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan itu sebagai keringanan di 


’’ Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (241 dan 291), Muslim (348), Abu Daud 
(216), An-Nasa'i (1/111), Ibnu Majah (610), Ahmad (2/234, 237, 393, 471, dan 
520), serta Al Baihaqi (1/163). 

Munafaq Alaih. HR. Al Bukhari (292 dan 179), Muslim (347), Ahmad (1/63 
dan 64), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (224), serta Al Baihaqi (1/164 dan 
165). 
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awal masa kedatangan Islam, kemudian beliau memerintahkan 
(wajibnya) mandi besar karenanya."^’ (HR. Abu Daud) 

Adapun kelompok yang melihat adanya kontradiksi antara dalil- 
dalil tersebut dan tidak memungkinkan dilakukannya jam' ataupun tarjih, 
mereka menyatakan wajib untuk kembali kepada hukum asal, yaitu 
wajibnya hukum mandi karena keluarnya air mani. 

Dan jumhur ulama telah menguatkan hadits dari Abu Hurairah di 
atas dengan qiyas (analogi). Para ulama berkata, "Ketika ijma' 
(konsensus ulama) memutuskan bahwa bertemunya dua khitan 
mewajibkan diterapkannya hukuman hudud, maka kala itu (ketika 
bertemunya dua khitan) mandi hadats pun wajib utnuk dilakukan." 
Mereka mengisahkan bahwa giyas ini diambil dari pendapat para khalifah 
yang empat. 

Jumhur ulama juga memperkuat pendapat ini dengan dalil dari 
hadits Aisyah RA yang menukil khabar-nya dari Rasulullah SAW. (HR. 
Muslim) 


Masalah kedua: Jenis mani yang mewajibkan mandi 

Para ulama berbeda pendapat tentang karakter (jenis) mani yang 
andai keluar maka mewajibkan dilakukannya bersuci: Malik 
mempertimbangkan keluarnya mani disebabkan oleh adanya syahwat. 
Syafi'i menilai konteks keluarnya mani-lah yang mewajibkan 
dilakukannya mandi, baik dengan adanya syahwat ataupun tidak. 

Sebab perbedaan pendapat: Beda pendapat ulama dalam masalah 
ini terjadi pada dua hal: 

1. Apakah kata "junub" juga ditujukan kepada orang yang junub 
dengan kondisi di luar kebiasaan, ataukah tidak. Kelompok yang 
berpendapat bahwa junub hanya ditujukan kepada orang yang junub 
dengan kondisi biasa, mereka menilai tidak wajibnya mandi bagi orang 
keluar mani tanpa syahwat. Dan ulama yang menilai bahwa junub dapat 
dituju untuk berbagai konteks keluarnya mani, mereka berpendapat 


Shahih. HR. Abu Daud (215), At-Tirmidzi (110), dan d.\-shahih-kan oleh Ibnu 
Khuzaimah (225), dan Ibnu Hibban (1179). Diriwayatkan pula oleh Ad- 
Daruquthni (1/126), Ath-Thabrani (538), Al Baihaqi (1/156), serta dinilai 
shahih oleh Al Albani. 
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wajibnya dilakukannya bersuci, walau keluarnya mani tersebut tanpa 
syahwat. 

2. Menyerupakan keluarnya mani tanpa syahwat dengan keluarnya 
darah istihadhah. 

Tentang darah karena istihadhah, para ulama berbeda pendapat 
antara mewajibkan bersuci dan tidak. Tentang hal ini akan kami bahas 
dalam pembahasan tentang haid, walau sebenarnya memungkinkan untuk 
dibahas saat ini. 

Dalam konteks pendapat madzhab, dalam masalah ini ada sebuah 
hal khusus, yakni: jika air mani keluar dengan diikuti rasa nikmat, lalu 
keluar lagi beberapa saat kemudian tanpa rasa nikmat. Seperti seseorang 
yang bersuci setelah keluarnya air mani akibat hubungan intim lalu 
maninya kembali keluar, di antara ulama ada yang berpendapat bahwa 
dia wajib mengulangi mandinya. Ada juga yang berpendapat bahwa 
mandinya tidak perlu diulang. Alasannya, karena keluarnya mani yang 
pertama disertai dengan syahwat, sedangkan yang kedua tanpa syahwat. 

Kelompok ulama yang mensyaratkan adanya syahwat, maka 
mereka berpendapat wajibnya bersuci. Sementara yang tidak 
mensyaratkan adanya syahwat, menilai tidak wajibnya bersuci dalam 
kasus di atas. 


Bab III 

Hukum Janabah dan Haid 

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan janabah, maka di 
dalamnya ada tiga masalah: 


Masalah pertama: Masuk ke dalam masjid 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum masuknya orang yang 
tengah junub ke dalam masjid, menjadi tiga pendapat: 

1. Sekelompok ulama melarangnya secara mutlak. Ini adalah 
pendapat madzhab Maliki dan pengikutnya. 

2. Ulama lain melarangnya, kecuali bagi yang hanya sekedar lewat 
masjid dan tidak berdiam di dalamnya. Di antara yang berpendapat 
demikian adalah Syafi'i. 
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3. Boleh untuk semua orang (baik yang berjunub maupun tidak). Di 
antara yang berpendapat demikian setahu kami adalah Daud Azh-Zhahiri 
dan para pengikutnya. 

Sebab beda pendapat antara Syafi'i dan pengikut Daud Zhahiri 
adalah makna yang terkandung dalam firman Allah SWT, 



"Hoi orcing-orong yong beriman, janganlah kamu shalat, sedang 
kamu dalam keadaan mabuk," (Qs. An-Nisaa [4]; 43); 

Apakah ayat ini mengandung majaz (kiasan) sehingga ada kalimat 
yang dibuang, yaitu kalimat "tempat shalat' hingga tafsirannya menjadi. 
"Janganlah kalian mendekati tempat shalat." Ataukah kalimat 
(orang lewat) merupakan pengecualian dari larangan mendekati tempat 
shalat. 

Ataukah juga tidak ada kalimat yang dibuang hingga ayat tersebut 
harus difahami secara murni, hingga kalimat mengandung 

makna orang yang sedang dalam perjalanan dan tidak mendapatkan air 
padahal sedang junub. 

Kelompok yang menyatakan adanya majaz (kiasan) pada ayat 
tersebut membolehkan lewatnya orang yang sedang junub di masjid. 
Sementara kelompok yang menyatakan tidak adanya majaz mengatakan 
bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan adanya dalil larangan untuk 
berdiam di dalam masjid. 

Mengenai larangan lewat dalam masjid kami tidak mengetahui 
dalilnya, kecuali zhahir (teks) hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah 
SAW, 

"Aku tidak menghalalkan masjid bagi orang yang sedang junub 
dan haid. 


Dha'if. HR. Abu Daud (232), dan di-sAafti/i-kan oleh Ibnu Khuzaimah (1327), 
dan Al Baihaqi (2/442), serta dianggap dha'if oleh Al Albani dalam Dha'if Abu 
Daud. 
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Hadits ini dianggap tidak shahih oleh kalangan ulama hadits. 

Dalam hal ini, perbedaan para ulama tentang konteks hukum wanita 
haid sama dengan perbedaan mereka tentang hukum orang yang junub. 


Masalah kedua: Menyentuh mushaf Al Qur'an 

Sekelompok ulama menyatakan orang yang junub boleh hanya 
sekedar menyentuhnya. Sedangkan ulama lain melarangnya, mereka 
adalah kalangan ulama yang melarang seorang yang junub untuk 
menyentuh mushafV^tAka tidak berwudhu. 

Sebab perbedaan pendapat: Sebab-sebab yang terdapat pada 
larangan menyentuh mushaf bagi orang yang tidak berwudhu. Yaitu 
firman Allah SWT, 

S/j S/ 

"...tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan." 
(Qs. Al Waaqi'ah [56]: 79) 

Dan kami telah menguraikan sebab perbedaan pendapat dalam ayat 
ini. Ini pula yang merupakan sebab beda pendapat ulama dalam hal 
hukum wanita haid yang menyentuh mushaf. 


Masalah ketiga: Membaca Al Qur'an bagi orang yang tengah junub 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama 
melarangnya, sedangkan sekelompok ulama membolehkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Banyaknya kemungkinan penafsiran 
dari hadits Ali RA yang mengatakan, "Sesungguhnya tidak ada yang 
menghalangi Rasulullah SAW untuk membaca Al Qur'an kecuali 
janabah (junub). 

Sekelompok ulama mengatakan bahwa riwayat ini sama sekali 
tidak menetapkan suatu hukum, dan hanya merupakan asumsi perawi. 


^ Dha'if. HR. Abu Daud (229), At-Tirmidzi (146), An-Nasa'i (1/144), Ibnu Majah 
(594), Ahmad (1/83, 107, 1124, dan 134), Ath-Thayalisi (1/59), Al Humaidi 
(57), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (208), Ibnu Al Hakim (4/107), 
disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan dianggap dha'if oleh Al Albani dalam Dha'if 
At-Tirmidzi. 
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Karena seseorang hanya dapat mengetahui bahwa Nabi SAW tidak 
membaca Al Qur'an karena junub jika bukan beliau sendirilah yang 
mengabarkannya. 

Sementara Jumhur ulama menilai bahwa Ali RA tidak mungkin 
mengatakannya hanya sebatas asumsi belaka. Dia mengatakannya justru 
dari hasil penelitian. 

Ulama lainnya menyamakan konteks hukum wanita haid dengan 
hukum orang yang sedang junub. Dan ada juga sebagian ulama yang 
membedakannya, dan memperbolehkan wanita haid untuk sedikit 
membaca Al Qur'an berdasarkan istihsan lamanya masa haid. Ini adalah 
madzhab Maliki. 

Begitulah hukum-hukum yang berhubungan dengan janabah. 

HUKUM DARAH YANG KELUAR DARI RAHIM 

Pembahasan mengenai darah-darah yang keluar dari rahim 
terangkum dalam tiga bab pembahasan: 


Babi 


Macam-macam Darah yang Keluar dari Rahim 

Kaum muslimin sepakat bahwa darah yang keluar dari rahim ada 
tiga macam: 

1. Darah haid, yakni darah yang keluar dalam kondisi tubuh sehat. 

2. Darah istihadhah, yakni darah yang keluar dalam kondisi tubuh 
sakit, namun ia bukan darah haid. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 


.*A:;i4k!b iUi lUi 


"la (darah istihadhah) hanyalah 'irq (darah), namun bukan darah 

haid. 


3. Darah nifas, yakni darah yang keluar bersama lahirnya bayi. 


TakhriJ-nya akan dijelaskan kemudian. Hadits ini adalah penggalan dari hadits 
Fathimah binti Abu Hubaisy. 
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Bab 11 

Tanda-tanda Suci, Haid, Nifas dan Istihadhah 

Bab ini membahas tentang tanda-tanda perpindahan dari satu jenis 
darah ke darah lainnya, Juga perpindahan dari suci kepada haid, dan 
perpindahan haid kepada suci. Semuanya terkait dengan masalah masa 
haid dan suci. 

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tujuh masalah fikih yang 
sesuai dengan ketentuan ushul: 


Masalah pertama: Lama waktu haid dan suci 

Para ulama berbeda pendapat mengenai masa haid terpanjang dan 
terpendek. 

Malik mengatakan bahwa waktu terpanjang adalah lima belas hari. 
Dan inilah pendapat yang dipegang oleh Syafi'i. Sementara Abu Hanifah 
menilai waktu terpanjangnya adalah sepuluh hari. 

Adapun masa haid paling pendek, Malik menilai tidak ada 
batasannya, mungkin hanya sekali keluar lantas dapat dikatakan sebagai 
haid. Hanya saja, satu gumpalan yang keluar ini tidak diperhitungkan 
dalam qur'u pada bab talak. Syafi'i menilai masa terpendeknya adalah 
sehari semalam. Dan Abu Hanifah menilainya tiga hari. 

Mengenai minimal masa suci, dalam hal ini ada beberapa riwayat 
pendapat dari Malik, sebagiannya menyatakan sepuluh hari, ada juga 
yang menyatakan delapan hari, dan diriwayatkan pula lima belas hari. 
Pendapat terakhir inilah yang diambil oleh kalangan ulama Baghdad dari 
kalangan pengikut Malik, dan dipegang oleh Syafi'i dan Abu Hanifah. 

Lalu ada juga yang berpendapat tujuh belas hari, dan pendapat 
terakhir ini adalah masa terpanjang yang kami ketahui. Dan para ulama 
lainnya menilai tidak ada batasan terpanjang untuk masa suci. 

Jika demikian, bagi kelompok yang membatasi waktu haid 
terpendek menganggap masa yang kurang dari batasan tersebut sebagai 
istihadhah. Adapun kelompok yang tidak memiliki ukuran masa haid 
terpendek akan menilai keluarnya darah satu kali saja akan dianggap 
sebagai darah haid. 
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Demikian pula tentang batasan waktu terpanjang, jika keluarnya 
telah melebihi batasan yang ada, maka darahnya dianggap sebagai darah 
istihadhah. Namun dalam hal ini madzhab Maliki mengategorikan dua 
macam wanita, yaitu perempuan pemula dan wanita yang sudah terbiasa. 

Bagi pemula, dia harus meninggalkan shalat saat melihat darah 
melebihi lima belas hari, pendapat ini juga dianut oleh Syafi i. Malik 
justru berpendapat bahwa perempuan ini wajib melakukan shalat setelah 
yakin akan adanya darah istihadhah, Syafi’i berpendapat dia hanya wajib 
mengulang shalat yang telah lalu, kecuali jika haidnya hanya mencapai 
batasan minimal (sehari semalam). 

Ada juga pendapat Malik yang mengatakan perempuan tersebut 
harus menunggu lamanya masa haid wanita sebaya, kemudian meneliti 
selama tiga hari dan jika tidak berhenti maka ia dianggap sedang sakit. 

Adapun wanita yang sudah terbiasa dengan haid, Malik menilainya 
dalam dua riwayat pendapat; 

1. Memperlakukannya seperti biasa dan ditambah tiga hari, selama 
tidak melebihi masa maksimal haid. 

2. Menunggu sampai habis masa haid terpanjang, atau berusaha 
membedakan jika dia mampu melakukannya. 

Syafi'i beranggapan agar wanita itu berpedoman kepada masa haid 
biasanya saja. 

Semua pendapat ini diperdebatkan oleh kalangan ulama fikih, baik 
yang berpatokan dengan masa haid terpendek mapun terpanjang. 

Adapun waktu suci terpendek sama sekali tidak memiliki dasar, 
kecuali berdasarkan pengalaman dan kebiasaan (empirik) saja. Karena 
pengalaman masing-masing wanita berbeda-beda, maka membatasi 
masanya pun menjadi sulit pada kebanyakan wanita, dan terjadilah 
perbedaan pendapat seperti yang kami kemukakan di atas. 

Secara umum, para ulama sepakat bahwa jika darah melebihi batas 
waktu maksimal, maka darah itu dianggap sebagai darah penyakit. 
Dengan dalil dari sebuah sabda Nabi SAW yang shahih kepada Fatimah 
binti Hubaisy; 
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ta!>CaJl ^Ji\i AZial^' cJLi' 

jf *" ✓ V' »• 

r^’ 


"Jika haid datang, maka tinggalkanlah shalat. Dan jika telah tiada, 
maka cucilah darah tersebut dan kerjakanlah shalat. 


Dan darah yang keluar setelah melewati batas maksimal, berarti 
haidnya dianggap sudah tidak ada. 


Syafi'i dan Malik dalam salah satu riwayatnya tentang wanita yang 
sudah biasa mengalami haid berpendapat, bahwa batasan masanya 
berpedoman kepada kebiasaan. Ini berlandaskan kepada hadits Ummu 
Salamah RA yang disebutkan dalam Al Muwaththa': Seorang wanita 
terus mengeluarkan darah pada zaman Rasulullah SAW, lalu Ummu 
Salamah meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, dan beliau bersabda. 


^ v'v'v v'v' Vv»»» 

^ v4 

' v' X v’ V X v' V’ 

# . . ^ V' e 


"Hendaklah dia memperhatikan malam dan siang saat dia pernah 
haid pada satu bulan sebelum dia mengalami haid, lalu tinggalkanlah 
shalat sesuai dengan ukuran (hari) pada bulan tersebut. Jika telah 
melebihinya maka mandilah, dan tutuplah (tempat keluar darah) dengan 
kain, kemudian kerjakanlah shalat. 


Para ulama mengaitkan hukum wanita haid yang ragu terhadap 
istihadhah yang menimpannya dengan hukum wanita mustahadhah yang 
ragu akan haidnya dia. Syafi'i berpendapat bahwa perempuan pemula 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (228, 306, 320, 325, dan 331), Muslim (333), 
Abu Daud (282 dan 298), At-Tirmidzi (125), An-Nasa'i (1/181, 185, 186), Ibnu 
Majah (624), serta Ahmad (4/42, 137, 194,204 dan 262). 

Shahih. HR. Abu Daud (274, 275, 276, 277 dan 278), An-Nasa'i dalam Al 
Kubra (214), Ahmad (4/230 dan 293), Malik dalam Al Muwaththa' (136), Ad- 
Darimi (1/221), Ibnu Al Jarud (113), Ad-E)aruquthni (1/207, 217), Abu Ya'la 
(6894), Ath-Thabrani (23/583, 649, 918, 919 dan 920), Al Baihaqi (1/333 dan 
334), serta dinila shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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dapat memperhatikan masa haid wanita yang sebaya dengan dirinya. Dan 
Malik menyamakan hukumnya. 

Adapun keharusan untuk menunggu tiga hari -seperti yang 
diungkapkan oleh Malik-, itu adalah pendapat yang dipegang hanya oleh 
Malik dan para pengikutnya. Sedangkan semua ulama fikih dari berbagai 
negeri menyelisihinya kecuali Al Auza'i. Alasannya, karena kaidah ini 
tidak ditemukan dalam hadits shahih, dan yang ada hanyalah sebuah 
atsar yang dha'if. 


Masalah kedua: Haid yang terputus-putus 

Mengenai wanita yang mengalami haid terputus-putus, seperti haid 
pada satu hari atau dua hari, lalu kembali suci satu hari atau dua hari 
kemudian, Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa wanita seperti itu 
harus menyatukan semua hari-hari keluarnya darah, dan menggugurkan 
hari sucinya. Dan dia harus bersuci setiap kali melihat haidnya telah suci, 
karena dia tidak tahu mungkin saja itu memang waktunya untuk bersuci. 

Jika hari-hari keluarnya darah digabungkan dan mencapai 15 hari, 
maka berarti dia tengah dalam keadaan mustahadhah, pendapat ini 
dipegang oleh Syafi'i. 

Diriwayatkan dari Malik, wanita yang mengalami hal ini harus 
menggabungkan hari-hari haid dan mempertimbangkan masa haidnya. 
Jika telah sama, maka dia masih harus menunggu tiga hari, Jika darahnya 
tidak juga berhenti, maka berarti dia tengah mengalami masa istihadhah. 

Dia juga harus menggugurkan hari-hari tidak keluarnya darah, 
dengan kata lain tidak menghitungnya, karena hari-hari itu memiliki 
kemungkinan hari suci atau juga haid. Jika memang waktu haid, maka 
wajib digabungkan dengan hari keluarnya darah, dan jika bukan maka 
tidak perlu digabungkan. Yang sesuai dengan ushul, masa tersebut 
dianggap sebagai masa haid, karena masa haid biasanya terbatas, yaitu 
maju satu atau dua hari. Camkan hal ini karena sudah sangat jelas, imya 
Allah. 

Sebenarnya, darah haid dan nifas mungkin saja keluar, lalu terputus 
satu atau dua hari, kemudian kembali keluar hingga habisnya masa haid, 
satu atau dua jam di waktu siang untuk masa nifas, kemudian terhenti. 
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Masalah ketiga: Masa nifas 

Para ulama berbeda pendapat tentang masa terpanjang dan 
terpendek masa nifas. 

Malik berpendapat tidak ada batasan, begitu pula yang dikatakan 
oleh Syafi'i. Sementara Abu Hanifah dan sekelompok ulama berpendapat 
bahwa masanya terbatas. Abu Hanifah menilai masanya 15 hari, 
sementara pengikutnya (Abu Yusuf) menilainya 11 hari, dan Hasan Al 
Bashri 20 hari. 

Mengenai waktu terpanjang, terkadang Malik berp)endapat 60 hari, 
kemudian beliau merujuk kembali pendapat tersebut dan mengatakan, 
"Hal itu bisa ditanyakan kepada kaum wanita." Sementara para 
pengikutnya tetap pada pendirian pendapat pertama. Dan pendapat inilah 
yang dipegang oleh Syafi'i. 

Sementara mayoritas ulama dari kalangan sahabat berpendapat 
bahwa waktu terpanjangnya adalah 40 hari, inilah pendapat yang 
dipegang oleh Abu Hanifah. Ada juga yang berpendapat, "Waktunya 
adalah sama dengan waktu yang dialami wanita sebaya lainnya, lalu jika 
melampaui waktu tersebut, maka itu dianggap sebagai darah penyakit." 

Ada juga ulama yang membedakan antara masa nifas bagi bayi 
lelaki dan bayi perempuan. Bagi bayi laki-laki 30 hari, dan bagi wanita 
40 hari. 

Sebab perbedaan pendapat: Sulitnya meneliti batasan masa nifas 
karena bedanya kecenderungan pengalaman nifas wanita. Juga, tidak ada 
Sunnah yang menentukannya, seperti pemaparan kondisi seputar masalah 
masa haid dan suci. 


Masalah keempat: Darah yang dilihat oleh wanita hamil 

Sejak dulu hingga kini, para ulama berbeda pendapat tentang darah 
yang dilihat oleh wanita hamil, apakah darah itu sebagai darah haid 
ataukah mustahadhah. 

Malik dan Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang paling shahih 
berpendapat bahwa wanita hamil mimgkin saja mengalami haid. 
Sementara Abu Hanifah, Ahmad, Ats-Tsauri dan ulama lainnya 
berpendapat bahwa wanita hamil tidak mungkin mengalami haid, darah 
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yang keluar pada masa hamil adalah darah penyakit, kecuali darah yang 
menandai ketahiran. Mereka semua sepakat bahwa itu adalah darah nifas 
dan hukumnya adalah sama dengan hukum haid dalam hal larang 
melakukan shalat dan hukum-hukum lainnya. 

Malik dan para pengikutnya tidak memiliki pendapat pasti tentang 
batasan mengetahui transisi antara darah haid pada wanita hamil kepada 
istihadhah. Bahkan pendapat mereka beragam; 

1 Hukumnya seperti hukum haid biasanya. Yakni dapat ditunggu 
hingga habisnya masa haid terlama, kemudian setelah itu baru dapa 
dipSikan bahwa darah yang keluar setelahnya adalah darah 
aL dengan cara mengamati hari-hari biasa berlangsungnya haid 
ditambah dengan 3 hari tanpa melebihi kalkulasi waktu 15 hari. 

2. Wanita yang mengalaminya masih dalam kondisi haid, yang 
dihitung dua kali masa haid terpanjang. 

3 Masa terpanjang haid dikalikan dengan bulan kehamilan. 
Misalnya: jika berada pada bulan kedua kebamilan maka maksimal m^ 
haidnya dikalikan dua. jika kehamilan pada bulan ketiga maka dika ton 
tiga, jika kehamilan bulan keempat maka dikalikan empat, dan begitulah 

seterusnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Sulitnya meneliti kondisi ini 
berdasarkan pengalaman, dan adanya dua kemungkinan. 

1 Terkadang darah yang dilihat oleh wanita hamil memang darah 
haid. Itu terjadi kala si «aniu berada dalam kondisi tubuh pnma 
sementam janin yang dikandungnya kecil. Kondisi seperti 't" 
wanita sanggup dalam menahan beban, begitulah yang dikatakan oleh 
Baecrath, Galenos dan dokter-dokter ahli lainnya. 

2.Terkadang darah yang keluar ditimbulkan oleh lemahnya si jamn 
disebabkan lemah fisik si ibu. Dan darah ini dianggap sebagai darah 
penyakit. 


Masalah kelima: Apakah ask-sbufiah (eairan hitam) dan al kudrah 
(cairan kekuning-kuningan) termasuk haid? 

Para ulama berbeda pendapat tentang ash-shufrah dan al kudrah, 
apakah keduanya termasuk darah haid. 
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Sekelompok ulama berpendapat bahwa keduanya adalah darah haid 
seperti yang layaknya keluar di masa haid. Inilah pendapat yang dipegang 
oleh Syafi'i dan Abu Hanifah. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari 
Malik, dan diungkapkan dalam Al Mudawwanah, "Ash-shufrah dan al 
kudrah keduanya termasuk Jenis haid, baik keluar di masa haid atau 
selain masa haid, atau keluar bersama darah haid maupun tidak." Daud 
Azh-Zhahiri dan Abu Yusuf berkata, "Ash-shufrah dan al kudrah bukan 
darah haid, kecuali jika muncul bersama darah." 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara zhahir (teks) 
hadits dari Ummu ’Athiyyah RA dengan hadits dari Aisyah RA. 

Jelasnya, diriwayatkan dari Ummu ’Athiyyah RA, dia berkata, 
"Kami tidak menganggap bahwa ash-shufrah dan al kudrah setelah suci 
merupakan darah haid."‘°^ 

Dan diriwayatkan dari Aisyah RA: Para wanita pernah datang 
membawa lap yang berisi kapas yang masih tersisa bercak cairan hitam 
dan cairan kuning, dan menanyakan tentang hukum shalat dengannya. 
Maka Aisyah berkata, "Janganlah kalian terburu-buru (memutuskan 
untuk shalat) sampai kalian melihat darah putih yang biasa timbul di 
akhir masa haid." 

Kelompok yang memegang hadits Aisyah RA di atas, menjadikan 
ash-shufrah dan al kudrah sebagai darah haid, baik yang keluar di masa 
haid maupun bukan, atau yang keluar bersama darah maupun tidak. 
Karena ketentuan hukum satu masalah pada dasarnya tidak berbeda. 

Adapun ulama yang menggabungkan kedua hadits tersebut 
mengatakan, "Hadits Ummu ’Athiyah RA menunjukkan hukum kepada 
cairan {ash-shufrah dan al kudrah) yang turun saat setelah terhentinya 
darah, sementara hadits Aisyah RA menunjukkan kepada hukum saat 
cairan tersebut turun berbarengan dengan terhentinya haid. Atau, hadits 
Aisyah RA menunjukkan hukum cairan yang turun pada masa haid. 


Shahih. HR. Al Bukhari (368), Abu Daud (307), An-Nasa'i (1/186), Ibnu Majah 
(647), Ad-Darimi (1/234, 235), Ad-Daruquthni (1/219), Ath-Thabrani (25/119, 
151, 152 dan 153), serta Al Baihaqi (1/337). 

Shahih. HR. Malik dalam Al Muwaththa' (1/59 dan 128), serta dari jalur Malik 
diriwayatkan oleh Al Baihaqi (1/335). Al Albani dalam Irwa Al Ghalil (1/218) 
berkata, "WzA\\s shahih." 
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sementara hadits Ummu 'Athiyyah RA menunjukkan yang bukan turun 
pada masa haid." 


Ada juga ulama yang mengambil teks zhahir hadits Ummu 
'Athiyyah RA dan tidak berpendapat bahwa ash-shufrah dan al kudrah 
masuk ke dalam kategori darah haid, baik yang jika keluar pada masa 
haid maupun bukan, berbarengan dengan terputusnya darah maupun 
setelah terputusnya darah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. 


^ a ^ * 

^ oy U 'l 


"Darah haid adalah darah hitam yang sudah dikenal. 


Alasan lainnya adalah karena ash-shufrah dan al kudrah bukanlah 
darah. Ia hanyalah cairan yang keluar dari rahim, dan ini adalah pendapat 
madzhab Muhammad bin Hazm. 


Masalah keenam: Tanda-tanda suci 

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai tanda-tanda suci. 
Sekelompok ulama berpendapat bahwa tanda suci adalah terlihatnya 
cairan putih atau kering. Inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hubaib 
dari kalangan pengikut Malik, terlepas apakah kebiasaan wanita tersebut 
suci dengan cairan putih atau dengan keringnya cairan tersebut. Apa saja 
yang dia lihat kala itu, maka menunjukkan dia telah suci. 

Sementara ulama lainnya membedakan jika si wanita telah terbiasa 
melihat cairan putih, maka dia menjadi suci setelah melihatnya. Dan jika 
dia termasuk wanita yang tidak biasa melihatnya, maka masa sucinya 
ditandai dengan keringnya cairan yang ada. Pendapat ini diungkapkan 
dalam Al Mudawwanah dari Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Di antara para ulama ada yang 
memperhitungkan kebiasaan, dan ada pula yang memperhitungkan 
terputusnya darah. 


Shahih. HR. Abu Daud (286 dan 304), An-Nasa'i (1/185), Ad-Daruquthni 
(1/206 dan 207), dinilai shahih oleh Al Albani (1/174) dan disepakati oleh Adz- 
Dzahabi. Ini adalah potongan hadits Fatimah binti Abu Hubaisy yang tela 
dijelaskan. 
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Jika seorang wanita memiliki kebiasaan suci dengan kering cairan, 
maka ia dianggap suci dengan keluarnya cairan putih. Dan wanita yang 
sucinya biasanya ditandai dengan keluarnya cairan putih, maka ia tidak 
dapat menganggap suci dirinya hanya dengan keringnya cairan yang 
keluar. 

Dan ada juga pendapat yang menyatakan sebaliknya. Ini semua 
merupakan pendapat para pengikut Malik. 


Masalah ketujuh: Wanita mustahadhah 

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang mengalami 
istahadhah dan darahnya terus keluar apakah dia layak dihukumi sebagai 
haid. Para ulama Juga berbeda pendapat tentang wanita haid yang 
mengalami keluarnya darah yang terus menerus kapankah dapat dianggap 
sebagai wanita yang mustahadhah. Dan masalah ini telah dipaparkan 
pada pembahasan yang lalu. 

Malik berpendapat bahwa wanita mustahadhah selamanya 
dihukumi sebagai wanita dalam keadaan suci sampai sifat darahnya 
berubah menjadi darah haid. Hai itu terjadi ketika masa istihadhah-nya 
lebih lama dari masa suci terpendek, maka kala itu darahnya dianggap 
sebagai darah haid. Maksud kami, hal ini terjadi jika terjadi perubahan 
darah dan masa istihadhah-nya telah melampaui batas terpendek 
(minimal) masa suci. Jika tidak, maka dia terus dianggap sebagai darah 
istihadhah. 

Abu Hanifah berpendapat: Wanita yang mengalaminya harus 
menunggu selama masa yang sesuai dengan masa haidnya. Bagi 
perempuan pemula, dia harus menunggu hingga masa haid terpanjang 
(maksimal), yaitu 10 hari. 

Syafi'i berpendapat: Jika wanita yang mengalaminya dapat 
membedakan antara darah istihadhah dan darah haid, maka dia harus 
melakukanya. Jika dia biasa berpatokan dengan kebiasaan, maka ia dapat 
mengukurnya dengan kebiasaan yang ada. Dan jika dia mampu 
melakukan kedua-duanya, dalam hal ini ada dua pendapat: dia dapat 
membedakan, atau memilih untuk mengukurnya dengan kebiasaan. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi dua buah hadits: 
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1. Hadits Aisyah RA dari Fatimah binti Hubaisy, "Nabi SAW telah 
memerintahkan Aisyah untuk meninggalkan shalat ketika mengalami 
istihadhah seukuran masa haid saat sebelum tertimpa penyakit. 
Kemudian dia mandi dan melakukan shalat." 


Makna yang serupa terkandung dalam hadits Ummu Salamah RA 
yang telah disebutkan di atas yang diriwayatkan oleh Malik. 

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Fathimah binti 
Hubaisy yang menyatakan bahwa dia pernah mengalami istihadhah, lalu 
Rasulullah bersabda kepadanya. 




"Sesungguhnya darah haid itu hitam dan dapat dikenali. Jika 
demikian, maka janganlah kamu mengerjakan shalat. Namun jika tidak 
demikian (tidak berwarna hitam dan dikenali), maka berwudhulah dan 
kerjakanlah shalat, karena ia adalah 'irq" "' (Hadits ini dianggap shahih 
oleh Abu Muhammad bin Hazm) 

Di antara para ulama ada kalangan yang menempuh cara mcn-tarjih 
(mengunggulkan pendapat yang kuat) dari kedua hadits tersebut. Dan ada 
pula yang men-yam' (mengkompromikan) antara berbagai hadits. 

Kelompok yang memperkuat hadits Ummu Salamah RA dan yang 
semakna dengannya berpatokan tentang kasus istihadhah kepada 
panjanganya masa haid yang biasa. Sementara Malik hanya berpatokan 
kepada jumlah hari dari masa haid bagi wanita haid yang ragu apakah dia 
mengalami istahadhah, tanpa mengategorikan wanita mustahadhah yang 
ragu apakah dia sedang haid. (Maksudnya, Malik tidak memperhitungkan 
seluruh jumlah hari atau tanggal spesifik dalam bulan itu, karena jumlah 
hari tersebut sudah sangat dimaklumi). Dan dalil hadits Ummu Salamah 
menerangkan tentang kondisi wanita mustahadhah yang ragu apakah dia 
sedang haid, maka hukum yang dijustifikasi adalah atas hitungan hukum 
cabang tanpa memperhitungkannya hukum asal. Dan pendapat ini 
sungguh aneh, silahkan Anda renungkan kembali. 


Takhrij-nya telah disebutkan. 
Takhrij-nya telah disebutkan. 
Takhrij-nya telah disebutkan. 
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Adapun kelompok yang mm-tarjih hadits Fatimah binti Hubaisy 
menilai bahwa kasus istihadhah berpatokan kepada warna darah yang 
keluar. Di antara mereka ada yang menambahkannya dengan syarat 
melebihi batas suci terpendek (minimal). Ini adalah pendapat Malik 
sej)erti yang disebutkan oleh Abdul Wahhab. Namun di antara ulama ada 
juga yang tidak mensyaratkan melebihinya batas suci terpendek 
(minimal) tersebut. 


Sementara kalangan yang men-jam’ (mengkompromikan) hadits 
yang ada menilai: Hadits pertama berlaku bagi wanita yang mengetahui 
rinci masa haidnya, jumlah hari, bulan dan masa yang tepat bagi 
datangnya haid. Sementara hadits kedua berlaku bagi wanita yang tidak 
mengetahui masa haidnya, tetapi mengenal warna darah yang keluar. 

Diantara para ulama ada yang berpendapat: jika si wanita tidak 
dapat membedakan, tidak mengetahui kapan letak pasti haidnya dalam 
satu bulan -terlepas apakah dia tahu lama masa haidnya ataupun tidak-, 
kala itu dia hendaknya berpedoman kepada hadits Hamnah binti Jahsy 
yang di-shahih-kan oleh At-Tirmidzi: Sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda kepadanya. 


^»1 I * • f 1 ^ . .r f, Z' y y ^ 

M ^ jl ^IjI <1^ OUaliJ' ^ ^ UJl 


"Itu hanyalah pukulan dari setan (penyakit). Maka anggaplah 
kamu sedang haid selama enam atau tujuh hari yang hanya diketahui 
oleh ilmu Allah. Lalu mandilah!"^'^ 


Hadits ini akan dipaparican secara lengkap dalam pembahasan 
tentang wanita yang mengalami istihadhah di masa suci. 

Berikut ini adalah beberapa masalah masyhur yang akan 
dipaparkan dalam pembahasan selanjutnya yang secara umum terdiri dari 
empat pembahasan: 

1. Masa perpindahan antara suci dan haid. 

2. Masa perpindahan antara haid dan suci. 


Hasan. HR. Abu Daud (287), At-Tirmidzi (128), Ibnu Majah (622 dan 627), 
Ahmad (4/39), Al Hakim (1/172), dan dinilai hasan oleh Al Albani dalam 
Shahih At-Tirmidzi. 
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3. Masa perpindahan antara haid dan istihadhah. 

4. Masa perpindahan antara istihadhah dan haid. Dan hanya 
masalah inilah yang dijelaskan dalam hadits. Adapun tiga masalah lain, 
batasannya sama sekali tidak dikomentari. Begitu pula tentang masalah 
masa perpindahan dari nifas kepada istihadhah. 


Bab m 

Mengetahui Hukum-hukum Haid dan Istihadhah 
Landasan dalam pemahasan ini adalah firman Allah SWT, 


"Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, Haidh itu 
adalah suatu kotoran'." (Qs. Al Baqarah [2]; 222) 

Dan berbagai hadits yang akan kami sebutkan kemudian. 

Kaum muslimin telah sepakat bahwa haid dapat menghalangi 
empat hal berikut ini: 

1. Amalan shalat dan tidak ada kewajiban untuk meng-^ac/^ia'-nya. 

2. Menghalangi amalan puasa dan harus meng-qadha -nya. 
Berdasarkan hadits dari Aisyah RA, dia berkata. Kami telah 
diperintahkan untuk meng-qadha' puasa dan tidak diperintahkan untuk 
msng-qadha' shalat". 

Yang mewajibkan wanita haid untuk meng-qadha shalatnya 
hanyalah sebagian dari kalangan Khawarij. 

3. Menurut kami, ibadah yang terhalangi untuk dilakukan, adalah, 
thawaf. Berlandaskan sebuah hadits shahih dari Aisyah RA saat dia 
diperintahkan Rasulullah SAW untuk melakukan apa-apa yang dilakukan 
oleh orang yang berhaji kecuali thawaf.'" 

4. Bersenggama. Dalilnya adalah firman Allah SWT, 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (321), Muslim (335), Abu Daud (262), At- 
Tirmidzi (130), dan An-Nasa'i (1/191). 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1516, 1518, 294, 5548 dan 559), Muslim 
(1211), Abu Daud (1782), dan Ibnu Majah (2963). 
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^ J* — ^ ^ 

i f ^ P i \Ld 

"Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di 
waktu haidh." (Qs. Al Baqarah [2]: 222) 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum yang berkaitan 
dengan haid dan istihadhah, di sini kami hanya menyebutkan lima 
masalah yang cukup populer sebagaimana berikut ini: 


Masalah pertama: Bersenang-senang dengan wanita yang sedang 
haid 

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan bolehnya bersenang- 
bersenang dengan wanita haid. Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah 
berpendapat bahwa seorang suami dapat menikmati apa yang ada di atas 
bagian pusar saja. Sementara Sufyan Daud Az-Zhahiri menyatakan 
bahwa si suami hanya wajib menjauhi tempat keluarnya darah saja. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya beda persepsi mengenai teks 
(zhahir) beberapa hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut, dan 
kemungkinan yang dapat difahami dari firman Allah SWT tentang haid. 

Dalam beberapa hadits shahih yang diriwayatkan dari Aisyah,"^ 
Maimunah,"^ dan Ummu Salamah RA"‘' diterangkan bahwa Rasulullah 
SAW telah memerintahkan para wanita haid untuk mengencangkan tali 
sarungnya, barulah kemudian sang suami dapat menggaulinya. 
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Lafazh hadits Aisyah RA adalah, "Ketika salah seorang dari kami haid, 
Rasulullah memerintahkannya untuk memakai kain, kemudian si suami boleh 
menggaulinya". (HR. Al Bukhari [300], Muslim [293], Abu Daud [268 dan 
273], An-Nasa'i [1/151 dan 189], At-Tirmidzi [132], Ibnu Majah [636], serta 
Ahmad [4/55, 173, 189 dan 209]). 


Lafazh hadits Maimunah adalah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersenang- 
senang dengan istrinya yang tengah haid jika istrinya memakai sarung hingga 
batas pertengahan paha atau siku dan mengikatnya." (HR. Al Bukhari [303], 
Muslim [294], Abu Daud [2167], An-Nasa'i [1/151], dan Ahmad [4/336]). 
Lafazh hadits Ummu Salamah RA adalah, "Aku pernah bersama Rasulullah 
SAW dalam satu selimut, lalu aku keluar dari selimutnya, beliau bertanya, 

• *—A o.—1 :o.b ^1 ~—flii c» 


"Apakah kamu sedang nifas?" Aku menjawab, "Ya." Beliau lantas bersabda, 
"Ikatlah kainmu dan kembalilah seperti semula." (HR. Ath-Thabrani [33/533, 
644 dan 679], serta Al Baihaqi [1/311]). 
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Begitu pula dijelaskan dalam hadits dari Tsabit bin Qais dari Nabi 
SAW, sesungguhnya beliau SAW bersabda, 

' jx:^\ 

"Lakukanlah segala sesuatu kepada wanita haid kecuali jima' 
(senggama). 

Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Aisyah RA, Nabi SAW 
bersabda kepadanya saat dia haid, 

y 0 


"Bukalah kedua pahamu itu!" 

Maka aku (Aisyah)pun membukanya, lalu beliau meletakkan pipi 
dan dadanya di kedua pahaku, dan aku pun menelungkup hingga beliau 
merasakan hangat yang sebelumnya beliau kedinginan."^ 


Sedangkan kemungkinan beda penafsiran ayat, adalah dalam 
firman Allah SWT, 


^ pLvmJI l^jjipLd (^31 ^J3 


"Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran.' Oleh sebab itu 
hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh. " (Qs. Al 
Baqarah [2]: 222) 

Yakni, apakah ayat ini difahami secara umum ataukah menjadi 
pengkhususan bagi dalil yang ada, ataukah termasuk lafazh umum yang 
harus difahami secara khusus berdasarkan firman Allah SWT, 
"Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran'." Karena kotoran letaknya 
hanya di tempat darah. 

Ataukah ayat tersebut harus dipahami secara umum. Maksud kami, 
andai ayat ini harus difahami dengan konteks khususnya -kecuali jika ada 
dalil yang dapat mengkhususkannya-, maka dalam kasus bersenang- 
senang dengan wanita haid hanya boleh dilakukan di bagian atas pusar 


Ini adalah hadits dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Muslim (302), Abu 
Daud (258 dan 2165), At-Tirmidzi (2977), An-Nasa'i (1/152, 187), Ibnu Majah 
(644), Ahmad (3/131, 246), dan Ath-Thayalisi (2052). 

Dha'if. HR. Abu Daud (270), Al Baihaqi (1/3131), dan dianggap dha'if oleh Al 
Albani dalam Dha'if Abu Daud. 
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saja, karena hukum ini mendapat mengecualian dari As-Sunnah. Dan 
berdasarkan pendapat yang masyhur dari kalangan ulama Ushul 
menyebutkan bahwa Al Qur'an dapat dikhususkan oleh As-Sunnah. 

Dan bagi kelompok ulama yang berpendapat bahwa ayat ini 
berlafadz umum namun dimaksud khusus, mereka mengunggulkan ayat 
ini menjadi dalil yang melarang untuk menggauli segala sesuatu yang 
berada di bawah pusar wanita yang tengah haid. 

Kemudian, di antara para ulama ada pula yang menempuh cara 
kompromi (jam') antara dalil-dalil ini dengan konteks (makna yang 
terkandung) ayat tersebut, dan menilai bahwa maksud teguran yang ada 
dalam ayat tersebut adalah karena haid menyimpan unsur penyakit. 
Mereka menggiring hadits-hadits yang melarang menggauli wanita haid 
pada bagian bawah pusar sebagai larangan yang berhukum makruh, serta 
menjadikan hadits-hadits yang menerangkan tentang pembolehan untuk 
melakukannya dan konteks ayat di atas sebagai dasar hukum mubahnya 
perbuatan tersebut. 

Pendapat ini didukung oleh sebuah hadits yang menyatakan bahwa 
dalam diri seorang wanita haid tidak ada yang najis kecuali tempat 
keluarnya darah haid. Yaitu hadits yang menyebutkan: Bahwa Rasulullah 
SAW pernah memerintahkan Aisyah RA untuk mengambilkan tutup 
kepala, lalu Aisyah berkata, "Sesungguhnya aku sedang haid." Rasulullah 
SAW pun bersabda. 



"Sesungguhnya haid kamu itu bukan terjadi di tanganmu. 

Demikian pula sebuah hadits shahih yang menerangkan bahwa 
Aisyah RA saat tengah haid pemah menyisir rambut Rasulullah SAW, 
lantas beliau SAW bersabda, 

"Sesungguhnya seorang mukmin itu tidaklah najis. 


Shahih. HR. Ibnu Majah (632), Ahmad (4/106, 111, 112, 114, 179, 214 dan 
245), Abdurrazzaq (1258), Ath-Thayalisi (1510), Ad-Darimi (1/247), Ibnu Al 
Jarud (102), dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (1356 dan 1357 dalam Al Ihsan), 
A! Albani dalam Shahih Ibnu Majah, serta Ahmad (2/471). 
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Masalah kedua: Menggauli wanita yang baru lepas haid namun 


belum bersuci 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini: Malik, Syafi i dan 
jumhur ulama berpendapat bahwa itu tidak boleh dilakukan kecuali 
setelah si wanita mandi. Sementara Abu Hanifah dan para pengikutnya 
berpendapat membolehkannya jika si wanita telah suci lebih dari masa 
terpanjang (maksimal) haid, atau lebih dari 10 hari. Dan Al Auzai 
menilai boleh melakukannya jika si wanita telah membasuh kemaluannya 
dengan air (setelah pasti lepas dari haid). Pendapat ini juga dipegang oleh 
Muhammad bin Hazm. 

Sebab perbedaan pendapat: Kemungkinan beda penafsiran dalam 


firman Allah SWT, 





|S13 


"Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat 
yang diperintahkan Allah kepadamu. " (Qs. Al Baqarah [2]: 222) 

Yakni, beda pendapat apakah yang dimaksud dengan suci dalam 
ayat ini adalah terhentinya haid, ataukah suci setelah bersuci dengan air. 
Lalu, jika yang dimaksud suci adalah mandi, maka apakah suci bagi 
semua badan ataukah suci bagi kemaluan saja. Karena kata ath-thuhru 
dalam bahasa Arab dan syari'at mengandung semua makna di atas. 

Jumhur ulama memperkuat pendapatnya dengan alasan bahwa 
shigat (j^O hanya ditujukan kepada perbuatan mukallaf, dan bukan 

kepada lainnya. Maka, kalimat *i^) lebih jelas bermakna: suci 

dengan mandi, dan bukan hanya sekedar terputusnya darah. Dan, makna 
yang lebih jelas tentu wajib untuk dipegang sampai adanya dalil yang 
memang dianggap mampu menyelisihinya. 

Abu Hanifah memperkuat pendapatnya dengan shigat dalam 

firman Allah J>-), dan kalimat ini lebih jelasnya bermakna: suci 

dalam arti terputusnya darah, dan bukan sekedar suci dengan mandi. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (283 dan 285), Muslim (371), Abu Daud 
(231), At-Tirmidzi (121), An-Nasa'i (1/145), dan Ibnu Majah (534). 
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Begitulah kemungkinan beda penafsiran yang mungkin dapat Anda 
temui. 

Jika ath-thuhr yang ada dalam firman Allah, J^') difahami 

dengan salah satu makna dari ketiga di atas, maka makna itu pun harus 
sama dengan makna ath-thuhr yang terkandung dalam firman Allah ( bU 

Karena, tidak mungkin atau sulit untuk menggabungkan ayat-ayat 

tersebut dengan dua makna berbeda. Seperti jika salah satunya dimaknai 
dengan terputus darah, dan lainnya dimaknai dengan mandi - 
sebagaimana yang kerap dilakukan oleh para ulama pengikut madzhab 
Maliki-. Dan dalam tradisi Arab tidak dikenal ungkapan, "Janganlah 
kamu memberikan uang kepada si fulan sampai ia masuk ke dalam 
rumah, lalu jika ia masuk ke dalam masjid maka berikanlah ia uang." 
Yang dikenai adalah ungkapan, "Jika dia masuk ke dalam rumah, maka 
berikanlah ia uang." Karena kalimat kedua (dalam contoh pertama) sudah 
dapat dianggap menjadi penguat bagi kalimat pertama. 

Orang yang memahami firman Allah, ^j) dengan 

makna: terputusnya darah haid; dan firman Allah, {p°^ 'ili) dipahami 

sebagai: mandi, maka dia sama dengan orang yang berkata, "Janganlah 
kamu memberikan uang kepada si fulan sehingga ia masuk ke dalam 
rumah, lalu jika ia masuk ke dalam masjid maka berikanlah ia uang." Dan 
ungkapan seperti ini sangat tidak logis dalam konteks bahasa Arab. 
Kecuali, jika ada kalimat yang dibuang dalam ayat tersebut yang kira-kira 
akan menjadi, "Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersih 
dan telah bersuci. Dan jika mereka telah bersuci, maka gauilah mereka di 
tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian." 

Dugaan adanya kalimat yang dibuang sangat jauh dan tidak 
beralasan. Kecuali jika dikatakan bahwa zhahir kata tathahhur berarti: 
mandi, adalah dalil adanya kalimat yang dibuang. Namun alasan ini pun 
dapat terbantah, karena dengan adanya sebuah kalimat yang dibuang itu 
menunjukkan adanya majaz (analogi). Dan memahami firman Allah 
secara substansi (hakikat sesungguhnya) lebih diutamakan dibandingkan 
memahaminya secara majazi (analogis). 

Dan kewajiban seorang mujtahid saat mendapatkan masalah 
seperti ini adalah untuk membandingkan dua makna zhahir yang ada, dan 
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memilah mana yang menurutnya lebih kuat lalu dia wajib 
mengamalkannya. (Maksud "dua makna zhahir adalah zhahir makna 
kata "tathahharna” sebs^i mandi, dan zhahir adanya kalimat yang 
dibuang dalam ayat tersebut). Lalu, jika dia lebih cenderung memahami 
lafazh ini dengan makna zhahir-nya yang berarti terputusnya darah haid, 
maka zhahir manakah yang lebih kuat untuk dipilihnya: apakah tanpa 
memperkirakan adanya kalimat yang dibuang dan lafazh tathahharna 
difahami dengan makna terputus darah haid, atau memperkirakan adanya 
kalimat yang dibuang dan lafazh tersebut yang difahami mandi, atau 
mempertimbangkan antara makna bersih dan mandi bagi lafadz tersebut. 

Kemudian, makna apapun yang lebih kuat menurut dirinya, saat 
itulah dia harus menakwil kata yang lebih lemah, hingga kemudian dia 
dapat memadukan makna yang ada (makna bersih atau makna bersuci). 

Karakter penelitian fikih dalam berbagai masalah pelik seperti ini 
tidaklah akan lebih dari batasan tersebut. Karena itu, renungkanlah. Dan 
dalam hal seperti ini, bisa dikatakan bahwa setiap mujtahid adalah benar. 

Adapun sikap Abu Hanifah yang mengaitkan masa terpanjang 
(maksimal) haid ke dalam masalah ini adalah lemah. 


Masalah ketiga: Kafarat menggauli wanita yang tengah haid 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang suami 
menggauli istrinya yang sedang haid: 

Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa si suami harus 
beristighfar kepada Allah SWT tanpa ada kewajiban membayar denda. 
Sementara Ahmad bin Hanbal menyatakan si suami harus mengeluarkan 
sedekah sebanyak satu atau setengah dinar. Dan sekelompok ulama 
hadits menilai, jika seseorang menggauli istrinya saat terdapat darah, 
maka dia wajib bersedekah den^n satu dinar, dan jika ia menggaulinya 
saat darah sedang terhenti maka ia wajib mengeluarkan sedekah sebanyak 
setengah dinar. 

Sebab perbedaan pendapat: Beda persepsi para ulama dalam 
menilai ke-shahih-an hadits yang berkaitan tentang kasus ini. Hadits- 
hadits tersebut adalah: 
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, "Seorang suami yang 
menggauli istrinya yang sedang haid wajib bersedekah dengan satu 
dinar." 

Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas RA (seorang suami yang 
menggauli istrinya yang sedanag haid) dengan bersedekah sebanyak 
setengah dinar. 

Diriwayatkan pula dalam hadits dari Ibnu Abbas RA bahwa Jika ia 
menggaulinya saat istrinya mengeluarkan darah, maka ia wajib 
membayar satu dinar. Dan jika menggaulinya saat darah haidnya 
terputus, maka ia hanya wajib bersedekah setengah dinar. Dan 
diriwayatkan pula dalam hadits ini agar pelakunya bersedekah dengan 
dua perlima dinar, inilah pendapat yang dipegang oleh Al Auza'i. 

Dan kalangan ulama yang memandang adanya Ve-shahih-an di 
antara hadits-hadits ini, maka mereka mengamalkannya. Dan kelompok 
yang menyatakan tidak ada yang shahih dari hadits-hadits ini -mereka 
adalah kalangan jumhur ulama-, maka mereka cenderung mengambil 
hukum asalnya, yaitu tidak adanya hukuman, kecuali jika kemudian 
ditemukan dalil yang kuat membuktikannya. 


Masalah keempat: Wudhu wanita yang mustahdhah 

Para ulama berbeda pendapat tentang wudhu yang berkaitan dengan 
wanita mustahadhah: Sakelompok ulama mewajibkannya mandi satu 
kali, yaitu saat si wanita mendapati bahwa haidnya telah berakhir dengan 
adanya salah satu tanda seperti yang telah disebutkan para ulama di atas. 

Kelompok ini terbagi kepada dua: kelompok ulama yang 
mewajibkan wanita yang bersangkutan untuk berwudhu setiap kali akan 
mengerjakan shalat. Sementara kelompok lainnya hanya sekedar 
menganjurkannya untuk berwudhu. 

Kelompok ini adalah Malik, Syafi’i, Abu Hanifah dan para 
pengikutnya, serta mayoritas ulama dari berbagai negeri. Namun 
kebanyakan dari mereka mewajibkan wudhu untuk setiap kali si wanita 


Shahih. HR. Abu Daud (264, 266 dan 2168), At-Tirmidzi (136), An-Nasa'i 
(1/153 dan 188), Ibnu Majah (640), Ahmad (1/229, 237, 286 dan 306), serta 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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akan mengerjakan shalat. Adapun yang tidak mewajibkannya dan hanya 
menganjurkan adalah ulama dari kalangan madzhab Maliki. 

Kelompok lain menyatakan, bahwa wanita mustahadhah wajib 
mandi untuk setiap kali ingin mengerjakan shalat. 

Ulama lainnya berpendapat bahwa yang wajib baginya adalah 
untuk mengakhirkan shalat Zhuhur ke awal Ashar, lalu bersuci dan 
menggabungkan (jam') kedua shalat tersebut, atau mengakhirkan 
Maghrib hingga awal waktu 'Isya, lalu bersuci dan menggabungkan 
kedua shalat tersebut, kemudian bersuci kembali untuk mengerjakan 
shalat Subuh. Artinya, dia diwajibkan bersuci tiga kali dalam sehari 
semalam. 

Ada sekelompok ulama berpendapat bahwa wanita tersebut hanya 
diwajibkan bersuci sekali dalam sehari semalam. Di antara ulama yang 
tidak menentukan waktu mandi bagi wanita mustahadhah adalah 
pendapat yang diriwayatkan dari Ali RA. Dan di antara ulama ada juga 
yang berpendapat si wanita wajib bersuci dari satu masa suci ke masa 
suci berikutnya. 

Ringkasanya, dalam masalah ini terdapat empat pendapat: 

1. Wajib bagi wanita tersebut untuk bersuci hanya satu kali, yaitu 
kala terputusnya darah haid. 

2. Wanita tersebut wajib bersuci untuk setiap kali akan 
mengerjakan shalat. 

3. Wanita tersebut wajib bersuci tiga kali dalam sehari semalam. 

4. Wanita tersebut hanya diwajibkan sekali bersuci dalam sehari 
semalam. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara zhahir 
hadits-hadits dalam masalah ini. 

Terdapat empat hadits dalam masalah ini, sebuah hadits yang 
disepakati ke- 5 /ja/i//j-annya dan tiga hadits yang masih diperdebatkan. 

1. Hadits yang disepakati adalah hadits dari Aisyah RA, "Fatimah 
binti Abu Hubaisy datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Wahai 
Rasulullah aku sedang mengalami istihadhah dan belum suci, apakah aku 
harus meninggalkan shalat?' Rasulullah menjawab, 
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'T/iila*, /7w hanyalah darah penyakit dan bukan darah haid. Jika 
haid datang, maka tinggalkanlah shalat, dan jika ia telah pergi (habis), 
maka sucikanlah darah tersebut dan kerjakanlah shalat. 

Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi: 

✓ it i ^ 

f ' ~' 

"...berwudhulah bagi setiap shalat yang akan kamu kerjakan." 

Tambahan ini tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari ataupun Muslim. 
Abu Daud dan sekelompok ulama hadits lain men-5/;fl/i//7-kannya. 

2. Hadits dari Aisyah RA, dari Ummu Habibah binti Jahsy (istri 
Abdurrahman bin 'Auf): Aisyah mengalami istihadhah, lalu Rasulullah 
SAW memerintahkannya untuk berwudhu setiap kali akan mengerjakan 
shalat.'^' 

Redaksi ini diriwayatkan oleh lshaq dari Az-Zuhri. Dan murid- 
murid Az-Zuhri lainnya meriwayatkan dengan redaksi, "Sesungguhnya 
dia (Aisyah) mengalami istihadhah, lalu bertanya kepada Rasulullah 
SAW, dan beliau pun bersabda kepadanya, "Ia hanyalah darah penyakit, 
dan bukan darah haid." Beliau memerintahkan Aisyah untuk mandi dan 
shalat. 

Aisyah RA melakukannya setiap kali akan mengerjakan shalat, 
karena itulah yang dia pahami dari ungkapan yang ada. Dan bukan 
karena perintah tersebut datang secara langsung dari Nabi SAW. 

Dan dari jalur inilah Al Bukhari meriwayatkannya. 

3. Hadits "Asma binti 'Umair RA, dia berkata, "Fathimah binti Abu 
Hubaisy pernah mengalami istihadhah, maka kemudian Rasulullah SAW 
bersabda. 


Takhrij-nya telah disebutkan. 

Muttafag ’AIaih. HR. Al Bukhari (327), Muslim (334), Abu Daud (285, 288, 
291 dan 292), An-Nasa'i (1/119, 121 dan 183), Ahmad (4/28 dan 187) serta Al 
Humaidi (160). 
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"Hendaknya dia mandi sekali untuk shalat Zhuhur dan Ashar, dan 
sekali untuk Maghrib dan 'Isya, dan sekali mandi untuk shalat Fajar. 
Dan hendaknya dia berwudhu di antara mandi dan shalat tersebut." 
(HR. Abu Daud dan dinilai shahih oleh Abu Muhammad bin Hazm) 

4. Hadits Hamnah binti Jahsy, yang di dalamnya dijelaskan bahwa 
Rasulullah SAW memberi pilihan kepadanya untuk melakukan berbagai 
shalat dengan sekali bersuci ketika dia melihat terhentinya darah, atau 
melakukan mandi tiga kali dalam sehari semalam seperti yang dijelaskan 
dalam hadits Asma binti Umais. Hanya saja hadits terakhir ini 
menunjukkan akan petunjuk wajib, sementara hadits Hamnah 
menunjukan petunjuk pilihan. 

Ketika semua zhahir hadits saling berbeda, maka para ulama fikih 
menempuh empat cara; naskh (penghapusan), tarjih (mengunggulkan 
pendapat yang kuat), ya/w' (kompromi saat terdapat pertentangan nash), 
dan bina' (kompromi saat dianggap tidak ada pertentangan nash). 

Perbedaan antara bina' dengan jima' adalah orang yang menempuh 
cara bina' tidak menemukan adanya kontradiksi antar berbagai hadits, 
lalu dia menggabungkannya. Sedangkan Jam' diawali dengan pandangan 
adanya kontradiksi di antara berbagai dalil secara zhahir. Camkanlah ini! 
Karena di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat jelas. 

Adapun kelompok yang menempuh cara tarjih, mereka akan 
mengambil hadits Fathimah binti Abu Hubaisy sebagai argumentasi, 
karena hadits tersebut disepakati V^s-shahih-annya, lalu mereka 
mengamalkan zhahir-nya. (Maksudnya, Nabi SAW tidak 
memerintahkannya untuk mandi setiap kali ingin mengerjakan shalat, dan 
tidak pula memerintahkan untuk men-jama' shalat dengan sekali mandi). 
Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan para pengikut 
mereka, dan mereka adalah kalangan mayoritas (jumhur) ulama. 


Shahih. HR. Abu Daud (296) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih 
Abu Daud. 
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Lalu kelompok ulama yang menganggap shahih-nya hadits ini 
dengan penambahan substansi (maksud hadits) atau perintah untuk 
berwudhu setiap kali ingin mengerjakan shalat, mereka pun lantas 
mewajibkannya. Dan bagi kalangan ulama yang tidak menganggapnya 
shahih, mereka tidak mewajibkannya. 

Adapun kelompok ulama yang menempuh jalan bina, mereka 
mengatakan bahwa di antara hadits dari Fathimah dan Ummu Habibab 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq sama sekali tidak terdapat kontradiksi. 
Sebab isi dari hadits Ummu Habibah adalah penjelasan tambahan atas 
konteks hadits Fathimah. Dan hadits Fathimah hanyalah jawaban atas 
sebuah pertanyaan: Apakah darah istihadhah yang keluar itu 
menghalangi shalat ataukah tidak. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan 
bahwa ia bukanlah darah haid yang menghalangi shalat, dan beliau tidak 
mengabarkan wajibnya bersuci untuk setiap shalat, tidak pula kala 
terputusnya darah haid tersebut. 

Sementara dalam hadits Ummu Habibah, beliau SAW 
memerintahkan satu hal, yaitu bersuci untuk setiap kali melakukan shalat. 

Kendati demikian, jumhur ulama mengatakan: Tidak boleh 
mengakhirkan penjelasan dari waktu yang diperlukan. Jika mandi 
dianggap wajib untuk dilakukan setiap kali seorang wanita mengalami 
istihadhah ingin mengerjakan shalat, tentu Rasulullah SAW akan 
mengabarkanya. Dan sangat lemah pendapat yang menyatakan bahwa 
Fathimah mengetahui hal tersebut namun kemudian dia lengah 
membedakan antara darah istihadhah dan darah haid. 

Mengenai tidak diberinya informasi tentang kewajiban mandi 
ketika darah haid terputus kepada Fatimah oleh Rasulullah, tercakup 
dalam sabda beliau, "Itu bukanlah darah haid." Sebab, kala itu As- 
Sunnah telah tersebar dan menyatakan bahwa wanita yang darah haidnya 
sudah terhenti, maka dia wajib mandi. Jadi, Rasulullah tidak 
menginformasikannya karena Fathimah sudah tahu mengenai kewajiban 
tersebut. 

Lalu, masalahnya tidaklah demikian dalam konteks kewajiban 
bersuci untuk setiap kali ingin mengerjakan shalat. Kecuali, jika digugat 
bahwa tambahan ini muncul sebelumnya adanya pertanyaan Fathimah, 
baru kemudian konteks hukumnya tetap belakangan. Maka, timbullah 
pertanyaan yang sangat populer: apakah sebuah tambahan dapat menjadi 
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naskh (penghapus nash sebelumnya) ataukah tidak? Karena sebelumnya 
sudah diketahui dari hadits Fathimah yang dinukil dari jalur lain yang 
menyebutkan bahwa Rasululah SAW telah memerintahkannya untuk 
mandi. Begitulah kondisi pendapat ulama yang menempuh cara tarjih 

dan bina'. 

Adapun kalangan orang yang menempuh cara naskh mengatakan 
bahwa hadits 'Asma binti Umais adalah penghapus bagi hadits Ummu 
Habibah. Hal ini diperkuat dengan apa yang diriwayatkan dari Aisyah 
RA, "Sahlah binti Suhail mengalami istihadhah, dan Rasulullah 
sebelumnya telah memerintahkannya untuk mandi setiap kali ingin 
mengerjakan shalat. Lalu, setelah kewajiban tersebut memberatkan 
Sahlah, maka beliau SAW memerintahkannya untuk menggabungkan 
sekali mandi bagi shalat Zhuhur dan Ashar, Maghrib dan Ashar dengan 
sekali mandi, lalu mandi untuk ketiga kalinya saat hendak mengerjakan 
shalat Subuh. 

Kelompok ulama yang menempuh cara jam' mengatakan bahwa 
hadits Fatimah binti Hubaisy merupakan rujukan bagi wanita yang dapat 
membedakan masa haid dan istihadhah-nya. Sementara hadits Ummu 
Habibah merupakan rujukan bagi wanita yang tidak dapat mengenalinya. 
Karena itulah maka wanita ini diperintahkan untuk bersuci setiap kali 
hendak mengerjakan shalat sebagai sikap hati-hati kala akan melakukan 
shalat. Juga, karena setiap kali wanita yang baru suci dari haid dan 
hendak mengerjakan shalat, maka maka dia telah diperintahkan untuk 

mandi. 

Sementara hadits Asma binti Humaisy yang merupakan rujukan 
bagi wanita yang tidak dapat membedakan masa haid dan istihadhah-nya 
serta mengalami keluarnya darah yang terputus-putus, maka jika 
kondisinya demikian (darahnya terputus-putus) wajib baginya untuk 
mengerjakan shalat dengan sekali mandi setiap kali hendak mengerjakan 

dua shalat fardhu. 

Ada lagi kalangan ulama yang menempuh cara memilih (takhyir) 
antara hadits Ummu Habibah dan 'Asma, mereka berargumentasi dengan 
hadits Hamnah binti Jahsy yang di dalamnya menyebutkan bahwa 
Rasulullah SAW memberikannya pilihan. 

Dha'if. HR. Abu Daud (295), dinilai dha'if oleh Al Albani dalam Dha'if Abu 

Daud. 
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Diantara kalangan ulama ini ada yang mengatakan bahwa yang 
diberi pilihan adalah para wanita yang tidak mengetahui masa haidnya. 
Ada juga yang menyatakan bahwa wanita mustahadhah secara mutlak¬ 
lah yang diberi hak pilih, terlepas apakah dia mengetahui masa haidnya 
ataupun tidak. 

Ini adalah pendapat kelima dalam masalah yang kita bahas. Hanya 
saja, yang ada dalam hadits Hamnah binti Jahsy adalah pilihan antara 
melakukan semua shalat dengan sekali bersuci dan bersuci tiga kali 
dalam sehari semalam. Dan ulama yang berpendapat bahwa yang wajib 
adalah bersuci sekali dalam sehari semalam mungkin pendapatnya timbul 
karena adanya keraguan. Dan kami tidak mengetahui sebuah atsar pun 
yang mendasari pendapat seperti ini. 


Masalah kelima: Menggauli wanita mustahadhah 

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi bolehnya 
menggauli wanita mustahadah dalam tiga pendapat: 

1. Boleh menggaulinya. Ini adalah pendapat para ulama fikih di 
berbagai negeri. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Sa'id 
bin Musayyab, dan sekelompok ulama dari kalangan tabi'in. 

2. Tidak boleh menggaulinya. Pendapat ini diriwayatkan dari 
Aisyah RA. Inilah pendapat yang dipegang oleh An-Nakha'i dan Hakam. 

3. Seorang suami tidak boleh menggaulinya kecuali jika istihadhah 
istrinya telah berlangsung begitu lama. Inilah pendapat yang dipegang 
oleh Ahmad bin Hanbal. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertanyaan seputar apakah bolehnya 
seorang wanita yang mengalami istihadhah mengerjakan shalat dengan 
keringanan karena kuatnya kewajiban shalat, ataukah bolehnya dia untuk 
shalat karena dia dihukumi layaknya wanita yang suci? 

Bagi kelompok yang menyatakan itu sebagai keringanan, maka 
seorang suami dianggap tidak boleh menggaulinya. Dan bagi kelompok 
yang melihat bahwa hukum wanita mustahadhah sama dengan hukum 
wanita suci menganggap si suami boleh saja menggaulinya. 

Secara umum, ini adalah masalah yang tidak dikomentari (maskut) 
dalam syari'at. Adapun yang membedakan antara tenggang masa lama 
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dan sebentamya istihadhah hanyalah berdasarkan pendekatan analisa 
istihsan. 
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KITAB TAYAMMUM 

Pembahasan tentang masalah ini terangkum dalam tujuh bab: 


Babi 

Praktek Bersuci yang dapat Diganti dengan Tayammum 

Para ulama telah sepakat bahwa tayammum sebagai pengganti dari 
bersuci kecil (wudhu), dan mereka berbeda pendapat apakah dapat 
mengganti bersuci besar (mandi)? 

1. Diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud bahwa tayammum 
tidak bisa dijadikan pengganti untuk mandi (menghilangkan hadats 
besar). 

2. Ali dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa 
tayammum bisa menjadi pengganti untuk bersuci dari hadats besar, dan 
pendapat ini Juga dianut oleh mayoritas ulama fikih. 

Sebab perbedaan pendapat: berbagai persepsi yang timbul dari 
pemaharhan terhadap ayat tayammum, dan atsar-atsar yang menyatakan 
bahwa tayammum digunakan untuk bersuci dari Junub tidak dianggap 
shahih. 

Kemungkinan yang timbul pada ayat tentang tayammum yaitu 
firman Allah SWT, 

L« ^ 

"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah. " (Qs. 
Al Maa'idah [5]: 6). 

Jelasnya dhamir yang ada dalam ayat tersebut bisa kembali kepada 
orang yang berhadats kecil, atau kepada kedua-duanya, akan tetapi bagi 
orang yang berpendapat bahwa al-lams dalam ayat tersebut berarti Jima’, 
maka zhahir ayat tersebut kembali kepada kedua-duanya. 

Adapun bagi ulama yang berpendapat bahwa al-lams dalam ayat 
(frL-Ji berarti sentuhan tangan, maka dhamir (kata ganti) tersebut 
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hanya kembali kepada omng yang berhadats kecl karena b.asanya 
dhcmir (kata ganti) itu kembali kepada lafazh yang pahng dekat, kecnal, 
jika ada tafsiran dengan mendahulukan suatu lafazh dan mengakhirkan 
yang lain, sehingga maknanya menjadi: “Hai oraag-ovanyangberman. 
apabila kamu hendak mengerjakan shalai. maka baeuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 
kakimu sampai dengan kedua maia kaki, dan Jika kamu junub maka 
mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau 
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu ttd 
memperoleh air. maka berlayamumlah dengan tanah yang baik 
(bersih). ” (Qs. Al Maa'idah [5]; 6) 

Hal seperti ini tidak patut kecuali ditunjang dengan dalil, karena 
mendahulukan dan mengakhirkan suatu kalimat adalah ma/az, sementara 
memahami ayat secara hakiki lebih utama daripada memahaminya secara 

majaz. 

Sebagian ulama terkadang menduga bahwa dalam ayat tersebut 
terdapat sesuatu yang menuntut untuk didahulukan dan diakhirkan, yaitu 
jika dipahami sesuai urutannya, maka kita akan memahami bahwa saki 
dan kondisi dalam perjalanan adalah hadats, akan tetajM sebenarnya hal 
itu tidak mesti ketika lafazh (atau) ditafsirkan (dan), penafsiran 
semacam ini dijumpai dalam bahasa Arab, seperti ungkapan seorang 


,1 cjj N 0' oC- 


penyair: 

o 

“Sama saja apakah mereka membebaskan binatang tersebut atau 
tidak, hewan itu tetap saja kotor. ” 

Karena semestinya, ungkapan (j^j jW-), adalah salah satu 
sebab yang menimbulkan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. 

Adapun keraguan mereka dalam berbagai atsar yang mengiaskan 
masalah ini sangat jelas dengan apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari 

dan Muslim: 
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✓ -f " y y'XX ✓ 

jui ^rjii J LkLsi \f\ Cij cj:^ fii iJ \^U ,'^d\ 

ji cii^ ^ ^ ,ii:a: jf iji^ oir iJ r^j 4^ isi J:;^ 

jj ji JL^ cjll-p Ij aSjI jji ^4^ 

.o-jjL* cUU jj ’• y^ t3^ y' ly^*^. t_s*J cjJ^i 


“Seorang lelaki datang kepada Umar dan berkata, “Sesungguhnya 
aku mengalami junub dan tidak mendapatkan air.” Dia berkata, 
“Janganlah kamu shalat.” lalu Ammar berkata, “Tidakkah engkau ingat 
wahai amirul mukminin ketika kita dalam sebuah pasukan, lalu aku dan 
kau mengalami junub dan tidak mendapatkan air. Akhirnya kau tidak 
melaksanakan shalat, adapun aku berguling-guling di atas tanah, lalu 
melakukan shalat?" setelah itu Nabi SAW bersabda, ''Kau cukup 
memukulkan kedua tanganmu (ke atas debu) dan tiuplah, kemudian kamu 
usapkan ke wajah dan dua telapak tangan. Umar berkata, 
“Bertakwalah kepada Allah, wahai Ammar.” Maka Ammar berkata, “Jika 
kau ingin, aku tidak akan meriwayatkannya.” 

Dalam sebagian riwayat, Umar berkata kepadanya, "Kuserahkan 
urusan ini sesuai yang kau ketahui. ” 

Muslim'^^ pun meriwayatkan dari Syaqiq, ia berkata, “Pada suatu 
ketika aku tengah duduk-duduk bersama Ibnu Mas'ud dan Abu Musa, 
lalu Abu Musa berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, apa pendapatmu jika 
seseorang berjunub lalu tidak mendapatkan air selama satu bulan, apa 
yang dapat ia lakukan untuk shalat?” maka Abdullah berkata kepada Abu 
Musa, “Tidak mesti tayammum walaupun dia tidak mendapatkan air 
selama satu bulan.” Abu Musa berkata, “Bagaimana dengan ayat yang 
terdapat dalam surah Al Maa'idah "Lalu kamu tidak memperoleh air, 
maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih)?" Abdullah 


Muttafag Alaih. HR. Al Bukhari (338, 339, 340, 341, 342, dan 343), Muslim 
(386), Abu Daud (224, 225, 322, 323, dan 326), An-Nasa'i (1/168, 169 dan 
170), Ibnu Majah (569), dan Ahmad (2/265 dan 319) 

Shahih. HR. Muslim (368) 
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berkata, “Seandainya mereka diberikan keringanan dengan ayat ini 
niscaya ketika cuaca dingin mereka akan bertayammum dengan tanah.” 
akhirnya Abu Musa berkata kepada Abdullah, “Tidakkah kau mendengar 
perkataan Ammar?" kemudian ia menuturkan hadits di atas, lalu 
Abdullah berkata kepadanya, “Tidakkah kau melihat bahwa Umar merasa 
tidak puas dengan perkataan Ammar.” 


Akan tetapi jumhur melihat bahwa hal itu telah ditetapkan dari 
hadits Ammar dan Imran bin Hushain, keduanya diriwayatkan oleh Al 
Bukhari, adapun kelupaan Umar sama sekali tidak berpengaruh terhadap 
wajibnya beramal dengan hadits Ammar. 

Demikian pula mereka berdalil akan bolehnya tayammum bagi 
yangjunub dan haid dengan keumuman sabda Nabi SAW, 




“Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid (tempat shalat) dan 

, ■ ..126 

sarana bersuci. 


Adapun hadits Imran bin Hushain bahwa Rasulullah SAW melihat 
seseorang yang menyendiri dan tidak melakukan shalat bersama yang 
lainnya lalu beliau bertanya, “Wahai fulan tidakkah kau melaksanakan 
shalat bersama yang lain?" dia menjawab, “Wahai Rasulullah aku 
mengalami junub dan tidak ada air.” Maka beliau SAW bersabda, 




“Hendaklah kau menggunakan tanah, sesungguhnya itu cukup 
bagimu. 


126 


Hadits ini diriwayatkan secara lengkap dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW 


bersabda. 


^ ui-'j ,d-%. 

. 0 ^ ^ Jl 


"Aku diberikan keutamaan di atas para nabi dengan enam hal: aku dikaruniai 
jawami’ al kalim, diberikan pertolongan melawan ketakutan (terhadap musuh), 
dihalalkan bagiku harta rampasan perang, tanah dijadikan sebagai sarana 
bersuci dan masjid, aku diutus kepada seluruh mahluk, dan para Nabi ditutup 
olehku." HR. Muslim (523), At-Tirmidzi (1553), Ibnu Majah (567), Ahmad 


(2/411), dan Al Baihaqi (2/433) (5/9). 


134 Bidayatul Mujtahid 




Dari berbagai kemungkinan yang mereka perdebatkan ini timbul 
sebuah pertanyaan bagi kelompok yang membolehkan tayammum 
sebagai pengganti mandi dan sah untuk menghilangkan hadats besar, 
“Apakah orang yang tidak mendapatkan air boleh berjima’ dengan 
istrinya atau tidak? ” 


Bab II 

Siapakah yang Boleh Melakukan Tayammum? 

Para ulama sepakat bahwa tayammum diperbolehkan kepada dua 
kelompok; orang sakit dan yang sedang melakukan perjalanan apabila 
tidak mendapatkan air, lalu mereka berbeda pendapat mengenai empat 
orang: 

- Orang sakit yang mendapatkan air, akan tetapi ia takut apabila 
menggunakannya dapat membahayakan keselamatan dirinya. 

- Orang yang tidak dalam perjalanan (mukim) dan tidak memiliki 
air. 

- Orang sehat yang dalam perjalanan dan mendapatkan air, hanya 
saja ia terhalang untuk menggapainya lantaran takut. 

- Orang yang takut menggunakan air karena cuaca yang sangat 
dingin. 

Orang sakit yang mendapatkan air, namun merasa khawatir apabila 
menggunakannya: dalam hal ini ada perbedaan pendapat: 

1. Mayoritas ulama berpendapat; dia boleh bertayammum, juga 
bagi orang sehat yang takut celaka atau akan menderita sakit keras karena 
suhu air yang sangat dingin, juga bagi orang yang takut keluar rumah 
(kondisi tidak aman) untuk mendapatkan air, hanya saja kebanyakan dari 
mereka mewajibkannya untuk mengulang (shalatnya) apabila telah 
mendapatkan air. 

2. Atha berkata, “Orang sakit dan lainnya (sehat) tidak boleh 
bertayammum apabila terdapat air.” 


Ini adalah kutipan dari hadits Imran bin Hushain yang panjang. HR. Al Bukhari 
(344, 348, 3571), Muslim (682), An-Nasa'i (1/171), Abdurrazzak (20537), Abu 
Awanah (1/307), Ad-Daruquthni (1/202), dan Al Baihaqi (1/219) 
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Adapun orang sehat yang mukim (tidak dalam perjalanan) yang 
tidak mendapatkan air: 

1. Iman Malik dan Syafi’i membolehkannya untuk bertayammum. 

2. Abu Hanifah berkata, “Orang sehat yang mukim tidak 
diperbolehkan bertayammum, apabila terdapat air.” 

Sebab perbedaan pendapat: Mengenai orang sakit yang merasa 
khawatir untuk menggunakan air, perbedaan pendapat mereka bertolak 
dari pertanyaan apakah ada sesuatu yang mahdzuf mugaddar 
(dihilangkan secara perkiraan) dalam ayat: 



"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan. ” (Qs. Al Maa'idah 
[5]: 6) 

Kelompok yang berpendapat bahwa dalam ayat tersebut terdapat 
kalimat yang dibuang, mereka menafsirkannya dengan ungkapan: “Dan 
jika kamu sakit dan tidak dapat menggunakan air." 

Juga firman Allah: 


"Lalu kamu tidak memperoleh air.” 

Dalam ayat ini, mereka menilai dhamir (kata ganti), tepatnya kata 
“kamu” kembali kepada orang yang sedang melakukan perjalanan saja, 
mereka berpendapat bolehnya tayammum bagi orang sakit yang takut 
menggunakan air. 

Adapun kelompok yang lain berpendapat bahwa dhamir yang 
terdapat pada ayat kembali kepada orang sakit dan musafir, 

juga tidak melihat adanya kalimat yang di buang dalam nash ayat di atas, 
maka mereka berpendapat bahwa orang sakit tidak boleh bertayammum 
ketika terdapat air. 

Sebab perbedaan pendapat: Mengenai orang yang mukim, akan 
tetapi tidak mendapatkan air adalah berbagai kemungkinan akan dhamir 
yang ada dalam ayat: 

Ic. ijW ^ 
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“lalu kamu tidak memperoleh air. ” 

Kemungkinan kembalinya dhamir kepada semua orang yang 
berhadast (maksudnya: baik musafir maupun mukim, atau hanya berlaku 
untuk musafir saja). 

Kelompok yang berpendapat bahwa dhamir tersebut kembali 
kepada semua orang yang berhadats secara umum, maka mereka 
berpendapat bahwa tayammum diperbolehkan bagi orang yang mukim 
juga, dan kelompok yang berpendapat bahwa dhamir tersebut kembali 
kepada para musafir saja, atau kepada musafir dan yang sakit, mereka 
berpendapat tidak boleh bertayammum bagi orang yang mukim apabila 
terdapat air. 

Sebab perbedaan pendapat: Mengenai orang yang takut keluar 
rumah untuk mendapatkan air adalah sesuai perbedaan mereka dalam 
menganalogikan (qiyas) orang tersebut kepada orang yang tidak 
mendapatkan air. 

Demikian pula perbedaan mereka mengenai orang sehat yang 
merasa khawatir untuk menggunakan air karena suhu yang sangat dingin, 
sesui perbedaan mereka dalam mengiyaskan orang tersebut kepada orang 
sakit yang takut menggunakan air. 

Kelompok ulama yang memperbolehkan tayammum bagi orang 
sakit berdalil dengan hadits Jabir mengenai seorang sahabat yang terluka 
lalu mandi, hingga meninggal dunia, padahal Rasulullah SAW 
mengijinkannya untuk bertayammum, bahkan beliau bersabda, “Mereka 
telah membunuhnya, Allah akan membunuh mereka. 


Shahih, hadits ini secara lengkap terdapat dalam riwayat Abu Daud: 

Ji : JUj Ajbrlai JCj piS-1 pj J ^ OrJij U/« bU-j 

\1ajS cojCj cfrLlJl jjjj ojJj (iJJ J^>%j C* ^ i'/i'-j t-j 

cUi llfu jj Sfi (.-jii ija :JU» liUJu 'j^\ jUl<j .oit 

yC. J—«J _jl yuLj jt AjiSy jlS' lljl .J'yLlt 


“Kami keluar dalam sebuah perjalanan, lalu seseorang dari kami tertimpa batu 
di kepalanya, kemudian dia bermimpi, lalu bertanya kepada para sahabatnya, 
dia berkata, “Apakah kalian menilai ada keringanan bagiku untuk 
bertayammum? Mereka menjawab, “Kami berpendapat tidak ada keringanan 
bagimu selama kau dapat menggunakan air.” akhirnya dia pun mandi dan 
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Demikian pula mereka menguatkan qiyas orang sehat yang takut 
menggunakan air karena suhu dingin kepada orang sakit, yang didukung 
pula dengan riwayat Amr bin Ash bahwa pada suatu malam yang sangat 
dingin, dia mengalami junub, lalu bertayammum dan membaca firman 

Allah SWT, 





“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu. ” (Qs. An-Nisaa [4]: 29) 

Lalu beliau mengutarakan hal itu kepada Nabi SAW, maka Nabi 
pun tidak menyangkalnya. 


Bab m 

Syarat-Syarat yang Membolehkan Tayammum 
Ada tiga masalah utama yang berkaitan dengannya; 

Pertama: Apakah niat termasuk syarat tayammum atau tidak? 
Kedua: Apakah thalab (usaha mencari air) merupakan syarat 
bolehnya tayammum ketika tidak memiliki air? 

Ketiga: Apakah masuknya waktu termasuk syarat bolehnya 
tayammum atau tidak? 


meninggal dunia. Ketika Nabi SAW datang, hal itu diadukan kepada beliau 
maka beliau berkata, “Mereka telah membunuhnya, Allah akan membunuh 
mereka tidakkah sepatutnya mereka bertanya apabila mereka tidak mengetahui 
sesuatu sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya, padahal ia cukup 
bertayammum dan membalut lukanya dengan sepotong kain lalu 
mengusap/membasahi di atasnya, dan membasuh seluruh bagian tubuhnya. 
Syaikh Al Albani —di dalam Shahih Sunan Abu Daud— menyatakan bahwa 
hadits tersebut hasan tanpa sabda beliau “padahal ia cukup bertayammum . 
HR Abu Daud (336), Ad-Daruquthni (1/190), Al Baihaqi (1/227), dan dalam 
bab ini juga terdapat riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud 
(337), Ibnu Majah (572), dan Ahmad (1/330). 
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Masalah pertama: Niat 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa niat adalah syarat tayammum, 
karena niat merupakan ibadah yang tidak dapat dipahami secara akal 
(logika). 

2. Sementara Zufar berkata dengan pendapatnya yang sangat 
janggal, “Sesungguhnya niat tidak termasuk syarat tayammum karena 
memang pada dasarnya tayammum tidak membutuhkan niat.” Juga, 
diriwayatkan dari Al Auza'i, dan Hasan bin Hay, hanya saja pendapat ini 
dha'if 


Masalah Kedua: Upaya Mencari Air 

Imam Malik dan Syafi’i mensyaratkan adanya upaya mencari air, 
sementara Abu Hanifah tidak mensyaratkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Sebuah pertanyaan apakah orang 
yang tidak mendapatkan air —tanpa adanya usaha untuk mencarinya 
terlebih dahulu— masuk dalam kategori orang yang tidak mendapatkan 
air? atau orang yang telah berusaha mencari air kemudian ia tidak 
mendapatkannya, maka ia dapat disebut sebagai orang yang tidak 
mendapatkan air? 

Yang benar adalah ketika seseorang merasa yakin mengenai 
ketiadaan air -baik setelah berusaha mencarinya terlebih dahulu ataupun 
tidak- maka ia termasuk dalam kategori orang yang tidak mendapatkan 
air. Adapun bagi orang yang hanya menduga-duga, maka ia tidak 
termasuk orang yang tidak mendapatkan air, karena itulah, pendapat 
Malik yang menyatakan harusnya mengulang-ulang pencarian pada satu 
tempat adalah lemah, yang kuat adalah mencari di awalnya saja ketika 
tidak ada keyakinan mengenai ketiadaan air. 


Masalah ketiga: Masuk waktu 

1. Sebagaian ulama mensyaratkan telah masuknya waktu (shalat), 
ini adalah pendapat Malik dan Syafi’i. 

2. Sebagian yang lain tidak mensyaratkannya, ini adalah pendapat 
Abu Hanifah, ahlu zhahir, dan Ibnu Sya'ban yang termasuk pengikut 
imam Malik. 
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Sebab perbedaan pendapat: Pertanyaan, "Apakah zhahir makna 
ayat tentang wudhu menunjukan bahwa wudhu dan tayammum tidak bisa 
dilakukan kecuali setelah masuknya shalat? Sesuai firman Allah SWT, 


SjlyaJl Ijj ij 





^‘‘Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat... ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 

Ayat ini mewajibkan wudhu atau tayammum ketika telah 
diwajibkan untuk melakukan shalat, dan itu terjadi apabila telah masuk 
waktunya, artinya hukum wudhu dan tayammum sama dengan shalat 
(yakni, sebagaimana masuknya waktu adalah syarat sahnya shalat, maka 
ia pun merupakan syarat sahnya wudhu dan tayammum). 

Hanya saja syariat telah memberikan kekhususan untuk wudhu, 
maka hanya tayammum yang tetap pada hukum asal, jadi makna ayat di 
atas adalah ketika kalian hendak shalat, demikian pula seandainya tidak 
ada kalimat yang dibuang dalam ayat ini niscaya yang dipahami hanyalah 
wajibnya wudhu dan tayammum ketika hendak melakukan shalat, bukan 
berarti keduanya tidak sah apabila dilakukan sebelum masuk waktu, 
melainkan apabila diqiyaskan dengan shalat, karena itu yang paling tepat 
dikatakan; 

Sesungguhnya sebab perbedaan pendapat disini adalah pengqiyasan 
tayammum terhadap shalat. 

Yang tepat qias ini lemah, karena mengqiaskannya kepada wudhu 
lebih kuat, maka renungkanlah niscaya akan anda dapatkan bahwa 
pendapat ini lemah (yakni pendapat yang menyatakan bahwa diantara 
syarat sahnya adalah masuknya waktu dan menjadikannya sebagai ibadah 
yang terkait dengan waktu), karena menentukan waktu dalam satu ibadah 
adalah sesuatu yang membutuhkan dalil sam'i (didapat dari pendengaran 
[ucapan], bukan penglihatan [perbuatan]). 

Bisa saja pendapat ini diterima manakala ada harapan akan 
didapatkannya air sebelum masuk waktu, jadi masalahnya bukan karena 
tayammum merupakan ibadah yang tekait dengan waktu, melainkan 
masalahnya adalah apakah tidak adanya air itu tidak bisa ditetapkan 
kecuali setelah masuknya waktu? Apakah di awal waktu, tengahnya atau 
di akhirnya? 
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Akan tetapi ada beberapa kondisi dimana manusia dengan 
keyakinannya tidak mungkin secara tiba-tiba bisa mendapatkan air 
sebelum masuk waktu. 

Ditambah lagi kalau pun ada air secara tiba-tiba maka yang wajib 
kepadanya adalah membatalkan tayammum dan bukan menentukan tidak 
sahnya dari awal. 

Adanya air secara tiba-tiba bisa terjadi ketika masuk waktu shalat 
dan setelahnya, lalu kenapa hukum ketika masuk waktu dibedakan 
dengan hukum sebelumnya? (maksudnya mengapa sebelum masuk waktu 
tidak sah dan setelah masuk waktu menjadi sah). 

Ini semua tidak bisa dipertanggung Jawabkan kecuali apabila 
disertai dengan dalil, ini pun memberikan konsekwensi bahwa 
tayammum tidak bisa dilakukan kecuali di akhir waktu, renungkanlah! 


Bab IV 

Tata Cara Tayammum 

Ada tiga masalah pokok yang berkaitan dengan tata cara 
tayammum: 


Masalah pertama: Batasan Mengusap Kedua Tangan 

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan wajib mengusap 
kedua tangan ketika bertayammum sesuai yang tertera dalam firman-Nya, 




Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.” (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 6) 

Pendapat ulama mengenai hal ini terbagi menjadi 4 pendapat: 

1. Batasan yang wajib dalam tayammum adalah batasan yang wajib 
dalam wudhu, yaitu sampai ke siku, inilah pendapat yang masyhur dalam 
madzhab Maliki dan dianut oleh ulama berbagai negeri. 

2. Yang wajib hanyalah mengusap telapak tangan saja, ini adalah 
pendapat ahluz Zhahir dan ahlul hadits. 
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3. Dianjurkan sampai dua siku, sementara yang wajib hanyalah dua 
telapak tangan, ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Malik. 

4. Yang wajib adalah sampai pundak, ini adalah pendapat yang 
janggal dari Az-Zuhri dan Muhammad bin Maslamah. 

Sebab perbedaan pendapat: 

Pertama: ragam makna dari kata (tangan) dalam bahasa 

Arab. 

Maksudnya kata “jJ'” dalam bahasa Arab mengandung tiga makna: 


Hanya untuk telapak tangan dan ini adalah makna yang paling jelas 
dan paling banyak dipergunakan. 

Telapak tangan dan lengan. 

Telapak tangan, lengan dan lengan bagian atas. 

Kedua: berbedanya atsar-atsar yang menjelaskan hal itu. Hadits 
Ammar yang masyhur dan diriwayatkan dari jalan yang tsabit, 
redaksinya adalah: 


"Cukup bagimu menepukkan tanganmu (ke tanah), lalu 
meniupkannya, kemudian kamu usapkan ke wajahmu dan kedua telapak 
tanganmu. 


Dalam sebagian riwayat dinyatakan. Nabi SAW bersabda. 


"Dan hendaklah kamu mengusap kedua tanganmu sampai kedua 

siku. ” 


Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi SAW pernah bersabda, 

o ^ 9^ M ^ ^ 

0^.0 .. .. 9 y ^ J » ✓«*».. 


Takhrijnya sudah dijelaskan sebelumnya. 
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"Tayammum itu terdiri dari dua tepukan (pada tanah), satu 
tepukan untuk (diusapkan) ke muka dan tepukan kedua ke kedua tangan 
sampai dua siku. 

Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abbas dan lainnya.'^' 

Jumhur lebih memperkuat hadits-hadits ini daripada hadits Ammar 
yang tsabit dengan dukungan qiyas (yakni dari sisi mengqiyaskan 
tayammum kepada wudhu). 

Dengan demikian hal ini telah mengalihkan mereka tentang makna 
(aJi) dari makna yang lebih zhahir, yakni telapak tangan kepada makna 
telapak tangan dan lengan. 

Ulama yang berpendapat bahwa lafazh (aJi) mengandung dua arti 

dengan tingkatan yang sama, adalah salah, karena kata (^') walaupun 

merupakan lafazh yang mengandung ragam makna, hanya saja 
hakikatnya adalah telapak tangan, sementara makna telapak tangan dan 
lengan adalah majaz, dan tidak semua isim musytarak itu bersifat mujmal, 
melainkan isim musytarak yang mujmal adalah yang diletakkan dari awal 
bahwa ia adalah isim musytarak. Karena itulah para ulama fikih berkata, 
“Tidak benar bedalil dengan apa yang dikatakan oleh Jumhur di atas.” 


Dha’if sekali. HR. Ad-Daruquthni (1/180), Al Hakim (1/179), Ath-Thabrani 
(22/367), dan Al Baihaqi (1/27), semuanya dari hadits Ibnu Umar, Al Haitsami 
dalam Al Majma' berkata, “Di dalamnya terdapat Ali bin Dhabiyan yang dinilai 
lemah oleh Yahya bin Ma’in, ia berkata, “la seorang pendusta dan buruk 
perangai”. Abu Ali An-Nisaburi berkomentar, “la tidak apa-apa”, Ibnu Hajar 
melemahkan sanadnya dalam At-Talkhis (1/151), dianggap lemah juga oleh Al 
Albani dalam Dha’if Al Jami (2519). Di dalam Al Irwa' (1/186) ia berkata, 
“Mengenai dua usapan ini terdapat hadits-hadits yang lain, hanya saja pada 
semuanya terdapat cacat.” 

Diantara hadits-hadits yang menjelaskan bahwa tayammum meliputi dua usapan 
adalah: 

1. Hadits Jabir bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Al Hakim (1/179), dan Al 
Baihaqi (1/208), sanadnya dinilai shahih oleh Al Hakim dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi. 

2. Hadits Asia’ yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan Ath-Thabrani 
dengan sanad yang lemah. 

3. Hadits Abu Umamah, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dengan sanad yang 
lemah. 

4. Hadits Aisyah, diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ibnu Abdu dengan sanad 
yang lemah. 
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Dan karena itu pula kami menilai bahwa yang benar adalah 
meyakini yang wajib hanyalah dua telapak tangan, alasannya adalah kata 
(-U') mengandung makna telapak tangan lebih zhahir, atau menunjukkan 
yang lainnya secara bersamaan dan setingkat. 

Karena lebih zhahir mengandung makna telapak tangan, maka yang 
wajib adalah memegang atsar yang tsabit tentang hal itu, adapun 
pendapat yang lebih mengunggulkan qiyas daripada atsar adalah tidak 
dibenarkan, demikian pula tidak ada artinya memperkuat hadits-hadits 
yang tidak tsabit, pembahasan dalam masalah ini jelas dari dalil-dalil Al 
Qur'an dan Sunnah. 


Adapun pendapat yang menyatakan sampai ketiak, alasannya 
adalah karena hadits Ammar dari sebagian jalurnya diriwayatkan. 


y t % 

1 UjJblj UA ^y. 


✓ * X ^ v , X 

. " «"i l'' •"i \ 'C 


“Kami bertayammum bersama Rasulullah SAW, lalu kami 
mengusap wajah-wajah kami dan tangan-tangan kami sampai ke 
pundak.”' 

Adapun kelompok yang memahami hadits-hadits tersebut kepada 
yang wajib, sementara hadits Ammar kepada sunah, maka itu adalah cara 
yang baik, karena pola jam’ (mengkompromikan antara dalil-dalil yang 
ada) lebih baik daripada tarjih (mengunggulkan satu pendapat) menurut 
ulama fikih. 

Hanya saja cara seperti ini (tarjih) pantas dilakukan apabila hadits- 
haditsnya shahih. 


Masalah kedua: Jumlah tepukan tangan ke tanah ketika 
bertayammum 

Para ulama berbeda pendapat mengenai berapa kali hendaknya 
seseorang menepukkan tangannya ke tanah ketika bertayammum: 

1. Diantara ulama ada yang berpendapat sekali. 


Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu. 
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2. Sebagian ulama berpendapat dua kali. 

Diantara yang berpendapat dua kali ada yang mengatakan satu 
usapan untuk wajah dan satu usapan untuk kedua tangan, ini adalah 
pendapat jumhur (jika saya mengatakan “Jumhur” maka yang dimaksud 
adalah tiga ulama fikih yang mumpuni, yakni Malik, Syafi’i dan Abu 
Hanifah). 

Diantara mereka ada Juga yang berpendapat dua kali untuk masing- 
masing (dua kali untuk wajah dan dua kali untuk kedua tangan). 

Sebab perbedaan pendapat: Ayat-ayat yang menjelaskan hal itu 
masih bersifat mujmal dan hadits-hadits yang ada saling bertentangan, 
serta mengqiyaskan tayammum kepada wudhu dalam berbagai 
kondisinya tidak disepakati oleh seluruh kalangan ulama. 

Adapun yang dijelaskan dalam hadits Ammar yang shahih 
hanyalah satu usapan untuk wajah dan dua telapak tangan sekaligus, akan 
tetapi ada juga beberapa hadits yang menjelaskan dua usapan, maka 
jumhur menguatkan hadits-hadits tersebut dengan dukungan qiyas. 


Masalah ketiga: Sampainya tanah ke seluruh anggota tayammum 

Syafi’i berbeda pendapat dengan Abu Hanifah, Malik dan yang 
lainnya mengenai sampainya tanah/debu ke seluruh anggota tayammum: 

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa sampainya debu ke 
seluruh anggota wudhu adalah tidak wajib, sementara Syafi’i 
menganggapnya wajib. 

Sebab perbedaan pendapat: Ragam makna yang terkandung pada 
lafazh dalam firman-Nya: 




^ J' ^ -’-'r 


"'Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. ” (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 6) 

Jelasnya lafazh (^) terkadang mengandung makna “sebagian”, dan 
terkadang ditujukan untuk membedakan jenis, kelompok yang 
menyatakan bahwa (^) di sini mengandung makna “sebagian” 
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berpendapat wajib meratakan tanah ke seluruh anggota tayammum, 
sementara yang menyatakan bahwa berfungsi untuk membedakan 

antarjenis berpendapat tidak wajib. 

Syafri memperkuat makna “sebagian” dari sisi qiyas tayammum 
kepada wudhu, namun bertentangan dengan hadits Ammar yang 
terdahulu, karena di dalamnya terdapat ungkapan, “Kemudian kamu 
meniupkannya" demikian pula berdalil dengan wudhunya Rasulullah 

SAW ke tembok. 

Perbedaan pendapat dalam masalah wajibnya tertib dalam 
tayammum, dan wajibnya terus menerus adalah sama dengan perbedaan 
pendapat tentang masalah tersebut dalam wudhu, sebab-sebab perbedaan 
yang ada di sana sama dengan sebab-sebab perbedaan yang ada di sini, 

maka tidak perlu diulang. 


BabV 

Sesuatu yang Digunakan untuk Bertayammum 

Sebelumnya mereka bersepakat bahwa tayammum bisa dilakukan 
dengan menggunakan tanah yang baik, lalu mereka berbeda pendapat 
pada selain tanah dari berbagai unsur lain dari tanah, seperti batu. 

1. Menurut Syafi’i, tayammum tidak boleh dilakukan kecuali 
dengan debu murni, sementara Malik dalam pendapatnya yang masyhur, 
tayammum dapat dilakukan dengan apa saja yang terdapat di bagian atas 
tanah, termasuk kerikil, pasir dan debu. 

2. Abu Hanifah menambahkan, “Bisa saja dengan segala sesuatu 
yang keluar dari bumi, seperti batu, kafur, tanah liat, bata dan marmer. 

3. Diantara mereka ada juga yang mensyaratkan bahwa debunya 
harus berada di atas permukaan bumi, ini adalah pendapat jumhur, lalu 
Ahmad bin Hanbal berpendapat boleh bertayammum dengan 
menggunakan debu pakaian dan rambut. 

Sebab perbedaan pendapat: 

Pertama: Ragam makna yang terkandung dalam kata (-wi'), 

terkadang bermakan debu murni dan terkadang bermakna segala macam 
bagian bumi yang nampak, bahkan dalam satu riwayat Malik dan para 
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pengikutnya, memahami bahwa dari asal kata (^«-»11) menunjukan 
bolehnya melakukan tayammum menggunakan rumput dan salju, 
dinamakan karena berada di permukaan bumi, akan tetapi ini 

adalah pendapat yang lemah. 


Kedua: Menyebutkan kata bumi secara mutlak ketika menjelaskan 
bolehnya bertayammum dalam salah satu riwayat hadits yang masyhur, 
dan terkadang dibatasi dengan kata tanah pada riwayat yang lainnya, 
seperti sabda Nabi SAW, 


w u 'J 


''Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan sarana 
bersuci, selama tidak mendapatkan air. ” 

Demikianlah dalam sebagian riwayat, sementara dalam riwayat 
yang lainnya: 


i* ^ ^ { t'' - d ^ k ^ ^ 


"Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan tanahnya 
dijadikan untukku sebagai sarana bersuci. 


Lalu para ulama ushul fikih berbeda pendapat apakah yang mutlak 
dipahami secara mugayyad ataukah yang mugayyad dipahami secara 
mutlaki Yang masyhur menurut mereka adalah bahwasanya yang mutlak 
dipahami secara mugayyad, hanya saja pendapat ini perlu diteliti kembali. 


133 


Riwayat ini secara lengkap terdapat pada hadits Hudzaifah, Rasulullah SAW 
bersabda. 


3 ^ O'U'V' 

iS'^. aIJl» Jaju ^ ^ 


“Aku diberikan keutamaan atas manusia yang lainnya dengan tiga hal, semua 
bumi dijadikan untuk kita sebagai masjid, tanahnya dijadikan sarana bersuci 
untuk kita apabila kita tidak mendapatkan air, dan shaf-shaf kita dijadikan 
seperti shaf para malaikat, demikian pula aku diberikan beberapa ayat di akhir 
surah Al Bagarah yang termasuk simpanan di bawah arsy yang tidak diberikan 
sepertinya kepada seorang pun sebelum dan sesudahku. ” HR. Ahmad (5/383), 
Muslim (522), Ath-Thayalisi (418), Abu Awanah (1/303) dan dinilai shahih 
oleh Al Baihaqi (263, 264), dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (1/213). 
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Abu Muhammad bin Hazm berpendapat bahwa yang mutlak harus 
dipahami secara muqayyad, karena dalam sesuatu yang mutlak terdapat 
tambahan makna. 

Lalu kelompok yang membawa sesuatu yang mutlak kepada 
pemahaman mugayyad dan memahami kata (a^') dengan debu, maka la 

tidak boleh bertayammum kecuali dengan debu. 

Sementara yang menarik mugayyad kepada mutlak dan memahami 
kata (-^') dengan segala sesuatu yang berada di permukaan bumi, 
maka ia boleh bertayammum dengan unsur pasir dan kerikil. 

Adapun pembolehan bertayammum dengan segala sesuatu yang 
termasuk bagian dari unsur tanah adalah pendapat yang dhaif karena 
tidak semuanya tekandung dalam lafazh (-^')- Karena keumuman kata 
(j^O adalah semua yang menunjukkan arti tanah, tidak berlaku untuk 

unsur kapur, es, atau rumput, wallahu a'lam. 

Demikian pula ragam makna yang terdapat pada lafazh 
menjadi salah satu faktor adanya perbedaan pendapat. 


Bab VI 

Hal-hal yang Membatalkan Tayammum 

Mereka bersepakat bahwa segala macam yang membatalkan 
thaharah asal, yakni wudhu dan mandi besar juga merupakan pembatal 
tayammum, namun mereka berbeda pendapat dalam dua permasalahan: 

Pertama: Apakah niat melakukan shalat fardhu yang lain 
membatalkan tayammum? 

Kedua: Apakah keberadaan air membatalkan tayammum atau 
tidak? 


Masalah pertama: Niat melakukan shalat yang lam 

Malik berpendapat bahwa keinginan melakukan shalat yang lain 
membatalkan thaharah yang pertama, sementara madzhab yang lamnya 
tidak demikian. 

Perbedan pendapat dalam masalah ini terkait dua hal: 
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Pertama: firman Allah SWT: 





“//o/ orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak 
mengerjakan shalat. ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) 

Apakah dalam ayat ini ada kalimat yang dibuang (yakni jika kamu 
bangun dari tidur, atau bangun dalam keadaan hadats) ataukah tidak ada 
yang dibuang? 

Kelompok yang menyatakan tidak ada kalimat yang dibuang 
berkata, “Zhahir ayat menunjukkan wajibnya wudhu atau tayammum 
setiap hendak melakukan shalat, hanya saja Sunnah memberikan 
kekhsusuan pada wudhu, berbeda dengan tayammum yang tetap dalam 
hukum asalnya. Akan tetapi alasan seperti ini tidak pantas dipegang oleh 
Malik karena Malik berpendapat bahwa dalam ayat tersebut tidak ada 
kalimat yang dibuang (mahdzuj) sesuai yang diriwayatkan oleh Zaid bin 
Aslam dalam Al Muaththa'. 

Kedua; Mengulang pencarian air setiap kali masuk waktu shalat, 
hal ini diharuskan sesuai dasar-dasar yang pegang oleh Malik (untuk 
dijadikan hujjah), dan permasalahan ini telah dijelaskan di atas. Adapun 
kelompok yang tidak mengharuskan untuk mengulang pencarian air dan 
dalam ayat tersebut terdapat sesuatu yang dihilangkan (mahdzuj), mereka 
tidak berpendapat bahwa keinginan untuk melakukan shalat yang kedua 
membatalkan tayammum. 


Masalah kedua: Keberadaan air (Mendapatkannya) 

Jumhur ulama berpendapat bahwa ditemukannya air membatalkan 
thaharah (kesucian) yang ada, namun sebagian ulama menganggap 
bahwa yang membatalkan kesucian hanyalah hadats. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah adanya air membatalkan 
thaharah (yang dihasilkan) dengan tayammum, atau menghalangi sahnya 
tayammum dari permulaan? 

Kelompok yang menyatakan bahwa adanya air menghalangi sahnya 
tayammum dari awal, dia berpendapat tidak ada yang membatalkannya 
kecuali hadats. Adapun kelompok yang berpendapat bahwa adanya air 
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membatalkan Ihaharah yang telah ada dengan tayammum. berpendafat 
bahwa adanya air membatalkannya, karena yang dinamakan batal adalah 


hilangnya thaharah yang ada. 

Jumhur berhujjah untuk pendapatnya dengan hadits yang tsabit 
(telah ditetapkan), yaitu sabda Nabi SAW, 

siCJl ^ c. 


^^Bumi telah dijadikan untukku sebagai masjid dan sarana bersuci, 
selama tidak mendapatkan air. ” 

Hadits ini mengindikasikan beberapa kemungkinan, bisa saja 
dikatakan bahwa sabda Nabi, Selama tidak mendapatkan air” dipahami 
bahwa ketika air itu didapatkan, maka kesucian yang didapat dan 
tayammum secara otomatis hilang, atau mungkin juga dipahami bahwa 
ketika adanya air maka tayammum itu tidak sah sejak permulaan. 

Dalil yang paling kuat dalam mendukung pendapat jumhur adalah 
hadits Abu Said Al Khudri yang di dalamnya beliau SAW bersabda, 


e ^ i' ^ ^ ^ o ^ ^ 'l 

iJjJbr 'iU 

“Jika kamu mendapatkan air maka kucurkanlah la ke kulitmu. 


..135 


Karena menurut mayoritas ahli kalam bahwa “perintah” adalah 
sesuatu yang harus dilaksanakan dengan segera, sekalipun terkadang 
kemungkinan yang terdahulu dapat diterapkan, maka camkanlah hal mi. 

Syafi’i pun memahami kebenaran pendapat yang menyatakan 
bahwa adanya air membatalkan tayammum dengan perkataannya, 
“Sesungguhnya tayammum pada dasarnya tidak menghilangkan a ats 
(yakni tayammum tidak berfungsi sebagaimana thaharah yang 
menghilangkan hadats).” 
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ikhrijnya telah dijelaskan sebelumnya. 

idits ini selengkapnya adalah: _ _ ^ 

.> eJj'i ‘oti ^ ^ ' 

-anah yang ‘baik adalah sarana berwudhu'bagi seorang muslim, j 

lak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika kau telah 
aka kucurkanlah ke kulitmu, karena hal itu lebih ^ 

53) At-Tirmidzi (124), An-Nasa'i (1/171), Ahmad (5/146, 155, 180) Ath 
hayalisi (484), Abdurrazzak (913) semuanya dan riwayat Abu Dzar dan dinilai 
'lahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Ungkapan ini sama sekali tidak ada artinya, karena Allah telah 
menamakannya sebagai thaharah, dan satu kaum dari pengikut Malik 
pun telah memahaminya seperti itu, mereka berkata, “Sesungguhnya 
tayammum tidak menghilangkan hadats, karena jika tayammum 
menghilangkan hadats, maka tidak akan ada yang membatalkannya 
kecuali hadats”, ini bisa kita jawab, “bahwa adanya air merupakan 
pembatal tayammum adalah kekhususuan yang berlaku padanya.” 

Kelompok yang berpendapat bahwa adanya air membatalkan 
tayammum, mereka melihat bahwa hal itu terjadi sebelum menunaikan 
shalat dan sesudahnya. 

Lalu mereka berbeda pendapat apakah adanya air membatalkan 
thaharah ketika seseorang sedang melakukan shalat? 

1. Malik, Syafi’i dan Daud berpendapat bahwa adanya air tidak 
membatalkan tayammum saat seseorang melakukan shalat. 

2. Abu Hanifah, Ahmad dan yang lainnya berpendapat 
membatalkan thaharah walaupun ketika menunaikan shalat. 

Yang terakhir ini lebih menjaga dasar-dasar syariat, karena tidak 
layak dalam kacamata hukum Islam adanya sesuatu yang tidak 
membatalkan thaharah di satu waktu dan tidak membatalkannya di 
waktu yang lain (di dalam shalat dan di luar shalat), dengan hal seperti 
inilah mereka sangat menyudutkan pendapat Abu Hanifah bahwa tertawa 
dalam shalat membatalkan wudhu, kendatipun dalam hal itu mereka 
bersandarkan kepada atsar. Camkanlah masalah yang sangat jelas ini, dan 
tidak benar berdalil dengan zhahir firman Allah SWT, 




"Dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu. ” (Qs. 
Muhammad [47]: 33), karena orang yang tengah melakukan shalat 
tersebut, batal shalatnya bukan dengan kehendaknya, melainkan batal 
dengan sendirinya karena adanya air secara tiba-tiba, seperti apabila ia 
berhadats. 
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Bab VII 

Beberapa Amalan dimana Tayammum Merupakan Syarat Sahnya 
atau yang Membolehkannya 

Jumhur berpendapat bahwa amalan yang boleh dilakukan dengan 
tayammum adalah segala amalan yang bisa dilakukan karena wudhu, 
seperti shalat, menyentuh mushaf dan yang lainnya. 

Lalu mereka berbeda pendapat apakah dengannya bisa melakukan 
lebih dari satu shalat? 

1. Pendapat Malik yang masyhur bahwa tayammum tidak dapat 
digunakan untuk melaksanakan dua shalat fardhu. 

Pendapatnya berbeda-beda mengenai dua shalat yang ditunaikan 
dalam waktu yang berdekatan, pendapat yang masyhur darinya adalah 
ketika salah satunya fardhu dan yang lainnya sunah, dengan catatan yang 
fardhu lebih didahulukan, maka dia bisa menggabungkannya dengan satu 
tayammum. Adapun jika yang sunah didahulukan maka dia tidak boleh 
menggabungkan keduanya dengan satu tayammum. 

2. Abu Hanifah berpendapat boleh melakukan beberapa shalat 
fardhu dengan satu tayammum. 

Dasar perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah apakah 
tayammum itu wajib untuk setiap shalat atau tidak? Hal ini bisa dilihat 
dari sisi zhahir ayat seperti yang telah dijelaskan atau dari sisi wajibnya 
mengulang dalam pencarian (mencari air), atau dari kedua sisinya. 
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oo ajUUI 

KITAB BERSUCI DARI NAJIS 

Pokok-pokok masalah dalam pembahasan ini terangkum dalam 6 

bab: 


Babi 

Hukum Bersuci dari Najis 

Dasar bab ini adalah kitab, yaitu firman Allah SWT, 



“Dan pakaianmu bersihkanlah. ” (Qs. Al Muddatstsir [74]: 4) 

Sementara dasar dari Sunnah juga sangat banyak yang 
mayoritasnya adalah atsar-atsar yang tsabit, diantaranya adalah sabda 
Nabi SAW, 



^« 1 ' 0 9^9 ^ < 0 l' 


“Barangsiapa berwudhu maka hendaklah ia memasukan lalu 
mengeluarkan air dari hidung, dan barangsiapa memberishkan najis 
dengan batu, maka hendaklah ia melakukannya secara ganjil. 

Demikian pula perintah Rasulullah SAW untuk membersihkan 
darah haid dari pakaian, dan perintahnya untuk mengucurkan air pada air 
seni orang badui. 


Juga sabda Nabi SAW tentang dua penghuni kubur: 

^ 'j UI ^ jljjjy L» J jljJijiJ gil 




Muttafac] alaih. HR. Al Bukhari (161), Muslim (237), An-Nasa'i (1/66), Ibnu 
Majah (409), Ahmad (2/308, 401, 518), Ad-Darimi (1/178), dinilai shahih oleh 
Ibnu Khuzaimah (75), dan semuanya adalah hadits Abu Hurairah RA. 
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■ Sesungguhnya keduanya tengah disiksa, dan keduanya tidaklah 
disiksa karena hal besar, adapun salah xorang dan keduanya karena 
tidak mensucikan diri setelah kencing. 

Karena berbagai dalil-dalil ini para ulama sepakat bahwa 
menghilangkan najis adalah satu hal yang diperintahkan dalam syariat, 
lalu mereka berbeda pendapat apakah hal itu wajib atau sunah. 

1 .Satu kaum berpendapat bahwa menghilangkan najis adalah wajib, 
inilah pendapat yang dipegang oleh Abu Hanifah dan Syafi i. 

2.Sebagian yang lain berpendapat bahwa menghilangkan najis 
hukumnya sunah muakkadah dan bukan wajib. 

3 Kelompok ketiga menyatakan bahwa menghilangkan najis adalah 
wajib ketika mengingatnya, dan kewajiban tersebut gugur apabila la lupa. 

Dua pendapat terakhir diriwayatkan dari Malik, dari para 
pengikutnya. 

Sebab perbedaan pendapat: 

Pertama: Perbedaan pemahaman mereka mengenai firman Allah 

SWT, 

“Dan pakaianmu bersihkanlah. ” (Qs. Al Muddatstsir [74]. 4) 

Apakah ayat ini dipahami secara majaz atau hakikatl 

Kedua: Kontradiksi beberapa zhahir atsar dalam mewajibkannya. 

Ketiga- Perbedaan mereka dalam memahami perintah dan larangan 
yang ada karena adanya alasan yang logis, apakah alasan logis dan 
perintah dan larangan tersebut bisa mengalihkan hukum wajib kepada 
Lah, atau sesuatu yang diharamkan berubah menjadi makruh, ataukah 

tidak demikian? 

Karena tidak ada perbedaan dalam hal ini antara ibadah yang 
masuk akal dan tidak, orang yang membedakannya hanya beralasan 
bahwa kebanyakan hukum-hukum yang logis dalam syariat adalah 
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Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (218, 1261, 1278 ), Muslim (292), D^d 
^0),yTirmidzi (70), An-Nasa'i (1/28), Ibnu Majah (347), Ahmad (1/225) 

semuanya dari hadits Ibnu Abbas. 
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menimbang sisi maslahat dan etika, padahal kebanyakan hal semacam ini 
berkaitan dengan sesuatu yang sunah. 

Lalu kelompok yang memahami firman Allah (Jiki dL'C}) dengan 

arti pakaian luar (yang nampak), menyatakan bahwa bersuci dari najis 
hukumnya adalah wajib. 


Sementara kelompok yang memahami bahwa kalimat tersebut 
adalah kinayah (metonimia) dari kesucian hati, mereka tidak berpendapat 
wajib. 


Adapun berbagai atsar-atsar yang saling bertentangan dalam 
masalah ini diantaranya adalah hadits tentang dua penghuni kubur, beliau 
SAW bersabda. 


'V J jui;; Uj ii;ji 




"Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, tidaklah keduanya 
disiksa karena hal besar, adapun salah seorang dari keduanya karena ia 
tidak mensucikan diri setelah kencing. 

Zhahir hadits menunjukkan bahwa bersuci dari najis hukumnya 
wajib karena adzab itu hanya berkaitan dengan sesuatu yang wajib. 

Lalu hadits yang bertentangan dengannya adalah hadits shahih^^^ 
dari beliau SAW yang menjelaskan bahwa suatu ketika beliau shalat. 
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Muttafaq alaih, HR. Al Bukhari (218, 1261, 1278), Muslim (292), Abu Daud 
(20), At-Tirmidzi (70), An-Nasa'i (1/28), Ibnu Majah (347), Ahmad (1/225) 
semuanya dari hadits Ibnu Abbas. 

Ungkapan ini mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Mas'ud, ia berkata, 
ij] k jyli Jtas 

4' 4 ' ' ^ y .,4 ^ .4 f 

ijli ^ Aijl U-L# 

J ^ ^ C-JlS^ _P |,Jli UU 


“Ketika Rasulullah SAW melakukan shalat di ka'bah sementara Abu Jahal dan 
kawan-kawannya tengah duduk-duduk, sebelumnya ada unta yang disembelih, 
lalu Abu Jahal bekata, “Siapakah diantara kalian yang mau mengambil jeroan 
unta bani fulan dan meletakannya di dua pundak Muhammad apabila dia sujud.” 
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beliau dilempari dengan jeroan kambing yang penuh dengan kotoran dan 
darah, namun beliau tidak menghentikan shalatnya. 

Dari sini dapat dipahami bahwa kalau saja menghilangkan najis itu 
adalah wajib seperti wajibnya bersuci dari hadats, maka niscaya 
Rasulullah SAW akan menghentikan shalatnya. 


Diriwayatkan pula bahwa suatu ketika Nabi SAW shalat, kemudian 
beliau melemparkan kedua sandalnya, dan orang-orang pun melemparkan 
sandal mereka. Maka Rasulullah pun mengingkari hal itu seraya berkata. 


ijii Q y j:> dSi i:^ iili 


"Sesungguhnya aku melepasnya karena Jibril memberitahuku 
bahwa terdapat kotoran padanya (sandal). 

Zhahir hadits ini adalah seandainya hukum menghilangkan najis itu 
wajib maka beliau tidak akan melanjutkan shalatnya. 

Sebagian kelompok yang mengambil metode al Jam' 
(mengkompromi antara dalil-dalil yang nampak saling bertentangan) 
berkata, “Hukumnya wajib apabila ia mengingatnya dan mampu 
melakukannya, dan hukum tersebut gugur apabila ia lupa atau tidak 
mampu melaksanakannya.” 

Kelompok lain mengatakan bahwa membersihkan najis adalah 
fardhu secara mutlak dan bukan termasuk syarat sah shalat, ini adalah 
pendapat yang keempat dan merupakan pendapat yang lemah, karena 
najis dihilangkan lantaran hendak melaksanakan shalat. 

Ada juga yang membedakan antara ibadah yang dipahami akal dan 
ibadah yang tidak dipahami akal (yakni, ibadah yang tidak dipahami akal 
lebih cenderung kepada wajib), mereka membedakan antara perintah 
bersuci dari hadats dan perintah bersuci dari najis, karena sudah maklum 


Akhirnya orang yang paling buruk dari kaum itu berdiri mengambilnya dan 
tatkala Rasulullah SAW duduk, orang tersebut meletakannya diantara kedua 
pundak beliau, (Ibnu Mas'ud) berkata, “Mereka pun tertawa dan masing-masing 
saling mengisyaratkan kepada yang lainnya, sementara aku berdiri melihatnya, 
kalau saja aku memiliki kekuatan pasti aku akan membuangnya dari punggung 
Rasulullah SAW.” HR. Al Bukhari (498, 3014, 3641), Muslim (1794), An- 
Nasa'i (1/163). 

Shahih, HR. Abu Daud (650) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih 
Abu Daud. 
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bahwa bersuci dari najis termasuk kebersihan dan etika yang baik. 
Adapun bersuci dari hadats adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh 
akal, apalagi jika dibandingkan dengan kejadian shalat yang pernah 
dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang menggunakan 
sandal. Padahal, biasanya sandal itu mudah terkena najis, juga dengan 
apa yang telah mereka sepakati bahwa najis yang sedikit dimaafkan. 


Bab II 

Macam-Macam Najis 

Para ulama sepakat bahwa najis itu ada empat macam; 

1. Bangkai hewan darat yang memiliki darah. 

2. Daging babi, dengan cara apapun ia mati. 

3. Darah yang berasal dari hewan darat itu sendiri, baik darah itu 
berasal dari binatang yang telah mati ataupun yang masih hidup, apabila 
darah tersebut (terhitung)banyak. 

4. Air seni dan kotoran manusia. 

Mayoritas ulama menyatakan bahwa khamer adalah najis, namun 
ada perbedaan pendapat tentangnya di kalangan ulama hadits. Juga, 
mereka berbeda pendapat pada permasalahan lainnya yang pada dasarnya 
ada 7 permasalahan: 


Masalah pertama: Bangkai hewan yang tidak memiliki darah 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hewan yang tidak memiliki 
darah dan bangkai hewan laut: 

1.Sebagian ulama berpendapat bahwa bangkai hewan yang tidak 
memiliki darah dan bangkai hewan laut tidak najis, ini adalah pendapat 
Malik dan para pengikutnya. 

2.Sebagian ulama menyamakan antara bangkai hewan yang 
memiliki darah dan yang tidak memiliki darah, semuanya najis, lalu 
mereka menetapkan bangkai laut sebagai pengecualian, inilah pendapat 
Syafri, kecuali yang masuk dalam kesepakatan bahwa hewan tersebut 
bukan bangkai, seperti belatung cuka dan semua binatang yang timbul 
dari makanan. 
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3.Sebagian ulama yang lain menyamakan antara hewan darat dan 
hewan laut, lalu memberikan pengecualian hewan yang tidak memiliki 
darah, inilah pendapat Abu Hanifah. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami 
firman Allah SWT: 




“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai. (Qs. Al Maa idah [5]. 

3) 

Saya kira mereka sepakat bahwa ayat ini termasuk kalimat umum 
yang dipahami kekhususannya, lalu mereka berbeda pendapat mengenai 
kekhususan yang dimaksud? 

Diantara mereka ada yang mengecualikan bangkai laut dan hewan 
yang tidak memiliki darah, mengecualikan hewan laut saja, dan sebagian 
yang lain mengecualikan hewan yang tidak memiliki darah. 

Jadi sebab perbedaan dalam pengecualian ini berotasi pada 
perbedaan mereka dalam dalil yang dikhususkan. 

Adapun kelompok yang menetapkan hewan yang tidak memiliki 
darah sebagai pengecualian, hujjah mereka adalah hadits shahih dari 
beliau SAW tatkala memerintahkan untuk menenggelamkan lalat yang 
hinggap ke dalam makanan, mereka berkata, ‘ini menunjukkan sucinya 
lalat, dan tidak ada lagi alasan kecuali bahwa lalat adalah binatang yang 
tidak memiliki darah.” 


Sementara Syafi’i berpendapat bahwa hal ini adalah kekhususan 
lalat dengan dalil sabda Nabi SAW, 

✓ X “ y' ^ 


“Sesungguhnya di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan di 
sayap yang lain terdapat obat penawar. 
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Lafazh hadits: 

* ih’ >' * ' ' - * ' * ' 

AjJj frlAj» 


( *' a ^ ^ < i y 

Jij-i ^ jb tljl y 


lil 


Ac, -'-/S ^ ^IaJI 

“Jika ada lalat yang hinggap di salah satu wadah kalian, maka sesungguhnya 
di salah satu sayapnya terdapat penyakit dan yang lainnya terdapat obat 
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Lalu beliau melemahkan pemahaman hadits di atas seperti itu 
karena zhahir ayat 3 surah Al Maa'idah menetapkan bahwa bangkai dan 
darah adalah dua hal dari berbagai macam najis, salah satunya mati 
akibat tidak disembelih sesuai syariat, yaitu bangkai, itu terjadi pada 
hewan-hewan yang boleh dimakan sesuai kesepakatan ulama, dan yang 
kedua adalah darah yang tidak berlaku baginya hukum penyembelihan. 

Walhasil keduanya adalah berbeda, maka bagaimana bisa keduanya 
dipadukan sehingga dikatakan bahwa darahlah yang menjadikan 
haramnya bangkai? 

Seperti yang anda perhatikan pendapat ini sangat kuat, karena 
seandainya darah yang menyebabkan haramnya bangkai, niscaya ia akan 
tetap haram walaupun disembelih, demikian pula hewan itu tetap haram 
tatkala darah masih melekat di hewan sembelihan, artinya kehalalan 
ditetapkan setelah darah itu benar-benar terpisah. 


Karena jika sebab itu telah sirna, maka hukum yang disebabkannya 
pun akan lenyap secara otomatis, misalnya jika haramnya perasan anggur 
itu hilang maka secara otomatis sifat memabukannya pun harus lenyap. 
Ketika kita meyakini bahwa sifat memabukan itulah yang 
menyebabkannya haram. 


Lalu kelompok yang memberikan pengecualian bangkai hewan 
laut, mereka berpegang teguh kepada hadits shahih dari Jabir yang di 
dalamnya disebutkan; 


° ^i' I1 ° 'ii -'t" ° • ti ° li ' l' 

1 .^ oL«j ^ I 

^ ^ 2.-^^ ‘(ij 4^ ii' Jt- iiii Sj^j iUJu 


p » •'» 


“Para sahabat memakan ikan hiu yang terdampar beberapa hari dan 
menjadikannya sebagai bekal, akhirnya mereka melaporkan peristiwa 


penawar, sayapnya yang mengandung obat bisa menangkalnya, maka 
tenggelamkanlah ia dan angkatlah. ” HR. Abu Hurairah oleh Al Bukhari (3320, 
5782), Abu Daud (3844), Ibnu Majah (3503), Ahmad (2/229, 246, 298, 443), 
Ad-Darimi (2/98, 99) dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (1246-Al Ihsaan) dan ini 
adalah lafazh dari riwayat beliau, dalam masalah ini pun ada riwayat dari Abu 
Said Al Khudri yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (7/178, 179), Ibnu Majah 
(3524), dan Ahmad (3/67). 
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tersebut kepada Rasulullah SAW, ternyata beliau SAW menilai baik apa 
yang telah mereka lakukan, bahkan beliau bertanya kepada mereka 
apakah masih ada yang tersisa?”'"’^ 


Hadits ini menunjukkan bahwa beliau SAW membolehkan makan 
bangkai laut bukan karena darurat, demikian pula mereka pun berhujjah 


dengan sabda Nabi SAW, 






•J 


I . ^ ^ 9 f I. 




“Laut itu suci airnya dan bangkainya halal. 
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Sementara Abu Hanifah lebih menguatkan keumuman ayat 
daripada hadits ini, bisa jadi karena ayat bersifat pasti, sementara hadits 
bersifat zhanni (dugaan), atau karena hadits tersebut dipahami sebagai 
keringanan bagi mereka (yakni hadits Jabir), atau adanya kemungkinan, 
bisa saja ikan tersebut mati karena suatu sebab, yaitu terlempar oleh air 
laut sampai ke pantai, karena yang namanya bangkai adalah yang mati 
dengan sendirinya bukan dengan sebab luar. 

Demikian pula karena adanya perbedaan mereka dalam sebab lain, 
yaitu kemungkinan kembalinya dhamir dalam firman Allah: 






“Dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang 
lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan" (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 96). 

Jelasnya apakah dhamir haa' tersebut kembali kepada laut atau 
binatang buruan. 


“'2 Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (4361, 5493), Muslim (1935), Abu Daud 
(3840), At-Tirmidzi (2475), An-Nasa'i (7/207), Ahmad (3/306, 311), Ath- 
Thayalisi (1744), Abdurrazzak (8668), Ad-Darimi (2/91), Al Humaidi (1242), 
Ibnu Ja’d (2648). 

Shahih. HR. Abu Daud (83), An-Nasa'i (1/50, 176) (7/207), At-Tirmidzi (69), 
Ibnu Majah (386, 3246), Ahmad (2/237, 361), dinilai shahih oleh Al Hakim 
(1/140) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi 
(1/3) semuanya dari hadits Abu Hurairah, dalam masalah ini pun ada hadits 
yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (388), Ahmad (3/37 j), Ath-Thabrani 
(1759), dan Ad-Daruquthnl (1/34). 
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Ulama yang menyatakan bahwa dhamir tersebut kembali kepada 
“laut” berkata, “Yang dimaksud dengan makanan yang halal itu adalah 
yang terapung," sementara kelompok yang mengembalikan dhamir 
kepada “buruan” berkata, “Yang halal itu adalah hasil buruan dari laut", 
lalu ulama kufah pun berpegang teguh kepada atsar yang menjelaskan 
haramnya ikan yang terapung, padahal hadits yang dimaksud adalah 
lemah. 


Masalah kedua: Macam-macam bangkai 

Para ulama berbeda pendapat mengenai bagian-bagian bangkai 
yang disepakati sebagai bangkai, sebagaimana mereka pun berbeda 
pendapat tentang macam-macam bangkai. 

Mereka sepakat bahwa daging termasuk bagian dari bangkai, lalu 
mereka berbeda pendapat mengenai tulang dan bulu: 

1. Syafi’i berpendapat bahwa tulang dan rambut termasuk bangkai. 

2. Abu Hanifah berpendapat keduanya bukan bangkai. 

3. Adapun Malik membedakan antara bulu dan tulang, dia berkata, 
“Sesungguhnya tulang termasuk bangkai, berbeda dengan bulunya.” 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka tentang persepsi 
kehidupan untuk berbagai anggota badan. 

Kelompok yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan makan 
merupakan unsur dari kehidupan, mereka berkata, “Jika rambut dan 
tulang kehilangan pertumbuhan dan tidak membutuhkan makan, maka ia 
adalah bangkai.” 

Lalu kelompok yang menyatakan bahwa kehidupan hanya bertitik 
kepada rasa saja, mereka berpendapat bahwa tulang dan bulu bukanlah 
bangkai karena keduanya tidak memiliki rasa. 

Kemudian kelompok yang “membedakan” menetapkan perasaan 
pada tulang, dan tidak pada bulu. 

Lalu dalam masalah perasaan tulang pun, ada perbedaan pendapat, 
karena masalahnya diperdebatkan di kalangan dokter. 

Diantara dalil yang menyatakan bahwa makan dan pertumbuhan 
bukan alasan adanya kehidupan adalah sesungguhnya mereka telah 
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sepakat bahwa apa-apa yan, ^iPO-S ^dup ada,ah bangkai 

dengan landasan hadits, yaitu sabda beliau SAW, 








^inntone dari hewan hidup adalah 
“Segala macam yang dipotong 

Mei pun bersepakat Jika buiu itu diambil dari hewan hidup 
Handainya bangkai itu hanya aiP-P"tn" 

yang tidak makan dan Iarnya\etika 

S"hU;t"an dan mengalami pertumbuhan. 

— Sya„;bisabe«a,...un^^^^^^^^^ 

bangkai atau tidaknya adalah maka y g 
dapat merasa." 


Masalah ketiga: Kulit bangkai bangkai. 

Para ulama berbeda pendapat tentang memanfaatkan kuht bang 
Para ulama ’i . boleh memanfaatkannya seeara 

1. Sebagian ulama berpendap 

mutlak baik disamak atau tidak. 

2 sebagian yang lain berpendapat sebaliknya, tegasnya disam 

atau tidak tetap Udak bisa dinranfa^^ dan tidak, mereka 

3. Membedakan antara y g inilah pendapat 

berpendapat proses dua pendapat dari Malik 

madzhab Abu Hanifah an Syafi ^ 

tentang masalah tersebut, ^ensucikan, akan tetapi bisa 

yang kedua, “Proses penyamakan tidak bisa m 
digunakan pada sesuatu yang kering. 


(2/128), Ibnu Al /231 ( 9 / 245 ) semuanya dari hadits Abu Waqid 
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Lalu kelompok yang menyatakan bahwasanya penyamakan itu bisa 
mensucikan, mereka berpendapat hal itu berlaku bagi hewan yang 
disembelih secara islami (bisa dimakan). 

Kemudian mereka berbeda pendapat hewan yang tidak disembelih 
secara islami; Syafl’i berpendapat hal itu berlaku hanya untuk hewan 
yang disembelih secara islami, dan penyamakan dipersepsikan sebagai 
penyembelihan yang bisa mensucikan. 

Adapun Abu Hanifah berpendapat adanya pengaruh penyamakan 
untuk semua bangkai hewan kecuali babi. 

Lalu Daud berkata, “Kulit babi bisa suci dengan penyamakan.” 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara berbagai atsar 
dalam masalah ini, jelasnya dalam hadits Maimunah diungkapkan 
bolehnya memanfaatkan kulit secara mutlak, diceritakan bahwa beliau 
SAW melewati sebuah bangkai, lalu bersabda, 

"Tidakkah kalian memanfaatkan kulitnya. 

Sementara dalam hadits Ukaim dilarang memanfaatkan kulit secara 
mutlak, dalam hadits tersebut diungkapkan bahwa beliau menulis surat: 

y J I y\ 

* ^ y' y' y 

"Janganlah kalian mengambil manfaat dari bangkai; baik kulit 
atau tulangnya. 

Hal itu terjadi setahun sebelum beliau wafat, sementara dalam 
sebagian riwayat justru ada anjuran untuk memanfaatkannya setelah 
disamak, dan melarangnya sebelum di samak. 

Yang shahih dalam masalah ini adalah hadits Ibnu Abbas, 
sesungguhnya Nabi SAW bersabda. 


Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (1492, 2221, 5531, 5532), Muslim (363), Abu 
Daud (4120), Ibnu Majah (3610), dan Al Baihaqi (1/23) dari hadits Ibnu Abbas. 
Shahih. HR. Abu Daud (4127, 4128), At-Tirmidzi (1729), An-Nasa'i (7/175), 
dan dalam Al Kubra (4575, 4576, 4577), Ibnu Majah (3613), Ahmad (4/310, 
311), Abdurrazzak (202), Ath-Thayalisi (1293), Abdu bin Humaid dalam Al 
Mimtakhab (488), Ath-Thabrani dalam Al Ausath (104, 826) dan dalam Ash- 
Shagir (618, 1050), semuanya dari Humaid bin Abdil Hakim bin Ukaim. 
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Jui '^1 

“Jika kulit itu disamak maka ia telah suci. 

Karena berbedanya atsar-atsar ini, maka para ulama berbeda pula 
dalam menafsirkannya; 

Sebagian ulama memadukannya dengan hadits Ibnu Abbas 
(mereka membedakan mengenai mengambil manfaat antara yang tela 
disamak dan yang belum disamak). 

Yang lain menempuh jalan naskh, mereka memegang teguh hadits 
Ukaim karena hadits itu diucapkan setahun sebelum beliau wafat. 

Kemudian ada juga yang memperkuat hadits Maimunah, dan 
mereka melihat bahwa hadits tersebut mengandung tambahan pada apa 
yang ada dalam hadits Ibnu Abbas, mereka mengatakan haramnya 
mengambil manfaat dari kulit sebelum disamak sama sekali tidak 
menyimpang dari hadits Ibnu Abbas, karena pemanfaatan sama sekah 
bukan penyucian (maksudnya semua yang suci bisa dimanfaatkan), tetapi 
bukan berarti sebaliknya, yakni semua yang dapat dimanfaatkan itu suci. 


Masalah keempat: Darah hewan 

Para ulama bersepakat bahwa darah hewan darat itu najis, lalu 
mereka berbeda pendapat mengenai darah hewan laut, demikian pula 
sedikit darah dari hewan darat; 

1.Sebagian ulama berpendapat darah ikan adalah suci, ini adalah 
salah satu dari dua pendapat Malik, dan pendapat Syafi i 

2. Kalangan yang lain berpendapat najis sesuai dengan hukum asal 
darah, ini adalah pendapat Malik sebagaimana diungkapkan dalam Al 
Mudawanah. 

3. Ada juga yang mengatakan darah yang sedikit dimaafkan. 

4. Yang lainnya berpendapat; sedikit atau banyak hukumnya adalah 

sama. 


Shahih HR Muslim (366), Abu Daud (4123), At-Tirmidzi (1728), An-Nasa'i 
M. ah (360% Ahm.d <1/219, 270, 279, 280, 343), A.h-Thayal.s. 

'■ . , . . A I Ti_ rAO^i\ AtVi_TV»?»Wrjtni Halam Ash^Sha^nir 


(//1 / J IDliU ivid aii i \-, J 1 ni ;• 

( 1 / 43 ), Abdurrazzak (190), Al Humaidi (486), Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir 
(1/239), dan Ad-Daruqutni (1/46). 
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Yang pertama adalah pendapat jumhur. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka mengenai darah 
ikan, yaitu apakah ikan termasuk bangkai yang diharamkan? 

Kelompok yang berpendapat bahwa bangkainya masuk dalam 
kategori yang haram dimakan, dia menyatakan demikian pula yang 
berlaku untuk darahnya. 

Sementara yang mengecualikan ikan daripada bangkai yang 
diharamkan, mereka pun berpendapat demikian sebagai analogi dari 
hukum ikan itu sendiri. 


Pendapat terakhir ini berdasarkan hadits dhaif yang menyatakan 
bahwa Nabi SAW bersabda. 


✓ ^ a ^ ^ ^ t ^ 3 I . ^ k ^ ^ ^ ai . ^a 0 

Lalj <,^\j>u \J Ou c 

y ^ y ■' l' 


''Dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai dan dua jenis darah, 
adapun dua bangkai yaitu ikan dan belalang, dan dua darah adalah hati 
dan limpa. 

Adapun sebab perbedaan tentang sedikit dan banyaknya darah 
adalah perbedaan persepsi dalam menentukan apakah yang mutlak 
dibawa kepada yang muqayyad ataukah yang muqayyad dibawa kepada 
yang mutlak? 

Jelasnya, bahwa dalil yang menunjukan haramnya darah 
diungkapkan secara mutlak, tepatnya dalam firman Allah SWT: 





“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging 
babi. ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) 

Dan diungkapkan pula dalam redaksi yang muqayyad, yaitu dalam 
firman-Nya: 


“ Shahih. HR. Ibnu Majah (3218, 3314), Ahmad (2/97), Abd bin Humaid (820) 
dalam Al Muntakhab, Ad-Daruqutni (4/271), dan Al Baihaqi (1/257), semuanya 
dari hadits Ibnu Umar. 
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^j5vj o' d) <4 ‘-^ 




jjjt^ jj-»>»<« L« i2 J 1 


“Katakanlah: “Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang 
diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang 
hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah 
yang mengalir atau daging babi. ” (Qs. Al An’aam [6]; 145) 

Kelompok yang membawa mutlak kepada mugayyad -mereka 
adalah jumhur-, berkata, “Hanya darah yang mengalir yang najis.” 

Sementara kelompok yang membawa mugayyad kepada mutlak 
dengan alasan adanya tambahan, dia berkata, “Maksudnya yang mengalir 
atau yang banyak, dan yang tidak mengalir atau yang sedikit, semuanya 
adalah haram", pendapat ini diperkuat dengan sebuah pemahaman bahwa 
setiap najis itu tidak bisa terbagi-bagi (banyak atau sedikit adalah sama). 


Sedangkan ulama yang menganalogikan jenis binatang, dengan 
binatang-binatang ternak, berkesimpulan bahwa kotoran dan air kencing 
binatang itu suci alias tidak haram dan boleh dimakan. 

Persoalan ini sebetulnya masih serba mungkin, walaupun pada 
dasarnya tidak boleh menimbulkan pendapat baru yang tidak memiliki 
pendahulunya menurut pendapat yang masyhur, seandainya tidak ada 
perbedaan dalam masalah ini niscaya dikatakan; sesungguhnya yang 
berbau busuk dan menjijikan berbeda dengan yang tidak berbau busuk 
dan menjijikan, khususnya yang memiliki bau harum, karena sebelumnya 
mereka sepakat bolehnya memanfaatkan anbar, padahal menurut 
kebanyakan orang ia adalah kotoran hewan laut, demikian pula misk, 
padahal ia merupakan sisa darah hewan. 


Masalah kelima: Air kencing 

Para ulama bersepakat bahwa air kencing manusia dan kotorannya 
adalah najis kecuali air kencing anak kecil yang masih menyusui, lalu 
mereka berbeda pendapat tentang air kencing dan kotoran binatang. 

l.Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa semuanya adalah 

najis. 
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2. Yang lainnya berpendapat suci secara mutlak (yakni kotoran 
binatang dan air kencingnya). 

3. Ada juga yang berpendapat bahwa air kencing dan kotoran 
mengikuti dagingnya, jika dagingnya haram dimakan, maka air kencing 
dan kotorannya pun najis, jika hewan yang dagingnya halal dimakan, 
maka air kencing dan kotorannya pun suci, inilah pendapat Malik, 
sebagaimana Abu Hanifah berpendapat demikian mengenai bekas jilatan. 

Sebab perbedaan pendapat: 

Pertama: perbedaan mereka mengenai makna bolehnya shalat di 
kandang kambing, dan sikap Rasulullah SAW yang mengizinkan kaum 
Urainiyin untuk meminum air kencing unta dan susunya,''*^ demikian 
pula pemahaman mengenai larangan shalat di kandang unta. 

Kedua:Perbedaan mereka dalam mengqiyaskan hewan kepada 
manusia dalam masalah ini. 

Kelompok yang menganalogikan binatang kepada manusia, bahkan 
menganggapnya sebagai qiyas aulawi, mereka tidak memahami bahwa 
bolehnya melakukan shalat di kandang kambing menunjukan sucinya 
kotoran dan air kencing binatang, akan tetapi mereka memahami hadits 
itu sebagai ibadah. 

Lalu kelompok yang memahami larangan melakukan shalat di 
kandang unta sebagai dalil yang menunjukkan najis, dia berpendapat, dan 


149 


Ini adalah hadits Anas bin Malik, ia berkata, 

t" q — y ^ *y ' l y ' y ' " ^ yt y y y y t ^ y' ' 4 . iy yy a*y 

yfyyytyiyy a f y ‘y a t y ya y ^ a 

■ (, J’J AiiaJ 


“Sekelompok kaum badui datang dari Urainah kepada Rasulullah SAW, lalu 
mereka tertimpa sakit perut di Madinah, akhirnya Rasulullah SAW 
memerintahkan mereka untuk meminum air susu dan air kencing unta sehingga 
mereka pun sembuh dan sehat, kemudian mereka memerangi para penggembala 
unta dan menggiringkan unta tersebut untuk dijual. Maka Nabi SAW mengirim 
utusan untuk mencari mereka, kemudian mereka didatangkan kepada Nabi 
SAW, maka beliau memeraintahkan untuk memotong tangan dan kaki-kaki 
mereka, dan menusuk mata mereka dengan paku panas.” HR. Al Bukhari (3018, 
4193, 4610, 6805, 6899), Muslim (1671), Abu Daud (4364), At-Tirmldzi (72, 
73, 1845, 2041), An-Nasa'i (1/160) (7/93, 95, 96), Ahmad (3/107, 161, 186, 
198,205) 
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„eliha. bahwa petunjuk f 

adalah karena alasan obat, d,a berkata, semua kotora 

"ainya kelompok yang memlUki pemahaman sebagai Wkut: 

sebag;i“rb"nt" 


alasan lain selain najis. 

- Kemudian mereka membedakan antara 
yaitu kotoran manusia itu menjijikan, sementara 


manusia dan binatang, 
kotoran binatang tidak 


demikian. 

Mereka yang memahami tiga poin di atas 
kotoran mengikuti daging.” Wallahu a'lam. 


berkata, “Sesungguhnya 


Masalah keenam: Najis-najis yang dimaafkan 

Para ulama berbeda pendapat tentang najis yang dimaafkan menjad, 

“"TstgUn Ulama berpendapat bahwa sedikit a^ pun banyak 
sama saja, diantara yang memegang pendapa, m, adalah Syafi 

2 , sebagian uiama yang lain ^toa'n 

adalah dimaafkan, mereka pendapat ini adalah Abu 

sebesar dirham bngW. diantara ya ^ mengetorkan pendapatnya yang 

maS baju tersebut bisa dipakai untuk menunaikan shalat. 

3. Pendapa, yang ketiga menyahkan 

adalah dimaafkan kecuali dua pendapat darinya, yang 

C-a"—-gandar 

sebab perbedaan 

"e^nnakan bL, karena dimaklumi apabila ada najis 
yang tersisa. 
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Kelompok yang memperbolehkan qiyas, memaafkan najis yang 
sedikit, karena itulah mereka memberikan ukuran dengan sebesar dirham 
sebagai qiyas terhadap tempat keluarnya kotoran. 

Adapun ulama yang menyatakan rukhashah (keringanan), 
sementara keringanan tidak bisa dianalogikan, apabila mereka 
melarangnya. 

Dan telah dibahas mengenai pengecualian Malik terhadap darah. 

Perincian madzhab Abu Hanifah adalah bahwa darah terbagi 
kepada mugalazhah (berat), dan Mukhaffafah (ringan). 

Mugalazhah adalah yang dimaafkan jika seukuran dirham, 
sementara Mukhaffafah adalah yang dimaafkan dengan seperempat baju. 

Contoh Mukhaffafah menurut mereka adalah kotoran binatang, dan 
kotoran yang sulit dihilangkan dari jalan sesuai kebiasaan. 

Pembagian ini adalah sebuah cara yang sangat baik. 


Masalah ketujuh: Sperma 

Para ulama berbeda pendapat mengenai sperma, apakah najis atau 
tidak? 


1. Sekelompok ulama, diantaranya Malik dan Abu Hanifah 
berpendapat sperma adalah najis. 

2. Yang lainnya berpendapat sperma adalah suci, ini adalah 
pendapat Syafi’i, Ahmad dan Daud. 

Ada dua hal yang menyebabkan mereka berbeda pendapat; 


Pertama: Kerancuan hadits Aisyah, dalam sebagian riwayat 
dijelaskan: 

v Uj 5^' Jl 
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“Aku pernah mencuci baju Rasulullah SAW karena sperma, lalu 
beliau keluar untuk melakukan shalat, dan sungguh pada baju beliau itu 
terdapat bekas-bekas air (sperma).”'^® 


Dalam riwayat yang lain; 

' ^ ^ ^ 

“Aku mengeriknya (sperma) dari pakaian Rasulullah SAW.” 


Riwayat lainnya: 



“Lalu beliau melakukan shalat dengannya.” 

Ini adalah tambahan yang diriwayatkan oleh Muslim. 

Kedua; Ketidakjelasan status sperma yang menyerupai berbagai 
hadats yang keluar dari badan dengan benda-benda suci seperti susu dan 
yang lainnya. 

Kelompok yang menggabungkan berbagai atsar, dan memahami 
bahwa basuhan tersebut hanya mengandung makna membersihkan, lalu 
kerikan dijadikan dalil sucinya sperma, sebab, kerikan tidak bisa 
mensucikan najis, dan mengqiyaskannya kepada benda suci yang keluar 
dari badan seperti air susu, mereka dengan argumentasi tersebut tidak 
berpendapat bahwa sperma itu najis. 

Sementara kelompok yang lebih menguatkan hadits membasuh 
daripada hadits mengerik, yang dengannya mereka memahami bahwa 
sperma adalah najis, ditambah dengan dalil bahwa sperma lebih 
menyerupai hadats, mereka berpendapat bahwa sperma adalah najis. 

Demikian pula ulama yang berpendapat najis bisa suci dengan 
kerikan, mereka berkata, “Kerikan menunjukkan najisnya sperma, 
sebagaimana membasuh pun demikian", ini adalah pendapat Abu 
Hanifah. 

Karena itu tidak benar berbdalil dengan keterangan bahwa Nabi 
SAW melakukan shalat dengan menggunakan baju tersebut bagi sucinya 


Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (229, 230, 231, 232), Muslim (289), Abu Daud 
(373), At-Tirmidzi (117), An-Nasa'i (1/156), Ibnu Majah (536), Abu Awanah 
(1/203), Ad-Daruquthni (1/125), dan Al Baihaqi (2/418, 419) 
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sperma, bahkan ini adalah dalil bagi Abu Hanifah bahwasanya najis bisa 
dihilangkan selain dengan air, pendapat ini jelas bertentangan dengan 
pendapat Malik. 


Bab III 

Tempat Najis yang harus Dibersihkan 

Para ulama bersepakat bahwa tempat yang harus dibersihkan itu 
ada tiga; badan, pakaian, kemudian masjid dan tempat shalat. 

Para ulama bersepakat mengenai hal itu karena tertera di dalam Al 
Qur'an dan Sunnah. 

Dalil tentang pakaian adalah firman Allah SWT: 



"Danpakaianmu bersihkanlah. ” (Qs. Al Muddatstsir [74]: 4) 

Hal ini menurut pendapat yang memahaminya secara hakiki. 

Demikian pula perintah Nabi SAW untuk membersihkan pakaian 
karena terkena darah haid, dan perintah beliau untuk menyiramkan air ke 
bagian yang terkena air seni bayi. 

Mengenai masjid. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk 
mengucurkan air ke air seni seorang badui yang kencing di dalam mesjid. 

Demikian pula perintah beliau untuk membersihkan madzi yang 
melekat di badan, dan najis yang keluar dari dua lubang tempat keluar 
kotoran. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat; apakah semua bagian 
kemaluan dibasuh karena madzi? Perbedaan ini berpijak dari sabda Nabi 
SAW dalam sebuah hadits masyhur ketika ditanya tentang madzi, beliau 
menjawab, 

"Hendaknya ia mencuci kemaluannya dan berwudhu. 


Shahih. HR. Muslim (303), Abu Daud (207), An-Nasa'i (1/97, 214, 215), Ibnu 
Majah (505), Ahmad (6/5), Al Humaidi (39), Abdurrazzak (600), Ibnu Al Jarud 
(5), dan Al Baihaqi (1/115), semuanya berasal dari hadits Miqdad bin Al 

Aswad. 
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Sebab perbedaan pendapat: Apakah zakar itu adalah semua 
bagiannya atau batas minimalnya? 

Ulama yang menyatakan bahwa yang disebut zakar mencakup 
semua bagiannya, mereka berpendapat hatus dibasuh semua bagiannya. 

Sementara ulama yang mengambil batas minimal berpendapat 
cukup dengan hanya membasuh tempat keluarnya saja karena 
dianalogikan kepada air kencing dan madzi. 


Bab IV 

Benda yang dapat Digunakan untuk Membersihkan Najis 

Kaum muslimin sepakat air bisa mensucikan tiga tempat di atas, 
demikian pula mereka bersepakat bahwa batu juga bisa digunakan untuk 
mensucikan dubur dan qubul, lalu mereka berbeda pendapat mengenai 
benda padat dan cair yang lainnya, apakah dapat mensucikan? 

1.Sebagian ulama berpendapat bahwa benda suci, baik padat atau 
pun cair bisa mensucikan tempat apa saja, inilah pendapat yang dipegang 
oleh Abu Hanifah dan pengikutnya. 

2.Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang dapat 
mensucikan hanyalah air, dan batu ketika melakukan istijmar, inilah 
pendapat Malik dan Syafi’i. 

Lalu mereka pun berbeda pendapat mengenai istijmar dengan 
tulang dan kotoran binatang: 

Sebagian ulama tidak memperbolehkannya, sementara sebagian 
yang lain menganggap boleh dengan syarat dapat membersihkan. Dalam 
hal ini Malik memberikan pengecualian terhadap makanan seperti roti 
dan benda berharga seperti emas dan batu mulia. 

Yang lainnya hanya membatasinya dengan batu, ini adalah 
pendapat Azh-Zhahiri. 

Ada juga yang memperbolehkan istijmar menggunakan tulang, 
tidak untuk kotoran hewan, hanya saja mereka memakruhkannya. 

Sementara Ath-Thabari mengeluarkan pendapatnya yang syad 
(janggal), dia mengatakan boleh istijmar menggunakan segala macam 
yang suci dan najis. 
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Sebab perbedaan pendapat; Mengenai membersihkan najis selain 
qubul dan dubur menggunakan selain air adalah: Pertanyaan, "Apakah 
tujuan bersuci dari najis dengan air adalah sekedar membersihkan, atau 
karena memang ada kelebihan lain yang dimiliki air secara khusus?" 

Ulama yang menyatakan bahwa air tidak memiliki keistimewaan 
secara khusus, mereka berpendapat boleh bersuci menggunakan benda 
suci, cair atau pun padat, pemahamaan seperti ini didukung dengan 
bolehnya mensucikan dua lubang dengan selain air, juga hadits Ummu 
Salamah, beliau berkata, “Aku adalah wanita yang memakai pakaian 
panjang sehingga menyapu kotoran di jalan, lalu Nabi SAW bersabda 
kepadanya. 


% y 0 ^ 






"Yang setelaknya membersihkan yang sebelumnya. 

Demikian pula diperkuat oleh berbagai atsar yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud tentang hal ini, misalnya sabda Nabi SAW, 


i' i' X 


Apabila salah seorang diantara kalian menginjak kotoran dengan 
sandalnya, maka sesungguhnya tanah adalah penyuci baginya. 

Dan atsar lainnya yang semakna. 


Lalu bagi ulama yang menyatakan bahwa air memiliki 
keistimewaan secara khusus, mereka tidak memperbolehkannya kecuali 
pada tempat khusus, yaitu dua lubang. 

Ketika kelompok madzhab Hanafi menuntut kejelasan mengenai 
kekhususan air, kelompok madzhab Syafi’i menjawab bahwa hal itu 


'Shahih. HR. Abu Daud (383), At-Tirmidzi (1143), Ibnu Majah (531), Ahmad 
(6/316, 290), Malik dalam Al Muwaththa' (1/24), Ad-Darimi (1/206), Ibnu Al 
Jarud dalam Al Muntaga (142), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (23/845, 846) Al 
Baihaqi (2/406) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. ’ 
Shahih. HR. Abu Daud (385, 386), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (292) 
dan Ibnu Hibban (1403, 1404), Al Hakim (1/166), diriwayatkan pula oleh Al 
Baihaqi (2/430) semuanya dari hadits Abu Hurairah, dalam masalah ini pun ada 
hadits dari Abu Said Al Khudriy yang diriwayatakan oleh Ahmad (3/20), dan 
Abu Daud (650), juga dari Aisyah dalam riwayat Abu Daud (387). 
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adalah ibadah yang tidak dapat dijangkau akal, ia hanyalah tuntutan 
hukum syariat. 

Perdebatan diantara mereka berlanjut, apakah bersuci dengan air 
merupakan ibadah semata atau memiliki alasan yang rasional, ini adalah 
perdebatan yang diwarisi dari orang-orang terdahulu kepada yang 
setelahnya. 

Akhirnya madzhab Syafi’i terpaksa menyatakan bahwa air 
memiliki kekuatan secara hukum dalam menghilangkan najis yang tidak 
dimiliki oleh yang benda lainnya, walaupun air dan yang lainnya 
memiliki kekuatan dalam menghilangkan dzat najis tersebut, hanya saja 
ia memiliki kekuatan dan melenyapkan najis secara hukum, karena 
terkadang dzat najis itu hilang, akan tetapi ia tidak lenyap secara hukum. 

Padahal sebelumnya mereka bersepakat bersama ulama madzhab 
Hanafi bahwa menghilangkan najis bukanlah bersuci yang bersifat 
hukmiyah, karena itulah tidak disyaratkan niat dalam melakukannya. 

Terlepas dari perdebatan mereka, kita melihat bahwa air memiliki 
kekuatan dalam menghilangkan najis dan melepaskan kotoran yang 
melekat pada pakaian, dimana kekuatan tersebut tidak dimiliki oleh 
selain air, karena itulah manusia banyak menggantungkan diri kepada air 
dalam membersihkan badan dan pakaian mereka, ini adalah alasan yang 
bagus, bahkan mesti diyakini bahwa hukum syariat menetapkan setiap 
bersuci dengan menggunakan air dengan alasan keistimewaan yang 
dimilikinya. 

Seandainya kelompok madzhab SyafiM berargumentasi seperti di 
atas niscaya dia akan mendapatkan alasan rasional yang biasa digunakan 
dalam fikih, seorang fakih berhujjah dengan alasan ibadah hanyalah 
apabila terpojokkan oleh lawannya, maka renungkanlah hal itu, ia 
sangatlah jelas dalam berbagai masalah. 

Sebab perbedaan pendapat: Mengenai kotoran adalah perbedaan 
mereka dalam memahami larangan Nabi SAW tentangnya (yaitu 
larangan beliau'agar tidak menggunakan tulang dan kotoran dalam 
bersuci). 


Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan 
oleh Muslim (263), Abu Daud (38), Ahmad (3/343, 384). 
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Ulama yang menyatakan bahwa larangan menunjukan rusaknya 
sebuah amalan, mereka tidak memperbolehkan bersuci menggunakan 
kotoran binatang. 

Sementara kelompok yang tidak melihat demikian, sebab najis 
memiliki alasan logis, mereka memahami larangan secara makruh dan 
tidak menjadikan rusaknya bersuci. 

Adapun alasan ulama yang membedakan antara kotoran dengan 
tulang adalah karena kotoran binatang najis menurutnya. 


Bab V 

Tata Cara Bersuci dari Najis 

Para ulama bersepakat bahwa tata cara mensucikan najis adalah 
dengan membasuh, mengusap, dan memercikan air, karena semua itu 
tertera di dalam syariat dan telah ditetapkan melalui atsar. 

Para ulama sepakat bahwa membasuh berlaku untuk semua jenis 
najis dan tempat najis tersebut, dan mengusap dengan batu berlaku untuk 
rnensucikan dubur dan qubul, untuk dua sepatu dan dua sandal bisa 
diusap menggunakan rumput kering, demikian pula ujung pakaian wanita 

bisa menggunakan rumput kering sebagaimana dijelaskan dalam zhahir 
hadits Ummu Salamah.'^^ 

Lalu mereka berbeda pendapat dalam tiga pokok masalah: 

Pertama: Tentang memercikan, apa yang dapat disucikan dengan 
percikan? 

Kedua: Tentang mengusap, untuk tempat yang bagaimana, dan 
untuk najis apa? Setelah mereka bersepakat terhadap apa-apa yang telah 
kami ungkapkan. 

Ketiga: Disyaratkannya bilangan dalam membasuh dan mengusap. 

Tentang memercikan air: 

1.Sebagian ulama mengatakan bahwa cara ini digunakan untuk 
membersihkan air kencing bayi yang belum makan makanan. 

2.Yang lainnya membedakan antara air kencing bayi perempuan 
dan laki-laki, mereka berkata, “Air kencing bayi lelaki dengan cipratan, 
sementara bayi perempuan dengan basuhan.” 


Telah dijelaskan takhrijnya. 
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3. Ada juga yang berpendapat membasuh adalah untuk mensucikan 
najis yang diyakini keberadaannya, sementara cipratan untuk najis yang 
diragukan keberadaannya, ini adalah pendapat Maliki bin Anas. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi beberapa hadits yang 
menjelaskannya (yakni perbedaan mereka dalam memahaminya), 
jelasnya ada dua hadits shahih yang menjelaskan cara bersuci 
menggunakan cipratan air. 


Pertama: Hadits Aisyah: 

(jL^b LS^ LS^' 

.aLjj Ajy iil'U «.iij jd 

I . ^ ^ 

y’ * 

“Sesungguhnya Nabi SAW didatangkan kepada beliau beberapa 
bayi, lalu beliau mendoakan dan mentahnik mereka, kemudian 
didatangkan kepadanya seorang bayi laki-laki, lalu dia kencing di 
pakaian beliau, setelah itu beliau minta dibawakan air dan beliau 
meratakannya dengan air tersebut dan tidak mencucinya.”' 


Dalam sebagian riwayat: 




y. 

4>W2yJ 


“Beliau memercikan air kepadanya dan tidak membasuhnya.” 
Diriwayatkan oleh Al Bukhari. 

Kedua: Hadits Anas yang masyhur ketika menjelaskan tata cara 
shalat Nabi SAW di rumahnya, ia berkata, “Lalu aku mengambil tikar 
milik kami yang sudah berwarna hitam karena lama tak terpakai, 
kemudian aku memercikan air padanya.” 

Diantara ulama ada yang hanya mengamalkan hadits Aisyah, 
mereka berkata, “Cara seperti ini khusus untuk bayi laki-laki sebagai 
pengecualian dari air kencing yang lainnya.” 

Ada juga yang mentarjih hadits membasuh daripada hadits ini, ini 
adalah pendapat Malik, ia tidak mengambil cara memercikan air kecuali 
sesuai dengan hadits Anas, yaitu tempat yang diragukan adanya najis 
sebagaimana nampak dari hadits tersebut. 


Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (5994), Muslim (286), Ahmad (6/46, 212), Al 
Humaidi (164), dan Al Baihaqi (2/414). 
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Sementara kelompok yang membedakan antara air kencing bayi 
laki-laki dan wanita, mereka berpegangan kepada sebuah hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Samh, yaitu sabda beliau SAW, 

“Kencing bayi perempuan (disucikan) dengan dibasuh, dan 
kencing bayi laki-laki (disucikan) dengan dipercikan air. 

Adapun kelompok yang tidak membedakan antara bayi laki-laki 
dan perempuan, mereka menganalogikan bayi perempuan kepada laki- 
laki yang dijelaskan dalam hadits shahih. 


Tentang mengusap: 

1.Sebagian ulama berpendapat bahwa cara tersebut bisa digunakan 
untuk najis apa saja, jika benda najisnya dihilangkan terlebih dahulu 
menurut pendapat Abu Hanifah. Demikian pula mengerik dengan 
landasan dianalogikan kepada pandangan bahwa segala hal yang bisa 
menghilangkan benda najis adalah bisa mensucikan. 

2. Yang lainnya berpendapat bahwa mengusap tidak bisa digunakan 
bersuci kecuali pada tempat yang disepakati, yaitu dubur dan qubul, 
ujung pakaian wanita dan sepatu, yang disebabkan oleh rumput kering 
bukan karena benda yang tidak kering berdasarkan madzhab Maliki, 
mereka melihat bahwa mengusap tidak dibenarkan kecuali pada tempat- 
tempat yang telah dijelaskan dalam nash, adapun yang lainnya tidak 
demikian. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah keterangan cara mengusap 
yang diungkapkan dalam nash merupakan keringanan atau memang 
ketetapan hukumnya seperti ini? 

Ulama yang menganggapnya sebagai keringanan, tentu cara 
mengusap tidak dibenarkan untuk tempat-tempat yang tidak diungkapkan 
dalam nash (artinya tidak berlaku qiyas padanya). 


Shahih. HR. Abu Daud (376), Ibnu Majah (526) dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (283), diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi 'Ashim (2/415) dan dinilai 
shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Sementara ulama yang berpandangan bahwa mengusap merupakan 
salah satu ketetapan hukum dalam menghilangkan najis seperti 
membasuh, mereka menetapkan cara tersebut pada selain tempat yang 
diungkapkan dalam nash. 

Kemudian perbedaan pendapat tentang bilangan: 

1. Sebagian ulama hanya mempersyaratkan bersih dalam 
mengusap dan membasuh. 

2. Yang lainnya mensyaratkan bilangan dalam istijmar dan 
membasuh. Dalam membasuh para ulama terbagi dua: 

a. Hanya membatasi kepada tempat yang dijelaskan 
bilangannya dalam nash. 

b. Memberlakukannya kepada semua najis. 

Kelompok yang tidak mensyaratkan bilangan, baik dalam 
membasuh dan mengusap, diantara mereka adalah Malik dan Abu 
Hanifah. 

Kelompok yang mensyaratkan bilangan hanya dalam istijmar (yaitu 
dengan tiga batu), diantara mereka adalah Syafi’i dan Ahlu Zhahir. 

Kelompok yang mensyaratkan bilangan pada membasuh dan 
membatasi hanya untuk tempat yang dijelaskan bilangannya dengan nash, 
yaitu membasuh wadah tujuh kali karena jilatan anjing, mereka adalah 
Syafi’i dan ulama yang sependapat dengannya. 

Adapun kelompok yang memperlakukan bilangan tujuh kali untuk 
yang lainnya dalam membersihkan najis, menurut dugaan kuat kami 
adalah Ahmad bin Hanbal, sementara Abu Hanifah mensyaratkan tiga 
kali dalam mensucikan najis yang tidak terlihat (najis secara hukum). 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara cara 
memahami ibadah ini dengan zhahir hadits yang mengungkapkan 
bilangan. 

Kelompok yang memahami tujuan dari perintah mensucikan najis 
adalah menghilangkan benda najis itu sendiri, mereka tidak mensyaratkan 
bilangan, lalu menjadikan bilangan yang diungkap dalam istijmar dengan 
tiga batu, yaitu dalam hadits Salman'^* sebagai mustahab (sekedar 

Shahih. HR. Muslim (262), Abu Daud (7), At-Tirmidzi (16), An-Nasa'i (1/38, 
44), Ibnu Majah (316), dan Ahmad (5/439). 
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anjuran), sehingga dengannya mereka bisa menggabungkan antara 
pemahaman dengan nash sebuah hadits, kemudian mereka memahami 
bilangan dalam mensucikan wadah karena Jilatan anjing hanya sebagai 
ibadah yang tidak rasional, sebagaimana telah dijelaskan dalam madzhab 
Maliki. 


Sementara kelompok yang memegang zhahir hadits dan 
mengecualikannya dari pemahaman rasional, mereka membatasi bilangan 
hanya untuk tempat yang diungkapkan dalam nash. 

Lalu ulama yang memperkuat zhahir daripada pemahaman, mereka 
memperlakukannya kepada najis-najis yang lain. 


Adapun dalil Abu Hanifah tentang tiga bilangan adalah sabda 
beliau SAW, 




“Jika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka hendaklah dia 
membasuh tangannya tiga kali sebelum memasukannya ke dalam 
wadah. 


Bab VI 

Etika Buang Air 

Kebanyakan etika beristinja menurut ulama fikih dipahami sebagai 
amalan yang sunah, semuanya diketahui dalam hadits, seperti pergi ke 
tempat yang Jauh ketika hendak buang air besar, tidak berbicara, larangan 
bersuci dengan tangan kanan, tidak menyentuh kemaluan dengan tangan 
kanan dan amalan lainnya yang dijelaskan dalam hadits. 

Para ulama hanya berbeda pendapat dalam satu masalah, yaitu 
tentang menghadap Qiblat dan membelakanginya bagi orang yang buang 
air besar dan kecil, dalam hal ini para ulama terbagi kepada tiga 
pendapat: 

1. Tidak boleh menghadap Qiblat dan membelakanginya ketika 
buang air besar dan kecil dimana pun ia berada. 

2. Boleh secara mutlak. 


Takhrijnya telah berlalu. 
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3.Boleh apabila dalam bangunan dan tidak boleh jika di tempat 


terbuka. 

Sebab perbedaan pendapat: Dua hadits shahih yang saling 
bertentangan: 

Pertama: Hadits Abu Ayyub Al Anshari, Nabi SAW bersabda, 






‘'Jika kalian hendak buang air besar, maka janganlah menghadap 
Qiblat, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. 

Kedua: Hadits Abdullah bin Umar, ia berkata, 

\ f .■ t °‘ ‘ ^ »' »r. * “1;° 1 

aJII Jj^j CUj' y 


“Aku pernah naik ke atas rumah saudariku Hafshah, lalu aku 
melihat Rasulullah SAW yang sedang buang air sambil duduk di atas dua 
bata dengan menghadap Syam dan membelakangi Qiblat. 

Para ulama dalam memahami dua hadits ini menempuh tiga jalan. 


Pertama: Menggabungkan. 

Kedua: Mentarjih. 

Ketiga: Kembali kepada hukum asal tatkala terjadi kontradiksi 
(yang dimaksud dengan hukum asai adalah tidak adanya hukum). 

Ulama yang berusaha untuk menyatukan, mereka memahami hadits 
Abu Ayyub Al Anshari untuk buang air di padang sahara atau tempat 
yang tidak tertutup, sementara hadits Ibnu Umar untuk tempat yang 
tertutup, ini adalah madzhab Maliki. 


Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (394), Muslim (264), Abu Daud (9), At- 
Tirmidzi (8), An-Nasa’i (1/22), Ibnu Majah (318), Ahmad (5/416, 417), dan 
Abu Awanah (1/199). 

Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (145, 148, 149, 3102), Muslim (266), Abu 
Daud (12), At-Tirmidzi (11), An-Nasa'i (1/33) Ibnu Majah (322), dan Ahmad 
(2/41,99). 
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Lalu kelompok yang menempuh cara tarjih, mereka memperkuat 
hadits Abu Ayyub, karena apabila terjadi kontradiksi diantara dua hadits; 
salah satunya menetapkan hukum sementara yang lain sesuai dengan 
hukum asal, yaitu tidak adanya hukum, lalu yang terlebih dahulu dari 
keduanya tidak diketahui, maka yang wajib diamalkan adalah hadits yang 
menetapkan hukum, karena wajibnya pengamalan telah ditetapkan oleh 
riwayat yang adil, demikian pula meninggalkannya walaupun melalui 
jalur yang adil bisa saja terjadi sebelum penetapan, bisa pula setelahnya. 

Maka tidak semestinya kita meninggalkan sebuah pengamalan 
hanya karena dugaan adanya riwayat yang menghapus hukum tersebut, 
kecuali jika ada keterangan nyata bahwa hadits tersebut datang terakhir, 
karena dugaan-dugaan yang bisa dijadikan sandaran hukum adalah 
terbatas (yakni dugaan yang bisa menghapus dan menetapkan hukum), 
tidak semua dugaan bisa disepakati. 

Karena itulah mereka mengatakan bahwa pengamalan tidak wajib 
karena dugaan, dan yang mewajibkan hanyalah hukum asal yang pasti, 
tegasnya hukum asal itulah yang menetapkan hukum. 

Alur pemikiran seperti ini adalah jalan yang ditempuh oleh 
Muhammad bin Hazm Al Andalusi, ini adalah cara bagus yang 
menempuh jalan ahli fikih dan kalam, masalah ini kembali kepada sebuah 
kaidah sesungguhnya sesuatu yang tetap dengan dalil tidak bisa diganggu 
gugat hanya karena dugaan. 

Sementara kelompok yang memahami masalah ini dengan 
mengembalikannya kepada hukum asal, pendapat mereka berdasarkan 
kaidah bahwa keraguan bisa menghilangkan hukum, inilah pendapat 
Daud Az Zhahiri, akan tetapi Abu Muhammad bin Hazm menyelisihinya 
dalam masalah ini walaupun ia adalah salah seorang pengikutnya. 

Al Qadhi berkata, “Inilah beberapa masalah yang ingin kami 
tetapkan, dugaan kami bahwa semuanya berlaku dalam terapan ushul 
fikih, semuanya merupakan masalah yang diungkapkan oleh syariat 
(kebanyakan berhubungan dengan dalil yang diungkapkan syariat, baik 
secara langsung atau tidak). 

Kalau saja Anda mengingatkan kami dalam satu masalah 
tentangnya, maka kami akan menetapkannya dalam buku ini, kebanyakan 
masalah ini merujuk kepada kitab Al Istidzkar, dan saya sendiri telah 
mengizinkan bagi orang yang mendapatkan kesalahan dalam buku ini 
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untuk mengoreksinya, hanya Allah lah Pemberi pertolonga, 
taufik. 


dan Pemberi 
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KITAB SHALAT 


Secara umum shalat itu terbagi kepada dua macam, fardhu dan 
sunah. 

Pokok-pokok pembahasan ini secara umum terbagi kepada empat 
bagian: 


Kewajiban Shalat 

Bahasan ini terbagi kepada empat masalah pokok: 


Masalah pertama: Penjelasan wajibnya shalat 

Kewajiban shalat telah jelas berdasarkan Al Qur'an, hadits dan 
ijma’, karena sudah masyhur maka tidak mesti diuraikan. 


Masalah kedua: Jumlah shalat wajib 

Ada dua pendapat mengenai jumlah shalat wajib: 

1. Pendapat Imam Malik, Syafi’i dan kebanyakan para ulama, 
bahwa shalat wajib hanyalah lima. 

2. Pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya, bahwa shalat witir 
termasuk shalat wajib seperti yang lima (dan perbedaan mereka apakah 
yang tetap dengan hadits dinamakan fardhu atau wajib adalah perbedaan 
yang tidak berarti). 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya berbagai hadits yang 
bertentangan. 

Hadits-hadits yang memberikan pemahaman bahkan secara jelas 
menerangkan lima shalat wajib adalah masyhur dan shahih, diantaranya 
adalah hadits yang menjelaskan isra'nya Nabi SAW: 
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di^\ J ^j\ 



; JJy Jli J\ '^. ^ 

tdJJi 

.t^jJ j;^> j'4 


“Ketika kewajiban itu mencapai lima (waktu), nabi Musa berkata, 
‘Kembalilah kepada Rabmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan 
sanggup melakukannya,’ Nabi SAW bersabda, ^Akhirnya aku kembali 
kepada-Nya: Allah berfirman, ‘Shalat itu lima waktu (yang sebanding 
dengan) lima puluh (waktu), ketetapan yang ada pada diri-Ku tidak bisa 
dirubah lagi.”^^^ 

Demikian pula hadits seorang badui yang datang kepada Nabi 
SAW untuk bertanya tentang rukun Islam, lalu beliau bersabda: 


oi (Si Ja :Jl5 tAlilj 




"‘Shalat lima waktu dalam sehari semalam,'' dia bertanya, “Apakah 
ada kewajiban lain atasku?” Nabi SAW bersabda, "Tidak, kecuali jika 
kamu mau melakukan yang sunah."'^^ 


Adapun hadits-hadits yang memiliki makna wajibnya shalat witir, 
diantaranya adalah hadits Amru bin Syu’aib dari bapaknya dari 
kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda; 


t ^ -ic. I y L?*-5 


Ji 4^1 01 


"Sesungguhnya Allah telah menambahkan kewajiban shalat 
kepada kalian, yaitu shalat witir, maka jagalah!" 

Demikian pula hadits Haritsah bin Hudzafah, beliau berkata. 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (249, 1636, 3342), Muslim (163), Abu 
Awanah (1/133), dan Ibnu Mundih dalam Al Iman (714). 

Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (46) (1891, 2678, 6956), Muslim (11), Abu 
Daud (392), An-Nasa'i (1/226) (8/118), dan Ahmad (1/162). 

HR. Ahmad (2/180, 205, 208) (6/7, 397), Ath-Thayalisi (2263), Ath-Thabaram 
(2/279) (2167). 
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jAy AaJi ^ L5^'^ ^ ^ 

^ y y y y 

^Li^S »!>C^ j»^ L^I^j y jJl ^_5*j cy' ('^ ^ 

.p.\ ^JL J1 


“Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu beliau bersabda, 
'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk melakukan 
shalat yang lebih baik bagi kalian daripada unta merah (harta yang 
berharga), ia adalah witir, yang dijadikannya diantara Isya sampai 
terbit fajar' 

Juga hadits Buraidah Al Aslami, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda: 


✓ ^ ''l» .® 

i X 0.. 0 ^ f i . 6 y . Ifi^y '•gl. 

.L> yji ^ yy' 


"(shalat) Witir itu adalah hak, barangsiapa tidak melakukan shalat 
witir, maka ia bukan golongan kami."'^ 

Ulama yang berpandangan bahwa tambahan (shalat sunah) adalah 
dihapus, menganggap hadits-hadits ini tidak memiliki derajat untuk 
menghapus hadits-hadits masyhur yang membatasi kewajiban shalat pada 
lima waktu, mereka mengunggulkan hadits-hadits tersebut, demikian pula 
telah jelas bahwa diantara firman Allah dalam kisah isra' adalah: 

.^oJ Sj^\ ^ 


"Ketetapan-Ku tidak bisa dirubah." 

Jumlah shalat wajib tidak bisa dikurangi dan tidak bisa 
ditambahkan, sekalipun dikurangi lebih jelas memungkinkan, sementara 
khabar ini sama sekali tidak bisa dimasuki naskh (penghapusan hukum). 


Shahih selain sabda beliau: 

“Ia termasuk harta yang berharga bagi kalian." 

HR. Abu Daud (1418), Ibnu Majah (1168), Ad-Darimi (1/446), Ad-Daruquthni 
(2/30), Ath-Thabrani (6/200) (4136,4137), dan Al Baihaqi (2/30) 

Dha’if. HR. Abu Daud (1419), Ahmad (5/357), dan Al Baihaqi (2/469) dinilai 
dha ’if oleh Al Albani dalam Dha ’if Abu Daud. 
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Sementara ulama yang memahami kuatnya dalil yang menyatakan 
tambahan sehingga wajib diamalkan, maka mereka tetap mengambil 
tambahan tersebut, terutama bagi ulama yang menyatakan sesungguhnya 
tambahan bukanlah naskh, akan tetapi kaidah ini bukanlah pendapat Abu 
Hanifah. 


Masalah ketiga: Orang-orang yang wajib menunaikan shalat 

Para ulama sepakat bahwa shalat diwajibkan kepada seorang 
muslim yang sudah baligh. 


Masalah keempat: Hukum meninggalkan shalat 

Mengenai orang yang meninggalkan shalat bukan karena 
mengingkari kewajibannya, para ulama berbeda pendapat: 


1. Sebagian ulama berpendapat dia harus dibunuh. 


2. Sebagian yang lainnya berpendapat diberikan hukuman dan 
dipenjara. 

Ulama yang menetapkan hukum mati berbeda pendapat, diantara 
mereka ada yang menetapkan hukum mati karena kufur, ini adalah 
pendapat Ahmad, Ishak dan Ibnu Al Mubarak, ada juga yang menyatakan 
wajib dibunuh sebagai hukuman, ini adalah pendapat Imam Malik, 
Syafi’i, Abu Hanifah dan para pengikutnya, sementara ahlu Zhahir 
berpendapat mesti dita’zir dan dipenjara sehingga dia melakukan shalat. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar. Nabi SAW 
bersabda dalam hadits Shahih: 


e o ^ ^ 
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""Darah seorang muslim tidak halal, kecuali dengan salah satu dari 
tiga hal, kafir setelah beriman, zina setelah ihshan (menikah), dan 
membunuh jiwa tanpa hak.'"'^^ 


Shahih li ghairihi. HR. Abu Daud (4502), An-Nasa i (7/103) dan dalam Al 
Kubra (3520, 3521), At-Tirmidzi (2158), Ibnu Majah (2533), Ahmad (1/61, 65, 
70), Ath-Thayalisi (72), Ibnu Al Jarud (836) syaikh Al Albani berkata dalam Al 
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Diriwayatkan pula darinya dalam hadits Buraidah'^*, sesungguhnya 
Rasulullah SAW bersabda: 

. 'hU\ jJi 

"^Ikatan perjanjian diantara kita dengan mereka (orang kafir) 
adalah shalat, barangsiapa meninggalkannya maka dia telah kafir." 

Dan hadits Jabir dari Nabi SAW, beliau bersabda: 

. 'hUs iiy : jii ji - a;;Ji 


"'Tidaklah diantara seorang hamba dan kekufuran, —atau beliau 
bersabda antara kemusyrikan— kecuali meninggalkan shalat."'^^ 

Ulama yang memahami kekufuran dalam hadits tentang shalat 
dengan kufur hakiki, mereka menjadikan hadits ini sebagai penafsiran 
untuk hadits yang menyatakan kekufuran setelah keimanan. 

Sementara ulama yang memahaminya sebagai celaan keras, 
menjelaskan dengan kata lain perbuatannya adalah perbuatan seorang 
kafir, dan dia ada dalam gambaran sosok orang kafir seperti sabda beliau 
SAW: 


j*j yj ^y. ^y V 


9 p 

‘yy 


‘‘‘'Tidaklah seseorang itu berzina ketika berzina dia beriman, tidak 
pula seseorang mencuri ketika mencuri dia beriman."'^” 


Irwa (7/255), “Sanadnya shahih dengan syarat Asy-Syaikhani, keadaannya 
yang mauguf tidak mengakibatkan jelek, apalagi adanya jalur periwayatan yang 
marfu ’ pada riwayat yang lain. 

Shahih. HR. At-Tirmidzi (2621), An-Nasa'i (1/230) dan dalam Al Kubra (329), 
Ibnu Majah (1079), Ahmad (5/346, 355), Ibnu Abi Syaibah dalam Al Iman (46), 
Ad-Daruquthni (2/52) dinilai shahih oleh Al Hakim (1/6, 7) dan disetujui oleh 
Adz-Dzahabi dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (2/52), Al-Lalaka'i dalam 
Syarh Ushul Al I’tigad (1520) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih 
At-Tirmidzi. 

Shahih. HR. Muslim (82), Abu Daud (4678), At-Tirmidzi (2618, 2619, 2620), 
An-Nasa'i (1/232), Ibnu Majah (1078), Ahmad (3/370, 389), Ibnu Mundih 
dalam Al Iman (217, 218, 219), Ad-Darami (1/307), Abd Ibnu Al Humaid 
dalam Al Muntakhab (1022, 1043), Ibnu Al Ja’d (2634), dan Ad-Daruquthni 
(2/53). 
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Dengan argumentasi ini mereka tidak berpendapat bahwa hukuman 
mati ditetapkan karena kekufuran. Adapun ulama yang menyatakan 
dibunuh karena had, sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat kecuali 
sebuah qiyas syabah (kemiripan), yaitu menyerupakan shalat dengan 
pembunuhan, sebab shalat adalah pokok segala perintah, sementara 
pembunuhan adalah pokok segala larangan. 

Secara umum kata kufur ditetapkan untuk perbuatan yang 
mengandung unsur mendustakan, sementara meninggalkan shalat tidak 
demikian kecuali jika ia meninggalkannya karena mengingkari 
kewajibannya. 

Dengan demikian kita hanya ada diantara dua pilihan; 

1. Memahami kata kufur dalam hadits secara hakiki, artinya 
menafsirkan hadits tersebut kepada orang yang meninggalkan shalat 
dengan meyakini bahwa shalat tidak wajib. 

2. Memahami kata kufur bukan kepada tema utamanya, hal ini 
menunjukan pada salah satu kemungkinan dari dua kemungkinan yang 
ada: 


a. Hukum orang tersebut seperti hukum orang kafir (yaitu 
dihukum mati, dan hukum-hukum orang kafir lainnya), 
walaupun dia tidak mendustakan kewajibannya. 

b. Atau menyatakan bahwa perbuatannya adalah perbuatan 
orang kafir, dengan tujuan memberikan celaan yang sangat 
keras, dengan kata lain perbuatannya ini menyerupai 
perbuatan orang kafir, karena seorang kafir itu tidak 
melakukan shalat, sebagaimana Nabi SAW bersabda: 


9 % J' f y 

- y J J y- ^ 




''''Tidaklah seseorang berzina ketika berzina ia beriman^' 

Ketetapan yang menyamakannya dengan hukum orang kafir adalah 
sebuah pendapat yang tidak bisa dipegang, kecuali jika ada dalil yang 


'™ Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (3475, 5578, 6772, 6810), Muslim (57), Abu 
Daud (4689), At-Tirmidzi (2625) An-Nasa'i (8/64, 65, 313), Ibnu Majah 
(3936), Ahmad (2/376, 317), Al Humaidi (1128), Al Ajuri dalam ’a/? 

(hal: 113), Abu Awanah (1/19,20) yang semuanya dari hadits Abu Hurairah. 
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menjadi sandaran, karena ketetapan tersebut sama sekali tidak memiliki 
dasar yang bisa dirujuk. 

Jika kata kufur tersebut tidak dapat difahami secara hakiki, maka 
memahaminya dengan majazi adalah sebuah solusi, bukan dengan 
mengambil sebuah hukum yang sama sekali tidak ditetapkan dalam 
syara’, bahkan sebaliknya, sesungguhnya orang tersebut haram darahnya 
karena tidak termasuk tiga golongan yang diungkapkan dalam nash, 
renungkanlah hal ini, hanya Allah lah yang Maha Mengetahui. 

Ringkasnya, kita mesti mengambil dua jalan, “Memperkirakan 
adanya redaksi yang dibuang jika kita akan memahami makna hakiki dari 
kata kufur, atau memahaminya secara kiasan, adapun memahami bahwa 
hukumnya sama dengan hukum orang kafir dalam segala hukumnya, 
padahal ia adalah seorang mukmin, ini adalah pendapat yang 
bertentangan dengan ushul, padahal secara tegas hadits menjelaskan 
orang-orang yang mesti dibunuh sebagai hukuman (gishash) atau 
kekufuran, jadi, pendapatnya sama dengan orang yang mengafirkan 
karena perbuatan dosa.” 


Syarat-Syarat Shalat 

Pembahasan ini terbagi dalam delapan bab: 


Babi 

Waktu-Waktu Shalat 

Bab ini terbagi kepada dua pasal: 

Pertama: Waktu wajib melakukan shalat 

Kedua: Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat. 


Pasal pertama: Waktu wajib melakukan shalat 
Pasal ini meliputi dua hal: 

Pertama: Waktu longgar. 

Kedua: Waktu sempit. 
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Pertama: waktu longgar 

Dasar pembahasan ini adalah firman Allah SWT: 

iTl^ °cJl5r 5^1 01 

""Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya 
atas orang-orang yang beriman." An-Nisaa' [4]: 103) 

Kaum muslimin sepakat bahwa shalat lima waktu memiliki waktu- 
waktu khusus, dan merupakan syarat sahnya shalat, di dalamnya ada 
waktu utama dan waktu longgar, para ulama berbeda pendapat dalam 
batasan waktu utama dan waktu longgar. 

Di dalam bagian ini ada lima masalah: 



Masalah pertama: Waktu shalat Zhuhur 

Para ulama sepakat bahwa awal waktu Zhuhur adalah ketika 
tergelincirnya matahari, kecuali pendapat syadz yang diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas —dan kecuali perbedaan yang diriwayatkan mengenai shalat 
jum’at yang akan dibahas nanti— mereka pun berbeda pendapat tentang 
akhir waktu longgar dan akhir waktu yang dianjurkan. 

Mengenai akhir waktu longgar: 

1. Imam Malik, Syafi’i, Abu Tsaur dan Daud berkata, “Akhir shalat 
Zhuhur adalah ketika samanya bayangan sesuatu dengan aslinya.” 

2. Imam Abu Hanifah berkata, “Akhirnya adalah bayangan sesuatu 
sebanding dengan dua kali tinggi aslinya.” Pada salah satu riwayatnya, 
dan merupakan awal waktu shalat Ashar baginya, diriwayatkan pula 
darinya bahwa akhir waktu shalat Zhuhur adalah ketika samanya 
bayangan sesuatu dengan tinggi aslinya, sementara awal shalat Ashar 
adalah ketika samanya bayangan dengan dua kali aslinya, sementara 
diantara dua waktu tersebut tidak dibenarkan melakukan shalat Zhuhur, 
inilah pendapat yang diungkapkan oleh dua murid Abu Hanifah, Abu 
Yusuf dan Muhammad bin Hasan. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar yang 
menjelaskannya malaikat Jibril menjadi imam jika melakukan shalat 
dengan Nabi SAW: 
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“Bahwa Jibril melakukan shalat Zhuhur bersama Nabi SAW 
dengan menjadi imam, pada hari pertama dia melakukannya saat 
matahari tergelincir, dan di hari kedua saat tinggi bayangan sesuatu sama 
dengan aslinya, kemudian dia berkata, ‘Waktu (Zhuhur) diantara dua 
waktu 


Diriwayatkan pula, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

cjti ^ 

jQIJ| lil Jjsl 
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"‘Bahwasanya diamnya kalian dibanding dengan umat terdahulu 
bagaikan antara shalat Ashar hingga terbenamnya matahari, ahlu taurat 
diberikan taurat sehingga mengamalkannya sampai siang hari, lalu 
mereka nampak tidak mampu sehingga masing-masing dikasih satu 
qirath, kemudian ahli injil diberikan injil sehingga mereka 
mengamalkannya sampai waktu shalat Ashar, lalu nampak mereka tidak 


Shahih. HR. Abu Daud (393), At-Tirmidzi (149), Ahmad (1/333, 354) dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (325), dan Al Hakim (1/193) lalu disetujui oleh 
Adz-Dzahabi, diriwayatkan pula oleh Abu Ya’la dalam sanadnya (2742), Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir (10752), 10753, 10754), Ad-Daruquthni (1/258), Al 
Baihaqi (1/365) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Al Irwa' (1/268). 
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mampu menunaikannya akhirnya masing-masing mereka diberikan satu 
qirath, kemudian kami diberikan Al Qur'an, lalu kami pun 
mengamalkannya hingga terbenam matahari, akhirnya kami diberikan 
dua qirath, ahli kitab berkata, ‘Wahai Tuhan Engkau memberikan 
mereka dua qirath, sementara kami hanya mendapatkan satu qirath 
padahal amal kami lebih banyak?’ Allah berfirman, ‘Apakah Aku 
menzhalimi pahala kalian? ’ mereka berkata, ‘Tidak, ’ Allah berfirman, 
‘Itu adalah keutamaan dari-Ku yang diberikan kepada orang yang aku 
kehendaki' 

Imam Malik dan Syafi’i memegang hadits yang menjelaskan 
shalatnya Jibril bersama Nabi SAW, sementara Abu Hanifah memegang 
pemahaman terbalik hadits di atas, yang memberikan pengertian bahwa 
waktu antara Ashar sampai Maghrib lebih singkat daripada waktu antara 
Zhuhur sampai Ashar, dengan demikian bayangan di waktu awal shalat 
Ashar mesti lebih tinggi dari aslinya, dan waktu ini merupakan akhir 
waktu shalat Zhuhur. 


Abu Muhammad bin Hazm berkata, “Kenyataannya tidak seperti 
yang mereka duga, aku telah mencoba masalah ini dan aku dapatkan 
tegaknya bayangan selama sembilan Jam setengah.” (Al Qadhi berkata, 
“Aku meragukan kata ‘setengah’, aku kira dia berkata, ‘Sepertiganya’). 

Sementara dalil yang menyatakan bersambungnya waktu adalah 
sabda beliau SAW: 


f vi o i' , f > fo ' 

I (S LS^ ^ 


“Tidaklah keluar waktu shalat, sehingga masuk waktu shalat yang 
lainnya."'^^ Ini adalah hadits tsabit. 

Adapun waktu yang dianjurkan adalah: 


172 

173 


Shahih. HR. Al Bukhari (557,2269, 5021), At-Tirmidzi (2871), Ahmad (2/111), 
Ath-Thayalisi (1820), Ath-Thabrani (12385), dan Al Baihaqi (6/118). 

Shahih. HR. Muslim (681), Abu Daud (44IX Ibnu Al Jarud (153), Ibnu Al Ja’ad 
(3075), Al Baihaqi (2/216) lafazh muslim adalah: 


“Sesungguhnya tidak ada kelalaian karena tidur, kelalaian hanyalah bagi 
orang yang tidak melakukan shalat sehingga datang waktu shalat yang 
lainnya.” 
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1. Imam Malik berpendapat bagi orang yang shalat sendirian waktu 
yang dianjurkan adalah di awal waktu, dan dianjurkan mengakhirkannya 
sedikit jika dilakukan di masjid secara berjamaah. 

2. Imam Syafi’i berpendapat awal waktu adalah lebih utama 
kecuali jika cuaca sangat panas. Pendapat seperti ini pun diriwayatkan 
dari Imam Malik. 


3.Ulama yang lainnya berpendapat awal waktu adalah lebih utama 
secara mutlak, baik bagi orang yang melakukan shalat sendirian atau 
secara berjamaah, dalam keadaan panas maupun dingin. 

Sebeb perbedaan pendapat: Karena perbedaan atsar, dalam 
masalah ini ada dua hadits shahih: 


Pertama: Sabda Rasulullah SAW; 

•j»-^ ^ J-* Ijilil 131 

^ ^ y X y y. 

udara sangat panas, maka akhirkanlah shalat hingga cuaca 
menjadi dingin, sesungguhnya panasnya cuaca berasal bara api 
neraka.”'^'* 


Kedua: 


• «(UI-} «uip Ai)! ot 


panas. 


'Bahawa Nabi SAW pernah melakukan shalat saat udara sangat 

1,175 ® 


Demikian pula hadits Khabab: 




“Bahwa para sahabat mengeluh teriknya panas kepada Nabi SAW, 
lalu beliau tidak menghiraukannya.” (HR. Muslim) 

Zuhair, perawi hadits ini berkata: Aku bertanya kepada Abu Ishaq, 
“Apakah hal itu terjadi saat Zhuhur?” dia menjawab, “Betul,” aku 


™ Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (533, 534, 536), Muslim (615), Ibnu Majah 
(677), Ahmad (2/285), dan Al Humaidi (942) dari hadits Abu Hurairah. 
Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (540), Muslim (646), An-Nasa'i dalam Al 
Kubra (1505), Ahmad (3/369), Ath-Thayalisi (1722), Abu Awanah (1/267), dan 
Al Baihaqi (1/434,449) dari hadits Jabir. 
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bertanya lagi, “Apakah lantaran mempercepatnya?” dia menjawab, 
“Betul.” 

Sebagian ulama menguatkan hadits yang menunda shalat hingga 
cuaca dingin karena merupakan nash, sementara yang lainnya 
menguatkan hadits-hadits di atas dengan landasan keumuman hadits yang 
diriwayatkan dari Rasulullah saat ditanya, “Amal apakah yang paling 
utama?” beliau SAW menjawab: ^^Shalat pada waktunyar^''^ (Muttafaq 
‘Alaihi) 

Sementara tambahannya (yaitu di awal waktunya) diperdebatkan. 


Masalah kedua: Waktu shalat Ashar 

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu shalat Ashar dalam 
dua hal: 

Pertama, Adanya kesamaan antara awal waktu shalat Ashar dengan 
akhir shalat Zhuhur. 

Kedua, Akhir waktu shalat Ashar. 

Mengenai kesamaan waktu: 

1. Imam Malik, Syafi’i, Daud dan sekelompok ulama bersepakat 
bahwa awal waktu shalat Ashar adalah akhir waktu shalat Zhuhur, yaitu 
saat tinggi bayangan sama dengan tinggi aslinya, hanya saja Imam Malik 
menyatakan bahwa akhir waktu Zhuhur adalah awal waktu shalat Ashar 
secara bersamaan (yakni seukuran shalat empat rakaat), sementara Imam 
Syafi’i, Abu Tsaur dan Daud berpendapat bahwa akhir waktu Zhuhur dan 
awal shalat Ashar menyatu tidak bisa dipisahkan. 

2. Imam Abu Hanifah sebagaimana telah kami jelaskan 
berpendapat bahwa awal waktu Ashar adalah tinggi bayangan dua kali 
benda aslinya. 

Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dengan yang lainnya telah 
dijelaskan di muka. 

Adapun sebab perbedaan pendapat antara Malik dengan Syafi i 
bersama kelompoknnya adalah adanya kontradiksi antara hadits Jibril 


Muttafag -Alaihi. HR. Al Bukhari (527, 2782, 7534), Muslim (85), Ahmad 
(1/421), Ath-Thayalisi (372), dan Al Baihaqi (2/215). 
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dengan hadits Abdullah bin Amru, dalam hadits Jibril dijelaskan, “Bahwa 
dia melakukan shalat Zhuhur bersama Nabi SAW kedua kalinya pada 
waktu shalat Ashar saat melakukannya pertama kali.””’ 


Sementara hadits Abdullah bin Amru, bahwa Nabi SAW bersabda: 


Lj'j c. Llj 


‘Waktu shalat Zhuhur adalah selama waktu Ashar belum tiba.”'^^ 
(HR. Muslim) 


Ulama yang menguatkan hadits Jibril atas hadits yang lainnya 
berpendirian bahwa waktu tersebut bersamaan, dan ulama yang 
menguatkan hadits Abdullah daripada hadits Jibril tidak menjadikannya 
bersamaan. 


Hadits Jibril lebih mungkin dipahami daripada hadits Abdullah, 
karena kemungkinan adanya kata-kata berlebihan dari perawi, dan 
dekatnya kedua waktu tersebut, selain itu hadits Jibril dinilai shahih oleh 
At-Tirmidzi sementara hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Muslim. 

Kemudian perbedaan para ulama tentang akhir waktu shalat Ashar, 
dalam masalah ini ada dua riwayat dari Malik: 

1. Akhir waktunya adalah bahwa tinggi bayangan sama dengan dua 
kali tinggi aslinya, ini pula pendapat yang dipegang oleh Imam Syafi’i. 

2. Akhir waktunya adalah selama matahari belum nampak 
berwarna kuning, pendapat ini dipegang oleh Ahmad bin Hanbal. 

3. Sementara Ahlu Zhahir berpendapat satu rakaat sebelum 
matahari terbenam. 


Sebab perbedaan pendapat: Dalam masalah ini ada tiga hadits 
yang saling bertentangan: 


Pertama, hadits Abdullah bin Amru yang diriwayatkan oleh 
Muslim, di dalamnya diungkapkan: 




Hadits ini telah dijelaskan takhrij-nya terdahulu. 

Shahih. HR. Muslim (612), Abu Daud (396), An-Nasa'i (1/260), Ahmad (2/210. 
213,223), dan Al Baihaqi (1/365, 367,371, 374, 378). 
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“Jika kalian hendak melakukan shalat Ashar, maka waktunya 
adalah hingga matahari berwarna kuning.”'^^ 

Dalam sebagian riwayat dinyatakan: 

* 0 .0 y 0 , ^ e ^ 

. ywaj j»J b» C-Jj 

“Waktu shalat Ashar adalah selama matahari belum berwarna 
kuning.'’' 

Kedua, hadits Ibnu Abbas tentang shalatnya Jibril bersama Nabi 
SAW, di dalamnya diungkapkan: 

-• f'U 
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“Bahwa dia mengimami shalat Ashar bersama Nabi pada hari 
kedua saat bayangan sesuatu sebanding dengan dua kali aslinya.”'*'’ 

Ketiga, hadits Abu Hurairah yang masyhur: 

e y y y , ^ ^ < r y © y 
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“Barangsiapa mendapatkan satu rakaat Ashar sebelum 
terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan Ashar, dan 
barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat Shubuh sebelum 
matahari terbit maka dia telah mendapatkan Shubuh."’^’ 

Ulama yang menguatkan hadits shalatnya Jibril bersama Nabi 
SAW, berpendapat bahwa akhir waktu utama adalah dua kali bayangan 
asli. 


Ulama yang menguatkan hadits Ibnu Umar, berpendapat bahwa 
akhir waktu utama adalah menguningnya matahari. 

Ulama yang menguatkan hadits Abu Hurairah, berkata, “Waktu 
Ashar adalah hingga tersisa satu rakaat sebelum matahari terbenam, 
mereka adalah ahlu zhahir sebagaimana telah kami katakan.” 


’’’ Telah dijelaskan takhrij-nya. 

Telah dijelaskan takhrij-nya. 

Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (579), Muslim (608), At-Tirmidzi (186), An- 
Nasa'i (1/157), Ahmad (2/462), dan Al Baihaqi (1/367, 368) 
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Sementara jumhur menggabungkan tiga hadits di atas; hadits Ibnu 
bbas dan Abdullah bin Amru, kedua waktunya berdekatan, karena 
Itulah terkadang Imam Malik memegang pendapat ini, dan terkadang 
yang lainnya, adapun hadits Abu Hurairah mengandung waktu yang jauh 
dan kedua hadits di atas, karena itu mereka mengatakan bahwa hadits ini 
diperuntukan untuk orang-orang yang memiliki udzur. 


Masalah ketiga: Waktu shalat maghrib 

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat maghrib, apakah 
memiliki waktu longgar (luas). 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat maghrib tidak 

merniliki waktu luas, ini adalah riwayat termasyhur dari Imam Malik dan 
Syafi 1 . 


2. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa waktunya meluas dari 
terbenamnya matahari sampai lenyapnya syafag (sinar merah), inilah 
pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah, Ahmad, Abu Tsaur 
dan Daud, pendapat ini pun diriwayatkan dari Syafi’i dan Malik. 

T-u I perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hadits 

Jibril dengan hadits Abdullah bin Amru. Dalam hadits Jibril dijelaskan 
bahwa dia melakukan shalat Maghrib dua hari dalam waktu yang sama 
sementara dalam hadits Abdullah bin Amru dijelaskan- 


, ^ 


tidak Maghrib adalah selama syafag (sinar merah) 


Ulama yang menguatkan hadits Jibril berpendapat bahwa waktunya 
hanya satu, sementara ulama yang menguatkan hadits Abdullah bin Amru 
menjadikan waktu longgar untuk shalat Maghrib. 

Abdullah bin Amru diriwayatkan oleh Muslim, sementara 
hadits Jibril tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim (maksudnya 
hadits Ibnu Abbas), yang dijelaskan bahwa Nabi SAW melakukan 
sepuluh shalat, yang semuanya menjelaskan tentang waktu shalat, dan di 
dalam hadits tersebut Jibril berkata, ^Waktunya diantara dua waktu inir 


Telah dijelaskan takhrij-nya. 
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Makna yang terkandung dalam hadits Abdullah bin Amru pun ada 
dalam hadits Buraidah Al Aslami, yang merupakan pokok dalam masalah 
ini, mereka berkata, “Hadits Buraidah lebih utama karena terjadi di 
Madinah saat ada orang yang bertanya tentang waktu shalat, sementara 
hadits Jibril terjadi di Makkah saat pertama kali shalat ditetapkan. 


Masalah keempat: Waktu Isya 

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu shalat Isya dalam dua 
hal: 

Pertama, Awal waktu shalat Isya. 

Kedua, Akhir waktu shalat Isya. 

Tentang awal waktu shalat Isya: 

1. Imam Malik, Syafi’i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa 
awal waktunya adalah hilangnya sinar merah (setelah matahari 
tenggelam). 

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktunya adalah 
hilangnya cahaya putih yang terjadi setelah cahaya merah. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya ragam makna pada kata 
syafaq dalam bahasa arab, seperti halnya kata Fajar, syafaq pun memiliki 
dua arti, syafaq merah dan putih, dan syafaq putih sudah tentu tiba 
setelah syafaq merah di awal malam, fajar pun ada yang dinamakan 
kadzib, juga ada yang dinamakan dengan fajar shadiq, cahaya merah di 
awal malam adalah serupa dengan cahaya merah di akhir malam, yang 
menunjukan tanda menjelangnya siang itu adalah empat, fajar kadzib, 
fajar shadiq, cahaya merah dan matahari, demikian pula terbenamnya 
matahari mesti terdiri dari empat unsurO, karenanya apa yang 
diungkapkan oleh Al Khalil bahwa dia meneliti syafaq putih dan 
mendapatkannya masih ada di sepertiga malam, ini adalah sebuah 
kedustaan yang bertentangan dengan penelitian dan qiyas, tidak ada 
perbedaan diantara para ulama dalam hadits Buraidah dan hadits Jibril, 
“Bahwa dia melakukan shalat Isya di hari pertama saat syafaq 
terbenam.”^®^ 


Telah dijelaskan takhrij-nya. 
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Jumhur ulama telah memperkuat pendapatnya dengan sebuah 
riwayat yang menyatakan: 


^ aip l\:^\ jj, oir oi 

y y .f X ^ “ y y 

. AiiUJl ^ 


“Bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan shalat Isya sadt 
terbenamnya bulan di malam ke tiga.” 


Lalu Abu Hanifah memperkuat pendapatnya dengan sebuah 
keterangan bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya, demikian 
pula sabda beliau SAW: 


i a*>CaJ( aJL* C-><3^' j' 


'‘Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku niscaya aku 
akan mengakhirkan shalat ini (Isya) ke pertengahan malam. 

Tentang akhir waktu shalat Isya, para ulama berbeda pendapat 
menjadi tiga pendapat: 

1. Satu pendapat menyatakan sampai sepertiga malam. 

2. Yang lainnya menyatakan sampai pertengahan malam. 

3. Ada juga yang berpendapat sampai terbitnya fajar. 

Pendapat pertama dipegang oleh Imam Syafi’i, Abu Hanifah dan 
merupakan pendapat masyhur dari madzhab Maliki, diriwayatkan pula 
bahwa Imam Malik memegang pendapat kedua (yakni sampai 
pertengahan malam), sementara yang ketiga adalah pendapat Daud. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi diantara 
berbagai atsar. Dalam hadits Jibril diterangkan bahwa dia melakukan 
shalat Isya pada hari kedua pada sepertiga malam, sementara dalam 


Shahih. HR. Abu Daud (422), An-Nasa'i (1/268), Ibnu Majah (692), Ahmad 
(3/5), Al Baihaqi (1/451) dari hadits Abu Sa’id Al Khudri dan dinilai shahih 
oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud, lafazhnya dalam riwayat Abu Daud 
adalah; 

^‘'Seandainya bukan karena lemahnya orang yang lemah, sakitnya orang yang 
sakit niscaya aku akan mengakhirkan shalat sampai pertengahan malam." 
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hadits Anas, dia berkata, “Nabi SAW mengakhirkan shalat Isya sampai 
pertengahan malam”,'*^ (HR. Al Bukhari) 


Diriwayatkan pula dari hadits Abu Sa’id Al Khudri dan hadits Abu 
Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: 


^ ol 


'‘''Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku niscaya aku 
akan mengakhirkan shalat Isya ke pertengahan malam 

Adapun hadits Abu Qatadah: 

C-ij ^^1 ‘res* 


"Sesungguhnya tidak ada kelalaian karena tidur, kelalaian adalah 
mengakhirkan shalat hinga masuk waktu shalat yang lainnya 

Ulama yang menguatkan hadits Jibril berkata, “Akhirnya sampai 
sepertiga malam.” 

Ulama yang menguatkan hadits Anas berkata, “Akhirnya sampai 
pertengahan malam.” 

Adapun ahlu zhahir berpegangan kepada hadits Abu Qatadah, 
mereka berkata, “Hadits tersebut datang lebih akhir daripada hadits Jibril, 
karenanya ia menghapus hukum hadits Jibril, jika tidak menghapus maka 
akan ada kontradiksi yang menggugurkan hukumnya, dan saat itu mesti 
kembali kepada hukum asal yang disepakati. 


Muttcfag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (572), Muslim (640), An-Nasa'i (1/268), Ibnu 
Majah (692), Ahmad (3/200). 

Shahih, hadits Abu Hurairah HR. Abu Daud (46), At-Tirmidzi (167), An-Nasa'i 
(1/266), Ibnu Majah (690, 691), Ahmad (2/245) dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibbtm (1538, 1539) dinilai shahih pula oleh Al Albani dalam Shahih At- 
Tirmidzi, dalam sebagian lafazhnya: 

• ^ cLojdl ^ J 

"Niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk mengakhirkan Isya, dan 
memerintahkan mereka bersiwak setiap kali akan melakukan shalat T 
Shahih. HR. At-Tirmidzi (154), An-Nasa'i (1/372), Ahmad (3/465), Ath- 
Thayalisi (959), Ad-Darami (1/277), Ath-Thabrani (4286, 4287, 4288, 4290, 
4294). 
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Dan mereka bersepakat bahwa waktu shalat Isya telah lewat setelah 
keluarnya fajar, lalu mereka berbeda pendapat sesaat sebelum terbitnya 
fajar, kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa waktu shalat Isya 
menurutnya adalah sampai terbitnya fajar, maka hal ini mesti menjadi 
penyerta dalam menetapkan hukum waktu, kecuali jika ada kesepakatan 
mengenai keluarnya waktu, dugaan saya ini adalah pendapat yang 
dipegang oleh Abu Hanifah. 


Masalah kelima: Waktu shalat Subuh 

Para ulama sepakat bahwa awal waktu shalat Subuh adalah 
terbitnya fajar shadiq, dan akhirnya adalah terbitnya matahari, kecuali 
sebuah riwayat dari Ibnul Qasim dan sebagian pengikut Syafi’iyah yang 
menyatakan bahwa akhir waktu shalat Subuh adalah sampai tampaknya 
sinar subuh. 

Lalu mereka berbeda pendapat mengenai waktunya yang utama: 

1. Ulama Kufah, Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ats-Tsauri dan 
kebanyakan ulama Irak menyatakan bahwa waktunya yang paling utama 
adalah ketika sinar Shubuh sudah tampak. 

2.Imam Malik, Syafi’i beserta pengikutnya, Ahmad bin Hanbal, 
Abu Tsaur dan Daud berpendapat bahwa waktu yang paling utama adalah 
di akhir malam. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam cara 
menyatukan berbagai hadits yang secara zhahir bersebrangan. 
Diriwayatkan dari jalan Rafi’ bin Khadij, sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda: 




‘'Lakukanlah shalat Subuh saat sinarnya telah nampak, setiap kali 
kamu melakukannya demikian, maka hal itu lebih menghasilkan pahala 
yang lebih besar. 


Shahih. HR. Abu Daud (424), At-Tirmidzi (154), An-Nasa'i (1/272), Ibnu 
Majah (672), Ahmad (3/465), Ath-Thayalisi (959), Ad-Darimi (1/277), dan Al 
Baihaqi (1/457) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 
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Diriwayatkan pula bahwa beliau pernah ditanya tentang amalan 
yang paling utama, lalu beliau menjawab: 


’^Shalat di awal waktui 


„189 


Demikian pula diriwayatkan, “Bahwa Rasulullah pernah 
melakukan shalat Subuh, lalu kaum wanita pulang sambil menutup tubuh 
mereka dengan woll, tidak ada seorang pun mengetahui mereka karena 
gelapnya akhir malam.”'^ Zhahir hadits ini menunjukan bahwa hal itulah 
yang biasa mereka lakukan. 

Ulama yang menyatakan bahwa hadits Rafi’ bersifat khusus, 
sementara hadits yang menyatakan shalat di awal waktu bersifat umum, 
dan berdasarkan kaidah yang masyhur bahwa khusus bisa menggugurkan 
yang umum, dengan alasan ini maka keumuman tersebut dibatasi dengan 
shalat Subuh, lalu hadits Aisyah menunjukan kebolehan, hadits tersebut 
hanya merupakan kabar untuk sebuah peristiwa dan bukan amalan yang 
biasa dilakukan oleh beliau SAW, mereka yang berargumentasi demikian 
berkata, “Shalat Subuh saat cahaya pagi menyebar lebih baik daripada 
melakukannya di akhir malam.” 

Lalu kelompok yang menguatkan hadits umum karena selaras 
dengan hadits Aisyah, demikian pula hadits Aisyah merupakan nash atau 
yang zhahir, sementara hadits Rafi’ bersifat muhtamal (kemungkinan), 
sebab, bisa saja maknanya adalah benar-benar meyakini adanya fajar, 
akhirnya tidak ada kontradiksi antara hadits Rafi’ dengan Aisyah juga 
hadits yang bersifat umum, mereka yang berargumentasi demikian 
berkata, “Shalat Subuh di awal waktu adalah lebih utama.” 


Adapun ulama yang berpendapat bahwa akhir waktunya adalah saat 
adanya cahaya subuh, maka sesungguhnya mereka memberikan 
penafsiran bahwa hadits tersebut untuk orang yang ada dalam kedaan 
darurat, yakni sabda Nabi SAW: 

.ytaji d\ ^ 


Telah dijelaskan takhrij-nya. 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (372, 872), Muslim (645), An-Nasa'i (1/271) 
(3/82), Ibnu Majah (669), Ahmad (6/248, 258), Ath-Thayalisi (1459), dan Al 
Baihaqi (1/454). 
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"'Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari Subuh sebelum 
matahari terbit maka dia telah mendapatkan Subuh”^^' 

Ini persis dengan pendapat jumhur ulama saat mengomentari shalat 
Ashar, anehnya mereka berpaling dari ulasan seperti ini, dan memihak 
kepada ahlu zhahir, karena itulah ahlu zhahir bisa menuntut perbedaan 
diantara keduanya. 


Waktu-Waktu Darurat dan Udzur 

Adapun waktu-waktu darurat dan udzur, ulama berbagai negeri 
menetapkannya, sementara ahlu zhahir menafikannya, dan telah 
dijelaskan sebelumnya sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini, 
kelompok yang menetapkannya berbeda pendapat dalam tiga masalah: 


Masalah pertama: Shalat-shalat yang memiliki waktu darurat 

Imam Malik dan Syafi’i sepakat bahwa waktu tersebut dimiliki 
oleh empat shalat; Zhuhur, Ashar G^ga bersamaan dengan keduanya), 
Maghrib dan Isya juga demikian. 

Lalu mereka berbeda pendapat mengenai aspek penggabungan 
sebagaimana akan dijelaskan nanti, kemudian Abu Hanifah menyelisihi 
mereka, dia berkata, “Sesungguhnya waktu tersebut hanya dimiliki oleh 
shalat Ashar, dan tidak ada satu waktu yang dimiliki oleh dua shalat 
secara bersamaan.” 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mengenai bolehnya 
menjamak dua shalat saat dalam perjalanan yang ditunaikan di salah satu 
waktunya sebagaimana akan dijelaskan nanti. 


Ulama yang memegang teguh nash mengenai shalat Ashar yaitu 
sabda Rasulullah SAW yang shahih: 


o y’y'y' . y ^ y 

y O 9 y O ''li® \ ® f * 


“Barangsiapa mendapatkan satu rakaat Ashar sebelum 
terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan Ashar. 
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Telah dijelaskan takhrij-nya. 
Telah dijelaskan takhrij-nya. 
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Lalu memahami hadits ini sebagai keringanan, mereka tidak 
menyatakan boleh menggabungkan shalat dengan dalil sabda Rasulullah 
SAW: 

•» 1" 'l* ‘ ^ -vi' ^ 1- L 

C-Jj '^3 y 

“Tidaklah waktu shalat itu berakhir sehingga masuk waktu shalat 
yang lainnya.”^^^ 

Dan hujjah-hujjah yang akan kami jelaskan dalam bab menjamak 
shalat, dia berkata, “Waktu tersebut hanya diperkenankan untuk shalat 
Ashar, sementara ulama yang membolehkan menjamak dalam perjalanan 
(bepergian), mereka menganalogikannya kepada orang-orang yang 
memiliki udzur, karena orang yang sedang melakukan perjalanan pun 
termasuk orang yang memiliki udzur, walhasil dia memberikan waktu 
tersebut tergabung pada shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya.” 




Masalah kedua: Batasan waktu darurat 

Imam Malik dan Syafi’i berbeda pendapat mengenai akhir waktu 
yang dimiliki bersama: 

1. Imam Malik berkata, “Waktu darurat hanya ada untuk shalat 
Zhuhur dan Ashar setelah tergelincirnya matahari, dengan ukuran empat 
rakaat shalat Zhuhur bagi orang yang mukim (tidak bepergian), dan dua 
rakaat bagi musafir.” 

Artinya Imam Malik menjadikan waktu khusus untuk Zhuhur 
dengan ukuran empat rakaat bagi orang yang tidak bepergian (mukim) 
setelah tergelincirnya matahari, dua rakaat untuk musafir. 

Demikian pula Imam Malik menjadikan waktu khusus untuk shalat 
Ashar dengan empat rakaat bagi yang mukim, atau dua rakaat bagi orang 
yang sedang melakukan petjalanan, (Maksudnya, orang yang 
mendapatkan waktu khusus tidak ada kewajiban baginya kecuali 
melakukan shalat yang khusus untuk waktu tersebut. Jika ia termasuk 
orang yang tidak diwajibkan melakukan shalat sebelum masuk waktu 
tersebut, dan barangsiapa mendapatkan waktu lebih luang maka artinya ia 


Telah dijelaskan takhrij-nya. 


204 Bidayatul Mujtahid 


mendapatkan dua shalat pada waktunya, waktu khusus untuk shalat 
Ashar seukuran satu rakaat sebelum Maghrib. Demikian pula hal itu 
dilakukan jika menggabungkan antara Maghrib dan Isya) hanya saja 
waktu khusus itu terkadang dijadikan untuk shalat Maghrib, dia (malik) 
berkata, “Ukurannya adalah tiga rakaat sebelum terbit fajar, dan 
terkadang dijadikan untuk shalat yang terakhir sebagaimana dilakukan 
pada shalat Ashar, dia berkata lagi, “Ukurannya adalah empat rakaat”, 
ini adalah qiyas dan akhir waktu tersebut seukuran satu rakaat sebelum 
terbit fajar. 

2. Adapun Imam Syafi’i menjadikan akhir dari waktu tersebut satu 
persatu, yaitu mendapatkan satu rakaat sebelum terbenam matahari, ini 
berlaku untuk Zhuhur dan Ashar secara bersamaan, dan ukuran satu 
rakaat sebelum terbit fajar untuk Maghrib dan Isya, ada juga yang 
berpendapat seukuran takbir (maksudnya, barangsiapa mendapatkan 
takbir sebelum terbenam matahari maka wajib baginya melakukan shalat 
Zhuhur dan Ashar). 

3. Imam Abu Hanifah sepakat dengan Malik tentang akhir waktu 
Ashar dengan ukuran satu rakaat sebelum terbenam matahari bagi orang- 
orang yang sedang berada dalam darurat, akan tetapi dia tidak sepakat 
dengannya tentang waktu yang dimiliki bersama dan waktu khusus. 

Sebab perbedaan pendapat: (antara Malik dan Syafi’i) bertitik 
tolak dari sebuah pertanyaan apakah pendapat yang menyatakan adanya 
waktu yang dimiliki oleh dua shalat secara bersamaan, menuntut adanya 
dua waktu; waktu khusus untuk keduanya dan waktu yang dimiliki 
bersama? Atau hanya menunjukan adanya waktu yang dimiliki secara 
bersamaan. 

Argumentasi Syafi i adalah bahwa penggabungan shalat hanya 
menunjukkan adanya waktu yang dimiliki bersama, dan tidak 
menunjukkan adanya waktu khusus. 

Sementara Malik menganalogikan waktu yang dimiliki bersama 
saat darurat dengan waktu yang dimiliki bersama jika leluasa 
(maksudnya, jika Zhuhur dan Ashar memiliki dua waktu walaupun dalam 
keadaan leluasa, yakni waktu yang dimiliki bersama dan waktu khusus, 
hal itu pun mesti ada jika sedang darurat), adapun Syafi’i tidak 
menyetujui Malik tentang adanya waktu yang dimiliki bersama oleh 
Zhuhur dan Ashar dalam keadaan leluasa. 
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Masalah ketiga: Orang-orang yang diberikan udzur 

Para ulama sepakat bahwa waktu-waktu darurat ini diberikan 
kepada empat orang; 

1. Wanita haid yang suci di waktu-waktu tersebut atau haid akan 
tetapi belum melakukan shalat. 

2. Musafir yang mengingat shalat di waktu-waktu tersebut 
sementara dia sudah menetap, atau orang yang mukim, lalu dia 
mengingat shalat dalam perjalanan. 

3. Anak kecil yang baligh di waktu-waktu tersebut. 

4. Orang kafir yang masuk Islam. 

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang pingsan; 

1. Malik dan Syafi’i berkata, “la sama dengan wanita haid di 
waktu-waktu tersebut, karena dia tidak bisa mengqadha shalat yang telah 
berlalu.” 

2. Abu Hanifah berpendapat dia bisa mengqadha shalat selama 
kurang dari lima waktu shalat, kapan saja dia sadar maka ia pun wajib 
mengqadhanya. 

3. Ulama yang lainnya berpendapat jika dia sadar di waktu-waktu 
darurat maka dia wajib mengqadhanya saat itu, adapun jika tidak sadar 
maka tidak ada kewajiban qadha baginya, masalah orang pingsan akan di 
bahas kembali nanti. 

Para ulama sepakat bahwa jika seorang wanita suci di waktu 
tersebut, maka ia hanya wajib menunaikan shalat dimana dia sedang suci 
di waktu tersebut. 

Menurut Malik, jika dia telah suci sementara waktu masih tersisa 
untuk menunaikan satu rakaat, maka ia hanya wajib menunaikan shalat 
Ashar, lalu jika tersisa untuk lima rakaat maka ia wajib menunaikan 
shalat Zhuhur dan Ashar, atau hanya ditambah dengan satu takbir 
menurut pendapat yang kedua. 

Demikian pula menurut Malik bagi orang yang lupa dalam 
perjalanan, lalu dia mukim pada waktu-waktu tersebut, atau orang yang 
mukim lalu melakukan perjalanan. 
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Demikian pula orang-orang kafir yang masuk Islam saat itu 
(maksudnya, mereka wajib menunaikan shalat), dan demikian pula anak 
kecil yang baligh saat itu. 


Perbedaan antara Malik yang menjadikan ukuran satu rakaat 
sebagai batasan akhir, dan Syafi’i dengan takbir adalah sabda Nabi SAW: 




'‘"Barangsiapa mendapatkan satu rakaat Ashar sebelum 
terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan Ashar. 

Menurut Malik hadits ini termasuk memberikan penegasan kepada 
yang lebih banyak dengan yang sedikit. 


Sementara Syafi’i berpendapat bahwa ayat ini termasuk 
memberikan penegasan kepada yang lebih sedikit dengan yang lebih 
banyak. Imam Syafi’i memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadits: 


01 sak::- 


''Barangsiapa mendapatkan satu sujud saja dari shalat Ashar 
sebelum terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan Ashar. 

Jika kata “sujud” dipahami sebagai bagian dari rakaat, maka analisa 
ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa dengan 
mendapatkan takbir saja maka seseorang telah mendapatkan shalat Ashar. 

Adapun Malik memahami bahwa wanita haid menunggu di waktu 
tersebut setelah selesai masa sucinya, demikian pula anak kecil yang 
beranjak baligh. 

Adapun orang kafir yang baru masuk Islam, dia menunggu lebih 
kurang dari menunggunya wanita yang suci dari haid, dalam masalah ini 
ada perbedaan pendapat. 

Orang pingsan dalam madzhab Malik persis seperti wanita haid, 
sementara menurut Abdul Malik seperti orang kafir yang masuk Islam. 


Telah dijelaskan takhrij-nya. 

Shahih. HR. Muslim (609), An-Nasa'i (1/273), Ibnu Majah (700), Ahmad 
(6/78), Abu Awanah (1/372), Al Baihaqi (1/378) semuanya dari Aisyah, dalam 
masalah ini pun ada riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari (531), dan An-Nasa'i (1/273, 257). 
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Malik berpendapat, jika seorang wanita haid di waktu tersebut dan 
belum melakukan shalat, maka kewajiban qadha gugur dari dirinya, 
sementara Syafi’i berpendapat wajib. 

Pada dasarnya qadha wajib bagi orang yang berpandangan bahwa 
shalat diwajibkan hanya dengan masuknya waktu, maksudnya, jika ia 
haid sementara waktu telah masuk dan tidak mungkin melakukan shalat 
saat itu, maka sebenarnya kewajiban shalat telah tetap pada dirinya, 
kecuali jika dikatakan bahwa shalat wajib dengan akhir waktu, ini adalah 
madzhab Abu Hanifah, dan bukan madzhab Malik, artinya pendapat tadi 
mesti dalam pandangan Abu Hanifah (berjalan pada dasar-dasar Abu 
Hanifah, bukan pada dasar-dasar Malik). 


Pasal kedua: Waktu-waktu yang dilarang melakukan shalat 

Mengenai waktu ini para ulama berbeda pendapat dalam dua 
masalah: 


Masalah pertama: Jumlah waktu yang dilarang melakukan shalat 

Para ulama sepakat adanya tiga waktu yang dilarang melakukan 
shalat saat itu; saat terbitnya matahari, terbenam, dan setelah shalat 
Subuh sampai terbitnya matahari. 

Lalu mereka berbeda pendapat mengenai dua waktu, saat 
tergelincirnya matahari, dan setelah shalat Ashar. 

1. Imam Malik dan pengikutnya berpendapat bahwa waktu yang 
dilarang melakukan shalat ada empat; ketika terbit matahari dan 
terbenam, setelah Subuh dan Ashar, dan Malik membolehkan shalat 
ketika tergelincirnya matahari. 

2. Syafi’i berpendapat bahwa waktu-waktu tersebut ada lima, 
semuanya dilarang kecuali ketika tergelincirnya matahari pada hari 
jum’at. 

3. Ulama yang lainnya mengecualikan setelah shalat Ashar. 

Sebab perbedaan pendapat: Adalah salah satu dari dua hal: 

a. Kontradiksi antara berbagai atsar. 
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b. Kontradiksi antara atsar dengan pengamalan penduduk Madinah 
bagi pendapat yang menilai bahwa pengamalan penduduk Madinah 
merupakan hujjah, yaitu pendapat Imam Malik. 

Selama ada larangan dan tidak ada yang menentang baik ucapan 
maupun perbuatan, mereka sepakat, tetapi jika ada penentang maka 
mereka pun berbeda pendapat. 

Adapun perbedaan mereka tentang waktu tergelincirnya matahari 
disebabkan oleh kontradiksi antara pengamalan (ahli Madinah) dengan 
atsar. 


Hal ini telah tetap dalam hadits Uqbah bin Amir Al Juhani, bahwa 
Nabi SAW bersabda, 

' '' * 

^ * -r Ac 

' ' -c" i •" -• .t' * ° u * H i ' tCi'O ' ^ . f • f * 

(JO-J (.^y j:s>- <£.jb tLibj.. ^ (jl jl 

(jp“j LS^ * 


“Ada tiga waktu dimana Rasulullah SAW melarang kita melakukan 
shalat atau menguburkan mayit, ketika matahari terbit sehingga 
meninggi, ketika matahari tergelincir hingga matahari condong, dan 
ketika matahari condong untuk terbenam.”'^* (HR. Muslim) 

Dan hadits Abu Abdul lah Ash-Shunabihi yang semakna 
dengannya, akan tetapi munqathi' yang diriwayatkan oleh Malik dalam 
Al Miiwaththa ’. 


Sebagian ulama ada yang melarang shalat pada semua waktu-waktu 
di atas. 


Diantara mereka Juga ada yang memberikan pengecualian jika 
matahari tergelincir, secara mutlak seperti Imam Malik, atau pun khusus 
pada hari jum’at seperti Imam Syafi’i. 

Imam Malik berdalil dengan amal penduduk Madinah yang hanya 
mengambil dua waktu saja, sementara untuk yang ketiga (yaitu, ketika 
tergelincir matahari) beliau membolehkannya, dengan meyakini 


Shahih. HR. Muslim (831), Abu Daud (3192), At-Tirmidzi (1030), An-Nasa'i 
(1/275, 277) (4/82), Ibnu Majah (1519), Ahmad (4/152), Ath-Thayalisi (1001), 
Al Baihaqi (2/454) (4/32) dari hadits Uqbah bin Amir. 
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sesungguhnya hadits tersebut dinaskh untuk pengamalan penduduk 
Madinah. 


Sementara ulama yang melihat tidak adanya pengaruh bagi 
pengamalan ahli madinah, mereka mengembalikan masalah kepada 
hukum asal, yakni larangan. Kami telah membahas masalah amal ahli 
madinah dan kekuatannya dalam kitab kami tentang ushul fiqih. 

Sementara Imam Syafi’i berdalil dengan sebuah riwayat shahih 
menurutnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Tsa’labah bin Abi 
Malik Al Qarzhi, “Bahwa orang-orang melakukan shalat jum’at pada 
zaman Umar, hingga Umar keluar, dan maklum adanya bahwa keluarnya 
Umar ketika matahari tergelincir berdasarkan hadits tentang sebuah 
permadani yang diletakan di dinding masjid, saat bayangan dinding 
menutupi semua permadani, saat itu pula Umar keluar. 

Demikian pula berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan dari 
Abu Hurairah: 


^ 




“Bahwa Rasulullah SAW melarang shalat di pertengahan siang 
hingga matahari condong, kecuali hari jum’at.””’ 

Hadits tersebut memberikan pengecualian hari jum’at, pendapat ini 
diperkuat dengan pengamalan pada zaman Umar, walaupun atsar 
tersebut lemah. 


Adapun ulama yang menguatkan atsar tsabit, menurutnya hal ini 
kembali kepada hukum asal yaitu larangan. 


Kemudian perdebatan mereka tentang shalat setelah shalat Ashar, 
sebabnya adalah adanya kontradiksi antara beberapa atsar yang tsabit, 
jelasnya dalam hal ini ada dua hadits yang saling bertentangan. 


Pertama, hadits Abu Hurairah yang disepakati ks-shahih-annya\ 


D/jo’i/; diriwayatkan 
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“Bahwa Nabi SAW melarang shalat setelah Ashar hingga matahari 
terbenam, dan shalat setelah Shubuh hingga matahari terbit.”’^* 

Kedua, hadits Aisyah, dia berkata: 

% ^ (i-j 4^ J43 ijy i; 


“Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan dua shalat sama 
sekali di rumahku, secara sembunyi atau terang-terangan, dua rakaat 
sebelum fajar, dan dua rakaat setelah Ashar.”’^^ 

Ulama yang menguatkan hadits Abu Hurairah berpendapat tidak 
boleh. Sementara ulama yang menguatkan hadits Aisyah atau 
menganggapnya sebagai nasikh (penghapus), karena itu yang diamalkan 
oleh Rasulullah sebelum wafat, mereka berpendapat bahwa shalat 
tersebut boleh, sayangnya hadits Aisyah bertentangan dengan hadits 
Ummu Salamah, di dalamnya diungkapkan: 

c ^ 

f ^ 

. jijii 

“Sesungguhnya dia (Ummu Salamah) melihat Rasulullah SAW 
melakukan shalat dua rakaat setelah Ashar, lalu dia bertanya kepadanya 
tentang hal itu, beliau menjawab, ^Sesungguhnya telah datang kepadaku 
orang-orang dari suku Abdul Qais, mereka telah menyibukanku hingga 
tidak melakukan dua rakaat setelah Zhuhur, dan (yang aku lakukan) ini 
adalah dua rakaat itu.'”^^ 



j^lJl 4jl :JUi tiUi 3rP 


Telah dijelaskan takhrij-nya. 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (591, 592, 593, 1631), Muslim (835), Abu 
Daud (1279), An-Nasa'i (1/275, 277) (4/82), Ibnu Majah (1519), Ahmad 
(4/152), Ath-Thayalisi (1001), Al Baihaqi (2/454) (4/32) dari hadits Uqbah bin 
Amir. 

Sanadnya shahih. HR. An-Nasa'i (1/281, 282), Ahmad (6/293, 306, 315), 
Abdurrazzak (3970), Ath-Thayalisi (1597) dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (1276). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (23/534, 584), Al 
Baihaqi (2/457) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih An-Nasa'i. 
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Masalah kedelapan: Shalat-shalat yang berkaitan dengan Waktu 
yang dilarang 

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat-shalat yang tidak boleh 
dilakukan pada waktu-waktu tersebut. 

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat tidak boleh 
melakukan shalat di waktu-waktu tersebut secara mutlak, baik yang 
fardhu, qadha, sunah atau pun nafilah, kecuali shalat Ashar pada hari 
tersebut, mereka berkata, “Boleh mengqadhanya saat matahari terbenam 
jika lupa.” Lalu Imam Malik dan Syafi’i bersepakat bahwa seseorang 
boleh mengqadha semua shalat di waktu-waktu tersebut. 

Syafi’i berpendapat bahwa shalat yang tidak bisa dilakukan pada 
waktu tersebut adalah shalat nafilah (sunnah) yang tidak memiliki sebab, 
sementara shalat-shalat sunah seperti shalat Jenazah bisa dilakukan saat 
itu. 

Lalu Imam Malik menyepakati ketentuan tersebut untuk setelah 
Subuh dan Ashar (maksudnya untuk shalat-shalat sunah), akan tetapi dia 
menyelisihi ketentuan tersebut untuk shalat yang memiliki sebab seperti 
dua rakaat tahiyatul masjid, karena Imam Syafi’i membolehkan dua 
rakaat tersebut, baik setelah Ashar maupun setelah Subuh, sementara 
Imam Malik tidak membolehkannya. 

Lalu pendapat Imam Malik berbeda-beda mengenai melakukan 
shalat sunnah saat terbit dan terbenamnya matahari. 

Ats-Tsauri berpendapat shalat-shalat yang tidak bisa dilakukan 
pada waktu-waktu tersebut adalah selain fardhu, dia tidak membedakan 
antara sunnah dan nafilah. 

Walhasil dalam masalah ini ada tiga pendapat tentang shalat yang 
dilarang pada waktu-waktu tersebut: 

1. Semua shalat secara mutlak. 

2. Selain fardhu, baik sunnah atau nafilah. 

3. Nafilah saja. 

Berdasarkan pendapat Malik yang melarang shalat jenazah saat 
terbenamnya matahari, maka ada pendapat keempat, yaitu bahwa shalat 
yang dilarang saat itu adalah nafilah setelah Subuh dan Ashar, demikian 
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.etenam'"’ "'^•^''‘‘ri ‘b" 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam 
menyatukan keumuman yang saling bertentangan dalam masalah ini 
(maksudnya, .entang shala. sunnah), manakah yang dikhususkan. Hal Z 
kerena keumuman sabda Nabi SAW: 


b! di 


» t dianlara kalian lupa tidak melakukan shalat 

maka lakukanlah jika ia ingat ’ 

Apakah keumuman hadits tersebut mencakup semua waktu? 
saat itu:"'"'^'" "’^'^kukan shalat 

5^1 ^ ^ i| ^ 

^'Rasulullah SAW melarang menunaikan shalat saat itur 

...n semua jenis shalat, yang fardhu 

sunah demikian pula yang nafilah. ^ ^ ’ 

timbulah kont adiksi, sama seperti kontradiksi yang terjadi antara nash 
yang bersifat khusus dan umum, baik dari sisi waktu, atau nama shalat. 

Barangsiapa memberikan pengecualian kepada waktu (maksudnya 
yang khusus dibawa kepada yang umum), mereka melarang shalat secara 
umum pada waktu-waktu tersebut. 

Lalu ulama yang mengecualikan shalat-shalat fardhu —yang 
dinash dalam hadits tentang qadha- dari keumuman nama shalat 
mereka melarang shalat kecuali shalat fardhu. 
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“m Abu Daud (442) At- 

267,269) se^uauy", d’ad 

•• iUi VI jjUS' V |j| ' 
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Imam Malik telah memperkuat pendapatnya, yaitu pengecualian 
shalat fardhu dengan sabda beliau SAW: 


, j-sA5t)l J-A3 ^ j-s<SyOi ^ 4jO j ^ 


'‘‘‘Barangsiapa mendapatkan satu rakaat Ashar sebelum 
terbenamnya matahari, maka dia telah mendapatkan Ashar.” 

Karena itulah ulama Kufah mengecualikan shalat Ashar di waktu 
tersebut dari berbagai shalat fardhu, akan tetapi mereka pun mestinya 
mengecualikan shalat Subuh pula karena adanya nash, ini pun tidak bisa 
dibantah dengan pendapat mereka yang menyatakan bahwa orang yang 
mendapatkan satu rakaat sebelum terbit matahari telah keluar untuk 
waktu yang dilarang, dan orang yang mendapatkan satu rakaat sebelum 
terbenam telah keluar dengan waktu mubah. 

Ulama Kufah bisa saja berkata, “Bahwa hadits-hadits ini sama 
sekali tidak memberikan pengecualian untuk shalat fardhu, karena shalat 
Ashar di hari tersebut tidak semakna dengan shalat fardhu yang lainnya.” 

Demikian pula mereka mengatakan hal itu untuk shalat Subuh bisa 
diqadha pada waktu yang dilarang. Jadi, perbedaan pendapat kembali 
kepada pengecualian yang terjadi pada lafazh, apakah termasuk lafazh 
khusus yang bermaksud khusus, atau khusus yang bermaksud umum? 

Jelasnya, ulama yang berpendapat hanya shalat Zhuhur dan Ashar 
saja yang dikecualikan, maka itu termasuk lafazh khusus yang bermaksud 
khusus. 

Adapun ulama yang memahami bukan hanya shalat Zhuhur dan 
Ashar saja, akan tetapi semua shalat, maka hal itu termasuk khusus yang 
dipahami secara umum. 

Jika demikian maka sama sekali tidak ada dalil yang pasti bahwa 
pengecualian tersebut diberikan kepada semua shalat fardhu yang telah 
lewat, sebagaimana tidak ada dalil gath’i (pasti) maupun tidak gath’i 
yang mengecualikan waktu yang bersifat khusus dari waktu yang bersifat 
umum pada hadits-hadits yang menunjukkan perintah untuk diqadha, 
selain pengecualian shalat-shalat tertentu yang diperintahkan dari hadits- 
hadits tentang shalat-shalat yang dilarang. 

Ini sangat jelas, karena jika ada dua hadits yang saling 
bertentangan, masing-masing memiliki keumuman dan kekhususan. 
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maka tidak boleh mengambil salah satunya kecuali dengan adanya dalil, 
wallahu a ’lam. 


Bab II 

Adzan dan Iqaniah 

Bab ini terbagi kepada dua pasal: 
Pertama, Pembahasan tentang adzan. 
Kedua, pembahasan tentang iqamah. 


Pasal pertama: Adzan 

Pembahasan dalam pasal ini terangkum dalam lima bahasan: 


Tata cara adzan 

Para ulama berbeda pendapat mengenai tata cara adzan dalam 
empat cara yang masyhur: 

Pertama, membaca dua kali takbir, empat kali syahadatain dan 
sisanya masing-masing dua kali, ini adalah pendapat penduduk Madinah 
(Imam Malik) dan yang lainnya, sementara ulama di kurun terakhir dari 
pengikut Malik cenderung memilih cara tarjP, yaitu mengucapkan dua 
kalimat syahadat sebanyak dua kali dengan samar, kemudian 
mengucapkannya lagi sebanyak dua kali dengan keras. 

Kedua, adzan penduduk Makkah, inilah pendapat yang dipegang 
oleh Imam Syafi’i, yaitu mengucapkan takbir sebanyak empat kali di 
permulaan dan dua kalimat syahadat, lalu sisanya masing-masing dibaca 
dua kali. 

Ketiga, adzan penduduk Kufah, yaitu membaca takbir empat kali di 
permulaan, sisanya masing-masing dibaca dua kali, inilah pendapat yang 
dipegang oleh Abu Hanifah. 

Keempat, adzan penduduk Bashrah, yaitu membaca takbir 
sebanyak empat kali di permulaan, membaca dua kalimat syahadat, 
Hayya ‘alash Shalah, dan Hayya ‘alal Falaah sebanyak tiga kali, dimulai 
dengan mengucapkan Asyhadu an laa ilaaha Illallah sampai kepada 
Hayyah ‘alal Falaah, kemudian mengulanginya untuk kedua kali (yakni 
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empat kalimat secara berurutan), lalu mengulanginya untuk yang ketiga 
kali, inilah pendapat yang dipegang oleh Hasan Al Bashri dan Ibnu Sirin. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar dalam masalah 
tersebut dan berbedanya sandaran amal (dalil) yang biasa dilakukan, 
maksudnya penduduk Madinah jelas mengikuti amalan yang biasa 
dilakukan di Madinah, orang Mekah berhujjah dengan pengamalan yang 
biasa dilakukan di Mekah, demikian pula orang Kufah dan bashrah, dan 
masing-masing memiliki dalil yang dijadikan sebagai sandaran. 

Mengenai ucapan takbir dua kali sebagaimana dipegang oleh 
penduduk Hijaj, pendapat ini bersandarkan kepada riwayat Abi 
Mahdzurah^**^ dan Abdullah bin Zaid Al Anshari.^**^ 

Demikian pula pengucapan takbir sebanyak empat kali 
diriwayatkan dari Abu Mahdzurah dari jalur lain dan dari Abdullah bin 
Zaid. 

Syafi’i berkata, “Riwayat tersebut merupakan tambahan yang wajib 
diambil, diperkuat dengan kebiasaan penduduk Mekah yang 
melakukannya.” 

Sementara at-tarji’ yang dipegang oleh ulama kurun terakhir dari 
kalangan Malik berdasarkan kepada sebuah atsar yang diriwayatkan dari 
Abu Qudamah, Abu Umar berkata: “Abu Qudamah menurut para ulama 
adalah lemah.” 

Sementara penduduk Makkah berdalil dengan hadits Ibnu Abu 
Laila, di dalamnya ada ungkapan: 


Hadits Abu Mahdzurah. HR. Abu Daud (501, 503, 505), An-Nasa'i (2/5, 6, 7), 
Ibnu Majah (708), Ahmad (3/408. 409), Abdurrazzak (1779) dan dinilai shahih 
oleh Ibnu Khuzaimah (379), diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni (1/233), Al 
Baihaqi (1/393, 394, 417, 419) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih 
Abu Daud. 

Hadits Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. HR. Abu Daud (499), At-Tirmidzi 
(189), Ibnu Majah (709), Ahmad (4/43), Abdurrazzak (1787, 1788), Ibnu Al 
Jarud (158) dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (371), dan diriwayatkan juga 
oleh Ad-Daruquthni (1/341), dan Al Baihaqi (1/390, 414, 415, 420) dan dinilai 
shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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“Sesungguhnya Abdullah bin Zaid bermimpi melihat seseorang 
yang sedang berdiri di atas dinding berlubang dengan mengenakan dua 
jubah hijau, lalu dia beradzan dua kali-dua kali, dan iqamah dua kali-dua 
kali, kemudian dia mengabarkan hal itu kepada Rasulullah SAW, lalu 
Bilal berdiri dan beradzan dua kali-dua kali, dan iqamah dua kali-dua 
kali.”^*^^ 


Sementara yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam masalah ini 
hanyalah hadits Anas, yaitu: 


<0^ cs^iivaJl -ti "^1 ^ Oli'yi l) 1 jl 

^ y y y y x 


y 0> ^ 


“Sesungguhnya Bilal diperintahkan untuk mengucapkan adzan 
secara genap, dan iqamah secara ganjil kecuali ucapan qad gaamatish 
shalah, sesungguhnya dia mengucapkannya sebanyak dua kali.”^'’^ 

Dan Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Mahdzurah tentang 
spesifikasi adzan orang-orang Hijaz.^*^ 

Karena adanya kontradiksi dalam berbagai hadits ini, Ahmad dan 
Daud melihat bahwa cara-cara yang berbeda ini merupakan sebuah 
pilihan bukan bersifat wajib kepada salah satunya. 

Mereka juga berbeda pendapat mengenai ucapan muadzin pada 
shalat Shubuh, “Ash-Shalaatu khairun mimn-rjaum'\ apakah diucapkan 
atau tidak? 

Jumhur ulama berpendapat bahwa redaksi tersebut harus 
diucapkan, sementara yang lainnya berpendapat tidak harus diucapkan 


Hadits Abdullah bin Zaid yang diungkapkan sebelumnya. 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (605, 606, 607), Muslim (378), Abu Daud 
(508), An-Nasa'i (2/3), Ibnu majah (729, 730), Ahmad (3/103, 189), dan Ath- 
Thayalisi (2095). 

Telah dijelaskan takhrij-nya. 
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karena tidak termasuk ucapan adzan yang disunahkan, inilah pendapat 
yang dipegang oleh lam Syafi’i. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah redaksi tersebut diucapkan 
pada zaman Nabi SAW atau hanya diucapkan pada zaman Umar? 


Hukum adzan 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum adzan, apakah 
sunah mu'akkad atau fardhu? Jika fardhu apakah fardhu ‘ain atau 
kifayah'? 

1. Dikatakan bahwa Malik berpendapat bahwa adzan itu fardhu di 
masjid-masjid yang ditunaikan shalat berjamaah. 

2. Ada juga yang berpendapat sunah mu'akkadah, dan tidak 
berpendapat wajib (fardhu) atau sunnah bagi orang yang shalat sendirian. 

3. Sebagian ahlu zhahir berpendapat bahwa adzan hukumnya 
fardhu ‘ain. 


4. Yang lainnya berpendapat wajib bagi orang yang melakukan 
shalat berjamaah baik di perjalanan atau di dalam negeri. 


5. Yang lainnya berpendapat hanya dalam perjalanan. 

6. Imam Syafi’i dan Abu Hanifah sepakat bahwa adzan sunah bagi 
orang yang melakukan shalat sendiri, dan sunah mu'akkad bagi yang 
berjamaah. 


Abu Umar berkata, “Semuanya sepakat bahwa adzan hukumnya 
adalah sunah mu'akkadah atau fardhu bagi penduduk kota, bersandarkan 
kepada sebuah riwayat yang menyatakan: 


' X' y' ’ '' 


y' * .#0 ✓ e y 


“Sesungguhnya Rasulullah tidak menyerang (ke sebuah daerah) 
jika beliau mendengarkan adzan (di dalamnya), dan jika tidak 

>207 

mendengarnya, maka beliau menyerang.” 


Lafahznya dalam hadits Anas adalah: 
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Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara makna yang 
terkandung dalam hadits dengan zhahir hadits. Hal itu karena hadits 
shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Malik 
bin Huwairits dan sahabatnya: 




''Jika kalian berdua ada dalam perjalanan, maka beradzanlah, lalu 
iqamatlah, dan hendaklah orang yang paling tua diantara kalian menjadi 


mam. 


„208 


Demikian pula riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW selalu 
melakukannya ketika shalat berjamaah. 

Ulama yang memahami kewajiban ini secara mutlak berkata, 
“Bahwa adzan adalah fardhu bagi orang tertentu atau orang banyak”, 
inilah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Mughallis dari Daud. 

Sementara ulama yang memahaminya sebagai seruan untuk 
berkumpul berkata, “Bahwa hukum adzan adalah sunah masjid atau 
fardhu bagi tempat berkumpulnya orang banyak.” 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi apakah ucapan- 
ucapan ini termasuk ucapan yang berkaitan dengan shalat secara khusus, 
atau hanya memiliki tujuan untuk mengumpulkan orang lain. 
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“Jika Nabi SAW hendak menyerang satu kaum, maka beliau tidak akan 
menyerang hingga datang waktu shubuh, lalu melihat-lihat, jika beliau 
mendengar adzan maka beliau tidak menyerang, dan jika beliau tidak 
mendengar maka beliau menyerang mereka.” HR. Al Bukhari (371, 610, 947, 
2943, 2944, 4200), Muslim (1427), An-Nasa'i (1/271) (6/131), Ahmad (3/101, 
164, 186,206, 246,263). 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (628, 631, 685, 819, 6008, 7246), Muslim 
(674), Abu Daud (589), An-Nasa’i (2/9), Ahmad (3/436), dan Al Baihaqi 
(3/120). 
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Waktu adzan 


Para ulama sepakat bahwa adzan tidak dikumandangkan sehingga 
masuk waktu shalat, kecuali shalat Subuh, dalam hal ini para ulama 
berbeda pendapat; 

1. Imam Malik dan Syafi’i berpendapat boleh mengumandangkan 
adzan sebelum fajar. 

2. Abu Hanifah tidak membolehkannya. 


3. Sebagian ulama berpendapat jika dikumandangkan adzan 
sebelum fajar, maka wajib pula dikumandangkan setelah fajar, karena 
yang wajib menurut mereka adalah adzan setelah fajar. 

4. Abu Muhammad bin Hazm berpendapat adzan mesti dilakukan 
setelah masuk waktu shalat, kalau pun dilakukan sebelum masuk waktu 
maka jaraknya tidak boleh terlalu jauh, yaitu seukuran turunya muadzin 
pertama dan naiknya muadzin kedua. 

Sebab perbedaan pendapat: dalam hal ini ada dua hadits yang 
saling bertentangan; 


Pertama, hadits masyhur, yaitu sabda Rasulullah SAW; 


'■^Sesungguhnya bilal mengumandangkan adzan di malam hari, 
maka makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum 
mengumandangkan adzan.”^^^ 

Ibnu Ummi Maktum adalah seorang lelaki buta, dan ia tidak 
mengmandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya Telah Subuh, 
telah Shubuh.” 


Kedua, riwayat dari Ibnu Umar; 

y jc. y» iyu p>\ y 

. ji y y 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (917, 1918, 2656), Muslim (1092), Abu Daud 
(1347), At-Tirmidzi (203), An-Nasa'i (2/10), Ibnu Majah (1696), Ahmad (2/9, 
57, 62, 123, 386) semuanya dari hadits Ibnu Umar. 
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“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan sebelum terbit 
fajar, lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk mengulang, lalu dia 
berseru, ‘Ingatlah sesungguhnya seorang hamba telah tidur’ 

Hadits yang dipegang oleh ulama-ulama Hijaz lebih kuat sementara 
hadits yang dipegang oleh ulama Kufah diriwayatkan oleh Abu Daud, 
dan dinilai shahih oleh banyak ulama, jadi para ulama dalam memahami 
dua hadits ini menempuh dua cara, al jam ’u (mengkompromikan 
bebebrapa hadits), dan tarjih (menentukan yang lebih kuat). 

Ulama yang menempuh cara tarjih adalah ulama-ulama Hijaz, 
mereka berkata, “Hadits bilal lebih kuat dan wajib diambil.” 

Adapun ulama yang berusaha untuk mengompromikan adalah 
ulama Kufah, mereka berkata, “Mungkin saja adzan bilal itu dilakukan 
jika diragukan terbitnya fajar, karena saat itu matanya agak lemah, 
sementara adzan Ibnu Ummi Maktum terjadi jika benar-benar telah terbit 
fajar, cara seperti ini didukung dengan sebuah atsar dari Aisyah, dia 
berkata; 


< \X^ L* jAaj 'y] j»j 


“Jeda waktu antara keduanya hanya seukuran turunnya (yang 
pertama) dan naiknya (yang kedua).”^" 

Sementara ulama yang mengkompromikan diantara keduanya 
(maksudnya, mengumandangkan adzan sebelum fajar dan setelahnya), 
mereka berpegang teguh kepada zhahir riwayat shalat Shubuh secara 
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HR. Abu Daud (532), Abd bin Humaid (782), Ad-Daruquthni (1/244), Ath- 
Thahawi dalam Syarh Al Ma’ani Al Atsar (1/139), dan Al Baihaqi (1/383), dan 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud, dalam masalah ini pun 
ada riwayat dari Anas yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/245). 


Tambahan ini adalah perkataan Al Qasim bin Muhammad yang 
meriwayatkannya hadits dari Aisyah: 

9I f 4 , t,, , ** ^*,, , 9', \ \ * t ^ " t' * *, t'' * ' • 
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“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan di malam hari, lalu Rasulullah 
saw bersabda: “Makan dan minumlah kalian sehingga Ibnu Ummi Maktum 
mengumandangkan adzan, karena sesungguhnya dia tidak akan beradzan 
sehingga terbit fajar”, Al Qasim berkata: “Tempo diantara keduanya hanya 
seukuran naiknya yang kedua dan turunnya yang pertama.” HR. Al Bukhari 
(623), dan Muslim (1092). 
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khusus (maksudnya, bahwa muadzin pada zaman Rasulullah SAW itu 
ada dua, Bilal dan Ibnu Ummi Maktum). 


Syarat-syarat adzan 

Dalam bagian ini ada delapan masalah: 

1. Apakah orang yang mengumandangkan adzan harus melakukan 
iqamah pula ini merupakan salah satu syaratnya? 

2. Apakah tidak boleh berbicara saat mengumandangkan adzan 
termasuk salah satu syaratnya? 

3. Apakah mengumandangkan adzan dalam keadaan suci termasuk 
salah satu syaratnya? 

4. Apakah menghadap kiblat termasuk salah satu syaratnya? 

5. Apakah berdiri saat mengumandangkan adzan termasuk salah 
satu syaratnya? 

6. Makruhkah adzan orang yang sedang mengendarai kendaraan? 

7. Apakah baligh merupakan salah satu syarat beradzan? 

8. Apakah tidak boleh mengambil upah bagi muadzin merupakan 
salah satu syaratnya? 


- Seseorang melakuan adzan sementara iqamah dilakukan oleh 
yang lainnya, dalam masalah ini ulama diberbagai negeri 
membolehkannya, sementara sebagian dari mereka tidak 
membolehkannya. 


Sebab perbedaan pendapat: Dalam masalah ini ada dua hadits 
yang saling bertentangan: 

Pertama, hadits Ash-Shada'i, dia berkata. 






aIIp <U11 LgC» JC8*>Ca3l 
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“Aku menjumpai Rasulullah SAW, ketika tiba waktu Subuh beliau 
memerintahkanku untuk mengumandangkan adzan, lalu aku pun 
melakukannya, kemudian beliau berdiri untuk melakukan shalat, lalu 
datang Bilal hendak beriqamah, akhirnya Rasulullah SAW bersabda, 
"Sesungguhnya saudara Shada' telah mengumandangkan adzan, 
barangsiapa mengumandangkan adzan maka dialah yang mesti 
mengumandangkan igamah.”^'^ 

Kedua, riwayat yang menyatakan bahwa ketika Abdullah bin Zaid 
diperlihatkan adzan, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk 
mengumandangkan adzan lalu dia melakukannya, kemudian 
memerintahkan Abdullah bin Zaid untuk mengumandangkan iqamah, 
lalu dia melakukannya.”^'^ 

Ulama yang menempuh jalan an-naskh (penghapusan) berkata, 
“Hadits Abdullah bin Zaid datang terlebih dahulu, sementara hadits Ash- 
Shadai datang terakhir.” 

Adapun ulama yang menempuh jalan tarjih (mengunggulkan 
pendapat yang kuat) menyatakan, “Bahwa hadits Abdullah bin Zaid lebih 
kuat, sementara hadits Ash-Shada'i diriwayatkan oleh Abdurrahman Al 
Ifriqi secara menyendiri, padahal dia tidak bisa dijadikan hujjah menurut 
ulama hadits.” 


- Adapun perbedaan pendapat mengenai upah bagi muadzin, ini 
terjadi karena perbedaan persepsi dalam ke-shahih-an hadits yang 
menjelaskannya, yaitu hadits Utsman bin Abdil Ash, dia berkata: 


^ “ .f X ^ t' y i’ 
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Dha’if. HR. Abu Daud (514), At-Tirmidzi (199), Ibnu Majah (717), Ahmad 
(4/69), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (5/263) (5286), Ath-Thahawi dalam Syarh 
Al Ma’ani Al Atsar (1/142), Al Baihaqi (1/399) semua hadits ini berasal dari 
Abdurrahman bin Ziyad Al Ifriqi, walaupun dia disifati dengan kebaikan dirinya 
akan tetapi hafalannya lemah sehingga tidak bisa dijadikan sandaran jika 
meriwayatkan secara menyendiri, hadits ini pun dinilai dha'if oleh Al Albani 
dalam Dha 'if At-Tirmidzi. 

Telah dijelaskan takhrij-nya, potongan hadits Abdullah bin Zaid. 
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“Sesungguhnya perkara akhir yang diwasiatkan Rasulullah SAW 
kepadaku adalah hendaknya aku menjadikan seorang muadzin yang tidak 
mengambil upah atas adzannya.”^''* 

- Perbedaan pendapat mengenai syarat-syarat lainnya adalah 
perbedaan persepsi dalam menganalogikan adzan kepada shalat: 

Kelompok ulama yang menganalogikannya kepada shalat, tentu 
mewajibkan syarat-syarat tersebut, sementara yang tidak 
mengqiyaskannya tidak mensyaratkannya. 

Abu Umar bin Abdil Barr berkata, “Kami telah meriwayatkan dari 
Abu Wail bin Hajar, dia berkata, ‘Yang benar dan merupakan sunah 
adalah bahwa seseorang harus melakukan adzan sambil berdiri, dan 
dalam keadaan suci.’^^^ 


Abu Umar berkata, “Abu Wail termasuk kalangan sahabat, 
perkataan beliau, ‘Sunah’ masuk ke dalam musnad dan lebih baik 
daripada qiyas.” 


Al Qadhi berkata, “At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Abu 
Hurairah, sesungguhnya beliau SAW bersabda: 


* * . • * * * . %' 

, j£Jl VI Oijj V 


“r/Joik boleh mengumandangkan adzan kecuali orang memiliki 

wudhur^^^ 


Bacaan orang yang mendengarkan adzan 

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan orang yang 
mendengar adzan: 


Shahih. HR. Abu Daud (531), At-Tirmidzi (209), An-Nasa'i (2/23), dan dalam 
Al Kubra (1636), Ibnu Majah (714), Ahmad (4/21, 217), Al Humaidi (906) dan 
dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (423), Al Hakim (1/201) diriwayatkan pula 
oleh Ad-Daruquthni dalam Al Kabir (IX/8357, 8363, 8376, 8378), dan Al 
Baihaqi (1/429) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 
Sanadnya murujathi’. HR. Al Baihaqi (1/392), Ibnu Hajar menguatkannya 
dalam At-Talkhish (1/216), Ad-Daruquthni dalam Al Afrad dan Abi Syaikh 
dalam Al Adzan. 

Dha’if. HR. At-Tirmidzi (200), Al Baihaqi (1/397) dan dinilai dha’if oleh Al 
Albani dalam Dha 'if At-Tirmidzi. 
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1. Sebagian ulama menyatakan bahwa dia mengucapkan bacaan 
yang dikumandangkan oleh muadzin perkalimat sampai akhir. 

2. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa ia mengucapkan 
kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin kecuali pada kalimat hayya 
'alal falaah, dia menjawab la haula wala guwwata illa billaah. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya beberapa atsar yang saling 
bertentangan. Seperti riwayat Abu Sa’id Al Khudri, bahwa Nabi SAW 
bersabda, 

'"Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa 
yang ia ucapkan.”^ 

Sementara dalam hadits Umar bin Al Khaththab,^'* juga hadits 
Muawiyah,^'^ “Bahwa orang yang mendengar adzan jika (muadzin 
mengumandangkan) kalimat hayya ‘alal falaah, maka dia mengucapkan 
la haula wala guwwata illa billaah J 

Ulama yang menempuh jalan tarjih berpendapat dengan keumuman 
hadits Abu Sa’id Al Khudri, sementara ulama yang memahami 
keumuman kepada kekhususan berusaha menggabungkan kedua hadits, 
ini adalah madzhab Malik bin Anas. 


Pasal kedua: Iqainah 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini pada dua masalah; 
tentang hukum dan tata caranya. 

Mengenai masalah hukum: 

1. Ulama fiqih di berbagai negeri berpendapat bahwa iqamah 
hukumnya sunah mu'akkad bagi orang yang melakukan shalat sendirian 
atau berjamaah, bahkan lebih kuat daripada hukum adzan. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (611), Muslim (383), Abu Daud (522), At- 
Tirmidzi (208), An-Nasa'i (2/23), Ibnu Majah (720), Ahmad (3/6, 53, 78, 90), 
Abdurrazzak (1842), Al Baihaqi (1/408). 

Shahih. HR. Muslim (385), Abu Daud (527), dan Al Baihaqi (1/408, 409). 
Shahih. HR. An-Nasa’i (2/25), Ahmad (4/91, 92, 98), dan Ad-Darimi (1/273). 
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2. Menurut ahiu Zhahir iqamah adalah fardhu, akan tetapi saya 
tidak mengetahui apakah kefardhuan secara mutlak, atau salah satu 
fardhu shalat, bedanya adalah jika termasuk pendapat pertama maka 
shalat tidak batal karena meninggalkannya, sedangkan menurut pendapat 
kedua maka shalat batal karena meninggalkannya. 


3. Ibnu Kinanah salah seorang pengikut Malik berkata, “Jika 
seseorang meninggalkannya secara sengaja maka shalatnya batal.” 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah iqamah itu termasuk amalan 
yang menjelaskan keumuman perintah melakukan shalat dalam sabda 
Nabi SAW: 


“^Lakukanlah shalat sebagaimana kalian melihat aku melakukan 

shalatr^^^ 


Ataukah iqamah itu termasuk amalan yang dibawa kepada hukum 
sunah? Sementara zhahir hadits Malik bin Huwairits menunjukkan 
fardhu, terlepas apakah untuk shalat berjamaah atau shalat fardhu. 

Tentang tata cara iqamah: 

1. Imam Malik dan Syafi’i berpendapat takbir di permulaan 
diucapkan dua kali, dan yang setelahnya satu kali-satu kali kecuali 
ucapan qad gaamatish-shalaah, Malik menyatakan satu kali, sementara 
Syafi’i menyatakan dua kali. 

2. Abu Hanifah menyatakan bahwa iqamah itu diucapkan dua kali- 
dua kali. 


3. Adapun riwayat dari Ahmad bin Hanbal boleh melakukannya 
satu kali atau dua kali-dua kali. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hadits 
Anas dengan hadits Abu Laila yang terdahulu, yaitu dalam hadits Anas 
dijelaskan: 


Muttafag ‘Alaihi. ini adalah potongan hadits Malik bin Al Huwairits dan 
takhrij-nya telah dijelaskan. 
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“Bilal diperintahkan untuk mengucapkan adzan secara genap, dan 
iqamah secara ganjil kecuali ucapan qadgaamatish-shalah.”^^' 

Sementara dalam hadits Abu Laila dijelaskan : 

i'» . 'i. i't 'f i: . .i Mi 
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“Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk adzan, lalu 
dia melakukannya dua kali-dua kali, dan iqamah dua kali-dua kali.”^^^ 

Jumhur ulama menetapkan tidak adanya adzan dan iqamah bagi 
kaum wanita. 

Sementara Malik berkata, “Jika mereka mengumandangkan iqamah 
maka hal itu adalah kebaikan.” 

Syafi’i berkata, “Jika mereka mengumandangkan adzan dan iqamah 
maka hal itu adalah kebaikan.” 

Ishaq berkata, “Bahwa mereka harus mengumandangkan iqamah 
dan adzan,” dan diriwayatkan dari Aisyah bahwa ia melakukan adzan dan 
iqamah sebagaimana diutarakan oleh Al Mundziri. 

Perbedaan pendapat kembali kepada perbedaan persepsi apakah 
seorang wanita bisa menjadi imam? Ada pendapat yang menyatakan pada 
dasarnya kaum wanita seperti lelaki dalam segenap ibadah kecuali jika 
datang dalil yang mengkhususkannya? 


Bab III 

Masalah Kiblat 

Kaum muslimin sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan salah 
satu syarat sahnya shalat, berdasarkan firman Allah SWT: 




O^J 


''Dan dari mana saja kamu (keluar). Maka palingkanlah wajahmu 
ke arah Masjidil Haram.” (Qs. Al Baqarah [2]; 150). 


Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya. 
Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya. 
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Jika seseorang bisa melihat ka’bah maka yang wajib baginya 
adalah langsung menghadap ka’bah, tak ada perbedaan pendapat dalam 
masalah ini. 

Masalahnya adalah Jika Ka’bah tidak terlihat oleh mata, para ulama 
berbeda pendapat dalam dua perkara: 

Pertama, apakah yang wajib itu tepat menghadap ka’bah atau 
cukup dengan menghadap ke arahnya saja? 

Kedua, apakah kewajibannya itu mesti benar-benar tepat ataukah 
cukup dengan ijtihad? 


Masalah pertama: Apakah yang wajib itu menghadap ka’bah atau 
ke arah ka’bah? 

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib adalah 
menghadap tepat kiblat, sementara yang lainnya cukup dengan hanya 
menghadap arah kiblat. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi mengenai firman 
Allah SWT: 


C 


i^>jt 


""Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram” (Qs. Al 


Baqarah [2]: 150) 

Apakah dalam ayat tersebut ada redaksi yang dibuang, atau tidak 
ada sehingga memahami ungkapan secara hakiki? 

Kelompok ulama yang menyatakan adanya kalimat yang dibuang, 
mereka berpendapat bahwa yang wajib hanyalah arah, sementara ulama 
yang tidak menyatakan adanya kalimat yang dibuang, mereka berkata, 
“Yang wajib adalah menghadap kiblat itu sendiri. 

Mestinya sebuah redaksi dipahami secara makna hakiki sehingga 
datang dalil yang membawanya kepada makna majazi. 

Ada pernyataan bahwa dalil adanya kalimat yang dibuang adalah 
sabda Nabi SAW: 


■ 'J>xj '•C>ry lil aL* 
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^‘'Antara timur dan barat itu ada kiblat, jika seseorang 
mengarahkan (badannya) ke kiblat. 

Mereka berkata, “Demikian pula kesepakatan kaum muslimin 
membuat shaf panjang di luar Ka’bah menunjukkan bahwa yang wajib 
bukan menghadap ka’bah itu sendiri.” (maksudnya jika ka’bah tidak bisa 
dilihat). 

Menurut saya: Seandainya yang wajib itu adalah menghadap 
ka’bah itu sendiri maka akan menjadi sebuah kesulitan padahal Allah 
telah berfirman: 




“Dow Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama 
suatu kesempitan." (Qs. Al Hajj [22]: 78) 

Sesungguhnya menghadap ka’bah itu sendiri tidak bisa dicapai 
kecuali dengan bantuan ilmu ukur dan teropong, tidak mungkin hanya 
dengan menggunakan ijtihad, padahal kita tidak dibebankan 
menggunakan ilmu ukur atau teropong jika berijtihad dengan mengukur 
panjang dan lebarnya suatu negeri. 


Masalah kedua: Ijtihad dalam menentukan arah kiblat 

Apakah orang yang berijtihad dalam menentukan arah kiblat harus 
tepat atau hanya sekedar ijtihad? Sehingga kita bisa menetapkan jika 
kefardhuannya adalah ketepatan maka seseorang wajib mengulang 
shalatnya jika mengetahui bahwa dia tidak menghadap ke arah kiblat, lalu 
jika kita menyatakan bahwa yang wajib hanya sekedar ijtihad maka 


HR. Al Bahaqi (2/9) secara marfu’, dan dibawakan dengan lafazh: 

l* ^ 9 9 
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Antar a timur dan barat itu ada kiblat.” 

Dari hadits Ibnu Umar secara marfu' yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Ja’d 
(2405), Ad-Daruquthni (1/270, 271), Al Hakim (1/205), Al Baihaql (2/9) dalam 
masalah ini pun ada hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi (342, 344), Ibnu Majah (1011), Ath-Thabrani dalam Al Ausath (794), 
hadits ini dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 
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dalam kasus di atas dia tidak wajib mengulang shalat, padahal 
sebelumnya dia telah melakukan shalat berdasarkan ijtihadnya. 

1. Imam Syafl’i menyatakan bahwa yang wajib adalah ketepatan, 
jadi, jika nyata-nyata ia telah melakukan shalat tidak ke arah kiblat, maka 
dia wajib mengulang shalatnya. 

2. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat tidak mesti 
mengulang jika shalatnya telah berlalu, selama dia tidak melakukannya 
secara sengaja atau selama dia melakukannya dengan ijtihad, hanya saja 
Malik memberikan anjuran untuk mengulangnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara qiyas dengan 
atsar, demikian pula perbedaan dalam penilaian ke-shahih-an atsar yang 
menjelaskannya. 

Qiyas di sini maksudnya adalah menganalogikakan arah kepada 
waktu shalat, tentang masalah waktu mereka sepakat bahwa 
kewajibannya tepat waktu, jadi, jika seseorang melakukan shalat sebelum 
masuk waktu maka ia wajib mengulang shalat, kecuali sebuah pendapat 
syadz yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Asy-Sya’bi, demikian pula 
apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik bahwa jika seorang musafir 
melakukan shalat Isya sebelum terbenam syafaq (sinar merah) karena 
tidak tahu, kemudian dia mengetahui telah melakukan shalat sebelum 
masuk waktunya maka shalatnya itu sah, sisi kesamaannya adalah yang 
ini batasan waktu, sementara arah adalah batasan tempat. 

Atsar dalam masalah ini adalah hadits Amir bin Rabi’ah, dia 
berkata: 
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“Kami pernah bersama Rasulullah SAW pada satu malam yang 
gelap dalam sebuah perjalanan, maka kiblatpun tampak samar bagi kami, 
akhirnya masing-masing melakukan shalat ke satu arah, dan kami 
meletakkan sebuah tanda, tatkala Subuh tiba ternyata kami melakukan 
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shalat bukan ke arah kiblat, lalu kami pun bertanya kepada Rasulullah 
SAW, beliau pun bersabda, ‘Shalat kalian telah berlalu 

Lalu turunlah firman Allah SWT: 


^1 LLLjli (3 


kepunyaan Allah-lah timur dan barat. Maka kemanapun 
kamu menghadap di situlah wajah Allah r (Qs. Al Baqarah [2]:! 15) 

Dengan ulasan di atas jelaslah bahwa ayat ini muhkamah (pasti), 
dan berlaku bagi seseorang yang melakukan shalat bukan ke arah kiblat 
karena tidak tahu, lalu dia mengetahui hal tersebut setelahnya. 

Sementara jumhur ulama menyatakan bahwa ayat ini dinaskh 
(dihapus) dengan firman Allah SWT: 
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“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka palingkanlah wajahmu 
ke arah Masjidil Haram “ (Qs. Al Baqarah [2] : 150). 

Ulama yang tidak menganggap shahih atsar di atas, mereka 
mengqiyaskan batasan arah dengan batasan waktu. 

Sementara ulama yang menganggap shahih atsar di atas 
menyatakan bahwa shalat yang telah dilakukannya tidak batal. 

Dalam pembahasan ini ada sebuah masalah yang sangat terkenal, 
yaitu shalat di dalam ka’bah: 


Masalah ketiga: Shalat di dalam ka’bah 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini 

1. Melarang secara mutlak. 

2. Membolehkan secara mutlak. 

3. Membedakan antara shalat wajib dan sunnah. 


Hasan. HR. At-Tirmidzi (245, 2957), Ath-Thayalisi (1145), Ad-Daruquthni 
(1/272), Al Baihaqi (2/11) dan dinilai hasan oleh Al Albani dalam Shahih At- 
Tirmidzi. 
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Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara berbagai alsar, 
dan perbedaan persepsi pada sebuah pertanyaan bagi seseorang yang 
shalat menghadap ke salah satu temboknya dari dalam, apakah orang 
tersebut termasuk menghadap kiblat sebagaimana dilakukan dari luar? 

Ada dua atsar tsabit yang menjelaskan hal ini; 


Pertama, hadits Ibnu Abbas, beliau berkata: 

j> ipS Ui-j aIIp 4isi CS 

«Jl* Jlij ^ ^ J^. 

.iiJl 


“Ketika Nabi SAW masuk ka’bah, beliau berdo'a di semua 
sudutnya, akan tetapi beliau tidak melakukan shalat hingga keluar 
darinya, setelah keluar beliau melakukan shalat dua rakaat ke arah ka bah 
seraya bersabda, 'Inilah kiblat' 


Kedua, hadits Abdullah bin IJmar: 

Jjj t Ji-S J J j' 

oJtlj 4^ Akiis> j; 

OjCJ [;_;P ^ ^ 

^ ^ ^ ^1’ ***!&«' <!• 9 y ^ y y 


“Bahwa Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka’bah bersama 
Usamah bin Zaid, Utsman bin Thalhah, dan Bilal bin Rabah, lalu beliau 
menguncinya dan berdiam di sana, ketika Bilal keluar aku bertanya 
kepadanya, ‘Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?’ dia menjawab, 
‘Menancapkan satu tongkat di sebelah kiri, satu tongkat di sebelah kanan, 
dan tiga tongkat di belakangnya kemudian beliau melakukan shalat’ 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (398), Muslim (1331), An-Nasa'i (5/2190), 
dan dalam Al Kubra (3896), dan Ahmad (1/283, 311). 

Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (505), Muslim (13291), Abu Daud (2023, 
5025) An-Nasa'i (2/63) (5/216), Ahmad (2/23, 55), dan Al Baihaqi (2/326, 327) 
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Kelompok ulama yang menempuh jalan penghapusan (naskh) atau 
tarjih, memiliki dua pilihan, yaitu melarangnya secara mutlak Jika 
menguatkan hadits Ibnu Abbas, atau membolehkannya secara mutlak Jika 
menguatkan hadits Ibnu Umar. 

Sementara kelompok ulama yang berusaha mengkompromikan dua 
hadits tersebut, mereka memahami hadits Ibnu Abbas untuk shalat 
fardhu, dan hadits Ibnu Umar untuk shalat sunah. 

Sebenarnya sulit mengkompromikan kedua hadits di atas, karena 
dua rakaat yang beliau lakukan di luar ka’bah, tepatnya ketika Rasulullah 
SAW bersabda, “Ini adalah kiblat" adalah shalat sunah. 

Lalu kelompok ulama yang menggugurkan kedua atsar lantaran 
adanya kontradiksi terbagi dua: 

1. Ulama yang memandang berlakunya hukum {istishab) ijma’ 
sampai ada dalil yang membuktikan, mereka berpendapat tidak 
dibenarkan melakukan shalat dalam ka’bah secara mutlak. 

2. Ulama yang tidak memandang berlakunya hukum iJma’, mereka 
melakukan pertimbangan kembali, apakah orang yang melakukan shalat 
dalam ka’bah termasuk menghadap kiblat? Jika dia menamakannya kiblat 
maka diperbolehkan shalat di dalamnya, dan yang tidak menamakannya 
kiblat- dan inilah pendapat yang lebih Jelas - tidak membolehkan shalat 
di dalamnya. 


Masalah keempat: Sutrah (pembatas) di hadapan orang yang 
melakukan shalat 


Para ulama sepakat dianjurkan menggunakan sutrah yang 
diletakkan antara orang yang melakukan shalat dan kiblat, shalat sendiri 
atau sebagai imam, hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW: 




“Jika salah seorang diantara kalian meletakan seperti sandaran 
pelana di hadapannya, maka lakukanlah shalat. 


Shahih. HR. Muslim (499), Abu Daud (685), At-Tirmidzi (335), Ahmad 
(1/162), dan Ath-Thayalisi (231). 
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Mereka berbeda pendapat jika menggunakan garis saat tidak 
mendapatkan sutrah (pembatas): 

1. Jumhur menyatakan tidak boleh menggunakan garis. 

2. Ahmad bin Hanbal boleh menggunakan garis di hadapannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam penilaian 
shahih tidaknya hadits tentang garis, atsar tersebut diriwayatkan oleh 
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


tCaP L-s^ali ‘J 0^ ^ '^1 

.<oJu 'j* °J* ^ J Jaiak^ Uai- ^ jl* 


''''Jika salah seorang diantara kalian melakukan shalat, maka 
letakanlah sesuatu di hadapannya, jika tidak ada maka tancapkanlah 
tongkat, Jika tidak ada tongkat maka buatlah garis, dengannya dia tidak 
terganggu oleh orang yang melintas di hadapannya. 

Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad bin Hanbal menilainya 
shahih, sementara Syafi’i tidak menilainya shahih. 

Telah diriwayatkan pula, “Bahwa Rasulullah SAW pernah 
melakukan shalat tanpa menggunakan sutrah.''^^^ Demikian pula sebuah 
hadits yang menjelaskan bahwa Nabi SAW pernah membawa tongkat 
(yang dijadikan sebagai sutrah). 


Bab IV 

Menutup Aurat dan Pakaian dalam Shalat 
Bab ini terbagi kepada dua pasal: 


Dha’if. HR. Abu Daud (6889), Ibnu Majah (943), Ahmad (2/249, 254, 266), 
Abdurrazzak (2286) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (811, 812), 
diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (2/270, 271) dan dinilai dha'if oleh Al 
A\han\da\am Dha’if Abu Daud. 

Dha’if HR. Abu Daud (819), An-Nasa'i (2/65), Ahmad (1/211) dan dmilai 
dha ’;/oleh Al Albani dalam Dha’if Abu Daud. 

Muttafag ’Alaihi. HR. Al Bukhari (494, 498, 972), Muslim (501), Abu Daud 
(687), dan Ahmad (2/13,18) semuanya dari hadits Ibnu Umar. 
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Pasal pertama: Menutup aurat 

Para ulama sepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib secara 
mutlak, lalu mereka berbeda pendapat apakah menutup aurat termasuk 
syarat sahnya shalat? Demikian pula mereka berbeda pendapat mengenai 
batasan aurat laki-laki dan wanita. 


Masalah pertama: Apakah menutup aurat merupakan syarat sahnya 
shalat? 

1. Zhahir madzhab Imam Malik menetapkan bahwa menutup aurat 
termasuk sunah dalam shalat. 

2. Sementara Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat bahwa menutup 
aurat termasuk kefardhuan shalat. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi diantara 
berbagai atsar, dan perbedaan persepsi dalam memahami firman Allah 
SWT: 



"‘Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 
(memasuki) masjid^ (Qs. Al A’raaf [7]: 31) 

Apakah perintah dalam ayat tersebut menunjukkan wajib atau 
sunah? 


Ulama yang menetapkan hukum wajib berkata, “Yang dimaksud 
dalam ayat tersebut adalah menutup aurat.” Mereka berhujjah bahwa 
sebab turun ayat adalah ketika itu ada seorang wanita yang melakukan 
thawaf sambil telanjang, dan berkata: 


i-f ii. to; 1^3 




Sekarang telah nampak sebagian atau seluruhnya, apa saja yang 
nampak darinya tidak aku halalkan. 

Lalu turunlah ayat tersebut, dan Nabi SAW memberikan perintah 
agar tidak ada seorang musyrik pun yang melakukan thawaf juga tidak 
boleh seorang wanita melakukannya sambil telanjang.^^' 


Muttafac! 'Alaihi. HR. Al Bukhari (1622), dan Muslim (1347). 
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Sementara yang memahaminya sebagai sunah, mereka menyatakan 
bahwa yang dimaksud perhiasan adalah segala yang nampak, berupa 
selendang dan pakaian indah lainnya. 

Mereka memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadits berikut ini: 

“Ada sekelompok lelaki yang melakukan shalat bersama Nabi 
SAW dengan melipatkan kain mereka ke leher seperti anak kecil, dan 
dikatakan kepada kaum wanita, ‘Janganlah kalian mengangkat kepala 
kalian hingga kaum lelaki tersebut benar-benar duduk’. 

Mereka berkata, “Karena itulah orang yang tidak memiliki sesuatu 
yang dapat menutup auratnya tidak diperselisihkan bahwa dia boleh 
melakukan shalat." Padahal mereka berbeda pendapat mengenai orang 
yang tidak dalam keadaan suci, bolehkah ia melakukan shalat? 



Masalah kedua: Aurat laki-laki 

Mengenai batasan aurat laki-laki: 

1. Imam Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa batasan aurat laki- 
laki adalah antara pusar dan lutut, demikian pula pendapat Abu Hanifah. 

2. Ulama yang lainnya berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki 
adalah qubul dan dubur. 

Sebab perbedaan pendapat: Dua atsar yang saling bertentangan, 
padahal keduanya shahih: 

Pertama, hadits Jarhad, bahwa Nabi SAW bersabda: 

0 ^ 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (362, 814, 1215), dan Muslim (441), Abu 
Daud (630), Ahmad (5/331), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (764) dan 
Ath-Thabrani (5964, 5937). 
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""Paha adalah auratl 
Kedua, hadits Anas: 


■,■,233 


^ y. J .-ui 4 ^ yji y 

XX ^ XXX > 


“Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyingkap bagian pahanya, 
sementara beliau sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya. 

Al Bukhari berkata, “Hadits Anas lebih kuat sanadnya, sementara 
hadits Jarhad lebih hati-hati.” 


Ulama yang lain berpendapat, “Bahwa aurat laki-laki adalah dubur, 
kemaluan dan paha.” 


Masalah ketiga: Aurat wanita 
Tentang aurat wanita: 

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa semua tubuh wanita adalah 
aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa telapak kaki wanita bukanlah 

aurat. 


3. Abu Bakar bin Abdirrahman dan Ahmad berpendapat bahwa 
semua tubuh wanita adalah aurat. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya berbagai kemungkinan yang 
timbul dalam ayat berikut ini: 



""Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang 
(biasa) nampak dari padanya.'' (Qs. An-Nuur [24]: 31). 


Shahih. HR. Abu Daud (4014), At-Tirmidzi (2795, 2797, 2798), Ahmad (3/478, 
479), Al Humaidi (857, 858), Ad-Daruquthni (1/224), Ath-Thabrani (2138, 
2140), Al Baihaqi (2/228), dalam masalah ini pun ada hadits Muhammad bin 
Jahsy yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/290), Ath-Thabrani (19/550, 551, 552), 
Al Baihaqi (2/228), dan dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abd bin 
Humaid dalam Al Muntakhah (640), dan Al Baihaqi (2/228) dan dinilai shahih 
oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 

Muttafacj ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (371, 610, 947, 2228, 2235, 2889, 2893, 
2943), Muslim (1365), dan An-Nasa'i (6/131). 
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Apakah yang dimaksud dengan pengecualian dalam ayat anggota 
tertentu, atau yang mesti nampak? 

Ulama yang berpendapat bahwa yang dikecualikan dari ayat 
tersebut adalah segala anggota yang mesti nampak saat bergerak, mereka 
berkata, “Semua tubuh wanita adalah aurat.” Mereka pun berdalil dengan 
firman Allah SWT: 


^"Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin .... (Qs. Al Ahzaab [33]. 
59). 

Lalu ulama yang menyatakan bahwa yang dikeeualikan dalam ayat 
adalah anggota tubuh yang biasa terbuka (terlihat), yaitu wajah dan dua 
telapak tangan, mereka berpendapat bahwa keduanya bukan aurat, 
keadaan wanita yang terbuka wajahnya saat melakukan haji dijadikan 
sebagai penguat bagi pendapatnya. 


Pasal kedua: Pakaian yang bisa dikenakan untuk melakukan shalat 
Dasar pembahasan ini adalah firman Allah SWT: 



‘'Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 
(memasuki) masjid.” (Qs. Al A raaf [7]: 31) 

Demikian pula larangan yang berhubungan dengan berbagai 
macam model pakaian yang dikenakan saat menunaikan shalat. Karena 
hal itu merupakan kesepakatan para ulama —menurut yang saya duga 
bahwa pakaian yang dilarang saat menunaikan shalat adalah baju minim 
yang tidak menutup pundaknya, atau mengenakan pakaian sementara 
bagian kemaluannya tidak tertutup, semua ini sebagai tindakan preventif 
agar auratnya tidak terbuka. Saya pun tidak mengetahui ada seseorang 
yang berpendapat, “Tidak boleh menunaikan shalat dengan berpakaian 
demikian sekalipun auratnya tidak terbuka, bahkan jika kita berpijak 
kepada ushul ahlu zhahir maka shalat tetap wajib baginya.” 
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Para ulama sepakat bahwa seorang lelaki boleh melakukan shalat 
hanya dengan mengenakan satu baju, dalilnya adalah sabda Nabi SAW 
saat ditanya, “Bolehkah seseorang melakukan shalat dengan satu baju?” 
beliau menjawab: 

‘‘Bukankah setiap kalian memiliki dua baju?”^^^ 

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang lelaki yang 
melakukan shalat dengan punggung dan perut terbuka: 

1. Jumhur menyatakan boleh melakukan shalat dalam keadaan 
demikian, karena punggung dan perut tidak termasuk aurat. 

2. Ulama yang lainnya mengeluarkan pendapat syadz, mereka 
berkata, “Tidak boleh melakukan shalat dengan kondisi demikian karena 
adanya larangan dari Nabi SAW terhadap seseorang yang melakukan 
shalat dengan satu baju sementara pundaknya terbuka, dan berpegang 
teguh dengan kewajiban dalam firman Allah SWT: 





JUP 


■ij 




“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 
(memasuki) masjid.” (Qs. Al A’raaf [7]: 31) 


Jumhur ulama sepakat bahwa pakaian yang mencukupi bagi 
seorang wanita dalam shalat adalah baju kurung dan kerudung, hal itu 
berdasarkan sebuah riwayat dari Ummu Salamah: 


^ /f 


“Bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, pakaian apa yang 
harus dikenakan wanita saat melakukan shalat?” Rasulullah bersabda, 
“Kerudung dan baju kurung yang bisa menutupi kedua telapak 
kakinya.”^^^ 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (358), Muslim (515), Abu Daud (625), An- 
Nasa'i (2/69), dan Ahmad (2/285,245) dari hadits Abu Hurairah. 

Dha’if. HR. Abu Daud (640), Malik dalam Al Muwaththa' (324), Ad- 
Daruquthni (2/62) dan dinilai shahih oleh Al Hakim (1/250), diriwayatkan pula 
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Demikian pula berdasarkan sebuah riwayat dari Aisyah dari Nabi 


SAW, beliau bersabda; 




""Allah tidak menerima shalat wanita yang sudah haid (baligh) 
kecuali dengan mengenakan kerudung.”^^^ 

Diriwayatkan pula dari Aisyah, Maimunah, dan Ummu Salamah, 
mereka semua memfatwakan demikian, mereka semua berkata, “Jika 
seorang wanita melakukan shalat dengan aurat yang terbuka, maka dia 
wajib mengulangnya pada waktu shalat tersebut atau setelahnya.” 
Kecuali Imam Malik, dia berkata, “Bahwa wajib mengulangnya hanya 
dalam waktunya.” 

Jumhur ulama menyatakan bahwa seorang hamba sahaya boleh 
melakukan shalat dengan kondisi kepala dan kaki terbuka, sementara 
Hasan Al Bashri mewajibkannya, adapun Atha' menganjurkannya. 

Sebab perbedaan pendapat berpijak dari sebuah pertanyaan apakah 
dalil yang ditujukan kepada satu jenis berlaku untuk orang merdeka dan 
hamba sahaya, atau hanya ditujukan kepada orang merdeka? 

Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang lelaki yang 
melakukan shalat dengan mengenakan pakaian dari sutera: 


1. Sebagian ulama membolehkannya. 

2. Sebagian yang lainnya tidak membolehkannya. 

3. Sementara sebagian ulama yang lainnya lagi menganjurkan 
untuk mengulanginya. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah meninggalkan sesuatu yang 
dilarang secara mutlak merupakan syarat sah shalat? 

Ulama yang berpendapat bahwa meninggalkannya merupakan 
syarat, mereka menyatakan bahwa shalat tersebut tidak sah. 


oleh Al Baihaqi (2/232, 233) dan dinilai dha’if oleh Al Albani dalam Dha if 

ShaHk^UR. Abu Daud (641), At-Tirmidzi (377), Ibnu Majah (655), Ahmad 
(6/150 218, 259) dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (171 l/^t/ //jia«), dinwaya 
pula oleh Al Baihaqi (2/233) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih 

Abu Daud. 
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Ulama yang menyatakan bahwa dia berdosa akan tetapi shalatnya 
sah, mereka berkata, “Bukan merupakan syarat sah shalat sef)erti 
thaharah yang merupakan syaratnya.” 

Masalah ini sama dengan pembahasan shalat di atas tanah hasil 
rampasan, dan perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah masyhur. 

BabV 

Disyaratkannya Suci 

Tentang suci dari najis, para ahli fikih yang berpendapat bahwa 
suci dari najis adalah sunah mu'akkadah, mereka tidak mungkin 
berpendapat bahwa suci dari najis adalah kefardhuan shalat, atau syarat 
sahnya shalat. 

Sementara ulama yang menyatakan bahwa suci dari najis 
hukumnya wajib secara mutlak bisa saja berkata, “Bahwa suci dari najis 
adalah kefardhuan shalat, dan mungkin pula tidak.” 

Abdul Wahab menceritakan dua pendapat dari madzhab Malik: 

Pertama, menghilangkan najis adalah syarat sahnya shalat jika 
sanggup dan ingat. 

Kedua, menghilangkan najis bukanlah syarat sahnya shalat. 

Riwayat yang menyatakan bahwa bersuci dari najis merupakan 
syarat sama sekali tidak merusak pendapat masyhur dalam madzhab 
Imam Malik yang menyatakan bahwa membasuh najis adalah sunah 
mu'akkadah. 

Justru riwayat tersebut merusak pendapat yang menyatakan wajib 
jika ingat dan sanggup, masalah ini telah dibahas sebelumnya dalam kitab 
thaharah, dalam pembahasan tersebut bisa diketahui sebab-sebab 
perbedaan pendapat, yang berhubungan dengan pembahasan di sini 
hanyalah hal berikut: 

Apakah kefardhuan secara mutlak yang terjadi pada shalat bisa 
menjadi kewajiban shalat? 

Yang benar adalah bahwa pekerjaan yang diperintahkan secara 
mutlak tidak selamanya menjadi syarat sahnya amalan lain yang 
diwajibkan kecuali karena ada faktor lainnya, demikian pula larangan 
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secara mutlak tidak selamanya menjadi syarat sahnya perbuatan dengan 
ditinggalkan kecuali jika ada faktor lain. 


Bab VI 

Tempat-Tempat yang Tidak Boleh Digunakan untuk Shalat 

Tentang tempat yang boleh digunakan untuk menunaikan shalat, 
para ulama berbeda pendapat; 

1. Sebagian ulama ada yang membolehkan melakukan shalat d, 
tempat mana saja yang tidak ada najisnya. 

2 Sebagian ulama lainnya ada yang memberikan pengecualian 
tujuh tempat, yaitu tempat sampah, tempat penyembelihan, kuburan, 
tengah jalan, WC, kandang unta, dan di atas ka’bah. 

3. Ulama yang hanya mengecualikan kuburan. 

4. Ulama yang mengecualikan kuburan dan wc. 

5. Ulama yang memakruhkan shalat di tempat-tempat yang dilarang 
akan tetapi tidak menjadikannya batal, ini adalah salah satu riwayat ari 
tam Malik, ada juga riwayat dari beliau yang menyatakan boleh, dan inl 

adalah riwayat Abui Qasim. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antina berbagai 
dalam masalah ini, jelasnya ada dua hadits yang disepakati dan dua hadits 
yang diperdebatkan. 

Hadits yang disepakati adalah, sabda beliau SAW. ^ 

-- y i ' * > \ ^ ° \ °Ltt 

lAeJ:-. ’^'s r' ^ ^ 

“ ✓ 

-Aku telah diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang 
„abi pun Mumku...dan tanah dijadikan masj,d juga pencet bagtU 
dlana saja datang ssaktu shalat maka aku melakukan shala, d, sana. 

Demikian pula sabda beliau SAW: 


'Zt ,a, J, uR Al Rukhari (335 37, 3122), Muslim (521), An-Nasa i 

("U "f (1® semuanya dari hadits tabir bin 

Abdillah. 


242 Bidayatul Mujtahid 


.1 jjj 'y J 


•i-» 


1^1 


"'Lakukanlah sebagian shalat kalian di dalam rumah, dan 
janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. 

Sementara hadits yang dipertentangkan adalah: 

Pertama, riwayat yang menyatakan: 


>* -• ^ ^ ^ y. ^ 

.^1 c-^ tjj^jl5j 


“Bahwa Nabi SAW melarang shalat pada tujuh tempat; tempat 
sampah, tempat penyembelihan, pekuburan, tengah jalan, di wc, kandang 
unta, dan di atas ka’bah.”^'^® (HR. At-Tirmidzi) 

Kedua, riwayat yang menyatakan bahwa beliau bersabda: 


jJLU 


"'Lakukanlah shalat di kandang kambing, dan janganlah kalian 
melakukannya di kandang unta.”^'’’ 

Lalu para ulama dalam memahami hadits ini menempuh tiga cara: 
Pertama, ulama yang menempuh jalan naskh dan tarjih. 

Kedua, ulama yang membawa makna khusus kepada yang umum. 
Ketiga, ulama yang mengkopromikan dalil-dalil. 


Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (432), Muslim (77), Abu Daud (1043, 1448), 
at-Tumudzi (451), An-Nasa'i (3/197) Ahmad (2/6, 16, 122), semuanya dari 
hadits Ibnu Umar. 

Dha’if. HR. At-Tirmidzi (346), Ibnu Majah (746), Abd bin Humaid (765), Ath- 
Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (1/383) dari hadits Ibnu Umar, dan 
dinilai dha'if oleh Al Albani dalam Dha’if At-Tirmidzi, dalam masalah ini pun 
ada hadits dari Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (747), dan dari 
Abdul lah bin Amru yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/329) 

Shahih. HR. At-Tirmidzi (348, 349), Ibnu Majah (768), Ahmad (2/451, 491), 
Ad-Darimi (1/323), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (795), dan Ibnu Hibban 
(1384, 1700, 1701) dan diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/449) dan dinilai shahih 
oleh Al Albani. 
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Ulama yang menempuh jalan tarjih mengambil hadits yang 
masyhur, yaitu sabda Nabi SAW: 




‘"'Dan tanah dijadikan masjid juga penyuci bagiku.” 

Mereka berkata, “Hadits ini menghapus hadits-hadits yang lainnya, 
karena ia merupakan keutamaan Nabi SAW, yang tidak mungkin 
dihapus.” 

Sementara ulama yang membawa hadits yang khusus kepada hadits 
yang bersifat umum, mereka berkata, “Hadits yang membolehkan bersifat 
umum, sementara hadits yang menunjukkan larangan bersifat khusus, 
karena itu makna khusus mesti dibawa kepada yang umum.” 

Diantara mereka ada yang memberikan pengecualian pada tujuh 
tempat. 

Adapun ulama yang memberikan pengecualian pada WC dan 
kuburan, mereka berkata, ‘inilah yang tetap dari Nabi SAW, karena 
keduanya telah diriwayatkan secara menyendiri.” 

Ada juga yang memberikan pengecualian pada pekuburan saja 
seperti dijelaskan hadits terdahulu. 

Adapun ulama yang berusaha menyatukan antara berbagai hadits, 
dan tanpa membuat pengecualian, mereka berkata, “Hadits-hadits 
larangan mengandung hukum makruh, sementara yang pertama 
menunjukan boleh.” 

- Para ulama berbeda pendapat dalam hal melakukan shalat di 
tempat ibadah orang yahudi dan gereja. 

1. Sebaian ulama memakruhkannya. 


2. Sebagian lainnya membolehkannya. 

3. Ada pula ulama yang membedakan antara ada gambar dan tidak, 
ini adalah madzhab Ibnu Abbas berdasarkan perkataan Umar; 




“Janganlah kalian masuk ke dalam gereja-gereja mereka karena 
patung-patung.” 
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Sementara alasan bagi orang yang memakruhkannya beralasan 
najis dan bukan karena gambar. 

- Para ulama bersepakat bolehnya shalat di atas tanah, dan berbeda 
pendapat tentang melakukan shalat di atas permadani dan hal lainnya 
yang biasa diduduki: 

1. Jumhur ulama memperbolehkan shalat di atas tikar dan hal 
serupa yang biasa tumbuh di atas tanah. 

2. Sebagian ulama memakruhkannya, ini adalah madzhab Malik bin 

Anas. 


Bab VII 

Berbagai hal yang Harus Ditinggalkan dalam Shalat 

Kaum muslimin bersepakat bahwa larangan-larangan yang ada di 
dalam shalat bisa berupa ucapan atau perbuatan. 

Yang termasuk perbuatan adalah segala macam perbuatan mubah 
yang bukan termasuk amalan shalat, kecuali membunuh kalajengking dan 
ular saat dalam shalat, mereka berbeda pendapat dalam masalah tersebut 
karena adanya atsar yang kontradiksi dengan qiyas, dan setahu kami 
mereka bersepakat bolehnya melakukan perbuatan ringan. 

Yang termasuk perkataan adalah segala perkataan yang tidak 
termasuk amalan shalat, para ulama pun sepakat bahwa perkataan bisa 
membatalkan shalat, dengan dalil firman Allah SWT: 

' 0 ..'l i' , i' 


"‘'Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu.” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 238) 

Demikian pula berdasarkan sabda Nabi SAW: 


S * * 
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^"Sesungguhnya Allah mengeluarkan perintah sekehendak-Nya, dan 
sesungguhnya Allah telah mengeluarkan perintah-Nya janganlah kalian 
berbicara dalam shalat.’’’’^'*^ 

Ini adalah hadits Ibnu Mas’ud. Sementara hadits Zaid bin Arqam, 

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

l' ^ 
li 



<ej iy_) ^ ^ 


“Dulu kami pernah berbincang-bincang dalam shalat, hingga 
turunlah firman Allah ‘Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan 
khusyu' lalu kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara. 

Juga hadits Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aku mendengar 
Rasulullah SAW bersabda: 


^ llJi ^ ^ ‘^1 

^ -I-' ^ ^ o ^ ^ 

""Sesungguhnya shalat kita tidak layak dicampuri perkataan 
manusia, ia hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al Qur an. 

Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam dua hal: 


Pertama, hukum orang yang berbicara karena lupa. 


Kedua, jika seseorang sengaja berbieara untuk memperbaiki orang 

lain. 


1. Al Auza’i mengeluarkan pendapat syadz-x\y^, dia berkata, 
“Barangsiapa berbicara dalam shalat untuk menyelamatkan jiwa atau 
untuk urusan besar, maka ia boleh meneruskan shalatnya.” 


Hasan. HR. Abu Daud (924), An-Nasa'i (3/19), Ahmad (1/435, 463), Al 
Humaidi (94), Abdurrazzak (3594), Ath-Thayalisi (245), Ath-Thabrani dalam 
Al Kabir 10122, 10123), dan Al Baihaqi (2/248). 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1200, 4534), Muslim (539), Abu Daud 
(949), At-Tirmidzi (405) (2986), dan Ahmad (4/368). 

2“'' Shahih HR. Muslim (537), Abu Daud (930), Ahmad (5/447, 448), Ath- 
Thayalisi (1105), Ad-Darimi (1/422), Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaqa (212), 
Ath-Thabrani dalam Al Kabir (19/401, 402), dan Al Baihaqi (1/198) (2/249, 
250, 360). 
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2. Yang masyhur dari madzhab imam Malik adalah sesungguhnya 
berbicara secara sengaja karena ingin memperbaiki orang lain tidak 
membatalkan shalat. 


3. Imam Syafi’i berpendapat bahwa berbicara bisa membatalkan 
shalat kecuali jika lupa. 

4. Abu Hanifah berkata, “Berbicara itu bisa membatalkan shalat 
bagaimana pun bentuknya.” 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hadits- 
hadits di atas. Hal itu karena hadits-hadits terdahulu menunjukkan 
haramnya bicara secara umum, sementara hadits Abu Hurairah yang 
masyhur menjelaskan: 


<J Jlii i—j^ 

«Uli JJLa* ^ j yjij \j CUywJ C-» J^t\ 

aSiI iOil itjllii aIIp 

f > a S S 

''l" * U e-'"® f . A' Z' 

(*-’ J LS^ -J 


“Sesungguhnya Rasulullah SAW menyelesaikan shalat setelah dua 
rakaat, lalu Dzul yadain berkata kepada beliau, ‘Apakah shalat diqashar 
atau engkau lupa wahai Rasulullah?’ beliau balik bertanya, 'Apakah 
benar apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain?' lalu mereka menjawab, 
‘Benar’, lalu Rasulullah SAW berdiri, melakukan dua shalat yang lainnya 
kemudian salam. 


Zhahir hadits menunjukkan bahwa Nabi SAW berbincang-bincang 
bersama mereka, lalu mereka melanjutkan dan tidak memutuskan shalat. 

Ulama yang mengambil zhahir hadits, mereka berpendapat bahwa 
perkataan ini khusus untuk memperbaiki shalat, hal ini dikecualikan dari 
keumuman, inilah madzhab Malik bin Anas. 

Adapun ulama yang berpendapat bahwa dalil diatas tidak 
menunjukan mereka berbicara secara sengaja dalam shalat, sebaliknya 
mereka berbicara karena dugaan bahwa Nabi SAW mengqashar shalat. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (714, 1228, 715), Muslim (573), Abu Daud 
(1008), 1011), At-Tirmidzi (399), dan An-Nasa'i (3/22). 
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demikian pula Nabi SAW berbicara karena dugaan bahwa shalat telah 
berakhir, tidak pula bahwa para sahabat berbicara setelah Nabi bersabda: 


La J CJ La 


'"Aku tidak mengqashar shalat, tidak pula lupa.” 

Mereka berargumentasi bahwa makna yang terkandung dalam 
hadits adalah membolehkan berbicara tanpa sengaja. 

Walhasil sebab perbedaan pendapat antara Syafi’i dan Malik dalam 
pengecualian dari keumuman adalah perbedaan mereka dalam memahami 
hadits, padahal Syafi’i pun memegang kaidah umum, yaitu sabda Nabi 
SAW: 



“Diampuni dari umatku segala hal yang dilakukan tanpa sengaja 
dan lupa.”^"*^ 

Adapun Abu Hanifah memahami hadits-hadits larangan secara 
umum, dan berpandangan bahwa hadits tersebut menghapus hadits Dzul 
Yadain. 


Bab VIII 

Niat dan Tata Caranya dalam Shalat 

Para ulama sepakat bahwa niat merupakan syarat sah shalat, karena 
shalat merupakan pokok ibadah yang dijelaskan dalam syara’ yang bukan 
karena kemaslahatan secara akal (atau tidak memiliki kemaslahatan yang 
terlihat nyata). 

Lalu para ulama berbeda pendapat, apakah niat seorang makmum 
mesti sama dengan niat imam dalam menentukan macam shalat dan 
kewajiban atau sunahnya sehingga seorang makmum yang melakukan 
shalat Zhuhur tidak bisa bermakmum kepada imam yang sedang shalat 


Shahih. HR. Ibnu Majah (2045) dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (721 OM/ 
Ihsan), Al Hakim (2/198) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan diriwayatkan 
oleh Ad-Daruquthni (4/170), Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir (765), Al 
Baihaqi (7/356) semuanya dari Ibnu Abbas, dan dinilai shahih oleh Al Albani 
dalam Al /rwa' (82), lihat kitab Talkhish Al Habir (1/281). 
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Ashar? Tidak boleh pula berjamaah antara imam yang melakukan shalat 
Zhuhur (dengan hukum sunah baginya) sementara makmum melakukan 
shalat Zhuhur (dengan hukum wajib baginya)? 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa niat makmum mesti 
sesuai dengan niat imam. 

2. Syafi’i berpendapat niat imam tidak mesti sama dengan niat 
makmum. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi dalam 
memahami sabda Nabi SAW; 

.-b 

'‘'Dijadikannya imam hanya untuk diikuti. 

Dalam hadits Muadz dijelaskan bahwa Muadz melakukan shalat 
bersama Nabi SAW, kemudian beliau melakukannya kembali bersama 
kaumnya. 

Ulama yang berpendapat bahwa peristiwa itu khusus untuk Muadz 
dan bahwa keumumam hadits diatas mencakup masalah niat, 
mensyaratkan kesamaan niat antara imam dan makmum. 

Adapun ulama yang berpendapat bahwa kebolehan untuk Muadz 
juga diperuntukan untuk yang lainnya - dan inilah hukum asal - mereka 
berkata, “Hadits umum mengandung dua kemungkinan, pertama, bisa 
jadi keumuman tersebut tidak mengandung niat, karena zhahir hadits 
hanya membahas amalan-amalan shalat yang bersifat perbuatan. Kedua, 
bisa pula mengandung makna niat, jadi, hadits muadz telah membatasi 
keumuman hadits tersebut. 

Tentang niat masih banyak masalah yang sama sekali tidak ada 
landasannya dari nash syara’, karena itu kami meninggalkannya, sebab, 
tujuan kami adalah menghaturkan segala masalah yang memiliki kaitan 
dengan nash syara’. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (773), Muslim (411), An-Nasa'i (2/195), Ibnu 
Majah (1238), Ahmad (3/110, 162) semuanya dari hadits Anas. 


Bidayatul Mujtahid 249 


Rukun-Rukun Shalat 

Dalam bahasan ini akan dibicarakan masalah bacaan dan perbuatan, 
yang merupakan rukun shalat. 

Bacaan dan perbuatan itu banyak dan sedikitnya berbeda-beda, 
adakalanya dari sisi shalat munfarid (sendirian) dan jamaah, adakalanya 
dari sisi waktu shalat. (seperti, perbedaan antara shalat Zhuhur dihan 
Jumat dengan hari-hari lainnya). Berbeda antara yang mukim dan safar, 
keadaan aman atau takut, dan sehat atau sakit. 

Agar bahasan ini tersusun secara sistematis. Maka pertama kali 
akan dibahas beberapa masalah yang terkait dengan seluruh jenis shalat, 
kemudian kajian secara khusus satu persatu. 

Cara ini saya anggap lebih mudah, kendatipun ada kemungkinan 
terjadi pengulangan. Tetapi, karena cara ini dipakai para fuqaha, maka 
saya berusaha untuk mengikutinya. 

Pembahasan ini saya bagi menjadi enam bab; 

Babi 

Shalat Munfarid Bagi Orang yang Mukim, dalam Keadaan Aman 

dan Sehat 

Dalam bab ini ada dua pasal: 


Pasal pertama: Bacaan-bacaan dalam shalat 
Pasal ini meliputi sembilan masalah: 


Masalah pertama: Takbir 

Para ulama berbeda pendapat tentang takbir menjadi tiga pendapat: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa semua takbir dalam shalat 
adalah wajib. 

2. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa tidak seluruh takbir 
itu wajib, ini adalah pendapat yang syadz. 

3. Sebagian lainnya berpendapat bahwa hanya takbiratul ihram saja 
yang wajib. Pendapat ini adalah pendapat Jumhur Ulama. 
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Sebab perbedaan pendapat: Adalah pertentangan antara hadits- 
hadits Nabi SAW dan perbuatan beliau: 


Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang 
masyhur, bahwa Nabi SAW berkata kepada seorang laki-laki yang 
sedang diajarkan Shalat: 


“Jika kamu hendak shalat, maka sempurnakanlah Wudhu, 
menghadap kiblat lalu membaca takbir, lalu membaca (ayat Al 
Qur'any'^^^ 


Hadits tersebut dapat dipahami bahwa hanya takbir pertama 
{Takbiratu Ihram) saja yang wajib dibaca, karena jika takbir lainnya 
diwajibkan, tentu Rasulullah akan menyebutkannya sebagaimana beliau 
menyebut kewajiban takbir pertama. 

Adapun perbuatan yang dinukil dari beliau SAW diantaranya 
sebagai berikut; 


Hadits Abu Hurairah: 

• J ft-J c 

'A:/, /h .in i . :■ 


“Bahwa (Abu Hurairah) mengerjakan shalat, kemudian ia takbir 
setiap menunduk (ruku dan sujud) dan tegak (bangkit dari ruku dan 
sujud), lalu ia berkata, 'Sesungguhnya akulah yang paling sesuai dengan 
shalat Rasullulah SA W’ 


Hadits Mutharrif Bin Abdullah Bin Asy-Syikhir, dia berkata: 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (757, 793, 6251, 6252), Muslim (397), At- 
Tirmidzi (303), An-Nasa'i (2/124), Ahmad (3/437) dinilai shahih oleh ’ibnu 
Khuzaimah (590) dan HR. Al Baihaqi (2/88, 117). 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (785, 803), Muslim (392), Abu Daud (836), 
An-Nasa'i (2/235), dan Ahmad (2/452). 
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“Aku dan Imran bin Hushain melakukan shalat dibelakang Ali Bin 
Abi Thalib, jika dia sujud maka ia mengucapkan takbir, dan jika dia 
mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia mengucapkan takbir. Ketika 
selesai shalat dan kami pun pergi, Imran menggandeng tangan Ali seraya 
berkata, ‘Shalat ini mengingatkanku akan shalat Muhammad SAW’.”^^® 


Ulama yang mengharuskan membaca takbir berpedoman pada 
kedua hadits yang meriwayatkan perbuatan Nabi SAW di atas. Mereka 
berkata, “Pada prinsipnya seluruh perbuatan Nabi SAW yang dilakukan 
dalam rangka memperjelas sesuatu yang wajib harus pula diartikan 
sebagai wajib.” Hal ini selaras dengan sabda Nabi SAW : 


f- t 




“Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat 


Demikian pula sabda beliau: 




"'Ambillah dariku tata cara ibadah haji kalian 


Pendapat pertama menyatakan bahwa kedua hadits diatas 
memberikan petunjuk bahwa yang dilakukan para sahabat adalah 
menyempurnakan bacaan takbir. Oleh kerena itu, dalam hal ini Abu 
Hurairah mengatakan, “Sesungguhnya akulah yang paling sesuai 
shalatnya dengan Rasululah SAW.” Imran juga mengatakankan, “Shalat 
ini mengingatkanku akan shalat Rasulullah SAW.” 


Shahih. HR. Muslim (393), Abu Daud (835), An-Nasa'i (2/204), dan dalam Al 
Kubra (669), Ahmad (4/429), Ath-Thayalisi (826), dan Al Baihaqi (2/134). 
Telah dijelaskan takhrij-nya. 

Shahih. HR. Muslim (1297), Abu Daud (1970), An-Nasa’i (5/270), dan dalam 
Al Kubra (4068), Ahmad (3/318, 337, 378), dan Al Baihaqi (5/130), semuanya 
dari hadits Jabir bin Abdillah. 
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Sedang ulama yang berpendapat bahwa semua takbir itu hanyalah 
sunah adalah pendapat yang sangat lemah. Mungkin, mereka ini hanya 
mengqiyaskannya kepada dzikir yang ada dalam shalat yang tidak wajib, 
ini karena mereka Juga mengqiyaskan takbiratul ihram dengan takbir 
lainnya. 


Abu Umar bin Ibnu Abdil Barr berkata, “Diantara berbagai hal 
yang mendukung pendapat Jumhur ulama ialah hadits yang diriwayatkan 
Syu’bah bin Al HaJJaj dari Hasan bin Imran dari Abdillah bin 
Abdurrahman bin Abzi dari bapaknya, beliau berkata: 

^ J, yit ^ 


“Aku shalat bersama Nabi SAW, kemudian beliau tidak 
menyempurnakan takbir, dan aku shalat bersama Umar bin Abdil Aziz, ia 
juga tidak menyempurnakan takbir.”^^^ 

Juga hadits riwayat imam Ahmad bin Hanbal dari Umar RA, 
Bahwa beliau tidak mengucapkan takbir jika melakukan shalat 
sendirian.^^^ 

Seakan akan mereka bependapat bahwa takbir hanya dibaca sebagai 
isyarat bagi makmum mengenai berdiri dan duduknya imam. Mungkin 
saja, karena alasan ini, ada ulama yang berpendapat bahwa takbir itu 
semuanya sunah. 


Masalah kedua: Bacaan takbir 

1. Imam maiik berpendapat bahwa bacaan takbir yang dianggap 
memenuhi syarat adalah Allahu Akbar. 


Dha’if, bagian pertama diriwayatkan Abu Daud (837), Ahmad (3/406, 407), 
Ath-Thayalisi (1287), Al Baihaqi (2/68, 347) dan dinilai dha’if oleh Al Albani 
dalam Dha ’id Abi Daud. 

Shahih. HR. Abu Daud (61, 618), At-Tirmidzi (3), Ibnu Majah (275), Ahmad 
(1/123, 129), Ad-Daruquthni (1/360, 379), dan Al Baihaqi (2/15, 173, 253, 
279). 
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2. Imam Syafi’i berpendapat bahwa lafazh Allahu Akbar atau 
Wallahu Akbar sudah dianggap cukup. 


3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa melafazhkan takbir 
dibolehkan dengan mengucapkan kata-kata yang sama maknanya: 
Allahul A ’zham, Allahul Ajali, dan lainnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah lafazh yang digunakan untuk 
pembukaan shalat itu mengucapkan suatu lafazh atau cukup 
pengertiannya saja? 

Madzhab Malikiyah dan Syafi’iyah memperkuat pendapatnya 


dengan sabda Nabi SAW : 

‘ 


''Kunci shalat adalah bersuci, yang mengharamkan pembukanya 
adalah takbir, dan penutupnya adalah salam.”^^^ 

Mereka berpendapat bahwa alif lam dalam hadits menunjukan 
pembatasan. Pengertian membatasi disini adalah bahwa hukum hanya 
dipergunakan untuk sesuatu yang tersurat dan tidak berlaku untuk yang 
lainnya. 

Meski demikian, Abu Hanifah menyelisihi mereka, karena 
pemahaman seperti ini termasuk dalil khithab {atau disebut mafhum 
mukhalafah). Artinya, memberikan hukum untuk yang tidak disebutkan 
dengan perkara yang dinyatakan, dan dalil khithab bagi Abu Hanifah 
tidak diamalkan. 


Masalah ketiga: Membaca doa iftitah 

Sebagian fucjaha berpendapat bahwa membaca iftitah adalah wajib. 
Yakni, menurut Syafi’i membaca lafazh {taujih) berikut ini setelah tabkir. 




"Aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit 
dan bumi.” 


Dha’if bagian pertama diriwayatkein oleh Abu Daud (837), Ahmad (3/406, 
407), Ath-Thayalisi (1287), Al Baihaqi (2/68, 347) dan dinilai dha’if oleh Al 
Albani dalam Dha ’if Abu Daud. 
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Sedang menurut Imam Abu Hanifah, dengan kata-kata mbhanallah 
(tasbih). Dan menurut Imam Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, 
menyatukan taujih dan tasbih secara bersamaan. 

Adapun Imam Malik berpendapat bahwa iftitah dalam shalat tidak 
wajib dan tidak sunah. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hadits 
taujih dengan amal penduduk Madinah menurut Malik. Atau, adanya 
perbedaan dalam menentukan ke-shahih-an hadits yang menjelaskannya. 


Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata: Dalam kitab Shahih Al Bukhari dan 
Muslim diriwayatkan satu hadits dari Abu Hurairah, 

- e o ^ ^ ^ %' o " ji ^ 

O 5 .I ‘ 1 ^^3 ^ 3^J ^ 

«.uji-ij Liir Jipij I (JJii ^ c* 

(Jy* CS^ ^ j» ^lll ^ j-iUl 

(^bljai- J— 


“Rasulullah diam di antara takbir dan bacaan (Al Qur'an) sejenak. 
Abu Hurairah berkata: Lalu aku bertanya, ‘Wahai Rasulullah SAW ! 
Demi ayah dan ibuku, apa yang engkau baca di dalam diammu antara 
takbir dan qira’ah?’ Rasulullah SAW bersabda, '(Aku membaca) ya 
Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku seperti Engkau 
menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah bersihkanlah kesalahan- 
kesalahanku dengan air es dan embun'.” 

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa semakin sering diam di dalam 
shalat adalah lebih baik. Di antaranya ketika setelah takbiratul ihram, 
setelah membaca Al Fatihah, setelah membaca ayat-ayat Al Qur'an 
sebelum ruku. 


Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah imam Syafi’i, 
Abu Tsaur, dan Al Khuza’i. 

Sementara Malik dan Abu Hanifah, termasuk para pengikut 
keduanya, menolak pendapat di atas. 
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Sebab perbedaan pendapat: Adanya hadits Abu Hurairah yang 
mereka persoalkan ke-shahih-annya yaitu hadits Abu Hurairah, dia 
berkata. 


^ j % ^ ii •cJis' 

^ ^^8 ✓y'»' 9 ^ t ^ ^ “i* 


“Di dalam shalat yang dilakukan Rasulallah SAW, terdapat waktu 
untuk diam, yakni saat takbir dan pembukaan shalat, kalau membaca Al 
Fatihah, dan ketika usai membaca ayat-ayat Al Qur an sebelum ruku. 


Masalah keempat: Membaca basmalah 

Para ulama berbeda pendapat tentang membaca basmalah di awal 
bacaan Al Qur'an dalam shalat; 

1. Imam Malik berpendapat bahwa membaca basmalah dalam 
semua shalat fardhu itu dilarang, ketika shalat yo/ir (suara keras) maupun 
sirr (tidak diperdengarkan) untuk mengawali surah Al Faatihah atau ayat- 
ayat Al Qur'an yang lainnya. Namun, bacaan basmalah diperkenankan 
untuk shalat sunah. 

2. Abu Hanlfah, Ast-Tsauri, dan Ahmad berpendapat bahwa 
basmalah hanya di baca pelan bersama surah Al Fatihah pada setiap 
rakaat. 

3. Syafi’i bependapat bahwa basmalah itu harus dibaca ketika 
shalat jahr ataupun sirr. Menurut imam Syafi’i, basmalah itu merupakan 
satu ayat dari surah Al Faatihah. Imam Ahmad, Abu Tsauri, dan Abu 
Ubaid, Juga berpendapat seperti itu. 

Dalam hal ini, pendapat Syafi’i tidak begitu jelas, apakah bacaan 
basmalah itu merupakan satu ayat untuk setiap surah atau hanya untuk 
surah An-Naml saja? 

Kedua pendapat ini diriwayatkan dari imam Syafi i. 


Ini adalah hadits Samurah bin Jundub, bukan hadits Abu Hurairah, hadits 
Samurah diriwauyatkan oleh Abu Daud (779, 780), At-Tirmidzi (251), Ibnu 
majah (844), dan Ahmad (5/70) dan dinilai dha'if oleh Al Albani dalam Dha’if 
At-Tirmidzi. 
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Sebab perbedaan pendapat kembali pada dua masalah: 

Pertama, perbedaan hadits dalam masalah ini. 

Kedua, adanya perbedaan pendapat, apakah basmalah merupakan 
salah satu ayat dari surah Al Faatihah atau bukan? 


Adapun hadits yang dipakai sebagai pedoman para ulama yang 
tidak mewajibkan bacaan basmalah diantaranya: 

Hadits Ibnu MughafTal, dia berkata: 

isili 'J i; \f\j J 

^ ^ "“j' “ ✓ 

Cl ■*' °‘ i 
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“Ayahku mendengar bacaanku ketika aku membaca 
bismilalahirahmaanirrahiim. Lalu dia berkata, ‘Wahai anakku, 
jauhkanlah hal-hal bid’ah. Sebab aku pernah melakukan shalat bersama 
Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar, aku tidak mendengar seorang 
pun (dari mereka) yang membacanya.”^” 

Ibnu Abdil Barr bekata, “Ibnu Muqhaffal itu orang yang tak 
dikenal.” 


Demikian pula apa yang diriwayatkan imam Malik dari hadits 
Anas, dia berkata, 

bl 1 yu S/ ‘«-'jJ 


.o'iCaJi 1 y>x:zi\ 


“Aku pernah berdiri (shalat) di belakang Abu Bakar, Umar, dan 
Utsman, mereka itu tidak membaca basmalah jika mengawali shalat.”^^* 

Abu Umar menyatakan dalam satu riwayat bahwa Anas berkara: 


Dha’if. HR. At-Tirmidzi (244), Ibnu Majah (815) Ahmad (5/55), Ath-Thahawi 
dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (1/202), dan dinilai dha’if oleh Al Albani dalam 
Dha ’ifAt-Tirmidzi. 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (743), Muslim (399), An-Nasa'i (2/135), Ath- 
Thayalisi (1975), Ibnu Al Jarud (183), Ibnu Al Ja’d (923), Ad-Daruquthni 
(1/315) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (495) serta Ibnu Hibban 
(1799). 
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s “'s ^ ^ ^ ® 

iii' ^ Si ji-j ^ y' 

“Di belakang Nabi SAW, beliau tidak membaca 

bismillaahirahmaanirrahiim:'^^'^ 


Namun, para ahli hadits mempertanyakan hadits Anas di atas. 
Dikatakan bahwa periwayatannya mudhtaharib (rancu) sehingga tida 
bisa dijadikan hujjah. 

Terkadang riwayat diatas diriwayatkan dari Nabi SAW secara 
marfu’. di lain tempat diriwayatkan tidak marfu. Diantara perawi, ada 
yang menyebutkan nama Utsman, di lain tempat nama tersebut tidak 
disebutkan sama sekali, ada perawi yang menyatakan; 


'o J j>: S? oi^ 


“Mereka tidak membaca bismillaahirrahmaanirrahiim. 


Ada pula yang menyatakan 


“Mereka tidak mengeraskan (bacaan) bismillaahirrahmaanirrahiim r 
Sedang hadits-hadits yang berlawanan dengan hadits-hadits di atas 
diantaranya; 

Hadits Nu’man bin Abdullah Al Mujammir; 

.y J ii' 


iO 

J 


“Aku shalat di belakang Abu Hurairah, kemudian ia membaca 
bismillaahirrahmaanirrahiim sebelum membaca Ummul Qur'an (Al 
Faatihah) dan ayat Al Qur'an, ia juga membaca takbir ketika merunduk 


Telah dijelaskan takhrij-nya. 
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dan bangkit. Ia berkata, ‘Aku adalah orang yang paling sesuai shalatnya 
dengan shalat Rasulullah SAW’.”^^ 


Demikian pula hadits Ibnu Abbas: 

'jir sSCji 4 ^ yii y 


“Sesungguhnya Nabi SAW Membaca bismillaahirrahmaanirrahiim 
dengan keras.”^^' 


Demikian pula Hadits Ummu Salamah, dia bekata, 

j^')\ (jLo f>: 4^ iiii Sj4j 

^ ^ ✓ l' ✓ 


“Rasulullah SAW membaca bismillaahirrahmaanirrahiim, al 
hamdu lillahi rabbil ’alamin.” 


Banyaknya kontradiksi antara hadits-hadts diatas adalah salah satu 
penyebab timbulnya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam hal 
membaca basmalah ketika shalat. 


Sebab kedua - sebagaimana telah kami katakan - adalah apakah 
kalimat bismillaahirrahmaanirrahiim termasuk salah satu ayat dari surah 
Al Faatihah, atau setiap surah atau bahkan bukan sama sekali? 

Ulama yang berpendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat 
dari surah Al Faatihah, maka kalimat basmalah harus dibaca, terkait 
dengan kewajiban membaca Al Faatihah dalam shalat. 

Adapun ulama yang menganggap bahwa basmalah itu termasuk 
ayat pertama setiap surah, mereka berkesimpulan bahwa basmalah harus 
dibaca pada setiap surah Al Qur'an. 

Perlu diketahui bahwa masalah ini banyak diperdebatkan, dan 
masalahnya pun bersifat relatif. Kendati demikian, ada satu hal yang 


Hasan ligairihi. HR. An-Nasa'i (2/134), Ahmad (2/497), Ibnu Al Jarud (184) 
dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (499), Al Hakim (1/32) dan disetujui 
oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (1/306) dan Al Baihaqi 
(2/52). 

Dha’if. HR. At-Tirmidzi (245), diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam Al 
Kabir (10651, 11442), dalam Al Ausath (35), Ad-Daruquthni (1/304), dan 
dinilai dha’if oleh Al Albani dalam Dha’if At-Tirmidzi. 
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cukup mencengangkan, yakni diantara yang diperdebatkan adalah apakah 
basmalah merupakan ayat setiap surah di dalam Al Qur an, selain surah 
An-Naml, atau hanya merupakan ayat didalam surah An-Naml? 

Sebagian ulama tampak menolak pendapat Imam Syafi i dengan 
menyatakan bahwa jika basmalah merupakan satu ayat pada selain surah 
An-Naml, niscaya akan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, sebab Al 
Qur'an diriwayatkan secara mutawatir. Itulah pertanyaan Al Qadhi yang 
membantah pendapat Imam Syafi’i, dan menduga bahwa penolakan ini 
adalah sebuah kebenaran yang qath’\ (pasti). 

Lalu Abu Hamid Al Ghazali membenarkan pendapat imam Syafi’i, 
ia mengatakan bahwa jika basmalah bukan salah satu ayat Al Qur an, 
niscaya Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang demikian. 

Ini semua tidak benar, bahkan sulit dipahami bagaimana bisa satu 
ayat dikatakan sebagai ayat dari surah-surah tertentu dalam Al Qur an, 
dan tidak pada pada surah-surah lainnya dalam Al Qur'an, bahkan 
dikatakan bahwa basmalah adalah merupakan dari Al Qur an dimana saja 
disebutkannya, dan basmalah merupakan salah satu ayat dari surah An- 
Naml. 

Apakah basmalah ini termasuk salah satu surah Al Faatiha, setiap 
kali membuka surah lainnya maka harus dibaca, ini masalah khilafiyah 
dan jawabannya pun relatif, karena pada setiap surah dalam Al Qur an 
ada pembukanya (basmalah) dan basmalah bagian dari surah An-Naml? 

Camkan persoalan ini! karena masalahnya cukup jelas, wallahu 
a’lam. 


Masalah kelima: Membaca Al Qur’an dalam shalat 

Para ulama sepakat bahwa shalat tidak dianggap sah tanpa 
membaca Al Qur'an, sengaja atau tidak, kecuali apa yang diriwayatkan 
dari Umar RA, “Bahwa ada seorang pernah shalat lalu lupa membaca Al 
Qur'an, maka hal itu ditanyakan kepada Umar, Umar bertanya, 
‘Bagaimana dengan ruku dan sujudnya?’ jawabnya. Sempurna, Umar 
berkata, ‘Jika demikian keadaannya, maka tidak mengapa . 

Dha’if, An-Nawawi dalam Al Majmu’ (3/285) mengaitkannya kepada Syafi’i 
dalam /4/ Umm dan kepada Al Baihaqi, An-Nawawi berkata, “Riwayat mi 
bersambung dan sesuai dengan sunnah yang mewajibkan membaca Al Qur an. 
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Menurut para ulama, ini adalah hadits gharib yang telah Malik 
masukan dalam Al Muwaththa' pada sebagian riwayatnya, kecuali apa 
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa ia tidak membaca Al 
Qur'an dalam shalat sirr (yang tidak boleh bersuara keras), dia pun 
berkata, “Rasulullah SAW membaca Al Qur'an dalam berbagai shalat 
dan tidak membacanya pada shalat lainnya, maka kami membaca pada 
shalat yang beliau membaca Al Qur'an dan kami tidak membaca pada 
shalat-shalat yang beliau pun tidak membacanya.” Ibnu Abbas ditanya, 
“Apakah pada shalat Zhuhur dan Ashar terdapat bacaan (al Qur'an)?” 
jawabanya, “Tidak ada.”^^^ 


Dalam hal ini jumhur memegang hadits yang diriwayatkan 
Khabbab: 

a ^ ^ ^ « a* 0^ ^ a ^ ^ S ^ fS* 

: Jli d°JJJ ^ 


“Sesungguhnya Nabi SAW membaca Al Qur'an dalam shalat 
Zhuhur dan Ashar. Ditanyakan, ‘Dengan (cara) apa kamu mengetahui hal 
itu?’ dia menjawab, ‘Melalui gerakan dagunya’ 

Dalam hal ini, ahli fikih Kufah berpedoman pada hadits Ibnu Abbas 
yang meninggalkan bacaan dalam dua rakaat terakhir, baik shalat jahr 
ataupun sirr sama saja. Nabi SAW tidak membaca ayat-ayat Al Qur'an 
ketika itu. 


Dalam hal bacaan (Al Qur'an) yang wajib mereka saling berbeda 
pendapat: 

1. Sebagian mereka berpendapat bahwa bacaan yang diwajibkan 
adalah Al Faatihah, ini berlaku bagi yang hafal, dan selain Al Faatihah 
tidak ditetapkan waktunya. 


demikian pula berdasarkan qiyas bahwa ruku tidak akan gugur hanya karena 
lupa. 

Shahih. HR. Al Bukhari (774), Ahmad (1/218, 334), Ath-Thabrani dalam Al 
Kabir (XV351) (1205). 

^ Shahih. HR. Al Bukhari (760, 761, 777), Abu Daud (801), Ibnu Majah (827), 
Ahmad (5/109, 110, 112) (6/395), Ath-Thabrani (3683, 3684, 3686, 3687, 3688, 
3689. 
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2. Sebagian lainnya berpendapat bahwa bacaan Al Faatihah wajib 
untuk setiap rakaat. 

3. Sebagian lain lagi mengharuskan bacaan Al Faatihah untuk 
sebagian besar shalat. 

4. Sebagian lainnya lagi berpendapat bahwa Al Faatihah harus 
dibaca untuk setengah shalat. 

5. Ada juga yang berpendapat bahwa Al fatihah harus dibaca untuk 
setiap rakaat dalam shalat. 

Pendapat pertama dipegang oleh Imam Syafi’i. Bahkan, merupakan 
pendapat imam Malik yang sangat terkenal, diriwayatkan dari imam 
Malik bahwa jika seseorang membaca Al Faatihah dalam dua rakaat dari 
shalat yang empat rakaat, maka hal itu sudah dianggap cukup. 

Adapun fuqaha (ahli fikih) yang berpendapat bahwa Al Faatihah 
cukup dibaca pada satu rakaat saja, adalah para fuqaha Basrah dan Hasan 
Al Basri. 


Abu Hanifah berpendapat bahwa bacaan yang wajib adalah 
membaca ayat Al Qur'an, terlepas dari ayat atau surah apa yang 
dibacanya, menurut pengikut Abu Hanifah, paling sedikit harus membaca 
tiga ayat pendek atau satu ayat panjang, seperti ayat tentang utang- 
piutang, bacaan ayat-ayat Al Qur'an tersebut hanya diwajibkan untuk dua 
rakaat pertama, adapun dua rakaat berikutnya disarankan agar membaca 
tasbih. Itulah pendapat Abu Hanifah dan ulama Kufah. Sementara 
Jumhur fuqaha mengajurkan agar membaca Al Qur'an di semua rakaat. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antar atsar, 
disamping pertentangan zhahir Al Qur'an dengan hadits shahih. Adapun 
hadits yang saling bertentangan itu adalah: 


Pertama, hadits Abu Hurairah yang shahih, 
aJs- ^1 -J 

0jA\i s-li- (^ji 

^ 

f.0*>Cail 
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“Bahwa seorang leiaki masuk masjid, lalu shalat kemudian 
menghadap dan memberi salam kepada Rasullulah SAW dan Nabi pun 
membalas salamnya. Nabi SAW bersabda, ‘Kembalilah dan kerjakan 
shalat, karena kamu belum mengerjakan shalat' Ia pun mengerjakan 
shalat lagi, dan kembali menghadap. Rasullah memerintahnya untuk 
kembali berbuat seperti itu tiga kali. Lalu lelaki tersebut berkata, ‘Demi 
Dzat yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak mampu lagi 
mengerjakan yang lebih bagus darinya.’ Rasulullah SAW bersabda, 
‘Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka sempurnakanlah 
wudhu, kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir, bacalah ayat-ayat Al 
Qur'an yang mudah bagimu, rukulah hingga tuma'ninah dalam ruku, 
bangkitlah hingga lurus berdiri, sujudlah kamu hingga tenang dalam 
sujud, lalu bangkitlah hingga tegak dengan duduk, kemudian sujudlah 
kamu sehingga tenang dalam sujud, lalu angkatlah sehingga kamu tegak 
berdiri, lakukanhh cara seperti itu pada semua shalat-shalatmu 

Adapun hadits-hadits yang menentangnya adalah: 

Pertama, hadits Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi SAW bersabda, 

AstJLi; \jij j»J o*5C<3 


“Tidak (sah) shalat bagi orang yang tidak membaca Al 
Faatihah."^^^ 


Hadits Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 


T* —1. 


h" 







Telah dijelaskan/a^/iry-nya. 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (756), Muslim (394), Abu Daud (822), An- 
Nasa'i (2/137), Ibnu Majah (837), Ahmad (5/321), dan Ad-Darimi (1/283). 
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‘‘"'Barangsiapa mengerjakan shalat tanpa membaca Al Faatihah, 
maka shalatnya kurang, maka shalatnya kurang, maka shalatnya kurang, 
(sebanyak tiga kali).”^**^ 

Zhahir hadits Abu Hurairah yang pertama menunjukkan bahwa 
membaca ayat Al Qur'an mana saja sudah dianggap cukup, sedang 
menurut hadits Ubadah bin Shamit dan hadits Abu Hurairah dinyatakan 
bahwa bacaan Al Faatihah merupakan syarat shalat seseorang, pendapat 
Abu Hurairah yang di atas didukung oleh zhahir firman Allah: 

l)T jiS\ ^ 


'"Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an." 
(Qs. Al Muzammil [73]: 20) 


Para fuqaha berbeda pendapat tentang bacaan yang dimaksud. Juga 
dalam menanggapi beberapa hadits di atas, para fuqaha ada yang memilih 
metode kompromi dan ada juga yang menggunakan metode tarjih. Dan 
kedua metode tersebut mungkin terjadi. 

Ulama yang mengikuti pendapat bolehnya membaca ayat Al 
Qur'an yang mana saja mengatakan bahwa hadits Abu Hurairah lebih 
kuat, karena zhahir ayat mendukungnya, mereka pun bisa mengatakan 
bahwa yang dimaksud dari hadits Ubadah adalah menafikan 
kesempurnaan, dan hadits Abu Hurairah menggambarkan bacaan yang 
cukup, karena tujuannya adalah mengajarkan kefardhuan dalam shalat. 


Sedangkan ulama yang mewajibkan bacaan Al Faatihah bisa 
mengambil metode di atas, yaitu kompromi dan tarjih. Mereka ini 
berdalil bahwa hadits-hadits tesebut lebih banyak. Di samping itu, hadits 
Abu Hurairah yang lain memperkuatnya, hadits tersebut adalah sebagai 
berikut, Allah berfirman: 


^ ^ o' O' - y' 

1 I l'' 1 l'' ® •o' ✓ Po-^O e By' »^1® h ® - 

ajUaJi C~»-^ 

^ S^. cjL i; 


By' 

.(/JLP 


Shahih. HR. Muslim (395), Abu Daud (821), At-Tirmidzi (2953), An-Nasa'i 
(2/135), Ibnu Majah (838), dan Ahmad (2/460). 
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"^Aku membagi shalat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua 
bagian: satu bagian untuk-Ku dan satu bagian untuk hamba-Ku, dan 
untuk hamba-Ku adalah apa yang dimintanya.’’’’ Si hamba berkata, 
'Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. ’ Allah menjawab, 
‘Hamba-ku telah memuji-Ku 

Selanjutnya sabda Nabi SAW, “Bacalah ayat Al Qur'an yang 
mudah bagimu’’’ ini tidak tampak jelas, sementara hadits-hadits yang 
lainnya jelas, yang jelas tentu akan mengalahkan yang samar. 

Argumentasi di atas tampaknya sangat sulit dipertanggung 
jawabkan. Sebab, jelas huruf ma di sini menunjukkan apa saja yang kamu 
anggap mudah. 

Lalu menurut bahasa Arab hal itu dipahami jika huruf ma kembali 
kepada sesuatu yang sudah diketahui, maka dengan alasan tersebut 
makna ayat adalah, “Karena itu bacalah yang kamu anggap mudah dari 
Al Qur'an.” Dalam hal ini adalah surat Al Faatihah. 

Jika alif lam dalam kata ((^il')mengandung arti lil ‘ahdi, maka 

persoalan ini perlu dikaji dalam gramatika bahasan arab, jika pada 
kenyataannya bangsa Arab menggunakan kata “ma” sehingga kata-kata 
itu menunjukkan arti tertentu, maka argumentasi terakhir di atas bisa 
dibenarkan. Dengan kata lain, masalah ini kebenarannya memiliki 
banyak kemungkinan. Kemungkinan ini bisa hilang jika ada ketetapan 
penghapusan. 

Sebab perbedaan pendapat antara ulama yang mewajibkan bacaan 
Al Faatihah pada setiap rakaat dalam shalat dan ulama lain yang hanya 
mewajibkan untuk sebagian shalat, adalah adanya beberapa kemungkinan 
kembalinya dhamir “ha” dalam sabda Nabi: 

f L Q 

“Tidak membaca Al Faatihah di dalamnya.” 
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Telah dijelaskan takhrij-nya, ini adalah hadits Abu Hurairah yang marfu', yaitu: 




“Barangsiapa mengerjakan shalat tanpa membaca Al Faatihah, maka 
shalatnya kurang.” 

Shahih, telah terdahulu takhrij-nya, ini adalah bagian dari hadits tentang orang 
yang melakukan shalat dengan tidak baik. 
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Apakah iafazh fiha menyangkut keseluruhan shalat atau hanya 
sebagian saja. Artinya, ulama yang menafsirkannya dengan semua shalat 
atau sebagian shalat (satu atau dua rakaat) sudah tentu tidak masuk dalam 
sabda Nabi di atas. 


Karena kemungkinan itu. Abu Hanifah berpendapat tidak membaca 
Al Qur'an dalam sebagian shalat (dua rakaat terakhir). 

Imam Malik dalam hal ini memilih membaca Al Faatihah dan surah 
lain saja dalam dua rakaat pertama dalam shalat yang empat rakaat. 


Sedangkan Imam Syafi’i memilih untuk shalat Zhuhur dengan 
membaca Al Faatihah dan surah Al Qur an pada empat rakaat. Namun 
demikian, surah yang dibaca untuk dua rakaat pertama diharuskan lebih 


panjang. 

Dalam hal tersebut. Imam Malik berpedoman pada hadits Abu 
Qatadah yang shahih: 

Us» 4 ^Uj 


“Bahwa Nabi SAW membaca Al Faatihah dan satu surah pada dua 
rakaat pertama shalat Zhuhur dan Ashar, dan (membaca) pada dua rakaat 
terakhir dengan Al Faatihah saja.”^™ 


Adapun Imam Syafi’i berpjedoman pada sebuah hadits Abu Sa id 
yang shahih : 

.Aj) 0 ijii ^ j' 


“Bahwa Nabi SAW membaca sekitar tiga puluh ayat pada dua 
rakaat pertama shalat Zhuhur, dan pada dua rakaat akhir membaca sekitar 
lima belas ayat”^^' 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (779), Muslim (451), Abu Daud (799), An- 
Nasa'i (2/165,166), Abu Awanah (2/151), dan Al Baihaqi (2/95). 

Shahih. HR. Muslim (452), Abu Daud (804), An-Nasa'i (1/237), Ahmad (3/2), 
Ad-Darimi (1/295), Abu Awanah (2/152), Ad-Daruquthni (1/337), Al Baihaqi 
(2/390). 
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Mereka menyepakati pendapat mengenai shalat Ashar lantaran ada 
kesesuaian dari dua hadits di atas. Di samping itu, karena di dalam hadits 
Abu Sa’id disebutkan; 


,AjI JA ^ yij 




“Sesungguhnya beliau SAW membaca surah seukuran lima belas 
ayat pada dua rakaat pertama shalat Ashar, dan pada dua rakaat terakhir 
setengah darinya.”^^ 


Masalah keenam: Bacaan ketika ruku dan sujud 

Jumhur ulama sepakat bahwa membaca Al Qur'an ketika ruku dan 
sujud adalah dilarang. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadits dari 
Ali: 



“Rasulullah SAW melarang aku membaca Al Qur'an ketika ruku 
dan sujud.”^” 

Ath-Thabari berpendapat bahwa hadits di atas shahih. Dan 
penilaian ini dipegang oleh para ulama berbagai negeri. 

Akan tetapi, sebagian tabi’in membolehkan membaca Al Qur'an 
saat itu. Pendapat ini dipegang oleh Imam Al Bukhari karena ia menilai 
hadits di atas tidak shahih. 

Para ulama berbeda pendapat, apakah dalam ruku dan sujud itu 
terdapat bacaan khusus atau tidak ? 

1. Imam Malik berpendapat tidak ada bacaan khusus. 

2. Syafi’i, Abu Hanifah, Ahmad, dan sekelompok fuqaha lainnya 
berpendapat, ketika ruku dalam shalat, membaca 

sebanyak tiga kali, dan di dalam sujud, membaca juga 


Sama dengan hadits terdahulu. 

Shahih. HR. Muslim (480), Abu Daud (4044, 4045), At-Tirmidzi (464), An- 
Nasa'i (2/189) (8/191) (8/204), Abdurrazzak (2833), Abu Awanah (2/170) dan 
Al Baihaqi (2/87). 
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tiga kali. Pendapat ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadits 
Uqbah bin Amir. 

3. Ats-Tsauri berkata, “Aku lebih suka jika seorang imam membaca 
tasbih sebanyak lima kali, sehingga makmum bisa mengejar sebanyak 
tiga kali.” 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara hadits 
Ibnu Abbas dan hadits Uqbah bin Amir. 


Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan: 

0 -i' t" ^ ti • ••4'^ ^ ^ \ \ *• 

o\ c«.lPJul ^ 4^ iL*\j V 

’ tr M’ " l' ‘f 


Ingatlah sesungguhnya aku dilarang membaca Al Qur'an ketika 
ruku dan sujud, adapun ketika ruku agungkanlah nama Allah, dan ketika 
sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka itu lebih pantas 
dikabulkan.”^^'* 


Dan dalam hadits Uqbah bin Amir dikatakan: 

tlilij <Oji aSjI j JlS 'ilXtJ ^ 

’ <0 ^ \ ^ ^ 

J :J15 p LjV lili 

. ^ t * 


“Tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal ‘azhimi, Rasulullah 
bersabda, Jadikanlah ayat itu untuk (bacaan) rukumu. Tatkala turun ayat 
sabbihisma rabbikal a’la, beliau bersabda, 'Jadikanlah ayat itu (untuk 
bacaan) sujudmu 

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai doa dalam ruku menyusul 
kesepakatan mereka dalam hal kebolehan memuji Allah. 

Imam Malik berpendapat bahwa doa tersebut makruh, alasannya 


Shahih. HR. Muslim (479), Abu Daud (876), An-Nasa’i (2/188, 190), Ahmad 
(1/219), Al Humaidi (489), Abu Awanah (2/170), dan Al Baihaqi (876). 

Dha’if. HR. Abu Daud (867), Ibnu Majah (8870, Ahmad (4/155), Ad-Darimi 
(1/299) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (601, 670), Al Hakim (1/225) 
(21^11) dan disetujui oleh Adz-Dzahabi, dinilai dha'if oleh Al Albani dalam 
Dha’if Abu Daud (152), Al Irwa' (334), dan Al Misyka\\ (879). 
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adalah riwayat Ali sebagai berikut: 

J 1 ,iJ)\ 4i ( 


‘‘"'Maka ketika ruku agungkanlah nama Allah, dan ketika sujud, 
bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. 


Sebagian ulama berpendapat bahwa doa dalam ruku dibolehkan. 
Alasan mereka adalah hadits-hadits yang menjelaskan bahwa beliau 
SAW berdoa ketika ruku dan sujud, pendapat di atas dipegang juga oleh 
Al Bukhari yang menguatkan alasannya dengan hadits berikut ini: 


APjS^j ^ Jji L5^ 

■r ^ *'>' “ ^ ^ 

.J >1 


“Nabi SAW ketika ruku dan sujud membaca, 'Maha Suci Engkau 
ya Allah, Tuhan kami dan segala puji bagi-Mu. Ya Allah, ampunilah 
aku’."'^'’'’ 


Abu Hanifah berpendapat tidak boleh berdoa dalam shalat dengan 
selain bacaan Al Qur'an, sedangkan Imam Malik dan Syafi’i 
membolehkannya. 

Yang menjadi sebab perbedaan pendapat, adalah sekitar masalah 
doa, apakah termasuk perkataan manusia atau tidak? 


Masalah ketujuh: Tasyahud 

Para ulama berbeda pendapat tentang Kewajiban membaca 
tasyahud dan kalimat tasyahud yang terbaik. 

1. Imam Malik dan Abu Hanifah, yang diikuti pula oleh 
sekelompok fuqaha menganggap bahwa tasyahud itu tidak wajib. 

2. Imam Syafi’i, Ahmad, dan Daud menyatakan bahwa tasyahud 
itu wajib. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara zhahir 
hadits dengan qiyas. Karena dalam qiyas diharuskan adanya persamaan 


Telah dijelaskan takhrij-nya. 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (718), (4968), Muslim (484), Abu Daud 
(877), An-Nasa'i (2/219,220), Ibnu Majah (889), dan Ahmad (6/43). 
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antara tasyahud dengan bagian shalat lainnya yang tidak wajib. Dimana 
para ulama sepakat bahwa yang wajib itu adalah Al Qur an. Sementara 
tasyahud tidak termasuk AlQur’an. Dengan demikian tidak wajib. 


Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan: 


“Rasulullah SAW pernah mengajarkan tasyahud kepada kami, 
seperti halnya beliau mengajarkan satu surah Al Qur an kepada kami. 

Hadits di atas menunjukkan akan wajibnya tasyahud. Di kalangan 
fuqaha, ada kaidah dasar yang menjelaskan bahwa perkataan dan 
perbuatan Nabi SAW dalam shalat harus diartikan wajib, sampai ada dalil 
yang menunjukkan sebaliknya. 

Dan kaidah dasar bagi ulama lain justru sebaliknya, kewajiban 
dalam shalat, baik yang disepakati atau yang dijelaskan, mesti 
berdasarkan nash yang jelas, sebagaimana Anda saksikan bahwa kedua 
kaidah dasar tersebut saling bertentangan. 


Adapun tasyahud yang terbaik: 

Imam Malik lebih cenderung memilih tasyahud Umar bin 
Khaththab yang pernah dianjurkan kepada khalayak di atas mimbar, 
yaitu: 

V <0il' aJJI 

irdki y c:;! ijjp. S/ i' '4 


“Penghormatan hanya untuk Allah, kesucian hanya milik Allah, 
kebaikan hanya milik Allah, shalawat hanya milik Allah, salam semoga 
tercurahkan kepadamu wahai Nabi, demikian pula rahmat dan 
keberkahan-Nya, salam semoga tercurahkan kepada kami, dan kepada 
hamba-hamba Allah yang shaiih, aku bersaksi tidak ada tuhan yang 


Shahih. HR. Muslim (403), An-Nasa'i (3/41), Ibnu Majah (900), Ahmad 
(1/292), Abu Awanah (2/227, 228), Ath-Thabrani (10996), dan Al Baihaqi 
(2/377) 
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berhak diibadahi selain Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya, 
dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”^’^ 


Abu Hanifah dan yang lainnya, yakni ulama Kufah, lebih memilih 
tasyahud Abdullah bin Mas’ud. Menurut Ibnu Abdil Barr, tasyahud 
tersebut dipegang oleh Imam Ahmad dan mayoritas ahli hadits. Sebab, 
tasyahud tersebut diriwayatkan secara shahih dari Rasulullah: 


-ig-il J 41)1 'y! 4 JI 'y (jl 41)1 -5 Ajlir y J 


f ^ ^ ^ 

A ^ ^ AA ^ ' * .f 

4J0' 


“Penghormatan untuk Allah, shalawat hanya milik Allah, dan 
kebaikan hanya milik Allah, salam semoga tercurahkan kepadamu wahai 
Nabi, demikian pula rahmat dan keberkahan-Nya, salam semoga 
tercurahkan kepada kami, dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih, 
aku bersaksi tidak ada tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan 
aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”^^^ 


Imam Syafi’i dan pengikutnya menggunakan tasyahud Abdullah 
bin Abbas yang diriwayatkan dari Nabi SAW, Ibnu Abbas berkata, 
“Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada kami sebuah tasyahud 
sebagaimana beliau mengajarkan surah Al Qur'an kepada kami. Lalu 
beliau menyebutkan: 


(4ii oLjlall o'jL/g)l 

'y! 4 ]^ *y jl 4l)l oLp lSp- ^*>L« y j 4 III 


.41)1 


i , ^ 
jt J 4l)( 


“Penghormatan yang penuh dengan keberkahan, dan shalawat 
yang baik hanya milik Allah, salam semoga tercurahkan kepadamu 
wahai Nabi, rahmat dan keberkahan-Nya, shalawat semoga tercurahkan 
kepada kami, dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih, aku bersaksi 


Shahih mauguf akan tetapi memiliki hukum marfu’. HR. Malik dalam Al 
Muwaththa' (200), Syafi’i (275), Abdurrazzak (2067), Al Hakim (1/266), dan 
Al Baihaqi (2/144). 

Telah dijelaskan taA/iry-nya. 
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ada ,aHan yaag ierkak diWaM dengan benar kecuali Altab. dan 

MubammadadalaHunisan-blyar 

,a„s «sa «Us ,a„s 

";rr— 

:r r“hi" 

riwayatnya mutawalir, inilah yang benar, yraltahu a tam. 

riwayainya shalawat Nabi dalam tasyahud. 

Imam Syafi’i ^ t ini didasarkan pada firman 

bahkan merupakan kewajiban. Pendapat im 

Allah; 


iljui i ^ 


••„ai orang-orang yang beriman, "f" m]- 

dan ucapknnlak salam penghormalan kepadanya. (Qs. Al Ahrab [33) 

Syaffi juga berpendapat bahwa penyampaian salam tennaruk ke 

‘*''“"’s!d!!,I'jumhur ulama berpendapat bahwa rnlnm di atas adalah 
salam yang lucapkan setelah membaca shalawat Nab,. 

uv 7hahir beroendapat bahwa orang yang mengu 
Kelompok ahli Zhahir rpe rjari emoat hal sesuai 

capkan lasyahud haras memohon “J' *!““ « . ^i^sa kubur, neraka 

dengan apa yang disebutkan “ “ kehidupan dan kematian. 

Jahanam, fitnah J balTa Rasuluilah SAW 

da«^ Xi akhir tasyahudnya, dan dalam 

sebagian riwayatnya diungkapkan; ^ 

>^' 4 ^' O 

■‘Jika salah seorang dianlara kalian selesai tasyahud maka 
Baihaqi (2/154). 
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terlindunglah dari empat hal.”^^^ (HR. Muslim). 


Masalah kedelapan: Salam 

Para ulama berbeda pendapat tentang salam setelah shalat. 


1. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib. 

2. Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menyatakan tidak wajib. 

Ulama yang menghukumi wajib, ada yang berpendapat wajib pada 
shalat sendirian dan imam hanya sekali, dan ada pula yang berpendapat 
wajibnya itu dua kali. 


Jumhur ulama berpedoman pada 
menceritakan sabda Nabi SAW, 


zhahir hadits Ali yang 


T 


rJli } 


“Dan penutupnya adalah salam 

Ulama yang mewajibkan salam dua kali berdalil pada hadits Nabi 
SAW, “Bahwa Nabi mengucapkan salam dua kali.”^*^ 

Ini bagi kelompok yang berpendirian bahwa perbuatan Nabi 
diartikan sebagai wajib. 

Imam Malik berpendapat bahwa dua kali salam untuk makmum, 
sedang untuk imam cukup sekali. Bahkan, diriwayatkan dari Imam Malik 
bahwa makmum mengucapkan salam sebanyak tiga kali, sekali sebagai 


282 


283 
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Shahih. HR. Muslim (588), Abu Daud (983), An-Nasa'i (3/58), Ibnu Majah 
(909), Ahmad (2/237), Ad-Darimi (1/310), Abu Awanah (2/235), dan Al 


Baihaqi (2/154). 

Telah dijelaskan takhrij-nya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Mas’ud: 

idCLi 44*4 jJI »J 4^ 4#l j' 

.iSt c4l' ilj- Jj 


“Sesungguhnya Nabi SAW mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kiri 
hingga terlihat putih pipinya, seraya mengucapkan, “As-salamu’alaikum wa 
rahmatullah, As-salamu’alaikum wa rahmatullah" HR. Abu Daud (996), At- 
Tirmidzi (295), An-Nasa'i (13223), Ibnu Majah (914), dan dinilai shahih oleh 
Al Albani, dalam masalah ini ada hadits dari Sa’ad bin Abi Waqqash yang 
diriwayatkan oleh Muslim (583), dan dari Wail bin Hajar yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud (933). 
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penutup shalat, yang kedua untuk pemberitahuan kepada imam, dan yang 
ke tiga untuk orang yang berada di samping kirinya. 

Dalam hal ini. Imam Abu Hanifah berpegang pada riwayat 
Abdurrahman bin Zihad Al Ifriqi yang menyatakan bahwa Abdurrahman 
bin Rafi’ dan Bakar bin Sawwadah meriwayatkan dari Abdullah bin 
Amru Al Ash, beliau berkata; Rasulullah SAW berabda; 


J jUl-o jl 'M 




‘‘‘'Apabila duduk seseorang di akhir salatnya, lalu ia berhadats 
sebelum mengucapkan salam, maka shalatnya sudah sempurna.'" 

Ibnu Abdil Barr mengatakan, “Hadits Ali terdahulu, menurut ahli 
riwayat, dinilai lebih kuat. Sebab, Hadits Abdullah bin Amru bin Ash 
hanya diriwayatkan oleh Al Ifriqi. Padahal, menurut ahli riwayat, ia 
termasuk orang yang dha'if" 

Al-Qadhi berkata; Meski hadits Ali dilihat dari segi riwayat lebih 
kuat, tetapi dari segi matan masih memiliki berbagai pengertian. Karena 
hadits tersebut tidak menunjukkan arti bahwa keluar dari shalat hanya 
dilakukan dengan salam, terkecuali Jika memakai dalil khitab, tetapi dalil 
khithab ini menurut para ulama merupakan pemahaman yang lemah. 

Namun, Jumhur ulama bisa berkata lain bahwa alif lam dalam pe¬ 
makaiannya sebagai hashr (pembatasan) lebih kuat dibanding dalil 
khitab. Yaitu, bahwa hukum sesuatu yang tidak disebutkan merupakan 
kebalikan hukum sesuatu yang disebutkan. 


Masalah kesembilan: Qunut 

Para ulama berbeda pendapat tentang qunut; 

1. Imam Malik berpendapat bahwa qunut untuk shalat Subuh 
adalah mustahab. 

2. Imam Syafi’i berpendapat hukumnya sunah. 

3. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa qunut dalam shalat 
Subuh dilarang, sedang tempat qunut hanya dalam shalat witir. 

4. Sebagian ulama berpendapat bahwa qunut itu berlaku bagi setiap 
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shalat. 


5. Ulama lainnya berpendapat tidak ada qunut kecuali pada bulan 
Ramadhan. 

6. Ada juga yang berpendapat bahwa qunut hanyalah dilakukan dari 
setengah pertama bulan Ramadhan. 

7. Fuqaha lainnya berpendapat bahwa qunut hanyalah dilakukan 
pada setengah terakhir bulan Ramadhan. 

Sebab perbedaan pendapat: Banyaknya hadits yang diriwayatkan 
dari Nabi SAW mengenai qunut, juga karena qiyas shalat yang 
menggunakan qunut dengan shalat yang tidak menggunakan qunut. 

Ibnu Abdil Barr berpendapat bahwa qunut yang mengandung 
cercaan terhadap kaum kafir di bulan Ramadhan sering dilakukan pada 
periode pertama Islam, Hal ini dalam rangka mengikuti sunah Rasul saat 
berdoa untuk runtuhnya RiMin dan Dzakwan^*^ juga gerombolan yang 
membunuh penduduk sumur ma ’unah. 

Laits bin Sa’d berkata, “Sudah empat puluh atau empat puluh lima 
tahun aku tidak pernah lagi membaca qunut, kecuali jika aku menjadi 
makmum sementara imam membaca qunut, Dalam hal ini, aku berdalil 
pada sunah Rasul SAW, sesungguhnya beliau melakukan qunut selama 
sebulan atau empat puluh hari, untuk mendoakan kebaikan untuk satu 
kaum dan mendoakan kejelekan untuk kaum yang lainnya,^*^ sehingga 
Allah memberikan peringatan kepada beliau dalam firman-Nya: 
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Shahih. HR. Muslim (679), Ahmad (4/57), Abu Awanah (2/282), Ath-Thabrani 
pada Al Kabir (4169,4170,4171) dari jalan Khufaf bin Hudhah Al Ghifari, 
Ungkapan ini mengisyaratkan kepada hadits Abu Hurairah, beliau berkata: 

^ ^ ^ •• ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 0 

.«Ji—jj j>< J ^ t*!**-! (1-4I3' iijij 


“Rasulullah SAW melakukan qunut dalam shalat Isya selama satu bulan, dalam 
qunutnya beliau berdoa, ''Ya Allah selamatkan Walid bin Al Walid, ya Allah 
selamatkan Salamah bin Hisyam, ya Allah selamatkan Iyas bin Abi Rabi'ah, ya 
Allah selamatkan orang-orang lemah dari kalangan yang beriman, ya Allah 
keraskan pukulan-Mu untuk Mudhar, jadikanlah paceklik kepada mereka 
seperti yang menimpa kaum Yusiif." HR. Al Bukhari (4598), Muslim (675), Abu 
Daud (1442), dan Ahmad (2/470). 


k. 
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^‘Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu 
atau Allah menerima Taubat mereka, atau mengazab mereka, karena 
sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim:^ (Qs. Aali ‘Imraan 

[3]; 128) 

Kemudian Rasulullah SAW meninggalkan qunut, setelah itu beliau 
tidak pernah mengucapkan qunut sampai beliau wafat. 

Laits bekata; semenjak aku meriwayatkan hadits di atas, aku tidak 
pernah lagi membaca qunut. Pendapat ini juga dipegang oleh Yahya bin 

Yahya. 

Di antara guru saya, ada yang meriwayatkan bahwa yang 
diberlakukan di masjid Kordova adalah memakai qunut, yang 
diberlakukan terus hingga masa kami atau masa sebelum kita. 

Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah; 


iiy 'S oL: ^ ^ 

e. ‘J 


“Nabi SAW pernah mengucapkan qunut pada shalat Subuh, 
kemudian sampai berita kepada kami bahwa beliau SAW 
meninggalkannya ketika turun (ayat), ^Tak ada sedikit pun campur 
tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat 
mereka... (Qs. Aali ‘Imraan [3]; 128) 

Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa^beliau melakukan 
qunut pada shalat Zhuhur dan Isya, juga shalat Subuh. 

Diriwayatkan darinya pula, “Bahwa beliau SAW melakukan qunut 
selama sebulan pada shalat Subuh untuk mendo’akan kejelekan kepada 
Bani Ushayyah.”^** 
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^MumfagAlaM^K. Al Bukhari (1003), Muslim (677), Abu (1445) An- 
Nasa'i (2/200), Ibnu Majah (1184), Ahmad (3/259) semuanya dan hadits Anas, 

yang lafazhnya: , . 

J}., J- ^ f 
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Lalu para ulama berbeda pendapat tentang lafazh qunut. Imam 
Malik menganjurkan: 


^ . f ^0 . * o ^ X . 0 e ^ ^ ^ o ^ ✓y' ✓ , A y'© ✓ f ^ 

ctiJJ J ctiJu cJD t ^ 11 ^ * ^ 1 

✓ ✓ y' ✓ y'" 

iOli i"?! 3!;^' 5i>j 

^ ^ISoL) dJj'-tje' oj jtiL'-AjC’ I— 9l:>«J J 

•i-Ii 


“Ld >4//a/r, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepada-Mu, 
memohon ampunan kepada-Mu, meminta petunjuk kepada-Mu, beriman 
kepada-Mu, aku tunduk kepada-Mu, membebaskan diri dan 
meninggalkan orang yang kufur kepada-Mu, Ya Allah, hanya kepada-Mu 
aku beribadah, kepada-Mu aku berdo’a, dan bersujud, aku berusaha 
menempuh jalan menghadap-Mu, mengharapkan rahmat-Mu, takut akan 
adzab-Mu, sesungguhnya adzab-Mu akan menimpa orang-orang 
kafirr^^^ 

Fuqaha Irak menamakan doa tersebut dengan as-suratain. Dan 
menurut satu riwayat, doa tersebut ada dalam mushaf (lembaran) Ubai 
bin Ka’ab. 


Imam SyafiM dan Ishaq berpendapat bahwa lafazh qunut yang 
digunakan adalah; 

iijt C» ^ llij llslpj b'oit ji4^i 

✓ .» ✓ «■'' * 
.O-Jouj Ujj tdJ-jtP 


“Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang yang telah Engkau 
berikan petunjuk, selamatkanlah aku sebagaimana orang yang telah 
Engkau selamatkan, jagalah aku dari segala kejelekan yang Engkau 
takdirkan, sesungguhnya Engkaulah yang menentukan, dan tidak ada 


“Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan qunut selama sebulan setelah ruku, 
ketika itu beliau mendoakan kejelekan untuk beberapa suku arab Ri’lin dan 
Dzakwan, beliau berdoa, ‘ Ushayyah yang telah berbuat maksiat kepada Allah 
dan Rasul-Nya 

Dari Umar, yang diriwayatkan oleh Abdurrazzak (3/110), Ibnu Abi Syaibah 
(3/110), dan Al Baihaqi (2/211). 
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yang menentukan-Mu, Maha Suci Engkau dan Maha Agung.”^^'^ 

Doa di atas diriwayatkan dari Hasan bin Ali dari sanad yang shahih 
bahwa Rasulullah mengajarkan qunut tersebut untuk dibaca dalam shalat. 

Abdul lah bin Daud berkata, “Barangsiapa tidak membaca qunut 
dengan as-suratain, maka shalatnya tidak bisa diikuti.” Sementara yang 
lainnya berpendapat tidak ada bacaan yang ditetapkan dalam qunut. 


Pasal kedua: Amalan-amalan shalat yang merupakan rukun 
Pasal ini terdiri dari delapan masalah pokok: 


Masalah pertama: Mengangkat kedua tangan 

Para ulama berbeda pendapat tentang mengangkat tangan dalam 
shalat pada tiga hal: 

Pertama, tentang hukum mengangkat kedua tangan: 


1. Menurut jumhur ulama adalah sunnah. 


2. Daud dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum 
mengangkat kedua tangan itu wajib. Ulama yang mewajibkan ini 
berpecah menjadi beberapa pendapat. Sebagian mewajibkan hanya pada 
takbiratul ihram, dan yang lainnya mewajibkan ketika takbiratul ihram 
dan ketika akan bangkit dari ruku. Ada lagi yang mewajibkan pada dua 
keadaan tersebut dan ketika hendak sujud, semuanya berdasarkan 
perbedaan mereka tentang posisi mengangkat kedua tangan. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan zhahir hadits yang 
mengandung berbagai fardhu dalam shalat, dengan perbuatan Nabi SAW. 


Jelasnya, dalam hadits Abu Hurairah terdapat pernyataan Nabi 
yang hanya menyatakan “Dan bertakbir”, tanpa ada perintah mengangkat 
kedua tangan. Sementara dalam riwayat lain yang shahih, yakni dari Ibnu 
Umar, diriwayatkan: 


I -/-ah lii 


Hasan. HR. Abu Daud (1425), At-Tirmidzi (464), An-Nasa'i (3/248), dan dalam 
Al Kubra (1442, 1443, 8101^ Ibnu Majah (1178), Ahmad (1/199, 201), Ad- 
Darimi (1/452) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1096), diriwayatkan 
pula oleh Al Baihaqi (2/209) dan dihasankan oleh Al Albani dalam Shahih Abu 
Daud. 
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“Nabi SAW mengangkat kedua tangannya apabila memulai 
shalat.”^^' 


Kedua, tentang posisi mengangkat kedua tangan: 

1. Menurut fuqaha Kufah, Imam Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, 
dan lainnya, seorang yang menjalankan shalat tidak mengangkat kedua 
tangannya kecuali tatkala takbiratul ihram. Pendapat seperti ini Juga 
diriwayatkan dari Ibnul Qasim dari Imam Malik. 


2. Syafl’i, Ahmad dan Abu Ubaidah, Abu Tsaur, kebanyakan ahli 
hadits, dan ahli Zhahir berpendapat bahwa mengangkat tangan hanya 
takbiratul ihram dan ketika akan ruku. Pendapat ini Juga diriwayatkan 
dari Imam Malik. Bedanya, menurut fuqaha di atas, hukum mengangkat 
tangan adalah wajib, sedangkan menurut Imam Malik adalah sunah. 


3. Sekelompok ahli hadits berpendapat bahwa mengangkat kedua 
tangan itu hanya berlaku ketika akan sujud dan bangkit dari sujud. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara beberapa hadits 
yang menjelaskannya, disamping pertentangan antara amal penduduk 
Madinah dengan sebagian hadits yang dimaksud. 


Diantaranya adalah hadits berikut ini: 

a. Hadits Abdullah bin Mas’ud^^^ dan Barra' bin Azib^”: 


aJjj V olT aI! 




“Sesungguhnya Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika 
takbiratul ihram (hanya) sekali, beliau tidak menambahkannya.” 

b. Hadits Ibnu Umar dari bapaknya: 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (735) (736, 738), Muslim (390), Abu Daud 
(742), An-Nasa'i (2/122), dan Abdurazzak (2518,2510). 

Shahih. HR. At-Tirmidzi (257), An-Nasa'i (2/1820, 195), dan dalam Al Kubra 
(645, 1099), Ad-Daruquthni (1/293), Al Baihaqi (2/78, 79) dan dinilai shahih 
oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 

Dha’if. HR. Abu Daud (752), Ad-Daruquthni (1/293, 294) dan dinilai dha’if 
oleh Al Albani dalam Dha’if Abu Daud. 
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“Sesungguhnya jika Rasulullah SAW memulai shalat, beliau 
mengangkat kedua tangannya (sampai) sejajar pada dua pundaknya. Jika 
beliau mengangkat kepalanya dari ruku, maka beliau mengangkat (pula) 
kedua tangannya, dan beliau membaca, SamV Allahu liman hamidah 
rabbana walakal hamdu (Allah Maha mendengar yang memuji-Nya, ya 
Tuhan kami bagi-Mu segala puji), (namun) beliau tidak melakukan hal 
itu ketika sujud.”^^'* 

Hadits di atas disepakati ke-shahih-annya. Dan para fuqaha 
memperkirakan hadits di atas diriwayatkan oleh tiga belas sahabat. 

c. Hadits Wail bin Hujr memuat tambahan yang tidak disebutkan di 
dalam hadits Abdullah bin Umar. 

0 > i -'O 6y ^ % y 

JLlP AjJU ^ j . 


“Sesungguhnya beliau mengangkat kedua tangannya ketika 
sujud.”^’^ 

Para fuqaha yang menafsirkan mengangkat kedua tangan itu 
sebagai sunah atau wajib, diantara mereka ada yang membatasi takbiratul 
ihram, mereka lebih menganggap kuat hadits Ibnu Mas’ud dan Barra bin 
Azib, Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik, selaras dengan amal 
penduduk Madinah. 

Adapun ulama yang lebih menguatkan hadits Ibnu Umar, mereka 
berkesimpulan bahwa mengangkat kedua tangan ada di dua tempat, 
ketika takbiratul ihram dan ruku, karena hadits tersebut sudah masyhur 
dan disepakati ks-shahih-annya. 

Ulama yang berpendapat bahwa mengangkat kedua tangan adalah 
fardhu menafsirkan hadits Ibnu Umar sebagai fardhu pula. Dan ulama 
yang menafsirkan hukum mengangkat kedua tangan itu sunah, maka 


Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya. 

Shahih. HR. Muslim (401), Abu Daud (723), Ad-Daruquthni (1/291), Ath- 
Thabrani (21/61), dan Al Baihaqi (2/71). 
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hadits Ibnu Umar itu diartikan sebagai sunah. Lalu ulama yang 
menempuh metode kompromi berpendapat bahwa berbagai tambahan itu 
harus dikompromikan selaras dengan hadits Wail bin Hujr. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para ulama terbagi 
menjadi dua kelompok dalam memahami hadits-hadits di atas, yakni 
kelompok ulama yang menggunakan metode tarjih dan kelompok yang 
menggunakan metode kompromi. 

Sebab perbedaan Pendapat: Apakah mengangkat kedua tangan 
itu sunah atau wajib, ada beberapa hal yang sudah saya sebutkan sebelum 
ini, yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya perbuatan 
Nabi SAW ditafsirkan sebagai wajib, terkecuali ada dalil yang 
memalingkannya. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa fardhu- 
fardhu shalat yang sudah ditetapkan dengan dalil yang jelas, yakni 
riwayat shahih atau ijma’, tidak bisa menerima tambahan, kecuali jika 
ditetapkan dengan dalil yang jelas. Masalah ini sudah saya kemukakan 
dalam bahasan terdahulu, karena itu tidak perlu diulang 

Ketiga, tentang batas mengangkat tangan: 

1. Malik, Syafi’i dan sekelompok Ulama berpendapat bahwa 
batasan mengangkat kedua tangan adalah pundak. 

2. Abu Hanifah berpendapat sampai batas kedua telinga. 

3. Ada lagi ulama yang berpendirian bahwa batas mengangkat 
tangan adalah sampai dada. 

Seluruhnya diambil dari riwayat Nabi SAW. Hanya saja riwayat 
yang terkuat adalah bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangan sampai 
kedua pundaknya. Dan yang terakhir inilah yang dipegang jumhur. 
Sementara mengangkat kedua tangan hingga dua telinga riwayatnya lebih 
kuat dibanding riwayat yang menjelaskan pengangkatan tangan sampai 
dada. 


Masalah kedua: I’tidal dalam ruku dan ketika bangkit dari ruku 

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa i’tidal ketika bangkit dari ruku 
dan dalam ruku adalah tidak wajib. 

2. Imam Syafi’i berpendapat bahwa i’tidal hukumnya wajib. 
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3. Pengikut Imam Malik saling berbeda pendapat dalam 
menetapkan hukum i’tidal, wajib atau sunah, karena tidak ada riwayat 
darinya yang menegaskan masalah ini. 


Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang wajib itu mengambil 
sebagian yang terkandung dalam sebuah nama atau seluruhnya. 


Ulama yang berpendapat bahwa yang wajib hanyalah sebagian, 
mereka berkesimpulan tidak mensyaratkan i’tidal dalam ruku. Sedangkan 
Ulama yang mewajibkan keseluruhannya menetapkan syaratnya i’tidal. 


Diriwayatkan dari Nabi SAW secara shahih bahwa beliau bersabda 
dalam hadits yang disebutkan sebelumnya mengenai orang yang 
diajarkan berbagai kewajiban shalat: 






Rukulah hingga tuma'ninah dalam ruku, dan bangkitlah hingga 
engkau tuma 'ninah dalam berdiri 

Dengan demikian, seharusnya i’tidal itu dihukumi wajib. Juga atas 
dasar hadits di atas, bagi para ulama yang berpendapat bahwa perbuatan 
Nabi SAW di seluruh pekerjaan shalat tidak bisa dihukumi sebagai wajib, 
kecuali terdapat dalil yang menunjukkan wajib. Karena itu, sebagian 
ulama tidak menilai mengangkat kedua tangan itu fardhu (wajib). Begitu 
halnya dengan bacaan-bacaan dalam shalat selain takbiratul ihram dan 
membaca Al Qur'an. 

Renungkanlah masalah ini! karena ini adalah kaidah dasar yang 
berbeda dengan kaidah dasar yang pertama, hal ini menjadi penyebab 
perbedaan pendapat dalam banyak masalah. 


Masalah ketiga: Kondisi duduk 

Para Ulama berbeda pendapat tentang kondisi duduk dalam shalat. 

1. Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa orang 
yang duduk dalam shalat hendaknya menyentuhkan kedua bokongnya ke 


Sudah dijelaskan takhrij-nya dan merupakan bagian dari hadits orang yang 
melakukan shalat dengan tidak baik. 
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lantai, lalu menegakkan telapak kaki kanan, dan menekukkan kaki 
kirinya. Menurut Imam Malik wanita pun sama dengan kaum laki-laki. 

2. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat, orang yang 
mengerjakan shalat hendaklah menegakkan telapak kaki kanannya dan 
duduk di atas telapak kaki kirinya. 

3. Imam Syafi’i membedakan antara duduk pertama dan duduk 
terakhir. Untuk duduk pertama pendapatnya sama dengan Imam Abu 
Hanifah, sedangkan duduk kedua sama dengan Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara beberapa 
atsar, yang dalam hal ini terdapat tiga hadits. 

Pertama, hadits yang Ve-shahih-annya sudah disepakati, yakni 
riwayat Abu Humaid As-Sa’idi yang menjelaskan cara shalat Rasulullah 
SAW: 


j4\ L-Ui} ^ 


“Apabila beliau SAW duduk pada dua rakaat pertama, beliau duduk 
di atas telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya. Dan 
apabila beliau duduk di rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya, 
dan menegakkan telapak kaki kanannya, dan duduk di atas landasan 
duduknya.”^^’ 


Kedua, hadits Wail bin Hujr: 

. 1 ^ J co^^CaII ^ >1*5 Ail 


“Apabila beliau duduk dalam shalat, maka beliau menegakkan 
telapak kaki kanan dan duduk atas telapak kaki kirinya. 

Ketiga, riwayat Malik dari Abdullah bin Umar, bahwa dia berkata; 


Shahih. HR. Al Bukhari dalam Qurrah Al 'Ain Ji Rafi Al Yadain, Abu Daud 
(730), At-Tirmidzi (304), An-NasaM (3/34) dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (587, 651, 685, 700), Al Baihaqi (2/26, 73, 116, 118, 123) dan 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 

Shahih. HR. Abu Daud (726), An-Nasa i (2/236), Ahmad (4/316), Ad-Darimi 
(1/362) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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‘Bahwa sunah shalat hendaknya kamu menegakkan telapak kaki 


kananmu dan menekuk kaki kirimu. 


Hadits di atas merupakan hadits musnad karena ucapan Ibnu Umar 

Dalam riwayat Malik dari Qasim Ibnu Muhammad, sesungguhnya 
Malik mengajarkan mereka perihal cara duduk dan tasyahud, lalu Malik 
mendirikan kaki sebelah kanan dan menekukkan kaki kiri, lalu ia duduk 
di atas landasan duduk bagian kiri dan tidak menduduki telapak kakinya. 
Lalu ia berkata, “Cara seperti ini ditunjukkan kepadaku oleh Abdullah 
bin Abdillah bin Umar, ia juga meriwayatkan bahwa bapaknya (Ibnu 
Umar) pernah mengajarkan seperti itu.” 

Dalam masalah tersebut, Malik lebih cenderung memilih metode 
tarjih terhadap hadits Ibnu Umar. Adapun Abu Hanifah memilih hadits 
Wail bin Hujr. Sementara imam Syafi’i lebih cenderung memilih metode 
kompromi dengan hadits Abu Humaid As-Sa’idi. 

Dan imam Ath-Thabari memilih metode tarjih dengan kesimpulan 
bahwa semua cara boleh dikerjakan. Sebab, seluruh cara tersebut 
diriwayatkan dari Nabi SAW dengan shahih. Karena tata cara yang 
beragam lebih utama ditafsirkan sebagai hal yang dibolehkan bukan 
pertentangan. Nampaknya kebanyakan kontradiksi hanya berkisar pada 
perbuatan dengan perkataan atau antara perkataan dengan perkataan. 


Masalah keempat: Duduk tasyahud pertama dan kedua 

Para ulama berbeda pendapat tentang duduk tasyahud pertama dan 
kedua: 

1. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa duduk tasyahud pertama 
adalah sunah. 

2. Sebagian ulama lainnya mengeluarkan pendapat syadz hingga 
mengatakan bahwa duduk tasyahud pertama adalah wajib. 


Shahih. HR. Al Bukhari (827), Abu Daud (958) dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (678), dan HR. Ad-Daruquthni (1/349), dan Al Baihaqi (2/129). 
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Mengenai duduk tasyahud akhir: 

1. Jumhur berpendapat fardhu. 

2. Sebagian ulama mengeluarkan pendapat syadz-ny& dengan 
berkata bahwa duduk tasyahud akhir adalah sunah. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi dalam 
memahami hadits-hadits Nabi SAW, juga berakar dari qiyas salah satu 
duduk kepada yang lainnya. 


Seperti hadits Abu Hurairah yang telah lalu dinyatakan: 
"'Duduklah sehingga tuma ’ninah dalam duduk.” 


Dari hadits di atas dipahami bahwa duduk merupakan kewajiban di 
setiap bagian shalat, sehingga fuqaha yang memegang hadits ini 
berkesimpulan bahwa seluruh tasyahud adalah wajib. 


Tetapi, dalam hadits Ibnu Buhainah yang shahih dinyatakan: 

.1^ 5*>Ca!I in 


“Sesungguhnya beliau SAW menggugurkan duduk (tasyahud awal) 
tanpa menggantinya, tetapi sujud karenanya.”^®” 

Juga diriwayatkan dalam hadits shahih, bahwa beliau 
menggugurkan dua rakaat, lalu menggantinya, demikian pula satu rakaat. 

Berdasarkan hadits ini, para ulama mengambil kesimpulan adanya 
perbedaan hukum antara duduk awal dan hukum rakaat, hukum rakaat 
bagi mereka adalah fardhu dengan dasar ijma’, jadi duduk pertama bukan 
hal yang fardhu. 


Hal inilah yang kemudian menuntut para fuqaha dalam 
membedakan hukum pada dua duduk. Bahkan mereka berpendapat 
bahwa sujud sahwi hanya boleh dilakukan dalam shalat sunah, bukan 
pada shalat wajib. 


Mutt(rfaq ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (829, 1224, 1230), Muslim (570), Abu Daud 
(1034), At-Tirmidzi (391), An-Nasa'i (3/19), Ibnu Majah (1206), dan Ahmad 
(5/345). 
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Ulama yang menyatakan wajib berpendapat bahwa sujud sahwi 
adalah kekhususan baginya sementara kefardhuan yang lain tidak 
mendapatkannya, maksudnya kenyataan ini sama sekali tidak bisa 
menjadi dalil bahwa duduk pertama adalah tidak wajib. 

Ulama yang berpendirian bahwa kedua duduk merupakan sunah 
mendasarkan pendapatnya pada qiyas duduk akhir atas duduk pertama, 
menyusul pendapat mereka bahwa duduk pertama adalah sunah dengan 
dalil yang digunakan oleh jumhur ulama. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sebab perbedaan pendapat 
itu berakar pada perbedaan cara pengambilan hukum pada zhahir ucapan 
dan perbuatan Nabi SAW. 

Dalam hal ini, ada ulama yang menyatakan bahwa kedua duduk 
hukumnya fardhu. Dalilnya bahwa seluruh pekerjaan shalat Nabi SAW 
menunjukkan hukum wajib, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya 
kepada hukum selainnya, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. 

Artinya, kedua landasan dalam masalah ini (perbuatan dan 
perkataan Nabi SAW) memberi petunjuk kepada kita bahwa duduk kedua 
merupakan kewajiban. Karena itu jumhur ulama memegang pendapat 
tersebut tanpa ada yang menentang, terkecuali qiyas. Dengan demikian, 
pendapat yang paling lemah adalah yang mengatakan bahwa dua macam 
duduk tersebut adalah sunah, wallahu a ’lam 

Diriwayatkan dengan shahih, “Bahwa beliau SAW meletakkan 
tangan kiri di atas lutut kiri dan telapak tangan kanan di atas lutut kanan 
sambil berisyarat dengan jari (telunjuk).”^”’ 

Hal ini pun sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa cara tersebut 
adalah yang terbaik di dalam shalat. Lalu Para ulama berbeda pendapat 
mengenai keharusan menggerak-gerakkan telunjuk jari karena adanya 
berbagai hadits tentang hal itu. Adapun riwayat yang shahih dalam hal ini 
adalah bahwa Rasulullah hanya berisyarat (mengacungkan) telunjuk jari 
saja. 


Shahih. HR. Muslim (579), Abu Daud (989), An-Nasa'i (3/37), Ad-Daruquthni 
(1/349), Abu Awanah (2/225), dan Al Baihaqi (2/130). 
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Masalah kelima: Meletakkan salah satu tangan di atas tangan yang 
lain 

Para Ulama berbeda pendapat mengenai meletakkan salah satu 
tangan di atas tangan yang lain dalam shalat. 

1. Imam Malik berpendapat bahwa hal seperti itu makruh dalam 
shalat wajib, dan dibolehkan untuk shalat sunah. 

2. Jumhur ulama berpendapat bahwa pekerjaan seperti itu 
merupakan salah satu sunah shalat. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya berbagai riwayat shahih 
yang memuat penjelasan amalan shalat yang dilakukan Rasulullah SAW. 
Namun di dalamnya tidak disebutkan bahwa Rasulullah SAW 
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. 

Disamping itu ada riwayat shahih bahwa para sahabat 
diperintahkan melakukan seperti itu. Bahkan hal tersebut dinyatakan 
sebagai sifat shalat Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam 
hadits Abu Humaid. 

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa atsar yang yang 
menetapkannya menuntut adanya tambahan di atas atsar yang tidak 
menetapkannya, dan tambahan tersebut mesti diambil. 

Sebagian ulama lain berpendapat wajibnya berpedoman pada 
hadits-hadits yang tidak mengandung tambahan. Karena jumlahnya lebih 
banyak. Lebih-lebih pekerjaan tersebut, tidak selaras dengan sifat-sifat 
shalat, namun hanya sekadar pekerjaan yang memudahkan. 

Karenanya, imam Malik membolehkan hanya untuk shalat sunah, 
tetapi melarang dalam shalat fardhu. Meski demikian, pekerjaan di atas 
merupakan satu cara yang bisa melahirkan perasaan khusyuk, kiranya 
inilah yang lebih utama. 


Masalah keenam: Bangkit dari sujud 

1. Sebagian ulama berpendapat pada rakaat ganjil, alangkah 
baiknya jika orang yang melaksanakan shalat melakukan duduk sebentar 
sebelum bangkit. 

2. Sedangkan menurut fuqaha lainnya, hendaknya seseorang 
langsung bangkit dari sujud. 
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Pendapat pertama dipegang oleh imam Syafi’i dan sekelompok 
ulama lainnya. 

Sebab perbedaan perbedaan: Adanya dua hadits yang saling 
bertentangan: 

Pertama, hadits Malik bin Al Huwairits yang shahih: 

^ jjj lili Jj-*'J c^'j 

# I- " 0 ^ ^ 0^ o 1 


“Sesungguhr^a dia melihat Rasulullah SA W apabila dalam rakaat 
ganjil dari shalatnya, beliau tidak bangkit melainkan setelah beliau 
duduk secara sempurna. 


Kedua, hadits Abu Humaid mengenai sifat shalat Rasulullah SAW: 
. pj ^15 2/* ^1^1 ‘'^1 J lli aJI 


“Bahwa ketika beliau SAW mengangkat kepalanya dari sujud 
kedua dari rakaat pertama, beliau (langsung) bangkit dan tidak duduk.”^®^ 

Hadits pertama dipegang oleh imam Syafi’i, sedangkan hadits 
kedua dipegang oleh imam Malik 

Kalangan fuqaha juga berbeda pendapat mengenai sujud, apakah 
kedua tangan yang harus diletakkan dilandasan (lantai) sebelum lutut atau 
sebaliknya. Dalam hal ini madzhab Malikiyah berpendapat meletakan 
lutut sebelum kedua tangan. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara dua 
hadits, yaitu dalam hadits Ibnu Hujr, dia berkata: 

aJjlj J.J J lil aUI aUI Jj-"j <^1J 

'S^ y J 


“Aku melihat Rasulullah SAW (sedang shalat), ketika beliau sujud 
kedua lututnya diletakkan di landasan sebelum kedua tangannya, dan 
apabila bangkit, kedua tangannya diangkat sebelum dua lututnya.”^®'* 


Shahih. HR. Al Bukhari (823, 824), Abu Daud (842, 843), At-Tirmidzi (287), 
An-Nasa'i (2/234), Ahmad (3/436X5/53,54), dan Al Baihaqi (2/124). 

Telah terdahulu takhrij-nya. 
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Lalu dalam hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda. 


iir n'j: ^ di 


“Apabila salah seorang dari kalian sujud, maka janganlah turun 
seperti unta yang hendak duduk, dan hendaklah ia meletakkan kedua 
tangan sebelum dua lututnya. ” 

Dalam hal ini, Ibnu Umar meletakkan kedua tangan sebelum kedua 
lututnya. Menurut pengamatan para ahli hadits, hadits dari Wail bin Hujr 
lebih kuat dibanding hadits Abu Hurairah. 


Masalah ketujuh: Tentang sujud 

Para ulama berpendapat bahwa sujud hendaklah dikerjakan dengan 
tujuh anggota badan; muka, kedua tangan, kedua lutut dan kedua ujung- 
ujung jemari telapak kaki, kesepakatan ini berdasarkan sebuah hadits 
Nabi SAW: 


^ c ^ f 

l', •f-"®-' l' o f 


'‘‘‘Aku diperintahkan (untuk) sujud atas tujuh anggota badan.” 

Namun mereka berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang 
sujud dengan keningnya sementara salah satu anggota badan tidak 
melakukan sujud dengan sempurna, apakah kondisi ini dapat 
membatalkan shalat? 


1. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalatnya tidak batal, karena 
yang dimaksud dengan sujud hanya tentang muka. 

2. Sebagian ulama lainnya menganggap batal bagi orang yang sujud 
tidak lengkap dengan tujuh anggota badan, alasannya adalah hadits 
shahih yang membahas tentang hal tersebut. 

Para ulama juga bersepakat bahwa orang yang sujud dengan dahi 
dan hidung, berarti ia sudah melakukan sujud dengan wajahnya. 


Dha’if. HR. Abu Daud (838), At-Tirmidzi (2680, An-Nasa'i (2/206), Ibnu 
Majah (8820, Ad-Darimi (1/303), Ad-Daruquthni (1/345), Al Hakim (1/2260, 
Al Baihaqi dari beliau (2/98) dan dinilai dha’if oleh Al Albani dalam Al Inv a' 
(357). 
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Namun, mereka berbeda pendapat mengenai orang yang sujud 
dengan menggunakan salah satu dari dua anggota itu. 

1. Menurut imam Malik, apabila seseorang sujud dengan 
menggunakan dahi saja, maka sujud itu dibolehkan. Namun, jika sujud 
dengan hidung saja, maka itu tidak diperbolehkan. 

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa hal di atas diperbolehkan. 


3. Imam Syafi’i berpendapat harus dengan seluruh anggota sujud. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang wajib adalah 
merealisasikan sebagian yang dikandung oleh sebuah nama atau 
seluruhnya? 

Seperti dalam hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW: 


‘‘^Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh anggota (badan). 

Bagi ulama yang mewajibkan sebagian saja berkesimpulan bahwa 
sujud dengan menempelkan dahi atau hidung saja sudah dianggap cukup 
(sah). Sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa sujud itu cukup 
dengan menggunakan dahi, mereka membolehkan sujud dengan dahi, 
tetapi tidak membolehkan dengan hidung. 

Tampaknya, pendapat ini merupakan batasan pengertian ba dhu 
(sebagian), yang pelaksanaannya diwajibkan, masalah di atas didasarkan 
pula atas pendapat yang membedakan antara bagian tertentu dari yang 
lainnya, artinya dengan melaksanakan beberapa bagian saja sudah 
dianggap memadai sebagai pelaksanaan kewajiban, dan bagian lainnya 
tidak bisa menduduki bagian pertama secara hukum, jika tidak demikian 
maka bisa saja seseorang berkata, “Barangsiapa menempelkan bagian 
hidungnya sedikit saja maka sujudnya telah sempurna.” 

Adapun ulama yang berpendapat bahwa wajibnya adalah 
menunaikan semua elemen yang ada dalam sesuatu, sudah tentu 
wajibnya adalah sujud dengan dahi dan hidung, imam Syafi’i berkata, 
“Kemungkinan pengertian yang muncul dari lafazh hadits dapat 
dihilangkan oleh perbuatan Nabi dan penjelasannya, karena beliau sujud 
dengan dahi dan hidung sesuai riwayat yang menyatakan bahwa beliau 
selesai shalat, sementara di dahi dan hidungnya ada bekas tanah dan air, 
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felobri).hadits yang beisifat mujmal 

menwa;a".kan''“di,a ftTu Ate^d'T’, 

kening.” “• ''' dalamnya disebutkan hidung dan 

menya^ak?:th?"dL»f ^-8 kanya 

^t«/™jni adalah hujjah yang dipeZgil^alik.”'^ 
menampakkan tanga^Janfdfe^ta^ 

menduga ayarat dan aku 

i.ubuLmerpt::;^:"”’"^ -pe„i 

c-alam'ht'stdTtgllJSrn'Dr^^^ 

pendapat: ® *""■ “ "'i para ulama berbeda 

1- Sebagian ulama melarang. 

2. Sebagian yang lainnya membolehkan. 

amu btytts • -J"" ‘'i "«as bagian sedikit 

landal!:a‘’uta"k'™'’^“ ^“ing yang menyentuh 

mazhab Maliki'dar^ma"be* meluruhnya terdapat dikalangan 
diriwayatkan. ‘'Bahwa memka su^d dT«a"peci"““**“'''' 

tangan da\m s^u! be^a'^^^krU menggunakan 

;liif 5 - y ^3 i, ^r 

% cj; 
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“Nabi SAW memerintahkan agar kami bersujud dengan^tujuh 
anggota tubuh, dan agar tidak menggenggam pakaian atau rambut.” 

Juga mengqiyaskan kepada dua lutut, bahkan kepada shalat dengan 
memakai khuf. Bisa juga dijadikan sebagai argumentasi dalam masalah 
sujud di atas serban. 


Masalah kedelapan: Duduk yang dilarang dalam shalat 

Para ulama sepakat mengenai makruhnya {iq ’a/duduk yang 
menyerupai duduknya seekor anjing) dalam shalat. Dalilnya adalah 
larangan yang disebutkan dalam hadits bagi orang yang shalat dengan 
duduk seperti anjing melakukan duduk,akan tetapi mereka berbeda 
pendapat mengenai makna iq ’a (duduk) yang dilarang ini. 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa duduk yang tidak boleh 
adalah duduk diatas pantat dalam shalat, sambil mengangkat dua paha 
seperti duduknya anjing dan binatang buas, cara ini sudah disepakati 

bukan cara shalat. 

2. Sebagian fuqaha lainnya berpendapat bahwa duduk yang 
dilarang ialah meletakkan dua sisi bokong di atas tumit diantara dua 
sujud dan duduk di atas kedua telapak kaki. Inilah pendapat Malik 
berdasarkan riwayat Ibnu Umar yang menyatakan bahwa ia melakukan 
seperti itu karena merasa sakit di dua telapak kaki. 

Sementara Ibnu Abbas mengatakan bahwa duduk di atas dua 
telapak kaki dalam shalat merupakan cara Nabi kalian. Pernyataan ini 
diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan kategori makna duduk 
yang dilarang, antara pengertian secara bahasa dan syara ?. 

Ulama yang berpendapat pengertian secara bahasa, mereka berkata, 
“Maksudnya adalah duduknya anjing.” 


305 

306 


307 


ilah dijelaskan/aA/jry-nya. u i * xt u- caw 

bagaimana telah dijelaskan dalam hadits Ali, dia berkata; Nabi SAW 

rsabda: 




• M * 1^ \' 


'"Wahai Ali janganlah engkau melakukan duduk seperti anjing. HR. Ibnu 
Majah (895) dan dinilai hasan oleh Al Albani. 

Shahih. HR. Muslim (536), Abu Daud (845), dan At-Tirmidzi (283). 
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Sedangkan fuqaha yang berpendapat bahwa maksudnya adalah 
pengertian secara syara’ berkesimpulan bahwa yang dimaksud adalah 
salah satu cara shalat yang tidak dibolehkan. Hal ini sesuai dengan 
riwayat dari Abdullah bin Umar, “Bahwa seseorang yang duduk di atas 
bagian telapak kaki tidak bisa dikatakan sebagai sunah shalat.” 
Karenanya, mereka berpendapat bahwa cara inilah yang dimaksud 
dengan iq ’a (duduk) yang dilarang. 

Tetapi pendapat itu lemah, karena satu kata yang belum dijelaskan 
maknanya secara syara’, harus dikembalikan kepada arti secara bahasa. 
Berbeda dengan kata yang maknanya telah tetap dalam syara’ sejak awal, 
maka kata tersebut harus diartikan menurut arti syara’, terkecuali jika 
terdapat dalil yang menunjukkan arti secara bahasa. Lebih-lebih hadits 
Ibnu Umar sangat bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas. 


BABU 

Shalat Jama'ah 

Dalam bab ini terdapat tujuh bahasan pokok yang terangkum dalam 
7 pasal: 


Pasal Pertama: Hukum Shalat Jamaah 

Di dalam pasal ini terdapat dua masalah penting: 

Pertama: Apakah shalat jamaah merupakan kewajiban bagi setiap 
orang yang mendengar adzan? 

Kedua: Jika seseorang memasuki masjid dan ia sudah shalat, 
apakah ia harus melakukannya lagi secara berjamaah atau tidak? 


Masalah pertama: Hukum shalat berjamaah 

Kalangan ulama berbeda pendapat mengenai shalat berjamaah bagi 
orang yang mendengar adzan. 

1. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa hukumnya sunah atau fardhu 
kifayah. 


Sanadnya shahih . HR. Malik dalam Al Muwaththa' (1/89) (200), Abdurrazzak 
(3044), dan Al Baihaqi (2/124). 
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2. Menurut kelompok ahli zhahir, hukumnya fardhu ain bagi setiap 
mukallaf (orang yang telah terbebani kewajiban syariat). 

Sebab Perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara 
pengertian beberapa hadits yang menyangkut hal tersebut. 


Yaitu, hadits Nabi SAW, 


J' 



#✓0 * A ^ ^ ^ y ^ y 


y y 


“Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat sendirian dengan 
(kelebihan) dua puluh lima derajat atau dua puluh tujuh derajat. 

Berdasarkan zhahir hadits di atas, ada kesan bahwa shalat 
berjamaah hukumnya sunah, karena merupakan penyempurna dari shalat 
yang wajib. Seakan-akan Nabi SAW menyatakan bahwa shalat 
berjamaah lebih sempurna dibanding shalat sendirian, namun 
kesempurnaan adalah tambahan dari batasan yang mencukupi. 

Lalu hadits tentang orang buta yang meminta izin kepada Nabi 
SAW untuk tidak mengikuti shalat berjama'ah karena tidak adanya 
penuntun, lalu Nabi memberikan keringanan kepadanya, namun tidak 
berselang lama setelah itu Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau 
mendengar adzan? ” dia menjawab, “Ya, aku mendengarnya , Nabi SAW 
bersabda, ‘‘Aku tidak mendapatkan keringanan bagimu."^^^ 

Hadits di atas seakan-akan merupakan penjelasan mengenai 
wajibnya shalat berjamaah tatkala tidak ada halangan. 

Hadits di atas diperkuat oleh hadits Abu Hurairah yang disepakati 
\ieshahihannydi, yakni Rasulullah SAW bersabda. 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (645, 649), Muslim (650), At-Tirmidzi (215), 
An-Nasa'i (2/103), Ibnu Majah (789), Ahmad (2/65, 102, 112), dan Al Baihaqi 
(3/59), seluruhnya dari hadits Ibnu Umar. 

Shahih. HR. Abu Daud (552, 553), An-Nasa'i (2/110), Ibnu Majah (7920, 
Ahmad (3/367, 323), dinilai shahih oleh Al Hakim (1/246) dan disepakati oleh 
Adz-Dzahabi, dalam masalah ini ada hadits dari Abu Hurairah yang 
diriwayatkan oleh Muslim (653), An-Nasa'i (2/109), dan Al Baihaqi (3/57). 
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oy. y e 


"Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, 
sungguh aku hendak memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar 
dan dibakar, kemudian aku perintahkan shalat dan dikumandangkan 
adzan. Lalu aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam bagi 
manusia. Kemudian aku menghampiri kaum laki-laki yang lain dan aku 
bakar rumah-rumah mereka (karena tidak shalat berjamaah). Demi Dzat 
yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, kalau saja setiap 
orang mengetahui bahwa ia akan mendapatkan tulang (berdaging) yang 
besar atau dua paha daging yang gemuk, tentu semuanya akan 
mendatangi shalat Isya. 


Dan hadits Ibnu Mas’ud, ia berkata, 

9 ^ * J‘ 0* ‘^''y J® 


“Sesungguhnya Rasulallah SAW mengajarkan kepada kami Jalan- 
Jalan petunjuk, dan diantara Jalan-Jalan petunjuk itu adalah shalat di 
dalam masjid yang dikumandangkan adzan di dalamnya.”^'^ 


Dalam sebagian riwayat (disebutkan): 

J>y' ^ ^ ^ ® «" 

^ l''• l * ^% ■y.'" ^ y'*'"' ® (■" 


"Jika kalian meninggalkan Sunnah Nabi kalian, niscaya kalian akan 
sesat.” 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (644, 242, 7224), Muslim (651), Abu Daud 
(549), At-Tirmidzi (217), An-Nasa’i (2/107), Ahmad (244, 292, 314, 319). 
Shahih. HR. Muslim (654), Abu Daud (550), An-Nasa'i (2/108), Ibnu Majah 
(777), Ahmad (1/382, 415, 419, 455), Ath-Thabrani (8596, 8597, 8598, 8599, 
8600, 8601, 8602, 8603, 8605). 
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Dalam memahami berbagai hadits di atas, kedua kelompok sama- 
sama memilih cara memadukan (kompromi) dengan cara melakukan 
takwil terhadap hadits yang digunakan pihak lain dan menafsirkannya 
sesuai dengan zhahir hadits yang dipegang. 

Kelompok ahli Zhahir mengatakan, "Sesungguhnya saling 
melebihkan bisa terjadi pada beberapa perkara yang sama-sama wajib 


hukumnya.” 

Maksudnya, shalat jamaah bagi orang yang wajib 
melaksanakannya, lebih utama dibanding shalat sendiri bagi orang yang 
tidak berkewajiban melakukannya secara berjamaah karena adanya 
halangan, dengan derajat yang telah disebutkan di atas. 

Berdasarkan hal tersebut, antara kedua hadits di atas tidak ada 
pertentangan lagi. Dan mereka memperkuat pendapatnya dengan sabda 

beliau SAW, 

\ ^ ^ ✓z' 


"Shalat yang (dilakukan) secara duduk, mendapat (ganjaran) 
setengah dari shalat seseorang (yang dilakukan) dengan berdiri. 

Kelompok lain bisa saja menduga bahwa hadits mengenai orang 
buta di atas ditafsirkan sebagai adzan di hari Jum’at. Sebab, itulah 
panggilan yang wajib dipenuhi dengan kesepakatan para ulama. Namun, 
dugaan ini sangat menyimpang dari hadits Abu Hurairah, wallahu a’lam. 
Karena, dalam teks hadits Abu Hurairah diyatakan, 

ifl ciul u ^ <5)1 

y J 4^ i)i Jc;^ <^1J y-j jti 

: Jli .p : Jli 


“Seorang lelaki buta datang menghadap Nabi SAW dan berkata, 
“Wahai Rasulallah! aku tidak memiliki seseorang yang menuntunku ke 


Shahih. HR. Muslim (735), Abu Daud (950), An-Nasa'i (3/223), Ahmad (2/162, 
192, 201, 203), Malik dalam Al Muwaththa' (1/136 dan 307) semuanya ari 
hadits Abdullah bin Amru. 
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mesjid." Lalu ia meminta dispensasi kepada Rasulallah SAW agar 
diizinkan melaksanakan shalat di rumah, maka Rasulullah pun 
mengijinkannya. Ketika orang buta tersebut pergi. Nabi SAW 
memanggilnya dan berkata, “Apakah kamu mendengar adzan 
(panggilan) shalat?" ia berkata, “Ya." Nabi SAW bersabda, “Maka 
datangilah. 

Berdasarkan zhahir hadits tersebut, sangat jauh jika ditafsirkan 
sebagai adzan Jum’at, karena menghadiri shalat Jum’at adalah wajib bagi 
orang yang berada di daerah tempat tinggalnya, sekalipun tidak 
mendengar adzan, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di antara 
ulama. 


Meskipun demikian, hadits tersebut ditentang oleh hadits Utban bin 
Malik yang tercantum di dalam Al Muwaththa’ yang menyatakan, 
“Sesungguhnya Utban bin Malik yang tuna netra pernah bermakmum, dia 
berkata kepada Rasulullah SAW, 


t ti t f 


J^ ji J Ij'j j Aj\ 

^ ^ XX X 

jjjl :Jl^ 

AUI aU' Jj-*j ^ 01^ jlili jl 
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“Bahwasnnya (dunia) penuh kegelapan, hujan dan banjir dan aku 
adalah seorang yang tuna netra, karenanya bisakah engkau shalat di 
rumahku, di suatu tempat yang biasa aku gunakan sebagai tempat 
shalat?” Lalu Rasulallah mendatangi rumahnya dan mengatakan, "Di 
manakah engkau menginginkanku melakukan shalat?" Lalu ia 
menunjukkan kepada beliau suatu tempat di dalam rumahnya, kemudian 
Rasulullah SAW pun shalat di tempat tersebut".^'^ 


Shahih. HR. Muslim (653), An-Nasa'i (2/109), dan Al Baihaqi (3/57). 

Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhaari (425, 540, 686, 838, 840, 1186, 6423, 6938), 
Muslim (623), An-Nasa'i (2/105), Ibnu Majah (754), Ahmad (5/449, 450) (4/44, 
144), dan Al Baihaqi (3/53, 87, 88) 
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Masalah kedua: Melakukan shalat berjamaah meskipun telah 
melakukan shalat sebelumnya 

Seseorang yang memasuki mesjid, padahal ia sudah menajalankan 
shalat wajib, mungkin termasuk dari salah satu dari dua kemungkinan, 
mungkin sudah menjalankan shalat sendirian dan mungkin sudah 
menjalankan shalat secara berjamaah. 

1. Jika ia sudah menjalankan shalat sendirian, ia harus mengulangi 
shalat berjamaah, kecuali untuk shalat Maghrib, diantara yang 
mengatakan demikian adalah Malik dan para pengikutnya. 

2. Abu Hanifah mengatakan, "Hendaknya ia mengulang semua 
shalatnya kecuali Maghrib dan Ashar. 

3. Al Auza’i mengecualikan shalat Ashar dan Subuh, sementara 
Abu Syam mengecualikan shalat Ashar dan Subuh. 

4. Abu tsaur berkata, "Kecuali Ashar dan Shubuh . 


5. Imam Syafi’i tidak mengecualikan shalat apapun. 

Secara umum kesepakatan wajibnya mengulang shalat 
berlandaskan kepada hadits Basyar bin Muhammad^'^ dan bapaknya; 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya tatkala dia 
masuk ke dalam masjid namun pernah tidak melakukan shalat. 

U Jb' : JUi P ^ 

.c-JUs -ti olj 


"Kenapa kamu tidak melakukan shalat bersama yang lainnya?" 
Tidakkah kamu seorang muslim?" Ia menjawab, "Tentu saja wahai 
Rasulullah, akan tetapi aku sudah menunaikan shalat di rumahku.' 
Rasulullah SAW berkata, "Apabila kamu datang (ke masjid), maka 


Demikianlah dalam semua naskah yang dicetak, padahal nama sebenarnya 
adalah Busr bin Mihjan. 
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kerjakanlah shalat bersama orang-orang meskipun kamu sudah 
shalat."^'^ 

Lalu para ulama saling berbeda pendapat mengenai hadits ini. 
Sebab, bisa saja hadits yang Am (bersifat umum) ini ditakhsis oleh qiyas 
atau dalil lainnya. 

Ulama yang menafsirkan hadits di atas pada pengertiannya yang 
Am akan mewajibkan semua shalat, inilah pendapat Imam Syafi’i. 

Sedangkan fuqaha yang mengecualikan shalat Maghrib, yaitu 
pendirian Malik, didasarkan pada takhsis hadits Am, dengan qiyas syibih. 
Karena, bilangan shalat magrib itu adalah ganjil, lalu jika diulang maka 
akan menjadi genap, yaitu enam rakaat, dengan demikian satu jenis shalat 
berpindah kepada jenis yang lainnya. 

Qiyas di atas sangat lemah, karena "salam" memisahkan antara 
berbagai shalat yang ganjil tersebut, sementara memegang teguh yang 
umum lebih kuat daripada menjadikan qiyas seperti ini sebagai dasar 
pengecualian. 

Masih dalam masalah ini, alasan yang dikemukakan ulama Kufah 
tampak lebih kuat. Mereka berkata, "Jika shalat Maghrib diulang, ini 
sama saja telah melakukan shalat ganjil sebanyak dua kali. Padahal, 
dalam sebuah hadits disebutkan: 

"Tidak ada dua witir dalam satu malam". 

Abu Hanifah, dalam hal ini, berpendapat bahwa shalat yang 
dilakukan kedua adalah sunah, sementara melakukan shalat sunnah 
setelah ashar adalah dilarang, inilah qiyas yang mengecualikan 
keumuman hadits, adapun shalat Maghrib; tidak diulang karena bilangan 
shalat Maghrib itu ganjil, dan shalat ganjil itu tidak bisa diulang. Qiyas 


Shahih HR. An-Nasa’i (2/112), Ahmad (4/34, 338), Al Hakim (1/244), Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir (20/696, 697, 700, 701, 702) dan dinilai shahih oleh 
Al Albani dalam Shahih An-Nasa'i. 

Shahih. HR. Abu Daud (1439), At-Tirmidzi (470), An-Nasa'i (3/229), Ahmad 
(4/23), Ath-Thayalisi (1095) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1101), 
dan diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir (8247), Al Baihaqi (3/36) 
dari hadits Qais bin Thalq, dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu 
Daud. 
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seperti ini memang baik sekali terutama jika Imam Syafi i bisa menerima 
bahwa shalat yang terakhir adalah nafilah (sunah). 

Adapun ulama yang membedakan antara shalat Ashar dengan 
Shubuh beralasan pada tidak adanya perbedaan pendapat mengenai 
berbagai hadits yang melarang shalat setelah Subuh. Sementara shalat 
setelah Ashar, persoalannya masih diperselisihkan sebagaimana tersebut 
di atas. Itulah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Auza’i. 

Masalah lainnya, jika seseorang sudah melaksanakan shalat dengan 
jamaah, apakah orang itu masih harus melaksanakan shalat lagi dengan 
jamaah lainnya? 

1 .Jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu tidak perlu diulang. Di 
antara yang berpendapat seperti itu adalah Malik dan Abu Hanifah. 

2. Menurut Ahmad, Daud, dan kelompok ahli Zhahir, berpendapat 
harus mengulang. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya beberapa hadits yang 
pengertiannya saling bertentangan. 

Jelasnya, dalam hal ini Nabi SAW bersabda, 

" 

“Satu shalat tidak bisa dilakukan dua kali dalam sehari. 


Diriwayatkan pula dari beliau SAW, 

» £ * y 

^ ^ * ' " 


“Sesungguhnya beliau SAW memerintahkan kepada orang-orang 
yang telah melaksanakan shalat dalam sebuah jamaah agar mengulangi 

* 9^320 

bersama jemaah yang kedua.” 


319 


320 


Shahih. HR. Abu Daud (579), An-Nasa'i (2/114), Ahmad (2/19, 41) dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1641), Ath-Thabrani (13270), Ad-Daruquthni 
(1/415, 416) dari hadits Abdullah bin Amr dan dinilai shahih oleh Al Albani 


da\am Shahih Abu Daud. 

Ungkapan ini mengisyaratkan kepada hadits Yazid bin Aswad, ia berkata, ^ ^ 




.tliil IDU-J ^ i»' t' ;SlU lij 'i 0? 
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Zhahir hadits Bisyr mengharuskan pengulangan shalat bagi 
seseorang yang datang ke masjid. Sebab, hadits ini mempunyai kekuatan 
sebagai dalil secara umum, kebanyakan ulama berpendapat bahwa Jika 
dalil umum didatangkan dalam sebuah kasus (permasalahan) yang 
khusus, maka dalil terebut tidak dipahami sebatas permasalahan itu saja. 

Demikian pula shalat Muadz bersama Nabi SAW, kemudian beliau 
menjadi imam untuk satu kaum dalam shalat yang sama. Riwayat ini 
menunjukkan bolehnya mengulangi shalat yang dilakukan secara 
berjamaah. 

Di dalam menyikapi hadits-hadits di atas, di antara ulama ada yang 
menempuh jalan ya/w' (mengompromikan antara dalil-dalil yang nampak 
betentangan) dan ada yang menggunakan metode tarjih (menguatkan 
salah satu pendapat). 

Para fuqaha yang menggunakan metode tarjih mengambil 
pernyataan hadits yang bersifat umum. 

y» S y 

.^ 1 »' f 

CJi i/ > 

‘‘Satu shalat tidak bisa dilakukan dua kali dalam sehari. ” 

Dalam hal ini, mereka tidak memberikan penegecualian selain 
shalat sendirian, karena shalat ini sudah menjadi kesepakatan fuqaha. 

Adapun ulama yang memilih metode jam’ menyimpulkan 
pernyataan Nabi SAW, 


.aIjIj 


“Nabi SAW melakukan shalat, tatkala beliau menyelesaikan shalatnya, beliau 
melihat dua orang lelaki di sudut belakang orang-orang, lalu Rasulullah SAW 
memerintahkan (agar memanggil kedua orang tersebut), keduanya pun datang 
dengan gemetar. Beliau berkata kepada keduanya, “Apakah yang menyebabkan 
kalian berdua tidak melakukan shalat bersama kami?" keduanya menjawab, 
“Wahai Nabi Allah, kami telah menunaikan shalat di rumah kami, kemudian 
kami datang.” Rasulullah SAW bersabda, “Apabila kalian berdua telah 
menunaikan shalat di rumah kalian, kemudian mendapatkan shalat, maka 
shalatlah! (bersama mereka), sesungguhnya shalat tersebut sebagai amalan 
sunah bagi kalian." HR. Abu Daud (575, 576), At-Tirmidzi (219), An-Nasa'i 
(2/112), Ahmad (4/160, 161), Abdurrazzak (3934) dan dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih Abi Daud. 
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{y- ^ ^ 

^ " 

“Satu shalat tidak bisa dilakukan dua kali dalam sehari. ” 

Mereka berkata, hadits di atas maknanya adalah tidak dibenarkan 
menjalankan satu macam shalat dua kali, selama seseorang itu yakin 
bahwa shalat yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah tambahan 
untuk kewajiban yang diperintahkan. 

Sebagian fuqaha berpendapat bahwa hadits di atas ditujukan kepada 
orang yang mengerjakan shalat sendiri (shalat yang dilakukan sendirian 
tidak dilakukan dua kali). 


Pasal Kedua: Syarat-Syarat Imam, Orang Yang Paling Utama 
Menjadi Imam dan Hukum Khusus Seorang Imam 

Dalam pasal ini ada empat permasalahan: 


Masalah pertama: Orang yang utama menjadi Imam 

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang lebih utama 


dijadikan imam; 

1. Malik berpendapat bahwa yang lebih berhak menjadi imam 
adalah orang yang paling mengerti hukum fiqih, bukan orang yang paling 
baik bacaannya, pendapat ini juga dianut oleh Syafi i. 

2. Abu Hanifah, At-Tsauri dan Ahmad berpendapat bahwa yang 
lebih berhak menjadi imam adalah orang yang paling baik bacaannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami 
hadits berikut ini; 


J 'oi ciiil 
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“Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling menguasai 
Kitabullah (Al Qur'an) di antara meraka, jika mereka (mepunyai 
pengetahuan) yang sama mengenai Al Qur 'an, maka diutamakan yang 
menguasai Sunnah, jika dalam Sunnah mereka sama, maka yang lebih 
dahulu hijrah. Jika mereka sama dalam hal hijrah, maka diutamakan 
yang lebih dahulu masuk Islam, dan seseorang tidak dibenarkan menjadi 
imam di wilayah kekuasaan orang lain, juga tidak boleh duduk di tempat 
orang lain kecuali atas izinnya. 

Hadits ini telah disepakati kc-shahih-axmya, namun pengertiannya 
masih diperdebatkan, Diantara para ulama ada yang memahami 
zhahirnya seperti Abu Hanifah, diantara mereka ada pula yang 
memahami kata Al Aqra' sebagai orang yang mengerti fikih, karena 
kebutuhan terhadap orang yang mengerti fiqih lebih diutamakan untuk 
menjadi imam daripada orang yang lebih baik bacaannya. Di samping itu, 
pada masa sahabat dahulu, orang yang memiliki kepandaian membaca 
adalah orang yang paling mengerti tentang fikih, berbeda halnya dengan 
keadaan manusia saat ini. 


Masalah kedua: Pengimaman seorang anak kecil 

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengimaman anak kecil 
yang belum baligh, namun ia pandai dalam membaca Al Qur'an: 

1. Sebagian ulama membolehkannya dengan bersandarkan kepada 
keumuman hadits Amru bin Salamah, bahwa ia pernah menjadi imam 
untuk kaumnya pada saat ia belum baligh. 

2. Sebagian ulama melarang secara mutlak. 

3. Sebagian ulama yang lain membolehkan dalam shalat sunah dan 
melarangnya dalam shalat fardhu, pendapat ini diriwayatkan dari Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah seseorang boleh menjadi 
imam pada shalat yang tidak diwajibkan atasnya, terhadap seseorang 
pada shalat yang diwajibkan kepadanya? 


Shahih. HR. Muslim (673), Abu Daud (584), At-Tirmidzi (235), An-Nasa'i 
(2/76), Ahmad (5/272) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1507) dan Al 
Hakim (1/243) yang disepakati oleh Adz-Dzahabi. 
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Masalah ketiga: Pengimaman seorang yang fasik 

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengimaman seorang yang 

fasik; 

1. Sebagian ulama melarang seorang yang fasik untuk menjadi 
imam. 

2. Sebagian ulama membolehkan secara mutlak. 

3. Sebagian ulama membedakan apakah kefasikan itu sudah pasti 
atau belum. Jika kefasikan sudah pasti menurut mereka, maka orang yang 
bermakmum kepadanya harus mengulangi shalatnya. Jika kefasikan itu 
hanya sekedar dugaan, maka pengulangan shalat hanya bersifat lebih 
utama. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al Abhari yang mentakwil 
pendapat madzhab Imam Malik. 

4. Ada ulama membedakan antara fasik karena takwil dan tanpa 
takwil, seperti orang yang meminum perasaan anggur, karena memahami 
perkataan penduduk Irak. Ini membolehkan shalat di belakang orang 
fasik dengan takwil (orang fasik yang banyak menakwilakan nash-nash 
syar'i) dan tidak membolehkan bermakmum kepada orang fasik tanpa 
takwil (orang yang fasik yang tidak melakukan penakwilan terhadap 
nash-nash syar'i). 

Sebab perbedaan pendapat adalah karena hal ini tidak pernah 
dibahas dalam syariat (maskut anhu). Sementara, qiyas dalam 
permasalahan ini saling bertentangan. 

Bagi kelompok yang berpendapat bahwa apabila kefasikan tidak 
membatalkan shalat seseorang, maka yang dibutuhkan oleh makmum 
hanyalah sahnya shalat si imam. Menurut pendapat yang mengatakan 
bahwa imam menanggung shalat si makum, mereka membolehkan 
pengimaman seorang yang fasik. 

Adapun bagi kelompok yang mengqiyaskan pengimaman dengan 
persaksian dan menganggap bahwa shalatnya orang yang fasik adalah 
rusak (tidak sah), maka seorang yang fasik tidak boleh menjadi imam. 

Karena itu sekelompok ulama ada yang membedakan apakah 
fasiknya dengan takwil atau tidak, hampir sama dengan argumen ulama 
yang membedakan apakah fasiknya itu sudah dapat dipastikan atau hanya 
sebatas dugaan, artinya jika hanya sebatas dugaan maka dia tidak 
diberikan udzur dalam penakwilannya. 


304 Bidayatul Mujtahid 






Kelompok ahli zhahir membenarkan pengimaman seorang yang 
fasik dengan berdalih sabda Nabi SAW, 


0 > -r -I, 

f Ji 


“Hendaklah yang mengimami suatu kaum adalah orang yang 
paling baik bacaannya diantar a mereka. 

Mereka berkata, “Hadits tersebut tidak mengecualikan orang-orang 
fasik dari orang-orang yang tidak fasik.” Perlu diketahui bahwa 
penggunaan dalil yang umum untuk sesuatu yang tidak dimaksudkan 
adalah dha 'if (lemah). 

Diantara ulama juga ada yang berpendapat, apakah kefasikannya 
berkaitan dengan syarat-syarat sah shalat atau hal-hal yang di luar shalat, 
dengan landasan bahwa yang dituntut dari seorang imam adalah 
keabsahan shalatnya. 


Masalah keempat: Pengimaman seorang wanita 

Para ulama berbeda pendapat mengenai pengimaman seorang 
wanita dalam shalat, hanya saja jumhur ulama telah sepakat menyatakan 
bahwa seorang wanita tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. 

Lalu mereka berbeda pendapat lagi mengenai pengimaman seorang 
wanita untuk kaum wanita: imam Syafi’i membolehkan, imam Malik 
tidak membolehkan, sementara Abu Tsaur dan Ath-Thabari 
mengeluarkan pendapat yang janggal, yaitu keduanya membolehkan 
pengimaman wanita secara mutlak. 


Jumhur fuqaha secara sepakat melarang wanita menjadi imam bagi 
kaum lelaki. Sebab, jika wanita dibolehkan menjadi imam bagi kaum 
lelaki, sudah tentu dinukil dari masa pertama Islam, lebih-lebih ajaran 
Sunnah dalam hal shalat, wanita tidak dibenarkan berada di depan kaum 
laki-laki, berlandaskan sabda Nabi SAW, 




AiJl ^^1 


“Akhirkanlah mereka (para wanita), lantaran Allah telah 
mengakhirkan mereka. ” 


Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu. 
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Berdasarkan hal itu, sebagian ulama membolehkan kaum wanita 
nenjadi imam untuk kaum wanita karena persamaan derajat mereka 
dalam shalat, terlebih lagi hal ini sudah banyak diriwayatkan dari 


generasi pertama Islam. 

Ulama yang membolehkan wanita menjadi imam berlandaskan 
pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ummu 


Waraqah: 

.lijiS 0 ' y»'J ,4-^ oijj 


"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berziarah kepadanya 
(Ummu Waraqah) di rumahnya, dan menunjuk seorang muadzin yang 
mengumandangkan azan untuknya, lalu memerintahkan Ummu Waraqah 
untuk menjadi imam (shalat) untuk penghuni rumahnya." 

Dalam hal ini banyak terdapat permasalahan, yaitu berbagai 
perdebatan tentang sifat-sifat yang disyaratkan bagi seorang imam, akan 
tetapi kami meninggalkannya karena semuanya termasuk permasalahan 
yang tidak banyak dibahas dalam syariat. 

Al Qadhi berkata, “Dalam pembahasan ini, kita hanya 
mengutarakan berbagai permasalahan yang berasal dari dalil-dalil secara 
pendengaran atau yang erat kaitannya dengan dalil-dalil yang bersifat 
pendengaran (sam ’i).” 


Hukum-hukum khusus untuk seorang imam 

Pembahasan ini meliputi empat permasalahan yang berkaitan 
dengan dalil-dalil melalui pendengeran. 

Pertama, apakah seorang imam hendaknya mengucapkan "amin" 
usai membaca Al Fatihah atau hanya makmum yang mengucapkannya? 

Kedua, kapankah seorang imam hendaknya memulai takbiratul 
ihram! 


Hasan. HR. Abu Daud (591) (592), Ahmad (6/405), Al Hakim (1/203), Ibnu Al 
Jarud (169), dan Al Baihaqi (3/130) dan dianggap hasan oleh Al Albani dalam 
Shahih Abu Daud. 
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Ketiga, jika imam berhenti membaca karena lupa, apakah harus 
dingatkan atau tidak? 

Keempat, apakah tempat yang digunakan imam boleh lebih tinggi 
dbanding makmum? 


Nasalah pertama: Mengucapkan ‘‘Amin” 

Apakah seorang imam hendaknya mengucapkan “amin” usai 
nembaca Al Fatihah? 

1. Imam Malik melalui riwayat Ibnu Qasim dan ulama Mesir 
brpendapat bahwa imam tidak mengucapkan “amin” usai membaca Al 
latihah. 

2. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa imam hendaknya 
nengucapkan “amin” sebagaimana halnya makmum, ini adalah riwayat 
ari kalangan orang-orang Madinah dari Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Dalam permasalahan ini terdapat dua 
ladits yang saling bertentangan. 

Pertama: Hadits Abu Hurairah yang telah disepakati kt-shahih- 
ainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 

“Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah ‘amin ’. 

Kedua: Hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah 
|ula. Nabi SAW bersabda, 

Jii \l\ 

“Jika seorang imam mengucapkan 'Shiratalladzina an ’amta 
ilaihim ghairil maghdhubi alaihim waladhdhaalin (Tunjukilah kami 


•f'' ® « l'" ® li ®® «f'' ^ ® * Ti l'' I ^ V ri 


M 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (780), Muslim (410), Abu Daud (936), At- 
Tirmidzi (250), An-Nasa'i (927), Ahmad (2/459), lengkap hadits adalah: 


“Barangsiapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan ucapan amin para 
Malaikat, maka dia diampuni dari dosanya yang telah lalu. ” 
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jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau bei 
nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkaiJan bukm 
(pula jalan) mereka yang sesat) maka ucapkanlah ‘Amin’. ” 


Dapat dipahami bahwa hadits pertama merupakan penegasai 
tentang ‘amin’ yang diucapkan oleh imam. 

Dari hadits yang kedua juga dapat dipahami bahwa imam tiddc 
mengucapkan ‘amin’, karena seandainya imam harus mengucapkai 
‘amin’ niscaya makmum tidak diperintahkan mengucapkannya secaa 
langsung usai imam membaca Al Fatihah, melainkan seteli 
mengucapkan ‘amin’, karena kedudukan seorang imam sebagaiman 
digambarkan oleh Nabi S A W, 


<0 

- - ' y ^ 


“Sesungguhnya dijadikan seorang imam hanyalah untuk diikuti. 

Kecuali jika bacaan ‘amin’ itu khusus bagi imam (maksudnji 
hendaknya makmum mengucapkan ‘amin’ bersama imam atai 
sebelumnya). Dengan demikian, tidak ada dalil yang menyangkit 
keharusan imam untuk mengucapkan ‘amin’, melainkan hanyi 
mengindikasikan hukum bagi makmum. 

Namun, Jelas Imam Malik memilih metode tarjih dan menguatkai 
hadits yang diriwayatkannya. Alasannya, makmum sebagai pendenga 
yang harus mengucapkan ‘amin’ dan bukan orang yang berdoa. 

Sementara jumhur lebih menguatkan hadits pertama kareni 
merupakan nash, di samping tidak mempersoalkan hukum imam. 

Perbedaan hadits pertama dan kedua hanya menyangkut bacaai 
‘amin’ oleh makmum saja, bukan masalah apakah imam hendakny. 
membaca ‘amin’ atau tidak? Karena itu perhatikanlah baik-baik. 

Bisa juga dikatakan bahwa makna hadits '"'J) adalal 

apabila telah mencapai saat untuk membaca ‘amin’. 

Ada juga yang berpendapat bahwa maksud mengucapkan amin 
adalah sebagai doa, jadi penafsiran ini adalah suatu penyimpangan dai 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (780, 786, 6402), Muslim (410) Abu Dau 
(936), At-Tirmidzi (250), An-Nasa'i (2/144), Ibnu Majah (852), dan Ahma 
(2/233, 238). 
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zhahir kata hanya karena makna yang tidak dipahami dari hadits kecuali 
hanya sebatas qiyas (yakni, sabda Nabi SAW, “Apabila imam telah 
mengucapkan ‘gairil magduubi... ’ maka ucapkanlah ‘amin ” dipahami 
bahwa seorang imam tidak membaca ‘amin’. 


Masalah kedua: Kapankah imam memulai takbiratul ihram? 

Adapun kapan imam memulai takbiratul ihram? 

1. Menurut sebagian ulama, imam tidak boleh memulai takbir 
kecuali setelah dibacakan iqamah dan shaf telah rapi. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Malik, Syafl’i, dan ulama ahli fikih lainnya. 

2. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa saat bertakbir 
adalah sebelum iqamah selesai, bahkan sebaiknya takbiratul ihram 
dimulai tatkala muazin mengucapkan ‘gad gamatis shalah’. Ini adalah 
pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan Zafar. 


Sebab perbedaan pendapat: kontradiksi antara zhahir hadits 
Anas dengan hadits Bilal. 


Pertama: hadits Anas, ia berkata, 

a!>CaJ' o' ^ (*-^3 “0^ J?* 

^ Jj Cf' : JUi 


“Rasulullah SAW datang menemui kami sebelum bertakbir dalam 
shalat, maka beliau bersabda, ‘Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah, 
sesungguhnya aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku’. 


Berdasarkan zhahir hadits di atas, pernyataan Nabi SAW diucapkan 
setelah iqamah, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bahwa beliau 
bertakbir seusai iqamah dan lurusnya shaf. 


Kedua, hadits Bilal sebagai berikut: 

^ iii i; Sjk 4^ i' yu p; Oir 

«' l' n' ^ 

e 

o 0 Y ® ^ ® 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (719, 725), Muslim (434), An-Nasa'i (2/92), 
Ahmad (3/103), dan Al Baihaqi (2/21). 
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-•Bahwasanya (Bilal) beriqamah untuk Nabi SAW (sebagai imam 

shalat). Lalu Bilal mengatakan kepada behau, ^ ’ 

janganlah engkau mendahuluiku dengan ucapan amin . Diriwayatkan 

oleh Ath-Thabari. 


Mereka mengatakan hadits tersebut menunjukkan bahwa 
Rasulullah SAW telah melaksanakan lakbtratul ihram, padahal iqamah 
belum usai dibacakan. 


Masalah ketiga: Mengingatkan Imam ketika Salah 

Perihal mengingatkan imam tatkala ia berhenti membaca (karena 
lupa atau keliru); 

1. Menurut Imam Malik, Syafi’i, dan jumhur ulama, hal itu 
dibenarkan. 

2. Kalangan ulama Kufah tidak membenarkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: kontradiksi antar atsar yang ada. 
Dalam sebuah riwayat disebutkan, 

'J \:jii sv '^j ^ Sj^j 

L? 0^- P' 


“Bahwa Rasulullah SAW pernah merasa ragu pada suatu ayat, 
tatkala beranjak, beliau bersabda,^^^‘D/ manakah Ubay (bin Kab), 
bukankah dia ada diantara kalian? ” 

Maksudnya beliau menghendaki agar beliau diingatkan. 

Di lain tempat diriwayatkan pula bahwa Nabi SAW bersabda, 

Jip 

✓ M' 

>f328 

"Seorang imam hendaknya tidak diperingatkan. 

Perbedaan pendapat dalam hal ini muncul sejak awal Islam. Yang 


327 

328 


san. HR. Abu Daud (907), Ath-Thabrani dalam Al Kabir, Al Baghawi (665) 

1 dinilai ^ 1050 « oleh Al Albani dalam 

la’if. HR. Abu Daud (908) dan Ad-Daruquthni (1/400), keduanya bersumbe 
ri Ali RA, dan lafadznya sebagai berikut. Wahai Ali, jangan a au 
’.ngingatkan imam dalam shalat. 
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melarang merupakan pendapat masyhur dari Ali, sementara yang 
membolehkannya adalah pendapat masyhur dari Ibnu Umar. 


Masalah keempat: Posisi Imam 

Mengenai posisi imam ada beberapa pendapat: 

1. Sebagian ulama membolehkan imam berada di tempat yang lebih 
tinggi daripada makmum. 

2. Sebagian lain melarang. 

3. Sebagian yang lain lagi menganjurkan agar posisi imam sedikit 
lebih tinggi dibanding makmum, ini adalah pendapat Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: adanya dua hadits yang saling 
bertentangan. 


Pertama, Hadits shahih, 

f y y 

.^1 > > J3r sof ili 


“Nabi SAW pernah mengimami manusia di atas mimbar untuk 
mengajarkan mereka mengenai tata cara shalat, dan apabila hendak sujud, 
beliau turun dari atas mimbar.”^^® 


Kedua, Atsar yang diriwayatkan oleh Abu Daud: 

1^1* ^ ^ 9 y ♦! l'' ‘f 

y y y y ^ 

n'' i I • * ® f I I • ® '' 1 K ^ -^1'' ® 

"dJj.5 j' dJji Oyfi jU" (J' jlj tAJ^>C9 


“Sesungguhnya Khudzaifah mengimami (shalat) khalayak dari 
tempat yang cukup tinggi. Kemudian Ibnu Mas'ud memegang bajunya 
dan menariknya. Seusai shalat, ia mengatakan, "Apakah kamu tidak 
mengetahui bahwa para sahabat dilarang melakukan seperti itu, atau 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (448, 917), Muslim (544), Abu Daud (1080), 
Ibnu Majah (1416), Ahmad (5/339), Al Humaidi (926), Al Baihaqi (3/108) dari 
hadits Sahi bin Sa’d. 
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seperti itu dilarang. 


„330 


Niat Menjadi Imam 

Para ulama berbeda pendapat, apakah imam harus berniat untuk 
menjadi imam atau tidak? 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa imam tidak harus berniat 
menjadi imam, pendapat ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas. 


^ luT (i J aJp Jj-j J\ 


AjI 


"Bahwasanya (Ibnu Abbas), berdiri di sisi Rasulullah SAW, setelah 

^^ 331 

beliau memasuki shalat.” 


2. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hadits di atas 
bersifat muhtamal (memiliki beberapa kemungkinan), dan jika imam 
sebagai penanggung sebagian amalan makmum, maka niat tersebut 
diharuskan padanya. Ini adalah pendapat kalangan yang menyatakan 
bahwa imam menanggung sesuatu yang wajib dan sunah bagi makmum. 


Pasal Ketiga: Kedudukan Makmum terhadap Imam dan Hukum 
bagi Makmum 

Bab ini meliputi 5 permasalahan: 


Masalah pertama: Tempat Berdiri Makmum 

Jumhur ulama sepakat bahwa sunah bagi makmum yang hanya 
sendiri untuk berdiri di samping kanan imam. Pendapat ini berdasarkan 
pada riwayat shahih dari Ibnu Abbas dan lainnya. 

Jika jumlah makmum ada 3 orang selain imam, maka mereka 
diharuskan berdiri sejajar di belakang imam. 


Shahih. HR. Abu Daud (597), Abdurraz 2 ak (3905), dan dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (1523), diriwayatkan pula oleh Ibnu Al Jarud (313), Al Baihaqi 
(3/108) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abi Daud. 

Shahih. HR. Abu Daud (183,698), Muslim (763), Abu Daud (1367), An-Nasa'i 
(3/210), Ibnu Majah (1363), dan Ahmad (1/242, 398). 
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Lalu mereka berbeda pendapat apabila jumlah makmum hanya dua 
orang: 

1. Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa dua orang itu harus berdiri 
di belakang imam. 

2. Abu Hanifah dan ulama Kufah berpendapat hendaknya posisi 
imam di antara kedua makmum dengan mengambil posisi sedikit ke 
depan. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya dua hadits yang saling 
bertentangan: 

Pertama: hadits Jabir bin Abdullah, ia berkata, 

XV-*'” X X X ^x X «''x *x ' >X XXOxJe‘^ 

4^1 aAjI ^.i**-^ 

X XX v' ✓XX 

XXX ^ J X . V' X - ^ XX - 

.''“•'-•.-■.'■'if''. o ^ > f ^ ^ a ^ ^ * 

«.br ,4^^ jf- ^\i\ ^ 

X ^ X X X ** X 

iil;:. Uli J;, uiiji uiajl iiii 


“Aku berdiri di sisi kiri Rasulullah SAW, beliau lalu mengambil 
tanganku dan menuntunku hingga beliau menempatkanku di sisi kanan 
beliau, kemudian Jabir bin Shakhr datang dan berwudhu, ia lalu berdiri di 
samping kiri Rasulullah SAW. Selanjutnya beliau meraih tangan kami 
berdua dan kami pun mundur, hingga berdiri di belakang beliau.”^^^ 

Kedua: hadits Ibnu Mas'ud: 




“Bahwasanya ia shalat bersama 'Alqamah dan Al Aswad, dan ia 
berdiri di antara keduanya. 

Dan dia menyandarkannya kepada Nabi SAW, Abu Umar berkata, 
"Para perawi hadits ini berbeda pendapat, diantara mereka ada yang 
menganggapnya sebagai hadits Mauquf, ada juga yang menyandarkannya 
kepada Nabi secara langsung (marfu ’), dan pendapat yang benar adalah 
mauguf. ” 

Adapun mengenai sunah kaum wanita yang menjadi makmum, 


Shahih. HR. Muslim (3010), Abu Daud (634), dan Al Baihaqi (5/95). 

Shahih. HR. Muslim (1400), Abu Daud (613), Ahmad (1/424) dan Al Baihaqi 
(5/77). 
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untuk berdiri di belakang makmum lelaki apabila terdapat lelaki lain 
selain imam. 


Masalah ini sudah tidak diperdebatkan, bersandarkan kepada hadits 
Anas yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, 

\l^ 


"Sesungguhnya Nabi SAW shaiat bersama Anas dan ibunya, atau 
bibinya, Anas berkata, "Kemudian Nabi SAW menempatkanku di sisi 
beliau dan menempatkan wanita di belakangku.”^^'* 


Juga yang diriwayatkan oleh Malik dari Anas, ia berkata. 


“Aku dan anak yatim menyusun shaf di belakang beliau SAW dan 
wanita tua berada di belakang kami.”^^* 

Untuk makmum yang hanya satu orang, menurut jumhur fuqaha 
disunahkan berada di sisi kanan imam. Landasannya adalah hadits Ibnu 
Abbas, tatkala ia menginap di rumah Maimunah. 

Yang lainnya mengatakan disunahkan berdiri di sisi kiri. 

Sudah tidak diperdebatkan bahwa wanita yang menjadi makmum 
sendirian, ia berdiri di belakang imam lelaki, lalu apabila seorang wanita 
tersebut shaiat bersama makmum laki-laki, maka makmum laki-laki 
tersebut berdiri di sebelah kanan imam dan si wanita berdiri di belakang 
makmum laki-laki tersebut. 


Masalah kedua: Shaiat sendirian di belakang shaf 

Para ulama sepakat bahwa shaf terdepan adalah yang paling 
dianjurkan, demikian pula merapatkan dan menertibkan shaf-shaf 
berikutnya. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (727, 380), Muslim (658), Abu Daud (612), 
At-Tirmidzi (234), An-Nasa'i (2/85, 86), Ibnu Majah (975), dan Ahmad (3/131, 
149,164,258). 

Al Muwaththa' (1/153) dalam kitab shaiat, bab Jami' Subhat Ad-Dhuha. 
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Kemudian, para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang 
berdiri di belakang shaf sendirian. 

1. Jumhur fuqaha berpendapat shalatnya mencukupi (sah). 

2. Imam Ahmad, Abu Tsaur, dan ulama lainnya berpendapat bahwa 
shalatnya batal. 

Sebab perbedaan pendapat: Mengenai hadits Wabishah dan apa 
yang dilakukan oleh penduduk Madinah dengan hadits tersebut. 

Hadits yang dimaksud adalah sabda Nabi SAW, 

"Tidak (sah) shalat orang yang berdiri di belakang shaf 
(sendirian). 

Imam Syafi’i berasumsi bahwa hadits ini bertentangan dengan 
hadits seorang wanita tua yang shalat sendirian di belakang laki-laki 
seperti diungkap dalam hadits Anas. Adapun Ahmad menyatakan itu 
sama sekali bukan alasan, karena sudah menjadi sunah wanita untuk 
berdiri di belakang laki-laki. Yang lainnya menyatakan bahwa sanad 
hadits tersebut mudhtharib (simpang siur) sehingga tidak bisa dijadikan 
hujjah. 

Jumhur ulama berhujjah dengan hadits Abi Bakrah, yang 
mengisahkan bahwa ia shalat di belakang shaf, namun Rasulullah SAW 
tidak memerintahkannya untuk mengulangi shalatnya. Rasulullah SAW 
bersabda padanya, 

JL>«J LvS yi- aJJI iJitj 

“Semoga Allah menambahkan kebaikan untukmu, dan janganlah 
kamu ulangi. 


Shahih. HR. Ibnu Majah (1003), Ibnu Sa’d dalam Ath-Thabaqat (5/551), 
Ahmad (4/23) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1569), diriwayatkan 
pula oleh Al Baihaqi (3/105) dan dinilai shahih oleh Al Albani. Dalam masalah 
ini ada juga riwayat Wabishah bin Mabad yang diriwayatkan oleh Ahmad 
(1/228), Ad-Darimi (1/259), dan Al Baihaqi (3/105). 

Shahih. HR. Al Bukhari (783), Abu Daud (683, 684), An-Nasa'i (2/118), 
Ahmad (5/39, 42, 45, 46, 50), Ath-Thayalisi (876), Abdurrazzak (3376), Ibnu 
Al Jarud (318), dan Al Baihaqi (3/106). 
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Apabila hadits di atas dipahami sebagai sunah, maka tidak akan ada 
pertentangan antara hadits Wabishah dengan hadits Abu Bakrah. 


Masalah ketiga: Menyegerakan Shalat 

Para ulama generasi Islam berbeda pendapat mengenai orang yang 
tengah menuju mesjid kemudian mendengar iqamah, apakah hendaknya 
ia mempercepat jalannya agar tidak tertinggal sebagian dari shalat atau 
tidak? 


Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Amru bahwa para sahabat 
bergegas ke masjid tatkala mendengar iqamah. 


Diriwayatkan pula dari Zaid bin Tsabit, Abu Dzar, dan sahabat- 
sahabat yang lainnya bahwa mereka tidak tergesa-gesa dan tetap 
menjalankan shalat dengan tenang. Pendapat ini juga dianut oleh ulama 
berbagai negeri, pendapat ini bersandar kepada hadits shahih dari Abu 
Hurairah: 



j^\j ^^3 4^ ja ISI 


"Apabila shalat sudah didirikan, maka janganlah kalian 
mendatanginya (shalat) dengan tergesa-gesa, melainkan datangilah shalat 
itu dengan tenang.””* 

Sebab perbedaan pendapat: Mereka tidak pernah menemukan 
hadits ini, atau mereka berpendapat bahwa hadits Abu Hurairah di atas 
dianggap bertentangan dengan firman Allah SWT, 

1 1 ^ fl . , L3 


"Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan.” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 148) 


Dan firman-Nya: 





"Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (636, 908), Muslim (602), Abu Daud (572), 
At-Tirmidzi (327), Ibnu Majah (775), Ahmad (2/239, 452, 543), dan Al Baihaqi 
(2/297). 
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paling dulu (masuk surga). Mereka itulah orang yang didekatkan 
(kepada Allah). ” (Qs. Al Waaqi’ah [56]; 10-11) 

Pada prinsipnya, dasar agama membenarkan bergegas dalam 
rangka melakukan kebaikan. Akan tetapi, apabila hadits di atas shahih, 
maka shalat menjadi pengecualian dari segenap ibadah yang lainnya. 


Masalah keempat: Kapankah dianjurkan berdiri untuk shalat? 

Kapan dianjurkan berdiri untuk melakukan shalat? 

1. Sebagian ulama berpendapat hendaknya mulai berdiri pada 
permulaan iqamah, berdasarkan konsep “bersegera” yang dianjurkan. 

2. Sebagian ulama yang lain berpendapat ketika dikumandangkan 
lafadz 'qad gamatis shalah ’. 

3. Sebagian yang lain lagi berpendapat ketika dikumandangkan 
lafadz ‘hayya 'alal falah’. 

4. Sebagian lain lagi berpendapat ketika mereka telah melihat 
imam. 

5. Sebagian yang lain lagi tidak memberikan batasan tertentu, 
seperti Malik, melainkan mengembalikannya kepada setiap individu yang 
bersangkutan sesuai kemampuannya. 

Sebenarnya tidak ada ketetapan syariat mengenai hal ini, kecuali 
riwayat Abu Qatadah yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah 
bersabda, 

"Apabila shalat telah didirikan, maka janganlah kalian berdiri 
sehingga melihatku. 


Masalah kelima: Mengerjakan shalat sebelum masuk shaf. 

Imam Malik dan beberapa banyak ulama lainnya berpendapat 
bahwa seseorang yang baru datang di belakang imam, dan ia takut 
apabila tertinggal satu rakaat (yaitu, imam dan makmum yang lain dalam 

Muttafag 'alaih. HR. Al Bukhari (636, 908), Muslim (604), Abu Daud (539), 
An-Nasa'i (2/31), Ahmad (5/305,307, 310), Ad-Darimi (1/289), dan Al Baihaqi 
(3/20). 
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keadaan ruku’, maka ia khawatir imam akan segera mengangkat kepala 
dari ruku), maka orang tersebut boleh langsung melakukan ruku', 
kemudian dengan merangkak (dalam keadaan ruku’), hendaknya ia 
bergabung dengan makmum yang lain. Hanya saja imam Syafi’i 
menganggap makruh melakukan hal tersebut. 

Sedangkan Abu Hanifah membedakan antara makmum sendiri dan 
Jamaah, ia menganggap cara tersebut makruh dilakukan apabila ia 
sebagai satu-satunya makmum, namun apabila terdapat jamaah yang lain, 
maka hal itu diperbolehkan. 

Pendapat Imam Malik di atas ternyata juga diriwayatkan oleh Zaid 
bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud. 


Sebab perbedaan pendapat: Perselisihan mereka dalam 
menetapkan keshahihan hadits Bakrah berikut: 

_} auI jjCs» aJi)I j j 

aJlp (.5^ J^J llii ^J\ ^ J 

.Jt*j ')lJ Lm2> j>- auI iJilj ; JU \jl ^ ; Jli 


“Bahwasanya (Abu Bakrah) memasuki masjid dan Rasulullah 
SAW dalam keadaan ruku’ bersama kaum muslimin, ia pun lantas ruku', 
tatkala Rasulullah SAW beranjak, beliau berkata, 'Siapakah yang 
berjalan? ’ Abu Bakrah menjawab, ‘Saya.’ Rasulullah SAW bersabda, 
"'Semoga Allah menambahkan kebaikan untukmu, dan janganlah kau 
ulangi. 


Pasal Keempat: Kewajiban Makmum terhadap Imam 

Para ulama sepakat bahwa makmum wajib mengikuti imam dalam 
segenap ucapan dan perbuatannya, kecuali ucapan "Sami’allahu liman 
hamidah", dan ketika imam duduk jika ia shalat dengan cara duduk 
karena sakit bagi kelompok yang membolehkan imam dengan cara duduk 
karena suatu udzur. 


Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu. 
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Masalah pertama: Apakah hanya imam yang mengucapkan 
“Sami’allahu liman hamidah”? 

Para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan "Sami’allahu liman 
hamidah." 


1. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila imam sudah 
mengangkat kepala, imam mengucapkan "Sami ’allahu liman hamidah. ” 
Kemudian disusui bacaan makmum, “rabbana walakal hamd". Pendapat 
ini dianut oleh Imam Malik dan Abu Hanifah. 


2. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa baik imam 
maupun makmum tetap membaca ""Sami’allahu liman hamidah, rabbana 
walakal hamd. ” Makmum, dalam kedua bacaan tersebut mengikuti 
imam, seperti takbir dan yang lainnya. 

Diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa orang yang shalat sendirian 
maupun imam membaca seluruh bacaan di atas. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya hadits yang saling 
bertentangan. 


Pertama: Hadits Anas: 
lilj jli ^J lilj jli 

^ y' <0 ✓ y' y- ✓ 

i O y' * y y^y y 0^^ 

C0wVyO*>- AiJi 


"Sesungguhnya dijadikan imam hanyalah untuk diikuti, apabila 
imam ruku', maka ruku'lah kalian, apabila imam mengangkat kepala 
maka angkatlah kepala kalian, apabila imam mengucapkan 'sami’allahu 
liman hamidah ’, maka ucapkanlah, ‘Rabbana walakal hamd’. 


Kedua: Hadits Ibnu Umar: 


y « y Oyyy''y''''^ y yy® ^ ^ ^ ^ i 

AjJo lit jlS" aIIp «OJi <»1)1 J_^j O' 

y y y 

^ :j&j ciuiT ’jy Uj jSj ilij ca;;^ 

o y 

f O y (t t I ^ 

tiJU ) Ujj dXa.>- 


“Bahwasanya apabila Rasulullah SAW memulai shalat, beliau 
mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya, apabila beliau 


Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu. 
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mengangkat kepalanya dari ruku’, beliau juga mengangkat kedua tangan 
seperti sebelumnya, dan beliau ^^mengucapkan ^sami’allahu Iman 
hamidah, rabbana walakal hamd . 

Kelompok yang lebih menguatkan hadits Anas mengatakan bahwa 
makmum tidak perlu mengucapkan ^samVallahu liman hamidah 
imam juga tidak mengucapkan ^rabbana walakal hamdu . Masalah mi 
masuk dalam kategori dalil khitab, karena mereka menjadikan hukum 
sesuatu yang tidak disinggung sebagai kebalikan dan hukum yang suda 
ditegaskan sebelumnya. 

Kemudian kelompok yang menguatkan hadits Ibnu Umar berkata 
bahwa imam tetap mengatakan rabbana walakal hamd. Di samping itu, 
makmum harus mengikuti imam tatkala imam membaca ^sami allahu 
liman hamidah’. Sebab, hal tersebut masuk di dalam keumuman hadi s 

Nabi SAW, 

^ ^ 


"Sesungguhnya dijadikan imam hanyalah untuk diikuti. 

Lalu ulama yang berusaha memadukan kedua hadits di atas 
membedakan antara imam dan makmum. 

Yang benar dalam permasalahan ini secara dalil khitab hadits Anas 
mengandung makna bahwa imam tidak mengucapkan "rabbana walakal 
hamd", dan makmum tidak mengucapkan "sami’allahu liman hamida , 
secara nash hadits Ibnu Umar mengandung makna bahwa imam harus 
mengucapkan "rabbana walakal hamd’. Demikianlah, nash tidak bisa 
ditinggalkan lantaran terdapat dalil khitab, karena nash lebih kuat 
daripada dalil khitab. 

Lalu secara umum, hadits Anas menunjukkan bahwa makmum 
harus mengucapkan "sami’allahu liman hamidah’’ dengan bersandarkan 
kepada keumuman sabda Nabi SAW, 


.'O '^>5 ^'1 


"Sesungguhnya dijadikan imam hanyalah untuk diikuti. 

Adapun dalil khitab menunjukan bahwa makmum tidak 


Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu. 
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mengucapkannya, padahal tidak ada perbedaan pendapat di kalangan 
ulama bahwa dalil umum lebih kuat daripda dalil khitab, akan tetapi 
keumuman itu sendiri beragam, ada yang kuat dan ada yang lemah, 
karena itu bisa saja dalil khitab lebih kuat daripada dalil yang umum. 

Kesimpulannya, adalah bahwa permasalahan bacaan makmum di 
atas termasuk dalam kategori boleh berijtihad. 


Masalah kedua: Makmum yang berdiri dan imam yang duduk 

Secara umum, pendirian ulama dalam hal ini adalah bahwa semua 
orang sehat tidak dibolehkan melaksanakan shalat fardhu sambil duduk, 
baik sendirian maupun sebagai imam. Ketetapan ini berdasarkan firman 
Allah SWT, 





"Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu ” (Qs. 
Al Baqarah [2]: 238) 

Dalam hal ini, kalangan ulama berbeda pendapat mengenai 
makmum dalam keadaan sehat yang berjamaah di belakang imam yang 
shalat dengan cara duduk lantaran sakit. Perbedaan ini terbagi menjadi 
tiga kelompok: 

1. Makmum shalat dengan duduk di belakang imam yang shalatnya 
dengan duduk karena sakit. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad dan 
Ishaq. 

2. Makmum shalat dengan berdiri di belakangnya. Ibnu Abdil Barr 
mengatakan bahwa pendapat ini dipegang oleh para fuqaha berbagai 
negeri: Syafi’i dan para pengikutnya. Abu Hanifah dan para pengikutnya. 
Ahli Zhahir, Abu Tsaur, dan yang lainnya. Mereka memberikan 
tambahan bahwa makmum hendaknya shalat dengan berdiri, sekalipun 
imam tidak kuasa ruku' atau sujud, bahkan hanya dapat melakukannya 
dengan isyarat. 

3. Tidak membolehkan imam yang shalat sambil duduk. Pendapat 
ini diriwayatkan dari Ibnu Qasim. Dan makmum yang melaksanakan 
shalat di belakangnya, baik makmum tersebut berdiri atau duduk, maka 
shalatnya batal. 
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Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa makmum hendaknya 
mengulangi shalat pada waktu yang bersangkutan. Berdasarkan bahwa 
shalat seperti itu bagi makmum adalah makruh, bukan dilarang, pendapat 
yang masyhur adalah pendapat pertama. 

Sebab perbedaan pendapat: Ada beberapa hadits yang saling 
bertentangan, kontradiksi antara amal penduduk Madinah dengan hadits. 

Jelasnya dalam hal ini ada dua hadits yang berlawanan: 

Pertama; Hadits Anas, yaitu sabda Nabi SAW, 

\ jCai tlJLC-b bij 

"Apabila imam melakukan shalat sambil duduk, maka hendaklah 
kalian shalat sambil duduk. 


Juga hadits A i syah yang semakna dengannya; 

^ji J 

bb iAj yvAil LJLi ijl j»jLib 

L-_^JUr \ LJli- blj l''Mj j 


"Sesungguhnya beliau SAW menunaikan shalat dalam keadaan 
sakit sambil duduk, dan di belakang beliau terdapat orang-orang yang 
melakukan shalat sambil berdiri, lalu beliau memberi isyarat kepada 
mereka agar duduk. Seusai shalat, beliau mengatakan, “Sesungguhnya 
dijadikannya imam hanya untuk diikuti, apabila imam ruku', maka 
hendaklah kalian ruku', apabila imam bangkit, maka hendaklah kalian 
bangkit, dan apabila imam shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian 
sambil duduk. 


Kedua, hadits Aisyah: 

Ao ^ . A J 0 .. .✓✓y' ✓.✓✓ ».✓ . I'' I*». iO A ^ * 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (689), Muslim (411), Abu Daud (601), An- 
Nasa'i (2/98), Ibnu Majah (1238), Ahmad (3/110), Abdurrazzak (4079), Abu 
Awanah (2/106), dan Ibnu Al Jarud (229). 

Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (688, 1113, 1236), Muslim (412), Abu Daud 
(605), Ibnu Majah (1237), Ahmad (6/51, 57, 68, 148, 194). 
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^^l£^li C^LJb j*-jl5 j-AJ \j\ vV^^ 

4i)l o^ 4j%JL>»^ AaIp* aJjI d 

^ i” tf t' 

J y.Mj 0*>Ci2J Ol^ C^1 ('"^J L5^ 

j$o ^yl a*>Caj j^yCaj jl^j tj%JLl»j «(Jlp 4ji)l aJ)1 


“Bahasanya Rasulullah SAW keluar rumah saat beliau menderita 
sakit yang menyebabkan beliau wafat. Lalu beliau mendatangi masjid, 
dan beliau mendapatkan Abu Bakar sedang shalat sambil berdiri (sebagai 
imam) bersama khalayak. Kemudian Abu Bakar mundur dan Rasulullah 
SAW memberi isyarat padanya agar tetap pada kondisisnya. Kemudian 
Rasulullah SAW duduk di sisi Abu Bakar, maka Abu Bakar mengikuti 
shalat Rasulullah SAW dan khalayak orang-orang pun mengikuti shalat 
Abu Bakar."^'*^ 


Menanggapi dua hadits di atas, kalangan ulama terbagi menjadi dua 
kelompok, ada yang menggunakan metode tarjih (menguatkan salah satu 
dalil) dan yang menggunakan metode naskh (menghapus salah satu dalil). 

Ulama yang menggunakan metode naskh berpendapat bahwa hadits 
Aisyah secara zhahir dapat dipahami bahwa yang menjadi imam shalat 
adalah Rasulullah SAW, dan Abu Bakar menjadi makmum. Karena tidak 
diperbolehkan adanya dua imam dalam satu shalat, semantara yang 
lainnya sambil berdiri, dan Rasulullah dengan duduk. 

Hal ini menunjukkan adanya perbuatan Nabi SAW yang 
menghapus perbuatan dan perkataan beliau sebelumnya. 

Adapun ulama yang menggunakan metode tarjih lebih memperkuat 
hadits Anas. Mereka berpendapat bahwa dalam hadits Aisyah terdapat 
kerancuan dari Aisyah sendiri, siapa sebenarnya yang berkedudukan 
sebagai imam, Rasulullah SAW atau Abu Bakar? 

Dalam hal ini, Malik tidak memiliki dalil yang berdasarkan 
perkataan yang dapat didengar (sam'i), karena masing-masing dari dua 
hadits ini sepakat untuk membolehkan imam sambil duduk, dan yang 


Muttafaq ‘alaih. HR. Al Bukhari (198, 665, 687, 2588, 4442, 5714), Muslim 
(418), An-Nasa'i (2/101) Ibnu Majah (1618), Ahmad (6/228, 231), Al Humaidi 
(233), Ad-Darimi (1/287), dan Al Baihaqi (3/80). 
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diperdebatkan adalah mengenai kondisi makmum, apakah dengan ber in 
atau duduk? Karena hal tersebut. Abu Muhammad bin Hazm mengatakan 
bahwa hadits Aisyah tidak mengandung kejelasan, apakah jamaah itu 
shalat sambil berdiri atau duduk, dan sesuatu yang dijelaskan dengan 
nash tidak boleh diabaikan lantaran sesuatu yang tidak ditetapkan dengan 

nash. 

Ibnu Abdil Barr telah menyatakan bahwa Abu Mushab 
menyebutkan di dalam Al Mukhtashar dari Malik bahwa seseorang tidak 
boleh menjadi imam sambil duduk. Jika seorang menjadi i^^m «ambi 
duduk, maka shalatnya dan shalat makmum tidak sah, karena Nabi SA 

pernah bersabda. 


^ 'i 0 


“Hendaklah salah seorang dari kalian tidak menjadi imam sambil 
duduk setelahku. 


Ibnu Abdil Barr berkata, “Hadits di atas menurut kalangan ahli 
hadits tidak shahih, karena hadits ini diriwayatkan oleh seseorang yang 
bernama Jabir Al Ju’fi dengan sanad yang mursal. Padahal, haditsnya 
(Ja'far) yang diriwayatkan secara bersambung tidak dapat diterima, 
terlebih lagi jika riwayat yang ada adalah riwayat mursal. 


Ibnu Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwa dirinya 
berpedoman pada hadits riwayat Rabi'ah bin Abu Abdurrahman: 

>101^ ^ ^ y 

°j JlW 4^ i»' ^ 


“Bahwasanya Rasulullah SAW pergi ke (masjid) pada saat beliau 
menderita sakit. Pada saat itu Abu Bakar menjadi imam, dan Rasulullah 
SAW shalat dengan bermakmum kepada Abu Bakar. Beliau bersabda, 
“5eora«g nabi tidak akan wafat sehingga seseorang dari umatnya 


Dha’ifjiddan (sangat lemah). HR. Ad-Daruquthni (1/398), dan Al Baihaqi 
(3/80), alasannya adalah: 

1. Irsal, karena hadits ini termasuk riwayat Asy-Sya'bi secara marfu . 

2. Jabir adalah Al Ju’fi, dia seorang matruk al hadits (riwayatnya ditinggalkan). 
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menjadi imam untuknya. 

Hadits tersebut tidak bisa dipahami kecuali apabila ada dugaan 
bahwa Rasulullah bermakmum kepada Abu Bakar, karena seorang imam 
tidak boleh shalat sambil duduk. 

Ini hanya prasangka yang tidak mungkin dijadikan alasan untuk 
meninggalkan nash, apalagi haditsnya dha ’if. 


Pasal Kelima: Tata Cara Mengikuti Imam 

Di dalam bahasan ini terdapat dua permasalahan: 

Pertama: Kapankah makmum mulai takbiratul ihraml 

Kedua: Hukum makmum yang mengangkat kepala terlebih dahulu 
sebelum imam. 


Masalah pertama: Kapankah makmum mulai takbiratul ihram? 

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan makmum melakukan 
takbiratul ihraml 

1. Malik berpendapat bahwa hendaknya makmum mulai takbiratul 
ihram setelah imam selesai membaca takbiratul ihram. Dia berkata, 
“Apabila ia takbir saat imam melakukannya, maka itu dianggap sah.” 
Namun ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak sah. Adapaun apabila 
makmum melakukan takbir sebelum imam, maka hal itu tidak sah. 

2. Abu Hanifah dan para ahli fikih lainnya berpendapat hendaknya 
makmum melakukan takbir bersamaan dengan imam, namun apabila ia 
selesai sebelum imam menyelesaikannya, maka hal itu dianggap tidak 
sah. 

3.Syafi’i dalam hal ini memiliki dua pendapat. Yang pertama 
seperti pendapat Imam Malik dan inilah pendapat yang masyhur. Kedua, 
apabila makmum melakukan takbir sebelum imam, maka shalatnya 
dianggap sah. 

Sebab perbedaan pendapat: adanya dua hadits yang tampak 
saling berlawanan. 


HR. Ibnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat (2/222). 
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Pertama; Sabda Nabi SAW, 


"'■Jika imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. 

Kedua: Diriwayatkan bahwa beliau SAW takbir di dalam satu 
shalat, lalu beliau memberi isyarat agar mereka tetap diam. Lalu beliau 
pergi dan kembali lagi, dan di kepala beliau terdapat bekas air.” 

Secara zhahir, hadits kedua di atas memberi petunjuk bahwa takbir 
Nabi SAW dilaksanakan setelah takbir makmum. Sebab, semula beliau 
dianggap belum takbir karena dalam keadaan tidak suci, ini pun 
didasarkan pada kaidah bahwa shalat makmum tidak ada hubungannya 
dengan shalat yang dilakukan imam. 

Lalu hadits kedua tidak memberikan petunjuk apakah makmum 
mengulangi takbir atau tidak. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk 
mengartikan salah satunya, kecuali apabila terdapat petunjuk syariat. 

Padahal hukum asalnya adalah bahwa makmum harus mengikud 
imam, hal itu tidak terwujud kecuali apabila imam terlebih dahulu takbir 

sebelum makmum. 


Masalah kedua: Hukum makmum yang mengangkat kepala sebelum 


imam 

Mengenai makmum yang mengangkat kepala sebelum imam. 

1. Jumhur ulama menilai bahwa makmum tersebut telah berlaku 
buruk, namun shalatnya tetap dianggap sah dan dia harus kembali untu 


mengikuti imam. 

2. Sebagian ulama menganggap shalatnya tidak sah, sesuai 
ancaman yang berkaitan dengan hal itu, yaitu sabda Nabi SAW, 

'j'j y 

“Tidakkah makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu 
merasa takut bahwa Allah akan menukar kepalanya dengan kepala 


Takhrijnya telah dijelaskan terdahulu. 


J 
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keledai. 


..349 


Pasal Keenam: Hal-Hal yang Menjadi Tanggungan Imam atas 
Makmum 

Kalangan ulama sepakat bahwa imam tidak menanggung berbagai 
kewajiban shalat atas makmum, kecuali yang berkaitan dengan bacaan, 
mereka berbeda pendapat dan terbagi menjadi tiga pendapat: 

1. Makmum hendaknya membaca bersama imam apabila imam 
membaca dengan pelan dan tidak boleh membaca bersama imam apabila 
imam membaca dengan suara keras. 

2. Makmum pada dasarnya tidak boleh membaca bersama imam. 

3. Makmum hendaknya membaca Al Fatihah dan yang lainnya 
(surah dari Al Qur'an) apabila imam membacanya dengan pelan, dan 
membaca Al Fatihah bersama imam apabila imam membacanya dengan 
keras. 

Dan, sebagian ulama membedakan apakah makmum hendaknya 
mendengarkan imam atau tidak, apabila makmum tidak mendengarkan 
bacaan imam, maka hendaknya ia membaca Al Qur'an, namun apabila ia 
menyimak bacaan imam, maka ia harus diam. 

Pendapat pertama tersebut dipegang oleh Imam Malik, namun 
Imam Malik menyatakan lebih baik membaca ketika imam membaca 
dengan pelan. 

Pendapat kedua dikemukakan oleh Abu Hanifah, dan yang ketiga 
dianut oleh Syafi’i. 

Yang membedakan antara makmum yang bisa mendengar dan yang 
tidak, berasal dari Imam Ahmad bin Hanbal. 

Sebab perbedaan pendapat: kontradiksi berbagai hadits dalam 
masalah ini dan penguatan sebagian hadits atas hadits yang lainnya. 
Hadits-hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

Pertama: sabda Nabi SAW, 


Shahih. HR. Abu Daud (233,234), Ahmad (5/41 dan 45) dan dinilai shahih oleh 
Ibnu Hibban (2235), diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (2/397) (3/94) dan 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abi Daud. 
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"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca Al Fatihah. 

Juga hadits-hadits semakna yang sudah saya kemukakan dalam 
pembahasan mengenai kewajiban membaca Al Qur'an. 

Kedua: Riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah: 


J c P', ji,:, Jiii ? u;i ^ : Jui 

’f*' 


“Rasulullah SAW telah menyelesaikan shalat yang beliau keraskan 
bacaan padanya, lalu beliau bertanya, "Apakah salah seorang dari kalian 
membaca bersamaku tadi?" seseorang menjawab, "Ya, wahai 
Rasulullah.” Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku katakan, 
mengapa aku ditandingi (saat membaca Al Qur an). 


Ketiga: Hadits Ubadah bin Shamit: 

;Jli :\£ iOj 1^0 J\ ^ 




“Rasulullah SAW melaksanakan shalat shubuh bersama kami, 
beliau tampak berat dalam membaca.” Seusai shalat, beliau bersabda, 
"Sungguh aku mengetahui kalian memhaca di belakang imam!" Maka 
kami pun berkata, “Ya.” Maka Rasulullah SAW bersanbda, "Janganlah 
kalian lakukan itu kecuali dengan Al Fatihah. 

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa hadits Ubadah di atas 


350 

351 


352 


Telah dijelaskan terdahulu. *. rv j 

Shahih HR. Al Bukhari dalam Al qira'ah khalfa al imam (96), Abu (826), 
At-Tirmidzi (312), An-Nasa'i (2/140, 141), Ibnu Majah (849), Ahmad (2/284), 

Abdurrazzak (2795), dan Al Baihaqi (2/157). •ai 

Dha’if. HR. Abu Daud (823), At-Tirmidzi (311), Ad-Daruquthni (1/318), Al 
Hakim (1/238), Al Baihaqi (2/164) dan dianggap dha’if o\dh Al Albani dalam 
Dha ’ifAbi Daud. 
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diriwayatkan dari riwayat Makhul dan lainnya, sanadnya bersambung dan 
shahih. 


Keempat: Hadits Jabir dari Nabi SAW, 




"Barangsiapa memiliki imam, maka bacaan imam itu menjadi 
bacaan baginya. 

Kelima: Hadits yang dinilai shahih oleh Imam Ahmad dan 
diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 

I l') \l\ 


"Apabila imam tengah membaca (Al Qur'an), maka simaklah 
(perhatikanlah). 

Para ulama berbeda pendapat dalam menangggapi hadits-hadits di 
atas, diantaranya ada yang memberikan pengecualian mengenai surah Al 
Fatihah saja dari larangan membaca ketika imam membaca Al Qur'an 
dengan suara keras sebagaimana diungkapkan dalam hadits Ubadah bin 
Shamit. 


Ada Juga yang menyimpulkan “pengecualian” dari sabda Nabi 
SAW, 

"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca Al Fatihah. 

Mereka menyatakan hadits tersebut hanya berlaku bagi seorang 
makmum tatkala imam membaca Al Qur'an dengan suara keras, karena 
adanya larangan membaca Al Qur'an ketika imam membaca dengan 
keras sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah, pendapat ini 


Hasan. HR. Ibnu Majah (850), Ahmad (3/339), Abdu bin Humaid dalam Al 
Muntakhab (1050), Ad-Daruquthni (1/323, 331), Al Baihaqi (2/160) semuanya 
dari hadits Jabir, yang dinilai hasan oleh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah, 
dalam masalah ini ada riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad- 
Daruquthni (1/333, 403), dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ad- 
Daruquthni (1/402). 

Shahih. HR. Ibnu majah (848), Ahmad (4/415) dan dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 

Telah dijelaskan terdahulu. 
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diperkuat dengan firman Allah SWT, 

Q i'\13 

“Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik 
dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat (Qs. A 
A'raaf [7]: 204). Mereka mengatakan bahwa ayat im diturunkan 

mengenai shalat.” 

Sebagian ulama juga ada yang mengecualikan bacaan wajib kepada 
makmum saja, baik itu dalam shalat maupun mrriyah. Adapun 

kewajiban membaca hanya ditetapkan kepada Imam dan °™8 ^ang 
shalat sendirian sebagaimana dalam hadits Jabir, mila pen apa 
Hanifah. Dengan demikian hadits Jabir hanya mengkhususkan sabda 

Rasulullah S A W, ^ 

c. \% 


“Bacalah ayat yang kamu anggap mudah untuk dibaca. 

Hal itu karena ia tidak menilai bahwa bacaan Al Fatihah adalah 
wajib, melainkan yang wajib adalah bacaan Al Qufan secara mutlak 
sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan hadits .Jabir di atas tidak ada 
yang meriwayatkannya secara marfu' kecuali Jabir Al Ju fi. Dan hadits- 
hadits yang diriwayatkan sendirian (ahad) tidak bisa digunakan sebagai 
pegangan (sandaran hukum). Bahkan Ibnu Abdil Barr berkomentar, 
“Hadits ini tidak shahih, melainkan marfu dari Jabir. 

Pasal Ketujuh: Kerusakan Shalat Imam Mengakibatkan Kerusakan 
Shalat Makmum 

Kalangan fuqaha sepakat bahwa jika imam berhadats dalam shalat 
lalu menghentikan shalatnya, maka shalat makmum tidak batal. Namun, 
mereka berbeda pendapat mengenai imam yang shalat dalam keadaan 
junub, kemudian makmum mengetahui hal itu setelah shalat: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa shalat yang dilakukan 
makmum itu tetap sah. 

2. Sebagian yang lain menganggap batal. 


Telah dijelaskan terdahulu. 
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3. Sebagian yang lain lagi membedakan apakah keadaan junub itu 
disadari oleh imam atau tidak. Apabila imam menyadari keadaannya, 
maka shalat makmum batal. Namun, apabila imam tidak menyadarinya, 
maka shalat makmum dianggap sah. 

Pendapat pertama dipelopori oleh Syafi’i, kedua Imam Abu 
Hanifah, dan ketiga Imam Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam 
menetapkan apakah shalat yang dilakukan makmum itu berkaitan dengan 
sah atau tidaknya shalat imam. 

Bagi ulama yang menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara 
shalat imam dan shalat makmum, beranggapan bahwa shalat makmum 
tetap sah. 

Dan, ulama yang berpendapat bahwa keduanya saling berkaitan, 
mereka menyatakan bahwa shalat makmum tidak sah. 

Selanjutnya, kelompok ulama yang membedakan antara imam yang 
menyadari keadaan junub dengan imam yang tidak menyadarinya karena 
lupa atau lainnya berpedoman pada lahiriah hadits yang menyatakan 
bahwa beliau SAW takbir dalam shalat lalu beliau memberi isyarat agar 
mereka tetap diam, lalu beliau pergi dan kembali lagi, dan di kepala 
beliau terdapat bekas air.” 

Secara zhahir, hadits di atas menunjukkan bahwa kalangan sahabat 
meneruskan shalat. Imam Syafi’i berkata, “Jika shalat yang dilakukan 
makmum itu berkaitan dengan shalat imam, maka tentu mereka akan 
memulai shalat untuk kedua kalinya.” 


Shalat Jum’at 

Pembahasan tentang shalat Jum’at meliputi empat pasal: 


Pasal Pertama: Kewajiban Shalat Jum’at dan siapakah yang wajib 
melaksanakannya? 

Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa hukum shalat juma’at 
adalah wajib 'ain (individual) karena shalat Jum’at adalah sebagai 
pengganti kewajiban shalat Dzuhur, dan berdasarkan zhahir firman Allah 
SWT, 


Bidayatul Mujtahid 331 



/i j! ^ 

-Hat omn^-orangyang beriman, apabila disem miak menunaikan 
.kala, pada bafi Jum.k -"f 

— -i*- 

Demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah SA , , 

^ Ji Jki 'y oiiUi rffij ^ r'>' 0^ 

•'M./. o™„g-o™n« 

Jum-a,. dan Allah akan benar-benar memdup (mengme, ma„) 

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum shalat Jum’at adalah 
fardhu kifayah (yaitu apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, 
mayang lainnya tidak bnrinsa). Sementara riwayat y»g 
Tata hukum shaiat Jum'at adalah sunah bersumber dan nwayat yang 

syadz Imam Malik (riwayat yang janggal). ^ 

Sebab perbedaan pendapat: Kesamaan a„n,ra shalat Jum at 

dengan shalat id, berdasarkan sabda Rasulullah SA , ^ ^ 

.Ijl^ <5i' ‘^1 

-Sesungguhnya hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Allah 
. . » • ”358 

"^AdapunTepada siapa shalat Jum’at diwajibkan? Maka Shalat 
tnm’at J wajib bagi orang y-8tel^ memenuhi « 

ttlnuSZrarafn, rdiantaranya disepakati oleh para ulama 


Hibban (2785). l rino»'» Ath-Thabrani di dalam /Is/i-S/jag/j/r (762), Al 

Hasan. HR. Ibnu Majah (1098) TJabm 
Baihaqi (3/243) dan dinilai oleh Al Albani seoa^ai na 

Ibnu Khuzaimah. 
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dan dua syarat yang lain masih menjadi perdebatan di kalangan para 
ulama. 


Dua syarat yang disepakati adalah: keberadaannya sebagai lelaki 
dan sehat, karena itu shalat Jum’at tidak wajib atas wanita dan orang 
yang sakit, tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini, hanya saja 
apabila wanita dan orang sakit ikut menghadirinya maka termasuk dalam 
golongan ahli Jum’at. 


Sedangkan dua syarat yang masih diperdebatkan adalah orang yang 
bepergian dan hamba sahaya. Pendapat jumhur ulama menyatakan bahwa 
shalat Jum’at tidak wajib bagi orang yang bepergian dan hamba sahaya. 
Namun Daud Adz-Dzahiri dan para sahabatnya berpendapat bahwa shalat 
Jum’at tetap wajib atas orang yang bepergian dan hamba sahaya. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan dalam menilai k&shahihan 
hadits yang membahas permasalahan ini, yaitu sabda Rasulullah SAW, 

f ^ ° f -f'' I 
J' y «'y' 


"Shalat Jum’at adalah kewajiban atas setiap Muslim secara 
berjamaah, kecuali empat (orang): hamba sahaya, wanita, anak kecil 
atau orang sakit. 

Disebutkan dalam riwayat lain, ’’Kecuali lima (orang) ’ dan 
termasuk di dalamnya ‘orang yang bepergian’. Hanya saja hadits 
tersebut tidak shahih menurut mayoritas ulama. 


Pasal Kedua: Tentang syarat-syarat shalat Jum’at 

Syarat-syarat shalat Jum’at: para ulama sepakat bahwa syarat- 
syarat shalat Jum’at adalah sama dengan syarat-syarat shalat wajib, yaitu 
ada delapan sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya kecuali dalam 
dua hal, yakni waktu dan adzan. Dua syarat ini diperdebatkan oleh ulama 
di samping itu juga berbeda pendapat dalam syarat-syarat khusus shalat 
Jum’at. 


HR. Abu Daud (1068), Ad-Daruquthni (2/3), Ath-Thabrani (8/8206), Al 
Baihaqi (3/172/183), dan dinilai shahih oleh Al Albani di dalam shahih Abu 
Daud dan di dalam Al Irwa' (592). 
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Berkenaan dengan waktu: jumhur ulama menyebutkan bahwa 
waktu shalat Jum’at sama dengan waktu shalat Dzuhur, ya.tu ketika 
matahari tergelineir dan tidak boleh dilaksanakan sebelum tergehneirnya 
matahari. Namun ada sekelompok ulama yang membolehkan 
pelaksanaan shalat juma’t sebelum tergelincirnya matahari. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. 

Sebab perbedaan pendapat; Perbedaan mereka dalam memahami 
atsar-atsar mengenai shalat Jum’at yang dilakukan dengan segera seperti 
yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari yang bersumber dari Sahi bin 
Sa’d, ia berkata, “Kami tidak pernah makan siang di masa Rasulul a^ 
SAW dan tidak pernah tidur siang kecuali setelah (shalat) Jum at. 
Demikian pula riwayat yang menyebutkan bahwa para sahaba 
melaksanakan shalat (Jum’at) dan mereka menyelesaikannya pada saat 
dinding tidak memiliki banyangan.” 

Dari beberapa atsar di atas, bagi yang memahaminya sebagai 
pelaksanaan shalat Jum’at sebelum tergelincirnya matahari, maka 
pendapatnya adalah boleh melaksanakan shalat Jum’at sebelum 
tergelincirnya matahari, namun bagi yang memahaminya sebagai 
penyegeraan pelaksanaan shalat Jum’at saja, maka pendapatnya adalah 
tidak boleh melaksanakan shalat Jum’at sebelum tergelincirnya matahari, 
agar kaidah-kaidah pokok tidak saling berbenturan dalam hal ini. 

Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah 
melakukan shalat Jum’at ketika matahari telah condong. Di samping 
itu, shalat Jum’at adalah pengganti shalat Dzuhur, maka sehamsnya 
waktunya juga sesuai dengan waktu pelaksanaan shalat Dzuhur sehingga 
sebagai tindakan kompromisasi dari berbagai atsar di atas harus diartikan 
sebagai penyegeraan, karena atsar-atsar tersebut bukanlah nash yang 


Muttafaa ‘alaih HR. Al Bukhari (939), Muslim (759), At-Tirmidzi (525), Ibnu 
mS (1099), Abdu ibnu Huioaid (454), lOnu « g94,). Ibnu Khuzaimah 
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( 1876 ) Ad-Daruquthni (2/20), dan Ath-Thabrani (6/5865). ^ «v-„mi 

Teks hadits tersebut bersumber dari Salamah bin Akwa , la berakta. Kami 

lil fu^rbciaania Rasulullah SAW k'®», —‘2" wf taam 
kemudian ketika kami kembali, kami mencan-cari tempat berteduh HR 1 
Al Bukhari (4168), Muslim (860), Abu Daud (1085), An-Nasa i (3/100), Ibnu 
MaiahniOOl Ahmad (4/46) dan Ad-Darimi (1/363). 

Shahih. HR. Al Bukhari (904), Abu Daud -^n/^OOl 

(3/128), Ath-Thayalisi (2139), Ibnu Al Jarud (289) dan Al Baihaqi (3/190). 
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menyatakan shalat Jum’at hendaknya dilaksanakan sebelum 
tergelincirnya matahari. Dan inilah pendapat yang dikemukakan oleh 
jumhur ulama. 

Adapun yang berkaitan dengan adzan: maka Jumhur ulama sepakat 
bahwa waktu pelaksanaan adzan adalah ketika imam duduk di atas 
mimbar. Namun mereka berbeda pendapat apakah adzan 
dikumandangkan oleh seorang muadzin atau lebih. Sebagian ulama 
berpendapat bahwa adzan hanya dilakukan oleh satu orang muadzin saja 
dan itulah waktu dimana jual beli diharamkan. Namun sebagian yang lain 
berpendapat hendaknya yang mengumandangkan adzan adalah dua 
orang, bahkan sebagian yang lain pula mengatakan oleh tiga orang. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya atsar dalam hal ini. Al 
Bukhari meriwayatkan dari Sa'ib bin Yazid, ia berkata, “Adzan hari 
Jum’at adalah ketika seorang imam duduk di atas mimbar di masa 
Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, kemudian di masa Utsman 
dimana kaum muslimin semakin banyak, ia menambahkan adzan ketiga 
di atas menara pasar.”^*^ 

Diriwayatkan juga dari Sa'ib bin Yazid, ia berkata, “Hanya ada satu 
muadzin pada hari Jum’at di masa Rasulullah SAW.”^“ Dan dalam 
riwayat lain dari Sa’id bin Musayyib, ia berkata, “Adzan pada masa 
Rasulullah, Abu bakar dan Umar hanya sekali ketika imam telah keluar, 
namun di masa Utsman ketika kaum muslimin semakin banyak, ia 
menambah adzan yang pertama agar orang-orang bersiap untuk shalat 
Jum’at.”^^^ Dan Ibnu Hubaib juga meriwayatkan bahwa para muadzin 
hari Jum’at di masa Rasulullah (beijumlah) tiga orang.”^“ 

Diantara ulama ada yang berpendapat sebagaimana zhahir riwayat 
Al Bukhari dan mereka mengatakan bahwa yang mengumandangkan 
adzan shalat Jum’at adalah dua muadzin. Ada juga yang berpendapat 


Shahih. HR. Al Bukhari (912, 913, 916), Abu Daud (1087, 1088), At-Tirmidzi 
(516), An-Nasa'i (3/100-1001), Ibnu Majah (1135), Ahmad (3/450) dan Al 
Baihaqi (3/192). 

Shahih. HR. Ai Bukhari (913), Abu Daud (1089, 1090), Ibnu Majah (1135), 
Ahmad (3/449) dan Ibnu Khuzaimah (1837). 

Yang masyhur riwayat ini bersumber dari hadits Sa' ib. 

Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari berkata (2/316), “Di Akhir riwayat Ibnu Hubaib 
disebutkan, ‘Itu hanya dugaan yang masih memerlukan dalil tapi tidak ada 
riwayat tersambung yang kuat sepertinya.” 


Bidayatul Mujtahid 335 


bahwa yang mengumandangkan adzan shalat jumat adalah satu orang 
muadzin safa karena menurut pendapat ini bahwa yang dimaksud dengan 
Tmakin banyaknya kaum muslimin di masa Utsman, hmgga ,a 
menambah adzan ketiga, karena adzan yang kedua “‘'alah .qamat. 
juga yang berpedoman pada riwayat Ibnu Hubai ' ^ 

Hubafe inuTut para ahli hadits adalah dha'if. terlebrh jika hanya d,a 

sendiri yang meriwayatkannya. 

Adapun mengenai syarat wajib dan syarat sah shalat Wat: 
Semua kalangan ulama sepakat bahwa diantara syaratnya adaah 
berjamaah. Namun mereka berbeda pendapat mengenai batasan jumia 
iamaah Ada yang mengatakan bahwa (batas minimalnya ada ah) satu 
Zg befsamu^ dfngan fmam. Inilah pendapat yang d^mu" 
imam Ath-Thabari. Sebagian ulama lain mengatakan dua orang selam 
imam. Ada yang mengatakan tiga orang selam imam “■'■'P 

pendapat Abu Hanifah. Ada juga yang mengatakan bahwa syarat 
Ljamaah adalah empat puluh orang. Pendapat ini ^'kemnUkan^eh 
Syafi’i dan Ahmad. Ada juga yang mengatakan tiga puluh, nainu 
diantaranya juga ada yang tidak mensyaratkan jumlah 
boleh dilaksanakan oleh kurang dan empat puluh orang d 
dilaksanakan oleh hanya tiga atau empat orang. ^ * 

dikemukakan oleh Malik. Ia membatasi jumlah jam^h 
adalah sejumlah orang yang mungkin menjadi penduduk suatu kampung. 

Sebab perbedaan pendapat: Batas minimal kata ynnint apakah 
dua tiga atau empat? Kemudian apakah imam juga termasuk dala 
bilangan tersebut? Apakah jumlah jamaah yang disyaratkan 
Jum’at harus sesuai dengan kata jamak pada umumnya yai u e i 
liga atau empat? 

Pendapat yang mengatakan bahwa syaratnya adalah batas minunal 
kata /umui (plural), dan menurutnya bahwa batas minimalnya adalah 
dua- maka yang menganggap imam termasuk dalam batasan jumlah yang 
dl^syamton- mengatfkan bahwa shalat Jum'at boleh dilaksanakan o eh 
dua orang: yaitu seorang imam dan seorang makmum, sedan^an yang 
mengatakan bahwa imam tidak termasuk dalam batasan jumlah tersebut 
maka ia mengatakan bahwa jumlah minimal untuk pelaksanaan sha 
Jum’at adalah tiga orang; satu imam dan dua makmum. 
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Adapun pendapat yang mengatakan bahwa batas minimal jamak 
adalah tiga sebagai berikut: 

Jika tidak menyertakan imam dalam jumlah tersebut, maka batas 
minimal pelaksanaan shalat Jum’at adalah empat orang dan yang 
menyertakan imam dalam jumlah batasan tersebut maka batas minimal 
pelaksanaan shalat Jum’at adalah tiga orang, sesuai dengan pendapat 
batas minimal kata jamak adalah dua dan imam tidak termasuk dalam 
jumlah tersebut. 

Adapun yang berpendapat sesuai adat dan kebiasaan dalam 
penggunaan kata jamak, maka pendapatnya adalah shalat Jum’at tidak 
bisa dilaksanakan oleh dua atau empat orang, namun jumlahnya tidak 
dibatasi dengan jumlah tertentu. Batas jumlah pelaksanaan shalat Jum’at 
diukur dengan jumlah beberapa orang yang dimungkinkan bisa tinggal di 
suatu tempat secara independen. Ini adalah pendapat imam Malik, 
semoga Allah SWT merahmatinya. 

Adapun pijakan ulama yang mengatakan bahwa batas minimal 
pelaksanaan shalat juma’t adalah empat puluh orang, karena itulah 
jumlah pertama kali shalat Jum’at dilaksanakan.^^’ Dan inilah salah satu 
syarat shalat Jum’at (syarat wajib dan syarat sah). Diantara beberapa 
syaratnya ada yang merupakan syarat wajib saja dan ada juga yang 
mencakup dua hal sekaligus, yaitu syarat wajib dan syarat sah. 

Adapun tentang syarat kedua yaitu: berada di tempat tinggal (tidak 
bepergian), maka para ulama telah sepakat atas syarat ini karena mereka 
sepakat bahwa shalat Jum’at tidak diwajibkan atas musafir. Ahluz Zhahir 
tidak sependapat dengan mereka karena menurut Ahluz Zhahir shalat 
Jum’at juga wajib atas musafir. Sedangkan Abu Hanifah mensyaratkan 
harus berada di tempat (tidak bepergian) serta berada dalam 
kepemilikannya, dan tidak mensyaratkan jumlah tertentu. 


Yang dimaksud adalah hadits Ka’b bin Malik bahwa apabila ia mendengar 
adzan pada hari Jum’at, maka ia mendoakan rahmat (mengucapkan 
“rahimahullah" [semoga Allah merahmatinya]) untuk Sa’d bin Zurarah, lalu 
aku bertanya kepadanya, “Mengapa tatkala mendengar adzan di hari Jum’at 
engkau mendoakan rahmat untuk Sa’d bin Zurarah?” Ia menjawab, “Karena 
dialah yang pertama kali mengumpulkan kami (untuk shalat Jum’at) di Hazm 
An-Nabit tanah milik Bani Bayadhah.” Aku bertanya, “Berapa jumlah kalian 
saat itu?” Ia menjawab, “40 orang.” HR. Abu Daud (1069), Ad-Daruquthni 
(3/6), dinilai hasan oleh Al Albani dalam Shahih Abi Daud. 
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Sebab perbedaan pendapat: Beberapa kemungkinan yang 
terdapat pada praktek Rasulullah SAW ketika melakukan shalat Jum’at, 
apakah termasuk syarat sah, syarat wajib atau bukan merupakan syarat? 
Karena Rasulullah SAW hanya melaksanakan shalat Jum’at secara 
berjamaah, apabila tidak dalam perjalanan dan dilakukan di masjid 
(masjid yang besar dan bukan sejenis Mushalla atau Langgar). Karena itu 
bagi mereka yang berpendapat bahwa semua praktek yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW dalam shalat Jum’at merupakan syarat, maka semua 
prektek tersebut adalah syarat. Dan, bagi yang hanya mensyaratkan 
sebagian saja dari hal-hal tersebut, seperti syarat masjid atau tidak, maka 
diantara syaratnya adalah berada di tempat tinggal (tidak bepergian) dan 
berada di daerahnya. 

Dari kondisi ini, muncul berbagai masalah lain dan muncul 
perbedaan pendapat di kalangan ulama, seperti apakah boleh dua shalat 
Jum’at dilaksanakan di satu daerah atau tidak boleh. Sebab perbedaan 
pendapat mereka adalah syarat-syarat kondisi dan praktek Rasulullah 
SAW yang berkaitan dengan shalat Jum’at. Apakah beberapa kondisi 
tersebut lebih sesuai dengan praktek shalat daripada yang lain, mengingat 
kesepakatan mereka bahwa di antara syarat shalat Jum at adalah 
berjamaah. Sebab secara hukum, semua praktek Rasulullah SAW dalam 
melakukan shalat Jum’at merupakan kondisi yang ada dalam shalat 
tersebut tanpa harus mensyaratkan menjadi penduduk suatu tempat. 

Bahkan di kalangan muta'akhirin pendapatnya berbeda, apakah 
yang disebut masjid disyaratkan memiliki atap atau tidak? Apakah masjid 
tempat pelaksanaan shalat Jum’at harus masjid yang biasa menjadi 
tempat shalat Jum’at atau tidak? Namun perbedaan persepsi semacam ini 
adalah perbedaan yang terlalu diperdalam, padahal agama Allah SWT 
adalah agama yang didasari kemudahan. Andai saja semua itu merupakan 
syarat, tentu Rasulullah SAW tidak berdiam diri, melainkan akan 
menjelaskannya, berdasarkan firman Allah SWT, 

“Supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang 
diturunkan kepada mereka. ” (Qs. An-Nahl [16]: 44) 

Dan firman-Nya, 
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“Supaya engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka 
perselisihkan di dalamnya. ” (Qs. An-Nahl [16]: 64) Sesungguhnya Allah 
Maha memberi petunjuk kebenaran. 


Pasal Ketiga: Rukun-Rukun Shalat Jum’at 

Kaum muslimin sepakat bahwa rukun shalat Jum’at adalah khutbah 
dan shalat dua rakaat setelah khutbah, namun mereka berbeda pendapat 
dalam lima masalah yang merupakan kaidah bab ini. 


Masalah pertama: Tentang khutbah 

Apakah khutbah merupakan syarat sahnya shalat Jum’at dan salah 
satu rukunnya atau tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa khutbah 
merupakan syarat dan rukun. Namun sebagian ulama berpendapat tidak 
wajib. Mayoritas pengikut imam Malik menyatakan wajib, kecuali Ibnu 
Al Majisyun. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah asal yang telah dibahas 
sebelumnya, dari semua yang terkait dengan shalat Jum’at merupakan 
syarat atau bukan? Ulama yang menyatakan bahwa khutbah merupakan 
suatu kondisi khusus dari shalat Jum’at, terlebih bagi yang menilai bahwa 
khutbah sebagai pengganti dua rakaat yang kurang dari shalat Jum’at. 
Orang yang menilai seperti ini akan mengatakan bahwa khutbah 
merupakan rukun shalat Jum’at dan syarat sahnya. 

Adapun sebagian ulama yang menyatakan bahwa khutbah hanya 
dimaksudkan untuk memberikan ceramah atau wejangan, akan 
mengatakan bahwa khutbah Jum’at tidak termasuk syarat shalat Jum’at. 
Letak perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah; apakah ia wajib 
atau tidak? Karena ia layaknya khutbah-khutbah (ceramah-ceramah) yang 
lain. 

Sebagian ulama yang mewajibkan khutbah Jum’at berdalil dengan 
firman Allah SWT, 


'f 'T • X 

^1 ^^ 
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‘‘Maka bersegerahlah kepada mengingat Allah. ’ (Qs. Al Jumu ah 
[62]; 9) Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata 
“dzikrullah” (mengingat Allah) dalam ayat ini adalah khutbah. 


Masalah kedua: Ukuran lamanya khutbah 

Ulama yang berpendapat bahwa khutbah Jum’at hukumnya wajib 
berbeda pendapat dalam batasan khutbah yang mencukupi. 

Ibnu Qasim berkata, “Ukurannya adalah batas minimal yang dapat 
disebut sebagai khutbah menurut kebiasaan orang Arab, yakni 
pembicaraan yang tersusun dan dimulai dengan bacaan hamdalah. 

Imam Syafi’i berkata, “Ukuran minimalnya adalah dua khutbah 
yang kedua-duanya dilakukan dengan berdiri, keduanya dipisah dengan 
duduk sesaat, khatib membaca hamdalah pada setiap permulaan khutbah, 
membaca shalawat untuk Nabi SAW, berwasiat tentang takwa, membaca 
ayat Al Qur'an pada khutbah pertama dan membaca doa pada khutbah 

kedua.” 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah ukuran minimal khutbah 
adalah batas minimal secara bahasa atau mengacu pada batasan secara 
syariat? 

Kelompok yang mengatakan bahwa ukuran minimal khutbah 
adalah sesuai dengan batasan minimal secara bahasa tidak mensyaratkan 
adanya sabda Rasulullah SAW yang dinukil dari beliau. Adapun yang 
berpendapat bahwa batas minimal khutbah adalah sesuai ketentuan 
syariat, mereka mensyaratkan dasar-dasar perkataan yang dikutip dan 
khutbah Rasulullah SAW. 

Sebab perbedaan pendapat dalam masalah ini adalah khutbah yang 
dinukil dari Rasulullah SAW yang sebagiannya biasa diucapkan oleh 
Rasulullah SAW dan sebagian lain tidak biasa diucapkan. 

Yang menilai ukuran khutbah berdasarkan perkataan yang tidak 
biasa akan mengatakan bahwa batas minimal khutbah sesuai dengan 
pengertian bahasa saja sudah cukup yaitu nama khutbah menurut istilah 
orang Arab. Dan yang menilai ukuran khutbah berdasarkan perkataan 
yang biasa diucapkan Rasulullah SAW akan mengatakan bahwa yang 
bisa mencukupi dalam khutbah adalah batasan minimal sesuai dengan 
istilah dan penggunaan khutbah menurut syariat. 
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Imam Malik tidak menganggap “duduk di antara dua khutbah” 
sebagai syarat, adapun menurut Syafi’i ia merupakan syarat sebagaimana 
yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab perbedaan pendapat dalam hal 
ini adalah yang menilai “duduk” sesuai dengan maknanya yang bisa 
dicerna akal karena “duduk” adalah istirahat untuk khatib, maka tidak 
menjadikan duduk diantara dua khutbah” sebagai syarat, sedangkan 
yang menilainya sebagai ibadah, maka menjadikannya sebagai syarat. 


Masalah ketiga: Mendengarkan (memperhatikan) khutbah 

Para ulama berbeda pendapat mengenai keharusan memperhatikan 
khutbah menjadi 3 pendapat: 

Pendapat pertama: sebagian dari ulama berpendapat wajib 
memperhatikan ketika khatib sedang berkhutbah secara mutlak dan 
merupakan keharusan saat khutbah berlangsung. Pendapat ini 
dikemukakan oleh jumhur ulama yang diantaranya Malik, Syafri, Abu 
Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan seluruh ulama negeri Islam. Golongan 
ini terbagi menjadi tiga bagian: 

Ada yang membolehkan mengucapkan doa tasymit (doa yang 
diucapkan ketika ada orang yang bersin lalu memuji Allah SWT) dan 
membalas salam ketika khatib sedang berkhutbah. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Al Auza’i dan lainnya. Ada juga yang 
tidak membolehkan membaca doa tasymit maupun menjawab salam pada 
saat khatib menyampaikan khutbahnya. Sebagian yang lain membedakan 
antara bacaan doa tasymit dan membalas salam. Mereka mengatakan 
boleh membalas salam dan tidak boleh membaca doa tasymit. 

Pendapat kedua: Kebalikan dari pendapat pertama, yaitu boleh 
berbicara pada saat khatib berkhutbah kecuali ketika khatib membacakan 
ayat-ayat Al Qur'an. Pendapat ini diriwayatkan dari Asy-Sya’bi, Sa’id 
bin Jubair dan Ibrahim An-Nakha’i. 

Pendapat ketiga: Membedakan antara apakah makmum dapat 
mendengarkan khutbah atau tidak. Apabila makmum dapat 
mendengarkan khutbah maka ia harus memeperhatikannya dan apabila ia 
tidak dapat mendengarnya, maka ia boleh bertasbih atau membahas 
tentang suatu ilmu. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad, Atha’ dan 
beberapa ulama lainnya. Jumhur ulama berpendapat bahwa jika makmum 
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berbicara pada saat khatib berkhutbah maka hal itu tidak membatalkan 
shalatnya. Namun diriwayatkan dari Ibnu Wahb, ia berkata, Barangstapa 
yang bLbicara pada saat khatib berkhutbah maka la harus melakuka 
shalat Dzuhur, empat rakaat." Artinya shalat Jum'atnya batal. 

Landasan jumhur ulama mengenai wajibnya 
khutbah berlangsung adalah hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW 

pernah bersabda, 

jii 't'ji 'H 

“Jika engkau berkala kepada temanmu. 'Perhatikanlah ' pada hmt 
Jum 'al di saat imam berkhutbah. maka engkau telah berbuat sia-sta. 

Dan bagi yang tidak mewajibkan “mendengarkan” khutbah, dalam 
pandangan saya (Ibnu Rusyd), mereka menilai bahwa berbicara pada saa 
Ltbah berlangsung bertentangan dengan konteks firman Allah SWT, 

O'fiil' i .’-J I'ijy 

"Dan apabila dibacakan Al Qur an „i" 

diamlah agar kalian mendapat rahmat. " (Qs. Al A raaf [7]: 204). 
Artinya, sdain Al Qur an tidak wajib memperhatikam Hanya saja 
pendipat ini lemah, Wallahu a'lam. Nampaknya hadits Abu Hurairah 
atas tidak sampai kepada mereka. 

Sebab perbedaan pendapat: Mengenai membaca doa tasymit dan 
membalas salam adalah kontradiksi keumuman perintah membaca doa 
tasymit dan membalas salam dengan keumuman perintah un u 
memperhatikan khutbah. Kemungkinan salah satu dan keduanya menja 
pengecualian. Yang mengecualikan keumuman perintah un^k 

memperhatikan khutbah dengan perintah untuk membalas salam dan doa 
tasymit mengatakan boleh menjawab salam dan membaca doa tasymit 
pada saat khatib berkhutbah. Sedangkan yang mengecualikan keumuman 
perintah untuk menjawab salam dan membaca doa tasymit dengan 
perintah untuk memperhatikan khutbah, maka pendapatnya mengatakan 
tidak boleh menjawab salam dan membaca doa tasymit pada saat kh 

berkhutbah. 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (934), Muslim («S O^At-TimiidzK An- 
Nasa'i (3/103, 104), Ahmad (2/244,485, 518) dan Ad-Danmi (1/364). 
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Adapun yang membedakan antara membalas salam dengan 
membaca doa tasymit, maka pendapatnya adalah mengecualikan masing- 
masing dari membaca doa tasymit dan membalas salam dari larangan 
untuk berbicara pada saat khutbah berlangsung. 

Masing-masing pengecualian tersebut didasarkan pada dugaan kuat 
keumuman salah satu dari keduanya dan lainnya lemah. Sebab, perintah 
untuk diam bersifat umum dalam semua perkataan, akan tetapi khusus 
pada waktu tertentu, sedangkan perintah untuk menjawab salam dan 
membaca doa tasymit adalah umum dalam waktu kapan saja dan bersifat 
khusus dalam perkataan. Yang mengecualikan saat-saat tertentu dari 
perkataan umum, maka mengatakan tidak boleh membalas salam maupun 
membaca doa tasymit pada saat khutbah. Sedangkan yang mengecualikan 
larangan perkataan tertentu dari pembicaraan yang bersifat umum 
mengatakan boleh membalas salam maupun membaca doa tasymit pada 
saat khatib berkhubah. Dan yang benar, pengecualian tersebut seharusnya 
mengacu pada dalil. Kemudian, apabila tidak ada dalil dalam hal ini 
maka langkah selanjutnya adalah dengan mentarjih beberapa keumuman 
dan kekhususan serta menguatkan perintah dalam hal itu. 

Pembahasan mengenai masalah ini sebenarnya sangat panjang dan 
lebar, namun secara singkatnya adalah: jika masing-masing perintah 
sama kuatnya dan antara keumuman dan kekhususan juga sama-sama 
kuat, namun tidak ada dalil tentang pengecualian dalam hal itu yang 
bersifat aksioma mencegah adanya kontradiktif, maka hal ini jarang 
terjadi. Jika tidak ada dalil, maka standar tarjih dalam keumuman dan 
kekhususan yang terjadi seperti dalam masalah ini adalah dengan melihat 
seluruh bagian kesesuaian yang ada diantara dua kekhususan dan dua 
keumuman. Dalam hal ini ada empat macam: 

Pertama: Dua dalil umum dan dua dalil khusus memiliki kekuatan 
yang sama, maka dalam ini tidak bisa dikecualikan antara satu dengan 
yang lain kecuali dengan dalil. 

Kedua: Kebalikan dari pertama: yaitu dalil khususnya kuat dan 
dalil umumnya lemah, maka dalam hal ini dalil umum harus dikecualikan 
dengan dalil khusus. 

Ketiga: Dua dalil khusus sama-sama kuat, dan salah satu dari dua 
dalil umum itu lemah. Maka dalam hal ini dalil umum yang lemah harus 
dikhususkan. 
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Keempat: dua dalil umum sama-sama kuat sedangkan salah satu 
dari dua dalil khusus itu lemah, maka dalam hal ini dalil khusus yang 
kuat harus dikedepankan dengan catatan semua perintah memiliki 
kekuatan yang sama dalam pengertian penegasan. Jika kekuatan perintah 
berbeda, maka ada tingkatan kekuatan lagi yang berbeda dengan 
tingkatan seperti tersebut di atas. Disamping itu, kekuatan kata dan 
perintah harus dipertimbangkan. Mengingat rumitnya masalah seperti ini 
sehingga ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang berijtihad adalah 
benar atau minimal tidak berdosa. 


Masalah keempat: Shalat dua rakaat bagi yang masuk masjid pada 
saat khutbah berlangsung 

Para ulama berbeda pendapat mengenai makmum yang datang 
ketika khatib sedang di atas mimbar, apakah hendaknya ia melakukan 
shalat dua rakaat atau tidak? Sebagian ulama mengatakan hendaknya ia 
tidak melakukan shalat dua rakaat, sebagaimana dikemukakan oleh imam 
Malik, namun sebagian yang lain berpendapat hendaknya ia melakukan 
shalat dua rakaat. 


Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara qiyas dengan 
keumuman atsar, karena keumuman sabda Rasulullah SAW, 


Tii 


“Apabila salah seorang dari kalian mendatangi masjid, maka 
hendaklah shalat dua rakaat. Mengharuskan siapa pun yang masuk 
ke dalam masjid untuk melakukan shalat dua rakaat, sekalipun imam 
sedang berkhutbah. Adapun perintah untuk menyimak khutbah 
mengharuskan makmum untuk tidak disibukkan dengan apapun, 
sekalipun berupa ibadah. 

Keumuman atsar di atas dikuatkan oleh hadits Rasulullah SAW, 


J ^^lij 


Muttafaq ‘alaih. HR. Al Bukhari (930, 931, 166), Muslim (785), Abu Daud 
(1117), An-Nasa'i (3/103), Ibnu Majah (1112), Ahmad (3/316, 389), Ath- 
Thayalisi (1695), dan Ad-Darimi (1/364), semuanya bersumber dari Jabir bin 
Abdullah. 
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"Jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid dan imam 
sedang berkhutbah, maka hendaklah ia melakukan shalat dua rakaat 
yang ringan. Diriwayatkan oleh Muslim dalam sebagian riwayatnya 
yang kebanyakan menyebutkan, bahwa Nabi SAW memerintahkan 
seseorang yang masuk masjid untuk shalat. dan tidak menyebutkan “Jika 
salah seorang dari kalian mendatangi masjid...” 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah tambahan seorang rawi bisa 
diterima ketika berbeda dengan riwayat teman-temannya yang bersumber 
dari seorang guru yang sama atau riwayat tambahan tersebut tidak bisa 
diterima? Jika tambahan tersebut shahih maka harus diamalkan, karena 
riwayat tambahan tersebut adalah nash dalam masalah yang 
diberdebatkan ini, sebab nash tidak boleh ditentang dengan qiyas. Dan 
nampaknya ukuran yang dipakai oleh Imam Malik dalam hal ini adalah 
praktek dan amalan yang dilakukan penduduk Madinah. 


Masalah kelima: Bacaan yang disunahkan dalam shalat Jum’at 

Mayoritas ulama menyebutkan bahwa bacaan yang disunahkan 
dalam shalat Jum’at adalah surah Al Jumu’ah pada rakaat pertama, 
karena hal itu sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, berdasarkan 
riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW membaca surah Al Jumu’ah pada rakaat pertama dan 
membaca "Idza jaa ’aka al munaafiguuri'' pada raakat kedua.”^^' 

Imam Malik meriwayatkan bahwa Adh-Dhahak bin Qais pernah 
bertanya kepada An-Nu’man bin Basyir, “Apakah yang dibaca oleh 
Rasulullah SAW pada hari Jum’at setelah membaca surah Al Jumu’ah?” 
An-Nu’man menjawab, “Beliau membaca ‘Hal ataaka haditsul 
ghaasyiyah.”^^^ Imam Malik menganjurkan untuk mengamalkan hadits 


Muttafaq ‘alaih. HR. Al Bukhari (930, 931, 166), Muslim (785), Abu Daud 
(1117), An-Nasa'i (3/103), Ibnu Majah (1112), Ahmad (3/316, 389), Ath- 
Thayalisi (1695), Ad-Darimi (1/364), semuanya bersumber dari Jabir bin 
Abdullah. 

Shahih. HR. Muslim (877), Abu Daud (1124), At-Tirmidzi (519), Ibnu Majah 
(1118) dan Ahmad (2/429). 

Shahih. HR. Muslim (878), Abub Daud (1123), At-Tirmidzi (533), An-Nasa’i 
(3/184), Ibnu Majah (1281), Ahmad (4/270, 271, 277), bersumber dari Samurah 
bin Jundub yang diriwayatkan oleh Ahmad (5/7) dan bersumber dari Ibnu 
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ini, atau boleh juga membaca surah Al A’la setelah itu, berdasarkan 
riwayat dari Umar bin Abdul 'Aziz. Sedangkan Abu Hanifah sama sekali 
tidak menentukan bacaan apa pun. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara praktek 
Rasulullah SAW dengan qiyas. 

Secara qiyas, seharusnya tidak ada surah tertentu yang selalu dibaca 
pada saat shalat Jum’at seperti halnya dengan shalat lain, sedangkan 
praktek Rasulullah SAW mengharuskan adanya surah yang lazim dibaca 
pada saat shalat Jum’at. 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, ‘imam Muslim meriwayatkan dari 
An-Nu’man bin Basyir bahwa Rasulullah SAW membaca surah Al A laa 
dan Al Ghaasyiyah pada shalat ‘ied dan Jum’at.” 

Ketika ‘id dan Jum’at berada pada hari yang sama, Rasulullah 
SAW membaca kedua surah tersebut dalam shalat id dan shalat Jum at. 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada surah tertentu yang selalu dibaca 
oleh Rasulullah SAW pada shalat Jum’at dan beliau juga tidak selalu 
membaca surah Al Jumu’ah pada saat shalat Jum’at. 


Pasal keempat: Tentang hukum shalat jum’at 
Dalam bab ini terdapat empat masalah; 


Masalah pertama: Mandi Jum’at 


Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum mandi Jum’at; 
Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunah, sedangkan Ahli Zhahir 
berpendapat wajib. Dan secara keseluruhan semua ulama sepakat bahwa 
mandi Jum’at bukan merupakan syarat sahnya shalat. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi beberapa atsar yang ada. 
Dalam masalah ini terdapat hadits yang bersumber dari Abu Sa’id Al 
Khudri menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


fji 


Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1283), Ahmad (1/243) sedangkan 
yang bersumber dari Anas diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi (2046). 

Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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“Bersuci pada hari Jum ’at wajib atas setiap muslim seperti halnya 
mandi junub.'''^^‘^ 

Ada juga hadits Aisyah yang menyebutkan bahwa orang-orang 
bekerja kemudian pergi shalat Jum’at dengan kondisi mereka, lalu 
dikatakan, “Kalau saja kalian mandi (terlebih dahulu). Hadits yang 
pertama telah disepakati keshahihannya, dan yang kedua telah 
diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud. 


Secara tekstual, hadits Abu Sa’id Al Khudri menunjukkan wajibnya 
mandi Jum’at, sedangkan hadits Aisyah menyebutkan mandi Jum’at 
sebagai kebersihan dan bukan ibadah. Juga ada riwayat lain yang 
menyebutkan. 


CO-oJt)J Lj-i jj ^ 


“Barangsiapa yang berwudhu pada hari Jum ’at maka itu hal yang 
baik dan cukup, dan barangsiapa yang mandi maka itu lebih utama. 

Inilah nash tentang tidak wajibnya mandi Jum’at, hanya saja hadits 
tersebut dha'if. 


Permasalahan kedua: Wajibnya shalat Jum’at bagi orang yang 
berada di luar kota. 

Berkaitan dengan hal ini di antara ulama ada yang mengatakan 
bahwa shalat Jum’at tidak wajib bagi orang yang berada di luar kota (di 
luar daerahnya). Ada juga yang mengatakan bahwa shalat Jum’at tetap 
wajib, hanya saja terdapat banyak berbedaan dalam hal ini. Ada yang 
mengatakan orang yang berada di luar daerahnya dengan jarak berjalan 
satu hari, wajib menghadiri shalat Jum’at, namun pendapat ini syadz. Ada 
yang mengatakan bahwa orang yang berada di luar daerahnya dan masih 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (857, 895, 2665), Muslim (847), Abu Daud 
(341), An-Nasa i (1376) dan Ibnu Majah (1089). 

Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (902), Muslim (847), dan Abu Daud (1055). 
Hasan. HR. Abu Daud (354), At-Tirmidzi (497), An-Nasa'i (3/94), Ahmad (5/8, 
11, 15, 16, 22), Ad-Darimi (1/434), Ath-Thayalisi (1350), Ibnu Al Jarud (285), 
Ibnu Ja’d (986), Ibnu Khuzaimah (1757), Ath-Thabrani (7/617, 6818, 6820, 
6826), dan Al Baihaqi (1/295) (3/190), dianggap hasan oleh Al Albani dalam 
Shahih Abi Daud yang bersumber dari Anas, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah 
(1091), Ath-Thayalisi (2110) serta Al Baihaqi (1/296). 
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berjarak tiga mil, wajib mendatangi shalat Jum’at. Ada pula yang 
mengatakan bahwa orang yang pada umumnya mendengar adzan 
(panggilan shalat), wajib mendatangi shalat Jum’at selama berjara 
sekitar tiga mil dari tempat dikumandangkannya adzan. Kedua pendapa 
tersebut bersumber dari Imam Malik. Masalah ini terdapat dalam syarat 
wajibnya shalat Jum’at. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi atsar dalam masalah mi. 
Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa orang-orang pada masa 
Rasulullah SAW yang bertempat di pelosok mendatangi shalat Jum a 
dan jarak tempat mereka dengan Madinah waktu itu adalah tiga mi. 
Kemudian Abu Daud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, 

^ [y 

“Shalat Jum’at itu wajib atsar orang yang mendengar panggilan 
(adzan). Dan dalam riwayat lain disebutkan. 




"Shalat Jum’at wajib atas orang yang bermalam dengan 
keluarganya (tidak bepergian). Hanya saja hadits ini dha if. 


Masalah ketiga: Bersegera menghadiri shalat Jum’at 

Perbedaan pendapat ulama tentang keutamaan waktu pergi 
menghadiri shalat Jum’at bersumber dari sabda Rasulullah SAW, 

^ r 0 ^ 

' i' ^ ' *l 

'J) ^ 

'y J 'J'} 'J 

' ' ' ' ' '. i', 

A - jS L«J 0^3 
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Dha’i/: HR. Abu Daud (1056), Ad-Daruquthni (2/6), Al Baihaqi (3/173) dan 
dianggap diia 'if okh Al Albani, ia berkata, “Yang benar adalah maMgw/ 

Taf %dan. UR. At-Tirmidzi (502), Al Albani dalam Dha’if At-T.rmdn 

berkata, ^^Dha'ifjiddan (sangat lemah).” 
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“Barangsiapa yang pergi (untuk melaksanakan shalat Jum’at) 
pada waktu pertama, maka ia seperti berkurban seekor unta, 
barangsiapa yang pergi pada waktu kedua, ia seperti berkurban seekor 
sapi, barangsiapa yang pergi pada waktu ketiga, ia seperti berkurban 
seekor kambing, barangsiapa yang pergi pada waktu keempat, ia seperti 
berkurban seekor ayam, dan barangsiapa yang pergi pada waktu kelima, 
maka seperti berkurban telur. 

Menurut imam Syafi’i dan beberapa ulama lain, yang dimaskud 
dengan waktu dalam hadits tersebut adalah waktu siang. Menurut 
pandangan ini, dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum’at pada 
permulaan siang. Sedangkan menurut imam Malik bahwa yang dimaksud 
adalah bagian-bagian satu waktu sebelum dan sesudah tergelincirnya 
matahari. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang 
dimaksud adalah bagian-bagian waktu sebelum tergelincirnya matahari, 
dan inilah pendapat yang kuat mengingat wajibnya berangkat sebelum 
tergelincirnya matahari kecuali menurut pendapat ulama yang 
mengatakan bahwa wajib dalam ha! ini untuk makna keutamaan. 


Masalah keempat: Hukum jual beli pada saat shalat Jum’at. 

Berkaitan dengan perbedaan pendapat para ulama mengenai Jual- 
beli pada saat dikumandangkannya adzan Jum’at: di antara ulama ada 
yang berpendapat bahwa jual-beli batal tatkala adzan dikumandangkan 
dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jual-beli tersebut tidak 
batal. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan terhadap sesuatu 
yang pada dasarnya boleh dilakukan (mubah), kemudian apabila 
dikaitkan dengan suatu larangan, maka akan mengakibatkan 
rusak/batalnya sesuatu tersebut, atau tidak? 


Adab Shalat Jum’at 

Adab shalat Jum’at ada tiga macam, yaitu: memakai wewangian, 
bersiwak dan mengenakan pakaian yang baik. Tidak ada perbedaan 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (881), Muslim (850), Abu Daud (351), At- 
Tirmidzi (499), dan An-Nasa’i (1387) (3/99). 
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pendapat diantara ulama mengenai hal ini karena terdapat dalil-dalil yang 
menjelaskan tentang permasalahan tersebut. 

Bab IV 

Shalat Safar (dalam Perjalanan) 

Dalam bab ini terdapat dua pasal: 


Pasal pertama: Shalat Qashar 

Dalam kondisi bepergian (dalam perjalanan) boleh mengqashar 
shalat menurut kesepakatan ulama, adapun mengenai menjamaknya 
masih diperdebatkan di kalangan ulama. 

Berkaitan dengan shalat qashar, para ulama sepakat tentang 
bolehnya mengqashar shalat bagi musafir kecuali pendapat syadz dan 
Aisyah yang menyatakan bahwa qashar hanya boleh bagi orang yang 
berada dalam ketakutan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman 


Allah SWT, 



“Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. (Qs, An- 
Nisaa' [4]: 101). Mereka juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW hanya 
mengqashar dalam kondisi khawatir. 


Para ulama berbeda pendapat mengenai qashar dalam lima hal: 


Masalah pertama: Hukum Qashar 

Terdapat empat pendapat ulama mengenai hukum qashar: 

1. Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa hukum qashar 
adalah fardhu ain (wajib secara individual) bagi musafir. 

2 Ulama yang lain berpendapat bahwa hukum qashar atau 
menyempurnakan empat rakaat adalah wajib mukhayyar (pilihan) 
layaknya kewajiban membayar kafarat. 
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3. Sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum qashar adalah 
sunah. 

4. Dan ada juga ulama yang berbendapat bahwa qashar merupakan 
rukhshah (keringanan), dan menyempurnakan empat rakaat adalah lebih 
utama. 

Pendapat pertama dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para 
sahabatnya serta seluruh ulama Kufah. Pendapat kedua dipegang oleh 
beberapa pengikut Syafi’i. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Malik 
dalam riwayatnya yang masyhur. Pendapat keempat dikemukakan oleh 
SyafiM dalam riwayatnya yang masyhur, dan inilah pendapat yang dianut 
dan didukung oleh kebanyakan sahabatnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara makna 
(kontekstual) dengan lafadz (tekstual), di samping kontradiksi antara dalil 
praktis dengan makna (kontekstual) dan lafadz (tekstual). 

Secara makna, mengqashar shalat bagi musafir adalah sebagai 
rukhshah mengingat beban berat bepergian sama halnya seperti rukhshah 
bolehnya tidak berpuasa karena adanya beberapa hal. Hal ini diperkuat 
oleh hadits Ya’la bin Umayyah, ia berkata, “Aku pernah berkata kepada 
Umar mengenai firman Allah SWT, 

0* o! 

“Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. ” (Qs. An- 
Nisaa' [4]: 101) apakah yang dimaksud adalah qashar shalat dalam 
safar?” Umar menjawab, “Aku Juga pernah merasa heran sebagaimana 
yang engkau rasakan, lalu aku menanyakan —pertanyaan yang sama— 
kepada Rasulullah SAW, dan beliau menjawab, 

j'' ^ ^ o ^ ^ 

aSCCsi 

“(Qashar merupakan) sedekah yang disedekahkan oleh Allah 
kepada kalian, maka terimalah sedekah-Nya. Secara makna, qashar 
menurut riwayat di atas adalah rukhshah. Dan hadits Ibnu Qilabah yang 


Shahih. HR. Muslim (686), Abu Daud (1199) (1200), At-Tirmidzi (3034), An- 
Nasa’i (3/136), Ibnu Majah (1065), dan Ahmad (1/25, 36) bersumber dari Umar 
bin Khaththab. 
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diriwayatkan dari seseorang dan berasal dari Bani Amir, ia pernah 
mendatangi Nabi SAW, beliau lalu bersabda kepadanya, 


0 ^ 
yCJjl «iil' Ol 


"Sesungguhnya Allah meringankan puasa bagi musafir dan 
setengah dari shalat. Kedua riwayat ini terdapat dalam kitab shahih 
yang seluruhnya mengindikasikan makna memberikan keringanan, 
rukhshah dan menghilangkan kesulitan, bukan pembicaraan mengenai 
apakah qashar itu wajib atau sunah. 

Adapun atsar yang secara tekstual beseberangan dengan makna 
kontekstual di atas adalah atsar yang bersumber dari 'Aisyah yang 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, ia berkata, “Pada mulanya 
shalat diwajibkan dua rakaat dua rakaat, kemudian ditetapkan pada shalat 
Safar (bepergian) dan ditambah pada shalat (bagi yang) tidak 
bepergian.”^*^ 

Adapun dalil praktis yang beseberangan dengan makna kontesktual 
dan pemahaman atsar adalah bahwa Rasulullah SAW selalu mengqashar 
shalat ketika bepergian dan sama sekali tidak ada riwayat yang 
menyebutkan Rasulullah SAW menyempurnakan shalat empat rakaat saat 
bepergian. 

Bagi yang berpendapat bahwa qashar adalah sunah atau wajib, 
pijakannya adalah dengan mengartikan dalil praktis Rasulullah SAW 
yang menyebutkan bahwa beliau tidak pernah sama sekali 
menyempurnakan shalat empat rakaat apabila sedang bepergian, sebagai 
amalan sunah atau wajib. Bisa jadi amalan Rasulullah SAW tersebut 
adalah wajib mukhayyar atau sunah, atau bisa jadi fardhu ain. Hanya saja 
kemungkinan terakhir (wajib ain) tidak sesuai dengan makna kontekstual, 
dan kemungkinan rukhshah juga tidak sesuai dengan teks riwayat 
sehingga kemungkinan yang tersisa hanya antara wajib mukhayyar atau 
sunah. 


Shahih. HR. Abu Daud (2408), At-Tirmidzi (715), Ahmad (5/29) Ath- 
Thabarani dalam Al Mu’jam Al Kabir (1/263) (765, 766), dan Al Baihaqi 
(4/231) juga dinilai shahih oleh Al Albani dalam shahih Abi Daud. 

Muttafaq ‘alaih. HR. Al Bukhari (1090, 3935), Muslim (685), Abu Daud 
(1198), An-Nasa'i (1/225), Ahmad (6/224), dan Ad-Darimi (1/355). 
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Inilah salah satu langkah dalam menggabung beberapa dalil yang 
nampak sekilas saling betentangan. Alasan ulama yang men gatakan 
pendapat terakhir ini adalah karena Aisyah sendiri dalam riwayatnya 
yang masyhur pernah menyempurnakan shalat empat rakaat saat 
bepergian.^*^ 

Atha' meriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW pernah 
mengqashar dan menyempurnakan shalat dalam perjalanan, pernah puasa 
dan berbuka, pernah mengakhirkan Zhuhur dan menyegerakan Ashar 
serta pernah mengakhirkan Maghrib dan menyegerakan Isya’. Dan, di 
antara dalil yang saling bertentangan juga terdapat riwayat Anas^*^ dan 
Abu Nujaih Al Makki, ia berkata, “Aku berteman dengan para sahabat 
Muhammad SAW, dan aku menemukan di antara mereka ada yang 
menyempurnakan dan ada juga yang mengqashar, ada yang berpuasa dan 
ada yang berbuka, namun mereka tidak saling mencela satu sama lain. 
Dan tidak ada perbedaan pendapat tentang Aisyah dan Utsman bahwa 
keduanya menyempurnakan shalat, inilah perbedaan pendapat para ulama 
pada masalah pertama yang telah dibahas sebelumnya. 


Masalah kedua: Jarak perjalanan yang membolehkan qashar 

Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batasan 
jarak diwajibkannya mengqashar shalat. Imam Malik, Syafi’i, Ahmad 
dan ulama lain berpendapat bahwa jarak bolehnya shalat diqashar adalah 
empat burud, yaitu jarak perjalanan tidak cepat dan tidak lambat selama 
sehari semalam. Abu Hanifah dan para sahabatnya serta ulama Kufah 
berpendapat bahwa jarak minimal qashar adalah jarak perjalanan tiga hari 
tiga malam dan qashar hanya dibolehkan bagi orang yang bepergian dari 


Shahih. HR. Al Bukhari (1090), permulaan hadits Aisyah, “Pertama kali shalat 
diwajibkan dua rakaat, kemudian shalat dalam perjalanan ditetapkan, adapun 
yang tidak dalam perjalanan diberikan tambahan.” Az-Zuhri berkata, “Aku 
bertanya kepada Urwah, ‘Lantas mengapa Aisyah sendiri menyempurnakan 
shalat?’ Urwah menjawab, ‘Ia menakwilkan seperti halnya Utsman.” 

HR. Ad-Daruquthni (2/189), Al Baihaqi (3/141), sanadnya dinilai shahih oleh 
Ad-Daruquthni. Hadits Anas menyebutkan, “Aku melakukan perjalanan 
bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadhan, beliau berpuasa seperti halnya 
kami, beliau juga pernah tidak berpuasa seperti halnya kami, yang berpuasa 
tidak mencela yang tidak berpuasa dan yang tidak berpuasa tidak mencela yang 
berpuasa.” HR. Al Bukhari (1947), Muslim (1118), Abu Daud (2405), Al 
Baihaqi (4/244). 
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ujung ke ujung. Ahli Zhahir berpendapat bahwa qashar boleh dilakukan 
dalam semua perjalanan, baik jauh maupun dekat. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara makna 
kontekstual dengan teks riwayat. Secara makna, pengaruh perjalanan 
dalam qashar adalah karena adanya beban berat perjalanan seperti halnya 
pengaruh perjalanan terhadap kewajiban puasa. Jika memang demikian, 
maka standar qashar adalah dari sisi beratnya. (Artinya: apabila seorang 
musafir merasa berat dalam perjalanannya, maka boleh mengqashar 
shalat). Dan bagi yang hanya bersandar pada teks riwayat saja, maka 
sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, 

"Sesungguhnya Allah meringankan puasa bagi musafir dan 
setengah shalat. Maka semua orang yang melakukan perjalanan yang 
secara bahasa dapat dinamakan sebagai “musafir’ boleh mengqashar dan 
berbuka puasa. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat Muslim yang 
bersumber dari Umar bin Khaththab bahwa Nabi SAW pernah 

>>386 

mengqashar dalam jarak sekitar tujuh belas mil.” 

Ada juga yang berpendapat bahwa qashar hanya boleh bagi orang 
yang berada dalam kondisi ketakutan (khawatir) berdasarkan firman 
Allah SWT, 

• f' ^ f , 

13^ (*^ 

"Jika kalian takut diserang oleh orang-orang kafir. ” (Qs. An- 
Nisaa' [4]: 101) Ada yang mengatakan bahwa pendapat ini adalah milik 
Aisyah, alasan penganut pendapat ini bahwa Rasulullah SAW 
mengqashar shalat karena berada dalam keadaan khawatir. 

Adapun perbedaan pendapat ulama yang menggunakan standar 
beban berat perjalanan bersumber dari perbedaan pendapat sahabat dalam 
masalah yang sama. Pendapat empat burud diriwayatkan dari Ibnu Umar 
dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Malik. Pendapat tiga hari 
diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud, Utsman ibnu Affan dan yang 
lainnya. 


Takhrijnya telah disebutilcan terdahulu. 

HR. Muslim (296), An-Nasa*i (1436), Ahmad (1/29), dan Al Baihaqi (3/146). 
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Masalah ketiga: Jenis perjalanan yang membolehkan shalat qashar 

Permasalahan ketiga adalah perbedaan ulama mengenai jenis 
perjalanan yang membolehkan qashar. Ada yang perbendapat bahwa 
bolehnya qashar hanya terbatas pada perjalanan ibadah saja, seperti 
perjalanan haji, umrah dan jihad, diantara yang berpendapat seperti ini 
adalah Imam Ahmad. Juga, ada yang membolehkan qashar dalam 
perjalalan mubah, selama bukan maksiat. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Malik dan Syafi’i. Namun ada juga yang membolehkan qashar dalam 
semua jenis perjalanan, baik peijalanan ibadah, peijalanan mubah 
maupun perjalanan maksiat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu 
Hanifah, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi makna kontekstual atau 
teks riwayat dengan dalil praktis. Mereka yang memfokuskan pada beban 
berat perjalanan atau zhahir kata safar, maka tidak membedakan antara 
jenis-jenis perjalanan. Dan, yang mengacu pada dalil praktis mengatakan 
bahwa qashar tidak diperbolehkan pada selain perjalanan ibadah, karena 
Rasulullah SAW sama sekali tidak mengqashar shalat kecuali dalam 
perjalanan ibadah. Sedangkan yang membedakan antara perjalanan 
mubah dan perjalanan maksiat adalah bertujuan untuk mempersulit (agar 
tidak melakukan perjalanan kemaksiatan). 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah rukhshah dibolehkan bagi 
orang-orang yang berbuat maksiat atau tidak boleh? Masalah ini 
beseberangan dengan teks riwayat dan makna riwayat, karena itu para 
ulama berselisih pendapat. 


Masalah keempat: Tempat musafir memulai mengqashar shalat 

Pembahasan keempat adal 2 ih perbedaan ulama mengenai tempat 
musafir mulai mengqashar shalat. Dalam Al Mnwaththa', imam Malik 
menyebutkan bahwa orang yang hendak bepergian tidak boleh 
mengqashar shalat sebelum meninggalkan daerahnya (kampung halaman) 
dan tidak menyempurnakan (empat rakaat) sebelum melewati rumah 
pertama dari perkampungan yang bersangkutan. Telah diriwayatkan pula 
bahwa qashar tidak boleh dilakukan dalam perkampungan bersama 
kecuali setelah melewati jarak tiga mil. Jarak ini menurut Malik 
merupakan jarak terjauh wajibnya Jum’at bagi yang berada di luar Kota 
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sebagaimana yang terdapat dalam salah satu riwayatnya, pendapat 
pertama ini dikemukakan oleh jumhur ulama. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan antara makna kata dengan 
dalil praktis. Orang yang memulai perjalanan secara bahasa bisa disebut 
sebagai musafir. Dan bagi yang berpedoman pada makna, maka ketika 
seseorang telah meninggalkan perkampungannya, maka ia boleh 
mengqashar. Bagi yang berpedoman pada dalil praktis (yaitu perbuatan 
Rasulullah SAW) maka qashar tidak diperbolehkan kecuali jika telah 
meninggalkan perkampungan sejauh jarak tiga mil berdasarkan hadits 
shahih dari Anas, ia berkata, “Tatkala Rasulullah SAW bepergian sejauh 
tiga mil atau tiga farsakh, beliau shalat dua rakaat.” 


Masalah kelima: Batas waktu mengqashar shalat 

Banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai batas 
waktu bolehnya seorang musafir untuk mengqashar shalat ketika tinggal 
di suatu tempat, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Umar mencapai 
sebelas pendapat. Dan pendapat yang masyhur di kalangan ulama ada 
tiga, yaitu: 

1. Madzhab Maliki dan Syafi’i: Apabila seorang musafir berniat 
tinggal selama empat hari, maka ia harus menyempurnakan shalat. 

2. Madzhab Abu Hanifah dan Abu Sufyan: Apabila seorang 
musafir berniat tinggal lebih dari lima belas hari, maka harus 
menyempurnakan shalat. 

3. Madzhab Ahmad dan Daud; apabila seorang musafir berniat 
tinggal selama empat hari, maka harus menyempurnakan shalat. 

Sebab perbedaan pendapat; Masalah ini banyak dijelaskan oleh 
syariat, dan qiyas untuk menentukan batas waktu menurut para ulama 
adalah lemah. Karena itu semua madzhab yang ada bersandar pada 
indikasi dan kondisi yang dinukil dari Rasulullah SAW, apakah praktek 
Rasulullah SAW tersebut menunjukkan batas waktu mengqashar shalat 
ketika tinggal di suatu tempat atau apakah Rasulullah SAW 
menjadikannya sebagai hukum musafir. 


Shahih. HR. Muslim (691), Abu Daud (1201), Ahmad (3/129), dan dinilai 
shahih oleh Ibnu Hibban (2745). 
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Golongan pertama berhujjah dengan riwayat yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW tinggal di Mekkah selama tiga hari untuk umrah, 
dan beliau mengqashar.”^** Hanya saja riwayat ini tidak bisa dijadikan 
hujjah dalam penentuan batas akhir bolehnya mengqashar shalat. Hujjah 
riwayat tersebut hanyalah menyatakan bolehnya mengqashar shalat 
selama tiga hari atau kurang dari tiga hari. 

Golongan kedua berhujjah dengan riwayat yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW tinggal di Mekkah pada peristiwa penaklukan 
Kota Mekkah selama kurang lebih lima belas hari menurut sebagian 
riwayat. Riwayat yang lain menyebutkan tujuh belas hari dan ada juga 
yang menyebutkan delapan belas hari atau sembilan belas hari, dan 
selama masa itu Rasulullah SAW mengqashar shalat. Diriwayatkan oleh 
Al Bukhari dari Ibnu Abbas sesuai riwayat yang ada, seperti itulah 
pendapat masing-masing golongan yang terdapat dalam madzhab kedua 
ini. 

Golongan ketiga berhujjah dengan batas mukim Rasulullah SAW 
selama haji di Mekah, yaitu empat hari dengan mengqashar shalat. 

Hujjah yang digunakan madzhab Maliki adalah riwayat yang 
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW menetapkan waktu tiga hari 
mengqashar shalat di Mekah bagi kaum Muhajirin setelah menunaikan 
ibadah haji.”^*’ Menurut madzhab Maliki, riwayat tersebut menunjukkan 
tinggal selama tiga hari tidak bisa disebut sebagai “bermukim” bagi 
musafir dan inilah benang merah kesepakatan seluruh ulama. 
Pengambilan dalil ini dari praktek Rasulullah SAW, yaitu kapankah batas 
waktu akhir tinggalnya seorang musafir ketika berada di suatu tempat. 
Karena itulah mereka sepakat kalau saja tinggalnya seorang musafir di 
suatu tempat memiliki batas tertentu, maka di antara kalangan sahabat 
ada yang menilainya sebagai batas akhir bermukim. Selama dalam 
perjalanan, musafir boleh mengqashar shalat meskipun hendak tinggal 
sampai waktu yang tidak terbatas. 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (1081, 4297), Muslim (693), Abu Daud 
(1233), At-Tirmidzi (548), An-Nasa’i (3/121) (1437), Ibnu Majah (1077), 
Ahmad (3/187), dan Al Baihaqi (3/136). 

Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (3933), Muslim (1352), Abu Daud (2022), At- 
Tirmidzi (949), An-Nasa'i (3/122), Ibnu Majah (1073), Ahmad (5/52), dan Al 
Humaidi (844). 
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Bagi yang berpedoman pada batas minimal waktu bermukim, maka 
akan mentakwilkan batas maksimal untuk bermukim sebagaimana yang 
dikatakan oleh madzhab lain. Madzhab Maliki mengatakan bahwa batas 
lima belas hari yang dilalui Rasulullah SAW dalam peristiwa penaklukan 
Kota Mekah hanyalah sebagai waktu untuk bermukim saja, karena 
Rasulullah SAW sama sekali tidak berniat untuk tinggal selama empat 
hari, hal ini mengharuskan adanya waktu yang mereka batasi. 

Untuk berijtihad dalam masalah ini seyogyanya seorang mujtahid 
menempuh salah satu dari dua langkah; yaitu dengan menetapkan hukum 
untuk batas maksimal waktu bolehnya mengqashar shalat, sebagaimana 
diriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang lama waktu beliau 
mengqashar. Selanjutnya hukum tersebut dijadikan batasan dari sisi 
bahwa hukum asal dalam shalat adalah menyempurnakan empat rakaat 
sehingga dalam hal ini tidak boleh melebihi batas waktu untuk 
mengqashar shalat kecuali dengan dalil. 

Atau langkah kedua, yaitu mengacu pada hukum asal dalam 
masalah ini adalah batas minimal bolehnya mengqashar shalat sesuai 
ijma’ dan riwayat tentang tinggalnya Rasulullah SAW di suatu tempat 
dengan mengqashar shalat selang lebih lama dari batas waktu minimal 
tersebut. Kemungkinan Rasulullah SAW mengqashar pada saat 
bermukim di suatu tempat adalah karena sedang dalam perjalanan (safar) 
dan kemungkinan tinggalnya Rasulullah SAW di suatu tempat karena 
memang berniat untuk tinggal beberapa waktu dimana shalat boleh 
diqashar. Meskipun bisa jadi Rasulullah SAW akan tinggal lebih lama 
dari batas waktu tersebut, karena semua itu sebatas kemungkinan, maka 
hendaknya kita berpedoman pada hukum asal. 

Batas minimal bolehnya mengqashar shalat ada yang mengatakan 
sehari semalam. Pendapat ini dikemukakan oleh Rabi’ah bin Abu 
Abdurrahman. Dan diriwayatkan dari Hassan Al Bashri bahwa musafir 
boleh mengqashar shalat selamanya, kecuali jika menempati suatu tempat 
(bermukim). Pendapat ini berpedoman pada makna kata ''safar” yang 
berlaku bagi seorang musafir sampai ia mendatangi suatu Kota. 

Demikianlah beberapa permasalahan pokok yang berkaitan dengan 
qashar. 
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Pasal kedua: Shalat Jamak 


Ada tiga permasalahan yang berkaitan dengan jamak: 


Masalah pertama: Bolehnya menjamak shalat 

Dalam hal ini, para ulama sepakat menjamak antara shalat Zhuhur 
dengan Ashar di waktu Zhuhur di Arafah adalah sunah, dan antara shalat 
Maghrib dengan Isya’ diwaktu Isya’ di Muzdalifah adalah sunah. Namun 
mereka berbeda pendapat di selain dua tempat tersebut. Jumhur ulama 
membolehkannya meski di antara mereka terdapat perbedaan pendapat 
dimanakah tempat-tempat bolehnya menjamak shalat dan dimanakah 
tidak diperbolehkannya menjamak shalat. Sedangkan Abu Hanifah tidak 
membolehkan jamak di selain Arafah dan Muzdalifah secara mutlak. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertama,: perbedaan dalam 
menakwilkan berbagai riwayat tentang jamak serta cara pengambilan 
dalil atas bolehnya menjamak shalat, sebab seluruh riwayat yang ada 
dalam masalah jamak adalah praktek (perbutan Rasulullah SAW), bukan 
sabda, di samping itu dalil praktis bisa memunculkan berbagai 
kemungkinan jauh lebih banyak dari kemungkinan yang muncul dari teks 
riwayat. 

Kedua, perbedaan mereka dalam pens/jcr/i/Aan beberapa riwayat 
yang ada pada masalah jamak. 

Ketiga, perbedaan mereka dalam bolehnya memberlakukan qiyas 
pada jamak, yaitu ada tiga hal sebagaimana yang diketahui. 

Adapun dalil-dalil yang penakwilannya diperselisihkan, di 
antaranya adalah: Hadits Anas yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim, bahwa ia berkata, “Rasulullah SAW mengakhirkan Zhuhur 
sampai (tiba) waktu Ashar ketika bepergian sebelum matahari condong, 
kemudian beliau berhenti dan menjamak keduanya, tapi jika matahari 
telah condong, (beliau SAW) shalat Zhuhur dahulu kemudian 
berangkat.”^^ 

Hadits Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al Bukhari dan Muslim 
bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW ketika 


Muttafag ‘alaih. HR. Ai Bukhari (1111 dan 1112) dan Muslim (704). 
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menyegerakan perjalanan, beliau mengakhirkan Maghrib hingga 
menjamaknya dengan Isya'."^^' 

Hadits selanjutnya bersumber dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan 
oleh Malik dan Muslim, dimana Ibnu Abbas berkata, “Rasulullah SAW 
pernah shalat Zhuhur dan Ashar dengan menjamak, dan Maghrib serta 
Isya’ dengan menjamak pada saat tidak khawatir dan (bukan dalam) 
p>erjalanan.”^’^ 

Bagi mereka yang mengatakan bolehnya jamak sesuai beberapa 
riwayat tersebut, maka penakwilannya adalah Rasulullah SAW 
mengakhirkan Zhuhur pada waktu Ashar kemudian menjamak keduanya. 

Pendapat ulama Kufah mengatakan, Rasulullah SAW 
melaksanakan shalat Zhuhur di akhir waktu dan melaksanakan shalat 
Ashar di awal waktu, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits 
mengenai pengimaman Jibril. Mereka mengatakan berdasarkan hadits ini 
bahwa sah-sah saja menakwilkan hadits Ibnu Abbas sebab ada ijma 
tidak bolehnya menjamak bagi yang tidak bepergian dan tidak memiliki 
udzur. Mereka juga berhujjah dengan hadits Ibnu Mas ud RA, ia berkata, 
“Demi Dzat yang tiada llah yang berhak diibadahi dengan benar selain- 
Nya, tidakah Rasulullah SAW melakukan shalat kecuali pada waktunya 
kecuali dua shalat: menjamak antara Zhuhur dan Ashar di Arafah dan 
antara Maghrib dan Isya’ di Muzdalifah.”^’^ 

Mereka juga mengatakan bahwa riwayat-riwayat tersebut 
kemungkinan seperti yang kami takwilkan dan yang kalian takwikan. 
Penjelasan tentang waktu shalat tidak bisa dirubah. Karena itu, hukum 
asal tidak bisa dirubah dengan sesuatu yang masih menyimpan berbagai 
kemungkinan. 

Adapun dalil yang Vsshahiharmy^ diperdebatkan adalah: Riwayat 
Malik yang bersumber dari hadits Mu’adz bin Jabal: “Sesungguhnya 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (1091, 1092, 1106, 1109, 1668, 1673, 1905, 

3000) dan Muslim (703). . .. • 

Shahih. HR. Muslim (705), Abu Daud (1210), An-Nasa'i (1/290), At-Tirmidzi 

(187), dan Ahmad (1/354). 

Shahih. HR. An-Nasa'i (5/254) dalam As-Sunan Al Kubra (4005) dengan 
redaksi, “Rasulullah SAW senantiasa shalat pada waktunya kecuali di 
Muzdalifah dan Arafah.” Dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih An- 
Nasa'i. 
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mereka (para sahabat) pergi bersama Rasulullah SAW pada perang 
Tabuk, Rasulullah SAW menjamak antara Zhuhur dan Ashar, Maghrib 
dan Isya’.” ia berkata, “Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengakhirkan 
shalat, kemudian beliau keluar dan shalat Zhuhur dengan Ashar secara 
jamak kemudian masuk lagi kemudian keluar dan shalat Maghrib dan 
Isya’ dengan dijamak.”^^'* 

Andai saja hadits diatas shahih tentu akan lebih kuat dari hadits- 
hadits sebelumnya tentang bolehnya jamak. Sebab secara tekstual, 
Rasulullah SAW mendahulukan Isya’ di waktu Maghrib meski bisa 
dikatakan bahwa Rasulullah SAW mengakhirkan Maghrib sampai akhir 
waktu dan shalat Isya’ di awal waktu, hanya saja tidak bisa dipastikan 
secara pasti mengenai hal itu, bahkan teks yang disebutkan oleh perawi di 
atas masih mencakup beberapa kemungkinan. 

Adapun berpedaan pendapat mengenai bolehnya memberlakukan 
qiyas dalam hal ini adalah penyamaan semua shalat ketika dalam 
bepergian dengan shalat di Arafah dan Muzdalifah. Maksudnya, shalat 
boleh dijamak diqiyaskan pada shalat di Arafah dan Muzdalifah. Maka 
mungkin untuk dikatakan: Shalat wajib dilakukan ketika dalam 
perjalanan, maka boleh dijamak yang hukum asalnya adalah jamak yang 
dilakukan di Arafah dan Muzdalifah. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Salim bin Abdullah. Artinya, boleh memberlakukan qiyas dalam masalah 
ini, hanya saja qiyas dalam ibadah adalah lemah. Dan inilah penyebab 
perbedaan pendapat mengenai bolehnya menjamak shalat. 


Masalah kedua: Tata cara shalat jamak 

Dalam masalah kedua, yaitu bentuk jamak, terdapat perbedaan 
pendapat di kalangan ulama yang mengatakan bolehnya menjamak dalam 
perjalanan. Ada yang berpendapat, cara terbaik adalah dengan 
mengakhirkan shalat pertama kemudian dilakukan bersamaan dengan 
shalat kedua, namun jika keduanya dijamak secara bersamaan pada awal 
waktu juga boleh saja, inilah salah satu dari riwayat Imam Malik. Ada 
juga yang menyamakan antara dua perkara (yakni menjamak di awal 
waktu shalat atau sebaliknya), ini adalah pendapat imam Syafi’i, 


Shahih. HR. Muslim (706), Abu Daud (1206), At-Tirmidzi (554), An-Nasa’i 
(1/285), Ibnu Majah (1070), dan Ahmad (5/241, 242). 
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sebagaimana pendapat ini juga merupakan riwayat penduduk Madinah 
yang berasal dari Imam Malik. Riwayat pertama bersumber dari Ibnu 
Qasim dari Imam Malik. Tata cara tersebut dinilai yang terbaik menurut 
Imam Malik karena sesuai dengan hadits Anas yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim. Dan yang menyamakan antara kedua cara jamak 
tersebut berlandaskan karena tidak adanya pengaruh keadilan perawi 
dalam tarjih. Artinya, jika memang hadits Mu’adz shahih, maka wajib 
diamalkan seperti halnya wajib melaksanakan hadits Anas jika memang 
semua rawi kedua hadits tersebut adil, meskipun para perawi salah satu 
dari kedua hadits tersebut lebih adil. 

Masalah ketiga: Hal-hal yang membolehkan jamak 

Semua ulama yang membolehkan jamak sepakat bahwa bepergian 
adalah salah satu faktor yang membolehkan menjamak shalat, namun 
mereka berbeda pendapat mengenai bolehnya menjamak shalat bagi yang 
tidak bepergian. Mereka juga berbeda pendapat mengenai syarat-syarat 
bepergian yang membolehkan jamak. Adanya perbedaan ini karena di 
antara meraka ada yang menilai bepergian sebagai penyebab bolehnya 
menjamak, jenis bepergian dengan sifat bagaimana pun, namun ada juga 
yang mensyaratkan jenis bepergian tertentu. 

Diantara ulama yang mesyaratkan jenis bepergian tertentu adalah 
imam Malik dalam riwayat ibnu Qasim darinya. Imam Malik berkata, 
“Seorang musafir (orang yang sedang bepergian) tidak boleh menjamak 
shalat kecuali jika perjalanannya dirasa memberatkan. Ada juga yang 
tidak mensyaratkan hal itu, diantaranya adalah imam Syafi’i yang juga 
merupakan salah satu riwayat Imam Malik. Kelompok yang berpegang 
pada pendapat ini berhujah dengan perkataan Ibnu Umar, “Tatkala 
Rasulullah SAW menyegerakan perjalanan.”^^^ Kelompok yang tidak 
berpegangan pada hadits ini akan berhujjah pada dzahir hadits Anas dan 
lainnya. 

Mereka juga berbeda pendapat mengenai jenis bepergian yang 
membolehkan jamak sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ada 
yang berpendapat jenis bepergian yang membolehkan jamak adalah 
perjalanan ibadah, seperti haji dan perang. Inilah zhahir riwayat Ibnu 
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Qasim. Ada juga yang berpendapat Jenis bepergian yang membolehkan 
jamak adalah perjalanan mubah, bukan perjalanan maksiat. Pendapat ini 
dikemukakan oleh imam Syafi’i dan riwayat penduduk Madinah dari 
Imam Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Sama dengan sebab perbedaan 
pendapat tentang perjalanan yang membolehkan qashar, meski terdapat 
keumuman (Am) dalam hal tersebut, sebab riwayat-riwayat tentang 
qashar dinukil melalui perkataan dan perbuatan, sedangkan riwayat- 
riwayat tentang jamak hanya dinukil melalui perbuatan saja. Bagi mereka 
yang hanya membatasi jenis bepergian tertentu dimana Rasulullah SAW 
menjamak shalat, maka hanya membolehkan jamak dalam perjalanan 
ibadah saja, bukan perjalanan lain. Dan bagi mereka yang memahaminya 
sebagai rukhshah bagi musafir, maka boleh menjamak dalam semua 
perjalanan selain haji dan perang. 

Berkaitan dengan jamak bagi yang tidak bepergian tanpa adanya 
udzur, Malik dan kebanyakan ulama tidak membolehkan jamak. 
Sedangkan menurut sebagian Ahiu Zhahir dan Asyhab dari kalangan 
sahabat Malik membolehkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pendapat mereka dalam 
memahami hadits Ibnu Abbas. Diantara mereka ada yang menakwilkan 
bolehnya menjamak bagi yang tidak bepergian karena halangan hujan, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Malik. Ada juga yang mengacu 
pada keumuman secara mutlak. Imam Muslim menyebutkan tambahan 
riwayat dalam haditsnya, yaitu hadits, ‘‘Pada saat (tidak dalam keadaan) 
takut, bepergian maupun hujan. Hadits inilah yang dijadikan 
pegangan oleh Ahlu Zhahir. 

Jamak dibolehkan menurut Syafi’i bagi yang tidak bepergian, 
namun terdapat halangan hujan, baik di waktu siang maupun malam. 
Sedangkan menurut Malik, boleh di waktu malam dan tidak boleh di 
waktu siang. Malik juga membolehkan jamak ketika jalanan berlumpur di 
malam hari. Imam Syafi’i mengkritik Malik karena membedakan antara 
shalat di siang hari dengan shalat di malam hari, sebab ia meriwayatkan 
hadits dan menakwiIkannya dengan mengkhususkan keumaman hadits 
berdasarkan qiyas dan ia berkata ketika menukil perkataan Ibnu Abbas 
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yang menyebutkan, “Rasulullah SAW pernah menjamak antara Zhuhur 
dan Ashar serta Maghrib dan Isya’ pada saat tidak dalam keadaan takut 
maupun bepergian.”'"’ Menurut Malik, jamak tersebut berlaku pada saat 
hujan yang menurut ijma’ ulama, hal itu (pengkhususan keumaman 
hadits dengan dalil qiyas) tidak diperbolehkan. Malik tidak mengambil 
perkataan Ibnu Abbas, “Menjamak antara Zhuhur dan Ashar” dan hanya 
mengambil “Maghrib dan Isya’” kemudian ditakwilkan. 

Menurut saya (Ibnu Rusyd) bahwa Malik menolak sebagian isi 
hadits tersebut karena bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. 
Adapun yang tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah, 
maka ia mengambilnya, yaitu jamak antara Maghrib dan Isya bagi yang 
tidak bepergian berdasarkan riwayat Ibnu Umar, ketika mengumpulkan 
para pemimpin, ia menjamak antara Maghrib dan Isya bersama mereka. 
Permasalahannya, amalan penduduk Madinah untuk dijadikan dalil syar i 
itu sendiri masih perlu dikaji ulang. Para pengikut guru-guru madzhab 
Maliki mengatakan, ‘itu (amalan penduduk Madinah) merupakan ijma . 
Akan tetapi pendapat semcam ini tidak kuat, karena ijma sebagian umat 
saja tidak bisa dijadikan hujjah. Sedangakan ulama kalangan akhir 
madzhab Maliki mengatakan bahwa amalan penduduk Madinah adalah 
penukilan secara mutawatir. Sebagai landasan hukumnya menurut 
mereka dalam hal ini adalah ukuran sha dan lain sebagainya yang 
dinukil oleh penduduk Madinah dari generasi salaf. Amalan hanya 
merupakan perbuatan dan perbuatan tidak menunjukkan kemutawatiran 
kecuali jika dikuatkan dengan perkataan, karena penukilan hadits 
mutawatir hanya dengan cara pemberitahuan melalui ucapan, bukan 
dengan amalan. Amalan yang dijadikan sebagai hadits mutawatir 
merupakan hal yang tidak boleh dan sulit diterima. 

Menurut saya (Ibnu Rusyd) hal ini lebih mirip dengan sesuatu yang 
telah menyebar luas dan dilakukan banyak orang sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Abu Hanifah. Sunnah seperti ini yang sering terjadi 
dan yang sebab-sebabnya sering terulang tidak boleh dimansukh 
(dihapus) dan dilakukan oleh penduduk Madinah yang mereka lakukan 
secara turun temurun dari generasi salaf Dan, praktek ini lebih umum 
daripada pandangan Abu Hanifah di atas, karena penduduk Madinah 
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lebih cermat untuk mengikuti amalan generasi-generasi sebelumnya yang 
oleh Abu Hanifah dianggap sebagai salah satu cara penukilan riwayat. 

Secara keseluruhan, amalan penduduk Madinah merupakan 
indikasi (garinah) jika disertai dengan penjelasan riwayat. Jika 
penjelasan riwayat sesuai dengan praktek penduduk Madinah maka 
praktek tersebut menunjukkan dugaan besar, namun apabila 
bertentangan, maka praktek tersebut menunjukkan lemahnya dugaan. 
Kemudian apakah garinah tersebut bisa mencapai tingkatan yang dapat 
menggugurkan hadits-hadits ahad (yang diriwayatkan oleh satu orang) 
itu sendiri pun masih perlu dikaji lebih lanjut. Nampaknya, ada beberapa 
garinah yang dapat menggugurkan hadits ahad dan ada juga yang tidak, 
mengingat perbedaan tingkatan praktek yang banyak menyebar dan 
dilakukan orang. Jelasnya, setiap ada Sunnah yang sangat dibutuhkan 
oleh mukallaf yang banyak dilakukan dan diulang maka penukilan 
Sunnah melalui jalur hadits ahad dengan tanpa penukilan sabda maupun 
praktek adalah lemah, sehingga dalam hal ini ada dua kemungkinan: 
kemungkinan praktek tersebut telah dihapus hukumnya (mansukh) atau 
terdapat kekeliruan dalam penukilannya. Masalah seperti ini telah 
dijelaskan oleh ulama ahli kalam, seperti Abu Ma’ali dan yang lainnya. 

Adapun yang berkaitan dengan jamak pada saat tidak bepergian 
bagi orang sakit: Malik membolehkan jika dikhawatirkan akan pingsan 
atau mengalami sakit pada perutnya apabila tidak menjamak shalat 
tersebut. Namun Syafi’i tidak membolehkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pendapat tentang 
penyebab jamak dalam perjalanan (beban berat) apakah bisa berlaku pada 
sebab lainnya ataukah tidak? Bagi mereka yang berpandangan bahwa 
sebab tersebut berlaku pada sebab-sebab yang lain maka hal itu 
merupakan sesuatu yang lebih utama dan lebih layak karena beban berat 
bagi orang yang sakit dalam mengerjakan shalat seperti biasanya adalah 
lebih berat jika dibandingkan dengan musafir. Dan bagi yang tidak 
berpandangan demikian atau dinyatakan sebagai penyebab terbatas (‘illah 
gashirah) maka hukum jamak hanya terbatas pada bepergian saja, bukan 
untuk yang lain. Artinya, tidak boleh menjamak meski yang bersangkutan 
sedang sakit. 
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Shalat Khauf 

Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya melakukan shalat 
it/iaw/(shalat orang dalam ketakutan) sepeninggal Rasulullah SAW dan 
mengenai tata cara shalat khauf. 


1 - Hukum shalat khauf 

Mayoritas ulama menilai bahwa shalat khauf adalah boleh 
berdasarkan firman Allah SWT, 

f» . 
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"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah 
mengapa kamu mengasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang- 
orang kafir." (Qs. An-Nisaa' [4]: 101). Juga berdasarkan praktek 
Rasulullah SAW dan praktek para khalifah sesudahnya. Namun Abu 
Yusuf dari kalangan sahabat Abu Hanifah memiliki pandangan yang 
berbeda, ia mengatakan bahwa shalat ^/law/tidak boleh dilakukan dengan 
seorang imam saja, melainkan harus dengan dua orang imam. Masing- 
masing kelompok shalat melakukan dua rakaat; kelompok pertama shalat 
dua rakaat dengan imam pertama, dan kelompok kedua berjaga-jaga 
kemudian shalat dua rakaat dengan imam kedua dan dijaga oleh 
kelompok pertama yang telah selesai mengerjakan shalat. 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah shalat khauf yang dilakukan 
oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat merupakan ibadah atau 
hanya karena keutamaan Nabi SAW? Bagi yang menilai shalat khauf 
sebagai ibadah tidaklah memandangnya sebagai kekhususan Nabi SAW. 
Dan bagi yang menilai shalat khauf sebagai keutamaan Nabi SAW, maka 
memandangnya sebagai kekhususan Nabi. Jika tidak demikian, maka bisa 
saja jamaah shalat khauf melakukan shalat dengan dua orang imam. 
Adanya Rasulullah SAW bersama para sahabat melakukan shalat khauf 
dengan satu imam (yaitu Rasulullah SAW) karena hal itu merupakan 
salah satu kekhususan Nabi SAW. Pendapat ini menurut mereka 
dikuatkan dengan penakwilan dalil khitab yang dipahami dari firman 
Allah SWT, 
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"Dan jika engkau berada diantara mereka lalu mendirikan untuk 
mereka shalat. ” (Qs. An-Nisaa' [4]: 102) 

Sebagian ulama Syam berpendapat bahwa shalat khauf ditunda 
hingga keadaan menjadi aman, sebagaimana yang dilakukan oleh 
Rasulullah SAW dalam perang Khandak.^^* Akan tetapi Jumhur ulama 
menilai bahwa praktek Rasulullah SAW pada perang Khandak itu 
sebelum turunnya syariat shalat khauf sehingga praktek tersebut mansukh 
(dihapus). 




2 - Tata cara shalat khauf 

Berkaitan dengan tata cara shalat khauf terdapat banyak perbedaan 
pendapat di kalangan ulama berdasarkan perbedaan atsar yang ada 
(yakni; yang dinukil dari praktek Rasulullah SAW dalam mengerjakan 
shalat khauf). Diantaranya ada tujuh tata cara shalat khauf yang masyhur, 
yaitu sebagai berikut; 

Cara pertama: Seperti yang diriwayatkan oleh Malik dan Muslim 
bersumber dari hadits Shalih bin Khawwat dari orang yang pernah 
melakukan shalat khauf bersama Rasulullah SAW dalam perang 
Dzaturriqa, “Bahwa satu kelompok berbaris bersama Rasulullah, dan 
kelompok lainnya berbaris menghadap musuh, kemudian kelompok yang 
ada bersama Rasulullah shalat satu rakaat dan beliau tetap berdiri. Lalu 
mereka melanjutkan sendiri-sendiri, dan setelah itu mereka beranjak 
menghadapi musuh. Kemudian kelompok kedua datang dan Rasulullah 
shalat bersama mereka satu rakaat sisanya, lalu beliau tetap duduk 
sedangkan kelompok kedua menyempurnakannya sendiri-sendiri, setelah 


Mengisyaratkan kepada hadits Jabir bin Abdillah bahwa Umar bin Khaththab 
pada saat perang Khandaq mencela habis-habisan orang-orang kafir Quraiys, 
kemudian ia berkata, “Wahai Rasulullah, saya belum melaksanakan shalat 
(Ashar) hingga matahari hampir tenggelam.” maka Rasulullah SAW bersabda, 
"Demi Allah, seandainya saja engkau menunaikannya." lalu kami singgah di 
Bathan, di situ Rasulullah SAW berwudhu dan kami pun berwudhu, lalu beliau 
SAW shalat Ashar setelah matahari tenggelam dan dilanjutkan dengan shalat 
Maghrib. HR. Al Bukhari (596, 641, 945, 4112), Muslim (631), At-Tirmidzi 
(2180) An-Nasa'i(1365). 
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itu Rasulullah salam bersama mereka.”^^^ Tata cara seperti inilah yang 
dianut oleh imam Syafi’i. 

Cara kedua: Malik meriwayatkan hadits ini dari Qasim bin 
Muhammad dari Shalih bin Khawwat secara mauquf seperti hadits Yazid 
bin Rumman, “Tatkala Rasulullah SAW menyelesaikan satu rakaat 
dengan kelompok kedua, beliau langsung salam tanpa menunggu mereka 
menyelesaikan shalatT^"® Malik memilih tata cara ini. Syaffi lebih 
mengedepankan riwayat yang bersambung daripada yang mauguf, 
sedangkan Malik lebih mengutamakan riwayat mauguf karena sesuai 
dengan kaidah asas, yaitu seorang imam tidak boleh duduk sampai 
kelompok kedua selesai shalat, karena dijadikannya imam hanya untuk 
diikuti dan tidak mengikuti. 

Cara ketiga: Disebutkan dalam hadits Abu Ubaidah bin Abdullah 
bin Mas’ud dari ayahnya. Diriwayatkan oleh Tsauri dan jama'ah serta 
dikeluarkan oleh Abu Daud, bahwa ia berkata, “Rasulullah SAW 
melaksanakan shalat khauf bersama satu kelompok dan kelompok lainnya 
menghadap ke musuh. Rasulullah SAW shalat satu rakaat dengan dua 
kali sujud dengan kelompok yang ada bersama beliau, kemudian mereka 
beranjak tanpa salam dan berdiri menghadap musuh, lalu kelompok 
kedua datang dan shalat bersama Rasulullah SAW satu rakaat kemudian 
salam, selanjutnya kelompok ini berdiri dan menyempurnakan satu rakaat 
sendiri-sendiri lalu salam, kemudian menggantikan posisi kelompok yang 
menghadap ke arah musuh. Lalu kelompok pertama kembali ke tempat 
shalat semula dan menyempurnakan satu rakaat sendiri-sendiri hingga 
salam.”'‘°' Cara seperti inilah yang dianut oleh Abu Hanifah dan para 
sahabatnya, kecuali Abu Yusuf sebagaimana yang telah disinggung 
sebelumnya. 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (4129,4131), Muslim (142), Abu Daud (1237) 
(1238) (1239), At-Tirmidzi (565), An-Nasa’i (1535), Ibnu Majah (1259) dan 
Ahmad (3/448). 

HR. Malik (1/183) (441). . 

‘’®' Dha'if. HR. Abu Daud (1244), Ahmad (1/375, 409), Ibnu Abi Syaibah (2/362), 
Abdurrazzak (2/508), Ath-Thahawi (1/184), Abu Ya’la (5332), Ad-Daruquthni 
(2/61), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (10/182), Al Baihaqi (3/261), semua 
perawinya tsigah, hanya saja terputus karena Abu Ubaidah tidak pernah 
meriwayatkan dari ayahnya, Abdullah bin Mas’ud. 
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Cara keempat: Disebutkan dalam hadits Abu Iyash Az-Zarqa, ia 
berkata, “Kami pernah bersama Rasulullah SAW di Ashfan, kaum 
musyrik dipimpin oleh Khalid bin Walid, kami kemudian shalat Dzuhur. 
Orang-orang musyrik berkata, “Kami menemukan kelengahan mereka, 
andai kita menyerang mereka ketika melakukan shalat.” Kemudian Allah 
SWT menurunkan ayat tentang shalat qashar antara Dzuhur dengan 
Ashar. Ketika waktu Ashar tiba, Rasulullah SAW berdiri menghadap 
Qiblat sedangkan kaum musyrikin berada di hadapan beliau. Satu shaf 
shalat di belakang Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh shaf lainnya. 
Rasulullah SAW pun ruku’ dan diikuti oleh semua kaum muslimin. 
Kemudian Rasulullah sujud dan hanya diikuti oleh satu shaf yang tepat di 
belakang beliau, sedangkan shaf lain tetap berdiri berjaga-jaga. Setelah 
shaf terdepan sujud dan berdiri, shaf yang di belakang baru sujud, 
kemudian shaf terdepan mundur ke tempat shaf belakangnya dan shaf 
kedua maju ke shaf terdepan, kemudian Rasulullah ruku’ dan mereka 
semua pun ruku’, lalu Rasulullah sujud dan diikuti oleh shaf yang tepat di 
belakang beliau, sedangkan shaf lainnya tetap berdiri berjaga-jaga. 
Setelah Rasulullah duduk bersama shaf terdepan, shaf yang di belakang 
sujud dan setelah itu duduk semua, kemudian mengucapkan salam 
bersama.Cara seperti ini dilakukan Rasulullah SAW pada peristiwa 
Ashfan dan Bani Sulaim. 

Abu Daud berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari Jabir bin Abbas, 
Mujahid, Abu Musa, Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Nabi SAW, 
pendapat ini juga dipegang oleh Ats-Tsauri, dan yang paling antisipatif 
Maksudnya, dalam tata cara ini tidak ada perbedaan besar dengan praktek 
shalat biasanya. Cara seperti ini adalah pendapat para pengikut Malik dan 
Syafi’i. Juga diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir, ia berkata, 
“Sebagaimana yang dilakukan oleh para penjaga keamanan kalian 
terhadap para pemimpinnya.” 

Cara kelima: Disebutkan dalam hadits Hudzaifah, Tsa’labah ibnu 
Zahdam berkata, “Kami pernah bersama Sa’id bin Al Ashi di 
Thuberestan, kemudian ia berdiri dan berkata, ‘Siapakah di antara kalian 
yang pernah melakukan shalat khauf bersama Rasulullah SAW?’ 


Shahih. HR. Abu Daud (1236), An-Nasa'i (3/176), Ahmad (4/60), Ath- 
Thayalisi (1347), Ad-Daruquthni (3/60), Hakim (1/337), Al Baihaqi (3/256). 
Dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abi Daud 
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Hudzaifah menjawab, ‘Aku.’ Kemudian Hudzaifah shalat dengan mereka 
satu rakaat, dan mereka tidak menqadha.”“ Hanya saja riwayat mi 
sangat bertentangan dengan hukum asal. 

Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Shalat berdasarkan 
sabda Nabi kalian adalah empat rakaat, dalam perjalanan dua rakaat dan 
dalam peperangan satu rakaat.”^*^ Dan Ats-Tsauri membolehkan cara 

seperti ini. 

Cara keenam: Disebutkan dalam hadits Abu Bakrah dan hadits 
Jabir dari Nabi SAW, “Bahwasanya Rasulullah SAW shalat dua rakaat- 
dua rakaat dengan masing-masing dari dua kelompok.” Cara seperti ini 
yang pernah difatwakan oleh Al Hasan. Dalam cara im terdapat dahi 
yang membolehkan adanya perbedaan niat imam dan makmum, karena 
imam berniat menyempurnakan empat rakaat sedangkan makmum 
berniat mengqashar shalat. Riwayat ini dikeluarkan oleh Muslim dan 

Jabir.'*”* 

Cara ketujuh: Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar dari Nabi 
SAW ketika ditanya mengenai shalat khauf, beliau menjawab, Seorang 
imam maju ke depan diikuti oleh satu kelompok, kemudian shalat dengan 
mereka satu rakaat dan kelompok kedua berada di antara imam dan 
musuh kemudian shalat bersama imam satu rakaat, lalu imam 
menyelesaikan shalat dua rakaat, setelah itu masing-masing dan kedua 
kelompok maju dan menyempurnakan satu rakaat lagi sendin-sen iri 
setelah imam usai, dengan demikian masing-masing kelompok shalat dua 
rakaat. Tapi jika kondisinya lebih genting, boleh shalat dengan berjalan, 
berdiri, berkendara, menghadap Qiblat atau pun tidak.” Diantara ulama 


Shahih HR. Abu Daud (1246), An-Nasa i (3/167, 168), Ahmad (5 /j85, j 95 
404 406) dan Abdurrazzak (4249), dianggap shahih oleh p'*^™^** 
(1343), Al Baihaqi (3/261, 262), juga dinilai shahih oleh Al Albani dalam 

•“ (687), Abu Daud 

Ibnu Majah (1068), dan Ahmad (1/237,243,251,254 349, 355, 

Shahih HR Abu Daud (1248), An-Nasa'i (3/178, 179), 

Thayalisi (877), Ad-Daruquthni (2/61), Al Baihaqi (3/259), dimlai shahih oleh 

fhahfkUR. Muslim (843), dinyatakan sebagai hadits mu^llag 
(4136), Ahmad (3/364, 390) dinilai shahih oleh Ibnu Huzimah (135 j), Ib 
Hibban (2882,2883,2884), Ad-Daruquthni (2/60, 61), serta Al Bpaqi (j/2 ). 

Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (4133, 942, 4133) dan Muslim (839). 
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yang berpendapat seperti ini adalah Asyhab yang bersumber dari Malik 
dan jamaah. 

Abu Umar berkata, “Hujjah bagi mereka yang berpendapat sesuai 
hadits Ibnu Umar ini adalah karena dinukil oleh imam-imam penduduk 
Madinah dan mereka adalah sebagai landasan dalam penukilan riwayat 
dari generasi sebelum mereka. Tata cara seperti ini Juga sesuai dengan 
hukum asal karena kelompok pertama dan kedua tidak mengqadha rakaat 
kedua, kecuali setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalat, sama 
seperti yang terdapat dalam tata cara qadha shalat umumnya. Menurut 
mayoritas ulama, hadits ini menyebutkan tata cara shalat khauf dalam 
kondisi yang sangat genting sehingga boleh menghadap Qiblat dan tidak, 
dan boleh dengan isyarat saja tanpa ruku’ dan sujud, namun tata cara ini 
tidak disetujui oleh Abu Hanifah karena menurutnya shalat khauf harus 
menghadap Qiblat, dan seseorang tidak boleh shalat ketika dalam kondisi 
saling menyerang dengan pedang. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara praktek shalat 
khauf dengan hukum asal. Ada sekelompok kaum yang berpendapat 
bahwa semua cara di atas boleh dilakukan, dan dalam prakteknya boleh 
dipilih sesuai kehendaknya. Ada juga yang mengatakan bahwa perbedaan 
tata cara shalat berdasarkan perbedaan tempat. 

Bab VI 

Shalat orang sakit 

Para ulama bersepakat bahwa orang sakit tetap diwajibkan shalat, 
hanya saja kewajiban berdiri menjadi gugur jika memang tidak mampu, 
dan ia boleh shalat dengan duduk. Begitu pula dengan kewajiban ruku 
dan sujud menjadi gugur jika memang tidak mampu, dan untuk ruku’ dan 
sujud cukup menggunakan isyarat saja. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai siapakah yang 
boleh shalat dengan duduk, posisi duduk, posisi orang yang tidak mampu 
duduk dan tidak mampu berdiri. 

Berkaitan dengan siapakah yang boleh shalat dengan duduk: 
Sebagian ulama mengatakan bahwa yang boleh shalat dengan duduk 
adalah orang yang tidak mampu berdiri sama sekali. Sebagian yang 
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lainnya mengatakan yang boleh shalat dengan duduk adalah orang sakit 
yang merasa kesulitan untuk berdiri, dan ini adalah pendapat Malik. 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah kewajiban berdiri gugur 
karena faktor “tidak mampu” atau cukup hanya karena merasa berat 
untuk melakukannya? Hanya saja tidak terdapat nash yang jelas dalam 
permasalahan ini. 

Tentang posisi duduk, sebagian ulama menyatakan “Duduk 
bersila”. Menurut Ibnu Mas’ud, “Duduk bersilah itu makruh. Bagi yang 
berpendapat duduk bersila, ia menyatakan tidak ada bedanya dengan 
duduk tasyahud. Dan bagi yang memakruhkannya karena duduk bersila 
tidak sesuai dengan tata cara duduk dalam shalat. 

Adapun cara shalat bagi yang tidak mampu berdiri maupun duduk, 
maka sekelompok ulama mengatakan, “Hendaknya shalat dengan 
berbaring.” Sekelompok ulama lain mengatakan, “Hendaknya melakukan 
shalat dengan cara apa pun yang mudah baginya.” Kelompok lain 
mengatakan, “Hendaknya shalat dengan menghadapkan kaki ke arah 
Qiblat.” Ada juga yang mengatakan, “Apabila tidak bisa duduk, maka 
hendaknya melakukan shalat dengan cara berbaring dan posisi miring, 
jika tidak bisa juga maka shalat dengan menghadapkan kaki ke arah 
Qiblat sebatas kemampuannya. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh 
Ibnu Mundzir. 


Bagian Keempat: Mengqadha Shalat dan Menutupi Kekeliruan 
dalam Shalat 

Bagian ini mencakup tata cara shalat yang bukan ada , bisa jadi 
mengulang, qadha, atau menutupi kelebihan dan kekurangan dengan 
sujud sahwi. 

Dalam bagian ini terdapat tiga bab: 

Babi 

Mengulangi Shalat (Hal-Hal yang Dapat Merusak Shalat) 

Dalam bab ini akan dibahas tentang sebab-sebab yang 
mengharuskan pengulangan shalat (yakni: hal-hal yang membatalkan 
shalat). Semua ulama sepakat bahwa bagi orang yang shalat tanpa 
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bersuci, maka ia wajib mengulanginya baik segaja atau pun lupa, begitu 
juga bagi orang yang shalat tidak menghadap Qiblat, baik secara sengaja 
maupun tidak. 

Secara global, setiap orang yang kehilangan salah satu syarat 
sahnya shalat, maka ia wajib mengulangi shalatnya, hanya saja mereka 
berbeda pendapat mengenai syarat-syarat sahnya shalat tersebut. 

Berikut beberapa masalah yang berkaitan dengan bab ini di luar 
yang dijelaskan dalam kewajiban-kewajiban shalat. Berikut beberapa 
masalah yang diperdebatkan oleh ulama: 


Masalah pertama: Hadats 

Seluruh ulama sepakat bahwa hadats membatalkan shalat, hanya 
saja mereka berbeda pendapat apakah mengharuskan pengulangan shalat 
dari awal jika yang bersangkutan telah menunaikan satu atau dua rakaat 
sebelum berhadats ataukah melanjutkan rakaat berikutnya? 

Jumhur ulama berpendapat tidak boleh melanjutkan, baik karena 
hadats atau pun hal-hal lain yang membatalkan shalat, kecuali apabila 
hanya mengalami mimisan. Ada juga yang berpendapat tidak boleh 
melanjutkan shalat baik karena hadats maupun mimisan, ini adalah 
pendapat Syafi’i. Sementara ulama Kufah berpendapat boleh melanjutkan 
shalat yang batal karena jenis hadats apapun. 

Sebab perbedaan pendapat: Tidak adanya riwayat dari Rasulullah 
SAW yang menjelaskan bolehnya melanjutkan shalat yang batal karena 
hadats. Yang ada hanya bersumber dari Ibnu Umar, bahwa ia pernah 
mimisan ketika shalat dan tetap meneruskan shalat tanpa berwudhu lagi. 

Bagi yang beranggapan bahwa praktek sahabat seperti ini berlaku 
secara taugif sebab dalam hal ibadah seperti ini tidak mungkin dilakukan 
kecuali dengan qiyas, maka boleh meneruskan shalat meskipun 
berhadats. Bagi yang beranggapan bahwa mimisan bukan merupakan 
hadats, maka boleh meneruskan shalat, ini adalah pendapat Malik. 
Sedangkan bagi yang menilai mimisan sebagai hadats, maka bisa 
diqiyaskan pada hadats lain, yaitu ketika berhadatas boleh melanjutkan 
shalat. Adapun bagi yang beranggapan bahwa ibadah seperti ini adalah 
sesuatu yang diketahui dengan cara taugif, maka tidak membolehkan 
untuk berpegang pada qiyas dan hanya berpegang pada dalil dari 
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Rasulullah SAW, karena ijma’ menyatakan ketika seseorang shalat 
menghadap ke arah selain Qiblat, maka shalatnya telah batal, begitu pula 
jika banyak bergerak dalam shalat, dengan demikian tidak boleh 
meneruskan shalat, baik karena hadats maupun mimisan. 


Masalah kedua: Lewat di hadapan orang yang sedang shalat 

Para ulama berbeda pendapat, apakah adanya sesuatu yang lewat di 
hadapan orang shalat tanpa mengenakan pembatas membatalkan shalat 
atau tidak? Dan apakah sesuatu yang lewat di antara pembatas shalat dan 
orang yang sedang shalat membatalkan shalat? 

Jumhur ulama berpendapat shalatnya tidak batal dan tidak harus 
mengulanginya. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa 
yang bisa membatalkan shalat adalah wanita, keledai dan anjing hitam. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara perkataan dan 
perbuatan. Disebutkan dalam riwayat Muslim yang bersumber dari Abu 
Dzar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 




"Hal yang dapat membatalkan shalat: wanita, keledai dan anjing 

hitam. 

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, 
“Aku melihat diriku terlentang seperti jenazah di hadapan Rasulullah 
ketika beliau shalat.”"*®’ Dan diriwayatkan pula seperti pendapat jumhur 
dari Ali dan dari Ubay. 

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai makruhnya lewat di 
hadapan orang yang sedang shalat sendirian atau pun imam ketika shalat 
tanpa mengenakan pembatas atau lewat di antara orang yang shalat dan 
pembatas. 

Para ulama juga tidak mempermasalahkan orang yang lewat di 
balik pembatas atau lewat di hadapan makmum berdasarkan hadits Ibnu 
Abbas dan lainnya yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Ibnu 


‘'®* Shahih. HR. Muslim (510), Abu Daud (702), At-Tirmidzi (338), An-Nasa'i 
(2/63) Ibnu Majah (3210), Ahmad (5/149, 161), dan Ath-Thayalisi (453). 
Muttafaq ‘alaih. HR. Al Bukhari (383, 515), Muslim (512), Ibnu Majah (956), 
Ahmad (6/126), Ath-Thayalisi (1452), Al Baihaqi (2/275). 
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Abbas berkata, “Aku hendak naik keledai (ingin pulang dan mandi) 
karena pada waktu itu, aku telah bermimpi (basah). Ketika itu Rasulullah 
SAW sedang shalat bersama kaum muslimin, aku pun melewati beberapa 
shaf, hingga sampai ke rumah dan aku biarkan keledaiku makan. Setelah 
itu aku masuk ke shaf lagi dan tidak ada seorang pun yang 
mengingkariku dengan hal itu.”^'*^ Riwayat ini menurut jumhur berlaku 
seperti hadits, hanya saja perlu dikaji ulang. 

Kesepakatan jumhur atas makruhnya lewat di hadapan orang shalat 
adalah karena adanya ancaman mengenai hal berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW, 

Olkli ^ LliU 

"Perangilah ia, sesungguhnya ia adalah setan. ' 


Masalah ketiga: Meniup (bersiul) ketika shalat 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bersiul dalam shalat 
menjadi 3 pendapat: 

1. Sebagian ulama mengatakan makruh dan tidak perlu mengulang 
shalat bagi yang melakukannya. 

2. Sebagian yang lain mengatakan wajib mengulang shalat bagi 
yang bersiul ketika shalat. 

3. Sebagian yang lain membedakan antara siulan yang terdengar 
dan yang tidak terdengar. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah tiupan termasuk ucapan atau 
tidak? 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (76, 493, 861, 4412), Muhammad (503), Abu 
Daud (715) At-Tirmidzi (337), An-Nasa'i (2/64), Ibnu Majah (947), dan Ahmad 
(1/219, 264,365). 

Secara lengkapnya hadits tersebut bersumber dari Sa’id bin Al Khudhri, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian shalat, maka 
hendaknya tidak membiarkan seseorang lewat di hadapannya, dan (jika ada 
yang lewat) maka halaidah ia semampunya dan jika ia enggan menyingkir 
maka perangilah dia karena sesungguhnya dia adalah setan. ’’ HR. Al Bukhari 
(509, 3274), Muslim (505), Abu Daud (700), An-Nasa'i (2/66), Ahmad (3/63), 
Ad-Darimi (1/328), dan Al Baihaqi (2/68). 
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Masalah keempat: Tertawa dalam shalat 

Para ulama sepakat bahwa tertawa membatalkan shalat, namun 
mereka berbeda pendapat mengenai senyum (tersenyum saat shalat). 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah senyum termasuk kategori 
tertawa atau tidak? 


Masalah Kelima: Shalat bagi orang yang menahan buang air besar 
atau kencing 


Para ulama berbeda pendapat mengenai shalatnya orang yang 
menahan buang air besar atau kencing: Mayoritas ulama berpendapat 
bahwa orang yang shalat dengan menahan buang air besar atau kencing 
hukumnya makruh, sebagaimana diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam, ia 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. 




"Apabila salah seorang di antara kalian ingin buang hajat, maka 
lakukanlah sebelum ia shalat. 

Demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, 


"Janganlah salah seorang di antara kalian melakukan shalat 
ketika makanan telah dihidangkan dan janganlah (melakukan shalat) 
ketika menahan dua kotoran. 


Shahih. HR. Abu Daud (88), At-Tirmidzi (142), Ibnu Majah (616), Ahmad 
(3/483), Ad-Darimi (1/392), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (932) dan Al 
Baihaqi (3/72) serta dinilai shahih Juga oleh Al Albani di dalam Shahih Abu 

Daud. . 

Shahih. HR. Muslim (560), Abu Daud (89), Ahmad (6/43, 54, 73), dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (933), Ibnu Hibban (2073, 2074), dan Al Hakim 
(1/168) serta disepakati oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan oleh Al Baihaqi (3/71, 
72 73) Di dalam bab ini dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud (91), 
Ibnu Majah (618), Ahmad (2/442, 471), Al Hakim (1/168) dan dinilai shahih 
olehnya serta disepakati oleh Adz-Dzahabi, sebagaimana hadits ini 
diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (3/72). 
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Maksudnya buang air besar dan kecil. Disamping itu terdapat 
larangan untuk melakukan hal demikian dari Umar RA. 

Sekelompok ulama berpendapat bahwa dalam keadaan demikian 
shalatnya rusak dan harus mengulanginya. Ibnu Al Qasim meriwayatkan 
dari Malik sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa shalatnya orang 
yang sedang menahan buang air besar dan kecil adalah batal, yaitu 
sebuah riwayat yang disandarkan kepada Imam Malik bahwa ia pernah 
menyuruh orang yang telah melakukan shalat dalam keadaan seperti itu 
untuk mengulangi shalatnya baik pada waktunya maupun setelah 
waktunya. 

Sebab perbedaan pendapat; Perbedaan pemahaman mereka 
terhadap larangan hadits di atas, apakah larangan itu menunjukkan 
batalnya sesuatu yang dilarang atau hanya menunjukkan adanya dosa 
bagi pelaku apabila asal perbuatan yang dilarang itu wajib atau mubah. 
Para ulama yang berpendapat batalnya shalat orang yang menahan buang 
air besar dan kecil berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh ulama 
Ahli Syam, di antara mereka ada yang menisbatkannya kepada Tsauban, 
dan Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 


jAj o' 


"Seorang mukmin tidak boleh melakukan shalat dengan keadaan 
sangat menahan (dari buang air besar dan kecil). 


Abu Umar bin Abdul Barr menyatakan bahwa hadits ini sanadnya 
lemah dan tidak dapat dijadikan hujjah. 


Masalah Keenam: Menjawab Salam Ketika Shalat 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum orang yang 
menjawab salam dalam keadaan shalat. Sebagian ulama, seperti Sa'id bin 
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Diriwayatkan oleh Abu Daud (91) dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau 
bersabda, 



ji 


"Tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk 
melakukan shalat dalam keadaan menahan (buang air besar atau kecil) hingga 
ia merasa lega. " dinilai shahih oleh Al Albani. 
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Musayyab, Hasan bin Abi Hasan Al Bashri dan Qatadah 
membolehkannya, sedangkan sebagaian ulama lain melarangnya. 
Menurut madzhab Malik dan Syafi’i boleh menjawab salam dengan 
isyarat, sedangkan menurut madzhab An-Nu'man dilarang menjawab 
salam baik dengan perkataan maupun dengan isyarat. Ulama lain 
berpendapat boleh menjawab salam dalam hati, dan sebagian lain 
berpendapat boleh menjawab salam ketika selesai shalat (setelah salam). 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah menjawab salam termasuk 
kategori pembicaraan yang dilarang di dalam shalat atau tidak? Ulama 
yang berpendapat bahwa menjawab salam termasuk pembicaraan yang 
dilarang, dan mengkhususkan perintah menjawab salam dalam firman 
Allah SWT, 

^ i • ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'T 

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. ” (Qs. An-Misaa [4]; 86), 
dengan hadits-hadits yang melarang berbicara di dalam shalat, ia berkata, 
“Tidak boleh menjawab salam ketika shalat.” Sedangkan ulama yang 
memahami bahwa menjawab salam bukan termasuk pembicaraan yang 
dilarang di dalam shalat, atau ia mengkhususkan hadits-hadits larangan 
berbicara dalam shalat dengan perintah menjawab salam, maka ia 
menyatakan boleh menjawab salam dalam shalat. 

Abu Bakar bin Mundzir berkata, “Orang yang berpendapat tidak 
boleh menjawab salam, baik dengan perkataan maupun isyarat telah 
menyelisihi Sunnah, karena sesungguhnya Shuhaib pernah mengabarkan 
bahwa Nabi SAW pernah menjawab salam dengan isyarat kepada orang- 
orang yang mengucapkan salam kepada beliau ketika beliau melakukan 

shalat.”'*'" 


Shahih HR. Abu Daud (925), At-Tirmidzi (367), An-Nasa'i (3/5), Ahmad 
(4/332), Ad-Darimi (1/316), Ibnu Al-Jarud (216), Ath-Thabrani di dalam Al 
Kabir (7293) dan Al Baihaqi (2/258). 
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Bab II 
Qadha 

Pembahasan dalam bab ini adalah: orang yang wajib mengqadha, 
tata cara qadha dan syarat-syarat menggadha shalat. 


Orang yang Wajib Mengqadha Shalat 

Para ulama bersepakat bahwa orang yang wajib mengqadha adalah 
orang yang meninggalkan shalat karena lupa dan tidur, kemudian mereka 
berbeda pendapat bagi orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja 
atau karena tidak sadarkan diri (pingsan). Para ulama bersepakat wajib 
mengqadha shalat bagi orang yang lupa dan tertidur berdasarkan hadits 
Rasulullah SAW, 


"Telah diangkat pena (tidak dianggap dosa) bagi tiga golongan"^'^ 
diantaranya beliau menyebutkan orang yang tidur. Demikian juga sabda 
Rasulullah SAW, 


\jt lil ^^\S lii 


"Apabila seseorang di antara kalian tidur hingga meninggalkan 
shalat atau lupa maka lakukanlah shalat yang ia tinggalkan apabila ia 
telah mengingatnya. 

Dan telah diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah tidur hingga 
meninggalkan shalat sampai lewat waktunya, kemudian beliau 
mengqadhanya.''’* 

Adapun orang yang meninggalkan shalat secara sengaja hingga 
lewat waktunya: Menurut pendapat jumhur ulama bahwa ia berdosa dan 
wajib mengqadha. Sedangkan sebagian Ahlu Zhahir seperti Abu 
Muhammad Ibnu Hazm berpendapat tidak bisa mengqadha dan berdosa. 


Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 

Muttafag 'alaih. HR. Al Bukhari (597), Muslim (684), Abu Daud (442), At- 
Tirmidzi (178), An-Nasa'i (1/293), Ibnu Majah (695) dan Ahmad (3/243). 
Shahih. HR. Muslim (681) dan Ibnu Al Ja’d (3075). 
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Sebab perbedaan pendapat: perbedaan pemahaman mereka 
dalam dua hal; 

Pertama: Bolehnya qiyas di dalam syari at. 

Kedua: Mengqiyaskan orang yang sengaja meninggalkan shalat 
dengan orang yang lupa, apabila qiyas berlaku. 

Ulama yang berpendapat bahwa jika orang yang meninggalkan 
shalat dengan uzhur syar'i -misalnya lupa- ia wajib mengqadha, maka 
orang yang sengaja meninggalkan shalat lebih diwajibkan untuk 
mengqadha karena ia tidak memiliki uzhur apapun. Adapun ulama yang 
berpandangan bahwa orang yang meninggalkan sha at karena lupa 
dengan orang yang meninggalkannya secara sengaja adalah dua hal yang 
bertolak belakang, dan sesuatu yang bertolak belakang tjdak bisa 
diqiyaskan satu sama lain karena memiliki hukum yang berbeda, da 
qiyas hanya berlaku pada sesuatu yang memiliki kesamaan (kemiripan) 
maka ia tidak membenarkan qiyas orang yang meninggalkan shalat 
secara sengaja dengan orang yang meninggalkan shalat karena lupa. 

Dan pendapat yang benar dalam permasalahan ini adalah apabila 
kewajiban itu diberlakukan untuk sisi taghlizh (memperbesar sanksi) 
maka qiyas dapat diberlakukan di sini. Namun apabila kewajiban tersebut 
diberlakukan karena toleransi dan kasih sayang kepada orang yang lupa 
agar ia tidak kehilangan kebaikan shalat, maka dalam hal ini orang yang 
sengaja meninggalkan shalat berbeda dengan orang yang lupa, dan qiyas 
tidak berlaku di sini, karena orang yang lupa memiliki udzur sedangkan 
orang yang meninggalkannya secara sengaja tidak memiliki uzhur. 

Pada dasarnya qadha tidak wajib dengan perintah ada' (dilakukan 
pada waktunya), akan tetapi wajib dengan perintah yang baru seperti 
yang dikatakan oleh para ulama ahli kalam, karena orang yang 
mengqadha shalat telah kehilangan salah satu syarat melakukan shalat 
dengan sah (yaitu waktu), sebab waktu adalah salah satu syarat sahnya 
shalat, dan mengakhirkan waktu memiliki kesamaan denpn 
mendahulukan waktu. Sementara atsar yang ada hanya menjelaskan 
tentang orang yang meninggalkan shalat karena lupa dan tidur. Kemudian 
ada kerancuan mengenai orang yang sengaja meninggalkannya, apakah la 
memiliki kesamaan dengan orang yang lupa atau tidak. Hanya Allah-la 
yang dapat memberikan taufik pada kebenaran. 
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Adapun orang yang meninggalkan shalat karena pingsan: Sebagian 
ulama menyatakan tidak wajib mengqadha shalat yang telah lewat 
waktunya, dan sebagian ulama lain mewajibkan qadha padanya. Menurut 
ulama yang lain lagi, mereka mensyaratkan qadha pada batas tertentu, 
mereka berkata, '‘Orang yang pingsan harus mengqadha shalat jika ia 
pingsan tidak lebih dari lima kali shalat.” 

Sebab perbedaan pendapat; Kategori qiyas (analogi) orang yang 
pingsan, apakah ia sama dengan orang yang tidur atau orang gila, ulama 
yang menyamakannya dengan orang tidur mewajibkan qadha dan yang 
menyamakannya dengan orang gila tidak mewajibkan qadha. 


Sifat dan Tata Cara Qadha 

Ada dua macam qadha dalam shalat, yaitu: mengqadha shalat 
secara utuh dan mengqadha sebagian shalat. 

1. Mengqadha shalat secara keseluruhan (dari takbiratul Ihram 
hingga salam) 

Pembahasan dalam permasalahan ini mengenai tata cara qadha, 
syarat-syarat dan waktunya. 

Adapun tentang tata cara qadha shalat. maka sama halnya dengan 
tata cara shalat ada' (yang dilakukan pada waktunya) jika keduanya 
memiliki kesamaan dalam sifat, namun jika keduanya memiliki kondisi 
yang berbeda, seperti jika seseorang ketika safar teringat bahwa ia telah 
meninggalkan shalat mukim atau sebaliknya, maka dalam permasalahan 
ini para ulama terbagi menjadi 3 pendapat: 

Sebagian ulama mengatakan, ‘ia hendaknya mengqadha dengan 
tata cara seperti shalat yang ia tinggalkan, dan inilah madzhab Imam 
Malik dan para sahabatnya.” 

Sebagian ulama lain mengatakan, “Hendaknya ia mengqadha shalat 
empat rakaat bagaimanapun keadaannya, baik shalat yang ia tinggalkan 
karena lupa itu adalah shalat safar atau shalat hadhar (mukim), dan 
menurut pendapat ini apabila ia teringat bahwa ia telah meninggalkan 
shalat hadhar ketika safar, maka hendaknya ia mengqadha dengan tata 
cara shalat hadhar. Demikian pula apabila ia teringat telah meninggalkan 
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shalat safar ketika hadhar, maka hendaknya ia mengqadhanya dengan 
tata cara shalat hadhar, pendapat ini dianut oleh madzhab Imam Syaf. . 

Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat: ia t.dak 
semestinya mengqadha kecuali pada keadaan yang sedang la alami, 
artinya ia mengqadha shalat hadhar dalam keadaan saM den^n tata 
cara shalat safar dan begitu pula sebaliknya; ia mengqadha shalat safar 
dalam keadaan hadhar dengan tata cara shalat hadhar. 

Ulama yang menyerupakan qadha dengan ada' mempertimbangkan 
dan meniadiLn keadaan saat tertentu sebagai hukum, sebagai qiyas 
terhadap orang sakit yang pernah meninggalkan shalat 
pada saat telah sembuh; atau orang sehat pernah meninggalkan shalat lal 
Lingat ketika sakit (yang saya maksud: bahwa yang harus la lakukan 

adalah kewajiban shalat pada keadaan saat itu). 

menyerupakan qadha dengan utang, maka la mewajibkan qadha sha 

dengan tata cara shalat yang ia lupakan. 

Adapun ulama yang mewajibkan qadha dengan tata cara shal^at 
hadhar bagaimanapun keadaannya, mereka mempertimbangkan sifat 
pada salah satunya dan mempertimbangkan keadaan pada 
(maksudnya: apabila ia teringat shalat hadhar pada saat safar maka y g 
dipertimbangkan adalah sifat shalat yang diqadha. Adapun jika la teringa 
S safar pada saat hadhar, maka yang dipertimbangkan adalah 
keadaan saat itu); yang demikian adalah suatu 

selain qiyas, kecuali jika ia memilih sikap berhati-hati, dan hal itu 
diberlakukan bagi orang yang menyatakan qashar sebagai rukhshah 

(keringanan). 

Adapun syarat-syarat qadha dan waktunya: maka diantara syarat 
nadha yang diperselisihkan adalah at-tartib (tertib/berurutan), yang 
Imikian itu karena para ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya 
"b dalam mengqadha shalat yang ditinggalkan karena „pa 
(maksudnya: wajibnya berurutan dalam menunaikan shalat yang 
erLpakan dengan shalat yang sedang tiba pada waktu itu, dan beruruta 
dalam menunaikan antara shalat-shalat yang terlupa apabila lebih dar 
satu shalat). Imam Malik berpendapat bahwa larnb itu wajib pada lim 
sha,a. atau kurang, dan ia harus mendahulukan shalat y»E »Waka 
meskipun ia terlewatkan waktu shalat pada saat itu. Bahkan 
menyatakan apabila ia teringat shalat kemudian menjalankan shalat yang 
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sedang tiba terlebih dahulu, maka shalat yang ia kerjakan tersebut batal, 
pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, hanya saja 
mereka mengatakan bahwa tartib itu wajib jika waktu shalat yang sedang 
tiba masih luang. 

Kemudian mereka bersepakat gugurnya kewajiban tartib ]\ka lupa. 
Sedangkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa tartib tidak wajib, namun 
jika ia melakukannya dengan tertib dan waktu masih luang maka itu lebih 
baik. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan riwayat dalam 
permasalahan ini dan perbedaan para ulama dalam tasybih 
(menyerupakan) qadha dengan ada'. 


Ada dua hadits yang saling bertentangan mengenai pembahasan ini, 
pertama: hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau 
bersabda, 


^ 1.5^^ -JUiJ jvJ aJ^>C<3 ^ 

^ ^ y' ^ ^ y' y' y'y'y'X y' 


“Barangsiapa meninggalkan shalat karena lupa dan dia dalam 
keadaan shalat bersama imam menjalankan shalat yang lain, maka 
hendaklah ia melanjutkannya bersama imam. Apabila ia telah selesai 
dari shalatnya tesebut, maka hendaknya ia mengqadha shalat yang telah 
ia lupakan, dan mengulangi shalat yang telah ia lakukan bersama imam 
tersebut. 


Namun pengikut Imam Syafri menilai hadits ini dha'if dan 
menganggap shahih hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA 
bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 


y''' 

# y' yy y y' y' 

‘ 4 ^ 


“Apabila salah seorang dari kalian meninggalkan shalat karena 
lupa, kemudian ia mengingatnya ketika ia menunaikan shalat wajib. 


Dha’if. HR. Ad-Daruquthni (1/421), ia berkata di dalam Al 'llal. yang benar 
bahwa teks tersebut adalah perkataan Ibnu Umar RA, diriwayatkan juga oleh Al 
Baihaqi (2/122, 222). 
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maka hendaknya ia menyempurnakan shalal yrajth yang Jcrfong 
kerjakan itu. dan apabila telah selesai darinya maka hendaklah ,a 
menggadha shalal yang ia tingalkan karena lupa tersebut. 

Sedangkan hadits yang shahih dalam bab ini adalah sabda 
Rasulullah SAW yang telah disebutkan di atas, yaitu: 

✓ 

"Apabila salah seorang dari kalian meninggalkan shalat karena 
tertidur atau lupa... 

Adapun perbedaan pendapat mereka dalam penyerupaan qadha 
dengan ada'-, ulama yang berpendapat bahwa keharusan tarUb d. dalam 
ada' (yang dilakukan pada waktunya) hanyalah karena memang 
waktunya berurutan dengan sendirinya; maka mereka mengatakan t,dak 
wajib tartib dalam qadha, karena ia tidak memiliki waktu khusus. 
Sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa tartib dalam shalat- 
shalat yang ditunaikan adalah tartib dalam perbuatan meskipun satu 
waktu seperti halnya dengan menjamak antara dua shalat pada salah satu 
dari dua waktu: mereka menyerupakan qadha dengan ada . 

Imam Malik berpendapat wajibnya tartib dalam qadha dari segi 
waktunya, bukan dari segi pelaksanaannya, hal ini berdasarkan hadits 

Nabi SAW, , , , # 

lil LjAlAdj 

"Maka hendaklah ia melaksanakannya (shalat yang ditinggalkan 
karena lupa atau tertidur) ketika mengingatnya. ” 

Mereka mengatakan bahwa waktu shalat yang terlupakan adalah 
sama dengan waktu pada saat teringat, oleh karena itu apabila waktu 
tersebut dipergunakan untuk menjalankan shalat selain qadha, ma a 
shalatnya batal. Namun ini menurut saya tidaklah tepat, karena ji 
waktu teringat tersebut sebagai waktu shalat yang terlupa, maka dengan 
sendirinya ia juga waktu untuk melakukan shalat wajib yang sedang tiba 

«« Dha’if HR Ad-Daruquthni (1/421), cacat hadits tersebut adalah karena di 
dalan) sanadnya terdapat perawi bernama Umar bin Abi Umar, Ad-Daruquthm 
berklen^perawi yang majhul (tidak diketahui).” dan Ibnu Ad, 

menyatakan, “Haditsnya munkar.” 

Telah disebutkan terdahulu. 
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pada saat itu, atau juga untuk qadha shalat-shalat yang terlupakan, 
apabila shalat yang ditinggalkan lebih dari satu waktu. 

Apabila waktunya hanya satu dan kewajiban yang harus dikerjakan 
lebih dari satu, maka semestinya dikerjakan berurutan, bukan dengan 
memvonis batal atas kewajiban yang lain, sama halnya dengan 
mengurutkan bagian-bagian dalam rukun shalat. Menurut pendapat saya, 
pendapat Imam Malik yang memvonis batal atas shalat wajib yang 
sedang tiba waktunya dikerjakan sebelum melaksanakan tanggungan 
qadha adalah lemah dan tidak bisa dijadikan sandaran, kecuali dengan 
cara menjamak bagi ulama yang menerimanya, karena waktu-waktu 
shalat itu berbeda, dan tartib dalam qadha tergambarkan pada satu waktu 
untuk dua shalat secara bersamaan, maka ketahuilah bahwa dalam 
permasalahan ini terdapat kerancuan, dan saya mengira bahwa Imam 
Malik -rahimahullah- mengqiyaskannya kepada shalat jamak. 

Seluruh ulama berpendapat lebih baik tartib dalam mengqadha 
shalat apabila tidak dikhawatirkan luputnya shalat wajib yang tiba pada 
waktu itu, karena Nabi SAW juga pernah melakukan lima waktu shalat 
ketika perang Khandaq secara berurutan, dan atsar ini dijadikan dasar 
oleh ulama yang mengharuskan qadha bagi orang yang meninggalkan 
shalat dengan sengaja. Namun ini juga tidak tepat, karena hukumnya 
telah dihapus, dan bahwa Nabi SAW meninggalkan shalat tersebut bukan 
karena sengaja, melainkan karena udzur syar'i. 

Adapun pendapat yang menentukan waktu untuk qadha adalah pada 
lima waktu shalat atau kurang, maka hal itu tidak ada dasarnya kecuali 
dikatakan bahwa pendapat itu merupakan ijma’. Ini adalah hukum qadha 
ketika luput keseluruhan shalat. 


2 - Mengqadha sebagian shalat 

Mengqadha sebagian rakaat shalat yang tertinggal yang disebabkan 
lupa atau karena makmum tertinggal sebagian rakaat Imam. 
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Qadha Sebagian Rakaat Shalat karena Imam lebih Dahulu daripada 
Makmum 

Apabila makmum tertinggal sebagian rakaat shalat, maka dalam hal 
ini ada pembahasan: 

Kapankah makmum dinyatakan tertinggal rakaat Imam? 

Dalam pembahasan ini ada dua permasalahan: 


Masalah pertama: Apabila makmum memasuki shalat pada saat 
Imam sedang ruku 

Dalam hal ini ada tiga pendapat: 

Pertama, yaitu pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama: bahwa 
jika makmum mendapati imam sedang ruku kemudian ia dapat 
melakukan ruku bersama imam sebelum imam bangkit dari rukunya, 
maka makmum tersebut telah mendapatkan satu rakaat dan tidak harus 
mengqadhanya. Namun mereka berbeda pendapat: apakah disyaratkan 
bagi makmum yang mendapatkan ruku imam tersebut harus melakukan 
dua takbir terlebih dahulu: yaitu takbiratul ihram dan takbir untuk ruku, 
ataukah cukup baginya takbir ruku saja? Apabila cukup baginya takbir 
ruku saja, maka apakah disyaratkan untuk berniat takbiratul ihram juga? 
Sebagian ulama mengatakan cukup baginya takbir ruku saja jika ia 
niatkan juga dengan takbir pembuka, ini adalah madzhab Imam Malik 
dan SyafiM, namun pendapat yang terpilih menurut mereka tetap dua 
takbir. Ulama yang lain mengatakan harus dengan dua takbir, dan 
sebagian ulama lainnya berpendapat: cukup baginya satu takbir meski 
tanpa dibarengi niat takbir pembuka (takbiratul ihram). 

Kedua: Apabila makmum mendapati imam telah ruku, maka ia 
telah tertinggal satu rakaat, karena makmum tidak dianggap mendapatkan 
satu rakaat apabila ia tidak mendapatkan imam dalam keadaan berdiri, 
dan pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Hurairah. 

Ketiga: Apabila ia berada di shaf terakhir dan mendapatkan imam 
telah bangun dari ruku, namun sebagian makmum masih dalam keadaan 
ruku, kemudian ia ikut ruku, maka ia telah mendapatkan satu rakaat, 
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karena sebagian makmum itu menjadi imam untuk sebagian yang lain. 
Inilah pendapat yang dipilih oleh Asy-Sya’bi. 


Sebab perbedaan pendapat: Kerancuan mengenai pengertian 
rakaat, apakah bermakna membungkuk saja atau membungkuk dan 
berdiri. Yang demikian karena Rasulullah SAW pernah bersabda, 


iJjj' -tii a*yCa]l ^ ^ 


“Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat, maka ia telah 
mendapatkan shalat. Ibnu Al Mundzir berkata, “Ini telah ditetapkan 
dari Rasulullah SAW.” 


Barangsiapa yang menyatakan bahwa pengertian rakaat adalah 
berdiri dan membungkuk, ia berpendapat bahwa apabila makmum tidak 
mendapatkan berdirinya imam, maka berarti ia telah luput dari satu 
rakaat. Sedangkan bagi yang menyatakan bahwa pengertian rakaat adalah 
membungkuk saja, ia berpendapat bahwa mendapatkan rukunya imam 
berarti mendapatkan satu rakaat. 

Sebenarnya permasalahan ini menyangkut makna bahasa secara 
harfiyah (tekstual) dan secara syar'i. Sesuai arti harfiah, rakaat adalah 
membungkuk, dan menurut istilah syar'i, rakaat itu mengandung tiga 
perbuatan, yaitu berdiri, rukuk dan sujud. 

Ulama yang berpendapat bahwa kata ar-rak’ah (rakaat) yang 
terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, 

* 9 f 

» ^ '' l * I * '' 

^J 


‘'Barangsiapa mendapatkan satu rakaat. ” adalah rakaat dalam 
istilah syar'i, dan tidak berpendapat mengambil sebagian petunjuk isim, ia 
mengatakan bahwa makmum harus mendapatkan tiga gerakan imam: 
yaitu berdiri, ruku dan sujud. Sedangkan ulama yang berpendapat 
dianggapnya satu rakaat dengan ruku saja, ada kemungkinan bahwa ia 
menganggap sebagian besar petunjuk isim, karena makmum yang 
mendapatkan rukunya imam berarti ia telah mendapatkan dua bagian. 


Muttafag 'alaih. HR. Al Bukhari (580), Muslim (607), Abu Daud (1121), An- 
Nasa'i (1/274), At-Tirmidzi (524), Ibnu Majah (1122) dan Ahmad (2/241, 260) 
dari hadits riwayat Abu Hurairah. 
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yaitu ruku dan sujud, sedangkan yang tertinggal adalah sebagian yang 
lebih kecil, yaitu berdiri sebelum ruku. 


Adapun ulama yang menganggap sah rakaat makmum yang baru 
memasuki shalat ketika imam sedang bangun dari rukuk, namun masih 
ada sebagian makmum yang masih ruku, karena rakaat shalat itu 
terkadang disandarkan kepada imam saja dan terkadang disandarkan 
kepada imam dan makmum. Dengan demikian perbedaan pendapat 
tersebut muncul karena adanya kemungkinan yang timbul dari idhafah 
(penyandaran satu kata kepada kata yang lainnya) yang dikaitkan dengan 
pernyataan Nabi SAW, 




“Barangsiapa mendapatkan satu rakaat shalat... " namun pendapat 
jumhur ulama dalam masalah ini lebih kuat. 

Adapun perbedaan pendapat mereka dalam hal: Apakah cukup 
sekali takbir atau dua kali bagi makmum yang memasuki shalat ketika 
imam sedang ruku? Persoalannya adalah apakah takbiratul ihram itu 
disyaratkan dengan berdiri atau tidak? 

Ulama yang mensyaratkan takbiratul ihram dengan berdiri -karena 
Nabi SAW selalu takbiratul ihram dengan berdiri- dan menganggap 
bahwa semua takbir dalam shalat itu wajib, ia menyatakan harus dengan 
dua takbir, yaitu takbiratul ihram dan takbir ruku. Sedangkan Ulama 
yang tidak mensyaratkan takbiratul ihram dengan berdiri karena 
mengambil dasar keumumam makna hadits Nabi SAW, 

"Waktu tahrim (memasuki shalat) adalah dengan takbir. Dan 
menganggap bahwa takbir yang wajib itu hanyalah takbiratul ihram saja, 
ia mengatakan bahwa makmum cukup dengan satu takbir saja. 

Adapun Ulama yang memperbolehkan hanya dengan sekali takbir 
walaupun tidak diniatkan untuk takbiratul ihram, ada yang mengatakan 
bahwa ia mengikuti pendapat yang menganggap takbiratul ihram 
tidaklah wajib. Ada juga yang mengatakan bahwa ia mengikuti madzhab 
yang menganggap boleh mengakhirkan niat setelah takbiratul ihram. 


Takhrij hadits ini telah disebutkan terdahulu. 
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karena tidaklah seseorang berniat takhiratul ihram kecuali pasti disertai 
dengan niat memulai shalat, sebab niat itu ada dua macam: An-Niyah Al- 
Muqaranah (niat yang disertai perbuatan) dan An-Niyah Al-Aualiyah 
(niat yang terjadi di awal shalat). Kelompok yang mensyaratkan dua 
macam niat menyatakan harus dengan niat yang mengikuti perbuatan, 
sementara yang menyatakan cukup dengan satu macam niat, cukup 
dengan satu kali takbir meskipun tidak disertai niat. 


Masalah Kedua: Apabila makmum tertinggal Ruku Imam 

Apabila makmum lupa tidak mengikuti ruku imam hingga sujud, 
maka menurut sebagian ulama, rakaat makmum tersebut batal dan wajib 
mengqadhanya. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa rakaat 
makmum tersebut sah apabila dia menyempurnakan rakaatnya sebelum 
imam berdiri untuk rakaat kedua. Sebagian ulama lain berpendapat 
makmum hendaknya tetap mengikuti imam, dan rakaat tersebut sah 
apabila dia bisa menyelesaikan rakaatnya, lalu menyusul imam sebelum 
imam bangun dari ruku pada rakaat kedua. 

Perbedaan pendapat ini terdapat di kalangan pengikut Imam Malik. 
Dalam permasalahan ini terdapat penjelasan secara terperinci, dan 
perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka berotasi pada “Apakah 
makmum yang tertinggal ruku tersebut karena lupa atau berdesakan?” 
Juga dibedakan antara shalat Jum’at dengan selainnya, demikian juga 
dibedakan apabila terjadi pada rakaat pertama atau kedua. Namun kami 
tidak bermaksud merinci dan menjelaskan perbedaan itu, akan tetapi 
kami hanya bermaksud menjelaskan kaidah dan dasar-dasar yang 
menyebabkan perbedaan tersebut. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah gerakan makmum 
disyaratkan berkesinambungan dengan gerakan imam atau tidak? Dan 
apakah syarat tersebut diberlakukan di seluruh bagian dari rakaat (yakni: 
berdiri, ruku dan sujud), atau hanya pada sebagian dari tiga amalan itu? 
Dan kapankah makmum dinyatakan menyelisihi gerakan imam? 

Sebagian ulama mensyaratkan makmum harus selalu menyertai 
imam pada setiap gerakan rakaat, karena jika tidak maka makmum 
tersebut dianggap menyelisihi imam, hal ini berdasarkan hadits Nabi 
SAW, 
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\°y^ 

"Janganlah kalian menyelisihinya (imam). 

Ia mengatakan, selama makmum tidak mendapatkan ruku imam, 
meski sedikit saja, maka rakaatnya tidak dianggap sah. 

Sedangkan ulama yang memperbolehkan makmum mengikuti 
sebagian dari gerakan imam mengatakan bahwa makmum tersebut 
dinyatakan mendapatkan satu rakaat, apabila ia memang mendapatkan 
gerakaan rakaat sebelum Imam bangkit dari sujud untuk rakaat 
selanjutnya, yang demikian itu bukanlah bentuk penyelisihan terhadap 
imam, namun apabila imam telah bangkit dari sujud menuju rakaat 
selanjutnya, maka makmum dianggap menyelisihi imam di rakaat 
pertama. 

Adapun ulama yang membolehkan makmum mengikuti imam 
selama imam belum ruku pada rakaat kedua, mereka berpendapat bahwa 
makmum tidak disyaratkan menyertai gerakan imam (secara teratur), 
namun yang disyaratkan hanyalah mengikuti gerakan setelah imam. Akan 
tetapi mereka bersepakat apabila imam sudah bangun dari ruku pada 
rakaat kedua, maka rakaat itu tidak dianggap sah apabila makmum 
mengikuti imam pada gerakan tersebut, sebab makmum saat itu dihukumi 
pada rakaat pertama, sedangkan imam pada rakaat kedua, dan disinilah 
terdapat perbedaan yang menyolok. 
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Takhrijnya telah disebutkan terdahulu, hadits tersebut secara lengkap: 

.oii jii ijj) ii'jiir'jij 'jij ^ vi 4j iiii 

'i'ylai L»-UjJI iJJj tij J 


“Sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya, 
apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila imam ruku maka 
rukuklah, apabila imam mengucapkan, “Sami'allahu liman hamidah” (Allah 
Maha mendengar orang yang memuji-Nya) maka ucapkanlah, “Allahumma 
rabbana wa lakalhamdu” (Ya Allah, Ya Rabb kami, hanya bagi-Mu lah segala 
pujian), apabila imam sujud maka sujudlah, dan apabila imam shalat dengan 
duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk. ” HR. Muslim dari Abu 
Hurairah (414). 
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Makmum masbuq yang menyempurnakan shalat, apakah dianggap 
telah melaksanakan shalat seeara ada' atau qadha? 

Di antara permasalahan yang merupakan dasar pembahasan dalam 
bab ini adalah; Apakah yang dilakukan oleh makmum dalam 
menyempurnakan shalat yang tertinggal bersama imam, apakah sebagai 
ada' at&w qadha? Dalam permasalahan ini teradapat 3 pendapat: 

1. Sebagian ulama mengatakan bahwa rakaat yang dilakukan oleh 
makmum setelah imam mengucapkan salam adalah qadha dan apa yang 
ia dapatkan bersama imam bukanlah permulaan shalatnya. 

2. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa rakaat yang dilakukan 
oleh makmum setelah imam salam adalah ada' dan apa yang telah ia 
dapatkan bersama imam menjadi permulaan shalatnya. 

3. Sebagian yang lain membedakan antara bacaan dan gerakan, 
mereka mengatakan bahwa bacaannya terhitung qadha, sedangkan 
gerakan shalatnya terhitung ada'. 

Karena itu orang yang mendapatkan satu rakaat shalat Maghrib 
bersama imam, menurut pendapat yang pertama (yakni pendapat yang 
menyatakan qadha): setelah imam salam, makmum tersebut hendaknya 
berdiri untuk melanjutkan dua rakaat dengan membaca Al Fatihah dan 
surah lainnya pada kedua rakaat tersebut tanpa duduk di antara keduanya. 

Dan menurut madzhab kedua: makmum hendaknya berdiri untuk 
melanjutkan satu rakaat selanjutnya dengan membaca Al Fatihah dan 
surah lain dan duduk, lalu berdiri melanjutkan rakaat selanjutnya dengan 
membaca Al Fatihah saja. 

Sedangkan menurut madzhab yang ketiga: makmum berdiri untuk 
melanjutkan rakaat selanjutnya dengan membaca Al Fatihah dengan 
surah lainnya kemudian duduk, lalu berdiri kembali untuk melanjutkan 
rakaat selanjutnya dengan membaca Al Fatihah dan surah lainnya lagi. 

Ketiga pendapat ini dinisbatkan kepada madzhab Malik, namun 
menurut pendapat yang shahih dari Imam Malik bahwa makmum 
hendaknya mengqadha bacaan dan ada' dalam gerakan, karena 
pendapatnya tidak berbeda dalam hal shalat Maghrib, bahwa seorang 
makmum apabila mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka ia 
hendaknya berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua kemudian duduk, dan 
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tidak ada perbedaan juga dalam pendapatnya bahwa makmum tersebut 
mengqadha dengan membaca Al Fatihah dan surah lainnya. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya beberapa riwayat hadits 
yang saling berkaitan dalam permasalahan ini, di antaranya adalah sabda 
Rasulullah SAW, 



C.} iii 


“Rcikaot yong kciniu dapotkcin mako lakukonloh, dan rakaat yang 
tertinggal maka sempurnakanlah. Kata sempurnakanlah 

menunjukkan bahwa apa yang didapatkan oleh makmum adalah 
permulaan shalatnya. Sedangkan riwayat lain berbunyi. 


"Rakaat yang kamu dapatkan maka lakukanlah, dan rakaat yang 
tertinggal maka (jadhalah. ” dan qadha menunjukkan bahwa apa yang 
didapatkan oleh makmum adalah akhir shalatnya. 

Ulama yang mengambil konsep itmam mengatakan bahwa apa yang 
didapatkan oleh makmum tersebut adalah permulaan shalatnya, dan 
ulama yang mengambil konsep qadha mengatakan bahwa apa yang 
didapatkan makmum tersebut adalah akhir shalatnya. Sedangkan ulama 
yang menempuh cara jam’ (kompromi) menyatakan bahwa bacaannya 
terhitung qadha, dan perbuatannya terhitung ada . Hanya saja pendapat 
ini lemah. 

Kesepakatan ulama bahwa bagian-bagian dalam shalat harus 
dikerjakan dengan berurutan dan takbiratul ihram berada di awal shalat 
menunjukkan bahwa apa yang telah didapat oleh makmum seperti di atas 
adalah permulaan shalatnya, akan tetapi niat makmum dan niat imam 
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;Konteks lengkap hadits tersebut adalah 

i'jIjU U j ^ 

"Apabila shalat telah didirikan, maka janganlah kalian mendatanginya dengan 
berlari melainkan datangilah dengan berjalan dan tenanglah, apa yang kalian 
dapatkan maka lakukanlah dan apa yang tertinggal dari kalian, maka 
sempurnakanlah. ” HR. Al Bukhari (636, 908), Muslim (602), lafadz ini adalah 
riwayatnya, Abu Daud (573), At-Tirmidzi (327, 3282, 3292), An-Nasa i 
(2/114), Ibnu Majah (775), Ahmad (2/238, 318, 270, 239, 427, 452), 
Abdurrazaq (3402) dan Al Baihaqi (2/298). 
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berbeda dalam hal tartib, maka dari itu perhatikanlah! Dan mungkin 
inilah yang dijadikan dasar oleh ulama yang mengatakan bahwa apa yang 
didapat makmum tersebut adalah akhir shalatnya. 


Kapankah Makmum harus Mengikuti Imam? 

Dalam pembahasan ini ada tiga masalah: 


Masalah Pertama: Kapankah makmum dianggap mendapatkan 
shalat Jum’at? 


Dalam permasalahan ini, sebagian ulama mengatakan bahwa 
apabila makmum mendapatkan satu rakaat saja, berarti ia telah 
mendapatkan shalat Jum’at dan ia harus melanjutkan rakaat yang kedua, 
ini adalah pendapat Imam Malik dan Syafi’i. Dengan demikian apabila 
makmum mendapatkan kurang dari satu rakaat, maka hendaknya ia 
melakukan shalat Zhuhur empat rakaat. Sedangkan ulama lain 
mengatakan bahwa makmum tersebut hendaknya tetap mengerjakan dua 
rakaat meski hanya mendapatkan kurang dari satu rakaat shalat Jum’at 
bersama imam, dan ini adalah pendapat imam Abu Hanifah. 


Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara keumuman sabda 
Rasulullah SAW, 
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“Rakaat yang kamu dapatkan maka lakukanlah, dan rakaat yang 
tertinggal maka sempurnakanlah. ” dan mafhum dari sabda Rasulullah 
SAW yang lain, yaitu; 




<»1x0* e y’ 


“Barangsiapa mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia telah 
mendapatkan shalat. 

Ulama yang mengambil pendapat keumuman hadits; "dan rakaat 
yang tertinggal maka sempurnakanlah" menyatakan wajib bagi makmum 
untuk menyempurnakan dua rakaat lagi, meski ia mendapatkan kurang 
dari dua rakaat. 


Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa dalam hadits kedua 
terdapat kata yang mahdzuf (terbuang), yaitu "dengan demikian ia telah 
mendapatkan hukum shalat. ” dan mengatakan bahwa dalil khithab 
menunjukkan bahwa orang yang mendapatkan kurang dari satu rakaat 
berarti ia belum mendapatkan hukum shalat, dan kata yang terbuang 
dalam pernyataan di atas memiliki beberapa kemungkinan, karena 
mungkin saja yang dimaksud adalah keutamaan shalat, waktu shalat, dan 
mungkin juga hukum shalat. 

Jika memang demikian maka hadits tersebut berarti masuk pada 
kategori pernyataan umum yang tidak menunjukkan suatu hukum yang 
jelas, maka mengambil makna umum dari hadits yang pertama itu lebih 
utama. Apabila kita menyatakan bahwa yang paling sesuai untuk 
kemungkinan kata yang terbuang dalam hadits tersebut adalah ‘hukum’, 
meskipun demikian tidak terdapat kontradiksi dengan keumuman hadits 
yang lainnya kecuali dari bab dalil khitab, padahal sudah maklum bahwa 
makna umum sebuah dalil itu lebih kuat daripada dalil khitab menurut 
seluruh kalangan ulama, apalagi dalil yang mengandung beberapa 
kemungkinan dan persepsi. 

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa sabda Rasulullah SAW, 
“dengan demikian ia telah mendapatkan shalat”, mencakup semua 
kemungkinan kata yang terbuang, adalah pendapat yang lemah dan tidak 
diketahui dalam bahasa Arab, kecuali apabila terdapat istilah ’urfi yang 
diakui oleh orang banyak atau istilah syar’i yang bisa dijadikan landasan. 


Masalah kedua: Kapankah makmum melakukan sujud sahwi 
bersama imam? 

Permasalahan ikutnya makmum bersama imam dalam sujud sahwi: 
sebagian ulama mengatakan jika makmum tersebut mendapatkan satu 
rakaat bersama imam, namun sebagian ulama lain tidak mengatakan 
demikian. 

Ulama yang tidak berpendapat demikian karena mengambil 
keumuman dari sabda Rasulullah SAW, 

favi ^ Uji 
✓ ^ •" > 

"Sesungguhnya dijadikannya imam hanyalah untuk diikuti. ” 


394 Bidayatul Mujtahid 



Sedangkan ulama yang menganut pendapat pertama berdasarkan 
pemahaman sabda Rasulullah SAW, 

«"iCaJ' Jiijjf JL«i 

"Maka ia telah mendapatkan shalat. ” 


Masalah ketiga: Apakah yang harus dilakukan seorang musafir 
apabila bermakmum kepada orang yang mukim? 

Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ketiga ini: 
sebagian dari mereka mengatakan bahwa apabila makmum musafir 
tersebut mendapatkan shalat bersama imam yang bermukim kurang dari 
satu rakaat, maka ia tidak perlu menyempurnakan shalat empat rakaat, 
dan apabila ia mendapatkan satu rakaat, maka ia harus 
menyempurnakannya. 


Mengqadha Sebagian Shalat karena Lupa 

Mengenai hukum mengqadha sebagian shalat yang ditinggalkan 
karena lupa bagi imam dan mmfarid (orang yang shalat sendirian): para 
ulama sepakat apabila yang ditinggalakan adalah rukun (fardhu) shalat, 
maka ia harus mengqadhanya, dan shalanyat tidak akan sah kecuali 
apabila telah melakukannya. Dalam pembahasan ini ada beberapa 
permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama dimana sebagian 
mereka mewajibkan qadha dan sebagian lain mewajibkan i'adah 
(mengulangi shalat). 

Seperti halnya orang yang lupa tidak sujud empat kali, dari empat 
rakaat satu kali sujud, sebagian ulama mengatakan hendaknya ia 
memperbaiki rakaat yang keempat dan membatalkan tiga rakaat 
sebelumnya kemudian menunaikannya kembali, ini adalah pendapat 
Imam Malik. 

Sebagian ulama lain mengatakan bahwa shalatnya batal dan ia 
harus mengulanginya kembali, ini adalah salah satu dari dua riwayat 
Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama mengatakan bahwa hendaknya 
ia langsung sujud empat kali berturut-turut kemudian salam, maka sah 
shalatnya, ini adalah pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri dan Al Auza’i. 
Ada juga sebagian ulama lain yang mengatakan, hendaknya ia 


Bidayatul Mujtahid 395 



menyempurnakan rakaat yang keempat kemudian sujud sahwi dua kali, 
dan ini adalah pendapat imam Syafi’i. 

Perbedaan pendapat tersebut bersumber dari masalah tartib (urutan) 
dalam shalat, bagi ulama yang menyatakan tartib itu wajib di dalam 
setiap rakaat dan sujud, maka shalat seperti di atas batal. Sedangkan 
ulama yang menyatakan tartib itu wajib di dalam sujud, maka shalat 
seperti di atas batal, hanya saja rakaat yang terakhir sah. Hal itu 
diqiyaskan dengan shalat makmum yang tertinggal oleh imam. Adapun 
ulama yang tidak menyatakan wajibnya tartib di dalam shalat, maka 
menurutnya boleh melakukan sujud yang terlupakan dalam satu rakaat, 
terlebih lagi apabila ia berkeyakinan bahwa tartib tidaklah wajib pada 
gerakan shalat yang berulang di setiap rakaat (yakni sujud). Yang 
demikian karena setiap rakaat mencakup berdiri, rukuk dan sujud, 
sedangkan sujud itu adalah gerakan yang berulang-ulang, kemudian 
pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa karena sujud tersebut 
berulang-ulang, maka tidak disyaratkan tartib (berurutan). 

Termasuk dari pembahasan ini adalah perbedaan pendapat para 
pengikut Imam Malik mengenai orang yang lupa membaca Al Fatihah di 
rakaat pertama. Sebagian dari mereka menyetakan bahwa rakaat pertama 
tersebut tidak sah, dengan demikian harus mengqadhanya. Menurut 
sebagian yang lain harus mengulangi shalat lagi, dan ada juga yang 
berpendapat bahwa ia cukup melakukan sujud sahwi dan shalatnya 
sempurna. Cabang-cabang bab ini sangat banyak, namun kami hanya 
bermaksud menjelaskan dasar-dasar hukum dari masing-masing 
pendapat. 


Sujud Sahwi 

Sujud sahwi yang dinukil dari syari'at ada di dua posisi; 

Karena adanya penambahan atau pengurangan yang terjadi dalam 
gerakan dan bacaan shalat lantaran lupa dan bukan karena unsur 
kesengajaan, atau karena adanya keraguan dalam melakukan amalan- 
amalan shalat. 
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1 - Sujud sahwi karena lupa 

Adapun sujud sahwi yang disebabkan lupa, dan bukan karena 
keraguan, maka dalam pembahasan ini ada enam pasal: 


Pasal Pertama: Hukum sujud sahwi 

Para ulama berbeda pendapat apakah sujud sahwi itu fardhu atau 
sunah? Imam Syafi’i berpendapat bahwa sujud sahwi adalah sunah. Dan 
fardhu/wajib menurut imam Abu Hanifah, akan tetapi termasuk syarat 
sahnya shalat. Adapun imam Malik membedakan antara sujud sahwi 
untuk perbuatan (gerakan shalat) dan sujud sahwi untuk bacaan shalat, 
serta sujud sahwi karena ada penambahan atau pengurangan dalam shalat 
dari yang semestinya, la mengatakan, “Sujud sahwi untuk gerakan shalat 
yang kurang hukumnya wajib, dan menurutnya ia termasuk syarat sahnya 
shalat, sebagaimana yang masyhur darinya. Diriwayatkan darinya pula 
bahwa sujud sahwi untuk gerakan shalat yang kurang adalah wajib, 
sedangkan sujud sahwi karena penambahan gerakan shalat adalah sunah. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam memahami 
amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW apakah wajib atau 
sunah? 


Abu Hanifah memahami perbuatan Nabi SAW dalam hal sujud 
sahwi adalah wajib, dan inilah dasar pijakan mereka, karena penjelasan 
mengenai kewajiban perbuatan tersebut telah ada, yaitu sabda Rasulullah 
SAW, 




"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat. 
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Sedangkan Imam Syafi’i memahami sujud sahwi yang dilakukan 
oleh Nabi SAW menunjukkan hukum sunah, dan dari jalur qiyas 
ditetapkan bukan sebagai dasar dalam shalat, yang demikian itu karena 
menurut pendapat jumhur bahwa sujud sahwi bukan mengganti hal-hal 
yang fardhu, melainkan hanya mengganti hal-hal yang sunah. Karena 
yang diganti itu hal-hal yang sunah, maka hukum sujud sahwi pun adalah 
sunah. 


Shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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Adapun Imam Malik lebih menekankan perbuatan daripada ucapan 
dalam shalat. Karena perbuatan dalam shalat itu lebih berperan daripada 
bacaan di dalam shalat, seakan-akan ia berpendapat bahwa perbuatan 
lebih ditekankan daripada bacaan, walaupun dia juga berpendapat bahwa 
sujud sahwi tidak dapat mengganti hal-hal yang fardhu, dan imam Malik 
membedakan antara sujud sahwi karena adanya pengurangan atau 
penambahan dari yang semestinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam 
pendapatnya yang kedua, bahwa sujud sahwi berperan sebagai pengganti 
dari bagian shalat yang tertinggal (ketika terjadi pengurangan), dan 
sebagai istighfar (permohonan ampunan) apabila terdapat penambahan 
dalam shalat. 


Pasal kedua: Posisi sujud sahwi 

Dalam hal ini ada 5 pendapat ulama: 

1. Kelompok madzhab Syafi’i berpendapat bahwa sujud sahwi 
dilakukan sebelum mengucapkan salam selamanya. 

2. Kelompok madzhab Hanafi menyatakan bahwa sujud sahwi 
dilakukan setelah salam selamanya. 

3. Kelompok madzhab Maliki membedakan: jika dilakukan karena 
ada pengurangan dalam shalat, maka sujud sahwi dilakukan sebelum 
salam. Adapun karena ada penambahan, maka dilakukan sesudah salam. 

4. Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa sujud sahwi dilakukan 
sebelum salam dimana Rasulullah SAW melakukannya sebelum salam, 
dan dilakukan sesudah salam dimana Rasulullah SAW melakukannya 
sesudah salam. Adapun selain itu, maka sujud sahwi senantiasa 
dikerjakan sebelum salam. 

5. Ulama Azh-Zhahiri mengatakan, sujud sahwi tidak dilakukan 
kecuali pada lima kesempatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah 
SAW saja. Adapun selain itu, jika menyangkut sesuatu yang fardhu maka 
ia harus menggantinya, dan jika menyangkut sesuatu yang sunah, maka 
tidak apa-apa baginya. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena Rasulullah SAW pernah 
melakukan sujud sahwi sebelum dan sesudah salam. Disebutkan di dalam 
hadits Ibnu Buhainah, ia berkata. 
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Rasulullah SAW shalat menjadi imam kami, setelah dua rakaat, 
beliau langsung berdiri dan tidak duduk (tasyahud awal). Maka Orang- 
orang pun Ikut berdiri, dan setelah selesai shalat beliau bersujud dua kali 
dalam keadaan duduk.”^^* 


Juga diriwayatkan bahwa beliau melakukan sujud sahwi setelah 
salam dalam riwayat Dzul Yadain yang telah lalu, karena beliau 
mengucapkan salam setelah dua rakaat shalat.'*^® 

Ulama yang memperbolehkan qiyas dalam sujud sahwi, yakni 
menyamakan persoalan lain yang sejenis dengan persoalan yang dialami 
oleh Nabi SAW dalam masalah sujud sahwi, mereka terbagi menjadi tiga 
madzhab (pendapat): Pertama: madzhab tarjih (menguatkan salah satu 
dalil), kedua: madzhab jam ’ (mengkompromikan beberapa dalil), dan 
ketiga: memadukan antara tarjih dan jam\ 

Ulama yang mentarjih hadits Ibnu Buhainah berpendapat bahwa 
sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Mereka juga mengambil dasar dari 
hadits Abu Sa’id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. 


jUii tUjj' jSj JUi oG ^ ^0^1 dG )i| 

A*j\j oJli' ulj 

' ' y' ✓ 
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Apabila salah seorang dari kalian merasa ragu apakah shalatnya 
sudah tiga rakaat atau empat rakaat, maka tambahlah satu rakaat lagi, 
lalu lakukanlah sujud dua kali ketika duduk sebelum salam. Jika ternyata 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (829, 1230) (1224), Muslim (570), Abu Daud 
(1034), At-Tirmidzi (391), An-Nasa'i (3/19, 34), (2/244), Ibnu Majah (1206), 
Ahmad (345, 346), Ad-Darimi (1/352), Abu Awanah (2/193) dan Al Baihaqi 
(2/333} 343). 

Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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rakaat terakhir yang ia lakukan adalah rakaat kelima, maka ia telah 
menebus kesalahan itu dengan dua .sujud tersebut. Namun jika ternyata 
terakhir yang ia lakukan adalah rakaat keempat, maka dua sujud itu 
untuk menundukkan syetan. 

Mereka mengatakan, hadits ini bisa dipahami bahwa sujud sahwi 
karena adanya "penambahan" Juga dilakukan sebelum salam, karena 
adanya kemungkinan melakukan rakaat yang kelima. Mereka Juga 
berhujjah dengan riwayat dari Ibnu Syihab, ia berkata, "Akhir dari dua 
hal yang dilakukan Rasulullah SAW adalah bahwa sujud sahwi dilakukan 
sebelum salam. 

Adapun ulama yang mentarjih hadits Dzul Yadain berpendapat 
bahwa sujud sahwi dilakukan sesudah salam, dan dalam mentarjih hadits 
ini mereka berhujjah bahwa hadits Ibnu Buhainah bertentangan dengan 
hadits Al Mughirah bin Syu’bah; “Bahwa Rasulullah SAW berdiri 
setelah dua rakaat tanpa duduk (tasyahud awal), kemudian beliau sujud 
setelah salam.Abu Umar mengatakan tidak ada dalil nagli yang 
bertentangan dengan hadits ini, mereka Juga berhujjah dengan hadits 
shahih riwayat Ibnu Mas’ud "Bahwa Rasulullah SAW pernah shalat lima 
rakaat karena lupa, kemudian beliau sujud setelah salam.”'’^^ 

Ulama yang berpendapat/aw ’ mengatakan bahwa hadits-hadits di 
atas tidak saling bertentangan, yang demikian itu karena sujud sahwi 
yang dilakukan setelah salam adalah karena adanya penambahan dalam 
shalat, sedangkan sujud sahwi sebelum salam adalah karena adanya 


““ Shahih-. HR. Muslim (571), Abu Daud (1024, 1026) (1027), An-Nasa'i (3/27), 
Ibnu Majah (1210), Ahmad (3/72, 84, 87), Ad-Darimi (1/351), Ibnu Al Jarud 
(241) dan Ad-Daruquthni (1/375). 

Dha’if. HR. Al Baihaqi (2/340), dan lafadznya dari Mutharrif bin Mazin dari 
Ma'ar, dari Zuhri, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah sujud sahwi sebelum dan 
sesudah salam, dan akhir dari dua hal yang beliau lakukan adalah sebelum 
salam." Al Baihaqi menyatakan bahwa perkataan Az-Zuhri mungathi' {ierpuins) 
karena tidak menyandarkan kepada seorang sahabat pun, dan Mutharrif bin 
Mazin bukan perawi yang kuat. 

Shahih. HR. Abu Daud (1037), At-Tirmidzi (364, 365), Ahmad (4/253), Ath- 
Thayalisi (695), Ad-Darimi (1/421), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (20/1019) 
dan Al Ausath (1182), serta Al Baihaqi (2/338, 344) dan dinilai shahih oleh Al 
Albani di dalam Shahih Abu Daud. 

Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (404, 1226, 7249), Muslim (572), Abu Daud 
(1019), At-Tirmidzi (392), An-Nasa'i ^3/31) dan Ibnu Majah (1205). 
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pengurangan dari semestinya. Mereka berkata, “Ini lebih tepat daripada 
menganggap bahwa hadits-hadits tersebut saling bertentangan satu 
dengan yang lain.” 

Adapun ulama yang memadukan konsep jam’ dan tarjih 
berpendapat bahwa sujud sahwi untuk persoalan yang sama dengan 
amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah sama seperti yang 
termuat dalam hadits-hadits yang menjelaskan sujud sahwi Rasulullah 
SAW. Sedangkan dalam kondisi selain itu maka sujud sahwi dilakukan 
sebelum salam. Seakan-akan mereka mengqiyaskan tempat-tempat 
dimana Rasulullah SAW melakukan sujud sahwi sebelum salam, dan 
tidak mengqiyaskan posisi dimana Rasulullah SAW melakukan sujud 
sahwi sesudah salam. 

Adapun ulama yang hanya membatasi persoalan ini dan tidak 
keluar dari amalan yang telah dilakukan oleh Nabi SAW, yakni enggan 
mengqiyaskan persoalan lain dengan amalan yang dialami oleh Nabi 
SAW, berpendapat bahwa sujud sahwi itu hanya dilakukan apabila 
kasusnya sama dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Adapun untuk 
persoalan lain, maka tidak perlu melakukan sujud sahwi, ini adalah 
pendapat madzhab Zhahiri. 

Ahmad bin Hanbal rupanya menempuh jalur madzhab Zhahiri 
dengan ditambah jalur qiyas, dimana ia berpendapat bahwa sujud sahwi 
yang dilakukan setelah salam hanya pada kasus yang sama dengan apa 
yang pernah dialami oleh Nabi SAW. Sedangkan untuk persoalan lain 
yang tidak sama dengan yang pernah dialami oleh Nabi SAW maka sujud 
sahwi dilakukan sebelum salam. 

Masing-masing dari mereka memiliki dalil-dalil yang dianggap 
kuat dari segi qiyas, namun kami tidak bermaksud mengutarakan 
semuanya secara rinci, sebagaimana kami juga tidak ingin mengungkap 
persoalan-persoalan yang hukumnya tidak dijelaskan hukumnya dengan 
tegas dalam syariat kecuali sekilas saja, yang demikian itu karena telah 
masyhur dan menjadi dasar bagi yang lainnya, atau karena persoalan 
tersebut jarang terjadi. 

Adapun tempat-tempat dimana Rasulullah SAW lupa dalam 
shalatnya ada lima, yaitu: 
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Pertama: Ketika beliau SAW langsung berdiri pada rakaat kedua 
tanpa duduk (tasyahud awal) seperti yang tertera dalam hadits Ibnu 
Buhainah. 

Kedua: Ketika beliau SAW salam setelah dua rakaat sebelum 
menyempurnakan empat rakaat seperti yang tertera dalam hadits Dzul 
Yadain. 

Ketiga: Bahwa beliau SAW pernah shalat sampai lima rakaat 
seperti yang tertera dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al 
Bukhari dan Muslim. 

Keempat: Bahwasanya beliau SAW pernah salam ketika baru 
melakukan tiga rakaat seperti yang termuat dalam hadits Imran bin Al 
Hushain.^^^ 

Kelima: Sujud sahwi karena ragu-ragu tentang jumlah rakaat 
seperti yang tertera dalam hadits Abu Sa’id Al Khudri, dan permasalahan 
ini akan dibahas berikutnya. 

Para ulama berbeda pendapat mengapa harus melakukan sujud 
sahwi? Sebagian ulama berpendapat hal itu karena adanya pengurangan 
atau penambahan dalam shalat dan inilah yang lebih masyhur. Ada juga 
yang mengatakan bahwa alasannya karena “lupa” itu sendiri, 
sebagaimana pendapat imam Zhahiri dan Syafi’i. 


Pasal ketiga: Bacaan dan perbuatan yang menuntut sujud sahwi 

Para ulama yang berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan karena 
adanya pengurangan atau penambahan dalam menjalankan bagian-bagian 
shalat secara lupa, sepakat bahwa bagian-bagian shalat tersebut berupa 
perbuatan atau bacaan sunah, dan bukan yang fardhu dan yang 
dianjurkan. 


Lafadznya dari Imran bin Hushain bahwa Rasulullah SAW salam pada rakaat 
ketiga dari shalat Ashar, kemudian Al Khirbaq berkata kepada beliau, “Wahai 
Rasulullah, apakah Anda lupa atau memang shalat ini digasharT' Lalu Nabi 
SAW bertanya, "Apakah Al Khirbag benar?” mereka menjawab, “Ya, benar.” 
Kemudian beliau berdiri dan shalat satu rakaat, beliau lalu sujud dua kali dan 
mengucap salam. HR. Muslim (574), Abu Daud (1018), An-Nasa'i (3/26) 
(3/66)), Ibnu Majah (1215), Ahmad (4, 427), dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (1054) dan Ibnu Hibban (2654), juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi 
(2/359). 
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Bagian gerakan shalat yang dianjurkan untuk dilakukan, apabila 
ditinggalkan karena lupa tidak menuntut sujud sahwi selama tidak lebih 
dari sekali. Seperti pendapat imam Malik bahwa meninggalkan takbir 
sekali tidak perlu sujud sahwi, namun jika lebih dari sekali maka harus 
sujud sahwi. 

Adapun amalan yang fardhu, maka tidak dapat diganti dengan 
sujud sahwi atau yang lainnya, melainkan dengan cara mengulanginya, 
dan melengkapinya apabila apa yang ia tidak lakukan karena lupa 
tersebut tidak mengharuskan pengulangan shalat secara keseluruhan. 
Sebagaimana telah dijelaskan mengenai sesuatu yang mengharuskan 
pengulangan shalat secara keseluruhan dan yang hanya mengharuskan 
mengerjakan sebagian amalan yang tertinggal (maksudnya; karena 
meninggalkan sebagian rukun shalat). 

Adapun sujud sahwi yang dilakukan karena adanya penambahan, 
maka penambahan tersebut terjadi pada amalan yang fardhu atau sunah 
secara keseluruhan, hal ini tidak diperselisihkan, namun yang 
diperselisihkan adalah status perbuatan atau bacaan tersebut apakah 
fardhu atau tidak, apakah sunah atau tidak, dan apakah sunah atau 
sekedar anjuran. 

Contohnya: menurut imam Malik, meninggalkan qunut tidak perlu 
sujud sahwi karena qunut hanya anjuran, sedangkan menurut imam 
Syafl’i meninggalkan qunut mengharuskan sujud sahwi karena qunut 
merupakan salah satu sunah. Mengenai fardhu, sunah dan anjuran di 
dalam bagain-bagian shalat sudah dijelaskan sebelumnya. 

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa sujud sahwi 
dilakukan karena adanya penambahan yang sedikit dalam shalat, 
sekalipun tidak termasuk bagian shalat. 

Dan perlu diketahui bahwa sunah dan anjuran menurut mazhab 
Maliki termasuk an-nadbu. Adapun yang diperselisihkan oleh Imam 
Malik dan Syafi’i mengenai batas minimal dan maksimalnya, yaitu dalam 
penekanan persoalan yang tergantung pada kondisi ibadah, sehingga 
keduanya banyak berselisih pendapat dalam masalah ini, sampai-sampai 
sebagian mereka berpendapat bahwa apabila sunah dalam shalat 
ditinggalkan secara sengaja jika berupa perbuatan, atau apabila dilakukan 
dengan sengaja jika berupa amalan yang harus ditinggalkan, hukumnya 
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sama dengan hukum wajib (yang berarti akan berdosa Jika ditinggalkan), 
dan pendapat semacam ini banyak dipegang oleh pengikut imam Malik. 

Demikian pula Anda akan mendapati mereka bersepakat kecuali 
Ahlu Zhahir, bahwa orang yang meninggalakan sesuatu yang sunah yang 
berulang-ulang akan berdosa, seperti seseorang yang senantiasa 
meninggalkan shalat witir atau shalat sunah sebelum Subuh, maka ia 
tergolong orang yang fasik dan berdosa. Seolah-olah ibadah tersebut 
menurut pemahaman ini bukanlah sesuatu yang wajib karena keberadaan 
dan jenisnya sebagaimana keberadaan shalat lima waktu. Diantara 
ibadah-ibdah itu juga ada yang sunah menurut keberadaannya namun 
wajib menurut jenisnya, seperti shalat witir, shalat sunah sebelum Subuh, 
dan shalat-shalat sunah lainnya. 

Demikian juga ada hal yang bersifat himbaun menurut 
keberadaannya, namun sunah menurut jenisnya, seperti yang telah kami 
kemukakan di atas mengenai pendapat imam Malik yang mengharuskan 
sujud sahwi apabila meninggalkan takbir secara lupa lebih dari satu kali. 
Menurut saya, mereka tidak ada yang berpendapat bahwa ada hal-hal 
sunah dari segi keberaadan jenisnya. Adapun Ahlu Zhahir berpendapat 
bahwa sunah itu menurut mereka adalah sunah dengan ketentuannya, 
berdasarkan sabda Nabi SAW kepada seorang A’rabi (Arab Badui) yang 
bertanya kepada beliau mengenai kewajiban-kewajiban dalam Islam, 
kemudian beliau berkomentar, 

“Ia beruntung jika jujur dan masuk surga jika benar. Kalimat 
tersebut disabdakan oleh Nabi SAW setelah A’rabi tersebut berkata 
kepada Nabi SAW, “Demi Allah, aku tidak akan menambah atau 
mengurangi kewajiban-kewajiban tersebut.” Hadits ini telah disebutkan 
terdahulu. 

Para ulama sepakat bahwa sujud sahwi dilakukan karena lupa tidak 
duduk pada tasyahud awal, namun mereka berbeda pendapat apakah 
duduk tersebut sebagai fardhu atau sunah? Mereka juga berbeda pendapat 
apakah imam yang diingatkan oleh makmum dengan bacaan tasbih 
{subhanallah) harus kembali kepada gerakan semula atau diteruskan 


Shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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berdiri? Dan jika kembali duduk, kapankah ia harus kembali duduk? 
Jumhur ulama menyatakan, ‘imam yang diingatkan itu harus duduk 
kembali selama belum berdiri tegak.” Sebagian ulama lain mengatakan 
bahwa imam tersebut harus kembali duduk selama belum duduk pada 
rakaat ketiga. Dan sebagian ulama yang lain lagi berpendapat: imam 
tersebut tidak boleh duduk kembali apabila telah bangkit dari tempat 
shalat sejauh satu jengkal. Dan seandainya ia duduk kembali, menurut 
jumhur ulama shalatnya sah, namun menurut sebagian yang lain 
shalatnya batal. 


Pasal keempat: Tata Cara sujud sahwi 

Tentang tata cara sujud sahwi para ulama telah berbeda pendapat: 
menurut imam Malik bahwa sujud sahwi apabila dilakukan setelah salam 
maka ia harus melakukan tasyahud kemudaan salam. Demikian juga yang 
dipegang oleh Abu Hanifah, karena semua sujud sahwi menurutnya 
adalah setelah salam. Sedangkan apabila sujud sahwi dilakukan sebelum 
salam, maka ia hanya melakukan satu kali tasyahhud saja, dan salamnya 
sekaligus dengan salam penutup shalat. Dan inilah yang dipegang oleh 
imam Syafi’i, karena menurutnya semua sujud sahwi dilakukan sebelum 
salam. Dalam riwayat lain, Malik berpendapat bahwa sujud sahwi yang 
dilakukan sebelum salam tidak menggunakan tasyahud, dan inilah yang 
dipegang oleh jama’ah. 

Abu Umar berkata, “Adapun salam yang dilakukan setelah salam, 
maka hal itu memang ada contohnya dari Nabi SAW, namun mengenai 
tasyahud, saya tidak mengetahui dasarnya.” 

Sebab perbedaan pendapat: Hadits dari Ibnu Mas’ud RA"*^^ yang 
diperselisihkan mengenai keshahihannya, yaitu “Bahwasanya Rasulullah 


Yang benar bahwa hadits ini diriwayatkan dari Imran bin Al Hushain dan bukan 
dari Ibnu Mas'ud. Tambahan ini diriwayatkan oleh Abu Daud (1039), An-Nasa'i 
(3/26), At-Tirmidzi (395) ia berkata, ‘ini adalah hadits hasan gharib. ” Ibnu Al 
Jarud (129), Al Hakim (1/323) ia menilainya shahih dan disepakati oleh Adz- 
Dzahabi, serta diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/355) dan berkata, “Asy'ats Al 
Hamrani meriwayatkannya sendirian, diriwayatkan oleh Syu'bah, Wuhaib, Ibnu 
Ilyah, Asy-Syaqafi, Hasyim, Hammad bin Zaid, Yazid bin Zurai' dan selain 
mereka dari Khalid Al Hadzdza', dan tidak ada satupun dari mereka yang 
menyebutkan seperti apa yang di.sebutkan oleh Asy'ats Al Hamrani. Saya 


Bidayatul Mujtahid 405 




SAW bertasyahud lalu salam”, di samping itu apakah dua sujud sahwi itu 
dianggap sama dengan dua sujud terakhir dalam shalat atau tidak? 

Ulama yang menganggap “sama” berpendapat tidak perlu tasyahud 
lagi, terlebih masih dalam shalat yang sama. Abu Bakar bin Al Mundzir 
menyatakan ada enam pendapat ulama mengenai permasalahan ini: 

1. Sebagian ulama menyatakan tidak perlu tasyahud dan salam lagi, 
sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik, Al Hasan dan Atha . 

2. Sebagian ulama lain berpendapat sebaliknya: yakni harus 
tasyahud dan salam. 

3. Sekelompok ulama lain mengatakan dengan tasyahud tanpa 
salam, sebagaimana yang dipegang oleh Al Hakam, Hammad, dan An- 
Nakha'i. 

4. Sebagian ulama lain berpendapat kebalikan dari madzhab ketiga: 
yaitu dengan salam tanpa tasyahud. Ini adalah pendapat Ibnu Sirin. 

5. Jika berkehendak boleh dengan tasyahud dan salam, jika tidak 
maka tidak apa-apa, sebagaimana diriwayatkan dari 'Atha. 

6. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal: bahwa apabila ia sujud 
sahwi setelah salam, maka dengan tasyahud, dan apabila sujud sahwi 
sebelum salam maka tanpa tasyahud, dan ini seperti yang telah kami 
sebutkan dari imam Malik. Abu Bakar mengatakan, bahwa Rasulullah 
SAW pernah bertakbir empat kali di dalam sujud sahwi lalu beliau salam, 
namun terdapat catatan dalam riwayat mengenai tasyahud beliau. 


Pasal kelima: Orang yang wajib melakukan sujud sahwi 

Para ulama telah sepakat bahwa sujud sahwi adalah sunah bagi 
orang yang shalat sendirian dan yang menjadi imam. Namun mereka 
berbeda pendapat apabila makmum lupa, apakah ia harus sujud sahwi 
atau tidak? Menurut jumhur ulama bahwa makmum tersebut tidak perlu 
melakukan sujud sahwi, karena shalat makmum menjadi tanggungan 
imam. Dan Makhul memiliki pendapat yang syadz, seraya mengatakan 
bahwa makmum tersebut harus melakukan sujud sahwi sendirian. 


katakan, “Lafadz hadits ini syadz karena perbedaan riwayat Asy'ats dengan 
yang lainnya.” 


406 Bidayatul Mujtahid 


Sebab perbedaan pendapat: Mengenai rukun-rukun shalat yang 
ditanggung oleh imam dan yang tidak ditanggung. 

Para ulama sepakat bahwa apabila imam lupa, maka makmum 
harus bersujud sahwi mengikuti imam, sekalipun makmum tidak lupa 
seperti imamnya. Namun mereka berbeda pendapat kapan makmum 
harus melakukan sujud sahwi apabila ia lupa sebagain gerakan shalat 
bersama imam, sedangkan imam tersebut harus melakukan sujud sahwi 
(karena sesuatu yang ia ragukan sendiri). 

Sebagian ulama mengatakan makmum tersebut hendaknya 
melakukan sujud sahwi bersama imam, kemudian berdiri untuk 
menyempurnakan sebagian gerakan dalam shalat yang luput darinya, baik 
imam melakukan sujud sahwi sebelum salam maupun setelahnya. Inilah 
pendapat Atha', Al Hasan, An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Ahmad, Abu Tsaur 
dan Ashhab Ar-Ra'yi. 

Ibnu Sirin dan Ishaq mengatakan bahwa makmum tersebut 
mengqadha apa yang luput darinya kemudian sujud sahwi. 

Sebagian ulama yang lain mengatkan apabila imam melakukan 
sujud sahwi sebelum salam maka hendaknya makmum melakukannya 
bersama imam, namun apabila imam melakukannya setelah salam, maka 
hendaknya makmum tersebut melakukan sujud sahwi setelah 
menyempurnakan bagian yang luput darinya, ini adalah pendapat imam 
Malik, Al-Laits dan Al-Auza'i. 


Sebagian ulama yang lain lagi mengatakan hendaknya makmum 
mengikuti sujud sahwi bersama imam, kemudian setelah 
menyempurnakan kekurangannya, makmum tersebut melakukan sujud 
sahwi kembali, sebagaimana yang dikatakan oleh imam Syafi’i. 


Sebab perbedaan pendapat: Mengenai amalan yang lebih utama, 
mengikuti sujud sahwi bersama imam atau setelah ia menyempurnakan 
shalatnya sendiri? Sepertinya, mereka sepakat bahwa mengikuti imam 
adalah wajib, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 


. 4 , pji fc-v' 


‘‘Sesungguhnya dijadikannya imam hanyalah untuk diikuti. 


Hasan shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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Kemudian mereka berbeda pendapat apakah waktu sujud sahwi 
bagi makmum itu di akhir shalatnya sendiri atau bersama sujud sahwi 
imam? Ulama yang menekankan makmum harus selalu mengikuti imam 
—dan itu merupakan syarat makmum— berpendapat bahwa waktu sujud 
sahwi untuk makmum adalah bersama imam, sekalipun ia tidak 
melakukannya di akhir shalat. 

Sedangkan ulama yang lebih menekankan waktu sujud sahwi itu 
harus di akhir shalat berpendapat bahwa makmum —seperti kasus di 
atas— harus sujud sahwi di akhir shalatnya. Adapun ulama yang 
mewajibkan kedua-duanya berpendapat bahwa makmum tersebut harus 
sujud sahwi dua kali, yaitu bersama imam, kemudian bersujud sahwi 
kembali di akhir shalatnya, hanya saja pendapat ini lemah. 


Pasal Keenam: Bagaimana hendaknya makmum mengingatkan 
imam yang lupa? 


Para ulama sepakat bahwa cara mengingatkan imam yang lupa 
adalah dengan tasbih (membaca: subhanallah) bagi makmun laki-laki, 
berdasarkan hadits shahih. Nabi SAW bersabda, 




“Mengapa aku melihat kalian berlebihan bertepuk tangan, 
barangsiapa mengingatkan (kesalahan) dalam shalat, maka hendaklah ia 
bertasbih, karena sesungguhnya dengan bertasbih ia akan 
memperhatikan, adapun tepuk tangan hanya untuk perempuan. 

Namun mereka berbeda pendapat mengenai cara mengingatkan 
bagi perempuan, imam Malik dan jama'ah mengatakan bahwa tasbih 
untuk laki-laki dan perempuan. Sedangkan imam Syafi’i menyatakan 
untuk laki-laki bertasbih, dan untuk perempuan dengan cara tashfig 
(tepuk tangan). 


Muttafaq 'alaih. HR. Al Bukhari (684, 1201, 1204, 1234, 2690, 2693), Muslim 
(421), Abu Daud (940), An-Nasa'i (2/77), Ibnu Majah (1035), Ahmad (5/330, 
331, 335, 336, 337, 338), Ad-Darimi (1/317) dan Ath-Thabrani (5742, 5749, 
5765, 5824, 5843, 5844). 
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Sebab perbedaan pendapat; Perbedaan dalam memahami sabda 
Rasulullah SAW, "Adapun tepuk tangan hanya untuk perempuan. ” 
ulama yang memahami makna dalam hadits tersebut bahwa tepuk tangan 
adalah hukum mengingatkan bagi perempuan -dan inilah yang nampak 
jelas kebenarannya- mengatakan, “Apabila makmum perempuan ingin 
mengingatkan, maka hendaknya dengan bertepuk tangan dan bukan 
bertasbih.” Sedangkan ulama yang memahami hadits tersebut hanya 
sebagai bentuk celaan terhadap tepuk tangan, mengatakan bahwa untuk 
mengingatkan bagi laki-laki dan perempuan sama saja, yaitu dengan 
bertasbih. Namun pendapat ini lemah karena keluar dari zhahir hadits 
tanpa mendasarkannya kepada dalil yang lain, kecuali jika ia 
mengqiyaskan perempuan kepada lelaki dalam hal ini, hanya saja banyak 
sekali perbedaan hukum di dalam shalat bagi laki-laki dan perempuan, 
sehingga hal itu melemahkan qiyas dalam permasalahan ini. 


1- Sujud sahwi karena keraguan dalam shalat 

Mengenai sujud sahwi karena keraguan dalam shalat, para ulama 
berbeda pendapat mengenai orang yang ragu dalam shalatnya dan tidak 
meyakini berapa rakaat yang telah ia kerjakan, apakah satu, dua, tiga atau 
empat rakaat, dalam hal ini para ulama terbagi menjadi tiga pendapat: 

a. Sebagian ulama mengatakan, hendaknya ia mendasarkan 
keyakinannya pada jumlah rakaat yang paling sedikit, dan tidak boleh 
berpegang pada sesuatu yang diada-adakan, kemudian melakukan sujud 
sahwi. Ini adalah pendapat imam Malik, Syafi’i dan Daud. 

b. Abu Hanifah berpendapat: jika itu adalah pertama kali maka 
batal shalatnya, namun jika keraguan tersebut berulang-ulang, maka 
hendaknya ia mengingat-ingat dan menentukan jumlah yang lebih ia 
yakini, kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam. 

c. Sekelompok ulama yang lain berpendapat bahwa apabila ia ragu, 
maka tidak dapat kembali kepada keyakinan dan tidak perlu berupaya 
untuk mencapai keyakinan, melainkan hendaknya ia melakukan sujud 
sahwi saja, apabila terjadi keraguan. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi zhahir beberapa hadits 
yang berkenaan dengan masalah ini, yaitu tiga hadits berikut; 
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Pertama: Hadits yang menjelaskan agar mendasarkan kepada 
keyakinan, yaitu hadits riwayat Abu Sa’id Al Khudri, ia berkata, 
Rasulullah SAW bersabda. 


Cpy liir ^}i Jb» oir ‘ofj ci6c^ ij 2.^ iii;- ^ 

.jiklu 


"Apabila salah seorang di antara kalian merasa ragu dalam 
shalatnya dan tidak mengetahui apakah ia telah shalat tiga atau empat 
rakaat. Maka hendaknya ia membuang keraguan dan berpegang pada 
apa yang ia yakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam. Apabila ia 
telah shalat lima rakaat, maka semua itu memaafkannya (dari 
kekeliruan) dalam shalatnya, dan apabila satu rakaat itu sebagai 
pelengkap empat rakaat, maka kedua sujud itu sebagai pengusir syetan. ” 
Diriwayatkan oleh Muslim.**^^ 


Kedua: Hadits riwayat Ibnu Mas’ud bahwa Nabi SAW bersabda, 


• • X ^9 y ''''l* -Ki*’ * * * '*’ 1 l 


'i' 


"Apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam shalatnya, 
maka hendaknya ia mencari (yang benar) kemudian bersujud dua kali. ’’ 
Dalam riwayat lain disebutkan: 


Jj (OIJ J\ iUi l5>' °J& 

y ^ t' t' 


"Maka hendaknya ia meyakini sesuatu yang lebih mendekati 
kebenaran dan mengucapkan salam, kemudian melakukan sujud sahwi 
dua kali, bertasyahud dan mengucapkan salam. 

Ketiga: Hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh imam Malik 
dan Al Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


Shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
Shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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“Sesungguhnya apabila salah seorang dari kalian berdiri untuk 
melakukan shalat, maka syetan mendatanginya dan mengacaukannya 
hingga ia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah ia lakukan. Apabila 
salah seorang dari kalian menemukan hal demikian maka hendaklah ia 
sujud .sahwi dua kali pada saat masih duduk. 

Riwayat lain yang semakna dengan hadits ini dari Abdullah bin 
Ja'far, telah diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, 

“Barangsiapa ragu dalam shalatnya, maka hendaknya ia sujud dua 
kali setelahnya, kemudian salam. 

Menanggapi hadits-hadits ini para ulama ada yang menempuh 
metode jam ’ dan ada yang mengambil cara tarjih. 

Diantara ulama yang mengambil cara tarjih, menilai tidak adanya 
pertentangan pada dalil, ada yang memalingkan takwil dalil yang 
bertentangan kepada apa yang ia dukung, di antara mereka ada yang 
menggabung keduanya (yakni mengkompromikan sebagian dan 
mentarjih sebagian yang lain, kemudian mentakwil makna sesuai yang ia 
dukung), dan ada pula yang memadukan sebagian, kemudian 
menggugurkan yang lain. 

Ulama yang menempuh metode jam' dalam sebagaian hadits dan 
mentarjih sebagian yang lain, kemudian menakwilkan hadits yang tidak 
kuat dan mengalihkan maknanya hingga sesuai dengan hadits yang ia 
dukung adalah Malik bin Anas. Ia mengartikan hadits Abu Sa’id Al 
Khudhri RA untuk orang yang dihinggapi keraguan dan memahami 


^ . «y’ 
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Muttafaq ‘alaih. HR. Al Bukhari (1232), Muslim (389), Abu Daud (1030), An- 
Nasa'i (3/31) dan Al Baihaqi (2/230). 

Dha’if. HR. Abu Daud (1033), An-Nasa’i (3/30), disebutkan di dalam Al Kubra 
(593, 1171, 1172, 1173), Ahmad (1/204, 205), dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (1022), diriwayatkan oleh Al Baihaqi (2/336) dan dianggap dha’if 
oleh Al Albani di dalam Dha’if Abu Daud. 
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hadits Abu Hurairah RA untuk orang yang benar-benar ragu (keraguan 
yang dominant) sedangkan hadits Ibnu Mas’ud ditakwilkan bahwa yang 
dimaksud dengan kehati-hatian tersebut adalah kembali kepada yang 
diyakini. Dengan demikian. Imam Malik meneguhkan semua hadits. 

Abu Hanifah termasuk diantara ulama yang menempuh metode 
memadukan beberapa hadits dan menggugurkan sebagian yang lain, 
yakni mendukung sebagian hadits tanpa menawilkan hadits yang ia 
anggap lemah untuk mendukung pendapatnya. Ia berkata, “Hadits Abu 
SaMd berlaku bagi orang yang tidak memiliki dugaan kuat dan bisa 
dijadikan sandaran perbuatannya, sedangkan hadits Ibnu Mas’ud untuk 
orang yang memiliki dugaan kuat.” Abu Hanifah menggugurkan hukum 
yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah RA, ia berkata, “Di dalam 
hadits Abu Sa’id dan Ibnu Mas’ud terdapat tambahannya, sedangkan 
riwayat tambahan itu harus diterima. Langkah yang ditempuh Abu 
Hanifah ini juga merupakan salah satu langkah kompromi. 

Adapun bagi yang menguatkan sebagaian hadits dan 
menggugurkan sebagaian hadits yang lain dan mereka yang berpendapat 
wajib sujud saja adalah karena mereka menguatkan hadits Abu Hurairah 
RA dan menggugurkan hadits Abu Sa’id serta Ibnu Mas’ud. Karena itu, 
langkah seperti ini merupakan pendapat yang paling lemah. 

Demikianlah penjelasan yang perlu kami tegaskan dalam bagian ini 
yang merupakan salah satu dari dua pembahasan mengenai shalat, yakni 
penjelasan mengenai shalat wajib. Selanjutnya kita akan melangkah pada 
bagian kedua dari pembahasan tentang shalat syar’iyyah, yaitu shalat 
yang bukan kewajiban individual. 
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KITAB SHALAT KEDUA 


Diantara Jenis shalat yang tidak termasuk kewajiban individual 
(fardhu 'ain) adalah shalat sunah, shalat nafilah, dan fardhu kifayah 
(kewajiban yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka 
kewajiban tersebut gugur dari yang lainnya). Diantara hukum shalat- 
shalat itu pun ada yang telah disepakati dan ada yang masih 
diperdebatkan. 

Kami akan membahas mengenai pembagian shalat-shalat tersebut 
satu persatu, yang secara global semuanya berjumlah 10 macam shalat: 

1. Shalat sunah fajar. 2. Witir. 3. Nafilah. 4. Shalat sunah ketika 
masuk masjid (tahiyatul masjid). 5. Qiyam Ramadhan (Tarawih). 6. 
Kusuf, 7. lstisqa'. 8. Idul Fitri. 9. Idul Adha. dan 10. Sujud tilawah (yang 
bisa dikatagorikan sebagai shalat tertentu). 

Pembahasan kedua ini meliputi sepuluh bab, adapun penjelasan 
mengenai shalat mayit akan kami bahas secara tersendiri dalam 
pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan mayit 
sebagaimana kebiasaan para ulama di dalam kitab mereka dan 
memberinya judul "Kitabul Jana 'iz ”. 


Babi 

Shalat Witir 

Para ulama berbeda pendapat mengenai shalat witir dalam 5 hal: 
hukum, tata cara, waktu, bacaan qunut dalam shalat witir dan shalat witir 
di atas kendaraan. 

Mengenai hukum shalat witir telah dibahas sebelumnya dalam 
penjelasan mengenai shalat-shalat wajib. 
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Tata cara witir 


Imam Malik berpendapat, sebaiknya dilakukan dalam tiga rakaat 
dipisah dengan satu salam. Menurut Abu Hanifah, jumlah rakaat shalat 
witir adalah tiga rakaat tanpa dipisah dengan salam. Sedangkan Menurut 
Syafi’i, jumlah rakaat shalat witir adalah satu rakaat. Masing-masing dari 
pendapat ini memiliki sandaran dari para sahabat dan tabi’in. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antar atsar dalam 
permasalahan ini. Disebutkan dari hadits Aisyah bahwa beliau SAW 
melakukan shalat malam sebelas rakaat dengan witir satu rakaat.”'*'*^ 


Telah diriwayatkan secara tsabit dari Ibnu Umar RA bahwasanya 
Rasulullah SAW bersabda. 


'j) J:. 


“Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat, dan jika engkau 
melihat bahwa Shubuh mendatangimu maka lakukanlah shalat witir satu 
rakaat. 


Muslim meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW shalat 
tiga belas rakaat, diantaranya shalat witir lima rakaat tanpa duduk kecuali 
di (rakaat) terakhir.”^'*^ 


Abu Daud meriwayatkan dari Abu Ayyub Al Anshari bahwa 
Rasulullah SAW bersabda. 
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“Witir adalah haq (kewajiban) atas setiap Muslim, barangsiapa 
yang ingin berwitir tiga rakaat maka hendaklah ia melakukannya, dan. 


Shahih. HR. Muslim (736), At-Tirmidzi (440), (441), An-Nasa'i (1695), Ahmad 
(6/35). 

Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (990), Muslim (749), Abu Daud (1326), An- 
Nasa’i (3/233), Ibnu Majah (1320), Ahmad (2/9, 141, 147), Al Baihaqi (3/22). 
Shahih: HR. Muslim (737), Abu Daud (1235), At-Tirmidzi (459). 
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barangsiapa yang ingin berwitir satu rakaat, maka hendaklah ia 
melakukannya. 

Abu Daud meriwayatkan bahwa beliau SAW pernah shalat witir 
tujuh rakaat, sembilan rakaat dan lima rakaat. 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Qais, ia berkata, “Aku pernah 
bertanya kepada Aisyah RA, ‘Berapa rakaat Rasulullah SAW melakukan 
witir?’ Aisyah RA menjawab, ‘Beliau SAW shalat witir empat dan tiga 
rakaat, enam dan tiga rakaat, delapan dan tiga rakaat, sepuluh dan tiga 
rakaat tapi tidak pernah witir lebih sedikit dari tujuh rakaat dan tidak 
pernah lebih dari tiga belas rakaat.”^''^ 

Hadits ibnu Umar RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

jc^\ hu 'J J L 

"Maghrib adalah witirnya shalat siang. 

Metode yang ditempuh para ulama dalam hadits-hadits di atas 
adalah metode tarjih. Bagi yang berpendapat bahwa jumlah rakaat witir 
hanya satu rakaat bersandar pada sabda Rasulullah SAW, “Jika engkau 


Shahik. HR. Abu Daud (1422), An-Nasa'i (3/238), Ibnu Majah (1190), Ahmad 
(5/418), Ad-Darimi (1/371), Abdurrazzak (4633), Ad-Daruquthni (2/22, 23), Al 
Baihaqi (2/37). Dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abi Daud. 

Kami tidak menemukan hadits dengan teks seperti itu. HR. Abu Daud (1437), 
Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar Al Baihaqi (1/200), (3/35) 

bersumber dari Abdullah bin Abi Qubais, ia berkata, “Aku pernah bertanya 
kepada Aisyah mengenai shalat witir Rasulullah SAW, ia menjawab, 
‘Terkadang beliau SAW witir di permulaan malam dan terkadang witir di 
penghujung malam.’ Aku bertanya, ‘Bagaimana bacaan Rasulullah SAW, 
apakah membaca pelan atau keras?’ ia menjawab, ‘Semua itu pernah dilakukan 
oleh Rasulullah SAW, beliau terkadang membaca secara pelan dan terkadang 
membaca dengan keras, beliau terkadang mandi lalu tidur dan terkadang wudhu 
lalu tidur.” Dinilai shahih oleh Al Albani. Catatan; hadits yang diriwayatkan 
oleh Abdullah bin Qubais tersebut sebenarnya bukan berasal dari Abdullah bin 
Qubais sebagaimana yang dijelaskan dalam semua buku-buku yang telah 
diterbitkan. 

Shahih. HR. Malik dalam Al Muwaththa’ (1/125), (276), An-Nasa'i dalam As- 
Stinan Al Kubra (1382), Ahmad (2/30, 41, 82, 154), Ath-Thabrani dalam Al 
Mu'jam Al Saghir (1081). Dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al Jami’ 
(7620). 
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khawatir Subuh (tiba) maka berwitirlah satu (rakaat). Dan hadits 
Aisyah bahwasanya beliau witir dengan satu (rakaat).''^® 

Bagi yang perpendapat bahwa jumlah rakaat witir adalah tiga 
rakaat tanpa dipisah dengan salam dan hanya membatasi hukum jumlah 
bilangan rakaat witir hanya pada tiga rakaat saja, sama sekali tidak bisa 
dijadikan hujjah dalam bab ini, karena semua hadits yang menyebutkan 
jumlah witir yang berbeda-beda tersebut memberikan alternatif pilihan 
selain hadits Ibnu Umar yang menyebutkan sabda Rasulullah SAW, 
“Maghrib adalah witirnya shalat siang. " 

Maka Abu Hanifah dapat mengatakan, “Apabila dua sesuatu 
diserupakan dan memiliki hukum yang sama, maka sesuatu yang 
diserupakan tersebut berhak memiliki sifat sesuatu yang diserupakan 
padanya. Mengingat shalat Maghrib disamakan dengan witirnya shalat 
siang sehingga bilangan rakaatnya wajib berjumlah tiga.” Sedangkan 
Imam Malik dalam hal ini berpedoman pada Sunnah Rasulullah SAW, 
beliau sama sekali tidak pernah shalat witir kecuali setelah shalat dengan 
jumlah rakaat genap. Imam Malik berpendapat bahwa hal itu merupakan 
sunah witir. Batas minimalnya adalah dua rakaat, padahal sebenarnya 
shalat witir menurutnya boleh dilakukan dengan satu rakaat saja, namun 
diantara syaratnya harus didahului dengan bilangan rakaat genap. Atau 
bisa juga Imam Malik berpandangan bahwa jumlah rakaat witir yang 
diperintahkan mencakup bilangan rakaat genap dan ganjil. 

Sebab seluruh bilangan rakaat yang genap jika ditambahkan dengan 
bilangan ganjil maka semuanya berjumlah ganjil. Pendapat tersebut 
diperkuat oleh hadits Abdullah bin Qubais di atas. Dalam hadits itu, witir 
disebut bilangan yang terdiri dari bilangan genap dan ganjil. Diikutkan 
juga dengan pendapat Imam Malik yang dijadikan pedoman yang 
menyatakan bahwa jumlah rakaat witir adalah satu rakaat, karena ia 
menyatakan, “Bagaimana mungkin shalat witir dilakukan satu rakaat 
yang sebelumnya tidak didahului oleh rakaat sama sekali dan dengan apa 
rakaat tersebut diakhiri, padahal Rasulullah SAW bersabda, “Hendaknya 
kamu berwitir dari shalat yang telah dilakukan. 


Muilafag 'alaih. Tahrijnya telah disebutkan sebelumnya. 
Muttafag‘alaih. Tahrijnya telah disebutkan sebelumnya. 
Shahih. Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya. 
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Pendapat di atas secara tekstual menyatakan bahwa witir adalah 
bilangan dari rakaat shalat witir itu sendiri (yaitu tidak tersusun dari 
bilangan rakaat genap dan ganjil) karena witir tersebut adalah witir yang 
dikaitkan dengan jumlah lainnya dan penakwilan semacam ini lebih 
utama. 

Yang benar dalam hal ini adalah semua teks hadits yang 
menunjukkan alternatif pilihan dalam tata cara shalat witir, mulai dari 
satu rakaat hingga sembilan rakaat berdasarkan yang diriwayatkan dari 
praktek Rasulullah SAW, dan yang perlu diperhatikan adalah apakah 
diantara syarat shalat witir adalah harus didahului dengan shalat sunah 
dengan bilangan rakaat ganjil secara terpisah atau tidak disyaratkan? 
Nampaknya hal itu merupakan syarat baginya karena memang seperti 
itulah witir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nampaknya hal 
tersebut bukanlah syarat shalat witir, sebab Imam Muslim meriwayatkan 
bahwa Rasulullah SAW ketika selesai shalat witir, beliau membangunkan 
Aisyah, lalu Aisyah melakukan shalat witir.”'*^^ Secara tekstual, riwayat 
ini menyebutkan bahwa Aisyah melakukan shalat witir tanpa didahului 
dengan shalat sunah yang jumlah rakaatnya genap. 

Di samping itu ada riwayat lain yang bersumber dari Aisyah bahwa 
Rasulullah SAW pernah witir dengan sembilan rakaat, beliau duduk pada 
(rakaat) ke delapan dan sembilan, tidak salam kecuali pada rakaat ke 
sembilan, kemudian beliau shalat dua rakaat dengan duduk, maka itulah 
sebelas rakaat. Setelah beliau lanjut usia dan mulai gemuk, beliau shalat 
witir dengan tujuh rakaat, beliau tidak duduk kecuali pada rakaat keenam 
dan ketujuh dan tidak salam kecuali pada rakaat ketujuh, kemudian beliau 
shalat dua rakaat dengan duduk, maka itulah sembilan rakaat.”"^^^ 

Hadits yang menunjukkan bahwa shalat witir harus didahului 
dengan shalat yang bilangan rakaatnya genap memiliki hujjah bahwa 
tidaklah termasuk syarat witir harus terlebih dahulu melakukan shalat 
dengan jumlah rakaat genap dan witir juga bisa disebut untuk jumlah tiga 
rakaat. Di antara hujjah dalam hal itu adalah riwayat yang bersumber dari 

Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (519), Muslim (512), Abu Daud (714), An- 
Nasa'i (1/101), (2/67), Ahmad (6/205). Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah 
(824). 

Shahih. HR. Abu Daud dengan maknanya (1352), dan An-Nasa'i (3/220), 
dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (2635), juga dinilai shahih oleh Al Albani 
dalam Shahih Abi Daud. 
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Abu Daud yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka’b, ia berkata, “Rasulullah 
SAW witir dengan (membaca) surah sabbihismarabbikal a’la, qul 
yaa’ayyuhal kaafirun dan qul huwallahu ahad.’’’^^^ Riwayat dari Aisyah 
juga menyebutkan hal yang serupa, ia berkata bahwa pada rakaat ketiga 
beliau SAW (membaca) qul huwallahu ahad dan mu ’awwidzatain."^^^ 


Waktu pelaksanaan shalat witir 

Para ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat witir adalah 
setelah shalat Isya’ hingga terbitnya fajar, berdasarkan beberapa riwayat 
dari Nabi SAW yang diantaranya diriwayatkan oleh Muslim dari Abu 
Nadhra Al Aufl, Abu Sa’id mengabarkan bahwa mereka pernah bertanya 
kepada Nabi SAW mengenai witir, kemudian Rasulullah SAW 
menjawab, 

“Witir itu sebelum Subuh. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai bolehnya dilakukan setelah 
shalat Subuh. 

Menurut sekelompok ulama tidak boleh, dan yang lainnya 
berpendapat boleh selama belum sampai waktu Subuh. Pendapat pertama 
dikemukakan oleh Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan Sufyan 
Ats-Tsauri. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Syafi’i, 
Ahmad dan Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: 


Shahih. HR. Abu Daud (1423), An-Nasa'i (3/235, 244), As-Sunan Al Kubra 
(446, 9426, 10570, 10576) Ahmad (5/123), Ad-Daruqtuhni (2/31), Al Baihaqi 
(3/40), dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abi Daud. 

Shahih. HR. Abu Daud (1424), At-Tirmidzi (463), Ibnu Majah (1173), dinilai 
shahih oleh Ibnu Hibban (2432), Al Hakim (1/305) (2/520), dinyatakan oleh 
Adz-Dzahabi sebagai hadits marfu’. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni 
(2/35) dan Al Baihaqi (3/38), dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih 
At-Tirmidzi. 

Shahih. HR. Muslim (754), At-Tirmidzi (468), An-Nasa'i (3/231), Ibnu Majah 
(1189), Ahmad (3/13, 37, 71) Ad-Darimi (1/450), dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (1089), Al Baihaqi (2/478). 
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Kontradiksi praktek para sahabat dalam atsar-atsar tersebut. Secara 
tekstual, atsar-atsar yang menyebutkan hal itu menunjukkan bahwa shalat 
witir tidak boleh dilakukan setelah Subuh sebagaimana yang disebutkan 
dalam hadits Abu Nadhrah di atas dan hadits Abu Khudaifah Al Adawi 
yang menyebutkan secara nash sesuai yang diriwayatkan oleh Abu Daud 
yang diantaranya menyebutkan, 

^liaj cUIaJI Ia 




"Dan Dia menjadikannya untuk kalian antara shalat Isya’ sampai 
terbit fajar. 


Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ushul fikih 
mengenai Jarak atau jangka waktu yang diletakkan setelah kata ‘ilaa’ 
(sampai) dan lain halnya jika jangka waktu tersebut sebelum ‘ilaa. ’ Hal 
tersebut meskipun dalil khitab (mafhum) tapi diantaranya ada yang 
disepakati oleh kalangan ahli ushul fikih seperti firman Allah SWT, 





“Dan sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam. ” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 187) 


Dan firman Allah SWT, 


Jl 


“Sampai dengan siku.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Tidak ada 
perbedaan pendapat tentang jarak waktu setelah ‘ilaa. ’ 

Adapun praktek sahabat yang berseberangan dengan atsar tersebut 
adalah riwayat yang bersumber dari Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ubadah 
bin Shamit, Khudaifah, Abu Darda’ dan Aisyah yang menyebutkan 
bahwa mereka shalat witir setelah shalat sunah fajar (Sunah qabliyah 
Subuh) dan sebelum shalat Subuh, juga tidak ada riwayat dari sahabat 
lain yang menyelisihinya. 


Dha’if. HR. Abu Daud (1418), Ibnu Majah (1168), Ahmad (6/7), A-dDarimi 
(1 466), Ad-Daruquthni (2/30), Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir (2/279) 
(2168), Al Baihaqi (2/469, 477), dinyatakan oleh Al Albani sebagai hadits 
dha ’if dalam Dha ’if Abi Daud. 
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Di antara ulama ada yang menilai hal tersebut sebagai ijma’ tapi hal 
itu tidak memiliki arti sebab suatu pendapat tidak bisa dinsibatkan kepada 
orang yang hanya berdiam diri (tidak mengutarakannya). Artinya, orang 
yang tidak memiliki pendapat dalam hal ini tidak bisa dimasukkan dalam 
kategori ijma’. Lantas bagaimana dengan yang menyatakan bahwa tidak 
ada riwayat lain dari kalangan sahabat yang menyelisihi riwayat ini. Dan 
perbedaan pendapat mana yang lebih besar daripada perbedaan pendapat 
para sahabat yang meriwayatkan hadits-hadits tersebut (yaitu perbedaan 
sebagian sahabat terhadap sahabat lain yang membolehkan shalat witir 
setelah shalat fajar). 

Menurut pendapat saya (Ibnu Rusyd), dalam hal ini shalat witir 
yang dilakukan oleh beberapa sahabat setelah shalat fajar tersebut tidak 
beseberangan dengan atsar-atsar yang ada. Adapun mereka yang 
membolehkan shalat witir setelah shalat fajar adalah sebagai qadha’, 
bukan ada ’. Perkataan beberapa sahabat tersebut bisa dinyatakan sebagai 
perkataan yang beseberangan dengan beberapa atsar jika memang shalat 
witir yang dikerjakan setelah shalat fajar tersebut dilakukan pada 
waktunya dan bukan qadha’. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah qadha dalam ibadah tertentu 
memerlukan perintah baru atau tidak? Penakwilan seperti ini lebih sesuai, 
karena mayoritas para sahabat dalam hal ini meriwayatkan dengan 
maksud mengqadha shalat witir sesudah dan sebelum shalat fajar, 
sekalipun ada perkataan Ibnu Mas’ud dalam hal ini yang menyelisihi 
(yaitu statemen yang menyatakan bahwa waktu shalat witir adalah setelah 
shalat Isya’ sampai menjelang fajar). Kita tidak boleh mengira 
berdasarkan semua yang telah kami sebutkan dari para sahabat bahwa 
mereka berpandangan seperti itu sebelum dimengerti bahwa beliau SAW 
pernah shalat witir setelah shalat fajar. Dengan demikian, kita perlu 
mengkaji ulang tata cara penukilan riwayat mengenai shalat witir dari 
para sahabat. 

Ibnu Mundzir menyebutkan ada 5 pendapat tentang waktu 
pelaksanaan shalat witir: 

Di antaranya adalah dua pendapat masyhur yang telah disebutkan 
di atas. 

Pendapat ketiga membolehkan shalat witir sekalipun telah 
melaksanakan shalat Subuh. Pendapat ini dinyatakan oleh Thawus. 
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Pendapat keempat membolehkan shalat witir meskipun matahari 
sudah terbit. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur dan Al Auza’i. 

Pendapat kelima memboleh shalat witir untuk malam berikutnya. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Sa’id bin Jubair. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi dalam penegasan 
mengenai shalat witir dan mendekati hukum wajib. Bagi yang 
berpendapat bahwa hukum shalat witir hampir sama dengan hukum 
wajib, maka akan mewajibkan qadha pada waktu yang lebih jauh dari 
waktu yang telah ditentukan bagi yang berpendapat bahwa hukum shalat 
witir jauh dari wajib, maka mewajibkan qadha dalam waktu yang lebih 
dekat. Bagi yang berpendapat bahwa hukum shalat witir adalah sunah 
seperti halnya shalat sunah lainnya, maka tidak mewajibkan qadha, 
karena qadha hanya wajib dilakukan untuk shalat-shalat wajib yang 
ditinggalkan. Atas dasar ini, perbedaan pendapat mereka merujuk pada 
qadha shalat ‘id bagi yang tertinggal. Hal ini seharusnya tidak dibedakan 
antara sunah dan wajib. (Maksudnya, bagi yang berpendapat bahwa 
qadha berlaku dengan perintah baru, maka harus memiliki pandangan 
serupa dalam sunah dan bagi yang berpendapat bahwa keharusan qadha 
cukup dengan perintah yang pertama maka harus menyerupakannya 
dengan yang sunah dalam hal ini). 


Perbedaan pendapat ulama mengenai qunut dalam shalat witir 

Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa qunut 
dilakukan dalam shalat witir. 

Malik tidak membolehkan qunut dalam shalat witir. 

Syafi’i membolehkan dalam salah satu pendapatnya dan dilakukan 
pada setengah bulan terakhir di bulan Ramadhan. 

Beberapa ulama membolehkan qunut dilakukan pada pertengahan 
awal bulan Ramadhan dan beberapa ulama lain membolehkan 
dilaksanakan selama bulan Ramadhan penuh. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi atsar dalam 
permasalahan ini. Terdapat riwayat dari Nabi SAW yang menyebutkan 
bahwa beliau melakukan qunut secara mutlak. Riwayat lain menyebutkan 
beliau qunut selama satu bulan. Riwayat lain menyebutkan bahwa pada 
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akhir hidup beliau, sama sekali beliau tidak melakukan qunut dalam 
shalat dan beliau melarangnya. Masalah ini telah dibahas sebelumnya. 


Shalat witir di atas kendaraan menghadap ke arah mana pun 
kendaraan menghadap 

Jumhur membolehkan hal itu berdasarkan riwayat yang 
menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan shalat witir di 
atas kendaraan. Dalil inilah yang dijadikan pegangan bagi mereka yang 
mengatakan bahwa shalat witir tidak memiliki hukum wajib, karena 
shalat wajib tidak dilakukan di atas kendaraan sesuai riwayat yang 
menyebutkan bahwa beliau SAW melakukan shalat sunah di atas 
kendaraan.'*^* Tidak ada satu riwayat shahih pun yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan shalat fardhu di atas 
kendaraan. 

Adapun ulama madzhab Hanafi bersepakat dengan mereka dalam 
pernyataan ini, yakni shalat fardhu tidak boleh dilakukan di atas 
kendaraan dan keyakinan mereka yang menyatakan bahwa witir adalah 
wajib sehingga tidak boleh dilakukan di atas kendaraan serta menolak 
riwayat dengan qiyas, ini adalah pendapat yang lemah. 


Mengulangi witir 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa apabila seseorang telah 
melaksanakan shalat witir kemudian tidur, lalu bangun lagi untuk 
melakukan shalat sunah, maka tidak perlu melakukan shalat witir lagi 
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 

“Tidak ada dua witir dalam satu malam. Diriwayatkan oleh 
Abu Daud. 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (999), Muslim (700), At-Tirmidzi (472), An- 
Nasa'i (2/61), Ibnu Majah (1200), Ahmad (2/7, 57, 138), teks riwayat Muslim 
menyebutkan, “Rasulullah SAW shalat witir di atas kendaraan.” 

Shahih. HR. Abu Daud (1439), At-Tirmidzi (470), An-Nasa'i (3/229), Ahmad 
(4/23), Ath-Thayalisi (1090), Ath-Thabrani (8246X Al Baihaqi (3/36). Semua 
riwayat tersebut bersumber dari hadits Qais bin Thalk. 
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Sebagian ulama lain berpendapat, shalat witir pertama ditambah 
lagi dengan satu rakaat kemudian setelah selesai shalat sunah ditutup 
dengan shalat witir lagi. Dan inilah masalah yang dikenal dalam istilah 
ulama sebagai naqhd al-witr (pembatalan witir). Hanya saja pendapat ini 
lemah dari dua sisi; 

Pertama, shalat witir tidak dapat diubah menjadi shalat dengan 
bilangan genap. 

Kedua, penambahan satu rakaat sunah tidak dikenal dalam syariat. 

Boleh dan tidaknya melakukan hal tersebut merupakan sebab 
perbedaan pendapat. Bagi yang menilai witir dengan makna logisnya 
yang merupakan kebalikan dari jumlah genap berpendapat, witir akan 
berubah menjadi shalat sunah dengan bilangan genap jika ditambah satu 
rakaat lagi. Sedangkan bagi yang bertolak pada makna syar’i 
berpendapat, shalat witir tidak bisa berubah menjadi shalat sunah dengan 
bilangan genap, karena shalat sunah dengan bilangan genap adalah 
nafdah sedangkan witir adalah sunah mu ’akkad atau wajib. 


Bab II 

Shaiat Sunah Dua Rakaat Fajar 

Para ulama sepakat bahwa dua rakaat fajar adalah sunah lantaran 
Rasulullah SAW senantiasa mengerjakannya dan menetapinya melebihi 
shalat sunah lainnya. Rasulullah SAW juga sangat menganjurkan shalat 
sunah dua rakaat fajar dan beliau SAW pernah mengqadhanya setelah 
matahari terbit ketika beliau meninggalkannya karena tertidur. Para 
ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal berikut. 


Pertama: Bacaan yang dianjurkan dalam shalat sunah dua rakaat 
fajar 

Menurut Malik, bacaan yang dianjurkan dalam shalat sunah dua 
rakaat fajar adalah cukup dengan membaca Al Fatihah saja. 

Menurut Syafi’i, boleh dibacakan Al Fatihah dan surah-surah 
pendek. 
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Menurut Abu Hanifah, tidak ada batasan syariat mengenai bacaan 
yang dianjurkan dalam shalat sunah dua rakaat fajar, juga boleh membaca 
hizib yang biasa dibaca oleh seseorang pada shalat malam. 

Sebab perbedaan pendapat: Ragam bacaan Rasulullah SAW 
dalam shalat sunah dua rakaat fajar dan perbedaan pendapat mereka 
dalam penentuan bacaan dalam shalat ini. Semua itu dikarenakan ada 
riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meringankan bacaan 
shalat sunah dua rakaat fajar berdasarkan riwayat Aisyah, ia berkata, 
“Sampai-sampai aku berkata (dalam hati) apakah beliau membaca Al 
Fatihah atau tidak?”''^ Secara tekstual, riwayat tersebut menunjukkan 
bahwa Rasulullah SAW hanya membaca Al Fatihah saja. Sedangkan dari 
jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud menyebutkan, 
“Sesungguhnya beliau membaca dalam keduanya dengan qul hiiwallahu 
ahad dan qul yaa ayyuhal kaafirun. 

Bagi yang berpendapat seperti yang disebutkan dalam hadits 
Aisyah, maka hanya memilih membaca Al Fatihah saja dan bagi yang 
berpendapat seperti yang disebutkan hadits kedua, maka memilih 
membaca Al Fatihah dan surah-surah pendek. Dan bagi yang 
berpedoman pada asal yakni tidak ada bacaan tertentu dalam shalat 
berdasarkan firman Allah SWT, "Maka bacalah yang mudah darinya. ” 
maka boleh membaca apa saja yang dikehendaki. 


Kedua: Cara membaca surah dalam shalat sunah dua rakaat fajar. 

Imam Malik, Syafi’i dan mayoritas ulama berpendapat, dianjurkan 
untuk dibaca secara pelan. Kelompok yang lain berpendapat dengan 


Muttafag ‘alaih. HR. Al Bukhari (1171), Muslim (724), Abu Daud (1255), An- 
Nasa'i (2/156), Ahmad (1/164, 165, 186, 235X Ath-Thayalisi (1581), Al 
Humaidi (181) dan Al Baihaqi (2/43). Teks matan hadits selengkapnya adalah, 
“Apabila Rasulullah SAW shalat (sunah) dua rakaat fajar, beliau meringankan 
keduanya hingga di dalam hati aku berkata, ‘Beliau tidak membaca surah Al 
Fatihah.’” Al Qurthubi berkata, “Hal tersebut bukan berarti bahwa Aisyah 
meragukan bacaan Fatihah Rasulullah SAW, melainkan maksudnya beliau 
selalu memanjangkan bacaan shalat sunah tapi dalam shalat sunah dua rakaat 
fajar beliau mempercepatnya sehingga seolah-olah tidak membaca Hatihah jika 
dibandingkan dengan shalat sunah beliau yang lainnya.” 

Shahih. HR. Muslim (726), Abu Daud (1256), An-Nasa'i (2/155) dan Ibnu 
Majah (1148). 
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suara keras. Dan ada juga kelompok ulama yang berpendapat boleh 
memilih antara dipelankan atau dikeraskan. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi pemahaman terhadap 
atsar yang ada. Hadits Aisyah di atas secara tekstual dapat dipahami 
bahwa Rasulullah SAW membaca secara pelan, kalau saja tidak dibaca 
secara pelan tentu Aisyah tidak ragu apakah beliau membaca Al Fatihah 
atau tidak. Sedangkan tekstual riwayat Abu Hurairah menyebutkan 
Rasulullah SAW membaca surah Al kafirun dan Al Ikhlash. Rasulullah 
SAW membaca kedua surah tersebut dengan suara keras (dapat didengar 
orang lain). Seandainya tidak dibaca dengan keras tentu Abu Hurairah 
tidak mengetahui apa yang dibaca Rasulullah SAW. 

Bagi yang menempuh metode tarjih antara kedua atsar tersebut 
berpendapat, bisa dengan memilih mengeraskan bacaan jika menguatkan 
hadits Abu Hurairah atau dengan memilih memelankan bacaan jika 
menguatkan hadits Aisyah RA. Sedangkan bagi yang memilih langkah 
kompromi akan berpendapat boleh memilih antara keduanya, yaitu 
dibaca secara pelan atau keras. 


Ketiga: Orang yang belum melakukan shalat sunah dua rakaat fajar 
dan mendapati imam tengah melakukan shalat Subuh, atau imam 
sudah memasuki mesjid, maka hendaknya ia melakukan shalat 
sunah dua rakaat fajar, kemudian melakukan shalat 

Malik berpendapat, apabila seseorang memasuki masjid dan shalat 
telah dimulai, maka hendaknya ia shalat bersama imam dan tidak perlu 
melakukan shalat sunah dua rakaat fajar pada saat imam telah 
melaksanakan shalat fardhu. Namun apabila ia belum memasuki masjid 
dan tidak khawatir akan tertinggal minimal satu rakaat dari imam, maka 
hendaknya ia melakukan shalat sunah dua rakaat fajar di luar masjid. 
Akan tetapi jika ia khawatir tertinggal shalat wajib bersama imam, maka 
shalat sunah tersebut hendaknya dilakukan (diqadha) setelah matahari 
terbit. 

Abu Hanifah sepakat dengan Malik dalam membedakan orang yang 
telah memasuki masjid dan yang belum, hanya saja berbeda pendapat 
dalam batasannya. Abu Hanifah berkata, “Yang bersangkutan hendaknya 
shalat sunah dua rakaat di luar masjid selama diperkirakan masih 
mendapatkan satu rakaat terakhir shalat Subuh bersama imam.” 
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Imam Syafi’i berpendapat, jika shalat wajib telah didirikan maka 
tidak diperkenankan melakukan shalat sunah dua rakaat fajar sama sekali, 
baik di dalam masjid maupun di bagian luarnya. 


Ibnu Mundzir menceritakan bahwa sekelompok kaum 
membolehkan shalat sunah dua rakaat fajar di dalam masjid pada saat 
imam melakukan shalat wajib. Ini adalah pendapat yang syadz (janggal). 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pendapat mereka dalam 
memahami sabda Rasulullah SAW, 


aj ’V' ^ 



"Jika shalat telah didirikan, maka tidak ada shalat kecuali yang 

wajib. 

Bagi yang memaknai riwayat tersebut secara umum, tidak 
membolehkan shalat sunah dua rakaat fajar pada saat shalat Subuh telah 
didirikan, baik ketika yang bersangkutan berada di luar maupun di dalam 
masjid. Bagi yang hanya membatasi untuk orang yang berada dalam 
masjid saja, membolehkan untuk melaksakanannya di luar masjid selama 
tidak khawatir tertinggal shalat wajib atau tidak tertinggal minimal satu 
rakaat. 

Bagi yang menempuh langkah umum, maka alasan larangan 
melakukan shalat sunah tersebut karena ia akan mengganggu shalat 
wajib. Bagi yang hanya membatasi dalam masjid saja, maka penyebab 
larangan melakukan shalat sunah alasannya adalah adanya dua shalat 
yang dilakukan di satu tempat yang sama, karena berbeda dengan 
shalatnya imam, sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman, ia berkata, “Ada beberapa orang yang mendengar iqamat 
dan berdiri melakukan shalat (sunah), kemudian Rasulullah SAW keluar 
menghampiri mereka seraya bersabda, “Apakah ada dua shalat 
bersamaan, apakah ada dua shalat bersamaa?” Abu Salamah berkata, 
“Hal itu dimaksudkan pada shalat Subuh dan dua rakaat sunah qabliyah 
Subuh.” 


Perbedaan pendapat antara Malik dan Abu Hanifah dalam batas 
ketertinggalan shalat wajib berdasarkan perbedaan pendapat keduanya 


Shahih. HR. Muslim (710), Abu Daud (1266), At-Tirmidzi (421), An-Nasa'i 
(864, 865), Ibnu Majah (1151) bersumber dari hadits Abu Hurairah RA. 
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dalam batas tertinggalnya keutamaan shalat jamaah karena sibuk 
melakukan shalat sunah dua rakaat fajar, karena shalat jamaah bagi 
keduanya lebih utama daripada shalat sunah dua rakaat fajar. 


Bagi yang berpendapat tertinggalnya satu rakaat dari shalat Subuh 
tidak mendapatkan keutamaan shalat jamaah, menyatakan bahwa shalat 
sunah dua rakaat fajar bisa dilakukan selama tidak tertinggal satu rakaat 
pun dari shalat wajib (Subuh). 


Bagi yang berpendapat bahwa keutamaan shalat jamaah dapat 
dicapai meski hanya mengikuti satu rakaat terakhir saja berdasarkan 
sabda Rasulullah SAW, 


iJjjl ■Xa> ^ J ^ 


“Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat, maka ia 
telah mendapatkan shalat. Artinya, masih mendapatkan 

keutamaannya dan mengartikan hal itu secara umum, baik bagi yang 
meninggalkan satu rakaat pertama secara sengaja maupun tidak, maka 
pendapatnya adalah boleh melakukan shalat sunah dua rakaat fajar 
selama diperkirakan masih akan mendapatkan satu rakaat terakhir dari 
shalat Subuh. 


Malik mengartikan hadits ini -wallahu a’lam- bagi orang yang 
tertinggal shalat berjamaah secara tidak sengaja, karena ia menilai jika 
seseorang telah tertinggal satu rakaat maka telah kehilangan keutamaan 
shalat jamaah. 


Bagi yang membolehkan shalat sunah dua rakaat fajar di dalam 
masjid pada saat shalat Subuh didirikan, mereka memiliki dua alasan; 
kemungkinan hadits tersebut tidak shahih menurut mereka atau memang 
belum sampai kepada mereka. Abu Bakar bin Mundzir berkata, “Atsar 
tersebut telah tsabit, diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim atau salah 
satu dari keduanya, yang menyebutkan sabda Rasulullah SAW, 


'y! 9*>Ca3l 



“Jika shalat telah didirikan, maka tidak ada shalat kecuali shalat 

wajib. 


Shahih. Takhrijnya telah disebut sebelumnya. 
Shahih. Takhrijnya telah disebut sebelumnya. 
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Dinilai shahih oleh Abu Umar bin Abdul Barr dan bolehnya hal itu 
diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud. 


Keempat: Waktu qadha shalat sunah dua rakaat fajar 

Sekelompok ulama berpendapat bahwa shalat sunah dua rakaat 
fajar hendaknya diqadha setelah shalat Subuh. Pendapat ini dikemukakan 
oleh Atha’ dan ibnu Juraij. 

Sekelompok ulama lain berpendapat hendaknya shalat sunah dua 
rakaat fajar diqadha setelah matahari terbit. Diantara mereka ada yang 
membatasi waktu pengqadhaan shalat sunah dua rakaat fajar dan ada juga 
yang tidak membatasi. Shalat sunah dua rakaat bisa diqadha sejak 
matahari terbit hingga matahari tergelincir, dan setelah itu tidak boleh. 
Bagi yang berpendapat bolehnya mengqadha shalat sunah dua rakaat ada 
yang menganjurkan dan ada yang memberikan alternatif pilihan antara 
mengqadha atau tidak. 

Landasan hukum mengqadha shalat sunah dua rakaat fajar karena 
Nabi SAW telah melakukannya setelah matahari terbit ketika beliau 
tertidur dan tidak sempat melakuksanakannya. 

Bab III 

Shalat Sunah Nafilah 

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat-shalat sunah nafilah 
apakah harus dilakukan dengan dua rakaat-dua rakaat, ataukah dengan 
tiga rakaat-tiga rakaat. 

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa shalat sunah, baik yang 
dilakukan di malam hari maupun siang hari, hendaknya dikerjakan dua 
rakaat-dua rakaat. Dan pada tiap dua rakaat diakhiri dengan salam. 

Abu Hanifah berpendapat jumlah rakaatnya terserah kepada orang 
yang mengerjakannya. Boleh saja dia mengerjakan dua rakaat-dua rakaat, 
tiga rakaat-tiga rakaat, empat rakaat-empat rakaat, enam rakaat-enam 
rakaat atau delapan rakaat-delapan rakaat tanpa dipisah dengan salam. 

Beberapa ulama lain membedakan antara shalat sunah di siang hari 
dan malam hari. Shalat sunah malam hari, hendaknya dilakukan dua 
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rakaat-dua rakaat, sedangkan shalat sunah siang hari hendaknya 
dilakukan empat rakaat-empat rakaat. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena adanya perbedaan atsar yang 
ada dalam pembahasan tentang masalah ini. 


Hadits dari Ibnu Umar RA yang menyebutkan bahwa ada seseorang 
bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat malam, lalu Nabi SAW 
menjawab. 


9JL>-K j ^ L5^ 

^ ^ 

r ^ - i" i 

■ JJ L* AJ jiJj 


“Shalat malam dua rakaat-dua rakaat, apabila salah seorang dari 
kalian khawatir (datangnya) waktu Subuh, maka dia dapat shalat satu 
rakaat sebagai Witir bagi shalatnya. 

Riwayat lain dari Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau pernah 
mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat 
setelahnya, setelah Maghrib dua rakaat, setelah Jum'at dua rakaat dan 
sebelum Ashar dua rakaat.”"^^* 


Bagi yang berpedoman kepada dua hadits tersebut maka akan 
mengatakan bahwa shalat sunah malam dan siang hari hendaknya 
dilakukan dua rakaat-dua rakaat. 


Riwayat lain dari Aisyah RA ketika menyebutkan tentang tata cara 
shalat Rasulullah SAW, “Beliau shalat empat (rakaat), maka jangan kamu 
tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya shalat beliau itu. Beliau juga 
shalat empat (rakaat), dan jangan kamu tanyakan bagaimana bagus dan 
panjangnya shalat beliau itu. Beliau juga mengerjakan shalat tiga 
(rakaat), maka jangan kamu tanyakan bagaimana bagus dan panjangnya 
shalat beliau itu.” 


Aisyah RA berkata: Aku kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, 
apakah engkau tidur sebelum shalat Witir?” Rasulullah SAW menjawab, 


Shahih. Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 

Miittafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (2/119), Muslim (729), Abu Daud (1252), At- 
Tirmidzi (425, 432 dan 433), An-Nasa'i (2/199), Ahmad (2/6) dan Abdurrazzaq 
(4811). 
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"Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur, namun 
hatiku tidak. 


Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


.Uj jS ^ 


"Barangsiapa yang tertinggal shalat Jum ’at, maka hendaklah dia 
mengerjakan shalat empat rakaat. 

Al Aswad meriwayatkan dari Aisyah RA, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW shalat Malam sembilan rakaat, dan setelah berusia 
lanjut beliau pun shalat tujuh rakaat.”^^’ 

Bagi yang berpedoman dengan teks (zhahir) hadits-hadits tersebut, 
maka akan membolehkan dilakukannya shalat sunah dengan empat rakaat 
atau tiga rakaat tanpa dipisah dengan salam. 

Jumhur ulama menyatakan: Tidak boleh shalat sunah satu rakaat. 
Menurut kami (penulis) terdapat beda pendapat yang syadz dalam 
pernyataan ini. 


Bab IV 

Shalat Sunah Dua Rakaat Masuk Masjid (Tahiyyatul Masjid) 
Jumhur ulama berpendapat, hukum shalat dua rakaat ketika masuk 
masjid adalah mandub (sunah) dan tidak wajib. Sedangkan kalangan 
pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa hukumnya 
wajib. 

Sebab perbedaan pendapat: Beda pendapat tentang konteks 
perintah yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW berikut ini, apakah 
maknanya menunjukkan mandub (sunah)nya shalat dua rakaat Tahiyyatul 
Masjid ataukah wajib, 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1148, 2013 dan 3511), Muslim (738), Abu 
Daud (1341), At-Tirmidzi (439) dan An-Nasa'i (1696). 

'*** Hadits Shahih. HR. Muslim (881), Abu Daud (1131), At-Tirmidzi (523), An- 
Nasa'i (3/113), Ahmad (2/499) dan Al Baihaqi (3/239). 

Shahih. Takhrij-nyz telah disebut sebelumnya. 
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“Jika seseorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia 
mengerjakan shalat dua rakaat. 

Hadits tersebut disepakati kt-shahih-annya. Kalangan yang 
berpedoman dengan kesepakatan jumhur ulama yang menyebutkan 
bahwa hukum asal perintah hadits tersebut adalah wajib sampai ada dalil 
lain yang menunjukkan akan kemandubannya. Dan bagi kalangan yang 
tidak menilai batalnya suatu dalil karena peralihan dari wajib menjadi 
mandub, maka mereka akan berpendapat bahwa shalat dua rakaat 
tersebut adalah wajib. 

Dan bagi kalangan yang menilai perintah tersebut bermakna 
mandub atau memang hukum asal perintahnya adalah mandub, sampai 
ada dalil lain yang menunjukkan pewajibannya (karena memang ada 
sekelompok ulama yang berpendapat demikian), maka mereka menilai 
bahwa shalat dua rakaat tersebut tidaklah wajib. 

Jumhur ulama yang mengartikan perintah di atas sebagai mandub, 
adalah karena menilai adanya kontradiksi antara hadits tersebut dengan 
beberapa hadits yang secara tekstual (nash) menyebutkan tidak adanya 
shalat wajib lain selain shalat lima waktu -seperti yang telah kami 
sebutkan pada awal kitab ini-. Seperti hadits tentang seorang Arab Badui 
dan lainnya. Jika perintah tersebut diartikan sebagai ketentuan wajib, 
maka jumlah shalat wajib pun akan menjadi lebih dari lima waktu. 

Sedangkan kalangan ulama yang menilai wajibnya shalat sunah 
dalam konteks ini, mereka menilai bahwa itu hanya berlaku bagi konteks 
shalat saat masuk masjid saja, dan bukan bersifat mutlak layaknya 
perintah shalat Fardhu. 

Para ulama menilai bahwa pembatasan kewajiban shalat sunah ini 
dengan batasan tempat, sama dengan pembatasan wajibnya karena 
batasan waktu. 

Bagi kalangan pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri, pensyariatan 
tempat spesifik bagi shalat bukanlah syarat syahnya shalat, sedangkan 
waktu spesifik yang ditentukan bagi sebuah shalat adalah bagian dari 
syarat syahnya shalat Fardhu. 


Shahih. Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 
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Para uiama berbeda pendapat tentang status hukum orang yang 
telah mengerjakan shalat sunah dua rakaat Fajar dirumahnya kemudian 
datang dan masuk ke masjid, apakah dia masih harus mengerjakan shalat 
Tahiyyatul Masjid ataukah tidak. 

Syafi’i berpendapat, orang ini tetap harus mengerjakan shalat sunah 
Tahiyyatul Masjid. Pendapat ini juga dinukil oleh beberapa pengikut 
pendapat Malik. Abu Hanifah berpendapat, dia tidak perlu mengerjakan 
shalat sunah Tahiyyatul Masjid. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Qasim 
yang dinukil dari Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara 
keumuman sabda Rasulullah SAW, 

Ti) 

“Jika seseorang dari kalian datang ke masjid, maka hendaklah dia 
mengerjakan shalat dua rakaat. 


Serta keumuman sabda Rasulullah SAW, 

J Vl ^ l'jCp 'i/ 

✓ o' 

“Tidak ada shalat setelah fajar kecuali shalat dua rakaat 
Subuh. 

Dalam kedua hadits tersebut terdapat dua buah keumuman dan dua 
kekhususan, salah satunya tentang waktu dan shalat. Hadits tentang 
perintah shalat ketika masuk masjid bersifat umum dalam hal waktu, dan 
bersifat khusus dalam hal perintah mengerjakan shalatnya. Sedangkan 
hadits tentang larangan shalat setelah shalat sunah Fajar selain shalat 
Subuh adalah bersifat khusus dalam hal waktu, dan bersifat umum dalam 
hal shalatnya. 

Kalangan ulama yang mengecualikan kekhususan shalat dari 
keumumannya, mereka menilai bahwa shalat setelah shalat sunah dua 
rakaat Fajar tetap dapat dilakukan. Sedangkan bagi ulama yang 


Shahih. Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 
Shahih. Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 
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mengecualikan kekhususan waktu dari keumumannya, maka mereka 
tidak mengharuskan untuk dikerjakannya shalat sunah Tahiyyatul Masjid. 

Menurut kami, jika kontradiksi semacam ini terjadi, maka tidak 
boleh dilakukan pengacuan kepada salah satu pengkhususan tanpa 
adanya dalil. Dan hadits tentang larangan shalat setelah shalat sunah dua 
rakaat Fajar tidaklah bertentangan dengan hadits tentang perintah yang 
tsabit (diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim atau salah satunya). 
Wallahu a’lam. Jika hadits tersebut ada dan kuat, maka harus mencari 
dalil dari sumber lain. 


BabV 


Qiyam Ramadhan 


Para ulama sepakat bahwa dianjurkannya giyam Ramadhan 
melebihi bulan-bulan lain, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 


.Aji > C. il > iTCei-i} l'Q 


“Barangsiapa bangun beribadah malam pada bulan Ramadhan 
dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah, maka diampunilah 
dosa-dosanya yang telah lalu. 

Mengenai shalat Tarawih -yang disyariatkan Umar Khaththab 
dengan cara mengumpulkan para sahabat untuk melakukannya-, juga 
dianjurkan untuk dikerjakan. Namun para ulama berbeda pendapat 
tentang manakah yang lebih utama, apakah shalat Tarawih berjamaah, 
ataukah shalat di akhir malam Ramadhan seperti yang dilakukan 
Rasulullah SAW. 


Jumhur ulama menilai bahwa shalat di akhir malam Ramadhan 
adalah lebih utama. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 


.ij 'y! ^ e^C<aJl ,JvaL*l 


“Shalat yang paling baik adalah shalat yang kalian kerjakan di 
rumah kalian (masing-masing), kecuali shalat Fardhu. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (37 dan 2009), Muslim (759), Abu Daud 
(1371), At-Tirmidzi (808), An-Nasa'i (3/201, 4/155 dan 156), Ahmad (2/289, 
408,423 dan 486). 
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Dan perkataan Umar RA, "Dan yang kalian tidur darinya lebih 
baik.” (Maksudnya shalat sunah yang dilakukan setelah bangun tidur). 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang bilangan rakaat terbaik 
yang layak dikerjakan di bulan Ramadhan. Malik dalam salah satu 
pendapatnya. Abu Hanifah, Syafi’i, Ahmad dan Daud menyatakan; dua 
puluh rakaat selain shalat Witir. Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik 
menyebutkan: dianjurkan untuk mengerjakan tiga puluh tiga rakaat 
ditambah dengan shalat Witir tiga rakaat. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar dalam masalah ini. 

Malik meriwayatkan dari Yazid bin Marwan, ia berkata, "Orang- 
orang di masa Umar bin Khaththab RA mengerjakan qiyamullail dengan 
tiga puluh tiga rakaat.”^” 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Daud bin Qais dia berkata, 
"Aku mendapati orang-orang di sebuah kota saat masa pemerintahan 
Umar bin Abdul Aziz beserta Abban bin Utsman mengerjakan shalat tiga 
puluh tiga rakaat, dan mereka mengerjakan shalat Witir tiga rakaat.”'*^^ 

Ibnu Qasim meriwayatkan dari Malik, "Tradisi ini {giyamullail 
pada bulan Ramadhan dengan tiga puluh tiga rakaat) telah lama berlaku." 


Bab VI 

Shalat Kusuf (Gerhana Matahari) 

Para ulama sepakat bahwa shalat gerhana matahari adalah sunah, 
dan dilakukan secara beijamaah. Hanya saja, mereka berbeda pendapat 


474 


475 

476 


Muttafag 'Alaih HR. Al Bukhari (731, 6113 dan 7290), Muslim (781), Abu 
Daud (1044 dan 1447), At-Tirmidzi (450), An-Nasa'i (1598) dari Zaid bin 
Tsabil yang lengkapnya menyebudcan, 

f oU ^ vi..;: 1? J^j ^ 

.4j VI ^ 


“Shalat yang senantiasa kalian lakukan itu tetap demikian hingga aku mengira 
akan diwajibkan, tetoplah shalat di rumah kalian. Karena sesungguhnya shalat 
seseorang yang paling baik adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib. " (HR. 
Muslim). 

Scinadnya shahih. HR. Malik dalam Al Muwaththa' (1/115 dan 252) dan Al 
Baihaqi (2/496). 

Sanadnya shahih. HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (Kitab: Shalatut- 
Taththawwu \ bab 227, hal. 10). 
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tentang tata cara pelaksanaannya, bacaan, waktu pelaksanaan dan apakah 
khutbah merupakan syaratnya ataukah tidak. Juga, apakah gerhana bulan 
memiliki hukum yang sama seperti gerhana matahari. 

Dalam bab ini terdapat lima masalah pokok; 


Masalah pertama: Tata cara shalat Kusuf 

Malik, Syafi'i, mayoritas penduduk Hijaz dan Ahmad berpendapat 
bahwa shalat Kusuf dikerjakan dengan dua rakaat, dan dengan dua kali 
ruku’ di setiap rakaatnya. 

Abu Hanifah dan penduduk Kufah berpendapat bahwa shalat Kusuf 
dikerjakan dengan dua rakaat, seperti layaknya shalat ‘Id dan shalat 
Jum'at. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar yang ada dalam 
masalah ini, dan kontradiksi qiyas dengan bebarapa atsar yang ada. 

Disebutkan dalam hadits dari Aisyah RA, ia berkata, "Gerhana 
matahari pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, kemudian beliau shalat 
bersama khalayak. Beliau pun berdiri dengan lama, ruku’ dengan lama, 
berdiri dengan lama namun lebih pendek dari yang pertama, ruku dengan 
lama namun lebih pendek dari ruku’ yang pertama, mengangkat kepala 
dan bersujud, melakukan rakaat terakhir seperti itu, kemudian selesai dan 
matahari pun sudah muncul. 

Tata cara shalat serupa juga terdapat dalam hadits Ibnu Abbas'*^* 
dengan dua kali ruku’ dalam setiap rakaatnya. Abu Umar berkata, "Dua 
hadits ini adalah riwayat tentang shalat Kusuf yang paling shahih.” 

Bagi ulama yang berpedoman kepada kedua hadits tersebut dan 
menguatkannya sebagai dalil naqli berpendapat bahwa shalat Kusuf 
hendaknya dilakukan dengan dua kali ruku’ pada tiap rakaatnya. 

Disebutkan pula dalam hadits Abu Bakrah,'*^^ Samurah bin 
Jundub,'**'’ Abdullah bin Umar dan An-Nu’man bin Basyir,^*' bahwa 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1212 dan 4624) Muslim (901), An-Nasa'i 
(3/127 dan 130), Ahmad (6/76, 87 dan 168) Abu Daud (1180), At-Tirmidzi 
(561), serta Ibnu Majah (1263). 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (29, 431, 748 dan 2202) Muslim (907), An- 
Nasa'i (3/146), Ahmad (1/298 dan 358), serta Ad-Darimi (1/14). 
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Rasulullah SAW pernah mengerjakan shalat Kusuf dua rakaat seperti 
layaknya shalat ‘Id. 

Abu Umar bin Abdul Barr berkata, "Semua atsar tersebut adalah 
masyhur dan shahih. Diantara yang paling bagus adalah hadits dari Abu 
Qilabah dari An-Nu’man bin Basyir, ia berkata, "Rasulullah SAW pernah 
mengerjakan shalat Kusuf bersama kami seperti shalat kalian, beliau 
ruku’ dan sujud dengan dua kali ruku’, kemudian berdoa kepada Allah 
hingga matahari pun nampak.”'**^ 

Bagi yang menguatkan atsar-atsar di atas karena alasan banyaknya 
jumlah atsar yang ada dan relevansinya dengan qiyas (maksudnya sesuai 
dengan shalat pada umumnya), maka mereka akan berpendapat bahwa 
shalat Kusuf hendaknya dilakukan dengan dua rakaat. 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "Hadits dari Samurah tersebut telah 
diriwayatkan oleh Muslim.” 

Abu Umar berkata, "Secara garis besar, masing-masing kelompok 
dari para ulama berpendapat sesuai dengan dalil yang berasal dari 
kalangan salaf Karena itulah, ada sebagaian ulama menyatakan bahwa 
tata cara shalat Kusuf seperti itu bisa dipilih. Diantara ulama yang 
menyebutkan pendapat ini adalah Ath-Thabari.” 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "Itulah yang lebih baik, sebab 
kompromisasi (jam') antara beberapa dalil adalah lebih baik 
dibandingkan dengan upaya tarjih.” 

Abu Umar berkata, "Ada riwayat tentang shalat Kusuf yang 
menyebutkan dilakukan dengan sepuluh kali ruku’ dalam dua rakaat, 
enam kali ruku’ dalam dua rakaat, dan empat kali ruku’ dalam dua rakaat. 
Hanya saja, diantaranya terdapat riwayat yang dha ’if.” 


Shahih. HR. Bukhari (1040, 1048, 1062, 1063 dan 5785), An-Nasa’i (3/124, 
146 dan 152), Ahmad (5/37), serta dinilai shahih oleh Ibnu Huzaimah (1374). 
Sanadnya dha’if. HR. Abu Daud (1184), An-Nasa'i (3/140), Ahmad (5/16 dan 
23), dinilai shahih oleh Al Hakim (1/329), dan Al Baihaqi (3/339). Penyebab 
dha’ijnya hadits ini karena adanya perawi yang bernama Tsa’labah bin ’lbad 
yang merupakan perawi yang tidak dikenal (majhul). 

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (1042 dan 3210), Muslim (914), An-Nasa'i 
(3/125), Ad-Daruquthni (652), Ath-Thabrani (12/1309), dan Al Hakim (1/331). 
Dha’if. HR. Abu Daud (1193), An-Nasa'i (3/1401 dan 145), Ibnu Majah (1262), 
Ahmad (4/267 dan 269). Dinyatakan oleh A! Albani sebagai hadits dha’if dalam 
Dha'if Abu Daud. 
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Abu Bakar bin Al Mundzir dan Ishak bin Rahawaih berkata, 
"Semua riwayat yang ada tentang shalat Kusuf adalah saling menyatu dan 
tidak bertentangan. Sebab, yang dijadikan patokan dalam shalat Kusuf 
adalah munculnya kembali matahari atau bulan setelah sebelumnya 
mengalami gerhana. Tambahan bilangan ruku’ dilakukan berdasarkan 
muncul atau belum munculnya matahari atau bulan saat shalat Kusuf 
dilakukan. 

Al 'Ala' bin Ziyad menilai bahwa orang yang mengerjakan shalat 
Kusuf hendaknya memperhatikan matahari, saat bangun dari ruku’nya, 
dan jika matahari sudah kembali muncul barulah dia dapat bersujud lalu 
melanjutkan rakaat kedua shalatnya. Tetapi jika matahari belum muncul, 
maka dia dapat mengerjakan ruku' untuk kedua kalinya dalam satu rakaat 
seraya menoleh ke arah matahari. Jika sudah muncul, barulah dia dapat 
sujud dan melanjutkan rakaat kedua, namun jika belum juga muncul 
maka dia dapat menambah lagi ruku’ ketiganya. Dan begitulah 
seterusnya hingga matahari kembali muncul. 

Ishak bin Rahawaih berkata, "Tidak boleh melebihi empat kali 
ruku’ dalam satu rakaat. Sebab tidak ada riwayat yang menyebutkan 
bahwa Nabi SAW ruku’ lebih dari empat kali.” 

Abu Bakar bin Al Mundzir berkata, "Ada beberapa sahabat kami 
mengatakan bahwa memilih tata cara shalat Kusuf memiliki landasan 
hukum. Bagi yang shalat Kusuf diperbolehkan memilih tata cara mana 
saja yang dikehendakinya, apakah dua kali ruku’ dalam satu rakaat, tiga 
kali ruku’ dalam satu rakaat, atau empat kali ruku’ dalam satu rakaat.” 

Tetapi, riwayat yang menyatakan tentang tata cara terakhir ini 
menurut Abu Bakar tidaklah shahih. Dia berkata, "Semua itu 
menunjukkan bahwa tata cara Rasulullah SAW dalam melakukan shalat 
Kusuf bermacam-macam.” 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "Riwayat yang disebutkan oleh 
Abu Bakar di atas diriwayatkan oleh Muslim. Kami tidak mengerti 
bagaimana Abu Umar berkomentar tentang riwayat tersebut, ‘Semuanya 
berasal dari jalur yang lemah.' Adapun riwayat tentang sepuluh kali ruku’ 
dalam dua rakaat hanya diriwayatkan oleh Abu Daud." 
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Masalah kedua: Bacaan dalam shalat Kusuf 

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan shalat Kusuf; Malik 
dan Syafi'i berpendapat, bacaannya dilakukan dengan suara pelan. Abu 
Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan Ishak bin Rahawaih berpendapat, 
bacannya dilakukan dengan suara keras. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar dengan pemahaman 
dan teksnya. Yang dapat difahami dari hadits Ibnu Abbas RA yang 
diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim atau salah satunya, yang 
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membacanya dengan suara pelan. 
Karena Ibnu Abbas RA berkata tentang tata cara shalat Kusuf Rasulullah 
SAW, “Kemudian beliau SAW berdiri lama seperti (lamanya membaca) 
surah Al Baqarah.”^*^ 

Makna tekstual serupa juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW. 
Ibnu Abbas RA berkata, "Aku berdiri di dekat Rasulullah SAW, namun 
tidak kudengar bacaan satu huruf pun.”^ 

Diriwayatkan dari Ibnu Ishak dari Aisyah RA tentang tata cara 
shalat Kusuf, Aisyah RA berkata, "Aku mencari-cari tahu bacaan 
Rasulullah, kurasa beliau membaca surah Al Baqarah.”^** 

Bagi kalangan ulama yang menguatkan hadits-hadits di atas, 
mereka akan mengatakan bahwa bacaan shalat Kusuf dilakukan dengan 
suara pelan. 

Mengingat penjelasan yang terdapat dalam atsar-atsar tersebut, 
Malik dan Syafi'i menganjurkan agar bacaan pada rakaat pertama shalat 
Kusuf adalah surah Al Baqarah, rakaat kedua surah Aali 'Imraan, rakaat 
ketiga membaca surah yang panjangnya seukuran dengan seratus lima 
puluh ayat dari surah Al Baqarah, dan pada rakaat keempat membaca 
surah yang panjangnya seukuran dengan lima puluh ayat surah Al 


Shahih ra/fcAri/-nya telah disebut sebelumnya. 

Dha’if. HR. Abu Daud (1184), An-Nasa'i (3/140, 148), Ibnu Majah (1264), 
Ahmad (5/16, 19 dan 23) dinilai shahih oleh Ibnu Huzaimah (1397), Al Hakim 
(1/335), dianggap sebagai hadits mauqufo\th Adz-Dzahabi. Diriwayatakan pula 
oleh Al Baihaqi (3/339), dinyatakan sebagai hadits dha’if oleh Al Albani dalam 
Dha'if Abu Daud. 

Hasan. HR. Abu Daud (1187), Al Baihaqi (3/335) dan dinilai hasan oleh Al 
Albani. 
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Baqarah. Masing-masing rakaat dibacakan Ummul Qur'an (surah Al 
Faatihah). 

Malik dan Syafi'i menguatkan pendapat tersebut dengan sabda 
Rasulullah SAW, 

“Shalat siang adalah pelan (bacaannya). 

Namun ada juga beberapa hadits berbeda mengungkapkan hal 
tersebut. Diantaranya; Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membaca 
surah An-Najm dalam salah satu dari dua rakaat shalat Kusuf."**’ Dan 
hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membacanya secara 
keras (tidak pelan). 

Ahmad dan Ishak menguatkan hadits tersebut dengan sebuah hadits 
yang diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Az-Zuhri, dari 'Urwah, 
dari Aisyah RA, "Sesungguhnya Nabi SAW mengeraskan bacaan shalat 
gerhana matahari.”^** 

Abu Umar berkata, "Sufyan bin Al Hasan tidak kuat.” Dia berkata, 
"Riwayat tersebut dicermati dari Az-Zuhri dari Abdurrahman bin 
Sulaiman bin Katsir, semua riwayat tersebut tidak terdapat dalam hadits 
Az-Zuhri. Sedangkan hadits Ibnu Ishak tersebut berasal dari Aisyah RA 
sepertinya berseberangan dengan riwayat tersebut. 

Para ulama tersebut juga menguatkan pendapat mereka dengan 
qiyas syibhi. Mereka menilai: shalat sunah Kusuf dilakukan secara 
berjamaah pada siang hari, untuk itu bacaannya harus dikeraskan. 
Landasan hukumnya adalah shalat ‘Id dan Istishqa'. Sedangkan menurut 
Ath-Thabari, boleh memilih antara membaca secara perlahan ataupun 
keras. Pendapat ini merupakan langkah kompromi (jam). Langkah 


Tidak ada landasan dalil secara marfu’ tentang hal ini. Perkataan tersebut 
diriwayatkan dari Hasan Al Bashri. Abdurrazzaq meriwayatkan dalam 
Mushannaf (21493 dan 4199), Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf (\I32Q dan 
3664), diriwayatkan pula dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas’ud. HR. Ibnu 
Abi Syaibah (3665). 

Mursal. HR. Ibnu Abi Syaibah dari Al Hasan secara marfu ’. (Kitab: Shalatuth- 
Tathawwu’, bab ke-229, jilid pertama). 

■*** Shahih. HR. At-Tirmidzi (563), Ahmad (6/76), dinilai shahih oleh Al Albani 
dalam Shahih At-Tirmidzi. 
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semacam ini, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya, 
lebih baik daripada langkah tarjih, jika memang dimungkinkan. 
Sepengetahuan kami, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat di 
kalangan ulama Ushul Fiqh. 


Masalah ketiga: Waktu shalat Kusuf 

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaan shalat 
Kusuf. Syafi'i berpendapat, dilaksanakan kapan saja, baik di waktu 
terlarang untuk melakukan shalat maupun di luar waktu tersebut. Abu 
Hanifah berpendapat, bahwa shalat Kusuf tidak boleh dilaksanakan pada 
waktu terlarang untuk mengerjakan shalat. 

Malik -sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab- 
berpendapat bahwa shalat gerhana matahari tidak boleh dilakukan kecuali 
di waktu-waktu yang boleh dilakukannya shalat sunah. Ibnu Al Qasim 
meriwayatkan bahwa secara Sunnah, shalat Kusuf dilaksanakan saat 
dhuha hingga tergelincirnya matahari. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan ulama dalam menilai jenis 
shalat yang tidak boleh dikerjakan pada waktu terlarang untuk shalat. 
Ada kalangan ulama yang berpendapat bahwa waktu-waktu tersebut 
khusus pada semua jenis dan macam shalat, maka mereka tidak 
membolehkan untuk mengerjakan shalat Kusuf -atau shalat lainnya- saat 
waktu diharamkannya mengerjakan shalat. 

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa hadits-hadits tersebut 
khusus untuk shalat nafilah dan shalat Kusuf adalah shalat sunah, maka 
mereka membolehkan untuk mengerjakan shalat Kusuf di waktu 
terlarang sekalipun. 

Namun ada juga ulama yang menilai bahwa shalat Kusuf 
merupakan bagian dari shalat nafilah, tetapi tidak membolehkan untuk 
dilakukan di saat-saat terlarang untuk mengerjakan shalat. 

Riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik di atas tidak memiliki hujjah 
kecuali hanya dalam konteks menyamakan shalat Kusuf dengan shalat 
‘Id. 
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Masalah keempat: Khutbah shalat Kusuf 

Para ulama juga berbeda pendapat apakah khutbah termasuk syarat 
shalat Kusuf ataukah tidak. Syafi'i berpendapat, khutbah termasuk syarat 
shalat Kusuf Malik dan Abu Hanifah berpendapat, tidak ada khutbah 
dalam shalat Kusuf (khutbah tidak termasuk syarat shalat Kusuf). 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya beda pendapat para ulama 
tentang penyebab dari tujuan khutbah Rasulullah SAW ketika usai shalat 
Kusuf, seperti yang diriwayatkan Aisyah RA, "Ketika usai shalat dan 
matahari telah muncul, (beliau SAW) her-tahmid (memuji Allah) seraya 
bersabda. 


JL^l OJaUI c1>1jI Obol jAjtllj l)I 


. 4JL,7cJ 


"Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda-tanda 
kebesaran Allah. Keduanya tidak akan menjadi gerhana karena kematian 
atau hidup (lahir)nya seseorang. 

Syafi'i menilai bahwa Rasulullah SAW melakukannya karena 
memang khutbah termasuk syarat bagi shalat Kusuf layaknya shalat 'Id 
dan 'Istishqa'. Beberapa ulama lain menilai bahwa Rasulullah SAW 
berkhutbah hanya karena orang-orang kala itu mengira terjadinya 
gerhana matahari disebabkan oleh kematian Ibrahim (putra beliau SAW). 


Masalah kelima: Shalat gerhana bulan 

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat gerhana bulan. Syafi'i 
berpendapat: shalat gerhana bulan dilakukan secara berjamaah seperti 
halnya shalat gerhana matahari. Pendapat serupa Juga dikemukakan oleh 
Ahmad, Daud dan Jama’ah ulama. Malik dan Abu Hanifah berpendapat; 
shalat gerhana bulan tidak dilakukan secara berjamaah, dan dianjurkan 
untuk dilakukan secara mandiri (sendiri-sendiri) sebanyak dua rakaat, 
seperti shalat nafilah lainnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena perbedaan pendapat para 
ulama dalam memahami sabda Rasulullah SAW, 


Shahih. TakhriJ-nya telah disebut sebelumnya. 
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JL>“( dJ V C^LI I OJ 

^'' ^ Jtec ^ ^ 


“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda 
kebesaran Allah. Keduanya tidak akan menjadi gerhana karena kematian 
seseorang dan tidak pula karena hidup (lahirnya) seseorang. Jika kalian 
mendapatinya, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga 
datang terang (yang ada pada kalian dapat terlihat) dan 
bersedekahlah. (HR. Al Bukhari dan Muslim) 

Bagi kalangan yang yang menilai dua perintah (untuk shalat 
gerhana matahari dan bulan) dalam hadits tersebut hanya bermakna satu 
(yakni sama seperti cara melaksanakan shalat gerhana matahari), maka 
mereka berpendapat bahwa shalat gerhana bulan hendaknya dilakukan 
secara berjamaah. 

Dan bagi kalangan ulama yang menilainya beda, alasannya karena 
tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang shalat gerhana bulan yang 
pernah dilakukan Rasulullah SAW walau gerhana bulan sangat sering 
terjadi. Kalangan ini berpendapat bahwa yang patut difahami dari hal 
tersebut adalah batas minimal shalat dalam istilah syari'at, yaitu shalat 
nafilah secara sendiri-sendiri. 


Sepertinya, kalangan yang berpendapat demikian mengartikan 
bahwa dalam upaya mengalihkan nama sebuah shalat dalam istilah 
syariat perlu menyesuaikannya dengan batas minimal shalat jika ada 
perintahnya. Kecuali, jika ada dalil lain yang menyebutkan hal yang 
berbeda. Dan ketika Rasulullah SAW mempraktekkan tata cara 
pelaksanaan shalat gerhana matahari tidak seperti itu, maka pemahaman 
dalam shalat gerhana bulan tetaplah pada asalnya. Syafi'i mengartikan 
praktek Rasulullah SAW dalam melakukan shalat gerhana matahari 
sebagai penjelasan kebercakupan (menyeluruh) perintah shalat gerhana, 
baik bagi gerhana matahari maupun bulan, dan wajiblah menyontoh yang 
demikian adanya. 

Abu Umar bin Abdil Barr menilai agar menukil riwayat yang 
disampaikan Ibnu Abbas dan Utsman RA bahwa keduanya pernah 
mengerjakan shalat gerhana bulan berjamaah, dilakukan dengan dua 


Shahih. Takhrij-nyz telah disebut sebelumnya. 
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rakaat, dan pada tiap rakaatnya dilakukan dua ruku’ seperti yang 
dikemukakan oleh Syafi'i. 


Shalat untuk gempa bumi, angin kencang dan kegelapan 

Sekelompok ulama menganjurkan untuk dilaksanakannya shalat 
untuk gempa bumi, angin kencang, kegelapan dan bencana lainnya yang 
merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Anjuran ini 
d\-qiyas-kan kepada shalat gerhana matahari dan bulan yang dalam sabda 
Rasulullah SAW secara nash disebutkan penyebabnya, yakni tanda-tanda 
kebesaran Allah SWT. 

Qiyas seperti ini merupakan giyas yang paling kuat menurut para 
ulama, karena merupakan qiyas yang penyebab ('illat)nya disebutkan 
secara tekstual. 

Hanya saja Malik, Syafi'i dan beberapa ulama tidak berpendapat 
demikian. Abu Hanifah berpendapat: shalat untuk gempa bumi jika 
dilakukan menjadi perbuatan baik, namun jika tidak dilakukan tidaklah 
mengapa. Karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah 
SAW pernah mengerjakan shalat untuk gempa bumi layaknya shalat 
gerhana.'*’' 


Bab VII 
Shalat Istishqa' 

Para ulama sepakat bahwa keluar untuk meminta hujan, 
menampakkan keseriusan dalam meminta, berdoa kepada Allah SWT dan 
bersimpuh dihadapan-Nya agar diturunkan hujan merupakan sunah yang 
diajarkan Rasulullah SAW. 

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat Istishqa'. Jumhur 
ulama menilai bahwa shalat Istishqa' termasuk salah satu yang 
disunahkan ketika keluar meminta hujan. Abu Hanifah menilai shalat 
Istishqa' bukan termasuk sunah dalam meminta hujan. 


Sanadnya shahih. HR. Ibnu Abi Syaibah {Kitab: Shalatuth-Thathawwu’, bab 
302, jilid pertama). 
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Sebab perbedaan pendapat: Dalam sebagian atsar disebutkan 
bahwa Rasulullah SAW meminta hujan dan mengerjakan shalat. Namun, 
dalam atsar lainnya tidak disebutkan bahwa beliau mengerjakan shalat. 

Diantara atsar yang menyebutkan Rasulullah SAW mengerjakan 
shalat (yang dijadikan pedoman oleh jumhur) adalah hadits 'Ibad bin 
Tamim dari pamannya, “Rasulullah SAW keluar bersama khalayak untuk 
meminta hujan, lalu beliau SAW shalat bersama mereka dua rakaat 
dengan mengeraskan suara, kemudian mengangkat kedua tangannya 
searah pundak, beliau membalikkan selendang, menghadap kiblat dan 
meminta diturunkan hujan.(HR. Al Bukhari dan Muslim) 

Diantara atsar yag menyebutkan permintaan hujan Rasulullah 
SAW tanpa dibarengi dengan shalat adalah hadits dari Anas bin Malik 
RA yang diriwayatkan oleh Muslim, Anas berkata, "Ada seseorang 
mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, binatang 
ternak telah mati dan membuat semua jalanan terputus, maka berdoalah 
kepada Allah.' Kemudian Rasulullah SAW berdoa dan kami pun diberi 
hujan dari (hari) Jum’at hingga Jum’at berikutnya.”'*^^ 

Diantaranya juga hadits dari Abdullah bin Zaid Al Mazini yang 
menyebutkan, "Rasulullah SAW keluar dan meminta hujan, beliau 
memutar selendangnya ketika menghadap kiblat.’"*^'* 

Riwayat tersebut tidak menyebutkan shalat. Dan kalangan yang 
menilai dengan kebenaran teks atsar tersebut mengatakan bahwa hal itu 

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (1011, 1023, 1028), Muslim (894), Abu Daud 
(1161, 1162), At-Tirmidzi (556), An-Nasa'i (3/157, 158 dan 163), Ibnu Majah 
(1267), Ahmad (4/38, 39 dan 40), Ad-Daruquthni (2/67), paman Ibad bin 
Taimim adalah Abdullah bin Zaid bin ’Ashim Al Mazini Al Anshari. 

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (1013, 1014, 1016, 1017 dan 1019), Muslim 
(897), Abu Daud (1174 dan 1175), An-Nasa'i (3/154 dan 161), Ahmad (3/194 
dan 271). 

Penulis mengisyaratkan kepada hadits Anas bin Malik RA yang menyebutkan, 
“Ketika terjadi kemarau di masa Rasulullah SAW, mereka meminta hujan 
bersama Rasulullah, maka beliau SAW pun memintakan hujan untuk mereka 
hingga diberilah hujan. Setelah beliau wafat, dan saat kepemimpinan Umar bin 
Khaththab RA, terjadi pula kemarau, lalu Umar keluar bersama Al Abbas RA 
meminta hujan seraya berdoa, ‘Ya Allah, dulu kami jika tertimpa kemarau di 
masa nabi-Mu SAW, kami meminta hujan, dan dengannya kami pun diberi 
hujan. Sesungguhnya kami hcv-tawassul kepada-Mu bersama paman nabi-Mu 
ini. Maka berilah kami hujan.' Lantas mereka pun diberi hujan.” (HR. Al 
Bukhari [1010 dan 3710], Ibnu Huzaimah [1421], serta Al Baghawi [1165]). 
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dilakukan oleh Umar bin Khaththab RA (dia keluar ke tempat shalat 
kemudian meminta hujan tanpa shalat). 

Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah pendapat jumhur yang 
tidak menyebutkanya, sehingga riwayat tersebut bukan hujjah untuk 
orang yang menyebutkannya. Menurut kami, perbedaan atsar dalam hal 
ini tidak sepenuhnya menunjukkan bahwa shalat tidak termasuk dalam 
syarat sahnya meminta hujan. Sebab, terdapat riwayat kuat yang 
menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah meminta hujan di atas 
mimbar. Dan bukan karena shalat dianggap sebagai salah satu sunah 
minta hujan, seperti yang dikemukakan dalam pendapat Abu Hanifah. 

Ulama yang menyatakan bahwa shalat termasuk hal yang 
disunahkan dalam meminta hujan juga menyebutkan bahwa khutbah 
termasuk bagian dari sunah ini, karena adanya atsar yang menyebutkan 
tentang hal tersebut. 

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ada riwayat yang menyebutkan bahwa 
Rasulullah SAW pernah melakukan shalat lstishqa' dan berkhutbah.” 

Hanya saja para ulama berbeda pendapat apakah khutbah harus 
dilakukan sesudah atau sebelum shalat, mengingat adanya perbedaan 
atsar mengenai hal ini. Beberapa ulama berpendapat, khutbah hendaknya 
dilakukan setelah shalat. Ini berdasakan giyas kepada shalat ‘Id. Dan 
pendapat ini dikemukakan oleh Syafi’i dan Malik. Sedangkan Al-Laits 
bin Sa’ad berpendapat, khutbah hendaknya dilakukan sebelum shalat. 

Ibnu Al Mundzir berkata, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa 
beliau melakukan lstishqa' dan berkhutbah sebelum shalat.”"*^^ Riwayat 
dari Umar bin Khaththab RA juga menyebutkan hal serupa. Dan itulah 
yang kami jadikan pedoman. 

Al Qadhi (Tbnu Rusyd) berkata, "Abu Daud meriwayatkan atsar 
tersebut dari berbagai jalur. Dan riwayat yang menyebutkan tentang 
khutbah, sepengetahuan kami itu dilakukan sebelum shalat.” 

Para ulama sepakat bahwa bacaannya dilakukan secara keras. Dan 
mereka berbeda pendapat apakah takbir yang dilakukan layaknya takbir 
shalat ‘Id ataukah tidak. 


Sanadnya dha’if. HR. Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam Al Ausath (9/51 dan 
9108). 
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Malik berpendapat, takbir yang dilakukan dalam shalat lstishqa' 
sama seperti takbir shalat lain pada umumnya. Syafl'i berpendapat, takbir 
yang dilakukan dalam shalat Istishqa' sama seperti takbir pada shalat ‘Id. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena adanya perbedaan pendapat 
para ulama dalam meng-g'/ya^-kan shalat Istishqa' dengan shalat ‘Id. 

Syafl'i dalam pendapatnya her-hujjah dengan hadits dari riwayat 
Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengerjakan shalat 
Istishqa' dua rakaat sebagaimana shalat dua Hari Raya ('Id Fithri dan 'Id 
'Adhha).”^^^ 

Para ulama sepakat bahwa diantara sunah dalam meminta hujan 
adalah untuk menghadap kiblat dengan berdiri, berdoa, membalikkan 
selendang dan mengangkat kedua tangan. Hal ini sebagaimana yang 
disebutkan dalam atsar. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat 
tentang tata cara dan kapan semua itu harus dilakukan. 

Berkaitan dengan tata cara membalikkan selendang, jumhur menilai 
bagian sebelah kiri dibalik ke arah bagian kanan atau sebaliknya. 
Menurut Syafl'i, bagian bawah selendang dibalikkan menjadi bagian atas, 
dan bagian kanan diubah ke arah bagian kiri atau sebaliknya. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena adanya perbedaan atsar. 
Dalam hadits dari Abdullah bin Zaid disebutkan, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW keluar menuju tempat shalat meminta hujan. Kemudian 
beliau menghadap kiblat, membalikkan selendangnya dan mengerjakan 
shalat dua rakaat.”'*^^ 

Disebutkan dalam beberapa riwayat dari Abdullah bin Zaid, "Aku 
bertanya, 'Apakah aku menjadikan bagian kiri menjadi bagian kanan, 
ataukah menjadikan bagian atas menjadi bagian bawah?’ Rasulullah 
SAW menjawab: 

.jiiiii jiiiji j; 


Hasan. HR. Abu Daud (1165), At-Tirmidzi (555), An-Nasa'i (3/156 dan 163), 
Ibnu Majah (1266), Ahmad (1/269 dan 355), dan Abdurrazzaq (4893), Di- 
shahih-kan oleh Ibnu Huzaimah (1405 dan 1419), Al Daruquthni (2/68), 
Thabrani (10818), Al Baihaqi (3/344), dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al 
Albani. 

Muttafag 'Alaih. Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 
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"(Tetapi) jadikan (rubahlah) bagian kiri menjadi bagian kanan dan 
bagian kanan menjadi bagian kiri. ” 

Disebutkan dalam hadits dari Abdullah, "Rasulullah SAW pernah 
shalat meminta hujan, dan beliau mengenakan selendang berwarna hitam. 
Lalu beliau hendak meraih bagian bawah selendangnya untuk diangkat ke 
atas, dan ketika terasa berat olehnya, maka diubahlah (ditempatkan) di 
atas pundak beliau.” 

Lantas, kapankan seorang imam shalat Istishqa' layak melakukan 
hal seperti ini? Malik dan Syafi'i berpendapat, hendaknya dilakukan 
setelah selesai khutbah. Abu Yusuf berpendapat, imam hendaknya 
merubah selendangnya ketika berakhirnya bagian awal khutbah. Hal yang 
sama Juga diriwayatkan dari Malik. Semuanya menyatakan bahwa jika 
imam merubah selendangnya dengan berdiri, maka semua orang 
hendaknya merubah selendang mereka sambil duduk. Berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW, 


.A, fL-v' iiii 

"Sesungguhnya imam dijadikan adalah untuk diikuti. 


Kecuali Muhammad bin Al Hasan dan Al-Laits bin Sa’ad serta 
beberapa sahabat Malik yang berpendapat bahwa makmum tidak perlu 
merubah selendang mengikuti imam. Sebab, tidak ada riwayat yang 
menyebutkan hal tersebut saat Rasulullah SAW shalat bersama para 
sahabatnya. 


Beberapa ulama berpendapat bahwa waktu keluar untuk melakukan 
shalat Istishqa' adalah waktu yang sama untuk melangsungkan shalat ‘Id. 
Kecuali Abu Bakar bin Muslim bin Amru bin Hazm yang mengatakan 
bahwa shalat Istishqa' dilakukan saat matahari tergelincir. Abu Daud 
meriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah keluar untuk 
melaksanakan shalat Istishqa' ketika sepenggal matahari muncul. 


Shahih. Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 

Hasan. HR. Abu Daud (1173), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar 
(1 '325), dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (1991 dan 2760 dalam Al Ihsan), serta 
Al Hakim (1/328). Dinyatakan sebagai hadits mauguf oleh Adz-Dzhahabi. 
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Bab VIII 

Shalat Dua Hari Raya 

Para ulama sepakat menyatakan dianjurkannya mandi untuk shalat 
dua Hari Raya.^®*’ Dan shalat dua Hari Raya dilakukan tanpa adzan dan 
iqamat,^‘^' berdasarkan hadits dari Rasulullah SAW, kecuali riwayat yang 
dibuat-buat oleh Mu’awiyah menurut pendapat terbenar yang 
dikemukakan oleh Abu Umar. 

Para ulama Juga sepakat bahwa diantara sunah dalam shalat 'Id 
adalah untuk mengerjakan shalatnya terlebih dahulu sebelum khutbah. 
Karena ada riwayat dalil yang langsung dari Rasulullah SAW.^°^ Kecuali 
riwayat tentang Utsman bin Affan RA yang mengakhirkan shalat dan 
mendahulukan khutbah agar khalayak tidak lantas bubar sebelum 
khutbah. 

Para ulama juga sepakat akan tidak adanya ketentuan pasti tentang 
bacaan shalat dua Hari Raya. Kebanyakan dari ulama hanya 
menganjurkan untuk membaca surah Al A’laa' pada rakaat pertama, dan 


Tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mandi terlebih 
dahulu untuk shalat dua Hari Raya. Ibnu Majah (1315) dan Al Baihaqi (3/287) 
meriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mandi pada 
hari 'Id Fithri dan 'Id Adhha.” Al Albani menyatakan dalam Dha ’if Ibnu Majah, 
"Hadits tersebut sangat dha'if.” Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah (1316), 
Abdullah bin Ahmad dalam Zawa'id Al Musnad (4/78) dari Al Fakih bin Sa’ad, 
dia berkata, "Rasulullah SAW mandi pada hari Jum’at, hari Arafah, hari 'Id 
Fithri dan 'Id Adhha.” Al Albani berkata dalam Dha’if Ibnu Majah, "Hadits 
palsu.” 

Batas maksimal yang bisa dijadikan dalil dalam riwayat tersebut adalah anjuran 
untuk mandi sebelum shalat dua Hari Raya. Diriwayatkan dari Malik dari Nafi’, 
bahwa Abdullah bin Umar pernah mandi pada hari 'Id Fithri sebelum berangkat 
ke tempat shalat. (Sanadnya shahih. HR. Malik dalam Al Muwaththa' [1/177 
dan 426], Al Baihaqi [3/278], dan Abdurrazzaq [5753]). 

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku shalat ‘Id bersama Rasulullah SAW 
tidak hanya sekali atau dua kali yang dilangsungkan tanpa adzan dan iqamah.” 
(HR. Muslim [887], Abu Daud [1148], At-Timiidzi [532], dan Ahmad [5/91]). 
Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (957 dan 963), Muslim (888), At-Tirmidzi 
(531), An-Nasa'i (3/183), Ibnu Majah (1276), dan Ahmad (4/271). 

Tentang hal yang sama juga diriwayatkan dari Samurah bin Jundub yang 
dinukil oleh Ahmad (5/7), diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas RA yang dinukil 
oleh Ibnu Majah (1283) dan Ahmad (1/243). Serta dari Anas bin Malik RA 
diriwayatkan oleh Ath-Tliayalisi (2046). 
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Al Ghaasyiyah pada raakat kedua berdasarkan riwayat mutawatir yang 
menyebutkannya dari Rasulullah SAW.^°^ 

Syafi'i menganjurkan untuk membaca surah Qaaf dan Al Qamar. 
Karena ada riwayat dari Rasulullah SAW yang mengebutkan 
demikian.^®^ 

Namun para ulama masih Juga berbeda pendapat dalam beberapa 
masalah berikut ini. Diantara yang masyhur adalah: 


Perbedaan pendapat ulama tentang takbir 

Abu Bakar bin Al Mundzir mengutarakan adanya beda pendapat 
ulama seputar hal ini dan mencapai hampir dua belas pendapat. Namun 
kami hanya akan menyebutkan pendapat yang bersandar dari para 
sahabat atau dalil naqli. Berikut ini penjelasannya: 

Malik berpendapat, takbir pada rakaat pertama shalat dua Hari 
Raya dilakukan sebanyak tujuh kali termasuk takbiratul ihram sebelum 
memulai bacaan lainnya. Sedangkan para rakaat kedua dilakukan dengan 
takbir sebanyak enam kali, termasuk takbir setelah berdiri dari sujud. 

Syafi'i berpendapat, pada rakaat pertama takbir dilakukan sebanyak 
delapan kali, sedangkan pada rakaat kedua takbir dilakukan sebanyak 
enam kali termasuk takbir setelah berdiri dari sujud. 

Abu Hanifah berpendapat, pada rakaat pertama takbir dilakukan 
sebanyak tiga kali setelah takbiratul ihram dengan mengangkat kedua 
tangan, kemudian membaca Ummul Qur'an dan sebuah surah, kemudian 
takbir untuk ruku' tanpa mengangkat tangan. Dan ketika hendak berdiri 
untuk rakaat kedua, maka dilakukan takbir tanpa mengangkat tangan, lalu 
membaca Ummul Qur'an dan sebuah surah, kemudian bertakbir 


Ibnu Rusyd berisyarat kepada hadits Al Nu’man bin Basyir, dia berkata, 
"Rasulullah SAW membaca dalam shalat dua Hari Raya dengan Al A’laa dan 
Al Ghaasyiyah.” HR. Muslim (878), Abu Daud (1122), At-Tirmidzi (533), An- 
Nasa'i (3/183), Ibnu Majah (1281), Ahmad (4/271) dari Samurah bin Jundub, 
Ahmad (5/7) dari Ibnu Abbas RA dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1283), 
dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Thayalisi (2046). 

Ibnu Rusyd berisyarat pada hadits Abu Waqid Al Laitsi, Rasulullah SAW 
membaca surat Oaaf dan Al Qamar dalam shalat ’ld Fithri dan ’ld Adhha. HR. 
Muslim (891), Abu Daud (1154), At-Tirmidzi (534), An-Nasa'i (3/183), Ibnu 
Majah (1282), dan Ahmad (5/217). 
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sebanyak tiga kali dengan mengangkat tangan, lalu bertakbir untuk ruku’ 
tanpa mengangkat tangan. 

Sekelompok ulama berpendapat bahwa jumlah takbir pada setiap 
rakaatnya berjumlah sembilan kali. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu 
Abbas, Al Mughirah bin Tsu’bah, Anas bin Malik dan Sa’id bin Al 
Musayyib RA. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh An-Nakha’i. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar yang dinukil tentang 
hal tersebut dari para sahabat. 

Malik berpendapat seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, 
dia berkata, "Aku menghadiri shalat 'Id Adhha dan 'Id Fitri bersama Abu 
Hurairah. Pada rakaat pertama dia bertakbir tujuh kali sebelum membaca 
surah Al Faatihah dan sebuah surah lainnya, dan pada rakaat kedua 
bertakbir lima kali sebelum membaca surah Al Faatihah dan sebuah surah 
lainnya."^”^ Ditambah dengan tradisi yang berlaku di Madinah yang 
seperti itu. 

Atas dasar itulah Syafi’i berpedoman. Flanya saja, dia menakwilkan 
ketujuh takbir tersebut bukan termasuk takbiratul ihram, sebagaimana 
lima kali takbir pada rakaat kedua yang juga tidak termasuk takbir ketika 
berdiri dari sujud. Setelah takbir ketika berdiri dari sujud yang lebih dari 
lima kali takbir itu adalah karena praktek penduduk Madinah memang 
demikian. Pendapat tersebut sepertinya bagi Malik merupakan salah satu 
langkah kompromi (jam') antara atsar dengan praktek penduduk 
Madinah. 

Abu Daud meriwayatkan makna hadits Abu Hurairah secara marfu’ 
dari Aisyah RA^* dan dari Amru bin 'Ash RA^°^ yang pernah bertanya 
kepada Abu Musa Al Asy’ari dan Hudzaifah bin Yaman tentang cara 
Rasulullah SAW bertakbir saat shalat 'Id Adhha dan 'Id Fitri. Abu Musa 
menjawab, "Rasulullah SAW bertakbir empat kali seperti takbir shalat 


Sanadnya shahih: HR. Malik dalam Al Muwalhtha' (1/180, 433), Syafi’i dalam 
Musnad (1/76), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (4/344), dan Al 
Baihaqi (3/388). 

Shahih. HR. Abu Daud (1149), Ibnu Majah (1280), Ad-Daruquthni (2!Al), dan 
Al Baihaqi (3/286), serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
Hasan. HR. Abu Daud (1151), Ibnu Majah (1278), An-Nasa'i dalam Sunan Al 
Kubra (1804), Ibnu Jarud dalam Al Muntaga (262), Ad-Daruquthni (2/47 dan 
48), dan Al Baihaqi (3/285). Dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Al Albani. 
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jenazah.”^'’* Hudzaifah pun berkata, "Itu benar.” Kemudian Abu Musa 
berkata, "Seperti itulah aku pernah melakukan takbir di Bashrah saat 
tengah berada diantara mereka.” Dari sekelompok ulama pun juga 
berpendapat demikian. 

Abu Hanifah dan seluruh penduduk Kufah berpedoman kepada 
riwayat Ibnu Mas’ud yang pernah mengajarkan mereka tata cara shalat 
'Id Fitri dan 'Id Adhha seperti pola di atas. 

Adanya para ulama yang mengacu pada perkataan para sahabat 
dalam masalah ini, adalah karena tidak adanya sebuah penjelasan pun 
dari Rasulullah SAW yang menyebutkan hal ini. Namun, tradisi 
pekerjaan sahabat dalam hal seperti ini adalah berkat tauqif (berdasarkan 
dalil, dan bukan pendapat pribadi). Sebab dalam hal ibadah seperti tidak 
ada celah untuk d'\-qiyas-ka.n. 


Beda pendapat tentang mengangkat tangan pada setiap kali takbir 

Ada ulama yang berpendapat demikian seperti yang dikemukakan 
oleh Syafi'i. Dan ada pula yang tidak berpendapat demikian dan 
mengatakan hanya diharuskan mengangkat tangan saat takbir pembukaan 
saja. Ada pula yang memberi alternatif pilihan, yakni, boleh mengangkat 
tangan dan boleh pula tanpa mengangkat tangan. 


Beda pendapat tentang orang yang disunah untuk mengerjakan 
shalat ‘Id 

Sekelompok ulama berpendapat, orang yang bermukim maupun 
musafir disunahkan untuk mengerjakan shalat ‘Id. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Syafi'i dan Hasan Al Bashri. Syafi'i berkata, 
"Penduduk pedalaman juga disunahkan untuk mengerjakan shalat ‘Id. 
Bahkan para wanita di dalam rumahnya pun disunahkan melakukannya.” 

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat, shalat ‘Id hanya 
disunahkan untuk penduduk di sekitar pemukiman padat saja. 

Diriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, "Orang yang bepergian 
tidak disunahkan untuk melaksanakan shalat ‘Id Fitri dan Adhha.” 


Shahih. HR. Abu Daud (1153), Ahmad (4/416), Al Baihaqi (3/289), dan dinilai 
shahih oleh Al Albani. 
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Sebab perbedaan pendapat: Karena beda pendapat para ulama 
dalam n\eng-qiyas-kan shalat ‘Id dengan shalat Jum’at. Bagi yang meng- 
qiyas-kan shalat ‘Id dengan shalat Jum’at maka pendapatnya dalam 
masalah shalat ‘Id juga sama seperti pendapatnya dalam masalah shalat 
Jum’at. Sedangkan bagi yang tidak menerima qiyas shalat ‘Id dengan 
shalat Jum’at, maka pendapatnya mengacu kepada hukum asal, yakni 
bahwa setiap mukallaf dikenakan sunah shalat ‘Id kecuali jika ada 

pengecualian. 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "As-Sunnah telah membedakan 
hukum shalat ‘Id dan Jum’at bagi kaum wanita. Sebab ada riwayat yang 
menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kaum wanita 
untuk keluar menunaikan shalat ‘Id.'®’ Tetapi itu tidak beliau SAW 
lakukan dalam shalat Jum’at. 


Beda pendapat tentang lokasi penduduk yang disunahkan untuk 
mengerjakan shalat 'Id 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang penduduk yang 
disunahkan untuk mendatangi 'Id, sama dengan konteks beda pendapat 
mereka dalam masalah shalat Jum’at bagi penduduk yang tinggal di 
lokasi yang berjarak tiga mil atau sampai dengan jarak perjalanan sehari 

semalam penuh. 

Namun, para ulama sepakat bahwa waktu pelaksanaan shalat Id 
adalah sejak matahari terbit hingga tergelincir. 


Beda pendapat tentang tentang orang yang belum mengerjakan 
shalat ‘Id hingga matahari terbenam 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang belum melakukan 
shalat ‘Id hingga matahari tergelincir ke arah barat. Sekelompok ulama 


Penulis ingin mengisyaratkan kepada hadits Ummu Athiyah RA yang berkata, 
"Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk keluar pada Hari Raya 
dan Adhha. Termasuk para gadis pingitan dan kaum wanitan yang sedang haid. 
Aku pun bertanya, 'Bagaimana seandainya salah satu dan mereka tidak 
memiliki jilbab?' Rasulullah SAW menjawab, "Saudaranya hendaknya 
meminjamkan jilbabnya.” (HR. Al Bukhari [324, 974, 980 ^52], Mushm 

[890], Abu Daud [1138 dan 1139], An-Nasa'i [3/180], serta Ahmad [5/84 dan 

85]. ’ 
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berpendapat, yang bersangkutan tidak harus mengerjakannya, tidak pada 
hari itu dan tidak pula keesokan harinya. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Syafi'i, Malik dan Abu Tsaur. 

Kelompok lain menilai bahwa yang bersangkutan harus pergi ke 
tempat shalat keesokan harinya. Pendapat ini jika dikemukakan oleh Al 
Auza’i dan Ishak. Abu Bakar bin Al Mundzir berkata, "Seperti itulah 
pendapat kami berdasarkan hadits yang kami riwayatkan dari Nabi SAW, 
'Beliau memerintahkan mereka untuk berbuka, dan jika waktu pagi tiba 
maka mereka diperintahkan untuk kembali ke tempat shalat.”^ 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "(Hadits ini) diriwayatkan oleh 
Abu Daud. Hanya saja, riwayat tersebut bersumber dari seorang sahabat 
yang tidak dikenal, namun pada dasarnya semua sababat adalah tergolong 


Beda pendapat tentang 'Id yang jatuh bersamaan dengan hari 
Jum'at 

Para ulama berbeda pendapat jika Hari Raya dan hari Jum’at jatuh 
pada hari yang sama, apakah shalat ‘Id sudah mencukupi sehingga tidak 
perlu lagi mengerjakan shalat Jum’at. 

Sekelompok ulama berpendapat: shalat ‘Id sudah mencukupi bagi 
shalat Jum’at. Yang mengalaminya hanya wajib mengerjakan shalat 
Ashar saja. Pendapat ini dikemukakan oleh Atha’. Pendapat tersebut 
diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubairdan Ali RA. 

Kelompok lain berpendapat, rukhsah ini hanya berlaku bagi 
penduduk pedalaman yang mendatangi pemukiman kota hanya untuk 
menunaikan shalat ‘Id dan Jum’at. Seperti yang diriwayatkan dari 
Utsman bin AfTan RA bahwa dia pernah berkhutbah pada hari 'Id dan 
Jum’at, "Barangsiapa diantara penduduk pedalaman yang hendak 


Shahih. HR. Abu Daud (2239), Ahmad (5/362), Ad-Daruquthni (2/169), Ath- 
Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir (17/663), Al Hakim (1/297), Al Baihaqi 
(4/248 dan 250), dinilai shahih oleh Al Albani. 

Semua sahabat pasti tergolong 'adil, dan tidak ada salah satu dari mereka yang 
terkendalai oleh kebodohan selama yang bersangkutan benar-benar pernah 
bersahabat dengan Nabi SAW. Begitulah yang ditegaskan dalam ilmu 
Musthalul Hadits. Al Hakim dan Al Baihaqi secara tegas menyebutkan nama 
sahabat yang dimaksud adalah Abu Mas’ud. 
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menunggu Jum’at silahkan menunggu, dan bagi yang hendak pulang 
silahkan pulang.” (HR. Malik dalam Al Muwattha'f^^ 

Riwayat serupa juga berasal dari Umar bin Abdul Aziz. Pendapat 
inilah yang dikemukakan oleh Syafi'i. 

Malik dan Abu Hanifah berpendapat: Jika 'Id dan hari Jum’at jatuh 
pada hari yang sama, orang yang mukallaf tetap dibebani keduanya. 
Karena shalat ‘Id adalah sunah, sedangkan shalat Jum’at adalah wajib, 
dan kedua-duanya tidak bisa mengganti yang lainnya. Dan inilah hukum 
asalnya, kecuali jika ada dalil lain yang menyebutkan selain dari itu yang 
harus diikuti. 

Bagi ulama yang berpendapat seperti perkataan Utsman, alasannya 
adalah karena hal ibadah seperti itu bukanlah berdasarkan pendapat 
pribadi, namun berdasarkan taugifi (dalil), dan tidak keluar jauh dari 
hukum asalnya. 

Sedangkan ulama yang berpandangan menggugurkan kewajiban 
Jum’at dan Zhuhur sebagai ganti dari shalat ‘Id, adalah pandangan yang 
melenceng dari hukum asal. Kecuali, jika memang ada landasan 
syar’iatnya yang dapat dijadikan pedoman. 


Beda pendapat tentang orang yang ntasbug dalam shalat 'Id 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang ketinggalan imam 
(masbug) dalam shalat ‘Id. Sekelompok ulama berpendapat bahwa yang 
bersangkutan harus shalat empat rakaat. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Ahmad dan Ats-Tsauri dan diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud. 

Kelompok lain berpendapat: yang bersangkutan harus meng-qadha ’ 
shalat ‘Id seperti tata cara yang dikerjakan oleh imam. Yaitu shalat dua 
rakaat dengan jumlah bilangan takbir yang sama, dengan membaca keras 
seperti yang dilakukan imam. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i dan 
Abu Tsaur. 

Kelompok lain berpendapat: yang bersangkutan hanya diharuskan 
untuk mengerjakan shalat dua rakaat tanpa membaca dengan keras dan 
tanpa takbir layaknya takbir shalat ‘Id. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Biikhari (1990 dan 5571), Muslim (1137), Abu Daud 
(2416), At-Timiidzi (771), Ibnu Majah (1722), serta Al Baihaqi (4/297). 
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Kelompok lain berpendapat: jika imam shalat di masjid, maka yang 
bersangkutan harus shalat dua rakaat, dan jika imam shalat di luar masjid, 
maka yang bersangkutan harus shalat empat rakaat. 

Kelompok lain berpendapat: tidak ada qadha sama sekali. Inilah 
pendapat yang dikemukakan oleh Malik dan para sahabatnya. Ibnu Al 
Mundzir mengisahkan dari Malik pendapat yang serupa dengan pendapat 
Syafl'i. 

Bagi kalangan ulama yang menyamakan shalat ‘Id dengan shalat 
Jum’at, maka penyamaan tersebut lemah. Kalangan ulama yang 
menyatakan shalat dua rakaat sebagaimana yang dilakukan imam, pijakan 
pendapatnya adalah hukum asal dalam urusan gadha yang memang harus 
dilakukan sesuai dengan tata cara yang ada. Dan kalangan ulama yang 
melarang gadha shalat ‘Id beralasan bahwa shalat ‘Id adalah shalat yang 
disyaratkan berjamaah bersama imam layaknya shalat Jum’at, sehingga 
tidak perlu A\-qadha bagi yang tertinggal, tidak dengan dua rakaat 
maupun empat rakaat, karena itu bukan dianggap sebagai penggantinya. 

Kedua pendapat inilah yang berkali-kali perlu dikaji (pendapat 
Syafl'i dan pendapat Malik) sedangkan pendapat lainnya adalah lemah 
dan tidak memiliki arti. Sebab, shalat Jum’at adalah ganti dari shalat 
Zhuhur, dan shalat ‘Id bukanlah pengganti dari shalat apa pun. Sehingga 
bagaimana mungkin salah satu dari shalat-shalat ini dapat d\-giyas-kdin 
dengan lainnya dalam urusan gadha 

Dalam kaitannya dengan orang yang tertinggal shalat Jum’at, maka 
shalat Zhuhur baginya bukanlah gadha, namun merupakan adaa' (ibadah 
yang harus dikerjakan pada waktunya). Sebab jika penggantinya 
tertinggal (shalat Jum’at) maka (Zhuhur) itulah yang wajib. Hanya Allah 
SWT yang Maha Membimbing ke arah kebenaran. 


Beda pendapat tentang shaiat sunah sebelum dan sesudah shalat 'Id 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang shalat sunah sebelum 
dan sesudah shalat ‘Id. Jumhur ulama menyatakan tidak ada shalat sunah 
baik sebelum maupun sesudah shalat ‘Id. Pendapat ini dinukil dari Ali 
bin Abu Thalib RA, Ibnu Mas’ud, Hudzaifah dan Jabir RA. Pendapat 
serupa juga dikemukakan oleh Ahmad. 
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Ada pendapat lain mengatakan bahwa ada shalat sunah sebelum 
dan sesudah shalat ‘Id. Inilah pendapat Anas bin Malik dan Urwah RA 
sekaligus menjadi pedoman Syafi'i. 

Pendapat ketiga menyatakan yang patut dilakukan adalah shalat 
sunah setelah shalat ‘Id, dan bukan sebelumnya. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Ats-Tsauri, Al Auza’i dan Abu Hanifah. Pendapat 
serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud RA. 

Kelompok lain membedakan antara shalat ‘Id yang dilakukan di 
masjid dengan yang dilakukan di tanah lapang. Inilah pendapat Malik 
yang masyhur. 

Sebab perbedaan pendapat: Konteks sebuah hadits yang 
menyebutkan, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar pada Hari 
Raya ’ld Fitri atau 'Id Adhha kemudian beliau mengerjakan shalat dua 
rakaat tanpa shalat sebelum maupun sesudahnya.”^'^ 


Dan sabda Rasulullah SAW, 

ii;. \l\ 


"Jika salah seorang dari kalian mendatangi masjid, maka 
hendaknya dia mengerjakan shalat dua rakaat. 

Riwayat ini mungkin menunjukkan akan hukum disyariatkannya 
melakukan shalat nafilah sebelum dan sesudah shalat ‘id, namun apakah 
ini merupakan anjuran yang berstatus hukum wajib ataukah tidak? 

Bagi ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak 
mengerjakan shalat sebelum dan sesudah shalat ‘Id adalah karena beliau 
tidak mengerjakan shalat sebelum dan sesudah shalat sunah. Dan shalat 
yang tidak disebutkan kata "masjid" untuk menjadi tempat shalatnya, 
maka tidak dianjurkan untuk dilaksanakan shalat sunah sebelum atau 
sesudah shalat tersebut. 


Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan adanya shalat sunah 
sebelum shalat ‘Id yang dilaksanakan di masjid, adalah pendapat yang 
tidak konsisten. Sebab dalil praktis dalam hal ini berseberangan dengan 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (964, 989, 1431, 5881 dan 5883), Muslim 
(884), Abu Daud (1159), At-Tirmidzi (537), An-Nasa'i (3/193), Ibnu Majah 
(1291), Ahmad (1/340). Seluruhnya adalah hadits dari Ibnu Abbas RA. 

Shahih. ra^r//-nya telah disebut .sebelumnya. 
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dalil perkataan. (Maksudnya, dari segi masuknya seseorang ke dalam 
masjid, maka dia dianjurkan untuk mengerjakan shalat dua rakaat. Dan 
dari segi tanah lapang yang dijadikan tempat shalat, maka tidak 
dianjurkan untuk dilakukan shalat dua rakaat, sebagai upaya 
menyerupakan dengan tindakan praktis Rasulullah SAW). 

Dan bagi ulama yang menilai hal tersebut sebagai bagian dari 
rukhshah, dan menilai bahwa masjid juga mencakup tanah lapang, maka 
akan menganjurkan agar shalat sunah sebelum shalat ‘Id dikerjakan. Dan 
bagi yang menyamakan shalat ‘Id dengan shalat wajib maka akan 
menganjurkan untuk dilakukannya shalat sunah sebelum dan sesudah 
shalat ‘Id. 

Kelompok lain berpendapat, shalat sunah sebelum dan sesudah 
shalat ‘Id adalah mubah dan boleh dilakukan, (namun) bukan sebagai 
anjuran ataupun kemakruhan. Pendapat ini sedikit mirip jika masjid 
menurutnya tidak mencakup tempat shalat di lapangan terbuka. 


Beda pendapat tentang waktu takbir 

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu takbir bagi Hari Raya 
'Id Fitri dibalik kesepakatan jumhur ulama tentang dianjurkannya 
melakukan aktivitas tersebut berdasarkan firman Allah SWT, 


k» j j .P ^1 ‘ij^ oJjJI ijl» 


"Dan supaya kalian menyempurnakan bilangan dan untuk 
memahabesarkan Allah atas apa yang ditunjukkan ada kalian. ” (Qs. Al 
Baqarah [2]: 185) 

Jumhur ulama berpendapat: takbir dimulai ketika berangkat menuju 
shalat 'Id. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Umar RA, sekelompok 
sahabat dan tabi'in, termasuk di dalamnya Malik, Ahmad, Ishaq dan Abu 
Tsaur. 

Kelompok ulama lainnya berpendapat: takbir dapat 
dikumandangkan sejak malam Hari Raya 'Id Fitri ketika hilal telah 
terlihat hingga waktu beranjak ke tempat shalat dan imam pun telah 
berdiri hendak menunaikan shalat 'Id. Begitu pula halnya pada malam 'Id 
Adhha bagi orang yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Namun 
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diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia menilai tidak adanya takbir kecuali 
setelah imam memulai bertakbir. 


Para ulama sepakat atas takbir yang dilakukan setiap saat 
selesainya shalat pada Hari Raya Haji. Namun sangat besar beda 
pendapat mereka tentang penentuan waktunya. 

Sekelompok ulama berpendapat: takbir dapat dimulai sejak saat 
Subuh hari Arafah hingga saat Ashar terakhir dari ayyamut-tasyriq. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan, Ahmad dan Abu Tsaur. 

Pedapat lain mengemukakan: takbir dimulai sejak shalat Zhuhur 
saat Hari Raya Kurban hingga shalat Subuh pada hari terakhir ayyamut- 
tasyriq. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik dan Syafi'i . 

Az-Zuhri berpendapat, "As-Sunnah telah menetapkan bahwa imam 
di berbagai negeri hendaknya bertakbir sejak lepas shalat Zhuhur pada 
Hari Raya Kurban hingga waktu Ashar pada hari terakhir dari ayyamut- 
tasyriq. 

Secara garis besar, terdapat banyak perbedaan pendapat dalam hal 
ini. Ibnu Al Mundzir mengemukakan ada sekitar sepuluh beda pendapat. 

Sebab perbedaan pendapat: Dinukilnya suatu dalil praktis (dari 
Rasulullah) tapi tidak ditemukan dalil perkataan yang spesifik 
menyebutkannya. Dan para sahabat berbeda pendapat dalam hal ini, 
maka ulama generasi setelahnya pun kian berbeda pendapat. 

Landasan hukum dalam masalah ini adalah firman Allah SWT, 




"Dan mengingatlah Allah pada hari-hari tertentu." (Qs. Al 
Baqarah [2]: 203). 

Konteks pembicaraan dalam ayat tersebut meski pada mulanya 
ditujukan kepada kalangan orang yang melakukan ibadah haji, tapi 
jumhur ulama memandang bahwa ayat tersebut bersifat umum, mencakup 
orang yang menunaikan ibadah haji maupun lainnya. Ini diperoleh dari 
dalil praktis ('amali) Rasulullah, walau para ulama berbeda pendapat 
tentang pembatasan waktunya. Namun, sepertinya pembatasan waktu 
dalam hal ini dilandasi oleh azas takhyir (boleh memilih kapan saja untuk 
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dilakukan). Sebab, semua ulama sepakat dengan adanya balas waktu, 
walau mereka berbeda pendapat tentang penentuannya. 

Sekelompok ulama berpendapat: takbir setelah shalat pada hari-hari 
tersebut hanya boleh dilakukan oleh orang yang mengikuti shalat 'Id 
berjamaah saja. 


Beda pendapat tentang tata cara takbir 

Mereka juga berbeda pendapat tentang tata cara takbir pada hari- 
ari raya ini. Malik dan Syafi'i berpendapat: takbir dilakukan dengan tiga 
kah mengucapkan kalimat, 

• t 1 -UI' -Uli 

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar ." 

Ada ulama berpendapat: setelah takbir tersebut ditambahkan 
dengan mengucapkan, 

'yj ililJl aJ til v «ai-} ^1 Vl 4 JI V 

"Tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa tanpa sekutu bagi-Nya. 

Mihk-Nya semua kerajaan dan pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala 
sesuatu." * 

Diriwayatkan dan Ibnu Abbas, bahwa dalam bertakbir dia tiga kali 
mengucapkan, 


.1 jiS -uii 

"Allah Maha Besar dan Agung." 

Kemudian pada takbir keempat ditambahkan, 

.jukil 

"Dan Bagi-Nya segala pujian.'" 

Sekelompok ulama lain berpendapat: dalam bertakbir tidak ada 
ucapan yang tertentu (spesifik). 
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Sebab perbedaan pendapat: Syari'at tidak menentukan batas 
waktu takbir, dibarengi dengan ada ulama yang menganggap adanya 
batas waktu yang telah ditentukan syari'at. Inilah penyebab beda 
pendapat mereka tentang pembatasan masa takbir. (Maksudnya, 
pemahaman tentang waktu padahal tidak ada nash yang menjelaskannya). 

Para ulama bersepakat dianjurkan untuk makan terlebih dahulu 
sebelum pergi menuju tempat shalat 'Id Fitri, dan mengakhirkan makan 
setelah shalat ‘Id Adhha. Disunahkan pula untuk menempuh perjalan 
(pulang-pergi) yang berbeda, karena adanya contoh dari Nabi SAW 
tentang hal tersebut. 


Bab IX 

Sujud Al Qur'ao (Sujud Tilawah) 

Pembahasan tentang bab ini terdiri dari lima pasal: 

- Hukum sujud Al Qur'an 

- Jumlah ayat sajdah 

- Waktu melakukan sujud Al Qur'an 

- Siapa saja yang wajib untuk melakukan sujud Al Qur'an dan tata 
cara melakukannya. 


Pasal pertama: Hukum sujud Tilawah 

Berkenaan dengan hukum sujud tilawah. Abu Hanifah dan para 
sahabatnya berpendapat: wajib untuk dilakukan. Sedangkan Malik dan 
Syafi'i berpendapat: hukumnya sunah, dan bukan wajib. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena adanya beda pendapat ulama 
dalam memahami perintah sujud Al Qur'an, dan adanya beberapa berita 
yang bermakna perintah untuk bersujud, seperti dalam firman Allah 
SWT, 







"Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pemurah kepada 
mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. ” (Qs. 
Maryam [19]: 58); 
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Yakni, perbedaaan apakah berita tersebut dimaksudkan sebagai 
wajib ataukah sunah. 

Abu Hanifah mengartikan menurut zhahir (teksuai) ayat tersebut, 
bermakna wajib. Sedangkan Malik dan Syafi'i mengikuti pemahaman 
para sahabat, karena kalangan merekalah yang dianggap paling 
memahami perintah-perintah syari’at. 

Disebutkan dalam salah sebuah riwayat: Umar bin Khaththab RA 
pernah membaca ayat sajdah pada hari Jum’at, kemudian dia turun dari 
mimbar dan bersujud, orang-orang pun ikut bersujud. Pada hari Jum’at 
berikutnya dia kembali membaca ayat sajdah, orang-orang pun bersiap- 
siap untuk bersujud, namun Umar berkata, "Tetaplah kalian pada posisi 
kalian! Sesungguhnya Allah SWT tidak mewajibkan kita melakukannya, 
kecuali jika kita rela mengerjakannya.”^’^ 

Perkataan itu diucapkan di hadapan para sahabat, dan tidak ada satu 
pun yang memungkiri. Karena mereka adalah orang yang paling mengerti 
maksud syari'at. Pendapat ini hanya dikemukakan oleh kalangan ulama 
yang menilai bahwa jika tidak ada yang memungkiri perkataan sahabat, 
berarti itu adalah hujjah. 

Para sahabat Syafi'i her-hu/Jah dengan hadits dari Zaid bin Tsabit, 
"Aku pernah membacakan Al Qur'an di hadapan Rasulullah SAW, lalu 
kubacakan surah An-Najm, beliau tidak sujud dan kami juga tidak 
sujud.”^'^' 

Ada riwayat lain yang juga mereka jadikan hujjah, “Sesungguhnya 
Rasulullah SAW tidak sujud dalam surah-surah mufashshal (surah-surah 
pendek).”^’’ 

Ada juga riwayat yang menyebutkan, "Sesungguhnya beliau SAW 
sujud dalam surah-surah mufashshal.”^'^ 

Sanadnya hasan: HR. Malik dalam Al Muwaththa' (484), Ath-Thahawi dalam 
Syarh Ma’ani Al Atsar (1/354), serta Al Baihaqi {21321 dan 3/213). 

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (1072 dan 1073), Muslim (577), Abu Daud 
(1404 dcm 1405), At-Tirmidzi (576), serta An-Nasa'i (2/160). 

Dha’if HR. Abu Daud (1403), Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir (11/334), 
dinyatakan oleh Al Albani sebagai hadits dha’if dalam Dha'ifAbu Daud. 

Ibnu Rusyd berisyarat pada hadits Amar bin Al Ash, "Sesungguhnya Rasulullah 
SAW membacakan untuknya lima belas ayat sajdah yang ada dalam Al Qur'an, 
tiga ayat dalam surat-surat mufashshal dan yang terdapat dua sujud dalam surat 
Al Hajj.” HR. Abu Daud (1401), Ibnu Majah (1057), Ad-Daruquthni (1/408), Al 
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Jika riwayat-riwayat tersebut dikompromikan Oa^n) maka akan 
menunjukkan bahwa sujud tilawah tidaklah wajib, sebab masing-masing 
dari perawi meriwayatkan sesuai dengan yang dilihatnya. Ada perawi 
yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersujud, dan ada pula yang 
mengatakan bahwa beliau SAW tidak sujud. 

Abu Hanifah berpedoman kepada hukum asal perintahnya yang 
menunjukkan hukum wajib, dan berita-berita yang ada dalam sujud Al 
Qur'an dianggapnya sebagai perintah. 

Abu Al Ma’ali berkata, "Alasan her-hujjah-nya Abu Hanifah 
dengan asal hukum perintah bagi sujud tilawah dan bukan dengan makna 
bagi sujud tilawah itu sendiri, maka hukum wajibnya sujud yang ada 
adalah mutlak dan bukan muqayyad (terbatas). Jika begitu yang dikira 
oleh Abu Hanifah, tentunya andai sebuah ayat tentang shalat dibacakan, 
maka saat itu haruslah (orang yang mendengarnya) mengerjakan shalat. 
Dan jika itu tidak dianggap wajib, maka ketika ayat yang mengandung 
perintah bersujud dibacakan, sujud tilawah pun menjadi tidak wajib." 

Abu Hanifah mengomentari perkataan Abu Al Ma’ali ini, "Kaum 
muslimin sepakat bahwa berita-berita tentang sujud tilawah saat 
membaca ayat sajdah adalah bermakna perintah, dan perintah tersebut 
pun banyak ditemukan di berbagai tempat dalam Al Qur'an. Juga, 
perintah untuk sujud tilawah saat membaca ayat sajdah telah dipaparkan 
secara terbatas (muqayyad), dan perintah yang ada pun telah bersifat 
mutlak, maka dalam hal ini, sesuatu yang mutlak harus dibawa kepada 
yang muqayyad. 

Hanya saja, perintah untuk bersujud dalam hal ini tidaklah sama 
dengan perintah untuk shalat. Sebab, kewajiban shalat dibatasi oleh hal- 
hal lain. Di samping itu, Rasulullah SAW sendiri pernah melakukan 
sujud tilawah, dan kita dapat memahami arti perintah sujud tilawah. Dan 
perintah untuk sujud pun harus diartikan sebagai wajib.” 


Pasal kedua: Bilangan sujud tilawah 

Berkaitan dengan jumlah ayat-ayat sujud tilawah, Malik (dalam Al 
Muwaththa') menyebutkan, "Menurut kami, jumlah ayat sajdah dalam Al 


Baihaqi (2/314 dan 316), serta dinyatakan oleh Al Albani sebagai hadits dha’if 
dalam Dha'if Abu Daud. 
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Qur'an ada sebelas, sedangkan dalam ayat-ayat mufashshal tidak 
ditemukan ayat sajdah.” 

Mengenai letak ayat-ayat sajdah, para pengikut madzhab Malik 
mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut terletak di beberapa tempat berikut 
ini: 

1. Penutup surah Al A’raaf. 

2. Surah Al Ra’d, dalam firman Allah SWT, 

Cli ^ j-^ij 


“Dipagi dan sore hari. ” (Qs. Al Ra’d [13]: 15) 

3. Surah An-Nahl, dalam firman Allah SWT, 




"Dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan." (Qs. An- 
Nahl [16]: 50) 


4. Surah Al Israa', dalam firman Allah SWT, 




“Dan mereka bertambah khusyu’. ” (Qs. Al Israa' [17]: 109). 

5. Surah Maryam, dalam firman Allah SWT, 


"Mereka tersungkur sujud dan menangis. " (Qs. Maryam[19]: 58) 

6. Ayat-ayat pertama dalam surah Al Hajj, yaitu dalam firman 
Allah SWT, 


^ pLiia Ca alll iji 


18 ) 


"Sesungguhnya Allah berbuat sekehendak-Nya. ” (Qs. Al Hajj [22]: 

7. Surah Al Furqaan, dalam firman Allah SWT, 
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© t Ijj^ 

“Dan (perintah sujud itu) menambah mereka jauh (dari iman)." 
(Qs. Al Furqaan [25]; 60) 

8. Surah An-Naml, dalam firman Allah SWT, 

“Tuhan Pemilik arsy yang agung. ” (Qs. An-Naml [27]: 26) 

9. Surah As-Sajdah, dalam firman Allah SWT, 

W, ^ ^ 

“Sedangkan mereka tidak menyombongkan diri. ” (Qs. As-Sajdah 
[32]; 15) 

10. Surah Shaad dalam firman Allah SWT, 

tOlSlj 1^1 J 

“Mereka tersungkur ruku ’ dan kembali. ” (bertaubat) (Qs. Shaad 
[38]; 24) 

11. Dalam firman Allah SWT, 

aljl o! 


“Jika kalian hanya menyembah pada-Nya." (Qs. Fushshilat [41]; 
37) 

Dan ada yang mengatakan terdapat dalam firman Allah SWT, 

“Mereka tidak jemu. ” (Qs. Fushshilat [41]: 38) 


Syafi’i berpendapat, jumlah ayat sujud tilawah adalah empat belas, 
tiga diantaranya terdapat dalam surah-surah mufashshal, yaitu: surah Al 
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Insyiqaaq, surah An-Najm, dan surah Al ‘Alaq. Dia tidak berpendapat 
adanya ayat sujud tilawah dalam surah As-Sajdah. Sebab menurutnya, 
sujud dalam ayat tersebut adalah sujud syukur dan bukan sujud tilawah. 

Ahmad berpendapat: jumlah ayat sujud tilawah adalah lima belas, 
seperti yang dikemukakan oleh Syafi'i, dan ditambah dengan satu tempat 
dalam surah Al Hajj dan As-Sajdah. 

Abu Hanifah menilai: jumlahnya ada dua belas. 

Ath-Thahawi menilai: semua jenis ayat tentang sujud yang 
diungkapkan dengan bentuk redaksi berita. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan madzhab yang 
dijadikan patokan dalam mcn-shahih-kan bilangan ayat sujud tilawah. 
Diantara kalangan ulama madzhab ada yang berpatokan dengan tradisi 
amalan penduduk Madinah, ada yang berpedoman kepada qiyas, dan ada 
pula yang berpedoman kepada nash. 

Diantara ulama yang berpedoman kepada tradisi amalan penduduk 
Madinah adalah Malik dan para sahabatnya. Diantara ulama yang 
berpedoman kepada qiyas adalah Abu Hanifah dan para sahabatnya, dan 
mereka berkata, "Ayat-ayat sujud tilawah yang kami temukan, semuanya 
berbentuk berita. Yaitu dalam surah Al A’raaf, An-Nahl, Ar-Ra’d, A) 
Israa', Maryam, permulaan surah Al Hajj, Al Furqaan, An-Naml, As- 
Sajdah, dan qiyas bagi semua berita tentang sujud tilawah seperti yang 
terdapat dalam surah Shaad dan lnsyiqaaq, serta tiga diantaranya 
berbentuk perintah, seperti yang terdapat dalam surah An-Najm, Al Hajj 
dan Al ‘Alaq." 

Bagi yang berpedoman kepada dasar dalil sima’i (pendengaran), 
mereka akan mengacu kepada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi 
SAW melakukan sujud tilawah di alam surah Al lnsyiqaq,^'^ Al ‘Alaq,^^” 
An-Najm^^'. Semua riwayat tersebut dinukil oleh Muslim. 


Ibnu Rusyd mengisyaratkan kepada hadits dari Abu Hurairah RA yang pernah 
membaca surat Al Insyiqaaq untuk para sahabatnya, kemudian dia bersujud dan 
selepas itu dia memberitahukan bahwa Rasulullah SAW bersujud padanya. 
(HR. Bukhari [1074, 766, 768 dan 1078], Muslim [578], Abu Daud [1408], dan 
An-Nasa'i [2/161]). 

Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah RA, "Kami 
pernah bersujud bersama Rasulullah SAW dalam surat Al lnsyiqaaq dan Al 
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Al Atsram berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ahmad bin 
Hambal, ’Dalam surah Al Hajj terdapat berapa ayat sujud tilawah?’ Dia 
menjawab, 'Dua ayat'.” Dia m^n-shahih-kan hadits 'Uqbah bin Amir dari 
Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Di dalam surah Al Hajj terdapat 
dua sujud (tilawah). Inilah pendapat Umar dan Ali RA. Al Qadhi 
(Ibnu Rusyd) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.” 


Menurut Syafi'i, yang membuat gugurnya menyertakan surah Shaad 
dalam sujud tilawah adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Abu Daud 
dari Abu Sa’id Al Khudhri RA, "Sesungguhnya Nabi SAW membaca 
ayat sujud dari surah Shaad saat beliau berada di atas mimbar, kemudian 
beliau turun dan bersujud. Di lain hari, beliau membaca (lagi) dan orang- 
orang pun bersiap-siap untuk sujud namun beliau SAW kemudian 
bersabda. 


t y' f t t r o ° * r i ' i. 

J Jjjwo 'O y ^ Uj] 


"Itu hanyalah taubatnya seorang nabi, tapi aku melihat kalian 
berisyarat untuk sujud maka aku pun turun dan bersujud. 

Ada secercah hujjah dalam riwayat tersebut bagi Abu Hanifah yang 
menyatakan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib. Karena Rasulullah 
SAW meninggalkan sujud dalam ayat-ayat sujud tersebut dan 
menyebutkan penyebab yang tidak terdapat dalam ayat-ayat sujud lain. 
Sehingga bagi ayat yang tidak disebutkan penyebabnya maka hukum 
sujudnya adalah wajib. Lain halnya dengan yang penyebab yang tidak 
disebutkan. Ini juga salah satu metode pengambilan dalil yang di 


‘Alaq.” (HR. Muslim [578], Abu Daud [1407], At-Tirmidzi [573], An-Nasa'i 
[2/162], dan Ibnu Majah [1058]). 

Seperti yang terdapat dalam hadits dari Ibnu Abbas RA yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW pernah sujud saat membaca surat An-Najm, dan 
bersujudlah bersama beliau seluruh orang-orang Islam, kaum musyrikin dan 
para jin. (HR. Al Bukhari [1071] dan At-Tirmidzi [575]). 

Dha’if. HR. Abu Daud (1402), At-Tirmidzi (578), Ahmad (4/151 dan 155), Ad- 
Daruquthni (1/408), Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir (17/846 dan 847), 
dinyatakan oleh Al Albani sebagai hadits dha’if dalam Dha’if At-Tirmidzi. 
Shahih. HR. Abu Daud (1410), dinilai shahih oleh Ibnu Huzaimah (1795), Ibnu 
Hibban (2765 dan 2799 dalam Al Ihsan), Al Hakim (1/284), dinyatakan oleh 
Adz-Dzahabi sebagai hadits mauquf. Diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi 
(2/318), dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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dalamnya jelas terdapat beda pendapat, karena kasus ini termasuk bagian 
diperbolehkannya dalil khitab (majhum mukhalafah). 

Kalangan ulama yang tidak menilai adanya ayat sujud dalam surah- 
surah mufashshal berdalil dengan hadits 'Ikrimah dari Ibnu Abbas RA 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Sesungguhnya Rasulullah SAW 
tidak pernah melakukan sujud dalam surah-surah mufashshal sejak 
berhijrah ke Madinah.”^^^ 

Abu Umar berkata, "Hadits tersebut munkar, karena Abu Bakar 
(perawi sujudnya Rasulullah SAW dalam surah-surah mufashshal) belum 
bersahabat dengan Nabi SAW kecuali setelah berada di Madinah.” 
Beberapa perawi tepercaya meriwayatkan dari Abu Hurairah RA, 
"Sesungguhnya beliau SAW bersujud dalam surah An-Najm.” 


Pasal ketiga: Waktu sujud tilawah 

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu pelaksanaan sujud 
tilawah. Sekelompok ulama melarang sujud tilawah di waktu-waktu 
dilarangnya shalat. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah 
berdasarkan hukum asal yang melarang shalat wajib pada waktu-waktu 
terlarang untuk shalat. 

Dalam Al Muwaththa' Malik juga tidak membolehkan mengerjakan 
sujud tilawah pada waktu-waktu terlarang untuk shalat, karena sujud 
tilawah menurutnya adalah amalan nafilah, dan amalan nafilah tidak 
boleh dilakukan pada saat-saat terlarang. 

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik: boleh melakukan sujud 
tilawah setelah Ashar selama matahari belum menguning atau berubah 
warnanya. Begitu juga setelah Subuh. Pendapat serupa dikemukakan oleh 
Syafi'i berdasarkan status sunahnya sujud tilawah, dan karena shalat- 
shalat sunah boleh dilakukan saat waktu terlarang selama matahari tidak 
nyaris tenggelam ataupun terbit. 


Dha’if. HR. Abu Daud (1403), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (11/334 dan 
11924), dinyatakan oleh A! Albani sebagai hadits dha’if dalam Dha'if Abu 
Daud. 
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Pasal keempat: Siapa yang disunahkan untuk melakukan sujud 
tilawah 

Berkenaan dengan orang yang disunahkan untuk melakukan sujud 
tilawah, para ulama sepakat bahwa orang yang membaca ayat sajdah 
disunahkan untuk melakukan sujud tilawah, baik ketika shalat maupun di 
luar shalat. Namun mereka berbeda pendapat tentang orang lain yang 
mendengarkan bacaan sujud tilawah tersebut apakah dia harus bersujud 
ataukah tidak. 

Abu Hanifah berpendapat: pendengarnya juga harus bersujud tanpa 
membedakan antara lelaki atau pun wanita. Malik berpendapat; 
pendengar bersujud dengan dua syarat: pertama, jika memang berniat 
mendengarkan Al Qur'an; dan kedua, si pembaca ayat sujud tilawah itu 
melakukan sujud, dalam hal ini si pembaca dapat bertindak sebagai imam 
bagi si pendengar. 

Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik; pendengar harus bersujud 
meski si pembaca adalah orang yang tidak layak untuk menjadi imam, 
jika si pendengar tengah duduk bersamanya. 


Pasal kelima: Tata cara sujud tilawah 

Berkaitan dengan tata cara sujud tilawah, jumhur ulama sepakat 
bahwa orang yang membaca ayat sajdah agar bertakbir ketika hendak 
bersujud, merebah dan saat mengangkat kepala dari sujudnya. 

Pendapat Malik berbeda jika ayat sajdah dibaca di luar shalat. 
Adapun ketika shalat, pembacanya harus bertakbir. Pendapat ini sama 
dengan pendapat ulama lainnya di atas. 
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KITAB HUKUM-HUKUM MAYIT 


Pembahasan seputar masalah ini (hak-hak mayit yang harus 
dipenuhi oleh orang-orang yang masih hidup) terbagi menjadi lima 
bagian: 


Babi 


Apa yang Dianjurkan untuk Dilakukan Terhadap Orang yang 
Sedang Sekarat dan Setelahnya 

Dianjurkan terhadap orang yang tengah sekarat untuk 6\-talqm 
dengan bacaan syahadat (Laa ilaaha illallah), berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW, 

.i»t aji V iji I 



"Tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia dari kalian 
untuk mengucapkan, 'Tiada tuhan yang patut disembah selain Allah'. 


Dan sabda Rasulullah SAW, 

.slsiJl V) o\S' ^ 


A * 


"Barangsiapa yang ucapan terakhirnya adalah, 'Tiada tuhan yang 
patut disembah selain Allah,' maka dia akan masuk surga. 

Para ulama berbeda pendapat apakah jasad orang yang tengah 
sekarat dianjurkan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Ada ulama yang 
berpendapat itu dianjurkan, dan ada juga yang tidak berpendapat 
demikian. Diriwayatkan dari Malik tentang hal ini, “Itu adalah ajaran 
yang telah berlangsung lama.” 


Shahih. HR. Muslim (1916), Abu Daud (3117), At-Tirmidzi (976), Ibnu Majah 
(1445), Ahmad (3/3) dan Al Baihaqi (3/383). 

Shahih. HR. Abu Daud (3116), Ahmad (5/233 dan 247), Al Hakim (1/351), 
Ath-Thabrani (20/112), semuanya dari Mu'adz bin Jabal RA, dan dinilai shahih 
oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Diriwayatkan dari Sa’id bin Al Musayyib bahwa dia mengingkari 
perbuatan ini. Dan tidak ada riwayat dari seorang sahabat maupun 
seorang tabi’in yang mengajarkan tentang anjuran untuk mengarahkan 
orang sekarat ke arah kiblat. 

Ketika ruh seorang mayit telah diambil dan matanya telah tertutup. 
Dianjurkan untuk segera dimakamkan, karena adanya atsar yang 
menyebutkan tentang hal itu. Kecuali bagi orang yang meninggal karena 
tenggelam, yang dianjurkan untuk menunda pemakamannya, mengingat 
air telah merasuk ke dalam tubuhnya dan khawatir yang bersangkutan 
belum jelas status apakah masih hidup ataukah sudah mati. 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "Jika menunda pemakaman 
dikatakan untuk korban tenggelam, maka seharusnya lebih layak 
ditujukan kepada orang-orang yang mati karena sebab penyakit, seperti 
orang yang terputus syarafnya atau lain sebagainya yang dikenal oleh 
kalangan kedokteran. Bahkan, para dokter menyatakan bahwa orang- 
orang yang koma hendaknya tidak segera dikebumikan. dan masih harus 
menunggu masa lebih dari tiga hari untuk memastikan kematiannya. 

Bab II 

Memandikan Jenazah 

Ada empat pasal yang berkaitan dengan bab ini: 


Pasal pertama: Hukum memandikan Jenazah 

1. Hukum memandikan jenazah menurut salah satu pendapat 
adalah fardhu kifayah. 

2. Ada juga yang menyatakan sunah kifayah. Kedua pendapat 
tersebut terdapat dalam madzhab Maliki. 

Sebab perbedaan pendapat: Memandikan jenazah dinukil melalui 
dalil amali, dan bukan dalil qauli (dalil perkataan). Dalil owja/i juga tidak 
memiliki teks yang menunjukkan arti wajib atau sama sekali tidak 
menunjukkan hal tersebut. Abdul Wahhab htv-hujjah atas wajibnya 
memandikan jenazah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW saat putrinya 
meninggal dunia, 
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“Mandikan dia tiga atau lima kali. 

Dan sabda Rasulullah SAW tentang orang berihram yang 
meninggal dunia, "Mandikan dia. 

Ulama yang berpendapat bahwa sabda tersebut merupakan 
tuntunan tentang tata cara memandikan jenazah dan bukan perintah, tidak 
menyatakan bahwa hukum memandikan Jenazah sebagai wajib. Dan 
ulama yang berpendapat bahwa sabda tersebut mengandung makna 
perintah dan tata cara memandikan jenazah, menyatakan bahwa hukum 
memandikan jenazah adalah wajib. 


Pasal kedua: Jenazah yang wajib dimandikan 

Berkaitan dengan jenazah yang harus dimandikan, para ulama 
bersepakat bahwa diantaranya adalah jenazah seorang muslim yang tidak 
terbunuh dalam peperangan melawan orang kafir. Tapi mereka berbeda 
pendapat tentang memandikan dan menyalatkan orang yang mati syahid 
dan memandikan orang musyrik. 

Orang yang mati syahid (yakni: yang terbunuh dalam perang 
melawan orang musyrik) menurut jumhur ulama tidak perlu dimandikan. 
Berdasarkan hadits, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan 
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Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1259, 1260, 
1261, 1262 dan 1263), Muslim (939), Abu Daud (3142, 3143, 3144 dan 3145), 
At-Tirmidzi (990), An-Nasa'i (4/28, 30 dan 31), Ibnu Majah (1458 dan 1459), 
serta Ahmad (5/84 dan 85, 6/407 dan 408). Semuanya bersumber dari Ummu 
'Athiyyah RA. 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1265, 1266, 1267, 1239, 1249, 1839, 1949 
dan 1850), Muslim (1206), Abu Daud (2339, 3240 dan 3241), An-Nasa'i 
(5/196), Ahmad (1/221, 266, 286 dan 333), Al Humaidi (467), serta Al Baihaqi 
(3/293). Semuanya bersumber dari Ibnu Abbas RA yang lengkapnya adalah; 
Dia berkata, "Seseorang yang tengah berihram telah dilemparkan oleh untanya 
hingga meninggal dunia, kemudian dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu 
beliau bersabda. 


I ^ ^ ^ V ^ ^ f'" I ^ I “i 


"Mandikan dan kafinilah dia, jangan tutupi kepalanya dan jangan dikenakan 
wewangian. Karena dia akan dibangkitkan kepada hari Kiamat kelak dalam 
kondisi diri tengah bertalbiyah. ’’ 
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orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud untuk disemayamkan 
dengan pakaian mereka dan tidak dishalatkan.”^^^ 

Al Hasan dan Sa’id bin Al Musayyib berkata, "Setiap mayit muslim 
harus dimandikan. Sebab, setiap mayit itu junub.” Sepertinya mereka 
menilai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap para syuhada 
perang Uhud karena dalam keadaan darurat (sulit untuk dimandikan). 

Diantara ulama yang mengemukakan pendapat serupa adalah 
'Ubaidillah bin Al Hasan Al ‘Ambari. 

Abu Umar ketika ditanya tentang riwayat Ibnu Al Mundzir tentang 
memandikan orang yang mati syahid, dia menjawab, "Umar pernah 
memandikan, mengafani, memberi wewangian dan menyalatinya, 
padahal Jenazah tersebut adalah syahid. Semoga Allah SWT 
merahmatinya.” 

Ulama yang sepakat bahwa orang yang mati syahid karena 
memerangi kaum musyrik tidak perlu dimandikan, berbeda pendapat 
tentang orang yang mati syahid karena memerangi pencuri atau selain 
orang musyrik. 

Al Auza’i, Ahmad dan jamaah ulama berpendapat bahwa 
hukumnya sama seperti orang yang dibunuh oleh kaum musyrik. 
Sedangkan Malik dan Syafi'i berpendapat agar jenazah tersebut 
dimandikan. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang mewajibkan tidak 
dimandikannya jenazah hanya karena syahadah (mati syahid) ataukah 
syahadah melalui tangan orang kafir. 


Matan hadits tersebut bersumber dari Jabir bin Abdullah RA yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW menggabungkan dua jenazah korban perang Uhud 
dalam satu pakaian (kafan) dan bersabda, "Mana diantara keduanya yang 
hafalan Al Qur'annya lebih banyak?" Ketika ada yang menunjuk kepada salah 
satunya, beliau pun memerintahkan untuk menyemayamkaimya terlebih dahulu 
ke dalam liang lahad seraya bersabda, 

e')/ 

"Aku adalah saksi mereka pada hari Kiamat. ” 

Kemudian beliau memerintahkan agar mereka disemayamkan bersama darah 
mereka tanpa dimandikan dan dishalati.” (HR. Al Bukhari [1343, 1348, 1353 
dan 4079], Abu Daud [3138 dan 3139], At-Tirmidzi [1036], An-Nasa'i [4/62], 
serta Ibnu Majtih (1514). 
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Bagi uiama yang berpendapat bahwa sebabnya adalah syahadah 
secara mutlak menyatakan bahwa semua orang yang disebutkan oleh 
Nabi SAW sebagai syahid, maka harus dimandikan tanpa peduli siapa 
pun yang membunuhnya. Sedangkan bagi ulama berpendapat bahwa 
sebabnya adalah syahadah karena dibunuh orang kafir menyatakan hanya 
para syuhada inilah yang tidak perlu dimandikan. 

Berkenaan dengan orang muslim yang memandikan orang kafir, 
Malik berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh memandikan dan 
menguburkan ayahnya yang kafir kecuali jika dikhawatirkan jenazahnya 
akan terlantar. Syafi'i berpendapat, orang muslim boleh memandikan dan 
mengubur kerabatnya yang musyrik. Pendapat serupa juga dikemukakan 
oleh Abu Tsaur, Abu Hanifah dan para sahabatnya. 

Abu Bakar bin Al Mundzir berpendapat: memandikan orang 
musyrik tidak ada Sunnah yang mengajarkannya. Dalam sebuah riwayat 
disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan agar pamannya 
dimandikan saat meninggal dunia.^^ 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah memandikan jenazah 
termasuk ibadah ataukah hanya termasuk bagian dari kebersihan. Jika 
termasuk ibadah, maka memandikan orang kafir tidak boleh. Tetapi jika 
hanya untuk tujuan kebersihan, maka boleh memandikan jenazah orang 
kafir. 

Pasal ketiga: Siapakah yang boleh memandikan jenazah 

Para ulama sepakat bahwa yang memandikan jenazah lelaki adalah 
lelaki lain, sedangkan yang memandikan jenazah wanita adalah wanita 
juga. Namun mereka berbeda pendapat tentang seorang wanita yang mati 
di tengah-tengah kaum lelaki, atau seorang lelaki yang mati di tengah- 
tengah kaum wanita yang bukan suami atau istrinya. 

Terdapat tiga pendapat dalam hal ini: 

1. Sekelompok ulama berpendapat, masing-masing dari keduanya 
dimandikan oleh yang lainnya dengan berpakaian. 


Dha’if. HR. Al Baniaqi (1/305), dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama 
Ali bin Abu Ali APLahabi yang dinyatakan oleh Al 'Aqili sebagai perawi dha'if. 
Al Bukhari berkata, "Haditsnya munkar." Abu Zar’ah -salah satu putera Abu Al 
Lahabi yang berasal dari Madinah- berkata, "Haditsnya lemah, haditnya 
munkarr 
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2. Kelompok lain berpendapat bahwa masing-masing dari keduanya 
harus membersihkan si mayit dengan debu (tayamum). Pendapat ini 
dikemukakan oleh Syafi'i, Abu Hanifah dan jumhur ulama. 

3. Kelompok lain berpendapat bahwa masing-masing tidak 
dimandikan atau dibersihkan dengan tayamum oleh yang lain, tapi harus 
langsung dikubur tanpa dimandikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Al- 
Laits bin Sa’ad. 

Sebab perbedaan pendapat: Tarjih antara mengedepankan 
larangan atas perinlah ataukah mengedepankan perintah atas larangan. 
Karena memandikan jenazah adalah ibadah yang diperintahkan, 
sedangkan lelaki yang melihat badan wanita atau sebaliknya adalah 
terlarang. 

Bagi kalangan ulama yang mengedepankan larangan secara mutlak 
(maksudnya; tidak men%-qiyas-V.ax\ orang mati dengan orang hidup dalam 
hal bersuci dengan debu sebagai pengganti bersuci dengan air ketika 
menemui kesulitan mencarinya) mereka mengatakan bahwa masing- 
masing dari keduanya (lelaki dan wanita) tidak boleh memandikan atau 
menyiramkan air pada yang lain. 

Sedangkan bagi ulama yang mengedepankan perintah atas larangan 
akan mengatakan masing-masing dari keduanya boleh memandikan yang 
lain. (Maksudnya, lebih mengedepankan perintah atas larangan secara 
mutlak). 

Bagi ulama yang berpendapat ini dapat dilakukan dengan tayamum, 
alasannya karena mereka menilai bahwa perintah dan larangan dalam hal 
tersebut tidak berseberangan. Dan, karena memandang bagian tubuh yang 
dibersihkan dengan tayamum boleh dilihat oleh masing-masing jenis 
kelamin. 

Karena itulah Malik berpendapat; lelaki boleh mengusapkan debu 
pada tangan dan wajah jenazah wanita, karena wajah dan tangan tidak 
termasuk aurat. Bagi wanita yang membasuhkan debu pada jenazah lelaki 
boleh dibasuhkan hingga bagian dua siku, sebab aurat lelaki adalah antara 
pusar hingga lutut menurut pendapatnya. 

Sepertinya, kondisi darurat yang mendorong digantinya 
memandikan jenazah dengan tayamum, bagi ulama yang menyatakannya 
adalah karena adanya kontradiksi antara perintah dan larangan. Yakni 
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kontradiksi dalam menyamakan kondisi darurat seperti ini dengan 
kondisi darurat lainnya yang membolehkan orang yang masih hidup 
untuk melakukan tayamum. Hanya saja analogi tersebut terkesan ganjil 
dan jauh, tapi itulah yang dikemukakan oleh jumhur ulama. 

Pendapat Malik dalam masalah ini berbeda-beda. Dalam sebuah 
pendapat dia menyatakan baik lelaki maupun wanita keduanya boleh 
membasuhkan debu kepada yang lain secara mutlak. Dan dalam pendapat 
lain dibedakan antara laki-laki dan wanita mahram dan yang bukan 
mahram. Dan dalam pendapat lainnya dibedakan antara lelaki dan wanita. 

Tentang mayit yang masih mahram, Malik memiliki tiga pendapat: 

1. Pendapat yang paling masyhur menyatakan, masing-masing dari 
keduanya dapat memandikan lainnya di atas pakaian. 

2. Pendapat kedua menyatakan, masing-masing tidak boleh 
memandikan yang lain namun hanya boleh membasuhkan debu, seperti 
pendapat jumhur tentang jenazah yang bukan mahram. 

3. Pendapat ketiga membedakan antara lelaki dan wanita. (Yakni 
menyatakan bahwa wanita boleh memandikan jenazah lelaki, sedangkan 
lelaki tidak boleh memandikan jenazah wanita). 

Penyebab larangannya adalah karena masing-masing dari kedua 
belah pihak dilarang memandang anggota tubuh lawan jenisnya ketika 
dimandikan, layaknya orang lain yang bukan muhrim. Sedangkan sebab 
dibolehkannya adalah karena kondisi darurat. 

Sebab pembedaan antara lelaki dan wanita adalah karena 
pandangan lelaki ke arah wanita lebih berbahaya daripada pandangan 
wanita ke arah lelaki. Karena wanita diwajibkan mengenakan hijab 
sehingga lelaki tidak dapat melihatnya, sedangkan lelaki tidak diwajibkan 
berhijab dari kaum wanita. 

Dalam hal ini, para ulama sepakat bolehnya wanita memandikan 
jenazah suaminya. Tapi mereka berbeda pendapat tentang bolehnya 
suami memandikan jenazah istrinya. 

Jumhur ulama membolehkannya. Abu Hanifah berpendapat: lelaki 
tidak boleh memandikan jenazah istrinya. 

Sebab perbedaan pendapat: Penyerupaan kematian dengan talak. 
Bagi yang menyamakan kematian dengan talak mengatakan: seorang 
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lelaki atau suami, tidak boleh memandang istrinya yang telah meninggal 
dunia. Sedangkan bagi kalangan ulama yang membedakan antara 
kematian dengan talak menyatakan bahwa yang boleh dilihat oleh suami 
dari istrinya saat masih hidup boleh dilihatnya saat si istri meninggal 
dunia. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh jumhur. 

Abu Hanifah menyamakan konteks kematian dengan talak, 
alasannya karena saat istri seseorang meninggal dunia, maka dia 
diperbolehkan untuk menikahi saudara perempuan mendiang istrinya, 
dan hai ini kondisinya sama seperti dengan terjadinya talak atas istri. 
Hanya saja, qiyas ini terasa Jauh, karena adanya alasan tidak 
dibolehkannya seorang lelaki untuk menikahi wanita dan saudara 
perempuannya sekaligus. Hak ini akan hilang bersamaan dengan 
kematian istrinya, karena itulah saudara perempuan dari mendingan istri 
boleh dinikahi. Kecuali, jika penyebab tidak bolehnya menikahi dua 
wanita bersaudara sekaligus adalah karena alasan ibadah. Dan jika 
memang penyebab tidak bolehnya menikahi dua wanita sekaligus adalah 
karena alasan ibadah, maka pendapat Abu Hanifah menjadi kuat. 

Para ulama sepakat bahwa wanita yang ditalak ba’in tidak boleh 
dimandikan oleh mantan suaminya. Namun mereka berbeda pendapat 
tentang wanita yang ditalak raj’i. 

Diriwayatkan dari Malik, suami boleh memandikan jenazah istrinya 
yang telah dilatak raj'i. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abu 
Hanifah dan para sahabatnya. 

Ibnu Al Qasim berpendapat bahwa suami tidak boleh 
memandikannya meski si istri telah ditalak raj’i. Pendapat ini sama 
seperti yang dikemukakan oleh Malik. Sebab menurutnya, suami tidak 
boleh memandang mendiang istrinya. Pendapat serupa juga dikemukakan 
oleh Syafi'i. 

Sebab perbedaan pendapat: Boleh tidaknya suami melihat 
istrinya yang telah ditalak raj’i. 

Berkenaan dengan hukum orang yang memandikan jenazah, para 
ulama berbeda pendapat. Sekelompok ulama berpendapat, orang yang 
memandikan jenazah wajib mandi. Kelompok lain berpendapat, dia tidak 
wajib mandi. 
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Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara hadits 
Abu Hurairah RA dengan hadits Asma’ RA. 


Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, bahwa beliau 
bersabda. 


'l "“''i' ' 


“Barangsiapa memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi, 
dan barangsiapa yang mengusungnya maka hendaklah dia 
berwudhu. (HR. Abu Daud) 

Sedangkan hadits Asma’ RA menyebutkan bahwa saat dia 
memandikan Abu Bakar RA, dia keluar dan bertanya kepada kaum 
Muhajirin dan Anshar yang hadir. Asma' berkata, "Aku sedang puasa, 
dan hari ini sungguh sangat dingin, lantas apakah aku masih wajib untuk 
mandi?” Mereka menjawab, "Tidak.”^^^ 

Hadits dari Asma’ RA tersebut adalah shahih. Sedangkan hadits 
dari Abu Hurairah RA, menurut kebanyakan ulama-seperti dikemukakan 
oleh Abu Umar- adalah tidak shahih. Meski demikian, pada dasarnya 
hadits dari Asma' tidak berseberangan dengan hadits dari Abu Hurairah 
RA. Karena orang yang mengingkari sesuatu adakalanya disebabkan 
karena ketidaktahuannya dengan adanya hadits dalam masalah terkait. 


Shahih. HR. Abu Daud (3161 dan 3162), At-Tirmidzi (993), Ahmad (2/443,454 
dan 472), Ibnu Majah (1463), AbduiTazzaq (6110), Al Baihaqi (1/300 dan 301). 
At-Tirmidzi meng-/iaya/3-kan hadits tersebut, sedangkan Ibnu Al Qaththan men- 
shahih-k?Lnnya. 

Al Hafidz dalam Al Talkhish (1/137) berkata, "Secara garis besar, hadits 
tersebut diriwayatkan melalui banyak jalur, derajat terendahnya adalah hasan." 
D\-shahih-kz.n oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 

HR. Malik dalam Al Muwaththa' (1/223 dan 521), Ibnu Abi Syaibah dalam Al 
Mushannaf (3/410 dan 2123) berkata, "Zhahir hadits dari Abu Hurairah RA 
menunjukkan wajib, tapi kemudian dialihkan oleh dalil-dalil lain yang 
bersumber dari Nabi SAW. Diantaranya adalah: 

1. Hadits Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan secara marfu', "Kalian tidak wajib 
mandi setelah memandikan jenazah, karena mayit kalian tidaklah najis. 
Kalian cukup membasuh tangan kalian.” Di-j/ra/j/A-kan oleh Al Hakim 
(1/386) sedangkan Adz-Dzahabi menyatakan riwayat tersebut sebagai riwayat 
mauguf. 

2. Perkataan Ibnu Umar RA, "Kami pernah memandikan jenazah. Diantara kami 
ada yang mandi dan ada juga yang tidak mandi.” (HR. Ad-Daruquthni dan Al 
Khatib dalam Tarikh Al Baghdadi [5/424]). 
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Dan pertanyaan yang diajukan oleh Asma’ -wallahu ‘alam- 
menunjukkan hal berbeda dengan yang ditunjukkan oleh hadits dari Abu 
Hurairah RA pada masa generasi pertama. 

Karena itulah, Syafi'i -yang biasa berhati-hati dan mengacu kepada 
atsar- berkata, "Orang yang memandikan jenazah tidak wajib mandi, 
kecuali jika hadits dari Abu Hurairah RA tersebut tsabit (diriwayatkan 
oleh Al Bukhari dan Muslim atau salah satu dari mereka).” 


Pasal keempat: Tata cara memandikan jenazah 

Dalam pasal keempat ini terdapat beberapa permasalahan; 


Masalah pertama; Menanggalkan pakaian mayit saat dimandikan 

Apakah pakaian si mayit harus ditanggalkan saat dimandikan, 
ataukah harus dimandikan dengan pakaiannya. Dan para ulama berbeda 
pendapat tentang hal ini. 

Malik berpendapat; ketika jenazah dimandikan, pakaiannya pun 
harus ditanggalkan, dan auratnya ditutupi. Pendapat serupa juga 
dikemukakan oleh Abu Hanifah. Syafi’i berpendapat: jenazah hendaknya 
dimandikan bersama pakaiannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Dimandikannya Rasulullah SAW 
bersama baju beliau, apakah itu khusus diberlakukan untuk beliau SAW 
sendiri ataukah karena tindakan tersebut termasuk sunah. 

Bagi ulama yang berpendapat bahwa tindakan tersebut khusus 
diberlakukan bagi Rasulullah SAW, dan tidaklah haram memandang 
bagian tubuh mayit yang ketika hidup tidak haram untuk dilihat, akan 
mengatakan bahwa jenazah dapat dimandikan secara telanjang, kecuali 
aurat yang haram dilihat saat si mayit masih hidup. 

Sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa tindakan tersebut 
sunah dan merupakan ijma ’ sahabat atau perintah ilahi -karena 
disebutkan dalam hadits bahwa para sahabat mendengar seseorang 
mengatakan, "Jangan kalian lepaskan baju (mayit),” yang mereka dengar 
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saat mereka tidur,akan menyatakan bahwa yang lebih utama adalah 
agar jenazah dimandikan di atas pakaiannya. 


Masalah kedua: Mewudhukan jenazah 

Abu Hanifah berpendapat: jenazah tidak diwudhukan. Syafi'i 
berpendapat: perlu diwudhukan. Malik berpendapat: sebaiknya 
diwudhukan. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara giyas 
dengan atsar. Menurut giyas, ]tna7A\\ tidak wajib wudhu, karena wudhu 
adalah thaharah wajib untuk ibadah. Dan mengingat mayit sudah tidak 
wajib lagi untuk beribadah, maka syarat ibadah (wudhu) pun menjadi 
gugur. Bahkan, andai kewajiban memandikan jenazah tidak disebutkan 
dalam atsar, tentu memandikan jenazah tidak akan dianggap wajib. 


Zhahir hadits Ummu 'Athiyah RA yang tsabit mensyaratkan wudhu 
dalam memandikan jenazah. Sebab, Rasulullah SAW bersabda saat putri 
beliau dimandikan. 


h 


.\4l> jAJ 

“Mulailah dengan sebelah kanan dan anggota wudhunya. 


Tambahan riwayat ini kuat dan diriwayatkan oleh Bukhari dan 
Muslim sehingga harus disandingkan dengan riwayat-riwayat yang 
hanya menyebutkan mandi secara mutlak. Karena sesuatu yang 
mugayyad dapat membatasi sesuatu yang mutlag, disebabkan adanya 
tambahan yang tidak diketahui banyak orang. 


Nampaknya, perbedaan pendapat dalam masalah ini juga karena 
dalil mutlag berseberangan dengan dalil mugayyad. Karena banyak 
riwayat yang pasti menyebutkan perintah untuk memandikan jenazah 
tanpa menyebutkan wudhu. Para ulama lebih menguatkan dalil mutlag 
daripada dalil mugayyad, karena berseberangan dengan giyas dalam hal 
ini. Sedangkan Syafi'i seperti biasanya lebih memilih untuk mengartikan 
dalil mutlag atas mugayyad. 


Sanadnya terputus. HR. Malik dalam Al Muwaththa' {\t27> 1 dan 545). 
Penggalan dari hadits Ummu 'Athiyah RA yang telah disebutkan sebelumnya. 
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Masalah ketiga: Jumlah basuhan dalam memandikan jenazah 

Para ulama berbeda pendapat dalam penentuan jumlah basuhan 
dalam memandikan jenazah. Ada yang mewajibkan dan ada pula yang 
menganjurkan. 

Bagi ulama yang mewajibkan penentuan jumlah basuhan 
mengatakan bahwa jumlahnya harus ganjil, berapapun jumlahnya asalkan 
ganjil. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Sirin. Ada ulama yang hanya 
mewajibkan tiga kali saja, seperti yang dikemukakan oleh Abu Hanifah. 
Ada juga ulama yang memberi batas minimal bilangan ganjil. Ada lagi 
ulama yang mengatakan tidak boleh kurang dari tiga kali meski tanpa 
memberi batas maksimalnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Syafi'i. 

Ada juga yang membuat batas maksimal, yaitu tidak boleh melebihi 
dari sembilan kali. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad bin Hambal. 
Diantara ulama yang menganjurkan bilangan ganjil tanpa membatasi 
jumlahnya adalah Malik dan para sahabatnya. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara qiyas 
dengan atsar. Sebab, secara tekstual, hadits Ummu 'Athiyah RA 
mengharuskan adanya penentuan jumlah basuhan saat memandikan 
jenazah. Karena dalam riwayat tersebut disebutkan. 




01 > X' j' y 


"Mandikan tiga atau lima kali atau lebih dari itu jika kalian 
memandang demikian. 

Dalam riwayat lain disebutkan, "Atau tujuh kali. 

Jika mayit di-^iya5-kan dengan orang yang hidup dalam hal 
thaharah, itu akan mengharuskan tidak adanya penentuan jumlah 
basuhan dalam memandikan jenazah, sebagaimana bersucinya orang 
yang masih hidup tidak memiliki batas bilangannya. 

Bagi ulama yang lebih menguatkan atsar daripada dalil qiyas 
(perenungan) mengatakan adanya penentuan bilangan dalam membasuh 
saat memandikan jenazah. Dan ulama yang memilih kompromi Oam') 


TakhriJ-nya telah disebut sebelumnya. 

Shahih. HR. Abu Daud (3147), Al Baihaqi (3/389), dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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antara atsar dan qiyas akan mengartikan penentuan jumlah basuhan 
sebagai suatu anjuran. 

Sedangkan para ulama yang berbeda pendapat dalam penentuan 
jumlah basuhan disebabkan oleh teks riwayat-riwayat yang bersumber 
dari Ummu 'Athiyah RA. 

Syafi'i berpendapat: tidak boleh kurang dari tiga kali basuhan. 
Sebab, itulah batas minimal jumlah ganjil yang disebutkan dalam hadits 
Ummu 'Athiyah RA. Dan Syafi'i menilai basuhan lebih dari itu adalah 
mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, “Atau lebih dari itu jika 
kalian memandang demikian. ” 

Ahmad mengacu kepada batas maksimal bilangan genap yang 
disebutkan dalam beberapa riwayat dari Ummu 'Athiyah RA, yaitu sabda 
Rasulullah SAW, "Atau tujuh kali. ” 

Abu Hanifah hanya membatasi tiga kali jumlah basuhan, 
berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin tentang 
tata cara memandikan jenazah dari Ummu 'Athiyah RA, "Tiga kali. 
Dimandikan dengan daun bidara dua kali, dan yang ketiga dengan air dan 
kapur barus.”^^^ Disamping itu. Abu Hanifah juga menilai; bilangan 
ganjil yang bersifat syar’i adalah tiga. 

Malik menganjurkan, basuhan pertama dengan air jernih, basuhan 
kedua dengan air dicampur daun bidara, dan basuhan ketiga dengan air 
dicampur kapur barus. 

Terdapat perbedaan pendapat jika dari dalam perut si mayit keluar 
hadats, lalu apakah perlu dimandikan ulang ataukah tidak. Ada ulama 
yang berpendapat tidak perlu diulang. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Malik. Dan ada pula yang berpendapat perlu diulang. 

Ulama yang berpendapat perlunya dimandikan ulang berbeda 
pendapat seputar jumlah mandi jika hadats yang keluar dari perut si mayit 
terjadi berulang-ulang. Ada yang berpendapat hanya diulang sekali, 
seperti yang dikemukakan oleh Syafi'i. Ada pula yang mengatakan agar 
diulang tiga kali. Serta ada juga yang mengatakan tujuh kali. Dan mereka 
sepakat setelah tujuh kali tidak perlu diulang kembali. 


Shahih. HR. Abu Daud (3147), Al Baihaqi (3/389), dan dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang pemotongan kuku dan rambut 
mayit. Sekelompok ulama menyatakan kuku dan rambu mayit hendaknya 
dipotong. Ada juga yang menyatakan tidak perlu dipotong. Tidak ada 
atsar yang menjelaskan tentang hal tersebut. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan yang ada pada generasi 
pertama. Nampaknya perbedaan pendapat dalam hal ini adalah qiyas 
orang mati dengan orang yang masih hidup. Bagi yang meng-^/ya.?- 
kannya, mereka mewajibkan pemotongan kuku dan mencukur rambut 
kemaluan mayit. Sebab hal itu merupakan perbuatan sunah bagi orang 
yang masih hidup berdasarkan kesepakatan para ulama. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang memeras dan memijat 
perut mayit sebelum dimandikan. Ada yang berpendapat perlu dilakukan, 
dan ada pula yang berpendapat tidak perlu. Bagi yang mengatakan itu 
perlu dilakukan, maka berpendapat bahwa hal itu termasuk bagian dari 
pemancingan agar si mayit memuntahkan isi perutnya saat awal bersuci. 
Hal itu diperlukan oleh mayit sebagaimana juga diperlukan bagi orang 
yang masih hidup. 

Sedangkan ulama yang tidak berpendapat demikian akan 
mengatakan bahwa hal tersebut merupakan beban yang tidak 
disyari'atkan. Memang, membersihkan isi perut bisa dilakukan oleh orang 
yang masih hidup, namun berbeda kondisinya dengan orang yang sudah 
meninggal dunia. 


Bab m 
Kafan 

Landasan hukum dalam bab ini adalah hadits yang menyebutkan, 
"Bahwa Rasulullah SAW dikafani dalam tiga kain putih sulaman, tidak 
ada di dalamnya gamis ataupun selendang.”^^* 

Abu Daud meriwayatkan dari Laila binti Qaif Ats-Tsaqafi, "Aku 
termasuk orang yang memandikan Ummu Kultsum RA (putri Rasulullah 
S A W). Yang pertama diberikan Rasulullah SAW kepadaku adalah sarung, 
jubah, kerudung lalu kain penutup. Kemudian kututupi Ummu Kultsum 

Muttafag ’Alaih. HR. Al Bukhari (1264, 1271, 1272 dan 1273), Muslim (941), 
Abu Daud (3151 dan 3152), At-Tirmidzi (996), An-Nasa'i (4/36), Ibnu Majah 
(1469), Ahmad (6/93 dan 231), serta Abdurrazzaq (6171). 
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di atas pakaian lain.” Laila berkata, "Rasulullah SAW duduk di dekat 
pintu, beliau membawa kafan Ummu Kultsum dan mengenakannya kain 
satu demi satu.”^^^ 

Diantara ulama ada yang berpedoman pada zhahir kedua atsar 
tersebut dan berkata, "Jenazah lelaki dikafani dengan tiga pakaian, dan 
wanita dikafani dengan lima pakaian.” Pendapat serupa dikemukakan 
oleh Syafi'i, Ahmad dan jamaah. 

Abu Hanifah berpendapat, jenazah wanita minimal dikafani dengan 
tiga pakaian sedangkan sunahnya lima pakaian. Jenazah lelaki minimal 
dikafani dua baju, dan sunahnya tiga baju. 

Menurut Malik, tidak ada batasan dalam hal tersebut. Bagi jenazah 
lelaki maupun wanita cukup hanya dengan satu baju, namun dianjurkan 
untuk diberi pakaian dengan jumlah genap. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya beda persepsi ulama dalam 
memahami kedua atsar tersebut. Bagi yang memahami kedua atsar 
tersebut berarti mubah, mereka tidak berpendapat adanya batasan jumlah 
potong pakaian. Hanya saja dianjurkan untuk dibatasi dengan jumlah 
ganjil, karena kedua atsar tersebut sepakat menyebut jumlah genap. Serta 
tidak perlu dibedakan jenazah lelaki maupun perempuan. 

Sepertinya, ulama yang menyatakan pendapat demikian 
memahaminya sebagai sesuatu yang mubah kecuali dalam penentuan 
jumlah. Sebab, penentuan jumlah harus mengacu kepada dalil. Dan bagi 
ulama yang memahami bahwa jumlah bilangan adalah peraturan mubah, 
maka akan mengatakan adanya batasan jumlah yang dapat dilakukan 
berupa wajib maupun anjuran. Namun, semuanya mudah dan lapang, 
insya Allah, karena tidak ada batasan syari'at yang menyebutkannya. 

Sepertinya, hal ini adalah beban syari'at yang sebenarnya tidak 
mencakup sisi syari'at, karena Mush’ab bin Umair dikafani saat peristiwa 
Uhud dengan kain selimut. Dan ketika kepalanya ditutupi, maka kakinya 
akan terlihat, dan jika kakinya ditutupi maka kepalanya akan terlihat. 
Kemudian Rasulullah SAW bersabda. 


Dha'if. HR. Abu Daud (3157), Ahmad (6/380), Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam 
Al Kabir (25, 29 dan 46), Al Baihaqi (4/6), dinyatakan oleh Al Albani sebagai 
hadits dha ’if dalam Dha'if Abu Daud. 
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"Tutuplah kepalanya, dan tutuplah kedua kakinya dengan dedauan 
pohon izkhir. 

Para ulama sepakat bahwa kepala jenazah hendaknya ditutup dan 
diberi wewangian, kecuali jenazah orang yang berihram, karena ulama 
berbeda pendapat dalam hal tersebut. 

Malik dan Abu Hanifah berpendapat; orang yang berihram sama 
seperti orang yang tidak berihram. 

Syafi'i berpendapat; kepala orang yang berihram jika meninggal 
dunia maka tidak perlu ditutupi dan tidak pula diberi wewangian. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara dalil 
umum dengan dalil khusus. Dalil khususnya adalah hadits dari Ibnu 
Abbas RA, dia berkata, "Seseorang yang meninggal dunia karena 
dilemparkan oleh untanya saat tengah berihram telah didatangkan ke 
hadapan Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, 

^ ^ o ^ o ^ ^ ^ 
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"Kafanilah dia dengan dua baju, mandikan dengan air dan daun 
bidara, kepalanya jangan ditutupi dan jangan diberi wewangian. Karena 
sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari Kiamat kelak dalam 
keadaan diri tengah bertalbiyah. 

Dalil umumnya adalah perintah pasti untuk memandikan jenazah. 
Bagi ulama yang dengan hadits tersebut mengkhususkan orang yang 
meninggal dunia saat berihram dibandingkan orang-orang yang 
meninggal dunia lainnya, hal ini seperti pengkhususan para syuhada 
dengan syuhada perang Uhud. Dengan demikian, hukum yang diterapkan 
Rasulullah SAW untuk seseorang dapat berlaku untuk semua. Dan para 
ulama pun mengatakan bahwa orang yang berihram dan meninggal dunia 
tidak perlu ditutupi kelapanya dan tidak pula dikenakan wewangian. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1276, 3897, 3914, 4047, 4082, 6432 dan 
6448), Muslim (940), Abu Daud (2876), At-Tirmidzi (3853), serta An-Nasa'i 
(1902). 

Mutt(rfaq 'Alaih. Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 
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Sedangkan bagi ulama yang menempuh langkah kompromi (jam') 
dan bukan langkah pengecualian maupun pengkhususan, maka akan 
mengatakan bahwa hadits tentang orang Arab Badui tersebut hanya 
khusus baginya dan tidak berlaku bagi orang selainnya. 


Bab IV 

Tata Cara Berjalan Mengikut Jenazah 

Ulama berbeda pendapat tentang tata cara berjalan mengikuti 
jenazah. 

1. Penduduk Madinah berpendapat diantara sunahnya adalah 
berjalan di depan jenazah. 

2. Sedangkan penduduk Kufah, Abu Hanifah dan ulama lainnya 
berpendapat bahwa berjalan di belakang jenazah adalah lebih baik. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan atsar yang 
dinukil dan diamalkan oleh masing-masing kelompok ulama tersebut dari 
generasi pendahulunya. Malik meriwayatkan dari Nabi SAW secara 
mursal, "...berjalan di depan jenazah.”^”*^ Diriwayatkan pula dari Abu 
Bakar dan Umar RA. 

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Syafi’i. 

Yang dijadikan pedoman penduduk Kufah adalah riwayat dari Ali 
bin Abu Thalib RA yang bersumber dari jalur Abdurrahman bin Abza 
RA, dia berkata, "Aku pernah berjalan bersama Ali RA mengikuti 
jenazah. Dia menggandeng tanganku dan berjalan di belakang jenazah. 
Sedangkan Abu Bakar dan Umar RA berjalan di depan jenazah. 
Kemudian aku berkata kepadanya, 'Sesungguhnya keutamaan orang yang 
berjalan di belakang jenazah dengan orang yang berjalan di depan 
jenazah adalah seperti keutamaan shalat wajib atas shalat sunah.”^'*^ Abu 


Teksnya bersumber dari Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya dia pernah melihat 
Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA berjalan di depan jenazah.” (HR. Abu 
Daud [3)79], At-Tirmidzi [1007 dan 1008], An-Nasa'i [4/56], Ibnu Majah 
[1482], Ahmad [2/8 dan 122], Abdurrazzaq [2659], serta dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih Abu Daud). 

Sanadnya dha'if. HR. Abdurrazzaq {3IAA1 dan 6267), serta Ibnu Abi Syaibah 
dalam Al Mushannaf (Al Jana’iz, jilid 16). Penyebab lemahnya sanad tersebut 
adalah adanya sosok Yazid bin Abi Ziyad Al Qurasy. Ibnu Hajar berkata, "Dia 
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Bakar dan Umar RA mengetahui akan hal tersebut, hanya saja mereka 
ingin mempermudah orang. 

Diriwayatkan dari Ali RA, dia berkata, "Posisikan jenazah di 
depanmu dan di hadapan matamu, karena sesungguhnya jenazah adalah 
nasehat, peringatan dan pelajaran.” 


Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas’ud RA, dia berkata, "Kami 
pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara berjalan mengikuti 
jenazah. Lalu Rasulullah SAW menjawab. 




“Jenazah itu diikuti dan bukan mengikuti, tidak ada bersamanya 
orang yang mendahului. 

Hadits dari Al Mughirah bin Syu’bah dari Nabi SAW, beliau 
bersabda. 


z' ✓ -'Z- z- Z' 

z' 


“Yang naik kendaraan (saat mengiringi jenazah) hendaknya 
berjalan di depan jenazah, sedangkan yang berjalan kaki berada di 
belakang, depan, kanan dan kiri dekat dengan jenazah. 

Dalam hadits dari Abu Hurairah RA juga disebutkan dalam redaksi 
semakna, 

“Berjalanlah kalian di belakang jenazah. 


adalah perawi yang dha'if dan tua hingga berubah, meriwayatkan darinya harus 
dengan cara talgin (dikte).” 

Dha’if. HR. Abu Daud (3183), Ibnu Majah (1484), Ahmad (1/378, 394, 415, 
419 dan 432), Al Baihaqi (4/22 dan 25), serta dinyatakan oleh Al Albani 
sebagai hadits dha ’if dalam Dha'if Abu Daud. 

Shahih. HR. Abu Daud (3180), At-Tirmidzi (1030), An-Nasa'i (4/55), Ibnu 
Majah (1481), Ahmad (4/247, 248, 249 dan 252), Ath-Thayalisi (701 dan 702), 
Ath-Thabarani (20/10442, 1043, 1044, 1045, 1046 dan 1047), Al Baihaqi (4/8 
dan 24), serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 

Dha’if HR. Abu Daud (3171), Ahmad (2/528 dan 531), Al Baihaqi (3/394), dan 
dianggap dha’if oleh Al Albani. Teks hadits dalam riwayat Abu Daud berbunyi. 
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Semua hadits tersebut dijadikan pedoman oleh penduduk Kufah, 
dan itulah yang di-shahih-kan, sedangkan yang lainnya d\-dha’if-kan. 

Kebanyakan para ulama menyatakan: berdiri ketika ada Jenazah 
lewat hukumnya dihapus oleh riwayat Malik yang bersumber dari hadits 
Ali bin Abu Thalib RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri 
ketika ada jenazah lewat. Kemudian beliau duduk kembali.”^''^ 


Ada sekelompok ulama perbedapat wajibnya berdiri saat jenazah 
lewat. Berpedoman kepada riwayat yang menyebutkan akan perintah 
Rasulullah SAW untuk berdiri. Seperti, hadits 'Amir bin Rabi’ah, dia 
berkata, "Rasulullah SAW bersabda. 


*° \ “ i' -l', i *•' i" “ii 1 ^ \“ -^f' 


'Jika kalian melihat jenazah, maka berdirilah untuknya sampai 
jenazah itu berlalu atau diletakkan'. 


Ulama yang berpendapat bahwa berdiri saat jenazah lewat 
hukumnya dihapus berbeda pendapat apakah harus berdiri di atas kubur 
saat mayit dikebumikan ataukah tidak. 

Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa itu tidak termasuk 
dalam larangan. Sedangkan ulama lainnya menyebutkan bahwa itu 
termasuk dalam larangan, sesuai dengan zhahir teks hadits. Mereka ber- 
hujjah dengan praktek Ali RA, karena hukum hal itu telah dihapus, dia 
berdiri di atas kuburan Ibnu Al Mukaffaf kemudian ada yang berkata, 
"Apakah engkau tidak duduk wahai Amirul Mukminin?” Ali RA 
menjawab, "Sedikit berdiri kita bagi saudara kita di atas kuburnya.” 


'V 

"Janganlah mengikuti jenazah dengan bersuara dan membawa api, dan 
janganlah berjalan di depannya. ’’ 

Shahih. HR. Muslim (962), Abu Daud (3175), At-Tirmidzi (1044), An-Nasa'i 
(1998 dan 1999), serta Ibnu Majah (1544). 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1307), Muslim (958), Abu Daud (3172), At- 
Tirmidzi (1047), An-Nasa'i (4/44), Ibnu Majah (1542), Ahmad (3/445) dan Al 
Baihaqi (4/26). 
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Bab V 

Shaiat Jenazah 


Setelah mengetahui wajibnya hukum menyalati Jenazah, bagian ini 
mencakup beberapa pasal pembahasan: 


Pasal pertama: Tata cara shaiat jenazah 

Terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan tata cara shaiat 
jenazah, yakni sebagai berikut; 


Masalah pertama: Jumlah takbir shaiat jenazah 

Para sahabat berbeda pendapat tentang jumlah takbir shaiat 
jenazah, dari tiga kali takbir hingga tujuh kali takbir. Tetapi, para ulama 
di berbagai negeri menyebutkan bahwa jumlah takbir dalam shaiat 
jenazah adalah empat kali, kecuali Ibnu Abi Laila dan Jabir bin Zaid yang 
menyatakan bahwa jumlah takbir shaiat jenazah adalah lima. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar seputar hal ini. 
Diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah 
SAW berkabung saat hari kematian raja Najasyi, kemudian beliau keluar 
bersama para sahabat ke tempat shaiat dan berbaris bersama mereka, lalu 
bertakbir empat kali.”*^’ 

Hadits tersebut disepakati Vs-shahih-&nnya. Karena itulah jumhur 
ulama di berbagai negeri berpedoman kepada hadits tersebut. 

Ada hadits lain semakna yang menyebutkan, "Bahwa Rasulullah 
SAW shaiat di atas kuburan orang miskin dan bertakbir empat kali.”^^'^ 

Muslim juga meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia 
berkata, "Zaid bin Arqam bertakbir atas jenazah empat kali, dia juga 
takbir atas jenazah lima kali. Kemudian kami menanyainya dan dia 
menjawab, 'Rasulullah SAW pernah takbir seperti itu’.”^^' 


Muttafag ’Alaih. HR. Al Bukhari (1245 dan 1333), Muslim (951), Abu Daud 
(2304), An-Nasa'i (4/72), Ahmad (2/438 dan 439). 

Shahih. HR. Al Baihaqi (4/48), dinilai shahih oleh Al Albani dalam Ahkam Al 
Jana'iz, hal. 89. 

Shahih. HR. Muslim (957), Abu Daud (3197), At-Tirmidzi (1023), An-Nasa'i 
(4/72), Ibnu Majah (1505), serta Ahmad (4/367 dan 372). 
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Diriwayatkan dari Abu Khaitsamah^^^ dari ayahnya, dia berkata, 
"Rasulullah SAW takbir atas jenazah empat kali, lima kali, enam kali, 
tujuh kali dan delapan kali. Hingga (saat) raja Najasyi meninggal dunia, 
orang-orang pun berbaris di belakang beliau, dan beliau bertakbir empat 
kali, lalu selalu bertakbir empat kali, dan tidak berubah hingga beliau 
wafat.”^^^ 

Dalam hadits ini terdapat hujjah untuk jumhur. 

Para ulama sepakat untuk mengangkat tangan pada takbir pertama 
dalam shalat jenazah, dan mereka berbeda pendapat dalam takbir-takbir 
berikutnya. Ada yang berpendapat, tangan diangkat. Yang lain 
berpendapat tangan tidak diangkat. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu 
Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bertakbir dalam shalat 
jenazah dengan mengangkat tangan pada takbir pertama dan meletakkan 
tangannya yang kanan di atas tangan kirinya.”^^'* 

Bagi ulama yang berpegangan pada zhahir (teks) atsar ini, maka 
mereka menilai bahwa dalam shalat jenazah hanya harus mengangkat 
tangan pada takbir pertama saja. Mereka mengatakan, "Mengangkat 
tangan pada takbir pertama.” 

Sedangkan bagi yang berpendapat bahwa tangan diangkat setiap 
kali takbir, karena mereka menyamakan takbir kedua dengan takbir 
pertama. Alasannya karena semua takbir itu dilakukan saat berdiri. 


Masalah kedua: Bacaan dalam shalat jenazah 

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan shalat jenazah: 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat, tidak ada bacaan dalam 
shalat jenazah, dan hanya doa yang patut dibaca. Malik berkata, 
"Membaca surah Al Faatihah dalam shalat jenazah di negeri kami 


Seperti itulah yang tertulis dalam semua cetakan kitab. Namun yang benar 
adalah "Abu Hatsmah" sebagaimana yang tertera dalam Nashb Al Rayah karya 
Az-Zaila’i (2/268). 

Dinisbatkan oleh Az-Zaila’i dalam Nashb Al Rayah (2/368) kepada Ibnu Abdil 
Barr dalam Al Istidzkar. 

Hasan. HR. At-Tirmidzi (1077), sanadnya lemah namun dikuatkan oleh hadits 
dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengangkat tangannya 
dalam shalat jenazah pada takbir pertama, kemudian tidak mengulangi.” (HR. 
Ad-Daruquthni). 
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(Madinah) tidak digunakan sama sekali, namun hanya memuja dan 
memuji Allah SWT setelah takbir pertama, lalu pada takbir kedua 
membaca shalawat kepada Nabi SAW, dan kemudian pada takbir ketiga 
membaca doa syafaat untuk mayit, melakukan takbir keempat dan 
salam." 

2. Syafi'i berpendapat: pada takbir pertama membaca Al Faatihah 
kemudian pada takbir-takbir selanjutnya dilakukan hal serupa. Pendapat 
yang sama juga dikemukakan oleh Ahmad dan Daud Azh-Zhahiri. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara perbuatan 
dengan atsar, dan apakah kata "shalat" juga mencakup shalat jenazah 
ataukah tidak. Tentang amalan penduduk Madinah seperti yang 
dikisahkan oleh Malik, dan atsar seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari 
dari Thalhah bin Abdullah bin Auf yang menyebutkan, "Aku pernah 
shalat jenazah di belakang Ibnu Abbas RA kemudian dia membaca surah 
Al Faatihah dan berkata, 'Agar kalian mengetahui bahwa itu adalah 
Sunnah',”^^^ bagi kalangan ulama yang men-tarjih atsar ini atas amalan 
penduduk Madinah dan kata "shalat" juga dianggap mencakup shalat 
jenazah, serta Rasulullah SAW bersabda, 

"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca pembuka Kitab (surah 
Al Faatihah) f 

Maka mereka berpendapat bahwa surah Al Faatihah harus dibaca 
dalam shalat jenazah. 

Pendapat Malik mungkin bisa diambilkan hujjah atas dasar zhahir 
atsar yang dinukil dari doa Rasulullah SAW terhadap jenazah. Namun 


Shahih. HR. Al Bukhari (1335), Abu Daud (3198), At-Tirmidzi (1027), An- 
Nasa'i (4/75), Ath-Thayalisi (2741), Ibnu Al Jarud (536), serta Al Baihaqi (3/38 
dan 39). 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (756), Muslim (394), Abu Daud (822), An- 
Nasa'i (2/137), Ibnu Majah (837), Ahmad (5/321), bersumber dari hadits 
'Ubadah bin Shamit dengan redaksi, 

iySJ ^ y 

"Tidak ada shalat (tidak sah shalatnya) orang yang tidak membaca pembuka Al 
Kitab (surah Al Faatihah). " 
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tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau SAW membaca surah 
Al Faatihah. 

Karena itu, atsar-atsar di atas sepertinya berseberangan dengan 
hadits Ibnu Abbas RA dan mengkhususkan sabda Rasulullah SAW, 

"Tidak sah shalat kecuali dengan membaca pembuka Kitab (surah 
Al Faatihah)." 

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Abu Umamah 
bin Sahal bin Hanif (dia termasuk salah seorang tokoh dari kalangan 
sahabat, ulama dan pahlawan perang Badar) berkata, "Seseorang dari 
sahabat Nabi SAW memberitahunya bahwa sunah dalam shalat jenazah 
adalah agar imam bertakbir kemudian membaca surah Al Faatihah 
dengan suara pelan, kemudian membaca doa pada tiga takbir.” 

Ibnu Syihab berkata, "Kemudian aku beritahukan berita yang 
dikabarkan Abu Umamah tersebut kepada Muhammad bin Suwaid Al 
Fahri, lantas dia berkata, 'Aku pernah mendengar Adh-Dhahhak bin Qais 
menceritakan dari Hubaib bin Maslamah tentang shalat jenazah seperti 
yang diceritakan Abu Umamah kepadamu.” 


Masalah ketiga: Salam dalam shalat jenazah 

Para ulama berbeda pendapat tentang salam dalam shalat jenazah, 
apakah cukup dilakukan sekali ataukah dua kali. 

Menurut jumhur ulama, salamnya cukup sekali saja. Sedangkan 
menurut Abu Hanifah, salamnya dua kali. Itulah pendapat yang dipilih 
oleh Al Muzanni dari kalangan sahabat Syafi'i, dan merupakan salah satu 
pendapat Syafi'i. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena beda pandangan ulama 
mereka tentang hukum salam dalam shalat biasa dan shalat jenazah yang 
di-qiyas-Van kepada shalat wajib. 

Bagi ulama yang berpendapat bahwa salam dalam shalat wajib 
hanya sekali, maka seperti itulah salam pada shalat jenazah A\-qiyas-\!ian, 
(hanya sekali salam). Dan bagi yang berpendapat bahwa salam dalam 
shalat wajib adalah dua kali, maka dalam shalat jenazah pun dilakukan 
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dua kali. Jika hal itu sunah maka menurut mereka itu juga sunah (bagi 
shalat jenazah); dan jika wajib, maka salam dalam shalat jenazah pun 
wajib. 

Dalam madzhab Maliki terdapat perbedaan pendapat apakah salam 
diucapkan dengan suara keras ataukah pelan. 


Masalah keempat: Posisi imam di dekat jenazah 

Para ulama berbeda pendapat tentang letak berdirinya imam di 
dekat jenazah. 

1. Beberapa ulama berpendapat, imam berdiri tepat di tengah 
jenazah, baik bagi jenazah lelaki maupun perempuan. 

2. Yang lain berpendapat, jika jenazahnya perempuan maka imam 
berdiri di tengah-tengah jenazah, dan jika jenazahnya lelaki 
maka imam berdiri di dekat kepalanya. 

3. Ada juga yang berpendapat, imam berdiri di dekat dada 
jenazah, baik bagi jenazah lelaki maupun perempuan. Inilah 
pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim dan Abu 
Hanifah, 

4. Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i tidak ada batasan 
tertentu. 

5. Kelompok lain berpendapat, imam boleh berdiri di mana saja. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan atsar seputar hal 
ini. 

Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Samurah bin 
Jundub RA, dia berkata, "Aku berada di belakang Rasulullah SAW saat 
menyalati jenazah Ummu Ka’ab yang meninggal dunia saat nifas, beliau 
SAW berdiri untuk shalat di tengah jenazahnya.”^^^ 


Seperti itulah yang tertulis dalam seluruh cetakan kitab. Sedangkan yang benar 
adalah Hammam dari Abu Ghalib. Hammam adalah Hammam bin Yahya bin 
Dinar, Abu Ghalib adalah Al Bahili Al Bashri, seorang penenun kain yang oleh 
Ibnu Hajar dinyatakan sebagai perawi tepercaya. 
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Abu Daud meriwayatkan hadits dari Hammam bin Ghalib/^* dia 
berkata, "Aku shalat jenazah bersama Anas bin Malik RA menyalati 
seseorang (lelaki), dia berdiri di dekat kepalanya. Kemudian ada yang 
membawa jenazah wanita dan mereka berkata, 'Wahai Abu Hamzah, 
shalatilah dia.’ Anas pun berdiri di tengah-tengahnya. Kemudian Al 
‘Alla' bin Ziyad berkata, 'Seperti itukah kamu melihat Rasulullah SAW 
menyalati jenazah, dengan takbir empat kali, berdiri di atas jenazah 
wanita seperti kamu berdiri, dan berdiri di atas jenazah lelaki seperti 
kamu berdiri?’ Dia menjawab, Para ulama berbeda pendapat 

dalam memahami praktek ini. 

Ada yang berpendapat bahwa posisi berdirinya Rasulullah SAW 
yang berbeda-beda tersebut menunjukkan sesuatu yang mubah dan tidak 
menunjukkan penentuan. 

Ada juga yang berpendapat bahwa posisi berdirinya Rasulullah 
SAW yang berbeda-beda tersebut merupakan syari'at dan menunjukkan 
penentuan. 

Beda pendapat ulama ini terbagi menjadi dua golongan: 

1. Ada yang berpegangan kepada hadits dari Samurah bin Jundub 
RA karena disepakati akan kc-shahih-annya dan menyatakan bahwa 
posisi imam dari jenazah lelaki dan wanita adalah sama, karena sesuai 
asal hukumnya yang sama, kecuali jika memang dalam asal hukumnya 
terdapat pembeda. 

2. Ada juga yang mm-shahih-kan hadits Ibnu Ghalib dan 
menyatakan bahwa terdapat tambahan atas hadits Samurah bin Jundub 
RA sehingga harus dijadikan patokan. Padahal kedua hadits tersebut 
sama sekali tidak berseberangan. 

Adapun pendapat Ibnu Al Qasim dan Abu Hanifah, kami tidak 
mengetahui landasan dalil sima’i-nya kecuali dari riwayat Ibnu Mas’ud 
RA dalam masalah tersebut. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1/195), Ibnu Majah (1493), Ahmad (5/14 dan 
19), Abu Daud (3195), At-Tirmidzi (1035), An-Nasa'i (1/195), Ibnu Majah 
(1493), Ahmad (5/14 dan 19), serta Ath-Thayalisi (902). 

Shahih. HR. Abu Daud (3194), At-Tirmidzi (1034), Ibnu Majah (1494), Ahmad 
(3/118 dan 204), Ath-Thayalisi (2149), Al Baihaqi (4/33), dan dinilai shahih 
oleh Al Albani. 
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Masalah kelima: Susunan jenazah lelaki dan perempuan 

Para ulama berbeda pendapat tentang susunan jenazah lelaki dan 
perempuan jika di shalati bersama-sama; 

1. Kebanyakan ulama berpendapat: jenazah lelaki berada di dekat 
imam, sedangkan jenazah perempuan di dekat arah kiblat. 

2. Ada juga yang berpendapat lain: jenazah perempuan berada di 
dekat imam, sedangkan jenazah lelaki berada di dekat arah kiblat. 

3. Pendapat ketiga menyebutkan: masing-masing dishalatkan secara 
terpisah, jenazah lelaki dishalatkan secara tersendiri dan jenazah 
perempuan juga dishalatkan secara tersendiri. 

Sebab perbedaan pendapat: Kuatnya dugaan bahwa dalam 
syari'at, hal ini telah ada ketentuannya. Meski sebenarnya tidak ada 
ketentuan yang bisa dijadikan patokan dalam masalah ini. Karena itulah, 
kebanyakan ulama menyatakan tidak ada aturan sama sekali dalam hal 
seperti ini. Sebab, jika ada peraturannya, tentu akan dijelaskan. 

Landasan yang dipakai oleh kebanyakan ulama dengan lebih 
mengedepankan jenazah lelaki daripada jenazah perempuan adalah 
riwayat Malik yang disebutkan dalam Al Muwaththa' bahwa Utsman bin 
Affan, Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah RA menyalatkan jenazah 
lelaki dan perempuan bersama-sama di Madinah. Mereka meletakkan 
jenazah lelaki di dekat imam dan jenazah j5erempuan di dekat arah 
kiblat.^^” 

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Nafi’ dari Ibnu 
Umar RA, dia (Ibnu Umar) pernah mengerjakan shalat jenazah, disana 
ada Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Sa’id Al Khudhri, Abu Qatadah RA, 
sedangkan imamnya saat itu adalah Sa’id bin Al ’Ash. Kemudian Sa’id 
menanyakan mereka tentang hal itu, mereka pun menjawab, "Itu adalah 
sunah.” Dan riwayat ini termaktub dalam Musnad. 

Bagi ulama yang berpendapat agar mendahulukan jenazah lelaki di 
hadapan imam beralasan untuk menyamakan posisi shalat seorang lelaki 
di belakang imam, dan posisi makmum wanita sesuai dengan sabda 
Rasulullah SAW, 


** Sanadnya terputus. HR. Malik dalam Al Muwaththa' (1/230 dan 542). 
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. 4 »( ^ 


"Akhirkanlah mereka (kaum wanita) sebagaimana Allah 
mengakhirkan mereka. 

Bagi ulama yang berpendapat agar mendahulukan jenazah wanita 
di hadapan imam, sepertinya yang dimaksud barisan depan adalah yang 
paling ujung, dan bukan yang dekat dengan imam. 

Adapun bagi ulama yang menilai agar jenazah wanita dibedakan 
dan dishalatkan tersendiri, adalah karena kehati-hatian mereka agar tidak 
membolehkan sesuatu yang terlarang. Sebab, tidak ada sunah yang 
menyebutkan bolehnya menggabungkan jenazah lelaki dan perempuan 
ketika dishalati. Kemungkinan hukumnya tetap pada asal hukumnya, 
yaitu mubah, atau bisa jadi terlarang. Jika ada kemungkinan seperti ini, 
maka yang harus diacu adalah dalil, jika memang ada. 


Masalah keenam: Makmum masbuq dalam shalat jenazah 

Para ulama berbeda pendapat dalam beberapa hal berikut ini 
tentang makmum yang tertinggal (masbuq) beberapa takbir dalam shalat 
jenazah: 

1. Apakah dia harus memulai shalat jenazah dengan takbir, ataukah 

tidak. 

2. Apakah dia harus meng-qadha' takbir yang tertinggal ataukah 

tidak. 

3. Jika dia harus meng-qadha', lalu apakah dia harus berdoa di 
antara takbir ataukah tidak. 

Asyhab meriwayatkan dari Malik bahwa makmum shalat jenazah 
yang masbuq harus bertakbir saat memulai shalat. Pendapat ini juga 
merupakan salah satu pendapat Syafi'i. Abu Hanifah berpendapat: 
makmum shalat jenazah yang masbuq harus menunggu hingga imam 
bertakbir, setelah itu barulah dia bertakbir. Ini merupakan salah satu 
riwayat Ibnu Al Qasim dari Malik. Yang sesuai dengan qiyas adalah 
takbir dalam hal ini dilakukan seperti takbir dalam shalat wajib. 


Tidak ada landasan dalil marfu’ny^ HR. Abdurrazzaq (5115). Hadits mauguf 
dari Ibnu Mas’ud RA. Lihat/4/ Dha’ifahkaiya Al Albani (918). 
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Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i sepakat bahwa bagi makmum 
shalat jenazah yang masbug beberapa takbir, dia harus meng-gadha'-nya, 
kecuali Abu Hanifah yang berpendapat cukup dengan berdoa saja di 
antara takbir gadha'. Sedangkan Malik dan Syafi'i berpendapat dia harus 
meng-gadha' sesuai urutan. 


Adanya kalangan ulama yang sepakat agar makmum shalat Jenazah 
yang masbug mcng-gadha' takbirnya adalah berdasarkan keumuman 
sabda Rasulullah SAW, 



(i C.} C. 


“Apa yang kalian dapatkan, maka shalatlah. Sedangkan yang 
tertinggal dari kalian, maka sempurnakanlah. 

Bagi ulama yang berpendapat bahwa keumuman hadits tersebut 
mencakup takbir dan doa, maka akan mengatakan bahwa bila ada 
makmum shalat jenazah yang tertinggal takbir haruslah dia meng-gadha' 
takbir dan doa yang tertinggal. 

Sedangkan ulama yang berpendapat tidak perlu meng-gadha' doa 
dalam shalat jenazah jika tidak ditentukan, maka akan mengatakan bahwa 
makmum shalat jenazah yang masbug hanya harus meng-gadha' takbir 
saja, karena itulah yang ditentukan. 

Sehingga, pengkhususan doa dari keumuman tersebut merupakan 
pengkhususan umum dengan giyas. Abu Hanifah tetap berpegang kepada 
dalil umum, sedangkan ulama lain berpegangan kepada dalil khusus. 


Masalah ketujuh: Shalat di atas kuburan 

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat di atas kuburan bagi 
orang yang tertinggal dan tidak mengikuti shalat jenazah. 

1. Menurut Malik, tidak boleh shalat di atas kubur. 

2. Abu Hanifah berpendapat; tidak boleh shalat di atas kubur 
kecuali wali si mayit yang tertinggal dan tidak mengkuti shalat 
jenazah, dan saat jenazah dishalatkan imamnya bukan si wali 
tersebut. 


Shahih. Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 
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3. Syafi'i, Ahmad, Daud Azh-Zhahiri dan jamaah ulama 
beq}endapat: boleh mengeijakan shalat Jenazah di atas kubur 
bagi yang tidak mengikuti shalat Jenazah. 

Mereka yang menyatakan boleh untuk shalat di atas kuburan 
sepakat mensyaratkan Jenazah yang dikubur itu tidak berselang lama 
waktunya. Mereka berbeda pendapat tentang penentuan waktunya, dan 
maksimalnya adalah satu bulan. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara amal 
dengan atsar. Kontradiksi amal dikarenakan Ibnu Al Qasim mengatakan, 
"Aku berkata kepada Malik, 'Adakah hadits yang bersumber dari Nabi 
SAW yang menyebutkan bahwa beliau SAW shalat di atas kuburan 
seorang wanita?’ Dia menjawab, 'Memang ada hadits tersebut, tapi tidak 
ada amalan (sahabat setelahnya)'.” 

Shalat di atas kuburan memang ada, sesuai kesepakatan pada ahli 
hadits. Ahmad bin Hambal berkata, "Aku meriwayatkan dari Nabi SAW 
bahwa beliau shalat di atas kuburan melalui enam Jalur yang semuanya 
hasan.” Para ahli hadits menambahkan tiga Jalur lagi sehingga menjadi 
sembilan Jalur hadits. 

Sedangkan Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits tersebut 
dari Jalur Abu Hurairah RA. Malik meriwayatkan secara mur sal dari Abu 
Umamah bin Sahal. Ibnu Wahb meriwayatkan dari Malik seperti 
pendapat Syafi'i. Sedangkan Abu Hanifah, menurut dugaan katni, dalam 
hal ini tetap berpendapat sesuai kebiasannya. (Maksudnya, bagi kalangan 
yang menolak hadits ahad yang telah umum dan tidak dapat dihindari 
tersebarnya namun sedikit orang yang mengamalkannya, menilai bahwa 
tidak tersebarnya hadits ini teijadi karena berita yang dibawanya 
membawa kebaikan. Juga kerena terjadinya pergeseran kepercayaan 
kepada perawi hingga mencapai derajat meragukannya, atau timbul 
asumsi untuk menolak dan menghapuskan hadits yang diriwayatkannya). 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "Telah kita bicarakan dalam 
pembahasan yang lalu dari kitab kami tentang wajhul istidlal lil 'amal 
(alasan argumentasi untuk mengamalkan sesuatu). Dan kalangan 
madzhab Hanafi menyebutnya dengan istilah 'umum al balwa (sesuatu 
yang telah umum dan sulit dihindari). Namun menurut kami, semuanya 
mengandung pengertian yang sama. 
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Pasal kedua: Jenazah siapakah yang boleh dishalati, dan siapa yang 
lebih utama untuk mengimami shalat jenazah 

1. Kebanyakan ulama sepakat bahwa semua orang yang telah 
mengucapkan kalimat syahadat (kalimat, “Laa ilaaha illallah") patut 
dishalatkan ketika meninggal dunia. 

Ada atsar tentang hal ini, yakni; sabda Rasulullah SAW, 

.<u!l ^/1 N : ^ 

"Shalatkanlah orang yang telah mengucapkan kalimat, 'Laa ilaaha 
illallah' (Tiada tuhan yang patut disembah selain Allah). ” 

Baik yang bersangkutan adalah pelaku dosa besar atau pelaku 
bid’ah. 

2. Kecuali Malik yang memakruhkan orang baik untuk 
menyalatkan Jenazah pelaku bid’ah. Malik juga berpendapat; imam tidak 
boleh menyalati orang yang dihukum eksekusi karena terjerah hukum 

hadd. 

3. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyalati orang 
yang mati bunuh diri. Sekelompok ulama berpendapat bahwa dia tidak 
dishalati. Kelompok lain membolehkannya. 

4. Diantara ulama ada juga yang tidak membolehkan untuk 
menyalati pelaku dosa besar, pelacur dan pelaku bid’ah. 

Sebab perbedaan pendapat: Seputar hukum menyalati pelaku 
bid’ah, apakah si pelaku menjadi kufur ataukah tidak. Bagi ulama yang 
menganggapnya pelakunya kafir karena dia telah melakukan takwil yang 
jauh dari kebenaran, maka mereka melarang untuk menyalati jenazahnya. 
Sedangkan bagi ulama yang tidak mengkafirkannya beralasan karena 
yang disebut kafir hanyalah orang yang mendustakan Rasulullah SAW 
dan bukan karena upayanya menakwilkan secara keliru sabda-sabda 
Rasulullah SAW, maka pelakunya boleh untuk dishalatkan. 


563 


Dha’if. HR. Ad-Daruquthni (2/56), Ath-Thabrani (12/447 dan 13/622) 
bersumber dari hadits Ibnu Umar RA, dianggap dha-ifo\eh Al Albani dalam 
Dha’if Al Jami’ (1383), Al Haitsami berkata dalam Al Majma’, Diriwayatkan 
oleh Ath-Thabrani dalam Al Mu’jam Al Kabir, dalam sanadnya terdapat perawi 
yang bernama Muhammad bin Al Fahdl bin ’Athiyyah, dia adalah perawi yang 

dusta." 
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Para ulama sepakat untuk tidak menyalati orang munafik, walau 
yang bersangkutan telah mengucapkan kalimat syahadat. Ini berdasarkan 
firman Allah SWT, 

(» 4 ^ 

"Dan janganlah engkau menyalatkan salah satu dari mereka yang 
mati selamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. ’’ (Qs. 
Al Taubah [9]: 84). 

Perbedaan pendapat ulama tentang menyalatkan jenazah pelaku 
dosa besar mungkin berpangkal kepada pengkafiran pelakunya 
disebabkan karena telah mengerjakan dosa. Namun pendapat ini 
bukanlah pendapat madzhab Ahlussunah. Karena itu, tentu tidak 
sepatutnya ulama melarang jenazah pelaku dosa besar untuk dishalati. 

Berkaitan dengan pendapat Malik yang memakruhkan untuk 
menyalati pelaku bid’ah adalah sebagai hukuman dan memberi efek jera 
bagi para pelakunya. Sedangkan tidak bolehnya seorang imam menyalati 
orang yang dibunuh akibat gishash adalah berdasarkan sebuah hadits 
yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyalati Ma’iz dan 
tidak melarang jenazahanya untuk dishalatkan.”^^ (HR. Abu Daud) 

Perbedaan pendapat ulama tentang menyalati orang yang bunuh diri 
adalah berdasarkan hadits dari Jabir bin Samurah RA yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW enggan menyalati orang yang mati bunuh diri.^^^ 

Bagi kalangan ulama yang men-shahih-kan atsar ini, maka mereka 
tidak membolehkan untuk menyalati orang yang mati karena bunuh diri. 
Sedangkan bagi ulama yang tidak men-shahih-kannya, menilai bahwa 
orang yang mati bunuh diri sama hukumnya seperti muslim lain meski 
dia masuk dalam kategori penghuni neraka —sebagimana yang 
disebutkan dalam atsar — namun tidak kekal berada di neraka karena dia 
termasuk ahli iman. 


Shahih. Tanpa kalimat terakhir, “Dan tidak melarang jenazahnya untuk 
dishalatkan.” (HR. Abu Daud [3186] dan Al Baihaqi [4/19]. Al Albani dalam 
Shahih Abu Daud menyatakan, "Hadits hasan shahih tanpa kalimat, 'Dan tidak 
melarang jenazahnya untuk dishalatkan'.”) 

Shahih. HR. Muslim (978), Abu Daud (3185), At-Tirmidzi (1068), An-Nasa'i 
(4/66), Ibnu Majah (1526), Ahmad (5/87, 91, 94, 97, 102 dan 107), serta Ath- 
Thayalisi (779). 
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Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits Qudsi, 

^ ^ .f o 0^ ^ 

jLSi* jLJI 

^ X ^ ^ y’ ^ " y- y y y 

"Keluarkanlah dari neraka orang yang di dalam hatinya terdapat 
iman seberat biji dzarrah sekalipun. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang hukum menyalatkan 
para syuhada yang terbunuh dalam pertempuran di jalan Allah SWT. 

1. Malik dan Syafi'i berpendapat: para syuhada yang terbunuh 
dalam peperangan tidak perlu dishalatkan dan tidak pula 
dimandikan. 

2. Abu Hanifah berpendapat: dishalatkan dan dimandikan. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan atsar yang ada 
dalam masalah ini. Abu Daud meriwayatkan dari jalur Jabir RA, 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menguburkan 
syuhada Uhud dengan pakaian mereka, tanpa dishalati dan 
dimandikan.”^^’ 


Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya 
Rasulullah SAW menyalatkan para syuhada Uhud dan Hamzah RA tanpa 
dimandikan dan ditayamumi.”^^* 


Riwayat serupa juga diriwayatkan secara mursal dari Abu Malik Al 
Ghifari. Ada juga riwayat lain yang menyebutkan bahwa seorang Arab 
Badui terkena panah hingga tewas, kemudian Rasulullah SAW 
menyalatkannya dan bersabda, 




"Sesungguhnya orang ini adalah seorang hamba yang keluar 
berjihad dijalan-Mu (ya Allah), dan terbunuh sebagai syahid. Dan 
akulah yang menjadi saksi baginya. 


Muttafaq ’Alaih. HR. Al Bukhari (6560), Muslim (184), At-Tirmidzi (2597), 
Ahmad (3/5, 11, 19, 20, 25, 48, 78 dan 90) bersumber dari hadits Abu Sa’id Al 
Khudhri RA. 

Shahih. TakhriJ-nya telah disebut sebelumnya. 

Shahih. HR. Ibnu Majah (1513), Al Baihaqi (4/12) bersumber dari hadits Ibnu 
Abbas RA, dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 

Shahih. HR. An-Nasa'i (4/60), Ath-Thahawi (1/505), Al Hakim (3/595), Al 
Baihaqi (4/15), dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih An-Nasa'i. 


500 Bidayatul Mujtahid 



Masing-masing golongan ulama m^n-shahih-km hadits yang 
dijadikan hujjah ini. Ulama dari kalangan madzhab Syafi’i menyatakan 
bahwa hadits Ibnu Abbas RA tersebut memiliki celah kecacatan, dan 
mengatakan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Zinad yang 
hafalannya kacau pada akhir hayatnya. Syu’bah Juga banyak dikomentari 
oleh ulama ahli hadits karena banyak meriwayatkan hadits-hadits mursal 
yang menurut mereka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. 

Para ulama berbeda pendapat tentang kapankah Jenazah bayi 
dishalatkan. 

1. Malik berpendapat; bayi tidak perlu dishalati sampai keluar dari 
perut ibunya dan bersuara (menangis). Pendapat serupa Juga 
dikemukakan oleh Syafi'i. 

2. Abu Hanifah berpendapat: bayi dishalatkan ketika telah 
ditiupkan ruhnya, yaitu ketika telah berada di dalam perut ibunya selama 
empat bulan lebih. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Abi 
Laila. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara dalil yang 
mutlaq dengan dalil yang mugayyad. 


Diriwayatkan dari At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah RA dari 
Nabi SAW, bahwa beliau bersabda. 




“Bayi tidak dishalatkan, tidak mewarisi dan tidak diwarisi hingga 
lahir dengan berteriak. 


Diriwayatkan dari Nabi SAW, dari Mughirah bin Syu’bah, bahwa 
beliau SAW bersabda, 

.4^ 'V 

"Bayi tidak dishalatkan. 


Shtdiih. HR. At-Tirmidzi (1032), Al Hakim (1/363), dan dinilai shahih oleh Al 
Albmii dalam dalam Shahih At-Tirmidzi. 

Shahih. HR. At-Tirmidzi (1031), Ibnu Majah (1507), Ath-Thahawi dalam Syarh 
Ma’ani Al Atsar (1/508), dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih At- 
Tirmidzi. 
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Ulama yang menguatkan hadits Jabir RA mengatakan bahwa hadits 
tersebut bersifat umum, sedangkan hadits ini (dari Mughirah) hanya 
bersifat penjelasan, sehingga yang umum harus disesuaikan dengan dalil 
yang menjelaskannya. Dengan demikian, hadits Mughirah bermakna 
bahwa bayi harus dishalatkan jika lahir dengan bersuara kemudian 
meninggal dunia. 

Ulama yang menguatkan hadits Mughirah mengatakan bahwa yang 
menjadi patokan dalam shalat jenazah adalah meninggalnya seorang 
muslim yang pernah hidup. Dan anak bayi jika telah lahir dan bergerak, 
maka hukumnya sama seperti orang yang hidup, sehingga hukumnya pun 
sama seperti orang muslim lain. Dan setiap orang muslim yang 
meninggal dunia harus dishalatkan. Para ulama menguatkan dalil umum 
ini atas dalil khusus karena sesuai dengan qiyas. 

Ada juga yang berpendapat beda dan mengatakan bahwa bayi tidak 
perlu dishalatkan. Abu Daud meriwayatkan, "Sesungguhnya Nabi SAW 
tidak menyalati putranya (Ibrahim) padahal usianya delapan bulan.”^^^ 

Diriwayatkan pula, "Sesungguhnya beliau menyalatkannya 
(Ibrahim) dan usianya tujuh puluh malam.”^’^ 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyalatkan anak- 
anak orang kafir yang terbunuh saat terjadinya pertempuran. 

1. Malik dalam riwayat ulama Bashrah berpendapat bahwa anak 
kecil yang berasal dari anak-anak orang kafir harbi tidak perlu 
dishalatkan hingga mereka mengerti tentang Islam. Baik apakah terbunuh 
bersama orang tuanya maupun tidak, hukumnya sama seperti orang 
tuanya, kecuali jika orang tuanya telah masuk Islam, maka dia diikutkan 
kepada bapaknya, dan bukan kepada ibunya. 

2. Adz-Dzahabi sepakat dengan pendapat ini, kecuali jika salah satu 
dari kedua orang tuanya masuk Islam, maka anaknya dapat disertakan, 
bukan hanya kepada bapaknya. Ini sama seperti pendapat yang 
dikemukakan oleh Malik. 


Hasan. HR. Abu Daud (3187), Ahmad (6/267), dan dinilai hasan oleh Al 
Albani dalam Shahih Abu Daud. 

Dha ’if. HR. Abu Daud dari 'Atha' secara mursal (3188), dan dianggap dha ‘if 
oleh Al Albani dalam Dha'if Abu Daud. 
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3. Abu Hanifah berpendapat: anak-anak orang kafir yang terbunuh 
harus dishalatkan, dan hukumnya sama seperti orang yang membunuh 
mereka (orang-orang muslim). 

4. Al Auza’i berpendapat: jika anak-anak orang kafir dikuasai oleh 
(dijual kepada) orang muslim, maka mereka dishalatkan. Dan inilah yang 
diamalkan dan difatwakan. 

Para ulama sepakat jika anak-anak orang kafir berada di tangan 
orang tua mereka dan tidak bisa dikuasai oleh orang muslim dan orang 
tuanya tidak masuk Islam, maka hukumnya sama seperti hukum orang 
tua mereka. 


Sebab perbedaan pendapat: Beda pendapat para ulama tentang 
anak-anak orang musyrik apakah termasuk penghuni surga ataukah 
menjadi penghuni neraka. 


Dalam beberapa atsar disebutkan bahwa mereka termasuk bagian 
dari orang tua mereka (hukumnya sama seperti hukum orang tuanya). 

Sedangkan sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan, 

"Setiap anak yang terlahir adalah suci, 

Ini menunjukkan bahwa hukum mereka adalah sama seperti kaum 
mukminin. 


Tentang siapakah yang lebih utama dijadikan imam shalat jenazah, 
ada kalangan ulama yang mengatakan bahwa yang layak mengimaminya 
adalah walinya sendiri. Ada yang mengatakan Imam (pemimpin) yang 
layak mengimami shalatnya. 

Ulama yang menyatakan pemimpinlah yang layak mengimami 
shalat jenazah beralasan karena shalat jenazah sama seperti shalat Jum’at, 
karena keduanya adalah shalat jamaah. Bagi yang menyatakan bahwa 
walinyalah yang layak mengimami shalat jenazahnya beralasan karena 
shalat jenazah sama seperti hak-hak lainnya yang si wali lebih berhak 
daripada orang lainnya, dan ini menyamakan haknya untuk merawat dan 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1358, 1359, 1585 dan 4775), Muslim (2658), 
At-Tirmidzi (2138), Ahmad (2/393 dan 481), bersumber dari hadits Abu 
Hurairah RA. 
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menguburkan jenazahnya. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa yang 
paling berhak menjadi imam adalah pemimpin (Imam). 

Abu Bakar bin Al Mundzir berkata, "Husein bin Ali RA pernah 
mempersilahkan Sa’id bin Al ‘Ash (seorang pemimpin di Madinah) 
untuk menjadi imam shalat Jenazah untuk menyalatkan Hasan bin Ali 
RA. Sa'id pun berkata, 'Andai itu bukan sunah, tentu aku tidak akan maju 
menjadi imam'." Abu Bakar berkata, "Itulah pendapatku.” 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa yang layak dishalatkan adalah 
Jenazah yang ada di tempat. Sebagian lainnya berpendapat; boleh 
menyalati Jenazah yang tempatnya Jauh, berdasarkan hadits tentang 
kematian raja Najasyi. Sedangkan Jumhur berpendapat, shalat gaib itu 
hanya khusus untuk Najasyi saja. 

Para ulama berbeda pendapat apakah potongan tubuh layak 
dishalati ataukah tidak. Jumhur menilai: potongan tubuh yang banyak 
layak dishalati karena dianggap sebagai mayit. Bagi ulama yang 
berpendapat bahwa potongan tubuh yang sedikit layak dishalati beralasan 
karena kehormatan sebagian dari anggota tubuh manusia sama seperti 
kehormatan seluruh tubuh, terlebih Jika sebagiannya itu merupakan 
pangkal kehidupan. Pendapat ini Juga membolehkan untuk urusan shalat 
gaib bagi potongan tubuh yang sedikit. 


Pasal ketiga: Waktu shalat jenazah 

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu diperbolehkannya 
shalat Jenazah untuk dilakukan. 

1. Sekelompok ulama berpendapat: tidak boleh dishalatkan pada 
tiga waktu dilarangnya untuk shalat, yaitu ketika matahari terbenam, 
terbit dan saat tergelincir. Ini berdasarkan zhahir hadits 'Uqbah bin Amir 
RA, "Tiga waktu yang dilarang Rasulullah SAW untuk kita shalat di 
dalamnya dan menguburkan mayit diantara kita...”^’^ 

2. Kelompok lain berpendapat: Jenazah tidak dishalatkan hanya saat 
matahari tenggelam dan terbit saja, dan boleh dishalatkan setelah Ashar 
selama matahari belum menguning, serta selepas Subuh selama langit 
belum terang. 


Takhrij-nya telah disebut sebelumnya. 
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3. Kelompok lain berpendapat: jenazah tidak boleh dishalatkan 
pada lima waktu yang ada larangannya. Pendapat ini dikemukakan oleh 
'Atha', An-Nakha’i dan ulama lainnya. Pendapat ini adalah analogi darr 
pendapat Abu Hanifah. 

Syafi'i berpendapat: jenazah boleh dishalatkan kapan saja. Sebab, 
larangan yang dimaksudkan adalah untuk shalat nafilah, bukan untuk 
shalat sunah sebagaimana yang telah dibahas di atas. 


Pasal keempat: Tempat melaksanakan shalat jenazah 

Para ulama berbeda pendapat tentang pelaksanaan shalat jenazah di 
dalam masjid. 

1. Ada yang membolehkan dan ada yang memakruhkan (seperti 
Abu Hanifah dan beberapa sahabat Malik). 

2. Terdapat riwayat dari Malik yang menyebutkan makruhnya 
shalat jenazah di dalam masjid. Khususnya adalah ketika 
jenazah berada di luar masjid sedangkan orang-orang berada di 
dalam masjid. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya riwayat Malik yang 
menyebutkan bahwa seorang wanita meminta agar jenazah Sa’ad bin Abu 
Waqqash dilewatkan di depan masjid agar dia dapat mendoakannya, tapi 
orang-orang mengingkarinya. Maka Aisyah RA berkata, "Alangkah 
cepatnya orang-orang lupa, tidaklah Rasulullah SAW menyalatkan Sahal 
bin Bayadh kecuali di dalam masjid.”^^* 

Hadits lainnya dari Abu Hurairah RA menjelaskan bahwa 
Rasulullah SAW bersabda, 

.<J ^ 9j\Z>r ^ 

"Barangsiapa yang menyalatkan jenazah di dalam masjid maka dia 
tidak mendapatkan apa-apa (tidak mendapatkan pahala). 


Shahih. HR. Muslim (973), Abu Daud (3189), At-Tirmidzi (1033), An-Nasa'i 
(1966 dan 1967,4/68), Ibnu Majah (1518), dan Ahmad (6/261). 

Hasan. dengan redaksi, 

.il 50 
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Hadits dari Aisyah RA adalah kuat, sedangkan hadits dari Abu 
Hurairah RA tidak disepakati kekuatannya. Hanya saja, pengingkaran 
para sahabat terhadap hadits dari Aisyah RA menunjukkan bahwa yang 
lebih masyhur dalam hal menyalati mayit tidak seperti itu (di dalam 
masjid). Hal tersebut dikuatkan oleh riwayat yang menyebutkan bahwa 
Rasulullah SAW menyalatkan Raja Najasyi dalam mushalla rumah 
beliau, bukan dalam masjid. 

Sebagian ulama menduga penyebab larangan dalam hal ini adalah 
karena mayit manusia adalah bangkai. Namun pendapat ini lemah. 
Karena hukum tentang mayit telah dijelaskan oleh syari'at dan mayat 
manusia tidak begitu saja dapat dikatakan sebagai bangkai, kecuali jika 
ada dalil yang menerangkannya. 


Sebagian ulama memakruhkan shalat jenazah di atas kuburan 
karena adanya larangan shalat di lokasi tersebut. Namun mayoritas ulama 
membolehkahnya berdasarkan keumuman sabda Rasulullah SAW: 




“Bumi telah diciptakan untukku sebagai masjid dan suci. 


Pasal kelima: Syarat-syarat shalat jenazah 

Mayoritas ulama sepakat bahwa di antara syarat-syarat shalat 
jenazah adalah bersuci. Seluruh ulama juga sepakat bahwa di antara 
syaratnya adalah menghadap kiblat. Namun mereka berbeda pendapat 
tentang bolehnya bertayamum jika dikhawatirkan akan tertinggal 
mengikuti shalat jenazah. 

1. Sekelompok ulama berpendapat, boleh bertayamum jika 
dikhawatirkan akan tertinggal. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu 
Hanifah, Sufyan, Al Auza’i dan jamaah. 

2. Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat; tidak boleh shalat 
jenazah dengan bertayamum. 


"... maka dia tidak mendapatkan apa-apa. ” (HR. Abu Daud [3191], Ibnu Majah 
[1517], Ahmad (2/444, 455 dan 505), Ath-Thayalisi [2310], Ibnu Al Ja’d [2751 
dan 2752], Al Baihaqi [4/52], serta dinilai hasan oleh Al Albani). 

Shahih. TakhriJ-nya telah disebut sebelumnya. 
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Sebab perbedaan pendapat: VQng-qiyas-an shalat jenazah dengan 
shalat wajib. Bagi ulama yang menyamakan shalat jenazah dengan shalat 
wajib maka menilai bolehnya bertayamum. Sedangkan bagi ulama yang 
tidak menyamakannya dengan shalat wajib, maka tidak membolehkan 
tayamum, karena hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah atau sunah 
kifayah -dan mereka berbeda pendapat tentang batasan ini-. 

Sekelompok ulama lain berpendapat beda dari kebanyakan ulama, 
mereka justru membolehkan shalat jenazah tanpa thaharah. Pendapat ini 
dikemukakan oleh Asy-Sya’bi. Menurut mereka, shalat jenazah tidak 
termasuk dalam jajaran nama shalat, shalat jenazah tidak lebih hanya 
sekedar doa, karena tidak ada ruku’ dan sujud di dalamnya. 


Bab VI 


Pemakaman jenazah 


Para ulama sepakat bahwa hukum memakamkan jenazah adalah 
wajib. Landasan hukumnya adalah firman Allah SWT, 


JLI 


‘‘Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul, orang- 
orang hidup dan orang-orang mati. " (Qs. Al Mursalaat [77]: 25-26) 


Dan firman Allah SWT, 


t 




“Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di 
bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana dia 
seharusnya menguburkan mayat saudaranya. ” (Qs. Al Maa’idah [5]: 31) 

Malik dan Syafi'i memakruhkan pengecoran (penembokan) 
kuburan, sedangkan Abu Hanifah membolehkannya. 

Sekelompok ulama juga memakruhkan untuk duduk di atas 
kuburan, mereka menakwilkan larangan duduk di atas kuburan karena 
kepentingan kemanusiaan. 
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Atsar-atsar yang melarang hal itu diantaranya adalah hadits dari 
Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang 
menembok kuburan, memberi tulisan, duduk di atasnya dan 
membangunnya.”^^^ 

Dan hadits dari Amir bin Hazm, dia berkata, "Rasulullah SAW 
melihatku berada di atas kuburan lalu bersabda. 




"Turunlah dari kuburan itu! Sehingga kamu tidak menyakiti 
penghuninya dan dia pun tidak menyakitimu. 

Bagi ulama yang membolehkan untuk duduk di atas kuruban 
mereka her-hujjah dengan hadits dari riwayat Zaid bin Tsabit RA, dia 
berkata, "Larangan Rasulullah SAW untuk duduk di atas kuburan adalah 
duduk untuk membuah hajat besar atau kencing.”^*' 


Para ulama menilai bahwa hadits tersebut diperkuat oleh sebuah 
hadits yang diriwayat dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah 
SAW bersabda, 


,j\j l jl ij-* 


» , 


"Barangsiapa duduk di atas kuburan lalu membuang air seni 
(kencing) atau air besar, maka dia seolah-olah telah duduk di atas bara 
api."^^^ 

Dan inilah pendapat yang dijadikan pedoman oleh Malik, Abu 
Hanifah dan Syafi'i. 
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Shahih. HR. Muslim (970), Abu Daud (3262), At-Tirmidzi (1052), An-Nasa'i 
(4/86), Ibnu Majah (1563), Ahmad (3/255), dan Abdurrazzaq (6488). 

Shahih. HR. Ath-Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (1/515), dan dinilai 
shahih oleh Al Albani dalam Ash-Shahihah (2960). 

HR. Al Bukhari secara ta ’liq (3/222), dan dinilai shahih oleh Ibnu Hajar. 

Shahih. HR. Muslim (971), Abu Daud (3228), An-Nasa'i (4/95), Ibnu Majah 
(1566), Ahmad (2/311, 389 dan 444), serta Ath-Thayalisi (2544). Redaksi 
dalam riwayat Muslim adalah. 




"Seseorang dari kalian duduk di atas bara api hingga bajunya terbakar dan 
merembet ke kulitnya lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur. " 
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KITAB ZAKAT 


Pembahasan seputar zakat setelah mengetahui kewajibannya 
terangkum dalam lima bagian: 


Babi 

Mengetahui Orang yang Wajib Membayar Zakat 

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah 
orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan 
mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang telah mencapai satu 
nishab. 

Namun para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas 
anak yatim, orang gila, hamba sahaya, kafir dzimmi, dan orang yang tidak 
pasti kepemilikannya (seperti orang yang mempunyai utang atau 
memiliki piutang, atau hartanya tidak bisa diambil). 

Adapun tentang anak kecil: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak kecil wajib 
mengeluarkan zakat dari hartanya. Ini sebagaimana yang dikemukakan 
oleh Ali, Ibnu Umar, Jabir, dan Aisyah RA (dari kalangan ulama 
sahabat), begitu juga Malik, Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu 
Tsaur, dan sejumlah ulama dari berbagai negeri. 

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa anak kecil tidak 
wajib mengeluarkan zakat, sebagaimana yang dipegang oleh An-Nakha'i, 
Al Hasan, dan Said bin Jubair dari kalangan ulama tabi'in. 

Sekelompok ulama lainnya yang membedakan antara harta hasil 
bumi dan bukan, mereka berpendapat bahwa jika harta yang ada berupa 
hasil bumi, maka anak kecil terkena wajib zakat, dan jika selain hasil 
bumi (seperti ternak, mata uang, dan lain-lain), tidak wajib zakat baginya. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para pengikutnya. 
Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa yang wajib dizakati oleh anak 
kecil hanyalah mata uang, sedangkan lainnya tidak. 
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Sebab perbedaan pendapat: Beda pendapat para ulama 
berpangkal dari perbedaan pemahaman zakat secara syar'iat, apakah 
zakat itu ibadah yang sama kedudukannya dengan salat dan puasa, 
ataukah merupakan hak fakir miskin yang memang harus dibayar oleh 
orang-orang kaya. Jika zakat tergolong sebagai ibadah, maka syaratnya 
harus baligh. Namun jika zakat tergolong hak bagi fakir miskin yang 
harus dibayar oleh orang kaya, maka tidak disyaratkan keharusan baligh. 

Sedangkan pendapat yang membedakan antara hasil bumi dengan 
yang bukan, serta antara yang tersembunyi dan yang jelas, maka sampai 
saat ini kami tidak mengetahui dasar dan alasannya. 

Adapun bagi kafir dzimmi, mayoritas ulama tidak mewajibkan 
zakat, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa 
zakat justru dilipat gandakan kewajibannya bagi orang-orang Nasrani 
Bani Taghlib (yakni, diambil kewajiban zakat dari mereka dua kali lipat 
dari apa yang diambil dari kaum muslimin, dalam segala jenis harta). 
Diantara ulama yang berpendapat demikian adalah Syafi'i, Abu Hanifah, 
Ahmad, dan Ats-Tsauri. Sedangkan Malik tidak memiliki pendapat 
dalam hal ini. 

Mereka yang berpendapat demikian berargumentasi kepada 
tindakan Umar bin Khaththab RA yang memungut zakat dari orang-orang 
Nasrani Bani Taghlib. Para ulama sepertinya berasumsi bahwa masalah 
seperti ini adalah urusan taugifi, namun sebenarnya justru bertentangan 
dengan dasar pokok. 

Sedangkan tentang zakatnya para budak (hamba sahaya), dalam hal 
ini para ulama memiliki tiga pendapat: 

1. Sebagian ulama mengatakan bahwa budak tidak wajib membayar 
zakat. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Umar, Jabir, Malik, Ahmad, 
dan Abu Ubaidah dari kalangan ulama fikih. 

2. Ulama lain mengatakan bahwa harta budak wajib dizakati oleh 
majikannya. Ini dikemukakan oleh Syafi’i berdasarkan riwayat dari Ibnu 
Mundzir, Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan para pengikutnya. 

3. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa budak wajib menzakati 
hartanya. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar RA (dari kalangan 
sahabat), dan 'Atha' (dari kalangan tabi'in) dan Abu Tsaur (dari kalangan 
ulama fikih dan madzhab Azh-Zhahiri). 
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Mayoritas ulama yang berpendapat tidak wajib zakat atas harta 
budak mengatakan bahwa mukatab (budak yang terikat perjanjian bebas 
dengan menebus diri) tidak wajib mengeluarkan zakat sampai dia benar- 
benar merdeka. Namun Abu Tsaur tetap berpendapat bahwa mukatab 
juga wajib untuk membayar zakat. 

Perbedaan pendapat para ulama disebabkan karena perbedaan 
pemahaman mereka apakah budak mempunyai hak milik penuh atas 
hartanya ataukah tidak. Ulama yang menganggap budak tidak 
mempunyai hak milik penuh atas hartanya, karena pemiliknya adalah si 
majikan dan harta tersebut akan selalu di tangan majikan, berpendapat 
bahwa pembayar zakat adalah kewajiban majikan. Sedangkan ulama 
yang menganggap bahwa pemegang hak milik harta seorang budak 
tidaklah jelas karena si budak adalah pemiliknya tapi majikan juga 
berhak meminta harta tersebut darinya, berpendapat bahwa pada dasarnya 
tidak ada kewajiban zakat bagi budak ini. 

Adapun ulama yang menyamakan kewajiban orang merdeka dan 
kewajiban penguasa harta budak dalam membelanjakan harta yang ada 
berpendapat bahwa kewajiban zakat dibebankan kepada siapa yang 
berhak membelanjakan harta tersebut. Karena zakat diwajibkan kepada 
orang yang mampu, tidak dibatasi baik orang yang merdeka ataukah 
budak, dan zakat merupakan ibadah yang dibebankan kepada setiap 
orang yang mukallaf. 

Orang yang memiliki harta kekayaan namun terjerat utang yang 
jika harta tersebut diambil untuk menutup utang maka akan berkuranglah 
dari satu nishab, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat; 

1. Abu Tsaur, Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, dan sekelompok ulama 
berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat (baik biji-bijian ataupun 
selainnya) sampai yang bersangkutan dianggap dapat menutupi utangnya 
terlebih dahulu. Dan jika sisanya masih mencapai satu nishab, maka harta 
tersebut wajib dizakati dan jika tidak maka tidak wajib untuk dizakati. 

2. Sedangkan Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa 
utang tidak menghalangi zakat biji-bijian, tetapi hanya menghalangi zakat 
harta selain biji-bijian. 

3. Malik berpendapat bahwa utang hanya menghalangi zakat mata 
uang. Namun, jika ada harta benda lain yang dimiliki cukup untuk 
menutup utang, maka mata uang juga harus dizakati. 
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4. Sebagian ulama berpendapat bahwa utang tidak menggugurkan 
kewajiban zakat. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan para ulama dalam 
mengategorikan zakat, apakah sebagai ibadah atau sebagai hak fakir 
miskin yang berada di tangan orang kaya. Jika zakat dipandang sebagai 
hak fakir miskin yang harus dibayarkan oleh orang kaya, maka orang 
yang mempunyai utang tidak wajib zakat, karena hak orang yang punya 
piutang (yang memberi pinjaman) harus didahulukan daripada hak fakir 
miskin, dan harta itu sebenarnya milik orang yang berpiutang, bukan 
milik si pemegang. 

Sedangkan jika zakat dipandang sebagai ibadah, seperti halnya 
shalat dan puasa, orang yang mempunyai utang tetap wajib menunaikan 
zakat. Karena ibadah adalah wajib bagi setiap mukallaf, dan tidak ada 
hubungannya dengan utang. Juga, zakat adalah kewajiban manusia 
kepada Allah SWT, dan menutup utang adalah kewajiban terhadap 
sesama manusia. Kewajiban kepada Aliah tentu harus lebih didahulukan. 


Akan tetapi yang lebih dekat dengan tujuan syari'at adalah 
gugurnya zakat bagi orang yang mempunyai utang berdasarkan sabda 
Rasulullah S A W, 


9 ^ ^ 'y 9 1* f ^ ^ 


"Zakat adalah yang diambil dari orang kaya mereka, lalu 
dibagikan kepada orang fakir mereka. 
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Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1395, 1458, 1496, 2448, 2347 dan 7371), 
Muslim (19), Abu Daud (1584), At-Tirmidzi (625), An-Nasa'i (2/5), Ibnu 
Majah (1783), dan Ahmad (1/233) dari hadits Ibnu Abbas RA. Teks sempurna 
hadits tersebut adalah: Bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke 
Yaman, beliau bersabda. 
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"Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahlul Kitab, maka 
jadikanlah pertama kali yang engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka 
beribadah kepada Allah. Apabila mereka telah mengetahui Allah, maka 
kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat 
lima waktu dalam sehari dan semalam mereka. Apabila mereka telah 
melakukannya, maka kabarilah mereka bahwa Allah mewajibkan kepada 
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Sedangkan orang yang memiliki utang tidak disebut sebagai orang 

kaya. 

Para ulama yang membedakan antara biji-bijian dan selainnya, atau 
juga membedakan antara mata uang dengan yang lain. Kami tidak 
mengetahui dasar dan alasannya yang pasti. 

Abu 'Ubaid mengatakan: bahwa orang yang tidak diketahui 
mempunyai utang kecuali dari pengakuannya saja, maka dia tidak 
dipungut zakat. Jika orang tersebut memang diketahui berhutang, itu pun 
juga tidak dipungut zakat. Ini tidak bertentangan dengan pendapat yang 
mengatakan bahwa utang menggugurkan kewajiban zakat, namun 
bertentangan dengan pendapat yang mengatakan bahwa zakat tetap wajib 
bagi orang yang memiliki utang. 

Adapun tentang harta yang berada dalam tanggungan orang lain: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang lain yang memegang 
harta tersebut tidak wajib menzakati, walau batas waktunya mencapai 
satu tahun. Ini adalah salah satu dari pendapat Syafi'i dan AI-Laits, atau 
giyas dari pendapat mereka. 

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pemegang harta itu 
wajib menzakatinya jika batas waktunya sudah mencapai beberapa tahun. 

3. Malik berpendapat bahwa pemegang harta tersebut wajib 
menzakatinya hanya untuk sekali zakat, walaupun dia memegang harta 
tersebut bertahun-tahun lamanya. 

Aturan tersebut berlaku bagi harta yang boleh dipinjam. Adapun 
untuk harta yang tidak boleh dipinjam (seperti harta waris yang belum 
dibagi), maka harus dizakati setiap tahun oleh pemegangnya. Masalah ini 
lebih detail telah dirinci dalam madzhab Maliki. 

Serupa dengan masalah di atas adalah perbedaan pendapat para 
ulama tentang zakat buah-buahan yang dibeli di atas pohon (milik orang 
lain) dan tanah yang disewa, siapakah yang wajib membayar zakatnya, si 
pemilik tanah ataukah di pemilik tanaman. 


mereka untuk membayar zakat yang diambil dari harta dan diberikan kepada 
orang fakir mereka. Dan apabila mereka telah mentaatimu dengan kewajiban 
tersebut, maka ambillah (zakat) dari mereka, tetapi hindarilah harta berharga 
mereka." 
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Masalah pertama: Zakat buah-buahan dari pohon yang tidak 
disedekahkan 

1. Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa buah-buahan tersebut wajib 
dizakati. 

2. Sedangkan Makhul dan Thawus berpendapat bahwa buah- 
buahan tersebut tidak wajib untuk dizakati. 

3. Sebagian ulama lainnya membedakan antara konteks buah- 
buahan dari pohon milik orang miskin dan milik umum. Dan kalangan 
ulama ini mewajibkan jika pohon tersebut milik umum, namun tidak 
wajib jika pohon tersebut milik orang miskin. 

Namun, bukan berarti ulama yang mewajibkan buah-buahan ini 
untuk dizakati walau milik orang miskin mengesampingkan unsur syarat: 

1. Buah-buahan tersebut termasuk dalam bagian jenis harta yang 
kurang. 

2. Harta tersebut berada di tangan kalangan orang yang termasuk 
dalam golongan orang yang layak diberi zakat, dan bukan golongan 
orang yang wajib mengeluarkan zakat. 


Masalah kedua: Zakat tanah yang disewakan 

Siapakah yang wajib membayar zakatnya? 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib membayarnya 
adalah pemilik tanaman. Pendapat ini dikemukakan oleh Malik, Syafi'i, 
Ats-Tsauri, Ibnu Al Mubarak, Abu Tsaur, dan sekelompok ulama lain. 

2. Sedangkan Abu Hanifah dan jamaah berpendapat bahwa 
pembayar zakatnya adalah pemilik tanah, bukan si penyewa. 

Sebab perbedaan pendapat: Bersumber dari masalah apakah 
zakat sepuluh persen itu wajib bagi tanah dan tanaman secara terpisah, 
ataukah gabungan bagi tanah dan tanaman. Sayangnya, tidak ada seorang 
ulama pun yang menyatakan bahwa kewajibannya masuk ke dalam 
gabungan tanah dan tanaman. Para ulama justru menilai bahwa 
kewajiban zakatnya berlaku terpisah antara tanah atau tanamannya saja, 
maka mereka pun berpendapat tentang pembayar zakatnya harus berbeda 
menurut masing-masing alasan. 
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Seharusnya, para ulama menyepakati bahwa wajibnya zakat 
berlaku karena hak milik tanah dan tanamannya. Jumhur ulama 
mendasarkan kewajiban zakat tersebut karena biji tanamannya. 
Sedangkan Abu Hanifah mendasarkan kewajiaban zakat tersebut karena 
tanahnya. 


Masalah ketiga: Tanah milik pemerintah jika beralih ke tangan 
kaum muslimin 

Para ulama berbeda pendapat tentang zakat tanah yang bukan milik 
pribadi (tanah negara yang digarap petani dengan membayar pajak/upeti). 

1. Jumhur ulama berpendapat wajib dikeluarkan zakatnya. 

2. Sedangkan Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat tidak 
wajib dikeluarkan zakatnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah zakat itu diwajibkan karena 
tanah, ataukah karena hasil panennya. Jika karena tanahnya, maka tidak 
mungkin ada dua kewajiban (zakat dan pajak). Kalau karena hasil 
panennya, padahal zakat adalah urusan hasil panen, sedangkan pajak 
adalah urusan tanah. 

Persoalannya hanya berkisar pada persoalan status hak milik, 
apakah yang demikian itu si petani dianggap mempunyai hak milik penuh 
ataukah tidak. Karena itu, para ulama berbeda pendapat apakah tanah hak 
pakai (bukan hak milik penuh) boleh dijual ataukah tidak. 


Masalah keempat: Tanah wajib zakat yang berpindah ke tanah 
wajib pajak 

Bagaimana jika sawah atau ladang hak guna tersebut digarap oleh 
orang kafir dzimmi? 

1. Jumhur ulama berpendapat tidak ada kewajiban zakat. 

2. Sedangkan An-Nu'man berpendapat bahwa jika seorang kafir 
dzimmi membeli sawah atau ladang dalam kondisi demikian, maka tidak 
wajib untuk menzakati hasil tanamannya, dan hanya wajib membayar 
upeti/pajak (kharaj). Namun jika sawah atau ladang tersebut pindah ke 
tangan orang Islam, maka yang wajib dikeluarkan adalah zakat 
tanamannya, bukan pajaknya. 
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Berikut ini akan dibahas beberapa masalah yang menyangkut 
kepemilikan; 


Masalah pertama: Zakat yang hilang 

Jika seseorang membayar zakat, lalu zakat tersebut hilang sebelum 
diterima, maka: 

1. Sebagian ulama berpendapat zakat tersebut cukup baginya. 

2. Sebagian ulama berpendapat bahwa pembayar zakat harus 
menjamin zakat tersebut sampai ke tangan penerima. 

2. Sebagian ulama lagi membedakan waktunya, apakah zakat 
tersebut dibayar sedini mugkin atau menunggu sempatnya si pemilik 
harta. Jika dibayarkan setelah lewat beberapa hari dari batas awalnya, 
maka si pemilik harta yang menanggung (harus membayarkan kembali). 
Jika dibayarkan di awal waktunya lalu tanpa sengaja melalaikannya, 
maka dia tidak wajib untuk menzakati ulang. 

Inilah madzhab yang masyhur dari Malik. Sedangkan Syafi'i dan 
Abu Ats-Tsaur berpendapat bahwa jika ada unsur keteledoran, wajib 
dizakati ulang. Dan jika tidak ada unsur keteledoran, maka wajib 
menzakati harta yang tersisa. 

Kesimpulannya, ada lima pendapat ulama dalam hal ini, 
sebagaimana berikut ini: 

1. Si pelaku harus menanggung secara penuh. 

2. Tidak wajib menanggung. 

3. Jika teledor, maka dia harus menanggung, dan jika tidak maka 
dia tidak harus menanggungnya. 

4. Jika teledor, maka wajib dizakati ulang sesuai dengan jumlah 
yang hilang. Dan jika tidak teledor, maka hanya wajib dizakati dari 
prosentase harta yang tersisa. 

5. Pemberi dan penerima zakat dianggap telah sama-sama 
kehilangan, maka dizakati dengan prosentase baru. Yakni, dari harta yang 
tersisa. 
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Masalah kedua: Harta yang binasa sebelum dikeluarkan zakatnya 

Apabila ada harta benda yang sudah wajib zakat, lalu sebelum 
dizakati ternyata musnah, maka bagaimana zakatnya? 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa harta yang tersisa wajib 
dizakati. 

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pemberi dan 
penerima zakat disamakan dengan kongsi, artinya masing-masing pihak 
dianggap telah kehilangan, dan sisa harta yang masih ada tetap dizakati. 

Perbedaan pendapat tersebut timbul karena disamakannya zakat 
dengan utang. (Maksud kami, urusan zakatnya berhubungan dengan hak 
yang memang harus dikeluarkan dengan tanggungan (tanggung jawab) 
dan bukan dengan keberadaan harta benda. Karena zakat adalah 
kewajiban yang menyangkut keberadaan harta benda, dan bukan 
dianggap sebagai tanggung jawab untuk menyampaikan, seperti tangung 
jawab penerima amanat dan lain sebagainya). 

Ulama yang menyamakan zakat dengan amanat, menilai zakat tetap 
wajib dikeluarkan tanpa peduli zakat tersebut sampai di tangan penerima 
ataupun hilang sebelum diterima. Ulama yang menyamakan zakat dengan 
utang berpendapat bahwa zakat tersebut harus kembali diganti. Ulama 
yang tidak membedakan antara keteledoran dengan kesengajaan, 
menyamakan zakat dengan amanat. Yang berarti, jika kehilangan terjadi 
karena unsur keteledoran, maka pelakunya wajib mengganti harta yang 
dihilangkan tersebut. 

Adapun ulama yang berpendapat jika hilangnya zakat tersebut 
karena faktor keteledoran lalu harta yang tersisa wajib dizakati, mereka 
ini menyamakan masalah tersebut dengan masalah harta yang binasa 
sebelum dizakati, dan yang harus dizakati adalah hanya harta yang 
tersisa. 

Sebab perbedaan pendapat: Keraguan para ulama dalam 
menyamakan pemilik harta dengan orang yang berhutang, pemegang 
amanat, salah satu sekutu dalam usaha, atau orang yang hartanya binasa 
sebelum terkena wajib zakat. 

Para ulama sepakat bahwa apabila harta benda yang sudah wajib 
dizakati dan belum dikeluarkan zakatnya karena faktor keteledoran, lalu 
harta itu binasa, sepengetahuan kami, para ulama sepakat bahwa 
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pelakunya harus menjamin. Namun, menurut madzhab Maliki, ketentuan 
tersebut tidak berlaku bagi hewan ternak yang wajib zakatnya 
disyari’atkan mencapai masa haul (masa satu tahun kepemilikan) dan 
digembalakan di alam bebas. 


Masalah ketiga: Orang yang meninggal dan masih menyisakan 
tanggungan zakat 

Tentang orang yang meninggal dan masih menyisakan tanggungan 
zakat, para ulama berbeda pendapat: 

1. Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat wajib di¬ 
keluarkan zakatnya dari pokok harta benda yang ditinggalkan. 

2. Sebagian ulama berpendapat: jika mayit meninggalkan wasiat, 
maka sepertiga hartanya digunakan untuk membayar zakat. Dan jika 
tidak berwasiat, maka tidak perlu memilah dari sepertiga harta untuk 
zakat. 

3. Sebagian ulama lainnya berpendapat: tetap harus dizakati walau 
sisa sepertiga harta tidak mencukupi batas untuk zakat (dengan cara 
kembali menggabungkan dengan harta pokok). 

4. Sebagian ulama berpendapat: zakatnya harus diambilkan dari 
sepertiga harta peninggalan, dan jika tidak mencukupi maka tidak perlu 
dizakatkan. 

Malik membenarkan dua pendapat ini, namun yang paling masyhur 
adalah yang mengatakan diutamakannya wasiat dalam hal zakat. 


Masalah keempat: Apabila seseorang menjual hasil panen yang telah 
wajib zakat 

Abu Tsaur berpendapat bahwa pemilik tanah wajib membayar 
zakat dengan hartanya, kemudian dia harus memberikan pembeli ganti 
uang seharga apa yang dia jual. 

1. Syafi’i berpendapat bahwa jual beli tersebut tidak sah. 

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa pembeli boleh memilih untuk 
melanjutkan pembelian atau mengurungkannya, sedangkan zakatnya 
tetap diambil dari hasil panen yang wajib zakat tersebut. 
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3. Malik berpendapat bahwa pembayar zakatnya adalah si penjual. 

Sebab perbedaan pendapat: Bersumber dari penyerupaan 
menjual barang zakat dengan menghilangkan dan membinasakannya. 
Ulama yang beranggapan demikian mengatakan bahwa zakat ditanggung 
oleh orang yang menghilangkan dan membinasakannya. Sedangkan 
ulama yang beranggapan bahwa menjual tidak sama dengan 
menghilangkan atau membinasakan maka tanggungan zakatnya berada 
pada harta yang ada. 

Kemudian, apakah jual beli barang semacam itu sah atau tidak? Ini, 
insya Allah, akan dibahas dalam pembahasan Kitab Jual Beli. 

Masih dalam pembahasan serupa dengan di atas, para ulama 
berbeda pendapat tentang zakat atas harta hibah. Atau juga seputar 
beberapa masalah terkait yang telah kami sebutkan detail pendapat ulama 
yang tidak kami mempertentangkan walau pendapat tersebut tidak sejalan 
dengan pendapat kami. Meski kemudian memang menyulitkan kami 
untuk memberi motif-motif beda pendapat yang di dalamnya terdapat 
banyak unsur istihsan. 

Seperti penjelasan para ulama tentang utang yang harus dizakati 
dan yang tidak wajib dizakati, atau juga tentang utang yang gugur dari 
kewajiban zakat dan yang tidak gugur. 

Dan pendapat kami yang kami anggap layak untuk dikemukakan di 
sini adalah harus terlebih dahulu diupayakan memilah pihak-pihak yang 
terkena wajib zakat, syarat-syarat pemilik harta yang wajib mengeluarkan 
zakat, dan hukum-hukum berkait dengan orang yang terkena wajib zakat. 

Ada beberapa aspek hukum yang cukup populer yang perlu 
dibahas. Seperti beberapa tema berikut ini; 


Bagaimana hukum orang yang enggan membayar zakat namun dia 
mengakui bahwa zakat itu wajib? 

Abu Bakar RA berpendapat bahwa hukumnya murtad. Inilah yang 
pernah diterapkan oleh beliau terhadap orang-orang Arab yang enggan 
membayar zakat, beliau memerangi mereka dan menawan anak cucu 
mereka. Namun Umar RA berpendapat lain dan membebaskan orang 
yang dijadikan budak dari kalangan yang enggan membayar zakat. 
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1. Jumhur ulama sepakat dengan pendapat Umar RA. 

2. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang mukmin yang tidak 
mau menjalani salah satu kewajiban, hukumnya kafir, walaupun 
mengakui kewajiban tersebut. 

Sebab perbedaan pendapat: Berangkat dari pertanyaan: apakah 
iman (lawan kafir) itu cukup dengan percaya di dalam hati saja, ataukah 
disyaratkan ada realisasinya dalam bentuk pengamalan. 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa syarat iman antara lain harus 
direalisasikan dalam bentuk amalan. 


2. Sebagian yang lain lagi berpendapat bahwa realisasi berupa 
pengamalan tidak termasuk syarat iman. Bahkan, walau tidak melafalkan 
kalimat syahadat asalkan hatinya percaya, maka hukumnya dia telah 
beriman. 


3. Jumhur ulama (kalangan Ahlus-Sunnah wal Jama'ah) 
berpendapat bahwa iman dalam arti lawan dari kafir, tidak disyaratkan 
adanya perbuatan, yakni hanya cukup dengan pengakuan dalam hati dan 
dilafazhkan dengan kalimat syahadat. 


Ini berdasarkan hadits Nabi SAW, 
IJ “^1 


"Aku telah diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga 
mereka mengucapkan, 'Tiada tuhan yang patut disembah selain Allah,' 
dan percaya kepada (ajaran dan kenabian)ku. 

Hadits ini menunjukkan adanya syarat iman dengan adanya 
pengetahuan, yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk ucapan. Dan ini 
merupakan bagian dari amalan-amalan iman. 

Ulama yang menyamakan semua amalan yang wajib dengan 
ucapan, mengatakan bahwa amal perbuatan yang diwajibkan adalah 
syarat iman. Sedangkan ulama yang menyerupakan ucapan dengan semua 
amalan -seperti yang disepakati jumhur yang menilai dia bukanlah syarat 
iman-, mengatakan bahwa yang merupakan syarat iman hanya percaya, 


Shahih. HR. Muslim (21), Abu Daud (2640), At-Tirmidzi (2606), An-Nasa'i 
(6/6 dan 7), Ibnu Majah (3927), serta Ahmad (2/314, 377, 423, 439, 475, 482, 
502 dan 528). Semuanya dari hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah RA. 
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sehingga orang yang percaya dihukumi sebagai orang yang beriman di 
sisi Allah. 

Namun kedua pendapat ini syadz, dan pengecualian melafalkan 
syahadatain dari seluruh amalan inilah yang menjadi pendapat jumhur. 


Harta yang Wajib Dizakati 

Tentang harta yang wajib dizakati, maka para ulama sepakat atas 
beberapa jenis harta dan berbeda pendapat atas beberapa jenis harta lain. 

Yang para ulama sepakati adalah: dua jenis logam, yaitu emas dan 
perak yang bukan untuk perhiasan; tiga jenis hewan (yaitu unta, sapi, dan 
kambing), dua jenis tanaman biji (yaitu jagung dan gandum), serta dua 
jenis buah-buahan (yaitu kurma dan anggur). 

Sedangkan pada tanaman biji yang menghasilkan minyak, para 
ulama berbeda pendapat. 

Mereka juga berbeda pendapat tentang zakat emas yang dipakai 
untuk perhiasan: 

1. Para ulama fikih dari Hijaz (seperti Malik, Al-Laits dan Syafi'i) 
berpendapat bahwa jika emas digunakan untuk perhiasan dan pakaian, 
maka tidak wajib untuk dizakatkan. 

2. Sedangkan Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat tetap 
wajib dizakati. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan dalam mengategorikan 
emas perhiasan, apakah hukumnya disamakan dengan harta benda yang 
ada manfaatnya atau dengan logam dan perak yang bernilai tinggi. 

Ulama yang menyamakan emas perhiasan dengan harta benda tidak 
mewajibkan zakat, karena emas perhiasan tidak ada manfaatnya. 
Sedangkan ulama yang menyamakan emas perhiasan dengan logam dan 
perak yang bernilai tinggi mewajibkan zakat emas perhiasan karena 
ketinggian nilai ekonominya, walaupun tidak mendatangkan penghasilan 
tambahan. 

Sebab lain yang melatar belakangi perbedaan pendapat tersebut 
adalah beragamnya hadits Rasulullah SAW: 

Jabir bin Abdullah RA meriwayatkan hadits dari Nabi SAW, bahwa 
beliau bersabda. 
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"Tidak ada kewajiban zakat pada emas perhiasan. 

Dan 'Amru bin Syu'aib RA meriwayatkan hadits dari ayahnya dari 
kakeknya, "Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW sambil 
mengajak putrinya yang mengenakan dua gelang emas di tangannya, lalu 
Rasulullah menegur perempuan itu. 


'Apakah gelang itu kamu zakati?' Dia menjawab, 'Tidak. 
Rasulullah lalu bersabda, 'Apakah kamu senang jika kelak di hari Kiamat 
Allah memasangkan dua gelang di tanganmu dari api neraka? 

Maka perempuan itu pun melepas dua gelang tersebut dan 
memberikannya kepada Nabi SAW seraya berkata, "Dua gelang ini aku 
serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. 

Dua hadits di atas adalah dha'if, terutama hadits dari Jabir RA. 

Jadi, sebab pokok beda pendapat di atas adalah perbedaan dalam 
mengategorikan emas perhiasan apakah dikategorikan sebagai barang 
bernilai yang wajib zakat -walau tidak mendatangkan penghasilan- atau 
dikategorikan sebagai barang mati yang tidak mendatangkan keuntungan 
sehingga tidak wajib dizakatkan. 

Malik mengeluarkan dua pendapat tentang emas simpanan; 

1. Suatu saat dia menyamakannya dengan emas perhiasan. 

2. Di lain kesempatan dia menyamakannya dengan barang bernilai 
tinggi. 


Dha'if. HR. Al Baihaqi (4/138), dari Ibnu Umar RA dan dianggap dha'if oleh Al 
Albani dalam Dha'if Al-Jami’ (4906), diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni 
(2/107) dari Jabir bin Abdullah dan isnad-nya dha'if 

Hasan HR. Abu Daud (1563), An-Nasa'i (5/38) dan dalam Al Kubra (2258), 
Ad-Daruquthni (2/122), serta Al Baihaqi (4/140) dari hadits Abdullah bin 'Amru 
RA. Dinilai hasan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Adapun perbedaan pendapat para ulama berkenaan dengan jenis 
hewan, ada ulama yang memperselisihkan jenisnya, dan ada pula yang 
memperselisihkan sifatnya. 

Jenis hewan yang mereka perselisihkan zakatnya adalah kuda. 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa kuda tidak wajib untuk 
dizakati. 

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat wajib dizakati, jika kuda 
tersebut diternak dan dimaksudkan untuk dikembangbiakkan. 

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan adanya pertentangan qiyas 
dengan lafadz hadits, dan kemungkinan asumsi adanya pertentangan 
antar lafadz hadits. 

Lafadz hadits yang menuturkan bahwa kuda tidak wajib zakat, 
adalah sabda Rasulullah SAW, 

^ ^ ^ ^ e X 

^ ^ ^ 1 « ✓ 

"Tidak ada wajib zakat bagi seorang muslim pada budak dan 
kudanya. 

Adapun qiyas yang menentang keumuman hadits di atas adalah 
qiyas kuda yang diternakkan berarti sama dengan unta dan sapi, maka 
wajib untuk dizakatkan. 

Sedangkan lafadz hadits lain yang diduga bertentangan dengan 
keumuman hadits di atas adalah sabda Rasulullah, 

'j J ^ J 

^ ^ ^ ^ ^ ' 

"Dan seseorang tidak boleh lupa akan hak Allah pada leher kuda 
dan punggungnya (yang dibawa di atas punggung kuda). 

"Hak Allah" ini oleh Abu Hanifah diartikan sebagai zakat, dan 
terbatas pada kuda ternak. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1463 dan 1464), Muslim (982), Abu Daud 
(1594 dan 1595), At-Tirmidzi (628), An-Nasa'i (2466, 2467, 2468, 2469, 2470 
dan 2471), serta Ibnu Majah (1812). 

Muttafag 'Alaih. Redaksi adalah penggalan dari hadits panjang yang 
diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. HR. Al Bukhari (2371, 2860, 3646, 4962, 
4963 dan 7356), Muslim (987), Abu Daud (1658 dan 1659), An-Nasa'i (5/12), 
serta Ahmad (2/262, 276 dan 383). 
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Al Qadhi berkata, "Hadits ini lebih pantas dikatakan mujmal 
daripada umum, sehingga dapat dijadikan hujjah untuk hukum zakat pada 
kuda. Di dalam permasalahan ini dua sahabat Abu Hanifah (Abu Yusuf 
dan Muhammad) yang telah menyelisihinya. Dan telah shahih dari Umar 
RA bahwa dia pernah mengambil zakat kuda. Namun ada ulama yang 
mengatakan bahwa itu berdasarkan kemauan si peternak kuda sendiri." 

Adapun ulama yang memperselisihkan konteks sifatnya adalah 
tentang as-saa'imah (hewan ternak) dari jenis unta, sapi, dan kambing, 
apakah hewan-hewan ini sama dengan yang bukan dimaksudkan tidak 
untuk ternak. 

1. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat pada tiga macam 
hewan itu wajib, baik diternak maupun tidak. Ini adalah pendapat Al- 
Laits dan Malik. 

2. Sedangkan ulama fikih dari kalangan Baghdad, Basrah, 
Damaskus, Makkah, dan Madinah berpendapat bahwa tiga hewan 
tersebut, jika tidak diternakkan maka tidak wajib dizakati. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara mutlaq 
dengan muqayyad, dan antara qiyas dengan lafadz hadits secara umum. 

Adapun mutlaq terdapat dalam sabda Rasulullah SAW, 

* ^ ^ ^ ^ i 

*Tada setiap empat puluh ekor kambing zakatnya adalah seekor 
kambing. 

Adapun hadits yang muqayyad adalah sabda Rasulullah SAW, 

"Pada kambing yang diternakkan wajib dizakati. 


Shahih. HR. Abu Daud (1568), At-Tirmidzi (621), Ibnu Majah (1798, 1805 dan 
1807), Ad-Darimi (1/464), dan Al Baihaqi (4/88), serta dinilai shahih oleh Al 
Albani. 

Shahih. HR. Al Bukhari (bab: Zakatul 'Ibit), Abu Daud (1567), An-Nasa'i 
(5/18), Ibnu Majah (1800), dan Ahmad (1/11), dari hadits Abu Bakar Ash- 
Shiddiq RA, dan diriwayatkan pula oleh Abu Daud dari hadits Abu Sa’id Al 
Khudri. 
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Ulama yang mengedepankan hadits yang mutlaq berpendapat 
bahwa kambing wajib dizakati baik diternakkan ataupun tidak. 
Sedangkan ulama yang mengedepankan hadits mugayyad berpendapat 
bahwa kambing yang wajib dizakati hanya yang diternak saja. 

Dengan kata lain, sebab beda pendapat dalam masalah ini adalah 
pertentangan dalil khitab atas keumumam hadits. Itu karena dalil khithab 
dalam sabda Rasulullah SAW, "Pada kambing yang diternakkan wajib 
dizakati," menunjukkan bahwa selain yang diternak tidak ada kewajiban 
zakat. 

Namun pada dasarnya dalil umum lebih kuat daripada dalil khithab, 
seperti yang lebih masyhur untuk dilakukan adalah dengan 
mendahulukan yang mutlag daripada mugayyad. 

Muhammad bin Hazm berpendapat bahwa kambing ada zakatnya, 
baik yang diternak maupun tidak. Dan begitu pula dengan unta. 
Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 

"Tidak ada zakat pada unta yang kurang dari lima ekor. 

Sedangkan tentang zakat sapi, tidak ditemukan nash hadits yang 
mengaturnya. Maka dalam hal ini, pendapat ijma' ulamalah yang harus 
diikuti. Mereka menilai bahwa batasan mewajibkan zakat hanya pada 
sapi yang diternakkan. Sehingga mengesampingkan pendapat ketiga yang 
membedakan antara sapi dan hewan lainnya. 

Adapun giyas yang bertentangan dengan keumuman sabda 
Rasulullah SAW, "Zakat pada empat puluh ekor kambing adalah seekor 
kambing," adalah giyas yang menyebutkan bahwa as-saa'imah 
merupakan hewan yang diniatkan untuk dikembangbiakkan dan meraih 
keuntungan. Dan inilah yang banyak terjadi. Sedangkan zakat merupakan 
sesuatu yang harus dikeluarkan dari kelebihan harta, dan kelebihan harta 
banyak ditemukan pada harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan 
atau mendatangkan keuntungan, karena itu disyaratkan adanya haul 
(melewati masa setahun kepemilikan). 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1405 dan 1447), Muslim (979), Abu Daud 
(1558), At-Tirmidzi (626 dan 627), An-Nasa'i (2445, 2472, 2474, 2475, 2482, 
2483 dan 2484), serta Ibnu Majah (1793) dari hadits Abu Sa'id Al Khudri RA. 
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Ulama yang mengkhususkan dalil umum dengan qiyas ini tidak 
mewajibkan zakat pada hewan yang tidak diternak. Sedangkan ulama 
yang tidak mengkhususkannya dan memandang bahwa dalil umum lebih 
kuat, mereka tetap mewajibkan zakat pada dua jenis hewan ternak 
maupun bukan ternak. 

Inilah sifat hewan yang diperselisihkan oleh para ulama akan 
kewajiban zakatnya. 


Para ulama telah bersepakat bahwa tidak ada zakat bagi sesuatu 
yang keluar dari hewan, kecuali madu yang hukumnya masih 
diperdebatkan oleh ulama. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa madu tidak wajib dizakati, 
namun sebagian ulama berpendapat wajib untuk dizakati. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaaan para ulama dalam 
menilai ke-shahih-an hadits yang menjelaskan perkara ini. Yaitu sabda 
Rasulullah SAW, 


.f - 


9 ^ 

^ J 


"Pada tiap sepuluh kantong madu, zakatnya adalah satu 
kantong. 

Adapun perselisihan pendapat ulama dari jenis tanaman yang wajib 
dizakatkan dibalik kesepakatan mereka tentang empat jenis yang telah 
kami paparkan di atas: 

1. Menurut sebagian ulama, hanya empat jenis tersebutlah yang 
wajib untuk dizakati. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abi Laila, Sufyan 
Ats-Tsauri dan Ibnu Al Mubarak. 


2. Sedang menurut Malik dan Syafi'i: yang wajib dizakati adalah 
segala hasil tanaman yang dapat disimpan lama dan menjadi makanan 
pokok. 

3. Dan Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman wajib 
dizakati, kecuali rumput, kayu bakar dan bambu. 

Sebab perbedaan pendapat: Baik antara ulama yang mewajibkan 
zakat pada tanaman tertentu maupun ulama yang mewajibkan zakat pada 


Shahih. HR. At-Tirmidzi (629), Al Baihaqi (4/162), dari Ibnu Umar RA, dan 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam /nva'Al Ghalil (810). 
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segala tanaman yang menjadi makanan pokok. Beda pendapat mereka 
disebabkan oleh beda sudut pandang apakah kewajiban zakat terjadi 
karena aspek c/zat-nya, ataukah karena 'illat-nya yang berupa makanan 
pokok. 

Ulama yang memandang zakat diwajibkan berdasar dzat-nya 
berpendapat bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman tertentu yang 
disebutkan dalam nash. Sedangkan ulama yang memandang zakat 
diwajibkan berdasar 'illat-nya berpendapat bahwa bukan hanya tanaman 
yang disebut dalam nash saja yang dizakati, namun segala tanaman yang 
menjadi tanaman pokok. 

Adapun beda pendapat antara ulama yang hanya mewajibkan zakat 
pada tanaman makanan pokok dengan ulama yang mewajibkan zakat 
pada segala jenis tanaman selain rumput, kayu bakar dan bambu adalah 
disebabkan karena adanya pertentangan giyas dengan keumuman lafadz 
nash. 


Lafadz hadits yang menunjukkan keumuman adalah sabda 
Rasulullah SAW, 


* _ / *-**^' tjJiout 


"Tanaman yang diairi dengan hujan (tadah hujan), zakatnya 
sepersepuluh (10 %); sedangkan tanaman yang diairi dengan tenaga 
manusia, zakatnya seperduapuluh (5 %). 


Kata "maa" dalam hadits itu bermakna "alladzi" yang merupakan 
lafadz umum. 


Serta firman Allah SWT, 









i, t _ » 

1 f c Jt) 1 


—" » r ^ 

I jl I 




Shahih. HR. Ai Bukhari (1483), Abu Daud (1596), At-Tirmidzi (640), An- 
Nasa i (5/41), Ibnu Majah (1817), Al Baihaqi (1/130) dan Ad-Daruquthni 
(2/130) dari hadits Ibnu Umar RA. 
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"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang bersusun-susun 
dan yang tidak bersusun-susun, pohon kurma, tanam tanaman yang 
bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan 
warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang 
bermacam-macam itu) jika dia berbuah, dan berikanlah haknya 
(zakatnya) saat panen (dengan dikeluarkan zakatnya). " (Qs. Al An'aam 
[6]: 141) 

Adapun giyas-nya adalah bahwa zakat hanya dimaksudkan untuk 
menutup kebutuhan hidup yang mendesak, sedangkan kebutuhan hidup 
yang mendesak pada umumnya adalah makanan pokok. Maka ulama 
yang mengkhususkan keumuman dalil dengan qiyas ini menyatakan 
bahwa yang wajib dizakati hanyalah tanaman yang menjadi makanan 
pokok. 

Sedangkan yang mendahulukan keumuman dalil menyatakan 
bahwa zakat juga wajib terhadap semua tanaman selain tanaman yang 
dijadikan makanan pokok, kecuali tanaman yang telah disepakati tidak 
wajib untuk dizakati. 

Ulama yang mewajibkan zakat pada makanan pokok, mereka 
berbeda pendapat dalam menentukan antara tanaman yang dianggap 
makanan pokok dan bukan, dan apakah tanaman yang telah disepakati 
sebagai makanan pokok tersebut dapat di-qiyas-kan kepada makanan 
lainnya ataukah tidak. Ini seperti beda pendapat antara Malik dan Syafi'i 
pada konteks hukum buah zaitun. Malik berpendapat bahwa buah zaitun 
wajib dizakati, sedangkan Syafi'i menolaknya dalam sebuah pendapat 
yang dikemukakannya saat berada di Mesir. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah buah zaitun termasuk 
makanan pokok ataukah tidak. Dan termasuk dalam pembahasan ini beda 
pendapat yang terjadi di antara para pengikut Malik akan kewajiban zakat 
pada buah tin. 

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat diwajibkan pada buah- 
buahan, dan tidak wajib pada sayur-mayur. Ini adalah pendapat Ibnu 
Habib berdasarkan firman Allah SWT, 
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"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang bersusun-susun 
dan yang tidak bersusun-susun." Al An'aam [6]: 141) 

Sedangkan ulama yang membedakan antara buah-buahan dengan 
zaitun tidak memiliki dasar selain dari alasan yang dha'if. 

Para ulama sepakat bahwa harta tidak wajib dizakati jika tidak 
dipergunakan untuk perdagangan. Namun jika dipergunakan untuk 
perdagangan, mereka berbeda pendapat. 

Para ulama Baghdad, Basrah, Damaskus, Madinah, dan Makkah, 
mewajibkan zakatnya. Sedangkan pengikut madzhab Azh-Zhahiri 
menyatakan tidak wajib atasnya zakat. 

Sebab perbedaan pendapat: Beda persepsi para ulama dalam 
memahami wajibnya zakat jika dihubungkan dengan qiyas. Juga, karena 
ada hadits yang oleh sebagian ulama dianggap shahih, sedangkan oleh 
ulama lainnya tidak dianggap shahih. 

Yaitu hadits dari Samurah bin Jundub RA, "Bahwa Rasulullah 
SAW pernah memerintahkan kami mengeluarkan zakat harta benda yang 
dianggap sebagai barang dagangan."*’'* 

Dan yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 

"Keluarakanlah zakat gandum itu. 


Dha’if. HR. Abu Daud (1562), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (7/246 dan 7001), 
Al Baihaqi (4/146) dari hadits Samurah bin Jundab RA, 

Kami tidak mendapati lafadz seperti ini. Mungkin yang dimaksud penulis 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar RA, lafadznya adalah, 

"... dan pada pakaian ada zakatnya. ” (Hadits Shahih) 

Dan sebagian ahli hadits ada yang meriwayatkan dengan lafadz, 

"... dan pada gandum ada zakatnya." 


Redaksi hadits pertama diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/101 dan 102, serta 
Al Baihaqi (4/147). Sedangkan lafadz hadits kedua diriwayatkan oleh Ahmad 
(5/179) dan Al Hakim (1/388). Semuanya dari Abu Dzar RA. 

Redaksi lengkap hadits tersebut adalah. 
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Adapun qiyas yang dijadikan dasar oleh jumhur ulama adalah qiyas 
bahwa harta benda yang dipergunakan untuk perdagangan (dimaksudkan 
untuk dikembangkan) yang kedudukannya dalam wajib zakat sama 
dengan tiga jenis kekayaan (hewan ternak, emas, dan perak). 

Sedangkan Ath-Thahawi berpendapat bahwa dasar wajibnya zakat 
harta tersebut adalah atsar dari Umar bin Khaththab dan Ibnu Umar RA 
tanpa ada sangkalan dari seorang sahabat pun. Dan sebagian ulama 
menilai hal seperti ini sebagai ijma' shahabat (yakni, jika diriwayatkan 
sebuah pendapat dari salah seorang sahabat dan tidak ada riwayat lain 
yang menyelisihinya). Namun pernyataan tersebut dha'if. 


Nishab Zakat 

Kadar (nishab) zakat di sini meliputi pokok bahasan sebagai 
berikut ini: 


Pasal pertama: Emas dan Perak 

Tentang nishab zakat perak, para ulama sepakat bahwa nishab-nya 
adalah lima 'uqiyyah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 

(31 

"Tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima 
'uqiyyah. 


Selain barang tambang perak, para ulama berbeda pendapat tentang 
persyaratan nishab-nya, serta kadar yang wajib dikeluarkannya. Dan satu 
'uqiyyah menurut mereka adalah empat puluh dirham. 


Adapun ukuran wajib yang harus dikeluarkan, para ulama sepakat 
bahwa yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 persen, selama tidak keluar dari 
status barang tambang. 


"Pada unta ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya 
dan pada pakaian ada zakatnya ." 

Lihat At-Talkhis Al Kabir karya Ibnu Hajar (2/179). 

Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu, yaitu hadits riwayat Abu Sa'id Al 
Khudri RA. 
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Dan untuk pembahasan ini para ulama berbeda pendapat daiam 
lima masalah; 


Masalah pertama: Nishab emas 

Tentang nishab emas, para ulama berselisih pendapat: 

1. Mayoritas ulama berpendapat bahwa zakat emas wajib 
dikeluarkan ketika sudah mencapai nilai dua puluh dinar, sebagaimana 
wajib pada dua ratus dirham. Ini adalah pendapat madzhab Maliki, 
Syafi'i, Hanifi dan para sahabatnya, Hambali serta sejumlah ulama fikih. 

2. Sekelompok ulama lain (diantaranya Al Hasan bin Abu Al Hasan 
Al Bashri dan mayoritas sahabat Daud bin Ali) berpendapat bahwa 
mshab-ny& adalah seharga empat puluh dinar, dan zakat yang 
dikeluarkan 2,5 persennya akan berjumlah satu dinar. 

3. Ulama lain berpendapat bahwa nishab emas adalah dua ratus 
dirham atau seukurannya. Apabila telah mencampai dua ratus dirham, 
maka wajib dikeluarkan 2,5 persen. Dan dua ratus dirham seukuran kira- 
kira dengan dua puluh dinar. 

Perbedaan nishab emas tersebut timbul karena tidak ada hadits 
yang menjelaskan seperti halnya penjelasan nishab perak. Sedangkan 
hadits yang diriwayatkan oleh Al Hasan bin Ammarah dari Ali RA 
bahwa Nabi SAW bersabda, 

y ^ 9 ^ 9 * * 9 » y ^ ^ 

^ .f ^ ^ ✓ X 

"Keluarkanlah dari setiap emas dua puluh dinar zakat sebanyak 
setengah dinar. 

Hadits ini masih disangsikan Vjs-shahih-annyu oleh kebanyakan 
ulama karena Al Hasan bin Ammarah meriwayatkannya seorang diri. 
Maka, ulama yang tidak menilai hadits ini shahih bersandar kepada ijma' 
yang menyepakati akan kewajiban zakat pada tiap empat puluh dinar. 

Sedangkan Malik dalam hal ini bersandar kepada tradisi penduduk 
Madinah. Oleh karena itu dia mengatakan dalam Al Muwaththa', 
'Merupakan sunah yang tidak diperselisihkan di antara kami bahwa zakat 


Shahih. HR. Ibnu Majah (1791), Ad-Daruquthni (2/92) dan dinilai shahih oleh 
Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 
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dua ratus emas wajib dikeluarkan pada tiap dua puluh dinar, sebagaimana 
pula pada dua ratus dirham." 

Adapun ulama yang menetapkan nishab emas di bawah empat 
puluh dinar mengikuti kewajiban dirham. Mereka berpendapat karena 
emas dan dirham adalah sejenis, maka dirhamlah yang dijadikan dasar 
karena ada dalilnya. Sedangkan emas diikutkan kepada perak dalam hal 
ukuran harga, bukan dalam ukuran timbangan. Namun, pendapat ini 
bukanlah ijma’ ulama. 


Atau terkadang dikatakan bahwa riqqah berkonotasi semakna 
dengan emas dan perak. Seperti disebutkan dalam sebuah hadits 


^ i 9 ^ ^ ^ y 9' 


"Tidak ada zakat pada riqqah (emas dan perak) yang kurang dari 
lima 'uqiyyah. 


Masalah kedua: Jika terjadi peningkatan nilai harta, apakah nilai 
nishab zakat tidak bertambah? 

Para ulama berbeda pendapat mengenai harta yang lebih dari satu 
nishab. 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa timbangan yang lebih dari dua 
ratus dirham dikenakan perhitungan, yakni dikenakan dua setengah 
persennya. Yang berpendapat demikian antara lain Malik, Syafi'i, Abu 
Yusuf, dan Muhammad, dua orang pengikut Abu Hanifah, Ahmad bin 
Hanbal, dan segolongan ulama. 

2. Sekelompok ulama lain (kebanyakan dari Irak) berpendapat 
bahwa kelebihan dari dua ratus dirham tidak dikenakan zakat, sehingga 
mencapai nilai empat puluh dirham. Jika telah mencapai jumlah tersebut, 
maka dikenakan dua setengah persennya (satu dirham). Ini adalah 
pendapat Abu Hanifah, Zufar, dan sebagian pengikut kedua ulama ini. 

Beda pendapat ini disebabkan oleh silang pendapat antara para 
ulama tentang ke-shahih-an hadits Al Hasan bin Ammarah. Di samping 
. karena adanya pertentangan antara hadits tersebut dengan dalil khithab. 
Juga, karena ketidakjelasan antara emas dan perak pada satu sisi, dengan 


Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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pokok persoalan lain pada hewan dan biji-bijian yang memiliki hukum 
berbeda. 


Hadits Al Hasan bin Ammarah diriwayatkan dari Abu Ishaq, dari 
’Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib RA dari Nabi SAW, beliau 
bersabda. 


M ^ ^ f . 

. o.-' \* l'''' «-'l 

cT^J ‘'jw-5 IjUj.s (jir^ tP 

^ sij iii c^os Li;. 4 ;^ j>Ji Sj^_ 

® *. ii 1" ^ 0 ^ 0 ^ Q .'O f '1^ 

ljL>j ^ A!> jy_) UAji JT 

■' ’*1-^ i'i'* 'O'of'fo^ -.«^o 

-ujjI J5 cjLji Jyuji jr tljLo:. ^ ^ 

• j»-*J'Sj (—«-yaij 


"Te/fl/j kuhapuskan zakat kuda dan hamba sahaya. Maka 
berikanlah (bayarkanlah zakat) dari riqqah (emas dan perak) dua 
setengah persennya, dari tiap-tiap dua ratus dirham lima dirham, dari 
tiap-tiap dua puluh dinar setengah dinar. Dan tidak ada kewajiban zakat 
pada harta sejumlah dua ratus dirham, kecuali jika sudah genap satu 
tahun (haul), maka dikenakan lima dirham. Adapun kelebihannya, maka 
pada tiap-tiap empat puluh dirham satu dirham. Dan pada tiap-tiap 
empat dinar kelebihan dari dua puluh dinar satu dirham. Dan ketika 
telah mencapai mencapai empat puluh dinar (dari kelebihan tersebut) 
maka pada tiap-tiap empat puluh dinar adalah satu dinar, dan pada tiap- 
tiap dua puluh empat dinar dikenakan setengah dinar dan satu 
dirham. 


Adapun dalil khithab yang bertentangan dengan hadits tersebut 
adalah sabda Nabi SAW, 


(J ^ (Jljl 



Oji llJ 


Shahih. HR. Abu Daud (1572, 1573 dan 1574), At-Tirmidzi (620), Ibnu Majah 
(1790), Ahmad (1/92, 132, 145 dan 146), Ad-Darimi (1/467), dinilai shahih 
oleh Ibnu Khuzaimah (2284 dan 2297), Al Baihaqi (4/93, 99, 117, 134 dan 
137), serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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"Tidak ada kewajiban zakat pada emas dan perak yang kurang dari 
lima 'ugiyyah. 

Yang dipahami dari hadits tersebut bahwa harta yang lebih dari 
lima 'uqiyyah ada zakatnya, sedikit maupun banyak. 

Adapun ketidakjelasan dua pokok dasarnya (binatang ternak dan 
biji-bijian), maka dapat ditemukan ada nash yang menyebutkan tentang 
cacat pada binatang ternak, dan para ulama telah sepakat akan tidak 
adanya cacat pada biji-bijian. 

Ulama yang menyerupakan emas dan perak dengan binatang 
ternak, menganggap pada kedua barang ini dapat dimunginkan adanya 
cacat. Sedangkan yang menyerupakan emas dan perak dengan biji-bijian, 
maka akan mengatakan tidak adanya cacat pada kedua benda ini. 


Masalah ketiga: Satu jenis barang tambang apakah bisa 
digabungkan dengan jenis lainnya (dalam zakat) 

Masalah ketiga adalah: apakah emas bisa digabungkan dengan 
perak dalam zakat? 

1. Pendapat Malik, Abu Hanifah, dan beberapa ulama lain 
menyatakan bahwa dirham bisa digabungkan dengan dinar, dan jika telah 
mencapai satu nishab dari gabungan tersebut maka wajib dizakati. 

2. Sedangkan Syafi'i, Abu At-Tsaur, dan Abu Daud Azh-Zhahiri 
menegaskan bahwa emas tidak bisa digabungkan kepada perak, dan 
perak juga tidak bisa digabungkan kepada emas. 

Sebab perbedaan pendapat: Beda sudut pandang seputar 
masalah: jika emas dan perak wajib dizakati karena keberadaannya, 
berarti tidak boleh digabungkan. Sama halnya dengan sapi dan kambing 
yang tidak dapat digabungkan. Dan jika kewajiban zakat emas dan perak 
itu karena nilai ekonominya, berarti boleh digabungkan. Jadi, walau 
nama dan wujud-nya berbeda, namun dari segi nilainya bisa 
dikategorikan sama. Inilah yang menjadi pedoman Malik dalam 
menghitung nishab dan kriteria riba. 

Ulama yang memperbolehkan penggabungan emas dan perak, 
berbeda dalam menilai tata caranya: 

^ TakhriJ-nya telah disebutkan terdahulu. 
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1. Malik berpendapat bahwa penggabungan itu dilakukan dengan 
cara penukaran, yakni dengan cara menjadikan dinar senilai dengan 
sepuluh dirham. Orang yang memiliki sepuluh dinar dan seratus dirham, 
dia wajib mengeluarkan zakat dari keduanya, dan boleh juga 
mengeluarkan zakat dengan salah satu dari keduanya. 

2. Sebagian ulama lain mengatakan: dilakukan penggabungan 
dengan nilai saat mengeluarkan zakat, seperti ketika seseorang memiliki 
seratus dirham dan sembilan mitsgal yang senilai dengan seratus dirham, 
maka wajib baginya membayar zakat dari keduanya. Dan orang yang 
memiliki seratus dirham yang semisal dengan sebelas dan sembilan 
mitsgal, maka dia juga diwajibkan membayar zakat dari keduanya. 
Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Hanifah. 

Semisal dengan pendapat ini adalah apa yang dikemukakan oleh 
Ats-Tsauri, hanya saja dia lebih memperhatikan mana yang lebih utama 
untuk orang miskin dalam hal penggabungan (nilai atau penukaran 
tertentu). 

Diantara ulama ada yang mengatakan: yang sedikit digabungkan 
kepada yang lebih banyak, dan yang lebih banyak tidak dapat 
digabungkan kepada yang lebih sedikit. 

3. Ulama lain berpendapat: dinar selamanya dapat digabungkan 
berdasarkan nilainya, baik saat dinar itu lebih sedikit daripada dirham 
maupun lebih banyak. Dan dirham tidak dapat digabungkan dengan dinar 
karena dirham adalah pokok, sedangkan dinar adalah cabang. Dan tidak 
ada dalil -baik dari hadits maupun ijma' ulama- yang menjelaskan tentang 
zakat dinar kecuali jika telah mencapai nilai empat puluh. 

4. Pendapat lain menyatakan: apabila seseorang memiliki satu 
nishab dari keduanya, maka yang sedikit digabungkan kepada yang lebih 
banyak, dan tidak bisa digabungkan satu sama lain jika belum ada yang 
mencapai satu nishab. 

Sebab kerancuan ini adalah karena mereka menjadikan dua jenis 
yang berbeda dalam timbangan menjadi satu nishab. Dan ini tidaklah 
benar. Pada hakikatnya, upaya ini seperti usaha membuat hukum baru 
dalam syari'at yang tidak ada contohnya, karena menentukan nishab yang 
sebenarnya bukan nishab bagi emas ataupun perak. 
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Dan mustahil dalam permasalahan seperti ini Allah SWT tidak 
menjelaskannya hingga menyebabkan adanya perbedaan pendapat. Dan 
Rasulullah SAW diutus oleh Aliah SWT untuk menghilangkan 
perselisihan ini. 


Masalah keempat: Apakah dalam nishab disyaratkan adanya satu 
pemilik harta untuk dizakatkan? 

1. Malik dan Abu Hanifah menegaskan bahwa apabila masing- 
masing pemilik mempunyai bagian satu nishab, maka zakatnya harus 
dikeluarkan oleh masing-masing pemilik. Apabila bagian masing-masing 
pemilik tidak mencapai satu nishab, maka tidak wajib baginya untuk 
zakat, walaupun seandainya digabungkan jumlah keseluruhannya dapat 
mencapai satu nishab. 

2. Sedangkan Syafi'i menyatakan bahwa apabila harta tersebut 
gabungan lalu mencapai satu nishab, maka wajib dizakati. Karena 
dipandang sebagai harta yang utuh, walaupun pemiliknya lebih dari satu 
orang. 


Sebab perbedaan pendapat: Ijma' yang terdapat dalam sabda 
Rasulullah SAW, 


y ^ 0 " > y 9^ 


"Tidak ada kewajiban zakat pada emas dan perak yang kurang dari 
lima 'ugiyyah. 


Ukuran ini mungkin untuk dipahami bahwa hukum tersebut berlaku 
jika pemiliknya seorang, namun bisa juga dipahami jika pemiliknya lebih 
dari satu. Tetapi yang lebih jelas adalah kemungkinan yang pertama, 
wallahu a'lam. 


Sedangkan Syafi'i kelihatannya menyerupakan kerja sama usaha 
dengan penggabungan harta. Namun hal itu tidaklah tepat. 


Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Masalah kelima: Nishab dan kewajiban zakat tambang 

Dalam permasalahan kelima ini dibahas perbedaan pendapat para 
ulama tentang nishab dan kewajiban zakat barang tambang. Malik dan 
Syafi'i berpendapat adanya nishab, tetapi perbedaaan pendapat keduanya 
terletak pada ketetapan Malik yang menilai tidak mensyaratkan haul, 
sedangkan Syafi'i mensyaratkannya. 

Mereka juga tidak berbeda pendapat bahwa yang wajib dikeluarkan 
adalah dua setengah persen (2,5 %). Adapun Abu Hanifah tidak 
berpendapat adanya nishab ataupun haul, dan yang wajib dikeluarkan 
untuk zakat adalah seperlima (1/5). 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah rikaz mencakup barang 
tambang ataukah tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, 

"Zakat rikaz adalah seperlima. 

Asyhab meriwayatkan dari Malik bahwa barang tambang yang 
ditemukan tanpa usaha dinamakan rikaz dan wajib dikeluarkan zakatnya 
seperlima (1/5). 

Sebab beda pendapat ulama dalam hal ini adalah karena perbedaan 
mereka dalam hal petunjuk lafadz. Dan ini termasuk salah satu dari sebab 
beda pendapat secara umum yang pernah kita bahas. 


Pasal Kedua: Nishab dan Kadar Zakat Unta 

Para ulama telah sepakat bahwa pada tiap-tiap lima sampai dua 
puluh empat unta dikenakan zakat satu kambing. Pada dua puluh lima 
sampai tiga puluh lima unta dikenakan satu unta bintu makhadh. Jika 
tidak ada unta bintu makhadh, boleh diganti dengan unta ibnu labun. 
Pada tiga puluh enam sampai empat puluh lima unta dikenakan satu unta 
bintu labun. Pada empat puluh enam sampai enam puluh unta dikenakan 
satu unta hiqqah. Pada enam puluh satu sampai tujuh puluh lima unta 
dikenakan satu unta jadza'ah. Pada tujuh puluh enam sampai sembilan 


Muttafag ’Alaih. HR. Al Bukhari (6912), Muslim (1710), Abu Daud (3085), An- 
Nasa’i (5/45), Ibnu Majah (2673), serta Ahmad (2/239, 254, 274, 285, 495 dan 
501), dari Abu Hurairah RA. 
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puluh unta dikenakan dua bintu lahim. Pada sembilan puluh satu sampai 
seratus dua puluh unta dikenakan dua unta hiqqah. 

Semua ketentuan ini tercantum di dalam ajaran zakat yang 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dilaksanakan oleh khalifah Abu 
Bakar dan Umar RA sesudah beliau SAW wafat. 

Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai beberapa 
persoalan. Antara lain: 


Masalah pertama; Jika jumlah unta lebih dari seratus dua puluh 
ekor 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. 

1. Malik berpendapat bahwa apabila jumlah unta mencapai lebih 
dari seratus dua puluh ekor, maka petugas zakat boleh memilih jenis unta 
yang disukainya, boleh mengambil tiga ekor unta bintu labun atau 
mengambil dua ekor unta hiqqah. Sehingga jika jumlahnya mencapai 
seratus tiga puluh ekor, maka dikenakan seekor unta hiqqah dan dua ekor 
unta bintu labun. 

2. Ibnu Al Qasim berkata; petugas zakat mengambil tiga bintu 
labun tanpa memilih. Ketika telah mencapai seratus delapan puluh ekor, 
maka zakatnya satu hiqqah dan dua bintu labun, pendapat ini juga 
dipegang oleh Syafi'i. 

3. Abdul Malik bin Al Majisyun yang merupakan salah seorang 
pengikut Malik berpendapat bahwa petugas zakat mengambil dua unta 
hiqqah saja tanpa memberikan pilihan hingga unta yang ada mencapai 
jumlah seratus tiga puluh ekor. 

4. Para ulama Kufah (Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats- 
Tsauri) berpendapat bahwa jika jumlah unta lebih dari seratus dua puluh 
ekor, maka ketentuannya kembali kepada semula. Artinya, pada tiap-tiap 
lima ekor unta dikenakan seekor kambing. Jika jumlah unta mencapai 
seratus dua puluh lima ekor, maka dikenakan dua ekor unta hiqqah dan 
seekor kambing. Dua ekor unta hiqqah sebagai zakat bagi seratus dua 
puluh ekor unta, dan satu kambing untuk lima ekor unta. Jika jumlahnya 
mencapai seratus tiga puluh unta, maka zakatnya dua unta hiqqah dan 
dua kambing. Jika jumlahnya mencapai seratus tiga puluh lima, maka 
zakatnya dua unta hiqqah dan tiga kambing. Jika mencapai seratus empat 
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puluh unta, maka zakatnya dua ekor unta hiqqah dan empat kambing. 
Jika mencapai seratus empat puluh lima unta, maka zakatnya dua unta 
hiqqah dan satu unta bintu makhadh, yakni dua unta hiqqah sebagai zakat 
seratus dua puluh unta, dan satu bintu makhadh untuk dua puluh lima 
unta, yakni seperti ketentuan semula. Jika mencapai seratus lima puluh 
unta, maka zakatnya tiga ekor unta hiqqah. Jika lebih dari seratus lima 
puluh unta, maka dikembalikan kepada ketentuan semula, hingga apabila 
jumlahnya telah mencapai dua ratus unta, maka zakatnya empat unta 
hiqqah. Kemudian kembali lagi kepada ketentuan semula. 

4. Adapun selain ulama Kufah sependapat bahwa jika terdapat lebih 
dari seratus tiga puluh unta, maka tiap-tiap empat puluh unta dikenakan 
zakat satu unta bintu labun, dan pada tiap-tiap lima puluh unta dikenakan 
satu unta hiqqah. 


Perbedaan pendapat mengenai kembali atau tidaknya kepada 
ketentuan semula disebabkan terdapatnya aneka hadits dalam masalah 
ini. Saat menggariskan tentang ketentuan zakat. Nabi SAW bersabda. 







"Adapun jika lebih dari seratus dua puluh ekor, maka pada tiap- 
tiap empat puluh ekor dikenakan seekor unta bintu labun. Dan pada tiap- 
tiap lima puluh ekor dikenakan seekor unta hiqqah. 


Akan tetapi menurut riwayat dari Abu Bakar bin 'Amru bin Hazm, 
dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW bahwa beliau SAW 
menuliskan ketentuan zakat, diantaranya menyebutkan: 


.Caj^ Jj'V' oSl 


iil 


"Jika unta lebih dari seratus dua puluh ekor, maka zakat dimulai 
lagi (dengan memakai ketentuan semula). 


Redaksi ini adalah penggalan dari surat Abu Bakar Ash-Shiddiq RA kepada 
Anas bin Malik RA tatkala mempercayakannya untuk menjadi Gubernur di 
Yaman. (HR. Al Bukhari [1448, 1450, 1451, 1453, 1454, 1455, 2487 dan 6988], 
Abu Daud [1567], An-Nasa'i [5/18], Ibnu Majah [1800], serta Ahmad [1/11]). 
Mursal. HR. Abu Daud dalam Marasil. Al Baihaqi berkata, "Ini adalah hadits 
mungati' (terputus sanadnya)." 
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Jumhur ulama lebih menguatkan hadits pertama, karena lebih 
shahih. Sedangkan ulama Kufah yang lebih menguatkan hadits 'Amru bin 
Hazm -karena hadits terakhir ini menurut mereka berasal dari perkataan 
Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud RA- berpendapat bahwa ketentuan 
seperti itu tidak terjadi kecuali hanya berdasarkan tauqif (ketetapan 
syari'at), karena hal seperti itu tidak mungkin berdasarkan qiyas. 

Adapun perbedaan pendapat antara Malik, para pengikutnya, dan 
Syafi'i tentang jumlah yang lebih dari seratus dua puluh sampai seratus 
tiga puluh ekor, disebabkan karena tambahan tersebut tidak mencapai 
hitungan empat puluhan atau lima puluhan ekor. 

Bagi ulama yang memegangi adanya bilangan pecahan antara 
seratus dua puluh hingga genapnya hitungan, maka mereka mengatakan 
bahwa pada bilangan yang lebih dari pengertian hadits yang shahih, tidak 
ada kewajiban zakat. Kecuali jika telah mencapai seratus tiga puluh ekor, 
ini adalah berdasarkan pengertian hadits. 


Alasan Syafi'i dan Ibnu Al Qasim yang menyatakan bahwa pada 
seratus tiga puluh unta itu dikenakan zakat tiga ekor unta bintu labun, 
adalah karena adanya riwayat dari Ibnu Syihab yang menyebutkan 
tentang ketentuan zakat yang dinyatakan Nabi SAW, 


✓ 0 Z' ^ -l' t' ^ t' t' f e# 9 t' X ✓ i» 

4 0jJ OUj ^ 1^1 1-^1 

f ^ f t' t' t' tt t' X 


"Apabila jumlah unta telah mencapai seratus dua puluh seekor, 
maka dikenakan tiga ekor unta bintu labun, dan jika telah mencapai 
seratus tiga puluh unta, maka dikenakan dua ekor unta bintu labun dan 
seekor unta hiqqah. 

Perbedaan pendapat antara Ibnu Al Majisyun dengan Ibnu Al 
Qasim disebabkan adanya pertentangan antara zhahir hadits yang shahih 
dengan tafsiran yang terkandung di dalam hadits itu sendiri. Ibnu Al 
Majisyun lebih menguatkan zhahir hadits, karena ke-shahih-annya 


Shahih. HR. Abu Daud (1570), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar 
(4/375), Ad-Daruquthni (2/116), A! Baihaqi (4/90), dan dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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disepakati. Sedang Ibnu Al Qasim dan Syafi'i mengartikan ketentuan 
mujmal kepada ketentuan yang terinci dan diberi penafsiran. 

Tentang pilihan yang diberikan Malik kepada petugas zakat, 
sepertinya dia hendak menggabungkan antara kedua hadits tersebut. 
Wallahu a'lam. 


Masalah kedua: Jika tidak ada jenis binatang yang telah ditentukan 
untuk dizakatkan 

Apabila jenis binatang yang telah ditentukan umurnya tidak ada, 
dan pemberi zakat mempunyai unta yang lebih tua atau lebih muda 
umurnya, maka: 

1. Malik berpendapat bahwa pemberi zakat harus membeli unta 
seumur yang telah ditentukan. 

2. Ulama lainnya berpendapat bahwa pemberi zakat harus memberi 
unta dengan umur yang ada, dan memberikan tambahan dua puluh 
dirham atau dua ekor kambing jika unta yang dimilikinya lebih muda 
umurnya. Tetapi jika unta yang diberikannya lebih tua umurnya, maka 
petugas zakatlah yang memberikan dua puluh dirham atau dua ekor 
kambing kepada pemberi zakat. 

Ketentuan ini ditetapkan dalam aturan ketentuan zakat Nabi SAW. 
Oleh karena itu, tidak perlu diperselisihkan lagi. 

Agaknya, hadits ini belum sampai kepada Malik. Dan dengan 
hadits ini pula yang melandasi pendapat Syafi'i dan Abu Tsaur. 

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi pemberi 
zakat dalam mengeluarkan zakat adalah berupa harga yang sesuai dengan 
aslinya. 

4. Ulama lain berpendapat bahwa pemberi zakat harus memberikan 
unta yang sesuai dengan umur yang ada, ditambah dengan harganya. 


Masalah ketiga: Apakah ada kewajiban zakat pada unta-unta yang 
masih kecil? 

Apakah terhadap anak-anak unta dikenakan zakat? Jika dikenakan, 
berapakah kadar zakatnya? 
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1. Segolongan ulama berpendapat bahwa anak-anak unta dikenakan 

zakat. 

2. Sedangkan segolongan lainnya berpendapat tidak dikenakan 

zakat. 

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh persoalan, apakah sebutan 
"unta" itu juga meliputi anak-anak unta ataukah tidak. 

Ulama yang tidak mewajibkan zakat bagi anak-anak unta antara 
lain Abu Hanifah dan sebagian ulama Kufah. Mereka her-hujjah dengan 
hadits yang diriwayatkan dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, "Petugas 
zakat utusan Nabi SAW datang kepada kami, maka aku pun 
mendatanginya dan mendengar dia berkata, 'Aku dipesankan untuk tidak 
mengambil unta yang masih menyusu, tidak mengumpulkan unta yang 
terpisah, dan tidak memisah-misahkan unta yang terkumpul'." Suwaid 
berkata, "Lalu ada seorang lelaki datang kepada pengumpul zakat 
tersebut dengan membawa unta yang besar punuknya (sudah tua), dan si 
pengumpul zakat itupun menolak untuk mengambilnya."^ 

Di antara ulama yang mewajibkan zakat bagi anak-anak unta ada 
yang berpendapat bahwa wajib zakat harus memberi unta yang sudah 
ditentukan. Dan ada pula yang berpendapat agar petugas zakat 
mengambil dari anak-anak unta itu sendiri, dan inilah yang lebih tepat. 

Perbedaan pendapat yang sama juga terdapat dalam hal anak-anak 
sapi dan kambing. 


Pasal ketiga: Nishab dan Kadar Wajib Zakat Sapi 

I. Jumhur ulama berpendapat bahwa pada tiga puluh ekor sapi 
dikenakan zakat seekor tabV (anak sapi yang berumur satu tahun) dan 
pada empat puluh ekor sapi dikenakan seekor musinnah (sapi betina yang 
sudah berumur dua tahun). 


^ Hasan. HR. Abu Daud (1579 dan 1580), An-Nasa'i (5/29) dan dalam Al Kubra 
(2237), Ibnu Majah (1801), Ahmad (4/315), Ad-Darimi (1/467), Ad-Daruquthni 
(2/104 dan 105), Abu Ja'd (2144), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (7/6473 dan 
6474), Al Baihaqi (4/101 dan 106), serta dinilai hasan oleh Al Albani dalam 
Shahih Abu Daud. 
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2. Segolongan ulama berpendapat bahwa pada tiap-tiap sepuluh 
ekor sapi dikenakan seekor kambing. Dan ketika sampai tiga puluh ekor, 
maka dikenakan zakat seekor tabi'. 

3. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa apabila jumlah sapi 
mencapai dua puluh lima ekor, maka dikenakan zakat seekor sapi, dan 
jika telah mencapai tujuh puluh lima ekor, maka dikenakan dua ekor sapi. 
Jika lebih dari tujuh puluh lima ekor hingga seratus dua puluh ekor, maka 
pada tiap-tiap empat puluh ekor dikenakan seekor sapi. Pendapat ini 
diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab. 

Para ulama berbagai negeri berselisih pendapat mengenai zakat 
bagi sapi yang telah berjumlah antara empat puluh hingga enam puluh 
ekor. Malik, Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri dan segolongan ulama 
berpendapat bahwa pada kelebihan dari empat puluh hingga enam puluh 
ekor tidak dikenakan apa pun. Jika telah mencapai enam puluh ekor, 
maka dikenakan dua ekor tabi', dan ketika mencapai tujuh puluh ekor, 
maka dikenakan seekor musinnah dan seekor tabi'. Jika telah mencapai 
delapan puluh ekor, maka dikenakan dua ekor musinnah, dan ketika 
mencapai sembilan puluh ekor, maka dikenakan tiga ekor tabi'. Jika telah 
mencapai seratus ekor, maka dikenakan dua ekor tabi' dan seekor 
musinnah. Begitulah hitungan selanjutnya untuk tiap-tiap tambahan tiga 
puluh ekor sapi yang dikenakan seekor tabi' dan pada tiap-tiap empat 
puluh ekor sapi dikenakan seekor musinnah. 

Perbedaan pendapat ulama seputar nishab ini karena hadits Mu’adz 
RA tidak disepakati ke-shahih-annya. Oleh karena itu, hadits tersebut 
tidak diriwayatkan oleh Syaikhani (Al Bukhari dan Muslim).^®^ 

Perbedaan pendapat di kalangan ulama berbagai negeri berkenaan 
dengan pecahan bilangan sapi disebabkan karena dalam hadits Mu'adz 
tersebut disebutkan bahwa dia tidak dapat memutuskan tentang pecahan 
tersebut, lalu dia berkata, "...sehingga aku tanyakan hal itu kepada 
Rasulullah SAW." Tetapi ketika dia sampai kepada Rasulullah, ternyata 

Dari Mu'adz bin Jabal RA, dia berkata, "Rasulullah SAW pernah mengutusku 
ke Yaman. Beliau memerintahkanku untuk mengambil dari setiap empat puluh 
ekor sapi zakatnya seekor musinnah, dan dari tiap-tiap tiga puluh ekor satu tabi' 
jantan atau tabi'ah betina.” (HR. Abu Daud [1578], At-Tirmidzi [623], An- 
Nasa'i [5/25 dan 26], Ibnu Majah [1807], Ahmad [5/230], Abdurrazzaq [6841], 
Ath-Thayalisi [567], Ad-Darimi [1/382], Ad-Daruquthni [2/102], Al Baihaqi 
[4/98, 9/193]. Al Albani berkata dalam Shahih An-Nasa'i, "Hasan Shahih .") 
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beliau SAW telah wafat. Karena dalam masalah tersebut tidak terdapat 
nash maka pengambilan hukumnya adalah melalui giyas. 

Bagi ulama yang m^ng-giyas-kan sapi dengan unta dan kambing, 
maka mereka tidak berpendapat adanya zakat pada pecahan. Sedangkan 
bagi ulama yang berpendapat bahwa pada dasarnya dalam pecahan 
dikenakan zakat, selain jika terdapat pengecualian dari sebuah dalil, maka 
mereka menilai bahwa bagi sapi tidaklah ada pecahan. Karena di sini 
tidak terdapat dalil, baik dari ijma' maupun lainnya. 


Pasal keempat: Nishab dan Kadar Wajib Zakat pada Kambing 

Jumhur ulama sependapat bahwa kambing gembala jika telah 
mencapai jumlah empat puluh hingga seratus dua puluh ekor, maka 
zakatnya adalah seekor kambing. Dan dari seratus dua puluh hingga dua 
ratus ekor zakatnya dua ekor kambing, dari dua ratus hingga tiga ratus 
zakatnya tiga ekor kambing. Lalu jika telah lebih dari tiga ratus ekor, 
maka pada tiap seratus ekor dikenakan zakat seekor kambing. 

Ketentuan ini menjadi pedoman jumhur ulama, kecuali Al Hasan 
bin Shalih yang berpendapat bahwa jika jumlah kambing ada tiga ratus 
satu ekor, maka zakatnya empat ekor kambing. Dan jika jumlahnya 
mencapai empat ratus satu ekor, maka zakatnya lima ekor kambing. 
Pendapat ini diriwayatkan dari Manshur, dari Ibrahim. 

Hadits-hadits shahih tersebut termaktub dalam ketentuan zakat dari 
Nabi SAW yang telah menjadi landasan pendapat jumhur ulama. 

Para ulama juga sependapat untuk menggabungkan kambing 
kacangan dengan kambing kibas (domba). Tetapi mereka berselisih 
pendapat tentang jenis kambing manakah yang harus diambil oleh 
petugas zakat: 

1. Malik berpendapat bahwa petugas zakat dapat mengambil dari 
jenis kambing yang terbanyak bilangannya. Jika sama banyaknya, maka 
petugas zakat boleh memilih. 

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila kambing-kambing 
tersebut berbeda jenisnya, maka petugas zakat boleh memilih. 

3. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa petugas zakat boleh 
mengambil yang pertengahan dari aneka jenis kambing yang ada. 
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berdasarkan perkataan Umar RA, "Kami perhitungkan sebagai milik 
mereka anak-anak kambing yang dibawa oleh penggembala. Kami tidak 
mengambil anak-anak kambing tersebut, tidak pula kambing yang suka 
makan, atau kambing yang baru beranak, atau kambing yang hendak 
beranak, atau kambing jantan. Kami hanya mengambil kambing muda 
(jadza'ah) dan kambing yang telah tanggal kedua gigi surinya 
(tsaniyyah). Itulah dasar pertengahan antara harta pilihan dengan harta 
yang sedang." 

Segolongan ulama berbagai negeri Juga sependapat untuk tidak 
mengambil kambing Jantan, kambing tua, dan kambing yang buta sebelah 
matanya sebagai zakat, karena hal ini telah disebutkan dalam ketentuan 
zakat Nabi SAW. Kecuali Jika petugas zakat memandang bahwa 
kambing-kambing tersebut lebih baik untuk dimanfaatkan bagi orang 
miskin. 

Para ulama berselisih pendapat mengenai kambing buta dan 
kambing yang berpenyakit, apakah kambing-kambing tersebut 
diperhitungkan zakatnya kepada pemiliknya ataukah tidak: 

1. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa kambing-kambing tersebut 
diperhitungkan. 

2. Sedangkan Abu Hanifah menilai tidak diperhitungkan. 

Perbedaan pendapat dalam masalah ini disebabkan oleh persoalan: 
apakah kemutlakan sebutan kambing (dalam hadits) mencakup kambing- 
kambing yang sehat dan yang berpenyakit, ataukah tidak. 

Dari persoalan ini, para ulama Juga berselisih pendapat mengenai 
anak-anak kambing, apakah diperhitungkan bersama induknya sehingga 
bisa memenuhi satu nishab, dan Jika anak-anak kambing itu tidak 
diperhitungkan maka Jumlah yang ada tidak mencapai nishab. 

1. Malik berpendapat agar anak-anak kambing tersebut 
diperhitungkan. 

2. Sedangkan Syafi'i, Abu Hanifah, dan Abu Tsaur berpendapat 
tidak diperhitungkan, kecuali Jika induk-induknya sendiri telah mencapai 
nishab. 

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena adanya berbagai 
kemungkinan penafsiran dari perkataan Umar RA yang memerintahkan 
untuk memperhitungkan anak-anak kambing, tetapi tidak boleh 
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mengambilnya. Segolongan ulama memahami dari hadits tersebut bahwa 
hanya induk-induknya saja yang dihitung sebagai nishab. Sedangkan 
ulama lainnya memahami bahwa perintah tersebut bersifat mutlak. 

Kami menduga bahwa ulama dari kalangan madzhab Daud Azh- 
Zhahiri tidak mewajibkan sesuatu pun pada anak-anak kambing, dan 
tidak pula memperhitungkannya dalam wajib zakat walaupun induk- 
induknya telah mencapai jumlah satu nishab. Karena menurut mereka, 
secara jenis, anak-anak kambing ini tidak tercakup kategori untuk 
diperhitungkan. 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa percampuran harta 
berpengaruh terhadap kadar zakat. Tetapi kemudian mereka berselisih 
pendapat apakah percampuran tersebut berpengaruh pada kadar nishab 
ataukah tidak. 

1. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa 
percampuran tersebut tidak berpengaruh, baik pada kadar zakat yang 
wajib maupun pada kadar nishab. 

2. Malik, Syafi'i, dan kebanyakan ulama berbagai negeri 
sependapat bahwa para pemilik harta campuran wajib mengeluarkan 
zakat sebagai seorang pemilik (mengeluarkan hanya satu zakat). 

Tetapi kemudian mereka berselisih pendapat tentang dua persoalan: 

a. Tentang nishab pada pemilik harta campuran, apakah dianggap 
sebagai nishab pemilik yang satu, baik saat masing-masing orang 
memiliki satu nishab atau tidak. Ataukah juga masing-masing orang 
harus mengeluarkan zakatnya sendiri jika setiap orang memiliki satu 
nishab. 


b. Tentang sifat percampuran yang mempunyai pengaruh. 


Perbedaan pendapat ulama mengenai persoalan pengaruh 
percampuran hak-hak pemilikan harta terhadap nishab dan kadar zakat, 
disebabkan karena silang pendapat mereka tentang pengertian sabda Nabi 
SAW tentang ketentuan zakat. 


- " W * ^ ^ ^ 
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"Harta yang terpisah tidak boleh dikumpulkan dan harta yang 
terkumpul tidak boleh dipisahkan, karena khawatir terkena zakat. Dan 
harta milik bersama dari dua orang harus ditanggung zakatnya secara 
seimbang. 


Masing-masing dari kedua golongan ulama ini menempatkan 
pengertian hadits tersebut kepada keyakinannya masing-masing. Itu 
terjadi karena para ulama berpendapat bahwa percampuran berpengaruh 
kepada nishab dan kadar zakat, atau pula berpengaruh kepada kadar zakat 
saja. Mereka mengatakan bahwa sabda Nabi SAW, "Dan harta milik 
bersama dari dua orang harus ditanggung zakatnya secara seimbang," 
dan sabda beliau SAW, "Tidak boleh dikumpulkan harta yang terpisah, 
dan tidak boleh dipisahkan harta yang terkumpul," dengan jelas 
menunjukkan bahwa harta milik bersama dua orang itu layaknya hanya 
seperti milik seorang. Dan hadits tersebut juga membatasi sabda Nabi 
SAW lainnya, 
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ekor, 


"Tidak ada sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima 

fi609 


Batasan ini berlaku baik bagi kadar zakat yang diwajibkan (seperti 
yang diyakini oleh Malik dan para pengikutnya), maupun pada zakat dan 
nishab bersama-sama (seperti yang dipandang oleh Syafi’i dan para 
pengikutnya). 

Sedangkan bagi ulama yang tidak meyakini adanya pengaruh 
percampuran hak milik, mereka mengatakan bahwa dua orang pemilik 
bersama (syarikain) kadang dikatakan sebagai pemilik campuran 
(khalithain). Karena ada kemungkinan maksud sabda Nabi SAW, "Tidak 
dikumpulkan harta yang terpisah, dan tidak boleh dipisahkan harta yang 
terkumpul, adalah larangan bagi petugas zakat untuk memecah harta 
milik seseorang sedemikian rupa, sehingga menyebabkan zakatnya 
menjadi banyak. Seperti ketika seseorang mempunyai seratus dua puluh 
ekor kambing, kemudian dipecah menjadi tiga bagian, masing-masing 
empat puluh ekor kambing, hingga kemudian zakatnya pun menjadi tiga 


Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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ekor kambing. Atau juga digabungkannya harta milik seseorang kepada 
pemilik orang lain yang dengannya dapat diperoleh zakat yang lebih 
banyak. 

Mereka mengatakan; jika berbagai kemungkinan ini terdapat di 
dalam hadits tersebut, maka hadits ini tidak boleh dipakai untuk 
membatasi aturan-aturan pokok yang kuat dan telah disepakati, berupa 
nishab dan kadar zakat yang dianggap sebagai milik satu orang. 

Sedangkan bagi ulama yang meyakini adanya pengaruh 
percampuran, mereka mengatakan bahwa kata percampuran (khalthah) 
itu lebih tepat dipakai dalam arti campuran itu sendiri, daripada jika 
dipakai dalam arti perkongsian (syirkah). Jika demikian halnya, maka 
sabda Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa zakat yang menjadi 
tanggungan keduanya sama dengan zakat satu orang. Di samping itu, 
sabda Nabi SAW tersebut juga menunjukkan bahwa dua orang pemilik 
harta campuran bukanlah pemilik dalam perkongsiannya. Karena dalam 
perkongsian tidak mungkin tergambar adanya tanggungan bersama antara 
keduanya, sebab zakat diambil dari harta perkongsian. 

Oleh karenanya, bagi ulama yang membatasi pengertian ini, mereka 
tidak mQn%-qiyas-k.ax\ nishab. Mereka mengatakan bahwa kedua orang 
pemilik harta campuran hanya mengeluarkan zakat sebagai perorangan. 
Artinya, masing-masing mengeluarkan zakatnya sendiri jika masing- 
masing dari keduanya mempunyai satu nishab. 

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa hukum nishab itu 
mengikuti hukum zakat, mereka mengatakan bahwa nishab kedua orang 
itu adalah nishab perorangan, sebagaimana zakat keduanya yang berlaku 
bagi perorangan. Jadi, masing-masing golongan ulama menempatkan 
sabda Nabi SAW, "Tidak boleh dikumpulkan harta yang terpisah, dan 
tidak boleh dipisahkan harta yang terkumpul," menurut pendapat mereka 
masing-masing. 

1. Malik berpendapat: Pengertian sabda Nabi SAW, ''Tidak boleh 
dipisahkan harta yang terkumpul," adalah bahwa jika masing-masing 
dari kedua pemilik harta campuran itu mempunyai seratus ekor kambing, 
maka atas keduanya dikenakan zakat tiga ekor kambing. Tetapi jika 
keduanya dipisahkan, maka masing-masing dari keduanya dikenakan 
zakat seekor kambing. 
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Sedangkan pengertian dari hadits, "Tidak boleh dikumpulkan harta 
yang terpisah," adalah seperti jika ada tiga orang yang masing-masing 
mempunyai empat puluh ekor kambing, berarti mereka dikenakan zakat 
seekor kambing. 

Jadi, menurut pendapat Malik, larangan tersebut hanya ditujukan 
kepada para pemilik harta campuran yang masing-masing mempunyai 
harta yang telah mencapai satu nishab. 

2. Syafi’i berpendapat bahwa pengertian dari hadits, "Tidak boleh 
dipisahkan harta yang terkumpul, " adalah seperti ketika dua orang yang 
bersama-sama memiliki empat puluh ekor kambing, dan jika kambing 
mereka berdua dipisahkan maka tidak ada kewajiban zakat atas 
keduanya. Syafi'i berpendapat bahwa nishab para pemilik harta campuran 
ini adalah seperti nishab zakat milik perorangan. 

Para ulama yang meyakini adanya pengaruh harta campuran, 
berselisih pendapat mengenai jenis harta campuran yang berpengaruh 
terhadap zakat. 

1. Syafi'i berpendapat bahwa syarat adanya percampuran adalah 
bercampurnya hewan-hewan ternak kedua pemilik, berkandang sama, 
susunya diperah bersama, digembalakan bersama, dan diberi minum 
bersama, kambing pejantannya pun merupakan milik campuran 
keduanya. Syafi'i tidak membedakan antara percampuran (khilthah) 
dengan perkongsian (syirkah). Karena itu, dia memperhitungkan 
terpenuhinya satu nishab pada masing-masing dari kedua pemilik 
tersebut. 

2. Sedangkan Malik berpendapat bahwa yang disebut dengan 
hewan ternak campuran adalah jika tempat minum, tempat mandi, 
kandang, penggembala, dan pejantannya diusahakan bersama. Kemudian 
para pengikut Malik berselisih pendapat tentang keharusan terpenuhinya 
sebagian atau seluruh persyaratan tersebut agar dapat dikategorikan 
sebagai percampuran. 

Perbedaan pendapat ini disebabkan adanya banyak makna dari kata 
khalthah (campuran). Itulah sebabnya segolongan ulama tidak mengakui 
adanya pengaruh campuran terhadap zakat. Pendapat ini diyakini oleh 
Abu Muhammad bin Hazm Al Andalusi. 
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Pasal kelima: Nishab dan Kadar yang Wajib Dikeluarkan pada 
Zakat Biji-bijian dan Buah-buahan 

Para ulama sepakat bahwa kadar zakat yang wajib pada biji-bijian 
adalah sepuluh persen (10 %) untuk tanaman yang mendapat pengairan 
dari langit (tadah hujan), dan lima persen (5 %) untuk tanaman yang 
disirami dengan alat, karena ketentuan ini sudah jelas disebutkan dalam 
hadits shahih. 


Mengenai keharusan adanya nishab pada produksi pertanian, para 
ulama masih memperselisihkannya. Jumhur mengharuskan adanya 
nishab pada harta-harta tersebut, yakni sebanyak lima wasag. Satu wasag 
adalah sama dengan enam puluh sha' berdasarkan ijma’. Satu sha' sama 
dengan empat mud'biahl SAW. 

1. Jumhur ulama mengatakan bahwa satu midcl sama dengan satu 
sepertiga (1 1/3) kati lebih sedikit dengan kati Baghdad. Ukuran ini 
dipegang oleh Abu Yusuf, ketika Malik membantah pendapat ulama Irak 
karena ukuran tersebut dikuatkan oleh ulama Madinah. 


2. Abu Hanifah berpendapat bahwa satu mud sama dengan dua kati. 
Dan satu sha' sama dengan delapan kati. Kemudian dia berpendapat 
bahwa tidak ada nishab pada biji-bijian dan buah-buahan. 


Perbedaan pendapat ini disebabkan karena adanya pertentangan 
antara ketentuan umum dengan ketentuan khusus. Ketentuan umum 
tersebut adalah sabda Nabi SAW, 




' t c g.L.».,,...!i 


"Tanaman yang menggunakan pengairan alami (tadah hujan), 
zakatnya adalah sepuluh persen, dan pada tanaman yang disirami 
dengan alat bantu, zakatnya adalah lima persen. 


Sedang ketentuan khusus adalah sabda Nabi SAW, 


f 0 ^ 0 ✓ , 0 f .y 9, y ©» 


"Tidak ada sedekah (zakat) pada hasil bumi yang kurang dari lima 
wasag. 


' Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Kedua hadits ini shahih. Bagi ulama yang berpendapat bahwa 
ketentuan khusus harus ditegakkan di atas ketentuan umum, maka 
mereka mengharuskan adanya nishab. Dan inilah pendapat yang 
masyhur. 

Sedang bagi ulama yang berpendapat bahwa ketentuan umum dan 
khusus itu saling bertentangan, jika tidak diketahui mana yang 
didahulukan dan mana yang dikesampingkan. Sementara ketentuan 
khusus kadang dibatalkan oleh ketentuan umum, dan ketentuan umum 
pun dapat dibatalkan oleh ketentuan khusus. Karena semua yang harus 
diamalkan dapat pula dibatalkan, sedangkan pembatalan dapat terjadi 
pada sebagian dan dapat pula pada keseluruhan. Maka bagi ulama yang 
lebih menguatkan ketentuan umum akan mengatakan bahwa hasil bumi 
itu tidak ada ketentuan nishab-nya. 

Namun, pendapat jumhur ulama yang mengedepankan ketentuan 
khusus dari ketentuan umum menilai bahwa pada kedua masalah di atas 
terdapat sesuatu yang saling bertentangan. Ini terjadi karena ketentuan 
umum dalam masalah tersebut diambil berdasarkan pengertian lahirnya. 
Sedangkan ketentuan khusus bagi masalah tersebut sudah merupakan 
nash (ketegasan). 

Renungkanlah, karena inilah yang menyebabkan terjadinya 
kesamaran pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa ketentuan 
umum harus didahulukan dari ketentuan khusus. Karena pertentangan 
antara keduanya dapat terjadi jika ketentuan khusus berkaitan dengan 
ketentuan umum, dan ketentuan khusus pun akan menjadi pengecualian. 

Dan alasan Abu Hanifah yang menyatakan tidak adanya nishab 
berdasarkan ketentuan umum ini, adalah alasan lemah. Karena hadits 
yang berisi tentang ketentuan umum di atas dikeluarkan sebagai 
penjelasan tentang kadar zakat yang wajib. 

Kemudian ulama berselisih pendapat mengenai nishab dalam tiga 
persoalan; 

1. Penggabungan beberapa jenis biji-bijian kepada lainnya untuk 
mencukupkan nishab. 

2. Bolehnya memperkirakan nishab pada anggur dan kurma dengan 
menggunakan taksiran. 
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perhitungan nishab ataukah tidak. 


Masalah pertama: Penggabangan Biji-Bijian dan Buah-Buahan 

maka diambil dari jenis pertengahannya. 

M mnn mereka berbeda pendapat mengenai penggabungan antar 
biji-bi"r:l"enggabL^^^ dan suU 

^“"“7 Malik berpendapat bahwa biji-bijian sentuanya adalah 

dan jenisnya masing masing g Uinthah sya'ir dan suit 

“7—''"d^^je tidak boleh digabungkan satu 

dengan lainnya untuk mencukupi msAub 

sebab perbedaan 

diperhatikan berupa penggolongan jen 
kesamaan manfaat. 

Bagi ulama yang berpendapat dengan kesatuan « 
mengatakan bahwa selama namanya b'*eda, ™k\^ 
ienisnva Sedangkan bagi ulama yang berpendap g 

TaS mereka mengamkan bahwa selama manfaatnya sama, maka sam 

pula jenisnya, meski berbeda nama. 

=:r 

dalam segi manfaat. 
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Agaknya, kesaksian syari'at terhadap nama-nama dalam masalah 
zakat lebih banyak, dibandingkan dengan kesaksiannya terhadap manfaat, 
meski keduanya sama-sama diterima dalam ketentuan syari'at. 


Masalah kedua: Menghitung nishab dengan taksiran 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa penghitungan nishab didasari 
oleh taksiran, dan bukan dengan takaran. Ini dibolehkan untuk kurma dan 
anggur yang nampak baik, namun dengan catatan si pemilik harus 
mencicipinya terlebih dahulu sebelum benar-benar masak. 

2. Daud Azh-Zhahiri berpendapat bahwa penghitungan dengan 
taksiran hanya boleh dilakukan pada kurma. 

3. Abu Hanifah dan kedua pengikutnya berpendapat bahwa 
penghitungan dengan taksiran tidak boleh, dan pemilik harta (buah) harus 
mengeluarkan sepersepuluh (1/10) dari perolehannya, baik lebih maupun 
kurang dari taksiran. 

Sebab perbedaan pendapat: Beda pendapat ulama seputar 
bolehnya penghitungan nishab dengan taksiran disebabkan adanya 
pertentangan antara dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah tersebut. 

Hadits yang berkenaan dengan masalah ini dan dipegangi oleh 
jumhur ulama adalah: "Bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus 
Abdullah bin Ruwahah dan sahabat lainnya ke Khaibar, kemudian dia 
menaksir buah kurma milik penduduk Khaibar."^'^ 

Aturan-aturan pokok yang bertentangan dengan hadits tersebut 
adalah karena taksiran termasuk perkara muzabanahyan% dilarang. Yakni 
penjualan buah yang masih ada di pohon dengan buah yang sudah bisa 
ditakar, atau penjualan kurma basah (ruthab) dengan kurma kering (tamr) 
secara nasi'ah (yang pembayaran dilakukan kemudian). Sistem jual beli 
seperti ini (kelebihan dan penundaan) termasuk pangkal riba. 

Menurut ulama Kufah, taksiran yang dilakukan terhadap penduduk 
Khaibar tidak berkaitan dengan urusan zakat —karena mereka memang 


Dha'if. HR. Abu Daud (1606 dan 3413), Ahmad (6/163), Ishaq bin Ruhawaih 
dalam Musnad (904), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2315), diriwayatkan 
pula oleh Ad-Daruquthni (2/134), Al Baihaqi (4/123) dari hadits riwayat Aisyah 
RA, dan dinilai dha'if oleh Al Aibani dalam Dha'ifAbu Daud. 
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tidak terbebani kewajiban zakat—. Berarti, taksiran itu dimaksudkan 
untuk mengetahui hasil panen buah-buahan penduduk Khaibar itu saja. 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata: Menurut Malik, nampaknya 
taksiran tersebut dilakukan berkaitan dengan bagi hasil. Karena ketika 
Abdullah bin Ruwahah selesai melakukan penaksiran, dia pun berkata, 
"Jika kalian mau, untukmu bagianmu. Dan jika kamu mau, untukku 
bagianku." Dan ini biasanya terjadi dalam kasus pembagian hasil 
produksi, dan bukan benih untuk modal. 

Tetapi, jika alasannya didasarkan kepada hadits dari 'Aisyah RA 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud, maka penaksiran dilakukan untuk 
menetapkan kadar zakat yang wajib mereka bayar. Hadits tersebut 
adalah: 'Aisyah RA menuturkan tentang Khaibar, "Nabi SAW pernah 
mengutus Abdullah bin Ruwahah kepada orang-orang Yahudi Khaibar, 
kemudian melakukan penaksiran atas kurma mereka ketika kurma-kurma 
itu telah nampak baik sebelum bisa dimakan." 

Tentang penaksiran kurma ini tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari 
dan Muslim. 

Betapapun juga penaksiran tersebut merupakan pengecualian dari 
berbagai dalil yang ada. Andaikan hadits tersebut benar-benar shahih dari 
Nabi SAW, berarti itu adalah keputusan beliau yang harus dipatuhi kaum 
muslimin. Namun, suatu hukum yang ditetapkan kepada orang-orang 
dzimmi tidaklah harus berlaku kepada kaum muslimin, kecuali jika 
terdapat dalil yang menunjukkan kewajibannya. Wallahu a'lam. 

Sekiranya hadits 'Itab bin Usaid di bawah ini shahih, tentu 
kebolehan penaksiran akan menjadi jelas. 

Disebutkan: bahwa Rasuluilah SAW telah memerintahkanku agar 
menaksir anggur dan mengambil zakatnya dalam bentuk zabib (anggur 
kering), seperti zakat pohon kurma yang diambil dalam bentuk tamar 
(kurma kering)."^''* 


Dha'if. HR. Abu Daud (1603 dan 1604), An-Nasa i (5/109), Ibnu Majah (1819), 
dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2316, 2317 dan 2318), Ibnu Hibban (3278 
dan 3279), Ad-Daruquthni (2/133), serta Al Baihaqi (4/22). 

Al Hafizh berkata dalam Bulugh A! Maram (1/123), "Sanadnya mungathi' 
(terputus)." Dan dianggap dha'if oleh Al Albani dalam Irwa' Al Ghalil (807). 


554 Bidayatul Mujtahid 



Akan tetapi, hadits ini memiliki caeat, karena perawinya adalah 
Sa'id bin Al Musayyab, dan 'Itab tidak pernah mendengar hadits dari 
Sa'id bin Al Musayyab. Karena itu, Daud Azh-Zhahiri tidak 
membolehkan penaksiran kurma. 

Ulama yang mewajibkan zakat pada buah zaitun juga berselisih 
pendapat mengenai kebolehan melakukan penaksiran. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam meng- 
qiyas-kannya kepada pohon kurma dan anggur. Semua ulama 
berpendapat bahwa zakat yang harus dikeluarkan dari kurma adalah 
kurma yang sudah matang (tamar), bukan kurma basah (ruthab); dan 
zakat bagi anggur adalah zabib (anggur kering atau kismis), bukan buah 
anggur. 

Begitu pula bagi ulama yang memandang wajibnya zakat pada 
buah zaitun, mereka berpendapat bahwa yang wajib dikeluarkan darinya 
adalah minyak zaitun, bukan buahnya. Ini karena d\-qiyas-kan dengan 
kurma dan zabib. 

Dalam kaitan ini, Malik berpendapat, "Pada anggur yang tidak bisa 
dibuat zabib, dan pada buah zaitun yang tidak bisa diperas, kami menilai 
zakatnya diambil dari benihnya (biji)." 


Masalah ketiga: Buah atau tanaman yang dimakan sebelum datang 
masa panen 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa buah atau tanaman 
yang dimakan oleh pemiliknya sebelum datang masa panen 
diperhitungkan pula dalam nishab. 

2. Sedangkan Syafi'i berpendapat tidak diperhitungkan, dan 
penaksir (petugas zakat) membiarkan apa yang telah dimakan oleh 
pemilik dan keluarganya. 

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena adanya kontradiksi 
antara hadits, Al Qur'an, dan qiyas. Hadits tersebut adalah apa yang 
diriwayatkan oleh Sahi bin Abu Haitsamah: Bahwa Nabi SAW mengutus 


Dalam tema ini ada juga hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, dan dari 
Jabir yang diriwayatkan oleh Ahmad (3/296 dan 376), serta Al Baihaqi (4/123). 
Juga diriwayatkan dari Ibnu Umar yang dinukil oleh Ahmad (2/24). 
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Abu Haitsamah untuk melakukan penaksiran, maka datanglah seseorang 
dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Haitsamah telah 
melebihkan (sisa zakat) kepadaku." Maka Rasulullah SAW bersabda 
kepada Abu Haitsamah, "Anak pamanmu mengatakan bahwa kamu telah 
melebihkan (sisa zakat) kepadanya." Abu Haitsamah menjawab, "Wahai 
Rasulullah, aku telah membiarkan (menyisakan) baginya sekadar untuk 
dimakan oleh keluarganya dan untuk diberikan kepada orang-orang 
miskin, serta buah yang dijatuhkan oleh angin." Maka Rasulullah SAW 
bersabda, "Anak pamanmu (Abu Haitsamah) telah melebihkan untukmu 
dan berlaku adil kepadamu. 


Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, 

•(^ J' 'p 'ij 


"Jika kamu melakukan penaksiran, maka tinggalkanlah sepertiga. 
Jika kamu tidak meninggalkan sepertiga, maka tinggalkanlah 
seperempat. 


Dalam riwayat dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda, 
Aj^I JlUl ^ ^ I 


"Ringankanlah olehmu dalam melakukan penaksiran, karena pada 
harta (buah-buahan) itu ada yang jatuh, yang dimakan orang, yang 
merupakan siasat, yang menjadi hak pekerja, yang tertimpa bencana, 
dan yang menjadi hak (zakat) atas buah-buahan. 


Adapun nash Al Qur'an yang bertentangan dengan hadits-hadits 
tersebut adalah firman Allah SWT, 


Dha’if. HR. Ad-Daruquthni (2/134), Ath-Thabrani dalam Al Ausath (9150), Al 
Haitsami berkata dalam Al Mujma' (3/76), "Di dalam sanad hadits ini terdapat 
Muhammad bin Shadaqah, dia adalah perawi yang dha'if." 

Dha'if. HR. Abu Daud (1605), At-Tirmidzi (643), An-Nasa'i (5/42) dan dalam 
Al Kubra (2270), Ahmad (3/448), 4/2 dan 3), Ad-Darimi (2/351), dinilai shahih 
oleh Ibnu Khuzaimah (2319 dan 2320), Ibnu Al Jarud (352), Ath-Thabrani 
(6/5626), Al Baihaqi (4/123), serta dianggap dha'if oleh Al Albani dalam Dha'if 
Abu Daud. 

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah {Kitab Zakat: Bab ma dzukirafi khirshin- 
nakhli) dan A! Baihaqi (4/123). 
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"Makanlah buahnya (yang bermacam-macam itu) jika tanaman itu 
telah berbuah, dan tunaikanlah haknya pada waktu panen." (Qs. Al 
An'aam [6]: 141) 

Sedangkan qiyas-nydL adalah bahwa buah-buahan juga termasuk 
harta. Oleh karena itu, wajib dikenakan zakat seperti halnya harta-harta 
lainnya. 

Demikianlah beberapa persoalan esensial yang terkait dengan kadar 
zakat yang wajib. Dan zakat yang wajib pada ketiga macam jenis buah- 
buahan itu tidak diperselisihkan lagi. Apabila zakat tersebut dikeluarkan 
dari buah-buahan yang ada, maka itu sudah cukup. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah zakat boleh 
dibayar dengan harganya sebagai ganti dari harta ataukah tidak. 

1. Malik dan Syafi'i berpendapat tidak boleh mengeluarkan harga 
harta zakat sebagai ganti jenis harta zakat yang telah ditentukan. 

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat boleh mengeluarkan 
harganya, baik ketika si pemberi zakat mampu mengeluarkan zakat 
berupa harta maupun tidak. 

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh persoalan, apakah zakat 
merupakan suatu ibadah ataukah merupakan suatu hak bagi orang-orang 
miskin? 

Bagi ulama yang berpendapat bahwa zakat adalah suatu ibadah, 
beranggapan andai zakat tidak dikeluarkan dari harta zakat yang telah 
ditentukan, maka itu tidaklah akan mencukupi. Karena apabila suatu 
ibadah tidak dikerjakan seperti yang telah diperintahkan, maka ibadah 
tersebut batal. 

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa zakat merupakan hak 
orang-orang miskin, maka mereka tidak membedakan antara nilai harta 
dan harta zakat itu sendiri. 

Ulama kalangan madzhab Syafi'i mengatakan, "Kami dapat 
mengatakan bahwa meski kami juga mengakui zakat merupakan hak 
orang-orang miskin, tetapi syari’at menggantungkan hak tersebut (zakat) 
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kepada jenis harta, dengan maksud mengikutsertakan orang-orang miskin 
bersama orang-orang kaya untuk menikmati harta-harta tersebut." 

Sedangkan ulama kalangan madzhab Hanafi mengatakan bahwa 
penyebutan Jenis-jenis harta secara khusus dimaksudkan untuk 
memberikan kemudahan bagi para pemilik harta. Karena bagi pemilik, 
tentu akan lebih mudah mengeluarkan barang yang ada di tangannya. Itu 
karena dalam sebuah hadits disebutkah bahwa Rasulullah SAW pernah 
menetapkan diyat berupa pakaian bagi orang yang mempunyai pakaian. 
Tema ini akan dikemukakan dalam pembahasan tentang Hudud. 


Pasal keenam: Nishab barang dagangan 

Mengenai nishab pada barang dagangan (al-'urudh), bagi ulama 
yang berpendapat demikian, maka hanya khusus dikenakan kepada 
barang-barang yang dijadikan dagangan berdasarkan nilai sebelumnya. 
Mereka berpendapat bahwa yang dijadikan nishab pada barang-barang 
tersebut adalah mata uang, karena mata uanglah yang menjadi tolak nilai 
bagi barang-barang konsumsi dan harta-harta modal. Bagi ulama yang 
mewajibkan zakat pada barang dagangan mensyaratkan agar barang- 
barang tersebut harus genap satu tahun kepemilikan (haul). 

Malik berpendapat bahwa jika seseorang menjual barang 
dagangannya, maka dia harus menzakatinya sesudah genap masa 
kepemilikan setahun, seperti halnya pada utang. Itu dikenakan atas 
pedagang yang dapat memastikan waktu pembelian barangnya. 
Sedangkan bagi para pedagang yang tidak dapat memastikan pembelian 
dan penjualan barang dagangannya (dikenal dengan sebutan "mudir"). 

Malik menilai: jika waktu satu tahun telah berlalu dari masa awal 
dia berdagang, maka dia harus menilai semua barang dagangan yang ada 
di tangannya, kemudian digabungkan dengan mata uang yang dia miliki 
berikut piutang-piutang yang diharapkan mampu dia terima, itu andai pun 
dia tidak memiliki utang. 

Ini adalah kebalikan pendapat Malik sendiri tentang utang bagi 
pedagang selain mudir. Jika hasil penggabungan tersebut mencapai satu 
nishab, maka dia harus menunaikan zakatnya, baik ketika sudah ada 
barang yang diuangkan atau belum pada tahun itu, atau baik barang- 
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barang itu telah mencapai satu nishab maupun tidak. Begitulah yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Al Majisyun dari Malik. 

Ibnu Al Qasim juga meriwayatkan dari Malik, bahwa jika seorang 
pedagang tidak mempunyai uang tunai, sedangkan dia berdagang dengan 
barang dagangan, maka terhadap barang-barang dagangannya tersebut 
tidak dikenakan wajib zakat. 

Jadi, di antara ulama ada yang tidak mensyaratkan adanya uang 
tunai, dan ada pula yang mensyaratkannya. Dan ulama yang 
mensyaratkannya ada yang memandang wajib adanya nishab, dan ada 
pula yang tidak mewajibkannya. 

Al Muzani berpendapat bahwa zakat barang dagangan diambil dari 
jenis barang dagangan itu sendiri, bukan dari harganya. 

Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Ats-Tsauri, Al Auza'i, dan lain- 
lainnya berpendapat bahwa baik miuiir atau bukan hukumnya sama. Dan 
orang yang membeli barang-barang untuk diperdagangkan, kemudian 
barang-barang tersebut mencapai masa kepemilikan satu tahun, maka dia 
harus menilai dan menzakatinya. Segolongan ulama berpendapat bahwa 
dia mengeluarkan zakat berdasarkan harga pembeliannya, bukan 
berdasarkan harga pasar saat dia hendak menunaikan zakat. 

Tentang jumhur ulama yang tidak mewajibkan zakat pada mudir, 
adalah karena haul menurut mereka hanya disyaratkan bagi barang itu 
sendiri ('ainul-mal), dan bukan pada ragam jenisnya. Tetapi Malik, 
menyamakan macam barang dengan wujud barang agar kewajiban zakat 
tidak gugur sama sekali dari seorang mudir. Ketentuan seperti ini lebih 
mirip untuk disebut sebagai ketentuan tambahan daripada disebut sebagai 
ketentuan nukilan ketentuan baku (tetap) dalam syari'at. Dan inilah yang 
oleh ulama dikenal sebagai qiyas mursal, yaitu: suatu yang tidak 
disandarkan kepada suatu sumber hukum yang telah ditegaskan dalam 
syari'at dan hanya disandarkan kepada suatu kemaslahatan yang sesuai 
dengan syari'at, sebagai hasil pemikiran. 

Akan tetapi, Malik berpegangan dengan qiyas maslahat ini meski 
tidak disandarkan atas sumber-sumber hukum yang ditegaskan dalam 
syari'at. 
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Waktu Wajibnya Zakat 

Mengenai waktu wajibnya zakat, jumhur ulama mensyaratkan haul 
(genap satu tahun) pada emas, perak dan hewan ternak. Karena 
persyaratan ini diriwayatkan dari keempat khalifah, di samping sudah 
populer dan diamalkan secara merata di kalangan sahabat. Juga karena 
populernya hal itu sedemikian rupa —tanpa ada yang menentangnya— 
diyakini oleh mereka terjadi karena taugif (penetapan dari syari’). 
Diriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW 
bersabda: 


, J aIIp ^ «IsTj 'y 


""'Tidak ada zakat pada suatu harta hingga berlalu haul (satu tahun) 
atasnya."^^^ 

Persyaratan ini telah disepakati oleh ulama berbagai negeri, dan 
tidak ada perbedaan pendapat pada masa pertama Islam, kecuali tindakan 
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dan Mu’awiyah RA. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena dalam masalah ini tidak 
terdapat hadits yang shahih. 

Dari bahasan ini terjadi perbedaan pendapat dalam delapan 
masalah: 


Masalah pertama: Apakah pada barang-barang tambang 
disyaratkan hauH 

1. Syafi’i menetapkan haul dan nishab pada barang-barang 
tambang. 

2. Malik hanya menetapkan nishab, tanpa haul. 


*'* Shahih HR. Ibnu Majah (1792), Ad-Daruquthni (2/ 90), Al Baihaqi (4/ 95, 
103), dari Aisyah RA. Dan dalam bab ini ada juga hadits dari Ali yang 
diriwayatkan oleh Ahmad (1/ 148), Ad-Daruquthni (2/ 91), Al Baihaqi (4/ 103), 
dan dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (631, 632), Ad- 
Daruquthni (2/ 90, 92), Al Baihaqi (4/ 103, 109). Dan juga dari Ummu Sa’ad Al 
Anshariyyah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di dalam Al Kabir (25/ 137), 
serta dari Anas yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/ 91). Dinilai shahih 
oleh Al Albani di dalam Shahih Ibnu Majah. 
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Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan barang-barang 
tambang antara kemiripannya dengan hasil bumi yang terkena zakat 
dengan emas dan perak yang merupakan benda-benda yang dapat 
disimpan. Bagi ulama yang menyamakan barang-barang tambang dengan 
hasil bumi, maka mereka tidak menetapkan haul. Sedangkan bagi ulama 
yang menyamakan barang-barang tambang dengan emas dan perak yang 
dapat disimpan, maka mereka mewajibkan haul. Nampaknya, kemiripan 
barang-barang tambang dengan emas dan perak itu lebih jelas. Wallahu 
a ’lam. 


Masalah kedua: Perhitungan haul pada laba suatu harta 

Mengenai hal ini, ulama berbeda dalam tiga pendapat: 

1. Syafi’i berpendapat bahwa haulnya diperhitungkan dari hari 
pengambilan keuntungan, baik harta pokoknya mencapai nishab atau 
tidak. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz yang 
menetapkan untuk tidak memberlakukan zakat pada laba perdagangan 
hingga mencapai haul. 

2. Malik berpendapat bahwa haul laba adalah haul harta pokok, 
maksudnya apabila harta pokok itu telah mencapai haul, maka laba 
tersebut harus dizakati bersama harta pokoknya, baik harta pokok 
mencapai nishab atau kurang, selama penggabungan harta pvokok dengan 
laba mencapai nishab. Abu Ubaid berkata, “Tidak ada seorang pun dari 
kalangan ulama yang mengikuti pendapatnya, yang ikut hanya 
pengikutnya sendiri.” 

3. Sebagian ulama lainnya membedakan apakah harta pokok yang 
telah berlalu haulnya itu mencapai nishab atau tidak? Mereka 
berpendapat jika harta pokok tersebut mencapai nishab, maka labanya 
harus dizakati bersama pokok harta, dan jika tidak mencapai nishab, 
maka tidak harus dikeluarkan zakatnya. Ulama yang berpendapat 
demikian antara lain Al Auza’i, Abu Tsaur dan Abu Hanifah, 

Sebab perbedaan pendapat: Ketidakjelasan kedudukan laba 
antara kemiripan dengan harta yang diperoleh atau harta pokok. Bagi 
ulama yang menyamakan laba dengan harta keuntungan sejak pertama, 
mereka mengatakan bahwa terhadap laba dikenakan ketentuan haul. 
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Sementara bagi ulama yang menyamakan laba dengan harta pokok, 
maka mereka mengatakan bahwa kedudukan laba sama dengan harta 
pokok. Hanya saja, dalam menyamakan hal ini disyaratkan harta pokok 
tersebut telah terkena kewajiban zakat, yang berarti bahwa harta pokok 
itu telah mencapai nishab. Oleh karena itu, pengqiyasan laba dengan 
harta pokok dianggap lemah dalam madzhab Maliki. Agaknya, pendapat 
yang dipegang oleh Malik dalam masalah ini, ialah mempersamakan 
harta laba dengan anak-anak kambing. Akan tetapi, mengenai anak-anak 
kambing ini pun masih diperselisihkan oleh ulama. Dari Malik 
diriwayatkan pula pendapatnya seperti pendapat jumhur ulama. 


Masalah ketiga: Haul keuntungan yang diperoleh dari harta yang 
terkena zakat 

Para ulama sepakat bahwa apabila sesuatu harta itu kurang dari 
nishab, kemudian memperoleh keuntungan dari selainnya, sehingga 
jumlahnya (harta pokok dan keuntungan) mencapai nishab, maka 
perhitungan haul dimulai sejak hari sempurnanya nishab. Mereka 
berbeda pendapat tentang seseorang yang memperoleh keuntungan, 
sedangkan ia mempunyai harta lain yang telah mencapai nishab dan telah 
berlalu haul atasnya. 

1. Malik berpendapat bahwa harta keuntungan itu harus dizakati, 
apabila telah mencapai nishab pada saat berlalu haul atasnya, dan tidak 
digabungkan kepada harta yang telah terkena kewajiban zakat. Pendapat 
tentang keuntungan ini dikemukakan pula oleh SyafiM. 

2. Abu Hanifah bersama para pengikutnya dan Ats-Tsauri 
berpendapat bahwa semua harta keuntungan dizakati berdasarkan haul 
harta pokoknya jika harta pokok tersebut telah mencapai nishab. 

Sebab perbedaan pendapat: Disebabkan persoalan, apakah harta 
keuntungan itu dianggap sebagai harta yang menambah harta pokok, atau 
dianggap sebagai harta yang tidak menambah pada harta lain (yakni 
berdiri sendiri)? 

Bagi ulama yang berpendapat bahwa harta keuntungan itu sama 
kedudukannya dengan harta yang tidak menambah (bergabung) pada 
harta lain, yakni harta yang tidak terkena kewajiban zakat, maka mereka 
mengatakan bahwa harta keuntungan itu tidak terkena zakat. 
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Adapun bagi ulama yang berpendapat bahwa harta keuntungan itu 
dianggap sebagai harta yang menambah (bergabung) pada harta lain, dan 
merupakan satu kesatuan harta, maka mereka mengatakan bahwa apabila 
harta yang ditambah (yakni harta pokok) terkena zakat —karena sudah 
mencapai satu nishab — maka haul harta keuntungan itu diperhitungkan 
berdasarkan haul harta pokoknya. 

Dan keumuman sabda Nabi SAW: 

'"^Tidak ada zakat pada sesuatu harta sehingga berlalu haul 
atasnya.”^'^ 

Keumuman sabda Nabi SAW tersebut menunjukkan tidak adanya 
penggabungan suatu harta pada harta yang lain, kecuali berdasarkan dalil. 
Dalam hal ini Abu Hanifah berpegang pada pengqiyasan uang tunai atas 
hewan ternak. Di antara dasar hukum yang dipegangnya, bahwa haul itu 
tidak disyaratkan harus terdapat pada harta yang telah mencapai nishab 
pada semua bagiannya, melainkan cukup dengan tercapainya nishab pada 
kedua ujungnya saja atau sebagian dari keseluruhan yang ada. 

Jadi, dia berpendapat bahwa apabila suatu harta telah mencapai 
nishab pada awal tahun, kemudian sebagiannya musnah sehingga 
berkurang dari nishab, lalu pada akhir tahun diperoleh harta lain sehingga 
tercapai lagi nishabnya, maka harta tersebut terkena kewajiban zakat. 
Menurutnya, terdapat kewajiban zakat pada harta tersebut disebabkan 
karena meskipun harta ini tidak mencapai haul dengan sempurna, tetapi 
pada kesemua bagiannya merupakan satu harta dengan haul itu sendiri, 
sedang pada kedua ujung haul tercapai nishab. 

Nampaknya, haul yang disyaratkan pada harta itu hanyalah pada 
harta tertentu saja yang tidak bertambah atau berkurang, baik karena laba, 
keuntungan, atau lainnya, karena yang dimaksud dengan haul adalah 
keadaan suatu harta sebagai suatu kelebihan yang tidak diperlukan. 
Demikian itu karena suatu harta yang tetap berada di tangan pemiliknya 
selama satu tahun tanpa mengalami perubahan, mengandung arti bahwa 
pemiliknya itu tidak membutuhkannya. Oleh karena itu dikenakan 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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kewajiban zakat atasnya. Karena hakikatnya zakat itu hanya dikenakan 
pada kelebihan-kelebihan harta. 

Adapun bagi ulama yang berpendapat bahwa persyaratan haul pada 
suatu harta itu disebabkan karena adanya pertambahan pada harta itu 
sendiri, seharusnya mereka mengatakan bahwa keuntungan, terlebih lagi 
laba, harus digabungkan pada harta pokok, dan nishabnya harus 
diperhitungkan pada kedua ujung haul. Maka perhatikanlah, karena ini 
adalah perkara yang jelas. Wallahu a’lam. 

Itu sebabnya Malik berpendapat bahwa barangsiapa pada awal haul 
mempunyai hewan ternak yang terkena kewajiban zakat, kemudian dijual 
dan digantinya pada akhir haul dengan hewan ternak yang semacamnya, 
maka ia wajib mengeluarkan zakat. Seolah Malik juga memperhitungkan 
kedua ujung haul, seperti pada madzhab Abu Hanifah. Dan seperti telah 
kami katakan, ia juga memegang pendapat Abu Hanifah tentang 
pengqiyasan keuntungan uang tunai atas keuntungan hewan ternak. 


Masalah keempat: Haul piutang 

Mengenai perhitungan haul piutang —jika kita katakan bahwa 
piutang itu terkena zakat— para ulama berbeda pendapat: 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa haulnya dihitung sejak hari 
pertama menjadi piutang, kemudian dizakati berdasarkan jumlah haul. 
Jika telah mencapai satu haul, maka zakatnya untuk satu haul. Dan jika 
mencapai beberapa haul, maka zakatnya juga beberapa haul. 
(maksudnya, jika telah berlalu satu haul, maka dikeluarkan zakatnya satu 
kali, dan jika telah berlalu beberapa haul, maka dikeluarkan zakatnya 
berdasarkan jumlah haul tersebut). 

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa piutang tersebut 
hanya dizakati untuk satu haul, meskipun telah berada di tangan orang 
yang berutang beberapa haul. 

3. Ulama yang lain berpendapat harus ditunggu sampai haul 
berikutnya (yakni sejak hari diterimanya kembali piutang). 

Ulama yang berpendapat harus ditunggu sampai datangnya haul 
berikutnya — sejak hari diterimanya kembali piutang— pada dasarnya 
mereka tidak mewajibkan zakat pada piutang. 
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Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa piutang itu dikenai 
zakat berdasarkan jumlah haul, maka hal itu karena mereka 
mempersamakan piutang dengan uang yang ada di tangan. 

Adapun pendapat ulama yang mengatakan bahwa zakat hanya 
dikenakan untuk satu haul, meskipun telah berlalu beberapa haul di 
tangan orang yang berutang, maka tidak saya ketahui alasannya pada 
masa sekarang ini. Sebab, selama masih menjadi piutang dapat saja ia 
mengatakan bahwa pada piutang itu dikenakan zakat, atau dapat pula 
tidak mengatakan demikian. 

Jika pada piutang itu tidak dikenakan zakat, maka tidak ada 
pembicaraan lebih lanjut, melainkan haulnya dimulai sejak hari 
diterimanya kembali piutang. Dan Jika pada piutang dikenakan zakat, 
maka ada kalanya disyaratkan haul padanya, dan ada kalanya tidak. Jika 
haul disyaratkan, maka harus diperhitungkan jumlah haul. Kecuali jika 
dikatakan, bahwa apabila pada setiap kali berlalu satu haul tidak mampu 
mengeluarkan zakat, maka gugurlah kewajiban zakat darinya pada haul 
tersebut. Karena pada dasarnya — zakat itu diwajibkan berdasarkan 
dua syarat, yaitu keberadaan harta itu sendiri dan berlalunya haul. 

Oleh karena itu, yang tinggal hanyalah kewajiban haul yang 
terakhir. Demikian itu oleh Malik disamakan dengan barang-barang 
dagangan, karena menurutnya barang-barang tersebut tidak dikenai zakat, 
meskipun telah berlalu beberapa haul. Kecuali jika barang-barang 
tersebut dijual. Hal ini juga serupa dengan hewan-hewan ternak yang 
tidak didatangi oleh petugas (amil) zakat selama beberapa tahun, 
kemudian ketika petugas tersebut datang, didapatinya hewan-hewan 
tersebut telah berkurang. 

Menurut madzhab Maliki, yang dizakati hanyalah hewan-hewan 
ternak yang ada saja. Malik mengemukakan alasan, bahwa meski hewan- 
hewan tersebut telah mengalami haul — seperti telah kami kemukakan— 
namun pemiliknya tidak bisa mengeluarkan zakat. Karena itu, ia 
berpendapat bahwa kedatangan petugas zakat merupakan syarat bagi 
wajibnya zakat, di samping berlalunya haul. Maka gugurlah darinya 
kewajiban zakat, baik zakat yang wajib padanya itu lebih sedikit atau 
lebih banyak. Pendapatnya ini tidak beijalan menurut qiyas, melainkan 
yang diperhitungkan oleh Malik dalam hal ini adalah perbuatan 
(penduduk Madinah). 
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Adapun Syafi’i berpendapat bahwa pemilik hewan ternak tersebut 
harus mengganti, karena ia berpendapat bahwa kehadiran petugas zakat 
tidak menjadi syarat bagi wajibnya zakat. Pendapat Malik dipegang oleh 
orang-orang yang berpendapat bahwa seseorang itu tidak boleh 
memberikan zakat hartanya kecuali kepada seorang penguasa muslim 
(imam), yang apabila imam tidak ada, kemudian zakat tersebut musnah 
sesudah berlalunya haul dan sebelum diberikan kepada imam tersebut, 
maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya. 

Sedangkan Malik berpendapat bahwa zakat piutang itu dibagi 
menjadi tiga (maksudnya; satu, piutang yang dizakati untuk satu haul 
saja, seperti piutang dagang. Kedua, piutang yang mencapai haul, seperti 
piutang warisan. Dan ketiga, piutang al mudir). 


Masalah kelima: Batas haul barang dagangan 

Masalah ini sudah dikupas dalam pembahasan tentang nishab 
barang dagangan. 


Masalahan keenam: Haul hasil ternak 

1. Pendapat Malik mengenai haul hasil hewan ternak berbeda 
dengan pendapatnya dalam hasil mata uang. Yaitu dia mendasarkan hasil 
kepada pokoknya jika telah sampai satu nishab, sebagaimana yang 
dilakukan oleh Abu Hanifah dalam hasil dirham dan hasil dari ternak. 

2. Abu hanifah berpendapat bahwa hukum hasil dirham dengan 
hewan ternak adalah satu hukum, (maksudnya, digabungkan dengan 
pokoknya jika telah sampai satu nishab, maka hasil kambing dan mata 
uang, laba dan anak hewan ternak wajib dizakati. Sedangkan Malik 
menganggap sama antara laba dengan anak hewan ternak, namun 
membedakan antara hasil dari mata uang dan hasil anak hewan ternak. 

3. Syafi’i menganggap sama antara laba dengan hasil (keuntungan), 
yakni masing-masing diperhitungkan dalam masa satu tahun. 
Keuntungan dari usaha ternak dan anak hewan ternak oleh Syafi’i juga 
dianggap sama. Apabila sampai masa satu tahun maka wajib dizakati 
dengan syarat apabila induknya mencapai satu nishab. 
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Demikianlah pendapat dari tiga ahli fikih. Mungkin, Malik 
membedakan antara mata uang dengan ternak karena mengikuti pendapat 
Umar. Kalau tidak, pasti menurut giyas mata uang dan ternak adalah 
sama, (Maksudnya, laba, hasil, dan anak hewan ternak adalah sama). 
Dalam atsarnya, Umar memerintahkan menghitung anak hewan namun 
tidak memungut zakatnya. Dan atsar ini telah disebutkan dalam bab 
nishab. 


Masalah ketujuh: Perhitungan masa haul anak kambing 

1. Malik berpendapat bahwa perhitungannya sama dengan masa 
satu tahun untuk induknya, tidak peduli apakah induknya sudah sampai 
satu nishab atau belum, sebagaimana pendapatnya dalam masalah laba 
mata uang. 

2. Syafi’i, Abu Hanifah, dan Abu At-Tsaur berpendapat bahwa 
masa satu tahun untuk anak kambing tidak diikutkan masa satu tahun 
untuk induknya, kecuali apabila induknya mencapai satu nishab. 

Sebab perbedaan pendapat: Sama seperti sebab perbedaan 
pendapat mereka dalam pembahasan keuntungan harta. 


Masalah kedelapan: Mengeluarkan zakat sebelum tiba waktuya 

Adapun dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat: 

1. Malik berpendapat tidak boleh. 

2. Abu Hanifah dan Syafi’i berpendapat boleh. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah ia (zakat) merupakan ibadah 
atau hak yang wajib dikeluarkan untuk fakir miskin? Ulama yang 
mengatakan bahwa ia adalah ibadah, karena menyerupakannya dengan 
shalat, maka tidak boleh mengeluarkannya sebelum waktunya. 

Sedangkan ulama yang menyerupakannya dengan hak-hak wajib 
menyatakan kebolehan mengeluarkannya sebelum waktunya tiba. Dan 
Syafi’i telah berhujjah dengan hadits Ali, “Bahwa Nabi SAW pernah 
menerima zakatnya Abbas sebelum waktunya tiba.”^^° 

H asan. HR. Abu Daud (1624), At-Tirmidzi (678), Ibnu Majah (1795), Ahmad 
(1/ 104), Ad-Darimi (1/ 470), Ibnu Al Jarud (360), Al Baihaqi (4/ 111) dan 
dinilai hasan oleh Al Albani di dalam ShahihAbu Daud. 
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Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat 

Pembahasan dalam bab ini terangkum dalam tiga Pasal: 


Pasal pertama: Golongan yang wajib menerima Zakat 

Ada delapan golongan penerima zakat yang telah ditentukan oleh 
Allah SWT dalam firman-Nya; 

0» i'** ^ ^ 6 ^ ^ ^ 
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“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para Mu’allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekaan) budak, orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, 
sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha 
Mengetahui lagi Maha Biajaksana." (Qs. At-Taubah [9]; 60) 

Para ulama berbeda pendapat dalam dua hal: 

Pertama, bolehkah zakat itu diberikan kepada satu golongan saja 
atau harus diberikan kepada delapan golongan tersebut secara merata? 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa penguasa boleh 
mengkhususkan penerimaan zakat kepada satu golongan saja atau lebih 
apabila situasi dan kondisinya menuntut demikian. 

2. Syafi’i berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada 
golongan tertentu, namun harus dibayarkan kepada delapan golongan 
secara menyeluruh seperti yang disebutkan oleh Allah dalam ayat di atas. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan pemahaman 
antara lafazh dan makna. Dari segi lafazh dipahami bahwa zakat 
dibagikan kepada delapan golongan tersebut secara menyeluruh. Dari 
segi makna dipahami bahwa zakat diberikan kepada mereka yang 
membutuhkan, sedangkan penyebutan delapan golongan dalam ayat Al 
Qur'an hanya untuk membedakan jenis-jenis golongan, bukan untuk 
mengharuskan agar diberi semuanya. Pendapat pertama lebih tepat secara 
tekstual, sedangkan pendapat kedua lebih tepat secara kontekstual. 
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Di antara hujjah Syafi’i adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dari Ash-Shuda'i, “Bahwa ada seorang lelaki yang meminta kepada 
Rasulullah SAW agar diberi zakat, lalu beliau SAW bersabda. 
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‘Sesungguhnya Allah tidak rela atas ketentuan seorang Nabi dan 
orang lain tentang zakat, hingga Dia memutuskannya dan membaginya 
kepada delapan golongan. Apabila kamu termasuk dalam golongan- 
golongan tersebut, maka aku berikan hakm'u."^^‘ 

Kedua, apakah zakat sebagai hak mu'alaf itu masih tetap berlaku 
sampai sekarang? 

1. Malik berpendapat sudah tidak berlaku. 


2. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat masih tetap berlaku sampai 
sekarang, apabila dipandang perlu oleh penguasa. Mereka itu adalah 
orang-orang yang dibujuk hatinya oleh penguasa agar mau masuk Islam 
atau memperjuangkan Islam. 


Sebab perbedaan pendapat: Berasal dari pertanyaan apakah 
memberi zakat kepada mu'alaf itu khusus untuk Nabi atau bersifat 
umum, yakni untuk Nabi dan juga untuk umatnya? Yang jelas, mu'alaf 
bisa diberi oleh Nabi dan juga oleh umatnya. Lalu, apakah penguasa 
boleh memberikan zakat kepada orang-orang mu'alaf tanpa terikat 
dengan suatu kondisi? (Maksudnya, kondisi lemah dan kondisi kuat). 


Malik berpendapat bahwa sekarang ini orang-orang mu'alaf sudah 
tidak diperlukan lagi, karena Islam sudah kuat. Inilah yang telah kami 
katakan sebelumnya bahwa Malik menomor-duakan lafazh dalam nash 
dengan mementingkan kemaslahatan. 


Pasal kedua: Spesifikasi penerima zakat 

Sifat-sifat yang membuat seseorang berhak dan tidak berhak 
menerima zakat berkisar pada beberapa hai berikut: 


Dha'if. HR. Abu Daud (1630) dan dinilai dha'if oleh Al Albani di dalam Dha’if 
Abu Daud. 
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Pertama, fakir dalam arti lawan kaya, berdasarkan firman Allah 
SWT, '"Sesungguhnya Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin (Qs. At-Taubah [9]; 60). 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang kaya yang berhak dan 
yang tidak berhak menerima zakat, dan ukuran kekayaan yang melarang 
orang kaya menerima zakat. 

1. Jumhur ulama menetapkan bahwa orang kaya tidak boleh 
menerima zakat, kecuali karena lima hal seperti yang disebutkan dalam 
hadits Nabi SAW, 

t<dJl • 
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"Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya kecuali lima 
orang: yang berperang di jalan Allah, yang menjadi amil zakat, yang 
mempunyai utang, atau orang yang mempunyai tetangga miskin 
kemudian ia memberikan zakat kepadanya, lalu orang miskin itu 
menghadiahkan zakat tersebut kepada orang kaya itu."^^^ 

Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Qasim bahwa ia berpendapat 
zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya walaupun berstatus 
sebagai pejuang di jalan Allah ataupun sebagai amil zakat. Ulama yang 
membolehkan amil yang kaya menerima zakat juga membolehkan hakim 
menerima zakat, dan juga orang-orang yang bisa memberi manfaat 
kepada umat Islam walaupun mereka kaya. Ulama yang tidak 
membolehkannya, berarti orang kaya tidak boleh menerima zakat secara 
mutlak. 

Sebab perbedaan pendapat: Dikarenakan apakah Ulat (alasan) 
yang mewajibkan zakat untuk delapan golongan yang tersebut di muka 






Shahih lighairihi, HR. Abu Daud (1635, 1636, 1637), Ibnu Majah (1841), 
Ahmad (3/ 40, 56,97,71), Malik di dalam Al Mtiwaththa' (U 268) (604), dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2368), diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (7/ 15, 
22, 23), semuanya dari Abud Sa’id Al Khudri, dinilai shahih oleh Al Albani di 
dalam Shahih Abu Daud. 
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itu atas dasar kebutuhan saja atau atas dasar kebutuhan dan manfaat 
secara umum? 


Adapun ulama yang menganggapnya atas dasar kebutuhan saja 
berpendapat bahwa orang kaya secara mutlak tidak boleh menerima 
zakat. Sementara ulama yang menganggap atas dasar kebutuhan dan juga 
manfaatnya secara umum berpendapat bahwa orang kaya boleh 
menerima zakat apabila dia bermanfaat bagi masyara’at Islam, seperti 
karena menjadi amil zakat dan sebagainya. 

Adapun batas kekayaan yang tidak boleh menerima zakat ada 
beberapa pendapat: 


1. Syafi’i berpendapat atas dasar kelayakan, maksudnya layak 
digolongkan sebagai orang kaya. 

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa orang kaya adalah orang yang 
mempunyai harta satu nishab. Ini berdasarkan hadits Mu’adz, dimana 
Rasulullah SAW bersabda, 
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""Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan 
zakat atas mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan dibagikan 
kepada orang fakir mereka."^^^ 


Jika orang kaya itu artinya orang yang memiliki harta sampai satu 
nishab, maka orang kaya adalah lawan orang fakir. 

3. Malik berpendapat tidak ada standarnya yang baku, dasarnya 
adalah ijtihad. 


Sebab perbedaan pendapat: Adalah apakah kaya yang dilarang 
menerima zakat itu menurut arti syar’i atau lughawi (bahasa)? 

Ulama yang mengartikan secara syar’i, berpendapat bahwa orang 
kaya yang dilarang menerima zakat adalah orang yang mempunyai harta 
sampai batas nishab. 

Adapun ulama yang mengartikan secara lughawi mengategorikan 
dengan ukuran minimal disebut orang kaya. Maka ulama yang 
berpendapat dengan batas minimal disebut sebagai orang kaya, berarti 
batasannya adalah situasi dan kondisi seseorang. 


Muttafag ‘Alaihi, Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa orang kaya itu dipahami 
dengan tanpa batas yang baku, berarti kaya itu relatif, tergantung situasi 
dan kondisinya. Dalam hal ini dasarnya adalah ijtihad. 

Abu Daud meriwayatkan hadits yang menjelaskan bahwa orang 
kaya yang dilarang menerima zakat adalah yang memiliki uang atau harta 
50 dirham. Dalam hadits lain disebutkan yang memiliki 40 dirham. Batas 
ini dipergunakan oleh sebagian ulama. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang sifat fakir miskin dan 
pembeda antara keduanya: 

1. Ulama Baghdad (pengikut Malik) berpendapat orang fakir lebih 
baik kondisi ekonominya daripada orang miskin. 

2. Abu Hanifah dan pengikutnya serta salah satu pendapat Syafi’I 
menyatakan bahwa orang miskin kondisi ekonominya lebih baik daripada 
orang fakir. 

3. Pendapat Syafi’i yang kedua dan Ibnu Al Qasim, menyatakan 
bahwa fakir dan miskin adalah dua kata yang bermakna satu. Arti ini 
berdasarkan tinjauan bahasa selama tidak ada dilalah syar’iyyah 
(petunjuk syar’i). Apabila kita kaji, dua kata tersebut menunjukkan satu 
makna yang memiliki perbedaan banyak dan sedikitnya. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang firman Allah Ta’ala: 
“Da« (memerdekakan) hamba sahaya” (Qs. Al Baqarah [2]: 177). 

1. Malik bependapat mereka adalah budak yang akan dimerdekakan 
oleh penguasa dan loyal terhadap kaum muslimin. 

2. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat budak yang menebus diri 
agar menjadi merdeka (budak mukatab). 

Semntara Ibnu Sabil menurut mereka adalah musafir, bukan untuk 
tujuan maksiat yang kehabisan bekal untuk biaya hidup. 

Sebagian ulama menambah syarat lain, yaitu Ibnu Sabil tersebut 
berada di dekat tempat pengeluaran zakat. 

Adapun Fi Sabilillah yang berhak menerima zakat, ulama juga 
berbeda pendapat: 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat untuk peperangan 
membela agama Allah dan pertahanan. 
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2. Sebagian ulama lain berpendapat untuk orang-orang yang 
berhaji dan berumrah. 

3. Syafi’i bependapat untuk orang-orang yang bertempur 
membela agama Allah yang ada di dekat lokasi [sengeluaran zakat. Ini 
karena pembagian zakat menurut mayoritas Syafi’iyyah tidak boleh 
dipindahkan ke lokasi lain, kecuali bila dianggap darurat. 


Pasal ketiga: Jumlah zakat yang diberikan 

Adapun jumlah yang harus diberikan untuk orang yang terjerat 
utang (gharimin) seukuran jumlah utangnya, dengan syarat utangnya 
tidak untuk kemaksiatan dan bukan akibat hidup berlebihan, akan tetapi 
memang benar-benar untuk kebutuhan yang terpaksa. Demikian juga 
untuk ibnu sabil (musafir) secukupnya sekedar bekal pulang ke tempat 
tinggalnya. Jika orang yang berperang dianggap Ibnu Sabil, maka dia 
diberi zakat sejumlah keperluan untuk persiapan hidup di medan tempur. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang ukuran zakat yang 
diberikan kepada seorang miskin: 

1. Malik dan Syafi’i berpendapat tidak ada batas yang baku. 
Dasarnya adalah ijtihad. Syafi’i menambahkan bahwa walaupun zakat 
yang diberikan kepada seorang miskin itu mencapai satu nishab atau 
kurang, tidak ada masalah, jika situasi dan kondisinya menghendaki 
demikian. 

2. Abu Hanifah berpendapat tidak setuju bila orang miskin 
menerima zakat sampai jumlah satu nishab. 

3. Menurut Ats-Tsauri, tidak boleh labih dari 50 dirham. 

4. Menurut Al-Laits diberi menurut kebutuhan hidup diri dan 
keluarganya apabila harta zakat itu cukup banyak. Agaknya mayoritas 
ulama berpendapat bahwa orang miskin tidak boleh menerima zakat yang 
sampai mengubah status. Semula ia menjadi penerima zakat, tapi setelah 
itu langsung ia menjadi kaya dan berstatus pemberi zakat. Demikian itu 
dilarang. 

Sedangkan untuk amil zakat diberi menurut kadar keijanya. Ini 
disepakati oleh para ahli fikih. Demikian yang saya ketahui dan saya 
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tuangkan dalam kitab ini. Apabila saudara menyumbangkan pengetahuan 
yang lebih luas, akan saya susulkan kemudian, insya Allah. 
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jLkll 

KITAB ZAKAT FITRAH 


Dalam kitab ini akan dibahhas beberapa pasal: 


Pasal pertama: Hukum zakat fitrah 

1. Jumhur ulama bependapat wajib. 

2. Pengikut Malik periode akhir dan ulama Irak berpendapat bahwa 
zakat fitrah hukumnya sunah. 

3. Sebagian ulama lain berpendapat hukumnya dinasakh (dihapus) 
oleh kewajiban zakat secara umum. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi beberapa hadits- 
hadits dalam hal ini. Yang pertama Hadits dari Abdullah bin Umar, ia 
berkata. 


^ Ji. jJ\ siTj ^3 Jt. iui J ^3 y) 


^ f ✓ ^ X 

•f o f 


-Jf “ f O f *.» • .«'l' 1 'f '.l' " 

CT’* j' j' cP ^ C/* Owa>»j 






“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah setelah puasa Ramadhan 
kepada orang Islam merdeka dan budak laki-laki ataupun perempuan 
berupa satu sha ’ kurma atau gandum. 

Zhahir hadits ini menunjukkan hukum wajib bagi yang berpendapat 
bahwa perintah pada asalnya adalah menunjukkan wajib, atau 
menunjukkan hukum sunah bagi yang berpendapat bahwa asal perintah 
adalah sunah. 


Hadits yang menyangkut orang Badui: 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1504), Muslim A(984), Abu Daud (1611), 
At-Tirmidzi (676), An-Nasa’i (5/ 48), Ibnu Majah (1826), Ahmad (2/ 63). 
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Ja :Jli <5)1 <5)1 JaJ 

V :Jli 


“Rasulullah SAW menuturkan tentang zakat, lalu orang Badui 
bertanya, ‘Apakah ada lagi yang lainnya?’. Rasulullah menjawab, 'Tidak 
ada, kecuali bila kamu ingin memberikan dengan suka rela 


Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat ini masuk dalam kategori 
zakat wajib, sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa zakat 
tersebut tidak masuk dalam kategori zakat wajib, mereka berpedoman 
pada hadits dari Qais bin Sa’ad bin Ubadah, dimana ia berkata: 


lili cal^^l a 1)I Jj-lj jl^ 

■'y 


“Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami membayar zakat 
fitrah sebelum turun ayat tentang zakat, setelah ayat tentang zakat turun, 
kami tidak diperintahkan mengeluarkan zakat fitrah dan tidak dilarang, 
namun kami tetap melaksanakanya.^^* 


Pasal kedua: Orang yang wajib zakat fitrah dan yang 
menanggungnya 

Para ulama telah sepakat bahwa yang wajib berzakat fitrah adalah 
semua orang Islam laki-laki dan perempuan, baik anak kecil maupun 
orang dewasa, merdeka ataupun budak, berdasarkan hadits dari Ibnu 
Umar di atas. Kecuali Al-Laits dalam pendapat yang syadz berkata, 
“Penghuni kemah (penduduk nomaden) tidak wajib berzakat fitrah, hanya 
wajib bagi orang-orang yang bertempat tinggal tetap.” Pendapat ini tidak 
beralasan. Pendapat lain yang syadz adalah bahwa anak yatim tidak wajib 
berzakat fitrah. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (46) (1891, 6956, 2678), Muslim (11) dan 
Abu Daud (391). 

Shahih. HR. An-Nasa'i (5/ 49), di dalam Al Kubra (2286), Ibnu Majah (1828), 
Ahmad (6/ 6), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2394), Al Hakim (1/ 410), 
diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (4/ 159) dan dinilai shahih oleh Al Albani di 
dalam Shahih An-Nasa'i. 
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Menurut kesepakatan para ulama, penanggungnya adalah masing- 
masing individu, karena zakat adalah zakat fisik atau diri, bukan zakat 
harta benda. Anak kecil yang tidak punya harta ditanggung oleh orang 
tuanya dan budak yang tidak berharta ditanggung oleh majikannya. Di 
luar hal tersebut para ulama berbeda pendapat. 

Malik dan Syafi’i sepakat bahwa zakat fitrah seseorang menjadi 
tanggungan orang yang berkewajiban memberi nafkah. Namun, antara 
Malik dan Syafi’i terjadi perbedaan tentang nafkah, siapakah penanggung 
nafkah seseorang yang tidak mampu? 

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang istri menzakati dirinya 
sendiri. 

2. Abu At-Tsaur berpendapat bahwa seorang budak menzakati 
dirinya sendiri apabila dia mempunyai harta dan majikannya tidak 
menzakatinya. Ini identik dengan madzhab Zhahiri dan jumhur ulama 
bahwa orang tua tidak wajib menzakati anak-anaknya, apabila mereka 
mempunyai harta untuk zakat fitrah. Ini sesuai dengan pendapat Syafi’i, 
Abu Hanifah, dan Malik. 

3. Al Hasan berpendapat bahwa orang tua tetap menanggung zakat 
anak-anaknya yang kecil, walaupun zakat tersebut diambil dari harta 
milik anak-anak itu, karena orang tua sebagai penanggung jawab. Para 
ulama tidak membatasi zakat fitrah bagi si kaya saja dan tidak pula 
disyaratkan satu nishab. Syaratnya hanyalah ada kelebihan makanan 
pokok pada hari itu untuk membayar zakat dan keluarganya. 

4. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa zakat fitrah 
tidak wajib bagi orang-orang yang berhak menerima zakat, karena 
mengakibatkan berstatus rangkap, sebagai pemberi dan penerima zakat. 

5. Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu wajib bukan 
karena mukalaf seperti ibadah yang lain, namun, karena sisi lain, 
sehingga anak kecil dan budak juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. 

Apabila Ulat hukum didasarkan atas status wali, maka wali wajib 
menzakati orang-orang yang dalam perwaliannya, seperti ayah menjadi 
wali anaknya. Dalam hal ini, suami bukan wali istrinya sehingga istri 
wajib menzakati dirinya sendiri, bukan dizakati oleh suaminya seperti 
pendapat Abu Hanifah. 
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Apabila Ulat hukum didasarkan atas nafkah, maka anak dizakati 
oleh ayahnya dan istri juga dizakati oleh suaminya, karena nafkah anak 
menjadi tanggungan ayahnya dan nafkah istri menjadi tanggungan 
suaminya, seperti pendapat Malik. Ada hadits marfu ’ sebagai berikut. 


^ jr ^ 3 yt 


'‘"'Bayarlah zakat fitrah orang-orang yang nafkahnya menjadi 
tanggunganmu."^^^ Namun hadits ini tidak masyhur. 

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang budak dalam 
bebrapa masalah; 

Pertama, sebagaimana yang kita katakan, zakatnya menjadi 
tanggungan majikannya. 

Kedua, bagaimana jika budak tersebut kafir? 

1. Malik, Syafi’i, dan Ahmad berpendapat bahwa majikan tidak 
wajib menzakati budak yang kafir. 

2. Ulama Kufah berpendapat bahwa budak kafir wajib dizakati oleh 
majikannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan dalam memahami kata 
yang tercantum dalam hadits Ibnu Umar, “Dari kaum muslimin,” namun 
dalam hal ini tidak disepakati oleh Nafi’, dan juga Ibnu Umar sebagai 
perawi hadits bahwa madzhabnya adalah dikeluarkannya zakat dari 
hamba sahaya kafir. 

Sebab lain adalah apakah budak itu sebagai orang yang mukallaf 
atau dianggap harta kekayaan bagi majikan? 

Ulama yang berpendapat bahwa ia sebagai orang yang mukallaf, 
maka mensyaratkan Islam, 

Sedangkan ulama yang berpendapat sebagai harta kekayaan, maka 
tidak mensyaratkan Islam. Pendapat tersebut identik dengan ijma’ ulama 
bahwa budak yang dimerdekakan dan zakat fitrahnya tidak dibayar oleh 


Dha'if. HR. Ad-Daruquthni (2/ 141), ia berkata; dinilai marfu' oleh Al Qasim 
bin Abdillah bin Amir, namun pendapat itu tidak kuat, dan yang benar bahwa 
hadits ini mauquf. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi (4/ 161) dan berkata: 
isnadnya tidak kuat. Dan lafazh hadits dari Ibnu Umar RA ia berkata: 
“Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fithrah dari anak 
kecil, orang dewasa, merdeka dan budak yang kalian tanggung.” 
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majikannya, maka budak tersebut tidak wajib menzakati dirinya, lain 
halnya dengan masalah kafarat. 

Ketiga, budak yang berusaha memerdekakan diri dengan mencicil 
bayarannya (mukatab): 

1. Malik dan Abu Tsaur berpendapat bahwa majikannya wajib 
menzakatinya. 

2. Syafi’i, Abu Hanifah, dan Ahmad berpendapat bahwa 
majikannya tidak wajib menzakatinya. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena status budak tersebut, apakah 
digolongkan budak atau orang merdeka. 

Keempat, budak yang diperdagangkan: 

1. Malik, Syafi’i, dan Ahmad berpendapat majikannya wajib 
menzakatinya. 

2. Abu Hanifah dan yang lain bependapat budak yang 
diperdagangkan tidak wajib dizakati. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara 
ketentuan umum dengan qiyas. Secara umum, kata budak mencakup juga 
budak yang diperdagangkan, maka budak yang diperdagangkan wajib 
dizakati. Menurut Abu Hanifah ketentuan umum tersebut ditakhsis 
(dibatasai) oleh qiyas, yaitu mengakibatkan dua zakat dalam satu harta. 
Masalah lain yang diperselisihkan zakatnya adalah budak yang dimiliki 
oleh seorang budak, dan banyak lagi masalah yang lain. 


Pasal ketiga: Apa yang diwajibkan untuk zakat fithrah 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu berupa burr 
(sejenis gandum bermutu baik), kurma, sya’ir (sejenis gandum biasa), 
kismis (anggur kering) atau keju, yang mana saja boleh ia keluarkan. 

2. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa zakat fitrah berupa 
makanan pokok daerah setempat atau makanan pokok mukalla/yka tidak 
mampu dengan makanan pokok daerah setempat. Demikian yang 
dituturkan oleh Abdul Wahab dari madzhabnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan pemahaman 
terhadap hadits Abu Sa’id Al Khudri, dimana ia berkata. 
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“Di masa Rasulullah SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa 
satu sha’ makanan, satu sha’ gandum, satu sha’ keju, atau satu sha’ 
kurma.”^^* 


Ulama yang memahami hadits tersebut sebagai paparan pilihan, 
berpendapat bahwa zakat fitrah boleh berupa salah satu dari Jenis-jenis 
yang disebutkan itu. 

Adapun Ulama yang memahami bahwa hadits tersebut 
menggambarkan makanan pokok, berpendapat bahwa zakat fitrah berupa 
makanan pokok di daerah setempat. 

Adapun kadar yang harus dizakatkan, maka para ulama sepakat 
bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu sha' baik kurma atau 
gandum dan sebagainya, berdasarkan hadits Ibnu Umar. 

Namun mereka berbeda pendapat tentang ukuran yang harus 
dizakatkan pada al qamh (sejenis gandum): 

1. Malik dan Syafi’i berpendapat tidak boleh kurang dari satu sha’. 

2. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa ukuran 
gandum cukup setengah sha 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya kontradiksi antara beberapa 
hadits berikut; Hadits dari Abu Sa’id Al Khudri, “Pada masa Rasulullah 
SAW kami mengeluarkan zakat fitrah berupa satu sha’ makanan, satu 
sha’ gandum, satu sha’ keju, satu sha’ kurma, atau satu sha’ anggur 
(kismis).”^^^ 

Secara zhahir bahwa kata makanan dalam hadits tersebut yang 
dimaksudkan adalah al qamh (gandum). 


Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (1510), Muslim (985), Abu Daud (1616), An- 
Nasa'i (5/ 53), Ibnu Majah (1829), Ahmad (3/ 23, 98), Ad-Daruquthni (2/ 146) 
dan Al Baihaqi (4/165). 

Muttafag Alaihi. HR. Al Bukhari (1510), Muslim (985), Abu Daud (1616), An- 
Nasa'i (5/ 53), Ibnu Majah (1829), Ahmad (3/ 23, 98), Ad-Daruquthni (2/ 146) 
dan Al Baihaqi (4/ 165). 
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Az-Zuhri meriwayatkan hadits dari Abu Sa’id dari ayahnya bahwa 
Rasulullah SAW bersabda tentang zakat fitrah: 


^ j' cy' J' y ry 


“Satu sha’ biji gandum (a/ hur) antara dua orang, satu sha’ sya'ir 
(jenis gandum) atau kurma dari setiap orang.”“° 


Dan diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyib bahwa ia berkata, 

^0 X o^,<» ^ ^ ^ ' c t J- x©ejx 

i_Avaj <uip ^1 (J J -i l^ 

.p ^ y yf y. p 

f' f ' ^ ^ ^ ^ 'i- 


“Zakat fitrah di masa Rasulullah SAW berupa setengah sha’ 
hinthah (jenis gandum), satu sha’ syair (jenis gandum), atau satu sha’ 
kurma.”®^' 


Ulama yang mengambil hadits ini sebagai dasar berpendapat bahwa 
al burr cukup setengah sha’. Ulama yang memahami hadits Abu Sa’id 
secara eksplisit dan mengqiyaskan al burr dalam hal ini kepada sya’ir 
berpendapat bahwa keduanya sama saja, yakni satu sha’. 


Pasal keempat: Kapan diwajibkan membayar zakat fitrah 

Adapun kapan diwajibkan membayar zakat fitrah, maka para ulama 
sepakat pada akhir-akhir bulan Ramadhan, berdasarkan hadits Ibnu 
Umar, 


JaiJi ol^j yC} aJOI Sy^'j 'j»} 


“Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah di akhir bulan 
Ramadhan.”^^^ 


Namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan waktunya: 


““ Shahih. HR. Abu Daud (1619) (1620), Ahmad (5/ 432), Ad-Daruquthni (2/ 147) 
(37, 38, 39, 41, 42), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (2/ 146) dan Al 
Baihaqi (4/167). 

Mursal. HR. Ibnu Abi Syaibah (Kitab Zakat - Bab zakat fitrah menurut 
pendapat setengah sha’ bur') secara marfu', dan At-Thahawi di dalam Syarh 
Ma ’ani Al Atsar (2/ 46) serta Al Baihaqi (4/ 196). 

Muttafag 'Alaihi. TakhriJ-nya telah disebutkan terdahulu. 
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1. Malik dalam riwayat Ibnu Al Qasim berpendapat pada saat 
muncul fajar di pagi Hari Raya. 

2. Malik dalam riwayat Asybab berpendapat setelah matahari 
terbenam di akhir bulan Ramadhan. 

3. Abu Hanifah sependapat dengan riwayat Ibnu Al Qasim. 

4. Sedangkan Syafi’i sependapat dengan riwayat Asyhab. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah zakat fitrah itu ibadah yang 
terkait dengan Hari Raya atau terkait dengan lewatnya bulan Ramadhan? 
karena malam hari raya tidak termasuk bulan Ramadhan. Faidah dari 
perbedaan pendapat ini adalah bahwa bayi yang lahir sebelum fajar Hari 
Raya dan setelah matahari terbenam, apakah wajib zakat fitrah atau tidak. 


Pasal kelima: Orang yang berhak menerima zakat fitrah 

Para ulama telah ijma’ (sepakat) bahwa zakat fitrah diberikan 
kepada orang-orang fakir dari kaum muslimin, berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW, 




""Cukupi mereka pada hari ini dari meminta-minta. 




Namun mereka berbeda pendapat bolehkah zakat fitrah diberikan 
kepada fakir yang kafir dzimmi: 


1. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh. 

2. Abu Hanifah berpendapat boleh. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah bolehnya menerima itu 
sebab fakir saja atau sebab fakir dan Islam? Ulama yang mengatakan 
bahwa sebabnya fakir dan Islam, maka orang fakir dari kafir dzimmi tidak 
boleh menerima zakat fitrah. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa 
sebabnya hanya fakir, maka orang fakir yang kafir dzimmi boleh 
menerima zakat fitrah. Namun oleh sebagian ulama yang 


Dha’if. HR. Ad-Daruquthni (2/ 152), Al Baihaqi (4/175), dinilai dha’if oleh An- 
Nawawi di dalam Al Majmu’ (6/ 162) dan Ibnu Hajar di dalam Bulughul 
Maram, Al Albani berkata, “Hasan dha 'if.” lihat Al Irwa ’ (844). 
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membolehkannya disyaratkan orang fakir yang kafir dzimmi tersebut 
harus berstatus sebagai rahih atau pendeta. 


Dan kaum muslimin telah sepakat bahwa zakat harta benda tidak 
boleh diberikan kepada orang kafir dzimmi berdasarkan hadits Nabi 
SAW, 


■' * ^ M «S' ^ 
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‘‘"Zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka (muslimin) dan 
dibagikan kepada orang-orang fakir mereka.’’"^^* 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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•• • 

KITAB PUASA 


Pembicaraan dalam kitab ini terbagi menjadi dua bagian: 

Pertama, puasa wajib. 

Kedua, puasa sunah. 

Pembahasan tentang puasa wajib terbagi menjadi dua bagian: 
Pertama, puasa. 

Keuda, berbuka. 

Adapun dalam pembahasan puasa terbagi menjadi dua bagian: 
Pertama, macam-macam puasa wajib. 

Kedua, rukun-rukunnya. 

Sedangkan yang mencakup pembahasan tentang berbuka terbagi 
menjadi beberapa bagian, yaitu, hal-hal yang membatalkan puasa, dan 
orang-orang yang tidak puasa dan hukum-hukumnya. 


Macam-Macam Puasa Wajib 

Puasa dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu puasa wajib dan 
puasa sunah. 

Puasa wajib ada tiga macam, puasa yang terikat waktu, yaitu puasa 
Ramadhan selama sebulan. Puasa yang wajib karena ada Ulat, seperti 
puasa sebagai kafarat. Dan seseorang yang mewajibkan pada dirinya 
sendiri, yaitu nadzar. 

Dari tiga macam puasa wajib ini, hanya puasa yang termuat dalam 
bab ini, karena puasa kafarat dalam bab kafarat, dan puasa nadzar 
dibahas dalam bab nadzar. 

Puasa Ramadhan hukumnya wajib berdasarkan Al Qur'an, hadits, 
dan ijma’ ulama. 

Adapun dalil dari Al Qur'an, yaitu Firman Allah SWT: 
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'"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu 
bertagwa. ” (Qs. Al Baqarah [2]: 183). 

Sedangkan dalil dari Hadits, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Islam 
ditegakkan di atas lima perkara," beliau menyebutkan di antaranya 
adalah puasa. 


Dan sabda beliau SAW kepada Badui, 


jiaj of 'y ! Jli J-& Jli iSCla^Aj j 


"Puasa di bulan Ramadhan." Badui bertanya, “Adakah puasa lain 
yang harus saya kerjakan?” Nabi SAW menjawab, "Tidak ada, kecuali 
jika kamu berpuasa sunah. 

Dan ijma’ ulama tidak ada yang menyangkal wajibnya puasa 
Ramadhan, serta tidak satu imam pun yang berbeda pendapat. 

Adapun siapa yang diwajibkan berpuasa tanpa diberikan pilihan 
adalah: 


1. Orang yang baligh 

2. Berakal 


3. Bukan musafir 

4. Sehat 

5. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya berpuasa, yakni haid 
bagi wanita. 

Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, berdasarkan firman 
Allah SWT, "Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri 
tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan 
itu." (Qs. Al Baqarah [2]: 185) 


Muttafaq ‘Alaihi. Ta^/ir/y-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Rukun-Rukun Puasa 


Ada tiga rukun, yang dua disepakati oleh para ulama dan yang satu 
diperselisihkan. Yang dua adalah waktu berpuasa dan menghindari hal- 
hal yang membatalkan puasa, sedangkan yang diperselisihkan adalah 
niat. 


Rukun Pertama: Waktu berpuasa 

Adapun rukun pertama: yaitu waktu, terbagi menjadi dua bagian: 
Pertama, waktu yang mewajibkan, yaitu bulan Ramadhan. Kedua, waktu 
yang mencegah seseorang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, 
yaitu siang hari pada bulan Ramadhan. 

Tentang waktu ini, ada beberapa masalah mendasar yang 
diperselisihkan oleh para ulama. Pertama, batas awal dan akhir 
Ramadhan. Kedua, cara menentukan awal dan akhir Ramadhan. 

Ijma’ ulama menetapkan bahwa jumlah hari dalam sebulan 
Qamariyah adalah 29 atau 30 hari. Penentuan awal dan akhir Ramadhan 
dengan cara melihat bulan, berdasarkan hadits Nabi SAW, 
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‘‘‘‘Berpuasalah kalian karena melihat bulan (awal Ramadhan) dan 
berbukalah karena melihat bulan (awal Syawal) 

Yang dimaksud dengan melihat bulan adalah, munculnya bulan 
setelah mencari. Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila bulan 
tidak tampak atau tidak mungkin untuk melakukan ru’yah (melihat 
bulan) karena terhalang awan: 

I. Jumhur ulama berpendapat hari yang tidak terlihat bulan itu 
dimasukkan pada hitungan bulan sebelumnya. Jadi, jika terjadi di akhir 
bulan Sya’ban, maka bulan Sya’ban digenapkan 30 hari, kalau terjadi di 
akhir bulan Ramadhan, maka bulan Ramadhan digenapkan 30 hari, lalu 
hari ke 31 itulah menginjak bulan baru. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1909), Muslim (1081), An-Nasa'i (4/ 133), 
Ahmad (2/ 415, 454, 456, 459), Ath-Thayalisi (2481), Ibnu Al Ja’d (1154), Al 
Baihaqi (4/ 206). Semuanya dari Abu Hurairah. Dan lanjutan hadits tersebut 
adalah, '"Jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah'' Dalam riwayat yang 
lain: "Maka perkirakanlah tiga puluh hari." 
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2. Ibnu Umar bependapat apabila bulan terhalang awan di awal 
Ramadhan, maka hari itu disebut yaumu syak (hari yang meragukan) dan 
Ramadhan harus jatuh pada hari berikutnya. 

3. Sebagian ulama salaf bependapat apabila bulan terhalang awan, 
maka penentuan tanggal dengan menggunakan hisab berdasarkan 
peredaran bulan dan matahari. Inilah madzhab Mutharrif bin Syakhir dari 
kalangan tabi’in besar. 

Ibnu Suraij meriwayatkan dari Syafi’i bahwa orang yang 
menggunakan dasar ilmu falak (astronomi) untuk menentukan tanggal 
satu, yang menurut perhitungannya walaupun bulan tidak terlihat, boleh 
ditetapkan (itsbat) sebagai awal atau akhir Ramadhan. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pemahaman terhadap 
hadits Nabi SAW yang global, dimana beliau bersabda, 
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'^Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat 
bulan, apabila bulan terhalang awan (hingga tidak terlihat), maka 
perkirakanlah” 

Kata “perkirakanlah” ditafsirkan bermacam-macam. Menurut 
Jumhur ulama, disempurnakan sampai 30 hari. Menurut sebagian ulama, 
diperhitungkan dengan dasar hisab. Sedangkan menurut Ibnu Umar, 
harus tetap berpuasa hingga lengkap 30 hari. Pendapat jumhur di atas 
berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas, sebagai penjelas kata 
“perkirakanlah” dalam hadits yang lain, hadits dari Ibnu Abbas tersebut 
sebagai berikut; 

"Apabila bulan terhalang oleh awan (hingga tidak terlihat 
olehmu), maka genapkanlah hitungannya 30 hari.” Menurut jumhur tidak 
ada pertentangan antara hadits yang global dengan hadits yang rinci. 
Yang global diperjelas oleh yang rinci, ini sesuai dengan pendapat para 
ahli ushul fikih. Dengan demikian, pendapat jumhur ini lebih tepat. 
Wallahu a ’lam. 
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Sedangkan perbedaan pendapat mereka tentang waktu melihat 
bulan, mereka bersepakat bahwa jika dilihat dari sore hari maka 
Ramadhan mulai dari hari kedua. 

Kemudian mereka berbeda pendapat apabila bulan terlihat pada 
keseluruhan siang hari (yakni, awal dilihatnya bulan): 

1. Malik, Syafi’i, Abu Hanifah, dan sebagian besar pengikutnya 
berpendapat apabila bulan masih terlihat pada sore hari sebelum 
Maghrib, maka tanggal satu ditetapkan pada hari kedua berikutnya. 

2. Abu Yusuf (pengikut Abu Hanifah), dan Ibnu Habib (pengikut 
Malik) berpendapat apabila bulan terlihat pada siang hari sebelum 
matahari condong ke barat (sebelum Zhuhur), maka itu milik malam 
sebelumnya. Apabila bulan terlihat sesudah masuk Zhuhur, maka itu 
milik malam berikutnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan ini terjadi karena 
seharusnya hal ini dipahami secara empiris. Kenyataannya tidak 
dipahami secara empiris, dan tidak ada hadits yang pasti. Namun, ada dua 
hadits dari Umar RA yang satu bersifat umum dan yang lain terperinci 
(khusus). Sebagian ulama mengambil yang umum dan sebagian yang lain 
mengambil yang rinci sebagai dasar. 

Hadits yang umum berasal dari Al A’masy, dari Abu Wa’il Syaqiq 
bin Salmah, dia berkata, “Surat Umar sampai kepada kami, ketika itu 
kami berbeda pendapat karena bulan terlihat lebih besar oleh sebagian 
kami. Apabila kamu melihat bulan di siang hari, janganlah berbuka 
hingga ada dua orang lelaki yang bersaksi bahwa mereka telah melihat 
bulan kemarin.”^^’ 

Sedang hadits yang khusus diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, “Telah 
sampai berita kepada Umar bin Khaththab bahwa suatu kaum telah 
melihat hilal (bulan) sesudah zawal (tergelincirnya matahari) lalu mereka 
berbuka. Kemudian Umar mengirim surat kepada mereka sebagai 
teguran, Umar berkata, ‘Apabila kalian melihat hilal di siang hari 


Isnadnya Shahih. HR. Abdurrazzaq di dalam Al Mushannaf (733], 9431), Ibnu 
Al Ja’d (2694), Ad-Daruquthni (2/ 168) (21 169) (9, 10) dan Al Baihaqi (4/212, 
248). 
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sebelum zawal berbukalah, namun jika kalian melihat hilal sesudah zawal 
maka janganlah berbuka’.”®^* 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, “Yang menyangkut qiyas dan 
empiris adalah bahwa bulan tidak terlihat sedangkan matahari masih 
dalam posisi jauh. Maka, tidak mungkin bulan terlihat berbeda (tampak 
besar atau kecil) di suatu wilayah. Jadi, yang lebih tepat menurut kami 
(Ibnu Rusyd) adalah dasar empiris dalam hal tersebut sebagaimana yang 
kami jelaskan, dan tidak ada bedanya antara sebelum maupun sesudah 
zawal, akan tetapi yang menjadi patokan adalah terbenamnya matahari 
atau belum. 

Adapun perbedaan pendapat mereka dalam cara mendapatkan 
ru’yah, ada dua, yaitu: Pertama, melalui indera (mata). Kedua, melalui 
berita dari orang lain. 

Menurut ijma’ ulama, orang yang melihat bulan sendirian, maka 
dia wajib berpuasa. Menurut Atha’ bin Abi Rabbah, seseorang yang 
melihat bulan tidak boleh berpuasa kecuali melihatnya bersama orang 
lain. 

Lalu bolehkah seseorang berbuka setelah melihat bulan sendirian? 

1. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad berpendapat tidak boleh 
berbuka. 

2. Syafi’i dan Abu At-Tsaur berpendapat harus berbuka. 
Alasannya, Nabi SAW mewajibkan puasa dan berbuka atas dasar melihat 
bulan dan melihat itu hanyalah dengan indera. 

Seandainya tidak ada ijma’ bahwa kabar ru’yah itu mewajibkan 
puasa tentu berita ru’yah tidak dapat menjadi pedoman. Yang harus 
diperhatikan adalah melihat bulan pada awal Ramadhan dan awal 
Syawal, ini sebagai langkah preventif, agar jangan sampai ada orang 
fasik yang mengaku melihat bulan, sehingga kemudian mereka berbuka, 
padahal sebenarnya mereka tidak melihat bulan. Oleh karena itu, Syafi’i 
berpendapat, jika khawatir dituduh melanggar ajaran agama maka jangan 
makan dan minum. Namun dia harus yakin bahwa dirinya sudah tidak 
berpuasa. Menurut Malik, orang yang berbuka karena telah melihat bulan 


HR. Abdurrazzaq dalam Al Mushannaf (7332). 
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sendirian, dia wajib mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Sedang 
menurut Abu Hanifah, orang tersebut wajib qadha saja. 

Adapun cara mendapatkan khabar dari orang lain, para ulama 
berbeda pendapat tentang jumlah orang yang membawa berita yang bisa 
diterima berita ru’yahnya dan tentang sifat-sifatnya. 

1. Malik berpendapat tidak boleh berpuasa dan berbuka jika 
informasinya kurang dari dua orang yang adil. 

2. Syafi’i dari riwayat Muzani berpendapat agar menentukan puasa 
cukup seorang saksi, sedangkan untuk berbuka atau Hari Raya minimal 
dua orang saksi. 

3. Abu Hanifah berpendapat jika cuaca berawan, maka kesaksian 
satu orang dianggap cukup, jika cuaca cerah, maka harus sekelompok 
orang yang bersaksi. 

Riwayat dari Abu Hanifah bahwa dia menerima kesaksian dua 
orang saksi yang adil pada saat cuaca cerah. Riwayat dari Malik bahwa 
dia tidak menerima kesaksian dua orang saksi, kecuali bila cuaca 
berawan. Menurut ijma’ ulama, untuk Hari Raya atau berbuka minimal 
dua orang saksi. Sementara Abu Tsaur berpendapat tidak ada bedanya 
untuk berpuasa dan berbuka atau Hari Raya, berbeda dengan Syafi’i yang 
membedakan antara berpuasa, berbuka dan Hari Raya. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena perbedaan beberapa atsar 
dalam masalah ini. Apakah kesaksiannya itu yang menjadi dasar atau 
jumlah orang yang ru 'yahl 


Hadits-hadits yang menyangkut hal tersebut adalah: 


Riwayat Abu Daud dari Abdurrahman bin Zaid bin Khaththab 
bahwa dia berpidato di depan khalayak untuk menjelaskan hari syak (hari 
yang meragukan antara puasa atau tidak), dia berkata, “Aku duduk di 
majelis para sahabat Rasulullah SAW, aku menanyakan kepada mereka, 
semuanya memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda. 
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“''Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihat 
bulan, bila bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah 30 hari. Jika ada 
dua orang yang bersaksi telah melihat bulan, maka berpuasalah (di awal 
Ramadhan) dan berbukalah (di awal Syawal). 


Riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
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“Seorang Badui datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ‘Saya telah 
melihat bulan malam ini’. Nabi SAW bertanya, ‘Apakah kamu bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah 
dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya?' Orang itu menjawab, 
‘Ya.’ Lalu Nabi SAW bersabda, ‘Hai Bilal! Umumkan kepada orang 
banyak agar mereka berpuasa esok hari’."^'^^ 

Hadits tersebut sanadnya diperselisihkan, karena diriwayatkan oleh 
sekelompok orang secara mursal. 

Riwayat Abu Daud dari Rib’i bin Kharrasy dari seorang sahabat 
Rasulullah SAW, dia berkata, 
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“Di akhir Ramadhan orang-orang berkumpul, lalu ada dua orang 
Badui datang bersaksi kepada Nabi SAW bahwa mereka telah melihat 


Shahih. HR. An-Nasa'i (1/ 300), Ahmad (4/ 321), Ad-Daruquthni dan dinilai 
shahih oleh Al Aibani di dalam Al Irwa' (909). 

Dha’if. HR. Abu Daud (2340), At-Tirmidzi (691), An-Nasa'i (4/ 132), di dalam 
Al Kubra (2322, 2323), Ibnu Majah (1652), Ad-Darimi (2/ 9), Ibnu Al Jarud 
(379), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1923), Ad-Daruquthni (2/ 157, 158, 
159), Al Baihaqi (4/211,212), dinilai dha'if oleh Al Aibani di dalam Al Irwa' 
(907). 
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bulan kemarin petang. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar 
orang-orang berbuka dan segera kembali menuju tempat shalat.”^' 

Sebagian ulama memilih hadits-hadits tersebut, sedangkan yang 
lain mengkompromikan hadits-hadits itu. Syafi’i mengkompromikan 
hadits Ibnu Abbas dan hadits Rib’i secara zhahir. Dia mewajibkan puasa 
cukup dengan kesaksian seorang saja dalam melihat bulan, dan untuk 
Hari Raya dengan kesaksian dua orang. 

Adapun Malik mengunggulkan hadits Abdurrahman karena giyas. 
Maksudnya, kesaksian tersebut diqiyaskan dengan kesaksian dalam hak- 
hak. 

Abu Tsaur tidak melihat adanya pertentangan antara hadits Ibnu 
Abbas dengan hadits Rib’i bin Kharrasy. Dalam hadits Rib’i disebutkan 
kesaksian dua orang, sedangkan dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan 
kesaksian seorang. Dengan demikian, keduanya sama-sama berlaku, 
tidak bertentangan, serta tidak dibedakan antara kasaksian untuk memulai 
puasa dan kesaksian untuk mengakhiri puasa. Pendapat Abu At-Tsaur ini 
tergolong langka. Orang yang melihat bulan itu lebih tepat dianalogikan 
dengan periwayatan daripada dianalogikan dengan persaksian. Karena 
ketentuan jumlah saksi adalah ibadah mutlak yang tidak boleh d\-qiyas- 
kan, atau untuk membereskan persengketaan yang apabila salah satu 
saksi tidak jujur, maka akan dibantah oleh saksi yang lain, sehingga 
kesaksian itu betul-betul meyakinkan. Sedangkan melihat bulan yang 
diperselisihkannya tidak memerlukan “penyelesaian”, karena orang yang 
melihat bulan banyak. 

Syaf i’i mungkin menempuh pertimbangan resiko. Maka, dia 
membedakan antara awal puasa yang cukup dengan kesaksian seorang 
saja dan awai Hari Raya yang minimal dengan kesaksian dua orang, 
karena resiko Hari Raya atau berbuka lebih besar daripada resiko 
berpuasa pada awal Ramadhan. 

Madzhab Abu Bakar bin Mundzir adalah madzhab Abu At-Tsaur 
yang menurut saya tergolong madzhab Zhahiri. Abu Bakar bin Mundzir 


Shahih. HR. Abu Daud (2339), Ad-Daruquthni (2/ 169), ia berkata isnadnya 
hasan tsabit, diriwayatkan juga oleh Ai Baihaqi (4/ 250) dan dinilai shahih oleh 
Al Albani di dalam Shahih Abu Daud. 
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menganggap hadits tersebut sama penerapannya untuk mengawali puasa 
dan mengakhirinya. 

Bila ada seorang yang memberitahukan bahwa dirinya melihat 
bulan, dan pengakuan itu (itsbat) dibenarkan, bolehkah wilayah lain 
mengikuti itsbat itu, ataukah tiap-tiap wilayah harus melihat bulan 
sendiri? 

Dalam hal ini ada perbedaan pendapat: 

1. Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Malik bahwa apabila di suatu 
wilayah orang-orang belum berpuasa lalu ada berita bahwa di wilayah 
lain orang-orang sudah berpuasa karena melihat bulan, maka mereka 
yang tidak berpuasa itu wajib menggadha puasanya untuk hari tersebut. 

2. Syaf i’i dan Ahmad berpendapat sama dengan pendapat di atas. 

3. Ulama Madinah meriwayatkan dari Malik berita bahwa itsbat 
(ketetapan) orang yang melihat bulan di wilayah lain tidak bisa dijadikan 
dasar, kecuali bila berita tersebut dibuat oleh orang yang diutus oleh 
penguasa (al imam). 

Ibnu Majisyun dan Mughirah (pengikut Malik) memilih pendapat 
ini. IJma’ ulama menetapkan bahwa bulan yang terlihat di wilayah lain 
yang jauh tidak bisa dijadikan dasar penetapan tanggal, seperti antara 
Spanyol dengan Hijaz. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara atsar 
dengan pendapat ilmiah. Menurut ilmu pengetahuan, suatu negara 
disamakan dengan negara lain dalam penetapan tanggalnya apabila 
tempat terbitnya matahari (mathali') tidak berjauhan, karena ufuknya 
sama. Dan jika berjauhan atau berbeda jauh, maka tidak boleh 
disamakan. 

Hadits riwayat Muslim dari Kuraib bahwa Ummu Fadhl binti 
Harits mengutus Kuraib untuk menemui Muawiyah di Syam, dia 
menuturkan, ‘Saya telah sampai di Syam dan melaksanakan pesan Ummu 
Fadhl, saat itu di Syam sudah tiba awal Ramadhan, saya melihat bulan 
(tanggal satu) pada malam Jumat. Lalu saya pulang kembali ke Madinah, 
saya ditanya oleh Abdullah bin Abbas tentang tanggal satu, ‘kapan kamu 
melihat bulan?’ Saya jawab, ‘Bahwa saya melihat bulan pada malam 
Jumat.’ Abdullah bin Abbas bertanya lagi, ‘Kamu melihat sendiri?’ Saya 
menjawab, ‘Ya, orang-orang juga melihatnya, mereka semua berpuasa 
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dan juga Mu’awiyah.’ Abdullah bin Abbas berkata, ‘Tetapi kami (di 
Madinah) melihat bulan pada malam Sabtu, maka kami akan terus 
berpuasa hingga kami sempurnakan 30 hari, kecuali jika kami nanti 
melihat bulan.’ Saya bertanya, ‘Apakah tidak cukup berdasar dengan 
ru’yah Mu’awiyah?’ Abdullah bin Abbas menjawab, ‘Tidak, demikian 
inilah yang diperintahkan oleh Nabi SAW kepada kami’.”®'*^ 

Berdasarkan hadits tersebut secara eksplisit, tiap daerah harus 
berpedoman pada ru ’yah-nya sendiri-sendiri baik berdekatan atau 
berjauhan. Penelitian ilmiah menyatakan bahwa ru’yah bulan itu tentu 
berbeda antara daerah yang jauh dengan yang dekat, khususnya jauh 
secara membujur dan melintang. Apabila berita melihat bulan itu 
mutawatir, maka tidak perlu lagi diperkuat kesaksian. Demikianlah 
masalah-masalah yang berhubungan dengan waktu wajibnya puasa. 

* Berikut ini masalah-masalah yang menyangkut waktu menahan 
diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. 

Para ulama sepakat bahwa batas akhirnya adalah terbenamnya 
matahari berdasarkan firman Allah SWT, "'Kemudian sempurnakan 
puasa itu sampai (datang) malam.'\Qs. Al Baqarah [2]: 187). 

Mengenai batas awal waktu menahan diri, para ulama berbeda 
pendapat: 

1. Jumhur ulama berpendapat batasnya adalah munculnya fajar 
kedua yang bergaris putih berdasarkan ketetapan dari Rasulullah SAW 
dan firman Allah SWT, "Hingga terang bagimu benang putih dari 
benang hitam, yaitu fajar." (Qs. Al Baqarah [2]; 187) 

2. Sebagian ulama berpendapat syadz, bahwa batasannya adalah 
fajar merah yang muncul sesudah fajar putih bersamaan tampaknya 
dengan mega merah. Ini diriwayatkan dari Hudzaifah dan Ibnu Mas’ud. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar-atar dan isytirak 
nama fajar, yang bisa diartikan fajar putih dan fajar merah. Hadits-hadits 
yang dijadikan dasar tersebut adalah; Hadits Zirr dari Hudzaifah, dia 
berkata. 


Shahih. HR. Muslim (1087), Abu Daud (2332), At-Tirmidzi (693), An-Nasa'i 
(4/ 131), di dalam Al Kubra (2421), Ahmad (1/ 306), dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (1916), dan diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni (2/ 171) serta Al 
Baihaqi (4/251). 
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^'Saya makan sahur bersama Rasulullah SAW, seandainya saya 
mau mengatakan, saat itu sudah siang, hanya saja matahari tidak 
muncul. 


Abu Daud meriwayatkan hadits dari Qais bin Thalq dari ayahnya, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

Yj \Jt 


''Makan dan minumlah dan janganlah kamu menjadi bimbang 
karena cahaya yang memancar ke atas. Makanlah dan minumlah 
sehingga tampak olehmu cahaya merah.'"^'*'* 

Abu Daud mengatakan bahwa penduduk Yamamah menyendiri 
dalam meriwayatkan hadits ini dan ini termasuk syadz karena nash Al 
Qur'an telah jelas: "Hingga terang bagimu benang putih ...” 

Mereka yang berpendapat batasnya adalah fajar putih yang 
bergaris, yaitu jumhur dan yang mu’tamad. Menurut sebagian ulama, 
batasnya adalah sejak terbit fajar itu sendiri. 

Menurut sebagian yang lain, batasnya adalah sejak fajar itu tampak 
bagi orang yang melihat. Bagi orang yang tidak melihat fajar, walaupun 
sebenarnya sudah terbit fajar, boleh makan hingga dia melihat fajar. 
Masalah ini berkembang sebagai berikut. Jika fajar telah muncul, namun 
dikira belum (masih diteruskan makan), maka bagi ulama yang 
berpendapat bahwa awal puasa itu sejak munculnya fajar, maka puasanya 
wajib diqadha. Sedang bagi ulama yang berpendapat awal puasa itu 
mengetahui fajar, maka puasa tersebut tidak wajib diqadha. 


Shahih. HR. An-Nasa'i (4/ 142), di dalam Al Kubra (2462), Ibnu Majah (1695), 
Ahmad (5/ 399, 400, 405), dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Ibnu 
Majah. 

Shahih. HR. Abu Daud (2348), At-Tirmidzi (705), Ath-Thahawi di dalam Syarh 
Ma’ani Al Atsar (2/ 45), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1930), dan dinilai 
shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud. 
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Perbedaan tersebut berpangkal pada penafsiran yang berbeda 
terhadap firman Allah, “Da/? makan minumlah hingga hingga terang 
bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (Qs. A! Baqarah 
[2]: 187) 

Apakah batasnya itu sejak terbit fajar itu sendiri atau orang melihat 
fajar? Orang Arab terbiasa menggunakan kata isti’arah (personifikasi) 
yang dipakai tidak sebagai arti hakiki, mungkin maskud ayat tersebut 
adalah apabila fajar terbit artinya tampak oleh kita, yang mengandung 
perbedaan pendapat adalah, “Hingga terang bagimu”, karena jika fajar 
benar-benar terbit tentu akan tampak dengan jelas. 


Menurut zhahir lafazh, batasnya adalah kita melihat fajar itu. 
Sedangkan menurut giyas, batasnya adalah sejak terbit fajar itu sendiri. 
(Maksudnya, diqiyaskan dengan terbenam matahari dan batas-batas 
waktu syar ’iyah, seperti condongnya matahari ke arah barat dan 
sebagainya. Masalah syar’i kesemuannya terkait dengan eksistensinya, 
tidak terkait dengan pengetahuan yang terkait dengannya). Menurut 
Malik sesuai dengan pendapat jumhur, batasnya adalah eksistensi 
terbitnya fajar, bukan tampaknya fajar, bahkan sebagian ulama 
membatasi sebelum terbit fajar. Dasar pendapat Malik dan jumhur adalah 
hadits dalam kitab Bukhari, saya kira dalam sebagian riwayatnya. Nabi 
SAW bersabda. 





“Makan dan minumlah hingga ibnu Ummi Maklum 
mengumandangkan adzan, sesungguhnya dia tidak menyeru hingga terbit 
fajar.”^^ 

Mereka yang menentukan batas sebelum terbit fajar hanya sebagai 
tindakan hati-hati dan menghilangkan keraguan. Yang pertama (Malik 
dan jumhur) lebih tepat dan yang kedua (sebelum terbit fajar) lebih hati- 
hati. Wallahu a’lam. 


Miittafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (617, 622, 2656), Muslim (1092), At- 
Tirmidzi (203). An-Nasa i (2/ 10) dan Ahmad (2/ 57) dari hadits Ibnu Umar. 
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Rukun kedua: Al imsak (Menahan Diri dari Segala Hal yang 
Membatalkan Puasa) 

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang berpuasa wajib 
menahan diri untuk tidak makan, minum, dan bersetubuh, berdasarkan 
firman Allah SWT, 


r 

\ ^jA ^jA ^ 


"'Maka sekarang campurilah mereka itu dan carilah apa yang telah 
ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang 
bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." (Qs. Al Baqarah 
[2]: 187) 


Namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal: Ada yang 
maskut dan ada yang manthuq. Termasuk yang maskur diantaranya; 
masuknya benda bukan makanan dan minuman ke dalam perut, 
masuknya benda ke dalam tubuh tanpa melalui lubang jasad manusia, 
seperti menyuntikkan atau injeksi, dan masuknya benda ke dalam tubuh 
bukan daerah perut, seperti melalui kepala yang dapat meresap ke otak. 

Sebab perbedaan pendapat: Terletak pada qiyas, yaitu apakah 
sesuatu yang bisa memberi gizi (mengenyangkan) bisa diqiyaskan kepada 
yang tidak memberi qizi? Karena makna yang manthuq dalam ayat di 
atas adalah sesuatu yang bergizi yang dapat membatalkan puasa. 

Ulama yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan puasa 
adalah makna yang bisa dipahami dengan akal, tidak menyamakan antara 
yang memberikan gizi dan yang tidak. 

Adapun ulama yang berpendapat bahwa puasa adalah ibadah yang 
tidak bisa dipahami oleh akal, dan maksudnya hanyalah menahan diri 
dari segala hal yang masuk ke perut, maka ia menyamakan antara yang 
dapat memberikan gizi (mengenyangkan) dan tidak. 


Madzhab Malik menetapkan bahwa orang yang berpuasa wajib 
menahan diri dari masuknya sesuatu ke kerongkongan dari jalur manapun 
tidak peduli apakah sesuatu itu memberikan gizi atau tidak. 


Mengenai selain makanan dan minuman, para ulama seputar 
—selain Malik— berpendapat bahwa orang yang berpuasa lalu 
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berciuman, jika sampai keluar sperma maka puasanya batal, jika hanya 
keluar madzi, maka puasanya tidak batal. 


Dan para ulama berbeda pendapat dalam hal ciuman; 

1. Sebagian ulama membolehkannya. 

2. Sebagian yang lain memaknihkan bagi orang muda dan 
membolehkan untuk orang yang sudah tua. 

3. Sebagian yang lain lagi memakruhkan secara mutlak. 


Ulama yang membolehkan berdasarkan hadits dari Aisyah dan 
Ummu Salamah, 


^ ^ ^ * •'K * ^ ^ 

f ^ K*" ^ 1“^ ^ ‘f 

L?* ^ 


“Bahwa Nabi SAW pernah mencium (istrinya) pada saat beliau 
berpuasa.”^'*® 

Adapun ulama yang memakruhkan menganggap, mencium itu akan 
berkembang menjadi persetubuhan. Sedangkan ulama yang berpendapat 
bahwa mencium itu membatalkan puasa mendasarkan pada hadits 
riwayat Maimunah binti Sa’ad, dia bekata: Rasulullah SAW pernah 
ditanya tentang ciuman bagi orang berpuasa, lalu beliau menjawab, 

‘'Keduanya batalpuasanya.^^ 

Ath-Thahawi meriwayatkan hadits tersebut, namun dia sendiri 
menganggapnya dha 'if. 

Tentang bersetubuh karena lupa atau tidak, dibahas dalam “Hal-hal 
yang membatalkan puasa dan hukum-hukumnya.” Adapun yang mereka 
perselisihkan menurut pemahaman manthuq dari ayat di atas yaitu 
tentang bekam dan muntah. 

Ada tiga pendapat tentang bekam: 


Munafaq ‘Aluihi. HR. Bukhari (1928), Musiim (1106), Abu Daud (2382, 
2383, 2384), At-Tirmidzi (727) (729), Ahmad (6/ 39, 40, 42,44, 230, 263, 266), 
Ath-Thayaiisi (1391,1399). 

■(/ Sekali. HR. Ibnu Majah (1686), Ahmad (6/ 463), Ad-Daruquthni (2/ 
!83), .4th-Thabrarii di dalam Al Kabir (25/ 34), Ai Aibani berkata di dalam 
Dba 'if Ihnu Majah, hadits ini lemah sekali. 
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1. Ahmad, Daud, Al Auza’i, dan Ishaq bin Rahawaih, berpendapat 
bahwa bekam membatalkan puasa dan menahan diri dari tidak berbekam 
hukumnya wajib saat dalam berpuasa. 

2. Malik, Syafi’i, dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa bekam bagi 
orang yang berpuasa adalah makruh, namun tidak membatalkan 
puasanya. 

3. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa bekam bagi 
orang yang berpuasa tidak makruh dan tidak membatalkan puasanya. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya dua hadits yang berbeda; 

Pertama, hadits dari jalur Tsauban dan Rafi’ bin Khadij yang 
dinilai shahih oleh Ahmad, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 


Aof o f y ^ 

"Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. 


Kedua, hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas yang tergolong shahih: 


“Bahwa Rasulullah SAW pernah berbekam saat beliau 
berpuasa.”^"*^ 

Ada tiga jalan yang ditempuh oleh para ulama dalam menanggapi 
dua hadits tersebut. Pertama, mengunggulkan salah satunya. Kedua, 
mengkompromikan kedua-duanya. Ketiga menggugurkan kedua-duanya, 
sandaranya adalah asal segala sesuatu hukumnya boleh, jika tidak 
diketahui mana yang menasakh (menghapus) dan mana yang dinasakh 
(dihapus). 

Ulama yang menempuh tarjih (mengunggulakn salah satu dalil) 
berpendapat bahwa hadits Tsauban jelas mengandung hukum, maka 
wajib diamalkan. Sedangkan hadits Ibnu Abbas masih mengandung 


HR. Abu Daud (2367), An-Nasa'i (2/ 129, 132, 134, 141, 142„ Ibnu Majah 
(1680), Ahmad (5/ 277, 282,283), Ath-Thayalisi (989), Ad-Darimi (2/14), Ibnu 
Al Jarud (386), dinilai shahih oleh Al Albani. Sedangkan hadits Rafi’ bin 
Khadij diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (774), Ahmad (3/ 465), dinilai shahih 
oleh Ibnu Khuzaimah (1964), Ath-Thabrani (4257) dan Al Hakim (1/ 428). 
Shahih. HR. Al Bukhari (1938. 1939) (5694), Abu Daud (2373, 2373), At- 
Tirmidzi (775) (777), Ibnu Majah (1682), Ahmad (1/215, 222, 286). 
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banyak kemungkinan, bisa jadi menghapus atau dihapus (mansukh), 
berarti masih mengandung keraguan, maka tidak wajib diamalkan. Jadi, 
yang diunggulkan adalah yang jelas wajib diamalkan, yaitu hadits 
Tsauban. 


Ulama yang menempuh cara kompromi berpendapat bahwa hadits 
Tsauban menunjukkan larangan yang bersifat makruh. Sedangkan hadits 
Ibnu Abbas menunjukkan tidak ada larangan. Sedangkan mereka yang 
menempuh langkah pengguguran berpendapat bahwa dua hadits tersebut 
tidak berlaku. Oleh karena itu, hukumnya netral. Dengan demikian, orang 
yang berpuasa boleh berbekam. 

* Adapun tentang muntah: 

1. Jumhur ulama berpendapat apabila muntah tanpa disengaja maka 
tidak membatalkan puasa, kecuali Rabi’ah berpendapat batal puasanya. 

2. Apabila sengaja muntah, maka menurut jumhur ulama batal 
puasanya, kecuali Thawus yang berpendapat tidak batal. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pemahaman yang berbeda- 
beda terhadap hadits tentang muntah, dan juga perbedaan dalam penilaian 
keshahihannya. 

Ada dua hadits dalam hal ini, yaitu: 


Pertama, hadits dari Abu Darda', 

✓ y' ^ ^ K. \ ' o ^ ^ i 


“Bahwa Rasulullah SAW pernah muntah lalu beliau berbuka.” 

Ma’dan berkata: Aku bertemu Tsauban di masjid Damaskus lalu 
aku tanyakan kepadanya bahwa Abu Darda' menceritakan kepadaku, 
‘Bahwa Rasulullah SAW pernah muntah lalu beliau berbuka.’ Maka 
Tsauban menjawab, ‘Benar, saat itu aku yang menuangkan air untuk 
wudhu beliau SAW’.^^® Hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi. 


Kedua, hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dan Abu Daud bahwa Rasulullah S.4W bersabda. 


Shahih. HR. Abu Daud (238!), At-Tirmidzi (87), An-Nasa’i di dalam Al Kubra 
(3122, 3124, 3126), Ahmad (6/ 442), Ad-Darimi (2/ 14), Ibnu Al Jarud (8), Ad- 
Daruquthni (1/ 144) (4/ 220), dinilai shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu 
Daud. 
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"^Barang siapa yang berpuasa kemudian muntah maka tidak wajib 
mengc/adha atasnya (tidak batal), namun jika muntahnya disengaja, 
maka wajib mengadha puasanya (puasanya batal). Hadits ini juga 
diriwayatkan dari Ibnu Umar secara mauguf. 

Ulama yang tidak menilai shahih kedua hadits tersebut berpendapat 
bahwa muntah tidak membatalkan puasa, baik disengaja maupun tidak. 
Sedangkan ulama yang mengunggulkan hadits Tsauban dan menganggap 
lebih kuat daripada hadits Abu Hurairah berpendapat bahwa muntah 
secara mutlak membatalkan puasa, baik disengaja maupun tidak. 

Adapun ulama yang mengkompromikan kedua hadits tersebut, 
yakni hadits Tsauban bersifat mujmal (global), sedangkan hadits Abu 
Hurairah sebagai penjelasannya karena lebih detail, mereka berpendapat 
bahwa muntah yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa. Sementara 
muntah yang disengaja membatalkan puasa. Inilah yang ditempuh oleh 
jumhur ulama. 


Rukun ketiga: Niat 

Niat dalam puasa bisa dipandang dari berbagai segi, antara lain; 

1. Apakah niat itu sebagai syarat sahnya puasa atau tidak? 

2. Jika memang sebagai syarat sahnya puasa, haruskah niat 
puasanya ditentukan? 

3. Haruskah niat tersebut diulang setiap hari, ataukah cukup sekali 
niat di awal bulan Ramadhan? 

4. Kapan waktu niat yang menjadikan puasa itu sah? 

5. Batalkah puasa seseorang apabila niatnya tidak tepat waktu? 


Shahih. HR. Abu Daud (2380), At-Tirmidzi (720), Ibnu Majah (1676), Ahmad 
{2' 498), Ad-Darimi (2/ 14), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1960, 1961), 
Al Hakim (1/ 426), disepakati oleh Adz-Dzahabi dan dinilai shahih oleh Al 
Albani. 
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6. Jika sampai tidak niat, batalkah puasanya? Dan bolehkah makan 
atau minum? 

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah-masalah di atas. 

* Apakah niat menjadi syarat sahnya puasa? 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa niat menjadi syarat sah puasa. 

2. Sebagian ulama berpendapat syadz, bahwa puasa Ramadhan 
tidak memerlukan niat, kecuali bagi orang-orang sakit dan musafir yang 
ingin berpuasa di bulan Ramadhan. 

Sebab perbedaan pendapat: Banyaknya kemungkinan makna 
yang menyelusup pada puasa, apakah puasa Ramadhan itu ibadah yang 
dapat dilogikakan atau tidak? Ulama yang menganggap puasa itu ibadah 
yang tidak dapat dilogikakan mewajibkan niat. Sedangkan ulama yang 
menganggap puasa itu ibadah yang dapat dilogikakan berpendapat, 
bahwa orang yang berpuasa berarti sudah berniat, walaupun tidak 
diungkapkan dalam batin dan lisannya. Namun kekhususan ketentuan ini 
untuk Ramadhan adalah lemah. Mungkin kelompok ini berpendapat 
bahwa siang hari di bulan Ramadhan adalah waktu terlarang untuk 
berbuka, maka segala macam puasa yang dilakukan di bulan Ramadhan 
akan beralih menjadi puasa syar’i (puasa Ramadhan). 

* Adapun tentang menentukan niat dalam puasa Ramadhan ulama 
juga berbeda pendapat; 

1. Malik berpendapat bahwa menentukan niat puasa Ramadhan, 
dan tidak boleh berniat puasa secara mutlak dan tidak boleh berniat puasa 
selain puasa Ramadhan. 

2. Abu Hanifah berpendapat cukup dengan niat berpuasa secara 
mutlak, tanpa harus menentukan puasa Ramadhan. Seandainya berniat 
untuk puasa selain Ramadhan pun otomatis statusnya menjadi puasa 
Ramadhan, kecuali musafir. Apabila seorang musafir pada bulan 
Ramadhan berniat mengerjakan puasa selain puasa Ramadhan, maka 
puasanya sesuai dengan niatnya. Karena dia tidak berkewajiban 
menjalani puasa Ramadhan. 

3. Dua orang pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak ada 
perbedaan antara musafir dengan yang bukan musafir. Semua puasa yang 
diniatkan untuk dijalankan pada bulan Ramadhan beralih menjadi puasa 
Ramadhan. 
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Sebab perbedaan pendapat: Karena perbedaan pandangan 
mereka terhadap penentuan niat, apakah penentuan niat itu harus 
menentukan jenis ibadahnya atau cukup dengan menentukan ibadah 
tanpa jenis? 

Dua macam niat seperti itu ada di dalam syara’. Seperti niat 
berwudhu, cukup menentukan niat untuk menghilangkan hadats. Dalam 
hal ini wudhu bisa digunakan untuk menjalani ibadah apa saja yang 
memerlukan wudhu sebagai syaratnya. Namun, untuk ibadah shalat 
niatnya harus ditentukan, jika shalat Ashar maka harus berniat shalat 
Ashar, jika shalat Zhuhur maka harus berniat shalat Zhuhur. Inilah yang 
masyhur di kalangan para ulama. 

Sebagian ulama menyamakan niat puasa Ramadhan dengan niat 
berwudu. Dengan demikian, cukup berniat puasa tanpa menentukan 
Ramadhannya. Sebagian yang lain menyamakan niat puasa Ramadhan 
dengan niat shalat Ashar, maka harus ditentukan bahwa puasa yang 
dijalankan adalah puasa Ramadhan, bukan puasa lain. 

Perbedaan tentang beralihnya status puasa bukan Ramadhan 
menjadi puasa Ramadhan, apabila dikerjakan pada bulan Ramadhan. Ini 
harus ditegaskan, karena ada dua macam ibadah, yang satu bisa beralih 
status dan yang lain tidak. Misalnya, seseorang yang berniat shalat 
Zhuhur tidak bisa beralih status menjadi shalat Ashar. Dengan penjelasan 
ini, kebanyakan niat ibadah tidak dapat berubah status. Adapun yang bisa 
beralih status menurut kesepakatan ulama adalah haji. Para ulama 
mengatakan bahwa seseorang yang berniat melakukan haji sunah, 
padahal dia belum pernah berhaji, maka hajinya beralih status menjadi 
haji wajib. 

Ulama yang menyamakan niat puasa dengan niat shalat, berarti 
tidak dapat berubah (tidak ada peralihan niat). Ulama yang menyamakan 
niat puasa dengan niat haji, berarti realisasi niat dapat berubah. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu niat: 

1. Malik berpendapat bahwa puasa tidak sah kecuali bila niatnya 
sebelum fajar, untuk segala macam puasa. 

2. Syafi’i berpendapat bahwa puasa wajib niatnya sebelum fajar, 
dan puasa sunah boleh berniat sesudah fajar. 
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3. Abu Hanifah berpendapat boleh berniat sesudah fajar untuk 
puasa wajib yang waktunya sudah ditentukan, seperti puasa Ramadhan, 
puasa nazar pada hari-hari yang sudah ditentukan sebelumnya. Demikian 
pula puasa sunah. Sedangkan puasa wajib yang tidak terikat dengan 
waktu tertentu tidak boleh niat sesudah fajar, seperti puasa qadha yang 
wajib. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena adanya beberapa hadits yang 
dianggap berbeda, sebagai berikut; 


Pertama, hadits riwayat Al Bukhari dari Hafshah bahwa Rasulullah 
SAW bersabda. 


.ij ->1» j;5 p 


‘‘‘^Barangsiapa yang tidak berniat puasa sejak malam hari, maka 
puasanya tidak sah.'^^^ 

Malik juga meriwayatkan hadits tersebut secara mauguf, namun 
Abu Umar berpendapat bahwa hadits di atas sanadnya idhtirab (rancu). 


Kedua, Muslim meriwayatkan hadits dari Aisyah, dia berkata, 


;jjV3 \jXS’ L* amI j icJLa.» ;cJli ^ 


“Pada suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepadaku (Aisyah), 
'’Hai Aisyah, apakah kamu mempunyai makananT Aisyah menjawab, 
‘Ya Rasulullah, kita tidak punya makanan.’ Lalu beliau bersabda, 
'(Kalau begitu) saya berpuasa’ 

Ketiga, hadits Muawiyah: Bahwa Muawiyah berkata di atas 
mimbar: Hai penduduk Madinah! Di mana para ulama kalian? aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda. 


Shahih HR. Abu Daud (2454), At-Tirmidzi (730), An-Nasa'i (4/ 196, 197), di 
dalam Al Kubra (2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648), 
Ahmad (6/ 287), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1933), diriwayatkan juga 
oleh Ad-Daruquthni (2/ 172, 173), Ath-Thabrani (23/ 196) (337, 367), Al 
Baihaqi (4/ 202,213,221), dinilai shahih oleh Al Albani. 

Shahih. HR. Muslim (1154), Abu Daud (2455), At-Tirmidzi (733), An-Nasa'i 
(4/ 193, 194, 195), di dalam Al Kubra (2637), Ibnu Majah (1701), Ahmad (6/ 
207), Al Baihaqi (4/ 203,274). 
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"'Hari ini adalah hari Asyura' namun kita belum diwajibkan 
mempuasainya. Sementara aku berpuasa pada hari ini. Siapa diantara 
kalian ingin berpuasa, maka berpuasalah dan siapa ingin berbuka (tidak 
berpuasa), berbukalah.”^^^ 

Ulama yang menempuh jalan tarjih mengunggulkan hadits 
Hafshah. Ulama yang menempuh jalan kompromi membedakan antara 
puasa wajib dengan puasa sunah. Maka hadits Hafsah berlaku untuk 
puasa wajib, sementara hadits Aisyah dan Muawiyah berlaku untuk puasa 
sunah. 


Abu Hanifah membedakan antara puasa wajib yang terikat waktu 
dengan puasa wajib yang tidak terikat waktu. Karena puasa wajib yang 
terikat waktu (seperti Ramadhan) tidak perlu menentukan niat. 
Sedangkan puasa wajib yang tidak terikat dengan waktu tertentu (seperti 
puasa qadha wajib) harus menentukan niat, yakni menentukan jenis 
puasa apa yang akan dijalani. 


* Apakah syarat puasa itu harus terlepas dari hadats besar (junub)? 
Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa puasa tidak disyaratkan 
suci dari hadats besar (junub) berdasarkan hadits dari Aisyah dan Ummu 
Salamah (dua orang istri Nabi SAW), keduanya mengatakan, 

f o f y yy 

(«-J 


“Rasulullah SAW pernah berhadats besar (junub) pada waktu 
Subuh di bulan Ramadhan karena bersetubuh, bukan karena mimpi, 
kemudian beliau tetap berpuasa.”^^^ 

Dari hadits tersebut para ulama berbeda pendapat dalam 
menetapkan bahwa mimpi (sampai keluar sperma) di siang hari: 


Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (2003), Muslim (1129), An-Nasa'i (4/ 204), 
Ahmad (4/ 95), Abdurrazzaq (7834), Ath-Thabrani (19/ 740, 744. 749). 
Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari (1926), Muslim (1109), At-Tirmidzi (779), 
Ahmad (6/ 289), Abdurrazzaq (7397), dan Ad-Darimi (2/ 13). 
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1. Aisyah dan Ummu Salamah berpendapat tidak membatalkan 

puasa. 

2. Ibrahim An-Nakha’i, Urwah bin Zubair, dan Thawus bependapat 
jika mimpinya disengaja maka puasanya batal. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pemahaman terhadap 
hadits berikut dari Abu Hurairah, dia berkata, 

.>( J ^ 

“Siapa berada di waktu Subuh dalam keadaan junub pada bulan 
Ramadhan, maka puasanya batal. 

Juga diriwayatkan darinya bahwa Abu Hurairah mengatakan, 
“Demi Tuhan Ka’bah bukan saya yang mengatakan demikian, tetapi 
Muhammad SAW yang mengatakan.”^^’ 

Ibnu Majisyun dari pengikut Malik, berpendapat bahwa orang haid 
yang suci sebelum fajar, lalu manunda mandi hingga setelah fajar, maka 
hari itu puasanya batal. Pendapat-pendapat terakhir ini tergolong syadz 
dan tidak sesuai dengan hadits-hadits yang terkenal di kalangan para 
ulama. 


Berbuka Puasa dan Hukum-Hukumnya 

Orang orang yang berbuka atau membatalkan puasanya terbagi 
menjadi tiga bagian: Pertama, boleh berbuka dan berpuasa, menurut 
kesepakatan ulama. Kedua, tidak boleh berbuka. Ketiga, wajib berbuka 
masih dipersilahkan. 

Di dalam tiap bagian terdapat beberapa hukum. 

Adapun orang yang boleh berbuka dan berpuasa? yang disepakati 
oleh para ulama adalah orang sakit. Sementara yang dipeselisihkan oleh 
para ulama adalah musafir (orang yang berpergian jauh), wanita hamil, 
menyusui, dan orang yang sudah tua. 

Adapun dalam masalah musafir ada beberapa pertimbangan: 


Mutlafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1925, 1931), Muslim (1109), AbduTTa 2 zaq 
(7398), Al Baihaqi (4/214). 

HR. Ahmad(2/443). 
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- Apakah jika dia berpuasa, maka puasanya sah? 

- Jika puasanya sah, manakah yang lebih utama; berpuasa atau 
berbuka, ataukah boleh memilih salah satunya? 

- Berpergian yang bagaimana yang diperbolehkan berbuka, 
berpergian tertentu atau berpergian tanpa batas ? 

- Kapan seorang musafir boleh berbuka dan kapan dia harus tetap 
berpuasa ? 

- Jika sudah berbuka beberapa hari, apakah masih terhitung sebagai 
musafir atau tidak, dan bagaimana hukumnya jika dia berbuka? 

Adapun tentang orang sakit ada beberapa masalah sebagai berikut; 
sakit bagaimanakah yang boleh berbuka dan jika berbuka bagaimana 
hukumnya? 


Masalah pertama: Jika orang sakit dan musafir berpuasa, apakah 
puasannya sah? 

1. Jumhur ulama berpendapat puasanya sah. 

2. Ahlu Zhahir berpendapat puasanya tidak terhitung puasa fardhu, 
karena yang fardhu adalah di hari lain. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan pemahaman terhadap 
firman Allah SWT, "‘‘Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu 
ia berbuka) maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (Qs. Al Baqarah [2]: 185) 

Ayat tersebut bisa dipahami secara hakikat (zhahir) tanpa ada kata 
yang dibuang sama sekali. Atau dipahami secara majaz yang maksudnya 
adalah orang sakit dan musafir jika berbuka, maka puasanya harus 
diqadha di hari-hari lain. Ulama yang mengartikan ayat tersebut secara 
hakikat, berpendapat bahwa seorang musafir wajib mengerjakan puasa di 
hari-hari lain, bukan pada hari ketika dia berpergian. Ulama yang 
mengartikan ayat tersebut secara majaz berpendapat bahwa seorang 
musafir wajib mengerjakan puasa di hari-hari lain apabila dia berbuka 
pada saat dia bepergian. Masing-masing mendasarkan pendapatnya pada 
hadits dalam menafsirkan ayat tersebut. Ketentuan asal tidak boleh 
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mengartikan nash secara majaz selama masih bisa diartikan secara 
hakikat, kecuali jika ada dalil yang mengacu kepada makna majaz. 


Jumhur ulama mendasarkan pendapatnya pada hadits Anas: 

Ji. >llil Yj ; J^\ 


“Kami pernah berpergian bersama Rasulullah SAW pada bulan 
Ramadhan, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka 
dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa.”^^* 


Hadits dari Anas juga sama, dia berkata, “Para sahabat Rasulullah 
SAW pernah bepergian jauh, maka sebagian mereka tetap berpuasa dan 
sebagian yang lain berbuka.*^^^ 


Madzhab Zhahiri mendasarkan pendapatnya pada hadits dari Ibnu 
Abbas, 

J J\ iiit J43 of 

✓ J’ J' y 


“Bahwa Rasulullah SAW bepergian ke Makkah pada tahun 
pembebasan kota itu di bulan Ramadhan, beliau sedang berpuasa, lalu 
setelah sampai di mata air {al kadid) beliau berbuka, maka orang-orang 
pun ikut berbuka.”^ 

Para ulama memperbicangkan perihal Rasulullah SAW tersebut, 
lalu mereka mengatakan bahwa hal itu artinya menghapus kewajiban 
puasa. Abu Umar berpendapat bahwa berdasarkan madzhab Zhahiri, 
orang sakit yang berpuasa Ramadhan puasanya terhitung puasa 
Ramadhan. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1947), Muslim (1118), Abu Daud (2405), 
Ahmad 3/ 45, 74) Ath-Thayalisi (2157) Al Baihaqi.(4/ 244). 

Muttafag 'Alaihi. HR. Al Bukhari 2945, 4275) Muslim (1113) An-Nasa'i (4/ 
189) Ibnu Majah (1661) Ahmad (1/ 219, 335) Abdurrazzaq (7762), Ath- 
Thayalisi (2716) Al Bait>aqi (4/ 240,246). 

Shahih. HR. Muslim (1118). 
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Masalah kedua: Manakah yang lebih utama bagi musafir, berpuasa 
atau berbuka? 


Dalam hal ini, jumhur ulama terbagi tiga: 

1. Tetap berpuasa adalah lebih utama. Yang berpendapat seperti ini 
antara lain, Malik dan Abu Hanifah. 


2. Lebih utama berbuka. Ini dinyatakan antara lain oleh Ahmad dan 
segolongan ulama. 

3. Sebagian yang lain berpendapat bahwa boleh memilih berbuka 
atau tetap berpuasa tanpa ada keutamaan dari satu atas yang lainnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pemahaman yang berbeda 
terhadap pengertian nash dan adanya perbedaan antara nash yang satu 
dengan yang lain. 


Secara logika, orang yang berpuasa diperbolehkan berbuka adalah 
sebagai kemurahan atau dispensasi, untuk menghilangkan beban atau 
kesulitan yang berat. Kerena hal itu sebagai kemurahan, maka yang lebih 
utama adalah menggunakan kemurahan tersebut. Ini diriwayatkan oleh 
Muslim. Hamzah bin Amru Al Aslamy berkata. 




0 f ^ o'" ^ ^ ^ 

^ ^ y’ ✓ y’ 


“Wahai Rasulullah, saya kuat tetap berpuasa pada waktu bepergian 
jauh, apakah saya berdosa?” Rasulullah SAW menjawab, “Itu kemurahan 
(dispensasi) dari Allah, orang yang memanfaatkannya maka itu baik dan 
orang yang lebih senang tetap berpuasa tidaklah berdosa. 

Adapun hadits berikut: 

(j' ly' 


Muttafaq ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1942, 1943), Muslim (1121), Abu Daud 
(2402), At-Tirmidzi (711), An-Nasa'i (4/ 187), Ibnu Majah (1662), Ahmad (6/ 
46, 163, 202,207), Ath-Thayalisi (1175). 
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"‘’Tidak termasuk kebaikan kalau engkau berpuasa ketika bepergian 

jauhr^^^ 

Adapun hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pada 
kesempatan lain pernah berbuka, berarti berbuka lebih utama daripada 
tetap berpuasa. Namun, berbuka di sini bukanlah sebagai hukum, hanya 
menunjukkan bahwa perbuatan tersebut boleh dikerjakan (mubah). 
Jumhur ulama tidak mau menempatkan mengungguli hukum mubah. 

Ulama yang membolehkan memilih antara tetap berpuasa atau 
berbuka, salah satunya tidak ada yang lebih utama, beralasan dengan 
hadits Aisyah, dia berkata, “Hamzah bin Amru Al Aslami bertanya 
kepada Rasulullah SAW tentang puasa di perjalanan jauh, Rasulullah 
SAW menjawab, ‘‘‘‘Kalau kau mau berpuasalah, dan kalau kau mau 
berbukalah:''^^ 


Masalah ketiga: Bepergian dan sakit yang dibolehkan berbuka 

Apakah bepergian yang dibolehkan berbuka adalah bepergian 
terbatas atau tanpa batas? 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa bepergian yang dibolehkan 
berbuka, ukurannya adalah bepergian yang boleh mengqashar shalat. 
Dalam hal ini juga terdapat lebih dari satu pendapat. 

2. Madzhab Zhahiri berpendapat bepergian apapun bentuknya maka 
diperbolehkan berbuka. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara makna 
lafazh dengan makna yang dipahami. Menurut makna lafazh, setiap orang 
yang bepergian boleh berbuka berdasarkan firman Allah SWT, ‘‘"Dan 
barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka) maka 
(wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, 
pada hari-hari yang lain" (Qs. Al Baqarah [2]: 185). 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1942, 1943), Muslim (1121), Abu Daud 
(2402), At-Tirmidzi (711), An-Nasa'i (4/ 187), Ibnu Majah (1662), Ahmad (6/ 
46, 163, 202, 207), Ath-Thayalisi (1175). 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1946), Muslim (1115), Abu Daud (2407), 
An-Nasa'i (4/ 177), Ahmad (3/ 319, 399), Ath-Thayalisi (1721), Ibnu Al Jarud 
(399), Al Baihaqi (4,/ 242,243, dari hadits riwayat Jabir bin Abdillah. 
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Menurut makna yang logis, bepergian yang diperbolehkan berbuka 
adalah yang dirasa berat. Karena tidak semua bepergian itu berat, dan 
para sahabat cenderung membatasi kriteria bepergian, ukuran bepergian 
itu harus dianalogikan (qiyas) dengan batas bepergian yang dibolehkan 
mengqashar shalat. 

Adapun sakit yang dibolehkan berbuka, para ulama beberapa 
pendapat: 

1. Malik berpendapat bahwa sakit yang dibolehkan berbuka adalah 
sakit yang apabila ia berpuasa maka sakitnya akan bertambah parah dan 
berbahaya. 

2. Ahmad berpendapat sakit dalam kategori umum. 

3. Madzhab Zhahiri berpendapat sakit apa saja asal disebut sakit. 

Sebab perbedaan pendapat: Tepatnya sebab perbedaan ini sama 
dengan sebab dalam batasan bepergian. 


Masalah keempat: Kapan boleh dan tidaknya seorang musafir 
berbuka atau berpuasa? 

1. Sya’bi, Hasan dan Ahmad berpendapat bahwa seorang musafir 
berbuka pada hari dia keluar dari rumah sebagai musafir. 

2. Ulama berbagai negeri berpendapat bahwa seorang musafir tidak 
boleh berbuka pada hari dia keluar dari rumahnya. 

3. Sebagian ulama yang lain berpendapat bagi orang yang 
mengetahui bahwa ia akan memasuki perkampungan yang dituju pada 
hari itu juga, maka disunahkan agar berpuasa. Lalu adapula yang 
berpendapat lebih ekstrim dari pendapat ini, namum mereka semua 
berpendapat bahwa orang yang memasukui perkampuangan yang dituju 
dalam keadaan berbuka maka tidak wajib kaffarat atasnya. 

Para ulama berbeda pendapat dalam hukum seorang musafir yang 
sampai diperkampungannya dengan menghabiskan sebagian harinya? 

1. Malik dan Syafi’i berpendapat pada hari itu ia wajib berpuasa, 
dan boleh berbuka pada hari berikutya. 

2. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat pada hari itu dia 
harus menhan dari makan dan minum, sama halnya dengan wanita haid 
yang mulai suci, ia harus menahan dari makan dan minum. 
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Sebab perbedaan pendapat; Karena adanya pertentangan antara 
hadits dengan pemahaman secara logika tentang waktu yang dibolehkan 
bagi musafir untuk berbuka. 


Hadits sekitar persoalan tersebut adalah hadits Ibnu Abbas: 

✓ ^ Q J' ^ y S 


“Bahwa Rasulullah SAW bepergian ke Makkah pada tahun 
pembebasan kota itu di bulan Ramadhan, sementara beliau sedang 
berpuasa, lalu setelah sampai di mata air (al kadid) beliau berbuka, maka 
para sahabat pun ikut berbuka.”^ 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa sebelum berbuka, Rasulullah 
SAW telah menjalankan puasa sejak fajar. Demikian pula para sahabat 
yang mengikuti perjalanan beliau SAW. 


Semakna dengan hadits diatas adalah hadits Jabir bin Abdullah, 

" ^ S ''a"* * b' ^ * i 

j^sj 4.*iy ^ pAi) IpS jtJ \S 

■.Jlii A5 Aju aJ J-aS jvJ iaJI 

.sUarJI viJ-i5jl 


“Bahwa Rasulullah SAW keluar (bepergian) menuju Makkah pada 
hari pembebasan kota itu, beliau berjalan hingga sampai di Kura’ Al 
Ghamim (nama telaga tempat air minum). Saat itu para sahabat tengah 
berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW meminta segelas air, beliau 
mengangkat air itu sehingga para sahabat melihatnya, lalu beliau 
meminum air itu. Sesudah itu beliau diberitahu bahwa sebagian sahabat 
ada yang tetap berpuasa, kemudian beliau bersabda, "Mereka bermaksiat, 
mereka bermaksiat' 


Muttqfaq ‘Alaihi. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 

Shahih. HR. Muslim (1114), At-Tirmidzi (710), An-Nasa’i (4/ 177), Al 
Humaidi (1289), Ath-Thayalisi (1667), dinilai shahih oleh Al Hakim dan 
disepakati oleh Adz-Dzahabi. 


612 Bidayatul Mujtahid 




Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Bashrah Al 
Ghifari, “Tatkala Abu Bashrah telah melewati perkampungan, dia minta 
diambilkan makanan.” Ja'far perawi hadits ini mengatakan, “Bukankah 
engkau masih melihat rumah-rumah T Abu Bashrah menjawab, ‘Apakah 
kamu membenci sunah Rasulullah SAW? Ja’far berkata, ‘Kemudian Abu 
Bashrah makan’. 

Adapun pemahaman secara logis adalah karena status musafir 
disyaratkan telah berpuasa mulai dini hari sebelum fajar, maka dia tidak 
boleh membatalkan puasanya. Ini berdasar firman Allah Ta’ala, 
''Janganlah kamu merusakkan (pahala) amal amalmu." (Qs. Muhammad 
[47]: 33). 

Perbedaan pendapat tentang orang musafir yang berangkat sesudah 
fajar, yakni antara boleh berbuka dan tidak, itu karena perbedaan analogi. 
Sebagian ulama menganalogikannya dengan orang yang berbuka pada 
hari syak (hari yang meragukan), apakah sudah masuk Ramadhan atau 
belum, ternyata hari itu telah masuk Ramadhan. Dalam hal ini, musafir 
tersebut tidak boleh makan. Sebagian ulama tidak menganalogikannya 
seperti itu, karena orang yang berbuka pada hari syak tersebut beralasan 
tidak tahu bahwa hari itu telah masuk Ramadhan. Sedangkan musafir 
bukan karena tidak tahu, melainkan karena dalam hal ini musafir boleh 
berbuka. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa kedua-duanya sama saja 
sebagai penyebab yang mewajibkan menahan makan. 


Masalah kelima: Bolehkah Orang yang bepergian pada bulan 
Ramadhan tidak berpuasa? 

1. Jumhur berpendapat boleh tidak berpuasa. 

2. Abu Ubaidah As-Salmani, Suwaid bin Ghaflah, dan Ibnu Mijlaz 
berpendapat jika ia pergi dalam kedaan berpuasa maka tidak boleh 
berbuka. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pemahaman yang berbeda 
terhadap firman Allah SWT, "Barangsiapa di antara kamu hadir (di 


Shahih. HR. Abu Daud (2412), Ahmad (6/ 398), Ad-Darimi (2/ 18), dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2040), diriwayatkan Juga oleh Ath-Thabrani di 
dalam Al Kabir (2/ 279, 2169), Al Baihaqi (4/ 246) dan dinilai shahih oleh Al 
Albani. 
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negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di 
bulan itu:' (Qs. Al Baqarah [2]; 185). 


Penafsiran ayat tersebut berbeda-beda. Orang yang menyaksikan 
sebagian bulan Ramadhan wajib berpuasa sebulan lengkap. Orang yang 
menyaksikan sebagian bulan Ramadhan wajib berpuasa di sebagian bulan 
Ramadhan, dan orang yang menyaksikan bulan Ramadhan lengkap waji 
berpuasa lengkap sebulan utuh. Inilah yang disepakati oleh para ulama 
dan diperkuat oleh bepergian Rasulullah pada bulan Ramadhan. 

Menurut jumhur, musafir yang berbuka wajib mengqadha puasanya 
berdasarkan firman Allah SWT, “Dow barangiapa sakit atau dalam 
perjalanan (lalu ia berbuku) maka (wajiblah baginya berpuasa) 
sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lam." (Qs. A 
Baqarah [2]: 185). 

Demikian juga untuk orang sakit bukan karena pingsan atau gila, 
para ulam berbeda pendapat mengenai hukum orang sakit kerena pingsan 
atau gila, wajibkah puasanya diqadha? Menurut ulama berbagai negeri, 
orang pingsan wajib mengqadha puasanya. Adapaun, sebab gila maka la 
wajib mengqadha puasanya menurut Malik. Pendapat mi lemah karena 
bertentangan dengan hadits. 




'\..Dan orang gila sampai dia sadar (maksudnya tidak terkena 
hukum). 

Mereka yang mewajibkan qadha atas keduanya (sakit sebab 
pingsan dan gila) berbeda pendapat, apakah pingsan dan gila itu 
membatalkan puasa atau tidak: 

1. Sebagian ulama berpendapat membatalkan. 

2. Sebagian yang lain berpendapat tidak membatalkan. 

3. Sebagian lagi membedakan antara pingsan dan gila sebelum 
fajar dengan yang sesudahnya. Apabila pingsan dan gila itu terjadi lebih 
dari setengah hari, maka puasanya itu sah. Apabila pingsan dan gila 
(tersebut terjadi pada awal siang hari, maka puasanya wajib diqadha). Ini 
adalah madzhab Malik yang tergolong lemah. Yang jelas, pingsan dan 


Shahih. TakhriJ-nya telah disebutkan terdahulu. 
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gila adalah status yang menyebabkan hilangnya taklif (beban hukum). 
Jika terlepas dari kewajiban, berarti tidak ada status berpuasa atau 
berbuka. Bagaimana bisa disebut batal puasanya kalau statusnya sama 
dengan mayit. 


Bagaimana musafir dan orang sakit Mengqadha puasanya? 

Dalam hal ini berhubungan dengan tiga masalah sebagai berikut: 


Masalah pertama: Musafir dan orang sakit yang meninggalkan 
puasa, wajibkah mengqadhanya berturut-turut? 

1. Sebagian ulama mewajibkan qadha dengan berturut-turut. 

2. Sebagian lagi tidak mewajibkan qadha dengan berturut-turut. 

3. Sebagian yang lain berpendapat boleh memilih antara qadha 
berturut-turut dengan tidak. 

4. Sebagian yang lain berpendapat sunah. 

5. Seklolompok ulama berpendapat qadha puasa tersebut tidak 
wajib berturut-turut. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara arti 
zhahir lafazh dalam ayat dengan 'qiyds. Qiyas menghendaki puasa 
tersebut disamakan dengan qadha shalat dan haji, yakni secara beruntun. 
Ayat, “...Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang 
ditinggalkannya itu pada hari-hari lain." secara zhahir dipahami bahwa 
ayat ini hanya mewajibkan jumlahnya yang ditinggalkan, bukan berturut- 
turutnya. 

Aisyah berkata, “Ayat tersebut pada asalnya turun dengan kata 
secara beruntun, lalu kata tersebut dihapus.” 


Masalah kedua: Menunda qadha hingga datang Ramadhan 
selanjutnya 

Jika qadhanya ditunda (belum tuntas) hingga tiba Ramadhan 
berikutnya, maka apa sanksinya? 

1. Malik, Syafi’i, dan Ahmad berpendapat wajib qadha dan 
kafarat. 
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2. Hasan Basri dan Ibrahim An-Nakha’i berpendapat wajib qadha 
tanpa kafarat. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kafarat yang satu dengan 
yang lain itu bisa diqiyaskan atau tidak. Ulama yang berpendapat bahwa 
kafarat untuk suatu pelanggaran Jenis ibadah tidak bisa diqiyaskan 
dengan kafarat pada pelanggaran Jenis lain berpendapat bahwa musafir 
yang belum mengqadha puasanya sampai datang Ramadhan lagi, ia tidak 
wajib membayar kafarat, melainkan hanya wajib qadha. 

Ulama yang berpendapat bahwa kafarat karena pelanggaran suatu 
ibadah bisa diqiyaskan dengan pelanggaran Jenis ibadah lain, menyatakan 
bahwa musafir seperti tersebut di atas wajib membayar kafarat di 
samping qadha yang telah pasti. Ini diqiyaskan dengan orang berbuka 
dengan sengaja karena dianggap menghina atau meremehkan kemuliaan 
bulan Ramadhan. Namun, qadha tersebut dilakukan di luar bulan 
Ramadhan. Sedang berbuka dengan sengaja adalah di dalam bulan 
Ramadhan. 

Lalu mengapa diqiyaskan? sebab, qadha tersebut dibatasi waktunya 
oleh syara’, puasa Ramadhan Juga dibatasi oleh syara’. Jadi, keduanya 
sama-sama ditentukan oleh syara’, yang apabila dilanggar berarti 
meremehkan syara’. Ada pendapat yang syadz (aneh), yaitu apabila orang 
yang sakit tidak sembuh sampai datang Ramadhan lagi, maka puasanya 
tidak wajib diqadha. Ini bertentangan dengan nash yang ada. 


Masalah ketiga: Orang yang meninggal dunia dengan mempunyai 
tanggungan puasa? 

1. Sebagian ulama berpendapat bahwa seseorang tidak bisa 
menanggung puasa orang lain. 

2. Sebagian ulama yang lain berpendapat walinya wajib 
mempuasainya sejumlah hari yang ditinggalkannya. 

3. Syafi’i berpendapat walinya wajib membayarkannya mud. 

4. Malik berpendapat walinya tidak wajib berpuasa dan tidak juga 
membayar mud, kecuali Jika ada wasiat. 

5. Abu Hanifah berpendapat walinya wajib mempuasainya, apabila 
tidak puasa maka wajib membayar mud. 


616 Bidayatul Mujtahid 


6. Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila yang ditinggalkan 
itu puasa nazar, maka walinya wajib mempuasainya. Apabila puasa 
fardhu (Ramadhan), maka walinya tidak wajib berpuasa. 


Sebab perbedaaan pendapat: Adanya pertentangan antara qiyas 
dengan hadits. Hadits Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah SAW 
bersabda. 


.Oj «UP 


'"Siapa yang meninggal dunia dengan mempunyai tanggungan 
puasa, maka walinya wajib mempuasainya”^^^ 

Hadits Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, 

0] Aill JJ-^J <lJp aJ)! LS^i l }^-^ 

“ > > ✓ “yy 

viJLal o\k' ;jLij A../3.»ljl t^L^Jp- J oJb» 

X y' 

.t-ltf'b (3^^ ‘IwsVi 


“Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, 
‘Wahai, Rasulullah! Ibuku telah meninggal dunia, dia mempunyai 
tanggungan utang puasa sebulan, apakah saya boleh mengqadha puasa 
tersebut?’ Rasulullah SAW bersabda, 'Seandainya ibumu mempunyai 
utang, apakah kamu yang menanggungnya?" Lelaki itu menjawab, ‘Ya.’ 
Lalu Rasulullah bersabda, 'Maka utang kepada Allah lebih berhak untuk 
ditunaikan 


Ulama yang menganggap hadits tersebut bertentangan dengan 
hukum asal, seperti seseorang tidak bisa melakukan shalat untuk 
mewakili orang lain, tidak bisa berwudhu untuk mewakili orang lain, 
maka puasa pun tidak bisa diwakili. Berdasarkan hal ini, maka walinya 
tidak wajib mempuasainya. Ulama yang tidak menggunakan hadits 
tersebut, berpendapat bahwa walinya wajib mempuasainya hanya terbatas 
pada puasa nazar. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1952), Muslim (1147), Abu Daud (2400), 
Ahmad (6/ 69). 

Muttafag 'Alaihi. Al Bukhari (1953), Muslim (1148), Abu Daud (3310), At- 
Tirmidzi 716), An-Nasa'i (7/ 20), Ibnu Majah (1757), Ahmad (1/ 224, 227, 
362). 
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Ulama yang menafsirkan hal tersebut dengan puasa Ramadhan, 
maka walinya hanya menanggung puasa Ramadhan. Ulama yang 
mewajibkan walinya membayar mud berdasar pada ayat, “Z)a« wajib 
bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak 
berpuasa) membayar fidyah.... ” (Qs. Al Baqarah [2]: 184). 

Sedangkan pendapat yang terbaik adalah mengkompromikan ayat 
Al Qur'an ini dengan hadits di atas. Demikianlah beberapa ketentuan 
tentang musafir dan orang sakit yang boleh berbuka dan berpuasa. 


Hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita hamil, menyusui dan 
orang lanjut usia 

Dalam hal ini ada dua masalah yang populer; 

Pertama, wanita hamil dan menyusui jika berbuka, maka apa 
sanksinya? 

Dalam hal ini ada 4 pendapat: 

1. Wajib membayar kafarat atau fidyah tanpa menggadha puasa. 
Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. 

2. Wajib mengqadha puasa tanpa membayar fidyah/kafarat. Ini 
pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya, Abu Ubaid, serta Abu At-Tsaur. 

3. Wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah/kafarat. Ini 
pendapat Syafi’i. 

4. Wanita hamil wajib mengqadha puasa, sedangkan wanita 
menyusui wajib mengqadha puasa dan membayar fidyah atau kafarat. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan penyamaan antara orang 
yang berat untuk melakukan puasa dengan orang sakit. Ulama yang 
menyamakan wanita hamil dan wanita menyusui dengan orang sakit 
berpendapat bahwa wanita hamil dan wanita menyusui hanya wajib 
mengqadha. 

Sedangkan ulama yang menyamakan wanita hamil dan wanita 
menyusui dengan orang yang tidak mampu berpuasa berpendapat bahwa 
wanita hamil dan wanita menyusui wajib membayar fidyah saja, tanpa 
gadha. Ini berdasarkan ayat, “Z)o« wajib bagi orang yang berat 
menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu 
memberi makan orang-orang miskin.'” (Qs. Al Baqarah [2]: 184) 
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Ulama yang menyamakan wanita hamil dan wanita menyusui 
dengan orang sakit dan orang yang tidak mampu berpuasa, berpendapat 
bahwa orang hamil dan menyusui wajib mengqadha, karena mirip dengan 
orang sakit. Juga wajib membayar fidyah, karena mirip dengan orang 
yang tidak mampu berpuasa. 

Mungkin wanita hamil dan wanita menyusui juga disamakan 
dengan orang sehat yang berbuka. Tetapi penyamaan ini tidak tepat, 
karena sebenarnya orang sehat tidak boleh berbuka. 

Ada juga ulama yang membedakan wanita hamil dengan wanita 
menyusui. Dan ulama yang menyamakan wanita hamil dengan orang 
sakit. Dan ada pula ulama yang menyamakan wanita yang menyusui 
dengan orang sakit. Dan orang yang tidak mampu berpuasa disamakan 
dengan orang sehat. 

Ulama yang menentukan wajib qadha saja atau wajib fidyah saja 
lebih utama daripada mewajibkan qadha dan fidyah. Sedangkan qadha 
lebih utama daripada fidyah, sebab ayat itu tidak mutawatir. 
Renungkanlah! Wallahu a ’ lam. 


Kedua, Orang yang sudah lanjut usia. 

Tentang orang yang lanjut usia, ijma’ ulama menetapkan bahwa 
orang lanjut usia boleh berbuka. 

Jika dia berbuka, maka apa kewajiban berikutnya? 

1. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat wajib membayar fidyah. 

2. Malik berpendapat tidak boleh membayar fidyah namun 
disunahkan membayarnya. 

Ketentuan fidyah tersebut menurut informasi mayoritas ulama 
adalah satu mud untuk jatah sehari. Sedangkan sebagian pendapat 
mengatakan cukup diperkirakan, misalnya beberapa ciduk tangan seperti 
yang pernah dilakukan oleh Anas. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan bacaan dalam ayat di atas, 
yakni dengan dibaca sebagai berikut: 

""Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya (jika mereka 
tidak berpuasa) membayar fidyah... Al Baqarah [2]: 184) 
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Ulama yang mengamalkan hukum atas dasar gira'at dari jalur yang 
tidak mutawatir dalam mushaf (riwayat satu orang yang adil) itu 
berpendapat bahwa orang lanjut usia dan orang yang tidak diberi beban 
kewajiban itu sama dengan orang sakit yang terus-menerus sampai mati. 

Demikianlah beberapa ketentuan yang populer sekitar orang-orang 
yang diperbolehkan berbuka. 


Hukum-hukum bagi orang yang boleh berbuka puasa 

Berikut ini adalah pembahasan tentang orang yang berbuka karena 
bersetubuh, berbuka selain bersetubuh, berbuka karena alasan yang 
disepakati para ulama, dan berbuka karena alasan yang diperselisihkan 
oleh para ulama. 

Berbuka karena hal-hal di atas ada yang dilakukan karena lupa, 
sengaja, kehendak, dan paksaan. 


Ijma’ ulama menetapkan bahwa orang berpuasa yang melakukan 
persetubuhan dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan wajib 
menggadha puasanya dan membayar kafarat, berdasarkan hadits Abu 
Hurairah, dia berkata, 


J \j :JUi (^1 J 

'C* : Jl5 t jCia>j ^ yS ijli 

cV ;Jlj ^'j' :Jli t'V :Jli VaIsj 

j ' ** y' y' y' 

C* :Jl5 

'j' J' J- J' * J' ' J- ^ J' 

l3^Cjaj ijLai t yJ ^ y. 

cll. 4l r y' cy. ^ 

"y' y' J' ^ J' ^ ^ 

J' J o JJ 0 J J . f J . 

J , .o ^ ^ Q tf. ® ''•4 * ■" y *^y 

.iiJJLftl <C»JU3li IiJli p_( C->-Xj 


“Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu 
berkata, ‘Celaka aku wahai Rasulullah.’ Rasulullah bertanya, 'Apa yang 
membuatmu celaka?’ Lelaki itu menjawab, ‘Aku telah menyetubuhi 
istriku di siang hari Ramadhan.’ Rasulullah bertanya, 'Mampukah kamu 
memerdekakan seorang budak?’ Lelaki itu menjawab, ‘Tidak.” 
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Rasulullah bertanya lagi, 'Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut- 
turut?' Lelaki itu menjawab, 'Tidak." Rasulullah bertanya lagi, 
'Mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin?' Lelaki itu 
menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian beliau duduk, lalu didatangkan segantang 
kurma kepada Nabi SAW, beliau bersabda, 'Bersedekahlah dengan 
kurma ini!' Lelaki itu bertanya, ‘adakah orang yang lebih miskin dariku? 
Di daerahku tidak ada orang yang lebih miskin dariku.’ Rasulullah SAW 
pun tertawa sampai terlihat gigi serinya lalu beliau bersabda, 'Pergilah 
dan berikan kurma itu kepada keluargamu sendiri\’"^^° 

Lalu muncul masalah yang diperselisihkan oleh para ulama sebagai 
berikut; 

1. Apakah hukum berbuka dengan makan dan minum secara 
sengaja sama dengan berbuka secara bersetubuh dalam qadha dan 
kafaratl 

2. Jika bersetubuh karena lupa, bagaimana hukumnya? 

3. Bagaimana hukum istri yang bersetubuh tanpa dipaksa? 

4. Apakah kafarat yang tertera dalam hadits di atas penerapannya 
harus berurutan atau pilihan? 

5. Jika kafarat-nydi dengan memberi makan orang miskin, berapa 
ukurannya? 

6. Jika bersetubuhnya berkali-kali, apakah kafaratnya berlipat 
ganda? 

7. Bolehkah kafarat dengan memberi makan orang miskin itu 
ditunda karena kondisi ekonomi yang bersangkutan saat itu masih belum 
mampu? 

Ada pendapat yang syadz bahwa bersetubuh dengan sengaja tidak 
wajib kafarat hanya wajib qadha saja. Mungkin mereka tidak mengetahui 
hadits di atas atau tahu tapi ada alasan lain. Kafarat dalam hadits tersebut 
tidak tegas. Seandainya kafarat itu suatu keharusan, pasti Rasulullah 
mewajibkan puasa dua bulan berturut-turut. Jika orang tersebut tidak 
mampu memerdekakan budak, tentunya dengan syarat dia sehat. Jika saat 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1937, 2600, 5368, 6087, 6821), Muslim 
(11111), Abu Daud (2391, 93), Ahmad (2/ 208, 281), Abdurrazzaq (457), Ad- 
Daruquthni (2/190), Al Baihaqi (4/ 226). 
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itu orang tersebut dalam kondisi sakit, tentunya Rasulullah SAW 
memberitahu kepadanya agar berpuasa dua bulan berturut-turut jika 
sudah sehat. 

Ada lagi pendapat syadz yang mengatakan bahwa orang yang 
bersetubuh tersebut tidak wajib qadha, hanya wajib kafarat. Karena yang 
disebutkan dalam hadits itu hanya kafarat tanpa menyebut qadha. Qadha 
yang diwajibkan hanyalah bagi orang yang diperbolehkan berbuka atau 
orang yang dilarang berpuasa. Sedangkan orang yang berbuka dengan 
sengaja, tidak ada nash yang mewajibkan qadha. Pendapat ini 
berdasarakan qiyas yang diperselisihkan. Yaitu diqiyaskan dengan orang 
yang meninggalkan shalat dengan sengaja sampai habis waktunya. 
Perselisihan ini tergolong aneh. 

Adapun perbedaan yang populer adalah masalah-masalah yang 
telah kami sebutkan sebelumnya. 


Masalah pertama: Apakah berbuka dengan makan dan minum 
secara sengaja wajib kafaratl 

1. Malik dan pengikutnya. Abu Hanifah dan pengikutnya, Ats- 
Tsauri dan segolongan ulama berpendapat bahwa orang yang berbuka 
dengan makan secara sengaja wajib mengqadha dan membayar kafarat 
seperti ketentuan yang disebutkan dalam hadits di atas. 

2. Syafi’i, Ahmad, dan Zhahiri berpendapat bahwa kafarat seperti 
ketentuan hadits di atas khusus untuk persetubuhan. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan qiyas. Bolehkah berbuka 
dengan makan dan minum secara sengaja disamakan dengan berbuka 
karena bersetubuh secara sengaja? 

Ulama yang menganggap hal itu sebagai pelanggaran terhadap 
kemuliaan bulan Ramadhan memberlakukan kafarat yang sama untuk 
keduanya. Adapun ulama yang menganggap bahwa kafarat itu sebagai 
hukuman, mengatakan bahwa yang lebih berat untuk dihukum adalah 
yang bersetubuh. Walaupun bersetubuh, makan atau minum itu sama- 
sama melakukan pelanggaran dan pelecehan terhadap kemuliaan bulan 
Ramadhan, namun, bersetubuh dipandang dari segi pengekangan hawa 
nafsu lebih berat daripada makan dan minum. Maka, lebih wajar untuk 
dihukum dengan kafarat. Selain itu, agar orang-orang yang berpuasa 
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menjadi semakin dekat dan menekuni syariat Islam, sehingga menjadi 
orang-orang yang baik dan Jujur seperti firman Allah, ''Diwajibkan atas 
kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 
kamu, agar kamu bertakwa” (Qs. Al Baqarah [2]: 183). 

Kafarat berat hanya ditimpakan pada orang yang bersetubuh saja, 
dan ini menurut ulama yang melakukan giyas. 

Adapun menurut ulama yang tidak melihat adanya giyas, maka 
masalahnya Jelas bahwa hukum bersetubuh tidak bisa disamakan dengan 
hukum makan dan minum. 

Malik meriwayatkan hadits dalam Al Muwaththa' sebagai berikut, 
“Seorang lelaki telah berbuka pada siang hari bulan Ramadhan, maka 
Nabi SAW mewajibkan kafarat.” Mungkin karena Malik berpendapat 
bahwa berbuka apapun bentuknya, semuanya wajib kafarat, sehingga 
tidak perlu merinci “berbuka” Jenis apa yang dimaksudkan. 


Masalah kedua: Hukum bersetubuhnya orang yang berpuasa 
karena lupa? 

I. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat tidak wajib gadha dan 
kafarat. 


2. Malik berpendapat wajib gadha saja, tanpa kafarat. 

3. Ahmad dan Zhahiri berpendapat wajib gadha dan kafarat. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara 
pengertian hadits dengan giyas. 


Menurut giyas, orang yang bersetubuh karena lupa disamakan 
dengan orang yang meninggalkan shalat karena lupa, maka kewajiban 
gadha seperti ketentuan gadha shalat karena lupa. 


Adapun nash hadits yang tampak bertentangan dengan giyas 
tersebut dari segi zhahimya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW 
bersabda, 

aIiI iljU pjjj cv< y 
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''Barangsiapa lupa bahwa dia sedang berpuasa lalu makan dan 
minum, maka teruskanlah puasanya, karena sesungguhnya yang 
memberi makan dan minum kepadanya adalah Allah.”^^' 


Dari segi zhahirnya, hadits ini tidak menyebut masalah 
persetubuhan. Hadits ini diperkuat oleh hadits lain yang lebih umum 
yaitu; 

. aIIp i jA ^ 


"'Telah diangkat (dosa) dari ummatku karena bersalah, lupa, dan 
dipaksaT^^^ 

Dari hadits tersebut muncul pertanyaan, orang yang berbuka karena 
menyangka matahari telah terbenam, kemudian terbukti setelah itu bahwa 
matahari belum terbenam, apakah wajib menggadha puasanya atau 
tidak?. Yang jelas orang tersebut bersalah tanpa sengaja. Maka, 
hukumnya sama dengan orang lupa. Dan lupa seperti telah kami katakan, 
menggugurkan kewajiban gadha. Wallahu a ' lam. 

Apabila dipahami bahwa hukum aslinya adalah orang lupa tidak 
wajib gadha, kecuali bila ada dalil yang mewajibkannya, maka orang 
berbuka karena lupa tidak wajib gadha, karena tidak ada dalil yang 
mewajibkannya. Lain halnya dengan lupa dalam mengerjakan shalat yang 
wajib gadha. Apabila dipahami bahwa hukum asalnya, orang lupa wajib 
gadha, kecuali bila ada dalil yang menghapus kewajiban tersebut, maka 
dalil yang menghapus kewajiban tersebut ada, yaitu hadits Abu Hurairah 
di atas. 


Ringkasnya, orang yang berbuka karena lupa, tidak batal, karena 
hukum lupa dalam berbuka sama dengan lupa dalam ibadah-ibadah yang 
lainnya, kecuali bila lupa berbuka itu disamakan dengan lupa shalat, 
maka wajib gadha. Namun, penyamaan gadha puasa dengan shalat 
karena lupa adalah lemah. Menurut jumhur ulama, gadha itu terikat 
dengan jenis-jenis ibadah yang ditentukan, tidak bisa diberlakukan secara 
umum untuk segala jenis ibadah. 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1933, 6669), Muslim (1155), Abu Daud 
(2398), At-Tirmidzi (722), Ibnu Majah (1673), Ahmad (2, 425, 491, 513), Ad- 
Darimi (2/ 13), Ibnu Al Jarud (390), Ad-Daruquthni (2/179). 

Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Pendapat yang mewajibkan qadha dari segala jenis ibadah 
termasuk berbuka karena lupa adalah lemah, karena lupa mengakibatkan 
gugurnya hukuman. Sedangkan kafarat berfungsi sebagai hukuman. 
Mungkin pendapat ini hanya mengambil sifat-sifat umum yang 
dibutuhkan dalam hadits tanpa merinci, apakah persetubuhan yang 
dilakukan oleh seseorang yang datang menghadap Nabi SAW itu karena 
lupa atau dengan sengaja? Karena tidak ada rincian, maka kafarat tetap 
berlaku untuk yang sengaja dan yang lupa. 


Ulama yang mewajibkan kafarat terhadap orang berihram yang 
membunuh binatang buruan karena lupa, pada dasarnya tidak terjamin 
kebenarannya, karena yang jelas kafarat itu berlaku untuk orang yang 
melakukan pelanggaran dengan sengaja. Seharusnya, madzhab Zhahiri 
mendasarkan pada hadits yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. 
Yaitu kafarat hanya wajib atas pelaku pelanggaran dengan sengaja, 
kecuali bila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran 
karena lupa juga wajib kafarat atau seharusnya berpedoman pada hadits 
yang global; 




“‘Telah diangkat (dosa) dari ummatku karena bersalah, lupa dan 
dipaksaT^^^ 

Kecuali bila ditemukan dalil lain yang merincinya. Namun, dua 
kelompok di atas (ulama yang mewajibkan kafarat terhadap orang 
berihram yang melakukan pelanggaran karena lupa dan madzhab Zhahiri 
yang mewajibkan kafarat untuk orang berpuasa yang bersetubuh karena 
lupa), dan hadits tentang seseorang yang datang menghadap Nabi SAW 
itu tidak bisa dijadikan dasar secara global begitu saja. Sebab rincian 
itulah yang menentukan hukum. Kalau kita memberlakukan hukum yang 
global, padahal ada hukum yang rinci, itu artinya kita mencari-cari 
hukum yang tidak semestinya. 


Masalah ketiga: Apakah bagi istri yang disetubuhi juga wajib 
kafarat? 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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1. Abu Hanifah dan pengikutnya serta Malik dan pengikutnya 
berpendapat bahwa istri tersebut wajib membayar kafarat. 

2. Syafi’i dan Daud berpendapat bahwa istri tersebut tidak wajib 
membayar kafarat. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara zhahir 
hadits dengan qiyas. Hal itu karena Rasulullah SAW tidak 
memerintahkan istri laki-laki tersebut untuk membayar kafarat. 
Sementara Qiyasnya adalah bahwa istri (perempuan) yang mukalaf 
hukumnya sama dengan laki-laki. 


Masalah keempat: Apakah kafarat ini harus berurutan atau sesuai 
dengan pilihan? 

Yang dimaksud berurutan adalah tidak boleh mengerjakan urutan 
kedua kecuali jika tidak mampu mengerjakan urutan yang pertama. 
Sedangkan yang dimaksud memilih adalah langsung memilih salah satu 
dari tiga perkara, tanpa berurut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat: 

1. Syafi’i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan ulama Kufah, berpendapat 
harus berurutan; pertama, memerdekakan budak, jika tidak mampu, maka 
yang kedua yaitu berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu, 
maka yang ketiga yaitu memberi makan orang-orang miskin. 

2. Malik berpendapat langgsung memilih salah satunya. Menurut 
Ibnu Al Qasim yang meriwayatkan pendapat Malik, disunahkan memilih 
memberi makan orang-orang miskin daripada memerdekakan budak atau 
berpuasa dua bulan berturut-turut. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan di antara 
zhahir hadits dengan qiyas. Hadits yang menyangkut orang lelaki dari 
pedalaman yang menghadap Nabi SAW setelah bersetubuh itu 
menunjukkan adanya urutan kafarat, karena Nabi SAW bertanya kepada 
lelaki itu mengenai kemampuannya secara berurutan. Zhahir hadits yang 
diriwayatkan oleh Malik, 
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“Bahwa ada seorang lelaki berbuka pada siang hari bulan 
Ramadhan, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya agar memerdekaan 
budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 
orang miskin.”^^'* 

Hadits tersebut menunjukkan “memilih” langsung tanpa berurutan. 
Adanya urutan penyebutan itu karena tidak mungkin ketiganya diucapkan 
sekaligus, sehingga penyebutannya diurut oleh perawi hadits. Sedangkan 
orang Arab memahaminya secara kontekstual. 

Adapun qiyas yang bertentangan, bahwa kafarat bersetubuh 
tersebut suatu saat diqiyaskan dengan kafarat zhihar (menyamakan tubuh 
istri dengan ibunya suami), dan suatu saat diqiyaskan dengan kafarat 
sumpah. Agaknya lebih dekat pada kafarat zhihar, karena penyebutan 
kafarat yang berurutan itu hanyalah redaksi perawi. 

Pendapat Malik yang mensunahkan memilih memberi makan orang 
miskin, bertentangan dengan zhahir hadits. Malik berpendapat seperti itu 
atas dasar qiyas. Qiyasnya adalah, puasa yang ditinggalkan itu diganti 
pemberian makanan, itu lebih tepat daripada diganti yang lain. Dan ini 
sesuai dengan ayat, “Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya 
(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, yaitu memberi makan 
orang-orang miskin." (Qs. Al Baqarah [2]: 184). Karena itu, Malik dan 
segolongan ulama mensunahkan memberi makan orang-orang miskin, 
apabila ada orang yang meninggal dunia masih mempunyai utang puasa. 
Ini tampaknya mengunggulkan qiyas yang dibenarkan oleh ushul dengan 
menomorduakan hadits yang tidak dibenarkan oleh ushul. 


Masalah kelima: Ukuran fldyah memberi makan dalam kafarah 
karena bersetubuh 

1. Malik dan Syafi’i serta pengikutnya berpendapat 60 orang 
miskin masing-masing satu mud, standar mud masa Nabi SAW. 

2. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat 60 orang miskin, 
minimal masing-masing 2 mud masa Nabi SAW atau 1/2 sha ’. 


Shahih. HR. Muslim (1111), Abu Daud (2392), Ahmad (2/ 273, 56), dan Malik 
(1/296) (657). 
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Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara hadits 
dengan giyas. 

Qiyasnya adalah fidyah puasa diqiyaskan dengan fidyah menyakiti 
orang lain yang ketentuan nashnya jelas. Hadits yang dijadikan dasar 
adalah, bahwa satu karung kurma yang dibawa pulang oleh lelaki yang 
menghadap Nabi SAW itu berisi 15 sha’ (60 mud), namun tidak berarti 
bahwa 15 sha’ untuk diberikan kepada tiap-tiap seorang miskin. Cukup 
dipahami bahwa kafarat puasa sehari adalah sebatas itu, yakni 60 mud 
untuk 60 orang miskin. 


Masalah keenam: Apakah kafarat diberlakukan berulang untuk 
pelanggaran yang berkali-Kali? 

Para ulama sepakat bahwa orang yang bersetubuh saat berpuasa di 
bulan Ramadhan yang telah membayar kafarat, lalu di hari lain dia 
bersetubuh lagi, maka tetap wajib membayar kafarat lagi. Orang yang 
bersetubuh berkali-kali dalam sehari, kafarat-nya hanya sekali. 

Yang diperselisihkan adalah, orang yang bersetubuh di hari 
tertentu, sebelum membayar kafaratnya lalu bersetubuh lagi di hari 
berikutnya. 

1. Malik, Syaffi, dan segolongan ulama berpendapat kafaratnya 
diperhitungkan untuk setiap hari yang pada hari itu dia bersetubuh. 

2. Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat kafaratnya cukup 
sekali selama hari yang lebih awal belum dibayar kafaratnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena sebagian mereka 
menyamakan kafarat setubuh dengan had zina, sedangkan yang lain tidak 
menyamakannya. 

Ulama yang menyamakannya dengan had zina berpendapat bahwa 
kafarat setubuh tersebut cukup sekali walaupun setubuhnya berkali-kali 
dalam beberapa hari selama kafarat untuk hari yang awal belum 
dilaksanakan, seperti orang berzina berkali-kali had-nya (hukuman) 
cukup sekali selama dia belum pernah <X\-had. 

Ulama yang tidak menyamakannya dengan had zina berpendapat 
bahwa tiap sehari ada sekali kafarat. Jika beberapa hari, maka kafarat¬ 
nya dilipatgandakan menurut jumlah hari. Mereka ini juga membedakan 
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kafarat bersetubuh dengan had zina, karena kafarat bersetubuh tersebut 
dimaksudkan untuk pendekatan diri kepada Aliah, sedangkan had zina 
adalah untuk hukuman saja. 


Masalah ketujuh; Apakah kafarat tetap wajib atas pelaku yang 
berekonomi sulit? 

1. Al Auza’i berpendapat tidak wajib jika dia berekonomi sulit. 

2. Adapun Syafi’i memiiki dua pertimbangan antara wajib dan 

tidak. 

Latar belakang perdebatan tersebut bisa dijelaskan bahwa suatu 
ketentuan yang tidak dijelaskan hukumnya mungkin bisa disamakan 
dengan masalah utang. Orang yang punya tanggungan utang wajib 
membayar pada saat ia mampu. Mungkin juga dikatakan bahwa 
seandainya wajib dilaksanakan langsung, pasti Nabi SAW menjelaskan 
hal itu. Demikianlah hukum orang yang berbuka di bulan Ramadhan 
secara sengaja dengan sesuatu yang disepakati hukumnya dapat 
membatalkan puasa. 

Adapun orang yang berbuka dengan sesuatu yang hukumnya 
diperselisihkan, sebagian ulama yang berpendapat bahwa itu 
membatalkan puasa maka mewajibkan qadha dan kafarat, sedangkan 
sebagian yang lain hanya mewajibkan qadha saja. Seperti ulama yang 
menganggap batal puasa sebab bekam, muntah secara sengaja, menelan 
debu, dan juga musafir yang makan dan minum pada hari pertama 
kepergiannya, menurut pendapat yang tidak membolehkan berbuka pada 
hari itu, namum hal ini berbeda dengan pendapat ulama berbagai negeri 
dan kebanyakan para sahabat. 

Adapun ulama yang mewajibkan qadha dan kafarat sebab muntah 
secara sengaja adalah Abu Tsaur, Al Auza’i dan segenap ulama yang 
berpendapat bahwa muntah secara sengaja dapat membatalkan puasa dan 
hanya mewajibkan qadha saja. Adapun ulama yang mewajibkan qadha 
dan kafarat sebab bekam adalah hanya Atha' 

Menurut Malik, orang-orang yang membatalkan puasanya 
(berbuka) seperti itu wajib qadha dan kafarat. 

Sebab perbedaan pendapat: Tidak jelasnya status antara batal dan 
tidaknya puasa. Oleh sebagian ulama dianggap puasanya batal dan oleh 
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yang lain dianggap tidak bata!. Itulah yang mengandung perbedaan 
hukum. 

Karena statusnya tidak jelas atau diperselisihkan, menurut jumhur 
tidak wajib kafarat, hanya wajib qadha. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang yang berbuka dengan 
sengaja tidak wajib membayar kafarat, apabila setelah berbuka ada 
alasan yang menyusul. Yang membolehkan berbuka adalah perempuan 
yang berbuka dengan sengaja, lalu setelah berbuka dia kedatangan haid. 
Juga orang sehat yang berbuka dengan sengaja, lalu setelah berbuka jatuh 
sakit, dan orang yang menetap di rumah (mukim) dan berbuka dengan 
sengaja, lalu setelah berbuka dia bepergian jauh. 

Menurut Malik dan Syafi’i, apabila alasan yang membolehkan 
berbuka itu sudah ada sebelum berbuka, maka tidak wajib kafarat. Yang 
wajib kafarat adalah orang yang berbuka karena meremehkan aturan 
syara’. 

Atas dasar ini Malik berpendapat bahwa orang yang makan pada 
saat ragu-ragu apakah sudah fajar atau belum, wajib qadha. Dan apabila 
dia makan pada saat ragu-ragu, apakah sudah Maghrib atau belum, maka 
dia wajib qadha dan kafarat. 

Jumhur berpendapat bahwa orang yang berpuasa qadha Ramadhan 
lalu berbuka dengan sengaja, maka dia tidak wajib kafarat, karena tidak 
dianggap meremehkan kemuliaan bulan Ramadhan. Hanya Qatadah yang 
mewajibkan qadha dan kafarat dalam hal tersebut. 

Ibnu Al Qasim dan Ibnu Wahab berpendapat bahwa orang tersebut 
wajib mengganti puasanya dari sehari menjadi dua hari dengan 
mengqiyaskannya pada haji yang batal. 


Sunah-Sunah Puasa 

Ijma’ ulama menetapkan bahwa mengakhirkan sahur dan 
menyegerakan berbuka termasuk sunah puasa, berdasarkan hadits Nabi 
SAW; 


c. Jk. J13; ^ 


630 Bidayatul Mujtahid 


''Manusia akan tetap berada dalam kebaikan selama mereka masih 
menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. 

• ^ji ^ 

y “ y ^ 

"Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur 
itu terdapat keberkahan.'"^^^ 

. J I L* 

"Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab terletak pada 
makan sahur. 


Menurut jumhur, bahwa termasuk sunah dan anjuran puasa 
adalah menghindari perkataan keji dan kotor berdasarkan sabda Nabi 
SAW: 

y o y c .f y y f y y y y _ 

... t''* ^ K \ • **'*^l* 1^ l'' * y^'^ y * y y9 f ,• t • m f O V • 
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.j*jLvo 4^Li Jja\ 


"Puasa itu sebenarnya perisai, Apabila salah seorang di antara 
kalian berpuasa maka janganlah berkata keji dan berlaku bodoh 
(menyakiti orang lain), apabila ada orang lain mencacinya, katakanlah, 
‘Saya sedang berpuasa 

Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa perkataan keji membatalkan 
puasa, namun pendapat ini syadz. 

Demikianlah masalah-masalah populer yang berkaitan dengan 
puasa wajib. Adapun puasa sunah akan dibahas pada bagian berikut ini. 


Shahih. HR. Al Bukhari (1957), At-Tirmidzi (699), Ibnu Majah (1697), Ahmad 
(5/ 337, 339), Ath-Thabrani (5768,5981,5995). 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1923), Muslim (1095), At-Tirmidzi (708), 
An-Nasa'i (4/ 141), Ibnu Majah (1692), Ahmad (3/ 229, 243), Abdurrazzaq 
(7598), Ath-Thayalisi (2006) dari hadits riwayat Anas. 

Shahih. HR. Muslim (1096), Abu Daud (2343), At-Tirmidzi (709), An-Nasa'i 
(4/ 46), Ahmad (4/ 202), dan Abdurrazzaq (7602). 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1894), Muslim (1151), Abu Daud (2363), 
Ibnu Majah (1691), Ahmad (2/ 257, 306), Malik di dalam Al Muwaththa' (1/ 
310 ). 


Bidayatul Mujtahid 631 




KITAB PUASA KEDUA 
PUASA SUNNAH 


Pokok bahasannya meliputi rukun-rukun dan yang membatalkan. 

Waktu puasa sunah sebagai rukun pertama terbagi menjadi tiga: 

Pertama, hari yang disunahkan. 

Kedua, hari yang dilarang. 

Ketiga, hari yang tidak disunahkan dan tidak dilarang. 

Adapun hari yang disunahkan berpuasa yang disepakati oleh para 
ulama adalah hari Asyura'. Sedangkan yang diperselisihkan 
kesunahannya adalah puasa pada hari Arafah, puasa enam hari pada 
bulan Syawal, dan puasa pertengahan tiap bulan pada tanggal 13,14, dan 
15. 


Puasa pada hari Asyura' dasarnya adalah: Bahwa Rasulullah SAW 
berpuasa pada hari Asyura' dan memerintahkan agar berpuasa pada hari 
itu. Beliau bersabda: 






“'Barangsiapa datang pada waktu pagi dalam keadaan berpuasa 
(pada hari Asyura' ini), maka sempurnakanlah puasanya, dan 
barangsiapa yang datang pada pagi hari ini dalam keadaan tidak 
berpuasa, maka sempurnakanlah sisa harinya untuk berpuasa.” 

Para ulama berbeda pendapat apakah tanggal sembilan atau 
sepuluh? sebab perbedaan pendapat ini karena adanya perbedaan atsar. 

Muslim meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas, dia berkata, 
“Apabila kamu sudah melihat bulan (tanggal satu) pada bulan Muharam, 


Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1924, 2007, 7265), Muslim (1135), An- 
Nasa'i (4/ 192), Ahmad (4/ 50), Ad-Darimi (2/ 22) dan Al Baihaqi (4/ 288). 
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bersiap-siaplah untuk berpuasa pada tanggal sembilan. Aku bertanya, 
“Apakah Muhammad Rasulullah SAW waktu dulu berpuasa seperti itu?” 
Dia menjawab, ‘Ya.’^*° 

Riwayat lain menyebutkan, "Bahwa ketika Rasulullah SAW 
berpuasa pada hari Asyura' dan beliau memerintahkan agar para sahabat 
berpuasa pada hari itu, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Hari ini 
adalah hari yang diagungkan oleh orartg-orang Yahudi dan Nasrani'. 
Maka Rasulullah SAW bersabda: 


^4jil jl ^L*Jl jlS^ liU 


'Jika Allah menghendaki (kita masih hidup), kita berpuasa Asyura' 
pada hari kesembilan'. 

Sahabat yang meriwayatkan hadits ini mengatakan: “Belum sampai 
tiba tahun depan, Rasulullah SAW telah wafat.” 


Adapun perbedaan pendapat mereka tentang hukum puasa sunah 
Arafah karena Nabi SAW tidak berpuasa pada hari Arafah. Sedangkan 
dalam hadits lain beliau SAW pernah bersabda. 





"‘Puasa pada hari Arafah menghapus dosa selama setahun yang 
lalu dan yang akan datang."^^^ 

Oleh karena itulah para ulama berbeda pendapat: Syafi’i 
mengkompromikan hadits-hadits tersebut dengan berpendapat bahwa 
orang yang beribadah haji tidak disunahkan berpuasa pada hari Arafah, 
sedangkan yang tidak melakukan ibadah haji disunahkan pada hari 
tersebut. 


Shahih. HR. Muslim (1133), Abu Daud (2446), At-Tirmidzi (754), Ahmad (1/ 
246) (1/ 360), Abdurrazaq (7840) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah 
(2096, 2098). 

Shahih. HR. Muslim (1134), Abu Daud (2445), Ibnu Majah (1736), Ahmad (1/ 
224) (1/ 334), Abd bin Humaid di dalam Al Muntakhab (671), Ibnu Al Ja’d 
(2827), Ath-Thahawi di dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (2/ 77). 

Shahih. HR. Muslim (1162), Abu Daud (2425), At-Tirmidzi (752), Ibnu Majah 
(1730) (1738), Ath-Thahawi (2/ 77), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah 
(2087), Al Balhaqi (4/ 286) dari hadits riwayat Abu Qatadah. 
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Abu Daud meriwayatkan hadits, "Bahwa Rasulullah SAW 
melarang berpuasa Arafah di padang Arafah. 

Adapun puasa enam hari pada bulan Syawal dasarnya adalah 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 


b:-- “UtJl oCa^j 


''Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan kemudian diikuti 
dengan puasa enam hari pada bulan Syawal, maka seakan-akan ia puasa 
satu tahun penuh." 

Hanya saja imam Malik memakruhkannya, mungkin karena 
khawatir puasa yang bukan Ramadhan itu dianggap Ramadhan, atau 
karena hadits tersebut tidak sampai kepadanya, atau karena menurutnya 
tidak shahih, dan inilah kemungkinan yang paling dekat. 

Malik juga tidak mengakui kesunahan puasa tiga hari tiap tengah 
bulan tanggal 13, 14, dan 15 walaupun ada haditsnya, karena khawatir 
orang yang tidak mengerti menganggapnya sebagai puasa wajib. Telah 
tsabit bahwa Rasulullah SAW berpuasa tiap bulan selama tiga hari tanpa 
ditentukan harinya,^*^ dan beliau pernah bersabda kepada Abdullah bin 
Amru bin Ash lantaran dia memperbanyak melakukan puasa: 

J' J'j' j' '0 a ® ^ f 

i* • • 9 j' 9 ^ \ ^ ^ ^ ^ 

jS jA d-i-iSsj ul 

^ 

"Tidakkah cukup bagimu untuk berpuasa tiga hari dalam setiap 
bulan?" 


Abdullah bin Amru menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
saya mampu lebih dari itu.” Rasulullah bersabda, "Lima hari saja." 
Abdullah menjawab, “Wahai Rasulullah! Saya mampu lebih dari itu.” 
Rasulullah bersabda, "Tujuh hari saja." Abdullah menjawab, “Wahai 


Dha’if. HR. Abu Daud (2440), An-Nasa'i (2830, 2831), Ibnu Majah (1732), 
Ahmad (2/ 304, 446), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2101), Al Baihaqi 
(4/ 284) dari hadits riwayat Abu Hurairah. 

Shahih. HR. Muslim (1164), Abu Daud (2433), At-Tirmidzi (759), Ibnu Majah 
(1715), Ahmad (5/ 417, 419), Ath-Thayalisi (594), Al Baihaqi (4/ 292), dari 
hadits Abu Ayyub Al Anshari. Dan dalam bab yang sama dari Jabir 
diriwayatkan oleh Ahmad (3/ 308,324,344), Al Baihaqi (4/ 292). 

Shahih. HR. Muslim (1160), Abu Daud (2453), At-Tirmidzi (763), Ibnu Majah 
(1709), Ahmad (6/ 145), Ath-Thayalisi (1572), Ibnu Al Ja’d (1565) dan Al 
Baihaqi (4/ 295). 


634 Bidayatul Mujtahid 



Rasulullah! saya mampu lebih dari itu.” Rasulullah bersabda, ‘'^Sembilan 
hari.'" Abdullah menjawab, “Ya Rasulullah! Saya mampu lebih dari itu.” 
Rasulullah bersabda lagi, ^''Sebelas hari” Abdullah menjawab, “Ya 
Rasulallah! Saya mampu lebih dari itu.” Maka Rasulullah menegaskan: 


.j*jj tSjiS ^r 


''Tidak boleh berpuasa melebihi puasa Nabi Daud, selama 
setengah tahun, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka”^^^ 

Abu Daud meriwayatkan hadits: Bahwa Rasulullah SAW berpuasa 
pada hari Senin dan Kamis. 


Dan telah tsabit pula bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berpuasa 
sebulan penuh selain Ramadhan/ dan puasa sunnah yang paling banyak 
beliau lakukan adalah di bulan Sya’ban.^** 


Hari-Hari yang Dilarang untuk Puasa 

Mengenai hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, sebagian ada 
yang disepakati oleh para ulama dan sebagian ada yang diperselisihkan. 
Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa yang disepakati oleh para ulama 
adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 

Sedangkan hari-hari yang diperselisihkan oleh para ulama apakah 
dilarang atau tidak, adalah hari-hari Tasyriq, hari Syak (ragu-ragu), hari 
Jum’at, hari Sabtu, separuh terakhir bulan Sya’ban, dan puasa setahun 
terus-menerus. 

Tentang hari-hari Tasyriq: 


Shahih. HR. Al Bukhari (1976), Muslim (1159), Abu Daud (2427), An-Nasa'i 
(4/211), Ahmad (2/ 187, 188), Abdurrazzaq (7862). 

Shahih. HR. Abu Daud (2436), Ahmad (5/ 200), An-Nasa'i (4/ 201, 202), dari 
hadits Usamah bin Zad dan dinilai shahih oleh Al Albani. Dalam bab yang sama 
diriwayatkan dari Aisyah oleh An-Nasa'i (4/ 202, 203), di dalam Al Kubra 
(2673), Ahmad (6/ 106), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2116) dan dari 
Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Abu Daud (2426). 

Lafazhnya adalah: dari Aisyah ia berkata: “Rasulullah selalu berpuasa sehingga 
kami nyatakan beliau tidak pernah berbuka, dan Rasulullah pernah berbuka 
hingga kami nyatakan beliau tidak pernah berpuasa, aku tidak pernah melihat 
beliau SAW berpuasa satu bulan penuh selain dari bulan Ramadhan, dan aku 
tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa selain dari bulan Sya’ban.” 
HR. Al Bukhari (1969), Muslim (1156) dan Abu Daud (2434). 
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1. Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa tidak boleh berpuasa 
pada hari-hari tersebut. 

2. Sebagian ulama membolehkannya. 

3. Sebagian lain memakruhkannya, sebagaimana yang 

dinyatakan oleh imam Malik, hanya saja ia membolehkannya 
bagi orang-orang yang wajib berpuasa pada waktu haji (yaitu 
orang yang melakukan haji tamatu’), yaitu tiga hari setelah 
hari penyembelihan. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya hadits Nabi SAW yang 
ditafsirkan berbeda-beda. Yaitu sabda beliau; 


jrl fci 


'Hari Tasyriq adalah hari-hari makan dan minum. 


»689 


Apakah hadits ini dipahami wajib atau sunah? Ulama yang 
memahami wajib, berpendapat bahwa berpuasa pada hari-hari Tasyriq 
hukumnya haram. Sedangkan ulama yang memahaminya sunah 
berpendapat bahwa berpuasa pada hari-hari Tasyriq hukumnya makruh. 
Mereka ini beralasan bahwa kalau makan dan minum pada hari-hari 
Tasyriq sifatnya wajib, tentu bertentangan dengan hadits Abu Sa’id Al 
Khudri, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda; 
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"Tidak sah puasa pada dua hari, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari 
raya Kurban. 

Dalil khithab hadits ini menunjukkan bahwa selain dari dua hari 
tersebut dibolehkan untuk berpuasa, karena jika tidak demikian maka 
pengkhususan tersebut sia-sia dan tidak ada faidahnya. 

Adapun tentang hari Jumat; 


Shahih. HR. Muslim (1142), Ahmad (3/ 460) dari hadits riwayat Ka’Abu 
Hurairah bin Malik. Dan dalam bab yang sama terdapat sebuah hadits dari 
‘Uqbah bin Amir yang diriwayatk^m oieh Abu Daud (2419), At-Tirmidzi (773), 
An-Nasa'i (5/ 252) dan Ahmad (4/ 152). 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1197), Muslim (827), Ibnu Majah (1721) 
Ahmad (3/ 7) dan Ad-Darimi (2/ 34). 
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1. Malik dan pengikutnya serta segolongan ulama berpendapat 
tidak makruh untuk berpuasa pada hari jum’at. 

2. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa berpuasa pada hari 
Jumat hukumnya makruh, kecuali bila disambung dengan hari 
sebelumnya atau dengan hari sesudahnya. 

Sebab perbedaan pendapat; Adanya hadits-hadits yang berbeda. 
Di antaranya; hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud; bahwa Nabi 
SAW berpuasa tiga hari dalam setiap bulannya, kemudian ia berkata, 
“Dan aku tidak pernah melihat beliau berbuka pada hari Jumat.”^^' Dan 
hadits ini adalah shahih. 

Hadits Jabir; Bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada 
Jabir, “Adakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW melarang 
berpuasa pada hari Jumat?” Jabir menjawab, “Ya, Demi Rabb Baitullah 


Hadits Abu Hurairah, dimana ia berkata; Rasulullah SAW 
bersabda. 
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^‘‘Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat, 
kecuali bila ia berpuasa pada hari sebelumnya, atau berpuasa pada hari 
berikutnya.''^'^^ (HR. Muslim) 

Ulama yang mengambil zhahir hadits Ibnu Mas’ud membolehkan 
puasa hari Jumat secara mutlak. Ulama yang mengambil zhahir hadits 
Jabir memakruhkan berpuasa pada hari Jumat secara mutlak. Sedangkan 
ulama yang mengambil dasar hadits Abu Hurairah memadukan antara 
dua hadits, yakni hadits Jabir dan hadits Ibnu Mas’ud. 


Hasan. HR. Abu Daud (2450) tanpa lafazh (aku tidak pernah melihat beliau 
berbuka pada hari jum’at). Dan diriwayatkan secara sempurna oleh At- 
Tirmirdzi (742), An-Nasa'i (4/ 204) (2370), Ahmad (l/ 406), Ath-Thayalisi 
(360), Al Baihaqi, dan dinilai hasan oleh Al Albani. 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1983), Muslim (1144), An-Nasa'i di dalam 
Al Kubra {21 Al) (2748) (2745). 

Muttafaq ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1985), Muslim (1144), Abu Daud (2420), 
At-Tirmidzi (743), Ibnu Majah (1723), Ahmad (2/ 495) dan Abdurrazzaq 
(7805). 
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Tentang hari syak (keragu-raguan), jumhur ulama melarang puasa 
pada hari syak untuk berpuasa Ramadhan, karena ada hadits yang 
menjelaskan bahwa dasar memulai puasa Ramadhan adalah melihat 
bulan atau menyempurnakan Jumlah Sya’ban menjadi 30 hari, kecuali 
menurut Ibnu Umar yang telah kami ceritakan. 

Bagaimana jika hari syak tersebut diniatkan untuk puasa sunah? 
Para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka menghukumi makruh, 
berdasarkan zhahir hadits Ammar: 






“Barangsiapa berpuasa pada hari syak, maka ia telah durhaka 
kepada Abu Al Qasim (Nabi Muhammad SAW).”^^'* 

Sedangkan ulama yang membolehkannya, berdasarkan riwayat; 
Bahwa Nabi SAW pernah berpuasa sebulan penuh di bulan Sya’ban, dan 
juga telah diriwayatkan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah SAW 
bersabda; 


d\k' L»o' Vj J V 

0 ^ i f ^ 0 A ^ 


'‘‘Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari 
atau dua hari, kecuali bagi orang yang sudah terbiasa berpuasa, maka 
lakukanlah:^^^ 

Al-Laits bin Sa’ad berpendapat bahwa jika pada hari syak itu 
diniatkan untuk puasa Ramadhan, kemudian ternyata hari itu benar-benar 
masuk Ramadhan, maka sah sebagai puasa Ramadhan. Ini menunjukkan 
bahwa niat tersebut sesudah fajar beralih dari niat puasa sunah ke niat 
puasa wajib. 


Shahih. HR. Abu Daud (2334), At-Tirmidzi (686), An-Nasa i (4/ 153), Ibnu 
Majah (1645), Ad-Darimi (2/ 2), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (1914) 
dan Al Hakim (1/ 423) serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga 
oleh Al Baihaqi (4/ 208) dan dinilai shahih oleh Al Albani. 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (1914), Muslim (1082), Abu Daud (2335), 
At-Tirmidzi (685) (684), An-Nasa'i (4/ 154), Ibnu Majah (1560), Ahmad (2/ 
438, 497), Abdurrazzaq (7315) dan Ath-TTiayalisi (2361) dari hadits Abu 
Hurairah. 
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Adapun tentang puasa hari sabtu, para ulama berbeda pendapat, dan 
sebab perbedaan pendapat mereka dikarenakan adanya perbedaan dalam 
penilaian shahih hadits Nabi SAW berikut: 



""Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu, kecuali puasa yang 
telah diwajibkan atas kalian.'*’’^ (HR. Abu Daud) 

Para ulama mengatakan bahwa hadits ini mansukh (dihapus) oleh 
hadits Juwairiyah binti Al Harits, “Bahwa Nabi SAW mendatangi 
Juwairiyah pada hari Jumat, saat itu Juwairiyah sedang berpuasa. Maka 
Nabi SAW bertanya, ""Apakah kamu kemarin berpuasa?" Dia menjawab, 
""Tidak?', Lalu Nabi SAW bertanya kembali, ""Apakah kamu hendak 
berpuasa besok?" Dia menjawab, “Tidak.” Maka Nabi SAW bersabda, 
""Jika demikian berbukalah 


Adapun tentang berpuasa selama setahun, maka larangan puasa 
seperti itu telah Jelas. Namun menurut Malik, tidak apa-apa, dan 
kemungkinan Malik memandang larangan tersebut hanya karena 
dikhawatirkan melemahkan tubuh dan mengakibatkan sakit. 

Sedangkan tentang puasa setengah bulan terakhir di bulan Sya’ban, 
sebagian ulama memakruhkannya, dan Sebagian ulama lain berpendapat 
bahwa hukumnya mubah. Mereka yang memakruhkannya berdasarkan 
sabda Rasulullah SAW: 




Shahih. HR. Abu Daud (2421), At-Tirmidzi (744), An-Nasa'i di dalam Al 
Kubra (2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2770, 
2771), Ibnu Majah (1726), Ahmad (4/ 189) (6/ 368), dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (2164), Ibnu Hibban (3615), Al Hakim (1/ 435), dan diakui oleh 
Adz-Dzahabi, diriwayatkan Juga oleh Al Baihaqi (4/ 302) dan dinilai shahih 
oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud. 

Shahih. HR. Al Bukhari (1986), Abu Daud (2422), Ahmad (6/ 324, 430), Ath- 
Thayalisi (1623), Abd Ibnu Humaid di dalam Al Muntakhab (1557), dinilai 
shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2164) dan diriwayatkan oleh Al Baihaoi (4/ 276 
302). 
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‘‘‘'Tidak ada puasa setelah pertengahan bulan Sya’ban hingga 
datang bulan Ramadhan."^^^ 

Ulama yang membolehkan, berdasar kepada hadits Ummu 
Salamah, ia berkata, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW 
berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali Sya’ban dan Ramadhan.”^^^ 

Dan juga hadits Ibnu Umar, ia berkata: “Rasulullah SAW pernah 
menyambung puasa Sya’ban dengan puasa Ramadhan.”’'^® Hadits-hadits 
tersebut diriwayatkan oleh Ath-Thahawi. 

Adapun rukun kedua yaitu niat, sepengetahuan saya, tidak ada 
seorang ulama pun yang tidak mensyaratkan niat dalam puasa sunah, 
namun mereka berbeda pendapat dalam waktu niat sebagaimana telah 
kita bahas di atas. 

Rukun ketiga adalah: Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan 
puasa. 

Ketentuannya tidak berbeda dengan yang berlaku pada puasa wajib, 
dan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ulama tentang batalnya 
puasa sama saja antara puasa wajib dan puasa sunah. 

Adapun orang yang berbuka (membatalkan diri) dari puasa sunah, 
para ulama sepakat jika karena ada udzur maka ia tidak wajib qadha. 

Namun jika ia membatalkannya karena sengaja dan tanpa ada 
udzur, para ulama berbeda pendapat: 

1. Malik dan Abu Hanifah bependapat ia wajib qadha. 

2. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat ia tidak wajib qadha. 

Shahih. HR. Abu Daud (2337), At-Tirmidzi (738), An-Nasa'i di dalam Al 
Kubra (2911), Ibnu Majah (1651), Ahmad (2/ 442), Ad-Darimi (2/ 29), 
Abdurrazzaq (7325), Ath-Thabrani di dalam Al Ausath (1957), Al Baihaqi (4/ 
209) dan dinilai shahih oleh Al Albani. 

Shahih. HR. Abu Daud (2336), At-Tirmidzi (736), An-Nasa'i (4/ 150, 200), di 
dalam Al Kubra (2485, 2661, 2662), Ahmad (6/ 300, 311), Ath-Thayalisi 
(1603), Ad-Darimi (2/ 29), Abdurrazzaq (1538), Ibnu Al Ja’d (823), Ath- 
Thabrani di dalam Al Kabir (23/ 256), Al Baihaqi (7755) dan dinilai shahih oleh 
Al Albani. 

Sanadnya dha ’if. HR. Ath-Thahawi di dalam Syarh Al Ma ’ani Al Atsar (2/ 82), 
cacatnya adalah karena ada perawi yang bernama Laits, ia adalah Ibnu Abi 
Sulaim. Ibnu Hajar berkata: ia seorang yang shadug (dipercaya) akan tetapi 
hafalannya telah tercampur hingga tidak bisa membedakan antara haditsnya 
dengan yang lain sehingga ditinggalkan. 
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Sebab perbedaan pendapat: Adanya beberapa hadits yang 
berbeda: Malik meriwayatkan dari Hafshah dan Aisyah, dua isteri Nabi 
SAW sedang berpuasa sunah, kemudian mereka diberi hadiah makanan, 
maka mereka pun memakannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda: 

"'Tidak mengapa bagi kalian, lakukan qadha sehari sebagai 
gantinya."^^^ 

Hadits yang bertentangan dengan riwayat di atas adalah hadits 
Ummu Hani', perawi berkata, "Saat pembebasan kota Makkah, Fatimah 
datang lalu duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW, sedangkan Ummu 
Hani' berada di sebelah kanan beliau. Ia lalu menuturkan: ketika itu Al 
Walidah datang dengan membawa sebuah bejana berisikan minuman, 
lalu ia menyerahkannya kepada Rasulullah dan beliapun meminumnya, 
kemudian beliau menyerahkannya kepada Ummu Hani' dan iapun 
meminumnya, setelah itu Ummu Hani' berkata, ’wahai Rasulullah, aku 
telah berbuka dan sebelumnya aku berpuasa.’ Maka Rasulullah SAW 
bersabda kepadanya. 


'Apakah engkau sedang menggadha?' 


ia menjawab: tidak, lalu Rasulullah bersabda: 
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"Tidak apa-apa jika puasamu adalah sunah."^^^ 

Syafi’i berhujjah dengan hadits yang semakna dengan di atas, yaitu 
hadits Aisyah RA, ia berkata, "Rasulullah SAW masuk ke tempatku, lalu 
aku katakan kepada beliau, 'aku menyimpan sesuatu untuk Anda'. Maka 
Rasulullah SAW bersabda. 


Dha ’if. HR. Abu Daud (2457), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (3290), Al Baihaqi 
(4/ 281) dan dinilai dha’if oleh Al Albani di dalam Dha'if Abu Daud. 

Shahih. HR. Abu Daud (2456), At-Tirmidzi (731), An-Nasa'i di dalam Al 
Kubra (3304, 3305, 3306, 3307, 3309), Ahmad (6/ 341, 342, 424), Ath- 
Thayalisi (1616, 1618), Ad-Darimi (2/ 27, 28), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir 
(24/ 991, 992, 993, 1035), di dalam Al Ausath (1635), Ad-Daruquthni (2/ 174), 
Al Baihaqi (4/ 276, 277, 278). 
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'Sebenarnya aku tadi ingin berpuasa, tapi bawalah kemari sesuatu 


itu’. 
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Hadits Aisyah dan Hafshah tersebut tidak ada sanadnya. 

Ada sebab lain yang melatarbelakangi perbedaan di atas, yaitu 
apakah puasa sunah itu diqiyaskan dengan shaiat sunah atau dengan haji 
sunah? Menurut ijma’ ulama, orang yang melakukan haji dan umrah 
sunah, lalu membatalkan atau memutus haji dan umrah tersebut, maka 
dia wajib mengqadhanya. Ulama sepakat bahwa orang yang 
membatalkan atau memutus shaiat sunah maka tidak wajib mengadhanya 
—sepengetahuan saya—. 

Ulama yang mengqiyaskannya dengan shaiat karena puasa lebih 
serupa dengan shaiat daripada dengan haji, karena dalam hal ini haji 
memiliki hukum khusus, yaitu bahwa orang yang hajinya rusak tetap 
diperintahkan untuk meneruskan hingga akhir, dan menurut jumhur 
ulama jika orang yang berpuasa sunah membatalkannya karena lupa 
maka ia tidak wajib mengqadhanya. 

Ibnu Aliyah berkata, ‘ia wajib qadha diqiyaskan dengan haji.” 
Sedangkan Malik menganggap hadits Ummu Hani' bagi mereka yang 
berbuka puasa karena lupa. Hadits Ummu Hani' tersebut diriwayatkan 
oleh Abu Daud. Demikian juga hadits Aisyah, Abu Daud 
meriwayatkannya dengan lafazh yang mirip dengan yang telah kami 
sebutkan. Adapun hadits Aisyah dan Hafshah, Abu Daud juga 
meriwayatkan dengan makna yang sama. 


Shahih. HR. Muslim (1154), An-Nasa'i (4/ 193, 194), di dalam Al Kubra (2631, 
2632), Ahmad (6/ 207) dan Al Baihaqi (4/ 274). 
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KITAB I’TIKAF 


I’tikaf hukumnya sunah menurut syari’at, namun akan menjadi 
wajib dengan nadzar. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat kecuali 
apa yang telah diriwayatkan dari imam Malik bahwa ia memakruhkan 
untuk melakukannya karena dikhawatirkan tidak bisa memenuhi 
syaratnya. I’tikaf bisa dilakukan di bulan Ramadhan maupun di luar 
bulan Ramadhan, namun di dalam bulan Ramadhan lebih sering 
dilakukan oleh kaum muslim terutama pada sepuluh terakhirnya, karena 
pada waktu itulah akhir i’tikaf Rasulullah SAW. 

Secara global bahwa i’tikaf itu mengandung amalan khusus, di 
tempat khusus, pada waktu khusus, dengan syarat-syarat khusus dan 
dengan meninggalkan hal-hal yang khusus. 

Adapun yang berhubungan dengan amalan khusus dalam i’tikaf, 
maka dalam hal ini ada dua pendapat ulama: 

1. Ulama yang mengatakan bahwa amalan khusus tersebut adalah 
shalat, dzikir kepada Allah, membaca Al Qur'an dan amalan tagarrub 
semisalnya, sebagaimana yang dipegang oleh Ibnu Al Qasim. 

2. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa amalan khusus 
tersebut adalah semua amalan kebaikan dan ibadah yang berhubungan 
dengan akhirat, ini adalah madzhab Ibnu Wahb. Menurut pendapat ini 
maka orang yang beri’tikaf boleh saja menghadiri jenazah, menjenguk 
orang sakit serta belajar ilmu agama. Sedangkan menurut madzhab yang 
pertama tidak boleh demikian, dan inilah (yang kedua) madzhab Ats- 
Tsauri, dan yang pertama adalah madzhab Syafi’i dan Abu Hanifah. 

Sebab perbedaan pendapat: Dikarenakan permasalahan ini tidak 
disebutkan dalam nash (maksudnya: tidak ada batasan secara syari’at). 
Ulama yang memahami bahwa i’tikaf adalah menahan diri untuk hanya 
melakukan amal perbuatan khusus di masjid, mereka berpendapat orang 
yang beri’tikaf tidak boleh melakukan sesuatu kecuali shalat dan 
membaca Al Qur'an. 
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Sedangkan ulama yang memahami bahwa i’tikaf adalah menahan 
diri untuk melaksanakan semua amalan-amalan ibadah yang berhubungan 
dengan akhirat, mereka berpendapat boleh melakukan ibadah selain 
shalat dan membaca Al Qur'an. Dan diriwayatkan dari Ali RA 
bahwasanya ia berkata, "Siapa yang beri’tikaf hendaklah tidak berkata 
kotor dan tidak mencela, dan hendaklah ia menghadiri shalat jum’at dan 
pemakaman jenazah, kemudian jika ia memiliki suatu kebutuhan maka ia 
berwasiat kepada keluarganya dengan tetap berdiri dan tidak duduk." 
Sebagaimana disebutkan oleh Abdurrazzaq. Dan telah diriwayatkan dari 
Aisyah apa yang menyelisihi pendapat di atas, yaitu, “Bahwa yang 
disunahkan bagi orang yang beri’tikaf adalah agar tidak menghadiri 
jenazah dan tidak menjenguk orang sakit.” 

Sedangkan tentang tempat i’tikaf, para ulama berbeda pendapat: 

1. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh i’tikaf kecuali di tiga 
masjid, yakni Masjidil Haram, Masjidil Aqsha dan Masjid Nabawi, 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Hudzaifah dan Sa’id bin Al 
Musayyib. 

2. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa i’tikaf boleh dilakukan 
di masjid mana saja, ini adalah pendapat Syafi’i, Abu Hanifah, Ats- 
Tsauri dan yang masyhur dari madzhab Maliki. 

3. Ada juga ulama yang berpendapat tidak boleh beri’tikaf kecuali 
di masjid yang di dalamnya dilakukan shalat jum’at, yaitu riwayat Ibnu 
Abd Al Hakim dari Malik. Namun semuanya sepakat bahwa termasuk 
syarat i’tikaf adalah (harus dilakukan) di masjid. Kecuali pendapat Ibnu 
Lubabah yang menyatakan bahwa i’tikaf sah dilakukan di selain masjid, 
dan bahwa bersetubuh dengan isteri hanya diharamkan bagi yang 
beri’tikaf di masjid. Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa wanita 
cukup beri’tikaf di tempat shalat di rumahnya. 

Sebab perbedaan pendapat; Adanya kemungkinan dalam firman 
Allah Ta ’ala: 





“Janganlah kamu campuri mereka, sedang kamu beri’tikaf dalam 
mesjid. ” (Qs. Al Baqarah [2]: 187) 
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Kemungkinan yang terdapat dalam ayat di atas adalah apakah 
memiliki dalil khitah atau tidak? 

1. Ulama yang berpendapat memiliki dalil khitah mengatakan tidak 
boleh i’tikaf kecuali di masjid, dan termasuk syarat i’tikaf adalah 
meninggalkan jima’ (bersetubuh). 

2. Ulama yang berpendapat tidak ada dalil khitah-nya mengatakan 
yang dipahami dari ayat tersebut adalah bolehnya i’tikaf di selain masjid 
dan tidak boleh bersetubuh (ketika i’tikaf di masjid). Karena jika ada 
orang yang berkata, “Janganlah Anda memberikan sesuatu kepada fulan 
jika ia masuk rumah” maka yang dipahami darinya bahwa Anda harus 
memberikannya jika ia berada di luar rumah, akan tetapi ini adalah 
pendapat yang syadz (aneh). Sedangkan jumhur ulama berpendapat 
bahwa i’tikaf hanya disandarkan kepada masjid karena ia adalah salah 
satu syaratnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Mereka dalam mengkhususkan atau 
sebagian masjid dan mengumumkannya di semua masjid: karena ada 
pertentangan antara kaumuman ayat dengan qiyas yang dikhususkan 
baginya. Ulama yang menguatkan kemumuman perintah berpendapat 
bahwa i’tikaf boleh dilakukan di semua masjid menurut zhahir ayat. 
Sedangkan ulama yang mengatakan dengan qiyas mensyaratkan masjid 
yang didirikan di dalamnya shalat jum’at (sehingga orang yang 
melakukan i’tikaf tidak terputus i’tikafnya karena harus keluar untuk 
shalat jum’at), atau masjid nabawi dimana Rasulullah SAW melakukan 
i’tikaf di sana, dan tidak mengqiyaskan semua masjid jika tidak sama 
dalam hal kemuliaan. 

Adapun sebab perbedaan pendapat mereka tentang i’tikaf bagi 
perempuan adalah karena adanya pertentangan antara qiyas dengan atsar, 
karena telah diriwayatkan, “Bahwa Hafshah, Aisyah dan Zainab, para 
istri Rasulullah SAW pernah minta izin kepada Rasulullah SAW untuk 
beri’tikaf di masjid, maka beliau mengizinkan mereka.”™'* Riwayat ini 
menjadi dalil bolehnya i’tikaf di masjid bagi muslimah. 


Muttafaq ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (2033) (2034) (2041) (2045) , Muslim 
(1172), Abu Daud (2464), An-Nasa'i (2/ 44), Ibnu Majah (1771) dan Ahmad (6/ 
84). 
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Sedangkan qiyas yang bertentangan dengan atsar tersebut adalah: 
qiyas i’tikaf dengan shalat, ketika diketahui bahwa shalat seorang 
muslimah di rumahnya adalah lebih utama daripada di masjid 
sebagaimana disebutkan dalam hadits, maka i’tikaf bagi muslimah di 
rumahnya juga lebih utama. Mereka mengatakan bahwa seorang 
muslimah hanya boleh i’tikaf di masjid ketika bersama suaminya, 
sebagaimana disebutkan di dalam atsar bahwa para isteri Nabi SAW 
beri’tikaf bersama beliau. Sebagaimana seorang muslimah juga tidak 
boleh melakukan safar kecuali harus bersamanya. Pendapat ini layaknya 
kompromi antara qiyas dengan atsar. 

Adapun waktu i’tikaf: Tidak ada batasan wajib menurut para 
ulama, meskipun semua ulama memilih sepuluh hari terakhir bulan 
Ramadhan sebagai waktu yang paling utama. Namun i’tikaf sendiri boleh 
dilakukan meskipun dalam waktu yang sangat lama, bagi ulama yang 
tidak mensyaratkan puasa untuk beri’tikaf maka membolehkan i’tikaf 
kapan saja. Namun bagi ulama yang mensyaratkan puasa dalam beri’tikaf 
berpendapat tidak boleh beri’tikaf pada hari yang dilarang untuk 
berpuasa. 

Sedangkan mengenai batas paling sedikitnya: Para ulama berbeda 
pendapat, sebagaimana mereka juga berbeda pendapat dalam hal waktu 
memasuki i’tikaf dan waktu keluar dari i’tikaf. 

1. Syafi’i, Abu Hanifah dan kebanyakan ulama berpendapat tidak 
ada batasan. 

2. Dari Malik ada perbedaan riwayat, ada yang mengatakan paling 
sedikitnya tiga hari, dan ada yang mengatakan satu hari satu malam. 

3. Ibnu Al Qasim berkata, “Paling sedikitnya sepuluh hari.” 

4. Ulama Baghdad berpendapat bahwa sepuluh hari adalah yang 
dianjurkan, sedangkan paling sedikitnya sehari semalam. 

Sebab perbedaan pendapat; Adanya pertentangan antara qiyas 
dengan atsar. 

Qiyasnya adalah; Ulama yang berkeyakinan bahwa di antara syarat 
i’tikaf adalah puasa berpendapat tidak boleh i’tikaf malam hari, jika tidak 
boleh i’tikaf malam hari maka tidak ada yang lebih sedikit daripada 
sehari dan semalam, karena terlaksananya puasa di siang hari karena 
adanya malam hari. 
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Dan atsar yang bertentangan dengan qiyas di atas adalah hadits 
yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari, “Bahwa Umar RA pernah 
nadzar untuk beri’tikaf satu malam, maka Rasulullah SAW 
memerintahkannya untuk melaksanakan nadzamya.”^'^^ Sehingga tidak 
perlu adanya qiyas tatkala ada nash yang shahih. 

Adapun perbedaan pendapat mereka tentang waktu masuknya 
jika ia bemadzar melakukan i’tikaf beberapa hari atau satu hari: 

1. Imam Malik, Syafi’i dan Abu Hanifah bersepakat bahwa orang 
yang bemadzar untuk beri’tikaf satu bulan maka ia mulai masuk masjid 
sebelum matahari tenggelam. 

Dan bagi orang yang bemadzar melakukan i’tikaf satu hari, maka 
Syafi’i berkata: barang siapa yang hendak beri’tikaf satu hari maka ia 
masuk masjid sebelum matahari terbit dan keluar setelah matahari 
tenggelam. Sedangkan pendapat Malik sama saja dengan nadzar i’tikaf 
satu bulan. 

2. Sekelompok ulama dan Al-Laits berkata, “Satu hari dan satu 
bulan sama saja, ia mulai masuk sebelum matahari terbit.” 

3. Sedangkan Abu Tsaur membedakan antara nadzar malam dan 
nadzar hari secara umum, ia berkata, “Apabila ia bemadzar melakukan 
i’tikaf sepuluh hari maka ia mulai masuk masjid sebelum matahari terbit, 
tapi apabila ia bemadzar untuk i’tikaf sepuluh malam, maka ia mulai 
masuk sebelum matahari tenggelam.” 

4. Al Auza’i berkata, “masuk masjid sebelum shalat shubuh.” 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara qiyas 
satu dengan yang lain dan pertentangan atsar. Ulama yang berpendapat 
bahwa awal bulan adalah malam hari dan menganggap malam saja 
(dalam hitungan hari) berkata, “Orang yang beri’tikaf masuk masjid 
sebelum matahari tenggelam.” Sedangkan ulama yang tidak menganggap 
demikian mengatakan, “Ia harus masuk masjid sebelum fajar.” 

Dan ulama yang berpendapat bahwa kata hari itu mencakup siang 
dan malam bersamaan, mereka mewajibkan jika seseorang bemadzar 
(melakukan i’tikaf) satu hari untuk masuk masjid sebelum matahari 

Muttafag ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (2042) (2043) (6697), Muslim (1656), Abu 
Daud (3325), At-Tirmidzi (1539), An-Nasa'i (7/ 21), Ibnu Majah (2129) dan 
Ahmad(l/35, 7)(2/20). 
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tenggelam, sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa kata hari itu 
diidentikkan dengan siang, maka mereka mewajibkan masuk masjid 
sebelum matahari terbit. Sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa 
kata hari adalah khusus dengan siang, dan kata malam khusus untuk 
waktu malam, ia membedakan antara nadzar beri'tikaf beberapa hari dan 
nadzar i’tikaf beberapa malam. 

Namun yang benar adalah bahwa kata malam dalam bahasa arab 
terkadang dimaksudkan siang hari saja, dan terkadang dimaksudkan siang 
dan malam secara bersamaan, akan tetapi yang lebih utama untuk 
diidentikkan adalah siang daripada malam. 


Adapun atsar yang bertentangan dengan semua qiyas tersebut 
adalah sebuah hadits yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
selainnya dari Aisyah ia berkata: 


.Aji alAiJl 


“Rasulullah SAW pernah beri’tikaf di bulan Ramadhan, apabila 
telah shalat Shubuh beliau masuk ke tempat dimana beliau i’tikaf.”™® 

Adapun waktu keluarnya: 

1. Malik berpendapat orang yang melakukan i’tikaf sepuluh hari 
terakhir di bulan Ramadhan disunahkan mulai keluar dari masjid ketika 
hendak shalat Idul Fithri, akan tetapi jika ia keluar dari masjid setelah 
matahari tenggelam maka menurutnya tetap sah. 

2. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat ia keluar setelah matahari 
tenggelam. 

3. Sahnun dan Ibnu Al Majisyun berkata, “Apabila ia pulang ke 
rumahnya sebelum shalat Id maka i’tikafnya batal.” 

Sebab perbedaan pendapat: Berdasarkan pada pertanyaan, 
apakah malam yang terakhir itu termasuk dari sepuluh malam Ramadhan 
atau tidak. 


Muttafag ’Alaihi. HR. Al Bukhari (2041), Muslim (1172), dan takhrij-nya telah 
disebutkan terdahulu. 
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Dan syarat-syarat i’tikaf ada tiga, yaitu: niat, puasa dan 
meninggalkan jima’. 

Tentang niat, sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat 
dalam hal ini. 

Sedangkan tentang syarat puasa: para ulama berbeda pendapat: 

1. Malik, Abu Hanifah dan sekelompok ulama lain berpendapat 
bahwa tidak sah i’tikaf kecuali dengan berpuasa. 

2. Syafi’i menyatakan bahwa i’tikaf boleh saja dilakukan tanpa 
harus puasa. 

Di antara para sahabat yang berpendapat sama dengan imam Malik 
adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan yang sependapat dengan 
Syafi’i adalah Ali dan Ibnu Mas’ud. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena i’tikaf Rasulullah SAW 
dilakukan ketika bulan Ramadhan, bagi yang berpendapat bahwa puasa 
yang menyertai i’tikaf beliau adalah syarat dari i’tikaf, meski puasa tidak 
harus dengan i’tikaf, mereka mengatakan bahwa i’tikaf harus dilakukan 
dengan puasa. Sedangkan yang berpendapat bahwa hal itu hanyalah 
kebetulan semata dan bukan maksud dari i’tikaf Rasulullah harus dengan 
puasa, mereka mengatakan bahwa puasa bukanlah syarat untuk 
melakukan i’tikaf 

Di samping itu ada Sebab perbedaan lain, yaitu: i’tikaf yang 
disebutkan dengan puasa dalam satu ayat. 

Imam Syafi’i telah berhujjah dengan hadits Umar yang telah 
disebutkan di atas, yaitu perintah Rasulullah SAW untuk beri’tikaf di 
malam hari, dan malam bukanlah waktu untuk berpuasa. 

Sedangkan Malikiyyah berhujjah dengan riwayat Abdurrahman bin 
Ishaq dari Urwah dari Aisyah bahwa ia berkata, “Yang sesuai dengan 
sunnah bagi orang yang i’tikaf hendaknya tidak menjenguk orang sakit, 
tidak menyaksikan jenazah, tidak menyentuh isterinya dan bersetubuh 
dengannya, tidak keluar dari masjid kecuali untuk keperluan yang 
mendesak, dan tidak sah i’tikaf kecuali dengan berpuasa, dan tidak sah 
i’tikaf kecuali di masjid Jami’.”’®’ 


HR. Ad-Daruquthni (2/ 201) (11), Al Baihaqi (4/ 315, 320). 
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Abu Umar bin Abdil Barr berkata, “Tidak ada seorangpun yang 
mengatakan dalam hadits Aisyah ini (sebagai sunnah) kecuali 
Abdurahman bin Ishaq, dan tidak sah perkataan ini menurut ulama 
kecuali dari perkataan Az-Zuhri.” 

Adapun syarat ketiga yaitu dilarang bersetubuh: Para ulama telah 
sepakat bahwa orang yang i’tikaf apabila ia bersetubuh dengan sengaja 
maka batallah i’tikafnya, kecuali pendapat yang telah diriwayatkan dari 
Ibnu Lubabah tidak batal jika ia bersetubuh di selain masjid. Kemudian 
para ulama berbeda pendapat jika ia bersetubuh karena lupa. Mereka juga 
berbeda pendapat akan batalnya i’tikaf karena selain jima’, yaitu karena 
berciuman atau menyentuh isteri: 

1. Malik berpendapat bahwa semua itu akan dapat merusak 
i’tikafnya. 

2. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak batal kecuali jika ia 
keluar mani. 

3. Menurut Syafi’i ada dua pendapat; pertama seperti pendapat 
Malik, dan yang kedua seperti pendapat Abu Hanifah. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah nama yang bisa diartikan 
dengan hakikat dan majaz memiliki keumuman atau tidak? Bagi ulama 
yang berpendapat bahwa nama itu memiliki keumuman mengatakan 
bahwa kata al mubasyarah dalam firman Allah Ta ’ala: 



‘‘‘'Janganlah kamu campuri mereka, sedang kamu beri ’tikaf dalam 
mesjid. (Qs. Al Baqarah [2]; 187) 

Diartikan jima’ dan hal-hal yang berada di bawahnya. Sedangkan 
yang berpendapat sebaliknya dan ini yang lebih masyhur dan lebih 
banyak dipegang oleh para ulama, menyatakan bahwa kata tersebut bisa 
menunjukkan jima’ dan bisa juga selainnya, apabila kita katakan bahwa 
kata itu menunjukkan jima’ maka secara ijma’ batallah pernyataan bahwa 
itu dimaksudkan selain jima’, karena satu kata tidak akan menunjukkan 
hakikat dan majaz secara bersamaan. Sedangkan yang menyatakan bahwa 
inzal (keluar mani) sama kedudukannya dengan jima’ karena memiliki 
makna yang sama. 
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Para ulama juga berbeda pendapat dalam hal sanksi bagi orang 
yang bersetubuh ketika sedang i’tikaf: 

1. Jumhur ulama berpendapat tidak ada sangsi apa-apa baginya. 

2. Sebagian ulama berpendapat ia harus membayar kafarat. 

3. Sebagian ulama lain berpendapat kafaratnya sama dengan 
kafarat orang yang jima’, diqiyaskan kepada puasa di siang hari bulan 
Ramadhan, dan inilah yang dikatakan oleh Al Hasan. 

4. Ulama lain berpendapat ia harus bersedekah dua dinar, 
sebagaimana yang dikatakan juga oleh Mujahid. 

5. Sedangkan ulama lain mengatakan ia harus memerdekakan 
budak, jika tidak menemukan maka ia harus berkurban menyembelih 
seekor unta, dan jika tidak ada maka ia harus bersedekah dua puluh Sha’ 
kurma. 


Sebab perbedaan pendapat: Bolehkah menerapkan qiyas dalam 
kafarat? Yang lebih jelas adalah tidak boleh. 

Perbedaan pendapat lain adalah dalam hal nadzar beri’tikaf, 
apakah syaratnya harus berurutan atau tidak; 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat harus berurutan dan itu 
merupakan syaratnya. 

2. Syafi’i berpendapat tidak harus berurutan dan bukan merupakan 
syaratnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Qiyas nadzar i’tikaf kepada nadzar 
puasa muthlak. 


Sedangkan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan i’tikaf, para 
ulama sepakat bahwa yang membatalkan i’tikaf adalah amalan dan 
perbuatan selain amalan i’tikaf, dan tidak boleh bagi orang yang sedang 
i’tikaf untuk keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan yang bersifat 
manusiawi, atau kebutuhan lain yang sama mendesaknya, karena 
sebagaimana yang telah tsabit dari hadits riwayat Aisyah bahwa ia 
berkata. 
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“Rasulullah SAW apabila sedang i’tikaf, beliau mendekatkan 
kepalanya kepadaku, maka akupun menyisir rambut beliau, dan beliau 
tidak masuk rumah kecuali untuk kebutuhan yang bersifat manusiawi.”™* 

Mereka berbeda pendapat jika ia keluar tanpa ada hajat, kapankah 
dikatakan i’tikafnya batal? 

1. Syafi’i berpendapat i’tikafnya terputus sejak ia keluar dari 
masjid. 

2. Sebagian ulama lain memberikan keringanan satu jam. 

3. Sebagian lagi memberikan keringanan satu hari. 

Mereka juga berbeda pendapat apakah ia boleh masuk rumah selain 
masjidnya? 

1. Kebanyakan ulama seperti imam Malik, Syafi’i dan Abu 
Hanifah membolehkannya. 

2. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa hal itu membatalkan 
i’tikafhya. 

Imam Malik membolehkan bagi orang yang i’tikaf untuk 
melakukan aktifitas jual beli dan menjadi wali akad nikah, namun 
pendapat ini ditentang oleh ulama selainnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Karena tidak ada batasan menurut 
nash (baik Al Qur'an maupun sunnah) dalam hal ini, yang ada hanyalah 
ijtihad ulama, dan penyerupaan sesuatu yang mereka sepakati terhadap 
yang tidak mereka sepakati. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang orang yang beri’tikaf 
yang mensyaratkan melakukan sesuatu yang dilarang dalam i’tikaf 
apakah syaratnya tersebut bermanfaat dalam hal yang mubah atau tidak? 
Contohnya, mensyaratkan menghadiri jenazah atau selainnya; 

1. Kebanyakan fuqaha berpendapat bahwa syaratnya tidak 
bermanfaat, dan jika dia melakukannya maka batal i’tikafnya. 

2. Syafi’i berpendapat syaratnya bermanfaat. 


Mutlafaq ‘Alaihi. HR. Al Bukhari (296, 301, 2028, 2029), Muslim (297), Abu 
Daud (2468) (2469), An-Nasa'i (1/ 193), Ibnu Majah (633, 1776), Ahmad (6/ 
81, 231, 234, 247, 264,272) dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2232). 
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Sebab perbedaan pendapat: Penyerupaan mereka antara i’tikaf 
dengan haji, bahwa keduanya merupakan ibadah yang melarang hal-hal 
yang hukumnya mubah, pensyaratannya dalam haji adalah berdasarkan 
hadits Dhaba’ah bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, 
'‘Berihramlah untuk haji, dan bersyaratlah bahwa ihramku dimana saja 
aku tertahan.'"^^'^ Hanya saja hadits ini diperselisihakan dalam masalah 
haji, dan qiyaspun dinilai lemah menurut pendapat yang bertentangan 
denganya. 

Para ulama juga berbeda pendapat jika ia mensyaratkan berturut- 
turut dalam nadzar, apakah berturut-turut itu wajib: Nadzar secara mutlak 
menurut ulama yang berpendapat wajib adalah segala hal yang jika i’tikaf 
terputus maka ia wajib memulainya dari awal atau meneruskannya saja, 
seperti sakit. Sebagian ulama ada yang berpendapat jika sakit memotong 
i’tikaf orang yang beri’tikaf maka ia boleh meneruskan i’tikafnya, ini 
adalah pendapat Malik, Abu Hanifah dan Syafi’i. 

Sebagian ulama lainnya berpendapat harus mulai dari awal, ini 
adalah pendapat Ats-Tauri. Saya juga menyangka tidak ada perbedaan 
pendapat di kalangan mereka bahwa wanita haid boleh meneruskan 
i’tikafnya. Mereka berbeda pendapat apakah ia harus keluar dari masjid 
atau tidak, begitu pula dalam hukum orang yang i’tikaf jika dia gila atau 
pingsan apakah ia boleh meneruskan i’tikafnya atau tidak? 

Sebab perbedaan pendapat: Karena hukum hal-hal ini tidak 
dijelaskan secara pasti dari Al Qur'an dan hadits, hingga terjadi 
pertikaian dari segi penyerupaan mereka dalam hal yang disepakati 
dengan yang diperselisihkan (maksudnya, hal-hal yang disepakati dalam 
ibadah ini, atau ibadah-ibadah yang syaratnya adalah berurutan seperti 
puasa siang hari dan lainnya) 

Jumhur ulama berpendapat bahwa i’tikaf yang sunah jika terputus 
tanpa udzur maka ia wajib qadha, berdasarkan ketetapan Rasulullah, 
“Bahwa beliau hendak beri’tikaf pada hari-hari sepuluh akhir di bulan 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5089), Muslim (1207), Abu Daud (1776), 
An-Nasa'i (5/68, 168), Ahmad (6/164,202) Ath-Thabrani dalam Al Kabir 
(24/833), Ad-Daruquthni (2/234), dan Al Baihaqi (5/221). 
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Ramadhan namun beliau tidak sempat beri’tikaf, maka beliau beri’tikaf 
di sepuluh hari bulan Syawal.”’*® 

Adapun dalam hal nadzar menurut yang saya duga tidak ada 
perbedaan pendapat dalam kewajiban mengqadhanya. Sementara j umhur 
ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar maka 
i’tikafnya terputus. 

Inilah beberapa masalah yang kami tetapkan seesuai dengan pokok 
dan kaidah dalam bab ini. Dan Aliahlah yang memberi taufik dan 
pertolongan, shalawat dan salam semoga tercurahkan pada pemimpin 
kita, Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. 


Shahih. HR. Al Bukhari (2041), An-Nasa'i dalam Al Kubra (3345, 3347), 
Ahmad (6/84), dan Al Humaidi (195) dari hadits Aisyah. 
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KITAB HAJI 


Pembahasan dalam kitab ini terbagi menjadi tiga bagian yang pada 
dasarnya semua ibadah pasti mencakup tiga hal berikut ini;. 


Babi 


Kewajiban dan Syarat-Syarat Haji 

Pembahasan di sini mencakup dua hal, yakni tentang kewajiban dan 
syarat-syaratnya, dan kepada siapa kewajiban itu ditujukan dan kapan 
waktunya? 


Tentang kewajibannya, tidak ada selisih pendapat ulama dalam 
tema ini. Karena telah didasarkan kepada firman Allah SWT, 




"Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah 
menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu 
mengadakan perjalanan ke sana." {Qs. Aali 'Imraan [3]: 97) 

Adapun syarat-syarat kewajibannya, terbagi menjadi dua jenis: 
syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib. 

Mengenai syarat-syarat sahnya, para fuqaha tidak berselisih bahwa 
Islam merupakan salah satu dari syarat tersebut. Jadi, ibadah haji yang 
dilakukan oleh selain muslim tidaklah sah. 

Mereka berbeda pendapat tentang sah tidaknya ibadah haji yang 
dilakukan oleh anak kecil. 


1. Madzhab Maliki dan Syafi'i membolehkannya. 

2. Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya. 

Sebab perbedaan pendapat; Pertentangan antara atsar dan ushul. 

Kelompok ulama yang membolehkannya berpegang kepada hadits 
Ibnu Abbas RA yang telah masyhur. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim, bahwa seorang wanita yang tengah menggendong anak kecil 
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menghadap Nabi S A W seraya berkata, "Apakah anak ini memiliki 
kewajiban haji, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, 

■V* o f , 0 ✓ ✓ 

.y>rl «iJJj pJti 

"Va. Dan bagimu pahala (andai kamu mengerjakannya). 

Sedangkan kelompok yang yang tidak membolehkannya berpegang 
kepada ushul (prinsip utama) bahwa ibadah tidak sah dikerjakan oleh 
orang yang belum berakal (dewasa). 

Para ulama pengikut Malik berbeda pendapat dalam hal sah dan 
tidaknya ibadah haji yang dilakukan oleh anak kecil yang masih 
menyusu. Sepatutnya, tidak ada perbedaan dalam hal sahnya ibadah haji 
yang dikerjakan oleh orang yang diangap sah untuk mengerjakan shalat. 
Seperti disebutkan dalam sabda Nabi SAW, 

"Dari usia tujuh hingga sepuluh tahun. 

Mengenai syarat-syarat wajib haji yang disyaratkan beragama 
Islam, ada sebuah pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang-orang 
kafir pun terkena khitab (obyek perintah dan larangan) seluruh syari'at 
Islam. 

Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang 
disyaratkan kesanggupan untuk menunaikan ibadah haji. Ini berdasarkan 
firman Allah SWT, 
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Shahih. HR. Muslim (1336), Abu Daud (1736), An-Nasa'i (4/120), Ahmad 
(1/219), Ath-Thayalisi (2707), Al Humaidi (504), dan Ibnu Al Jarud (411), 
hadits dari Ibnu Abbas RA. 

Penulis ingin merujuk hadits dari Abdullah bin 'Amru yang sampai kepada Nabi 
SAW (marfu). 


M > ^ * t ' $ f * { ' * ' l 

(> f.\Z\ 


"Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat saat mereka berusia 
tujuh tahun. Dan pukullah mereka untuk megerjakan shalat saat mereka 
berusia sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. " (HR. Abu Daud 
[494], Ahmad [2/180], Al Baihaqi [2/228], dan dinilai shahih oleh Al Albani 
dalam Shahih Abu Daud. 


656 Bidayatul Mujtahid 


4JI ^l)o~ I 

"Bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana." (Qs. 
Aali 'Imraan [3]: 97) 

Walau dalam rinci masalah ini terdapat beda pendapat di kalangan 
ulama, yang ringkasnya terbagi menjadi dua pendapat: haji yang 
dilakukan langsung (dikerjakan sendiri), dan haji yang dikerjakan melalui 
perantara (perwakilan). 

Untuk haji yang dilakukan sendiri, tidak ada beda pendapat ulama 
dalam menyatakan bahwa yang termasuk syarat kesanggupan, meliputi 
kesiapan badan (fisik), keuangan (finansial), dan jaminan keamanan. 

Namun para ulama berbeda pendapat tentang kesiapan fisik dan 
keuangan: 

1. Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad, serta pendapat Ibnu Abbas dan 
Umar bin Khaththab RA menilai bahwa syarat haji adalah kesiapan 
perbekalan (logistik) dan kendaraan. 

2. Malik berkata: bagi orang yang sanggup untuk berjalan maka 
kendaraan tidak menjadi syarat utama, dan dia tetap harus melaksanakan 
kewajiban ibadah haji. Malik juga menilai bahwa perbekalan bukanlah 
syarat kesanggupan jika seseorang mampu berusaha mencari bekal 
sepanjang dalam perjalanan, meski dengan cara meminta-minta. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara atsar dengan 
penafsiran umum atas "kesanggupan". Karena ada sebuah atsar dari Nabi 
SAW yang menyebutkan bahwa beliau SAW pernah ditanya, "Apakah 
kesanggupan itu?" Beliau menjawab, 

"Perbekalan dan kendaraan. 

Dha'if. HR. Tirmidzi (814 dan 2998), Ibnu Majah (2896), Ad-Daruquthni 
(2/215 dan 218), serta Al Baihaqi (4/327). Semuanya meriwayatkan dari 
Abdullah bin 'Amru RA. 

Hadits dari Ibnu Abbas RA diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2897) dan Ad- 
Daruquthni (2/218). 

Hadits dari Anas bin Malik RA diriwayatkan oleh Ad-Daruquthnni (2/215) dan 
Al Hakim (1/442). 

Hadits dari Jabir bin Abdullah RA diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (2/215). 
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Abu Hanifah dan Syafi'i memahami bahwa hal itu berlaku bagi 
setiap mukallaf (dewasa). Sedangkan Malik memahami bahwa itu berlaku 
bagi orang yang tidak sanggup berjalan dan tidak mampu berusaha 
(mencari bekal) selama dalam perjalanan. 

Syafi'i berkeyakinan dengan pendapatnya atas dasar.; Jika di dalam 
Al Qur'an terdapat kata yang bersifat umum lalu penafsirannya 
disebutkan dalam hadits, tidak selayaknya untuk berpaling dari 
penafsiran hadits tersebut. 

Adapun kewajiban haji dengan syarat kesanggupan melalui 
perwakilan disebabkan karena seseorang tidak mampu mengerjakannnya 
sendiri. 

1. Malik dan Abu Hanifah menilai: tidak harus diwakilkan jika 
yang bersangkutan tidak sanggup mengerjakan ibadah haji sendiri. 

2. Sedangkan Syafi'i menilainya harus dilakukan, serta 
menganggap keharusan ini menjadi madzhabnya, dan orang yang 
memiliki cukup harta agar membayarkan orang lain untuk menunaikan 
haji atas namanya. 

Jika fisiknya tidak kuasa menunaikan haji, jadi sudah sepatutnya 
dia membayar orang lain untuk menunaikan haji atas namanya. Dan jika 
ada saudara atau kerabatnya yang sanggup menunaikan haji untuk dirinya 
dengan harta dan badannya, maka kewajiban haji bagi orang tersebut pun 
gugur. Permasalahan ini dikenal dengan sebutan al ma'dhuub, yaitu orang 
yang tidak dapat menaiki kendaraan. 

Syafi'i juga menilai; orang yang sudah meninggal dunia dan belum 
sempat menunaikan ibadah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan 
dari harta orang yang sudah meninggal dunia tersebut sebesar yang 
dibutuhkan untuk menghajikannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara atsar dengan 

giyas. 

Qiyas menyatakan bahwa bagi semua jenis peribadahan tidak boleh 
seseorang mewakilkan orang lain. Karenanya seseorang tidak boleh 


Hadits dari 'Aisyah RA diriwayatkan oleh Al Baihaqi (4/330). 
Semuanya diriwayatkan dari jalur yang dha'if. 
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mewakilkan shalat kepada orang lain, dan tidak boleh pula seseorang ber- 
thaharah untuk orang lain, menurut kesepakatan ulama. 


Dan atsar yang kontra dengan qiyas ini adalah hadits dari Ibnu 
Abbas RA yang masyhur diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim: 
Bahwa seorang wanita dari Bani Khats'am berkata kepada Rasulullah 
SAW, "Wahai Rasulullah, Allah telah mewajibkan ibadah haji kepada 
hamba-hamba-Nya dan kewajiban itu mengenai ayahku yang sudah tua 
renta serta tidak sanggup lagi naik kendaraan. Bolehkah aku 
menghajikannya?" Beliau menjawab, 


Hadits ini diutarakan saat haji Wada', dan kasus yang disebutkan di 
dalamnya terjadi bagi orang yang masih hidup. Sedangkan hadits yang 
menerangkan tentang orang yang sudah meninggal dunia adalah hadits 
dari Ibnu Abbas RA yang juga diriwayatkan oleh Al Bukhari: Seorang 
wanita dari Juhainah datang menemui Nabi SAW seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya ibuku her-nadzar untuk menunaikan haji, 
namun dia wafat (sebelum menunaikannya). Apakah aku boleh 
menghaj ikannya?" Beliau bersabda. 


c-iri jir y cjy ^41^ 




"Berhajilah untuknya. Bagaimana pendapatmu jika dia 
menanggung utang, apakah kamu akan melunasi utangnya? 
Sesungguhnya utang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. 

Tidak ada beda pendapat di kalangan kaum muslimin bahwa ibadah 
haji yang dilakukan oleh orang lain dengan maksud sebagai derma 
hukumnya adalah sah. Namun terjadi beda pendapat jika itu dikerjakan 
dengan keharusan. 

Para ulama berbeda pendapat dalam bab tentang orang yang 
menunaikan ibadah haji atas nama orang lain, baik orang itu masih hidup 
atau sudah wafat, apakah disyaratkan agar dia berhaji terlebih dahulu atas 
dirinya ataukah tidak disyaratkan? 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1513 dan 1855), Muslim (1334), Abu Daud 
(1809), At-Tirmidzi (928), An-Nasa'i (5/118, 119 dan 8/228), Ibnu Majah 
(2909), serta Ahmad (1/219,251 dan 329). 

Muttafag 'Alaih. Al Bukhari (1953), Muslim (1148), Abu Daud (3310), At- 
Tirmidzi (716 dan 717), serta Ibnu Majah (1758). 
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1. Sebagian ulama berpendapat bahwa itu tidak menjadi syarat. 
Namun jika dia telah menunaikan kewajiban atas dirinya terlebuh dahulu 
itu lebih utama. 

Pendapat ini dianut oleh Malik tentang menghajikan orang yang 
sudah wafat. Menurutnya, ibadah haji atas nama orang yang masih hidup 
tidak sah. 


2. Ulama lainnya berpendapat bahwa termasuk syaratnya agar yang 
mengerjakannya telah menunaikan kewajiban hajinya terlebih dahulu. 
Inilah yang menjadi pendapat Syafi'i dan ulama lainnya. Yaitu, jika 
seseorang menghajikan orang lain sedangkan dirinya belum menunaikan 
ibadah haji untuk dirinya sendiri, maka haji yang dikerjakannya menjadi 
untuk dirinya. 


Dalil yang dipegang oleh kalangan ulama ini adalah hadits dari 
Ibnu Abbas RA; Bahwa Nabi SAW mendengar seseorang mengucapkan, 
"Labbaika 'an Syubrumah." Beliau bertanya, "Siapakah Syubrumah itu?” 
Orang itu berkata, "Saudaraku," atau katanya, "Kerabatku." Maka beliau 
SAW bersabda. 






"Apakah kamu sudah menunaikan ibadah haji sebelumnya (untuk 
dirimu)?" Dia berkata, "Belum." Maka beliau bersabda, "Berhajilah 
untuk dirimu terlebih dahulu, kemudian (baru) untuk Syubrumah. 

Kelompok pertama mengoreksi hadits ini dan menyebutkan bahwa 
hadits ini diriwayatkan secara (terhenti) pada Ibnu Abbas RA. 

Para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang seseorang yang 
menyewakan dirinya untuk ibadah haji. 

1. Malik dan Syafi'i memakruhkan hal tersebut, dan berkata, 
"Namun, jika hal itu terjadi tidaklah mengapa." 


Shahih. HR. Abu Daud (181!), Ibnu Majah (2903), dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (3039), Ibnu Hibban (3988), diriwayatkan pula oleh Ibnu Al Jarud 
(499), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (12/12419), Al Baihaqi (4/336), dinilai 
shahih oleh Al Albani dalam Shahih Sunan Abu Daud. 


660 Bidayatul Mujtahid 




2. Sedangkan Abu Hanifah tidak membolehkannya. Dasarnya 
adalah karena haji merupakan ibadah dalam upaya mendekatkan diri 
kepada Allah SWT, maka tidak dibolehkan dilakukan sewa-menyewa di 
dalamnya. 

Adapun dasar kelompok pertama adalah kesepakatan para ulama 
atas bolehnya sewa-menyewa dalam penulisan mushaf Al Qur'an dan 
pembangunan masjid, padahal itu semua adalah perbuatan demi qurbah 
(mendekatkan diri kepada Allah SWT). 

Dalam madzhab Maliki, sewa-menyewa dalam ibadah haji ada dua 
macam: 

1. Yang disebut dengan haji al balagh. Yaitu ketika seseorang 
menyewakan dirinya dengan imbalan ganti perbekalan dan kendaraan 
untuk perjalan haji. Jika yang diterimanya kurang maka dia akan 
mendapatkan tambahan, dan jika lebih maka dia akan 
mengembalikannya. 

2. Haji menurut prinsip sewa-menyewa pada umumnya (al ijarah). 
Yakni, jika bayarannya kurang maka dia harus menanggungnya sendiri, 
namun jika ada kelebihan maka itu menjadi haknya. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang hamba sahaya tidak 
wajib menunaikan ibadah haji hingga dia merdeka. Sedangkan sebagian 
ulama pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri mewajibkannya. 

Inilah beberapa perkara yang berkenaan dengan siapa yang 
berkewajiban menunaikan ibadah dan siapa yang mengerjakannya. 

Sedangkan mengenai kapankah haji wajib dikerjakan, para fuqaha 
berbeda pendapat seputar masalah: apakah kewajiban ini harus 
dikerjakan secepatnya ataukah adanya kelonggaran waktu. 

1. Malik dan para pengikutnya memegang kedua perkataan 
tersebut. Namun yang jelas dari generasi belakangan dari pengikutnya 
menyebutkan bahwa ibadah haji waktunya longgar untuk dikerjakan. 

2. Sedangkan kalangan ulama yang menililai haji harus dikerjakan 
secepatnya adalah pendapat para ulama Baghdad dari kalangan pengikut 
Malik. 
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kelonggaran. Sedangkan ulama yang menyamakannya dengan masa akhir 
waktu shalat menilai bahwa haji hendaknya dilakukan secepatnya. 

Sudut penyamaannya dengan akhir waktu shalat adalah karena 
masa-masa akhir dapat mengakibatkan masuk ke waktu terlarang untuk 
mengerjakan satu perbuatan, dan masa akhir waktu shalat dapat 
menyebabkan masuknya ke waktu shalat berikutnya dan orang yang 
mengerjakaannya pun tidak dianggap telah mengerjakaannya. 

Mereka juga her-hujjah dengan ketidak-jelasan akibat yang akan 
ditanggung oleh seorang mukallaf saat mengakhirkan kewajiban ibadah 
tersebut ke tahun berikutnya -bisa jadi dia akan meninggal dunia pada 
tahun itu- dengan mengakhirkan shalat dari awal waktunya, karena 
umumnya sedikit orang yang mungkin meninggal dunia di waktu yang 
pendek tersebut. 

Kemungkinan juga para ulama ini mengatakan bahwa 
mengakhirkan shalat masih terkait dengan waktu yang tersedia untuk 
kembali mengerjakannya. Sedangkan mengakhirkan ibadah haji ke waktu 
lain berakibat tidak sahnya ibadah yang dikerjakan. 

Namun analogi ini sangat jauh. Karena yang cenderung benar 
adalah yang mengatakan bahwa dalam ibadah ini ada kelonggaran namun 
bukan berarti kelonggaran yang akan membawa kepada tidak sahnya 
suatu ibadah karena bergeser ke waktu terlarang untuk mengerjakannya. 
Atau, seperti kelonggaran waktu bagi haji pada waktunya ke lain waktu. 

Perbedaan pendapat dalam masalah ini bukanlah perbedaan dalam 
prinsip perintah apakah harus dikerjakan secepatnya ataukan ada 
kelonggaran waktu untuk mengeijakannya, seperti asumsi yang 
dipaparkan di atas. 

Para ulama juga berbeda pendapat dalam bab ini tentang syarat 
wajibnya haji bagi wanita, apakah dia harus disertai oleh suami atau 
mahram yang dapat menjaganya ketika perjalanan menunaikan ibadah 
haji. 

1. Malik dan Syafi'i menilai itu tidak menjadi syarat wajibnya 
seorang wanita boleh menunaikan ibadah haji, andai dia mendapati 
kawan yang dapat membuatnya aman. 
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2. Sedangkan Abu Hanifah, Ahmad dan sekelompok ulama lainnya 
mengatakan bahwa keberadaan mahram dan orang yang dapat 
menjaganya menjadi syarat wajib. 


Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara perintah 
menunaikan ibadah dan perjalanan haji bagi seorang wanita dengan 
larangan baginya untuk melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali 
diiringi oleh mahram. Karena dalam hadits dari Abu Sa’id Al Khudri, 
Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar RA, Nabi SAW telah 
bersabda, 


• ^^ 'y! yC-J j? f 


"Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan 
hari Akhirat untuk melakukan perjalanan kecuali bersama 
mahramnya. 


Ulama yang memprioritaskan keumuman perintah menilai bahwa 
wanita boleh melakukan perjalanan haji meski tanpa diiringi mahram. 
Dan ulama yang berpegang dengan keumuman perintah lalu dikhususkan 
oleh hadits ini atau interpretasinya termasuk bagian masalah 
kesanggupan, mereka berpendapat: Wanita tidak boleh melakukan 
perjalanan haji kecuali diiringi oleh mahramnya. 

Begitulah uraian tentang kewajiban haji, sebuah ibadah yang agung 
ini. Juga mengenai sebab wajibnya dan siapa yang berkewajiban 
melaksanakannya serta kapan kewajiban tersebut harus dilaksanakan. 


Pembahasan yang tersisa dalam bab ini adalah tentang umrah. 


1. Sekelompok ulama berpendapat bahwa hukumnya wajib. Inilah 
pendapat Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Abu 'Ubaid, Ats-Tsauri dan Al 
Auza'i. Dan ini yang menjadi pendapat Ibnu Abbas RA dari kalangan 
sahabat. 


Hadits dari Abu Sa'id Al Khudri RA diriwayatkan oleh Muslim (1340), Abu 
Daud (1726), At-Tirmidzi (1169), dan Ibnu Majah (2898). 

Hadits dari Ibnu Umar RA diriwayatkan oleh Al Bukhari (1087), Muslim 
(1338), dan Abu Daud (1727). 

Hadits dari Abu Hurairah RA diriwayatkan oleh Muslim (1339), dan Abu Daud 
(1725). 

Hadits dari Ibnu Abbas RA diriwayatkan oleh Al Bukhari (3006 dan 5233), 
Muslim (1341), serta Ahmad (1/222). 
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2. Sedangkan Ibnu Umar RA dan sekelompok ulama dari kalangan 
tabi'in, serta yang menjadi pendapat Malik dan sekelompok ulama 
lainnya menyebutkan bahwa hukumnya adalah sunah. 

3. Abu Hanifah berpendapat: Umrah adalah ibadah tathawwu' 
(amalan sunah). Dan ini juga yang menjadi pendapat Abu Tsaur dan 
Daud Azh-Zhahiri. 


Ulama yang mewajibkannya her-hujjah dengan firman Allah SWT, 

^ 3 J-*»] Ij 77^1 i Ij 


"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. " (Qs. 
Al Baqarah [2]: 196) 


Serta dengan beberapa atsar. Seperti sebuah hadits yang 
diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, dari bapaknya, dia berkata, "Seorang 
Arab yang berwajah rupawan dan berpakaian sangat putih menemui 
Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?' 
Beliau SAW menjawab. 


^siijlj 'lili V] ^1 'y 01 .A^^-7 ijl 

y o' ^ O’ o' 

y® y. .. ''•'y 

U ^ 1 e' y« yy / yy y^ y y yy ^ t 

.AjLLsnJi ^ c J tOlOayj ^ y' 


'Kamu bersaksi bahwa tidak ada Dzat yang berhak disembah 
dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan kamu bersaksi bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah, kamu mendirikan shalat, menunaikan 
zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji dan 
umrah, serta mandi karena junub'. 

Abdurrazzaq berkata; Ma'mar mengabarkan kami dari Qatadah, 
bahwa dia pernah berkata, "Ketika turun firman Allah, 'Dan (diantara) 
kewajiban manusia terhadap Allah adalah menunaikan ibadah haji ke 
Baitullah bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.' (Qs. 
Aali 'Imraan [3]; 97), maka Rasulullah SAW bersabda. 


’’’ Shahih. HR. Muslim (8), Abu Daud (4695), At-Tirmidzi (2610), An-Nasa'i 
(8/97), Ibnu Majah (63), Ahmad (1/52 dan 53), serta dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban (173). Diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni (2/282) dan Al Baihaqi 
(4/349). 
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.<Wajyi)) L»JiWai ^j-aJ is j-«^j 

'£)«« perkara, haji dan umrah, barangsiapa yang telah 
menunaikannya sungguh dia telah melaksanakan kewajiban’. 

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

. c. , » i - t, 

.Ol-U y Ovijajy* «jyajO'j 


"//cy/ dan umrah adalah dua kewajiban. Dan tidak mengapa (tidak 
akan membuatmu celaka) mana saja di antara keduanya yang kamu 
mulai. 


Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, 

.ijSi-iJ a 

"Umrah hukumnya wajib (untuk dikerjakan). 

Sebagian ahli hadits menilai hadits ini marfu' sampai kepada Nabi 
SAW. 


Adapun hujjah kelompok kedua (yang berpendapat bahwa umrah 
hukumnya tidak wajib) adalah hadits-hadits masyhur dan tsabit yang 
menunjukkan tentang pembatasan bilangan kewajiban-kewajiban dalam 
Islam namun tidak menyebutkan adanya kewajiban umrah. Seperti hadits 
dari Ibnu Umar RA, 


"Islam dibangun di atas limapondasi.... 


Hadits ini belum H-takhrij. 

Dha'if. HR. Ad-D 2 UTiquthni (2/284 dan 217), Al Hakim (1/471), dan dinilai 
dha'ifo\e\\ Al Albani dalam Dha'if AlJami'{21(A). Hadits ini diriwayatkan dari 
Ibnu Abbas RA oleh Al Baihaqi (4/351). 

Dha'if Jiddan. HR. Ad-Daruquthni (2/285 dan 220), Al Baihaqi (4/351) 
lafazhnya sebagai berikut, "Umrah hukumnya wajib, seperti kewajiban haji. 
Dan umrah adalah haji ashghar (haji kecil)." 

Cacatnya hadits ini terletak pada sosok Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya. 
Ibnu Hajar berkata, "Dia adalah perawi yang matruk (ditinggalkan)." 

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (8), Muslim (16), At-Tirmizdi (2609), An- 
Nasa'i (8/108), Ahmad (2/26, 93 dan 120), serta Ibnu Mandah dalam Al Iman 
(40, 41,42, 43 dan 148), seluruhnya dari hadits Ibnu Umar RA. 
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Dalam hadits tersebut disebutkan haji secara tersendiri. 

Atau juga hadits yang menyebutkan tentang seseorang yang 
bertanya mengenai Islam. Dalam sebuah riwayatnya disebutkan dengan 
redaksi. 


'f' 


".. .dan kamu berhaji ke Baitullah. 

Mungkin para ulama ini menilai bahwa perintah untuk 
menyempurnakannya bukan berarti perintah wajib, karena ajaran ini 
spesifik terkait dengan masalah amalan-amalan sunah dan fardhu 
(maksud kami, ini disyariatkan agar umrah dikerjakan tanpa terputus dari 
haji). 

Mereka (yang mengatakan hukum umrah sunah) juga ber-hujjah 
dengan beberapa atsar. Diantaranya: Hadits dari Hajjaj bin Arthah dari 
Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, 
"Seseorang pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang umrah, apakah 
wajib?" Beliau menjawab, 

'' l( ^ ■f’it f , Z t f’ 


"Tidak. Namun jika kamu mengerjakan umrah, maka itu lebih baik 
bagimu."^^^ 

Abu Umar bin Abdil Barr mengatakan bahwa hadits tersebut tidak 
dapat dijadikan sebagai hujjahjika berdiri sendiri. 

Dan ulama yang berpendapat bahwa umrah adalah ibadah 
tathawwu' (amalan sunah) terkadang ber-hujjah dengan hadits yang 
diriwayatkan dari Abu Shalih Al Hanafi: Rasulullah SAW bersabda, 

.l'p syjJij 

"Haji hukumnya wajib, sedangkan umrah adalah ibadah 
tathawwu'. (Hadits munqathi') 



™ Takhrij-nya telah disebutkan dalam hadits dari Jibril. 

Sanadnya dha'if. HR. At-Tirmizdi (931), Ahmad (3/316), Ad-Daruquthni 
(2'286), Abu Ya'la dalam Al Musnad (1938), Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir 
(2'193 dan 1015), Al Baihaqi (4/348 dan 349), serta dinilai dha'if oleh Al 
Albani dalam Dha'if Sunan At-Tirmizdi. 
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Yang menjadi sebab beda pendapat dalam perkara ini adalah 
pertentangan antara atsar-alsar dalam tema ini, dan perbedaan 
pemahaman ulama mengenai perintah untuk menyempurnakan, apakah 
menunjukkan wajib ataukah tidak. 


Bab II 

Rukun-Rukun Haji dan Umrah 

Bagian ini berisi pengetahuan tentang berbagai perbuatan yang 
dikerjakan selama ibadah haji, jenis-jenisnya dan berbagai hal yang harus 
ditinggalkan. 

Telah kami utarakan bahwa ibadah yang akan kita bahas ada dua 
jenis: haji dan umrah. Dan ibadah haji memiliki tiga jenis: haji Ifrad, 
Tamattu' dan Qiran. Ketiga macam haji tersebut memiliki beberapa 
perbuatan khusus, tempat-tempat dan waktu-waktu yang khusus untuk 
melaksanakannya Dan dalam haji juga ada amalan yang wajib dan tidak, 
serta beberapa hal yang harus ditinggalkan. Dan setiap amalan memiliki 
hukum-hukum tertentu, baik ketika terjadi pelanggaran maupun ketika 
terjadi sesuatu yang menghalanginya. 

Dalam bab ini terlebih dahulu akan dibagi menjadi pembahasan 
tentang perbuatan-perbuatan yang diamalkan dan pembahasan tentang 
perbuatan-perbuatan yang ditinggalkan. Adapun pada bagian ketiga akan 
dibahas tentang hukum-hukum. 


^ Dha'if. HR. Syafi'i dalam Al Musnad (737), dan Al Baihaqi (4/348) dengan 
lafazh, 

"Ibadah haji adalah jihad. Dan umrah adalah ibadah tathawwu'." 

Abu Shalih Al Hanafi adalah Abdurrahman bin Qais bin Al Wustha' dari 
kalangan tabi'in. Az-Zahabi dan Ibnu Hajar menilainya tsigah berdasarkan 
kriteria ini, walau sanadnya terputus. 

Hadits tersebut diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Majah dari Thalhah bin 
'Ubaidillah secara marfu', dan dalam sanadnya terdapat Umar bin Qais Al 
Makki yang terkenal dengan "Sindal". Ibnu Hajar berkomentar, "Dia adalah 
perawi yang matruk (ditinggalkan)." 

Begitu pula Ath-Thabrani meriwayatkan secara maushul dalam Al Mujam Al 
Kabir (11/442 dan 12/252) dari Ibnu Abbas RA. Dalam sanadnya terdapat 
Muhammad bin Fadhl bin 'Athiyah. Ibnu Hajar mengomentari, "Para ulama 
mendustakannya, dan Az-Zahabi berkata, 'Para ulama meninggalkannya'." 
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Kini mari kita mulai pembahasan tentang berbagai amalan yang 
hendaknya dilakukan selama ibadah ini. Dan diantara keempat manasik 
ini (tiga macam haji dan sebuah umrah) berkaitan dengan perbuatan 
khusus yang patut dilakukan untuk masing-masing Jenisnya, 

Kami akan mulai pembahasannya dari hal-hal yang berkaitan 
(dalam keempat Jenis ibadat ini), kemudian akan kita lanjutkan dengan 
beralih kepada amalah-amalan khusus yang dimiliki masing-masing Jenis 
ibadah ini. 

Kami katakan bahwa yang pertama kali dikerjakan dalam haji dan 
umrah adalah ihram. 


A. Syarat-Syarat Ihram 

Syarat-syarat ihram terkait dengan tempat dan waktu. Adapun 
syarat-syarat tempat dikenal dengan istilah mawaagiitul hajj (waktu- 
waktu untuk berhaji). 


1. Miqat tempat 

Para ulama telah bersepakat bahwa mawaagiit (miqat-miqat) 
tempat yang ditentukan untuk berihram adalah: 

a. Dzul Hulaifah bagi penduduk kota Madinah. 

b. Al Juhfah bagi penduduk Syam. 

c. Qarn bagi penduduk Najd dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. 

Itu semua telah ditetapkan oleh Nabi SAW dalam hadits dari Ibnu 
Umar RA^^^ dan perawi lainnya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang miqat penduduk Irak: 

a. Jumhur fuqaha dari berbagai negeri mengatakan: miqat 
penduduk Irak berada di daerah Dzatu ’lrq. 

b. Syafi'i dan Ats-Tsauri mengatakan: Jika mereka hcr-ihlal di 
'Aqiq, itu lebih disukai. 


™ Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1525), Muslim (1182), Abu Daud (1737), An- 
Nasa'i (2650) dan Ibnu Majah (2914). 
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Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang menentukan miqat 
bagi penduduk Irak; 

a. Sekelompok ulama mengatakan: yang menentukannya adalah 
Umar bin Khaththab RA. 

b. Kelompok lainnya mengatakan: Rasulullah SAW-lah yang telah 
menentukan miqat bagi penduduk Irak untuk berada di Dzatu 'lrq dan 
'Aqiq. Ketetapan ini diriwayatkan dalam hadits dari Jabir bin Abdullah^^^, 
Ibnu Abbas™ dan 'Aisyah RA. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melewati miqat ini 
dan berniat untuk berihram namun tidak sempat mengenakannya, maka 
dia wajib membayar dam (denda). 

Diantara ulama ada yang berpendapat: jika dia kembali ke 
miqatny& lalu kembali berihram dari sana, maka dendanya pun gugur. 
Diantara kalangan yang berpendapat demikian adalah Syafi'i. 

Ada juga yang berpendapat: dendanya tidak gugur meskipun dia 
kembali. Ini adalah pendapat Malik. 

Sekelompok ulama berpendapat; dia tidak terkena denda. 

Ulama lainnya berpendapat: jika dia tidak kembali ke miqatnya, 
maka hajinya batal. Jadi, dia harus kembali ke miqatr\ya dan berihram 
untuk umrah. Permasalahan ini akan disebutkan pada bagian hukum- 
hukum. 

Jumhur ulama menilai bahwa orang yang tempat tinggalnya 
sebelum batas miqat, maka dia dapat berihram dari rumahnya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang tempat tinggalnya 
di luar batas miqat, manakah yang lebih utama untuk dilakukan; berihram 
untuk haji dari miqat, ataukah dari rumahnya. 

a. Sekelompok ulama mengatakan; yang lebih afdhal adalah agar 
dia berihram dari rumahnya. Dan berihram dari miqat merupakan 


™ Shahih. HR. Muslim (1184), Ibnu Majah (2915), Ahmad (3/333 dan 336), serta 
Al Baihaqi (5/27). 

™ Hadits Munkar. Lafazhnya adalah: Rasulullah SAW menentukan migat 
penduduk negeri-negeri timur di daerah 'Aqiq." (HR. Abu Daud [1740], At- 
Tirmizdi [832], Ahmad [1/344], dan Al Baihaqi [5/28]. Al Albani berkata dalam 
Dha'if Sunan Tirmizdi, "Hadits iwuwAar.") 
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b. Ulama lainnya berpendapat; Yang harus berihram hanyalah 
orang yang hendak menunaikan ibadah haji atau umrah. Hukum ini 
seluruhnya hanya berlaku bagi non penduduk Makkah. 

Adapun bagi penduduk Makkah, mereka dapat berihram untuk haji 
dari tempat tinggalnya. Atau jika hendak menunaikan umrah mereka 
harus keluar terlebih dahulu pergi ke daerah yang halal. 

Tentang persoalan kapan penduduk kota Makkah harus berihram 
untuk ibadah haji. Ada pendapat yang mengatakan: jika mereka telah 
melihat hilal. Ulama lainnya berpendapat: ketika para jamaah haji 
lainnya telah pergi menuju Mina. 

Inilah pembahasan tentang miqat tempat berihram yang menjadi 
syarat bagi semua jenis ibadah ini (haji dan umrah). 


2. waktu 

Adapun tentang miqat waktu, perkara ini juga ditentukan untuk 
ketiga jenis ibadah haji di atas. Yaitu: bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan 
sembilan hari di bulan Dzulhijjah, menurut kesepakatan ulama. 

a. Malik berkata: Tiga bulan tersebut seluruhnya adalah waktu 
pelaksaan ibadah haji. 

b. Syafi'i berkata; Dua bulan sembilan hari di bulan Dzulhijjah. 

c. Sedangkan Abu Hanifah berkata: (Dua bulan) sepuluh hari. 

Dalil pendapat Malik adalah keumuman firman Allah SWT, 




"(Musim) haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. ’’ (Qs. Al 
Baqarah [2]: 197), 

Ayat ini maknanya harus digeneralisir hingga mencakup semua 
bilangan hari-hari selama bulan Dzulhijjah. Karena, pijakan asalnya 
adalah seluruh bilangan hari-hari bulan Syawwal dan Dzulqa'dah. 

Dalil kelompok kedua (madzhab Syafi'i) adalah berakhirnya ihram 
sebelum habis bulan ketiga, selepas menyelesaikan amalan-amalan yang 
diwajibkan dikerjakan. Hasil beda pendapat ini membuat kebolehan 
diakhirkannya thawaf Ifadhah hingga akhir bulan ketiga musim haji. 
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Malik memakruhkan orang yang berihram sebelum bulan-bulan 
haji, namun demikian ihramnya tetap sah. Ulama lain berpendapat: 
Ihramnya tidak sah. Syafi'i menilai: Ihramnya dihukumi sebagai ihram 
umrah. 


Ulama yang menyamakan ihram dengan waktu shalat berpendapat: 
Tidak sah dilakukan sebelum tiba waktunya. Dan ulama yang berpegang 
dengan keumuman firman Allah SWT, 


< " ^ » l i- 

Aii 3Ij Ij 


"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (Qs. 
Al Baqarah [2]: 196) 


menilai: Kapan saja seseorang berihram, ihramnya adalah sah, karena dia 
diperintahkan untuk menyempurnakan ihramnya. 

Kalangan ulama yang berpendapat demikian mungkin menyamakan 
kedudukan haji dengan umrah, dan miqat waktu bagi haji dengan migat 
bagi umrah. 

Sedangkan pendapat madzhab Syafi'i dibangun berdasarkan 
pendapat bahwa orang yang mengerjakan suatu ibadah di waktu ibadah 
lainnya, maka ibadah pertamanya berubah menjadi ibadah yang kedua. 
Seperti mengerjakan puasa nadzar di bulan Ramadhan. Prinsip ini masih 
diperselisihkan oleh madzhab Maliki. 


Tentang umrah, para ulama bersepakat bahwa umrah boleh 
dikerjakan setiap waktu sepanjang tahun. Karena, sejak zaman Jahiliah 
dulu, umrah tidak pernah dilakukan pada musim haji. Kebolehan itulah 
makna dari sabda Nabi SAW, 




"Ibadah umrah boleh dilakukan di saat haji (haji tamattuj (dan ini 
berlaku) hingga datangnya hari Kiamat kelak. 

Sedangkan Abu Hanifah berkata: Umrah boleh untuk dilakukan 
setiap waktu sepanjang tahun, kecuali pada hari 'Arafah, hari 


™ Shahih. HR. Muslim (1241), Abu Daud (1790), An-Nasa'i (5/181) dan dalam ,4/ 
Kubra' (3797), serta Ahmad (1/341). 
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penyembelihan kurban dan hari-hari Tasyrik. Pada waktu-waktu 
demikian umrah makruh untuk dilakukan. 

Para ulama berbeda pendapat tentang umrah yang dikerjakan 
berulang-ulang selama satu tahun; 

a. Malik menganjurkan untuk menunaikan umrah tiap setahun 
sekali, jika mengerjakannya dua atau tiga kali dalam setahun, hukumnya 
adalah makruh. 

b. Sedangkan Syafi'i dan Abu Hanifah berkata: itu tidak 
dimakruhkan. 

Inilah pembahasan tentang syarat-syarat ihram, waktu dan 
tempatnya. Selayaknya pembahasan berikutnya adalah tentang ihram, 
namun sebelum tema ini dibahas, akan dibahas terlebih dahulu tentang 
beberapa perkara yang harus ditinggalkan selama berihram. Lalu 
pembicaraan dilanjutkan tentang amalan-amalan khusus bagi orang yang 
berihram sampai masa dia bertahallul. Termasuk di dalamnya semua 
seluruh amalan-amalan haji dan berbagai larangannya. Kemudian kami 
bahas tentang hukum-hukum terhadap pelanggaran larangan-larangan 
dan amalan yang disyari'atkan. 

Kami mulai dengan larangan-larangan (selama mengerjakan ibadah 

ini). 


3. Larangan-larangan (hal-hal yang mubah dilakukan saat 
berihram) 


Yang menjadi dasar pembicaraan dalam pembahasan ini adalah 
hadits Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar RA, bahwa seseorang 
bertanya kepada Rasulullah SAW, "Pakaian apakah yang layak 
dikenakan oleh seorang yang berihram?" Rasulullah SAW menjawab, 




"Janganlah kalian memakai gamis (baju panjang), tudung kepala, 
celana panjang, mantel dan sepatu, kecuali orang yang tidak memiliki 
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sandal malui dia boleh memakai sepatu namun (hendaknya) dia potong 
bagian bawah mata kakinya, dan janganlah kalian memakai pakaian 
yang dibubuhi minyak zafaran, serta yang dicelup cairan berwarna. 

Para ulama bersepakat dalam beberapa aspek hukum hadits ini. 
Namun, mereka juga berbeda pendapat pada beberapa hukum lainnya; 


a. Pakaian yang berjahit 

Para ulama sepakat bahwa orang yang berihram tidak boleh 
memakai gamis dan semua barang yang disebutkan dalam hadits tersebut 
di atas. Serta pakaian yang semisal dengannya, berupa pakaian yang 
berjahit. Larangan ini hanya berlaku bagi laki-laki, karena wanita 
diperbolehkan untuk mengenakan gamis, daster, celana kulot, sepatu dan 
kerudung. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang tidak memiliki 
sesuatu yang dipakai selain celana panjang, bolehkah dia memakainya 
saat berihram? 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat; Dia tidak boleh memakai 
celana panjang, jika terus dipakai maka dia wajib membayar fidyah. 

2. Sedangkan Syafi'i, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan Daud Azh-Zhahiri 
berpendapat: Jika tidak mendapatkan kain sarung, maka orang itu tidak 
wajib membayar apapun. 

Yang menjadi dasar pegangan madzhab Maliki adalah zhahir 
hadits Ibnu Umar RA yang telah disebutkan di atas, dia berkata, "Jika di 
dalamnya terdapat rukhshah (keringanan) tentulah Rasulullah SAW akan 
mengecualikannya, sebagaimana beliau mengecualikan hukum memakai 
khujfain (dua sepatu)." 

Sedangkan yang menjadi dasar pegangan kelompok kedua adalah 
hadits ’Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah dari^^^ Ibnu Abbas RA, 
dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 


Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (134, 1542, 1838 dan 1805), Muslim (1177), 
Abu Daud (1824), At-Tirmidzi (833), An-Nasa'i (5/133), Ahmad (2/29, 32, 77 
dan 119), Al Humaid (626), Ath-Thayalisi (1806), serta Ibnu Al Jarud (461). 
Pada seluruh naskah yang tercetak dituliskan dengan menggunakan kata 
sambung "dan". Padahal yang sebenarnya dengan kata sambung "dari" 
sebagaimana yang kami tetapkan di atas. 
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'Celana panjang (boleh dipakai) bagi yang tidak mendapatkan kain 
sarung, dan sepatu bagi yang tidak mendapatkan sandal'. 

Jumhur ulama membolehkan orang yang berihram untuk memakai 
sepatu yang dipotong bagian bawah mata kaki jika tidak mendapatkan 
sandal. 


Sedangkan Ahmad berpendapat: Bagi orang yang tidak 
mendapatkan sandal boleh memakai sepatu tanpa dipotong bagian bawah 
mata kakinya berdasarkan kemutlakan hadits Ibnu Abbas RA di atas. 

'Atha' berpendapat, "Memotongnya berarti melakukan kerusakan, 
padahal Allah SWT tidak menyukai kerusakan." 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang memakai sepatu 
yang dipotong bagian bawah mata kakinya saat dia mendapatkan sandal. 

1. Malik berpendapat: Jika demikian, maka dia wajib membayar 
fidyah. Ini juga merupakan pendapat Abu Tsaur. 

2. Sedangkan Abu Hanifah mengatakan: Dia tidak wajib membayar 
fidyah. 

3. Syafi'i berpendapat dengan dua pendapat di atas. 

Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang berihram tidak 
boleh memakai pakaian yang dicelupkan ke cairan berwarna atau pula 
za'faran. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadits dari Ibnu 
Umar RA, 


"Janganlah liar memakai pakaian yang dicelupkan za'faran dan 
cairan berwarna. 

Para ulama berbeda pendapat tentang pakaian yang dicelupkan 
dengan warna kuning. 

I. Malik berkata; tidak mengapa karena itu bukan minyak wangi. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1841 dan 1843), Muslim (1178), Abu Daud 
(1829), An-Nasa'i (5/132), serta Ahmad (1/279 dan 285). 

Muttafag 'Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berkata; perwarna kuning termasuk 
minyak wangi, dan pelakunya wajib membayar fidyah. Ber-hujjah 
kepada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Ali RA; Bahwa 
Nabi SAW melarang memakai pakaian yang keras dan kasar, serta 
pakaian yang dicelupkan dengan warna kuning.’^^ 

Para ulama bersepakat bahwa wanita yang berihram harus menutup 
wajahnya, kepala dan rambutnya, serta menjulurkan pakaiannya dari atas 
kepala hingga menutupi wajah dengan kain tipis dan lembut demi 
menjaga dari pandangan kaum laki-laki. Sebagaimana diriwayatkan dari 
'Aisyah RA, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW saat kami 
sedang berihram. Jika lewat di hadapan kami seorang pengendara, kami 
segera menjulurkan pakaian kami dari atas kepala hingga menutupi wajah 
kami. Dan jika dia telah berlalu, maka kami buka kembali. 

Tentang menutup wajah wanita, disebutkan pula dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Malik dari Fathimah binti Mundzir, dia berkata, "Kami 
bersama 'Asma binti Abu Bakar RA menutup wajah-wajah kami saat 
kami sedang berihram."’^’ 

Para ulama berbeda pendapat tentang laki-laki yang tengah 
berihram lalu menutup wajahnya, setelah adanya kesepakatan para ulama 
tidak bolehnya laki-laki menutup kepalanya saat berihram. 

1. Malik meriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa bagian kepala 
setelah kerongkongan tidak boleh ditutup. Inilah pendapat yang diyakini 
madzhab Maliki. Diriwayatkan pula dari Malik; Jika seseorang 
mengerjakannya (menutupi kepala saat berihram) dan tidak melepasnya, 
maka dia harus membayar fidyah. 

2. Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Abu Daud, Abu Tsaur menilai 
bahwa laki-laki yang tengah berihram boleh menutup wajahnya hingga 
kedua alisnya. Pendapat ini diriwayatkan dari beberapa kalangan sahabat. 


Shahih. HR. Muslim (480 dan 2078), Abu Daud (4044, 4045 dan 4046), At- 
Tirmidzi (264, 1725 dan 1737), An-Nasa'i (2/189, 8/168 dan 169), Ibnu Majah 
(3602), Ahmad (1/92, 114 dan 126), serta Abdurrazzaq (2832). 

Dha'if. HR. Abu Daud (1833), Ibnu Majah (2935), Ahmad (6/30), dinilai shahih 
oleh Ibnu Khuzaimah (2691), Ad-Daruquthni (2/294 dan 295), serta Al Baihaqi 
(5/48). Dinilai dha'if oleh Al Albani dalam Dha'if Abu Daud. 

Sanadnya shahih. HR. Malik dalam Al Muwaththa' {1132% dan 718). 


Bidayatul Mujtahid 677 



Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dan 
Sa'ad bin Abu Waqqash RA. 

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang memakai sarung 
tangan: 

1. Malik berkata: Jika seorang wanita berihram memakai sarung 
tangan, maka dia wajib membayar fidyah. 

2. Ats-Tsauri memberi keringanan, berdasarkan pendapat yang 
diriwayatkan dari 'Aisyah RA. 

Hujjah pendapat Malik adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu 
Daud dari Nabi SAW: Bahwa beliau melarang (seorang wanita berihram 
memakai) cadar dan sarung tangan."’^* 

Sebagian perawi meriwayatkan hadits tersebut secara mauguf 
(terhenti) sampai kepada Ibnu Umar RA, dan sebagian perawi menilainya 
sebagai hadits shahih. Dengan kata lain, hadits tersebut marfu' 
(terangkat) sampai kepada Nabi SAW. 

Ini semua adalah masalah populer di kalangan ulama seputar hal- 
hal yang diperselisihkan dan yang disepakati dalam masalah pakaian. 
Pokok utama sebab beda pendapat mereka adalah beda penerapan qiyas 
terhadap beberapa perkara yang tidak dijelaskan hukumnya secara rinci 
oleh syari'at (maskut) terhadap hal-hal yang mantug (pemahaman 
langsung dari suatu hukum/wa^/i). Serta adanya beberapa penafsiran dari 
lafazh yang mantug disertai dengan beda dalam penetapan sah atau 
tidaknya lafazh tersebut. 


b. Minyak wangi 

Para ulama telah bersepakat terlarangnya segala jenis minyak 
wangi bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah ketika sedang 
berihram. 

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya sisa minyak wangi 
yang dipakai sebelum ihram bagi orang yang berihram. Dan sekelompok 
ulama memakruhkannya. Sekelompok lainnya membolehkannya. 


Shahih. HR. Al Bukhari (1838), Abu Daud (1825), At-Tirmidzi (833), dan An- 
Nasai(5/133). 
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Diantara yang memakruhkannya adalah Malik, berdasarkan riwayat 
dari Umar bin Khaththab RA. Dan merupakan pendapat Ustman bin 
Affan, Ibnu Umar RA dan segolongan tabi'in. Diantara ulama yang 
membolehkannya adalah Abu Hanifah, Syafi'i, Ats-Tsauri, Ahmad dan 
Daud Azh-Zhahiri. 


Hujjah Malik adalah hadits dari Shafwan bin Ya'la yang disebutkan 
dalam Shahihain: Bahwa seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW 
mengenakan jubah yang berlumur minyak wangi, seraya berkata, "Wahai 
Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang 
berihram untuk umrah dengan mengenakan Jubah yang telah dilumuri 
minyak wangi?" Setelah itu turunlah wahyu Allah SWT kepada beliau 
SAW. Dan setelah beliau tersadar, beliau bertanya, "Mana lelaki yang 
menanyakan tentang umrah tadi?" Lelaki itu pun dicari lalu dihadapkan 
kepada beliau, maka beliau SAW bersabda. 


p A^sJl jiip iL-pli di) c^JlII iL-JaJl 1^1 

y .'f y , P y ^ ^ ^ \ mf ^ ^ 

^ di)^ C. 
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"Adapun minyak wangi yang melekat ditubuhmu maka cucilah tiga 
kali, dan tanggalkanlah jubah tersebut, setelah itu kerjakanlah yang 
kamu inginkan dalam umrahmu sebagaimana yang kamu kerjakan dalam 
hajimu. 


Begitulah ringkas haditsnya, dan pengertiannya telah kami utarakan 
dalam pembahasan yang lalu. 


Sedangkan yang menjadi dasar pegangan kelompok kedua adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari ’Aisyah RA, dia berkata, "Aku 
pernah memberi wewangian di kepala Rasulullah SAW saat beliau 
hendak berihram dan beliau pun her-tahallul sebelum mengerjakan 
thawaf di Ka'bah."’'*” 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1536, 1789, 1837 dan 4985), Muslim (1180), 
Abu Daud (1819), At-Tiimidzi (836), An-Nasa'i (5/130), Ahmad (4/222 dan 
224), serta Al Humaidi (790 dan 791). 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1539 dan 1754), Muslim (1189), Abu Daud 
(1745), An-Nasa'i (5/126 dan 137), Ibnu Majah (2926), serta Ahmad (6/39, 81, 
214 dan 238). 
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Kelompok pertama mengkritisi hadits yang diriwayatkan dari 
'Aisyah RA ini, karena telah sampai kepadanya pengingkaran Ibnu Umar 
RA terhadap seseorang yang berihram dengan memakai minyak wangi 
sebelum ihramnya. Dia ('Aisyah RA) berkata, "Semoga Allah merahmati 
Abu Abdurrahman, aku yang meminyaki Rasulullah SAW lalu beliau 
menggilir istri-istrinya, kemudian pagi harinya beliau berihram."^'" 

Kalimat, "...beliau menggilir istri-istrinya..." tentu setelah itu 
beliau melakukan mandi janabah, maka yang tersisa hanyalah sisa (bekas 
harumnya) minyak wangi tersebut. Dan ini tidak berarti beliau 
melakukan pelanggaran atas dirinya sendiri. 

Selanjutnya para ulama berkata, "Karena telah ada ijma' yang 
menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh 
orang yang berihram di permulaannya, berarti dia (juga diharamkan 
melakukannya) ketika sedang berihram. Seperti memakai pakaian (yang 
berjahit) atau berburu hewan yang tidak boleh terus dilakukannya ketika 
sedang berihram. Begitu pula halnya memakai minyak wangi." 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara atsar- 
atsar dalam hukum ini. 


c. Menggauli wanita 

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa menggauli istri pada 
musim haji ketika sedang berihram hukumnya haram, berdasarkan firman 
Allah SWT, 

"Maka janganlah dia melakukan perbuatan keji, kefasikan dan 
bertengkar selama menunaikan ibadah haji." (Qs. Al Baqarah [2]: 197) 


d. Membuang kotoran dan menguraikan rambut 

Namun demikian, para ulama bersepakat bolehnya bagi orang yang 
berihram untuk mencuci kepalanya saat mandi janabah. Dan mereka 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (267 dan 270), Muslim (1192), An-Nasa'i 
(5/141), dan Ahmad (6/175). 
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berbeda pendapat tentang makruhnya mencuci kepala tanpa disebabkan 
oleh janabah. 

1. Jumhur ulama menilai: tidak mengapa seseorang mencuci 
kepalanya. 

2. Sedangkan Malik memakruhkannya. Yang menjadi dasar 
pegangannya adalah atsar yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar 
RA tidak mencuci kepalanya saat berihram kecuali disebabkan oleh 
janabah^ 

Dan yang menjadi dasar pegangan Jumhur ulama adalah sebuah 
hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah bin Jubair RA, 
"Bahwa Ibnu Abbas RA dan Miswar bin Makhramah berselisih pendapat 
(dalam hal ini) saat berada di Abwa’, Ibnu Abbas berkata, 'Orang yang 
berihram boleh mencuci kepalanya.' Sedangkan Miswar berkata, 'Orang 
yang berihram tidak boleh mencuci kepalanya'." 

(Ibnu Jubair) berkata, "Lalu Ibnu Abbas RA mengirimku kepada 
Abu Ayyub Al Anshari. Lalu kulihat Abu Ayyub sedang mandi diantara 
dua batu besar sambil menutupi tubuhnya dengan pakaian (kain). 
Kemudian kuucapkan salam kepadanya, dan dia berkata, 'Siapa itu?' 
Kujawab, 'Abdullah bin Jubair, aku diutus oleh Ibnu Abbas kepadamu 
untuk menanyakan bagaimana Rasulullah SAW mencuci kepalanya saat 
beliau berihram?' Lalu Abu Ayyub meletakkan tangannya di atas pakaian 
(kain) tersebut dan mengibaskannya hingga terlihat kepalanya olehku, 
kemudian dia menyuruh seseorang untuk menyiramkan air di atas 
kepalanya, maka disiramlah kepalanya, lalu dia mengeramasi kepala 
bagian depan dan belakang, lantas berkata, 'Begitulah kulihat Rasulullah 
SAW mengerjakannya'." 

Dan Umar bin Khaththab RA mencuci kepalanya saat sedang 
berihram, seraya berkata, "Tidaklah air itu hanya akan menambah 
kesegaran badan." (HR. Malik dalam yl/ Muwaththa'^^"^ 

Malik memahami hadits dari Abu Ayyub ini di atas untuk konteks 
mandi janabah. Hujjah-nya adalah ijma' para ulama bahwa orang yang 


Sanadnya Shahih. HR. Malik dalam Al Muwaththa' {]/324 dan 706). 

Muttafag 'Alaih. H R. Al Bukhari (1840), Muslim (1205), Abu Daud (1840), An- 
Nasa'i (5/128), Ibnu Majah (2934), Ahmad (5/418), Al Humaidi (379), dan Ibnu 
Al Jarud (441). 
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berihram dilarang membunuh kutu, mencabut rambut dan membuang 
kotoran, padahal orang yang mandi sudah pasti akan melakukan semua 
itu atau sebagiannya. 

Para ulama telah bersepakat dalam melarang orang yang berihram 
untuk mencuci kepalanya dengan khatmaa'.^^^ Malik dan Abu Hanifah 
berkata; jika dia melakukannya, maka dia wajib membayar fidyah. 
Sedangkan Abu Tsaur dan ulama lainnya mengatakan: dia tidak wajib 
membayar apa-apa. 

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya orang 
yang tengah berihram memasuki kamar mandi (WC). 

1. Malik memakruhkannya. Dia berpendapat bahwa orang berihram 
yang memasuki wajib membayar fidyah. 

2. Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'i, Ats-Tsauri dan Daud Azh- 
Zhahiri berpendapat: tidak mengapa dia melakukannya. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa dia memasuki kamar 
mandi dari dua jalan yang berbeda.^'*^ 

(Menurut kami) sebaiknya memasuki kamar mandi dimakruhkan, 
karena seorang yang tengah berihram untuk membuang kotoran. 


e. Berburu 


Larangan hal ini telah disepakati oleh para ulama, berdasarkan 
firman Allah SWT, 



^ i 

L* i > t y*? 3 


"Dan diharamkan atas kalian berburu binatang buruan darat 
selama kalian berihram ." (Qs. Al Maa'idah [5]: 96); 

Dan firman-Nya, 


Sejenis tumbuhan yang digunakan untuk mencuci rambut. 

Dha'if. Lafazhnya adalah; Bahwa Ibnu Abbas memasuki kamar mandi saat 
berada di Juhfah dalam keadaan sedang berihram. Dia berkata, "Tidaklah Allah 
memberatkan kita dengan sesuatu lantaran kotoran-kotoran diri kita ini." (HR. 
Syafi'i dalam Al Musnad [1/523 dan 816], Ibnu Abi Syaibah dalam Al 
Mushannaf{2l3A6\ dan Al Baihaqi [5/63]. Kelemahananya terletak pada sosok 
Ibrahim bin Abi Yahya, guru Syafi'i yang tidak menuliskan haditsnya). 
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"Dan janganlah kalian membunuh binatang buruan sedangkan 
kalian dalam keadaan berihram. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 95) 

Para ulama bersepakat akan larangan bagi orang yang berihram 
untuk berburu dan memakan hasil buruannya. 

Tetapi, tentang bolehnya dia memakan hasil buruan orang yang 
halal melakukannya, para ulama berbeda pendapat menjadi tiga madzhab: 

1. Pendapat yang mengatakan bolehnya orang yang berihram secara 
mutlak untuk memakannya. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, yang 
merupakan perkataan Umar bin Khaththab RA dan Zubair bin Awwam 
RA. 

2. Sekelompok ulama berpendapat: Itu diharamkan bagi orang yang 
tengah berihram. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ali bin Abu 
Thalib dan Ibnu Umar RA, serta yang menjadi pegangan madzhab Ats- 
Tsauri. 

3. Sedangkan Malik berkata: Hewan yang tidak diperuntukkan 
bagi orang yang berihram atau sekelompok ulama yang sedang berihram, 
maka dia halal. Tetapi hewan yang sengaja diburu untuk orang yang 
berihram, maka itu haram baginya. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara berbagai atsar 
yang ada dalam masalah ini. 

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Qatadah yang 
menyebutkan bahwa dia pernah bersama Rasulullah SAW, dan ketika 
mereka tiba di persimpangan Jalan kota Makkah, dia berpisah dari teman- 
temannya yang sedang berihram karena dia sedang tidak berihram. Saat 
itu dia melihat keledai liar, maka dia bergegas menaiki kudanya dan 
meminta kawan-kawannya untuk mengambilkan cambuknya, namun 
mereka enggan memberikannya. Kemudian dia meminta tombaknya 
kepada mereka, dan mereka pun enggan memberikannya. Akhirnya dia 
mengambilnya sendiri dan melemparkannya ke arah keledai itu hingga 
membunuhnya. Lalu beberapa sahabat Rasulullah SAW memakan 
dagingnya dan sebagian diantara mereka tidak memakannya. Ketika 
mereka bertemu Rasulullah SAW, mereka menanyakan hal tersebut. 
Maka beliau SAW bersabda. 
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.Aill 4-».*i? Caji 


"(Daging) itu hanyalah hidangan makanan, yang Allah beri 
makanan-Nya kepada kalian. 

Ada pula hadits dari Thalhah bin 'Ubaidillah yang disebutkan oleh 
An-Nasa'i: bahwa Abdurrahmaan At-Tamimi berkata, "Kami pernah 
bersama Thalhah bin 'Ubaidillah saat kami sedang berihram, kemudian 
ada yang menghadiahkan kepadanya daging kijang saat dia sedang 
tertidur, lalu sebagian diantara kami memakannya. Lalu ketika dia 
terbangun dan melihat kami tengah menyantap daging tersebut, dia pun 
lantas berkata, 'Kami pernah memakannya bersama Rasulullah SAW'."’'*’ 

2. Hadits Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan pula oleh Malik; 
Bahwa Rasulullah SAW pernah dihadiahkan daging keledai liar saat 
beliau berada di daerah Abwa' atau Wuddan. Lalu beliau menolaknya dan 
bersabda, 


j>~ Lil '-’i 


"Sesungguhnya kami tidak pernah menolak pemberianmu, 
sayangnya (saat ini) kami sedang berihram. 

Ada penyebab lain beda pendapat ulama ini, yaitu apakah larangan 
memakan hewan ini terkait dengan membunuhnya, ataukah larangan itu 
berdiri sendiri-sendiri? 

Ulama yang mengambil hadits dari Abu Qatadah sebagai pegangan, 
mengatakan bahwa larangan memakan hewan tersebut terkait dengan 
tindakan membunuh. Sedangkan ulama yang mengambil hadits Ibnu 
Abbas RA sebagai pegangan, mengatakan bahwa larangan tersebut 
berdiri sendiri. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1823, 2914 dan 5492), Muslim (1196), Abu 
Daud (1852), At-Tirmidzi (847), An-Nasa'i (5/182), Ahmad (5/301), Al 
Humaidi (424), dan Abdurrazzaq (8338). 

Shahih. HR. Muslim (1197), An-Nasa'i (5/182), Ahmad (1/161 dan 162), At- 
Thayalisi (232), Abdurrazzaq (8336) dan Ad-Darimi (2/39). 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1825), Muslim (1194), An-Nasa'i (5/185), 
Ahmad (1/230, 238 dan 361). 


684 Bidayatul Mujtahid 



Sehingga kelompok yang mengambil cara tarjih (menguatkan salah 
satu dalil) hadits-hadits ini mengatakan: Boleh mengambil hadits dari 
Abu Qatadah maupun hadits dari Ibnu Abbas RA. 


Sedangkan kelompok yang mengambil cara jam' (kompromi) yang 
merupakan madzhab ketiga mengatakan bahwa mengompromikan hadits- 
hadits tersebut adalah lebih utama. Mereka menguatkan pendapat mereka 
dengan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, dari 
Nabi SAW, beliau bersabda. 


t j' ^ 

0 / I® *' f Q * ^0 .f Q i®!»'' ^ ^ 9 9 /r ^''ll 
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"Binatang buruan darat halal bagi kalian saat kalian sedang 
berihram, selama kalian tidak menangkapnya sendiri atau 
memerintahkan orang lain untuk menangkapnya. 


Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang terpaksa harus 
memakan bangkai ataukah dia boleh berburu di tanah haram: 

1. Malik, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Zafar dan jamaah berkata: 
Apabila dia sekarat (terpaksa) lebih baik dia memakan bangkai dan 
daging babi, tetapi tidak boleh berburu. 

2. Abu Yusuf berkata: Dia boleh berburu dan memakannya, asalkan 
membayar gantinya. 

Pendapat pertama baik untuk dilakukan dalam upaya menjaga 
larangan. Sedangkan pendapat Abu Yusuf adalah qiyas yang sangat tepat, 
karena (bangkai dan daging babi) dzatnya memang haram, sedangkan 
binatang buruan itu terlarang karena maksud dan tujuan tertentu. Karena, 
sesuatu yang diharamkan berdasaarkan sebab tertentu itu lebih ringan 
daripada sesuatu yang memiliki dzat yang diharamkan. Dan binatang 
yang dzatnya diharamkan lebih berat konsekuensinya. 


Dha'if. HR. Abu Daud (1851), At-Tirmidzi (846), An-Nasa'i (5/187), Ad- 
Daruquthni (2/290), namun dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2641) dan 
IbnuHibban (3971). 

Hadits ini dinilai dha'if oleh Al Albani, tetapi dinilai shahih oleh Al Hakim 
(1 /452) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. 
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Lima perkara tersebut di atas semuanya telah disepakati kaum 
muslimin akan larangnya untuk dilakukan oleh orang yang sedang 
berihram. 


f. Nikah orang yang berihram 

Para ulama berbeda pendapat tentang nikahnya orang yang tengah 
berihram: 

1. Malik, Syafi'i, Al-Laits dan Al Auza'i menilai: Orang yang 
berihram tidak boleh melangsungkan akad nikah dan tidak pula 
dinikahkan. Jika dia tetap menikah, maka nikahnya itu batal. Ini adalah 
perkataan Umar bin Khaththab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar dan Zaid 
bin Tsabit RA. 

2. Sedangkan Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berkata: Orang yang 
berihram tidak mengapa melangsungkan akad nikah ataupun dinikahkan. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan atsar-atsar yang 
dijadikan sebagai pegangan. 

Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari 
Utsman bin Affan RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

'i J ^ ^ 

"Orang yang sedang berihram tidak boleh melangsungkan akad 
nikah dan dinikahkan, serta tidak boleh meminang. 

Sedangkan hadits dari Ibnu Abbas RA berikut ini bertolak belakang 
dengan hadits di atas: Bahwa Rasulullah SAW menikahi Maimunah RA 
saat beliau sedang berihram.’^' (Diriwayatkan oleh para ahli hadits-hadits 
shahih). Hanya saja hadits ini berbenturan dengan banyak hadits-hadits 
dari Maimunah RA sendiri: Bahwa Rasulullah SAW menikahinya dan 
beliau sudah dalam keadaan halal.’” (Hadits ini diriwayatkan dari 


Shahih. HR. Muslim (1409), Abu Daud (1841 dan 1842), At-Tirmidzi (840), 
An-Nasa'i (5/192), Ibnu Majah (1966), serta Ahmad (1/64 dan 68). 

’’’ Shahih. HR. Al Bukhari (4258 dan 4259), Abu Daud (1844), At-Tirmidzi (842 
dan 843), An-Nasa'i (5/191), dan Ahmad (1/245). 

Shahih. HR. Muslim (1411), Abu Daud (1843), At-Tirmidzi (845), Ibnu Majah 
(1964), Ahmad (6/323 dan 335), Ad-Darimi (2/38), dan Ad-Daruquthni (3/262). 
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berbagai jalur dari Abu Rafi’, Sulaiman bin Yasar dan Zaid bin Al 
Asham). 

Di sini dapat dilakukan kompromi (jam') antara dua hadits tersebut. 
Yaitu dengan menghukumi hadits pertama berisi hukum makruh, 
sedangkan hadits kedua dihukumi berisi hukum mubah (boleh). 

Inilah beberapa masalah populer yang terlarang untuk dilakukan 
oleh orang yang sedang berihram. Sedangkan tentang waktu untuk ber- 
tahalluj akan kami sampaikan pada bab tentang amalan-amalan haji. 
Karena orang yang menunaikan umrah biasanya her-tahallul setelah 
selesai dari thawaf, sa'i dan mencukur, dan para ulama berbeda pendapat 
tentang kapankah orang yang menunaikan ibadah haji dapat melakukan 
tahallulnya. 

Nanti akan kami bahas setelah kami terangkan tentang larangan- 
larangan. Saat ini kami hanya akan membahas tentang amalan-amalan. 


4. Macam-macam haji 

Jama’ah haji yang berihram dapat berihram untuk umrah saja, 
untuk haji saja, atau untuk haji dan umrah sekaligus. Berihram haji dan 
umrah dapat dikerjakan dalam haji Tamattu' atau Qiran. 

Menurut hemat kami, terlebih dahulu akan dibahas ketiga macam 
ibadah haji ini. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang 
amalan yang dikerjakan oleh orang yang berihram pada masing-masing 
ibadah haji tersebut, dan apa saja yang khusus dikerjakan dalam satu 
persatu ibadah tersebut jika memang ada yang khusus. Begitu pula 
pembahasan tentang apa saja yang dikerjakan setelah berakhirnya ihram 
dari seluruh rangkaian prosesi ibadah haji. Imya' Allah. 


5. Jenis-jenis ibadah haji 

Haji Ifrad memiliki tata cara yang berbeda dengan haji Tamattu' 
dan Qiran. Maka, sepatutnya kami membahas tata cara haji Tamattu' 
terlebih dahulu, kemudian tata cara haji Qiran. 
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6. Haji Tamattu’ 

Para ulama bersepakat bahwa ibadah haji jenis ini adalah yang 
dimaksud dalam firman Allah SWT, 

Lli Jj j-Ls 


"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di 
bulan haji) wajiblah dia menyembelih kurban yang mudah didapat. ” (Qs. 
Al Baqarah [2]: 196), 

Maksudnya: seseorang her-ihlal dengan umrah dari miqat pada 
bulan-bulan haji, jika tempat tinggalnya di luar batas tanah haram. Lalu 
dia datang (dari miqat) hingga sampai di Ka’bah, kemudian langsung 
mengerjakan thawaf umrah, lalu bersa’i, dan setelah itu bercukur. 
Kemudian dia ber-tahallul di Makkah, dan melaksanakan ibadah haji di 
bulan-bulan haji tahun tersebut pula tanpa pulang dahulu ke negerinya. 

Kecuali apa yang diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata; 
Meskipun pulang ke negerinya, dia tetap dianggap mutamatti’ selama 
belum menunaikan haji. (Artinya, dia wajib menyembelih hewan kurban 
mutamatti’). Sebagaimana tertera dalam firman Allah SWT, 





L*.3 ijl ® 


"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di 
bulan haji) wajiblah dia menyembelih kurban yang mudah didapat. ” (Qs. 
Al Baqarah [2]: 196), 

Al Hasan juga berkata, "Umrah di bulan haji berarti mengerjakan 
haji Tamattu'." 

Thawus berkata, "Siapa saja yang berumrah di luar bulan-bulan haji 
kemudian menetap di sana hingga masuk bulan haji, lalu dia berhaji di 
tahun itu, berarti dia mutamatti ’." 

Para ulama telah sepakat bahwa ibadah haji yang dikerjakan oleh 
orang non penduduk sekitar Masjidil Haram berarti hajinya mutamatti’. 

Mereka berbeda pendapat tentang penduduk kota Makkah, apakah 
mereka boleh mengerjakan haji Tamattu’ ataukah tidak. 
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Ulama yang menilainya boleh, bersepakat bahwa yang 
melakukannya tidak dikenakan kewajiban membayar denda. Berdasarkan 
firman Allah SWT, 


^ ^ ^ -9 ^ 9 ^ ^ ^ 


"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang 
yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram (orang-orang 
yang bukan penduduk kota Makkah). ” (Qs. Al Baqarah [2]: 196) 

Para ulama pun berbeda pendapat tentang siapakah yang tergolong 
penduduk sekitar Masjidil Haram dan yang bukan. 

1. Malik berpendapat: Penduduk sekitar Ma.sjidil Haram adalah 
penduduk kota Makkah dan Dzu Thuwa, dan daerah yang jaraknya 
berdekatan dengan kota Makkah. 

2. Abu Hanifah menilai; Mereka adalah penduduk perbatasan dan 
sebelum miqat hingga kota Makkah. 

3. Syafi'i berkata dalam pendapatnya saat berada di Mesir: Mereka 
adalah penduduk daerah yang jaraknya sejauh dua malam perjalanan dari 
kota Makkah. Yakni yang persis sampai perbatasan miqat. 

4. Pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri berpendapat; Orang yang 
tinggal di wilayah haram. 

5. Ats-Tsauri berkata: Mereka hanyalah penduduk kota Makkah. 

6. Pendapat Abu Hanifah menyebutkan bahwa penduduk sekitar 
Masjidil Haram tidak boleh mengerjakan haji Tamattu'. 

7. Sedangkan Malik hanya memakruhkan saja. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan dalam menentukan 
jumlah minoritas dan mayoritas dalam istilah "penduduk sekitar Masjidil 
Haram". Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa penduduk kota 
Makkah disebut dengan "penduduk sekitar Masjidil Haram". Begitu pula 
sebaliknya bagi penduduk di luar perbatasan miqat dianggap sebagai 
penduduk yang tidak termasuk penduduk sekitar Masjidil Haram. 

Inilah tentang haji Tamattu’ yang masyhur itu. 
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Pengertian dari Tamattu' itu sendiri adalah seseorang bersenang- 
senang dengan tahallid-nya antara dua ibadah (umrah dan haji) yang 
dilakukan tanpa perjalanan kedua kali hingga tiba musim haji. 

Ada dua jenis haji Tamattu', dan para ulama berbeda pendapat 
tentangnya: 

I. Membatalkan haji untuk menunaikan umrah (yakni merubah niat 
dari ihram untuk haji menjadi ihram untuk umrah). Jumhur ulama dari 
generasi pertama dan kebanyakan para fuqaha memakruhkan hal itu. 

Sedangkan Ibnu Abbas RA membolehkannya dan inilah 
pendapatnya Ahmad dan Daud Azh-Zhahiri. 


Seluruh ulama bersepakat bahwa Rasulullah SAW pada tahun haji 
telah memerintahkan para sahabat untuk membatalkan ibadah haji dalam 
umrah. Yaitu sabda Rasulullah SAW, 
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"Seandainya aku mengetahui urusanku yang akan datang seperti 
yang telah lewat, maka tidak akan kubawa hewan sembelihan kurban, 
dan niscaya aku jadikan dia sebagai umrah. 

Dalam hadits tersebut Rasulullah memerintahkan orang yang tidak 
membawa hewan kurban dari sahabat-sahabatnya agar menggugurkan 
ihramnya dalam umrah. Dan pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri 
berpegang kepada dalil ini. 

Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa itu merupakan 
kekhususan bagi para sahabat Nabi SAW. Mereka h^T-hujjah dengan 
hadits dari Rabi’ah bin Abu Abdurrahman dari Harits bin Bilal Al 
Madani dari bapaknya, dia berkata: Aku berkata kepada Rasulullah 
SAW, "Apakah (perintah untuk membatalkan) itu hanya khusus bagi 
kami atau juga (berlaku) bagi orang-orang setelah kami?" Beliau SAW 
menjawab, "Khusus bagi kita saja. 


Muttafag 'Alaih Ini bagian dari hadits Jabir RA yang sangat panjang tentang 
hajinya Rasulullah SAW. 

Dha'if. HR. Abu Daud (1808), An-Nasa’i (5/179), Ahmad (3/469), Ad-Darimi 
(2/72), Ad-Daruquthni (2/241), dan dinilai dha'if oleh Al Albani. 
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Menurut pendapat pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri hadits ini 
tidak shahih, dan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk 
mengalahkan amalan hadits di atas. 

Diriwayatkan dari Umar RA, dia berkata, “Dua kesenangan yang 
ada di zaman Rasulullah S.AW, dan aku melarang keduanya, yaitu; nikah 
mut’ah dan haji Tamattu’.”’^^ 

Diriwayatkan dari Utsman RA, dia berkata, "Haji Tamattu’ hanya 
untuk kami dan bukan untuk kalian." 


Abu Dzar RA berkata, "Tidak boleh seorangpun setelah kami 
ketika berihram untuk menunaikan ibadah haji lalu dia gugurkan untuk 
umrah." 


Ini semua di samping z/jo/j/r firman Allah SWT, 

' 't f-"*-* t ^ 
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"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. ” (Qs. 
Al Baqarah [2]; 196) 

Pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri berpegang kepada hukum 
asal yaitu mengikuti perbuatan sahabat hingga ada dalil dari Al Qur'an 
dan Sunnah yang tsabit yang menunjukkan bahwa hal itu dianggap 
sebagai pengkhususan. 

Sebab beda pendapat ulama dalam masalah ini adalah masalah; 
apakah perbuatan sahabat difahami sebagai sebuah kondisi umum 
ataukah khusus. 

2. Yang menjadi pendapat Ibnu Zubair adalah bahwa Tamattu’ yang 
Allah sebutkan dalam firman-Nya di atas adalah Tamattu' bagi orang 
yang terhalang untuk mengerjakan haji karena penyakit atau dikepung 
musuh. 

Yaitu, jika seseorang hendak menunaikan ibadah haji lantas 
terkepung oleh musuh atau kendala lainnya hingga dia tidak dapat 
meneruskan hajinya sampai lewatnya hari-hari pelaksanaan ibadah haji. 


H R. Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (2/146). Diriwayatkan pula 
oleh Muslim (1249), Ahmad (3/325) dari Jabir RA dengan lafazh, “Dua 
kesenangan yang kami pernah kerjakan pada zaman Rasulullah SAW, Umar RA 
melarang keduanya, maka kami tidak pernah mengerjakannya kembali.” 
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Setelah itu barulah dia mendatangi Baitullah untuk melakukan thawaf 
dan sa’i, lalu ber-tahallul. Setelah itu dia senggang hingga tahun 
berikutnya, lalu dia tunaikan kembali hajinya {qadha') dan membawa 
hewan kurban. 

Tamattu' seperti ini tidak dikenal oleh ijma' ulama. Thawus juga 
memiliki pendapat yang syadz lainnya saat mengatakan, "Seorang 
penduduk Makkah, jika melakukan Tamattu' dari luar kota Makkah, 
wajib atasnya membawa hewan kurban." 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang memulai 
melakukan umrah di luar hari-hari musim haji, lalu mengerjakan amalan- 
amalannya di musim haji, dan setelah itu dia berhaji di tahun yang sama: 

1. Malik berkata: Umrahnya dihukumi sebagai umrah di bulan saat 
dia ber-tahallul. Jika dia ber-tahallul di bulan haji, berarti dia dianggap 
menunaikan haji Tamattu'. Namun jika dia bertahallul di luar bulan-bulan 
haji, maka dia tidak dapat disebut sebagai orang yang mengerjakan haji 
Tamattu'. 

2. Pendapat Abu Hanifah, Asy Syafi’i dan Ats-Tsauri hampir sama 
dengan Malik, hanya saja Ats-Tsauri mensyaratkan agar thawafnya 
dilakukan di bulan Syawwal. Inilah pendapat yang dipegang Syafi'i. 

Abu Hanifah berkata: Jika seseorang melakukan thawaf pada tiga 
putaran pertama di bulan Ramadhan, lalu mengerjakan empat putaran 
terakhir di bulan Syawwal, berarti dia telah melakukan haji Tamattu'. Jika 
kondisi sebaliknya (mengerjakan empat putaran pertama di bulan 
Ramadhan dan tiga putaran terakhir di bulan Syawwal), maka dia tidak 
dianggap sebagai orang yang mengerjakan haji Tamattu'. 

Abu Tsaur berkata: Jika seseorang mengerjakan umrah di luar 
bulan-bulan haji, baik thawafnya dikerjakan di bulan haji maupun di luar 
bulan haji, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang mengerjakan haji 
Tamattu'. 

Sebab perbedaan pendapat: Masalah: apakah seseorang dapat 
disebut menunaikan haji Tamattu' hanya dengan memulai ihram untuk 
umrah di bulan-bulan haji saja, ataukah dihitung bersama thawafnya 
juga? Lalu, jika diharuskan bersama thawaf, apakah seluruh putaran 
thawafnya harus dikerjakan di bulan-bulan haji tersebut ataukah boleh 
sebagiannya saja terlebih dahulu. 
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Abu Tsaur berkata: Tidaklah dikatakan sebagai orang yang 
menunaikan haji Tamattu' kecuali dia mengerjakan ihramnya di bulan- 
bulan haji, karena dengan ihram itu umrahnya benar. 

Syafi’i berkata: Thawaf merupakan rukun terbesar haji. Dan orang 
yang mengerjakannya dapat disebut sebagai orang yang menunaikan haji 
Tamattu'. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengerjakan 
sebagian amalan umrah di bulan-bulan haji, maka dia dianggap telah 
mengerjakan seluruhnya. 

Menurut Malik, syarat-syarat orang yang menunaikan haji Tamattu' 
ada enam: 

1. Menggabungkan antara haji dan umrah pada bulan yang sama. 

2. Dilakukan pada tahun yang sama. 

3. Mengerjakan suatu amalan umrah pada bulan-bulan haji. 

4. Mendahulukan umrah daripada haji. 

5. Memulai amalan haji setelah selesai dari umrah dan melakukan 
tahallul setelahnya. 

6. Bukan penduduk Makkah. 

Inilah gambaran tentang haji Tamattu' dengan perbedaan 
pendapat yang masyhur dan apa yang disepakati oleh para ulama. 


7. Haji Qiran 

Tata cara haji Qiran adalah: seseorang berihram dengan dua 
manasik sekaligus (umrah dan haji), atau berihram untuk umrah pada 
musim haji kemudian mengikutinya langsung dengan haji tanpa 
hcrtahallul dari umrahnya. 

Para pengikut madzhab Maliki berselisih pendapat tentang waktu 
yang dibolehkan untuk melakukannya. Ada yang mengatakan: Boleh 
dilakukan sebelum memulai thawaf, meskipun hanya satu putaran. 
Pendapat lain menyebutkan: Sebelum mengerjakan thawaf dan shalat 
sunah dua rakaat setelah thawaf, namun dimakruhkan saat sesudah 
thawaf dan sebelum shalat. Jika sudah dikerjakan, maka harus terus 
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ditunaikan. Pendapat lain menyebutkan; Boleh mengerjakan apa yang 
tersisa dari amalan umrah dari thawaf ataupun sa’i. 

Para pengikut madzhab Maliki ini bersepakat tentang orang yang 
berihram untuk berhaji dan tidak menyisakan amalan umrah selain 
mencukur kepala, berarti dia bukan orang yang mengerjakan haji Qiran. 

Jumhur ulama menilai bahwa orang yang menunaikan haji Qiran 
diwajibkan menyembelih hewan kurban seperti pada haji Tamattu' bagi 
orang non penduduk sekitar Masjidi! Haram. Kecuali Ibnu Al Majisyun 
(salah seorang pengikut madzhab Maliki) yang menilai bahwa penduduk 
Makkah yang menunaikan haji Qiran wajib untuk menyembelih hewan 
kurban. 


8. Haji Ifrad 

Haji Ifrad berbeda dengan tata cara haji lainnya yang telah 
dijelaskan di atas. Bukan seperti haji Tamattu’ maupun Qiran, tetapi 
hanya melakukan ihram untuk menunaikan haji saja. 

Para ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdhal dari 
ketiganya, haji Ifrad, Qiran ataukah Tamattu’? 

Sebab perbedaan pendapat: Beda persepsi para ulama tentang 
perbuatan Rasulullah SAW yang diriwayatkan bahwa beliau mengerjakan 
haji Ifrad, juga diriwayatkan beliau mengerjakan haji Tamattu’, dan 
beliau juga diriwayatkan menunaikan haji Qiran. 

Malik lebih memilih haji Ifrad yang lebih afdhal. Dia berpegang 
kepada riwayat dari ‘Aisyah RA, dia berkata, “Kami pernah keluar 
bersama Rasulullah SAW saat haji Wada’, dan diantara kami ada yang 
berihram untuk umrah, ada pula yang berihram untuk haji dan umrah. 
Sedangkan Rasulullah SAW berihram untuk menunaikan haji saja.”’^* 

Malik juga meriwayatkannya dari ‘Aisyah RA melalui banyak jalur 
periwayatan. Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata, "Periwayatan tentang 
haji Ifrad dari perbuatan Nabi SAW yang dinukil dari jalur Jabir bin 
Abdullah, kemudian dari jalur periwayatan yang berbeda-beda, semuanya 
shahih mutawatir." 


Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (1556, 1638 dan 4395), Muslim (1211), Abu 
Daud (1781), An-Nasa'i (5/145), dan Ibnu Majah (3000). 
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Ini adalah pendapat Abu Bakar, Umar, Utsman, ‘Aisyah dan Jabir 
bin Abdullah RA. 

Mereka yang berpendapat bahwa Nabi SAW menunaikan ibadah 
haji Tamattu', ber-hujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Al-Laits 
dari ‘Aqil dari Ibnu Syihab dari Salim dari Ibnu Umar RA, dia berkata, 
“Rasulullah SAW mengerjakan haji Tamattu' di tahun haji Wada' dengan 
berihram untuk umrah. Beliau menyembelih hewan kurban yang 
dibawanya sejak dari Dzul Hulaifah.”^^^ 

Inilah adalah pendapat Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas RA dan 
Ibnu Zubair RA. Berbeda dengan hadits dari ‘Aisyah RA dalam hal haji 
Tamattu' dan Ifrad. 

Mereka yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW menunaikan haji 
Qiran, berpegang kepada hadits-hadits yang sangat banyak. Diantaranya 
adalah hadits Ibnu Abbas RA dari Umar bin Khahthab RA, dia berkata: 
Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika berada di lembah 
‘Aqiq, 

^ 0 f c 9 ^ S ^ y ^ y ^ y y y 
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"Semalam aku didatangi oleh utusan dari Tuhanku, seraya berkata, 
'Berihramlah dari lembah yang penuh berkah ini, dan ucapkan, "Umrah 
di dalam haji. " (HR. Al Bukhari)^^* 

Dalam hadits dari Marwan bin Hakam disebutkan, dia berkata, 
“Aku melihat Utsman dan Ali RA, Utsman melarang untuk mengerjakan 
haji Tamattu’ dan melarang pula untuk menggabungkan antara haji dan 
umrah. Ketika Utsman melihat Ali RA berihram dengan mengucapkan, 
'Labbaika umratan wa hajjatan' (Aku penuhi panggilan-Mu untuk 
melaksanakan umrah dan haji), Utsman berkata, 'Aku tidak akan 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1691), Muslim (1227), dan Ahmad (2/139). 
Shahih HR. Al Bukhari (1534, 2337 dan 7345), Abu Daud (1800), Ibnu Majah 
(2976), dan Ahmad (1/24). 
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meninggalkan Sunnah Rasulullah SAW hanya lantaran perkataan 
seseorang’.” (HR. Al Bukhari)”'^ 


Hadits Anas RA yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, dia berkata, 
"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

'Aku penuhi panggilan-Mu dengan melaksanakan umrah dan 
haji'."^^^ 

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Malik dari Ibnu Syihab 
dari ‘Urwah dan ‘Aisyah RA, dia berkata, "Kami pernah keluar bersama 
Rasulullah SAW saat tahun haji Wada', maka kami pun berihram untuk 
umrah, lantas Rasulullah SAW bersabda, 

C41. ^ ^ is^ 'jir 


'Barangsiapa yang membawa hewan kurban hendaknya dia 
berihram dengan haji bersama umrahnya, lalu dia tidak bertahallul 
hingga bertahallul dari keduanya bersama-sama'. 

Para ulama her-hujjah dengan hadits ini dan mengatakan, "Sudah 
diketahui bersama bahwa Rasulullah SAW membawa hewan kurban, dan 
mustahil beliau memerintahkan untuk menunaikan haji Qiran kepada 
orang yang membawa hewan kurban, padahal beliau SAW membawa 
hewan kurban namun tidak menunaikan haji Qiran." 


Juga, hadits yang diriwayatkan Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar 
RA dari Hafshah dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

^ ^ ^ e .jt 
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"Sesungguhnya aku membawa hewan kurban, dan aku telah 
mencukur kepalaku, maka tidaklah aku bertahallul kecuali setelah aku 
menyembelih hewan kurbanku. 


Shahih. HR. Al Bukhari (1563), An-Nasa'i (5/148) dan dalam Al Kubra' 
(3702), Ahmad (1/135), Ad-Darimi (2/96), Ath-Thayalisi (95), serta Al Baihaqi 
(4/352 dan 5/22). 

Muttafaa 'Alaih. HR. Al Bukhari (4353 dan 4354), Muslim (1232), dan An- 
Nasa'i (2730). 

Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (316, 319, 1556, 1638 dan 4395), Muslim 
(1211), serta Abu Daud (1781). 
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Ahmad bin Hanbal berkata, "Aku tidak meragukan bahwa 
Rasulullah SAW menunaikan haji Qiran, namun haji Tamattu' lebih aku 
sukai." 


Ahmad her-hujjah untuk pilihannya tersebut dengan sabda 
Rasulullah SAW, 


.0 


> o -'O ^ ^ S 

L* L« ^ 



"Seandainya aku mengetahui urusanku yang akan datang seperti 
yang telah lewat, maka tidak akan kubawa hewan sembelihan kurban, 
dan aku kujadikan ibadahku sebagai umrah. 

Ahmad juga ber-hujjah dengan konsep makna yang menunjukkan 
bahwa Ifrad lebih afdhal. Karena haji Tamattu' dan Qiran adalah 
rukhshah (keringanan), oleh karena itu pada keduanya ada kewajiban 
membayar denda. 

Telah kami bahas tentang manasik ini dari hal tentang siapa orang 
yang wajib mengerjakannya, apa saja syarat-syarat kewajibannya, kapan 
disyari'atkan dan kapan waktu pelaksanannya, serta dari tempat mana 
kewajiban tersebut harus dilakukan. Lalu setelah itu kami bahas 
mengenai apa saja yang harus dijauhi oleh seseorang yang sedang 
berihram. Dan kami membahas pula tentang macam-macam manasik 
haji, maka kini sudah sepatutnya kami mulai pembahasan tentang hal 
pertama dalam amalan haji atau umrah, yaitu ihram. 


9. Ihram 

Jumhur ulama sepakat bahwa mandi sebelum hcr-ihlal 
(mengucapkan lafazh ihram) hukumnya sunah. Dan itu termasuk 
perbuatan yang dianjurkan begi orang yang akan berihram. 

Ibnu Nawwar berkata, "Menurut Malik, mandi untuk berihram 
lebih ditekankan untuk dilaksanakan daripada mandi untuk shalat Jum'at. 
Bahkan pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri mewajibkannya. Abu 
Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat cukup baginya dengan berwudhu'." 


Muttafaci 'Alaih. HR. Al Bukhari (1566, 1697, 1725, 4398 dan 5916), Muslim 
(1229), Abu Daud (1806), An-Nasa'i (2780) dan Ibnu Majah (3046). 

Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Hujjah pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri adalah sebuah hadits 
mursal yang diriwayatkan Malik dalam hadits dari Asma' binti 'Umais 
RA: Bahwa dia melahirkan Muhammad bin Abu Bakar RA di Baida', lalu 
Abu Bakar RA memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, 
maka beliau bersabda, 

"Suruhlah dia untuk mandi lalu berihramlah. 

Menurut mereka (madzhab Daud Azh-Zhahiri) perintah di sini 
berarti wajib. 

Sedangkan yang menjadi dasar pegangan jumhur ulama adalah 
hukum asalnya berupa bara'ah dzimmah (bebas tanggung jawab) sampai 
ada perintah wajib yang tidak dapat dielakkan untuk melaksanakannya. 

Abdullah bin Umar RA selalu mandi sebelum memulai ihram, 
hendak memasuki kota Makkah, atau wukuf sore hari di 'Arafah. 

Menurut Malik, ketiga macam mandi ini merupakan perbuatan 
yang seharusnya dikerjakan oleh orang yang berihram. 

Para ulama sepakat bahwa ihram tidak sah kecuali diiringi dengan 
niat. Namun mereka berbeda pendapat tentang sahnya niat tanpa 
mengucapkan talbiyah: 

1. Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa niatnya sah meskipun tidak 
mengucapkan talbiyah. 

2. Sedangkan Abu Hanifah menilai: Talbiyah dalam haji laksana 
Takbiratul Ihram dalam shalat. Hanya saja. Abu Hanifah menilai bahwa 
talbiyah boleh diucapkan dengan kalimat apa saja yang serupa (senada) 
dengan ucapan talbiyah pada umumnya, seperti halnya takbir untuk 
memulai shalat. Boleh juga diucapkan dengan berbagai lafazh takbir 
asalkan menunjukkan pengagungan kepada Allah SWT. 

Para ulama sepakat bahwa lafazh talbiyah yang diucapkan oleh 
Rasulullah SAW adalah. 


Shahih. HR. Muslim (1209), Abu Daud (1743), An-Nasa'i (1/122, 1/195 dan 
5/127), Ibnu Majah (2912), serta Al Baihaqi (5/32). 
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"Kami penuhi panggilan-Mu, Ya Allah kami penuhi panggilan-Mu. 
Kami penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, kami penuhi 
panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puja dan puji serta nikmat bagi-Mu 
dan kerajaan milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu." (HR. Malik dari Nafi' 
dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW, inilah sanad yang paling shahihf^^ 

Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan talbiyah ini untuk 
diucapkan ataukah tidak: 


1. Para pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri berpendapat: Talbiyah 
wajib dengan menggunakan lafazh tersebut. 

2. Sedangkan jumhur tidak berselisih tentang dianjurkannya 
mengucapkan lafazh tersebut. Hanya saja mereka berbeda pendapat 
tentang lafazh tambahan atau pengganti. 


Pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri mewajibkan untuk 
menyaringkan suara ketika her-talbiyah. Sedangkan jumhur ulama 
menilai itu hanya dianjurkan saja, berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
oleh Malik: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
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"Jibril mendatangiku lalu memerintahkanku untuk menyuruh para 
sahabatku dan orang-orang yang bersamaku agar meninggikan suara 
ketika bertalbiyah dan berihlal. 

Para ulama sepakat bahwa talbiyah yang diucapkan wanita cukup 
dengan suara yang dapat didengar dirinya sendiri. Sebagaimana yang 
dikisahkan oleh Abu Umar. 


Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (1549), Muslim (1184), Abu Daud (1812), An- 
Nasa'i (5/160), dan At-Tirmidzi (825). 

Shahih. HR. Abu Daud (1814), At-Tirmidzi (829), An-Nasa'i (5/162), Ibnu 
Majah (2922), Ahmad (4/55 dan 56), Al Humaidi (853), Ad-Darimi (2/34), dan 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Malik berpendapat: Orang yang berihram jangan mengeraskan 
suara di masjid-masjid umum, namun cukup dengan suara yang dapat 
didengar oleh orang di sebelahnya. Kecuali di Masjidil Haram dan masjid 
Mina', di sana dia boleh mengeraskan suaranya. 

Jumhur ulama menganjurkan agar orang yang berihram 
mengeraskan suara talbiyah-nya ketika bertemu dengan kumpulan 
jama'ah haji lain, dan ketika mendaki dataran tinggi. Abu Hazim berkata, 
"Dulu para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka sampai di tanah 
lapang selalu dalam kondisi kerongkongan kehausan (karena banyak ber- 
talbiyah)." 

Menurut Malik, talbiyah bukan termasuk rukun ibadah haji, tetapi 
orang yang meninggalkannya wajib membayar denda. Sedangkan ulama 
selain Malik menilainya sebagai salah satu rukun haji. 

Hujjah yang mengatakan bahwa talbiyah hukumnya wajib adalah 
perbuatan Nabi SAW yang merupakan penjelasan dari perintah wajib. 
Berarti, perbuatan itu hukumnya wajib sampai ada dalil lain yang 
memalingkannya. 


Kalangan ulama yang mewajibkan lafazhnya saja, bcr-hujjah 
dengan sabda beliau SAW, 

"Ambillah dariku cara kalian menunaikan ibadah haji. 


Sedangkan ulama yang tidak mewajibkan lafazhnya berpegang 
kepada hadits yang diriwayatkan dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah 
SAW her-ihlal dengan mengucapkan..."^^* Jabir menyebutkan bacaan 
talbiyah seperti yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar RA, 
selanjutnya dia berkata, "Orang-orang pun menambahkan pada bacaan 
tersebut dengan ucapan, 'labbaik dzal ma'arij,' dan sejenisnya. Nabi 
SAW mendengarnya dan beliau tidak berkata apa-apa."’^^ 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 

Muttafaq 'Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 

Shahih. HR. Abu Daud (1813), Al Baihaqi (5/45) dari hadits Jabir RA. Dan 
dinilai shahih oleh Al Albani. 
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Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa dia menambah bacaan 
talbiyah-nya. Begitu pula Umar bin Khaththab dan Anas bin Malik RA, 
serta para sahabat lainnya. 

Para ulama menganjurkan agar orang yang berihram memulai 
bacaan talbiyah-nya setelah selesai mengerjakan shalat. Dan Malik 
menganjurkannya setelah shalat sunah, berdasarkan sebuah riwayat 
mursal yang dia riwayatakan dari Hisyam bin 'Urwah dari bapaknya, 
"Bahwa Rasulullah SAW mendirikan shalat sunah dua rakaat di masjid 
Dzul Hulaifah. (Selepas shalat, beliau menaiki kendaraannya) maka 
ketika telah siap di atas kendaraannya beliau mulai her-ihlal."™ 

Terdapat perbedaan berbagai atsar yang menerangkan tentang 
lokasi di sekitar Dzul Hulaifah tempat Rasulullah SAW berihram ketika 
menunaikan haji. Sekelompok ulama berkata: Beliau berihram dari 
masjid Dzul Hulaifah selepas mengerjakan shalat di sana. Ulama lainnya 
mengatakan: Beliau berihram ketika mendaki Baida’ (tanah lapang). Dan 
ulama lainnya berkata: Beliau hcr-ihlal ketika telah siap di atas 
kendaraannya. 

Ibnu Abbas RA ditanya tentang sebab beda pendapat ini, dan dia 
berkata, "Semua ulama mengatakan bukan tentang permulaan ihlal-r\ya 
Rasulullah SAW, tetapi tentang permulaan ihlal yang mereka dengar dari 
beliau SAW. Karena orang-orang berlomba-lomba menghampiri beliau. 
Oleh karena itulah tidak ada perbedaan di sini, dan ihlal-nya beliau 
dilakukan setelah selesai mengerjakan shalat." 

Para fuqaha bersepakat bahwa penduduk Makkah tidak diharuskan 
her-ihlal, kecuali jika dia keluar menuju Mina untuk melanjutkan 
amalan-amalan haji. 

Dasar pegangan mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Malik dari Ibnu Juraij: Dia berkata kepada Ibnu Umar RA, "Aku 
melihatmu di sini mengerjakan empat hal padahal aku tidak melihat 
seorangpun mengerjakannya." Lalu Ibnu Juraij menyebutkan beberapa 
amalan tersebut, dan kembali berkata, "Aku juga melihatmu ketika di 
Makkah. Orang-orang her-ihlal ketika melihat hilal (bulan sabit). 


HR. Malik dalam Al Muwaththa' {\/332 dan 731). Hadits tersebut telah tsabit 
dari jalan Ibnu Umar RA. Diriwayatkan oleh Bukhari (1443 dan 1467), Muslim 
(1184), An-Nasa'i (5/163) dan Ibnu Majah (2916). 
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sedangkan engkau tidak ber-ihlal hingga hari Tarwiyah (tanggal 8 
Dzulhijjah)." Ibnu Umar RA menjawab, "Tentang hilal, sungguh aku 
tidak melihat Rasulullah SAW ber-ihlal hingga kendaraan beliau berjalan 
cepat."’’' (Maksudnya: beliau SAW ingin segera melanjutkan amalan 
hajinya). 

Malik meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab RA 
memerintahkan penduduk Makkah agar ber-ihlal jika mereka telah 
melihat hilal. 

Tidak ada beda pendapat di kalangan ulama bahwa penduduk 
Makkah harus ber-ihlal dari dalam kota Makkah jika hendak menunaikan 
haji. Namun, jika hendak menunaikan umrah, para ulama bersepakat 
bahwa penduduk Makkah harus keluar terlebih dahulu menuju tanah 
halal kemudian berihram dari sana, agar dapat menuju 'Arafah dalam 
keadaan halal. 

Secara umum, para ulama sepakat bahwa itu adalah sunah bagi 
orang yang berumrah. Namun mereka berbeda pendapat jika seseorang 
tidak mengerjakannya. 

1. Sekelompok ulama berpendapat: umrahnya tetap sah, namun dia 
wajib membayar denda. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ibnu al 
Qashim. 

2. Ulama lainnya berpendapat: umrahnya tidak sah. Ini adalah 
pendapat Ats-Tsauri dan Asyhab. 


Kapankah orang yang berihram boleh berhenti mengucapkan 
talbiyahi 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. 

1. Malik meriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib RA 
menghentikan bacaan talbiyah-rrya saat matahari tergelincir di hari 
'Arafah. Malik berkata: Begitulah para ulama di negeri kami menetapkan 
perkaranya. 


Multafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (166 dan 5851), Muslim (1187), Abu Daud 
(1772), At-Tirmidzi dalam Asy-Syama'il (84), An-Nasa'i (1/80), Ibnu Majah 
(3626), serta Ahmad (2/29,36 dan 37). 
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2. Ibnu Syihab berkata: Para pemimpin kaum muslimin (Abu 
Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib 
RA) menghentikan ucapan lalbiyah-nya ketika matahari telah tergelincir 
di hari 'Arafah. 

Abu Umar bin Abdil Barr berkata; Ada beda pendapat antara 
Ustman dan ’Aisyah RA dalam masalah ini. 

3. Jumhur fuqaha dan ahlul hadits (diantaranya: Abu Hanifah, 
Syafi’i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishak, Abu Tsaur, Daud Azh-Zhahiri, Ibnu 
Abi Laila, Abu 'Ubaid, Ath-Thabari dan Al Hasan bin Yahya) 
menyatakan; Orang yang berihram tidak boleh menghentikan bacaan 
talbiyah-nya hingga melontar jumrah 'Aqabah. Berdasarkan sebuah 
riwayat yang tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu ber- 
talbiyah hingga beliau melontar jumrah 'Aqabah. 

Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kapankah saat boleh 
menghentikan bacaannya. 

a. Sekelompok ulama berkata; Ketika melontar pada lemparan 
terakhir. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, 
"Bahwa Fadhl bin Abbas pernah menumpang kendaraan di belakang 
Rasulullah SAW, dan beliau selalu her-talbiyah hingga melontar jumrah 
'Aqabah. Beliau menghentikan bacaannya pada lontaran terakhir."’’^ 

b. Ulama lain berpendapat: Menghentikannya pada lemparan 
pertama. Hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud RA. 

Tentang waktu menghentikan bacaan talbiyah ini didapati sekian 
banyak pendapat para ulama, hanya saja dua pendapat di atas yang lebih 
populer di kalangan mereka. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang kapan waktu bolehnya 
menghentikan bacaan talbiyah saat mengerjakan umrah. 

1. Malik berkata: Seseorang yang melakukan umrah dapat 
menghentikan bacaan talbiyah-nya ketika dia telah sampai di Masjidil 
Haram. Abu Hanifah juga berpendapat sama. 


Muttafag ’Alaih. HR. Al Bukhari (1685), Muslim (1281), Abu Daud (1815), At- 
Tirmidzi (918), An-Nasa'i (3055 dan 5/68), Ibnu Majah (3039) serta Ahmad 
(1/114, 210, 211, 212, 213,214,283 dan 343). 
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2. Sedangkan Syafi'i menilai bahwa dia dapat menghentikan 
bacaannya ketika memulai thawaf. 

3. Malik dalam hal ini mengikuti generasi salaf, diantaranya Ibnu 
Umar RA dan 'Urwah RA. 

Sedangkan yang menjadi dasar pegangan Syafi'i adalah bahwa 
makna talbiyah berarti memenuhi panggilan untuk thawaf di Baitullah, 
maka hendaknya tidak dihentikan hingga memulai amalan tersebut 
(thawaf). 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara giyas dengan 
perbuatan beberapa kalangan sahabat. 

Sebagaimana telah kami utarakan di atas tentang kesepakatan 
jumhur ulama bahwa orang yang berihram untuk haji dapat 
menggabungkannya ke dalam umrah. Namun mereka berbeda pendapat 
tentang menggabungkan umrah ke dalam haji. 

Abu Tsaur berkata: Haji tidak dapat digabungkan ke dalam umrah, 
begitu pula sebaliknya. Sebagimana halnya sebuah shalat tidak dapat 
digabungkan dengan shalat lainnya. 

Inilah amalan-amalan orang yang berihram yang terlarang untuk 
dilakukan. Dan semua ini merupakan pembuka amalan haji. Adapun 
amalan selanjutnya adalah thawaf ketika memasuki Baitullah. 

B. Thawaf di Baitullah 

Pembahasan ini mencakup tata cara, syarat-syarat, hukum, wajib 
atau sunah, serta jenis-jenis thawaf. 


1. Tata cara thawaf 

Jumhur ulama sepakat bahwa tata cara thawaf, baik thawaf wajib 
maunpun yang sunah, hendaknya dimulai dari Hajar Aswad. Jika 
seseorang sanggup mencium Hajar Aswad, hendaknya dia mencium, atau 
menyentuh dan menciumnya, serta memposisikan Ka'bah di sebelah kiri 
dirinya. Lalu berputar ke arah kanan Ka'bah. 

Thawaf (mengelilingi Baitullah) dilakukan dengan tujuh kali 
putaran. Tiga putaran pertama dengan berlari-lari kecil (berjalan cepat) 
dan berjalan seperti biasa pada empat putaran terakhir. Hal itu dilakukan 
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saat thawaf Qudum (datang memasuki Baitullah) bagi orang yang 
menunaikan haji dan umrah, selain haji Tamattu'. 

Sementara wanita tidak perlu berlari-lari kecil (pada tiga putaran 
pertama). 

Lalu, hendak orang yang berthawaf menyentuh Rukun Yamani 
yang berada di pojok sisi Hajar Aswad. Karena Rasulullah SAW pernah 
melakukannya.^’^ 

Para ulama berbeda pendapat apakah berlari-lari kecil pada tiga 
putaran pertama hukumnya sunah, ataukah hanya sekedar keutamaan. 

1. Ibnu Abbas RA berpendapat bahwa hukumnya sunah. Pendapat 
ini juga dipegang oleh Syafi'i, Abu Hanifah, Ishak, Ahmad dan Abu 
Tsaur. 

2. Sedangkan Malik dan pengikutnya berbeda pendapat dalam 
masalah tersebut. 

Para ulama yang menjadikannya sunah, menetapkan konsekuensi 
untuk membayar denda bagi orang yang meninggalkannya. Sedangkan 
ulama yang tidak menjadikannya sunah (hanya sekedar keutamaan) tidak 
mewajibkan apa-apa jika amalan tersebut ditinggalkan. 

Hujjah kalangan ulama yang tidak menjadikannya sunah adalah 
hadits Ibnu Thufail dari Ibnu Abbas RA. Dia berkata kepada Ibnu Abbas, 
"Kaummu beranggapan bahwa Rasulullah SAW berlari-lari kecil saat 
thawaf di Baitullah, itu hukumnya sunah." Ibnu Abbas RA menjawab, 
"Mereka benar, tetapi berdusta. Apakah aku menjawab apa yang mereka 
benarkan dan dustakan?" Ibnu Abbas melanjutkan, "Mereka benar bahwa 
Rasulullah SAW berlari-lari kecil saat thawaf di Baitullah, tetapi mereka 
berdusta dengan menjadikannya sebagai sunah. Sesungguhnya kaum 
Quraisy pada masa perjanjian Hudaibiyah berkata, 'Muhammad dan 
sahabat-sahabatnya mengalami kepayahan,' sambil duduk-duduk di 
pinggir jalan mereka mengejek Nabi SAW dan para sahabat. 


Hasan. Beliau mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar dengan lafazh, 
"Bahwa Nabi SAW menyentuh Rukun Yamani dan Hajar Aswad pada setiap 
putaran." (HR. An-Nasa'i [5/231] dan dalam Al Kubra' [3928], Ahmad [2/89 
dan 115], Abdurrazzaq [5/43 dan 8937] dan dinilai hasan oleh Al Albani dalam 
Shahih An-Nasa 'i. 
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Ucapan mereka itu sampai ke telinga Nabi SAW, lalu beliau 
bersabda kepada mereka. 


.9^ j' 

'Berlari-lari kecillah kalian (ketika thawaf), tampakkan kepada 
mereka bahwa kalian memiliki kekuatan.' 

Rasulullah SAW pun berlari-lari kecil mulai dari Hajar Aswad 
hingga Rukun Yamani. Dan jika telah tersembunyi dari pandangan kaum 
Quraisy, maka beliau berjalan kembali seperti biasa. 

Sedangkan yang menjadi hujjah jumhur ulama adalah hadits Jabir 
RA, "Bahwa Rasulullah SAW berlari-lari kecil saat tiga putaran pertama 
ketika menunaikan haji Wada', dan berjalan seperti biasa di empat 
putaran terakhir."’’^ (Hadits ini telah tsabit dari riwayat Malik dan ulama 
lainnya). 

Jumhur ulama mengatakan; Ada perbedaan riwayat dari Abu 
Thufail dari Ibnu Abbas RA, "Bahwa Rasulullah SAW berlari-lari kecil 
mulai dari Hajar Aswad hingga kembali ke Hajar Aswad.Riwayat ini 
menyelisihi riwayat pertama. 

Sedangkan prinsip pokok madzhab Daud Azh-Zhahiri menyatakan 
bahwa berlari-lari kecil hukumnya wajib. Berdasarkan sabda beliau 
SAW, 


f ^ ^ ^ 
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"Ambillah dariku cara ibadah haji kalian.' 

Inilah pendapat mereka atau sebagian dari mereka saat ini, menurut 
perkiraan kami. 


™ Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1602 dan 4256), Muslim (1264), Abu Daud 
(1885 dan 1886), An-Nasa’i (5/242), Ibnu Majah (2954), Ahmad (1/297 dan 
298), serta Al Humaidi (511). 

Shahih. HR. Muslim (1264), At-Tirmidzi (857), An-Nasa'i (5/228), Ibnu Majah 
(2951), serta Ahmad (3/340 dan 373). 

Shahih. HR. Abu Daud (1890), Ahmad (1/290 dan 306), Abu Ya'la (2574), dan 
Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (3/180). Dianggap shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih Abu Daud. 

Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Para ulama bersepakat bahwa penduduk luar kota Makkah yang 
menunaikan haji Tamattu' tidak ada kewajiban untuk berlari-lari kecil 
(ketika melakukan thawaf Ifadhah). Karena mereka telah melakukannya 
saat mereka mulai memasuki Baitullah pada thawaf Qudum. 

Mereka berbeda pendapat tentang penduduk kota Makkah yang 
menunaikan haji, apakah mereka wajib melakukan lari-lari kecil ataukah 
tidak. 

1. Syafi'i berkata; Setiap thawaf yang dilakukan sebelum hari 
'Arafah, atau thawaf yang bersambung dengan sa’i setelahnya, maka 
wajib melakukan lari-lari kecil. 

2. Malik hanya menganjurkannya saja. 

3. Sedangkan Ibnu Umar RA tidak mewajibkan mereka untuk 
berlari-lari kecil, jika melakukan thawaf di Baitullah. Ini menurut 
pendapat Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Masalah lari-lari kecil apakah 
disyari'atkan berdasarkan suatu sebab (memiliki maksud dan tujuan) 
ataukah tidak. Dan apakah amalan itu khusus bagi orang yang sedang 
dalam perjalanan (musafir) ataukah tidak. Karena Rasulullah SAW 
melakukannya saat beliau memasuki Baitullah. 

Para ulama telah bersepakat bahwa termasuk sunah dalam thawaf 
adalah untuk menyentuh dua rukun: Rukun Hajar Aswad dan Rukun 
Yamani bagi kaum laki-laki, namun tidak bagi wanita. 

Para ulama berbeda pendapat tentang keharusan menyentuh semua 
Rukun Ka'bah. 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang disentuh hanyalah dua 
Rukun saja. Berdasarkan hadits dari Ibnu Umar RA, "Bahwa Rasulullah 
SAW tidak menyentuh kecuali hanya dua Rukun. 

2. Sedangkan kalangan ulama yang membolehkan untuk 
menyentuh semua sisi Ka'bah hcr-hujjah dengan hadits dari Jabir RA, 
"Kami berpendapat, jika kami melakukan thawaf, maka kami akan 
menyentuh semua sisi Ka'bah. Bahkan, sebagian ulama salaf tidak 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1609), Muslim (1267), Abu Daud (1873), An- 
Nasa'i (5/232), Ibnu Majah (2946), Ahmad (1/89 dan 121), serta Abdurrazzaq 
(8937). 
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menyukai untuk menyentuh dua sisi Ka'bah saja kecuali pada putaran- 
putaran yang ganjil. 

Para ulama juga bersepakat bahwa mencium Hajar Aswad -jika 
sanggup untuk dilakukan- termasuk sunah thawaf. Jika tidak sanggup, 
maka seseorang dapat menyentuhnya dengan tangan, lalu mencium 
tangannya. Ini berdasarkan hadits dari Umar bin Khaththab RA yang 
diriwayatkan oleh Malik. Umar berkata saat melakukan thawaf di 
Baitullah ketika berada di dekat Hajar Aswad, "Sesungguhnya kamu 
hanyalah sebongkah batu, seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW 
menciummu, maka aku tidak akan menciummu." Kemudian Umar 

780 

menciumnya. 

Para ulama bersepakat bahwa yang juga termasuk sunah thawaf 
adalah mengerjakan shalat dua rakaat selepas thawaf Jika seseorang 
berthawaf lebih dari tujuh putaran, sebagian besar ulama berpendapat 
hendaknya dia juga mengerjakan shalat setiap lepas dari tujuh putaran 
thawaf 

Namun sebagian ulama salaf membolehkan untuk tidak 
memisahkan putaran-putaran tersebut menjadi pertujuh putaran dan tidak 
memutus putaran-putaran thawaf tersebut dengan shalat. Kemudian dia 
baru dapat mengerjakan shalat sunah dua rakaat untuk setiap tujuh 
putaran thawafnya. 

Pendapat ini diriwayatkan dari 'Aisyah RA, bahwa dia tidak 
memisahkan antara tiga kali tujuh putaran, kemudian shalat sunah enam 
rakaat. 

Yang menjadi hujjah ulama adalah bahwa Rasulullah SAW 

melakukan thawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran. Lalu beliau shalat 
sunah dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim’®*' seraya bersabda. 


™ Sanadnya Dha'if. HR. Ibnu Ja’d (2618), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al 
Atsar (2/183), karena diriwayatkan secara 'an'anah oleh Abu Zubair dari Jabir 
RA. 

Miittafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (1605), Muslim (1270), An-Nasa'i (5/227), 
Ibnu Majah (2943), Ahmad (1/21, 34, 39, 50 dan 53), Al Humaidi (9), dan 
Abdurrazzaq (9033). 

Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1616), Muslim (1261), Abu Daud (1893), An- 
Nasa'i (2941) dari Ibnu Umar dengan redaksi: Bahwa apabila Rasulullah SAW 
melakukan thawaf untuk haji dan umrah. Yang pertama beliau lakukan adalah 
berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama kemudian berjalan seperti biasa pada 
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"Ambillah dariku cara ibadah haji kalian. 

Sedangkan hujjah kalangan ulama yang membolehkan untuk 
menggabungkan (rakaat-rakaat shalat sunah Thawaf) mengatakan bahwa 
yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengerjakan shalat sunah setiap 
selesai mengerjakan tujuh putaran thawaf. Dan thawaf tidak memiliki 
waktu tertentu (dikhususkan) untuk dikerjakan, begitu pula dengan dua 
rakaat sunah setelahnya. Maka boleh menggabungkan banyak dari dua 
rakaat untuk setiap lebih dari tujuh putaran thawaf 

Hanya saja para ulama yang menganjurkan untuk memisahkan 
setiap tiga putaran dari tujuh putaran yang ada beralasan karena 
Rasulullah SAW bergegas mengerjakan dua rakaat sunah tersebut selepas 
mengerjakan thawafnya yang ganjil. Dan barangsiapa melakukan thawaf 
lebih dari tujuh putaran yang bukan bilangan ganjil lalu kembali lagi 
mengerjakan thawaf berarti dia tidak dianggap bergegas dari thawaf 
yang ganjil. 

2. Syarat-syarat thawaf 

Adapun syarat-syarat thawaf termasuk diantaranya menentukan 
tempat (mulai thawaf). 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa Hijr Ismail termasuk bagian 
dari Baitullah. Sehingga siapa saja yang berthawaf mengelilingi Ka'bah, 
dia harus memasukkan Hijr Isma'il ke dalam bagian Ka'bah. Dan Hijr 
merupakan syarat sahnya thawaf Ifadhah. 

2. Sedangkan Abu Hanifah dan pengikutnya mengatakan bahwa hal 
itu hanyalah sunah. 

Hujjah jumhur ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh 
Malik dari 'Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


empat putaran terakhir, setelah itu beliau mengerjakan shalat sunah dua rakaat, 
lalu mengitari bukit Shafa' dan Marwa." 

Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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"Seandainya (bukan karena) kaummu itu baru saja terlepas dari 
kekafiran, niscaya akan kurobohkan Ka'bah dan akan kubangun kembali 
menurut pondasi-pondasi (yang telah ditetapkan oleh) Ibrahim. 

Karena kaum Quraisy telah membuang tujuh hasta dari Hijr, 
lantaran krisis ekonomi dan sumber daya yang menimpa mereka kala itu. 
Inilah pendapat Ibnu Abbas RA yang ber-hujjah dengan firman Allah 
SWT, 


. .dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling rumah yang 
tua itu (Baitullah)." (Qs. Al Hajj [22]: 29) 

Ibnu Abbas melanjutkan, "Kemudian Rasulullah SAW melakukan 
thawaf dimulai dari belakang Hijr."’*'* 

Adapun waktu dibolehkannya melakukan thawaf, para ulama 
berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi tiga kelompok: 

1. Thawaf boleh dilakukan setelah Subuh dan Ashar, dan terlarang 
ketika terbit dan tenggelamnya matahari. Ini adalah pendapat Umar bin 
Khaththab dan Abu Sa'id Al Khudri RA. Malik dan para pengikutnya 
serta segolongan ulama juga berpegangan dengan pendapat ini. 

2. Thawaf setelah Subuh dan Ashar hukumnya makruh. Dan 
menjadi terlarang saat matahari terbit dan tenggelam. Ini adalah 
pendapatnya Sa'id bin Jubair dan Mujahid serta segolongan ulama. 

3. Thawaf boleh dilakukan di setiap waktu. Ini adalah pendapat 
Syafi'i dan segolongan ulama. 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (126 dan 1584), Muslim (1333), At-Tirmidzi 
(875), An-Nasa'i (5/215), Ibnu Majah (2955), Ahmad (6/176) dan Ath-Thayalisi 
(1393). 

Sanadnya Shahih. HR. Syafi'i dalam Musnad (902) dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (2740), Al Hakim (1/460) diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (5/90). 
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Yang menjadi dasar dalil para ulama adalah larangan atau 
dibolehkannya mendirikan shalat di waktu-waktu tersebut (setelah Subuh 
dan Ashar). 


Bagi saat matahari terbit dan tenggelamnya matahari, dalam semua 
hadits telah disepakati adanya larangan untuk mendirikan shalat di 
waktu-waktu tersebut. Sedangkan untuk thawaf, apakah dalam masalah 
ini dihukumi sama dengan shalat ataukan tidak? 

Yang dijadikan hujjah oleh pengikut madzhab Syafi'i adalah sebuah 
hadits yang diriwayatkan dari Jubair bin Muth'im bahwa Nabi SAW 
bersabda, 

4 ^ ^ ^ 9 * 'l'''' 

JUP u y y 

X ✓ ^ X ^ 

'oi olli 14. LsiL ^ 

4 4 ' ' ~ 
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yf d ia "J aj Jw 


"Wahai Bani Abdul Manaf, -atau wahai Bani Abdul Muthalib- jika 
kalian dikuasakan mengurusi perkara ini, maka janganlah kalian 
melarang seorangpun yang ingin melakukan thawaf di Baitullah dan 
hendak mendirikan shalat di dalamnya kapan saja, baik malam maupun 
siang. 

Diriwayatkan oleh Syafi’i dari Ibnu 'Uyainah dengan sanad yang 
sampai kepada Jubair bin Muth'im. 

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya thawaf tanpa 
bersuci. Di saat yang sama mereka bersepakat bahwa thaharah (bersuci) 
merupakan sunah thawaf. 


1. Malik dan Syafi'i menilai bahwa thawaf tidak sah tanpa bersuci, 
sengaja ataupun tidak. 


2. Abu Hanifah berpendapat: Thawafnya sah, namun dianjurkan 
untuk mengulangi kembali dan membayar denda. 


Shahih. HR. Abu Daud (1894), At-Tirmidzi (868), An-Nasa'i (1/284, 5/223), 
Ibnu Majah (1254), Ahmad (4/80), Al Humaidi (561), dan Ad-Daruquthni 
(1/423), dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (1552), Al Hakim (1/448), dan 
disepakati oleh Adz-Dzahabi, dinilai shahih pula oleh Al Albani dalam Shahih 
At-Tirmidzi. 
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3. Sedangkan Abu Tsaur menilai; Jika dia tidak menyadari dirinya 
tidak bersuci, maka thawafnya sah. Tetapi jika menyadari akan 
ketidaksucian dirinya, maka thawafnya tidak sah. 

Syafi'i mensyaratkan kesucian pakaian bagi orang yang thawaf, 
sebagaimana dia mensyaratkannya bagi orang yang hendak mendirikan 
shalat. 


Yang menjadi dasar pegangan pengikut Syafi'i yang mensyaratkan 
kesucian ketika berthawaf adalah sabda Rasulullah SAW kepada wanita 
yang sedang haid (Asma' binti 'Umais), 


.0431 “y ji > 




"Kerjakanlah olehmu apa yang biasanya dikerjakan oleh jama'ah 
haji, hanya saja kamu tidak boleh mengerjakan thawaf. (Hadits 
shahih) 


Mereka juga btt-hujjah dengan sebuah hadits yang menyebutkan 
bahwa Rasulullah SAW bersabda. 




"Thawaf di Baitullah (laksana) shalat, hanya saja Allah 
menghalalkan berbicara di dalamnya, maka janganlah seseorang 
berbicara kecuali yang baik. 

Sedangkan yang menjadi dasar pegangan kalangan ulama yang 
membolehkan thawaf tanpa bersuci adalah ijma' ulama atas bolehnya sa'i 
antar Shafa dan Marwah tanpa bersuci. Karena tidaklah semua ibadah 
yang disyaratkan kesucian dari haid berarti dia juga disyaratkan suci dari 
hadats. Asal hukumnya adalah puasa. 


Muttafag 'Alaih. HR. Bukhari (294, 1516, 1518, 5548 dan 559), Muslim (1211), 
Abu Daud (1782), Ibnu Majah (2963), Al Humaidi (206) dari 'Aisyah RA. 
Dalam hadits tersebut beliaulah yang dimaksud dengan wanita haid. 

Shahih. HR. At-Tirmidzi (960), An-Nasa’i (5/222), Ahmad (3/414, 4/64 dan 
5/377), Ad-Darimi (2/44), Ibnu Al Jarud (461), Al Hakim (2/267), Al Baihaqi 
(5/85 dan 87), serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 
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3. Jenis-jenis thawaf dan hukum-hukumnya 

Tentang jenis-jenis thawaf, para ulama sepakat bahwa thawaf ada 
tiga macam: 

1. Thawaf Qudum memasuki kota Makkah (menuju Baitullah). 

2. Thawaf Ifadhah setelah melontar jumrah 'Aqabah pada hari 
penyembelihan hewan kurban. 

3. Thawaf Wada'(thawaf perpisahan). 

Mereka pun sepakat bahwa thawaf Ifadhah hukumnya wajib, dan 
haji dianggap tidak sah jika meninggalkannya. Ritual ini adalah yang 
paling penting berdasarkan firman Allah SWT, 


• f ■> f K ^ ^ ^ 

c-sJL; IjUg- a' » Ij-yki; 


"Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada 
pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nadzar- 
nadzar mereka, dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling 
rumah yang tua itu (Baitullah)." (Qs. Al Hajj [22]: 29), 

Dan ibadah ini tidak dapat diganti dengan denda. 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa thawaf Ifadhah tidak dapat 
digantikan dengan thawaf Qudum, walau alasannya karena lupa untuk 
mengerjakannya. Karena thawaf Qudum dikerjakan jauh sebelum hari 
penyembelihan hewan kurban (waktu bagi pelaksanaan thawaf Ifadhah). 

2. Sedangkan segolongan pengikut Malik berpendapat: Thawaf 
Qudum dapat mencukupi thawaf Ifadhah. Sepertinya mereka 
berpandangan bahwa yang wajib dikerjakan itu hanya satu kali thawaf 
dalam haji. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa thawaf Wada' dapat mencukupi 
thawaf Ifadhah. Karena thawaf Ifadhah dikerjakan pada waktu wajibnya 
thawaf. Berbeda dengan thawaf Qudum yang dikerjakan sebelum waktu 
yang ditentukan. 

Ibnu Abdil Barr mengklaim adanya ijma' para ulama yang 
menyatakan bahwa thawaf Qudum dan thawaf Wada' termasuk sunah 
haji. Bagi orang yang khawatir dengan kegagalam hajinya, baginya 
cukup mengerjakan thawaf Ifadhah saja. 
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Segolongan ulama menganjurkan agar ketika mengerjakan thawaf 
Ifadhah dilakukan lari-lari kecil pada tiga putaran pertama seperti yang 
dilaksanakan pada thawaf Qudum. 

Para ulama bersepakat bahwa penduduk kota Makkah cukup 
mengerjakan thawaf Ifadhah saja. Mereka juga sepakat bahwa orang 
yang menunaikan umrah cukup mengerjakan thawaf Qudum. 

Para ulama bersepakat bahwa orang yang mengerjakan haji 
Tamattu' (umrah untuk haji) wajib mengerjakan dua kali thawaf; yakni 
untuk umrah agar menjadi halal, dan thawaf untuk haji yang dilakukan 
pada hari penyembelihan hewan kurban. Ini berdasarkan hadits 'Aisyah 
RA yang telah masyhur. 

Sedangkan bagi orang yang mengerjakan haji Ifrad, dia hanya 
berkewajiban mengerjakan sekali thawaf, yaitu thawaf pada hari 
penyembelihan hewan kurban, sebagaimana telah kami paparkan dalam 
pembahasan di atas. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hak orang yang mengerjakan 
haji Qiran. 

1. Malik, Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat: Bagi orang 
yang mengerjakan haji Qiran cukup baginya sekali thawaf dan sa'i saja. 
Ini adalah pendapat Abdullah bin Umar dan Jabir bin Abdullah RA. 

Yang menjadi dasar pegangan mereka adalah hadits 'Aisyah RA di 

atas. 

2. Sedangkan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Abu Hanifah dan Ibnu Abi 
Laila berpendapat bahwa bagi orang yang mengerjakan haji Qiran wajib 
untuk melaksanakan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. 

Mereka meriwayatkan pendapat ini dari Ali bin Abu Thalib dan 
Ibnu Mas'ud RA, karena kedua amalan itu adalah dua ibadah yang berdiri 
sendiri. Dan termasuk syarat sahnya ibadah masing-masing adanya 
thawaf dan sa'i. Sehingga harus demikian ketika keduanya digabungkan. 

Inilah pembahasan tentang kewajiban thawaf, tata cara, syarat- 
syarat, jenis dan waktunya. 

Amalan haji lainnya setelah thawaf Qudum ini adalah sa'i antara 
Shafa dan Marwa. Ini adalah amalan ketiga dalam haji setelah ihram. 
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c. Sa'i antara Shafa dan Marwa 

Pembahasan ini mencakup hukum, tata cara, syarat-syarat dan 
urutannya. 


1. Hukum sa'i 

Tentang hukum sa’i: 

1. Malik dan Syafi'i berpendapat: Hukumnya wajib bagi orang yang 
belum mengerjakannya. Wajib baginya untuk mengulang haji di tahun 
mendatang. Ini juga pendapat yang dipegang oleh Ahmad bin Hanbal dan 
Ishaq. 

2. Sedangkan ulama-ulama Kufah menilai: Hukumnya sunah. Jika 
seseorang kembali ke negerinya dan belum mengerjakan sa’i, maka dia 
wajib membayar denda. 

3. Sebagian ulama lainnya berpendapat: Sa'i hanya sekedar ibadah 
tambahan, dan jika ditinggalkan maka tidak akan terkena sanksi apa-apa. 

Dasar pegangan mereka yang mewajibkannya adalah sebuah 
riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan sa’i, seraya bersabda, 

"Bersa'ilah kalian. Karena sesungguhnya Allah SWT telah 
menetapkan atas kalian kewajiban sa'i. 

Hadits ini diriwayatkan oleh Syafi’i dari Abdullah bin Mu'ammal. 
Juga, karena hukum asalnya setiap perbuatan Rasulullah SAW dalam 
ibadah ini difahami sebagai wajib, kecuali ada dalil lainnya berupa nash, 
ijma' atau qiyas bagi yang menggunakannya, yang mengeluarkan status 
hukumnya dari wajib. 

Sedangkan yang menjadi dasar pegangan para ulama yang tidak 
mewajibkannya adalah firman Allah SWT, 


™ Shahih. HR. Ahmad (6/421), Ibnu Abi 'Ashim dalam Al Ahad wa Al Matsani 
(6/83 dan 3296), Ibnu Sa'ad dalam Ath-Thabaqat (8/247), Al Hakim (4/70), Ad- 
Daruquthni (2/255), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (24/226 dan 575), dan Al 
Baihaqi (5/97). Dianggap shahih oleh Ibnu Taimiyah, Al Mizzi dan Az-Zaila'i 
sebagaimana tercantum dalam Nashb Ar-Rayah (3/56). 
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"SesmRRuhnya Shafa dan Marwa adalah sebagian dari syi’^r 

A,la, ZZ\al,slaio yaa, l,M, ,aj, 
berummh. maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa, 
keduanya. " (Qs. Al Baqarah p); 158) 

Mereka berpendapat: maksudnya adalah tidak mengerjakan san 
Menumt cara bacL Lu Mas’ud RA, (ha, ini sama dengan) firman 

Allah SWT, 

. ^ e £ k ' yi-> k-'k 

\^ o' 

"Allah menerangkan hukum ini kepadamu supaya kamu (tidak) 
sesat." {Qs. An-Nisaa' [4]; 176) 

Maksudnya adalah agar kamu tidak tersesat. 

Para ulama pun menganggap dha'if huids dari Mu ammal di atas. 
'Aisvah RA mengatakan bahwa ayat di atas (Al Baqarah ayat 156) 
difahaL tara ehal-ny.. Hanya saja ayat tersebut d,turunkan 
tkenaan dengan kaum Anshar yang merasa keberatan untuk melakuka 
sa'i antara Shafe dan Marwa, lantaran termasuk kebiasaan yang ora g 
orang pada saat masa Jahiliyah, dan karena d. sanalah temp 
penyembelihan kurban kaum musyrikin. 

Ada pendapat yang mengatakan: Mereka enggan melakukan sai 
antara bukit Shafa dan Marwa sebagai 

berhala yang ada di sana. Maka mereka bertanya kepada Nabi SAW, 
turunlah ayat tersebut yang membolehkan mereka untuk bersa i. 

sedangkan jumhur ulama menjadikan ibadah 
ibadah haji, karena begitulah tata cara hajinya Rasululbh «AW ^ 
hadthadits yang menerangkannya 

mulawatir (maksud kami ajaran untuk mengerjakan sa i setelah 
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2. Tata cara sa'i 


Tentang tata caranya, jumhur ulama berpendapat dan menyatakan 
bahwa hal yang sunah dalam mengerjakan sa’i antara Shafa dan Marwa 
adalah dengan terlebih dahulu mendaki bukit Shafa kemudian berdoa. 
Selepas itu, dia menuruninya lalu berjalan mengikuti jalurnya hingga 
mencapai Bathn Al Masil dan berlari-lari kecil hingga sampai pada tanda 
berikutnya menuju bukit Marwa. Jika telah melewatinya dia dapat 
berjalan seperti biasa hingga sampai ke bukit Marwa. Kemudian dia 
mendakinya hingga dapat melihat Ka’bah, lalu berdoa dan mengucapkan 
takbir seperti yang dilakukannya saat berada di bukit Shafa. Jika dia 
hanya berdiri di kaki bukit Marwa itu pun cukupi baginya, menurut 
pendapat mayoritas ulama. 


Setelah itu dia kembali menuruni bukit Marwa, dan berjalan seperti 
biasa hingga mencapai Bathn Al Masil, kemudian kembali berlari-lari 
kecil hingga melewatinya menuju bukit Shafa, kemudian kembali 
berjalan seperti biasa hingga mencapai bukit Shafa. 

Itu semua dikerjakan sebanyak tujuh putaran. Dihitung sejak 
putaran pertama dari Shafa sampai ke Marwa. 


Jika seseorang memulainya kembali dari bukit Marwa, maka itu 
terhitung putaran kedua. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 


.utajb :<0 'Ib ll; 


"Kita memulainya dengan apa yang telah dimulai Allah. Kita 
memulainya dari bukit Shafa. 

Yang dimaksudkan oleh beliau adalah firman Allah SWT, 

.«f'*-.* ^ .f X 

^ , r 

-SjJoj 4u1p 


"Sesungguhnya Shafa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar 
Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau 


Shahih. HR. At-Tirmidzi (862), An-Nasa’i (5/236) dan dalam Al Kubra (3955). 
Dianggap shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. dan dalam Shahih 
Al Jami’{(>1^5). 


Bidayatul Mujtahid 717 




berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara 
keduanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 158), 

'Atha' berkata, "Jika seseorang tidak mengetahui aturan tersebut, 
lalu dia memulainya dari bukit Marwa, maka itu mencukupi baginya. 


Para ulama bersepakat bahwa sa'i tidak memiliki waktu tertentu. 
Karena dia hanyalah tempat untuk bermunajat kepada Allah SWT. 


Telah tsabit dalam hadits dari Jabir bin Abdullah RA bahwa jika 
Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Shafa, maka beliau bertakbir tiga 
kali seraya mengucapkan. 


jr ' 4 ] ^ VI 'i V 




"Tidak ada Dzat yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali 
Allah. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kekuasaan dan bagi-Nya 
segala puja dan pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." 

Beliau melakukan itu semua tiga kali, lalu berdoa. Beliau juga 
melakukan hal serupa di bukit Marwa.’’® 


3. Syarat-syarat sa'i 

Tentang syarat-syaratnya, para ulama bersepakat bahwa yang 
menjadi syarat sa'i adalah thaharah (bersuci) dari haid, dan ini hukumnya 
sama dengan hukum thawaf. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam 
hadits dari 'Aisyah RA, 

2 ;; Vj Jb V y > c. ^ 

" ✓ y' " ✓ ~ y' 

"Kerjakanlah olehmu apa yang biasa dikerjakan oleh orang yang 
berhaji. Hanya saja, kamu tidak boleh berthawaf di Baitullah dan tidak 
boleh melakukan sa'i antara Shafa dan Marwa. 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
Muttafag ’Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 


718 Bidayatui Mujtahid 


Yahya (seorang perawi) menyendiri dalam meriwayatkan tambahan 
hadits yang dinukil Malik ini. Tidak ada beda di kalangan ulama bahwa 
thaharah bukan termasuk syarat sahnya sa'i. Kecuali Al Hasan yang 
menyamakan hukumnya dengan thawaf. 

4. Urutan Sa'i 

Tentang urutan pengerjaannya, jumhur ulama bersepakat bahwa sa'i 
dikerjakan setelah melakukan thawaf. Dan orang yang mengerjakan sa'i 
sebelum thawaf di Baitullah. Maka dia harus kembali mengulangi sa'i 
dan thawaf terlebih dahulu, walau dia telah keluar dari Makkah. 

Jika dia tidak mengetahui aturan tersebut, lalu dia sempat 
menggauli istrinya, maka dia harus kembali menunaikan haji dan kembali 
membawa hewan kurban, atau kembali mengerjakan umrah di tahun 
mendatang. 

Ats-Tsauri berkata: Jika seseorang melakukan sa'i sebelum thawaf 
karena kebodohannya, maka tidak ada sanksi baginya. 

Abu Hanifah berpendapat: Jika orang itu telah keluar dari Makkah, 
maka dia tidak berkewajiban untuk kembali, namun dia wajib membayar 
denda. 

Inilah pembahasan tentang hukum sa'i, tata cara, syarat-syarat dan 
urutan pengerjaannya. 


D. Menuju 'Arafah 

Amalan ibadah haji selanjutnya adalah keluar menuju Mina pada 
hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah) dan menginap di sana pada malam 'Arafah. 

Para ulama bersepakat bahwa seorang imam hendaknya mendirikan 
shalat lima waktu (Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya') di Mina dengan 
cara gashar. Hanya saja, mereka bersepakat bahwa itu tidak menjadi 
syarat sahnya haji. 

Bagi kalangan orang yang tidak memiliki waktu yang lapang ketika 
hari 'Arafah (9 Dzulhijjah), maka imam -bersama seluruh jamaahnya- 
berjalan dari Mina menuju 'Arafah, dan bersama-sama mengerjakan 
wukuf di sana. 
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Wukuf di 'Arafah 


Pembahasan di sini terfokus pada hukum wukuf, tata cara dan 
syarat-syaratnya. 


1. Hukum wukuf di 'Arafah 

Tentang hukum wukuf di 'Arafah, para ulama bersepakat bahwa itu 
termasuk rukun haji. Jika seseorang meninggalkannya, maka dia harus 
kembali menunaikan haji di tahun mendatang dan membawa hewan 
kurban. 

Ini menurut pendapat mayoritas ulama, berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW, 

"Haji itu hari 'Arafah. 


2. Tata cara wukuf 

Tentang tata caranya, hendaknya seorang imam sampai di padang 
'Arafah pada hari 'Arafah (9 Dzulhijjah) sebelum matahari tergelincir ke 
barat. 

Jika matahari telah tergelincir, maka imam hendaknya berkhutbah 
kepada khalayak, lalu mendirikan shalat Zhuhur dan Ashar dengan jama' 
pada waktu Zhuhur (Jama' taqdim). Kemudian berwukuf di sana hingga 
terbenamnya matahari. 

Para ulama bersepakat bahwa tata cara inilah yang merupakan ijma' 
para ulama dari tradisi sikap Rasulullah SAW. Dan mereka juga tidak 
berbeda pendapat untuk menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 
merupakan wewenang pemimpin tertinggi kaum muslimin, atau orang 
yang dipercayai untuk mengurusinya. 


Shahih. HR. Abu Daud (1949), At-Tirmidzi (889), An-Nasa'i (5/264), Ibnu 
Majah (3015) dan Ahmad (4/309 dan 335), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah 
(2822), diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni (2/240), seluruhnya dari jalur 
Abdurrahmaan bin Ya'mar Ad-Daili, dinilai shahih oleh Al Albani dalam 
Shahih Al Jami'. 
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Para ulama juga sepakat diperbolehkan mendirikan shalat di 
belakang pemimpin, apakah dia itu baik, jahat ataupun pelaku bid'ah. 

Juga termasuk sunah agar imam mendirikan shalat pada hari wukuf 
di Masjid 'Arafah bersama jamaah lainnya ketika matahari telah 
tergelincir lalu berkhutbah. Ini sebagaimana telah kami paparkan di atas. 
Lalu dia mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar dengan cara jama' 
taqdim. 

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu adzan bagi seorang 
muadzin di 'Arafah untuk mendirikan shalat Zhuhur dan Ashar. 

1. Malik berpendapat: Seorang imam dapat berkhutbah hingga 
selesai bagian awal atau sebagian dari khutbahnya, kemudian muadzin 
mengumandangkan adzan saat khutbah sedang berlangsung. 

2. Syafi'i berpendapat: Muadzin mengumandangkan adzan ketika 
imam memasuki khutbah kedua. 

3. Abu Hanifah berpendapat: Apabila seorang imam menaiki 
mimbar, dia dapat memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan 
adzan, lalu mulailah dia beradzan, sama seperti ketika shalat Jum'at. 
Apabila muadzin telah selesai, barulah imam menyampaikan khutbahnya, 
kemudian dia turun dari mimbar dan muadzin mengumandangkan iqamat 
untuk shalat. Inilah yang menjadi pendapatnya Abu Tsaur, dan dia 
menyerupakannya dengan shalat Jum'at. 

Ibnu Nafi' menukil pendapat Malik yang mengatakan: Adzan di 
'Arafah dikumandangkan saat imam duduk untuk berkhutbah. Dalam 
hadits Jabir RA disebutkan, "Bahwa ketika matahari telah tergelincir ke 
barat, Rasulullah SAW menghenyakkan Qashwa' (nama unta beliau 
SAW) lalu bergegas berangkat. Beliau sampai di perut lembah 'Arafah, 
kemudian langsung berkhutbah. Lalu Bilal mengumandangkan adzan, 
setelah itu dia mengumandangkan iqamat untuk mendirikan shalat 
Zhuhur, kemudian kembali mengumandangkan iqamat untuk shalat 
Ashar. Beliau tidak menyelingi antara kedua shalat tersebut dengan 
sesuatupun juga. Setelah itu beliau beristirahat di tempat wukufnya."’®^ 


™ Bagian dari hadits Jabir RA yang sangat panjang tentang tata cara haji Nabi 
SAW. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang jama' bagi kedua shalat ini 
apakah dengan dua kali adzan dan dua kali iqamat, ataukah dengan satu 
kali adzan dan dua iqamat. 

1. Malik berpendapat: Kedua shalat ini d'i-jama' dengan dua kali 
adzan dan dua kali iqamat. 

2. Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Abu Tsaur dan jamaah lainnya 
berpendapat: Keduanya d\-jama’ dengan satu kali adzan dan dua kali 
iqamat. 

Diriwayatkan pula dari Malik seperti pendapat kalangan kedua ini. 

3. Sedangkan diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal: Keduanya di- 
jama' dengan dua kali iqamat. 

Hujjah Syafi'i adalah hadits Jabir RA yang sangat panjang tentang 
tata cara haji Nabi SAW. Disebutkan di dalamnya: Bahwa beliau 
mendirikan shalat Zhuhur dan Ashar dengan sekali adzan dan dua kali 
iqamat, sebagaimana telah kami paparkan. 

Sedangkan pendapat Malik diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud RA, 
hujjah-nya adalah bahwa pada dasarnya setiap shalat ditegakkan dengan 
adzan dan iqamat tersendiri. 

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa jika imam 
tidak menyampaikan khutbahnya sebelum Zhuhur, maka tetap 
diperbolehkan untuk mendirikan shalat Zhuhur. Ini kondisinya berbeda 
dengan shalat Jum'at. 

Para ulama bersepakat bahwa bacaan surat dalam shalat ini 
hendaknya dilakukan dengan sirr (suara pelan). Dan jika imam dalam 
perjalanan maka shalatnya dapat d\-qashar. 

Para ulama berbeda pendapat tentang imam dari penduduk 
Makkah, apakah dia harus meng-qashar shalatnya ketika di Mina pada 
hari Tarwiyah dan meng-qashar shalatnya ketika di 'Arafah pada hari itu, 
serta ketika di Muzdalifah pada malam hari penyembelihan hewan 
kurban. 

1. Malik, Al Auza'i dan jamaah ulama berpendapat: Sunah 
mendirikan shalat di daerah-daerah tersebut dengan d\-qashar, baik bagi 
penduduk Makkah maupun bukan. 
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2. Sedangkan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Syafi'i, Abu Tsaur dan 
Daud Azh-Zhahiri berkata: Bagi penduduk yang termasuk dalam wilayah 
Makkah, maka dia tidak boleh mQn%-qashar shalatnya. 

Hujjah Malik adalah tidak pernah diriwayatkan adanya seorangpun 
dari jama'ah haji yang ikut bersama Rasulullah SAW menyempurnakan 
shalatnya. 

Sedangkan hujjah kelompok kedua adalah tetapnya hukum asal 
yang telah dikenal yang menyatakan bahwa gashar shalat hanya boleh 
dilakukan bagi orang yang sedang perjalanan (musafir), hingga adanya 
dalil yang mengkhususkannya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban mendirikan shalat 
Jum’at di 'Arafah dan Mina: 

1. Malik menilai: tidak ada kewajiban mendirikan shalat Jum'at di 
'Arafah dan Mina pada musim haji. Tidak bagi penduduk kota Makkah 
maupun lainnya, kecuali bagi seorang imam yang termasuk penduduk 
'Arafah. 

2. Syafi'i Juga mengatakan demikian, hanya saja dia mensyaratkan 
kewajiban mendirikan shalat Jum'at di sana bagi empat puluh orang kaum 
laki-laki penduduk 'Arafah. Ini berdasarkan prinsip madzhab Syafi'i yang 
mensyaratkan Jumlah tersebut dalam Jama'ah shalat Jum'at. 

3. Abu Hanifah berpendapat: Jika amirul hajj bukan orang yang 
diperbolehkan untuk mmg-qashar shalat di Mina dan 'Arafah, maka dia 
tetap harus mengimami Jamaah untuk shalat Jum'at. Itu dilakukan Jika 
wukuf bertepatan dengan hari Jum'at. 

4. Sedangkan Ahmad berkata: Shalat Jum'at harus dilakukan Jika 
gubernur kota Makkah mengumpulkan warganya untuk mendirikannya. 
Ini yang menjadi pendapat Abu Tsaur. 

3. Syarat-syarat wukuf di 'Arafah 

Tentang syarat-syarat wukuf di 'Arafah, hendaknya dilakukan 
setelah mendirikan shalat (Zhuhur dan Ashar yang di-jama' taqdim). 
Alasannya, karena para ulama tidak berbeda pendapat untuk menyatakan 
bahwa, "Rasulullah SAW setelah mendirikan shalat Zhuhur dan Ashar di 
'Arafah, beliau mendaki dan berwukuf di bukit 'Arafah (Jabal Rahmah) 


Bidayatul Mujtahid 723 



seraya berdoa kepada Allah SWT, lalu diikuti oleh semua kaum muslimin 
yang turut menunaikan ibadah haji bersama beliau. Mereka wukuf hingga 
matahari terbenam. Ketika matahari telah benar-benar tenggelam dan 
nampak jelas bagi mereka dia telah terbenam di ufuk barat, beliau pun 
beranjak pergi menuju Muzdalifah."™'* 

Tidak ada beda pendapat di kalangan ulama bahwa itu termasuk 
dalam sunah wukuf di 'Arafah. 


Para ulama bersepakat bahwa orang yang wukuf di 'Arafah sebelum 
matahari tergelincir ke barat kemudian dia bergegas pergi sebelum 
tergelincirnya matahari, maka wukufnya tidak sah. Dan jika dia tidak 
kembali berwukuf lalu matahari tergelincir, atau berwukuf pada malam 
hari selama belum terbit fajar, berarti hajinya telah batal. 


Diriwayatkan dari Abdullah bin Ma'mar Ad-Daili, dia berkata: Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda. 




"Haji itu adalah (wukuf di) 'Arafah, barangsiapa yang sampai 
'Arafah sebelum terbit fajar berarti dia telah menunaikan (wukufnya). 

Abdullah bin Ma'mar menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. 
Hanya konteksnya telah menjadi ijma' ulama. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang wukuf di 'Arafah 
setelah matahari tergelincir namun beranjak pergi sebelum matahari 
tenggelam. 

1. Malik berpendapat: Dia wajib menunaikan haji kembali pada 
tahun selanjutnya, kecuali dia kembali (ke 'Arafah) sebelum terbit fajar. 
Namun jika dia bergegas pergi sebelum imam (pergi) tetapi dilakukan 
setelah matahari tenggelam di ufuk barat, wukufnya dianggap sah. 

Kesimpulan Malik: Syarat sahnya wukuf di 'Arafah adalah 
seseorang wukuf pada malam hari. 

2. Sedangkan jumhur berpendapat: Barangsiapa yang wukuf di 
'Arafah setelah matahari tergelincir berarti hajinya telah sempurna, 
meskipun dia beranjak pergi sebelum matahari tenggelam. Hanya saja 


Telah disebutkan dalam hadits dari Jabir RA. 
Shahih. TakhriJ-nya telah disebutkan terdahulu. 
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jumhur berbeda pendapat tentang kewajiban membayar denda karena 
tindakan ini. 


Dasar pegangan Jumhur ulama adalah hadits Urwah bin Mudharris 
RA, dan hadits ini telah disepakati kc-shahih-annya. Dia berkata: Aku 
menghampiri Rasulullah SAW di Jam'i, dan aku berkata kepada beliau, 
"Apakah aku telah menyempurnakan ibadah haji?" Beliau bersabda, 


^ , .c " , ^ c ^ t*'''' ® M’ l®- 
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”Barangsiapo yang mendirikan shalat bersama kami di sini dan 
wukuf di tempat ini ('Arafah) hingga kami beranjak pergi, atau dia 
bergegas pergi sebelum itu dari Arafah (baik malam hari ataupun 
siangnya), maka hajinya telah sempurna dan dia telah menunaikan 
kewajibannya. 


Para ulama bersepakat bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau, 
"...atau siang harinya" adalah setelah matahari tergelincir. Mereka yang 
mensyaratkan wukuf harus sampai malam h^r-hujjah dengan wukufnya 
Nabi SAW di Arafah hingga matahari terbenam. Tetapi jumhur ulama 
menilai bahwa wukufnya beliau SAW di Arafah hingga matahari 
terbenam yang dijelaskan dalam hadits 'Urwah bin Mudharris, termasuk 
afdhaliyah (keutamaan). Karena beliau memberi pilihan dalam masalah 
ini. 


Diriwayatkan dari Nabi SAW dari beberapa jalur periwayatan, 
bahwa beliau bersabda. 




‘it 0 ✓ ✓ y' o 










"Seluruh wilayah 'Arafah adalah tempat wukuf, naiklah kalian dari 
lembah 'Uranah. Dan seluruh wilayah Muzdalifah adalah tempat wukuf 
kecuali Bathn Muhassir, dan seluruh wilayah Mina adalah tempat 


Shahih. HR. Abu Daud (1950), At-Tirmidzi (891), An-Nasa'i (5/263 dan 
5/264), Ahmad (4/15, 261 dan 262), Ad-Darimi (2/83), dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (2820 dan 2821), dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (5/116), 
serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 
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penyembelihan hewan kurban. Dan seluruh penjuru kota Makkah juga 
tempat penyembelihan hewan kurban serta tempat bermalam. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang wukuf di 'Uranah 
-salah satu wilayah 'Arafah-. 

1. Ada yang berpendapat bahwa hajinya sempurna tetapi dia wajib 
membayar denda. Ini adalah pendapat Malik. 

2. Syafi'i berpendapat bahwa hajinya tidak sah. 

Dasar pegangan ulama yang membatalkannya karena adanya 
larangan tentang hal tersebut dalam hadits. Sedangkan ulama yang tidak 
membatalkannya berpegang kepada hukum asal bahwa wukuf di seluruh 
wilayah 'Arafah sah, kecuali adanya dalil yang kemudian 
membatalkannya. Mereka berpendapat: Hadits ini tidak dapat dijadikan 
sebagai hujjah dan dia keluar dari hukum asal. 

Inilah pembahasan tentang sunah-sunah seputar hari 'Arafah. 

Sedangkan amalan ibadah haji berikutnya setelah wukuf di 'Arafah 
adalah berangkat menuju Muzdalifah setelah terbenamnya matahari di 
ufuk barat, dan apa saja yang harus dikerjakan di Muzdalifah. 


E. Amalan-Amalan Haji di Muzdalifah 

Pembahasan di sini terfokus pada hukum, tata cara dan waktu 
pelaksanaannya. 


1. Hukum bermalam di Muzdalifah 

Amalan ini termasuk dalam rukun haji. Hukum asalnya 
berdasarkan firman Allah SWT, 

■'’-t'T ' '■^1 \ ’f' T-1' 
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Shahih. telah disebutkan dalam hadits dari Jabir RA, diriwayatkan pula dari Ali 
bin Abu Thalib RA oleh Abu Daud (1935) dan At-Tirmidzi (885). 
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"Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah 
kepada Allah di Mas'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah 
sebagimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu." {Qs. Al Baqarah [2]: 198) 


2. Tata cara bermalam di Muzdalifah 

Para ulama sepakat bahwa orang yang bermalam di Muzdalifah 
pada malam hari penyembelihan hewan kurban (malam tanggal 10 
Dzulhijjah), hendaknya men-jama' shalat Maghrib dan Isya' berjamaah, 
kemudian berdiri di bukit Masy'aril Haram setelah shalat Subuh hingga 
nampak mega kekuning-kuningan. Itu semua dilakukan sesudah wukuf di 
'Arafah, dan hajinya pun sempurna. Karena begitulah tata cara haji yang 
dilakukan Rasulullah SAW. 


3. Waktu bermalam di Muzdalifah 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang berdiam di 
Muzdalifah setelah shalat Subuh dan menetap di sana, apakah termasuk 
sunah-sunah haji ataukah wajib. 

1. Al Auza'i dan segolongan tabi'in berpendapat; Amalan ini 
termasuk wajib haji. Orang yang meninggalkannya maka harus 
menunaikan haji kembali di tahun mendatang dan membawa hewan 
kurban. 

2. Sedangkan para fuqaha mengatakan amalan tersebut bukan 
termasuk wajib haji, maka orang yang tidak berdiam di Muzdalifah dan 
menginap di sana, hanya wajib membayar denda. 

3. Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang beranjak pergi 
meninggalkan Muzdalifah di pertengahan pertama malam dan tidak 
mendirikan shalat di sana, dia wajib membayar denda. 

Dasar pegangan jumhur ulama adalah hadits shahih dari Rasulullah 
SAW, "Bahwa beliau mendahulukan orang-orang yang lemah dari 
keluarganya (untuk bergegas meninggalkan Muzdalifah) pada malam 
hari. Sedangkan mereka tidak ikut shalat Subuh bersama beliau."’^* 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (1678), Muslim (1393), An-Nasa'i (3033 dan 
5/261), Ibnu Majah (3026), serta Ahmad (1/221). 
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Sedangkan dasar pegangan madzhab pertama adalah sabda 
Rasulullah SAW pada hadits dari 'Urwah bin Mudharris, hadits ini telah 
disepakati Ve-shahih-anny&, 


*>G oli jp dJUi -ii ol5"J ^ 
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"Barangsiapa mendirikan shalat Subuh bersama kami di Jam'i. 
Sedangkan dia telah bertolak dari 'Arafah pada malam hari atau siang 
harinya, sungguh hajinya telah sempurna, dan dia telah menunaikan 
kewajibannya. 


Dan firman Allah SWT, 


>•1JLiP ^1 OJ3 jP 
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"Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafah, berzikirlah 
kepada Allah di Mas'aril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah 
sebagimanayang ditunjukkan-Nya kepadamu. " (Qs. Al Baqarah [2]: 198) 

Diantara hujjah kelompok pertama adalah ijma' kaum muslimin 
yang tidak mengambil semua yang tercantum dalam hadits ini. Karena 
mayoritas kaum muslimin berpendapat bahwa orang yang menginap di 
Muzdalifah pada malam hari lalu beranjak pergi sebelum Subuh maka 
hajinya dianggap telah sempurna. Begitu pula orang yang menginap di 
sana lalu tertinggal shalat Subuhnya. 

Mereka juga bersepakat bahwa orang yang bermalam di 
Muzdalifah dan tidak berzikir kepada Allah, hajinya dianggap sempurna. 
Hal ini menguatkan hujjah mereka disamping zhahir ayat di atas. 

Muzdalifah dan Jam'i adalah dua nama yang sama untuk daerah ini. 
Dan sunah haji yang dapat dikerjakan jama’ah haji di sana adalah 
bermalam, men-jama' shalat Maghrib dan Isya' di waktu Isya' (jama' 
ta'khir) dan mengerjakan shalat Subuh pada pagi harinya. 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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F. Melontar Jumrah 

Tentang amalan haji selanjutnya setelah bermalam di Muzdalifah 
adalah melontar jumrah. Dalam masalah ini kaum muslimin sepakat 
bahwa Nabi SAW berdiri di Masy'aril Haram (Muzdalifah) setelah 
menunaikan shalat Subuh. Kemudian beliau bergegas pergi sebelum 
menuju Mina sebelum matahari terbit. Dan pada hari (hari 
penyembelihan hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah) beliau melontar 
jumrah 'Aqabah setelah matahari terbit di ufuk timur. 

Kaum muslimin juga bersepakat bahwa orang yang melontar 
jumrah 'Aqabah pada hari dan waktu tersebut (yaitu setelah matahari 
terbit hingga sebelum tergelincir ke arah barat) berarti dia telah melontar 
pada waktu yang tepat. Mereka pun bersepakat bahwa Rasulullah SAW 
pada hari tersebut tidak melontar jumrah lainnya (hanya melontar jumrah 
'Aqabah). 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melontar jumrah 
'Aqabah sebelum terbitnya fajar. 

1. Malik menilai: Tidak sampai berita kepada kami bahwa 
Rasulullah SAW memberi rukhshah (keringan) kepada seorang pun 
untuk melontar jumrah 'Aqabah sebelum terbit fajar. Jadi, hal itu tidak 
boleh dilakukan. Apabila dia melontarnya sebelum terbit fajar maka dia 
wajib mengulangi kembali lontarannya. 

Inilah pendapat Abu Hanifah, Sufyan dan Ahmad. 

2. Syafi'i berpendapat: Tidak mengapa dia melakukannya. Meski 
Syafi'i menganjurkan agar melontar setelah terbit fajar. 

Hujjah mereka yang tidak membolehkannya adalah perbuatan Nabi 
SAW disamping sabda beliau, 

"Ambillah dariku cara ibadah haji kalian. 

Dan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, "Bahwa 
Rasulullah SAW mendahulukan orang-orang lemah dari keluarga beliau 
seraya bersabda. 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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"Janganlah kalian melontar jumrah sampai matahari terbit. 

Sedangkan dasar pegangan kalangan ulama yang membolehkan 
melontar jumrah sebelum fajar adalah hadits Ummu Salamah RA yang 
diriwayatkan oleh Abu Daud dan perawi lainnya. Yaitu, "Bahwa Aisyah 
RA berkata, 'Rasulullah SAW menjemput Ummu Salamah pada hari 
penyembelihan hewan kurban, lalu dia melontar jumrah sebelum fajar. 
Setelah itu dia berlalu dan mengerjakan thawaf Ifadhah. Hari itu adalah 
giliran beliau SAW untuk bersamanya." 

Dan hadits dari Asma' RA, "Dia melontar jumrah pada malam hari, 
seraya berkata, 'Sesungguhnya kami melakukan ini di zaman Rasulullah 
Saw'."*°2 


Para ulama telah bersepakat bahwa waktu yang dianjurkan untuk 
melontar jumrah 'Aqabah adalah setelah matahari terbit sampai 
tergelincirnya matahari. Dan jika seseorang maka lontarannya sebelum 
matahari terbenam, maka lontarannya dianggap sah dan dia tidak 
menanggung apapun. Malik menganjurkannya untuk menyembelih 
hewan kurban. 


Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang melontar jumrah 
'Aqabah saat matahari telah terbenam dan telah masuk ke malam hari 
atau hari berikutnya. 

1. Malik berpendapat: Dia wajib membayar denda. 

2. Abu Hanifah menilai: Jika dia melontarnya pada malam hari, dia 
tidak terkena kewajiban apapun. Namun jika dia mengakhirkannya 
hingga esok hari, maka dia wajib membayar denda. 

3. Sedangkan Abu Yusuf, Muhammad dan Syafi'i berpendapat: Jika 
dia mengakhirkannya hingga malam hari atau hari berikutnya, dia tidak 
terkena kewajiban apapun. 

Hujjah mereka (madzhab ketiga) adalah sebuah hadits, "Bahwa 
Rasulullah SAW memberikan rukhshah (keringanan) kepada para 


Shahih. HR. Abu Daud (1941), At-Tirmidzi (893), An-Nasa’i (5/272), Ahmad 
(1/212, 221, 326 dan 344), Ath-Thabrani (11/158 dan 11354), serta dinilai 
shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud 

Shahih. HR. Abu Daud (1943), dan Ai Baihaqi (5/133), serta dinilai shahih oleh 
Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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penggembala unta untuk melakukan hal tersebut."*®^ (Maksudnya, beliau 
memberi mereka rukhshah untuk melontar pada malam hari.) 

Dan dalam hadits Ibnu Abbas RA disebutkan sebuah redaksi, "Ada 
seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Wahai Rasulullah, 
aku telah melontar jumrah pada malam hari.' Beliau bersabda kepadanya, 

''Tidak mengapa (kamu melakukannya). 

Dasar pegangan Malik adalah bahwa waktu tersebut (mulai terbit 
matahari hingga tergelincirnya) adalah waktu yang telah disepakati 
bersama tentang masa Rasulullah SAW melontar jumrah. Itulah 
sunahnya, maka barangsiapa menyelisihi satu sunah dari sunah-sunah 
haji, maka dia wajib membayar denda. Seperti yang diriwayatkannya dari 
Ibnu Abbas RA. Dan pendapat inilah yang diambil oleh jumhur ulama. 

Malik menilai: adapun makna rukhshah yang diberikan kepada para 
penggembala unta adalah terjadi setelah hari penyembelihan hewan 
kurban (tanggal 11) mereka melontar jumrah 'Aqabah, kemudian pada 
hari ketiga (tanggal 12) -hari pertama kepulangan- Rasulullah SAW 
memberi rukhshah kepada mereka untuk melontar semua jumrah yang 
ada pada hari itu dan untuk hari sesudahnya. Jika mereka telah pulang ke 
negerinya berarti mereka telah menyelesaikan semua prosesi ibadah haji. 
Namun, jika mereka masih bermalam hingga keesokan harinya, maka 
mereka diwajibkan untuk melontar jumrah berikutnya setelah semua 
jamaah haji melontar jumrah. Setelah itu barulah mereka diperbolehkan 
untuk pulang ke negerinya. 

Sedangkan menurut jumhur ulama, makna rukhshah yang diberikan 
kepada mereka adalah kebolehan untuk menggabungkan (amalan-amalan 
haji) dua hari dalam satu hari. Hanya saja yang dimaksud oleh Malik 
adalah kebolehan untuk menggabungkan amalan-amalan wajib haji saja. 
Seperti ketika seseorang menggabungkan di hari ketiga (tanggal 12) 


Dha'if. HR. Al Baihaqi (5/151) dari 'Atha' secara mursal dengan redaksi, 
"Sesungguhnya Rasulullah SAW memberi rukhshah kepada para penggembala 
unta untuk melontar semua jumrah pada malam hari." 

Shahih. HR. Al Bukhari (1723), Abu Daud (1983), An-Nasa'i (5/272), Ibnu 
Majah (3050), dan dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2950) serta Al Baihaqi 
(5/142). 
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semua lontaran jumrah hari kedua (tanggal 11) dan hari ketiga (tanggal 
12). Karena menurut Malik, sesuatu tidak bisa di qadha' (diganti) kecuali 
yang wajib. 

Sedangkan mayoritas ulama telah memberi rukhshah untuk 
menggabungkan dua hari dalam satu hari, baik hari yang digabungkan itu 
lebih dahulu ataupun yang belakangan, mereka tidak menyamakannya 
dengan prinsip qadha\ Karena telah tsabit disebutkan dalam sebuah 
hadits, "Bahwa Rasulullah SAW melontar jumrah ketika beliau 
menunaikan ibadah haji pada hari penyembelihan hewan kurban (tanggal 
10). Setelah itu beliau langsung menyembelih hewan kurbannya, 
kemudian mencukur rambut kepalanya dan mengerjakan thawaf 
Ifadhah."*^ 

Para ulama sepakat bahwa ini semua termasuk dalam sunah-sunah 

haji. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mendahulukan 
amalan haji yang diakhirkan oleh Rasulullah SAW atau sebaliknya. 

1. Malik berpendapat: Barangsiapa yang menduhulukan mencukur 
rambut kepalanya sebelum melontar jumrah 'Aqabah, maka dia terkena 
kewajiban untuk membayar fidyah. 

2. Sedangkan Syafi'i, Ahmad, Daud Azh-Zhahiri dan Abu Tsaur 
berpendapat: Dia tidak terkena kewajiban apapun. Dasar pegangan 
mereka adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Abdullah 
bin Umar RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW berada di Mina, 
orang-orang bertanya kepada beliau, lalu seorang lelaki datang lantas 
bertanya, 'Wahai Rasulullah, aku lupa dan aku telah mencukur rambut 
kepalaku sebelum menyembelih hewan kurban.' Maka beliau bersabda 
kepadanya, 

•C> % 

'Sembelihlah hewan kurban, dan tidak ada kesempitan (bagimu).' 


Penulis menunjuk kepada hadits panjang dari Jabir RA dan telah disebutkan 
pada pembahasan yang lalu tentang hajinya Nabi SAW. Takhrij-nya telah 
disebutkan terdahulu. 
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Kemudian ada lagi yang datang seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, 
aku lupa dan aku telah menyembelih hewan kurbanku sebelum melontar 
jumrah.' Beliau bersabda kepadanya, 

p' 

'Melontarlah, dan tidak ada kesempitan (begimu) " 

(Ibnu Umar RA) berkata; Maka tidaklah Rasulullah SAW ketika 
itu ditanya tentang sesuatu yang didahulukan ataupun yang diakhirkan 
kecuali beliau bersabda, 

0 0 

"Kerjakanlah, tidak ada kesempitan (bagimu). 

Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW. 

Sedangkan dasar pegangan Malik adalah bahwa Rasulullah SAW 
memberi hukuman orang yang mencukur rambut kepalanya sebelum tiba 
waktunya karena alasan syar'i dengan kewajiban membayar fidyah. 

Lalu bagaimana jika hal itu terjadi tanpa adanya alasan syar'i? Juga, 
hadits di atas tidak menyebutkan kebolehan mencukur rambut kepala 
sebelum melontar jumrah? 

1. Malik menilai bahwa orang yang mencukur rambut kepalanya 
sebelum menyembelih hewan kurban tidak terkena kewajiban apapun. 
Begitu pula orang yang menyembelih hewan kurban sebelum melontar 
jumrah. 

2. Abu Hanifah berpendapat: Jika seseorang mencukur rambut 
kepalanya sebelum menyembelih hewan kurban atau sebelum melontar 
jumrah, maka wajib membayar denda. Jika dia menunaikan haji Qiran, 
berarti dia terkena dua kali denda. 

3. Sedangkan menurut Zafar, orang itu terkena tiga kali denda: satu 
denda untuk haji Qirannya dan dua denda untuk mencukur rambut 
kepalanya sebelum menyembelih hewan kurban serta sebelum melontar 
jumrah. 


Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (83, 1736, 1737 dan 1738), Muslim (1306), 
Abu Daud (2014), At-Tirmidzi (916), ibnu Majah (3051), Ahmad (2/155, 160, 
192,202, 210 dan 217), serta Al Humaidi (580). 
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Para ulama sepakat bahwa orang yang menyembelih sebelum 
melontar jumrah tidak terkena kewajiban apapun. Karena kebolehan 
melakukan hal tersebut berdasarkan nash, kecuali apa yang telah 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Barangsiapa 
mendahulukan satu amalan haji atau mengakhirkannya, hendaknya dia 
menyembelih seekor hewan kurban. Dan orang yang mendahulukan 
thawaf Ifadhah sebelum melontar jumrah dan mencukur rambut 
kepalanya, dia wajib mengulang thawafnya." 

4. Al Auza'i berpendapat: Jika dia telah melakukan thawaf Ifadhah 
sebelum melontar jumrah 'Aqabah lalu dia menggauli istrinya, maka 
wajib baginya untuk menyembelih seekor hewan kurban. 

Para ulama sepakat bahwa batu kerikil yang dipergunakan untuk 
melontar jumrah adalah tujuh puluh buah (untuk semua jumrah). 
Diantaranya tujuh buah untuk jumrah 'Aqabah pada hari penyembelihan 
hewan kurban (tanggal 10). 

Seorang jama'ah haji dapat melontar jumrah dari arah yang mudah 
baginya di 'Aqabah, boleh dari arah bawah, atas, atau bagian tengahnya. 
Semua itu dipermudah. 

Sedangkan posisi yang dianjurkan adalah dari bagian tengah 
lembah. Karena terdapat sebuah hadits dari Ibnu Mas'ud RA yang 
menyebutkan, "Bahwa dia mengambil posisi di bagian tengah lembah 
(untuk melontar jumrah 'Aqabah) lalu berkata, 'Di tempat inilah. Demi 
Dzat yang tidak ada sesembahan selain-Nya, aku melihat orang yang 
turun kepadanya surat Al Baqarah (Rasulullah SAW melontar'. 

Para ulama juga sepakat bahwa orang yang melontar jumrah namun 
tidak mengenai (tiang sasaran) 'Aqabah, maka dia wajib mengulangi 
lemparannya. 

Setiap jamaah haji hendaknnya melontar tiga kali jumrah pada tiap 
hari Tasyrik (tanggal 11,12 dan 13) dengan dua puluh satu batu kerikil. 
Berarti, masing-masing jumrah dilontarkan dengan tujuh kerikil. 

Dan boleh baginya untuk melontar jumrah dua hari saja, lalu 
pulang ke negerinya pada hari ke tiga (tanggal 13). Ini berdasarkan 
firman Allah SWT, 


Muttafag ’Alaih. HR. Ai Bukhari (1750), Muslim (1296), Abu Daud (1974), An- 
Nasa'i (5/274), At-Tirmidzi (901) dan Ahmad (1/415). 
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"Barangsiapa yang ingin segera (meninggalkan Mina) sesudah dua 
hari, maka tiada dosa baginya. "(Qs. Al Baqarah [2]: 203) 

Menurut para ulama, kadar ukuran batu kerikil yang dipergunakan 
untuk melontar jumrah sebesar batu kerikil untuk ketepel. Berdasarkan 
sebuah hadits yang diriwayatkan dari Jabir dan Ibnu Abbas RA serta 
perawi lainnya, "Bahwa Nabi SAW melontar seluruh jumrah dengan 
menggunakan batu kerikil sebesar batu ketepel. 

Para ulama menilai bahwa yang termasuk sunah dalam melontar 
jumrah pada hari-hari Tasyrik adalah hendaknya seseorang berdiri 
sejenak dan berdoa kepada Allah SWT setelah melontar jumrah pertama. 
Begitu pula pada jumrah kedua dia dianjurkan untuk memperpanjang 
berdirinya. Namun saat jumrah ketiga dia tidak dianjurkan untuk berdiri 
di sana. Karena perbuatan tersebut diriwayatkan dari Rasulullah SAW, 
"Bahwa beliau SAW mengerjakan amalan tersebut."*’’^ 

Para ulama juga menilai bahwa mengucapkan takbir pada setiap 
lemparan jumrah adalah bagus. Karena Nabi SAW juga diriwayatkan 
melakukannya.*'® 

Para ulama telah bersepakat mengenai waktu yang sunah untuk 
melontar ketiga jumrah pada hari-hari Tasyrik adalah setelah matahari 
tergelincir. Mereka berbeda pendapat jika seseorang melontar jumrah 
sebelum matahari tergelincir pada hari-hari Tasyrik tersebut. 


Shahih. HR. Muslim (1282), An-Nasa'i (5/269), dan Ahmad (1/210 dan 213), 
dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (28843, 2860 dan 2873), Ath-Thabrani 
(18/687, 688, 690 dan 691), serta Al Baihaqi (5/127) dari hadits Ibnu Abbas 
RA. Sedangkan hadits dari Jabir RA diriwayatkan oleh Muslim (1299), Abu 
Daud (1944), At-Tirmidzi (897), An-Nasa'i (5/257), Ibnu Majah (3023), serta 
Ahmad (3/313, 319, 332,337,356,371 dan 391). 

Shahih. HR. Al Bukhari (1751, 1752 dan 1753), An-Nasa'i (5/276), dan Ibnu 
Majah (3032), Ad-Darimi (2/63), Ad-Daruquthni (2/275), dan dinilai shahih 
oleh Al Hakim (1/478), serta disepakati oleh Adz-Dzahabi. Seluruhnya dari 
hadits Abdullah bin Umar RA. 

Seperti disebutkan dalam hadits dari Abdullah bin Umar RA dengan redaksi: 
Bahwa Nabi SAW melontar jumrah pertama dengan tujuh batu kerikil, seraya 
bertakbir pada setiap lemparan," 
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1. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melontarnya 
sebelum matahari tergelincir, maka dia harus mengulangi kembali 
lontarannya setelah itu. 

2. Diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, dia berkata, 
"Waktu melontar jumrah dimulai dari waktu terbit hingga terbenamnya 
matahari." 

Para ulama sepakat bahwa orang yang belum melontar Jumrah pada 
hari-hari Tasyrik hingga matahari terbenam di akhir hari Tasyrik, maka 
dia tidak boleh kembali melontarnya (karena telah lewat masa yang 
ditentukan). 

Namun mereka berbeda pendapat tentang kewajiban membayar 
kafarat (karena tidak melontar jumrah). 

1. Malik berpendapat: Orang yang tidak melontar seluruh jumrah, 
atau sebagiannya atau salah satunya, maka dia wajib membayar denda. 

2. Abu Hanifah berpendapat: Jika meninggalkan semuanya, maka 
dia wajib membayar denda. Namun jika meninggalkan satu atau lebih 
jumrah, maka untuk setiap satu jumrah dia wajib memberi makan satu 
orang miskin dengan satu sha' gandum hingga mencapai kadar satu 
denda karena meninggalkan semua jumrah, kecuali bagi jumrah 'Aqabah. 
Barangsiapa meninggalkannya, maka dia wajib membayar denda. 

3. Sedangkan Syafi'i berpendapat: Untuk setiap satu batu kerikil 
kafaratnya adalah satu mud bahan makanan, dua batu kerikil kafaratnya 
dua mud bahan makanan, dan untuk setiap tiga batu kerikil kafaratnya 
adalah satu denda yang sempurna. 

4. Ats-Tsauri berpendapat seperti perkataan Syafi'i, hanya saja dia 
berpendapat: Untuk batu kerikil yang keempat dia wajib membayar 
denda. 

5. Segolongan ulama dari kalangan tabi'in memberi rukhshah untuk 
satu batu kerikil yang ditinggalkan. Mereka tidak mewajibkan apa-apa. 
Hujjah mereka adalah hadits Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata, "Kami 
pernah keluar bersama Nabi SAW saat beliau menunaikan haji, sebagian 
kami berkata, 'Aku melontar dengan tujuh buah batu kerikil.' Sebagian 
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lagi berkata, 'Aku melontar dengan enam buah batu kerikil.' Dan tidak 
ada sebagian kami mencela lainnya."*” 

6. Pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri berpendapat; Dia tidak 
terkena kewajiban apapun. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa jumrah 'Aqabah bukan termasuk 
rukun ibadah haji. Sedangkan Abdul Malik (salah seorang pengikut 
Malik) berpendapat: Jumrah 'Aqabah termasuk rukun haji. 

Inilah pembahasan tentang amalan-amalan ibadah haji, dimulai dari 
ihram hingga her-tahallul. 

Tahallul ada dua macam; Tahalhd akbar yaitu dengan thawaf 
Ifadhah, dan tahallul kecil yaitu dengan melontar jumrah 'Aqabah. Kami 
akan membahas dalam masalah ini beberapa beda pendapat ulama. 


Bab III 

Beberapa Aspek Hukum Perbuatan 

Pembahasan ini mencakup hukum beberapa kondisi yang mungkin 
terjadi. Dalam masalah ini terkadang tidak disinggung beda pendapat 
ulama seperti yang terpapar dalam pembahasan tentang amalan-amalan 
haji. Yang paling penting adalah tentang keadaan orang yang terhalang 
menunaikan ibadah haji karena terserang penyakit atau dikepung musuh, 
atau lewatnya masa untuk mengerjakan suatu amalan padahal amalan 
tersebut merupakan syarat sahnya haji, atau ibadah hajinya rusak karena 
mengerjakan beberapa larangan yang dapat merusak hajinya, ataupun 
disebabkan karena perbuatan lainnya. 

Kami mulai pembahasan ini dengan sebuah kondisi yang 
disebutkan dalam nash syar'i, yaitu hukum muhshir (orang terhalang 
karena dikepung musuh), hukum orang yang membunuh binatang 
buruan, hukum orang yang mencukur rambut kepala sebelum waktunya, 
hukum membuang kotoran sebelum waktu her-tahallul. Juga akan 
dibahas secara singkat tentang hukum orang yang mengerjakan haji 
Tamattu' dan Qiran, lantaran adanya kewajiban menyembelih hewan 
kurban saat mendapatkan rukhshah (keringanan). 


Shahih. HR. An-Nasa'i (5/275), Al Baihaqi (2/440), dan dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih An-Nasa'i. 
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A. Ihshar (Terkepung Musuh) 

Tentang ihshar, dalilnya adalah fuman Allah SWT, 




L^ 0^-1 jJI 3j!^Ij 







"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. 
Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit) 
maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat, dan jangan 
kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat 
penyembelihannya. Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan 
di kepalanya lalu dia bercukur maka wajiblah atasnya membayar fidyah, 
yaitu berpuasa, atau bersedekah atau berkurban. Apabila kamu telah 
merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum 
haji di dalam bulan haji wajiblah dia menyembelih hewan kurban yang 
mudah didapat. " (Qs. Al Baqarah [2]: 196) 

Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini dengan beragam 
penafsiran, dan inilah yang menjadi pangkal sebab beda pendapat mereka 
tentang hukum orang yang terhalang mengerjakan haji karena serangan 
penyakit atau kepungan musuh. 

Beda pendapat pertama antar para ulama tentang ayat ini adalah 
apakah yang dimaksud dengan orang yang terhalang disebabkan oleh 
penyakit ataukah karena kepungan musuh. 

1. Sekelompok ulama berpendapat: Yang dimaksud dengan orang 
yang terhalang adalah yang disebabkan kepungan musuh. 

2. Sedangkan sekelompok ulama lainnya berpendapat: Justru yang 
terhalang dalam ayat ini adalah karena terserang penyakit. 
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Ulama yang mengatakan bahwa maksud orang yang terhalang 
menunaikan ibadah haji adalah yang terkepung musuh, mereka ber- 
hujjah dengan firman Allah SWT, 

*<- ^ i' ' ' 


"Jika ada diantaramu yang sakit atau ada gangguan dikepalanya 
(lalu dia bercukur). " (Qs. Al Baqarah [2]: 196) 

Kalangan ulama tersebut mengatakan: Apabila yang dimaksudkan 
adalah terhalang karena penyakit, berarti penyebutan kalimat penyakit 
setelahnya tidak memiliki manfaat (hanya sekedar pengulangan). 

Mereka juga her-hujjah dengan firman Allah SWT, 


(Jj ® 


"Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji)." (Qs. Al 
Baqarah [2]: 196) 

Ayat ini adalah hujjah yang sangat jelas. 

Para ulama mengatakan bahwa maksud "orang yang terhalang" 
adalah orang yang terserang penyakit, berdalih bahwa kata "muhshir" 
berasal dari "dhshara-yuhshiru". Tidak dikatakan "ahshara fii al 
’aduww" (terhalang oleh musuh) tetapi dikatakan "hasharahu al 'aduww" 
(musuh mengepungnya). Sedangkan dikatakan "ahsharahu al maradh" 
(penyakit menghalanginya) yang oleh ulama dianggap adanya 
penyebutan penyakit setelahnya. 

Karena, pada dasarnya ada dua macam penyakit: penyakit yang 
menghalangi dan penyakit yang tidak menghalangi untuk mengerjakan 
ritual haji. Sehingga makna ayat, "Maka apabila kamu telah merasa 
aman, " adalah sembuh dari penyakit. 

Sedangkan madzhab pertama justru berkata sebaliknya bahwa wazn 
(bentuk dasar) kata "afala" dan "fa'ala" dalam satu aspek memiliki dua 
pengertian. Adapun kata "fa'ala" berarti: seseorang mengerjakan sendiri 
perbuatannya. Sedangkan kata "afala" berarti: orang itu menjadi obyek 
penderita dari suatu perbuatan yang menimpanya. Maka, jika dikatakan 
"gatalahu”, berarti: jika seseorang yang melakukan pembunuhan, dan 
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"aqtalahu" berarti: jika seseorang disodorkan untuk melakukan 
pembunuhan. 

Jika demikian, kata "ahshara" memang dipergunakan untuk 
keadaan saat seseorang terkepung oleh musuh. Sedangkan kata 
"hashara" dipergunakan untuk menjelaskan kondisi seseorang yang 
terhalang oleh penyakit. Karena musuhlah yang membuatnya terkepung. 

Sedangkan tentang penyakit yang menjadi halangan, para ulama 
berpendapat bahwa rasa aman tidak mutlak disyaratkan kecuali jika rasa 
takut dari musuh sudah hilang. Ini ditujukan jika "penyakit" dianggap 
sebagai kata kiasan. Padahal kata tersebut sesungguhnya tidak dapat 
dijadikan sebagai kiasan, kecuali jika ada sesuatu yang mewajibkan 
keluar dari hakikat (realitas sesungguhnya). 

Begitu pula dengan penyebutan hukum orang yang sakit setelah 
orang yang terhalang menunaikan ibadah haji. Berarti sangat jelas di sini 
bahwa muhshir bukanlah maridh. Ini adalah pendapat Syafi'i. Sedangkan 
pendapat kedua dipegang oleh madzhab Maliki dan Hanafi. 

Sekelompok ulama berpendapat: Yang dimaksud dengan muhshir 
adalah orang yang terhalang untuk menunaikan ibadah haji disebabkan 
berbagai aral, baik karena sebab penyakit, atau kepungan musuh, atau 
keliru dalam menghitung hari dan sebagiannya. 

Menurut jumhur ulama, muhshir (orang yang terhalang untuk 
menunaikan ibadah haji) terbagi menjadi dua: terhalang oleh penyakit, 
dan terhalang oleh musuh. 

1. Adapun orang yang terhalang oleh musuh, jumhur ulama 
bersepakat bahwa dia harus her-tahallul dari umrah atau hajinya kapan 
dan di mana pun dia mendapati halangan tersebut. 

2. Sedangkan menurut Ats-Tsauri dan Al Hasan bin Shalih: Dia 
hanya boleh ber-tahallul jika telah memasuki hari penyembelihan hewan 
kurban (10 Dzulhijjah). 

Kalangan ulama yang mengatakan keharusan untuk ber-tahallul 
kapan dan di mana pun tempat seseorang terhalang untuk menunaikan 
haji, berbeda pendapat tentang adanya kewajiban menyembelih hewan 
kurban dan tempat penyembelihannya, jika menyembelih kurban 
dianggap wajib. Juga tentang kewajiban untuk mengulangi umrah atau 
hajinya. 
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1. Malik berpendapat dia tidak wajib menyembelih hewan kurban. 
Namun jika telah membawa hewan kurban, maka kurban itu harus 
disembelih di lokasinya terhalang. 

2. Syafi'i mengatakan wajib baginya untuk menyembelih hewan 
kurban. Ini juga pendapat Asyhab. 

3. Abu Hanifah mensyaratkan untuk disembelih di tanah haram. 
Sedangkan Syafi'i mengatakan agar disembelih di lokasi dia terhalang. 

Tentang kewajiban mengulangi kembali ibadahnya: 

1. Malik menilai: Dia tidak berkewajiban mengulanginya 

2. Sekelompok ulama berpendapat: Wajib baginya mengulangi 
kembali ibadahnya. 

3. Sedangkan menurut Abu Hanifah: Jika dia berihram untuk 
menunaikan ibadah haji, maka wajib baginya mengulangi kembali haji 
dan umrahnya. Jika dia berihram untuk haji Qiran, maka dia wajib 
mengulangi haji dan dua umrahnya. Jika dia sekedar mengerjakan umrah, 
maka dia wajib mengurangi umrahnya saja. 

Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan menilai bahwa hal itu 
tidak boleh diringankan. Sedangkan yang menjadi pilihan Abu Yusuf 
adalah bolehnya diringankan. 

Dasar pegangan Malik yang tidak mewajibkan untuk mengulangi 
kembali adalah karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah ber- 
tahallul di Hudaibiyah, lalu mereka menyembelih hewan kurban (yang 
mereka bawa), juga meneukur kepala-kepala mereka dan menghalalkan 
semua hal, padahal mereka belum melakukan thawaf di Baitullah dan 
hewan kurban tersebut belum sampai ke Baitullah. Dan tidak pernah 
diketahui bahwa Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat 
yang ikut bersama beliau untuk mcng-qadha' suatu amalan ibadah atau 
mengulangi sesuatu. 

Sedangkan ulama yang mewajibkan diulanginya ibadah tersebut 
berpegang kepada alasan bahwa Rasulullah SAW menunaikan umrah di 
tahun berikutnya setelah perjanjian Hudaibiyah sebagai qadha' 
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(pengganti) dari umrah yang tertunda.*'^ Karena itulah umrah beliau 
tersebut dinamakan dengan umrah Qadha'. 

Dan kalangan ulama ini sepakat bahwa orang yang terhalang 
menunaikan haji karena terserang penyakit atau sejenisnya, wajib 
baginya qadha 

Sebab perbedaan pendapat: Masalah apakah benar Rasulullah 
SAW mQng-qadha' ataukah tidak, dan apakah qadha' dapat ditetapkan 
melalui qiyas ataukah tidak. Karena jumhur ulama berpendapat bahwa 
qadha' harus ditetapkan oleh dalil kedua selain dalil perintah untuk 
mengerjakan pada waktunya. 

Sedangkan kalangan ulama yang mewajibkan untuk menyembelih 
hewan kurban, berdalih bahwa ayat tersebut berlaku bagi orang yang 
terhalang sebab kepungan musuh. Atau ayat tersebut bersifat umum. 

Mengenai perintah menyembelih hewan kurban yang telah 
ditetapkan berdasarkan nash, mereka juga berdalil dengan perbuatan 
Nabi SAW dan para sahabat yang menyembelih hewan kurban mereka di 
Hudaibiyah ketika terhalang oleh musuh. 

Kelompok kedua menjawab argumentasi tersebut dengan 
mengatakan bahwa hewan kurban yang disembelih itu bukanlah hewan 
yang diperuntukkan untuk ber-tahallul. Tetapi hewan kurban yang 
memang pada awalnya dibawa oleh mereka. Kelompok ini menilai 
bahwa berdasarkan prinsip hukum asalnya, tidaklah ada kewajiban untuk 
menyembelih hewan kurban kecuali dengan adanya dalil yang 
memerintahkannya. 

Adapun perbedaan pendapat ulama tentang tempat penyembelihan 
hewan kurban bagi kalangan ulama yang mewajibkannya, pada dasarnya 
kembali kepada perselisihan pendapat mereka tentang tempat 
penyembelihan Rasulullah SAW di Hudaibiyah. Ibnu Ishak mengatakan 
bahwa beliau SAW menyembelihnya di tanah haram. 


Penulis mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar RA, "Bahwa Rasulullah SAW 
keluar untuk menunaikan umrah, lalu kaum kafir Quraisy menghalangi beliau 
untuk mengunjungi Baitullah. Maka beliau menyembelih hewan kurban dan 
mencukur kepalanya di Hudaibiyah, serta mengadakan perjanjian damai dengan 
mereka untuk menunaikan umrah di tahun mendatang." (HR. Al Bukhari 
[2701], Ahmad [2/124 dan 141] serta Al Baihaqi [5/216]). 
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Ulama lain berpendapat: Beliau SAW menyembelihnya di tanah 
halal. Mereka bsr-hujjah dengan firman Allah SWT, 


^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » f, " " ^ ^ ^ 

(^^13 ^-^ajJLypj ^ 


"Mereka orang-orang kafir yang menghalangi kamu dari memasuki 
Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat 
penyembelihannya." (Qs. Al Fath [48]: 25) 

Hanya saja dalam madzhab Hanafi disebutkan bahwa orang yang 
terhalang menunaikan ibadah haji berkewajiban untuk mengulangi haji 
dan umrahnya kembali. Karena orang itu telah menggugurkan haji dan 
umrahnya, tanpa menyempurnakan keduanya. 

Inilah pembahasan pendapat para ulama tentang hukum orang yang 
terhalang menunaikan ibadah haji atau umrah karena kepungan musuh. 

Sedangkan orang yang terhalang disebabkan oleh serangan 
penyakit, para ulama berbeda pendapat: 

1. Syafi'i dan ulama Hijaj berpendapat bahwa dia tidak boleh ber- 
tahallul kecuali setelah thawaf di Baitullah dan mengerjakan sa'i. Dia 
harus bcr-tahallul setelah mengerjakan umrah. 

Alasannya, jika hajinya telah tertinggal disebabkan lamanya 
penyakit yang menyerangnya, hajinya pun berubah menjadi umrah. 
Pendapat ini dinukil dari Ibnu Umar, ’Aisyah dan Ibnu Abbas RA. 


2. Sedangkan ulama Irak berbeda pendapat dan menilai bahwa 
orang itu harus ber-tahallul di tempatnya terhalang, layaknya orang yang 
terkepung oleh musuh. (Artinya, dia membawa hewan ternaknya, lalu 
memperkirakan jatuhnya hari penyembelihan, kemudian dia ber-tahallul 
pada hari ketiga). 


Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud RA. Berdalil dengan hadits dari 
Hajjaj bin 'Amru Al Anshari RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah 
SAW bersabda. 


. 0^ 9 0' ^ 0’ 00 
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"Barangsiapa yang kakinya patah atau pincang sungguh dia boleh 
ber-tahallul, dan wajib baginya untuk menunaikan haji di waktu 
lainnya. 

Dan ijma' para ulama yang menyebutkan bahwa orang yang 
terhalang oleh dikepungan musuh tidak disyaratkan untuk her-tahallul 
dengan melakukan thawaf di Baitullah. 

3. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang 
terhalang menunaikan haji karena terserang penyakit, maka dia wajib 
menyembelih hewan kurban. 

4. Abu Tsaur dan Daud Azh-Zhahiri berpendapat: Dia tidak wajib 
menyembelih hewan kurban, berpegang kepada zhahir hukum orang 
tersebut dan ayat di atas yang berbicara tentang orang yang terhalang 
oleh kepungan musuh. 

Para ulama telah bersepakat adanya kewajiban qadha\ Menurut 
Malik, setiap orang yang tertinggal menunaikan ibadah haji karena keliru 
menghitung hari, atau tidak melihat hilal bulan, atau sebab-sebab lainnya, 
maka hukumnya seperti hukum orang yang terhalang karena terserang 
penyakit. 

1. Abu Hanifah berpendapat: Barangsiapa tertinggal menunaikan 
ibadah haji karena alasan tertentu selain penyakit, maka dia hcr-tahallul 
dengan melakukan umrah. Dia tidak berkewajiban menyembelih hewan 
kurban, namun dia wajib mengulangi kembali hajinya tersebut (di tahun 
mendatang). 

2. Menurut Malik, salah seorang penduduk Makkah yang terhalang 
untuk menunaikan ibadah haji karena penyakit, hukumnya sama dengan 
orang selain penduduk Makkah. Dia dapat ber-tahallul dengan 
mengerjakan umrah, dan wajib baginya untuk menyembelih hewan 
kurban dan wajib untuk mengulangi kembali hajinya di tahun mendatang. 

3. Az-Zuhri berpendapat: Dia tetap harus mengerjakan umrah 
meski terserang kantuk berat. 


HR. Abu Daud (1271), At-Tirmidzi (940), An-Nasa'i (5/198) serta dalam Al 
Kubra' (3843 dan 3944), Ibnu Majah (3077 dan 3078), Ahmad (3/450), Ad- 
Daruquthni (2/277), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (2/249), dan Al 
Baihaqi (5/220), serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 
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Prinsip dasar dalam pendapat madzhab Maliki adalah bahwa orang 
yang terhalang karena terserang penyakit tidaklah wajib menyembelih 
hewan kurban jika dia masih berihram hingga haji selanjutnya (haji 
qadha'). Namun jika dia telah ber-tahallul dengan mengerjakan umrah, 
maka wajib baginya menyembelih hewan kurban. Alasannya, dia telah 
mencukur kepalanya sebelum menyembelih hewan kurban pada haji 
qadha 

Bagi kalangan ulama yang menafsirkan firman Allah SWT, "Maka 
apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji),” (Qs. Al 
Baqarah [2]; 196) ditujukan kepada muhashshar, maka zhahir ayat 
tersebut akan mereka pahami mensyari'atkan adanya kewajiban untuk 
menyembelih dua ekor hewan kurban. Seekor karena tahallul yang 
dilakukannya sebelum waktu sembelih yang disyari'atkan saat 
menunaikan haji qadha', dan seekor lagi karena dia mengerjakan umrah 
saat musim haji. Terlebih lagi jika dia her-tahallul dari umrahnya pada 
bulan-bulan haji, maka wajib atasnya menyembelih tiga hewan kurban. 
Yaitu satu lagi hewan kurban untuk haji Tamattu'nya (yang termasuk ke 
dalam salah satu jenis-jenis ibadah haji). 

Adapun Malik yang menafsirkan bahwa orang yang terhalang 
mengerjakan haji hanya wajib menyembelih seekor hewan kurban. Dia 
berpendapat: Hewan kurban yang dimaksud dalam firman Allah SWT, 
"Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, 
maka sembelihlah hewan kurban yang mudah didapat.” (Qs. Al Baqarah 
[2]: 196) adalah hewan kurban yang juga tercantum dalam firman Allah 
SWT, "Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin 
mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah) dia 
menyembelih hewan kurban yang mudah di dapat)." (Qs. Al Baqarah [2]: 
196) 

Penafsiran tersebut sangat jauh. Yang sangat jelas sebenarnya 
bahwa firman Allah SWT, "Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi 
siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan 
haji), " ini bukan tentang orang yang terkepung musuh, melainkan orang 
yang mengerjakan haji secara Tamattu'. Seakan-akan Allah SWT 
berfirman: Jika kalian sudah tidak mengalami rasa takut, namun kalian 
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mengerjakan umrah pada bulan haji, maka sembelihlah hewan kurban 
yang mudah didapat. 

Yang sejalan dengan penafsiran ini adalah firman Allah SWT, 

Cr? 

"Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang 
yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram." (Qs. Al 
Baqarah [2]: 196) 

Menurut ijma' para ulama, muhshir (orang yang terhalang 
menunaikan ibadah haji) sama bagi penduduk sekitar Masjidil Haram 
maupun penduduk lainnya. 

Kami telah bahas hukum orang yang terhalang menunaikan ibadah 
haji. Pembahasan selanjutnya adalah tentang hukum orang berihram yang 
membunuh binatang buruan. 


B. Sanksi Berburu ketika Berihram 

Kaum muslimin telah bersepakat akan muhkamah-nya firman Allah 

SWT, 

^ CIa JIp iji ^ c 

'jCj 3^ 3' 


"Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu membunuh 
binatang buruan ketika kamu sedang berihram. Barangsiapa diantara 
kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti 
dengan binatang ternak seimbang dengan binatang buruan yang 
dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil diantara kamu 
sebagai had-nya yang dibawa sampai ke Ka'bah atau dendanya 
membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau 
berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu. (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 95) 
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Kaum muslimin berbeda pendapat dalam hal rincian hukum-hukum 
yang terkait dengannya dan tentang beberapa hal yang dapat d\-qiyas-kan 
kepadanya dan yang tidak dapat d\-qiyas-kar\ kepadanya. 

1. Kaum muslimin berbeda pendapat tentang keharusan orang yang 
berihram lalu membunuh binatang buruan untuk membayar nilai 
(harga)nya atau mengganti binatang yang sama. 

a. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang menjadi kewajibannya 
adalah mengganti binatang yang sama. 

b. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat: Dia boleh memilih antara 
membayar nilai (harga binatang buruan) dengan membeli binatang 
buruan yang sama. 

2. Kaum muslimin juga berbeda pendapat tentang penetapan 
hukum (pemberian sanksi) terhadap orang yang membunuh binatang 
buruan ketika ihram berdasarkan tradisi generasi salaf dari kalangan 
sahabat. Seperti keputusan mereka memberi sanksi orang yang 
membunuh hewan ternak untuk menggantinya dengan unta karena 
kesamaan binatang tersebut, atau orang yang membunuh kijang maka 
wajib baginnya mengganti dengan kambing, dan orang yang membunuh 
zebra dia dapat menggantinya dengan sapi. 

a. Malik berpendapat; Pelakunya harus mengulang ihramnya. 
Pendapat ini juga dipegang oleh Abu Hanifah. 

b. Syafi'i berpendapat: Mengambil ketetapan hukum seperti yang 
dilakukan para sahabat, itupun boleh. 

3. Apakah ayat di atas (tentang pemberian sanksi) berlaku 
berdasarkan prinsip memilih (takhyir) ataukah menurut prinsip 
berjenjang (tartib). 

a. Malik berpendapat: Berlaku menurut prinsip takhyir. Pendapat 
ini juga dipegang oleh Abu Hanifah. Maksudnya, boleh memilih sanksi 
antara dua keputasan hukum di atas. 

b. Zafar berpendapat: Berlaku menurut prinsip tartib. 

Kaum muslimin juga berbeda pendapat tentang pelakunya yang 
memilih sanksi memberi makanan kepada orang-orang miskin, lalu 
apakah dia harus memberi binatang buruan atau hewan yang sepertinya 
yang dapat dinilai (diberi patokan harga). 
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1. Malik berpendapat; Yang dihargakan adalah binatang buruannya. 

2. Sedangkan Syafi'i berpendapat: Yang dihargakan adalah hewan 
yang sejenisnya. 

Secara umum kaum muslimin tidak berbeda pendapat tentang 
memperkirakan Jumlah sanksi puasa yang dapat digantikan dengan 
makanan yang diberikan kepada orang miskin. Meski mereka berbeda 
pendapat tentang rinciannya. 

1. Malik berpendapat: Untuk setiap satu mud makanan seseorang 
harus berpuasa satu hari. Itulah kadar makanan yang diberikan kepada 
satu orang miskin. Ini pendapat Syafi'i dan penduduk Hijaj. 

2. Sedangkan penduduk Kufah berpendapat; Untuk setiap dua mud 
makanan seseorang harus berpuasa satu hari. Dan itulah kadar makanan 
yang diberikan kepada satu orang miskin. 

Para ulama berbeda pendapat tentang membunuh binatang buruan 
karena kekeliruan, apakah ada sanksinya ataukah tidak. 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa dia terkena sanksi. 

2. Sedangkan pengikut madzhab Azh-Zhahiri berpendapat: Tidak 
ada sanksinya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang secara kolektif 
membunuh binatang buruan. 

1. Malik berpendapat; Jika mereka adalah orang-orang yang sedang 
berihram bersama-sama membunuh seekor binatang buruan, maka 
untuk setiap orang terkena kewajiban membayar/menggantinya. Ini 
adalah pendapat Ats-Tsauri dan segolongan ulama. 

2. Syafi'i berpendapat; Mereka bersama-sama menerima sanksi 
untuk mengganti satu kewajiban saja. 

3. Sedangkan Abu Hanifah membedakan antara orang-orang yang 
sedang berihram dan bersama-sama membunuh binatang buruan dengan 
orang-orang yang tidak sedang berihram membunuh binatang buruan di 
tanah haram. Dia berkata: Wajib atas setiap satu orang diantara jama'ah 
yang sedang berihram membayar/mengganti dengan satu kewajiban. 
Namun orang-orang yang tidak sedang ihram, mereka harus bersama- 
sama membayar/mengganti dengan satu kewajiban secara kolektif. 
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Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan salah seorang 
pemberi keputusan yang diangkat dari kalangan orang yang membunuh 
binatang buruan. 

1. Malik berpendapat: Dia tidak boleh memberi keputusan hukum. 

2. Syafi'i berpendapat; Dia diperbolehkan untuk turut memberikan 
keputusan. 

3. Sedangkan para pengikut Abu Hanifah berbeda pendapat dengan 
dua perkataan tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat tentang lokasi memberi orang miskin 
makanan. 

1. Malik berpendapat; Tempat memberi makanan kepada orang- 
orang miskin adalah di daerah terbunuhnya binatang buruan tersebut, 
apabila memang orang-orang miskin dapat ditemukan di sana. Jika tidak, 
maka dapat diberikan di daerah terdekat. 

2. Abu Hanifah berpendapat: Diberikan kepada orang-orang miskin 
di mana saja. 

3. Sedangkan menurut Syafi'i: Tidak boleh memberi makanan 
kecuali kepada orang-orang miskin penduduk Makkah. 

Para ulama sepakat bahwa berdasarkan nash, orang yang sedang 
berihram jika membunuh binatang buruan maka baginya keharusan 
membayar/menggantinya dengan satu kewajiban. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang sudah halal (tidak 
sedang berihram) yang membunuh binatang buruan di tanah haram. 

1. Jumhur ahli fikih menilai: Dia terkena kewajiban 

membayar/menggantinya binatang buruan tersebut. 

2. Sedangkan Daud Azh-Zhahiri dan pengikutnya berpendapat: Dia 
tidak terkena kewajiban apapun. 

Kaum muslimin tidak berbeda pendapat tentang haramnya 
membunuh binatang buruan di tanah haram, tetapi mereka berbeda 
pendapat tentang kafaratnya. Karena terdapat firman Allah SWT yang 
menyatakan, 

fLolf Co bi 
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"Dan apakah mereka lidah memperhatikan bahwa sesungguhnya 
Kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman." (Qs. Al 
Ankabuut [29]: 67) 

Dan sabda Rasulullah SAW, 

• fJi ^ y— 4ill jl 

"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (menjaga kehormatan) 
kota Makkah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. 

Jumhur ahli fikih berpendapat jika seorang yang sedang berihram 
membunuh binatang buruan lalu memakannya, maka dia hanya terkena 
satu kafarat saja. 

Diriwayatkan dari 'Atha' dan segolongan ulama; Dia terkena dua 
kafarat. 

Inilah beberapa masalah yang terkait dengan ayat mulia di atas. 

Adapun sebab-sebab yang memicu beda pendapat di kalangan para 
ulama. Kami akan menyinggungnya secara singkat. 

Kalangan ulama yang mewajibkan sanksi mensyaratkan agar 
pembunuhan terhadap binatang buruan tersebut dilakukan dengan cara 
sengaja. Alasannya, syarat tersebut tercantum dalam firman Allah SWT 
mulia di atas. Juga, karena unsur kesengajaan berhak mendapatkan 
hukuman (sanksi), dan kafarat merupakan hukuman (sanksi) yang 
sifatnya spesifik. 

Sedangkan kalangan ulama yang mewajibkan sanksi balasan atas 
perbuatan yang dikerjakan karena lupa, mereka tidak memiliki hujjah, 
kecuali sekedar menyamakan antara konteks terbunuhnya binatang 
buruan dengan rusaknya harta benda. Karena menurut Jumhur ulama, 
semua harta benda mendapatkan Jaminan ganti rugi, baik yang rusak 
karena kesalahan maupun karena lupa. 

Tetapi giyas yang mereka gunakan bertentangan dengan syarat 
adanya unsur kesengajaan dalam pemberian sanksi. Sebagian mereka 


Muttafag ’Alaih. HR. Al Bukhari (1834, 2783, 2825 dan 3189), Muslim (1353), 
Abu Daud (2018 dan 2480), At-Tirmidzi (1590), An-Nasa'i (5/203 dan 7/146), 
Ahmad (1/226, 255 dan 359) dari hadits Ibnu Abbas RA. 
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menjawab kritikan ini dan mengatakan bahwa hal tersebut disyaratkan 
karena terkait dengan hukuman yang tertera dalam firman Allah SWT, 

"...supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya." 
(Qs. Al Maa'idah [5]: 95) 

Perkara ini tidak dapat dicerna oleh akal, karena akibat buruk Juga 
terdapat dalam ganti rugi, baik karena membunuh dengan kekeliruan 
maupun karena unsur kesengajaan yang semuanya terkena akibat buruk. 
Dan tidak ada perbedatan di antara ulama bahwa orang yang lupa 
tidaklah terkena hukuman. 

Pada dasarnya, alasan terkuat yang mengharuskan hujjah ini adalah 
bahwa kafarat tidak ditetapkan berdasarkan qiyas. Berarti, tidak ada dalil 
bagi kalangan ulama yang menetapkan adanya kafarat bagi orang yang 
terlupa kecuali berdasarkan qiyas. 

Beda pendapat ulama terjadi mengenai penggantian binatang 
buruan yang dibunuh dengan binatang sejenis, apakah yang dimaksud 
adalah binatang yang serupa ataukah binatang yang memiliki nilai harga 
yang sama. Motif beda pendapat dalam masalah ini adalah karena kalimat 
"serupa" dapat diartikan dengan serupa dalam fisik, dan dapat pula 
diartikan serupa dalam harga. Alasan kalangan ulama yang menilainya 
serupa secara fisik lebih kuat dari sebuah sisi. Yaitu petunjuk lafazh yang 
menunjukkan bahwa kata "serupa" ditujukan kepada kemiripan fisik, 
yang menurut bahasa Arab bermakna jelas, dan lebih jelas daripada 
makna serupa dalam harga. 

Namun demikian, kalangan ulama yang mengatakan bahwa makna 
serupa adalah dalam harga, berargumentasi dengan beberapa dalil yang 
cukup meyakinkan, yaitu: 

1. Keserupaan adalah seimbang yang memiliki sandaran nash 
dalam hukum tentang memberi makanan kepada orang miskin dan 
kewajibannya mengganti dengan puasa. 

2. Keserupaan yang diartikan sebagai seimbang di sini berlaku 
umum kepada semua jenis binatang buruan. Karena sebagian binatang 
buruan tidak memiliki kesamaan jenis fisik dengan lainnya. 
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3. Keserupaan bagi binatang-binatang tidaklah memiliki kemiripan 
fisik, dan ini harus diganti dengan yang seimbang. Karena memang tidak 
ada binatang buruan yang secara prinsip serupa dalam fisik kecuali 
binatang yang satu spesies. Sedangkan telah tercantum dalam nash 
bahwa keserupaan binatang yang wajib digantikan adalah binatang 
sejenis, maka ganti wajibnya adalah binatang yang seimbang atau sama 
nilai harganya. 

4. Hukum tentang kemiripan fisik sepertinya telah dihilangkan. 

Penggunaan hukum yang berdasarkan pertumbuhan keseimbangan 
jelas berbeda-beda dan tergantung dengan perbedaan masa. Oleh karena 
itu, setiap masa memerlukan dua hukum yang memiliki landasan nash. 
Berdasarkan prinsip ini, adanya prediksi penafsiran pada ayat tersebut 
dalam hal penyerupaan, sehingga seakan-akan berbunyi: Dan barangsiapa 
diantara kalian yang membunuh binatang buruan dengan sengaja, maka 
wajib baginya untuk membayar harga senilai binatang ternak, atau 
diganti dengan nilai makanan yang seimbang dengannya, atau diganti 
dengan berpuasa. 

Adapun beda pendapat para ulama tentang apakah yang 
diperkirakan itu harga binatang buruan ataukah harga hewan ternak yang 
serupa dengannya, andai diperkirakan dengan makanan. 

Kalangan ulama yang berpendapat bahwa yang diperkirakan adalah 
binatang buruan berpendapat: Ketika tidak mendapatkan hewan yang 
serupa dengannya, maka sanksinya dikembalikan menurut perkiraan 
binatang buruan terhadap makanan. 

Dan kalangan ulama yang berpendapat bahwa yang diperkirakan 
adalah hewan ternak, mereka menilai bahwa yang diperkirakan adalah 
nilai harga saat tidak menemukan binatang yang serupa dengannya. 

Adapun kalangan ulama yang berpendapat bahwa ayat di atas 
berlaku menurut prinsip pilihan (takhyir), beralasan karena kata sambung 
dengan kata "aw" dalam bahasa Arab mengandung pengertian adanya 
pilihan. 

Sedangkan kalangan ulama yang berpendapat menurut prinsip 
berjenjang (tartib) beralasan dengan penyerupaan kafarat yang sepakat 
ditetapkan para ulama kesepakatan. Yaitu: Kafarat zhihar dan kafarat 
pembunuhan. 
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Beda pendapat para ulama dalam masalah penetapan hukum 
(pemberian sanksi) atas orang yang membunuh seekor binatang buruan 
ketika berihram berdasarkan justifikasi yang dilakukan oleh salaf 
generasi sahabat, ini terjadi dalam masalah apakah hukum syar'iat tidak 
dapat dipahami ataukah dapatkah dipahami oleh akal (rasio). 

1. Kalangan ulama yang berpendapat bahwa hukum syari'at dapat 
dipahami oleh akal menilai: Suatu perkara yang diputuskan dan tidak 
memiliki kemiripan fisik dengan sesuatu lainnya (seperti hewan ternak 
yang tidak mirip dengan unta), maka tidak pada tempatnya untuk 
merevisi hukumnya. 

2. Sedangkan kalangan ulama yang berkata bahwa hal tersebut 
termasuk dalam urusan ibadah (yang tidak dapat dipahami oleh akal) 
menilai: Harus dikembalikan kepada hukum asalnya. Ini adalah pendapat 
Malik. 

Beda pendapat ulama dalam masalah sekelompok orang yang 
secara kolektif membunuh seekor binatang buruan, terjadi dalam masalah 
apakah sanksinya hanya dapat diterapkan ketika adanya unsur 
kesengajaan ataukah harus dengan adanya motif kesengajaan untuk 
membunuh sekumpulan binatang buruan. 

1. Para ulama yang berpendapat bahwa sanksinya dapat diterapkan 
hanya Jika ada unsur kesengajaan mewajibkan sebuah sanksi bagi setiap 
orang dari kelompok tersebut. 

2. Sedangkan kalangan ulama yang berpendapat harus adanya motif 
upaya membunuh sekumpulan binatang berpendapat: Mereka harus 
dikenakan satu sanksi bagi mereka semua. 

Masalah ini serupa dengan masalah hukum gishash dalam 
pencurian yang telah mencapai batasnya, atau Juga dalam masalah 
gishash anggota tubuh dan nyawa, yang kelak akan dibahas dalam buku 
ini pada tempatnya, insya'Allah. 

3. Abu Hanifah yang membedakan antara orang-orang yang sedang 
berihram dan yang tidak sedang berihram Jika secara kolektif membunuh 
binatang buruan di tanah haram, melihat keharusan diberikannya sanksi 
kepada pelaku yang sedang berihram. 

4. Dan kalangan ulama yang mewajibkan diberikannya satu sanksi 
bagi setiap orang dari kelompok tersebut berdalih dengan melihat prinsip 
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saddudz-dzara'i (prinsip pencegahan kejahatan). Karena, Jika sanksi 
pembalasan itu gugur dari mereka semuanya, bisa saja orang yang 
hendak membunuh binatang buruan akan mengaku kelompok mereka 
(agar terhindar dari sanksi). 

Jika kami katakan bahwa sanksi merupakan kafarat (penghapus) 
bagi sebuah dosa, maka ini serupa dengan kasus dosa membunuh 
binatang buruan yang tidak dapat dibagi-bagi karena alasan dilakukan 
secara kolektif oleh sebuah kelompok. Maka, sanksi pembalasan pun 
tidak dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, maka setiap orang harus 
dikenakan sebuah sanksi. 

Adapun sebab beda pendapat para ulama dalam hal boleh tidaknya 
seseorang dari kalangan pembunuh binatang buruan saat berihram untuk 
menjadi salah satu dari dua orang pemutus hukuman, adalah pertentangan 
antara majhum zhahir (pengertian secara zhahir) dengan mafhum al 
ma'na al ashl (pengertian makna dasar) dalam syari'at. Karena para 
ulama hanya mensyaratkan keharusan adanya sifat adil bagi dua orang 
pemutus perkara. 

Berdasarkan prinsip ini, berarti orang yang memenuhi syarat 
tersebut diperbolehkan untuk memberi keputusan, baik pembunuh 
binatang buruan saat berihram ataupun bukan. Adapun majhum al ma'na 
al ashl dalam syari'at menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak boleh 
menjadi pemutus hukuman walau bagi dirinya sendiri. 

Tentang sebab beda pendapat para ulama dalam masalah tempat 
untuk memberi makanan orang-orang miskin adalah karena kemutlakan 
hukum. (Artinya, tidak disyaratkan dalam syari'at adanya keharusan 
spesifikasi tempat). 

Kalangan ulama yang menyamakan sanksi ini dengan zakat yang 
merupakan hak orang-orang miskin secara umum, berpendapat: Tidak 
perlu mengalihkannya dari tempat terjadinya pembunuhan binatang 
buruan. 

Sedangkan kalangan ulama yang berpendapat bahwa maksud yang 
terdapat dalam hal ini adalah kasih sayang kepada orang-orang miskin 
penduduk Makkah, menilai: Makanan hanya dapat diberikan kepada 
orang-orang miskin penduduk Makkah saja. 
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Dan kalangan ulama yang terbiasa menggunakan kemutlakan 
zhahir nash berpendapat: Makanan diberikan kepada siapa saja dan di 
mana saja. 

Tentang beda pendapat para ulama dalam masalah orang yang tidak 
berihram (halal) membunuh binatang buruan di tanah haram, apakah dia 
terkena kafarat ataukah tidak, dan apakah kafaratnya dapat di-^/^as-kan, 
bagi ulama yang menggunakan qiyas berbeda pendapat apakah giyas 
dianggap sebagai hal yang pokok dari pokok-pokok syari'at ataukah 
tidak. 


Pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri menafikan (meniadakan) 
adanya giyas bagi kasus orang yang berihram lalu membunuh binatang 
buruan di tanah haram. Karena mereka tidak menggunakan giyas dalam 
urusaan syari'at. Hampir sama yang dipegang oleh madzhab Hanafl yang 
meniadakan giyas dalam masalah kafarat. 


Tidak ada beda pendapat diantara para ulama tentang adanya 
keterkaitan yang sangat erat antara firman Allah SWT, 


(J" ^ ^ J I c 'C»j>- li I i ’^j I 


"Daa apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya 
Kami telah menjadikan negeri mereka suci yang aman, sedang manusia 
sekitarnya rampok merampok, " (Qs. Al Ankabuut [29]: 67) 

dengan sabda Rasulullah SAW, 




<0Jl jl 


"Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (menjaga kehormatan) 
kota Makkah sejak Dia menciptakan langit dan bumi. 

Beda pendapat para ulama tentang orang yang berihram lalu 
membunuh binatang buruan dan memakannya terjadi dalam masalah 
apakah dia akan terkena satu ataukah dua sanksi, dan apakah 
memakannya termasuk dalam pelanggaran kedua selain pelanggaran 
pembunuhan ataukah tidak. Lalu, jika hal itu dianggap sebagai 


\4uttafaq ’Alaih. HR. Al Bukhari (1834, 2783, 2825 dan 3189), Muslim (1353), 
Abu Daud (2018 dan 2480), At-Tirmidzi (1590), An-Nasa’i (5/203 dan 7/146L 
serta Ahmad (1/226, 255 dan 359) dari hadits Ibnu Abbas RA. 
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pelanggaran, maka apakah pelanggaran tersebut sederajat dengan 
pelanggaran pertama ataukah tidak. 

Semua beda pendapat ini terjadi di samping kesepakatan ulama 
bahwa memakannya adalah dosa. 

Pembahasan tentang kafarat mencakup empat hal; tentang 
kewajibannya, orang yang terkena kewajiban tersebut, perbuatan yang 
dapat mewajibkannya dan tentang tempat pelaksanaan kewajiban 
tersebut. 

Sebagian besar pembahasan tentang hal-hal ini telah dipaparkan, 
dan sisanya hanya dua hal, yaitu tentang beda pendapat para ulama 
seputar hukuman bagi pembunuh binatang buruan yang masih sejenis, 
dan tentang perburuan terhadap binatang yang sebenarnya bukan hewan 
buruan. 

Maka, sewajarnyalah kami bahas kedua masalah yang tertinggal 
ini. 

Pokok pembicaraan dalam pembahasan kali ini adalah hadits dari 

Umar bin Khaththab RA yang menyebutkan bahwa dia pernah 

menjustifikasi hukuman bagi kasus pembunuhan dhabyu (sejenis anjing) 

dengan kibas (domba), kijang dengan 'anj (kambing betina), pembunuhan 

* 816 

kelinci dan dengan anak kambing. 

Yarbu' adalah hewan kecil berkaki empat yang memiliki ekor kecil 
dan berdiri seperti ekor kambing, dia termasuk hewan pengerat. Menurut 
para ulama, 'anj termasuk spesies kambing yang melahirkan atau 
sejenisnya. Jafrah dan 'itaq berasal dari kambing, jafrah adalah anak 
kambing yang sudah tidak menyusu. Sedangkan 'itag statusnya lebih 
tinggi dari jafrah atau di bawah jafrah. 

Malik berbeda pendapat tentang hadits ini dalam masalah kelinci 
dan yarbu'. Malik mengatakan: Yang dapat dinilai harganya hanyalah 
hewan yang dapat dijadikan sebagai persembahan dan kurban. Begitu 
pula dengan jadza' dan hewan yang berstatus lebih tinggi harus 
digantikan dengan dha'n dan tsanni, dan hewan yang melebihinya 
digantikan dengan unta dan sapi. Hujjah Malik adalah firman Allah 
SWT, 


Sanadnya shahih, HR. Malik dalam A! Muwaththa' (1/414 dan 931), Syafi'i 
dalam Al Musnad (857), serta Al Baihaqi (5/183 dan 184). 


756 Bidayatul Mujtahid 



"Sebagai hewan kurban yang dibawa sampai ke Ka'bah." (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 95) 

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang orang yang melakukan 
hadyu (kurban haji) hendaknya tidak kurang dari jadza' (seekor anak 
ternak yang berusia 2 tahun) dan lebih dari kambing dan tsanni (anak 
unta) atau sejenisnya. 

1. Menurut Malik, binatang buruan yang masih kecil hukumnya 
sama dengan yang sudah besar. 

2. Syafi'i berpendapat: Binatang buruan yang masih kecil Jika 
terbunuh harus digantikan dengan yang sejenis dari ternak yang masih 
kecil pula, dan yang besar dengan yang besar pula. Ini merupakan 
pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud 
RA. 

Hujjahnya adalah keserupaan. Syafi'i menilai, hewan ternak yang 
besar digantikan dengan seekor unta, dan yang masih kecil dengan anak 
keturunannya. 

3. Sedangkan Abu Hanifah tetap berpegang dengan prinsipnya, 
yaitu agar pielakunya membayar dengan nilai seharganya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang perburuan dan pembunuhan 
terhadap burung-burung merpati kota Makkah. 

1. Malik berpendapat: Seekor burung merpati Makkah yang 
terbunuh harus digantikan dengan seekor kambing. Sedangkan merpati 
yang berada di tanah halal hukumannya diputuskan berdasarkan 
pengadilan. 

2. Pendapat Ibnu Al Qashim tentang merpati tanah haram selain 
Makkah berbeda-beda. Suatu waktu dia berpendapat: Digantikan dengan 
seekor kambing, layaknya merpati kota Makkah. Di lain kesempatan dia 
menilai: Diputuskan melalui pengadilan layaknya merpati yang berada di 
wilayah halal. 
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3. Syafi'i berpendapat: Untuk setiap merpati digantikan dengan 
seekor kambing. Sedangkan untuk merpati di luar daerah haram 
digantikan dengan membayar nilai seharganya. 

4. Daud Azh-Zhahiri berpendapat: Binatang buruan apapun yang 
tidak memiliki kemiripan fisik sebagai hewan buruan (jika dibunuh) 
maka tidak ada sanksi. Kecuali burung-burung merpati, bagi tiap ekornya 
digantikan dengan seekor kambing. Daud menganggap pendapat ini 
sebagai hasil ijma' para ulama. Karena pendapat ini diriwayatkan dari 
Umar bin Khaththab RA dan tidak ada seorang sahabat pun yang 
menyelisihinya. Juga diriwayatkan dari ’Atha', dia berkata, "Untuk setiap 
seekor burung digantikan dengan seekor kambing." 

Dalam masalah ini para ulama juga berbeda pendapat pula tentang 
Janin hewan ternak yang diburu. 

1. Malik berpendapat bahwa Janin hewan ternak senilai dengan 
sepersepuluh harga seekor unta. 

2. Abu Hanifah tetap berpegang dengan prinsipnya agar janin 
dibayar senilai harganya. 

3. Syafi'i menyetujui Abu Hanifah dalam masalah ini, ini pula yang 
menjadi pendapat Abu Tsaur. 

Abu Hanifah menilai. Jika dalam perut hewan yang dibunuh 
terdapat Janin, maka pelakunya terkena sanksi (untuk mengganti dengan 
seekor hewan ternak lainnya). 

Abu Tsaur mensyaratkan agar Janin tersebut lahir dalam keadaan 
hidup lalu kembali mati. Diriwayatkan dari Ali RA bahwa dia pernah 
memutuskan hukum untuk kasus Janin hewan ternak, "Kirimkan seekor 
unta Jantan kepada sekumpulan unta betina. Jika si jantan dapat 
membuahinya, maka kamu dapat mengatakan bahwa Janin tersebut 
termasuk hewan kurban, namun kamu tidak berkewajiban membayar 
ganti rugi atas Janin yang gugur dari kandungan." 

'Atha' berkata, "Orang yang memiliki unta, putusannya mengikuti 
perkataan Ali RA. Jika tidak, maka untuk setiap Janin digantikan dengan 
dua dirham." 

Abu Umar berkata seperti diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dari 
Ka'ab bin 'UJrah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda. 
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^ j^t^S 4^\jCJ\ 

" Untuk setiap janin hewan ternak yang dibunuh oleh orang yang 
tengah berihram hendaknya (digantikan dengan membayar) nilai 
harganya. 

Mayoritas ulama berpendapat bahwa belalang termasuk binatang 
buruan yang mengharuskan orang yang tengah berihram jika 
membunuhnya maka dia terkena sanksi. Namun para ulama berbeda 
pendapat tentang apa yang wajib atas sanksinya. 

1. Umar RA berkata; Dia harus menggantikannya dengan 
segenggam makanan, dan inilah pendapat yang dipegang oleh Malik. 

2. Abu Hanifah dan pengikutnya menilai bahwa sebutir kurma lebih 
baik dari seekor belalang. 

3. Syafi'i berkata; Untuk seekor belalang yang terbunuh digantikan 
dengan membayar nilai harganya. Ini adalah pendapat Abu Tsaur, hanya 
saja dia menilai bahwa semua hewan yang dapat digantikan dengan 
segenggam makanan atau kurma, maka dapat dibayarkan dengan nilai 
harganya. 

4. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA: Untuk setiap belalang 
digantikan dengan sebutir kurma, seperti pendapat yang dikemukakan 
oleh Abu Hanifah. 

Rabi'ah berpendapat; Digantikan dengan satu sha' makanan, namun 
pendapat ini adalah syadz. 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa seekor belalang 
digantikan dengan seteguk minuman teh. Ini juga pendapat yang syadz. 

Demikianlah beberapa masalah yang populer disepakati oleh para 
ulama yang mendapatkan sanksi. Walau mereka berbeda pendapat 
tentang bentuk sanksinya. 

Adapun beda pendapat di kalangan para ulama terjadi seputar 
masalah jenis binatang yang terkategori sebagai binatang layak buru dan 
tidak, serta binatang yang termasuk dalam kategori binatang buruan laut 
dan bukan. 


Dha'if. HR. Ad-Daruquthni (2/247) dan Al Baihaqi (5/208). 
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Para ulama sepakat bahwa semua binatang buruan darat terlarang 
bagi orang yang tengah berihram, kecuali lima jenis binatang yang 
tergolong Jahat yang tercantum dalam nash. 

Dan para ulama berbeda pendapat tentang binatang yang termasuk 
binatang-binatang jahat dan yang bukan. Demikian pula halnya mereka 
bersepakat bahwa binatang buruan laut adalah halal bagi orang yang 
tengah berihram. Namun mereka berbeda pendapat seputar jenis binatang 
yang termasuk dalam kategori binatang buruan laut dan bukan. 

Ini semua berdasarkan firman Allah SWT, 





"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang 
berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang- 
orang yang sedang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu 
menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan 
berihram." (Qs. Al Maa'idah [5]; 96) 

Akan kami bahas hal-hal yang para ulama sepakati dari kedua jenis 
ini, dan apa saja yang mereka perselisihkan. 

Telah tsabit sebuah hadits dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah 
SAW bersabda. 


cajLiJlj 


"Lima Jenis binatang yang boleh dibunuh oleh seseorang yang 
tengah berihram: gagak, elang, kalajengking, tikus dan anjing gila.' 

Para ulama sepakat untuk mengambil hadits ini sebagai hujjah. Dan 
mayoritas ulama membolehkan untuk membunuh apa-apa yang 
disebutkan dalam hadits tersebut, karena binatang-binatang tersebut tidak 


Muttafag ’Alaih. HR. Al Bukhari (1826 dan 3315), Muslim (1199), Abu Daud 
(1846), An-Nasa'i (5/190), serta Ahmad (2/50, 82 dan 138) dari Ibnu Umar RA. 
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disebut sebagai binatang buruan. Meski sebagian ulama mensyaratkan 
adanya sifat-sifat tertentu. 

Mereka berbeda pendapat apakah perkara ini termasuk dalam 
bagian dalil khusus yang bermaksud khusus, ataukah termasuk dalam 
bagian dalil khusus yang bermaksud umum. 

Kalangan ulama yang berpendapat bahwa perkara ini termasuk 
dalam bagian dalil khusus yang bermaksud umum, berselisih pendapat 
tentang batasan keumuman yang diinginkan hadits tersebut. 

1. Malik berpendapat; Anjing gila yang disebutkan dalam hadits 
tersebut adalah isyarat kepada semua jenis hewan buas yang menyerang 
manusia. Sehingga binatang buas yang tidak menyerang manusia tidaklah 
boleh dibunuh. 


Malik juga tidak membolehkan untuk membunuh anak binatang 
buas, baik yang menyerang maupun yang tidak menyerang manusia. 


Tidak ada beda pendapat para ulama tentang bolehnya membunuh 
ular dan anjing hitam. Karena hal tersebut telah diriwayatkan dari Nabi 
SAW dalam hadits dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata; Rasulullah 
SAW bersabda, 




i ’ t 

% ji’ 


"Hendaknya ular dan anjing hitam dibunuh. 

Malik berkata, "Aku tidak membolehkan membunuh cicak. 
Sedangkan hadits-hadits mutawatir membolehkan untuk membunuh 
cicak. Tetapi secara mutlak, itu tidak boleh dilakukan di tanah haram." 
Karena itulah Malik terus berpegang dengan pendapat yang 
mengharamkannya untuk dilakukan di tanah haram. 

2. Abu Hanifah berpendapat; Anjing-anjing gila tidak boleh 
dibunuh, kecuali jenis anjing hutan dan srigala. Sekelompok ulama 
memiliki pendapat syadz yang menyebutkan bahwa yang boleh dibunuh 
hanya gagak hitam pekat. 

3. Syafi'i berpendapat; Semua hewan yang haram dimakan adalah 
termasuk dalam kategori lima jenis hewan tersebut. Dasar pegangan 
Syafi'i adalah karena membunuhnya hanya diharamkan bagi orang yang 


Kami tidak dapat menemukan sumber haditsnya. 
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tengah berihram, dan halal bagi yang tidak beriharam. Dan hewan-hewan 
yang halal dimakan tidaklah boleh dibunuh saat berihram, karena Nabi 
SAW melarang membunuh hewan-hewan ternak. 

Sedangkan Abu Hanifah tidak menganggap cukup anjing hutan saja 
(yang boleh dibunuh), bahkan termasuk ke dalamnya semua jenis anjing 
buas. 


Para ulama berbeda pendapat tentang kumbang, sebagian ulama 
menyamakan hukumnya dengan kalajengking, dan sebagian lainnya 
berpendapat bahwa kumbang lebih rendah tingkat bahayanya daripada 
kalajengking. 

Kesimpulannya: Hewan-hewan yang tercantum dalam nash hadits 
di atas seluruhnya adalah hewan berbahaya. Maka para ulama yang 
berpendapat bahwa hadits tersebut termasuk dalam kategori prinsip 
hukum khusus yang dimaksudkan untuk umum, mengklasifikasikan satu 
persatu hewan-hewan sejenis ke dalam hukumnya. Sedangkan kalangan 
ulama yang tidak berpendapat demikian, membatasi pelarangan hanya 
dalam batasan yang tercantum dalam hadits tersebut saja. 


Sekelompok ulama yang memiliki pendapat syadz mengatakan 
bahwa yang boleh dibunuh hanyalah gagak hitam pekat, mereka 
mengkhususkan keumuman jenis yang terdapat dalam hadits yang 
diriwayatkan dari 'Aisyah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda. 




"Lima jenis hewan yang boleh dibunuh di tanah haram... " 

Nabi SAW menyebutkan diantaranya adalah gagak hitam. 

An-Nakha'i berpendapat syadz dan mengatakan bahwa orang yang 
sedang berihram hanya boleh membunuh tikus. 

Tentang beda pendapat para ulama tentang jenis hewan yang 
termasuk kategori binatang buruan laut dan bukan, para ulama sepakat 
bahwa semua jenis ikan adalah binatang buruan laut. Mereka berbeda 
pendapat tentang hukum selain ikan. Ini disebabkan pandangan mereka 
bahwa hewan yang harus dizakati bukanlah termasuk kategori binatang 


Muttafaq 'Alaih. HR. Al Bukhari (1829 dan 3314), Muslim (1198), An-Nasa'i 
(5/208), Ibnu Majah (3087), Ahmad (6/97, 122 dan 261), Ath-Thayalisi (1521), 
dan Ad-Daruquthni (2/231). 
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buruan laut, dan sebagian besarnya adalah haram untuk dibunuh saat 
tengah berihram. Tidak ada beda ulama bahwa semua orang dihalalkan 
untuk memakan apa saja yang ada di dalam lautan, termasuk binatang 
buruan laut. Hanya saja, para ulama berbeda pendapat tentang hewan 
amfibi (yang hidup di air dan darat sekaligus), ke manakah hewan ini 
dikategorikan. 


1. Mayoritas ulama mengategorikan menurut kebiasaan hidup 
binatang tersebu, yaitu berdasarkan daerah tempat kelahirannya. 

2. Jumhur ulama menggolongkan burung laut ke dalam hukum 
hewan darat. Diriwayatkan dari 'Atha', dia berkata, "Tentang burung laut, 
hukumnya tergantung dari kebiasaan hidupnya." 

Para ulama berbeda pendapat tentang tumbuh-tumbuhan tanah 
haram, apakah ada sanksi ataukah tidak jika dipetik. 

1. Malik berpendapat: Terhadap tumbuh-tumbuhan tanah haram 
tidak memiliki ada sanksi. Pelakunya hanya terkena dosa, karena ada 
larangan untuk melakukannya. 

2. Syafi'i berpendapat; Terhadap tumbuh-tumbuhan tanah haram 
ada sanksi. Untuk sebatang pohon digantikan dengan seekor sapi, untuk 
yang lebih kecil digantikan dengan seekor kambing. 

3. Abu Hanifah berpendapat: Setiap pepohonan yang ditanam oleh 
manusia tidak ada sanksi. Namun setiap pepohonan yang tumbuh alami, 
hendaknya digantikan dengan harga senilainya. 


Sebab perbedaan pendapat: Apakah dalam perkara ini 
pepohonan dapat di-^/y’a^-kan dengan hewan. Karena adanya larangan 
untuk membunuh keduanya dalam hadits Nabi SAW, 


^ 9 ^ 

^ ^ ^ ^ S.!'' ^ l'' ^ 

.lA wLsiaj«j y J cIAwLws \AjAXi y 


"Janganlah binatang-binatang buruannya dibuat lari (ketakutan) 
dan pepohonannya jangan ditebang. 


Muttafaq 'Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu dalam hadits yang 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, "Sesungguhnya Allah SWT telah 
mengharamkan kota Makkah ketika Dia menciptakan langit dan bumi, maka ia 
haram dengan pengharaman Allah hingga hari kiamat, maka janganlah 
binatang buruannya dibuat lari (ketakutan) dan pepohonannya jangan 
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Inilah pembahasan tentang berbagai permasalahan yang masyhur 
dalam tema ini. Kami akan lanjutkan tentang hukum orang yang 
mencukur kepalanya sebelum tiba waktunya. 


C. Fidyah dan Hukum Mencukur Kepala sebelum Waktunya 

ItnVang fidyah dari penyakit, hal ini telah menjadi ijma' para ulama 
karena telah disebutkan dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. 

Dalil Al Qur'an tertuang dalam firman Allah SWT, 


i'-’f 1^ ‘ ’i'' ’fi". '. kf" 


t’ 

0 jl 


"Jika ada diantara kamu yang sakit atau ada gangguan di 
kepalanya (lalu dia bercukur) maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu 
berpuasa, atau bersedekah, atau berkurban." Al Baqarah [2]: 196) 


Dan dalil dalam As-Sunnah adalah hadits Ka'ab bin 'Ujrah RA; 
Bahwa dia bersama Rasulullah SAW menunaikan ihram, lalu kepala 
terserang kutu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencukur 
rambut kepalanya, seraya bersabda. 


jjiUi jt t jCJi jso aL. f ^ 


.illp ‘\y>r\ L?' 


"Berpuasalah kamu selama tiga hari, atau berilah makanan enam 
orang miskin, setiap orang sebanyak dua mud. Atau berkurbanlah 
dengan menyembelih seekor kambing. Mana saja darinya yang kamu 
kerjakan, itu telah mencukupkan bagimu. 

Pembahasan dalam bab ini mencakup tentang masalah siapakah 
yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan membayar fidyah. Lalu jika 
diwajibkan, apa bentuk kewajibannya, dalam hal apa saja fidyah 


ditebang, rerumputannya jangan dicabut, dan barang temuannya tidak halal 
kecuali bagi orang yang akan mengunnunkannya." 

Shahih. HR. Al Bukhari (1814, 4190 dan 5703), Muslim (1201), Abu daud 
(1861), At-Tintiidzi (953 dan 2973), An-Nasa'i (5/194), Ibnu Majah (3080), dan 
Ahmad (4/242). 
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diwajibkan, dan bagi siapakah kewajiban tersebut berlaku, serta kapan 
dan di mana diwajibkan. 

Tentang siapa yang diwajibkan membayar fidyah, para ulama 
sepakat bahwa fidyah diwajibkan atas setiap orang yang tertimpa 
penyakit atau gangguan yang bersifat darurat (keterpaksaan). Karena ada 
nash dalam masalah itu. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang 
tertimpa penyakit yang tidak darurat. 

1. Malik menilai: Dia wajib membayar fidyah yang telah ditegaskan 
nash Al Qur'an. 

2. Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat; Jika dia bercukur bukan 
karena sebab darurat, maka dia hanya wajib membayar denda. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang atasnya wajib 
membayar fidyah apakah disyaratkan terkena penyakit atau gangguan 
yang terjadi karena unsur kesengajaan, ataukah orang yang sengaja dan 
yang lupa dihukumi sama. 

1. Malik berpendapat: Orang yang sengaja dan lupa hukumnya 
sama. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, At-Tsauri dan Al-Laits. 

2. Syafi'i dalam salah satu pendapatnya dan pengikut madzhab 
Azh-Zhahiri berpendapat: Orang yang lupa tidak wajib membayar fidyah. 

Kalangan ulama yang mewajibkan fidyah mensyaratkan adanya 
sifat darurat. Berdalil dengan nash di atas. Sedangkan kalangan ulama 
yang mewajibkannya atas orang yang tidak memiliki keterpaksaan 
berdalil dengan alasan bahwa jika fidyah diwajibkan atas orang yang 
terpaksa, maka atas orang yang tidak memiliki keterpaksaan lebih 
diwajibkan. 

Kalangan ulama yang membedakan antara orang yang sengaja atau 
lupa mendasari argumentasinya dengan alasan bahwa realitas syari'at 
telah membedakan kedua kondisi ini, dan berdasarkan keumuman firman 
Allah SWT, 


^ ^ ^ ^ •' t— f, ^ ^^ 


"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. 
Al Ahzaab [33]: 5) 


Biday atul Muj tahid 765 



Serta dengan keumuman sabda Rasulullah SAW, 

ociiij ikkji °j:\ 

"Diangkat dari umatku (karena sebab) kesalahan dan yang 
lupa:^^^ 

Sedangkan kalangan ulama yang tidak membedakan antara 
keduanya mendasarkan pendapat mereka dengan qiyas terhadap sebagian 
besar syari'at yang tidak membedakan antara salah dan lupa. 

Tentang bentuk yang menyebabkan penyakit atau gangguan 
menjadi kewajiban fidyah, para ulama sepakat bahwa macam bentuk 
kewajiban fidyah menurut prinsip pilihan, ada tiga macam: puasa, 
memberi makanan kepada orang miskin dan berkurban. 

Ini berdasarkan firman Allah SWT, 

jl <jJlLS 

"Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa, atau 
bersedekah, atau berkurban."{Qs. Al Baqarah [2]: 196) 

Jumhur ulama menilai: Memberi makan enam orang miskin dan 
menyembelihh hewan kurban yang paling kecil adalah dengan seekor 
kambing. 

Diriwayatkan dari Al Hasan, Ikrimah dan Nafi’, mereka 
berpendapat: Memberi makan sepuluh orang miskin dan berpuasa selama 
sepuluh hari. 

Dalil jumhur ulama adalah hadits Ka'ab bin 'Ujrah RA di atas. 
Sedangkan ulama yang mewajibkan puasa sepuluh hari mengambil qiyas 
pendapatnya dari puasa haji Tamattu', dan menyamakan kedudukan 
puasa dengan memberi makanan kepada orang miskin. Juga, meng-qiyas- 
kannya dengan sanksi terhadap binatang buruan dalam firman Allah 
SWT, 


Shahih. HR. Abu Daud (4399, 4400 dan 4401), At-Tirmidzi (1423) dari Ali RA. 
Hadits tersebut dari 'Aisyah RA yang diriwayatkan oleh Abu Daud (4398), An- 
Nasa'i (6/156) dan Ibnu Majah (2041). 
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"...atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan.” 
(Qs. Al Maa'idah [5]: 95) 

Tentang kadar makanan yang layak diberikan kepada setiap orang 
miskin (dari enam kategori miskin yang telah ditetapkan nash hadits di 
atas), para fuqaha berbeda pendapat tentang hal tersebut. Karena adanya 
beda ragam riwayat tentang memberikan makanan kepada orang miskin 
dalam kafarat. 

1. Malik dan Syafl'i, Abu Hanifah dan para pengikutnya 
berpendapat; Wajib memberi makanan dua mud kepada setiap orang 
miskin dengan ukuran (genggaman) tangan Nabi SAW. 

2. Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dia berpendapat: Yang wajib 
diberikan adalah makanan dari tepung sebanyak setengah sha', dan dari 
kurma, kismis dan gandum sebanyak satu .sha'. Diriwayatkan pula dari 
Abu Hanifah seperti itu, yang kadar dasarnya terdapat dalam hukum 
tentang kafarat. 

Mengenai sesuatu yang menyebabkan diwajibkannya fidyah, para 
ulama bersepakat bahwa fidyah diwajibkan atas orang yang mencukur 
kepalanya dengan keterpaksaan disebaibkan oleh penyakit atau kuman 
yang mengganggu. 

Ibnu Abbas RA berkata, "Disebut penyakit jika menyebabkan bisul 
di kepala. Dan yang dimaksud dengan gangguan adalah kutu dan 
lainnya." 

'Atha' berkata, "Yang dimaksud dengan penyakit adalah pusing, 
dan gangguan adalah kutu atau lainnya." 

Jumhur ulama berpendapat tentang apa saja yang dapat mencegah 
seorang yang berihram, sehingga dia mengenakan pakaian yang berjahit, 
mencukur rambut kepala atau menggunting kukunya. Jika orang tersebut 
menghalalkannya, maka wajib baginya fidyah (atau membayar denda 
dibarengi beda pendapat para ulama dalam hal tersebut- atau memberi 
makan kepada orang miskin). 

Para ulama tidak membedakan antara keterpaksaan dan sengaja 
dalam hal-hal tersebut di atas, begitu pula dalam masalah memakai 
minyak wangi. 

1. Sekelompok ulama berpendapat; Tidak ada kewajiban apa-apa 
ketika memotong kuku. 
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2. Yang lainnya berpedapat; Memotong kuku terkena denda. 

3. Ibnu Mundzir menceritakan adanya ijma' tentang memotong 
kuku yang termasuk dalam perkara yang dapat mengganggu seorang 
yang tengah berihram. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang memotong 
sebagian kukunya: 

1. Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat: Jika dia memotong satu kuku 
jarinya, maka dia terkena kewajiban memberi makan seorang miskin. 
Jika dia memotong dua kuku jarinya, maka dia harus memberi makan dua 
orang miskin. Dan jika dia memotong tiga kuku jarinya, maka dia terkena 
kewajiban memberi satu denda penuh. 

Para ulama sepakat atas larangan mencukur rambut kepala (bagi 
orang yang sedang berihram). Namun mereka berbeda pendapat tentang 
mencukur rambut lainnya dari anggota badan. 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa pelakunya terkena kewajiban 
membayar fidyah. 

2. Sedangkan Daud Azh-Zhahiri mengatakan: Tidak ada kewajiban 
apapun baginya. 

Mereka berbeda pendapat lagi tentang orang yang mencabut satu 
atau dua helai rambut dari tubuhnya: 

1. Malik berpendapat: Orang yang mencabut sehelai rambut tidak 
terkena kewajiban apapun, kecuali jika hal tersebut dilakukan lantaran 
terkena gangguan, maka dia berkewajiban membayar fidyah. 

2. Al Hasan berpendapat: Untuk sehelai rambut yang dicabut dia 
harus memberi makanan orang miskin satu miid, untuk dua helai harus 
memberikan dua mud. Untuk tiga helai rambut, dia terkena kewajiban 
membayar denda penuh. Ini adalah pendapat Syafi’i dan Abu Tsaur. 

Abdul Malik (salah seorang pengikut madzhab Maliki) berkata: 
Untuk rambut yang sedikit pelakunya berkewajiban memberi makan 
kepada satu orang miskin. Dan untuk rambut yang banyak dia terkena 
kewajiban membayar fidyah. 

Kalangan ulama yang memahami bahwa seorang yang tengah 
berihram terlarang untuk mencukur rambutnya termasuk dalam perkara 
ibadah, mereka menyamakan antara banyak dan sedikitnya rambut yang 
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dicukur. Sedangkan kalangan ulama yang memahami bahwa hal itu 
adalah larangan untuk alas an kebersihan dan keindahan serta istirahat 
dalam mencukurnya, mereka membedakan antara yang banyak dengan 
yanag sedikit. Karena yang sedikit tidaklah dapat menghilangkan 
gangguan yang ada. 

Tentang tempat menunaikan fidyah: 

1. Malik berpendapat: Dia boleh mengerjakannya di mana saja 
sekehendaknya, baik di kota Makkah atau di daerah lainnya. Dan jika 
mau, dia boleh menunaikannya di negerinya sendiri. Malik menilai: 
Fidyahnya dapat berupa menyembelih seekor kambing, atau memberi 
makanan kepada orang miskin, atau juga berpuasa. 

Ini adalah pendapat Mujahid. Yang dianut oleh Malik di sini adalah 
menyembelih seekor kambing, bukan menyembelih hewan kurban. 
Karena menyembelih hewan kurban harus dilaksanakan di Makkah atau 
di Mina. 

2. Abu Hanifah dan Syafi'i berkata; Membayar denda ataupun 
memberi makan orang miskin tidak sah kecuali jika dilaksanakan di 
Makkah. Sedangkan berpuasa boleh dilaksanakan di mana saja 
sekehendak yang bersangkutan. 

3. Ibnu Abbas RA berkata: Apa saja yang berupa denda harus 
dilaksanakan di Makkah, dan yang berupa memberi makanan kepada 
orang miskin atau berpuasa boleh dilaksanakan di mana saja. 
Diriwayatkan dari Abu Hanifah seperti itu juga. 

Pendapat Syafi'i tidak perbedaan tentang denda memberi makanan 
kepada orang miskin yang harus ditujukan kepada orang-orang miskin 
tanah haram. 

Sebab perbedaan pendapat: Penggunaan qiyas untuk denda 
menyembelih seekor kambing terhadap penyembelihan hewan kurban. 

Kalangan ulama yang meng-^/yo^-kannya kepada penyembelihan 
hewan kurban, mewajibkan syarat sahnya penyembelihan hewan kurban 
di tempat yang telah di tentukan (Makkah atau Mina) dan untuk orang- 
orang miskin penduduk tanah haram. Meski Malik membolehkan untuk 
memberi makan kepada orang-orang miskin selain penduduk tanah 
haram. 
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Dan kalangan ulama yang menggabungkan antara menyembelih 
seekor kambing dan hewan kurban bertujuan untuk memberi manfaat 
kepada orang-orang miskin yang tinggal di sekitar Baitullah. 

Sedangkan ulama yang berbeda pendapat dengannya menilai: 
Ketika syari'at membedakan antara keduanya dengan penyebutan yang 
berbeda, yang satu disebut dengan nusuk dan yang lainnya disebut 
dengan hadyu, tentu mengharuskan perbedaan hukum pula antara 
keduanya. 

Adapun tentang waktu pelaksaan menunaikan fidyah, ulama 
berpendapat bahwa kafarat ini tidak dapat ditunaikan kecuali setelah 
hilangnya gangguan. Tidak dipungkiri lagi adanya beda pendapat dalam 
hal ini lantaran qiyas dengan kafarat bagi sumpah. 

Inilah pembahasan tentang kafarat ketika menghilangkan adanya 
gangguan (penyakit). 

Para ulama berbeda pendapat tentang mencukur kepala, apakah dia 
termasuk bagian dari manasik haji atau dia hanya sekedar cara untuk 
menghalalkan seseorang dari amalan-amalan haji. 


Tidak ada beda pendapat diantara jumhur ulama bahwa mencukur 
kepala merupakan bagian daripada manasik haji, dan mencukur lebih 
afdhal daripada sekedar memendekkan. Berdasarkan hadits yang tsabit 
dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


^ y o ^ ^ f f J' 'H O 

Iijli iJ j ^ jJ\i 


"Ya Allah, berilah rahmat-Mu kepada orang-orang yang mencukur 
kepalanya." Para sahabat berkata, "Dan orang-orang yang 
memendekkannya, wahai Rasulullah?" Lalu beliau bersaba, "Ya Allah, 
berilah rahmat-mu kepada orang-orang yang mencukur kepalanya." 
Mereka berkata lagi, "Dan orang-orang yang memendekkannya wahai 
Rasulullah?" Beliau bersabda, "Ya Allah, berilah rahmat-mu kepada 
orang-orang yang mencukur kepalanya." Mereka berkata lagi, "Dan 
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orang-orang yang memendekkannya, wahai Rasulullah?” Beliau 
bersabda, "Dan orang-orang yang memendekkannya. 

Para ulama sepakat bahwa kaum wanita tidak mencukur kepalanya, 
justru sunahnya bagi mereka adalah memendekkan rambut kepalanya. 

Mereka berbeda pendapat apakah mencukur merupakan kewajiban 
bagi orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah, ataukah tidak wajib. 

1. Malik berpendapat: Mencukur termasuk dalam rangkaian ibadah 
haji dan umrah. Dan itu lebih utama daripada memendekkan. Itu wajib 
dikerjakan oleh orang yang tidak dapat menunaikan haji, orang yang 
terkepung oleh musuh, orang yang terhalang oleh penyakit atau gangguan 
lainnya. 

Ini adalah pendapat segolongan fuqaha, kecuali bagi orang yang 
terkepung oleh musuh. 

2. Abu Hanifah berkata: Dia tidak wajib untuk mencukur kepalanya 
dan tidak wajib pula memendekkannya. 

Secara umum, kalangan ulama yang memasukkan mencukur 
rambut kepala atau memendekkannya ke dalam bagian manasik haji atau 
umrah, mewajibkan orang yang meninggalkannya untuk membayar 
denda. Dan kalangan ulama yang tidak memasukkannya dalam manasik 
haji atau umrah dan jika tertinggal maka tidak mewajibkan apa pun bagi 
pelakunya. 


D. Kafarat bagi Haji Tamattu' 


Tentang kafarat orang yang menunaikan ibadah haji Tamattu' 
tercantum dalam firman Allah SWT, 





I jiJJyvaj>-l ^ 5^ 


i t 


"Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di 
dalam bulan haji) wajiblah dia menyembelih hewan kurban yang mudah 
didapat."iQs. Al Baqarah [2]: 196) 


Muttafag ’Alaih. HR. Al Bukhari (1727), Muslim (1301), Abu Daud (1979), At- 
Tirmidzi (913), Ibnu Majah (3043), Ahmad (2/79), At-Thayalisi (1835) dan Ad- 
Darimi (2/64). 


Bidayatul Mujtahid 771 




Tidak ada beda pendapat ulama tentang kewajibannya. Perbedaan 
pendapat hanya terdapat dalam masalah siapakah yang disebut mutamatti' 
(orang yang mengerjakan haji Tamattu'). Perbedaan pendapat dalam hal 
ini telah dibahas pada kesempatan yang lalu. 

Pembahasan tentang kafarat di sini, sama dengan apa yang terdapat 
pada bab sebelumnya, yakni tentang kepada siapakah kafarat diwajibkan, 
dan siapa yang tidak diwajibkannya. Jika diwajibkan, maka apa bentuk 
kewajibannya, dalam hal apa saja diwajibkannya kafarat, dan bagi siapa 
kewajiban tersebut diberlakukan, serta kapan dan di mana diwajibkannya. 

Tentang atas siapakah kafarat tersebut diwajibkan, menurut 
kesepakatan para ulama dia diwajibkan atas orang yang menunaikan haji 
Tamattu'. Beda pendapat tentang siapakah yang disebut sebagai orang 
yang mengerjakan haji Tamattu' telah dibahas pada kesempatan yang 
lalu. 

Adapun perbedaan ulama tentang bentuk kewajibannya, maka 
jumhur ulama berpendapat bahwa kewajibannya adalah hewan kurban 
yang mudah didapat yaitu kambing. Malik ber-htjjah bahwa penyebutan 
hewan kurban dimutlakkan untuk menyebut kambing, berdasarkan 
firman Allah SWT tentang sanksi atas binatang buruan yang dibunuh, 




IjJLA 


".. .sebagai hewan kurban yang dibaw’a sampai ke Ka'bah." (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 95) 

Sebagaimana diketahui, ijma’ menyatakan bahwa sanksi yang 
diwajibkan atas binatang buruan adalah menyembelih seekor kambing. 
Ibnu Umar RA berpendapat bahwa istilah hadya hanya berlaku untuk 
unta dan sapi. Dan makna firman Aliah SWT, "...(maka sembelihlah) 
hewan kurban yang mudah didapat," artinya sapi yang kurang sedikit 
dari sapi dewasa, dan unta yang kurang sedikit dari unta dewasa. 

Para ulama sepakat bahwa kafarat ini harus ditunaikan menurut 
prinsip berjenjang. Artinya orang yang mendapatkan hadya wajib atasnya 
berpuasa. 

Para ulama berbeda pendapat tentang batasan orang yang 
diwajibkan untuk menyembelih hewan kurban yang kemudian dialihkan 
kepada kewajiban berpuasa. 
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1. Malik berpendapat: Jika dia telah disyari'atkan untuk berpuasa, 
maka hendaknya dia berpuasa, walau ketika berpuasa dia mendapatkan 
hewan yang dapat dijadikan sebagai hadya. 

2. Abu Hanifah menilai: Jika dia mendapatkan hewan hadya setelah 
berpuasa selama tiga hari, wajib baginya untuk menyembelih hewan 
hadya tersebut. Jika dia mendapatinya setelah lewat tujuh hari dari 
puasanya, maka dia tidak wajib menyembelihnya. 

Permasalahan ini sama dengan masalah orang yang mendapati air 
di tengah-tengah shalat dengan bertayamum. 

Sebab perbedaan pendapat: Masalah apakah yang menjadi syarat 
dalam permulaan suatu ibadah juga menjadi syarat bagi kelanjutan 
ibadah tersebut. 

Hanya saja Abu Hanifah membedakan antara tiga hari atau tujuh 
hari puasa. Karena menurut beliau tiga hari dapat dianggap sebagai 
pengganti hadya, sedangkan tujuh hari bukanlah sebagai pengganti. 

Para ulama sepakat bahwa orang yang telah berpuasa selama tiga 
hari di bulan Dzulhijjah dari yang sepuluh hari, berarti dia telah tepat 
mengamalkan waktu yang dianjurkan dalam firman Allah SWT, 

"Maka berpuasalah tiga hari pada hari-hari musim haji." (Qs. Al 
Baqarah [2]: 196) 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang berpuasa pada 
hari-hari saat mengerjakan umrah sebelum berihram untuk haji, atau 
puasanya saat hari-hari di Mina. 

1. Malik membolehkan untuk berpuasa saat hari-hari di Mina. 

2. Sedangkan Abu Hanifah melarangnya. Dia mengatakan: Jika 
seseorang melewati hari-hari pertama hajinya maka dia wajib 
menyembelih seekor hewan kurban. 

Malik melarang berpuasa sebelum disyari'atkan mengerjakan 
amalan-amalan haji benar-benar dikerjakan. Sedangkan Abu Hanifah 
membolehkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Masalah apakah haji dapat dianggap 
sah jika dikerjakan pada hari-hari yang diperselisihkan tersebut ataukah 
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tidak. Jika memang begitu, apakah termasuk syarat sahnya kafarat untuk 
menunaikannya sesudah mengerjakan amalan-amalan wajib haji lainnya? 

Ulama yang berpendapat kafarat tidak sah kecuali setelah amalan- 
amalan wajib dikerjakan menilai: Puasa tidak sah kecuali setelah 
dianjurkan mengerjakan amalan-amalan haji. 

Sedangkan ulama yang mmg-qiyas-kan kafarat haji dengan 
sumpah mengatakan; Itu sah untuk dikerjakan. 

Para ulama sepakat bahwa jika dia berpuasa tujuh hari di 
lingkungan keluarga (di negerinya), itu dianggap cukup. Namun, mereka 
berbeda pendapat jika puasanya dikerjakan saat tengah perjalanan pulang. 

1. Malik berkata; Puasanya dianggap sah. 

2. Syafi'i berpendapat: Puasanya tidak sah. 

Sebab perbedaan pendapat: Kemungkinan makna firman Allah 
SWT, "Ketika kamu kembali ke negeri kamu." Menunjukkan penyebutan 
orang yang kembali dapat berarti ketika telah sampai di tempat tujuan 
dan dapat berarti pula saat telah kembali dalam perjalanan. 

Inilah pembahasan tentang kafarat yang ditetapkan berdasarkan 
nash Al Qur'an, yang keberadaannya telah disepakati oleh para ulama. 

Tidak ada beda pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang 
tertinggal ibadah hajinya setelah dia disyari'atkan, baik karena tertinggal 
satu rukun dari rukun-rukun haji atau karena kekeliruan menghitung 
waktu, atau karena kebodohannya dan kealpaannya, atau karena 
mengerjakan satu perbuatan yang merusak hajinya; Itu semua 
mewajibkannya untuk meng-qadha' (mengganti) hajinya tersebut. Jika 
hajinya wajib, apakah dia wajib membawa hewan kurban disamping 
wajib untuk meng-gouf/ia'nya? 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, jika hajinya sunah, 
apakah juga wajib (X\-qadha' ataukah tidak. Dan beda pendapat di 
kalangan para ulama terjadi pada semua masalah tersebut; 

1. Jumhur ulama berpendapat wajibnya dia membawa hewan 
kurban (hadya) karena kekurangannya dalam melaksanakan amalan yang 
menunjukkan dia harus membawa hewan kurban. 
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2. Sekelompok ulama berpendapat syadz mengatakan: Pada 
dasarnya dia tidak wajib membawa hewan kurban dan tidak pula harus 
mQng-qadha \ kecuali pada haji yang wajib. 

Menurut jumhur ulama, masalah haji yang rusak memiliki 
kekhususan hukum yang berbeda dengan amalan-amalan ibadah lainnya. 
Diantaranya adalah agar orang yang hajinya rusak menyelesaikan hajinya 
hingga akhir, dia tidak boleh memutuskan hajinya tersebut di tengah 
jalan, dan wajib baginya untuk membayar denda. 

Sekelompok ulama berpendapat syadz mengatakan: Ibadah haji 
sama dengan ibadah-ibadah lainnya. 

Dasar pegangan jumhur ulama adalah firman Allah SWT, "Dan 
sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." 

Jumhur ulama menjadikan ayat ini bersifat umum, sedangkan 
kalangan ulama yang menentang menjadikannya bersifat khusus dengan 
meng-^/j^a.s-kannya kepada semua jenis ibadah lainnya saat terkena 
perkara-perkara yang merusaknya. 

Para ulama sepakat bahwa perkara yang dapat merusak ibadah haji 
seseorang dari hal-hal yang diperintahkan adalah meninggalkan rukun- 
rukun haji yang merupakan syarat sahnya haji. Dengan beda pendapat 
diantara ulama mana yang termasuk rukun dan mana yang tidak. 

Sedangkan yang berasal dari hal-hal yang dilarang adalah 
bersetubuh (menggauli istri), walau para ulama berbeda pendapat tentang 
waktu terjadinya persetubuhan yang menyebabkan rusaknya ibadah haji 
seseorang. 


E. Kafarat bagi //ma'saat Menunaikan Haji 

Para ulama sepakat bahwa menggauli istri dapat merusak haji, 
berdasarkan firman Allah SWT, 


(4 






"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan 
mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata keji, berbuat fasik dan 
berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji." (Qs. Al Baqarah 
[2]: 197) 
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Mereka telah bersepakat bahwa orang yang menyetubuhi istrinya 
sebelum mengerjakan wukuf di 'Arafah, maka ibadah hajinya batal. 
Begitupula orang yang mengerjakan umrah menggauli istrinya sebelum 
thawaf dan sa'i. 

Para ulama berbeda pendapat tentang rusaknya ibadah haji yang 
disebabkan oleh persetubuhan setelah wukuf di Arafah sebelum melontar 
jumrah dan setelah melontar jumrah, sebelum thawaf Ifadhah. 

1. Malik berkata; Orang yang bersetubuh sebelum melontar jumrah 
'Aqabah, maka hajinya batal dan dia wajib menyembelih hewan kurban 
dan meng-gadha' hajinya di tahun mendatang. Ini adalah pendapat 
Syafi'i. 

2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat wajib baginya 
menyembelih kurban seekor unta, namun hajinya sempurna. 
Diriwayatkan dari Malik seperti ini pula. 

3. Malik berkata: Orang yang bersetubuh setelah melontar jumrah 
'Aqabah namun sebelum thawaf Ifadhah, hajinya sempurna. 

4. Jumhur ulama berkata dengan pendapatnya Malik bahwa 
menggauli istri sebelum thawaf Ifadhah tidak merusak haji. Menurut 
mereka dia wajib menyembelih hewan kurban. 

5. Segolongan ulama berkata: Orang yang menggauli istrinya 
sebelum thawaf Ifadhah maka hajinya batal. Ini adalah pendapat Ibnu 
Umar RA. 

Sebab perbedaan pendapat: Masalah tahallul dalam haji yang 
dianggap sama dengan salam dalam shalat, yaitu tahallul akbar (berupa 
thawaf Ifadhah) dan tahallul asghar. Dan apakah disyaratkan untuk 
kebolehan menggauli istri dengan dua melakukan tahallul ini atau cukup 
salah satunya saja. 

Tidak ada beda pendapat di antara para ulama bahwa tahallul 
asghar (setelah melontar jumrah 'Aqabah pada hari penyembelihan 
hewan kurban -tanggal 10 Dzulhijjah-) menghalalkan seorang jamaah 
haji dari segala sesuatu yang di haramkan selama menunaikan ibadah haji 
kecuali wanita, minyak wangi dan membunuh binatang buruan. 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut: 
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!. Pendapat yang masyhur dari Malik menyebutkan bahwa 
dihalalkan baginya segala sesuatu kecuali wanita dan minyak wangi. 

2. Pendapat lain dari Malik menyebutkan kecuali wanita, minyak 
wangi dan membunuh binatang buruan. Hal ini karena firman Allah 
SWT, 

ij.5LjsL.yal3 lijj 

"Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji maka 
bolehlah kamu berburu."(QS Al Maa'idah [5]: 2) 

Maknanya Ini adalah tahallul akbar. 

Para ulama sepakat bahwa orang yang mengerjakan umrah dapat 
her-tahallul dari umrahnya ketika telah menyelesaikan thawaf di 
Baitullah dan mengerjakan sa'i meskipun tanpa mencukur kepala atau 
memendekannya. Berdasarkan riwayat yang telah tsabit dalam hal 
tersebut, kecuali ada sedikit beda fjendapat yang syadz. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa dia her-tahallul dengan 
melakukan thawaf di Baitullah. 

Abu Hanifah berkata: Dia tidak her-tahallul kecuali setelah 
mencukur. Namun Jika bergaul dengan istrinya sebelum itu, umrahnya 
batal. 

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis Jima' yang dapat 
merusak haji. Dan mereka juga berbeda pendapat tentang pendahuluan 
jima' (bercumbu dan sebagainya). 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa bertemunya dua alat kelamin 
sudah merusak ibadah haji. 

2. Kalangan yang mensyaratkan untuk bersuci jika keluar mani 
setelah bertemunya dua alat kelamin, sepertinya juga mensyaratkan hal 
ini dalam ibadah haji. 

Mereka pun berbeda pendapat tentang keluarnya air mani di luar 
kemaluan. 

1. Abu Hanifah berpendapat: Tidak merusak ibadah haji kecuali 
keluarnya air mani di dalam kemaluan. 
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2. Syafi'i menilai: Apa yang mewajibkan terkena hadd dia juga 
merusak ibadah haji. 

3. Malik berpendapat: Keluarnya air mani sudah merusak haji, 
demikian pula pendahuluannya yang berupa cumbuan dan ciuman. 

4. Syafi'i menganjurkan orang yang menggauli istrinya di selain 
kemaluannya agar menyembelih seekor kambing. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang berulang-ulang 
melakukan persetubuhan. 

1. Malik berkata: Tidak ada kewajiban atasnya kecuali hanya satu 
sembelihan hewan kurban. 

2. Abu Hanifah berpendapat: Jika dia bersetubuh dengan berulang- 
ulang dalam satu waktu, wajib atasnya menyembelih seekor hewan 
kurban. Namun apabila dia melakukannya berulang-ulang di beberapa 
waktu, maka wajib bagi setiap persetubuhan untuk menyembelih seekor 
hewan kurban. 

3. Muhammad bin Hasan menilai: Cukup baginya menyembelih 
seekor hewan kurban, meskipun dia melakukannya berulang-ulang 
selama belum menyembelih hewan kurban untuk persetubuhannya yang 
pertamanya. 

4. Riwayat dari Syafi’i ada tiga pendapat, namun yang masyhur 
seperti pendapat Malik. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang menggauli 
istrinya karena lupa. 

1. Malik dalam hal ini menyamakan hukum antara kesengajaan dan 

lupa. 

2. Syafi'i dalam pendapatnya yang terbaru mengatakan: Tidak ada 
kafarat atas dirinya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah seorang wanita juga 
terkena kewajiban untuk menyembelih seekor hewan kurban. 

1. Malik berpendapat: Jika dia menyetujuinya wajib atasnya 
menyembelih seekor hewan kurban, namun jika dia tidak menyetujuinya, 
wajib bagi suaminya untuk menyembelih dua ekor hewan kurban. 
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2. Syafi'i menilai: Tidak ada kewajiban bagi suaminya kecuali 
untuk menyembelih seekor hewan kurban. Seperti dalam hukum orang 
yang bersetubuh di bulan Ramadhan. 

3. Jumhur ulama berpendapat bahwa suami istri jika keduanya 
menunaikan haji di tahun yang akan datang di pisahkan. 

4. Ada pendapat lainnya: Tidak perlu dipisahkan, pendapat yang 
mengatakan tidak perlu dipisahkan diriwayatkan dari beberapa orang 
sahabat dan tabi'in. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. 

Pendapat Malik dan Syafi'i saling berbeda tentang dari mana 
keduanya dipisahkan. Syafi'i berkata: Keduanya dipisahkan dari tempat 
rusaknya ibadah haji. Malik berkata: Keduanya dipisahkan dari tempat 
mereka mulai berihram, hanya saja keduanya berihram sebelum batas 
miqat. 

Kalangan ulama yang berpendapat keduanya dipisahkan berpegang 
kepada prinsip tindakan pencegahan dari kemaksiatan dan sebagai 
hukuman. Sedangkan kalangan ulama mereka yang berpendapat tidak 
perlu keduanya dipisahkan berpegang kepada hukum asal. Karena hukum 
dalam bab ini tidak dapat ditetapkan kecuali dengan adanya nash. 

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis hewan kurban yang 
wajib disembelih sebagai kafarat jima'. 

1. Malik dan Abu Hanifah berkata: Hewan kurban itu adalah 
kambing. 

2. Syafi'i berkata: Tidak sah kecuali dengan unta. Jika tidak 
mendapatkannya, maka dapat digantikan dengan dirham yang senilai 
harga unta, lalu jumlah dirham tersebut dialihkan dalam bentuk makanan. 
Apabila masih tidak memilikinya, maka dapat berpuasa untuk setiap satu 
mud. 

Syafi'i juga menilai: Memberi makanan kepada orang-orang miskin 
dan menyembelih hewan kurban tidak sah dilakukan kecuali di kota 
Makkah atau di Mina. Sedangkan berpuasa boleh di mana saja 
sekehendaknya. 

Malik berkata: Setiap pelanggaran yang terjadi ketika ihram. Baik 
berupa persetubuhan atau mencukur rambut kepala atau terhalang dari 
menunaikan ibadah haji, maka pelakunya jika tidak mendapatkan hewan 
kurban dia dapat berpuasa tiga hari selama musim haji dan tujuh hari 
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ketika kembali ke negerinya. Tetapi memberikan makan kepada orang- 
orang miskin tidak termasuk di dalamnya. 

Malik menyamakan antara denda yang wajib dalam hal ini dengan 
denda orang yang menunaikan haji Tamattu'. Sedangkan Syafi'i 
menyamakan antara denda yang wajib di sini dengan fidyah. Menurut 
Malik, tidaklah memberikan makanan kepada orang-orang miskin kecuali 
sebagai kafarat membunuh binatang buruan dan sebagai kafarat 
menghilangkan gangguan (penyakit). 

Sedangkan menurut Syafi’i, berpuasa dan memberikan makanan 
kepada orang-orang miskin boleh jadi sebagai pengganti dari denda 
dalam dua keadaan tersebut. Namun pengganti keduanya tidak teijadi 
kecuali dalam satu keadaan, sehingga meng- 9 /yo.s-kan perkara yang tidak 
disebutkan dalam nash dengan yang disebutkan dalam hal memberi 
makanan kepada orang-orang miskin lebih tepat. Inilah pembahasan 
tentang gugurnya ibadah haji karena sebab jima'. 


F. Haji yang Terlewatkan 

Rusaknya haji yang disebabkan oleh berlalunya waktu (terlewatkan 
mengerjakan wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah), para ulama 
sepakat bahwa orang yang melakukannya tidak keluar dari ihramnya 
kecuali dengan mengerjakan thawaf di Baitullah dan sa'i antara bukit 
Shafa dan Marwa (dia hcr-tahallul dengan umrah), dan wajib atasnya 
menunaikan ibadah haji di tahun mendatang. 

Para ulama berbeda pendapat apakah wajib atasnya membawa 
hewan kurban ataukah tidak. 

1. Malik, Syafi'i, Ahmad, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur menilai: Wajib 
baginya membawa hewan kurban. Dasar pegangan mereka adalah adanya 
ijma' bahwa orang yang terhalang oleh penyakit hingga hajinya 
terlewatkan wajib baginya membawa hewan kurban. 

2. Abu Hanifah berpendapat: Dia her-tahallul dengan umrah, wajib 
atasnya menunaikan haji di tahun mendatang, namun dia tidak wajib 
membawa hewan kurban. 

Hujjah penduduk Kufah adalah bahwa hukum asal hewan kurban 
adalah sebagai pengganti haji qadha'. Ketika qadha' tidak ada kewajiban 
membawa hewan kurban kecuali yang dikhususkan oleh ijma\ 
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Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah saling berbeda pendapat tentang 
orang yang terlewatkan hajinya padahal dia menunaikan haji Qiran, 
apakah dia mQng-qadha' hajinya saja atau haji dan umrahnya. 

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa dia mQx\%-qadha' keduanya, 
karena ibadah qadha' dikerjakan seperti asal kewajibannya. Abu Hanifah 
menilai: Dia tidak wajib melaksanakan kecuali hajinya saja karena dia 
telah melakukan thawaf untuk umrahnya, makanya dia tidak meng- 
qadha' kecuali apa yang terlewatkannya. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang terlewatkan hajinya 
dia tidak menegakkan ihramnya hingga tahun yang akan datang. Inilah 
pendapat yang dipilih oleh Malik hanya saja beliau membolehkan hal itu 
untuk menggugurkan kewajiban membawa hewan kurban, dan dia tidak 
perlu her-tahallul dengan umrah. 

Sebab perbedaan pendapat: Beda persepsi para ulama tentang 
orang yang berihram untuk menunaikan haji di luar bulan-bulan haji. 

Kalangan ulama yang tidak menetapkannya sebagai seorang yang 
benar-benar berihram, tidak membolehkan orang yang terlewatkan 
ibadah hajinya untuk tetap berihram hingga tahun mendatang. Sedangkan 
kalangan ulama yang membolehkannya berihram di luar hari-hari haji 
mengijinkannya untuk tetap dalam keadaan berihram. 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata: Kami telah membahas tentang 
kafarat yang wajib dengan nash-nash dalam ibadah haji dan sifat qadha' 
dari ibadah haji yang terlewatkan dan rusak, serta sifat her-tahallul orang 
yang terlewatkan ibadah hajinya. Kami telah membahas sebelum itu 
tentang beberapa kafarat yang tercantum dalam nash, dan apa-apa yang 
diklasifikasikan oleh para fuqaha berupa kafarat orang yang merusak 
ibadah hajinya. 

Selanjutnya akan kami bahas tentang kafarat-kafarat yang 
diperselisihkan, yaitu pelanggaran terhadap cara-cara manasik haji yang 
tidak disebutkan di dalam nash. 


G. Kafarat yang Tidak Termaktub dalam Nash 

Jumhur ulama telah sepakat bahwa diantara manasik haji ada yang 
sunah mu'akkadah dan ada yang dianjurkan. 
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Yang termasuk ke dalam sunah mu'akkadah, jika ditinggalkan 
maka wajib atasnya membayar denda, karena ibadah hajinya dinilai 
berkurang, ini berlaku pada ibadah haji Tamattu' dan Qiran. 

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Barangsiapa yang 
terlewatkan salah satu dari manasik haji, apabila wajib atasnya membayar 
denda. Sedangkan yang berupa nafilah (tambahan), mereka tidak 
mewajibkan membayar denda (kafarat)." 

Namun para ulama berbeda pendapat dengan perbedaan yang 
sangat banyak sekali tentang orang yang meninggalkan sebagian dari 
manasik haji, apakah dia terkena kafarat ataukah tidak. 

Hal itu disebabkan perbedaan pendapat diantara mereka, apakah hal 
itu termasuk ke dalam sunah atau nafilah. 

Tentang perbuatan yang termasuk ke dalam kewajiban ibadah haji, 
tidak ada perselisihan pendapat diantara para ulama tentang kewajiban 
membayar denda. Namun perbedaan mereka terfokus pada perbuatannya 
itu sendiri, apakah dia termasuk ke dalam yang wajib ataukah tidak. 

Pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri berpendapat tidak ada 
kewajiban sama sekali kecuali pada hal-hal yang tercantum di dalam 
nash, karena mereka tidak mengambil qiyas, terutama dalam masalah- 
masalah ibadah. 

Demikian pula para ulama telah sepakat bahwa larangan-larangan 
yang disunahkan untuk ditinggalkan lalu dikerjakan, maka wajib atasnya 
membayar fidyah. Sedangkan yang hanya dianjurkan untuk ditinggalkan 
(namun dikerjakan) maka dia tidak terkena kewajiban apa-apa. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan 
satu amalan didasari oleh perbedaan mereka tentang persepsi apakah 
amal tersebut sunah atau tidak. 

Pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri tidak mewajibkan untuk 
membayar fidyah kecuali atas apa-apa yang tercantum dalam nash. 

Kami akan sebutkan beberapa permasalahan masyhur yang 
diperdebatkan para fuqaha tentang perbuatan yang meninggalkan satu per 
satu dari manasik haji (artinya yang memiliki konsekuensi membayar 
denda atau memang dia tidak diwajibkan dari awal hingga akhir manasik 
haji). Begitu pula tentang perbuatan-perbuatan yang terlarang satu 
persatu. 


782 Bidayatul M uj tahid 


Permasalahan pertama yang diperdebatkan oleh para ulama 
daripada manasik haji adalah orang yang melewati batas miqat dalam 
keadaan tidak berihram, apakah dia terkena kewajiban membayar denda 
(kafarat) atau tidak. 

1. Sekelompok ulama berpendapat; dia tidak berkewajiban 
membayar denda, yang lainnya berkata. Dia tetap terkena kewajiban 
membayar denda meskipun kembali lagi. Ini adalah pendapat Malik dan 
Ibnu Mubarak, juga riwayat dari Ats-Tsauri. 

2. Sekelompok ulama yang lain berkata: Apabila dia kembali lagi, 
maka tidak terkena kewajiban membayar denda. Namun jika tidak 
kembali dia terkena kewajiban itu. Ini adalah pendapat Syafi'i, Abu 
Yusuf dan Muhammad, serta pendapat yang masyhur dari Ats-Tsauri. 

3. Abu Hanifah berpendapat: jika kembali seraya her-talbiyah dia 
tidak terkena kewajiban membayar denda. Namun jika kembali tanpa 
diiringi dengan talbiyah dia tetap terkena kewajiban membayar denda. 

4. Sedangkan ulama lainnya berpendapat perbuatan itu wajib 
dilakukan (yaitu mengulang kembali —penerj) tanpa dikenakan 
kewajiban membayar denda. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mencuci 
rambutnya dengan khathma' (tumbuhan berwarna): 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat wajib atasnya membayar 
fidyah. 

2. Ats-Tsauri dan ulama lainnya berpendapat dia tidak terkena 
kewajiban apa-apa. 

Malik berpendapat orang yang masuk ke kamar mandi harus 
membayar fidyah. Sedangkan mayoritas ulama membolehkannya. 
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA dari jalur yang terpercaya, bahwa 
beliau memasuki kamar mandi. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang sedang berihram 
mengenakan pakaian yang terlarang baginya maka diwajibkan membayar 
fidyah. 

Untuk berbeda pendapat tentang orang yang memakai celana 
panjang ketika tidak mendapati kain sarung, apakah dia harus membayar 
fidyah atau tidak. 
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1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat: dia terkena kewajiban 
membayar fidyah. 

2. Ats-Tsauri, Ahmad, Abu Tsaur dan Daud Azh-Zhahiri 
berpendapat jika tidak mendapatkan kain sarung, maka dia tidak terkena 
kewajiban apa-apa. 


Dasar pegangan mereka yang melarang memakai celana panjang 
adalah adanya larangan mutlak tentang hal tersebut. Sedangkan dasar 
pegangan mereka yang tidak mengharuskan membayar fidyah adalah 
hadits Amru bin Dinar dari Jabir dan Ibnu Abbas RA, dia berkata; Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda. 




"Celana panjang (boleh dipakai) bagi orang yang tidak 
mendapatkan kain sarung, dan khuff (boleh dipakai) bagi orang yang 
tidak mendapatkan sandal. 

Mereka berbeda pendapat tentang orang yang memakai khuf yang 
terpotong bagian bawah kata kakinya disamping dia memiliki sandal; 

1. Malik berpendapat wajib atasnya membayar fidyah. 

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat dia tidak terkena 
kewajiban apa-apa. 

3. Syafi'i berpendapat dengan dua perkataan tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang wanita yang 
mengenakan sarung tangan apakah dia terkena kewajiban membayar 
fidyah atau tidak. 

Kami telah banyak membahas seputar hukum-hukum permasalahan 
ini dalam bab ihram. Begitu pula para ulama berbeda pendapat tentang 
orang yang tidak ber-talbiyah, apakah dia terkena kewajiban membayar 
denda atau tidak. Hal ini juga sudah di bahas terdahulu. 

Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang melakukan thawaf 
dengan putaran yang berbalik arah atau terlupa satu putaran, maka dia 
wajib mengulanginya selama masih berada di dalam kota Makkah, 
namun mereka berbeda pendapat jika dia telah kembali ke keluarganya. 


Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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1. Sekelompok ulama berpendapat (diantaranya Abu Hanifah) 
cukup membayar denda. 

2. Ulama lainnya berpendapat dia wajib mengulanginya kembali, 
dan dipaksa untuk itu, tidak cukup atasnya hanya dengan membayar 
denda. 

Demikian pula mereka berbeda pendapat tentang kewajiban 
membayar denda atas orang yang tidak melakukan lari-lari kecil pada 
tiga putaran pertama: 

1. Ibnu Abbas RA, Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad dan Abu Tsaur 
berpendapat wajib atasnya membayar denda. 

2. Sedangkan pendapatnya Malik dan para pengikutnya saling 
berselisih dalam hal ini. Perbedaan pendapat ini didasari atas persepsi 
apakah hal itu sebagai sunah atau tidak. 

Pembahasan masalah ini telah dikemukakan dalam pembahasan 
yang lalu. 

Mencium Hajar Aswad, atau mencium tangannya setelah dia 
menyentuh Hajar Aswad ketika tidak mampu menciumnya. Menurut 
mereka, yang mewajibkan membayar denda dengan meng-qrt>’a5-kan 
kepada orang yang menunaikan haji Tamattu’, apabila meninggalkannya 
maka wajib atasnya membayar denda. 

Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang orang yang 
lupa mengerjakan dua rakaat shalat sunah setelah thawaf hingga dia 
pulang ke negerinya, apakah dia terkena kewajiban membayar denda atau 
tidak. 

1. Malik berpendapat dia wajib membayar denda. 

2. Ats-Tsauri berpendapat selama dia masih di Masjidil Haram, 
hendaknya dia mendirikan shalat tersebut dua rakaat. 

3. Syafi’i dan Abu Hanifah berpendapat dia boleh mengerjakannya 
di mana saja sekehendaknya. 

Para ulama yang berpendapat bahwa thawaf Wada' bukan sesuatu 
yang wajib. Mereka berbeda pendapat tentang orang yang 
meninggalkannya dan tidak mungkin dia kembali lagi, apakah dia terkena 
kewajiban membayar denda atau tidak. 
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]. Malik berpendapat dia tidak terkena kewajiban apa-apa, kecuali 
tempat tinggainga dekat, hingga dia dapat kembali lagi. 

2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat jika tidak kembali, 
maka dia terkena kewajiban membayar denda, menurut mereka 
kewajiban untuk kembali lagi selama belum melewati batas miqat. 

Hujjah mereka yang berpendapat hal itu bukanlah sunah 
mu'akkadah bahwa penduduk kota Makkah dan wanita yang haid tidak 
berkewajiban untuk mengerjakannya. 

Menurut Abu Hanifah, orang yang tidak memasukkan Hijr Isma'il 
ke dalam thawafnya, dia harus mengulanginya kembali selama masih 
berada di Makkah. Dan jika dia telah keluar maka wajib atasnya 
membayar denda. 

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah syarat sahnya thawaf 
harus berjalan (mengelilingi Baitullah) lantaran dia memiliki 
kesanggupan untuk itu: 

1. Malik berpendapat berjalan merupakan salah satu syarat sahnya 
thawaf seperti berdiri dalam shalat, apabila dia tidak sanggup berdiri 
maka seperti shalatnya orang yang duduk. Malik berpendapat dia harus 
mengulanginya kembali, kecuali dia telah kembali ke tanah airnya, maka 
wajib membayar denda. 

2. Syafi'i berpenadapat thawaf sambil menaiki kendaraan 
diperbolehkan. Karena Nabi SAW pernah thawaf di Baitullah dengan 
menaiki kendaraan padahal beliau tidak dalam keadaan sakit. Namun 
beliau lebih menyukai agar orang-orang menghormatinya (dengan 
berjalan bersama mereka).*^^ 

Mereka yang berpendapat bahwa sa’i bukan suatu kewajiban, 
apabila dia (tidak melakukannya) dan kembali ke negerinya, maka wajib 
atasnya membayar denda. Sedangkan yang berpendapat dia hanya 
sebagai tambahan saja, (jika ditinggalkan) tidak terkena kewajiban apa- 
apa. 

Kami sudah membahas perbedaan pendapat para ulama tentang 
orang yang mendahulukan sa’i dari thawaf, apakah dia terkena kewajiban 


Seperti terdapat dalam hadits dari Jabir RA yang sangat panjang tentang hajinya 
Nabi SAW. TakhriJ-ny^ telah disebutkan terdahulu. 
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membayar denda jika tidak kembali lagi hingga meninggalkan kota 
Makkah atau tidak. 

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban membayar denda 
bagi orang yang meninggalkan Arafah sebelum matahari tenggelam: 

1. Syafi’i dan Ahmad berpendapat jika dia kembali lagi lalu 
meninggalkan Arafah setelah matahari terbenam, maka dia tidak terkena 
kewajiban membayar denda, ataupun jika tidak kembali hingga terbit 
fajar hari berikutnya, maka dia terkena kewajiban membayar denda. 

2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat dia tetap terkena 
kewajiban membayar denda, baik kembali lagi ataupun tidak. Hal ini 
sudah dibahas pada kesempatan yang lalu. 

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang wukuf pada hari 
Arafah di Uranah; 

1. Syafi’i berpendapat dia tidak mendapatkan hajinya. 

2. Malik berpendapat wajib membayar denda. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah larangan wukuf di sana 
termasuk ke dalam bab keharaman atau masuk ke dalam bab makruh. 

Kami telah banyak membahas pada kesempatan yang lalu dalam 
bab amalan-amalan haji tentang perbedaan pendapat Para ulama dalam 
hal apa saja yang mewajibkan membayar denda jika ditinggalkan dan apa 
saja yang tidak, walaupun secara berurutan pembahasan tersebut 
dicantumkan di sini, namun yang lebih mudah menyebutkannya di sana. 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "Kami telah membahas tentang 
kewajiban ibadah yang mulia ini, kepada siapa diwajibkan, tentang 
syarat-syarat wajibnya dan kapan diwajibkan. Itu semua merupakan 
pengantar untuk mengenali ibadah ini sebaik-baiknya. Kami juga telah 
membahas tentang waktu pelaksanaan ibadah yang mulia ini, tempatnya, 
larangan-larangannya, dan amalan-amalan yang dikerjakan di setiap 
tempat pelaksanaannya dan disetiap waktu-waktunya hingga akhir 
masanya selesai. Setelah itu kami membahas seputar hukum tahallul 
untuk ibadah yang mulia ini, dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk 
perbaikan ibadah ini berupa kafarat-kafarat dan yang tidak diterima 
bahkan harus diulanginya lagi. Kami juga telah membahas tentang 
kewajiban mengulangi menurut sebab-sebabnya. Dalam bab ini terdapat 
pula pembahasan tentang orang yang disyari'atkan lalu dia terhalang oleh 
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kepungan musuh atau oleh penyakit dan sebagainya. Pembahasan yang 
tersisa mengenai amalan-amalan haji adalah hadyu (menyembelih hewan 
kurban), karena dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ibadah 
yang sangat mulia ini, karenanya sudah sewajarnya dibahas secara 
tersendiri." 


H. Hadyu 

Pembahasan mengenai hadyu (penyembelihan)*^^ mencakup 
tentang kewajiban, jenis, usia, cara membawa, asal dan tempat 
penyembelihan, dan hukum memakan dagingnya setelah disembelih. 

Para ulama bersepakat bahwa hewan kurban yang dibawa ketika 
menunaikan ibadah yang mulia ini ada yang wajib dan ada pula yang 
bersifat tathawwu’ (sunah). Adapun yang wajib adalah yang dibawa 
karena nadzar dan yang memang diwajibkan pada sebagian manasik ini, 
ada pula yang wajib karena sebagai kafarat. 

Mengenai hewan kurban yang wajib pada sebagian manasik ibadah 
ini adalah hewan kurban pada praktek haji tamattu' menurut kesepakatan 
para ulama, dan pada haji qiran dengan beberapa jjerbedaan pendapat di 
dalamnya. 

Tentang hewan kurban yang wajib karena sebagai kafarat adalah 
hewan kurban pada haji qadha' menurut madzhab yang mensyaratkan 
keharusan membawa hewan sembelihan. Hewan sembelihan sebagai 
kafarat karena membunuh binatang buruan (ketika ihram), karena 
memotong tumbuhan, dan lainnya dari segala jenis sembelihan dengan 
sebab-sebab pelanggaran yang terjadi saat berihram sesuai kesepakatan 
para ahli fikih, atau lantaran meninggalkan salah satu atau sebagian dari 
manasik haji yang telah ditetapkan berdasarkan nash. 

Adapun mengenai jenis hewan sembelihan atau kurban, para ulama 
telah bersepakat bahwa hewan kurban tidak boleh dilaksanakan kecuali 
dari kedelapan jenis yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Dan 
tingkatan yang paling utama {afdhal) dari hewan kurban adalah unta. 


Yaitu menyembelih hewan kurban sebagai pengganti kewajiban haji yang 
ditinggalkan, atau sebagai dam (denda) karena melakukan sesuatu yang dilarang 
saat melaksanakan ibadah haji. 
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sapi, kambing, dan rusa. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal 
ini mengenai hewan kurban untuk hari raya idul Adha. 


Mengenai usianya, para ulama telah bersepakat bahwa hewan yang 
sah untuk dijadikan hewan sembelihan adalah yang telah mencapai usia 
dua tahun atau lebih. Anak rusa yang belum mencapai dua tahun tidak 
sah untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan (udhiyah dan hadyu), 
berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Abu Burdah, 


''A' ^ ^ t w t' ' »■* 


"Dia mencukupi (sah) untukmu dan tidak sah bagi siapapun 
setelakmu. 


Para ulama berbeda pendapat mengenai kambing yang berusia 
kurang dari dua tahun. Mayoritas ulama membolehkan menjadikannya 
sebagai hewan kurban. Ibnu Umar RA pernah berkata, "Hewan kurban 
tidak sah kecuali yang telah mencapai usia dua tahun dari semua Jenis, 
dan tidak ada perbedaaan pendapat bahwa hewan kurban yang paling 
mahal adalah yang paling utama.” 

Zubair RA pernah berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, 
Janganlah salah seorang diantara kamu menyembelih hewan kurban bagi 
Allah dengan suatu Jenis dari hewan kurban yang dia sendiri merasa malu 
Jika memberikannya sebagai hadiah kepada kawannya. Padahal 
sesungguhnya Allah adalah yang Maha Mulia dan yang Paling berhak 
untuk diberikan sesuatu yang paling baik. Rasulullah SAW pernah 
bersabda saat beliau ditanya mengenai hamba sahaya yang paling utama. 
Beliau lantas menjawab. 


%' \^ f ' 9 x' ^ I ^ ^ * f 

Jjlp ccc«,j La^\.pI 


"Yang harganya paling mahal dan yang paling bernilai bagi 
pemiliknya. 


Muttafag Alaih. HR. Al Bukhari (951, 965, 968, 5545, 5560 dan 6673), Muslim 
(1961), Abu Daud (2801), At-Tirmidzi (1608), An-Nasa'i (7/222) dan Ahmad 
(4/45 dan 303). 

Muttafag Alaih. HR. Al Bukhari (2382), Muslim (136), An-Nasa'i dalam Al 
Kubra (4216 dan 4894), Ibnu Majah (2523) dan Al Baihaqi (3/176, 6/273, 9/272 
dan 10/273). 
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Tidak ada batasan jumlah tertentu dalam hal Jumlah hewan kurban, 
karena hewan kurban Rasulullah SAW berjumlah seratus ekor. 

Mengenai tata cara membawa hewan sembelihan, yaitu 
mengalunginya dengan sandal dan memberinya tanda bahwa dia adalah 
hewan kurban atau sembelihan. Karena Rasulullah SAW pernah keluar 
dari Madinah pada saat peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Dan ketika 
sampai di Dzul Hulaifah, beliau mengalungi hewan kurbannya dengan 
sandal dan memberi tanda padanya, kemudian beliau berihram. 

Apabila hewan kurban tersebut berupa unta dan sapi, tidak ada 
perbedaan pendapat di kalangan para ulama untuk dikalungkan dengan 
satu atau dua sandal, atau dengan yang sejenisnya jika tidak terdapat 
sandal. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai mengalungkan sandal pada 
hewan kurban sejenis kambing. 

1. Malik dan Abu Hanifah berpendapat kambing tidak di kalungi. 

2. Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur dan Daud menyatakan bahwa 
kambing boleh dikalungi, berdasarkan hadits A'masy dari 
Ibrahim dari Aswad dari Aisyah bahwa Nabi SAW pernah 
suatu kali membawa hewan kurban berupa kambing ke 
Baitullah, dan beliau memberi tanda padanya.*^' 

Para ulama menganjurkan untuk menghadapkan hewan kurban 
tersebut ke arah Qiblat ketika memberinya tanda. 

Malik menganjurkan pemberian tanda pada hewan kurban di sisi 
kirinya, berdasarkan sebuah riwayat dari Nafi’, dari Ibnu Umar, "Bahwa 
ketika beliau membawa hewan kurban dari kota Madinah, beliau 
mengalunginya dengan sandal dan memberi tanda padanya di Dzul 
Hulaifah, beliau mengalunginya terlebih dahulu sebelum memberi tanda. 
Itu semua dilakukan di satu tempat dan menghadapkannya ke arah Qiblat, 
beliau mengalunginya dengan dua sandal dan memberinya tanda di sisi 
kiri. Setelah itu beliau membawanya bersama orang-orang hingga 


Shahih. HR. Al Bukhari (1694, 1695, 2711, 2712, 2731 dan 2732), Abu Daud 
(2765 dan 4655), An-Nasa'i (5/169), dan Ahmad (4/323, 328 dan 331). 

Muttafag Alaih. HR. Al Bukhari (1696, 1698, 1699 dan 1705), Muslim (1321), 
Abu Daud (1757, 1758 dan 1759), At-Tirmidzi (908), An-Nasa'i (5/171, 172, 
173 dan 175), ibnu Majah (3098), dan Ahmad (6/78, 85 dan 216). 
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mencapai wukuf di Arafah, lalu beliau pun bergegas membawanya ketika 
hendak meninggalkan Arafah. 

Dan, ketika sampai di Mina pada pagi hari penyembelihan hewan 
kurban (10 Dzulhijjah), beliau menyembelihnya sebelum mencukur atau 
memendekkan rambut kepala beliau. Beliau yang menyembelih sendiri 
hewan kurbanya dengan cara mesejajarkannya dalam kondisi berdiri dan 
menghadapkanya ke arah Qiblat, lalu beliau memakan sebagian 
dagingnya dan memberikan sebagian yang lain kepada orang-orang 
miskin. 

Syafi'i, Ahmad dan Abu Tsaur menganjurkan untuk memberi tanda 
pada hewan kurban di sisi kanannya berdasarkan hadits Ibnu Abbas RA; 
bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah, 
kemudian beliau berdoa untuk hewan kurbanya, lalu memberi tanda di 
sisi kananya hingga darah mengalir darinya dan beliau mengalunginya 
dengan dua sandal. Setelah itu, beliau menaiki hewan tunggangannya, 
dan ketika sampai di Baida', beliau berihram untuk menunaikan haji.*^" 

Adapun mengenai tempat memulai membawa hewan kurban 
tersebut, Malik menilai bahwa yang termasuk Sunnah adalah hewan 
kurban tersebut dibawa dari daerah halal (bukan tanah haram). Oleh 
karena itu, ia berpendapat bahwa orang yang membeli hewan kurban di 
kota Makkah dan dia tidak membawanya ke daerah halal, wajib untuk 
membawanya ke Arafah terlebih dahulu. Jika tidak melakukannya, maka 
dia harus mencari gantinya. Namun sekalipun dia telah membawanya ke 
daerah halal, beliau tetap menganjurkan untuk membawanya kembali ke 
Arafah. Ini adalah pendapat Ibnu Umar RA, dan yang dianut oleh Al- 
Laits. 

Sedangkan Syafi'i, Ats-Tsauri dan Abu Tsaur berpendapat bahwa 
berdiamnya hewan kurban di Arafah merupakan Sunnah dan tidak ada 
dosa bagi orang yang tidak melakukannya, baik dia telah membawanya 
ke daerah halal atau tidak. Abu Hanifah menyatakan bahwa mendiamkan 
hewan kurban di Arafah tidak termasuk Sunnah. 


Shahih. HR. Muslim (1243), Abu Daud (1752), At-Tirmidzi (906), An-Nasa'i 
(5/172), Ibnu Majah (3097), Ahmad (1/344 dan 372), Ath-Thayalisi (2696), dan 
Ibnu Al Jarud (424). 
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Alasan imam Malik menganjurkan membawa hewan kurban dari 
daerah halal ke tanah haram adalah karena Rasulullah SAW melakukan 
hal tersebut. Dan beliau bersabda, 

“Ambillah manasik (tata cara) haji kalian dariku. 


Imam Syafi'i mengatakan bahwa memberi tanda pengenal adalah 
Sunnah sebagaimana mengalunginya dengan sandal pada hewan kurban. 
Abu Hanifah berkata, “Memberi tanda pengenal bukan termasuk Sunnah, 
sesungguhnya hal itu dikerjakan oleh Rasulullah SAW karena 
(kebetulan) beliau tinggal di luar tanah haram. Adapun riwayat dari 
Aisyah mengenai adanya pilihan dalam hal ini, maka dia boleh 
memberinya tanda pengenal atau tidak sesuai kehendaknya. 


Mengenai tempat berakhirnya hewan kurban tersebut adalah 
Baitullah Al ’Atiq (Ka'bah), sebagaimana firman Allah SWT, 


“Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu, itu ada beberapa 
manfa 'at, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib 
(serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq 
(Baitullah). ’’ (Qs. Al Hajj [22]; 33) 


Dan firman-Nya, 


Ljla 


“...sebagai hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah. ” (Qs. Al 
Maa'idah [5]; 95) 

Para ulama telah bersepakat bahwa tidak seorangpun dibolehkan 
untuk melakukan penyembelihan di Ka'bah, demikian pula Masjidil 
Haram, sehingga makna dari firman Allah SWT, "...sebagai hadyu yang 
dibawa sampai ke Ka'bah. ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 95), yang dimaksud 
dari penyembelihan di kota Makkah adalah untuk berbuat baik kepada 
fakir miskin penduduk kota Makkah. 


Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 


792 Bidayatul Mujtahid 




Malik menyatakan bahwa makna dari firman Allah SWT, "Sebagai 
hadyu yang dibawa sampai ke Ka'bah." adalah kota Makkah, dia tidak 
membolehkan seseorang menyembelih hewan kurbannya di tanah haram 
kecuali di kota Makkah. 


Syafi'i dan Abu Hanifah berkata bahwa apabila dia menyembelih 
hewan kurbannya di tanah haram selain kota Makkah, maka hal itu telah 
mencukupinya (dianggap sah). 

Ath-Thabari menyatakan dibolehkan bagi orang yang berkurban 
untuk menyembelih hewan kurbannya di tempat yang ia inginkan, 
kecuali hewan kurban untuk haji giran dan sebagai denda karena 
membunuh binatang buruan, keduanya tidak boleh disembelih kecuali di 
tanah haram. 


Secara umum para ulama bersepakat bahwa menyembelih hewan 
kurban hendaknya dilangsungkan di Mina (untuk ibadah haji), dan ketika 
umrah menyembelihnya di Makkah. Hanya saja para ulama berbeda 
pendapat mengenai tempat sembelihan orang yang terhalang menunaikan 
ibadah haji. Menurut Malik, jika dia menyembelih hewan kurban untuk 
ibadah haji di Makkah dan untuk umrah di Mina, maka hal itu telah 
mencukupinya (dianggap sah). 


Dalil yang digunakan oleh Imam Malik bahwa seseorang tidak 
boleh menyembelih hewan kurban di tanah haram kecuali di Makkah 
adalah sabda Rasulullah SAW, 




“Seluruh gang dan jalan-jalan kota Makkah adalah tempat 
penyembelihan hewan kurban. 

Namun Malik mengecualikan hewan kurban sebagai fidyah dalam 
hal ini, ia membolehkan menyembelihnya di tempat selain Makkah. 

Ada pun mengenai waktu penyembelihan hewan kurban: 

1. Malik berkata, “Jika seseorang menyembelih hewan kurban 
untuk haji tamattu' atau sebagai tathawwu’ sebelum hari 


Shahih. HR. Abu Daud (1937), Malik (880), dinilai shahih oleh Ibnu 
Khuzaimah (2787), dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (5/122, 170 dan 
239), serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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penyembelihan hewan kurban (10 Dzulhijjah) maka 
sembelihannya tidak sah.” 

2. Abu Hanifah membolehkan hal itu bagi sembelihan tathawwu 

3. Syafi'i menilai keduanya boleh disembelih sebelum hari 
penyembelihan hewan kurban. 

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa puasa 
sebagai pengganti dari menyembelih hewan kurban dapat dilakukan 
dimana saja, karena tidak ada pengaruh khusus padanya, tidak bagi 
penduduk tanah haram dan tidak pula bagi penduduk kota Makkah. 

Hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai sedekah sebagai 
pengganti dari hewan kurban. Jumhur ulama berpendapat bahwa sedekah 
tersebut diperuntukkan bagi orang-orang miskin kota Makkah dan tanah 
haram, karena hal tersebut sebagai pengganti (balasan) karena membunuh 
binatang buruan yang menjadi hak mereka. Malik menyatakan bahwa 
hukum puasa sama dengan memberi makanan, boleh dilakukan di mana 
saja di luar kota Makkah. 

Adapun mengenai sifat penyembelihan, jumhur ulama telah 
bersepakat bahwa menyebut nama Allah ketika menyembelihnya adalah 
sunah, karena dia termasuk dalam hukum penyembelihan, dan diantara 
mereka ada yang menganjurkan untuk bertakbir bersama dengan 
menyembut nama Allah SWT. 

Juga, dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih 
sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, maka 
hal itu dibolehkan. Demikianlah yang Rasulullah SAW lakukan sendiri 
pada hewan kurbannya. 

Termasuk sunah penyembelihan juga adalah menyembelihnya 
dengan cara berdiri, berdasarkan firman Allah SWT, 

"Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya 
dalam keadaan berdiri (dan sudah terikat). ” (Qs. Al Hajj [22]: 36) 

Sifat penyembelihan ini akan dijelaskan lebih jauh lagi dalam 
pembahasan mengenai hewan sembelihan (Kitab Adz-Dzaba'ih). 
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Mengenai apa saja yang boleh dimanfaatkan oleh orang yang 
berkurban dari hewan kurbannya. Dalam hal ini banyak permasalahan 
yang telah masyhur di kalangan ulama: 

Pertama, apakah ia dibolehkan untuk menaiki hewan kurbannya 
yang wajib ataupun yang tathawwu ’ tersebut? 

1. Pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri berpendapat boleh menaiki 
hewan kurbannya, baik karena urusan yang mendesak maupun tidak, 
bahkan sebagian dari mereka mewajibkannya. 


2. Mayoritas ahli fikih menganggap makruh untuk menaiki hewan 
kurbannya tanpa adanya urusan yang mendesak. 

Dalil mayoritas ahli fikih adalah sebuah hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud dari Jabir RA: dia ditanya mengenai menaiki hewan 
kurban, maka dia pun menjawab, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, 


ISI 


"Naikilah dengan cara yang baik, jika kamu telah 
menyandarkannya hingga kamu dapati punggungnya'. 

Sedangkan dari sisi pengertian syariat bahwa memanfaatkan 
sesuatu yang dimaksudkan sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT 
adalah dilarang dan hal itu sepatutnya telah diketahui. 

Hujjah pengikut madzhab Daud Azh-Zhahiri adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Malik dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, 
bahwa Rasulullah SAW melihat seseorang yang menarik untanya, lalu 
beliau bersabda. 


"Naikilah dia. ” 

Orang trsebut berkata, “Wahai Rasulullah, ia adalah hewan 
kurban.” Maka beliau bersabda, 

.aLj 


Shahih. HR. Muslim (1324), Abu Daud (1761), An-Nasa'i (5/177), Ahmad 
(2/348), (3/324) dan Al Baihaqi (5/236). 
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"Naikilah dia, celakalah kamu." 

Beliau mengatakan demikian pada kedua atau ketiga kalinya.*^^ 

Para ulama telah bersepakat bahwa hewan kurban tathawwu' ketika 
telah sampai di tempat sembelihannya, maka orang yang berkurban boleh 
memakan dagingnya seperti layaknya orang lain. Namun, jika hewan 
tersebut terluka (lalu dia menyembelihnya) sebelum sampai di tempat 
penyembelihannya, dia harus dijauhkan dari orang-orang dan dia sendiri 
tidak boleh memakannya. 


Daud Azh-Zhahiri menambahkan bahwa dia juga tidak boleh 
memberikan dagingnya sebagai makanan untuk keluarganya. 
Berdasarkan sebuah riwayat yang telah tsabit bahwa Rasulullah SAW 
pernah mengirim hewan kurban melalui Najiyah Al Aslami, seraya 
bersabda. 


J ^0 ^ 






®l ® f 

aAxj 







“Apabila dia terluka maka sembelihlah, lalu celuplah sandalnya 
ke dalam genangan darahnya dan jauhkanlah ia dari orang-orang. 

Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, di dalamnya terdapat 
tambahan lafazh lain, yaitu. 


ii. jrt; % 


“Dan hendaknya kamu tidak memakan sebagian darinya, juga 
keluargamu.”^^^ 

Yang meriwayatkan tambahan ini adalah Daud Azh-Zhahiri dan 
Abu Tsaur. 


Muttafag Alaih. HR. Al Bukhari (1689, 2755 dan 6160), Muslim (1322), Abu 
Daud (1760), An-Nasa'i (5/176), Ibnu Majah (3103), Ahmad (2/312, 245, 481 
dan 487), dan Ath-Thayalisi (2596). 

Shahih. HR. Abu Daud (1762), At-Tirmidzi (910), Ibnu Mjah (3106), Ahmad 
(4/334), Al Humaidi (880), dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2577), Al 
Hakim (1/448), dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (5/243). 

Shahih. HR. Muslim (1326), Ibnu Majah (3105), Ahmad (4/225), Ath-Thabrani 
di dalam Al Kabir (4/221), dan Al Baihaqi (5/243, 9/284). 
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Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban atas orang yang 
memakan daging hewan kurban: 

1. Malik mengatakan: Jika dia memakan dagingnya, maka ia wajib 
menggantinya. 

2. Syafi'i dan mayoritas ulama (Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad, 
Ibnu Hubaib dari pengikut madzhab Maliki) bersepakat menyatakan: ia 
wajib membayar senilai harga yang dimakannya atau ia diperintahkan 
bersedekah senilai makanan tersebut. 

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Ali RA, Ibnu Mas'ud RA dan 
Ibnu Abbas RA serta sekelompok ulama tabi'in. 

Hewan kurban yang terluka sebelum sampai ke Makkah, apakah 
hendaknya diteruskan hingga ke tempat penyembelihan atau tidak? 

Dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan 
para ulama berdasarkan perbedaan mereka mengenai tempat 
penyembelihan, apakah Makkah atau semua tanah haram? 

Adapun hewan kurban yang terluka sebelum sampai ke tempat 
penyembelihannya, maka pemiliknya boleh (menyembelihnya) dan 
memakannya, kemudian ia harus mengganti dengan yang sejenisnya. 
Diantara mereka ada yang membolehkan untuk menjual sebagian 
dagingnya dan hasil penjualannya boleh digunakan untuk membeli 
hewan penggantinya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai memakan daging hewan 
kurban yang wajib apabila telah sampai ke tempat penyembelihannya. 

1. Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh memakan semua daging 
hewan kurban yang wajib, demikian pula memakan sebagian 
besar dagingnya apabila daging tersebut telah dipotong menjadi 
beberapa bagian, dan tidak boleh pula mengambil sandal yang 
digantungkan padanya untuk kemudian menjualnya. 

2. Imam Malik menyatakan bahwa semua jenis hewan kurban 
yang wajib boleh dimakan, kecuali hewan yang dijadikan 
sebagai balasan karena membunuh binatang buruan, yang 
digunakan sebagai nadzar untuk orang-orang miskin atau yang 
digunakan sebagai fidyah karena memotong tanaman atau 
menciderai binatang. 
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3. Abu Hanifah menyatakan tidak boleh memakan daging hewan 
kurban yang wajib kecuali hewan kurban untuk haji tamattu' 
dan giran. 

Dasar pegangan Syafi'i adalah menyamakan seluruh jenis hewan 
kurban yang wajib dengan yang digunakan sebagai kafarat. 

Adapun mereka yang “membedakan” berdasarkan pada dua makna 
yang terdapat pada hewan kurban, pertama; Hal ini merupakan ibadah 
yang berdiri sendiri, dan kedua: sekaligus sebagai kafarat. 

Satu dari dua makna tersebut masing-masing sangat jelas, maka 
mereka yang menyamakan secara umum hewan tersebut sebagai ibadah 
dengan menyamakannya sebagai kafarat dalam masing-masing jenisnya, 
seperti hewan kurban untuk haji tamattu ' dan qiran -terlebih lagi mereka 
yang mengatakan bahwa haji tamattu' dan qiran adalah praktek haji yang 
lebih utama— tidak melarang untuk memakannya, karena menurutnya 
hewan tersebut merupakan tambahan, bukan sebagai kafarat untuk 
menghindari adanya dosa. 

Sedangkan ulama yang menyamakannya dengan kafarat berkata, 
“Dia tidak boleh dimakan berdasarkan kesepakatan mereka bahwa orang 
yang terkena kewajiban membayar kafarat tidak boleh memakan 
kafaratnya sendiri.” Dan ketika hewan kurban sebagai pembalasan 
karena membunuh binatang buruan serta sebagai fidyah karena 
melakukan penganiayaan. Secara zhahir dari keduanya adalah kafarat 
sehingga para ahli fikih tidak berbeda pendapat mengenai larangan 
memakannya. 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, "Kami telah membahas mengenai 
hukum hewan sembelihan, dari sisi jenis, usia, tata cara membawa, syarat 
sah mengenai tempat dan waktu, sifat penyembelihan dan hukum 
memanfaatkannya. Itu semua yang kami maksudkan di sini, dan Allah 
Maha Pemberi taufik kepada kebenaran. 

Dengan selesainya pembahasan dalam bab ini, sebagaimana 
susunan kami, maka selesai pula pembahasan mengenai haji (Kitab Haji) 
sesuai tujuan kami semula. Bagi Allah sajalah ucapan syukur dan pujian 
yang berlimpah atas segala petunjuk dan karunia-Nya. 

Selesai disusun pada hari Rabu tanggal 9 Jumadil 'Ula tahun 584 
H. Pembahasan ini merupakan salah satu bagian dari pembahasan 
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Bidayatul Mujtahid sejak kami menulisnya dua puluh tahun yang lalu. 
Segala Puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

Pada awal penulisan pembahasan ini, ia tidak ingin memasukkan 
“Kitab Haji” dalam pembahasannya, lalu terbersit dalam benaknya untuk 
mengikutkannya di kemudian hari, maka ditulislah pembahasan ini 
selelahnya. 
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KITAB JIHAD 

Pokok pembahasan dalam pembahasan ini terangkum dalam dua 
tema utama: 

Pertama: Bagian-Bagian Dalam Peperangan 
Pembahasan di sini meliputi tujuh bagian: 


Pertama: Hukum jihad 

Dalam hal ini para ulama telah berijma' bahwa hukum jihad fii 
sabiilillah adalah fardhu kifayah (apabila sebagian orang telah 
melaksanakannya, maka kewajiban tersebut gugur dari yang lainnya), 
bukan fardhu 'ain (kewajiban secara individual), kecuali menurut 
Abdullah bin Hasan yang mengatakan, “Hukumnya tathawwu' (sunah).” 

Jumhur ulama yang berpendapat bahwa hukum jihad adalah wajib 
berdasarkan firman Allah SWT, 






"Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah 
sesuatu yang kamu benci. ” (Qs. Al Baqarah [2]: 216). 

Keberadaannya sebagai fardhu kifayah berdasarkan firman Allah 

SWT, 




"Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang beriman itu pergi 
semuanya( ke medan perang). ” (Qs. At-Taubah[9]: 122) dan firman-Nya, 


"Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang 
baik (surga). ” (Qs. An-Nisaa' [4]: 95) dan Rasulullah SAW tidak pernah 
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keluar dari kota Madinah untuk berperang kecuali beliau meninggalkan 
sebagian yang lainnya di dalam kota. Apabila semua dalil-dalil dalam 
permasalahan ini digabungkan, maka jelaslah bahwa kewajiban berjihad 
dijalan Allah memiliki hukum fardhu kifayah. 

Mengenai siapakah yang diwajibkan berjihad di jalan Allah ini, 
tentu kewajiban ini dibebankan kepada kaum laki-laki yang merdeka, 
baligh (dewasa), sehat jasmani dan rohani, dan yang memiliki 
perlengkapan berperang, kecuali mereka yang menderita sakit atau sudah 
lanjut usia. Hai ini tidak lagi diperdebatkan oleh para ulama, berdasarkan 
firman Allah SWT, 




Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang yang 
pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). (Qs. 
Al Fath [48]; 17) dan firman-Nya, 





Tiada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang 
lemah, atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang tidak 
memperoleh apa-apa yang akan mereka nafkahkan. ” (Qs. At-Taubah [91- 
91) 

Adapun kewajiban berjihad di jalan Allah yang ditujukan kepada 
orang-orang yang merdeka, saya tidak melihat adanya perbedaan 
pendapat di kalangan para ulama. 

Mayoritas ahli fikih bersepakat bahwa syarat menunaikan 
kewajiban ini adanya ijin kedua orang tua, kecuali apabila perkara jihad 
ini sudah menjadi fardhu 'ain, seperti tidak ada lagi yang dapat 
menegakkannya, maka semua kaum muslimin harus turut serta di 
dalamnya. 

Hukum asal dalam permasalahan ini adalah sebuah hadits yang 
tsabit, disebutkan di dalamnya. 
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Seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW, “Aku ingin 
berjihad.” beliau bersabda, "Apakah kedua orangtuamu masih hidup?" 
dia menjawab, “Ya.” Beliau SAW bersabda, “Maka berjihadlah (dalam 
berbakti) kepada keduanya. hanya saja para ulama berbeda pendapat 
mengenai ijin kedua orang tua yang musyrik. 

Demikian pula mereka berbeda pendapat mengenai perijinan orang 
yang gharim (menanggung utang), apabila ia memiliki tanggungan utang 
dan orang yang memberinya utang telah menagihnya, berdasarkan sabda 
Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh seseorang, “Apakah Allah 
SWT akan mengampuni dosa-dosaku, apabila aku mati dalam keadaan 
bersabar dan berjuang di jalan Allah? Beliau bersabda, “Ya, kecuali 
utang. Begitulah Jibril AS mengatakannya kepadaku tadi. Jumhur 
ulama menyatakan hal itu diperbolehkan, khususnya apabila kesepakatan 
pelunasan utang ditangguhkan. 


Kedua: Pihak-pihak yang diperangi 


Tentang pihak-pihak yang diperangi, para ulama telah bersepakat 
bahwa seluruh kaum musyrik boleh diperangi, berdasarkan firman Allah 
SWT, 




"Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan 
(sehingga) agama itu hanya semata-mata untuk Allah. ” (Qs. Al Baqarah 
[2]: 193) Kecuali riwayat dari Imam Malik yang menyatakan tidak boleh 
mendahului perang terhadap Habasyah (Etiopia) dan Turki, sebagaimana 
beliau SAW bersabda. 


Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (3004, 5972), Muslim (2549), At-Tirmidzi 
(1671), An-Nasa'i (6/10), Ahmad (2/165, 188, 193, 197, 211), Al Humaidi 
(585), Ath-Thayalisi (2254). 

Shahih. HR. Muslim (1885), An-Nasa'i (6/34, 35), At-Tirmidzi (1712), Ahmad 
(5/3003) dan Ad-Darimi (2/207). 
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‘Biarkanlah kaum Habasyah, sebagaimana mereka membiarkan 
kalian (tinggal bersama mereka). Imam Malik ditanya mengenai 
keshahihan hadits ini dan ia tidak mengakuinya, namun demikian ia 
berkata, “Orang-orang tetap menahan diri untuk tidak memerangi 
mereka.” 


Ketiga: Pembalasan perang terhadap musuh 

Tentang hal-hal yang dibolehkan dalam pembalasan perang 
terhadap musuh, pembalasan itu sendiri dapat berupa menguasai harta 
kekayaan mereka, atau menawan mereka, ataupun menjadikan mereka 
sebagai hamba sahaya. 


Pembalasan perang terhadap musuh yang berupa kebijakan 
menjadikan mereka sebagai hamba sahaya, menurut ijma' ulama hal 
tersebut dibolehkan terhadap semua kalangan orang-orang musyrik 
(kaum laki-laki dan wanitanya, orang tua dan anak-anak, para pembesar 
dan rakyat jelatanya) kecuali para rahib dan pendeta, karena ada 
segolongan ulama berpendapat bahwa para rahib dan pendeta hendaknya 
dibiarkan bebas merdeka dan tidak ditawan, mereka dibiarkan begitu saja 
tanpa ada penawaran yang tertuju kepada mereka untuk diperangi dan 
tidak pula dijadikan sebagai hamba sahaya, berdasarkan sabda Rasulullah 
SAW, 




•J 


"Maka biarkanlah mereka dan pemenjaraan mereka terhdap diri 
mereka kepadanya (kependetaan). juga atas dasar mengikuti 
kebijakan yang pernah dibuat oleh Abu Bakar RA. 


Hasan. Abu Daud meriwayatkan hadits yang serupa (4302), An-Nasa'i (6/43), 
Al Baihaqi (9/176) seluruh riwayat tersebut dengan lafazh, ‘"Biarkanlah kaum 
Habasyah sebagaimana mereka telah membiarkan kalian dan tinggalkanlah 
mereka sebagaimana mereka telah meninggalkan kalian. " 

Kami tidak mendapatkan hadits dengan lafazh seperti ini yang marfu', akan 
tetapi kalimat tersebut merupakan wasiat Abu Bakar kepada Yazid bin Abu 
Sufyan ketika diutus ke Syam, dia berkata kepadanya, “Sesungguhnya kamu 
akan mendapati suatu kaum, mereka menganggap bahwa mereka memenjarakan 
diri mereka sendiri karena Allah, maka biarkanlah mereka bersama anggapan 
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Menurut mayoritas ulama, seorang imam mempunyai kewenangan 
di dalam menentukan pilihan terhadap tawanan perang, antara 
memberikan kebebasan kepada mereka, menjadikan mereka sebagai 
hamba sahaya, membunuh mereka, meminta tebusan, atau mengharuskan 
mereka membayar jizyah (upeti/paJak). Sekelompok ulama berpendapat 
tidak boleh membunuh tawanan perang. Hasan bin Muhammad At- 
Tamimi menceritakan bahwa hal itu merupakan ijma' para sahabat. 

Sebab perbedaan pendapat; Kontradiksi antara beberapa 
penafsiran ayat Al Qur'an dalam perkara ini dan pertentangan antara 
kebijakan yang dibuat oleh sahabat, juga pertentangan antara zhahir ayat 
di atas dengan kebijakan Rasulullah SAW. 

Zhahir ayat Al Quran yang dimaksud adalah firman Allah SWT, 


O/viai lili 


“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan 
perang) maka penggallah batang leher mereka. ” (Qs. Muhammad [47]: 
4) ayat ini mengandung pengertian bahwa seorang imam tidak memiliki 
pilihan lain setelah menawan musuh, kecuali membebaskan mereka atau 
meminta tebusan. Dan firman Allah SWT, 


.»•0 - 


“Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia 
dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. ” (Qs. Al Anfaal [8]: 67) 
Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan tawanan perang Badar, hal ini 
menunjukkan bahwa membunuh mereka lebih baik daripada menjadikan 
mereka sebagai budak. Adapun kebijakan Nabi SAW, dalam beberapa 
keadaan,*"*^ beliau SAW pernah membunuh tawanan perang, pernah 
membebaskan mereka dan menjadikan kaum wanita mereka sebagai 
hamba sahaya. Abu Ubaid menceritakan bahwa Nabi SAW tidak pernah 


mereka tersebut." HR. Malik dalam Al Muwaththa' (2/447), (965) dan Al 
Baihaqi (9/89,90) 

Diantara peristiwa tersebut adalah Nabi SAW pernah membunuh pada perang 
Badar Nadhr bin Harits, diriwayatkan oleh Al Baihaqi (9/64) dinilai dhaif oleh 
Al Albani dalam Inva' Al Ghalil (1214), begitu pula beliau SAW pernah 
membunuh 'Uqbah bin Muith dengan cara ditindih dengan batu besar, 
diriwayatkan oleh Abu Daud (2692) dan Al Baihaqi (9/65) 
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menjadikan orang-orang yang merdeka dari bangsa Arab sebagai budak, 
setelah itu para sahabat berijma' untuk menjadikan Ahlul kitab -kaum 
laki-laki dan wanita- sebagai budak. 

Mereka yang berpendapat bahwa ayat tersebut khusus mengenai 
para tawanan perang sebagai penghapus dari kebijakan Rasulullah SAW, 
(mereka) berkata, “Seorang tawanan perang tidak boleh dibunuh." 
Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa ayat Al Quran tersebut tidak 
berbicara mengenai membunuh tawanan perang dan bukan pula 
maksudnya membatasi apa yang mesti dilakukan terhadap tawanan 
perang, melainkan kebijakan Rasulullah SAW adalah hukum yang berdiri 
sendiri sebagai tambahan hukum pada apa yang ada di dalam ayat Al 
Quran, dan karena adanya celaan yang terjadi ketika beliau tidak 
membunuh tawanan perang Badar, mereka menyatakan boleh membunuh 
tawanan perang. 

Bolehnya membunuh tawanan perang ketika tidak ada pihak yang 
memberikan jaminan perlindungan kepadanya, hal ini tidak 
diperselisihkan oleh kaum muslimin, akan tetapi mereka berbeda 
pendapat mengenai siapakah orang yang berhak memberikan jaminan 
perlindungan tersebut dan yang tidak berhak? Para ulama bersepakat 
bahwa seorang imam boleh memberikan jaminan perlindungan, dan 
jumhur ulama membolehkan jaminan yang diberikan oleh seorang 
Muslim yang merdeka, hanya saja Ibnu Majisyun berpendapat bahwa hal 
tersebut tergantung kepada ijin yang diberikan oleh seorang imam. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai jaminan perlindungan yang 
diberikan oleh seorang budak dan wanita? Jumhur ulama berpendapat 
bolehnya (seorang budak dan wanita untuk memberikan jaminan 
perlindungan kepada tawanan perang). Ibnu Majisyun dan Suhnun 
berkata, “Jaminan perlindungan dari seorang wanita tergantung kepada 
ijin yang diberikan oleh seorang imam.” Abu Hanifah berkata, “Jaminan 
perlindungan dari seorang budak tidak berlaku kecuali ia turut 
berperang.” 

Sebab perbedaan pendapat; Kontradiksi antara konsep umum 
dengan qiyas. 

Adapun konsep umum yang dimaksud adalah sabda Rasulullah 
SAW, 
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“Kaum muslimun, darah mereka saling menguatkan antar sesama, 
dengan perlindungan mereka, orang yang paling rendah diantara 
mereka naik (derajatnya), dan mereka menolong sesama atas orang- 
orang selain mereka. 


Hadits ini mensejajarkan jaminan perlindungan dari seorang budak 
secara umum. Sedangkan qiyas yang berlawanan dengannya adalah 
bahwa syarat jaminan perlindungan adalah kesempurnaan derajat, 
sedangkan seorang hamba sahaya, derajatnya berkurang lantaran 
perbudakan, maka konsep ini memberikan pemahaman bahwa 
perbudakan memberikan pengaruh yang besar terhadap ketidak- 
absahannya sebuah jaminan perlindungan, dengan mengqiyaskan 
pengaruhnya terhadap gugurnya sebagian besar hukum-hukum syariat, 
jadi konsep keumuman di atas dikhususkan oleh qiyas ini. 

Adapun perbedaan pendapat para ulama mengenai jaminan 
perlindungan yang diberikan oleh seorang wanita, lantaran perbedaan 
persepsi mereka dalam memahami sabda Rasulullah SAW, 







‘‘"'Sungguh kami telah menyewa orang yang kamu sewa, wahai 
Ummu Hani. Dalam hal ini wanita diqiyaskan kepada kaum lelaki. 


Pasalnya mereka yang memahami sabda Rasulullah SAW tersebut 
sebagai sewa jaminan perlindungan dan bukan legalitas dirinya, 
sekiranya tidak karena sewaannya, niscaya hal itu tidak akan memberikan 
pengaruh apa-apa. Diantara kelompok yang mendukung pendapat ini 


Shahih. HR. Abu Daud (2751), Ibnu Majah (2685), Ahmad (2/192), Ath- 
Thayalisi (2258), Ibnu Al Jarud (771, 1073) dan Al Baihaqi (8/28, 29) seluruh 
riwayat tersebut berasal dari Abdullah bin Amru. Hadits di atas dari Ali RA 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i (8/20) dan dalam Al Kubra (6937) dan Ahmad 
(1/122), juga dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2683) hadits 
tersebut dinilai shahih oleh Al Albani. 

Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (280, 358, 3171, 6158), Muslim (336), Abu 
Daud (2763), At-Tirmidzi (2735), An-Nasa'i (1/126, 198), Ibnu Majah (1323), 
dan Ahmad (6/343,423,425). 
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berkata, “Seorang wanita tidak dapat memberi jamian perlidungan 
kecuali setelah mendapatkan legalitas dari seorang pemimpin. Sedangkan 
mereka yang memahami hal itu sebagai sahnya jaminan yang diberikan 
oleh seorang wanita, ditinjau dari sudut keabsahannya dan pengaruh yang 
dimilikinya, bukan dari sudut persewaannya yang menjadikan akad 
tersebut sah.” la menyatakan bahwa seorang wanita boleh memberikan 
jaminan perlindungan. Demikian pula mereka yang mengqiyaskannya 
kepada kaum laki-laki dan tidak mengganggap adanya perbedaaan 
diantara keduanya berpendapat bolehnya jaminan perlindungan seorang 
wanita, sedangkan mereka yang melihat bahwa seorang wanita memiliki 
berbagai kekurangan dibandingkan lelaki bependapat tidak sahnya 
jaminan perlindungan dari seorang wanita. Bagaimanapun keadaannya, 
jaminan perlindungan itu tidak berpengaruh pada perbudakan, namun ia 
berpengaruh pada pembunuhan, mungkin kami akan mencantumkan 
perbedaan pendapat para ulama tentang hal ini yang dilandasi oleh 
perbedaan mereka dalam memahami lafazh-lafazh yang plural (fama) 
yang ditujukan kepada kaum laki-laki, apakah wanita termasuk di 
dalamnya atau tidak? (yakni: menurut kebiasaan syariat). 

Adapun pembalasan perang terhadap musuh yang terkait dengan 
jiwa mereka, berupa kebijakan hukum penggal kepala. Tidak ada 
perbedaan pendapat diantara kaum muslimin mengenai kebolehan 
membunuh kaum musyrikin -lelaki yang sudah dewasa dan turut 
berperang- dalam peperangan, sedangkan membunuh mereka setelah 
ditawan. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini sebagaimana kami 
sebutkan di atas. Demikian pula tidak ada perbedaan pendapat diantara 
mereka mengenai larangan membunuh anak-anak dan wanita selama 
keduanya tidak turut berperang. Jika seorang wanita ikut berperang, maka 
darahnya menjadi halal, hal tersebut telah tsabit. 

J J o*>Oail aJIp 4j\ 

J' 4^ ^ 

“Bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh kaum wanita dan 
anak-anak.”*'** 

Sabda beliau (ketika melihat) seorang wanita yang terbunuh (dan 
mengingkarinya); 


Muttafaq alaih. HR. Al Bukhari (3014, 3015), Muslim (1744), At-Tirmidzi 
(1569), Abu Daud (2668) dan Ahmad (2/100, 115) 
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“Janganlah kau perangi wanita ini. ” 

Para ulama berbeda pendapat mengenai para ahli ibadah yang 
mengasingkan diri dari kalayak umum, juga mengenai orang buta, orang- 
orang yang bodoh (idiot) dan orang yang sudah tua renta yang tidak turut 
berperang, para pembajak sawah dan buruh. Imam Malik menyatakan 
bahwa orang buta, orang yang idiot, dan para ahli ibadah (rahib dan 
pendeta) tidak boleh dibunuh, sebagian harta benda mereka hendaknya 
dibiarkan sebatas dapat memenuhi hidup mereka. Menurutnya, orang 
yang tua renta tidak boleh dibunuh, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan 
para pengikutnya. Ats-Tsuri dan Al Auza’i berkata, “Hanya orang-orang 
tua renta saja yang tidak boleh dibunuh.” Al Auza’i berkata, “Para 
pembajak sawah tidak dibunuh.” Pendapat yang paling shahih dari Imam 
Syafi'i adalah mereka semuanya boleh dibunuh (diperangi). 


Sebab perbedaan pendapat; Kontradiksi sebagian riwayat secara 
khusus dalam hal ini dengan keumuman nash Al Quran dan dengan 
keumuman sabda Rasulullah SAW, 


M ij) V tJ:lif d\ o>f 


“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sehingga mereka 
mengucapkan “Laa ilaaha illallah (tiada tuhan selain Allah). juga 
dengan firman Allah SWT, 





“Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang- 
orang musyrik dimana saja kamu temui. ” (Qs. At-Taubah [9]: 5) kedua 
nash ini (ayat Al Qur'an dan hadits) mengandung perintah untuk 


Shahih. HR. Abu Daud (2669), An-Nasa'i dalam Al Kubra' (8625), Ibnu Majah 
(2842), Ahmad (3/388 (4/346), Abdurrazak (9382), Ath-Thabrani di dalam Al 
Kabir (4619, 4620, 4621, 4622), Al Baihaqi (9/82) dari hadits Rayah bin 
Rubai’, dinilai shahih oleh Al Albani, lihat Ash-Shahihah (701) dan Al Irwa' 
( 1210 ). 

Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (25 ), Muslim (22 ), Ibnu Mandah dalam Al 
Iman (25), Ibnu Hibban (175, 219) Ad-Daruquthni (1/232), Al Baihaqi (3/92, 
367), (8/177) dari hadits Ibnu Umar RA. 
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membunuh semua orang musyrik, baik seorang rahib/pendeta atau yang 
lainnya. 

Adapun riwayat-riwayat yang berisi perintah untuk membiarkan 
mereka hidup sebagai berikut; 


Hadits yang diriwayatkan oleh Daud bin Hushain dari Ikrimah dari 
Ibnu Abbas RA, 

\jiiB3 oL^ j aJLp ijl 


“Apabila Rasulullah SAW mengirim pasukannya, beliau bersabda, 
"Janganlah kalian membunuh para ahli ibadah. 


Hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda. 


IjikJ Vj «V_j 1 LJL» IjIiA) 'V 


"Janganlah kalian membunuh orang tua yang sudah renta, anak 
kecil dan para wanita, dan janganlah kalian berlaku curang dalan harta 
pampasan perang.^^'^ Diriwayatkan oleh Abu Daud. 


Juga, hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Bakar RA, ia 
berkata. 


^ ^ 0 i 9 M' , > * M' ^99 M 9 f ^ X M' ^ ^ f MM' 

.L> Yj Yj *i'y\ ^ y;' :.il 


c. 


“Kalian akan mendapati satu kaum yang menganggap bahwa 
mereka menahan diri mereka karena Allah, maka biarkanlah mereka dan 


Hasan dengan beberapa hadits yang mendukungnya. HR. Ahmad (1/300), Abu 
Ya'la (2549), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (11/244), (11562), secara lengkap 
hadits tersebut adalah, “Apabila Rasulullah SAW mengirim pasukannya, maka 
beliau bersabda, "Keluarlah kalian dengan menyebut nama Allah, kalian 
memerangi di jalan Allah orang yang tidak beriman kepada Allah, Janganlah 
kalian berlaku khianat dan curang dalam harta rampasan perang, janganlah 
kalian memotong-motong korban perang (mutilasi), janganlah kalian 
membunuh anak-anak dan para ahli ibadah. ” 

Dhaif. HR. Abu Daud (2614 ), Al Baihaqi (9/90) dianggap dhaif oleh Al Albani 
dalam Dhaif Abu Daud. 
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apa yang menahan diri mereka.” disebutkan pula di dalamnya, “Dan 
janganlah kamu membunuh wanita, anak-anak dan orang tua renta.”*^' 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara firman Allah 

SWT, 





“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi 
kamu tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang melampaui batas. ” (Qs. Al Baqarah [2]; 
190) dengan firman-Nya, 



i j^VT iSii 


“Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang- 
orang musyrik dimana saja kamu temui. ’’ (Qs. At-Taubah [9]: 5) 

Mereka yang menganggap ayat ini sebagai penghapus ayat Al 
Quran dalam surah Al Baqarah di atas -karena pada mulanya berperang 
hanya dibolehkan untuk melawan orang yang memeranginya saja— 
berkata, “Ayat tersebut diterapkan sesuai konsep keumumannya.” 


Sedangkan mereka yang melihat bahwa ayat dalam surah Al 
Baqarah di atas adalah ayat muhkamah, dan mencakup semua kelompok 
yang memerangi kaum muslimin, mengecualikannya dari keumuman 
ayat dalam surah At-Taubah. Imam Syafi'i berhujjah dengan hadits 
Samurah RA bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda. 




“Perangilah orang-orang yang telah dewasa dari kaum musyrikin 
dan biarkanlah hidup anak-anak kecil mereka. Menurutnya, seakan- 
akan penyebab dibolehkanya memerangi mereka adalah kekafiran 


Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 

Dhaif. HR. Abu Daud (2670), At-Tirmidzi (1583),Ahmad (5/12), Ath-Thabrani 
dalam Al Kabir (6932) dan Al Baihaqi (9/92) dianggap dhaif oleh Al Albani. 
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mereka, berarti penyebab ini seharusnya berlaku pula bagi semua 
kalangan orang kafir. 


Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa para pembajak tanah 
tidak boleh diperangi berhujjah dengan sebuah riwayat dari Zaid bin 
Wahb, mereka berkata, “Kami mendapatkan sepucuk surat dari Umar RA 
yang isinya sebagai berikut: "Janganlah kalian berbuat curang dalam 
pembagian harta rampasan perang. Janganlah kalian berkhianat, 
janganlah kalian membunuh anak-anak, dan bertakwalah kalian kepada 
Allah dalam hak para petani.Dalam hadits Rabah bin Rabi'ah terdapat 
larangan membunuh para pekerja buruh yang musyrik, lafazhnya sebagai 
berikut, ‘ia keluar bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, 
lalu Rabah dan para sahabat Nabi SAW melewati seorang wanita yang 
terbunuh, maka Rasulullah SAW berhenti sejenak, seraya bersabda, 
“Janganlah kau perangi wanita ini. Kemudian beliau memandangi 
mereka semuanya dan bersabda. 




"Temuilah Khalid bin Walid, dan hendaklah ia tidak membunuh 
anak-anak, para pekerja buruh dan wanita. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam 
menentukan penyebab dibolehkannya memerangi mereka, maka mereka 
yang menilai bahwa penyebabnya adalah “kekafiran mereka” 
berpendapat tidak ada pengecualian untuk satu orang pun dari kaum 
musyrikin, dan mereka yang melihat bahwa penyebabnya adalah 
“kemampuan berperang” berpendapat tidak boleh membunuh kaum 
wanita, padahal mereka juga adalah orang-orang yang kafir, mereka 
mengecualikan orang yang tidak dapat berperang dan orang yang tidak 
terjun ke medan perang, diantaranya para petani dan para pekerja buruh. 
Adapun riwayat yang melarang mutilasi terhadap korban perang adalah 
shahih. 


Kaum muslimin telah bersepakat mengenai bolehnya memerangi 
mereka dengan menggunakan persenjataan, namun mereka berbeda 


Dhaif. HR. Al Baihaqi (9/91) penyebab lemahnya adalah Yazid bin Abi Ziyad 
Al Qurasyi, Ibnu Hajar mengatakan, “la adalah seorang yang dhaif (lemah), 
usianya telah lanjut hingga hafalannya menjadi tidak menentu.” 

Shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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pendapat mengenai membunuh mereka dengan melakukan pembakaran. 
Sebagian ulama memakruhkan melakukan pembunuhan terhadap mereka 
dengan pembakaran dan melemparkan mereka ke tengah kobaran api. Ini 
adalah pendapat Umar RA dan sebuah riwayat dari perkataan Imam 
Malik. Sedangkan Sufyan Ats-Tsauri membolehkannya, sebagian mereka 
berpendapat: apabila musuh memulainya dengan melakukan hal itu, 
maka kaum muslimin juga boleh melakukan hal yang sama, namun jika 
tidak, maka mereka pun tidak diperbolehkan melakukannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara konsep 
“keumuman” dan “kekhususan”. 

Konsep yang umum adalah firman Allah SWT, 


"Maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui." 
(Qs. At-Taubah [9]: 5) dalam ayat ini tidak ada pengecualian sedikitpun. 


Sedangkan konsep yang khusus adalah sabda Rasulullah SAW 
kepada seseorang, 

c-jj ')l\ jl-Jb ')} t jLJU «ji j>xj t*<uip Oj 



“Jika kalian sanggup mengalahkannya maka bunuhlah ia, dan 
janganlah kau membakarnya dengan api, karena sesungguhnya tidak 
ada yang berhak menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menguasai 
api SWT. 


Mayoritas ahli fikih telah bersepakat mengenai bolehnya 
mengebom benteng-benteng pertahanan musuh dengan menggunakan 
manjanik (alat perang zaman dahulu yang digunakan untuk melempar 
bola api), baik di dalamnya terdapat kaum wanita dan anak-anak maupun 
tidak, berdasarkan sebuah riwayat yang tsabit: 


Shahih. HR. Abu Daud (2673), Ahmad (3/494), Abu Ya'la (1536), Ibnu Abi 
Ashim dalam Al Ahad wa Al Matsani (2376), Ath-Thabrani dalam Al Kabir 
(3/157), (2990,2996) dan Al Baihaqi (9/72). 
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“Sesungguhnya Nabi SAW melemparkan manjanik kepada ahli 
Thaif.*^^ 

Apabila di dalam benteng pertahanan tersebut terdapat kaum 
muslimin yang menjadi tawanan perang dan anak-anak mereka, maka 
sebagian ulama berpendapat hendaknya menahan diri untuk tidak 
mengebom mereka dengan manjanik, ini adalah pendapat Al Auza’i, 
sementara Al-Laits berpendapat boleh. 

Landasan mereka yang tidak membolehkan adalah firman Allah 

SWT, 

UJI isijU 

“Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang- 
orang kafir diantara mereka dengan azab yang pedih. " (Qs. Al Fath [48]: 
25), sedangkan mereka yang membolehkan melihat dengan adanya 
maslahat. Inilah pembahasan mengenai pembalasan perang yang 
dibolehkan terhadap musuh terkait dengan jiwa mereka. 

Adapun pembalasan perang yang dibolehkan menyangkut harta 
kekayaan musuh, berupa bangunan-bangunan, binatang ternak, tanaman 
dan sebagainya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Malik 
membolehkan untuk menebang pepohonan dan tanaman, buah-buahan 
serta meluluh lantahkan bangunan mereka, namun ia melarang 
membunuh binatang ternak dan membakar pohon kurma. Al Auza'i 
menyatakan makruh untuk menebang pepohonan dan meluluh lantahkan 
bangunan-bangunan, baik gereja maupun lainnya. Imam syafi'i 
mengatakan bahwa jika rumah-rumah dan pepohonan dijadikan oleh 
mereka sebagai tempat perlindungan, maka boleh untuk dihancurkan, 
namun apabila tidak dijadikan sebagai tempat berlindung, maka hal itu 
dimakruhkan. 

Sebab perbedaan pendapat: Kebijakan Abu Bakar dalam hal ini 
berbeda dengan kebijakan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, 



Lihat Al Maghazi oleh Al Waqidi (3/922), Ath-Thabaqat Al Kubra oleh Ibnu 
Sa'd (2/158) dan Tarikh At-Thabrani (3/82). 
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^J aJLc- 4ji 

"Rasulullah SAW pernah membakar pohon-pohon kurma Bani 


Nadhir."*^^ Dan telah tsabit pula dari Abu Bakar, ia berkata. 




"Janganlah kalian menebang pepohonan dan janganlah 
menghancurkan bangunan.”*^* maka mereka yang menganggap bahwa 
kebijakan Abu Bakar RA berdasarkan pengetahuannya akan sabda 
Rasulullah SAW telah dihapus, oleh karenanya tidak boleh bagi Abu 
Bakar mengambil kebijakan yang menyelisihi pengetahuannya, atau dia 
melihat bahwa hal itu berlaku khusus terhadap Bani Nadhir yang 
memerangi mereka, berpendapat sebagaimana kebijakan Abu Bakar RA 
tersebut. Sedangkan mereka yang berpegang dengan perbuatan Nabi 
SAW tidak menganggap kebijakan seorang pun selain beliau, 
berpendapat bolehnya membakar pepohonan. 

Imam Malik membedakan antara hewan ternak dan pepohonan, 
karena membunuh binatang ternak termasuk perbuatan mutilasi, padahal 
hal itu dilarang dan tidak pernah dinukil bahwa Rasulullah SAW pernah 
membunuh binatang ternak. 

Inilah pembahasan tentang pembalasan perang terhadap musuh 
yang dibolehkan terkait dengan jiwa dan harta benda mereka. 


Keempat: Legalitas syarat-syarat peperangan 

Syarat peperangan yang disepakati oleh para ulama adalah 
sampainya dakwah Islam kepada mereka (artinya: tidak boleh memerangi 
musuh hingga sampainya dakwah Islam kepada mereka), hal ini sudah 
menjadi ijma' kaum muslimin, berdasarkan firman Allah SWT, 





Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (4031, 4032), Muslim (1746), Abu Daud 
(2615), At-Tirmidzi (1552 ), An-Nasa'i dalam A! Kubra' (8608, 8609), Ibnu 
Majah (2844, 2845) dan Ahmad (2/7,52,80,86, 123, 140, 181, 182). 

Takhrijnya telah disebutkan terdahulu, )^tu wasiat Abu Bakar kepada Yazid 
bin Abi Sufyan. 
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“Dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang 
rasul. ”(Qs. Al Israa' [17]: 15) 

Apakah dakwah Islam dilakukan berulang-ulang sesuai peperangan 
yang berulang-ulang? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, 
diantara mereka ada yang mewajibkannya, ada pula yang 
menganjurkannya, dan ada pula yang tidak mewajibkan dan tidak pula 
menganj urkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara perbuatan dengan 
perkataan, sebagaimana telah tsabit perkataan Nabi SAW kepada 
komandan pasukan yang dikirimnya; 


^ h i ^ a f i a ^ a 1 • 't\ \ K'" ^ ^ * 

y y y 

^ J' p 

y y y y y y y ^ 

U ^ ‘^1 1*4^' 

y y y y y y ^ y ^ 

o' 'jj' oL* ^ 

^ yy y y y 

• y y y y y y y 

^1--* ' jj\ j»_» ^ IjOaI^ij o' NJ ^ 

. y y O y f ^ i » * ^ ^ • 
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“Jika kamu bertemu musuhmu dari kaum musyrikin, maka ajaklah 
mereka kepada tiga perkara, yang mana saja dari ketiganya yang mereka 
penuhi, maka terimalah dan berhentilah memerangi mereka: Ajaklah 
mereka kepada Islam, jika mereka menyambut (menerimajnya, maka 
terimalah dari mereka dan berhentilah memerangi mereka, kemudian 
ajaklah mereka untuk hijrah ke negeri kaum muhajirin, dan beritahulah 
mereka, jika mereka melaksanakan hal itu maka mereka mendapatkan 
hak dan kewajiban seperti kaum muhajirin, jika mereka enggan dan tetap 
memilih negeri mereka, maka beritahukanlah bahwa mereka layaknya 
orang-orang Arab kaum muslimin umumnya, mereka terkena kewajiban 
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hukum Allah sebagaimana layaknya orang-orang yang beriman, namun 
mereka tidak berhak mendapatkan harta fai dan pampasan perang, 
kecuali mereka turut berjihad bersama kaum muslimin, jika mereka 
enggan maka serulah mereka untuk membayar jizyah, jika mereka 
menyambutnya (menerimanya), maka terimalah dan berhentilah 

memerangi mereka, jika mereka enggan maka mohonlah pertolongan 
kepada Allah dan perangilah mereka. 

Dan, telah tsabit dari perbuatan Nabi SAW bahwasanya beliau 
mengepung musuh pada malam hari dan menyerang mereka secara tiba- 
tiba di pagi harinya. 

Jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan beliau menghapus 
perkataan beliau sendiri, dimana sabda beliau di atas diucapkan pada 

masa permulaan Islam, sebelum dakwah menyebar luas, dengan dalil 

seruan beliau untuk berhijrah. Sebagian ulama lebih menguatkan sabda 
beliau daripada perbuatannya, karena perbuatan beliau termasuk 

kekhususan beliau. Dan mereka yang menganjurkan untuk memulai 
dengan dakwah terlebih dahulu menggabungkan kedua dalil di atas. 


Kelima: Jumlah tentara yang tidak boleh melarikan diri dari medan 
perang 

Tentang jumlah tentara yang tidak boleh melarikan diri dari medan 
perang adalah jika jumlah tentara musuh dua kali lipat, hal ini merupakan 
ijma’ para ulama berdasarkan firman Allah SWT, 


* ^ 


Ukis j;5ki / • jl ^ 


"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah 
mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. ” (Qs. Al Anfaal [8]: 66) 

Ibnu Majisyun meriwayatkan dari Malik bahwa maksud pelipat 
gandaan tersebut dalam kekuatan dan bukan dalam jumlah bilangan, 
artinya satu orang mujahidin boleh melarikan diri menghadapi satu orang 
musuh yang lebih kuat darinya, dari sisi persenjataan dan kemampuan. 


Shahih. HR. Muslim (1731), Abu Daud (2612, 2613), At-Tirmidzi (1408, 
1617), An-Nasa'i dalam Al Kubra (8586, 8680, 8765, 8782), Ibnu Majah 
(2858), Ahmad (5/352, 358), Ibnu Al Jarud (1042) dan Al Baihaqi (9/15, 49, 97, 
184). 
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Keenam: Legalitas perjanjian damai 

Apakah perjanjian damai dibolehkan? Satu golongan ulama 
membolehkannya secara mutlak tanpa harus ada penyebabnya, apabila 
seorang pemimpin melihat adanya maslahat bagi kaum muslimin. 
Sebagian ulama yang lain tidak membolehkannya kecuali adanya 
keharusan yang mendesak bagi kaum muslimin dalam keadaan tertekan 
oleh fitnah atau lainnya, seperti apabila musuh merampas hak milik kaum 
muslimin bukan sebagai jizyah, karena jizyah justeru diambil oleh kaum 
muslimin dari musuh yang diberlakukan kepadanya hukum kaum 
muslimin, atau tidak dengan sesuatu yang diambil dari mereka. Imam 
Auza’i membolehkan seorang imam mengadakan ikatan perjanjian damai 
dengan orang-orang kafir dengan syarat yang harus dibayar oleh kaum 
muslimin, apabila hal itu terpaksa harus dilakukan, karena fitnah atau 
kepentingan yang mendesak lainnya. 

Imam Syafi’i berkata, “Kaum muslimin tidak boleh memberikan 
secuilpun harta mereka kepada orang-orang kafir, kecuali apabila mereka 
khawatir akan dibinasakan oleh musuh yang sangat banyak dan jumlah 
mereka yang sedikit atau karena satu ujian berat yang menimpa mereka.” 

Mereka yang membolehkan mengadakan perjanjian damai bagi 
seorang imam yang melihat adanya maslahat bagi kaum muslimin adalah 
Imam Malik, Syafi’i dan Abu Hanifah. Hanya saja menurut Imam Syafi’i 
perjanjian damai tersebut tidak boleh melebihi waktu yang pernah 
dilakukan Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir pada peristiwa 
perjanjian Hudaibiyah. 

Sebab perbedaan pendapat: mengenai permasalahan bolehnya 
perjanjian damai yang diteken tanpa adanya keterpaksaan adalah 
kontradiksi zhahir firman Aliah SWT, 






“Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang- 
orang musyrik dimana saja kamu temui." (Qs. At-Taubah [9]: 5) dan 
firman Allah SWT, 
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"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 
tidak (pula) kepada hari kemudian. ” (Qs. At-Taubah [9]: 29) 


"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah 
kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. ” (Qs. Ai Anfaal [8]: 61) 

Mereka yang melihat bahwa ayat di atas berisi perintah untuk 
berperang hingga mereka tunduk dan menyerah atau membayar jizyah, 
berfungsi menghapus ayat yang mengandung ikatan perjanjian damai, 
mereka berkata, “Tidak boleh meneken perjanjian damai kecuali dalam 
keadaan terpaksa.” 

Sedangkan mereka yang melihat bahwa ayat yang berisi perjanjian 
damai berfungsi sebagai pengkhususan bagi ayat perang, mereka berkata, 
“Perjanjian damai boleh ditandatangani jika seorang imam melihat 
adanya kemaslahatan bagi kaum muslimin." Mereka menguatkan 
pendapatnya dengan perbuatan Nabi SAW, pasalnya perjanjian damai 
yang diteken oleh Rasulullah SAW pada waktu peristiwa Hudaibiyah 
tidak dalam keadaan terpaksa.” 

Sedangkan menurut Imam Syafi’i hukum asalnya adalah tetap 
memerangi hingga mereka tunduk dan menyerah atau membayar jizyah, 
dan perbuatan Nabi SAW pada waktu peristiwa Hudaibiyah merupakan 
dalil pengkhususan hukum asal di atas, ia mensyaratkan tidak boleh 
melebihi waktu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Batas 
waktu itu sendiri diperselisihkan, ada pendapat yang mengatakan; selama 
empat tahun, tiga tahun, atau sepuluh tahun. Itulah pendapat Imam 
Syafi'i. 

Adapun mereka yang “membolehkan” kaum muslimin untuk 
melakukan perdamaian dengan kaum musyrikin, dimana kaum muslimin 
membayar sesuatu kepada mereka, jika hal itu dalam keadaan terpaksa; 
adanya fitnah atau selainnya, berdalil dengan sebuah riwayat: 
“Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bermaksud memberikan sebagian 
hasil tanaman kota Madinah kepada orang-orang kafir yang tergolong ke 
dalam pasukan sekutu mereka demi melunakkan hati mereka, namun 
beliau belum pernah memberikan apa yang beliau siapkan dari hasil 
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tanaman kota Madinah itu hingga Allah memberikan pertolongan-Nya 
kepada beliau.”*** 

Sedangkan mereka yang “tidak membolehkan” mengadakan 
perjanjian damai dengan orang-orang kafir kecuali Jika kaum muslimin 
khawatir akan dibinasakan oleh mereka, mengambil qiyas dengan 
kebolehan menebus kaum muslimin yang ditawan oleh musuh, pasalnya 
kaum muslimin dalam keadaan seperti itu dianggap menempati posisi 
tawanan perang. 


Ketujuh: Alasan perang dalam syariat 

Tentang alasan mengapa hendaknya orang-orang kafir diperangi? 
Kaum muslimin telah bersepakat bahwa tujuan perang melawan ahlul 
kitab -selain ahlul kitab bangsa Quraisy dan kaum Nasrani bangsa Arab- 
adalah satu dari dua alasan berikut ini: 

Agar mereka masuh Islam atau membayar jizyah, sesuai firman 
Allah SWT, 


']j3j{ ^ ^ Sf3 4 % 


“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 
tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa 
yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama 
dengan agama yangbenar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang 
diberikan al Kitab kepada mereka, sampai mereka membenar jizyah 
dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. ” (Qs At-Taubah 
[9]: 29) 

Begitu pula para ahli fikih sepakat boleh mengambil jizyah dari 
kaum majusi, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 

JaI 4II. ^ 1^ 


** Ath-Thabaqat Al Kubra oldi n»u Sa’d 
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"Jadikanlah mereka seperti yang berlaku kepada ahlul kitab. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang musyrik selain 
ahlul kitab, apakah jizyah dapat diterima dari mereka atau tidak? 
Sebagian ulama berpendapat bahwa semua orang musyrik hendaknya 
diambil jizyahnya, ini adalah pendapat Imam Malik. Sebagian yang 
lainnya mengecualikan orang-orang musyrik bangsa Arab. Imam syafi’i, 
Abu Tsaur dan yang lainnya lagi berpendapat bahwa jizyah tidak boleh 
diambil kecuali dari ahlul kitab dan kaum majusi. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan konsep yang umum 
dengan yang khusus. 


Konsep keumuman yang dimaksud adalah firman Allah SWT, 




“Dan perangilah mereka supaya Jangan ada fitnah dan supaya 
agama itu semata-mata untuk Allah. ” (Qs. Al Anfaal [8]: 39) dan sabda 
Rasulullah SAW, 


(LajJIS liU (4JII 'V] ‘ij] *V J*'' 

.«Uli ^Js- 'V] 


“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka 
menyatakan ‘Laa Ilaaha illallah' (Tidak ada Tuhan selain Allah), 
apabila mereka telah mengatakannya, berarti mereka telah menjaga 
darah (nyawa) dan harta benda mereka dariku kecuali (sesuatu yang 
diambil) ssuai haknya dan perhitungan mereka di sisi Allah. 

Sedangkan prinsip khususnya adalah sabda Rasulullah SAW 
kepada para komandan perang yang diutus untuk memerangi kaum 
musyrikin bangsa Arab -padahal telah diketahui bersama bahwa mereka 
bukanlah ahlul kitab-. 


**' Dhaif. HR. Malik dalam Al Muwatha’ (1.278), (616), Abdurrazak (10025), 
(19253), Syafi’i dalam Al Musnad (2/260), (431), Ibnu Abi Syaibah (tema 
Jihad, pembahasan tentang pendapat ulama mengenai kaum Majusi), Al Baihaqi 
(9/189), dianggap dhaif oleh Al Albani dalam Al /nva' (1248), (2253). 

Muttafaq alaih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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“Apabila kamu bertemu (kngan musuhmu, maka ajaklah mereka 
kepada tiga perkara.... ” Beliau menyebutkan di dalamnya, “Membayar 
jizyah. 


Mereka yang melihat bahwa jika keumuman datang setelah konsep 
yang khusus maka ia berfungsi sebagai penghapus baginya, mereka 
berkata, “Jizyah tidak diterima dari orang-orang musyrik selain ahlul 
kitab, pasalnya ayat-ayat yang berisi perintah untuk memerangi mereka 
bersifat umum dan datang setelah hadits di atas, oleh karenanya perintah 
memerangi kaum musyrikin bersifat umum terdapat dalam surah At- 
Taubah, diturunkan pada tahun fathu makkah (penaklukan kota Mekah), 
sedangkan hadits tersebut jauh sebelum penaklukan Mekah, dengan dalil 
seruan kepada mereka untuk berhijrah. 


Sedangkan mereka yang melihat bahwa prinsip yang umum 
dibangun di atas yang khusus, baik datangnya terlebih dahulu atau 
setelahnya, atau tidak diketahui kedatangannya, mereka berkata, “Jizyah 
dapat diterima dari seluruh kalangan orang-orang musyrik.” 

Adapun pengkhususan ahlul kitab dari kalangan kaum musyrikin, 
hal ini termasuk pengecualian dari konsep yang umum. Menurut 
kesepakatan para ulama, pengkhususan mereka berdasarkan firman Allah 
SWT, 






“(yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, 
sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam 
keadaan tunduk. ” (Qs. At-Taubah [9]; 29) 

Tentang jizyah dan hukum-hukumnya akan dibahas pada bagian 
kedua pembahasan ini. Inilah pembahasan mengenai bagian-bagian atau 
elemen-elemen dalam jihad fi sabilillah. 

Salah satu permasalahan yang masyhur terkait dengan bab ini 
adalah larangan melakukan perjalanan dengan membawa Al Qur'an ke 
negeri musuh. Mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa hal itu 


863 


Shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 


i 
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diperbolehkan, pasalnya telah tsabit kebolehannya dari Rasulullah SAW. 
Abu Hanifah berkata, “Hal tersebut dibolehkan jika berada dalam 
perkemahan yang terjamin keamanannya.” 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah larangan tersebut bersifat 
umum dan dimaksudkan untuk yang umum, atau bersifat umum 
dimaksudkan untuk yang khusus? 


Kedua: Hukum Harta Benda Musuh yang dikuasai oleh Kaum 
Muslimin 

Pembahasan mengenai tema ini pun terbagi menjadi tujuh bagian. 


Pertama: Hukum seperlima harta rampasan perang 

Kaum muslimin bersepakat bahwa seperlima dari harta rampasan 
perang -selain tanah- yang didapat dari kekuasan bangsa Romawi 
hendaknya diberikan kepada imam (pemimpin), dan empat perlima 
lainnya untuk para pejuang yang ikut berperang, berdasarkan firman 

Aliah SWT, 











“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 
sebagai rampasan perang, maka sesungguhr^a seperlimanya untuk Allah 
dan Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan 
ibnu sabil. ” (Qs. Al Anfaal [8 j: 41) 

Para ulama berbeda pendapat mengenai seperlima harta rampasan 
perang ini dan terbagi menjadi empat pendapat; 

Pertama, seperlima harta rampasan perang tersebut dibagikan 
kepada lima bagian sesuai nash ayat di atas, ini adalah pendapat imam 
Syafi’i. 

Kedua, Seperlima harta tersebut dibagikan kepada empat bagian, 
karena firman Allah SWT, “maka sesungguhnya seperlimanya untuk 
Allah... ” merupakan kalimat pembuka dan bukan berarti menjadi bagian 
yang kelima. 
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Ketiga, Untuk jaman sekarang ini seperlima harta rampasan perang 
itu dibagi kepada tiga bagian, karena bagian Nabi SAW dan kerabat 
beliau telah gugur dengan wafatnya beliau SAW. 

Keempat, Seperlima harta rampasan perang itu seperti layaknya 
harta fai' diberikan kepada orang kaya dan orang miskin, ini adalah 
pendapat Imam Malik dan mayoritas ahli fikih. 

Mereka yang berpendapat bahwa seperlima harta rampasan perang 
itu hendaknya dibagi menjadi lima bagian, saling berbeda pendapat 
mengenai jatah bagian Rasulullah SAW dan bagian kerabat beliau SAW 
setalah beliau wafat. Sekelompok ulama berkata, “Hendaknya 
dikembalikan lagi kepada mereka yang mendapatkan seperlima harta 
rampasan perang tersebut (selain keduanya, yaitu anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan ibnu sabil). Kelompok yang lain berpendapat, 
justeru dikembalikan kepada seluruh pasukan perang. Sekelompok lain 
lagi berpendapat bahwa bagian Rasulullah SAW hendaknya diberikan 
kepada Imam dan jatah bagian kerabat beliau SAW untuk kerabat Imam. 
Yang lain lagi berpendapat hendaklah keduanya dibelanjakan untuk 
persenjataan dan perlengkapan perang lainnya. 

Mereka pun berbeda pendapat mengenai siapa yang termasuk 
kerabat Nabi SAW. Sebagian dari mereka berkata, “Mereka adalah Bani 
Hasyim saja.” Yang lainnya berkata, “Bani Abdul Muthalib dan Bani 
Hasyim.” 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah lima golongan yang 
tercantum dalam ayat di atas hanya terbatas kepada mereka saja atau juga 
menyangkut orang-orang selain mereka? dan apakah penyebutan kelima 
golongan dalam ayat di atas dimaksudkan untuk penentuan (ketetapan 
yang baku) bagi mereka atau hanya sebagai rambu perhatian atas orang- 
orang selain mereka, hingga termasuk ke dalam konsep khusus yang 
dimaksudkan untuk yang umum? Maka mereka yang melihat bahwa hal 
ini termasuk konsep khusus yang dimaksudkan bagi yang khusus pula, 
berkata, “Kelima golongan tersebut tidak berlaku bagi selain mereka." 
inilah pendapat jumhur ulama. Dan, mereka yang melihat bahwa hal ini 
termasuk prinsip khusus yang dimaksudkan bagi yang umum, berkata, 
“Boleh bagi seorang imam untuk membagikannya sesuai kemaslahatan 
kaum muslimin itu sendiri.” 
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Mereka yang berpendapat bahwa bagian Nabi SAW diperuntukkan 
bagi seorang imam setelah beliau, berhujjah dengan sebuah hadits yang 
diriwayatakan dari beliau SAW, beliau bersabda, 


aJju LwJ aUI j»-*!?! lij 


“Apabila Allah mengaruniakan makanan kepada seorang nabi, 
maka itu bagi pengganti setelaknya. 

Adapun mereka yang berpendapat bahwa seperlima harta rampasan 
perang itu dikembalikan kepada tentara yang turut berjuang selain yang 
lima golongan tersebut, menyamakan kedudukannya dengan golongan 
yang terikat dengan kewajiban tersebut. 

Adapun mereka yang mengatakan bahwa kerabat Nabi SAW yang 
dimaksud adalah Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib, mereka 
berhujjah dengan hadits Jubair bin Muth’im, ia berkata, “Rasulullah 
SAW membagikan jatah dari yang seperlima harta rampasan perang 
kerabat beliau kepada Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Beliau 
bersabda, 

“Sesungguhnya Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthallib adalah 
satu golongan. 

Dan mereka yang mengatakan hanya Bani Hasyim saja beralasan 
karena hanya merekalah yang tidak boleh mengambil harta sedekah. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai seperlima harta rampasan 
perang yang menjadi bagian Nabi SAW. Sebagian ulama berpendapat: 
Beliau hanya mendapatkan seperlima saja, menurut mereka tidak ada 
perbedaan pendapat mengenai hak beliau yang seperlima itu, baik beliau 
hadir atau tidak hadir pada saat pembagian. Sebagian ulama lagi 
berpendapat: Beliau mendapatkan seperlima dan shafiy (bagian khusus 
yang masyhur diperuntukkan bagi beliau, diambil dari pokok rampasan 
perang, berupa kuda perang, budak lelaki dan perempuan.) Dan 


^ Hasan. HR. Abu Daud (2973), Ahmad (1/4) dinilai hasan oleh Al Albani dalam 
Shahih Abu Daud. 

Shahih. HR. Al Bukhari (3140, 3502), Abu Daud (2978, 2980), An-Nasa'i 
(7/130), Ibnu Majah (288IX Ahmad (4/81, 83, 85) dan Al Baihaqi (2/149) dan 
(6/342). 
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diriwayatan bahwa isceri beliau Shaflyyah RA iennasuk dalau, bagian 
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Kedua: Hukum Empat Perlima Harta Rampasan Perang 
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Mengenai siapakah yang berhak mendapatkan harta rampasan 
perang, para ulama telah bersepakat bahwa yang berhak mendapatkannya 
adalah kaum laki-laki yang merdeka dan yang telah baligh (dewasa). 
Kemudian mereka berbeda pendapat mengenai orang-orang selain 
mereka (kaum wanita, hamba sahaya dan anak-anak yang belum dewasa). 
Sebagian ulama berpendapat bahwa hamba sahaya dan kaum wanita tidak 
berhak mendapatkan sedikit pun dari harta rampasan perang, melainkan 
mereka diberi sebagai hadiah, ini adalah pendapat Imam Malik. Ulama 
yang lain pula berpendapat, “Mereka tidak diberi hadiah dan tidak pula 
mendapatkan bagian dari ghanimah.” Yang lainnya berkata, “Mereka 
berhak mendapatkan satu bagian dari harta rampasan perang tersebut, ini 
adalah pendapatnya Imam Auza’i. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai anak laki-laki yang hampir 
mancapai dewasa, diantara mereka ada yang berkata, ‘ia mendapatkan 
bagiannya, ini adalah pendapat Imam Syafi’i.” Diantara mereka ada yang 
mensyaratkan adanya kemampuan berperang yang dimilikinya, ini 
pendapat Imam Malik. Diantara mereka ada yang berpendapat, “Ia diberi 
hadiah dari ghanimah." 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah keumuman perintah syar’i 
mencakup orang-orang yang merdeka dan hamba sahaya sekaligus, atau 
hanya ditujukan kepada orang-orang yang merdeka saja? Juga 
disebabkan kebijakan sahabat yang berbeda dengan keumuman ayat di 
atas, pasalnya telah menyebar di kalangan sahabat bahwa anak-anak tidak 
mendapatkan bagian apa-apa dari ghanimah, hal tersebut diriwayatkan 
dari Umar bin Khaththab dan Ibnu Abbas RA, Ibnu Abi Syaibah 
menyebutkan hal itu dari jalan keduanya. Abu Umar bin Abdul Barr 
berkata, “Riwayat yang paling shahih dari Umar bin Khaththab adalah 
periwayatan Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar dari Ibnu Syihab 
dari Malik bin Aus dari Hadatsan, ia berkata, “Umar bin Khaththab 
berkata, ‘Tidaklah seorang pun, melainkan ia mendapatkan bagian dari 
harta rampasan perang, kecuali hamba sahaya’.” 

Hanya saja menurut jumhur ulama bahwa kaum manita tidak 
mendapatkan jatah/bagian dari harta rampasan perang kecuali dengan 
jalan pemberian sebagai hadiah, berdasarkan hadits Ummu Athiyah RA 
yang telah tsabit, ia berkata, “Kami pernah ikut berperang bersama 
Rasulullah SAW dengan tugas memberikan pengobatan kepada para 
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korban yang terluka dan merawat tentara yang sakit, dan beliau 
memberikan hadiah kepada kami dari harta rampasan perang.”*^^ 

Sebab perbedaan pendapat; Penyetaraan derajat kaum wanita dan 
laki-laki ketika ikut serta berperang, apakah memberikan pengaruh atau 
tidak? Pasalnya mereka telah bersepakat bahwa kaum wanita dibolehkan 
turut berperang, maka mereka yang menyamakan kedudukan kaum 
wanita dengan laki-laki mengharuskan untuk memberikan bagian dari 
harta rampasan perang kepada mereka. Adapun mereka yang 
beranggapan bahwa kaum wanita berada di bawah derajat laki-laki dalam 
perkara ini, tidak memberikan hak bagian dari harta rampasan perang, 
namun mereka diberikan hadiah dari ghanimah, sesuai riwayat yang ada. 
Imam Auza’i menyangka bahwa Rasulullah SAW memberikan jatah 
bagian harta rampasan perang kepada kaum wanita pada saat perang 
Khaibar. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai para pedagang dan buruh 
sewaan, apakah mereka berhak mendapatkan bagian dari ghanimah atau 
tidak? Imam Malik mengatakan bahwa mereka tidak berhak 
mendapatkan bagian ghanimah kecuali apabila mereka turut berperang. 
Sebagian ulama berkata, “Mereka tetap mendapatkan bagian ghanimah 
jika mereka ikut serta dalam peperangan.” 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah keumuman firman Allah 
SWT, “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk 


Kami tidak mendapati hadits dengan lafazh seperti ini, melainkan yang terdapat 
dalam riwayat Imam Muslim sebagai berikut: “Aku ikut berperang bersama 
Rasulullah SAW sebanyak tujuh kali, di bagian pos paling belakang, aku 
membuat makanan untuk pasukan tentara yang berjuang dan mengobati yang 
terluka serta merawat yang sakit.” HR. Muslim (10612), Ibnu Majah (2851), 
Ahmad (5/84), (6/407), Ad-Darimi (2/276), Ath-Thabrani di dalam Al Kabir 
(25/55), (122). Akan tetapi Imam Muslim meriwayatkan dari Jalur Ibnu Abbas 
RA, bahwa Najdah Al Haruri menulis sepucuk surat dan menanyakannya 
kepada beliau mengenai bagian seperlima Khilal dari ghanimah. Apakah 
Rasulullah SAW pernah berperang bersama kaum wanita? Maka Ibnu Abbas 
RA berkata, “Rasulullah SAW pernah berperang bersama mereka yang bertugas 
mengobati pasukan yang terluka, dan beliau SAW memberikan hadiah kepada 
mereka dari ghanimah, namun beliau tidak memberikannya sebagai 
jatah/bagian darinya.” HR. Muslim (1812 hadits 137), Abu Daud (2727), 
(2728), (2982), At-Tirmidzi (1556). 
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Allah.” (Qs. Al Anfaal [8]: 41) dikhususkan dengan qiyas yang 
membedakan antara mereka dengan para pasukan yang berjuang, 
pasalnya mereka yang melihat bahwa para pedagang dan buruh sewaan, 
status mereka berbeda dengan para mujahidin, karena mereka tidak 
bermaksud berperang, melainkan yang mereka inginkan adalah 
perniagaan atau uang harga sewa, mengecualikan mereka dari keumuman 
ayat tersebut. Sedangkan mereka yang melihat bahwa ayat di atas bersifat 
umum dan lebih kuat daripada qiyas, menerapkan konsep keumuman 
menurut zhahimya. 


Diantara hujjah yang mengecualikan mereka adalah sebuah hadits 
yang diriwayatkan oleh Abdurrazak,*^^ bahwa Abdurrahman bin Auf RA 
berkata kepada seorang lelaki dari kalangan kaum miskin muhajirin agar 
ikut berperang bersama mereka. Lelaki itu pun menjawab, “Baiklah.” 
Lalu ia berjanji kepadanya, ketika tiba waktu pemberangkatan, 
Abdurrahman bin Auf memanggilnya, namun orang tersebut enggan 
pergi bersamanya, ia beralasan karena harus mengurus keluarganya, 
maka Abdurrahman bin Auf pun memberinya tiga dinar agar ia turut 
pergi bersamanya. Ketika pasukan kaum muslimin mengalahkan 
musuhnya, ia meminta bagiannya dari harta rampasan perang kepada 
Abdurrahman. Maka ia pun RA lantas berkata, “Aku akan menceritakan 
kasusmu kepada Rasulullah SAW" lalu Abdurrahman menceritakan 
perkara orang tersebut, dan beliau pun bersabda. 


T' 


W 


y' u' 






‘‘Tiga keping dinar itu menjadi jatah dan bagiannya dari perang 
yang dia ikuti dalam urusan dunia dan akhiratnya. ” juga hadits ini telah 
diriwayatkan dari Abu Daud dari Ya’la bin Munyah.*^* 

Sedangkan mereka yang membolehkan baginya bagian dari 
ghanimah menyamakan derajatnya dengan kuiser (orang yang mengikuti 
sayembara), yaitu orang yang dimintai bantuannya oleh pemimpin 
pasukan. 


Sanadnya dha’if. HR. Abdurrazak dalam Al Mushanrurf (5/229), (9457), sisi 
dha'if-nya terletak pada Abu Salamah Al Himshi. Ibnu Hajar berkata, “Ia 
seorang yang majhul (tidak diketahui keberadaannya). 

Shahih. HR. Abu Daud (2527) dinilai shahih oleh Al Hakim (2/112), dan Al 
Baihaqi (6/331), juga dianggap shahih oleh Al Albani dalah Shahih Abu Daud. 
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Para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai kuiser di atas, Imam 
Malik membolehkannya dan yang lain melarangnya. Diantara mereka ada 
yang membolehkan hal itu bagi seorang kepala Negara saja atau dalam 
keadaan darurat, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Syafi’i. 

Sebab perbedaan pendapat; Adanya dua perkara, yakni: qiyas 
dan riwayat hadits. 

Qiyas yang dimaksud adalah apakah pasukan tentara yang menjaga 
harta rampasan perang memiliki pengaruh yang sama dengan orang yang 
merebut harta tersebut? Pasalnya orang yang hadir dalam peperangan 
memberikan pengaruh yang besar di dalam merebut harta rampasan 
perang, oleh karenanya ia berhak mendapatkan bagian dari harta tersebut, 
sementara orang yang datang sebelum seluruh pasukan sampai di negeri 
kaum muslimin memberikan pengaruh terhadap penjagaan harta tersebut, 
maka mereka yang menyamakan pengaruhnya ketika menjaga harta 
tersebut dengan ketika merebutnya, mereka berkata, ‘ia berhak 
mendapatkan bagian ghanimah meskipun tidak turut berperang.” 

Sedangkan mereka yang beranggapan bahwa menjaga harta itu 
lebih rendah kedudukannya daripada usaha merebutnya, mereka 
berpendapat bahwa ia tidak berhak mendapatkan bagian ghanimah. 

Adapun periwayatan hadits yang dimaksud adalah dua hadits yang 
sekilas saling bertentangan dengan yang lainnya: 

Pertama, Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA bahwa 
Rasulullah SAW mengutus Aban bin Sa’id dalam sebuah pasukan kecil 
dari kota Madinah menuju Najd, kemudian Aban dan kawan-kawannya 
menemui Nabi SAW di Khaibar setelah mereka menaklukan kota Najd, 
Aban RA lalu berkata, “Bagikanlah harta rampasan perang tersebut 
kepada kami, wahai Rasulullah.” Namun beliau SAW tidak memberikan 
kepadanya bagian dari harta rampasan perang tersebut.®*^ 

Kedua, Hadits yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda 
saat perang Badar, “Sesungguhnya Utsman pergi untuk kekpentingan 
Allah dan Rasul-Nya. ” Kemudian beliau SAW memberikan kepadanya 
bagian dari harta rampasan perang dan tidak memberi sedikitpun kepada 


Shahih. Al Bukhari menyebutkan dalam ta’Hgnya (4238), Abu Daud (2723), 
Ibnu A! Jarud (1088), Ath-Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (3/244), Ath- 
Thabrani dalam MusnadAsy-Syamiyin (267, 273), dan Al Baihaqi (6/334). 
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orang yang tidak ikut perang saat itu.*™ Mereka berkata, “Maka ia berhak 
mendapatkan bagian dari ghanimah karena kesibukannya tersebut dengan 
adanya perintah imam.” Abu Bakar bin Mundzir berkata, “Telah tsabit 
(ditetapkan) bahwa Umar bin Khaththab RA berkata, 'Ghanimah 
hanyalah bagi orang yang turut berperang’.” 

Adapun pasukan tentara dalam kelompok kecil yang keluar dari 
perkemahan kemudian kembali dengan membawa ghanimah, menurut 
jumhur ulama semua tentara dalam perkemahan itu berhak memperoleh 
bagian harta rampasan perang tersebut, meskipun mereka tidak 
menyaksikan pembagian ghanimah dan tidak pula turut berperang, hal 
tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 


*(• ^ ’ 








i. 


“Pasukan mereka dikembalikan kepada orang-orang yang duduk 
menunggu mereka. ’’*^’ Diriwayatkan oleh Abu Daud. Hal itu karena 
mereka memiliki andil dalam merebut harta rampasan perang tersebut. 
Hasan Basri berkata, “Jika sebuah pasukan kecil keluar dari 
perkemahannya dengan ijin pemimpin, maka ia berhak mendapatkan 
seperiimanya dan sisanya yang empat perlima menjadi hak semua 
anggota pasukan tersebut, namun jika mereka keluar tanpa ijin dari 
pemimpin, maka ia tetap berhak mendapatkan seperlimanya dan sisanya 
yang empat perlima dibagikan kepada seluruh tentara yang ikut berjuang. 

An-Nakha'i berkata, “Seorang imam memiliki wewenang untuk 
menentukan pilihan, jika mau ia berhak mengambil seperlima harta 


Shahih. HR. Abu Daud (2126), Ibnu Abi Ashim (144) dalam Al Ahad wa Al 
Matsani, Ath Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (3/244), Ath-Thabrani 
dalam Al Kabir (1/85), (125) dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih 
Abu Daud. 

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafazh; "Kaum muslimin, darah- 
darah mereka saling menanggung satu sama lain, orang yang paling rendah 
dari mereka naik derajatnya dengan Jaminan mereka dan orang yang paling 
Jauh pun diterima Jaminannya, mereka bersatu melawan musuh mereka, orang 
yang paling kuat diantara mereka dikembalikan kepada yang lebih lemah dan 
yang berperang dikembalikan kepada orang yang duduk menunggu mereka, 
tidaklah seorang mukmin dibunuh karena membunuh seorang kafir dan tidak 
pula orang yang dalam perjanjian dengan kaum muslimin." HR. Abu Daud 
(2751), Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaqa (1073) dan Al Baihaqi (8/29). 
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rampasan perang yang didapat oleh pasukan tersebut dan jika mau ia 
dapat membagikannya kepada seluruh tentara yang ikut berjuang.” 

Sebab perbedaan pendapat: Penyamaan pengaruh yang dimiliki 
oleh semua tentara yang berada di perkemahan ketika mendapatkan harta 
rampasan pasukan tersebut di atas dengan pengaruh yang dimiliki oleh 
tentara yang ikut berperang secara langsung, mereka adalah anggota 
pasukan kecil tersebut. Jika demikian menurut jumhur ulama, harta 
rampasan perang itu berhak menjadi milik seorang yang berjihad dengan 
dua syarat: ia harus ikut berperang secara langsung atau ia harus 
mempersiapkan diri menjadi pengganti pasukan tentara yang sedang 
berperang. 

Tentang kadar yang berhak diterima oleh seorang mujahid 
(pejuang), para ulama berbeda pendapat mengenai seorang mujahid yang 
berperang dengan mengendarai seekor kuda, jumhur ulama berpendapat: 
Bagi seorang mujahid yang mengendarai seekor kuda mendapatkan tiga 
bagian ghanimah, satu untuknya dan dua bagian untuk kudanya. Abu 
Hanifah berkata, “Mujahid yang mengendarai seekor kuda mendapatkan 
dua bagian ghanimah, satu untuknya dan satu untuk kudanya.” 


Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi riwayat hadits dan 
pertentangan antara qiyas dengan riwayat hadits, karena Abu Daud 
meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Umar RA, ia mengatakan, 

jSj i» g »*»' 


“Bahwa Rasulullah SAW memberikan bagian ghanimah kepada 
seorang mujahid yang mengendarai seekor kuda dengan tiga bagian 
ghanimah-, dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuk yang 
mengendarainya.”*^^ Diriwayatkan pula dari Mujammi’ bin Haritsah Al 
Anshari seperti perkataan Abu Hanifah di atas. 

Adapun qiyas yang bertolak belakang dengan zhahir hadits Ibnu 
Umar RA tersebut adalah bagian ghanimah yang diperuntukkan bagi 
seekor kuda yang lebih besar daripada yang diperoleh seorang mujahid 


Muttcrfag alaih. HR. Al Bukhari (2863, 4228), Muslim (1762), Abu Daud 
(2733), At-Tirmidzi (1554), Ibnu Majah (2854), Ahmad (2/62, 72), Ad-Darimi 
(2/225) dan Al Baihaqi (6/325). 


Bidayatul Muj tahid 831 




itu sendiri, inilah yang dijadikan sebagai pegangan oleh Abu Hanifah 
dalam menguatkan hadits tersebut yang sesuai dengan konsep qiyas ini 
ketimbang hadits yang menyelisihnya, padahal qiyas ini tidak bernilai 
apa-apa, karena pada dasarnya bagian ghanimah seekor kuda akan 
menjadi hak seorang mujahid yang mengendarainya. Bukanlah sesuatu 
yang keliru bahwa seorang mujahid yang mengendarai seekor kuda 
mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam peperangan tiga kali lipat 
daripada mereka yang berjuang dengan berjalan kaki, bahkan hal itu 
menjadi haknya yang wajib terpenuhi, padahal hadits Ibnu Umar RA di 
atas lebih tsabit. 


Mengenai hak seorang mujahid untuk mengambil ghanimah 
sebelum waktu pembagian, kaum muslimin bersepakat mengenai 
haramnya berlaku curang, berdasarkan sebuah riwayat yang telah tsabit 
dari Rasulullah SAW, seperti sabda beliau. 




^'Masukkanlah benang dan kain (ke dalam harta ghanimah), 
sesungguhnya berbuat curang (dalam bagian ghanimah) adalah aib dan 
menjadi kecelakaan bagi pelakunya di hari kiamat kelak. 

Dan riwayat-riwayat lain dalam bab ini. Mereka berbeda pendapat 
mengenai kebolehan mengambil bahan makanan oleh para pasukan 
perang selama berada di medan perang. Jumhur ulama membolehkan hal 
itu, sekelompok ulama melarangnya, dan ini adalah madzhab Ibnu 
Syihab. 

Sebab perbedaan pendapat; Kontradiksi antara riwayat-riwayat 
hadits yang mengandung keharaman berbuat curang dalam harta 
rampasan perang dengan riwayat-riwayat hadits yang membolehkan 
untuk memakan sebagian bahan makanan dalam peperangan dari hadits 
Ibnu Umar, Ibnu MughafFal dan hadits Ibnu Abi Aufa' RA. Mereka yang 
mengkhususkan hadits-hadits keharaman berbuat curang dalam harta 


Shahih. HR. Ibnu Majah (2850), Ahmad (5/318), Ad-Darimi (2/302), dalam 
riwayat Ibnu Majah dengan lafa 2 h: "Wahai sekalian manusia, ini semua adalah 
bagian dari ghanimah kalian, masukkanlah benang dan kain serta apa saja 
yang nilainya di atas keduanya (ke dalam harta ghanimah), karena 
sesungguhnya perbuatan curang merupakan aib, kecelakaan dan api neraka 
bagi pelakunya pada hari kiamat kelak. " Dinilai shahih oleh Al Albani dalam 
Ash-Shahihah (985). 
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rampasan perang dengan hadits-hadits ini, membolehkan untuk memakan 
sebagian bahan makanan oleh para pasukan perang. Sedangkan mereka 
yang menguatkan hadits-hadits tentang keharaman berbuat curang dalam 
mengambil harta rampasan perang dari hadits-hadits tersebut tidak 
membolehkannya secara umum. 

Hadits Ibnu Mughaffal RA yang dimaksud adalah “Aku 
mendapatkan sebuah sarung pedang pada saat perang Khaibar, aku 
berkata, ‘Aku tidak akan memberikannya sedikitpun (tidak 
menggabungkannya dengan harta ghanimah), kemudian aku menoleh, 
dan aku melihat Rasulullah SAW tersenyum.”*^" HR. Al Bukhari dan 
Muslim. 

Hadits Ibnu Abi Aufa RA*’^, ia berkata, “Kami pernah dalam 
beberapa peperangan yang kami ikuti mendapatkan madu dan anggur, 
lalu kami memakannya dan kami tidak mengangkatnya (kepada 
Rasulullah SAW untuk digabungkan dengan harta ghanimah lainnya).” 
HR. Al Bukhari. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukuman bagi orang yang 
berbuat curang dalam harta ghanimah, sebagian ulama berkata, 
“Hendaklah perkemahannya di bakar.” Sebagian yang lain berkata, “Ia 
tidak terkena hukuman, melainkan ta'zir (hukuman 
ringan/peringatan). 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka dalam menilai 
keshahihan hadits Shalih bin Muhammad bin Zaidah dari salim, dari Ibnu 
Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 

'‘Barangsiapa berbuat curang (dalam harta ghanimah), maka 
bakarlah harta miliknya 


Muttafag alaik HR. Al Bukhari (3153), Muslim (1772), Abu Daud (2702), An- 
Nasa'i (7/236), Ahmad (4/86), Ath-Thayalisi (917) dan Al Baihaqi (9/59, 282), 
dan (10/9). 

Yang benar adalah hadits Ibnu Umar. 

™ Hukuman berdasarkan kebijakan seorang imam (pemimpin). 

Dhaif. HR. Abu Daud (2713), At-Tirmidzi (1461), Ahmad (1/22), Al Baihaqi 
(9/13) dianggap dha’ifo\e\\ Al Albani dalam Dhaif Abu Daud. 


Bidayatul Mujtahid 833 



Ketiga: Hukum Anfaal (Tambahan Ghanimah) 

Mengenai pemberian seorang imam berupa tambahan harta 
ghanimah kepada orang yang dikehendakinya (maksudnya: memberikan 
tambahan pada bagian ghanimahnya), maka para ulama bersepakat 
bahwa hal tersebut boleh, namun mereka berbeda pendapat mengenai 
jenis (bentuk) tambahan tersebut dan kadarnya? Apakah boleh dijanjikan 
dengan tambahan tersebut sebelum perang dimulai? Apakah mujahid 
yang membunuh seorang musuh berhak mendapatkan sesuatu yang 
dipakainya atau harus melalui pemberian tambahan dari bagian 
ghanimah-nya oleh imam? 

Inilah empat permasalahan yang pokok dalam bab ini: 


Masalah pertama: Jenis (bentuk) tambahan ghanimah 

Sebagian ulama menyatakan bahwa tambahan ghanimah itu 
diambil dari seperlima harta rampasan perang yang diserahkan ke baitul 
maal kaum muslimin, ini adalah pendapat Imam Malik. Sebagian yang 
lain berpendapat tambahan tersebut diambil dari seperlima harta 
rampasan perang secara keseluruhan, yaitu bagian seorang imam saja, 
inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Yang lainnya menyatakan 
bahwa tambahan tersebut diambil dari seluruh harta rampasan perang, ini 
adalah pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah, bahkan diantara mereka 
ada yang menyatakan boleh memberikan tambahan seluruh harta 
rampasan perang kepadanya. 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah terdapat kontradiksi antara 
dua ayat Al Qur'an yang menyangkut pembagian harta ghanimah? atau 
keduanya masuk dalam kategori alternatif pilihan? (yaitu ayat yang 
berbunyi; "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 
sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah 
dan Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan 
ibnu sabil.” (Qs. Al Anfaal [8]; 41) dan firman-Nya, "Mereka 
menanyakan kepadamu (muhammad) tentang pembagian harta 
rampasan perang, katakanlah: "Harta rampasan perang itu milik Allah 
dan Rasul. ” (Qs. Al Anfaal [8]; 1). 

Mereka yang melihat bahwa finnan Allah SWT, "Ketahuilah, 
sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan 
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perang, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah dan Rasul, 
kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. ’’ 
(Qs. Al Anfaal [8]: 41) berfungsi sebagai penghapus firman Allah SWT, 
"Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang pembagian harta 
rampasan perang, katakanlah: "Harta ramapasan perang itu milik Allah 
dan Rasul. ” (Qs. Al Anfaal [8]: 1), mereka menyatakan tidak ada 
tambahan harta ghanimah kecuali dari seperlima harta ghanimah 
tersebut. 

Sedangkan mereka yang menganggap bahwa kedua ayat di atas 
tidak saling bertentangan dan keduanya menurut konsep pilihan (artinya 
seorang imam memiliki wewenang untuk memberikan tambahan dari 
pokok harta ghanimah bagi orang yang dikehendakinya dan 
wewenangnya pula untuk tidak memberikan tambahan ghanimah kepada 
siapapun, dan ia membagikan sisa yang empat perlima harta ghanimah 
tersebut kepada seluruh pasukan perang), ia menyatakan boleh 
memberikan tambahan dari pokok harta rampasan perang. 

Sebab lainnya adalah bahwa para ulama berbeda pendapiat 
mengenai riwayat-riwayat hadits dalam bab ini, ada dua hadits yang 
dimaksud, yaitu: 

Pertama, Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu 
Umar RA, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengutus sebuah 
pasukan kecil, di dalamnya terdapat Abdullah bin Umar RA yang menuju 
Najd, kemudian mereka mendapatkan harta ghanimah berupa sejumlah 
unta yang sangat banyak, maka masing-masing mereka mendapatkan 
bagian dua belas ekor unta dan beliau memberikan tambahan lagi 
masing-masing seekor unta.*^* Hadits ini menunjukkan bahwa pemberian 
tambahan ghanimah adalah setelah pembagian harta yang seperlima. 

Kedua, Hadits Hubaib bin Salamah RA, ia mengatakan bahwa 
Rasulullah SAW memberikan tambahan ghanimah seperempat kepada 
satu pasukan kecil setelah pembagian seperlima ketika permulaan perang, 
dan beliau memberikannya lagi dengan sepertiga dari yang seperlima 


Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (4338), Muslim (1749), Abu Daud (2741, 
2742,2743,2745), Ahmad (2/10, 55,62, 80), Abduirazak (9335,9336). 
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ghanimah setelah mereka kembali dari medan perang.(Artinya: di 
permulaan perang dan setelah beliau kembali dari medan perang). 


Masalah kedua: Kadar tambahan ghanimah 

Berapakah kadar tambahan ghanimah yang menjadi wewenang 
imam untuk diberikan kepada seorang pejuang menurut pendapat yang 
membolehkan memberikan tambahan dari pokok harta ghanimahl 
Segolongan ulama berkata, “la tidak boleh memberikan lebih dari 
sepertiga atau seperempat dari pokok harta ghanimah, berdasarkan hadits 
Hubaib bin Salamah RA di atas. Sedangkan sebagian yang lainnya 
berkata, “Jika seorng imam memberikan tambahan dari seluruh harta 
rampasan perang yang diperoleh sebuah pasukan yang diutus kepada 
mereka, hal itu diperbolehkan dengan dalil bahwa ayat Al Qur'an 
tersebut tidak terhapus hukumnya, melainkan tetap berlaku dan tetap 
bersifat umum serta tidak dikhususkan. Adapun mereka yang 
menganggap bahwa ayat tersebut dikhususkan dengan hadits ini, berkata, 
“Tidak boleh memberikan tambahan lebih dari sepertiga atau 
seperempat.” 


Masalah ketiga: Janji untuk mendapatkan tambahan ghanimah 

Apakah boleh memberikan janji sebelum peperangan dimulai untuk 
mendapatkan tambahan ghanimah atau tidak? Para ulama berbeda 
pendapat mengenai permasalahan ini; Imam Malik menganggapnya 
makruh, dan mayoritas ulama membolehkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara mafhum 
(pengertian) dari maksud dan tujuan perang itu sendiri dengan zhahir 
hadits, karena yang dimaksud dengan jihad adalah mengharapkan wajah 
Allah yang Maha Mulia dan ridha-Nya dan demi menegekkan Kalimat 
Allah. Maka apabila seorang imam memberikan janji untuk mendapatkan 
tambahan ghanimah sebelum perang dimulai, dikhawatirkan niat para 
pasukan perang tidak lagi karena Allah SWT. 


Shahih. HR. Abu Daud (2748, 2749), Ibnu Majah (2851), Ahmad (4/159, 160), 
Al Humaidi (871), Ibnu Abi Ashim dalam Al Ahad wa Al Matsaani (849, 850) 
Ath-Thabrani dalam Al Kabir (4/17, 18, 19, 20) dan Al Baihaqi (6/313, 314) 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Sedangkan hadits yang secara zhahirnya membolehkan bagi 
seorang imam untuk memberikan janji dengan pemberian tambahan 
ghanimah adalah hadits Hubaib bin Salamah RA: Bahwasanya 
Rasulullah SAW memberikan tambahan ghanimah kepada sebuah 
pasukan kecil yang diutus dengan seperempat dan sepertiga ketika 
mereka kembali.Sudah dimaklumi bersama bahwa maksud dan tujuan 
dari perbuatan beliau SAW adalah menumbuhkan semangat dalam 
menegakkan Kalimat Allah Ta ’ala. 


Masalah keempat: Apakah seorang mujahid berhak mengambil 
sesuatu yang ia dapat dari musuh yang berhasil ia kalahkan tanpa 
memberikannya terlebih dahulu kepada imam (pemimpin)? 

Apakah seorang pejuang berhak mengambil sesuatu yang dia dapat 
dari musuh yang berhasil dia kalahkan, atau hendaknya melalui 
pemberian dari imam? Para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan 
ini; Imam Malik menyatakan bahwa seorang pejuang yang berhasil 
membunuh musuhnya tidak berhak mengambil sesuatu dari musuh 
tersebut, kecuali imam berkehendak untuk memberikan sesuatu tersebut 
sebagai tambahan atas harta ghanimah yang ia terima dan hal ini 
dilakukan setelah perang selesai, pendapat ini juga dianut oleh Abu 
Hanifah dan Ats-Tsauri. 

Adapun Imam Syafl’i, Ahmad, Abu Tsaur, Ishak dan mayoritas 
ulama salaf menyatakan, ia berhak mengambilnya, baik imam 
mengatakannya atau tidak. Diantara ulama juga ada yang menjadikan 
sesuatu yang yang dimiliki musuh yang dikalahkan menjadi haknya 
penuh dalam semua keadaan dan tidak ada syarat apapun. 

Sedangkan sebagian ualama yang lain mengatakan, ia tidak berhak 
mengambil sesuatu yang ada pada diri musuhnya kecuali jika ia 
membunuhnya secara berhadapan dan bukan dari arah belakang, ini 
adalah perkataan Imam Syafi’i. Diantara mereka ada yang berpendapat: 
Ia berhak mengambil sesuatu yang ada pada diri musuhnya apabila 
perang belum dimulai atau setelah perang selesai, sedangkan apabila 
perang tengah berkecamuk, maka ia tidak berhak mengambilnya, ini 
adalah pendapat Al Auza’i. Sekelompok ulama berpendapat: Apabila 

Shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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imam mendapatkan harta rampasan perang dari sesuatu yang dikenakan 
oleh musuh dalam jumlah yang sangat banyak, maka ia harus 
membaginya menjadi seperlima-seperlima. 

Sebab perbedaan pendapat: perbedaan pemahaman mengenai 
sabda Rasulullah SAW ketika perang Hunain setelah peperangan 
berkecamuk, 

“Barangsiapa membunuh seorang musuh, maka ia berhak 
mengambil rampasannya. adalah sebagai sebuah pemberian 
tambahan dari harta ghanimah atau berarti pemberian hak bagi seorang 
mujahid yang membunuh musuhnya itu. Imam Malik menguatkan bahwa 
hal tersebut sebagai sebuah pemberian tambahan atas harta ghanimah 
dengan alasan bahwa hadits tersebut tidak tsabit dari Rasulullah SAW 
dan beliau tidak memberikan ketetapannya kecuali pada waktu perang 
Hunain, juga bertentangan dengan ayat tentang ghanimah, apabila hadits 
tersebut dipahami sebagai pemilikan hak bagi seorang mujahid, yakni 
bertentangan dengan firman Allah SWT, 

‘‘Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh 
sebagai rampasan perang. ” (Qs. Al Anfaal [8]: 41), karena ketika Allah 
SWT menetapkan bahwa seperlimanya diperuntukan bagi Allah, maka 
empat perlimanya diberikan kepada seluruh pejuang, sebagaimana halnya 
ketika Allah menetapkan bahwa bagian warisan seorang ibu adalah 
sepertiga, maka sudah tentu yang dua pertiga lainnya diberikan kepada 
ayah. 

Abu Umar berkata, “Ucapan ini benar adanya berasal dari 
Rasulullah SAW ketika perang Hunain dan perang Badar.”*®^ 


**' Muttafaq alaih. HR. Al Bukhari (2100, 3142, 4321, 4322, 7170), Muslim 
(1751), Abu Daud (2717), At-Tirmidzi (1562), Ibnu Majah (1837), dan Ahmad 
(5/306). 

Adapun sabda beliau SAW ketika perang Hunain telah tsabit dalam hadits Abu 
Qatadah RA terdahulu, sedangkan sabda beliau saat perang Badar terdapat 
dalam hadits Ibnu Abbas RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda pada saat 
perang Badar, “Barangsiapa yang berbuat begini dan begini, maka ia akan 
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Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab RA, ia berkata. 


“Kami tidak membagi harta rampasan (dari musuh) menjadi 
seperlima pada jaman Rasulullah SAW.”**^ 

Abu Daud meriwayatkan sebuah atsar dari Auf bin Malik Al 
Asyja’i dan Khalid bin Walid RA: Bahwasanya Rasulullah SAW 
menetapkan harta rampasan perang dari sesuatu yang dikenakan oleh 
musuh untuk pejuang yang membunuhnya.**^' 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Anas bin Malik RA, bahwa 
Barra' bin Malik RA berhadapan dengan Murzuban pada saat perang Ad- 
Daarah, lalu ia menikamnya sangat kuat dengan ujung tombak hingga 
membunuhnya, ia mendapatkan rampasan perang dari sesuatu yang 
dipakainya sebesar tiga puluh ribu dinar, sampailah berita tersebut 
kepada Umar bin Khaththab RA, lalu ia berkata kepada Abu Thalhah, 
“Sesungguhnya kami tidak membagikan harta rampasan yang diambil 
dari sesuatu yang dipakai oleh musuh menjadi seperlima-seperlima, 
namun harta rampasan perang yang diambil oleh Barra' bin Malik RA itu 
sangat banyak, dan aku tidak melihatnya kecuali harus dibagi menjadi 
seperlima.” Ibnu Abi Syaibah berkata, Ibnu Sirin berkata, Anas bin Malik 
RA menceritakan kepadaku bahwa itu adalah permulaan dimana harta 


mendapatkan ini dan ini. " Katanya: Lalu ada seorang anak muda yang maju ke 
medan perang dan Masyikhah tetap memegang panji-panji perang, ia tidak 
melepaskannya, maka ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, 
Masyikhah berkata, “Kami berada di belakang kalian, sekiranya kalian 
dikalahkan tentulah kalian akan lari kepada kami, maka janganlah kalian 
membawa sendirian harta rampasan perang itu dan kami dibiarkan begitu saja, 
anak muda tersebut enggan menjawabnya, mereka berkata, “Rasulullah SAW 
telah menetapkannya bagi kami semua, lalu Allah Ta’ala menurunkan ayat 
yang berbunyi, "Mereka menanyakan kepadamu (muhammad) tentang 
pembagian harta rampasan perang, katakanlah: "Harta rampasan perang itu 
milik Allah dan Rasul." (Qs. Al Anfaal [8]: 1). HR. Abu Daud (2737) dinilai 
shahih oleh Al Hakim (2/131) dan diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (6/291) 
juga dianggap shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 

Ibnu Abi Syaibah dalam Al Mushannaf (Pembahasan mengenai Jihad, Bab: 
Menjadikan harta rampasan perang yang ada pada diri musuh untuk pejuang 
yang membunuhnya, no. 7 dan 8) 

Shahih, HR. Muslim (1753), Abu Daud (2719, 1720), Ahmad (6/26, 28) dan Al 
Baihaqi (6/310). 
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rampasan perang yang diambil dari sesuatu yang dipakai oleh seorang 
musuh dibagi menjadi seperlima, berdasarkan peristiwa inilah mereka 
yang membedakan antara jumlah harta rampasan perang yang diambil 
dari sesuatu yang dipakai oleh musuh antara yang banyak dan yang 
sedikit. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai harta rampasan perang 
yang diambil dari sesuatu yang dipakai oleh musuh, bentuknya seperti 
apa? satu golongan ulama berkata, yaitu semua jenis benda yang dipakai 
oleh musuh, hanya saja sekelompok ulama lainnya mengecualikan emas 
dan perak yang dipakai. 


Bagian keempat: Hukum harta kaum muslimin yang didapat dari 
kekuasaan orang-orang kafir 

Mengenai harta kaum muslimin yang direbut kembali dari tangan 
orang-orang kafir, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini dan terbagi 
menjadi empat pendapat: 

Pertama, harta kaum muslimin yang didapat dari tangan orang- 
orang kafir diberikan kepada pemilikinya dan pasukan perang yang 
merebutya tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari harta tersebut, ini 
adalah pendapat Imam Syafi’i dan para pengikutnya serta Abu Tsaur. 

Kedua, apa saja yang didapat oleh kaum muslimin merupakan harta 
rampasan perang dan menjadi hak pasukan tentara yang berjuang, 
pemilik harta itu tidak memiliki hak sedikit pun, ini adalah pendapat Az- 
Zuhri dan Amru bin Dinar, juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib 
RA. 

Ketiga, bahwa semua yang didapat dari kaum kafir dari harta kaum 
muslimin, maka pemiliknya lebih berhak terhadap harta tersebut sebelum 
masa pembagian harta rampasan perang tanpa diharuskan membayar 
apapun. Adapun setelah pembagian, ia juga lebih berhak namun harus 
membayar nilai tertentu, mereka yang berpendapat seperti ini terbagi 
menjadi dua kelompok: 

Sebagian mereka menilai bahwa pendapat ini berlaku bagi segala 
sesuatu yang direbut dari tangan orang-orang kafir dari harta kaum 
muslimin, dengan cara apapun kaum kafir menguasainya dan di manapun 
adanya. Diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Imam 
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Malik, Ats-Tsauri dan sekelompok para ulama, pendapat ini diriwayatkan 
dari Umar bin Khaththab RA. 


Adapun sebagian yang lain membedakan antara harta yang dikuasai 
oleh orang-orang kafir dengan cara paksa kemudian mereka 
membawanya ke negeri mereka dan yang belum mereka bawa ke negeri 
mereka. Sebagian ulama tersebut mengatakan apabila harta tersebut telah 
dibawa ke negeri kafir, jika pemilik harta tersebut mendapatkannya 
sebelum masa pembagian, maka harta itu menjadi haknya. Sedangkan 
jika ia mendapatkannya setelah masa pembagian, maka ia hanya berhak 
atas ganti seharga harta tersebut. 

Sedangkan apabila harta itu belum sempat dibawa ke negeri kafir, 
maka pemilik harta lebih berhak terhadap harta tersbeut, sebelum 
maupun sesudah masa pembagian. Dan, ini pada hakikatnya menjadi 
pendapat yang keempat. 


Sebab perbedaan pendapat; Kontradiksi antar atsar yang ada dan 
qiyas. Hadits Imran bin Hushain RA menunjukkan bahwa kaum 
musyrikin tidak berhak menguasai harta kaum muslimin sedikitpun, ia 
menyatakan bahwa orang-omg musyrik menyerang kota Madinah secara 
tiba-tiba, mereka merampas unta milik Rasulullah SAW dan seorang 
wanita dari kalangan kaum muslimin. Kemudian pada suatu malam 
ketika mereka tertidur, wanita tersebut bangun dan tatkala ia melatakkan 
tangannya di atas punuk unta, maka unta tersebut terdiam dan 
menurutinya hingga sampai ke unta milik Rasulullah SAW. Kemudian ia 
mendatanginya dan menarik tali kekangnya lalu mengendarainya menuju 
kota Madinah, ia bemadzar jika Allah menyelematkannya, ia akan 
menyembelih unta tersebut. Ketika ia sampai di Madinah, orang-orang 
mengenali unta milik Rasulullah SAW itu, lalu mereka membawanya ke 
hadapan beliau SAW dan wanita tersebut menceritakan kepada beliau 
mengenai nadzarya, maka beliau SAW bersabda. 


9 ^ 9 
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“Alangkah buruk apa yang telah kamu kerjakan, tidak boleh 
bernadzar dalam sesuatu yang tidak dimiliki oleh seorang manusia dan 
tidak boleh bernadzar dalam kemaksiatan. 

Begitupula zhahir hadits Ibnu Umar RA menunjukkan hal yang 
sama, yaitu: bahwa sebuah pasukan menyerangnya dengan tiba-tiba lalu 
kudanya dirampas oleh musuh, kemudian kaum muslimin merebutnya 
kembali hingga kuda tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, peristiwa 
tersebut terjadi pada jaman Rasulullah SAW, dan kedua hadits tersebut 
telah tsabit. 

Adapun hadits yang menunjukkan adanya kepemilikan orang-orang 
kafir terhdap harta kaum muslimin adalah sabda Rasulullah SAW, 

'‘'‘Apakah Agil meninggalkan rumah untuk kita? ”**** artinya ia (Aqil) 
menjual rumah-rumah beliau SAW yang berada di Mekah setelah beliau 
meninggalkan kota Mekah untuk berhijrah ke Madinah. 

Sedangkan mereka yang mengqiyaskan derajat harta benda dengan 
nyawa, berkata, “Orang-orang kafir sebagaimana mereka tidak 
menguasai diri kaum muslimin, mereka pun tidak dapat menguasai harta 
milik kaum muslimin, seperti keadaan seseorang yang tidak dapat 
berlaku adil (maksudnya: ia tidak mungkin dapat menguasai keduanya 
secara bersamaan).” Mereka yang berpendapat bahwa orang-orang kafir 
pun dapat menguasai, berkata, “Orang yang tidak memiliki wewenang 
untuk menguasai, berarti ia harus menjamin sesuatu yang rusak di 
tangannya, padahal para ulama telah bersepakat bahwa orang-orang kafir 
tidak memberikan jaminan terhadap harta kaum muslimin, hal ini 
mengindikasikan bahwa orang-orang kafir pun dapat menguasai harta 
kaum muslimin, sekiranya mereka tidak dianggap menguasainya, 
tentulah mereka akan menjaminnya.” 


Shahih. HR. Muslim (1641), Abu Daud (3316), An-Nasa’i dalam Al Kubra 
(8592), Ahmad (6/429, 430, 432), Ad-Daruquthni (4/182) dan Al Baihaqi 
(9/109). 

Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (1588, 3058), Muslim (1351), Abu Daud 
(2910), An-Nasa i dalam al Kubra (4255, 4256), Ibnu Majah (2730), Ahmad 
(5/201, 202) seluruhnya dari hadits l'rnarnah bin Zaid. 
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Sedangkan mereka yang membedakan antara hukum harta benda 
yang belum dimanfaatkan dengan yang sudah dimanfaatkan, dan antara 
harta benda yang dikuasai dengan cara paksa dengan yang tanpa paksaan, 
mereka menguasainya begitu saja, seperti seorang budak dan kuda 
tunggangan yang kabur melarikan diri, pendapat ini tidak perlu 
diperpanjang, karena tidak ada kata pengantar yang dapat dikatakan 
antara ucapan seorang musyrik dapat menguasai suatu harta dari seorang 
muslim, atau tidak dapat menguasainya, kecuali apabila terdapat dalil 
sam'i (melalui pendengaran), akan tetapi penganut pendapat ini 
berpegang dengan hadits Hasan bin Ammarah RA dari Abdul Malik bin 
Maisarah dari Thawus dari Ibnu Abbas RA, bahwa seorang lelaki 
mendapatkan kembali untanya yang pernah diambil oleh kaum 
musyrikin, lalu Rasulullah SAW bersabda. 
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"'Jika kamu mendapatkannya sebelum dibagikan maka ia menjadi 
hakmu, namun jika kamu mendapatkannya setelah pembagian, maka 
kamu hanya berhak nilai (harganya) saja. hanya saja Hasan bin 
Ammarah telah disepakati mengenai kelemahannya dan para ahli hadits 
tidak menjadikannya sebagai hujjah. 

Yang menjadi kecenderungan madzhab Imam Malik dalam hal ini 
menurut saya adalah keputusan Umar bin Khaththab RA, akan tetapi ia 
tidak menjadikannya untuk diambil menurut nilai harganya setelah waktu 
pembagian menurut zhahir hadits tersebut. Abu Hanifah mengecualikan 
ummul walad dan hamba sahaya dari seluruh harta rampasan perang tidak 
ada dasarnya, karena ia menilai bahwa orang-orang kafir pun dapat 
menguasai seluruh harta kaum muslimin kecuali dua jenis itu. Demikian 
pula pendapat Imam Malik mengenai ummul walad yang didapati oleh 
majikannya setelah waktu pembagian, menjadi wewenang imam untuk 
menebusnya. Jika tidak mau, maka hendaknya ia dipaksa untuk 


Sanadnya dha'if jiddan. HR. Ad-Daruquthni (4/115) dan Al Baihaqi (9/111), 
penyebab kedhaifannya adalah Hasan bin Ammarah, ia adalah Abu Muhammad 
Al Kufi Al Faqih termasuk salah seorang pembesar di kalangan tabi'in. Ibnu 
Hajar berkata, "la seorang yang matruk (haditsnya ditinggalkan)." 
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menebusnya, dan jika ia tidak mempunyai hatta untuk menebusnya, maka 
budak itu diberikan kepadanya dan dikeluarkan dari jatah bagiannya 
sebagai utang yang harus dilunasi manakala memiliki kelapangan untuk 
melakukannya. 

Pendapat ini pun tidak perlu diperhatikan, karena jika orang-orang 
kafir tidak menguasai harta mereka maka tentu tidak ada kewajiban untuk 
membayarnya dengan nilai harganya, jika dianggap bahwa mereka telah 
menguasainya, maka tidak ada jalan lain lagi untuk mendapatkannya 
kembali, dan tidak ada perbedaan antara hamba sahaya dengan harta 
benda lainnya, kecuali dalam hal yang telah ditetapkan oleh nash. 

Diantara pokok perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah 
mengenai permasalahan apakah orang musyrik dianggap dapat 
menguasai harta seorang muslim atau tidak? para ahli fikih berbeda 
pendapat mengenai seorang kafir yang masuk Islam dan terdapat harta 
seorang Muslim padanya, apakah hal itu sah atau tidak? Imam Malik dan 
Abu Hanifah berkata, “Hal itu sah baginya.” Imam Syafi’i tetap 
berpegang pada pokok pendapatnya bahwa hal itu tidak sah baginya. 

Imam Malik dan Abu Hanifah berbeda pendapat mengenai seorang 
Muslim yang menyusup ke dalam lingkungan orang-orang kafir untuk 
mencuri dan mengambil harta seorang Muslim lainnya dari tangan 
mereka. Abu Hanifah berkata, ‘ia lebih berhak terhadap harta tersbut, 
jika pemiliknya menginginkan hartanya itu, maka ia harus membayar 
nilai harganya.” Sedangkan Imam Malik berkata, “Harta itu menjadi hak 
pemiliknya.” ia tidak menghukumi menurut asalnya. 

Diantara permasalahan lainnya dalam bab ini adalah seorang kafir 
harbi yang masuk Islam dan meninggalkan anak, istri dan hartanya di 
negeri kafirnya dahulu, apakah yang ditinggalkannya itu memiliki sifat 
“keharaman” sebagai harta seorang muslim, istri dan anaknya tidak boleh 
dikuasai oleh kaum muslimin jika mereka mengalahkan orang-orang 
kafir, atau yang ditinggalkannya itu tidak memiliki sifat 
“keharamannya”? Diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa 
semua yang ditinggalkannya memiliki sifat “keharaman” sebagai milik 
seorang Muslim. Sebagian yang lainnya berkata, “Semua yang 
ditinggalkannya tidak memiliki sifat ‘keharaman’.” Dan diantara mereka 
ada yang membedakan antara harta benda dengan anak dan istri, mereka 
berkata, “Haila benda tidak memiliki sifat ‘keharaman’, adapun anak dan 
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istri memiliki sifat ‘keharaman’, pendapat ini berlawanan dengan qiyas 
yang ada, ini adalah pendapat Imam Malik. 

Secara hukum asal, yang membolehkan penguasaan harta benda 
adalah kekufuran, dan yang terjaga serta yang terpelihara adalah Islam, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 

"Jika mereka mengatakannya (Laa ilaaha illallah), berarti mereka 
telah menjaga darah (nyawa) dan harta mereka dariku. ”*** mereka yang 
menganggap adanya alasan pembolehan menguasai harta selain 
kekufuran dari tangan musuh atau yang lainnya, maka hendaknya ia 
mengajukan dalil, dan tidak ada sedikit pun dalil yang menyelisihi kaidah 
ini. Wallahu a'lam. 


Bagian Kelima: Hukum pertanahan yang dikuasai oleh kaum 
Muslimin 

Para ulama berbeda pendapat mengenai tanah yang dikuasai oleh 
kaum muslimin dengan cara paksa (dari tangan orang-orang kafir). Imam 
Malik berkata, “Tanah tidak dibagi-bagi, ia hendaknya dijadikan sebagai 
wakaf yang hasilnya ditujukan untuk kemaslahatan kaum muslimin, 
untuk pembiayaan pasukan perang, membangun jembatan-jembatan, 
masjid-masjid dan berbagai kepentingan masyarakat, kecuali apabila 
suatu saat imam menganggap bahwa kemaslahatan yang lebih besar 
adalah dengan membagikannya, maka ia memiliki hak untuk 
melakukannya.” 

Imam Syafi’i berkata, “Tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin 
hendaknya dibagi-bagikan seperti halnya harta rampasan perang lainnya 
(dibagi menjadi seperlima).” Abu Hanifah berkata, “Seorang imam 
berhak memilih dan menentukan kebijakannya, apakah membagikannya 
kepada kaum muslimin atau mewajibkan kepada pemiliknya (orang- 


Multafag alaih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu, hadits ini secara lengkap 
berbunyi, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka 
mengucapkan 'Laa ilaaha illallah', jika mereka telah mengucapkannya, berarti 
mereka telah menjaga darah (nyawa) dan harta benda mereka dariku, kecuali 
sesuatu yang diambil dengan haknya dan perhitungannya di sisi Allah. " 
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orang kafir) untuk membayar pajak hasil buminya setelah diserahkan 
kepada mereka dalam pengurusannya. 

Sebab perbedaan pendapat; Kontradiksi pemahaman ayat Al 
Qur'an dalam surah Al Anfaal dan dalam surah Al Hasyr, yakni zhahir 
ayat dalam surah Al Anfaal mengandung pengertian bahwa semua harta 
rampasan perang hendaknya dibagi menjadi seperlima, yaitu firman 
Allah SWT, ‘‘Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu 
peroleh sebagai rampasan perang. ” (Qs. Al Anfaal [8]: 41) dan firman- 
Nya dalam surah Al Hasyr, orang-orang yang datang sesudah 

mereka. ” (Qs. Al Hasyr [59]: 10) dihubungkan kepada penyebutan 
orang-orang yang berhak mendapatkan harta fa'i, mungkin dipahami 
bahwa semua orang yang hadir disebutkan dalam kedua ayat di atas 
bersekutu dalam hal harta fa'i, sebagaimana yang diriwayatkan dari 
Umar RA ketika menafsirkan firman Allah SWT, “'Dan orang-orang 
yang datang sesudah mereka." (Qs. Al Hasyr [59]; 10) tidaklah aku 
melihat ayat ini kecuali ia mencakup semua orang hingga penggembala 
kambing di gurun pasir, atau seperti itulah perkataannya. Oleh karenanya 
ia tidak membagi-bagikan tanah yang dikuasai oleh kaum muslimin 
dengan paksa pada jamannya dari negeri Irak dan Mesir. 

Mereka yang menganggap bahwa kedua ayat Al Qur'an tersebut 
memiliki kandungan makna yang sama dan bahwa ayat Al Qur'an dalam 
surah Al Hasyr berfungsi mengkhususkan ayat dalam surah Al Anfaal, 
mereka mengecualikan semua pertanahan dari harta rampasan perang. 

Sedangkan mereka yang melihat bahwa kedua ayat tersebut tidak 
memiliki kandungan makna yang sama, mereka menilai bahwa ayat 
dalam surah Al Anfaal menjelaskan tentang harta rampasan perang 
(ghanimah) dan ayat dalam surah Al Hasyr mengenai harta fa 'i secara 
zhahirnya demikian. Mereka berkata, “Yang wajib dilakukan adalah 
membagi-bagikan semua jenis urusan tanah menjadi seperlima, terlebih 
lagi telah tsabit dari Rasulullah SAW, bahwa beliau membagi-bagikan 
tanah Khaibar kepada seluruh pasukan perang. Mereka berkata, “Yang 
harus dilakukan adalah membagi-bagikan tanah tersebut berdasarkan 
keumuman ayat di atas dan kebijakan Nabi SAW merupakan penjelasan 
dari sesuatu yang global dalam nash Al Qur'an di samping yang umum.” 

Adapun Abu Hanifah yang berpendapat dengan menerapkan 
prinsip pilihan bagi seorang imam, antara membagi-bagikan tanah 
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tersebut dengan memberikan wewenang kepada orang-orang kafir untuk 
mengolahnya lalu mereka membayar pajak buminya kepada kaum 
muslimin, karena beliau berpegang pada sebuah riwayat bahwa 
Rasulullah SAW memberikan penawaran kepada penduduk (Yahudi) 
Khaibar dengan setengah dari hasil panennya. Kemudian beliau 
mengutus Ibnu Rahawaih dan membaginya (hasil panen tersebut) kepada 
mereka. Mereka menyatakan bahwa secara zhahirnya di sini, Rasulullah 
SAW tidak membagi-bagikan tanah tersebut seluruhnya, akan tetapi 
beliau SAW membagi-bagikan sebagian tanah tersebut dan membiarkan 
sebagiannya lagi tidak dibagi-bagikan kepada para mujahidin. Oleh 
karena itulah seorang imam memiliki wewenang untuk memilih antara 
membagi-bagikan tanah itu semuanya atau membiarkannya di tangan 
orang-orang kafir untuk mengolahnya dan mereka membayar pajak hasil 
buminya, demikianlah yang diterapkan oleh Umar bin Khaththab RA. 

Dan jika orang-orang kafir itu masuk Islam setelah penaklukan 
negeri mereka, maka seorang imam juga memiliki wewenang untuk 
memilih antara membebaskannya, memberikannya begitu saja kepada 
mereka, atau membagi-bagikannya seperti yang pernah dilakukan oleh 
Rasulullah SAW di Mekah (yaitu beliau membebaskan mereka semua). 
Hal ini berlaku bagi sebuah negeri yang ditaklukkan dengan kekerasan, 
meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, yang paling 
benar adalah kota Mekah ditaklukkan dengan kekuatan bersenjata, 
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 

Pendapat yang mengatakan bahwa ayat Al Qur'an mengenai 
ghanimah dan hukum fa'i dipahami sesuai konsep pilihan atau bahwa 
ayat tentang hukum fa'i berfungsi menghapus ayat mengenai ghanimah 
atau ia sebagai dalil yang mengkhususkannya, namun ini adalah pendapat 
yang sangat lemah, kecuali jika istilah fa'i dan ghanimah menunjukkan 
satu makna yang sama, namun jika demikian halnya maka kedua ayat itu 
saling bertentangan, karena ayat dalam surah Al Anfaal mengharuskan 
adanya pembagian seperlima, sedangkan ayat dalam surat Al Hasyr tidak 
ada keharusan untuk itu. Maka sudah semetinya salah satu dari keduanya 
menghapus yang lainnya, atau seorang imam memiliki wewenang untuk 
memilih antara membagi-bagikannya menjadi seperlima atau tidak, dan 
itu semua berlaku pada semua bentuk harta rampasan perang. Pendapat 
ini diklaim oleh sebagian ulama sebagai pendapat banyak orang, dan saya 
juga mengira sebagai salah satu pendapat dari madzhab Imam Malik. 
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Madzhab yang mengkompromikan antara kedua ayat tersebut wajib 
untuk tidak membagi-bagikan pertanahan dan boleh membagi-bagikan 
harta rampasan perang lainya selain pertanahan, sehingga salah satu ayat 
tersebut berfungsi sebagai dalil yang mengkhususkan ayat lainnya atau 
berfungsi sebagai penghapusnya, hingga ayat dalam surah Al Anfaal 
mengkhususkan keumuman yang terdapat dalam ayat dalam surah Al 
Hasyr yang menjelaskan selain masalah pertanahan. Maka di dalamnya 
harus ada pembagian seperlima, sedangkan ayat dalam surah Al Hasyr 
tersebut mengkhususkan ayat dalam surah Al Anfaal untuk pertanahan, 
hingga tidak diharuskan adanya pembagian seperlima, pendapat ini tidak 
benar kecuali adanya dalil untuk itu, padahal secara zhahirnya ayat dalam 
surah Al Hasyr itu mencakup salah satu jenis harta rampasan perang yang 
berbeda hukumnya dengan jenis harta rampasan perang dalam surah Al 
Anfaal, karena firman Allah SWT, 





"Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk 
mendapatkannya... " (Qs. Al Hasyr [59]: 6) ini adalah petunjuk mengenai 
sebab yang mengharuskan pemberian hak penuh kepada semua pasukan 
perang, bukan kepada semua kaum muslimin pada umumnya, sedangkan 
pembagian harta rampasan perang yang merata pada semua kaum 
muslimin diambil dengan cara penaklukan kekuatan bersenjata. 


Bagian keenam: Hukum pembagian fa'i 

Menurut jumhur ulama fa 'i adalah semua harta rampasan perang 
yang didapat oleh kaum muslimin dari kekuasaan kaum kafir dengan 
ancaman dan peringatan, dan tidak menyerangnya dengan pasukan 
bersenjata. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai sektor pembagiannya, 
sebagian ulama berkata, “Harta rampasan perang/a'/ diperuntukkan bagi 
semua kaum muslimin, baik miskin maupun kaya. Imam membagikannya 
kepada pasukan perang yang turut berjuang, kepada para hakim dan para 
gubernur (kepala daerah), dan untuk membiayai semua fasilitas yang 
diperlukan oleh kaum muslimin, seperti membangun jembatan, 
merenovasi masjid dan lainnya, serta tidak dibagi menjadi seperlima. 
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Inilah pendapat jumhur ulama, hal ini telah tsabit dan merupakan 
kebijakan Abu Bakar dan Umar RA. 

Imam Syafi’i menyatakan bahwa harta fa'i tersebut hendaknya 
dibagi menjadi seperlima, dan yang seperlima itu dibagikan kepada 
kelompok yang disebutkan di dalam ayat tentang ghanimah. Mereka 
adalah pihak-pihak yang berhak mendapatkan seperlima harta rampasan 
perang {ghanimah) itu sendiri, dan sisanya dibagikan kepada pihak-pihak 
tertentu sesuai kebijakan seorang imam, baik ia mengambilnya untuk 
dirinya, keluarganya dan orang-orang yang dia inginkan. Saya mengira 
ada sebagian ulama yang berkata, “Harta fa'i tidak boleh dibagi-bagikan 
menjadi seperlima, melainkan hendaknya dibagikan kepada golongan- 
golongan yang berhak mendapatkan seperlima ghanimah." Saya kira ini 
adalah salah satu dari pendapat Imam Syafi’i. 

Sebab perbedaan pendapat: para ulama yang mengatakan bahwa 
seluruh harta rampasan perang dibagikan kepada lima golongan tersebut 
atau dibagikan menurut kebijakan imam adalah perbedaan persepsi 
mereka mengenai pembagian seperlima dari harta rampasan perang 
(ghanimah) itu sendiri, hal ini sudah disebutkan terdahulu (maksud saya 
adalah mereka yang berpendapat bahwa penyebutan lima golongan dalam 
ayat di atas termasuk dalam bab tanbih (perhatian) bagi orang-orang yang 
berhak mendapatkannya. Mereka berkata, “Ia diperuntukkan bagi 
beberapa golongan yang disebutkan itu dan orang-orang yang berada di 
atas mereka.” Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa penyebutan 
golongan-golongan itu termasuk dalam bab ta'did (batasan bilangan) bagi 
orang-orang yang berhak mendapatkan harta ini. Mereka berkata, “Harta 
itu tidak boleh dibagikan kepada selain mereka, artinya hal itu termasuk 
dalam bab khusus, bukan termasuk dalam bab tanbih). ” 

Adapun membagikan harta fa'i menjadi seperlima, tidak ada yang 
mengatakannya sebelum Imam Syafi’i, yang membuatnya berpendapat 
demikian adalah melihat bahwa harta fa'i juga dibagikan menurut 
(keumuman) ayat Al Qur'an kepada beberapa golongan yang berhak 
mendapatkan seperlima, lalu ia berkeyakinan bahwa7« 7 juga dibagi-bagi 
menjadi seperlima, karena ia mengira bahwa pembagian ini khusus bagi 
harta yang dibagi menjadi seperlima, padahal perkara tersebut tidak 
secara tegas, melainkan secara zhahir pembagian menjadi seperlima itu 
mencakup seluruh harta rampasan perang /a'/ dan bukan sebagiannya 
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saja. Menurut perkiraan saya, ini adalah pendapat salah satu kelompok 
ulama. 

Imam Muslim meriwayatkan dari Umar RA, ia berkata, “Harta 
Bani Nadhir yang diberikan oleh Allah sebagai harta fa'i bagi Rasul-Nya 
SAW tanpa melalui serangan kekuatan bersenjata (kuda dan unta), dan 
Nabi SAW memilikinya secara penuh, beliau memberikannya kepada 
keluarga untuk mencukupi kebutuhan mereka selama satu tahun, dan 
sisanya untuk membangun beberapa fasilitas umum dan perlengkapan 
senjata yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk berjihad di Jalan 
Allah. Hadits ini memberikan pemahaman pendapat yang dianut oleh 
Imam Malik. 


Bagian ketujuh: Hukum jizyah 

Pembahasan dalam bagian ini meliputi enam permasalahan pokok: 


Masalah pertama: Dari siapakah jizyah diambil 

Para ulama telah bersepakat bahwa jizyah boleh diambil dari 
kalangan ahlul kitab non Arab dan umat majusi, sebagaimana telah 
dijelaskan terdahulu. Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan 
mengambil jizyah dari selain ahlul kitab dan dari ahlul kitab dari bangsa 
Arab. Semua ini setelah mereka bersepakat bahwa ahlul kitab bangsa 
Quraisy tidak boleh diambil jizyahnya, permasalahan ini telah dijelaskan 
pada pembahasan terdahulu. 


Masalah kedua: Golongan yang wajib membayar jizyah? 

Para ulama telah bersepakat bahwa yang wajib membayar jizyah 
dari mereka adalah yang memenuhi tiga kriteria berikut, yaitu laki-laki, 
baligh dan merdeka. 

Jizyah tidak wajib atas kaum wanita dan anak-anak, karena jizyah 
dapat dikatakan sebagai pengganti (penjamin) dari pembunuhan, dan 
pembunuhan (dalam peperangan) hanya ditujukan kepada kaum lelaki 
dewasa, adapun membunuh kaum wanita dan anak-anak adalah perbuatan 
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yang dilarang.***^ Demikian pula mereka telah bersepakat bahwa budak 
tidak wajib membayar jizyah. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai beberapa kriteria lainnya 
dari kaum lelaki yang boleh dibunuh, mereka berselisih pendapat 
mengenai orang gila dan orang yang lumpuh. Juga diantaranya mengenai 
orang tua yang sudah sangat lanjut usia dan tidak sanggup lagi berjalan. 
Dan, mengenai para rahib dan pendeta, juga mengenai orang miskin, 
apakah mereka dibebani sebagai utang yang harus dilunasi ketika 
memiliki kelapangan untuk itu atau tidak? Semua perkara ini adalah 
permasalahan ijtihad dan tidak ada ketetapan nash syariat yang 
menjelaskannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah mereka boleh diperangi atau 
tidak? 


Masalah ketiga: Jumlah kadar jizyah 

Berapa besarkah kadar jizyah yang wajib dibayarkan? Para ulama 
berbeda pendapat mengenai hal ini. Imam Malik berpendapat; Kadar 
yang wajib dibayarkan adalah sebesar apa yang telah ditetapkan oleh 
Umar RA, yaitu wajib atas pemilik emas untuk membayar sebesar empat 
dinar, atas pemilik perak sebesar empat puluh dirham. Di samping itu, 
mereka juga harus memberikan nafkah kepada kaum muslimin dan 
menyediakan hidangan (jamuan tamu) selama tiga hari kepada mereka, 
tidak bertambah dan tidak berkurang dari itu. Imam Syafi’i mengatakan 
bahwa batas minimalnya adalah satu dinar dan maksimalnya tidak 
terbatas, itu semua sesuai kesepakatan dengan mereka. 

Sebagian ulama menyatakan bahwa dalam hal ini tidak ada 
ketetapan nash syariat, ia dikembalikan kepada kebijakan dan ijtihad 
seorang imam, ini adalah pendapat Ats-Tsauri. Abu Hanifah dan 
pengikutnya mengatakan bahwa jumlah kadar jizyah adalah dua belas 
dirham, dua puluh empat dirham, dan empat puluh delapan dirham. 
Orang miskin tidak boleh membayar kurang dari dua belas dirham dan 
yang kaya tidak melebihi empat puluh delapan dirham serta mereka yang 
kelas menengah membayar dua puluh empat dirham. Imam ahmad 


Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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berkata, “Besarnya satu dinar, atau senilai pakaian orang Yaman, tidak 
lebih dan tidak kurang dari itu.” 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antar riwayat dalam bab 
ini. Telah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengutus 
Muadz RA ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil 
(jizyah) dari setiap orang yang telah dewasa sebesar satu dinar atau 
senilai pakaian mereka.*^” 

Telah tsabit riwayat dari Umar RA, bahwasaya beliau mewajibkan 
jizyah kepada pemilik emas sebesar empat dinar, kepada pemilik perak 
sebesar empat puluh dirham, di samping mereka harus memberikan 
nafkah kepada kaum muslimin dan memberikan jamuan hidangan tamu 
selama tiga hari.*^‘ 

Diriwayatkan pula dari beliau RA, bahwa beliau mengutus Utsman 
bin Hanif RA untuk menetapkan jizyah kepada penduduk Sawad empat 
puluh delapan, dua puluh empat, dan dua belas dirham. 

Mereka yang memahami hadits-hadits ini menurut prinsip pilihan, 
berpegang dengan keumuman yang terdapat dalam istilah jizyah, 
pasalnya tidak ada satupun hadits dari Rasulullah SAW yang disepakati 
keshahihannya dalam hal ini, melainkan terdapat dalam Al Qur'an secara 
umum saja, ia berkata, “Tidak ada batasan dalam masalah ini, dan inilah 
yang lebih tegas.” Wallahu a'lam. 

Dan mereka yang menggabungkan antara hadits Muadz RA dan 
riwayat yang tsabit dari Umar RA, berkata, “Kadar minimal dibatasi dan 
maksimal tidak terbatas.” 

Sedangkan mereka yang menguatkan salah satu hadits Umar RA 
berkata, “Empat puluh dirham atau empat dinar, empat puluh delapan dan 
dua puluh empat atau dua belas dirham, sebagaimana terdahulu.” 

Adapun mereka yang menguatkan hadits Muadz RA karena ia 
hukumnya marfu' berkata, “Kadarnya sebesar satu dinar saja, tidak lebih 
dan tidak kurang dari itu.” 


Shahih. HR. Abu Daud (1576, 1577, 1578, 3038, 3039), At-Tirmidzi (623), 
An-Nasa'i (5/25,26), Ibnu Majah (1803), Ahmad (5/230), Abdurrazak (68431), 
Ath-Thayalisi (567), Ad-Darimi (1/382) Ad-Daruquthni (2/102) Al Baihaqi 
(4/98), (9/187) dan dinilai Shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
Sanadnya Shahih. HR. Malik dalam Al Muwatha' (605) dan Al Baihaqi (14/31). 
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Masalah keempat: Kapankah kewajiban jizyah diberlakukan dan 
digugurkan? 

Para ulama telah bersepakat bahwa ia tidak wajib dibayarkan 
kecuali telah melewati haul (satu tahun) dan gugur apabila ia masuk 
Islam sebelum lewat masa satu tahun tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang kafir yang masuk 
Islam setelah lewat satu haul, apakah jizyahnya diambil untuk satu tahun 
yang telah berlalu atau satu tahun yang sebelumnya? Sebagian ulama 
berkata, “Jika ia masuk Islam, ia tidak wajib membayar jizyahnya setelah 
lewat satu haul semenjak ia memeluk islam atau sebelum melewati satu 
haul tersebut, inilah pendapat jumhur ulama. Sebagian yang lain 
berpendapat, “Jika ia masuk Islam setelah lewat satu haul, ia tetap wajib 
mtmbayar jizyahnya, namun jika sebelum lewat satu haul, ia tidak wajib 
membayar jizyahnya.” 

Para ulama bersepakat bahwa ia tidak wajib membayar jizyahnya 
sebelum melewati batas haul, karena haul merupakan syarat wajibnya. 
Apabila ia mendapatkan sesuatu yang dapat menggugurkan kewajibannya 
-yaitu masuk Islam- sebelum ditetapkannya kewajibannya tersebut 
(dengan kata lain sebelum terpenuhi syarat wajibnya), maka ia tidak 
wajib membayar. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajibannya setelah 
melalaui satu haul, karena ia telah wajib membayarkannya, maka mereka 
yang menganggap bahwa Islam menggugurkan kewajiban tersebut yang 
ada di masa kekufuran, sebagaimana Islam menggugurkan sekian banyak 
kewajiban-kewajiban lainnya, mereka berkata, “Kewajiban jizyah gugur 
darinya meskipun masuk islamnya setelah lewat satu haul.” Sedangkan 
mereka yang melihat bahwa Islam tidak menggugurkan kewajiban ini 
sebagaimana ia tidak menggugurkan sekian banyak hak-hak yang terkait 
seperti halnya utang piutang dan sebagainya, mereka berkata, 
“Kewajibany/zyaJz tidak gugur darinya setelah melewati batas haul.” 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah Islam menggugurkan 
kewajiban membayar jizyah atau tidak? 


Masalah kelima: Jenis jizyah 

Menurut jumhur ulama, jizyah terbagi menjadi tiga jenis: 
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\.Jizyah paksaan (Jizyah untuk keselamatan jiwa), yaWu jizyah 
yang sedang kami bahas di sini (yang diwajibkan kepada orang-orang 
kafir yang diperangi setelah penaklukan). 

2. Jizyah perdamaian yaitu jizyah yang dibayarkan dengan suka rela 
untuk menjaga diri mcKka., jizyah ini tidak ada batasan waktunya, tidak 
ada kewajibannya dan tidak ada pula yang wajib membayarnya serta 
tidak ada kewajiban waktu pembayarannya, semua itu dikembalikan 
sesuai kesepakatan antara kaum muslimin dengan pihak-pihak yang 
berdamai. Selain itu ada sekelompok ulama yang berkata, “Apabila kaum 
muslimin wajib menerima jizyah perdamaian ini, konsekuensinya harus 
ada kadar tertentu yang diberikan oleh orang-orang kafir kepada kaum 
muslimin, sehingga batasan minimalnya harus ditentukan dan batas 
maksimalnya boleh tidak ditentukan.” 

h. Jizyah Usyuriyah (Jizyah perniagaan sebesar sepuluh persen), 
menurut jumhur ulama tidak ada kewajiban atas ahlu dzimah untuk 
membayar jizyah ini, karena tidak ada kewajiban zakat pada harta 
mereka, kecuali apa yang diriwayatkan dari segolongan ulama diantara 
mereka yang mewajibkan sedekah dua kali lipat atas kaum Nasrani Bani 
Taghlib (maksudnya mereka mewajibkan untuk memberikan dua kali 
lipat seperti zakat yang wajib atas kaum muslimin), ini adalah pendapat 
Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Ahmad dan Ats-Tsauri. Hal ini juga 
merupakan kebijakan Umar bin Khaththab RA, dalam masalah ini tidak 
ada nash dari Imam Malik. Hal ini telah dijelaskan di dalam pembahasan 
mengenai zakat. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah mereka wajib 
membayar jizyah (pajak) perniagaan sebesar sepuluh persen pada harta 
benda mereka yang diperjual-belikan di negeri kaum muslimin, atau ijin 
yang diberikan kepada orang-orang kafir yang diperangi untuk 
berdagang, atau tidak wajib kecuali dengan syarat? Imam Malik dan 
mayoritas ulama berpendapat bahwa para pengusaha ahlu dzimmah yang 
diwajibkan kepada mereka untuk membayar jizyah di negerinya, wajib 
membayar jizyah perniagaan sebesar sepuluh persen dari usaha yang 
dilakukannya dari satu negeri ke negeri lainnya, kecuali perniagaan yang 
mereka bawa khusus ke kota Madinah, maka diambil darinya sebesar 
lima persen dari hasil perniagaannya. 
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Abu Hanifah menyetujui kewajiban membayar jizyah ini dengan 
adanya ijin untuk melakukan perniagaan atau ijin untuk usahanya 
tersebut, namun ia berbeda pendapat dalam menentukan prosentase 
besarnya dan mengatakan bahwa mereka wajib membayar lima persen 
dari hasil perniagaannya. 

Imam Malik tidak mensyaratkan nishab atau haul dalam 
mewajibkan jizyah perniagaan ini, sedangkan Abu Hanifah mensyaratkan 
sampainya batas nishab dan haul dalam kewajiban membayar lima 
persen jizyah ini, yaitu nishab-nya sesuai yang berlaku pada kaum 
muslimin dalam pembahasan mengenai zakat. 

Imam Syafi’i berkata, “Tidak ada kewajiban atas mereka 
membayar jizyah ini dan tidak pula lima persen dari perniagaannya, 
dalam masalah ini tidak ada sesuatu yang ditentukan kecuali berdasarkan 
kesepakatan dan syarat yang ia buat sendiri. Menurut prinsip ini maka 
jizyah usyuriyah {jizyah perniagaan sebesar sepuluh persen) termasuk 
dalam jizyah perdamaian. Menurut madzhab Imam Malik dan Abu 
Hanifah jizyah ini adalah jenis ketiga selain jizyah perdamaian dan jizyah 
paksaan. 

Sebab perbedaan pendapat: Tidak adanya Sunnah secara 
langsung dari Rasulullah SAW dalam masalah ini, melainkan hal itu 
tsabit dari kebijakan Umar bin Khaththab RA. 

Mereka yang melihat bahwa kebijakan Umar RA di sini atas dasar 
perintah yang pernah berlaku pada jaman Rasulullah SAW, hal itu berarti 
menjadi Sunnah mereka, sedangkan mereka yang melihat bahwa 
kebijakan Umar RA tidak berdasarkan syarat yang ditetapkan, sekiranya 
tidak demikian tentu akan disebutkan di dalam Sunnah. Mereka berkata, 
“Hal itu bukanlah sebuah Sunnah yang harus dikerjakan melainkan 
dengan syarat.” 

Abu Ubaid mengatakan di dalam Al Amwaal dari seorang sahabat 
Nabi SAW, dikatakan kepadanya, “Mengapa kalian mengambil sepuluh 
persen dari perniagaan orang-orang musyrik bangsa Arab?” Ia menjawab, 
“Karena mereka dahulu mengambil dari kami sepuluh persen ketika kami 
berada di negeri mereka.” Imam Syafi’i berkata, “Batas minimal yang 
wajib disyaratkan adalah sebesar apa yang ditetapkan oleh Umar bin 
Khaththab RA, namun jika mereka mensyaratkan lebih dari jumlah 
tersbeut, maka itu lebih baik.” Dia berkata, “Hukum orang kafir harbi 
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jika memasuki negeri kaum muslimin dengan jaminan keamanan, maka 
hukumnya layaknya ahlu dzimmah." 


Masalah keenam: Sektor penyebaran jizyah 

Para ulama bersepakat bahwa pemerataan bagian jizyah 
diberlakukan demi kemashlahatan kaum muslimin tanpa batas, 
sebagaimana halnya harta fa'L Menurut sebagian kelompok ulama, 
hendaknya ia dikembalikan kepada kebijakan imam. Mayoritas ulama 
mengatakan bahwa istilah fa'i berlaku unlukJizyah dalam ayat Al Qur'an 
mengenai fa'i, jika permasalahannya demikian, maka harta benda 
menurut syariat Islam terbagi menjadi tiga jenis; sedekah, fa i dan 
ghanimah. 

Inilah pembahasan yang memadai mencakup pokok-pokok 
permasalahan dalam tema ini. 
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KITAB AL AlMAN (SUMPAH) 


Pembahasan ini meliputi dua bab pembahasan utama; 


Babi 

Jenis Sumpah dan Hukumya 

Pembahasan ini mencakup tiga bagian; 

1. Sumpah yang dibolehkan dan perbedaannya dengan yang tidak 
dibolehkan. 

2. Sumpah sia-sia dan sumpah yang berlaku. 

3. Sumpah yang dapat terangkat dengan kafarat dan yang tidak. 

Bagian pertama: Sumpah yang dibolehkan dan perbedaannya 
dengan yang tidak dibolehkan 

Jumhur ulama bersepakat bahwa dalam syariat Islam terdapat 
perkara yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan sumpah di dalamnya, 
hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai sesuatu yang boleh 
dilakukan sumpah padanya. Sebagian ulama berkata, “Sumpah yang 
dibolehkan dalam syariat hanyalah sumpah dengan nama Allah dan orang 
yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti telah berbuat maksiat.” 
Sebagian yang lain berkata, “Sumpah boleh dilakukan dengan perkara- 
perkara yang dimuliakan dalam agama.” 

Ulama yang menyatakan bahwa sumpah yang diperbolehkan adalah 
sumpah yang menggunakan nama Allah bersepakat boleh bersumpah 
menggunakan seluruh nama-nama Allah, namun mereka berbeda 
pendapat mengenai sumpah yang menggunakan sifat dan perbuatan 
Allah. 

Sebab perbedaan pendapat; Mengenai sumpah dengan nama 
selain Allah dari perkara-perkara yang dimuliakan dalam agama, adalah 
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adanya kontradiksi antara zhahir ayat Al Qur'an yang menjelaskan hal itu 
dengan hadits. Hal itu karena Allah SWT telah bersumpah dalam kitab- 
Nya dengan bermacam-macam sesuatu, seperti firman Allah SWT, 

!^(3j UaJlj 


‘‘‘'Demi langit dan yang datang pada malam hari. ” (Qs. Ath- 
Thaariq [86]: 1). 

Firman-Nya, 


"Demi bintang ketika terbenam." (Qs. An Najm [53]: 1) dan 
sumpah-sumpah lainnya yang terdapat di dalam Al Qur'an. 

Dan telah ditetapkan pula bahwa Nabi SAW pernah bersabda. 


0 % a y 

. t . 


“Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama 
bapak moyang kalian, barangsiapa yang bersumpah hendaklah atas 
nama Allah atau hendaknya ia diam. 

Mereka yang menggabungkan antara hadits dan Al Qur'an berkata, 
“Sesungguhnya perkara-perkara yang dijadikan sebagai objek bersumpah 
yang terdapat di dalam Al Qur'an, di dalamnya terdapat sesuatu (kalimat) 
yang mahdzuf (ditiadakan), yaitu lafazh “Allah Azza wa Jalla", sehingga 
pada hakikatnya kalimat tersebut semestinya berbunyi, “Demi Rabb 
bintang yang tenggelam”, “Demi Rabb langit”, dan seterusnya, 
selanjutnya mereka mengatakan bahwa sumpah yang diperbolehkan 
hanyalah sumpah atas nama Allah semata. 

Mereka yang mengkompromikan keduanya berkata, “Maksud dari 
hadits Nabi SAW di atas adalah tidak boleh memuliakan sesuatu yang 
tidak dimuliakan oleh syariat dengan dalil sabda beliau SAW, 


Muttafag alaih. HR. Al Bukhari (6646, 6647), Muslim (1646), Abu Daud 
(3249), At-Tirmidzi (1534), An-Nasa'i (7/4), Ahmad (2/8) seluruhnya dari 
hadits Ibnu Umar RA. 
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"'Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama bapak 
moyang kalian... ” hadits ini termasuk konsep khusus untuk perkara yang 
umum, maka ia membolehkan bersumpah dengan perkara-perkara yang 
dimuliakan dalam syariat. 

Jika demikian, maka sebab perbedaan pendapat para ulama dalam 
permasalahan ini adalah perbedaan persepsi mereka dalam menerapkan 
ayat-ayat Al Qur'an dan hadits di atas. 

Adapun mereka yang melarang sumpah dengan sifat-sifat dan 
perbuatan-perbuatan Allah SWT adalah pendapat yang dha ’if. 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah hadits tersebut hanya 
mengandung penetapan hukum atas nama Allah saja, atau juga terkaiat 
dengan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah, akan tetapi mengaitkan 
hadits tersebut hanya pada nama Allah saja merupakan pola pikir yang 
statis, lebih dekat seperti madzhabnya ahlu zhahir, meskipun juga 
diriwayatkan dalam madzhab (Imam Malik) seperti yang diceritakan oleh 
Al Lakhmi dari Muhammad bin Muwaz. Namun ada sebagian ulama 
yang berpendapat janggal dengan melarang sumpah atas nama Allah 
SWT, cukuplah hadits di atas yang menyelisihi pendapat ini. 


Bagian kedua: Sumpah yang sia-sia dan yang berlaku 


Para ulama telah bersepakat bahwa diantara sumpah-sumpah ada 
yang sia-sia (tidak sah) dan ada yang sah (berlaku), berdasarkan pada 
firman Allah SWT, 




“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu 
yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 
89) 


Para ulama berbeda pendapat mengenai bagaimana sumpah yang 
sia-sia itu? 


Pendapat pertama. Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat 
bahwa sumpah yang sia-sia adalah sumpah yang dilakukan oleh 
seseorang terhadap sesuatu yang menurut perkiraannya yakin akan 
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terlaksana, namun kemudian yang terjadi tidak sesuai dengan sumpahnya 
tersebut. 

Pendapat kedua. Imam Syafi’i berkata, “Sumpah yang sia-sia 
adalah sumpah yang tidak diniatkan untuk mengerjakannya, seperti yang 
biasa dilakukan oleh sebagian orang dalam ucapannya, “Tidak, demi 
Allah.”*^^ “Tidak, dengan Allah.” Perkataan itu biasa terlontar tanpa 
adanya niat untuk mengeijakannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam 
Malik dalam Al Muwaththa' dari Aisyah RA. Adapun pendapat pertama 
diriwayatkan dari Hasan bin Abi Hasan, Qatadah, Mujahid dan Ibrahim 
An-Nakha’i. 


Pendapat ketiga, (yang dimaksud dengan sumpah yang sia-sia 
adalah) sumpah seseorang yang dilakukan dalam keadaan marah, ini 
adalah pendapat Ismail Al Qadhi dari pengikut madzhab Imam Malik. 

Pendapat keempat, yaitu sumpah atas perbuatan maksiat, pendapat 
ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. 


Pendapat kelima, yaitu sumpahnya seseorang untuk tidak memakan 
sesuatu yang mubah (boleh) dalam syariat. 


Sebab perbedaan pendapat: Konjungsi (makna musytarak) yang 
terdapat pada lafazh lagwu (sia-sia), boleh jadi yang disebut sia-sia 
adalah perkataan yang batil, seperti firman Allah SWT, 




“...dan buatlah kegaduhan terhadapnya, agar kamu dapat 
mengalahkan mereka. ’’ (Qs. Fushshilat [41]: 26) dan boleh jadi pula yang 
dimaksud adalah perkataan yang tidak diniatkan untuk mengerjakannya 
dan itulah yang ditunjukkan oleh ayat Al Qur'an dalam surah Al 
Maa'idah di atas, bahwa sumpah tersebut bertolak belakang dengan 
sumpah yang sah dan yang berlaku (disengaja), maka hukum sesuatu 
yang terbalik adalah bertolak belakang dengan hukum yang sebenarnya. 

Mereka yang berkata bahwa sumpah yang sia-sia adalah sumpah 
yang dilakukan ketika tertutupnya akal pikiran atau sumpah dengan 
sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat namun dijadikan kebiasaan 
oleh suatu kaum, mereka berpendapat bahwa sumpah yang sia-sia itu 


Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang Arab dalam kesehariannya. 
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menurut hukum urf (kebiasaan masyarakat setempat), yaitu sumpah 
dimana syariat menggugurkan hukumya di tempat yang lain, seperti yang 
dijelaskan dalam sebuah hadits, 

^ 'V 

JS y “ y 

"'Tidak sah cerai pada saat tertutupnya akal dan lain 
sebagainya. Akan tetapi yang nampak Jelas adalah dua pendapat yang 
pertama (yaitu madzhab Imam Malik dan Imam Syafi’i). 


Bagian ketiga: Sumpah yang terangkat dengan kafarat dan yang 
tidak terangkat dengannya 

Dalam bagian ini terdapat empat permasalahan: 

Masalah pertama: 

Para ulama berbeda pendapat mengenai sumpah atas nama Allah 
yang sah dan berlaku, apakah seluruhnya dapat terangkat dengan kafaratl 
baik ia bersumpah untuk sesuatu yang telah berlalu dan terjadi namun ia 
tidak memenuhinya (yang dikenal dengan sumpah ghamus (palsu) jika ia 
sengaja untuk berdusta) atau untuk sesuatu yang mungkin terjadi 
mendatang, dari sisi orang tersebut atau orang lain yang dengan sebabnya 
tidak terjadi, maka jumhur ulama berkata, "'Kafarat tidak berlaku dalam 
sumpah palsu, melainkan kafarat hanya terdapat pada sumpah yang sah 
dan berlaku untuk sesuatu yang akan datang, tatkala orang yang 
bersumpah itu melanggar sumpahnya.” Yang berpendapat seperti adalah 
Imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. 

Imam Syafi’i dan sekelompok ulama berkata, "Kafarat juga 
berlaku pada sumpah palsu, dengan kata lain kafarat dapat mengangkat 
dosa yang ditanggungnya sebagaimana halnya sumpah yang sah.” 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara keumuman ayat 
Al Qur'an di atas dengan riwayat hadits, karena firman Allah SWT, 


Hasan. HR. Abu Daud dengan lafazh, "'Tidak ada cerai (tidak sah perceraian), 
tidak ada kemerdekaan (budak) dalam kondisi tertutupnya akal. " Abu Daud 
berkata, “Menurut perkiraanku yang dimaksud dengan tertutupnya akal adalah 
kemarahan." Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2046), Ahmad (6/276), Ad- 
Daruquthni (4/46), Abu Ya'la (4444), Al Baihaqi (7/357), (10/61) dan dinilai 
hasan oleh Al Albani. 
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“akan tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah 
yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah 
memberi makan sepuluh orang miskin." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) 
mengandung konsekwensi bahwa sumpah palsu juga memiliki kewajiban 
membayar karena ia dianggap sah dan berlaku. 


Dan sabda Rasulullah SAW, 

. jllll <J I C4ixil Aiil ^ j*J--*-* Is J-*' ^ 


"Barangsiapa mengambil (dengan jalan tidak benar) hak seorang 
muslim dengan sumpahnya, maka Allah mengharamkan surga atas 
dirinya dan mengharuskannya masuk ke dalam api neraka. hadits ini 
mengandung konsekwensi tidak adanya kafarat pada sumpah palsu. 


Akan tetapi Imam Syafi’i memiliki pengecualian dari sumpah palsu 
yang tidak memotong hak orang lain, ialah yang tercantum di dalam nash 
hadits di atas. Dengan kata lain ia berkata, “Sumpah yang memotong hak 
orang lain mengandung unsur kezhaliman dan dosa, kafarat tidak dapat 
meleburkan keduanya secara bersamaan, atau tidak mungkin dapat 
melebur dosa tanpa unsur kezhalimannya, karena terangkatnya dosa 
dengan kafarat termasuk dalam bab taubat, padahal taubat tidak dipisah- 
pisahkan dalam sebuah dosa, maka apabila ia bertaubat dan 
mengembalikan hak yang terzhalimi lalu membayar kafarat, maka 
terangkat sudah semua dosa (diampuni). 


Masalah kedua: 

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang mengucapkan, 
“Aku menjadi seorang yang kafir, demi Allah”, “Aku menjadi seorang 
musyrik, demi Allah”, seorang Yahudi atau Nashrani, apabila aku 
melakukan demikian dan demikian, kemudian ia melakukannya, apakah 
ia wajib membayar kafarat atau tidak? Imam Malik dan Syafi’i berkata, 
“Ia tidak wajib membayar kafarat dan ucapannya tersebut bukanlah 
sumpah.” Abu Hanifah berkata, “Ucapannya itu termasuk sumpah dan ia 


Shahih. HR. Muslim (137), An-Nasa'i (8/246), Ibnu Majah (2324), Ahmad 
(5/260) d 2 m Ad-Darimi (2/266) dari hadits Abu Umamah RA. 


862 Bidayatul Mujtahid 



wajib membayar kafarat apabila menyalahinya”, ini juga adalah pendapat 
Imam Ahmad bin Hanbal. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi mereka mengenai 
apakah dibolehkan bersumpah dengan sesuatu yang dilarang ataukah 
tidak boleh, melainkan harus dengan nama Allah? Kemudian jika hal itu 
sudah terlanjur terucap apakah dianggap sah dan berlaku atau tidak? 

Mereka yang melihat bahwa sumpah yang sah dan berlaku (artinya 
dengan susunan kalimat sumpah) hanyalah sumpah dengan nama Allah 
SWT, mereka berkata, “Perkataan semacam itu tidak mewajibkan 
membayar kafarat, karena bukan susunan kalimat sumpah.” Sedangkan 
mereka yang menilai bahwa sumpah juga berlaku dengan semua yang 
diharamkan oleh syariat berkata, “Ucapan semacam itu mewajibkan 
membayar kafarat, karena sumpah dengan sesuatu yang mulia sama 
halnya dengan sumpah dengan selainnya, sebagimana halnya kewajiban 
untuk memuliakan sama dengan tidak boleh meninggalkan yang 
dimuliakan itu, sebagaimana halnya orang yang bersumpah dengan 
sesuatu yang wajib atasnya dari hak Allah ia harus menunaikannya, 
begitupun dengan meninggalkan hak kewajiban-Nya, ia pun diharuskan 
memenuhinya. 


Masalah ketiga: 

Jumhur ulama telah bersepakat mengenai sumpah yang bukan 
dengan susunan kalimat sumpah, akan tetapi terucap dengan sesuatu yang 
harus terjadi dengan terpenuhinya syarat, seperti seseorang yang berkata, 
"Jika aku mengerjakan begini dan begini, maka aku wajib berjalan kaki 
ke Baitullah. Atau, "Jika aku melakukan begini dan begini, maka niscaya 
budakku merdeka.” Atau, “Isteriku tercerai.” dalam waktu dekat hal itu 
terjadi dan dalam perkara yang diharuskan oleh seseorang diharuskan 
pula oleh syariat, seperti perceraian dan pembebasan budak. Namun 
mereka berbeda pendapat mengenai kewajiban kafarat padanya, apakah 
kafarat berlaku padanya atau tidak? 

Imam Malik berpendapat: Dalam hal ini tidak ada kewajiban 
membayar kafarat, namun apabila ia tidak mengerjakan isi sumpahnya, 
maka ia berdosa dan harus membayar kafarat. Sedangkan Imam Syaff i, 
Ahmad, Abu Ubaid dan lainnya berkata, “Sumpah jenisnya memiliki 
kewajiban kafarat di dalamnya kecuali masalah cerai dan kebebasan.” 
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Abu Tsaur berkata, “Orang yang bersumpah dengan pembebasan 
budaknya berkewajiban membayar kafarat." Ini juga merupakan 
pendapat Imam Syafi’i yang diriwayatkan dari Aisyah RA. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah kalimat tersebut merupakan 
sumpah atau nadzar? 

Mereka yang mengatakan “sumpah” mengharuskan adanya kafarat, 
karena termasuk dalam keumuman firman Allah SWT, '"maka kafaratnya 
(denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang 
miskin. ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89). 

Sedangkan mereka yang mengatakan itu termasuk ke dalam salah 
satu jenis nadzar (dengan kata lain termasuk perkara yang ditetapkan oleh 
syariat apabila seseorang mengharuskan pada dirinya sesuatu hal itu 
wajib atasnya), mereka berkata, “Tidak ada kafarat padanya, namun hal 
itu menjadi problem dalam madzhab Imam Malik, karena mereka 
menamakan hal itu sebagai sumpah, namun boleh jadi mereka 
menamakannya demikian dalam bab tajawwuj (toleransi) dan tawassu 
(memberikan kemudahan), yang seharusnya ia tidak perlu dinamakan 
sebagai sumpah menurut kaidah bahasa, karena sumpah dalam bahasa 
Arab memiliki bentuk kalimat tersendiri, sumpah itu dengan sesuatu yang 
dimuliakan dalam syariat, bukan dengan susunan kalimat bersyarat. 

Adapun apakah hal itu dikatakan sebagai sumpah dalam kebiasaan 
syariat? dan apakah hukumnya juga hukum sumpah? Hal ini perlu dikaji 
lebih lanjut, karena telah tsabit dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, 

“Kafarat nadzar adalah (sama dengan) kafarat sumpah. dan 
firman Allah SWT, 


Shahih. HR. Muslim (1645), Abu Daud (3323), At-Tirmidzi (1528), An-Nasa'i 
(7/26), Ahmad (4/144, 146, 147), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (17/746, 747, 
748, 749, 765, 766) dan Al Baihaqi (10/67) dari hadits Uqbah bin Amir, dalam 
riwayat At-Tirmidzi terdapat tambahan lafazh, ‘ Jika ia tidak menyebutkannya." 
Namun tambahan ini dha'if. 
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"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 
menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri- 
isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian 
membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan 
Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ” (Qs. At-Tahriim [66]: 1 -2) 
secara zhahir ayat ini menunjukkan bahwa syariat menamakan ucapan 
yang bernada syarat atau bukan syarat dan bukan sumpah tetapi 
mengandung unsur keharusan adalah sebuah sumpah, maka sudah 
seharusnya semua bentuk perkataan seperti ini dipahami menurut prinsip 
ini, kecuali apabila hal itu dikhususkan oleh ijma' seperti lafazh cerai, 
sedangkan zhahir hadits mengandung arti bahwa nadzar bukanlah 
sumpah, hanya saja hukumnya seperti hukum sumpah. 


Daud dan Ahiu Zhahir berpendapat bahwa ucapan-ucapan yang 
bernada syarat tidak diharuskan, kecuali sesuatu yang diharuskan oleh 
ijma', karena ia bukan nadzar yang mengharuskan hukum nadzar dan 
bukan juga sumpah yang dapat terangkat dengan kafarat, maka mereka 
tidak mewajibkan orang yang mengatakan, “Jika aku mengerjakan begini 
dan begini, maka aku wajib beijalan ke Baitullah.” untuk berjalan dan 
tidak juga wajib membayar kafarat, berbeda sekiranya ia mengatakan, 
“Aku wajib berjalan ke Baitullah.” telah disepakati bersama bahwa 
ucapan ini adalah nadzar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda. 


^ ^ 9 ^ --V 9 ^ 

^ 
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"Barcmgsiapa bemadzar untuk menaati Allah, maka hendaknya ia 
menaati-Nya dan barangsiapa bemadzar untuk bermaksiat kepada Allah, 
maka hendaklah ia tidak mendurhakai-Nya. 


Shahih. HR. Al Bukhari (6696, 6700), Abu Daud (3289), At-Tirmidzi (1526), 
An-Nasa'i (7/17), Ibnu Majah (2126), Ahmad (6/36,41,224) 
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Sebab perbedaan pendapat: perbedaan para uiama mengenai 
ucapan yang bernada syarat ini adalah apakah ia termasuk sumpah atau 
nadzar? atau bukah sumpah dan bukan nadzar? 


Masalah keempat: 

Para ulama berbeda pendapat mengenai ucapan seseorang yang 
mengatakan, “Aku bersumpah atau aku bersaksi apabila terjadi begini 
dan begini.” apakah ia termasuk sumpah atau tidak? terbagi menjadi tiga 
pendapat: 

Salah satu pendapat Imam Syafi’i menyatakan bahwa hal itu tidak 
termasuk sumpah. Pendapat Abu Hanifah bertolak belakang dengan 
pendapat pertama, dan menyatakan bahwa hal itu termasuk sumpah. 
Adapun pendapat Imam Malik mengatakan bahwa apabila ia 
menghendaki dengan ucapan itu (keridhaan) Allah berarti ia adalah 
sumpah, namun apabila ia tidak bermaksud demikian, maka ia bukanlah 
sumpah. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah orang yang memperhatikan 
Janjinya itu dihukumi menurut susunan lafazhnya atau menurut 
pengertiannya secara adat kebiasaan, atau menurut niatnya? 

Mereka yang menganggap hal itu dihukumi menurut susunan 
kalimatnya berkata, “Ucapan itu bukan sebagai sumpah, karena ia tidak 
mengucapkannya dengan sesuatu yang biasa dijadikan sebagai sumpah.” 

Adapun mereka yang menilai hal itu sesuai rangkaian kalimat yang 
terjadi secara adat kebiasaan berkata, “Ia adalah sumpah, berarti dalam 
kalimatnya ada kata yang terhapus, yatiu lafazh Allah SWT.” 

Sedangkan mereka yang tidak menilai kedua hal itu, melainkan 
melihat sesuai niatnya, karena ucapan di atas dapat berlaku untuk dua 
kategori itu (nadzar dan sumpah), membedakan antara keduanya, 
sebagaimana telah terdahulu. 


Bagian Kedua: Hal-hal yang dapat mengangkat sumpah dan 
hukumnya 

Tema ini terbagi menjadi dua pokok pembahasan: 
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Pertama: Pengecualian 

Pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian: 

Bagian pertama: Syarat-syarat pengecualian yang berpengaruh 
terhadap sumpah 

Para ulama telah bersepakat bahwa secara umum pengecualian 
dapat mempengaruhi batalnya sumpah, namun mereka berbeda pendapat 
mengenai syarat-syarat pengecualian yang mengharuskan hukum ini 
setelah mereka bersepakat bahwa pengecualian harus memenuhi tiga 
syarat: Pengecualian itu harus terkait langsung dengan sumpahnya 
(ucapannya berurutan), harus dilafazhkan (diucapkan), dan pengecualian 
tersebut harus diniatkan sejak awal, bahwa sumpah tersebut tidak akan 
terlaksana dengan keberadaannya. Dan para ulama berbeda pendapat 
dalam tiga permasalahan (dengan kata lain: apabila ia membedakan 
pengecualian dari sumpah, atau ia berniat meskipun tidak 
mengucapkannya, atau niat pengecualian itu terjadi setelah sumpah 
meskipun hal itu diucapkan secara langsung setelah sumpah). 


Masalah pertama: Pensyaratan terkaitnya pengecualian secara 
langsung dengan sumpah 

Mengenai persyaratan terkaitnya pengecualian secara langsung 
dengan sumpah (berurutan), sekelompok ulama menganggapnya sebagai 
syarat, ini adalah pendapat Imam Malik. Imam Syafi’i berkata, “Tidak 
mengapa jika antara keduanya terdapat jeda sesaat, seperti diamnya 
seseorang untuk sekedar mengingat-ingat, mengambil nafas, atau karena 
terputusnya suara. Sekelompok ulama dari kalangan tabi'in berkata, 
“Orang yang bersumpah dengan pengecualian dibolehkan (tidak 
bersambung secara langsung) selama berada dalam satu majelis.” Ibnu 
Abbas RA berpendapat kapan pun ia berhak untuk mengucapkan 
pengecualiannya itu selama ia mengingatnya. 

Seluruh ulama telah bersepakat bahwa pengecualian dengan 
“kehendak Allah” dalam perkara sumpah untuk mengerjakan sesuatu atau 
meninggalkan sesuatu dapat mengangkat sumpah itu sendiri karena 
pengecualian tersebut mengangkat konsekuensi sumpahnya. 

Abu Bakar bin Mundzir berkata, “Telah tsabit (ditetapkan) bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda. 
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p 01 : Jui ^ 

"Barangsiapa bersumpah, kemudian mengucapkan ‘Insya Allah' 
(jika Allah berkehendak), maka tidak dapat dikatakan telah melanggar 
sumpahnya (apabila tidak melakukan apa yang dia ucapkan)^'^^. 

Hanya saja para ulama berbeda pendapat mengenai pengecualian 
yang diucapkan tidak berurutan (terkait secara langsung) apakah ia 
berpengaruh pada sumpahnya atau tidak? Didasari oleh perbedaan 
persepsi mereka apakah pengecualian itu berfungsi melepaskan 
keabsahannya atau ia justeru sebagai penghalangnya? Jika kami katakan 
bahwa ia sebagai penghalang keabsahannya dan tidak berfungsi untuk 
melepaskannya, maka pengecualian tersebut disyaratkan agar terkait 
secara langsung dengan sumpah, dan apabila kami katakan bahwa ia 
berfungsi melepaskan sumpah, maka ia tidak harus terkait secara 
langsung dengan sumpah tersebut. 

Para ulama yang bersepakat bahwa pengecualian itu berfungsi 
untuk melepaskan keabsahan dari sebuah sumpah, mereka berbeda 
pendapat apakah melepaskannya itu dalam waktu cepat atau dalam waktu 
yang lama? 

Mereka yang menilai pengecualian tersebut berfungsi melepaskan 
sumpah dalam waktu yang dekat berhujjah dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Sa’d dari Sammak bin Harb dari Ikrimah RA, ia 
berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Demi Allah aku pasti akan 
memerangi bangsa Quraisy’." Beliau mengucapkannya tiga kali, lalu 
diam sejenak, kemudian beliau berkata, ‘‘Insya Allah. Hadits ini 
menunjukkan bahwa pengecualian berfungsi melepaskan keabsahan 
sebuah sumpah, bukan sebagai penghalangnya. Mereka berkata. 


*’* Shahih HR. Abu Daud (3261), An-Nasa'i (7/25), Ahmad (2/10), Ibnu Al Jarud 
(928) dinilai shahih oleh A! Hakim (4/303). Juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi 
(10/46), seluruhnya dari hadits Ibnu Umar RA, hadits di atas dari Abu Hurairah 
RA, diriwayatkan pula oleh Abu Daud (3262), At-Tirmidzi (1531), An-Nasa'i 
(7/12), Ibnu Majah (2105), dan dinilai shahih oleh Al AIbnai dalam Shahih Abu 
Daud. 

Dha’if. HR. Abu Daud (3286), dianggap shahih oleh Ibnu Hibban (4343) dan 
diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir (11/282), (11742) dan 
dalam Al Ausath (1008), Al Baihaqi (10/47) dianggap dha'if oleh Al Albani 
dalam Dha ’if Abu Daud. 
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“Diantara dalil yang menunjukkan bahwa pengecualian berfungsi 
melepaskan sumpah dalam waktu dekat adalah sekiranya ia 
melepaskannya dalam waktu yang jauh menurut hadits yang 
diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA, niscaya pengecualian itu tidak 
mengharuskan kafarat, ] 2 i(i\ apa yang mereka katakan sangat jelas. 


Masalah kedua: Pensyaratan adanya ucapan secara lisan dalam 
pengecualian 

Para ulama berbeda pendapat mengenai pensyaratan adanya ucapan 
dalam pengecualian. Sebagian ulama mengatakan harus disyaratkan 
untuk dilafazhkan, artinya lafazh yang termasuk dalam bentuk-bentuk 
pengecualian baik dengan lafazh pengecualian itu sendiri atau dengan 
mengkhususkan yang umum atau dengan mengaitkan yang mutlak, inilah 
cara yang masyhur. 

Pendapat yang lain mengatakan bahwa pengecualian dinyatakan 
sah dengan adanya niat, tanpa harus diucapkan dengan kata illa (kecuali, 
selain, atau kata lain yang memiliki makna sama) dan pengecualian yang 
tidak menggunakan kata illa tidak berpengaruh pada keabsahannya sama 
sekali. Pernyataan yang membedakan seperti ini adalah lemah. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah sebuah ikrar terlaksana 
hanya dengan niat saja tanpa adanya ucapan atau niat harus dibarengi 
ucapan secara bersamaan, seperti dalam masalah talak (perceraian), 
pembebasan budak, sumpah, dan sebagainya? 


Masalah ketiga: Apakah pengecualian yang diniatkan setelah 
berlalunya sumpah memiliki pengaruh terhadap sumpah tersebut? 

Mengenai pengecualian yang diniatkan setelah berlalunya sumpah 
berpengaruh pada sumpah tersebut atau tidak? Di dalam madzhab Imam 
Malik ada yang mengatakan bahwa niat tersebut berpengaruh apabila 
terjadi berurutan dengan sumpah. Pendapat yang lain mengatakan hal itu 
berpengaruh apabila terjadi sebelum ia selesai mengucapkan sumpahnya. 
Pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa pengecualian itu ada dua 
jenis: Pengecualian dari sisi bilangan dan pengecualian dari konsep yang 
umum dengan yang khusus atau dari yang mutlak dengan yang terkait. 
Maka pengecualian dari sisi bilangan tidak berpengaruh kecuali niat itu 
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terjadi sebelum pengucapan sumpah. Sedangkan pengecualian dari yang 
umum niat yang terjadi sesudah pengucapan sumpah berpengaruh apabila 
pengecualian itu diucapkan secara langsung terkait dengan sumpahnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah pengecualian itu sebagai 
penghalang akad atau berfungsi untuk melepaskannya? Jika kami katakan 
ia sebagai penghalangnya, maka harus disyaratkan terjadinya niat di awal 
sumpah, dan jika kami katakan ia berfungsi untuk melepaskannya, maka 
hal itu tidak diharuskan. Abdul Wahab mengingkari pensyaratan 
terjadinya niat di awal sumpah dengan dalil adanya kesepakatan para 
ulama -menurutnya-, bahwa pengecualian berfungsi untuk melepaskan 
(meniadakan) keabsahan sumpah sebagaimana halnya dengan kafarat. 


Bagian kedua: Sumpah yang terpengaruh oleh suatu pengecualian 
dan yang tidak terpengaruh 

Para ulama berbeda pendapat mengenai sumpah yang terpengaruh 
oleh pengecualian dengan “kehendak Allah” dan yang tidak. Imam Malik 
dan para pengikutnya berkata, “Pengecualian dengan kehendak Allah 
tidak memberikan pengaruh apa-apa kecuali pada sumpah yang 
berkonsekuensi kafarat, yaitu sumpah dengan nama Allah atau nadzar 
yang mutlak, yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. 

Adapun masalah perceraian dan pembebasan budak tidak terlepas 
kaitannya dengan pengecualian yang semata-mata berkaitan dengan 
kalimat cerai atau pembebasan itu sendiri, seperti perkataan seseorang, 
‘ia tercerai Insya Allah” atau “Ia bebas dan merdeka Insya Allah.” 
Menurut mereka perkataan semacam ini bukanlah sumpah. Adapun 
mengaitkan cerai dengan salah satu syarat, seperti perkataan, “Jika ia 
melakukan hal demikian, maka ia tercerai Insya Allah” atau “Jika terjadi 
demikian, maka ia bebas dan merdeka Insya Allah.” 

Menurut madzhab Imam Malik, tidak ada perbedaan pendapat 
mengenai pernyataan yang pertama, yakni bahwa (pengaitan dengan) 
kehendak Allah tidak berkonsekuensi apapun. 

Sedangkan p>erkataan yang kedua (yaitu sumpah dengan lafazh 
cerai), dalam madzhab Imam Malik terdapat dua pendapat, yang paling 
shahih dari dua pendapat itu adalah apabila pengecualian itu ditujukan 
kepada syarat yang dikaitkan dengannya, maka perceraiannya sah, namun 
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apabila diarahkan kepada cerai itu sendiri, maka tidak sah. Abu Hanifah 
dan Syafi’i berkata, “Pengecualian memiliki pengaruh pada masing- 
masing perkataan tersebut, baik diungkapkan dengan nada syarat maupun 
dengan kalimat berita.” 

Sebab perbedaan pendapat; Sebagaimana yang telah kami 
utarakan di atas, apakah pengecualian itu berfungsi untuk melepaskan 
keabsahan sebuah sumpah atau ia sebagai penghalangnya? 

Apabila kami katakan bahwa pengecualian itu sebagai penghalang 
dan diiringi dengan lafazh cerai, berarti ia tidak memiliki pengaruh apa- 
apa, jika demikian hukum cerainya itu telah jatuh (maksudnya: Jika 
seseorang berkata kepada istrinya, “la tercerai insya Allah”) karena 
penghalang itu terjadi pada sesuatu yang belum ada, yakni sesuatu yang 
akan terjadi kemudian. 

Dan jika kami katakan ia berfungsi untuk meniadakan keabsahan 
sebuah akad, maka hal itu mengharuskannya memiliki pengaruh dalam 
masalah cerai, meskipun telah terjadi. Maka perhatikanlah hal ini baik- 
baik, sesungguhnya ini merupakan persoalan yang sangat jelas. Dan 
perkataan para pengikut madzhab Imam Malik tidak memiliki arti apa- 
apa; Pengecualian dalam hal ini mustahil, karena cerai tersebut sudah 
terjadi, kecuali ia meyakini bahwa pengecualian itu sebagai penghalang 
dan tidak berfungsi untuk meniadakannya. 


Kedua: Kafarat 

Pembahasan ini terbagi menjadi tiga bagian: 


Bagian pertama: Konsekwensi pelangggaran sumpah, syarat dan 
hukumnya 

Para ulama telah bersepakat bahwa penyebab pelangggaran sumpah 
adalah menyelisihi apa yang diucapkan oleh seseorang dalam 
sumpahnya, baik berupa perbuatan yang disebutkan dalam sumpahnya 
lalu ia tidak mengerjakannya, maupun untuk meninggalkan sesuatu yang 
diucapkan dalam sumpahnya lalu ia mengerjakannya. Jika sudah 
dimaklumi bahwa ia meluangkan waktunya dari mengerjakan perbuatan 
yang diucapkanya dalam sumpah itu, sampai ke waktu yang tidak 
mungkin lagi untuk mengerjakan perbuatan tersebut, hal itu berlaku pada 
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sumpah yang dimaksudkan untuk meninggalkan sesuatu secara mutlak, 
seperti seseorang yang bersumpah untuk memakan roti ini, lalu ia 
memakan yang lainnya, atau ditundanya sampai waktu yang tidak ia 
syaratkan dalam mengerjakan perbuatan tersebut. Hal itu berlaku pada 
perbuatan yang disyaratkan waktu tertentu padanya, seperti ucapan 
seseorang, “Demi Allah, aku pasti akan mengerjakan ini dan ini pada hari 
ini.” Maka apabila hari tersebut telah berlalu dan ia tidak 
mengerjakannya, berarti ia menanggung dosa pelanggaran sumpahnya 
tersebut. 

Mengenai hal ini, para ulama berbeda pendapat dalam empat 
permasalahan: 

1. Ketika seseorang melakukan pelanggaran karena lupa atau 
terpaksa. 

2. Apakah penyebab pelanggaran sumpah terkait dengan batas 
minimal dari sebuah istilah atau batas maksimalnya? 

3. Apakah sumpah terkait dengan pengertian yang terdapat pada 
lafazhnya ataukah dengan mafhum (pemahaman) yang mengkhususkan 
kalimat tersebut ataupun yang membuatnya menjadi lebih umum? 

4. Apakah sumpah itu ditegakkan menurut niat yang bersumpah 
atau menurut niat yang meminta sumpahnya? 


Masalah pertama: Orang yang melakukan pelanggaran sumpah 
karena lupa atau terpaksa 

Dalam permasalahan ini Imam Malik berpendapat bahwa orang 
yang lupa atau terpaksa sama halnya dengan orang yang melakukan 
secara sengaja. Adapun Imam Syafi’i berpendapat tidak ada dosa bagi 
orang yang lupa dan yang terpaksa. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontardiksi keumuman firman Allah 

SWT, 

<■, , > f, 'f 

jvjJLLP LLj ^ I 

"Akan tetapi Dia mengazab kamu disebabkan sumpah kamu yang 
disengaja. ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) dalam ayat ini tidak dibedakan 
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antara orang yang sengaja dan yang lupa, dengan keumuman sabda 
Rasulullah SAW, 




"Diangkat (dimaafkan) dari umatku (karena) kesalahan, lupa dan 
mereka yang dipaksa. kedua dalil umum ini memungkinkan untuk 
saling mengkhususkan satu sama lain. 


Masalah kedua: Apakah penyebab pelanggaran sumpah terkait 
dengan batas minimal dari sebuah istilah atau batas maksimalnya? 

Sebagai contoh dalam permasalahan ini adalah seseorang yang 
bersumpah untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan, kemudian ia 
melakukan sebagiannya, atau (ia bersumpah untuk) mengerjakan suatu 
perbuatan, lalu ia tidak mengerjakan sebagiannya. Imam Malik 
menyatakan bahwa apabila ia bersumpah, “Aku pasti akan memakan roti 
ini.” Lalu ia memakan sebagiannya, maka ia tidak dikatakan memenuhi 
sumpahnya, kecuali apabila ia memakannya sampai habis. Dan, apabila 
ia bersumpah untuk tidak memakan roti tersebut, maka ia menanggung 
dosa pelanggaran sumpahnya apabila ia memakan sebagian dari roti 
tersebut. Imam Syafi’i dan Abu Hanifah menyatakan bahwa orang itu 
tidak menanggung dosa pelanggaran sumpahnya dalam dua kondisi di 
atas, berpegang pada batasan maksimal yang ditunjukan oleh sebuah 
istilah. 

Adapun pembedaan yang dilakukan oleh Imam Malik antara 
melakukan perbuatan dan meninggalkannya, hal tersebut tidak dibangun 
atas satu landasan, karena ia mengambil batasan minimal yang 
ditunjukkan oleh sebuah istilah dalam kasus sumpah untuk “tidak 
mengerjakan” suatu peruatan dan dia mengambil batasan maksimal 
dalam kasus sumpah untuk “mengerjakan” suatu perbuatan, seakan-akan 
ia mengambil sikap kehati-hatian. 


Shahih. HR. Ibnu Majah (2045), dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (7219), Al 
Hakim (2/198) dan didukung oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan pula oleh Ad- 
Daruquthni (4/170), Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir (765), Al Baihaoi (7/356) 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 
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Masalah ketiga: Apakah sumpah terkait dengan pengertian yang 
terdapat pada lafazh atau pada pengertiannya 

Dalam permasalahan ini seperti seseorang yang bersumpah dengan 
sesuatu, pada dzatnya dipahami mengandung maksud makna yang lebih 
umum daripada apabila sesuatu itu dilihat dari lafazhnya, atau ia lebih 
khusus. Atau, ia bersumpah dengan sesuatu dan meniatkan makna yang 
lebih umum atau lebih khusus (dari dzatnya). Atau, ia bersumpah dengan 
sesuatu yang memiliki dua istilah; pertama istilah bahasa dan kedua 
istilah urf (kebiasaan), salah satunya lebih khusus dari yang lainnya. 
Adapun menurut Imam Syafi’i dan Abu Hanifah, apabila ia bersumpah 
dengan suatu perkara, maka ia tidak menanggung dosa pelanggaran 
sumpahnya kecuali mengerjakan hal yang bertentangan dengan isi 
sumpahnya, meskipun dipahami makna yang lebih umum atau lebih 
khusus sesuai indikasi adat kebiasaan. 

Menurut hemat saya, demikian pula halnya dengan niat yang 
berbeda dengan lafazh yang diucapkannya tidak dianggap, tetapi yang 
berperan adalah semata-mata lafazh yang terucap, sedangkan menurut 
pendapat yang masyhur dari Imam Malik dalam permasalahan sumpah 
yang tidak diputuskan hukumnya atas orang yang menyelisihinya lantara 
penyebabnya adalah niat. Apabila niat itu tidak ada, maka yang dilihat 
adalah kondisi yang menyertainya, apabila kondisi itu pun tidak ada, 
maka yang dilihat adalah menurut adat kebiasaan lafazh tersebut, apabila 
ia Juga tidak ada, maka diputuskan menurut dilalah (petunjuk) lafazhnya. 
Namun sebagian ulama ada yang mengatakan tidak diperhatikan kecuali 
niat atau zhahir lafazhnya saja, dan ulama yang lain lagi menyatakan 
tidak dianggap kecuali niat dan kondisi yang menyertainya, sedangkan 
adat kebiasaan lafazh tidak dijadikan landasan. 

Adapun sumpah yang diputuskan hukumnya atas pelakunya, 
apabila orang yang bersumpah itu datang dalam rangka meminta fatwa, 
maka hukumnya adalah hukum sumpah yang tidak diputuskan hukumnya 
atas pelakunya dengan memperhatikan poin-poin di atas secara berurutan, 
dan jika sumpahnya itu termasuk perkara yang diputuskan atas 
pelakunya, maka hal-hal di atas tidak perlu diperhatikan kecuali 
lafazhnya saja, kecuali ada yang menyaksikan apa yang terdapat pada 
niatnya yang bermaksud menyelisihi zhahir lafazh sumpahnya dengan 
kondisi yang menyertainya atau adat kebiasaan. 
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Masalah keempat: Apakah sumpah itu diberlakukan menurut niat 
orang yang bersumpah atau sesuai niat orang yang memintanya 
untuk bersumpah? 

Para ulama telah bersepakat bahwa sumpah mengikuti niat orang 
yang menuntut dalam perkara tuduhan, mereka berbeda pendapat pada 
perkara lainnya seperti dalam masalah perjanjian, maka sekelompok 
ulama berpendapat bahwa sumpahnya mengikuti niat orang yang 
bersumpah itu sendiri. Adapun ulama yang lain berpendapat bahwa 
sumpah itu mengikuti niat orang yang menuntutnya. Telah tsabit bahwa 
Rasulullah SAW pernah bersabda. 




"Sumpah mengikuti niat orang yang menuntutnya (untuk 
bersumpah). dan beliau pun bersabda. 


"Sumpahmu mengikuti apa yang dibenarkan oleh temanmu. 
kedua hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka yang 
berpendapat bahwa sumpah itu mengikuti niat orang yang melakukannya, 
mereka melihat makna yang berdiri sendiri dari sumpah tersebut bukan 
kepada zhahir lafazhnya. 


Dalam bab ini terdapat banyak sekali permasalahan-permasalahan 
furu ’ (cabang), akan tetapi empat permasalahan inilah yang menjadi 
pokok pembahasan utama di sini, pasalnya semua perbedaan pendapat 
yang terjadi di kalangan ulama dalam bab ini, seluruhnya kembali pada 
perbedaan pendapat mereka dalam empat permasalahan ini, secara umum 
demikian. 


Seperti perbedaan pendapat mereka mengenai orang yang 
bersumpah untuk tidak memakan “kepala”, kemudian ia memakan kepala 
ikan, apakah ia dianggap telah melanggar sumpahnya atau tidak? Mereka 


Shahih. HR. Muslim (1653), Abu Daud (3255), At-Tirmidzi (1354), Ibnu 
Majah (2120), dan Al Baihaqi (10/65) dari hadits Abu Hurairah RA. 

Shahih. HR. Muslim (1653), Ibnu Majah (2121), Ahmad (2/228, 331), Ad- 
Darimi (2/245), Ad-Daruquthni (4/157) dan Al Baihaqi (10/65) dari hadits Abu 
Hurairah RA. 
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yang meninjau dari segi adat kebiasaan berkata, “Ia tidak melanggar 
sumpahnya”, sedangkan mereka yang meninjaunya dari sudut dilalah 
lafazhnya berkata, ‘ia telah melanggar sumpahnya.” 

Seperti perbedaan pendapat mereka mengenai orang yang 
bersumpah untuk tidak memakan daging, lalu ia memakan lemak (gajih), 
maka mereka yang melihat dari sudut dilalah lafazh yang sebenarnya 
berkata, “Ia tidak menyalahai sumpahnya.” Dan, mereka yang melihatnya 
dari sudut istilah khusus yang dimaksud Juga semua yang terkait 
dengannya, berkata, “la telah menyalahi sumpahnya.” 

Kesimpulannya, para ulama berbeda pendapat mengenai 
permasalahan-permasalah yang furu’ (cabang) dalam bab ini berdasarkan 
perbedaan pendapat mereka dalam empat permasalahan di atas. Kembali 
kepada perbedaan persepsi mereka dalam menilai dilalah lafazh yang 
digunakan untuk bersumpah, yang demikian itu karena diantaranya ada 
yang bersifat global, ada yang zhahir dan ada pula yang berupa nash- 
nash. 


Bagian kedua: Sesuatu yang mengangkat dosa pelanggaran sumpah 

Para ulama bersepakat bahwa kafarat dalam sumpah terbagi 
menjadi empat Jenis sebagaimana yang Allah SWT sebutkan di dalam 
firman-Nya, 


j 




f . ^ 


Ira •! 


•J' OJ 


5yC*P 






“...maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan 
sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan 
kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau 
memerdekakan budak. ” (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) Menurut Jumhur 
ulama bahwa orang yang bersumpah itu apabila ia melanggar 
sumpahnya, ia memiliki pilihan antara tiga poin di atas (yaitu memberi 
makanan, memberi pakaian, atau memerdekakan budak), dan ia tidak 
diperbolehkan melakukan puasa kecuali Jika sudah tidak sanggup 
mengerjakan yang tiga poin tersebut, berdasarkan firman Allah SWT, 
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“Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian itu maka 
kafaratnya puasa selama tiga hari." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) kecuali 
apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, bahwa ia memberikan sanksi 
pemberatan atas pelanggaran sumpah dengan mewajibkan 
memerdekakan budak atau memberi pakaian, dan jika tidak ingin 
memberatkan sanksi tersebut, ia mewajibkannya untuk memberi 
makanan saja. 

Para ulama berbeda pendapat pada bab ini dalam tujuh 
permasalahan yang masyhur; 


Masalah pertama: Kadar makanan untuk setiap satu orang miskin 

Mengenai kadar makanan ini, Imam Malik, Syafi’i dan ulama kota 
Madinah menyatakan bahwa untuk setiap satu orang miskin diberikan 
satu mud gandum dengan ukuran mud Nabi SAW, hanya saja Imam 
Malik berkata, ‘Ukuran satu mud hanya untuk penduduk kota Madinah 
saja karena kehidupan mereka yang sangat memprihatinkan, sedangkan 
untuk penduduk kota-kota lainnya diberikan menurut kebutuhan mereka 
yang pertengahan’.” Ibnul Qashim berkata, “Ukuran satu mud itu berlaku 
untuk semua kota, pendapat ini seperti yang dikatakan Imam Syafi’i.” 
Sedangkan Abu Hanifah berkata, “Masing-masing dari mereka diberikan 
setengah sha’ gandum, satu sha’ tepung, atau kurma.” Ia berkata, “Jika 
mereka diberi hanya untuk makan siangnya atau makan malamnya saja, 
maka hal itu telah mencukupinya.” 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan penafsiran mereka 
terhadap firman Allah SWT, 

'ji:. 

‘‘. dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. ” 

(Qs. A! Maa'idah [5]; 89), apakah yang dimaksud dalam ayat ini adalah 
satu kali makan atau makanan untuk satu hari, yaitu makan siang dan 
makan malam? Mereka yang berpendapat satu kali makan menyatakan 
bahwa satu mud merupakan kadar pertengahan untuk dapat 
mengenyangkan, dan mereka yang berpendapat makan siang dan makan 
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malam menyatakan kadar makanan itu adalah setengah sha Ada sebab 
perbedaan pendapat lain diantara mereka dalam permasalahan ini, yaitu 
kategori pengertian kafarat di sini antara kafarat berbuka puasa secara 
sengaja di bulan Ramadhan dan kafarat melakukan pelanggaran dalam 
yang berkonsekuensi denda dalam ibadah haji, maka mereka yang 
menyamakannya dengan kafarat berbuaka puasa menyatakan bahwa 
kadar makanan itu sebesar satu mud, sedangkan mereka yang 
menyamakannya dengan kafarat melakukan pelanggaran yang 
berkonsekuensi denda dalam ibadah haji menyatakan bahwa kadar 
makanan itu sebesar setengah sha 

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah makanan itu beserta 
lauk pauknya atau tidak? Apabila ya, lalu bagaimanakah ukuran 
pertengahannya? Salah satu f)endapat mengatakan makanan itu cukup 
dengan kuah. Ibnu Hubaib berkata, “Yang demikian tidak 
mencukupinya.” Pendapat lainnya menyatakan bahwa lauk pauk yang 
pertengahan adalah zaitun.” Pendapat yang lain lagi menyatakan bahwa 
lauk pauknya adalah susu, keju dan kurma. 

Para pengikut madzhab Imam Malik saling berbeda pendapat 
mengenai siapakah yang dimaksud dengan ‘keluarga’ yang diberikan 
kepada mereka makanan yang pertengahan dalam firman Allah SWT, 
“...dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu? Ada 
sebuah pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah keluarga orang 
yang menunaikan kafarat tersebut, jika demikian maka makanan yang 
pertengahan adalah yang biasa dimakan sehari-hari oleh mereka, baik 
berupa beras maupun gandum. Pendapat yang lain menyatakan mereka 
adalah keluarga yang satu negeri dengannya, jika demikian halnya yang 
dijadikan sebagai patokan adalah makanan pertengahan yang dapat 
mencukupi kebutuhan satu keluarga dalam negerinya, bukan dari 
kebutuhan hidup keluarganya secara umum. Berdasarkan kedua pendapat 
ini, maka kadar pertengahan dari makanan yang diberikan adalah 
(menurut kadar yang diberikan kepada keluarga orang yang membayar 
kafarat tersebut atau menurut kadar pertengahan satu keluarga negerinya, 
kecuali kota Madinah secara khusus.) 
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Masalah kedua; Jenis pakaian yang diberikan 

Mengenai pakaian yang diberikan sebagai kafarat. Imam Malik 
berpendapat bahwa yang wajib dalam hal ini adalah pakaian yang dapat 
digunakan untuk shalat, untuk kaum laku-laki cukup satu potong pakaian, 
untuk kaum wanita hendaknya dua potong pakaian; kain sarung dan 
kerudung. Imam Syafi’i dan Abu Hanifah menyatakan dalam hal ini ia 
cukup memberikan sesuatu yang dinamakan pakaian, baik kain sarung, 
kemeja, celana panjang atau kain surban. Abu Yusuf menyatakan bahwa 
kain surban dan celana panjang tidak dianggap mencukupi. 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah pakaian yang wajib itu 
berdasarkan batasan minimal dilalah (petunjuk) istilah secara bahasa atau 
secara makna syar'i?" 


Masalah ketiga: Puasa tiga hari secara berurutan 

Para ulama berbeda pendapat mengenai pensyaratan puasa tiga hari 
secara berturut-turut. Imam Malik dan Syafi’i tidak mensyaratkan puasa 
secara berurutan, meskipun keduanya menganjurkan melakukannya 
secara berurutan, adapun Abu Hanifah mensyaratkan secara berturut- 
turut. 

Sebab perbedaan pendapat: Dalam permasalahan ini ada dua, 

yaitu: 

Pertama, apakah dibolehkan mengamalkan salah satu bacaan Al 
Qur'an yang tidak terdapat dalam mushaf, karena dalam bacaan Ibnu 
Mas’ud RA terdapat lafazh, “.„maka ia berpuasa selama tiga hari 
berturut-turut. " 

Kedua, perbedaan persepsi mereka mengenai puasa itu sendiri, 
apakah ia dipahami secara berurutan atau tidak? Karena sesuai hukum 
asal bahwa puasa yang diwajibkan dalam syariat harus dikerjakan secara 
berurutan. 


Masalah keempat: Pensyaratan jumlah orang-orang miskin 

Dalam permasalahan ini. Imam Malik dan Syafi’i menyatakan 
bahwa hal tersebut tidak terpenuhi kecuali dengan memberikan makanan 
kepada sepuluh orang miskin, adapun Abu Hanifah menyatakan apabila 
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ia memberikan makanan kepada satu orang miskin selama sepuluh hari, 
maka hal itu telah mencukupinya. 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah kafarat itu merupakan hak 
yang wajib bagi Jumlah yang disebutkan itu, atau kewajiban yang harus 
ditunaikan oleh orang yang membayar kafarat itu lalu ditentukan Jumlah 
tersebut? Maka apabila kami katakan ia sebagai hak yang wajib bagi 
sejumlah orang-orang miskin tersebut, seperti halnya wasiat, maka harus 
disyaratkan Jumlah mereka, namun apabila merupakan kewajiban 
terhadap orang yang menunaikan kafarat dan menentukan bilangannya, 
maka cukuplah baginya untuk memberikan makanan kepada satu orang 
miskin selama Jumlah hari yang telah ditentukan, dan keduanya mungkin 
dilakukan. 


Masalah kelima: Pensyaratan Islam dan merdeka atas orang-orang 
miskin tersebut 

Dalam hal ini. Imam Malik dan Syafi’i mensyaratkan islam dan 
merdeka atas orang-orang miskin yang hendak menerima makanan, dan 
Abu Hanifah tidak mensyarakannya. 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah hak mendapatkan sedekah 
lantaran faktor kemiskinan saja? Atau Juga dengan keislamannya? 
Karena terdapat dalil naqli yang mengabarkan adanya pahala bagi 
sedekah yang diberikan kepada orang miskin non Muslim. 

Maka mereka yang menyamakan kafarat dengan zakat yang wajib 
bagi kaum muslimin, mensyaratkan agama Islam pada orang-orang 
miskin yang akan mendapatkan Jenis kafarat tersebut, sedangkan mereka 
yang menyamakannya dengan sedekah yang bersifat tathaw’u’, 
membolehkan non muslim untuk mendapatkannya. 

Adapun sebab perbedaan pendapat diantara para ulama dalam 
permasalahan hamba sahaya adalah apakah dapat digambarkan pada diri 
mereka adanya faktor kemiskinan atau tidak, apabila dalam sebagian 
besar keadaan mereka selalu bergantung kepada majikan mereka, atau 
kepada orang yang wajib menanggungnya? Maka mereka yang menilai 
dari sudut adanya faktor kemiskinan saja menyatakan budak dan orang 
merdeka (jika sama-sama miskin) hukumnya sama saja, karena boleh Jadi 
seorang hamba tidak diberikan makanan yang mengenyangkan oleh 
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majikannya. Sedangkan mereka yang menilai dari sisi adanya hak bagi 
orang yang menanggungnya menurut hukum menyatakan wajib atas 
majikan untuk memenuhi kebutuhannya, dan hal itu ditetapkan atasnya. 
Apabila ia mendapatkan kesulitan hidup, maka ia hendaknya dipaksa 
untuk menjual budaknya dan hamba sahaya tidak membutuhkan bantuan 
apa-apa dari kafarat yang bersifat sebagai sedekah. 


Masalah keenam: Pensyaratan budak yang akan dimerdekakan 
tidak memiliki cacat 

Dalam hal ini, para ahli fikih seluruh negeri telah mensyaratkan 
budak yang akan dimerdekakan agar terbebas dari cacat-cacat yang dapat 
mengurangi nilai jualnya. Namun Ahlu Zhahir menyatakan hal tersebut 
tidak menjadi syarat. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang wajib dikerjakan 
berdasarkan batasan minimal yang ditunjukkan oleh sebuah istilah atau 
dengan batasan maksimalnya? 


Masalah ketujuh: Pensyaratan iman bagi budak yang dimerdekakan 

Mengenai syarat ini. Imam Malik dan Syafi’i mensyaratkannya, 
dan Abu Hanifah membolehkan budak yang akan dimerdekakan selain 
orang yang beriman. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah suatu perkara yang mutlak 
harus diputuskan menurut sesuatu yang terikat (muqayyad) pada hal-hal 
yang sama dalam hukum, namun berbeda dalam sebab musababnya, 
seperti hukum kafarat di sini dengan kafarat dalam masalah zhihar? 
Mereka yang berpendapat bahwa dalam hal ini perkara yang mutlak harus 
diputuskan menurut yang muqayyadnya berkata, “Disyaratkan padanya 
iman mengikuti pensyaratan yang terdapat dalam kafarat zhihar dalam 
firman Allah SWT, “...maka bebaskanlah seorang budak yang 
beriman, ” sedangkan mereka yang beranggapan bahwa dalam hal ini 
yang mutlak tetap pada keberadaannya menyatakan konsekwensi lafazh 
tetap pada kemutlakannya. 
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Bagian ketiga: Kapankah kafarat menghapus dosa pelanggaran 
sumpah? 

Mengenai kapankah kafarat dapat mengangkat dosa pelanggaran 
sumpah dan menghapusnya? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, 
Imam Syafi’i menyatakan jika ia membayar kafarat, baik sebelum 
pelanggaran sumpahnya atau sesudahnya, maka ia dapat menghilangkan 
dosa yang ditanggungnya. Abu Hanifah menyatakan bahwa dosa 
pelanggaran sumpah itu terangkat dan terhapus dengan kafarat yang 
dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran sumpahnya, dan bukan 
sebelumnya. Dua pendapat di atas Diriwayatkan dari Imam Malik secara 
bersamaan. 


Sebab perbedaan pendapat; Dalam permasalahan ini ada dua 
macam, yaitu; 

Pertama, perbedaan riwayat dalam hadits Nabi SAW, 

'jA ^jjl Cjli 41* ^ LicU- 


“Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu, kemudian melihat 
selainnya (kebalikannya) lebih baik dari itu, maka hendaknya ia 
melakukan yang lebih baik, dan hendaklah membayar kafaratnya. 

Sekelompok ulama meriwayatkannya demikian, dan yang lainnya 
meriwayatkan dengan susunan: 

. 9 J o # X 

^ % . . 1''l*' p ^ » X 0 • 


"...Maka hendaknya ia membayar kafarat dari sumpahnya dan 
mengerjakan yang lebih baik itu. ” 

Pada riwayat pertama secara zhahir mengisyaratkan bolehnya 
membayar kafarat sebelum terjadi pelanggaran sumpahnya, adapun 
zhahir riwayat kedua setelah terjadinya pelanggaran sumpah. 


Shahih. HR. Muslim (1650), At-Tirmidzi (1530), Ahmad (2/361) dan Al 
Baihaqi (10/53), hadits di atas dari Abdurrahman bin Samurrah, diriwayatkan 
oleh Al Bukhari (7147), Muslim (1652), dari Abdullah bin Amru RA 
diriwayatkan oleh An-Nasa'i (7/10), Ibnu Majah (2111), dan dari Adi bin 
Hayim RA, diriwayatkan pula oleh Muslim (1651). 
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Kedua, perbedaan persepsi mereka apakah dianggap sah 
mendahulukan kewajiban sebelum tiba waktu diwajibkannya? Karena 
secara zhahirnya, kafarat itu dibayar setelah terjadinya pelanggaran 
sumpah, seperti zakat setelah melalui satu haul. Dan, seorang ulama 
mengatakan bahwa kafarat diwajibkan karena adanya niat untuk 
melakukan pelanggaran sumpahnya dan kemauan itu sangat kuat, seperti 
keadaan kafarat zhihar, akan tetapi perbedaan itu tidak dari sudut ini. 

Dan sebab perbedaan pendapat diantara para ulama dalam 
permasalahan ini dari jalan pengertian yang ada di dalamnya adalah 
apakah kafarat dapat mengangkat dosa pelanggaran sumpahnya atau 
berfungsi sebagai penghalang (dari jatuhnya dosa atas dirinya)? Mereka 
yang menyatakan bahwa kafarat sebagai penghalangnya, membolehkan 
untuk mendahulukannya dari pelanggaran sumpah yang akan datang 
kemudian, sedangkan mereka yang menyatakan bahwa ia berfungsi 
mengangkat atau menghapus dosa pelanggaran sumpah, maka tidak 
membolehkan (membayar kafarat) kecuali setelah terjadinya 
pelanggaran. 

Adapun permasalahan berlipatnya kafarat karena berlipatnya 
sumpah —sepengetahuan saya— para ulama telah bersepakat bahwa 
orang yang bersumpah dengan berbagai perkara dalam satu sumpahnya, 
maka kafarat pelanggarannya hanya untuk satu sumpah saja. Menurut 
hemat saya dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama 
mengenai orang yang bersumpah dengan satu perkara dan sumpah terjadi 
berkali-kali, maka kafaratnya yang wajib dalam hal ini tergantung dari 
jumlah sumpahnya, seperti orang yang bersumpah dengan berbagai 
perkara dalam banyak sumpahnya. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai sumpah dengan satu 
perkara yang terucap berulang-ulang. Sekelompok ulama menyatakan 
bahwa dalam hal itu kafaratnya hanya satu sumpah saja. Kelompok yang 
lainnya menyatakan bahwa ia wajib membayar kafarat untuk setiap 
sumpahnya, kecuali apabila hanya bertujuan untuk menguatkannya saja, 
inilah pendapat Imam Malik. Ulama yang lain berpendapat bahwa ia 
hanya terkena satu kafarat saja, kecuali jika ingin diberikan sanksi yang 
berat kepadanya. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah konsekwensi hukum di atas 
mengikuti jumlah sumpah dengan satu jenis atau dengan berbagai 
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jenisnya? Mereka yang menyatakan bahwa hal itu dipengaruhi oleh 
jumlah sumpahnya berkata, “Untuk setiap satu sumpah, satu kafarat \\k& 
dilakukan berulang-ulang.” Adapun mereka yang menyatakan bahwa hal 
itu dipegaruhi oleh jenis sumpahnya berkata, “Dalam hal ini semuanya 
dianggap sebagai satu sumpah.” 

Para ulama berbeda pendapat mengenai seseorang yang bersumpah 
dalam satu sumpah dengan berbagai sifat-sifat Allah yang banyak, 
apakah jumlah kafaratnya mengikuti jumlah sifat yang terkandung dalam 
satu sumpah tersebut atau hanya berlaku satu kafarat saja? Imam Malik 
mengatakan bahwa kafarat dalam sumpah seperti ini berlipat dengan 
berbagai sifat yang diucapkannya, maka orang yang bersumpah dengan 
menyebut kalimat “Demi Dzat yang Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui” dan “Demi Dzat yang Maha Bijaksana”, wajib membayar 
tiga kafarat. Segolongan ulama menyatakan apabila yang diinginkannya 
adalah ucapannya yang pertama dan ia mengucapkannya seperti itu atas 
dasar satu perkataan, maka yang wajib adalah membayar satu kafarat, 
apabila terjadi dalam satu sumpah. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah sisi perhatian kepada satu 
atau banyaknya kafarat dalam sebuah sumpah yang terucap didasari oleh 
bentuk susunan kalimat atau oleh sejumlah perkara yang terkandung di 
dalam perkataannya yang diucapkan dengan nada sumpah? Maka mereka 
yang melihat dari sisi bentuk susunan kalimatnya berkata, “Ia dikenakan 
satu kafarat.’’’’ Dan, mereka yang melihat dari sisi jumlah perkara yang 
dapat dijadikan sebagai sarana bersumpah yeuig terkandung dalam 
susunan kalimatnya berkata, ‘'’Kafaratnya berlipat mengikuti berlipatnya 
perkara tersebut.” 

Inilah permasalahan-permasalahan pokok dalam pembahasan ini 
dan berbagai sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama yang 
berkaitan dengannya. Allah Maha Penolong dengan ramhat-Nya. 
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KITAB NADZAR 

Pembahasan dalam kitab ini meliputi tiga bagian: 


Bagian pertama: Jenis-jenis nadzar 

Nadzar terbagi menjadi dua: Nadzar ditinjau dari lafazhnya, dan 
nadzar ditinjau dari perkara yang dinadzarkan. 

Nadzar dari sisi lafazh ada dua macam: Nadzar mutlak, yaitu yang 
berbentuk pemberitahuan (khabar) dan nadzar terikat (mugayyad), yaitu 
yang berbentuk syarat. 

Nadzar mutlak terbagi menjadi dua: Nadzar yang isinya sangat 
jelas (tegas dan gamblang) dan nadzar yang tidak jelas (dengan kata 
kiasan). Yang pertama seperti ucapan seseorang, “Karena Allah, aku 
bernadzar untuk menunaikan ibadah haji.” Yang kedua seperti perkataan 
seseorang, “Karena Allah, aku bernadzar.” Tanpa jelas menegaskan isi 
nadzarnya. Yang pertama boleh jadi dengan jelas menggunakan kalimat 
nadzar dan boleh jadi pula tidak, seperti ucapan seseorang, “Karena 
Allah, aku wajib menunaikan ibadah haji.” 

Sedangkan nadzar muqayyad yang terucap dengan nada syarat, 
seperti perkataan seseorang, “Apabila terjadi begini dan begini, maka 
karena Allah wajib atasku bernadzar ini dan aku mengerjakan begini dan 
begini.” Boleh jadi nadzar ini dikaitkan dengan salah satu dari perbuatan 
Allah SWT, seperti perkataan seseorang, “Jika Allah menyembuhkan 
penyakitku ini, maka wajib atasku nadzar ini dan ini.” Ataupun dikaitkan 
dengan perbuatannya sendiri, seperti perkataannya, “Jika aku 
mengerjakan ini, maka wajib atasku nadzar begini dan begini.” Nadzar 
inilah yang oleh para ahli fikih disebut dengan sumpah. Pembahasannya 
sudah disampaikan terdahulu, menurut kami ia bukanlah sumpah, inilah 
jenis-jenis nadzar ditinjau dari sisi bentuk susunan kalimanya. 

Adapun pembagiannya dari sisi perkara yang digunakan untuk 
mengucapkan nadzar (isi nadzarnya) menjadi empat jenis: Nadzar dengan 
perkara yang termasuk ibadah (ketaatan), nadzar dengan perkara yang 
termasuk kemaksiatan, nadzar dengan perkara yang termasuk hal-hal 
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yang dibenci (makruh), dan nadzar dengan perkara yang termasuk hal-hal 
yang mubah. Secara umum empat jenis ini terbagi menjadi dua, yakni: 
Bernadzar untuk mengerjakan sesuatu atau bernadzar untuk 
meninggalkannya. 


Bagian kedua: Nadzar yang wajib ditunaikan dan yang tidak wajib 

Mengenai nadzar yang wajib ditunaikan dan yang tidak, para ulama 
telah bersepakat bahwa nadzar mutlak untuk mendekatkan diri kepada 
Allah wajib ditunaikan, kecuali yang diriwayatkan dari sebagian pengikut 
madzhab Imam Syafi’i bahwa nadzar mutlak tidak diperbolehkan, namun 
demikian mereka bersepakat bahwa nadzar mutlak harus ditunaikan jika 
dikerjakan atas dasar keridhaan bukan atas dasar paksaan dan jika 
dilafadzkan dengan jelas menggunakan kalimat nadzar, bukan dengan 
bahasa yang tidak tegas, baik nadzar tersebut berisi secara tegas sesuatu 
yang dinadzarkan ataupun yang tidak dinyatakannya secara tegas. 

Demikian pula halnya para ulama telah bersepakat wajib 
menunaikan nadzar yang terucap dengan nada syarat, apabila nadzar 
tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kewajiban menunaikan 
nadzar berdasarkan keumuman firman Allah SWT, 



"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (perjanjian 
itu)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 1), juga didasari oleh pujian Allah SWT 
kepada orang-orang yang memenuhi nadzar dalam firman-Nya, 

T ^ ji 

jJiUb 


"Mereka memenuhi nadzar." (Qs. Al Insaan [76]: 7) dan Allah juga 
mengabarkan adanya siksa atas pelanggaran nadzar dalam firman-Nya, 


Cr? O* ilbii ^ 

(C^ 
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“Z)a« di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada 
Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya 
kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk 
orang-orang yang saleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka 
sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan 
berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu 
membelakangi (kebenaran). Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada 
hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena 
mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan 
kepada-Nya dan (juga) karena mereka selalu berdusta. ” (Qs. At-Taubah 
[9]: 75-77). 

Sebab perbedaan pendapat; Dalam permasalahan ketegasan 
dalam lafazh nadzar untuk nadzar mutlak adalah perbedaan persepsi 
mereka mengenai apakah nadzar diwajibkan dengan niat dan lafazh 
sekaligus atau cukup dengan niat saja? Mereka yang berpendapat bahwa 
nadzar harus dengan keduanya berkata, “Jika seseorang mengucapkan, 
‘Karena Allah wajib atasku begini dan begini’ dan ia tidak mengucapkan 
nadzar, maka perkataan tersebut tidak memiliki konsekuensi apa-apa, 
karena hal tersebut merupakan pemberitahuan akan kewajiban sesuatu 
yang tidak diwajibkan oleh Allah SWT, kecuali apabila ia menegaskan 
tentang kewajibannya. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa 
lafazh tidak termasuk sebagai syarat sahnya nadzar berkata, “Sebuah 
nadzar dianggap sah dan berlaku meskipun tidak secara tegas 
menggunakan lafazh nadzar’’, inilah pendapat Imam Malik (artinya jika 
seseorang tidak secara tegas mengucapkan lafazh nadzar, ia tetap 
diwajibkan berdasarkan niatnya). Meskipun yang menjadi pegangan dari 
pendapatnya adalah bahwa sebuah nadzar tidak wajib, kecuali dengan 
adanya niat dan lafazh nadzar, akan tetapi ia melihat bahwa 
menghapuskan lafazh nadzar dari sebuah perkataan tidak dibenarkan, 
karena maksud dan tujuan perkataan yang bernada nadzar tersebut adalah 
nadzar, meskipun tidak secara tegas menggunakan lafazh nadzar, inilah 
pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat yang pertama di atas adalah 
pendapat Sa'id Bin Musayyab. 
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Mereka yang tidak berpendapat akan kewajiban nadzar mutlak, 
seakan-akan menganggap bahwa perintah memenuhi nadzar itu hanyalah 
sunah saja. Demikian pula mereka yang mensyaratkan adanya keridhaan 
dalam hal ini, alasan pensyaratannya karena ia merupakan salah satu cara 
mendekatkan diri kepada Allah mesti dikerjakan atas dasar keridhaan, 
bukan karena paksaan. Inilah pendapat Imam Syafi’i. Adapun menurut 
Imam Malik, nadzar tetap memiliki konsekwensinya bagaimanapun juga 
ia diucapkan. Inilah beberapa perkara yang diperselisihkan oleh para 
ulama mengenai konsekwensi lafazh nadzar. 

Adapun perbedaan pendapat para ulama mengenai konsekwensi 
hal-hal yang dinadzarkan, terangkum dalam dua permasalahan pokok 
berikut ini: 


Masalah pertama: Nadzar maksiat 

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang bernadzar 
untuk mengerjakan kemaksiatan. Imam Malik, Syafi’i dan jumhur ulama 
menyatakan ia tidak diberikan konsekwensi apapun. Sedangkan Abu 
Hanifah, Sufyan dan ulama-ulama Kufah menyatakan ia harus ditunaikan 
(mempunyai konsekwensinya). Menurut mereka konsekwensi dalam hal 
ini adalah kafarat sumpah, bukan perbuatan maksiatnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara zhahir riwayat- 
riwayat dalam bab ini, karena dalam bab ini terdapat dua riwayat hadits: 


Pertama, hadits Aisyah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, 

y ^ 9 ^ f' 9 f ^ 
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‘'Barangsipa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia 
menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada 
Allah, maka hendaklah ia tidak mendurhakai-Nya. 

Zhahir hadits ini menunjukkan bahwa nadzar dalam kemaksiatan 
tidak memiliki konsekwensi apapun. 

Kedua, hadits Imran bin Hushain RA dan hadits Abu Hurairah RA 
dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


^ Shahih. HR. Ai Bukhari (6696, 6700), Abu Daud (3289), At-Tirmidzi (1526), 
An-Nasa'i (7/17), Ibnu Maj<ih (2126), Ahmad (6/224) dari hadits Aisyah RA. 
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"Tidak ada nadzar dalam maksiat kepada Allah, dan kafaratnya 
adalah kafarat sumpah. Hadits ini mengisyaratkan adanya 
konsekwensi nadzar tersebut. 


Mereka yang menggabungkan antara kedua hadits di atas dalam 
permasalahan ini berkata, “Hadits pertama berisi informasi bahwa nadzar 
maksiat tidak memiliki konsekwensi apa-apa.” dan hadits kedua memuat 
adanya kewajiban membayar kafarat, maka mereka yang menguatkan 
zhahir hadits Aisyah R A dan menganggap tidak sahnya hadits Imran bin 
Hushain RA dan hadits Abu Hurairah RA berkata, “Dalam nadzar 
maksiat tidak terkandung kewajiban apapun.” Adapun mereka yang 
menggabungkan kedua hadits di atas mewajibkan untuk nadzar maksiat 
adanya kafarat sumpah. 


Abu Umar Bin Abdil Barr menyatakan bahwa para ahli hadits 
menilai dhaif hadist Imran RA dan Abu Hurairah RA, mereka 
beranggapan karena hadits Abu Hurairah berkisar pada riwayat Sulaiman 
bin Arqam. Padahal ia adalah matrukul hadits (yang riwayatnya 
ditinggalkan). Sedangkan hadits Imran bin Hushain berkisar pada riwayat 
Zuhair bin Muhammad dari bapaknya, bapaknya tidak dikenal, tidak ada 
yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya. Di samping Zuhair sendiri 
termasuk munkarul hadits, akan tetapi hadits tersebut diriwayatkan oleh 
Imam Muslim dari jalan Uqbah bin Amir RA. 


Adapun pengikut madzhab Imam Malik, dalam masalah ini 
berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik: 


" " ^ ^ * f i * 9" ^ * ''"'f * t 

■'“yy 4" /» 
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Shahih. HR. An-Nasa'i (7/27), Ahmad (4/443), Ath-Thabrani dalam Al Kabir 
(18/164, 174, 201), Al Baihaqi (10/56, 70) dari hadits Imran bin Hushain RA, 
hadits di atas dari Aisyah RA diriwayatkan oleh Abu Daud (3290), At-Tirmidzi 
(1525), An-Nasa'i (7/26), Ibnu Majah (2125) dinaggap shahih oleh Al Albani 
dalam Shahih An-Nasa'i. 
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"Bahwasanya Rasulullah SAW melihat seseorang yang berdiri di[ 
bawah terik matahari, beliau berkata, "Ada apa dengan orang ini?” 
mereka menjawab, “Bernadzar untuk tidak berbicara, tidak berteduh dan 
tidak duduk serta berpuasa.” Maka Rasulullah SAW bersabda, 
"Perintahkanlah ia untuk berbicara, berteduh dan duduk, dan hendaklah 
ia menyempurnakan puasanya. mereka berkata, “Lalu beliau 
menyuruhnya untuk menyempurnakan isi nadzarnya yang merupakan 
ketaatan kepada Allah dan meninggalkan nadzar maksiatnya, meskipun 
tidak Jelas bahwa meninggalkan berbicara merupakan sebuah 
kemaksiatan, karena Allah Ta’ala telah mengabarkan bahwa ia adalah 
nadzar yang dilakukan oleh Maryam. begitu pula halnya dengan berdiri 
di bawah terik matahari, bukan sebuah maksiat, kecuali apabila hal itu 
dapat mencelakakan diri sendiri, jika ada yang berkata itu pun bagian dari 
maksiat, maka kesimpulan tersebut dengan qiyas, bukan dengan nash, 
hukum asalnya adalah termasuk perkara-perkara yang mubah. 


Masalah kedua: Mengharamkan sesuatu yang mubah. 

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai orang yang 
mengharamkan sesuatu yang dibolehkan (mubah) terhadap dirinya. Imam 
Malik berkata, “Hal itu tidak memiliki konsekwensi apa-apa, selain 
perihal istri.” Ahlu Zhahir berkata, “Tidak ada kewajiban apa-apa 
padanya.” Sedangkan Abu Hanifah berkata, “Dalam hal ini terdapat 
kafarat sumpah.” 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara mafhum 
penelitian mereka terhadap zhahir firman Aliah SWT, 


^ Shahih, HR. Al Bukhari (6704), Abu Daud (3300), Ibnu Majah (2136), Ahmad 
(4/168), Ibnu Al Jarud (938), Ad-Daruquthni (4/161) dan Al Baihaqi (10/75) 
dari hadits Ibnu Abbas RA. 
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“//o/ A^a^/, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah 
menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri- 
isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian 
membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah adalah Pelindungmu dan 
Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ” (Qs. At-Tahrim [66] 1-2). 
Pasalnya nadzar bukanlah keyakinan menyelisihi hukum syar'i (artinya 
bukan termasuk sikap mengharamkan sesuatu yang halal atau 
menghalalkan sesuatu yang haram), karena wewenang mutlak untuk itu 
berada di tangan Pembuat syariat (Allah SWT), maka konsekuensi dari 
pengertian ini bahwa orang yang mengharamkan sesuatu yang mubah 
atas dirinya dalam pandangan syariat, ia tidak dibebani dengan sesuatu 
apapun, sebagaimana halnya tidak ada konsekuensi apa-apa ketika 
bernadzar menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syari'at. 

Zhahir firman Allah SWT, "'Sesungguhnya Allah telah mewajibkan 
kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu; dan Allah 
adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. ” 
(Qs. At-Tahrim [66]; 2), adanya celaan setelah pengharaman memiliki 
maksud bahwa kafarat sebagai penghalal akad ini jika demikian 
keadaannya, maka ia tidaklah wajib. Kelompok pertama menafsirkan 
larangan di atas apabila akad tersebut berupa sumpah, karena terjadi 
perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang sebab turunnya ayat ini, 
dalam Shahih Muslim dicantumkan bahwa hal ini adalah mengenai 
meminum madu. 

Disebutkan di dalamnya dari Ibnu Abbas RA, ia berkata. Jika 
seorang suami mengharamkan istrinya atas dirinya, maka ia termasuk 
sumpah yang memiliki kewajiban membayar kafarat. Firman Allah 
SWT, 
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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan 
yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah 
dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (Qs. Al- 
Ahzaab [33]: 21) 


Bagian ketiga: Tentang perkara yang diwajibkan dan hukumnya 

Perbedaan pendapat diantara ulama dalam hal yang diwajibkan atas 
sebuah nadzar dan hukumnya, terjadi banyak perbedaan pendapat dalam 
permasalahan ini, akan tetapi kami hanya akan menyebutkan beberapa 
permasalahan yang masyhur dalam hal ini, yaitu permasalahan yang 
berhubungan dengan persoalan syariat, diantaranya lima permasalahan 
berikut ini; 


Masalah pertama: Yang wajib dalam nadzar mutlak 

Para ulama berbeda pendapat mengenai sesuatu yang wajib dalam 
nadzar mutlak, dimana pelakunya tidak menetapkan apa-apa dalam 
nadzamya, seperti ia berkata, "Karena Allah, wajib atasku bemadzar." 
Mayoritas ulama berkata, “Perkataan ini (memiliki konsekwensi) 
membayar kafarat sumpah, bukan lainnya.” Segolongan ulama berkata, 
“Di dalamnya terdapat kafarat zhihar.” Kelompok yang lainnya 
berpendapat bahwa batas minimal yang ditunjukkan oleh istilah yang 
dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah berpuasa satu 
hari atau mendirikan shalat sunah dua rakaat. 

Hanya saja menurut jumhur ulama, hal di atas memiliki 
konsekwensi kafarat sumpah, berdasarkan hadits yang tsabit dari Uqbah 
bin Amir RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

f ^ ^ o ^ i 

"Kafarat nadzar adalah (seperti) kafarat sumpah. ” HR. Muslim.^^ 
Shahih. Takhrijnya telah disebutkan terdahulu. 
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Adapun mereka yang berpendapat dengan mengerjakan puasa satu 
hari atau shalat sunah dua rakaat berdasarkan prinsip kewajiban didasari 
oleh batas minimal yang ditunjukkan oleh sebuah istilah nadzar. Adapun 
mereka yang berpendapat bahwa di dalamnya terdapat kafarat zhihar, 
maka pendapat ini menyelisihi qiyas dan dalil naqli. 


Masalah kedua: Bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah 

Para ulama telah bersepakat mengenai kewajiban nadzar untuk 
berjalan kaki ke Baitullah (jika bernadzar untuk melakukannya). Mereka 
berbeda pendapat mengenai orang yang tidak mampu melakukannya 
pada sebagian perjalanannya. Segolongan ulama berpendapat tidak 
terkena kewajiban apa-apa, dan yang lainnya berpendapat terkena 
kewajiban tersebut. Mereka berbeda pendapat mengenai sanksi 
kewajibannya terbagi menjadi tiga pendapat; 

Pendapat penduduk Madinah adalah ia tetap diwajibkan untuk 
berjalan kembali dari tempat dimana ia merasa kelelahan, jika mau ia 
boleh menaiki kendaraan dan dinggap sah, namun ia terkena denda. 
Pendapat ini diriwayatkan dari Ali RA. 

Pendapat penduduk Mekah adalah ia tidak perlu mengulangi 
perjalanannya, melainkan ia wajib menyembelih hewan kurban. 

Imam Malik berpendapat wajib melakukan keduanya dalam 
perkara ini, yakni ia wajib kembali, lalu berjalan lagi dari tempat dimana 
diwajibkan, kemudian menyembelih hewan kurban. Menurutnya hewan 
kurban yang dimaksud adalah unta, sapi, atau kambing jika tidak 
mendapatkan sapi atau unta. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara dasar-dasar 
syari'at dengan riwayat hadits, pasalnya mereka yang menyamakan antara 
orang yang lemah jika berjalan kedua kali dengan orang yang 
menunaikan ibadah haji tamattu' dan haji qiran yang mengerjakan dua 
kali perjalanan dalam satu kewajiban, dan inilah perbuatan dalam satu 
safar dengan dua kali perjalanan, ia menyatakan wajib menyembelih 
hewan kurban seperti pada haji qiran atau tamattu'. Sedangkan mereka 
yang menyamakannya dengan perbuatan-perbuatan ibadah haji yang 
dapat digantikan dengan menyembelih hewan kurban, menyatakan wajib 
membayar denda. Adapun mereka yang mengambil semua hadits-hadits 
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dalam bab ini mengatakan jika ia tidak sanggup mengerjakannya, maka ia 
tidak terkena kewajiban apapun. 

Abu Umar berkata, “Sunnah yang tsabit dalam bab ini 
menunjukkan terangkatnya beban berat, dan memang demikian 
kenyataannya.” 


Pertama, Hadits Uqbah Bin Amir Al Juhani RA, ia berkata, 
“Saudara perempuanku bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah, lalu 
ia memintaku untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, maka aku 
menanyakan hal itu kepada beliau SAW, lalu beliau pun bersabda, 

“Hendaknya ia berjalan kaki dan berkendara. ” (HR. Muslim).^*^* 


Dalam hadits Anas bin Malik, 
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"Bahwasannya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki berjalan 
dengan dipapah oleh kedua anaknya, beliau bertanya mengenai orang 
tersebut dan dijawab, “Ia bernadzar untuk berjalan kaki.” maka beliau 
SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan) 
siksaan orang ini terhadap dirinya. ” Lalu beliau memerintahkannya 
untuk menaiki kendaraannya."^”^ Hadits ini pun tsabit. 


Masalah ketiga: Nadzar untuk berjalan kaki ke Masjid Nabawi atau 
Masjidil Aqsha' 

Para ulama berbeda pendapat —setelah mereka bersepakat 
mengenai kewajiban untuk berjalan kaki dalam ibadah haji atau umrah. 


’*** Muttafag alaih, HR. Al Bukhari (1866), Muslim (1644), Abu Daud (3299), At- 
Tirmidzi (1544), An-Nasa'i (7/19, 20), Ibnu Majah (2134), Ahmad (1/252), 
(4/152) dan Al Baihaqi (10/80). 

Muttafcuj alaih. HR. Al Bukhari (1865, 6701), Muslim (1642), Abu Daud 
(3301), At-Tirmidzi (1537), An-Nasa'i (7/30), Ahmad (3/114, 183, 235), Ibnu 
Al Jarud (939) dan Al Baihaqi (10/78). 
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apabila seseorang bernadzar untuk melakukannya dengan berjalan kaki— 
mengenai orang yang bernadzar untuk berjalan kaki ke masjid nabawi 
atau masjidil Aqsa, maksudnya untuk mendirikan shalat di dalamnya. 
Imam Malik dan Syafi’i berkata, ‘ia wajib berjalan kaki.” Abu Hanifah 
berkata, ‘ia tidak wajib melakukannya, dan dimana saja ia mendirikan 
shalat, maka hal itu telah mencukupinya, begitupula jika ia bernadzar 
untuk shalat di Masjidil Haram, yang wajib untuk berjalan ke masjidil 
Haram dalam sebuah nadzar ketika berhaji dan umrah.” Pengikutnya — 
Abu Yusuf— berkata, “Orang yang bernadzar untuk mendirikan shalat di 
masjidil Aqsa atau di masjid Nabawi diwajibkan untuk melakukannya, 
dan jika ia shalat di Masjidil haram maka hal itu telah mencukupinya.” 


Mayoritas ulama berpendapat bahwa nadzar selain pada tiga masjid 
tersebut ia tidak diwajibkan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 


•lT' 




"Tidaklah dipaksakan untuk bepergian kecuali ke tiga tempat; 
kemudian beliau menyebutkan Majidil Haram, Masjid beliau sendiri 
(Nabawi) dan Baitul Maqdis.””‘’ Beberapa ulama berpendapat bahwa 
nadzar ke masjid-masjid yang memiliki keutamaan lebih dari yang 
lainnya, wajib dikerjakan. Berhujjah dengan fatwa Ibnu Abbas RA. 
kepada anak seorang wanita yang bernadzar untuk berjalan ke masjid 
Quba, kemudian ia wafat, maka hendaknya ia melakukan perjalanan itu 
atas namanya (menggantikannya). 

Sebab perbedaan pendapat: perbedaan persepsi mereka mengenai 
makna dari ungkapan, "Melakukan perjalanan ketiga masjid tersebut,". 
Apakah untuk mendirikan shalat wajib di selain Masjidil Haram atau 
untuk mendirikan shalat sunah? Maka mereka yang berkata, untuk tempat 
mendirikan shalat wajib, menurutnya sesuatu yang wajib tidak dapat 
dijadikan sebagai nadzar, karena hal itu telah diwajibkan oleh syari'at, 
mereka berkata, “Nadzar untuk berjalan ke kedua masjid tersebut tidak 


Shahih, HR. Malik dalam Al Muwaththa' (1/108), (241), An-Nasa'i dalam Al 
Kubra (1754), Ath-Thahawi dalam Musykil Al Atsar (1/242) dengan lafazh, 
"Tidaklah dipaksakan mengadakan perjalanan kecuali menuju tiga masjid: 
Masjidil Haram, Masjidku ini dan Masjidil Iliya' atau Baitul Magdis." Dinilai 
shahih oleh Al Albani dalam Shahih Al JamV. 
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wajib dikerjakan.” Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa nadzar 
boleh saja dengan perkara yang wajib, atau boleh jadi yang dimaksudkan 
dari kedua masjid tersebut adalah sebagai tempat shaiat sunah, 
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 
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''Shaiat satu kali di masjidku ini lebih baik daripada shaiat seribu 
kali di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. 


Pendapat yang mengatakan bahwa kalimat shaiat di sini meliputi 
yang wajib dan yang sunah menyatakan bahwa hal itu wajib, akan tetapi 
Abu Hanifah memahami hadits ini sebagai shaiat wajib menggunakan 
metode jam ’ (mengkompromikan) antara hadits tersebut dengan hadits 
Nabi SAW, 




"Shaiat salah seorang diantara kalian di rumahnya lebih baik 
daripada shalatnya di masjidku ini, kecuali shaiat wajib."^'^ Jika tidak, 
maka akan terjadi pertentangan antara kedua hadits ini, sebenarnya 
permasalahan ini lebih tepat dicantumkan dalam bab kedua daripada 
disebutkan dalam bab ini. 


Masalah keempat: Nadzar untuk menyembelih anaknya di maqam 
Ibrahim AS. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban orang yang 
bemadzar untuk menyembelih anaknya di maqam Ibrahim AS. Imam 
Malik berkata, “Ia harus menyembelih seekor unta sebagai penebusnya.” 
Abu Hanifah berkata, “la harus menyembelih seekor kambing.” Ini juga 
diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. Sebagian ulama berkata, “Ia harus 


Muttafaq alaih. HR. Al Bukhari (1190), Muslim (1394), At-Tirmidzi (3916), 
An-Nasa'i (2/35), (5/214) Ibnu Majah (1404), Ahmad (2/251, 277, 397, 499, 
528). 

Shahih. HR. Abu Daud (1044), Ath-Thahawi dalam Ath-Thahawi dalam Syarh 
Ma'ani Al Atsar (1/350), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (5/144), (4893) dan 
dalam Ash-Shaghir (544) dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shaih Abu Daud. 
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menyembelih seratus ekor unta.” Sebagian yang lain lagi berkata, “Ia 
harus membayar diyatnya.” pendapat ini diriwayatkan dari Ali RA. 
Sebagian yang lain lagi berkata, ‘ia harus berhaji dengannya.” ini adalah 
pendapat Al-Laits. Abu Yusuf dan Syafi’i berkata, ‘ia tidak terkena 
kewajiban apa-apa karena hal itu adalah nadzar maksiat, dan bernadzar 
dalam kemaksiatan adalah dilarang.” 

Sebab perbedaan pendapat: Kisah Nabi Ibrahim AS. (artinya 
apakah sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT juga berlaku bagi kaum muslimin 
sekarang atau tidak?). Mereka yang berpendapat bahwa hal ini 
disyariatkan hanya khusus bagi Nabi Ibrahim AS saja, mereka berkata, 
“Nadzar tersebut tidak wajib.” Adapun mereka yang berpendapat bahwa 
ia berlaku bagi kita, mereka berkata, “Nadzar tersebut wajib dikerjakan.” 
Perbedaan pendapat ini juga bertolak dari apakah syariat sebelum kita 
berlaku juga bagi kita? Ada perbedaan pendapat yang masyhur di 
kalangan ulama, akan tetapi akan menjurus pada perbedaan pendapat 
lainnya, yaitu bahwa zhahir perbuatan ini khusus bagi Nabi Ibrahim AS 
dan tidak disyariatkan pada orang-orang pada masa beliau, berdasarkan 
prinsip inilah, seharusnya tidak ada perbedaan pendapat lagi, apakah ia 
sebagai syariat bagi kita atau tidak? 

Mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut disyariatkan bagi kita, 
berbeda pendapat mengenai kewajiban yang ada di dalamnya, dari sisi 
perbedaan pendapat mereka tentang apakah kewajiban tersebut hanya 
berlaku terhadap Nabi Ibrahim AS saja atau juga dalam kewajiban- 
kewajiban dalam syari'at Islam lainnya? Baik dengan menyedekahkan 
diyatnya atau berhaji dengannya atau menyembelih hewan kurban sapi. 

Mereka yang menyatakan seratus ekor unta berhujjah dengan hadits 
Abdul Muthalib. 


Masalah kelima: Nadzar menafkahkan seluruh hartanya di jalan 
Allah 

Para ulama telah bersepakat bahwa orang yang bernadzar untuk 
menafkahkan seluruh hartanya di jalan Allah atau kebaikan lainnya, hal 
itu mewajibkannya dan tidak terangkat dengan kafarat. Begitu pula 
apabila ia menyampaikannya dengan bentuk pemberitaan dan bukan 
dengan bentuk syarat, juga dibarengi dengan sumpah. 
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Mereka berbeda pendapat mengenai orang yang bemadzar untuk itu 
dengan bentuk syarat, seperti perkataan seseorang, “Aku berikan seluruh 
hartaku kepada orang-orang miskin, jika aku melakukan ini dan itu.” 
Kemudian ia melakukannya. Segolongan ulama menyatakan bahwa 
perkataan itu memiliki konsekuensi (kewajibannya), layaknya nadzar 
dengan bentuk pemberitaan, namun ia tidak berkonsekuensi kafarat. 
Inilah pendapat Imam Malik dalam masalah nadzar-nadzar dengan 
susunan kalimat seperti ini (artinya: ia tidak memiliki kewajiban 
membayar kafarat apapun). 

Sekelompok lainnya berkata, “Yang wajib dalam hal itu adalah 
kafarat sumpah saja.” Ini adalah pendapat Imam Syafi’i. Dalam hal 
nadzar-nadzar yang bernada syarat, karena hukumnya disejajarkan 
dengan sumpah. Sedangkan imam Malik menyerupakannya dengan 
hukum nadzar-nadzar lainnya, seperti yang telah kami sebutkan dalam 
pembahasan mengenai sumpah. 

Sedangkan mereka yang meyakini kewajiban mengeluarkan harta 
benda yang dimiliki seseorang dijalan yang diyakininya, mereka berbeda 
pendaptat mengenai kewajiban tersebut. Imam Malik berkata, “Yang 
wajib adalah mengeluarkan sepertiga hartanya saja.” Ibrahim An-Nakha'i 
dan Zafar berkata, “Yang wajib adalah mengeluarkan seluruh hartanya 
yang wajib dizakati.” Sebagian mereka berkata, “Jika ia mengeluarkan 
sebesar zakat hartanya, maka hal itu telah mencukupinya.” 

Daicun permasalahan ini terdapat pendapat kelima, yaitu: apabila 
hartanya banyak, maka wajib dikeluarkan seperlimanya, apabila hartanya 
p)ertengahan, wajib dikeluarkan sepeitujuhnya, dan apabila hartanya 
sedikit, maka cukup mengeluarkan sepersepuluhnya. Batasan banyaknya 
adalah dua ribu (dinar), yang pertengahan sebesar seribu (dinar), dan 
yang sedikit sebanyak lima ratus (dinar), pendapat ini diriwayatkan dari 
Qatadah. 


Sebab perbedaan pendapat: Mengenai perkataan, "Seluruh 
hartanya atau sepertiganya...” adalah pertentangan antara pokok kaidah 
dalam bab ini dengan hadits, karena ada sebuah hadits dari Abu Lubabah 
bin Abdul Mundzir ketika Allah mengampuninya, ia ingin bersedekah 
dengan seluruh hartanya, maka Rasulullah SAW bersabda, 
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"Sepertiga dari hartamu telah mencukupi. inilah yang dianut 
oleh Imam Malik. 


Sedangkan dasar kaidah dalam bab ini adalah yang wajib 
dikerjakan adalah menafkahkan seluruh hartanya, berpegang pada prinsip 
yang berlaku dalam semua madzhab (dengan kata lain: ia wajib 
menunaikannya menurut apa yang dimaksudkannya), akan tetapi yang 
wajib adalah pengecualian permasalahan ini dari kaidah asal tersebut, 
pasalnya ia dikecualikan oleh nash syariat, hanya saja Imam Malik dalam 
permasalahan ini tidak konsisten dengan pokok prinsip madzhabnya. Ia 
berkata, “Jika ia bersumpah atau bernadzar dengan sesuatu yang 
ditetapkannya, maka hal itu harus (wajib) atasnya, meskipun pada seluruh 
hartanya.” Demikian pula menurutnya jika ia menetapkan sebagian 
hartanya maksimal sepertiganya, maka hal itu wajib atasnya, pendapat ini 
menyelisihi nash hadits Abu Lubabah dan sesuai sabda Rasulullah SAW 
kepada orang yang datang dengan membawa emas sebesar telur, ia 
berkata, “Aku menemukan barang ini dari galian tambang, maka 
ambillah oleh kalian sebagai sedekah dan aku tidak memiliki harta lagi 
selainnya.” Maka Rasulullah SAW berpaling darinya, lalu ia datang dari 
sebelah kanan beliau, dan dari sebelah kiri beliau, kemudian dari arah 
belakang beliau, maka beliau SAW mengambilnya lalu melemparnya, 
kalau saja barang itu mengenai dirinya, maka pasti akan melukainya, 
beliau SAW bersabda. 
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"Salah seorang diantara kalian datang dengan apa yang 
dimilikinya dan berkata, "Ini untuk sedekah ” setelah itu ia duduk dan 
meminta-minta kepada manusia, sebaik-baik sedekah adalah yang 
berasal dari harta yang tidak dibutuhkan. 


Dha’if. HR. Abu Daud (3320), Ahmad (3/452), Malik dalam ,'l/MH'flrArAa' 
(2/481), Ad-Darimi (1/390), Ath-Thabrani (4509,4510) dan Al Baihaqi (4/181) 
D/ja'(/'kecuali sabdanya, “Sebaik-baik sedekah adalah yang berasal dari harta 
kekayaan (yang tidak dibutuhkan). " HR. Abu Daud (1673), (1674), Ad-Darimi 
(1/391), dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (3371) dan Al Hakim (1/413) 
disepakati oleh Adz-Dzahabi, diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (4/181) 
dianggap dha’if oleh Al Albani dalam Dha’if Abu Daud, kecuali sabdanya, 
"Sebaik-baik sedekah... ’’ 
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Hadits ini sebagai nash yang tegas bahwa harta tertentu tidak wajib 
disedekahkan seluruhnya dan barangkali Imam Malik menganggap 
hadits-hadits ini tidak shahih. 

Adapun perkataan-perkataan yang lainnya dalam permasalahan ini 
adalah lemah, terutama mereka yang mengkhususkan selain sepertiga 
hartanya. 

Kami cukupkan pokok-pokok pembahasan dalam kitab ini, dan 
Allah Maha Pemberi taufik kepada Jalan yang benar. 

* * * 
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KITAB KURBAN 


Dalam kitab ini terdiri dari empat bab: 


Babi 


Hukum Berkurban dan Orang-Orang yang Diwajibkan Berkurban 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban, apakah ia 
wajib atau sunah? 


1. Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa hukumnya sunah 
mu'akkad. Malik memberikan rukhshah bagi yang menunaikan haji 
untuk meninggalkan kurbannya di Mina, sedangkan Syafi’i tidak 
membedakan antara yang menunaikan haji maupun selainnya. 

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa hukum berkurban wajib atas 
orang yang mukim dan tidak wajib atas musafir. 

3. Adapun kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad) 
berbeda pendapat dengannya, keduanya berpendapat bahwa berkurban 
tidak wajib hukumnya. Dan dari Imam Malik diriwayatkan pendapatnya 
yang seperti pendapatnya Abu Hanifah. 


Sebab perbedaan pendapat: Sebab perbedaan berfokus pada dua 
hal; Pertama, apakah perbuatan Nabi SAW dalam hal tersebut 
menunjukan wajib atau sunah? karena beliau SAW tidak pernah 
meninggalkan berkurban sebagaimana yang diriwayatkan dari beliau, 
hingga dalam bepergian. Seperti hadits Tsauban RA, ia berkata, 
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“Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya kemudian 
bersabda, ‘Wahai Tsauban bersihkanlah daging hewan kurban ini!’ Ia 
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berkata, ‘Maka akupun selalu memberi makan beliau dari daging tersebut 
hingga beliau sampai di madinah’.”^'^ 

Kedua, perbedaan mereka dalam memahami hadits-hadits yang ada 
tentang hukum berkurban, karena diriwayatkan dari beliau SAW dalam 
hadits Ummu Salamah RA, bahwa beliau SAW bersabda: 
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''Apabila telah masuk hari kesepuluh dan salah seorang dari kalian 
hendak berkurban maka janganlah ia mengambil bulunya sedikitpun 
juga kuku-kukunya. 

Ulama berkata, tentang sabda Rasulullah, "Apabila salah seorang 
dari kalian hendak berkurban." Dalam hadits ini terdapat dalil yang 
menunjukkan bahwa berkurban tidak wajib. Adapun perintah Rasulullah 
SAW kepada Abu Burdah agar mengulangi kurbannya, karena ia 
menyembelihnya sebelum shalat Id. Oleh sebagian ulama dipahamai 
bahwa berkurban hukumnya wajib. Sementara Ibnu Abbas berpendapat 
tidak wajib. 

Ikrimah RA berkata, “Ibnu Abbas menyuruhku untuk membeli 
daging dengan dua dirham yang diberikannya kepadaku.” Lalu dia 
berkata, “Siapa saja yang kau temui maka katakan kepadanya, ‘Ini hewan 
kurban Ibnu Abbas!’.” 

Diriwayatkan dari Bilal RA, bahwa ia berkurban dengan seekor 
ayam jantan dan setiap hadits yang tidak ada tujuan yang bisa dijadikan 
hujjah maka berhujjah dengannya adalah lemah. 

Ulama berbeda pendapat, apakah bagi seorang yang berkurban 
diharuskan agar tidak mengambil dari bulu dan kuku-kuku hewan 
kurbannya pada sepuluh hari yang pertama, dan hadits yang menjelaskan 
hal tersebut telah tsabit. 


Shahih. HR. Muslim (1975), Abu Daud (2814), Ahmad (5/277, 281), Ad- 
Darimi (2/79), Ath-Thabrani (1411), Al Hakim (4/230) dan Al Baihaqi (9/291). 
Shahih. HR. Muslim (1977), Abu Daud (2791), At-Tirmidzi (1523), An-Nasa'i 
(7/211), Ibnu Majah (3150), dan Ahmad (6/311). 
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Bab II 

Jenis-Jenis Hewan Kurban, Sifat, Umur dan Jumlahnya 
Dalam bab ini terdapat empat masalah yang masyhur: 


Masalah pertama: Menentukan jenis hewan kurban 

Para ulama telah sepakat bolehnya berkurban dengan semua hewan 
ternak (berkaki empat) dan mereka berbeda pendapat tentang manakah 
yang afdhal: 

1. Imam Malik berpendapat bahwa yang lebih utama adalah 
domba, kemudian sapi lalu unta. Kebalikan dalam hadyu (kurban haji). 
Dikatakan pula darinya, “Yang afdhal adalah unta kemudian sapi, lalu 
domba.” 


2. Syafi’i berpendapat kebalikan dari pendapatnya Malik, yang 
lebih afdhal menurutnya adalah unta, kemudian sapi, lalu domba. Asyhab 
dan Tsauban pun berpendapat demikian. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan antara qiyas 
dengan dalil perbuatan, karena tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW 
yang menjelaskan lain kecuali beliau berkurban dengan domba, hal 
tersebut menjadi dalil bahwa domba adalah lebih utama, dan itulah yang 
telah disebutkan oleh sebagian ulama. Dalam Shahih Al Bukhari terdapat 
hadits dari Ibnu Umar RA yang menunjukkan hal sebaliknya, yaitu 
bahwa ia berkata, 
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“Rasulullah SAW memotong dan menyembelih hewan kurban di 
(luar) mushalla.”^'^ 

Adapun qiyas, dikarenakan berkurban adalah bentuk pendekatan 
diri kepada Allah dengan hewan, maka seharusnya yang lebih utama 
adalah apa yang lebih utama dalam hadyu (kurban haji), sedangkan 
Syafi’i berargumentasi dengan keumuman sabda Rasulullah SAW, 


Shahih. HR. Muslim (5552), Abu Daud (2811), An-Nasa’i (7/213) dan Ibnu 
Majah(3161). 
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''Siapa yang pergi (shalat Jumat) pada saat pertama maka ia 
seperti berkurban dengan seekor unta gemuk, siapa yang pergi pada saat 
kedua maka ia seperti berkurban dengan seekor sapi dan siapa yang 
pergi pada saat ketiga maka ia sperti berkurban dengan seekor 
kambing.”'^^^ 

Dari hadits dipahami bahwa yang wajib adalah berkurban dengan 
hewan. Adapun Malik memahami hadits ini hanya dalam perkara kurban 
haji saja, agar perbuatan tidak bertolak belakang dengan ucapan 
Rasulullah, dan inilah yang lebih utama. 

Dan ada kemungkinan perbedaan pendapat mereka karena sebab 
lain, yaitu apakah sembelihan agung yang dijadikan tebusan oleh Ibrahim 
AS adalah sunah yang berlaku sampai hari ini yaitu berkurban, dan yang 
demikian itu adalah makna firman-Nya, "Dan kami abadikan baginya 
dikalangan orang-orang yang datang kemudian.'' (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 
78) maka ulama yang berpendapat dengan ini, mereka berkata, "Domba 
yang lebih utama." Adapun ulama yang berpendapat bahwa itu bukan 
sunah yang masih berlaku maka tidak ada dalil bahwa domba adalah 
lebih utama. 

Padahal telah tsabit bahwa Rasulullah SAW pernah berkurban 
dengan keduanya dan apabila memang demikian maka seharusnya yang 
dipegang adalah pendapat Syafi’i. 

Para ulama sepakat bahwa tidak boleh berkurban dengan selain 
hewan ternak (berkaki empat), kecuali apa yang diceritakan dari Al 
Hasan bin Shalih bahwa ia berkata, “Boleh berkurban dengan sapi liar 
untuk tujuh orang dan seekor kambing untuk satu orang.” 


Masalah kedua: Menentukan sifat 

Para ulama sepakat wajib menghindari hewan yang pincang, sakit 
dan terlalu kurus yang tidak ada sungsumnya, sesuai hadits Barra' bin 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (881), Muslim (850), Abu Daud (531), At- 
Tirmidzi (499), An-Nasa'i (3/99), Ahmad (2/460) dari hadits Abu Hurairah RA. 
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Azib, “Bahwa Rasulullah SAW ditanya, hewan kurban yang bagaimana 
yang harus dihindari, maka beliaupun berisyarat dengan tangannya dan 
bersabda, "Empat." dan Barra' berisyarat dengan tangannya dan berkata, 
‘Tanganku lebih pendek dari tangan Rasulullah SAW’: 




""Hewan pincang yang jelas pincangnya, hewan buta yang jelas 
butanya, hewan sakit yang jelas sakitnya, dan hewan kurus yang tidak 
bersungsum.”^'^ 


Merekapun bersepakat bahwa apabila empat cacat tadi hanya cacat 
ringan maka tidak berpengaruh dan dapat mencukupi (sah). Dan mereka 
berselisih pada dua hai: 


Pertama, tentang cacat yang lebih parah dari empat cacat yang 
dalam nash seperti buta dan betis buntung. 

Kedua, tentang cacat yang menyamainya dalam hal kekurangan dan 
membuat jelek (maksudnya, cacat-cacat yang ada pada telinga, mata, 
ekor, gigi dan pada anggota lain yang bukan cacat ringan). 

Hal pertama: 

1. Jumbut berpendapat bahwa cacat yang lebih parah dari pada 
cacat-cacat yang ada nashnya maka ia lebih tidak mencukupi. 

2. Ahli Zhahir berpendapat bahwa hal tersebut mencukupi dan 
tidak lebih banyak dari cacat-cacat yang ada nashnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah lafazh tersebut lafazh khusus 
dengan maksud khusus atau khusus dengan maksud umum? Maka ulama 
yang berpendapat maksudnya adalah khusus dan karenanya Nabi SAW 
menyebutkan Jumlahnya, ia berkata, “Tidak menghalangi kecuali empat 
cacat saja.” Dan ulama yang berpendapat khusus dengan maksud umum, 
dan ini termasuk jenis prioritas terhadap yang paling rendah dari pada 
yang lebih tinggi, mengatakan, “Cacat yang lebih parah daripada cacat 


Shahih. HR. Abu Daud (2802), At-Tirmidzi (1497), An-Nasa'i (7/214), Ibnu 
Majah (3144), Ahmad (4/284), Ath Thayalisi (749) dan Ad-Darimi (2/76) 
seluruhnya dari hadits Barra' bin Azib RA. 
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yang ada dalam nash maka ia lebih pantas dianggap tidak mencukupi 
(untuk jadi hewan kurban).” 

Adapun hal kedua: (maksudnya, cacat yang ada pada seluruh 
anggota tubuh apakah dapat mengurangi seperti halnya cacat-cacat yang 
ada dalam nash). Para ulama berbeda pendapat menjadi tiga pendapat; 

1. Cacat-cacat tersebut dapat menghalangi sebagaimana yang ada 
pada nash, ini terkenal dari madzhab Imam Malik yang ada di kitab-kitab 
yang terkenal. 

2. Cacat-cacat tersebut tidak menghalangi meskipun menjauhinya 
adalah mustahab (disunahkan), ini yang diucapkan Ibnu Qishar, Ibnu 
Jalab dan sekelompok ulama Baghdad dari pengikut Malik. 

3. Cacat-cacat tersebut tidak menghalangi dan menjauhinya 
bukanlah hal yang mustahab, ini adalah pendapat Ahli Zhahir. 

Sebab perbedaan pendapat; Ada dua hal; pertama, perbedaan 
mereka dalam memahami hadits yang terdahulu. Kedua, atsar-atsar yang 
saling bertentangan dalam masalah ini. 

Adapun hadits yang terdahulu, maka ulama yang berpendapat 
bahwa ia adalah lafazh khusus yang bermaksud khusus, mereka berkata, 
“Cacat yang selain dari empat (disebut dalam nash) baik yang 
menyamainya atau yang lebih banyak darinya tidak dianggap cukup.” 
Adapun ulama yang berpendapat lafazh khusus yang bermaksud umum - 
dan mereka adalah para ahli fiqh-,dan menurur ulama yang berpendapat 
prioritas terhadap yang lebih rendah dari yang lebih tinggi, bukan 
prioritas dua hal yang sama, mereka berkata, “Cacat yang lebih parah 
maka disertakan dengan yang empat ini, dan tidak disertakan dengannya 
cacat yang menyamainya kecuali hanya bersifat mustahab." Dan ulama 
yang berpendapat hadits tersebut adalah priritas terhadap dua perkara 
sekaligus (maksudnya cacat yang lebih parah dari yang tersurat dalam 
nash atau yang sama dengannya), mereka berkata, “Cacat-cacat yang 
menyerupai cacat yang ada dalam nash dapat menghalangi (tidak sah), 
sebagaimana cacat-cacat yang lebih besar darinya.” 

Inilah satu dari beberapa sebab perselisihan dalam masalah ini, dari 
perselisihan lafazh yang dipahami sebagai makna khusus atau umum. 
Kemudian keumumman apakah ini, apakah yang lebih banyak dari itu? 
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Atau yang lebih banyak dan yang setara secara bersamaan menurut yang 
masyhur dari madzhab Imam Malik? 


Adapun sebab kedua: Ada dua hadits hasan dalam bab ini yang 
bertentangan, An-Nasa'i menyebutkan dari Abu Burdah RA, bahwa ia 
berkata, “Wahai Rasulullah SAW aku tidak suka kekurangan yang ada 
pada tanduk dan telinga, maka Nabi SAW bersabda kepadanya. 




'Apa yang kamu tidak sukai maka tinggalkanlah tapi jangan kamu 
halangi bagi selainmu 


Dan Ali bin Abi Thalib RA, ia berkata, 

V _} 3 JsJLJ jt jUl-j oii Jj^j \1'Ja 

r Q t'' ^ ^ <** 
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“Rasulullah SAW menyuruh kami agar memeriksa mata dan 
telinga, dan agar tidak berkurban dengan Syarqa', Kharga', Mudabirah 
danBatra'r^^' 


Syarga' adalah hewan yang telinganya terbelah. Kharga' adalah 
hewan yang telinganya bolong. Mudabirah adalah hewan yang pangkal 
telinganya terputus. 

Ulama yang menguatkan hadits Abu Burdah RA, mereka berkata, 
“Yang harus dihindari adalah cacat yang empat atau cacat yang lebih 
parah darinya.” Adapun ulama yang mengkompromikan dua hadits ini, 
mereka berpendapat bahwa hadits Abu Burdah RA dimaksudkan untuk 
cacat ringan yang tidak jelas, sementara hadits Ali RA untuk cacat yang 
lebih parah atau yang setara dengan yang disebutkan dalam nash,. Oleh 
karena itu para pengikut madzhab ini memberi batasan yang dapat 
menghalangi, berupa hilangnya anggota-anggota tubuh ini. Sebagiannya 
memberi batasan hilangnya sepertiga telinga dan ekor, sebagian lain 
menentukan lebih, begitu pula dalam hilangnya gigi dan puting susu. 


Saya tidak mendapati lafazh seperti ini dalam hadits Abu Burdah RA, akan 
tetapi berada dalam hadits Barra' bin Azib RA yang terdahulu. 

Dhaif. Kecuali beberapa bagian, HR. Abu Daud (2804), At-Timidzi (1498), 
An-Nasa'i (7/216), Ibnu Majah (3142), Ahmad (1/80, 108, 149), Ibnu Al Jarud 
(906), dinilai dha’ifo\eh Al Albani kecuali kata istisyraf. 
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Adapun tanduk maka Malik berkata, “Hilang sebagian dari tanduk tidak 
dianggap cacat kecuali bila keluar darahnya, maka hal ini disebut sakit, 
dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa sakit yang jelas dapat 
menghalangi.” 


Abu Daud meriwayatkan. 




“Bahwa Nabi SAW melarang (hewan kurban) yang telinga dan 
tanduknya putus.” 

Para ulama berbeda pendapat tentang shaka' (binatang yang sejak 
lahir tidak mempunyai dua telinga); 

1. Imam Malik dan Syafl’i berpendapat tidak boleh. 

2. Abu Hanifah berpendapat apabila memang dari sejak lahirnya 
demikian maka boleh. 


3. Jumhur tidak membedakan antara telinga yang putus semuanya 
atau sebagian besarnya tetap dianggap cacat. Semua perselisihan ini 
kembali pada apa yang telah kami paparkan. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hewan yang sebagian 
tubuhnya terpotong: 


Sebagian ulama membolehkannya berdasarkan hadits Jabir Al Ju’fi 
dari Muhammad Bin Qarazhah dari Abu Sa’id Al Khudri RA, bahwa ia 
berkata. 


ial cIjS CjjJi CA, ^ 

.Aj AaIp aX 


A 

^1 


“Aku membeli seekor kambing untuk kurban, kemudian seekor 
srigala memakan buntutnya, akupun bertanya kepada Rasulullah SAW, 
maka beliau bersabda, ‘Berkurbanlah dengannya 


Dhaif Jiddan, HR. Ibnu Majah (3146), Ahmad (3/32, 78, 86), Ath-Thayalisi 
(2237), Ath-Thahawi dalam dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (4/169), Al Baihaqi 
(9/289) seluruhnya berkisar pada riwayat Jabir bin Yazid Al Ju’fi dari 
Muhammad bin Qarazhah dari Abu Sa’id Al Khudri RA dari Jabir bin Yazid 
RA. Ibnu Hajar berkata (tentang Al Ju’fi): dha’if dan orang syi’ah Rafidhah 
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Jabir Al Ju’fi menurut kebanyakan para ahli hadits tidak bisa 
dijadikan hujjah, dan sebagaian ulama juga menolaknya karena ada 
hadits Ali RA yang telah terdahulu. 


Masalah ketiga: Menentukan umur 

Adapun masalah ketiga yaitu mengetahui umur yang menjadi syarat 
dalam berkurban, para ulama telah sepakat bahwa kambing yang kecil 
tidak boleh, tetapi yang telah berumur dua tahun atau yang lebih tua 
berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Abu Burdah RA ketika beliau 
memerintahkannya untuk mengulang berkurban, 

''Cukup bagimu dan tidak cukup seekor kambing kecil bagi orang 
selainmu”^^^ 


J’ ,9 0 ^ 


Para ulama berbeda pendapat tentang domba yang kecil: 
1. Jumhur ulama membolehkannya. 


2. Sebagian ulama berpendapat harus yang berumur dua tahun. 
Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara hadits yang 
bermakna umum dan khusus. Yang khusus adalah hadits Jabir RA, ia 
berkata: Rasulullah SAW bersabda. 




'V! 






"Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur, 
kecuali bila yang demikian itu sulit bagi kalian, maka sembelihlah 
domba (kambing) yang muda”^^^ (HR. Muslim). 

Sedangkan yang umum adalah hadits Abu Burdah bin Nayyar RA, 
dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


sedangkan Muhammad bin Qarazhah Tidak dikenal. Hadits diatas dinilai dha’if 
oleh Al Albani dalam Dhaif Abu Dhaif. Menurumya, sanadnya dha 'if jiddan. 

^ Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (951, 955, 965, 968, 976, 983, 5545, 5560, 
5563), Muslim (1961), Abu Daud (2800, 2808), At-Tirmidzi (1508), dan An- 
Nasa'i (1569, 1580) seluruhnya dari hadits Barra' bin Azib RA. 

Shahih. HR. Muslim (1963), Abu Daud (2797), An-Nasa'i (7/218), Ibnu Majah 
(3141), Ahmad (3/312, 327) dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah (2918), dan 
Al Baihaqi (5/229). 
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^ ^ ^ ''y O ^ y 
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“Kambing kecil tidaklah cukup bagi seseorang setelakmu.'" 

Ulama yang menguatkan hadits yang umum daripada yang khusus 
dan itu adalah madzhabnya Abu Muhammad Ibnu Hazm, karena ia 
menganggap bahwa Abu Az-Zubair adalah seorang mudalis menurut para 
ahli hadits dan seorang mudalis menurut mereka tidak cukup ‘ananah 
dari ucapannya sepanjang sanad karena toleransinya dalam hal tersebut. 
Dan hadits Abu Burdah RA tidak ada cacatnya. 


Adapun ulama yang menguatkan hadits yang khusus daripada yang 
umum, sebagaimana yang terkenal dikalangan mayoritas para ahli ushul, 
maka hadits itu menjadi pengecualian bagi yang umum, yaitu domba 
muda yang ada nashnya, dan itulah yang lebih utama, disamping Abu 
Bakar bin Shafar menilai shahih hadits ini. Ia pun menyalahkan Abu 
Muhammad Ibnu Hazm pada apa yang disandarkan kepada Abu Az- 
Zubair —menurut perkiraan saya dalam ucapannya untuk membantah 
Ibnu Hazm—. 


Masalah keempat: Jumlahnya 

Adapun permasalahan yang keempat yaitu Jumlah binatang kurban 
yang mencukupi bagi yang ingin berkurban, para ulama berbeda 
pendapat dalam hal itu: 

1. Imam Malik berpendapat seseorang boleh menyembelih 
kambing, sapi atau unta sebagai kurban untuk dirinya dan keluarga yang 
ia nafkahi menurut syariat, dan begitu Juga dalam kurban haji. 

2. Syafi’i, Abu Hanifah dan jama’ah membolehkan menyembelih 
unta untuk tujuh orang dan begitu pula sapi untuk hewan kurban ataupun 
kurban haji. 

Para ulama sepakat bahwa kambing hanya cukup untuk satu orang, 
kecuali pendapat yang diriwayatkan oleh Imam malik bahwa ia 
membolehkan seseorang menyembelih kambing untuk dirinya dan 
keluarganya, namun bukan dari hasil milik bersama tapi ia sendiri yang 
membeli. Pendapat diatas berdasarican riwayat dari Aisyah RA, ia 
berkata. 
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“Kami pemah berada di Mina, lalu kami disuguhkan daging sapi, 
kami pun bertanya, ‘apa itu?’ mereka menjawab, ‘daging kurban 
Rasulullah SAW untuk istri-istri beliau.”^^^ 


3. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat makruh, bukan karena 
tidak mencukupi. 


Sebab perbedaan pendapat; Adanya pertentangan antara hukum 
asal dan qiyas yang dibangun diatas riwayat hadits tentang kurban haji. 


Yang demikian itu bahwa pada asalnya tidaklah mencukupi satu 
ekor kecuali untuk satu orang, oleh karena itu para ulama bersepakat 
tidak boleh berserikat dalam seekor kambing, dan kami berkata bahwa 
hukum asalnya adalah satu ekor kambing hanya mencukupi untuk satu 
orang, karena perkara berkurban tidaklah terbagi-bagi, karena siapa yang 
berserikat dalam berkurban maka ia tidaklah mempunyai nama seorang 
pengurban kecuali apabila ada dalil syar’i yang menunjukkan hal itu. 


Adapun riwayat hadits yang mana qiyas di bangun diatasnya 
bertentangan dengan hukum asal ini, dari Jabir RA, ia berkata, 


Jl- j «uli- J ^ ^ 
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“Kami bersama Rasulullah SAW menyembelih seekor unta untuk 
tujuh orang pada tahun Hudaibiyah.”’^^ 


Dalam riwayat yang lain, 

f ^ c xtf# ^ A, * \ f ^ 
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“Rasulullah SAW melakukan kurban seekor unta untuk tujuh orang 
dan juga seekor sapi untuk tujuh orang.” 

Imam Syafi’i dan Abu Hanifah mengqiyaskan hewan-hewan 
kurban dengan hewan kurban haji. Adapun Imam Malik maka ia 


Muttafag ‘Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu 

Shahih. HR. Muslim (1318), Abu Daud (2809), At-Tirmidzi (904), An-Nasa'i 

(7/222), Ibnu Majah (3132), dan Ahmad (3/292). 
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menguatkan hukum asal dari qiyas yang dibagun diatas hadits ini, karena 
ia menganggap hadits Jabir RA mengandung cacat, karena hal tersebut 
terjadi ketika kaum musyrik menghalangi Rasulullah SAW dari 
Baitullah. Dan kurban haji orang yang dikepung menurutnya tidaklah 
wajib tapi tathawu' (sunah), sedangkan kurban haji sunah menurutnya 
boleh berserikat didalamnya dan tidak boleh berserikat didalam kurban 
haji yang wajib. Akan tetapi menurut satu pendapat, bahwa berkurban 
tidaklah wajib, hal itu mungkin diqiyaskan dengan kurban haji ini. Ibnu 
Al Qasim meriwayatkan, “Bahwa tidak boleh berserikat dalam hadyu 
tathawu’ (kurban haji sunah) maupun hadyu wajib (kurban haji wajib). 
Dan ini menunjukkan bahwa sepertinya ia menolak hadits ini karena 
bertolak belakang dengan hukum asal dalam hal tersebut. 

Para ulama telah bersepakat bahwa dalam ibadah kurban tidak 
boleh berserikat lebih dari tujuh orang, meskipun ada riwayat hadits Rafi’ 
bin Khadij RA dari jalur Ibnu Abbas RA dan yang lainnya, 

* 

‘‘‘'Unta gemuk untuk sepuluh orang.”^^^ 

Ath-Thahawi berkata, “Para ulama telah sepakat bahwa tidak boleh 
berserikat dalam ibadah kurban, lebih dari tujuh orang, menunjukkan 
bahwa riwayat-riwayat tentang hal tersebut tidaklah shahih.” 


Adapun Imam Malik membolehkan seseorang mengikutsertakan 
keluarganya dalam kurban dan kurban hajinya adalah karena riwayat dari 
Ibnu Syihab, bahwa ia berkata. 


X' ^ ^ X y X X 

* * X 


Hadits Rafi’ bin Khadij. HR. Al Bukhari (2488, 3075, 5498, 5503, 5506, 5509, 
5544), Muslim (1968), Abu Daud (2821), At-Tirmidzi (1491), An-Nasa'i 
(7/226), Ibnu Majah (3137), sedangkan hadits Ibnu Abbas diriwayatkan oleh 
At-Tirmidzi (905), An-Nasa'i (7/222), Ibnu Majah (3131), Ahmad (1/275) 
dinilai shahih oleh Al Hakim (4/230) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, HR. 
Ath-Thabrani (11/11929) dan Al Baihaqi (5/235), serta dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih At-Tirmidzi. 
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“Tidaklah Rasulullah SAW menyembelih kurban untuk 
keluarganya kecuali dengan seekor unta atau seekor sapi.” 

Adapun Imam Malik berpendapat beda dalam hal hewan-hewan 
kurban pada makna ini (maksudnya dalam berserikat) oleh karena ijma’ 
atas larangan berserikat didalamnya adalah dengan orang-orang asing 
(yang bukan keluarganya). 

Maka keluarga-keluarga dekat dalam hal itu harus diqiyaskan 
dengan orang-orang asing, adapun Imam Malik membedakan antara 
orang-orang asing dengan keluarga-keluarga dekat karena pengqiyasan 
hewan kurban dengan kurban haji dalam hadits yang menjadi hujjahnya 
(maksudnya, hadits Ibnu Syihab) maka perselisihan mereka dalam 
masalah ini apabila dikembalikan pada qiyas-qiyas yang bertentangan 
dalam bab ini (maksudnya, bisa jadi keluarga dekat disamakan dengan 
orang-orang asing, bisa jadi mengqiyaskan hewan kurban dengan kurban 
haji) 


Bab III 

Hukum Menyembelih 

Khusus penyembelihan hewan-hewan kurban, ia memiliki 
keterkaitan dengan waktu dan penyembelihan itu sendiri. Adapun tentang 
waktunya, maka para ulama berbeda pendapat pada tiga tempat; pada 
permulaanya, akhirnya dan malam-malam yang menyertainya. 


Masalah pertama: Permulaan waktu menyembelih 

Tentang permulaannya, para ulama telah sepakat bahwa 
menyembelih hewan yang dilakukan sebelum shalat adalah tidak boleh 
(tidak sah), berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 

“Siapa yang menyembelih kurban sebelum shalat maka itu hanya 
daging kambing biasa (sedekah)."^* 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (985, 5562, 6674, 7400), Muslim (1960), An- 
Nasa'i (7/224), Ibnu Majah (3152), Ahmad (4/312, 313), Ath-Thayalisi (936), 
Al Humaidi (775), dari hadits Jundub Al Bajali. 
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Rasulullah SAW memerintahkan orang yang menyembelih kurban 
sebelum shalat agar mengulangnya, sabda beliau SAW, 


J Ju 01 > ^ ^ flu i; jy 


''Hal pertama yang kita mulai dihari kita ini adalah kita shalat 
kemudian menyembelih (kurban) 

Dan hadits-hadits lainnya yang semakna. Para ulama berbeda 
pendapat tentang hukum meyembelih kurban sebelum imam 
menyembelih kurbannya sesudah shalat: 

1. Malik berpendapat tidak boleh menyembelih hewan kurbannya 
sebelum imam. 


2. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat boleh menyembelih 
sesudah shalat sebelum imam. 

Sebab perbedaan pendapat: Adanya perbedaan beberapa riwayat 
hadits dalam bab ini. 


Diantaranya: 

.ylll 01 5^1 jU '^1 yil 01 

"Rasulullah SAW memerintahkan orang yang menyembelih 
sebelum shalat untuk mengulangi sembelihannya.”^^^ 

Hadits lainnya: 

f o"'. '*.»^yyT ©-^»yy^-*i 
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“Bahwa beliau SAW memerintahkan orang yang menyembelih 
sebelum beliau menyembelih untuk mengulangi sembelihannya.^^' 


Muttafag ‘Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. Ini adalah potongan 
dari hadits Barra' bin Azib RA. 

Penulis mengisyaratkan kepada hadits Barra' bin Azib RA yang terdahulu, 
disebutkan didalamnya, “Abu Burdah bin Nayyar RA pernah menyembelih 
hewan kurbannya sebelum shalat hari raya, lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah 
SAW, sesungguhnya saya memiliki anak kambing yang lebih baik dari 
musinnah (yang telah berumur dua tahun).’ Kemudian beliau SAW bersabda, 
‘Jadikanlah ia sebagai penggantinya, dan hal itu tidak berlaku atau tidak 
terpenuhi oleh seorang pun sesudahmu." HR. Al Bukhari (951) dan Muslim 
(1961) 


914 Bidayatul Mujtahid 


Imam Muslim juga meriwayatkan hadits yang senada dengan hadits 
ini. 


Ulama yang menjadikan hadits tersebut dalam dua keadaan yang 
berbeda, maka mereka mensyaratkan sembelihan imam dalam 
kebolehannya untuk menyembelih kurban, dan mereka yang 
menjadikannya dalam satu keadaan, berpendapat yang menjadi patokan 
dalam sembelihan adalah setelah shalat saja. 


Dalam hadits Abu Burdah bin Nayyar RA terdapat perbedaan 
periwayatan, pada sebagian riwayatnya adalah: 

jl jJLl- J 4^ aUI J J »^j aJI 



“Bahwa ia menyembelih sebelum shalat, maka Rasulullah SAW 
memerintahkannya untuk mengulangi sembelihannya.” 

Dalam riwayat lainnya disebutkan. 


^ ^ “ t, y * y ^ i'y ^ > y i' ' ' ' 
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“Bahwa ia menyembelih sebelum Rasulullah SAW menyembelih, 
maka beliau pun memerintahkan untuk mengulanginya.” 

Jika demikian keadaannya maka dapat di pahami bahwa ia 
menyembelih sebelum Rasulullah SAW. Adapun pendapat yang lain 
mengatakan bahwa penyembelihan dilakukan sebelum shalat, dari satu 
sisi ia lebih benar dan yang demikian itu menunjukkan bahwa siapa saja 
yang menyembelih sebelum shalat maka ia menyembelih sebelum 
Rasulullah SAW, dengan demikian ia menanggung konsekwensi bahwa 
sembelihannya itu tidak sah, karena dilakukan sebelum shalat 


Penulis mengisyaratkan kepada hadits Jabir RA, ia berkata: “Rasulullah SAW 
mengimami kami dalam shalat di hari penyembelihan hewan kurban di kota 
madinah, lalu ada beberapa orang yang mendahului dalam menyembelih 
hewankurban, mereka mengira bahwa Rasulullah SAW telah melakukan 
penyembelihan , maka beliau SAW memerintahkan kepada orang yang telah 
menyembelih hewan kurbannya untuk mengulanginya kembali, dan tidaklah 
mereka menyembelih hewan kurban hingga Rasulullah SAW telah 
menyembelih hewan kurbannya.” HR. Muslim (1974), Ahmad (3/294) dan Ath- 
Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (4/171). 
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sebagaimana yang terdapat dalam hadits-hadits yang menyebutkan 
tentang hal tersebut. 

Dalam hadits Anas RA dan yang lainnya disebutkan, 

“Bahwa siapa saja yang menyembelih sebelum shalat, maka ia 
harus mengulangi sembelihannya.”’^^ 

Hal itu menunjukkan bahwa asal hukum ini dari Rasulullah SAW, 
menunjukkan dengan mafhum mukhalafah (dalil khithab) sebagai dalil 
yang kuat bahwa menyembelih setelah shalat adalah sah, karena 
sekiranya ada syarat lain yang berkaitan dengan sahnya penyembelihan, 
maka Rasulullah SAW tidak akan diam karena kewajiban beliau adalah 
menjelaskan hal yang samar, dan redaksi hadits Anas RA, ia berkata, 
“Rasulullah SAW bersabda dihari penyembelihan hewan kurban, 

0 f' 'i» ' f ' 9 y 
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‘Siapa yang menyembelih sebelum shalat, maka ia harus 
mengulangi sembelihannya 

Para ulama berbeda pendapat dalam bab ini, pada satu cabang 
permasalahan yang tidak dijelaskan hukumnya dalam syariat, yaitu: 
Kapan seseorang dari penduduk pedesaan yang tidak mempunyai imam 
menyembelih: 

1. Malik berpendapat memilih penyembelihan imam-imam yang 
dekat dengan mereka. 

2. Syafi’i berpendapat memilih kadar waktu shalat dan khutbah, 
kemudian mereka menyembelih hewan kurban mereka sendiri. 

3. Abu Hanifah berkata, “Siapa yang menyembelih setelah fajar 
maka penyembelihannya dianggap sah.” Segolongan ulama berkata, 
“Setelah terbitnya matahari.” 

Begitu Juga pengikut-pengikut madzhab Maliki saling berbeda 
pendapat dalam cabang permasalahan lainnya, yaitu apabila Imam tidak 
menyembelih di mushalla: Sebagian ulama berpendapat memilih waktu 


Shahih. HR. Al Bukhari (5561), dan An-Nasa'i (7/223). 
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sembelihannya setelah ia selesai. Sebagian lainnya berpendapat yang 
demikian itu tidak wajib. 


Masalah kedua: Akhir waktu penyembelihan 

Adapun akhir waktu penyembelihan; 

1. Imam Malik berpendapat bahwa akhir waktu penyembelihan 
adalah hari ketiga dari hari-hari tasyrik pada saat terbenamnya matahari, 
maka penyembelihan menurut beliau ada pada hari-hari yang telah 
diketahui dihari penyembelihan atau nahar (hari kesepuluh) dan dua hari 
sesudahnya. Abu Hanifah, Ahmad dan jama’ah juga berpendapat 
demikian. 

2. Imam Syafi’i dan Al Auza’i berpendapat hari raya kurban 
selama empat hari, yaitu hari nahar dan tiga hari sesudahnya. 

3. Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa hari raya kurban 
adalah satu hari saja, yaitu khusus hari nahar (tanggal 10 Dzul Hijjah). 

4. Ulama lainya mengatakan, penyembelihan hewan kurban 
sampai hari terakhir dari bulan Dzul Hijjah, ini adalah pendapat yang 
syadz (aneh) yang tidak ada dalilnya dan seluruh pendapat-pendapat ini 
diriwayatkan dari ulama salaf. 

Sebab perbedaan pendapat: Disebabkan oleh dua hal; 

Pertama, perbedaan pendapat mereka tentang hari-hari yang telah 
diketahui yang terdapat dalam firman Allah SWT, “...Agar mereka 
menyaksikan berbagai manfa'at bagi mereka dan agar mereka menyebut 
nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rizki-rizki yang 
telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak."' (Qs. Al 
Hajj [22]: 28) 

Maka ada pendapat yang mengatakan, hari Idul Adha adalah hari 
nahar dan dua hari setelahnya, inilah yang masyhur dalam madzhab 
Imam Malik. Pendapat lainnya mengatakan, sepuluh hari pertama bulan 
Dzul Hijjah. 

Kedua, dalil khitab {mafhum mukhalafah) bertentangan dengan 
ayat ini, karena hadits Jabir bin Muth’im RA, yang didalamnya dikatakan 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
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‘"‘‘Setiap tempat di Mekah adalah tempat menyembelih dan semua 
hari tasyrig adalah (waktu) penyembelihan."'^^^ 

Uiama yang berpendapat bahwa hari-hari yang telah ditentukan itu 
adalah hari nahar dan dua hari setelahnya, mengunggulkan dalil khithab 
dalam ayat ini atas hadits diatas, mereka berkata, “Tidak ada 
penyembelihan kecuali pada hari-hari ini.” 

Adapun ulama yang berpendapat mengkompromikan dalil khithab 
dan hadits, mereka berkata, “Tidak ada pertentangan antara keduanya, 
karena hadits tersebut mengandung konsekwensi hukum tambahan dari 
apa yang ada didalam ayat diatas, karena ayat tersebut memiliki maksud 
bukanlah sebagai pembatasan hari-hari penyembelihan, sedangkan hadits 
diatas mengandung makna pembatasan. Maka boleh menyembelih dihari 
keempat, karena hari tersebut bertepatan dengan hari-hari tasyrik." Dan 
tidak ada perbedaan pendapat dikalangan mereka bahwa hari-hari yang 
telah terhitung adalah hari-hari tasyrik, yaitu tiga hari setelah hari nahar 
(hari kesepuluh), kecuali apa yang diriwayatakan dari Sa’id bin Zubair 
RA, bahwa ia berkata, “Hari nahar termasuk hari-hari tasyrik.” 
Kesimpulannya mereka hanya berbeda pendapat tentang hari-hari yang 
telah ditentukan menjadi dua pendapat. 

Adapun ulama yang berpendapat hari nahar saja, berlandaskan 
bahwa (hari-hari) yang ditentukan itu adalah sepuluh pertama bulan Dzul 
Hijjah, mereka berkata, “Apabila ijma’ telah menentukan tidak boleh 
menyembelih pada hari-hari tersebut kecuali di hari kesepuluh, maka 
dihari itulah waktu penyembelihan yang ada nashnya, dan seharusnya 
penyembelihan hanya dilakukan pada hari nahar saja.” 


Masalah ketiga: Malam-malam yang menyertai hari-hari 
penyembelihan 

Para ulama berbeda pendapat tentang malam-malam yang 
menyertai hari-hari penyembelihan: 


Shahih. Takhrij-nyz telah disebutkan terdahulu. 
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1. Menurut pendapat yang masyhur dari madzhab Maliki, tidak 
boleh menyembelih dimalam hari-hari tasyrik, begitu pula dimalam hari 
nahar. 

2. Imam Syafi’i dan jama’ah berpendapat bolehnya hai itu 
dilakukan. 

Sebab perbedaan pendapat; Lafazh ‘hari’ yang memiliki 
beberapa makna, sesekali bangsa arab memutlakkannya atas siang hari 
dan malam hari seperti firman Allah SWT, “Bersenang-senanglah kalian 
dirumah kalian (selama) tiga hari.” (Qs. Huud [11]: 65) sesekali juga 
dimutlakkan atas (siang) hari tanpa malamnya, seperti firman Allah 
SWT: ”Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam 
dan delapan hari terus menerus.” (Qs. Al Hazqqah [69]: 7) 

Ulama yang menjadikan lafazh ‘hari’ termasuk didalamnya waktu 
malam dan siang didaiam firman Allah SWT, Agar mereka menyebut 
nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rizki-rizki yang 
telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.” (Qs. Al 
Hajj [22]; 28) mereka berkata, “Boleh menyembelih di waktu malam dan 
siang pada hari-hari tersebut.” Sedangkan mereka yang berpendapat 
bahwa lafazh ‘hari’ didaiam ayat ini tidak termasuk waktu malam, 
mereka berkata, “Tidak boleh menyembelih diwaktu malam.” 

Yang perlu diperhatikan disini adalah apakah kata ‘hari’ lebih kuat 
pada salah satu dari dua makna tersebut dan menyerupai ungkapan bahwa 
siang lebih kuat dari pada malam hari, akan tetapi jika kita menerima 
bahwa ayat tersebut menunjukkan siang hari saja, bukan berarti ada 
larangan menyembelih dimalam hari, kecuali karena adanya dalil khithab 
yang lemah, yaitu mengaitkan kebalikan hukum dengan kebalikan 
pemahaman kata terebut, dan pendapat ini adalah selemah-lemahnya dalil 
khithab, sampai mereka berkata, “Tidak ada yang berpendapat demikian 
dari para ahli kalam kecuali orang-orang yang mendalaminya saja.” 
Hanya saja ada yang berkata, “Pada dasarnya menyembelih di malam 
hari adalah dilarang, dan telah ada ketetapan dibolehkannya pada waktu 
siang hari, maka siapa yang membolehkannya diwaktu malam hendaknya 
mendatangkan dalil.” 

Adapun tentang orang yang menyembelih hewan kurban, 
sesungguhnya para ulama mensunahkan agar seorang yang berkurban 
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memotong sendiri hewan kurbannya, dan ulama pun telah sepakat bahwa 
ia boleh mewakilkan penyembelihan itu kepada orang lain. 

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah seseorang dibolehkan 
menyembelih hewan kurban tanpa seijin pemiliknya: ada yang 
mengatakan tidak boleh, dan yang lainnya berkata, “Harus dibedakan 
antara teman, anak atau orang lain (maksudnya, hal itu dibolehkan 
apabila yang menyembelih adalah teman atau anaknya). Tidak ada 
perbedaan pendapat pada semua madzhab bahwa hal tersebut tidak boleh 
apabila yang menyembelih adalah orang lain. 


Bab IV 


Hukum Daging Hewan Kurban 

Para ulama telah sepakat bahwa orang yang berkurban 
diperintahkan untuk memakan sebagian daging kurbannya dan 
menyedekahkan sebagian yang lainnya, sebagaimana firman Allah SWT, 
‘"''Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah 
untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir." (Qs. Al Hajj [22] 
:28) 

''Dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada 
padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta." (Qs. Al 
Hajj [22]: 36) 


Sabda Rasulullah SAW tentang hewan-hewan kurban: 


"Maka makanlah, bersedekahlah, dan simpanlah."^^^ 


Dalam madzhab Imam Malik terdapat perbedaan pendapat tentang 
apakah diperintahkan untuk memakan dan bersedekah dengan bersamaan 
ataukah boleh untuk memilih salah satu dari keduanya, (maksudnya, 
memakan seluruhnya atau menyedekahkan semuanya?): 


Muttafag 'Alaih. HR. Al Bukhari (5570, 5423), Muslim (1971), Abu Daud 
(2812), At-Tirmidzi (1511), An-Nasa'i (7/235, 235), dan Ahmad (6/51, 127, 
187) dari hadits Ibnu Umar RA. 
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1. Ibnu Al Mawaz berpendapat boleh melakukan salah satu dari 
keduanya. 

2. Mayoritas ulama mensunahkan untuk membagi daging tersebut 
menjadi tiga bagian; Sepertiganya disimpan, sepertiganya untuk 
disedekahkan dan sisanya untuk dimakan, berdasarkan sabda Rasulullah 
SAW, 

'"^Maka makanlah, bersedekahlah dan simpanlah.” 

Abdul Wahhab berkata tetang memakan daging kurban, 
“Sesungguhnya ia tidaklah wajib, didalam madzhab kami ada perbedaan 
dengan pendapat ulama yang mewajibkannya.” 

Menurut saya (Ibnu Rusyd), ahiu zhahir mewajibkan membagi 
daging hewan kurban menjadi tiga bagian sebagaimana yang terkandung 
dalam hadits diatas. 

Para ulama telah sepakat bahwa daging hewan kurban tidak boleh 
dijual, dan mereka berbeda pendapat tentang kulit, bulu dan selainnya 
yang dapat dimanfaatkan: 

1. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh menjualnya. 

2. Abu Hanifah berpendapat boleh menjualnya tetapi tidak dibayar 
dengan dirham atau dinar (akan tetapi dengan barang). 

3. Atha’ berpendapat boleh dibayar dengan apapun; dirham, dinar 
ataupun yang lainnya. 

Abu Hanifah hanya membedakan antara dirham dengan yang 
lainnya, karena dia berpendapat bahwa menukarnya dengan barang 
adalah untuk mengambil manfaatnya, karena mereka sepakat bahwa 
mengambil manfaat darinya hukumnya boleh. 

Kami cukupkan pembahasan dalam kitab ini, segala puja dan puji 
hanyalah milik Allah. 

***** 
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KITAB PEYEMBELIHAN 

Pembahasan dalam kitab ini meliputi lima bab: 

Babi 

Bagian Anggota Tubuh Hewan yang Disembelih 

Hewan yang disyaratkan untuk disembelih terlebih dahulu sebelum 
memakannya terbagi menjadi dua jenis: Pertama, hewan yang tidak halal 
kecuali disembelih terlebih dahulu. Kedua, hewan yang halal tanpa harus 
disembelih. Diantaranya ada yang disepakati oleh para ulama dan ada 
pula yang diperselisihkan. 

Para ulama sepakat bahwa hewan yang dapat disembelih adalah 
hewan-hewan darat yang memiliki darah yang mengalir, bukan yang 
diharamkan, bukan yang telah mati (bangkai) dan bukan pula yang tewas 
akibat dipukul, ditanduk, terjatuh, digigit binatang buas dan tidak pula 
yang sakit. Adapun hewan-hewan laut semuanya tidak memerlukan 
penyembelihan. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hewan yang tidak memiliki 
darah yang mengalir dan yang dibolehkan untuk dimakan, seperti 
belalang dan sejenisnya, apakah perlu dilakukan penyembelihan? dan 
tetang hewan yang memiliki darah yang mengalir, namun sesekali ia 
hidup di air dan sesekali di darat, seperti kura-kura dan sejenisnya. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang pengaruh 
penyembelihan terhadap hewan-hewan yang tercantum dalam ayat Al 
Qur'an yang dilarang untuk dimakan, dan tentang pengaruh 
penyembelihan terhadap hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan 
(maksudnya, tentang kehalalan memanfaatkan kulitnya dan untuk 
menghilangkan kotoran darinya) dalam bab ini terdapat enam masalah: 
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Masalah pertama: Pengaruh penyembelihan terhadap lima jenis 
hewan yang tercantum dalam ayat Al Qur'an, apabila didapati 
masih dalam keadaan hidup 

Tentang hewan yang tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk dan 
diterkam oleh hewan buas, menurut sepengetahuan kami, para ulama 
telah sepakat bahwa apabila hewan itu belum mati karena tercekik atau 
dipukul, maka dapat dilakukan penyembelihan terhadapnya (maksudnya, 
apabila menurut persangkaannya ia masih hidup, maka hal itu dapat 
terjadi jika tidak mengenai bagian yang mematikannya). Para ulama 
berbeda pendapat apabila menurut perkiraannya ia telah mati disebabkan 
oleh sesuatu yang mengenai bagian dari tubuhnya yang mematikan: 

1. Sebagian ulama berpendapat boleh dilakukan penyembelihan 
terhadapnya, inilah pendapat SyafiT, Az-Zuhri dan Ibnu Abbas RA. 

2. Sebagian lainnya berpendapat tidak perlu disembelih (ia tetap 
haram). 

3. Riwayat dari Imam Malik dalam hal ini seperti dua pendapat 
diatas, akan tetapi yang masyhur adalah tidak perlu dilakukan 
penyembelihan terhadap hewan yang sudah sekarat. 

Beberapa pengikut madzhab Maliki menafsirkan bahwa yang 
dimaksud dengan sekarat disini ada dua macam; Sekarat yang diragukan 
dan sekarat yang dapat dipastikan kematiannya, mereka berkata, 
“Adapun hewan dalam keadaan sekarat yang diragukan, menurut 
madzhab Maliki terdapat dua riwayat yang masyhur, sedangkan tentang 
sekarat yang dapat dipastikan kematiaannya tidak ada perbedaan 
pendapat dikalangan mereka bahwa ia tidak perlu disembelih, meskipun 
ia boleh juga untuk disembelih.” 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi mereka didalam 
memahami firman Allah SWT, ‘‘''Kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya.'’’ (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) apakah ia pengecualian yang 
bersambung, maka ada beberapa jenis yang tidak termasuk di dalam 
makna lafazh tersebut, seperti layaknya pengecualian biasanya yang 
bersambung, ataukah ia pengecualian yang terputus, tidak berpengaruh 
apa-apa terhadap susunan kalimat, karena begitulah keadaan 
pengecualian yang terputus dalam bahasa arab. 
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Mereka yang berpendapat pengecualian yang bersambung, mereka 
berkata, “Penyembelihan dapat dilakukan terhadap lima jenis hewan yang 
tercantum dalam ayat Al Qur'an tersebut." Sedangkan ulama yang 
berpendapat pengecualian yang terputus, mereka berkata, “Tidak perlu 
dilakukan penyembelihan padanya.” 

Ulama yang berpendapat pengecualian yang bersambung 
mengambil hujjah dari ijma’ mereka bahwa penyembelihan dapat 
dilakukan terhadap hewan yang sekarat, ini menunjukkan bahwa 
pengecualian yang memiliki pengaruhnya adalah pengecualian yang 
bersambung. 

Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa pengecualian itu 
terputus, berhujjah dengan prinsip keharaman tidak terkait dengan kelima 
jenis hewan tersebut selagi hidup, akan tetapi keharamannya terkait 
setelah kematiannya, jika demikian halnya maka pengecualian tersebut 
terputus, karena makna firman Allah SWT, ^‘'Diharamkan atas kalian 
bangkai....’’' (Qs. Al Maa'idah [5]: 3) adalah daging bangkai, begitu pula 
halnya dengan daging hewan yang matinya karena dipukul, atau terjatuh 
dari tempat yang tinggi, ataupun ditanduk oleh hewan lainnya, dan 
sebagainya, itulah yang disebut dengan bangkai. Pengertian seperti ini 
banyak terdapat dalam bahasa arab. 


Mereka berkata; Ketika telah dimaklumi bersama bahwa yang 
dimaksud adalah pengharaman tidak terkait dengan kelima jenis hewan- 
hewan ini sedari hidup, akan tetapi pengharamannya terkait setelah 
kematiannya, karena daging hewan tersebut tidak diharamkan semasa 
hidupnya, dengan dalil adanya pensyaratan untuk disembelih dan dengan 
dalil sabda Rasulullah SAW, 


» ^ y 

.«•oy y ^ ^ 

.4V ' 




‘‘‘‘Apa yang terpotong dari hewan ternak selagi hidupnya maka itu 
adalah bangkai. 


Shahih. HR. Abu Daud (2858), At-Tirmidzi (1480),Ahmad (5/218), Ath- 
Thabrani dalam Al Kabir (3/248), Ad-Daruquthni (4/292), Ibnu Al Jarud (876), 
Ibnu Al Ja’d dalam Al Musnad (2952) dari hadits Abu Waqid Al Laitsi, dinilai 
shahih oleh Al Albani dalam Shahih At-Tirmidzi, hadits diatas dari Ibnu Umar 
RA, diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah (3216), Ad-Daruquthni (4/292) dan dari 
Tamim Ad-Dari RA, dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir (2/57). 
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Sehingga firman Allah SWT, ^‘‘Kecuali apa yang sempat kamu 
menyembelihnya " Mengandung konsekwensi ia adalah pengecualian 
yang terputus. 

Sebenarnya, bagaimanapun status keadaan pengecualian itu, sudah 
selayaknya penyembelihan itu dilakukan terhadapnya, karena apabila kita 
perhatikan dengan seksama bahwa pengharaman kelima jenis hewan itu 
terkait setelah kematiannya, maka seharusnya penyembelihan dapat 
dilakukan semasa hidupnya, baik pada kelima jenis hewan itu ataupun 
pada selainnya, karena selama dalam keadaan hidup statusnya sama 
dengan hewan lainnya. 

Apabila kami katakan pengecualian yang bersambung, maka 
tidak tertutup kewajiban melakukan penyembelihan padanya, ada 
kemungkinan untuk dikatakan, bahwa keumuman pengharaman tersebut 
dapat dipahami mencakup kelima jenis hewan itu sebelum dan sesudah 
kematiannya, seperti keadaan seekor babi yang tidak membutuhkan 
penyembelihan, sehingga menurut prinsip ini pengecualian tersebut dapat 
mengangkat keharamannya yang ditetapkan berdasarkan nash, jika 
demikian halnya maka pendapat yang mengatakan pengecualian yang 
terputus tidak dapat dianggap sama sekali. 

Adapun ulama yang membedakan antara hewan yang sekarat 
dengan yang diragukan kematiannya, ada kemungkinan disini bahwa 
pendapatnya adalah pengecualian yang terputus, hingga dibolehkan 
melakukan penyembelihan terhadap hewan yang sekarat berdasarkan 
ijma’, dan hewan yang diragukan kematiannya diqiyaskan dengan yang 
sekarat itu. Kemungkinan lainnya bahwa pengecualian diatas adalah yang 
bersambung, akan tetapi hewan yang dipukul dikecualikan dengan qiyas, 
karena penyembelihan wajib dilakukan ketika dapat dipastikan ia sebagai 
penyebab kematiannya, adapun ketika ragu-ragu tentang penyebab 
kematiannya, apakah penyembelihan itu ataukah karena dipukul, atau 
ditanduk, atau sebab lainnya, maka hal itu tidak wajib dilakukan. Inilah 
keadaan hewan yang sekarat, ia dapat mengatakan: Hewan yang sekarat 
statusnya disamakan dengan bangkai, penyembelihan yang sah 
disyaratkan dapat menghilangkan ruh atau nyawanya dengan pasti. 
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Masalah kedua: Pengaruh penyembelihan terhadap hewan yang 
haram untuk dimakan 

Apakah penyembelihan dapat dilakukan pada hewan-hewan yang 
diharamkan untuk dimakan, hingga kulitnya dikatakan suci dengan 
sebab itu? Para ulama berbeda pendapat dalam hukum ini: 

1. Imam Malik berpendapat penyembelihan dapat dilakukan pada 
hewan buas dan yang selainnya, kecuali babi, ini juga yang menjadi 
pendapatnya Abu Hanifah, hanya saja terdapat perbedaan pendapat dalam 
madzhab Imam Malik tentang status hewan buas, apakah diharamkan 
ataukah dimakruhkan -hal ini akan dibahas pada kitab makanan dan 
minuman-. 

2. Imam Syafi’i berpendapat penyembelihan dapat dilakukan pada 
semua Jenis hewan-hewan yang diharamkan untuk dimakan dan 
dibolehkan untuk menjual semua bagiannya dan memanfaatkannya, 
selain dagingnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah semua bagian-bagian tubuh 
seekor hewan statusnya mengikuti hukum dagingnya dalam hal haram 
dan halalnya. Ulama yang berpendapat bahwa itu semua mengikuti 
hukum dagingnya, mereka berkata, “Jika penyembelihan tidak berlaku 
pada daging, maka itu Juga tidak berlaku pada selainnya.” Sedangkan 
ulama yang berpendapat bahwa itu semua tidak mengikuti hukum 
dagingnya, mereka berkata, “Jika penyembelihan itu tidak berlaku pada 
dagingnya, namun ia berlaku pada bagian-bagian hewan lainnya, karena 
pada asalnya penyembelihan dilakukan pada semua bagian-bagian 
hewan, apabila keharaman dagingnya terangkat oleh dalil karena 
melakukan penyembelihan itu pada dagingnya, maka hukumnya pun 
tetap berlaku pada semua bagian-bagian hewan kecuali ia diangkat oleh 
dalil lainnya.” 


Masalah ketiga: Pengaruh penyembelihan terhadap hewan yang 
sakit 

Para ulama berbeda pendapat tentang pengaruh penyembelihan 
terhadap hewan yang sedang sekarat atau dalam keadaan sakit parah, 
setelah mereka bersepakat bahwa penyembelihan dapat dilakukan bagi 
hewan yang sekarat: 
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I. Jumhur ulama telah sepakat bahwa penyembelihan boleh 
dilakukan pada hewan yang sakit, inilah pendapat yang masyhur dari 
Imam Malik. 


2. Diriwayatkan pula dari Malik, bahwa penyembelihan tidak 
boleh dilakukan pada hewan yang sakit. 

Sebab perbedaan pendapat; Adanya pertentangan antara qiyas 
dengan riwayat hadits. Riwayat hadits yang dimaksud adalah: 

:JUi ‘LgjL^ii 

" -'p' 


“Bahwa hamba sahaya perempuan milik Ka’ab bin Malik pernah 
menggembalakan sekawanan kambing dipadang rumput, lalu ada seekor 
kambing yang sakit, maka ia mengambilnya dan menyembelihnya 
dengan batu, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, 
beliau bersabda, ‘Makanlah /tM’.”**^'*(HR. Al Bukhari dan Muslim) 

Adapun qiyas yang dimaksud adalah telah dimaklumi bersama 
bahwa penyembelihan itu dilakukan pada hewan yang masih hidup, 
sedangkan disini dalam hukum hewan yang telah mati, dan setiap hewan 
yang dibolehkan untuk disembelih, maka ulama sepakat hanya boleh 
dilakukan jika ada tanda-tanda kehidupannya. 

Ulama berbeda pendapat tentang tanda-tandanya yang dijadikan 
sebagai patokan; 

1. Sebagian ulama berpendapat adanya gerakan. 

2. Ulama yang lainya tidak menganggap gerakan itu sebagai tanda 
adanya kehidupan. 

Yang pertama adalah pendapatnya Abu Hurairah RA dan yang 
kedua adalah pendapatnya Zaid bin Tsabit RA. 


Shahih. HR. Al Bukhari (2304, 5505), Ibnu Majah (3182), Ahmad (2/76, 80), 
(3/454). (6/386), Ad-Darimi (2/112) dan Al Baihaqi (9/281, 282) 


Bidayatul Mujtahid 927 



3. Sebagian lainnya berpendapat adanya tiga gerakan; gerakan 
mata, ekor dan kaki, ini pendapatnya Sa’id bin Al Musayyab dan Zaid 
bin Aslam, inilah yang dipilih oleh Muhammad bin Al Mawaz. 

4. Sebagian lainnya mensyaratkan adanya nafas disamping 
gerakan-gerakan itu semuanya, ini adalah pendapat Ibnu Hubaib. 


Masalah keempat: Apakah sembelihan anak mengikuti sembelihan 
induknya? 

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah sembelihan yang 
dilakukan terhadap seekor induk betina (sekaligus) berlaku pada 
janinnya, padahal ia telah mati (ketika keluar dari perut induknya setelah 
penyembelihannya): 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa sembelihan pada induknya 
sekaligus berlaku pada anaknya, inilah madzhab Imam Malik dan Syafi’i. 

2. Abu Hanifah berpendapat jika ia keluar dalam keadaan hidup 
harus disembelih terlebih dahulu dan boleh dimakan, namun jika keluar 
dalam keadaan mati berarti hukumya adalah bangkai. 


Ulama yang berpendapat bahwa sembelihan pada induk betinanya 
juga sembelihan pada janinnya; sebagian mereka mensyaratkan telah 
sempurna penciptaannya dan telah tumbuh bulu-bulunya, dan ini adalah 
pendapatnya Imam Malik. Sedangkan sebagian lainnya tidak 
mensyaratkan itu, dan ini pendapatnya Imam Syafi’i. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan mereka di dalam pienilaian 
shahih-nya hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al Khudri RA 
disamping perselisihannya dengan ushul. Dan Hadits Abu Sa’id Al 
Khudri RA adalah. 


t' ^ ^ ^ y y y 

> jl a aIS^I lg;)g; ^ JLs«Is 

^ t' y yy t' y y 

.<^•1 ol » 


“Kami bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seekor sapi, atau 
unta, atau kambing yang disembelih oleh salah seorang diantara kami, 
lalu didapati janin dalam perutnya, apakah kami boleh memakannya 
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atukah kami harus membuangnya? beliau bersabda, ‘Makanlah jika kamu 
mau, karena sesungguhnya sembelihan induknya juga berlaku pada 
janinnya 

At-Tirmidzi dan Abu Daud juga meriwayatkan hadits yang senada 
dengan ini dari Jabir bin Abduiiah RA 

Adapun hukum asal bertolak belakang dengan hadits tersebut, 
karena Janin yang hidup kemudian mati dengan sebab kematian 
induknya, berarti matinya dalam keadaan tercekik, yang tercantum dalam 
ayat Al Qur'an akan keharamannya. Abu Muhammad Ibnu Hazm juga 
mengharamkannya, beliau tidak menerima sanad hadits ini. 

Adapun perbedaan pendapat para ulama tentang kehalalannya 
dengan syarat telah tumbuh bulu-bulunya atau tidak disyaratkannya, 
maka sebab perbedaannya adalah pertentangan antara prinsip yang umum 
dengan qiyas, karena keumuman sabda Rasulullah SAW, 

^ i ^ ^ ^ 

a\S'i 

‘‘‘"Sembelihan janin mengikuti sembelihan induknya." 

Mengandung makna tidak ada perbedaan untuk keduanya, dan 
statusnya yang perlu disembelih mengandung makna adanya syarat 
kehidupan sebagai qiyas terhadap semua jenis hewan yang harus 
disembelih, kehidupan tidak terdapat padanya kecuali jika telah tumbuh 
bulu-bulunya dan telah sempurna penciptaannya. 

Qiyas ini dikuatkan oleh syarat tersebut, yang diriwayatkan dari 
Ibnu Umar RA,’^^ dan dari beberapa shahabat Nabi SAW. Ma’mar 
meriwayatkan sebuah hadits dari Zuhri dari Abduiiah bin Ka’ab bin 
Malik, ia berkata. 


Shahih. HR. Abu Daud (2727), At-Tirmidzi (1476), Ibnu Majah (3199), Ahmad 
(3/39), Ibnu Al Jarud (900), Ad-Daruquthni (4/272, 273, 274), Al Baihaqi 
(9/335) dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Al Mundziri. 
Serta dinilai shahih oleh Al Albani dalam Al Inva' (2539). 

Shahih. HR. Abu Daud (2828), Ad-Darimi (2/84), Ad-Daruquthni (4/273), 
Dinilai shahih oleh Al Hakim (4/114) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. dan 
diriwayatkan pula oleh Al Baihaqi (9/234). Ia dinilai shahih oleh Al Albani 
dalam Al Irwa' (2539). 

Shahih mauguf. HR. Ad-Daruquthni (4/271), Ath-Thabrani dalam Ash-Shaghir 
(20, 1072), Al Hakim (4/114), Al Baihaqi (9/335) ia berkata, “Shahih mauguf." 
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“Para sahabat Nabi SAW berkata, ‘Apabila janin (hewan)telah 
tumbuh bulu-bulunya, maka sembelihannya mengikuti sembelihan 
induknya'.”^"*® 


Ibnu Al Mubarak meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abi Laila, 
ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. 


.>1; fj j! sirl siTi 


""Sembelihan janin (hewan) mengikuti sembelihan indukya, baik 
telah tumbuh bulu-bulunya maupun belum.'’’ 

Hanya saja Ibnu Abi Laila menurut mereka hafalannya jelek. 
Sedangkan qiyas dalam hal ini mengandung makna bahwa 
sembelihannya mengikuti sembelihan induknya dari segi bahwa ia bagian 
dari induknya. Jika demikian halnya, maka syarat adanya kehidupan tidak 
perlu diperhatikan, sehingga mengkhususkan prinsip yang umum dalam 
hal ini dengan qiyas adalah pendapat yang lemah, yang telah disebutkan 
dari pengikut-pengikut madzhab Imam Malik. 


Masalah Kelima: Apakah belalang perlu disembelih? 

Para ulama berbeda pendapat tentang belalang: 

1. Imam Malik berpendapat tidak boleh dimakan sebelum 
disembelih, adapun cara penyembelihannya adalah dengan memotong 
kepalanya atau dengan cara lainnya yang dapat mematikannya. 

2. Mayoritas fuqaha berkata, “Dibolehkan memakan bangkai 
belalang,” ini juga pendapatnya Mutharrif. Menurut Imam Malik hewan 
yang tidak memiliki darah maka cara penyembelihannya sama dengan 
belalang. 


HR. Abdurrazak dalam Al Mushannaf {Z6A\) dan Al Baihaqi (9/335). 
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Sebab perbedaan pendapat: Apakah ia tergolong ke dalam 
kategori bangkai atau tidak? dalam firman Allah SWT, ^'Diharamkan 
atas kalian bangkai....'" (Qs. Al Maaidah [5]: 3) 

Sebab lainnya, apakah ia termasuk salah satu spesies ikan ataukah 
termasuk hewan darat? 


Masalah keenam: Apakah hewan ampibi perlu disembelih? 

Para ulama berbeda pendapat tentang hewan ampibi, apakah ia 
perlu disembelih atau tidak: 

1. Sebagian ulama memasukkan dalam kategori hewan darat. 

2. Sebagian yang lainnya memasukkan dalam kategori hewan air. 

3. Sedangkan sebagian yang lainnya berpendapat melihat pada 
tempat hidup dan berkembangnya yang lebih dominan (di air atau di 
darat) 


Bab II 

Tentang Sembelihan 

Dalam bab ini terdapat dua masalah yang penting: 


Masalah pertama: Jenis-jenis penyembelihan untuk masing-masing 
hewan ternak 

Para ulama telah sepakat bahwa penyembelihan pada hewan ternak 
dilakukan dengan cara nahar (menyembelih pada bagian pangkal leher) 
dan dzabh (menyembelih pada bagian tenggorok). Adapun untuk 
kambing dan burung sunahnya adalah dengan dzabh, sedangkan untuk 
unta, sunahnya adalah dengan nahar. 

Mereka berbeda pendapat tentang apakah kambing dan burung 
boleh disembelih di pangkal leher, dan unta disembelih pada bagian 
tenggorok: 

1. Imam Malik berpendapat bahwa kambing dan burung tidak 
boleh disembelih di pangkal leher dan unta tidak boleh disembelih di 
bagian tenggorok, yang demikian itu dilakukan tidak dalam keadaan 
darurat. 
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2. Sebagian ulama berpendapat semuanya boleh dilakukan tanpa 
ada unsur yang memakruhkannya, inilah pendapatnya Imam Syafi’i, Abu 
Hanifah, Ats Tsauri dan jama’ah para ulama. 

3. Asyhab berpendapat jika hewan yang seharusnya disembelih 
pada pangkal leher lalu disembelih pada bagian tenggorok, dan yang 
seharusnya disembelih pada bagian tenggorok lalu disembelih di bagian 
pangkal leher, maka hal itu dibolehkan, akan tetapi hukumnya makruh. 

4. Ibnu Bakir membedakan antara kambing dan unta, ia berkata, 
"Unta yang disembelih pada bagian tenggorok boleh dimakan, sedangkan 
kambing yang disembelih pada pangkal leher tidak boleh dimakan." 

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang kebolehan itu semua 
dalam keadaan darurat. 


Sebab perbedaan pendapat: Adanya pertentangan antara 
perbuatan dan prinsip yang umum. 


Prinsip yang umum tersebut adalah sabda Rasulullah SAW, 


‘"Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan telah disebut nama 
Allah atasnya, maka makanlah.”^^' 

Sedangkan perbuatan yang dimaksud adalah telah tsabit bahwa 
Rasulullah SAW menyembelih pada bagian pangkal leher unta dan sapi, 
dan menyembelih bagian tenggorok kambing. 

para ulama telah sepakat atas kebolehan meyembelih pada bagian 
tenggorok sapi berdasarkan firman Allah SWT: ^''Sesungguhnya Allah 
telah memerintahkan kamu untuk memotong seekor sapi betina." (Qs. Al 
Baqarah (2);67) dan kebolehan untuk menyembelih pada bagian 
tenggorok kambing, berdasarkan firman Allah SWT tentang kibas Nabi 
Ibrahim AS: ‘‘"Dan Kami gantikan ia dengan sembelihan yang sangat 
besar." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 107) 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (2507, 5503, 5509, 5544), Muslim (1968), 
Abu Daud (2821), At-Tirmidzi (1491, 1492), An-Nasa'i (7/226), Ibnu Majah 
(3137, 3178, 3183), Ahmad (3/463, 464), (4/140, 142) dari hadits Rafi’ bin 
Khadij RA. 


932 Bidayatul Mujtahid 






Masalah kedua: Spesifikasi penyembelihan 

Tentang spesifikasi penyembelihan, para ulama telah sepakat 
bahwa penyembelihan yang dapat menjadikan halal hewan sembelihan 
adalah yang dapat memutuskan dua urat leher, tenggorokan dan 
kerongkongan. Mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal; 

Pertama dan kedua, tentang jumlah bagian yang terpotong dan 
kadarnya: 

1. Pendapat yang masyhur dari madzhab Imam Malik dalam hal 
ini adalah wajibnya terputus dua urat leher dan tenggorokannya, kurang 
dari itu tidak sah. 

2. Pendapat lainnya mengatakan harus kempat-empatnya. 

3. Yang lain berpendapat cukup dua urat leher saja. 

Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Imam Malik tentang 
disyaratkan terputusnya dua urat leher, yaitu harus terpenuhi keduanya. 
Adapun tentang syarat terputusnya tenggorokan terdapat perbedaan 
pendapat: 

1. Menurut pendapat yang mewajibkannya, ada yang mengatakan 
seluruhnya, dan yang lain mengatakan sebagian besarnya saja. 

2. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat yang wajib dalam 
penyembelihan adalah terputusnya tiga dari empat bagian tersebut tanpa 
ditentukan: Dua urat leher dan tenggorokan, atau tenggorokan, 
kerongkongan dan salah satu urat leher, atau kerongkongan dan dua urat 
leher. 

3. Imam Syafi’i berpendapat yang wajib adalah putusnya 
kerongkongan dan tenggorokan saja. 

4. Muhammad bin Al Hasan berpendapat yang wajib adalah 
putusnya bagian terbesar dari setiap empat bagian tersebut. 

Sebab perbedaan pendapat: Tidak disebutkannya syarat yang 
ditetapkan berdasarkan nash, hanya ada dua hadits yang membicarakan 
hal ini; pertama, mengandung khabar adanya mengalirkan darah saja, 
kedua mengandung khabar tentang memutuskan dua urat leher 
bersamaan dengan mengalirkan darah. 

Dalam hadits Rafi’ bin Khadij RA, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda. 
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''Apa saja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah 
atasnya, maka makanlah."^''^ Hadits ini disepakati keshahihannya. 

Diriwayatkan dari Abu Umamah RA dari Nabi SAW, beliau 
bersabda; 

"(Hewan) apa saja yang disembelih dengan terputusnya dua urat 
leher, maka makanlah, selama bukan karena gigitan taring atau 
sembelihan dengan kuku."^*^ 

Zhahir hadits pertama mengandung makna cukup dengan memutus 
sebagian urat leher saja, karena darah mengalir dengannya, sedangkan 
dalam hadits kedua mengandung makna memutuskan semua urat leher, 
maka kedua hadits tersebut — wallahu aAam — sepakat adanya keharusan 
memutus kedua urat leher, baik salah satunya atau sebagian dari 
keduanya atau sebagian dari salah satu keduanya. Demikianlah salah satu 
segi mengkompromikan kedua hadits tersebut diatas, dapat dipahami 
adanya laam ta'riif dalam sabda Nabi SAW; Al Audaaj adalah 
sebagiannya, bukan seluruhnya, karena laam ta'riif dalam bahasa arab 
terkadang menunjukkan pengertian sebagiannya. 

Adapun ulama yang hanya mensyaratkan terputusnya 
kerongkongan dan tenggorokan saja, tidak memiliki hujjah yang berasal 
dari dalil naqli. Padahal banyak diantara para ulama yang mensyaratkan 
demikian, karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa yang wajib 
adalah memutuskan apa yang disepakati kebolehannya, dan 
penyembelihan merupakan syarat halalnya hewan. Tidak ada nash yang 
tegas dalam hal ini, maka yang wajib adalah mengikuti ijma’ tentang 
kebolehanya, kecuali jika ada dalil yang mengecualikannya, ini pendapat 


i:. 


Muttafag ‘Alaih. TaAAry-nya telah disebutkan terdahulu. 

Shahih. HR. Ath-Thabrani dalam Al Kabir (8/211), (7851), Al Haitsami berkata 
dalam Al Majma’ (4/37) didalamnya terdapat Ali bin Yazid, ia dha’if, namun 
terkadang dikuatkan. Hadits tersebut dinilai shahih oleh Al Albani dalam 
Shahih Al Jami ’ /(4496). 
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yang lemah, karena apa yang telah disepakati oleh para ulama akan 
keabsahannya tidaklah mengharuskannya sebagai syarat sahnya. 

Ketiga, bagian yang di sembelih. 

Apabila jakun lehernya tidak terpotong dibagian tengahnya, dan 
melebihi kearah badannya, dalam madzhab Imam Malik terdapat 
perbedaan pendapat dalam hal ini: 

1. Imam Malik dan Ibnu Al Qasim berpendapat tidak boleh 
dimakan. 

2. Asyhab, Ibnu Abdul Hakam dan Ibnu Wahb berpendapat boleh 
dimakan. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah memutuskan tenggorok 
sebagai syarat dari sahnya penyembelihan?. Ulama yang berpendapat ia 
adalah syarat, mereka mengatakan tenggorok lehernya harus terpotong, 
karena jika pemotongan diatas jakun lehernya, maka tenggorok akan 
selamat dari pemotongan. Sedangkan ulama yang berpendapat itu bukan 
menjadi syarat sahnya, mereka mengatakan pemotongan diatas jakun 
leher itu dibolehkan. 

Keempat, arah pemotongan. 

Memotong anggota yang disembelih dari arah leher: 

1. Menurut satu pendapat cara seperti ini tidak boleh, ini adalah 
pendapatnya Sa’id bin Musayyab, Ibnu Syihab dan lainnya. 

2. Sedangkan Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Ishak dan Abu Tsaur 
membolehkannya, berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar, Ali, dan Imran 
bin Hushain RA 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah penyembelihan dilakukan 
pada bagian yang mematikan atau tidak? karena memutus bagian-bagian 
penyembelihan dari arah depan tidak sampai padanya kecuali setelah 
memotong bagian persendian leher, dan itu salah satu bagian yang 
mematikan, maka boleh jadi penyembelihan terjadi pada hewan yang 
sudah terkena bagian yang mematikannya. Sebab perbedaan pendapat 
dalam masalah ini sudah dijelaskan terdahulu. 

Kelima, akhir pemotongan. 

Yaitu, orang yang menyembelih hewan secara berlebihan dalam 
penyembelihannya hingga memotong tengkuk lehernya: 
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1. Imam Malik memakruhkannya, jika ia kelebihan dalam 
penyembelihannya dan ia tidak berniat untuk memotong persendian 
lehernya sejak semula, karena jika ia meniatkannya berarti ia 
menyembelih tidak menurut cara yang semestinya. 

2. Mutharrif dan Ibnu Majsyun berpendapat apabila ia 
memotongnya dengan sengaja, bukan karena ketidaktahuannya, maka ia 
tidak boleh dimakan, apabila karena terlupa atau ketidaktahuannya maka 
ia boleh dimakan. 

Keenam, cara pemotongan. 

Apakah disyaratkan dalam penyembelihan hanya dengan sekali 
pemotongan saja? tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Imam 
Malik bahwa hal itu merupakan syarat sahnya penyembelihan, karena 
jika ia mengangkat tangannya (pisaunya) sebelum proses 
penyembelihannya selesai kemudian ia mengulanginya lagi, maka boleh 
jadi ia tidak menetapi tempat penyembelihannya yang semula, hal itu 
tidak diperbolehkan. Mereka berbeda pendapat jika ia mengembalikan 
tangannya dengan segera dan dalam waktu dekat: 

1. Ibnu Habib berpendapat jika ia mengembalikan tangannya 
dengan segera, maka hewan itu boleh dimakan. 

2. Sahnun berpendapat tidak boleh dimakan. 

3. Pendapat lain mengatakan jika ia mengangkat tangannya untuk 
pengetesan, apakah ia mati atau tidak? lalu ia mengembalikan tangannya 
dengan segera setelah jelas bahwa ia belum sempurna menyembelihnya, 
maka hewan itu boleh dimakan, ini salah satu penafsiran Sahnun, boleh 
jadi pula pendapatnya itu adalah makruh. 

Abui Hasan Al Lakhami berkata, “Sekiranya dikatakan yang 
sebaliknya dari pendapat tersebut maka hal itu lebih baik (maksudnya, ia 
mengira bahwa penyembelihannya telah sempurna, kemudian nampak 
baginya ternyata belum sempurna, lalu ia mengembalikan tangannya 
[pisau] dengan segera, maka hewan itu boleh dimakan), karena yang 
pertama itu terjadi dengan keraguan sedangkan pada berikutnya terjadi 
karena keyakinannya. Ini semua dibangun diatas syarat penyembelihan 
yang sah yaitu, putusnya semua bagian penyembelihan. Apabila ia 
mengangkat tangannya sebelum proses itu sempurna dilakukan, berarti ia 
dianggap tewas tanpa penyembelihan, pengembalian tangannya tidak 
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memberikan pengaruh apa-apa, karena statusnya seperti penyembelihan 
yang terjadi pada hewan yang sedang sekarat." 


Bab 111 


Alat Penyembelihan 

Para ulama sepakat bahwa sesuatu yang dapat mengalirkan darah 
dan memotong urat leher berupa besi, batu, atau bambu maka boleh 
digunakan untuk menyembelih. 

Mereka berbeda pendapat tentang hal; gigi, kuku dan tulang. Dan 
diantara mereka ada yang membolehkan menyembelih menggunakan 
tulang dan melarang menggunkan gigi dan kuku. Mereka yang melarang 
menggunakan gigi dan kuku, ada yang membedakannya antara sudah 
dalam keadaan terlepas atau belum dari tubuh, apabila sudah dalam 
keadaan terlepas dari tubuh, mereka membolehkan penyembelihan 
darinya, namun apabila masih bersambung dengan tubuhnya, mereka 
melarangnya. Diantara mereka ada yang berkata: pemnyembelihan 
dengan gigi dan tulang hukumnya makruh, bukan terlarang. 

Tidak ada perbedaan dalam madzhab Imam Malik bahwa 
penyembelihan dengan tulang dibolehkan apabila ia dapat mengalirkan 
darah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang penyembelihan dengan 
gigi dan kuku, terbagi menjadi tiga pendapat: 

1. Melarangnya secara mutlak. 

2. Membedakan antara keadaan masih bersambung atau sudah 
terlepas dari tubuhnya. 

3. Memakruhkannya. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaaan persepsi mereka di 
dalam memahami larangan yang terdapat dalam sabda Nabi SAW, yang 
diriwayatkan Rafi’ bin KhadiJ, dia berkata. 


jjuJi J)j lii Sj^j i; 
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“Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami akan bertempur 
dengan musuh esok hari, dan kami tidak memiliki pisau, bolehkah kami 
menyembelih dengan menggunakan bambu? beliau bersabda: '"Apa yang 
dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka 
makanlah. Tetapi bukan dengan gigi dan kuku. Akan aku beritahukan 
tentangnya; adapun gigi maka ia adalah tulang, adapun kuku ia adalah 
senjata kaum Habasyah."^^^ 

Maka ulama yang memahami bahwa alat-alat tersebut menurut 
kebiasaanya tidak dapat mengalirkan darah, dan mereka yang memahami 
bahwa itu semua sebagai sebuah syari’at tanpa ada penyebab khususnya, 
meyakini bahwa larangan tentangnya menunjukkan rusaknya hal yang 
dilarang tersebut. Diantara mereka Juga ada yang menyakini bahwa hal 
ini tidak menunjukkan rusaknya hal yang dilarang tersebut, dan ada pula 
yang meyakini bahwa larangan tersebut menunjukkan makruh saja dan 
bukan keharamannya. 

Ulama yang memahami bahwa larangan tersebut sebagai sebuah 
syariat tanpa ada penyebab khususnya dan ia menunjukkan rusaknya hal 
yang dilarang tersebut. Mereka Berkata, “Apabila penyembelihan 
dilakukan dengan menggunakan keduanya (gigi dan tulang), maka ia 
tidak dianggap sah meskipun dapat mengalirkan darah.” Sedangkan 
ulama yang melihatnya tidak menunjukkan rusaknya hal yang dilarang 
itu, mereka berkata, “Apabila ia melakukannya dan dapat mengalirkan 
darah, maka ia berdosa dan sembelihannya halal untuk dimakan.” 

Adapun ulama yang melihat bahwa larangan tersebut memiliki 
hukum makruh, maka mereka memakruhkan hal itu, tetapi tidak 
mengharamkannya. Ulama yang membedakan antara tulang dan gigi 
tidak perlu diperhatikan pendapatnya, karena Rasulullah SAW telah 
menjelaskan sebab larangannya, bahwa ia adalah tulang. 


Muttafag ‘Alaih. raA/zny-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Tidak ada perbedaan pendapat dalam madzhab Imam Malik, bahwa 
alat sembelihan selain besi hukumnya makruh, berdasarkan sabda beliau 
SAW, 

IbU jr J[p iLl j| 
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'"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik pada segala 
sesuatu, jika kamu membunuh, maka perbaguslah membunuhnya dan jika 
kamu menyembelih, maka perbaguslah sembelihanmu, dan hendaknya 
salah seorang diantara kamu menajamkan pisaunya dan menenangkan 
sembelihannya." (HR. Muslim)^'*^ 


Bab IV 

Syarat-Syarat Penyembelihan 
Dalam bab ini terdapat tiga masalah: 


Masalahan pertama: Mengucapkan nama Allah (basmallah). 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengucapkan nama 
Allah ketika menyembelih, terbagi menjadi tiga pendapat: 

1. Ada yang berpendapat fardhu (wajib) secara mutlak. 

2. Pendapat lainnya mengatakan fardhu ketika ingat dan gugur 
kewajibannya ketika lupa. 

3. Pendapat terakhir mengatakan sunah yang ditekankan 
{mu 'akad). 

Pendapat pertama dikatakan oleh ahlu Zhahir, Ibnu Umar, Asy- 
Sya’bi dan Ibnu Sirin. Pendapat kedua dikatakan oleh Imam Malik, Abu 
Hanifah dan Ats-Tsauri. Dan pendapat ketiga dikatakan oleh Imam 
Syafi’i dan para pengikutnya, hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
RA dan Abu Hurairah RA. 


Shahih. HR. Muslim (1955), Abu Daud (2815), At-Tirmidzi (1409), An-Nasa'i 
(7/227), Ahmad (4/123), Ath-Thayalisi (1119), Ibnu Al Ja’d dalam Al Musnad 
(1301) dan Ibnu Al Jarud (839, 899). 
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Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara zhahir ayat Al 
Qur'an dengan riwayat hadits. 


Ayat Al Qur'an yang dimaksud adalah firman Allah SWT, “Dan 
janganlah kamu memakan apa-apa yang tidak disebut nama Allah 
atasnya, dan sesungguhnya ia adalah keji.'" (Qs. Al An’am(6):121). 


Adapun riwayat hadits yang menyelisihi zhahir ayat tersebut 
adalah hadits yang diriwayatkan Imam Malik dari Hisyam dari bapaknya, 
ia berkata. 


^ f ''S 
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“Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu: 'Wahai Rasulullah 
SAW, sesungguhnya sekelompok orang badui memberikan kami daging, 
sementara kami tidak mengetahui apakah mereka menyebut nama Allah 
atasnya atau tidak?' lalu beliau SAW bersabda, “'Sebutlah nama Allah 
oleh kalian atasnya, kemudian makanlah 


Imam Malik berpendapat bahwa ayat tersebut di atas menghapus 
hadits ini, menurutnya hadits tersebut ada pada permulaan Islam. 
Sementara Imam Syafi’i tidak berpendapat demikian, karena zhahir 
hadits ini ketika beliau SAW berada di Madinah, sedangkan ayat Al 
Qur'an tersebut turun di Makkah, oleh karenanya Imam Syafi’i 
mengkompromikan keduanya dengan cara memahami perintah untuk 
menyebutkan nama Allah adalah sunah. Adapun ulama yang 
mensyaratkan dalam keadaan ingat wajib menyebut nama Allah, 
berpegang kepada sabda Rasulullah SAW, 


c»j uL—J'j ^ J 


Shahih. HR. Al Bukhari (5507), Abu Daud (2829), An-Nasa'i (7/237), dan 
dalam Al Kubra (4525, 7661), Ibnu Majah (3174), Malik dalam Al Muwaththa' 
(1038), Ad-Darimi (2/114), Ad-Daruquthni (4/296) dari hadits Hisyam dari 
bapaknya dari Aisyah RA. 
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''Diangkat (dosa) dari umatku, (yang sebabkan oleh) kesalahan, 
lupa dan terpaksa)'^'^^ 


Masalah Kedua: Syarat menghadap ke arah kiblat 

Tentang syarat menghadap ke arah kiblat, para ulama berbeda 
pendapat: 

1. Sebagian ulama menganjurkannya. 

2. Sebagian yang lain membolehkannya. 

3. Sebagian lainnya mewajibkannya. 

4. Sebagian lain memakruhkan jika tidak menghadap kearah kiblat. 

Pendapat yang mengatakan makruh dan haram, keduanya terdapat 
dalam madzhab Imam Malik hal ini termasuk masalah yang tidak 
dijelaskan hukumnya dalam syariat {maskut ‘anhu), hukum dasarnya 
mubah kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan hal itu, padahal tidak ada 
dalam syariat sesuatu yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk 
mengqiyaskan masalah ini, kecuali apabila menggunakan qiyas mursal, 
yaitu qiyas yang tidak bersandarkan kepada satu landasan khusus bagi 
ulama yang membolehkannya, atau mereka menggunakan qiyas syabah 
jauh dari kebenaran. Karena kiblat adalah arah yang diagungkan, dan hal 
ini merupakan suatu ibadah, maka konsekuensinya arah ini dijadikan 
sebagai syarat, akan tetapi pendapat ini dha ’if, karena tidak semua ibadah 
disyaratkan untuk menghadap kiblat kecuali shalat, dan mengqiyaskan 
antara penyembelihan hewan dengan shalat adalah qiyas yang jauh dari 
kebenaran, begitupula mengqiyaskannya dengan mayit yang menghadap 
kiblat. 


Masalah ketiga: Niat 

Tentang pensyaratan niat dalam penyembelihan, ada pendapat 
dalam madzhab Imam Malik yang mengatakan hukumnya wajib, saya 
tidak dapat menyebutkan madzhab lain, yang menyelisihi pendapat 
tersebut, sehingga kesimpulannya dalam masalah ini terdapat dua 
pendapat: 

Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu 
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1. Pendapat yang mewajibkannya. 

2. Pendapat yang tidak mewajibkannya. 

Ulama yang mewajibkannya berkata, ‘ini adalah perkara ibadah, 
karena adanya pensyaratan tertentu dalam sifat dan jumlahnya, maka 
konsekuensinya niat harus menjadi syaratnya.” Sedangkan ulama yang 
tidak mewajibkannya, mereka berkata, “Karena penyembelihan 
merupakan perbuatan yang dapat dipahami oleh akal, yaitu 
menghilangkan nafas yang menjadi maksud atau tujuan penyembelihan 
itu, maka konsekuensinya tidak perlu disyaratkan niat padanya, seperti 
mencuci atau mandi untuk menghilangkan najis. 


BabV 

Orang yang Boleh Melakukan Penyembelihan 

Dalam syariat, masalah ini terbagi menjadi tiga kelompok: 

1. Kelompok yang disepakati oleh para ulama kebolehannya 
melakukan penyembelihan. 

2. Kelompok yang disepakati oleh para ulama tidak bolehnya 
mereka melakukan penyembelihan. 

3. Kelompok yang diperselisihkan kebolehannya untuk melakukan 
penyembelihan. 

Adapun kelompok yang disepakati oleh para ulama kebolehannya 
untuk melakukan penyembelihan adalah mereka yang memenuhi lima 
syarat berikut: 

1. Islam 

2. Laki-laki 

3. Baligh 

4. Berakal 

5. Tidak meninggalkan shalat 

Sementara kelompok yang disepakati oleh para ulama tidak 
bolehnya untuk melakukan penyembelihan adalah orang-orang musyrik 
para penyembah berhala, berdasarkan firman Allah SWT, ‘‘'Dan hewan 
yang disembelih untuk berhala” (Qs. Al Maa idah [5]: 3), dan flrman- 
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Nya, ‘'"Dan hewan yang disembelih unutk selain Allah.'” (Qs. Al Baqarah 
[2]: 173) 

Adapun kelompok yang diperselisihkan kebolehannya untuk 
melakukan penyembelihan sangat banyak sekali, akan tetapi yang 
masyhur adalah sepuluh kelompok: 

1. Ahlul kitab 

2. Majusi 

3. Kaum saba’ 

4. Wanita 

5. Anak-anak 

6. Orang gila 

7. Orang yang mabuk 

8. Yang melalaikan shalat 

9. Pencuri 

10. Perampok 

Tentang ahlul kitab, para ulama sepakat atas bolehnya memakan 
sembelihan mereka berdasarkan firman Allah SWT, ""Dan makanan 
orang-orang yg diberikan Al Kitab kepada mereka di halalkan bagimu, 
dan makanan kamu halal bagi mereka.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) 

Namun mereka berbeda pendapat dalam perincian masalah ini: Para 
ulama telah sepakat, apabila mereka bukan kaum Nasrani bani Taghlib 
dan bukan pula orang-orang murtad, maka mereka boleh menyembelih 
untuk diri mereka sendiri. Telah di maklumi bahwa mereka menyebut 
nama Allah atas sembelihan mereka, dengan syarat sembelihannya bukan 
dari hewan yang diharamkan dalam Taurat dan bukan pula yang mereka 
haramkan sendiri atas diri mereka, maka (sembelihan mereka) boleh 
dimakan kecuali lemaknya. 

Para ulama berbeda pendapat tentang kebalikan dari syarat-syarat 
ini (maksudnya, ketika mereka menyembelih untuk seorang muslim 
melalui perwakilan, atau mereka adalah kaum Nasrani bani Taghlib, atau 
mereka orang-orang murtad, atau Jika mereka tidak diketahui didalam 
menyebut nama Allah, atau tujuan penyembelihannya tidak diketahui, 
atau diketahui bahwa mereka menyebut selain nama Allah untuk 
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sembelihan tempat ibadah mereka dan untuk hari raya mereka, atau 
hewan sembelihannya dari hewan yang diharamkan atas mereka dalam 
Taurat, seperti firman Allah SWT, ‘‘''...dan setiap hewan yanag berkuku^ 
(Qs Al An’aam [6]; 146), atau sembelihannya termasuk hewan yang 
mereka haramkan untuk diri mereka sendiri, seperti sembelihan kaum 
Yahudi), demikian pula mereka berbeda pendapat tentang hukum lemak. 


Masalah pertama: Sembelihan ahlul kitab yang mewakili seorang 
muslim 

Mengenai alul kitab yang menyembelih kurban mewakili seorang 
muslim, para ulama berbeda pendapat: 

1. Malik berpendapat boleh. 

2. Pendapat lain mengatakan tidak boleh. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah syarat sembelihan seorang 
muslim adalah meyakini keislaman sebagai syarat kehalalan hewan 
sembelihan?. Ulama yang berpendapat bahwa niat (keyakinan) adalah 
syarat sahnya sembelihan, mereka berkata, “Sembelihan ahlul kitab tidak 
halal untuk muslim, karena niat ini tidak sah keberadaannya.” Sedangkan 
ulama yang berpendapat bahwa hal itu bukanlah syaratnya dan yang lebih 
dominan dalam hal ini adalah keumuman firman Allah SWT, “Z)a« 
makanan orang-orang yang telah diberi Al kitab kepada mereka halal 
bagi kamu.” (Qs. Al Maa'idah [5]: 57), mereka Berkata, “hal itu 
dibolehkan.” Begitu pula ulama yang meyakininya, inilah inti 
pendapatnya Ibnu Wahb. 


Masalah kedua: Sembelihan kaum Nasrani bani Taghlib dan 
sembelihan orang-orang murtad 

Dalam hal ini ada dua pendapat: 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa sembelihan kaum Nasrani 
bangsa Arab status hukumnya sama dengan sembelihan ahlul kitab, inilah 
pendapatnya Ibnu Abbas RA. 

2. Sebagian ulama tidak membolehkan sembelihan mereka, ini 
adalah salah satu pendapatnya Syafi’i, dan pendapat ini diriwayatkan dari 
Ali RA. 
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Sebab perbedaan pendapat: Apakah bangsa Arab yang memeluk 
agama Nasrani dan Yahudi disebut sebagai ahlul kitab sebagaimana umat 
tertentu yang diturunkan Al Kitab itu kepada mereka, yaitu Bani Israil 
dan bangsa Romawi. 

Adapun hukum sembelihan orang murtad: 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa sembelihannya tidak boleh 
dimakan. 

2. Ishaq berpendapat sembelihannya boleh dimakan. 

3. Ats-Tsauri berpendapat hukumnya makhruh. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah orang yang murtad disebut 
juga ahlul kitab, karena ia tidak memiliki kehormatan sebagai ahlul 
kitab? 


Masalah ketiga: Jika tidak diketahui ahlul kitab menyebut nama 
Allah atas sembelihannya 

Dalam masalah ini, jumhur ulama berpendapat bahwa daging 
sembelihannya boleh dimakan, pendapat ini diriwayatkan dari Ali RA, 
dalam kesempatan ini saya tidak akan menyebutkan perbedaan pendapat 
para ulama. Ada kemungkinan untuk dikatakan bahwa pada dasarnya 
sembelihan mereka tidak boleh dimakan kecuali telah terpenuhi syarat- 
syarat yang ditetapkan dalam syariat Islam, dan jika dikatakan bahwa 
menyebut nama Allah sebagai syarat sah penyembelihan, konsekuensinya 
adalah sembelihan mereka tidak boleh dimakan diantara adanya keraguan 
didalamnya. 

Adapun jika diketahui bahwa mereka menyembelih untuk 
kepentingan hari raya dan tempat ibadah mereka, maka para ulama 
berbeda pendapat: 

1. Imam Malik memakruhkannya. 

2. Asyhab membolehkannya. 

3. Syafi’I mengharamkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara dua prinsip yang 
umum dalam ayat Al Qur'an dalam masalah ini ini, karena firman Allah 
SWT, ‘'Dan makanan orang-orang yang telah diberikan Al kitab kepada 
mereka halal bagi kamur (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) dimungkinkan 
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sebagai dalil yang mengkhususkan firman Allah SWT, “Dan hewan yang 
di sembelih untuk selain Allah Al Baqarah [2]; 73), dan boleh jadi 
pula firman Allah SWT, “Dan hewan yang disembelih untuk selain 
Allah” sebagai dalil yang mengkhususkan firman Allah SWT dalam 
surah Al Maa'idah diatas. Sehingga masing-masing dari keduanya layak 
sebagai dalil yang mengecualikan satu dengan lainnya. 

Maka ulama yang menjadikan ayat dalam surah Al Baqarah sebagai 
dalil yang mengkhususkan ayat dalam surah Al Maa idah, mereka 
berkata, “Hewan yang disembelih untuk kepentingan tempat ibadah dan 
hari raya mereka (ahlul kitab) tidak boleh dimakan. Sedangkan ulama 
yang berpendapat kebalikan dari itu semua, mereka berkata, ia boleh 
dimakan.” 

Adapun jika hewan sembelihan itu dari hewan yang diharamkan 
atas mereka, para ulama berbeda pendapat: 

1. Sebagian ulama berpendapat boleh dimakan. 

2. Sebagian lainnya berpendapat tidak boleh. 

3. Sebagian lainnya membedakan antara hewan yang diharamkan 
atas mereka dalam Taurat, dengan hewan yang diharamkan oleh diri 
mereka sendiri (maksudnya, hewan yang diharamkan oleh mereka sendiri 
boleh untuk dimakan, sedangkan hewan yang diharamkan oleh Allah 
dalam Taurat tidak boleh dimakan). 

4. Sebagian ulama yang lain berpendapat makruh namun tidak 
dilarang memakannya. 

Keempat pendapat diatas semuanya terdapat dalam madzhab Imam 
Malik, yang melarangnya adalah Ibnu Al Qasim, yang membolehkannya 
adalah Ibnu Wahb dan Ibnu Abdil Hakam. Sedangkan Asyhab 
membedakannya. 

Pangkal perbedaan pendapat mereka dalam hal ini adalah 
pertentangan antara keumuman ayat Al Qur'an dengan pensyaratan 
adanya niat penyembelihan (maksudnya, meyakini untuk halalnya hewan 
dengan penyembelihan). 

Maka ulama yang berpendapat bahwa hal itu (niat) sebagai syarat 
sahnya penyembelihan, mereka berkata, “Hewan-hewan penyembelihan 
diatas tidak boleh dimakan, karena mereka tidak meyakini kehalalan 
hewan tersebut dengan penyembelihan.” Ulama yang berpendapat hal itu 
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bukanlah syaratnya, berpegang dengan keumuman ayat Al Qur'an yang 
menghalalkannya, mereka berkata, “Sembelihan ini diperbolehkan.” 

Ini semua merupakan sebab perbedaan pendapat diantara ulama 
tentang memakan lemak sembelihan mereka (ahlul kitab), tidak ada yang 
menyelisihi dalam perkara ini kecuali Imam Malik dan pengikutnya: 

1. Diantara mereka ada yang berkata, “Lemaknya diharamkan." 
Ini pendapatnya Asyhab. 

2. Ada lagi yang berkata, “Lemaknya makruh.” Kedua pendapat 
ini diriwayatkan dari Imam Malik. 

3. Diantara mereka juga ada yang berpendapat lemaknya mubah. 

Sebab lainnya, selain pertentangan antara prinsip yang umum 
dengan pensyaratan adanya keyakinan untuk menghalalkan lemak 
tersebut dengan penyembelihan, apakah penyembelihan dapat dipisah- 
pisahkan statusnya?: Ulama yang berpendapat bahwa penyembelihan itu 
dapat dipisah-pisahkan statusnya, mereka berkata, “Lemaknya tidak 
boleh dimakan.” Sedangkan ulama yang berpendapat hal itu tidak dapat 
dipisah-pisahkan, mereka berkata, “Lemaknya dapat dimakan.” 

Yang menunjukkan halalnya lemak sembelihan ahlul kitab adalah 
hadits Abdullah bin Mughaffal, ketika ia mendapatkan sekantong lemak 
sembelihan ahlul kitab pada perang khaibar. Permasalahan ini sudah 
dijelaskan dalam kitab Jihad. 


Masalah keempat: Sembelihan ahli kitab terhadap hewan yang 
diharamkan atas mereka dalam Taurat atau yang diharamkan atas 
diri mereka sendiri 

Ulama yang membedakan antara hewan yang diharamkan atas ahlul 
kitab dalam syariat yang berlaku bagi mereka, dengan hewan yang 
diharamkan oleh diri mereka sendiri, berkata, “Hewan yang diharamkan 
bagi mereka dalam syariat yang berlaku pada mereka adalah urusan yang 
telah hak, maka tidak berlaku penyembelihan padanya, sedangkan hewan 
yang diharamkan oleh diri mereka sendiri adalah urusan yang batil 
sehingga boleh dilakukan penyembelihan padanya.” 

Al Qadhi (Ibnu Rusyd) berkata, “Yang benar adalah hewan yang 
diharamkan atas mereka dalam Taurat atau yang diharamkan oleh diri 
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mereka sendiri pada jaman syariat Islam berlaku, adalah perkara yang 
batil, karena Islam menghapus seluruh syariat yang berlaku, maka 
konsekuensinya adalah tidak perlu memperhatikan keyakinan mereka 
untuk urusan tersebut. 

Juga tidak disyaratkan adanya keyakinan mereka dalam 
menghalalkan sembelihannya dengan mengikuti keyakinan yang ada 
pada kaum muslimin dan tidak pula mengikuti keyakinan yang ada pada 
syariat mereka, karena jika hal tersebut disyaratkan maka semua 
sembelihan mereka tidak boleh dimakan secara mutlak, sementara 
keyakinan yang ada pada syariat mereka telah terhapus. Sedangkan untuk 
mengikuti syariat Islam yang berlaku bagi kita tidak sah untuk mereka, 
akan tetapi hal ini merupakan perkara yang dikhususkan oleh Allah bagi 
mereka, sehingga semua sembelihan mereka -wallahu a’lam- 
diperbolehkan bagi kita secara mutlak, jika tidak demikian maka hukum 
ayat yang menghalalkannya terangkat secara keseluruhan. Perhatikanlah 
permasalahan ini dengan seksama sesungguhnya ini sangatlah jelas. 
wallahu ‘alam. 

Adapun sembelihan kaum majusi, jumhur ulama tidak 
membolehkan memakannya, karena mereka adalah orang-orang musyrik, 
sedangkan sebagian ulama yang membolehkannya berpegang dengan 
keumuman sabda Rasulullah SAW, ""Perlakukanlah mereka seperti Ahlul 
kitab. 

Adapun sembelihan kaum saba’, maka perbedaan pendapat para 
ulama tentang mereka dari sudut, apakah mereka tergolong ahlul kitab 
atau tidak? 

Sementara sembelihan wanita dan anak kecil; 

1. Jumhur ulama berpendapat sembelihan mereka boleh dimakan, 
tidak dimakruhkan, inilah madzhab Imam Malik. 

2. Abdul Mushab memakruhkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kekurangan dalam akal yang ada 
pada mereka, jumhur ulama tidak berbeda pendapat tentang sembelihan 
wanita, berdasarkan hadits Mu’adz bin Sa’id RA, “Bahwa hamba sahaya 
perempuan milik Ka’ab bin Malik pernah mengembalakan sekawanan 

Dha ’if, HR. Malik dalam Al Muwaththa' dan Syafi’i dalam Al Musnad (1182), 
Al Baihaqi (9/189) dinilai dha'if oleh Al Albani dalam Al /rwa' (1248) 
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kambing, dipadang rumput, lalu ada seekor kambing yang sakit, 
kemudian ia mengambilnya dan menyembelihnya dengan sebongkah 
batu, kemudian hal itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau 
bersabda, "'Hal itu tidak apa-apa, maka makanlah.. Hadits ini shahih. 

Adapun sembelihan orang gila dan pemabuk: 

1. Malik tidak membolehkan memakannya. 

2. Syafi’i membolehkannya. 

Sebab perbedaan pendapat; Pensyaratan niat dalam 
penyembelihan, ulama yang mensyaratkan niat, mereka berpendapat 
tidak membolehkannya, karena niat orang gila dan orang yang mabuk 
tidak sah, apalagi yang tidak waras. 

Adapun sembelihan seorang pencuri dan perampok: 

1. Jumhur ulama membolehkan untuk memakannya. 

2. Sebagian ulama ada yang tidak membolehkannya, dan 
menganggap sembelihan mereka sebagai bangkai, ini pendapatnya Daud 
dan Ishak bin Rahawaih. 


Sebab perbedaan pendapat; Apakah larangan mengandung 
maksud rusaknya objek yang dilarang itu atau tidak? maka ulama yang 
berpendapat demikian, mereka menyatakana bahwa seorang pencuri dan 
perampok dilarang menyembelih hewan, memakannya dan 
menguasainya, apabila ia menyembelihnya maka sembelihannya itu 
rusak (tidak sah). Sedangkan ulama yang berpendapat tidak demikian, 
kecuali jika yang terlarang itu sebagai syarat dari syarat-syarat sahnya 
sebuah perbuatan, mereka berkata, “Sembelihan mereka boleh dimakan, 
karena sahnya kepemilikan bukan syarat penyembelihan.” Dalam kitab 
Muwaththa' Ibnu Wahb disebutkan. 


.cL: 4, y ^ iiji ^ 4 


“Bahwasannya Rasulullah SAW ditanya tentang hal itu dan beliau 
memandang hal itu tidak mengapa.” 


Muttafag ‘Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 


Bidayatul Mujtahid 949 


Ada riwayat tentang kebolehannya bersamaan dengan 
kemakruhannya dari Nabi SAW tentang seekor kambing yang disembelih 
tanpa ijin pemiliknya. Beliau SAW bersabda, 

f o J; ^ £ 

‘'Beri makanlah (denganya) kepada para tawanan. 

Kami cukupkan pembahasan tentang pokok-pokok dalam kitab ini. 
Wallahu a ’lam. 

« * 41 


KITAB HEWAN BURUAN 

Kitab ini mencakup empat bab: 


Babi 

Hukum Hewan Buruan dan Jenisnya 

Tentang hukum hewan buruan, jumhur ulama berpendapat bahwa 
hukumnya adalah mubah berdasarkan fiman Allah SWT: “Dihalalkan 
bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal)dari laut sebagai 
makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam 
perjalanan dan diharamkan atasmu (menangkap)hewan darat selama 
kamu sedang ihram." (Qs. Al Maa'idah [5]: 96) dan firman-Nya, “Tetapi 
apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu beburu." 
(Qs. Al Maa'idah [5]: 2) 

Para ulama telah sepakat bahwa perintah berburu dalam ayat ini 
setelah adanya larangan, menunjukkan kebolehannya, sebagaimana 
mereka telah sepakat tentang hal itu dalam firman Allah SWT, “Apabila 
shalat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka 
bumi, dan carilah karunia Allah.” (Qs. Al Jumu’ah [62]: 10) artinya yang 
dimaksudkan adalah membolehkan, lantaran adanya perintah setelah 


Shahih. HR.Abu Daud (3332), Ad-Daruquthni (4/285), Al Baihaqi (5/335) 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 


950 Bidayatul Mujtahid 



dilarang. Meskipun mereka berbeda pendapat tentang adanya perintah 
setelah larangan, apakah ia mengandung makna mubah atau tidak, tetap 
berada pada hukum asalnya yang wajib? 

Imam Malik memakruhkan berburu hewan dengan tujuan main- 
main, sedangkan ulama-ulama muta'akhir dari pengikut-pengikut Malik 
memperinci masalah ini, kesimpulan pendapat mereka sebagai berikut: 
Bahwa berburu hewan untuk sebagian orang diwajibkan, untuk sebagian 
lainnya diharamkan, sebagian lagi disunahkan dan yang lainnya 
dimakruhkan. Pandangan seperti ini dalam syariat dianggap sikap yang 
plin-plan dalam qiyas, jauh dari pokok-pokok kaidah yang terdapat dalam 
syari’at, ia tidak layak disebutkan dalam kitab kami disini, karena kami 
bermaksud menyebutkan pokok-pokok masalah yang terdapat dalam 
syariat atau yang biasa terdapat dalam pembahasan syariat. 

Tentang jenis hewan yang boleh diburu, para ulama telah sepakat 
bahwa hewan yang boleh diburu dari hewan laut adalah ikan dan 
berbagai jenisnya, dan dari hewan darat adalah hewan-hewan yang 
dibolehkan untuk dikonsumsi, selain hewan yang jinak. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hewan jinak yang liar, sulit 
ditangkap dan disembelih: 

1. Imam Malik berpendapat tidak boleh dikonsumsi kecuali hewan 
yang seharusnya disembelih pada bagian pangkal leher, atau yang 
seharusnya disembelih pada bagian tenggorok, atau harus dengan salah 
satu dari keduanya untuk hewan yang boleh disembelih pada pangkal 
leher atau di bagian tenggorok. 

2. Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat jika tidak sanggup 
menyembelih unta yang melarikan diri, maka ia boleh dibunuh seperti 
hewan buruan. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara prinsip syari’at 
dengan hadits, karena terdapat prinsip syari’at dalam bab ini dimana 
hewan yang jinak tidak boleh dikonsumsi kecuali dengan disembelih, 
sedangkan hewan yang liar dapat dikonsumsi dengan cara diburu 
(disembelih). 

Adapun hadits yang bertentangan dengan prinsip ini adalah hadits 
Rafi" bin Khadij RA, di dalamnya terdapat nash: Ada unta yang 
mengamuk, sementara para sahabat hanya memiliki kuda yang sedikit. 
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kemudian mereka mencari-carinya dan menemukannya, lalu ada 
seseorang diantara mereka yang memanahnya dan tepat mengenainya 
dengan izin Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 


✓ ✓ ^ J' ^ ^ ^ J' ^ © 9 


‘"Sesungguhnya pada hewan-hewan ini terdapat sifat-sifat liar yang 
biasanya ada pada hewan buas, maka jika ada hewan yang mengamuk 
maka lakukanlah seperti ini."^^‘ 

Pendapat yang berpegang dengan hadits ini lebih layak 
keshahihannya, karena hadits ini tidak mungkin dikecualikan dari prinsip 
diatas, padahal ada dalil bagi orang yang berpendapat bahwa hal tersebut 
termasuk kedalam prinsip pokok bab ini, dimana penyebab penamaan 
berburu sebagai cara penyembelihan pada sebagian hewan-hewan yang 
tidak bisa dikuasai, bukan lantaran ia sebagai hewan buas saja. Jadi, 
apabila sifat ini terdapat pada hewan peliharaan yang jinak maka dia juga 
boleh dibunuh (diburu) layaknya hewan buas. Berarti dalam hal ini 
terjadi keselarasan antara qiyas dengan dalil naqli. 


Bab II 

Alat Berburu 

Pokok bahasan dalam bab ini didasari oleh dua ayat dan dua hadits 
berikut: 

Ayat pertama; Firman Allah SWT, “Wahai orang-orang yang 
beriman Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang 
dengan mudah kamu peroleh dengan tangan-tangan tombakmu agar 
Allah mengetahui siapa yang takut kepada-Nya, meskipun dia tidak 
melihat-Nya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan 
mendapat azab yang pedih.'" (Qs. Al Maa'idah [5]: 94). 

Ayat kedua: Firman Allah SWT, “Katakanlah: yang dihalalkan 
bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap 
oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu." (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 4) 


Muttafag ‘Alaih. 7’o/:J)r//-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Adapun dua hadits yang dimaksud adalah; 

Pertama-. Hadits Adi bin Hatim RA, disebutkan didalamnya, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya: 

c-JL»jl lil 

Cjl jl ji^t jij tdilJLc- 

jvJj L?^ L»jU jJ^Ij \ g,Uil^ (jij C'U-oiJ 

»• ^ ^ — 


“J/A:a ^amw melepaskan anjing buruanmu yang telah dilatih dan 
kamu menyebut nama Allah ketika melepaskannya, maka makanlah (hasil 
buruannya) yang ditangkapnya untukmu, apabila anjing itu 
memakannya, maka jangan kamu makan, karena sesungguhnya aku 
khawatir ia menangkapnya untuk dirinya sendiri, dan jika ia bercampur 
baur dengan anjing-anjing lainnya, maka jangan kamu memakannya, 
karena kamu hanya menyebut nama Allah untuk anjingmu saja dan tidak 
untuk selainnya.”^^^ 

Beliau SAW juga ditanya tentang benda tajam yang begagang, 
beliau menjawab: 

.wtJj aJIj u <W5 yu („JLvS’l lil 


hewan itu mati terkena bagian gagangnya, maka janganlah 
kamu memakannya, karena ia termasuk hewan yang mati terpukul.'' 

Hadits ini sangat banyak dibicarakan dalam kitab ini. 


Kedua, hadits Abu Tsa’labah Al Khasyanni RA, disebutkan 
didalamnya sabda Rasulullah SAW, 

2 i)i Jii c. 

ca c->av9 ^ ajji 


‘-'Hewan yang mati terkena anak panahmu dan kamu menyebut 
nama Allah (ketika melepaskannya) maka makanlah, dan hewan yang 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5477, 7397), Muslim (1929), Abu Daud 
(2847), An-Nasa’i (7/180), Ibnu Majah (3215), dan Ahmad (4/258, 377, 380). 
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tertangkap oleh anjing buruanmu yang terlatih dan kamu menyebut 
nama Allah (ketika melepaskannya) maka makanlah, dan hewan yang 
tertangkap oleh anjing buruanmu yang tidak terlatih, namun kamu masih 
sempat menyembelihnya, maka makanlah:''*'^ 

Alat-alat yang digunakan untuk berburu, diantaranya ada yang 
disepakati secara umum oleh para ulama dan adapula yang 
diperselisihkan tentang sifat-sifatnya, yaitu tiga hal: pertama, hewan 
pengerat untuk berburu. Kedua, benda tajam. Ketiga, benda keras. 

Tentang benda tajam: Para ulama telah bersepakat bahwa tombak, 
pedang dan panah (dapat digunakan sebagai alat berburu) berdasarkan 
nash Al Qur'an dan As-Sunnah. Begitu pula beberapa perkakas lainnya 
yang memiliki sifat yang sama dan dapat membunuh (hewan). Adapun 
benda-benda yang diperselisihkan kegunaannya untuk menyembelih 
hewan peliharaan yang jinak yaitu: gigi, kuku dan tulang. Perbedaan 
pendapat para ulama tentang hal ini telah disebutkan terdahulu, kami 
tidak perlu mengulanginya. 

Tentang benda keras: Para ulama berbeda pendapat tentang 
kegunaannya untuk berburu, seperti dengan benda tumpul dan batu: 

1. Sebagian ulama ada yang tidak membolehkannya kecuali yang 
masih sempat dilakukan penyembelihan. 

2. Sebagian lagi ada yang membolehkannya secara mutlak. 

3. Sebagian lagi ada yang membedakan antara benda keras dan 
batu yang dapat membunuh, karena kekerasannya atau dengan 
ketajamannya, apabila ia melukai badan hewan tersebut, dan jika dapat 
merobek bagian tubuh hewan maka ia diperbolehkan. Namun jika tidak 
dapat merobeknya maka hal itu tidak boleh, pendapat ini dinyatakan oleh 
para Fuqaha yang masyhur, seperti Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, 
Ats-Tsauri dan lain-lain, perkataan tersebut kembali ke pokok masalah 
yakni tidak ada penyembelihan kecuali dengan benda tajam. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara prinsip syari’at 
dalam bab ini satu dengan lainnya, dan pertentangannya dengan hadits. 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5478, 5488, 5496), Muslim (1930), Abu 
Daud (2855), At-Tirmidzi (1560), An-Nasa'i (7/181), Ibnu Majah (3207), 
Ahmad (4/193, 195) 
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karena yang termasuk kedalam prinsip syari’at dalam bab ini adalah 
bahwa hewan yang mati terpukul diharamkan dalam Al Qur'an dan ijma’ 
dan juga membunuh (diburu) adalah cara penyembelihan hewan buruan 
itu sendiri. 

Maka ulama berpendapat bahwa hewan yang mati lantaran terkena 
benda tumpul sebagai hewan yang mati terpukul, mereka 
mengharamkannya secara mutlak. Sedangkan ulama yang berpendapat 
bahwa membunuh dengan berburu adalah cara penyembelihan hewan 
buruan itu sendiri dan bahwa hewan yang mati terpukul tidak dianggap 
dalam hal ini, maka mereka membolehkan untuk memakannya secara 
mutlak. Sedangkan mereka yang membedakan antara benda yang dapat 
merobek bagian tubuh dari hewan buruan dan yang tidak, berpegang pada 
hadits Adi bin Hatim diatas, inilah pendapat yang benar. 

Tentang hewan pemburu (pengerat) yang dijadikan sebagai alat 
berburu: didalamnya ada yang disepakati dan ada pula yang 
diperselisihkan, diantaranya ada yang terkait dengan jenis dan syaratnya, 
dan ada yang tidak terkait dengan syarat. 

Adapun jenis hewan pemburu yang disepakati oleh para ulama 
adalah anjing, selain anjing hitam, karena sebagian ulama 
memakruhkannya, diantaranya Hasan Bashri, Ibrahim An-Nakha’i dan 
Qatadah. Imam Ahmad berkata, “Aku tidak mengetahui ada seorangpun 
dari para ulama yang membolehkannya, jika anjing itu sangat hitam 
kelam.” Ini juga pendapatnya Ishak. Sedangkan jumhur ulama 
membolehkannya untuk berburu jika ia terlatih. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara qiyas dengan 
prinsip yang umum, karena keumuman firman Allah SWT, ''(dan buruan 
yang ditagkap) oleh hewan pemburu yang telah kamu latih untuk 
berburu...'" (Qs. Al Maa'idah [5]: 4) mengandung pengertian bahwa 
semua jenis anjing sama statusnya dalam hal ini. Sedangkan perintah 
Rasulullah SAW untuk membunuh anjing yang hitam kelam^^"* 


Penulis mengisyaratkan kepada hadits Abdullah bin Mughaffal secara marfu’, 
disebutkan: ''^Sekiranya tidaklah anjing-anjing seperti satu umat dari umat-umat 
yang ada, niscaya aku perintahkan untuk membunuhnya, maka bunuhlah 
darinya yang berwarna hitam kelam." HR. Abu Daud (2845), At Tirmizdi 
(1486), An-Nasa'i (7/185), Ibnu Majah (3205) dinilai shahih oleh Al Albani. 
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mengandung pengertian adanya qiyas larangan berburu dengannya, 
berdasarkan pendapat yang mengatakan bahwa larangan berisi 
ketidakabsahan objek yang dilarangnya. 

Tentang hewan-hewan pemburu selain anjing yang diperselisihkan 
oleh para ulama dari jenis burung dan hewan buas lainnya; 

1. Sebagian ulama ada yang membolehkan seluruh jenis hewan 
tersebut yang dapat dilatih, sampai seekor kucing pun dibolehkan, 
sebagaimana perkataan Ibnu Sya’ban, dan ini merupakan pendapatnya 
Malik dan pengikut-pengikutnya, juga yang menjadi pendapat mayoritas 
fuqaha, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA (maksudnya, hewan-hewan 
yang dapat dilatih sebagai pemburu, maka ia termasuk kedalam golongan 
alat yang dapat digunakan untuk menyembelih hewan buruan). 

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat tidak boleh berburu 
dengan hewan pemburu selain anjing, tidak dengan burung elang ataupun 
burung rajawali dan tidak pula dengan selainnya, kecuali yang masih 
sempat disembelih. Ini pendapatnya Mujahid. 

3. Sebagian ulama ada yang mengecualikan burung elang untuk 
dapat digunakan sebagai burung pemburu, mereka berkata, “Burung ini 
saja yang diperbolehkan.” 

Sebab perbedaan pendapat; Ada dua perkara; 

Pertama, qiyaskan segala jenis hewan pemburu pada anjing, karena 
terdapat anggapan bahwa nash yang menyebutkan anjing dalam ayat 
diatas, dapat diasumsikan bahwa lafazh “terlatih” diambil dari akar kata 
pemburu itu terlatih, bukan dari kata anjing, sehingga hal ini 
menunjukkan keumumannya yang mencakup semua hewan pemburu, 
berdasarkan penakwilan inilah maka salah satu sebab perbedaan pendapat 
yang terjadi adalah konjungsi makna yang terdapat dalam lafazh 
“terlatih”. 

Kedua, apakah yang termasuk syarat didalam menangkap buruan 
itu harus diperuntukkan bagi pemiliknya atau tidak?, jika ya, apakah hal 
itu dapat terpenuhi pada hewan selain anjing? Maka ulama yang 
berpendapat bahwa hewan pemburu lainnya tidak diqiyaskan dengan 
anjing dan lafazh “terlatih” dalam ayat tersebut berasal dari akar kata 
anjing, bukan dari selainnya atau tidak ada yang dapat menangkap hewan 
buruan (untuk pemiliknya) kecuali anjing, berarti hal tersebut sebagai 
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syaratnya, mereka berkata, “Tidak boleh berburu kecuali dengan anjing.” 
Sedangkan ulama yang mengqiyaskan seluruh hewan pemburu dengan 
anjing dan tidak mensyaratkan agar ia menangkap buruan itu bagi 
pemiliknya, mereka berkata, “Dibolehkan berburu dengan semua jenis 
hewan pemburu yang dapat terlatih.” 


Adapun ulama yang mengecualikan burung elang dari itu semua, 
berpegang dengan hadits yang diriwayatkan dari Adi bin Hatim, ia 
berkata. 


^ b* , (J ^ LJ 1 I» . b .** ^ 4-^1^ 4U 1 J AU 1 ^ ^ • 1 

'' '' ^ ^ 


“Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hewan buruan 
(yang ditangkap) oleh burung elang, lalu beliau bersabda, ‘Apa yang 
ditangkapnya untukmu, maka makanlah (HR. At-Tirmidzi) 

Ini semua adalah berbagai sebab perbedaan pendapat mereka dalam 
jenis hewan pemburu. Adapun tentang berbagai syarat yang harus 
terpenuhi pada hewan pemburu, diantaranya ada yang disepakati oleh 
para ulama secara umum yaitu hewan yang dapat dilatih, berdasarkan 
firman Allah SWT, "'(dan hewan buruan yang ditangkap oleh) hewan 
pemburu kamu yang telah dilatih.^' (Qs. Al Maa'idah [5]: 4), dan 
berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 

ili 

"'Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih... 

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat terlatih dan syarat- 
syaratnya, sebagian ulama berpendapat bahwa berlatih ada tiga macam: 

Pertama, apabila hewan pemburu tersebut dipanggil maka dia akan 
memenuhinya segera. 


Munkar. HR. At-Tirmidzi (1468), ia berkata, "Aku tidak mengetahuinya." 
Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani (17/77), Al Albani berkata dalam Dhaif 
At-Tirmidzi: Munkar. 

Muttafag ‘Alaih. Potongan dari hadits Adi bin Hatim RA terdahulu. 
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Kedua, jika kamu menyuruhnya lari mengejar maka ia pun segera 
berlari. 

Ketiga, kamu memerintahnya untuk diam maka ia pun diam. 

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang tiga syarat 
tersebut pada seekor anjing pemburu, hanya saja pebedaan pendapat 
mereka tentang perintah untuk berdiam pada jenis hewan pemburu 
lainnya. 

Mereka juga berbeda pendapat, apakah hewan pemburu itu 
disyaratkan tidak memakan hewan buruannya: 

1. Sebagian ulama mensyaratkannya secara mutlak. 

2. Sebagian yang lain hanya mensyaratkan hal itu khusus pada 
seekor anjing. 

3. Imam Malik dalam hal ini berpendapat bahwa tiga syarat diatas 
berlaku bagi anjing dan selainnya. 

4. Ibnu Hubaib, dari pengikut madzhab Maliki berkata, “Perintah 
untuk berdiam tidak berlaku bagi hewan pemburu yang tidak bisa 
menerima perlakuan itu, seperti burung garuda dan rajawali, inilah 
pendapat madzhab Imam Malik (maksudnya, syarat tersebut tidak 
berlaku bagi hewan pemburu, tidak untuk anjing dan tidak pula untuk 
selainnya, yaitu untuk tidak memakannya)." 

5. Sebagian mereka mensyaratkan hal tersebut pada seekor anjing 
pemburu dan tidak mensyaratkannya pada hewan pemburu lainnya dari 
jenis burung. 

6. Sebagian lagi mensyaratkan hal itu bagi semua hewan pemburu. 

7. Jumhur ulama berpendapat bolehnya memakan hasil tangkapan 
burung elang dan rajawali, meskipun ia memakannya, karena cara 
menangkapnya dengan jalan memakannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Berfokus pada dua hal berikut: 

Pertama, apakah dapat diperintah untuk diam termasuk syarat 
terlatihnya? 

Kedua, apakah tidak memakan (hasil tangkapannya) termasuk 
syarat terlatihnya? 
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Sebab perbedaan pendapat dalam hal pensyaratan untuk tidak 
memakannya, ada dua: 


Pertama, perbedaan riwayat-riwayat hadits dalam hal ini. 

Kedua, apakah ketika ia memakannya, dikatakan ia telah 
menangkapnya atau tidak? 


Adapun riwayat-riwayat hadits yang dimaksud adalah: 

Diantaranya hadits Adi bin Hatim RA terdahulu, disebutkan 
didalamnya, 

iLU.! iiji 0^' 01 i ^ jri 01 } 


“£>a« apabila anjing itu memakannya, maka jangan kamu makan, 
karena sesungguhnya aku khawatir ia menangkapnya untuk dirinya 
sendiriP^^^ 


Hadits yang menyelisihinya adalah hadits Abu Tsa’labah Al 
Khusyanni RA, ia berkata: 


^ J^l ^1 jt-wol odJi.2S^ cJL-jl lij 


.^1 dlj ;Jli 'S^'j 


"'Jika kamu melepaskan anjingmu yang terlatih dan kamu menyebut 
nama Allah atasnya maka makanlah." Aku bertanya, “Meskipun ia telah 
memakannya, wahai Rasulullah SAW?”, Beliau menjawab, "Ya, 
meskipun ia telah memakannya.. 

Adapun ulama yang mengkompromikan antara kedua hadits diatas, 
memahami perintah dalam hadits Adi bin Hatim RA sebagai perkara 
yang sunah, sementara hadits kedua menunjukkan kebolehannya, mereka 
berkata, “Bukan termasuk syaratnya, hewan pemburu itu tidak memakan 
hewan buruannya.” 

Ulama yang mengunggulkan hadits Adi bin Hatim RA, karena ia 
adalah hadits yang disepakati shahih (oleh Al Bukhari dan Muslim), 


Muttafag ‘Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
Muttafag Alaih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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sedangkan hadits Abu Tsa’labah diperselisihkan keshahihannya karena 
tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, mereka berkata, 
“Menangkapnya dengan tidak memakan hasil tangkapannya merupakan 
syarat terlatih, dengan dalil hadits tersebut. Dengan demikian jika hewan 
pemburu itu memakan hasil tangkapannya, maka hasil buruannya tidak 
diboleh dimakan.” Ini pendapat Imam Syafi’i, Abu Hanifah, Ahmad, 
Ishak dan Ats-Tsauri, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA. 

Sebagaimana kami telah utarakan, bahwa Imam Malik, Sa’id bin 
Malik, Ibnu Umar RA dan Sulaiman memberikan rukhshah didalam 
mengkonsumsi hewan buruan yang telah dimakan oleh anjing pemburu. 
Pengikut madzhab Maliki muta'akhir berkata, “Hasil buruan itu tidak 
boleh dikonsumsi, dengan dalil ia tidak menangkapnya untuk tuan 
majikannya.” Namun menangkap hewan buruan untuk tuannya bukanlah 
syarat sahnya penyembelihan, karena niat anjing pemburu itu tidak dapat 
diketahui, boleh jadi pertama-tama ia menangkap untuk tuannya, lalu 
ditengah perjalanannya ia tangkap untuk dirinya sendiri. 

Apa yang mereka katakan ini menyelisihi nash hadits dan juga 
menyelisihi zhahir ayat Al Qur'an, yaitu firman Allah SWT, '"Maka 
makanlah apa yang ditangkapnya untukmu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 4) 
cara menangkap hewan buruan untuk tuan majikannya telah dimaklumi 
oleh anjing pemburu menurut kebiasaannya, oleh karenanya Nabi SAW, 
"Apabila ia memakannya, maka jangan kamu makan, karena 
sesungguhnya aku khawatir ia menangkapnya untuk dirinya sendiri." 

Adapun perbedaan pendapat para ulama tentang sikap diamnya 
seekor anjing pemburu ketika diperintahkan, sebabnya adalah perbedaan 
persepsi mereka dalam mengqiyaskan semua hewan pemburu dengan 
anjing, karena anjing yang tidak dapat mecegah (menahan) tindakannya 
tidak dikatakan sebagai anjing terlatih, menurut kesepakatan para ulama. 

Sedangkan hewan-hewan pemburu lainnya yang tidak dapat 
menahan tindakannya, apakah dapat dikatakan sudah terlatih atau tidak? 
Dalam masalah ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi, itulah yang 
menjadi sebab adanya perbedaan pendapat dikalangan mereka. 
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Bab III 


Cara Penyembelihan Hewan Buruan dan Syaratnya 

Para ulama sepakat bahwa cara penyembelihan hewan buruan 
adalah dengan jalan melukainya, namun mereka berbeda pendapat 
tentang syaratnya dengan perbedaan pendapat yang sangat banyak sekali, 
jika Anda melihat pokok-pokok penyebab perbedaan pendapat mereka, 
selain syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam permasalahan alat 
berburu dan syarat hewan buruannya. Anda akan mendapatinya sebanyak 
delapan syarat: 

Dua diantaranya dalam hal penyembelihan (penyembelihan hewan 
hasil buruan dan selainnya), yaitu niat dan membaca basmalah, 
sedangkan enam syarat berikutnya dalam hal cara penyembelihan: 

Pertama, jika alat berburu atau hewan pemburu tidak mengenai 
bagian yang mematikan, maka tetap wajib disembelih seperti 
menyembelih hewan peliharaan, apabila sanggup melakukan itu sebelum 
tiba kematiannya yang disebabkan oleh hewan pemburu itu atau oleh 
sebab terkena pukulan (lemparan). Akan tetapi jika tepat mengenai 
bagian yang mematikannya seketika, maka hal tersebut tidak diwajibkan, 
meskipun lebih baik dilakukan penyembelihan. 

Kedua, perbuatan yang pertama kali mengenai hewan buruan itu 
berasal dari si pemburu, bukan dari selainnya (maksudnya, bukan dari 
alat berburu, seperti tambang yang mengikat) dan tidak juga dari hewan 
pemburu seperti keadaan seekor anjing pemburu yang berlari menurut 
kemauannya sendiri. 

Ketiga, tidak ada hal lain yang menyertainya didalam melukai 
hewan buruan, berupa hewan yang tidak perlu disembelih. 

Keempat, tidak ragu-ragu didalam menentukan hewan buruan hasil 
tangkapannya, hal itu dapat terjadi ketika luput dari pandangannya. 

Kelima, binatang buruannya tidak dalam keadaan pasrah (mudah 
ditangkap) ketika hewan pemburu dilepaskan. 

Keenam, kematian hewan buruan tersebut bukan karena ketakutan 
terhadap hewan pemburu dan bukan pula kerena bertabrakan dengannya. 

Inilah syarat-syarat utama yang disyaratkan atau yang tidak 
disyaratkan yang terjadi perbedaan pendapat diantara para fuqaha, namun 
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boleh jadi mereka bersepakat atas kewajiban beberapa perkara yang telah 
disebutkan diatas, dan mereka berbeda pendapat tentang keberadaannya 
untuk setiap keadaan, seperti para pengikut madzhab Maliki yang 
bersepakat bahwa perbuatan yang mengenai hewan buruan itu berasal 
dari si pemburu termasuk syarat. 

Mereka berbeda pendapat tentang anjing pemburu yang lepas dari 
genggaman tangannya atau lari menurut kemauannya sendiri kemudian ia 
menerkam mangsannya, apakah hal itu dibolehkan dalam berburu atau 
tidak? Karena seringnya keadaan tersebut antara ada dan tidaknya sayarat 
tersebut? Seperti ksepakatan antara Abu Hanifah dan imam Malik 
didalam mengklasifikasikannya sebagai syarat, jika ia tertangkap 
ditempat selain bagian yang dapat mematikannya maka hendaknya 
disembelih terlebih dahulu sebelum tiba kematiannya, jika sanggup 
melakukan itu. 

Mereka berbeda pendapat tentang hewan buruan yang tertangkap 
dalam keadaan hidup lalu mati setelah sampai ditangan si pemburu dan 
belum sempat disembelih: 

1. Abu Hanifah tidak membolehkan untuk mengkonsumsinya. 

2. Sedangkan Imam Malik membolehkannya, dia berpendapat 
seperti kasus pertama diatas (yaitu jika tidak sempat menjauhkannya dari 
hewan pemburu hingga mati), disebabkan perbedaan status keadaan ini 
antara statusnya sebagai hewan yang berada diluar cengkraman hewan 
pemburu tersebut, maka kasusnya lebih dekat menyerupai sikap 
meremehkan aturan atau tidak? 

Apabila syarat-syarat ini merupakan pokok-pokok persyaratan yang 
telah ditentukan dalam hewan buruan, disamping syarat-syarat yang telah 
disebutkan terdahulu tentang alat-alat berburu dan tetntang si pemburu itu 
sendiri -yang akan dijelaskan kemudian-, maka sepatutnya disebutkan 
tentang apa-apa yang disepakati oleh para ulama dan apa-apa yang 
diperselisihkan, sebab-sebab perbedaan pendapat mereka dalam hal ini 
serta perincian permasalahannya yang masyhur dikalangan para ulama, 
maka kami katakan; 

Adapun membaca basmalah dan niat: Perbedaan pendapat para 
ulama mengenai hal ini dan sebab-sebabnya telah disebutkan terdahulu 
dalam kitab sembelihan. Dari segi pensyaratan niat dalam 
penyembelihan, tidak boleh menyembelih hewan buruan yang tidak 
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diinginkan (menurut pendapat yang mensyaratkan adanya niat ketika 
melepaskan hewan pemburu untuk menangkap hewan buruan tertentu, 
namun ia malah menangkap hewan lainnya). Ini pendapatnya Malik. 
Sedangkan Syafi’i, Abu Hanifah, Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat hal 
itu diperbolehkan dan boleh dikonsumsi. 


Dari sisi ini pula para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat 
tentang melepaskan hewan pemburu untuk menangkap hewan hewan 
yang tidak terlihat, seperti seseorang yang melepaskan hewan 
pemburunya untuk menangkap mangsa yang terdapat didalam hutan 
belantara atau yang berada dibalik bukit, ia tidak mengetahui apakah 
disana terdapat hewan buruan atau tidak? karena maksud dari perbuatan 
tersebut untuk mendapatkan sesuatu atas dasar ketidaktahuannya. 

Adapun syarat pertama yang khusus terdapat pada penyembelihan 
hewan buruan, dari enam syarat yang telah disebutkan diatas 
(maksudnya, gigitan/cengkeraman) hewan pemburu yang tidak mengenai 
empat bagian yang mematikan, diharuskan untuk disembelih apabila si 
pemburu tidak mendapatinya dalam keadaan hidup. 


Jumhur ulama mensyaratkan hal itu berdasarkan hadits Adi bin 
Hatim RA dalam beberapa riwayatnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 


c;. oij 


''Dan apabila kamu mendapatinya masih hidup, maka 
sembelihlah. 


Sedangkan Imam An-Nakha’i berkata: “Jika Anda mendapatinya 
masih hidup tetapi Anda tidak memiliki pisau tajam, maka lepaskanlah 
anjing pemburu Anda hingga ia membunuhnya.” Ini juga pendapatnya Al 
Hasan Al Bashri, berlandaskan pada keumuman firman Allah SWT, 
"Maka makanlah apa-apa yang ditangkapnya untuk kamu.'' (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 4) 

Dari sudut syarat ini pula. Imam malik berkata, “Si pemburu tidak 
perlu turut mencari-cari dalam menangkap hewan buruan, apabila ia ikut 
mencari-carinya dan mendapatinya dalam keadaan mati, jika penyebab 
kematiannya lantaran terkena anak panah, maka ia dihalalkan untuk 
diambil, namun jika tidak karena anak panah maka ia tidak halal. Karena 


Muttafag 'Alaih. 7aA:/?r//-nya telah disebutkan terdahulu 
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sekiranya ia tidak ikut mencari-carinya, niscaya ia akan mendapatinya 
dalam keadaan hidup." 

Adapun syarat kedua (yaitu perbuatan tersebut berasal dari si 
pemburu, diharuskan perbuatan itu langsung bersambung hingga 
mengenai hewan buruan). Dari segi perbedaan pendapat ulama dalam 
masalah ini, maka para ulama pun berbeda pendapat pula mengenai 
hewan buruan yang terjerat oleh tambang ataupun jaring-jaring, apabila 
yang mengenai bagian kematiannya benda tajam yang ada padanya); 

1. Imam Malik, Syafi’i dan jumhur ulama berpendapat hewan itu 
tidak boleh dikonsumsi. 

2. Al Hasan Al Bashri memberikan rukhshah dari sudut prinsip ini 

pula. 

Dari dasar ini Malik tidak membolehkan memakan hewan buruan 
yang ditangkap oleh hewan pemburu yang dilepaskan, lalu ia sibuk 
dengan kegiatan lainnya (selain berburu), kemudian hewan pemburunya 
kembali lagi padanya. 

Adapun syarat ketiga (yaitu tidak boleh ada hewan [sesuatu] lain 
yang menyertainya dalam gigitan atau cengkeraman) terhadap hewan 
buruan oleh hewan yang tidak perlu disembelih, syarat ini telah 
disepakati bersama oleh para ulama sejauh penelitian saya, karena ia 
tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. 

Adapun syarat keempat (yaitu ia tidak boleh ragu-ragu dalam 
menentukan hewan buruannya, dan tidak boleh ragu-ragu bahwa hewan 
pemburu miliknyalah yang membunuh hewan buruan itu), dari sisi ini, 
ulama berbeda pendapat tentang memakan hewan buruan yang 
ditinggalkan oleh hewan pemburu yang menangkapnya; 

1. Sesekali Malik berpendapat tidak mengapa memakan hewan 
buruan yang ditinggal pergi oleh hewan pemburu yang menangkapnya, 
apabila kamu mendapatinya ada bekas cengkeraman dari anjing pemburu 
milikmu, atau oleh tusukan anak panahmu sebelum lewat satu malam, 
apabila telah lewat satu malam, maka makruh hukumnya, Ats-Tsauri pun 
memakruhkannya. 

Abdul Wahhab berpendapat apabila hewan buruan yang sudah 
tertangkap itu tertinggal hingga lewat satu malam maka ia tidak boleh 
dimakan, tetapi apabila terkena oleh anak panah, maka hal ini masih 
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diperselisihkan; Ibnu Al Majisiyun berkata dalam dua keadaan tersebut, 
"Hewan buruan itu boleh dikonsumsi apabila masih terdapat bekas yang 
mematikannya." Imam Malik berkata dalam Al Mudawwanah, “Dalam 
dua kedaan ini maka hewan buruan yang tertinggal selama satu malam 
tidak boleh dimakan meskipun terdapat bekas yang mematikannya.” 
Imam Syafi’i berkata, “Menurut qiyas, ia tidak boleh dikonsumsi apabila 
hewan buruan itu ditinggal oleh hewan pemburu yang menangkapnya.” 
Sedangkan Abu hanifah berkata, “Apabila anjing pemburu dan hewan 
buruan hilang (tidak diketahui) pada waktu pencarian, lalu si pemburu 
mendapatinya telah mati, maka ia boleh memakannya selama anjing 
pemburu tidak meninggalkan mangsanya, apabila ia meninggalkannya, 
maka hukum memakannya makruh.” 

Sebab perbedaan pendapat; Berfokus pada dua perkara; 

Pertama, keragu-raguan terhadap hewan buruan atau terhadap 
penyembelihannya. 


Kedua, perbedaan riwayat-riwayat hadits dalam bab ini; Muslim, 
An-Nasaa’i, At-Tirmidzi dan Abu Daud meriwayatkan hadits dari Abu 
Tsa’labah dari Nabi SAW tentang seorang yang mendapati hewan 
buruannya setelah tiga hari, beliau bersabda. 




"'Makanlah selama belum busuk."^^ 


Imam muslim meriwayatkan dari Abu Tsa’labah RA dari Nabi 
SAW, 



-o 9 J ✓ 

9 • . ^ , f f ^ 9 ^ X ,9^ ^ ^ ^ y 9 ^ 9xy 

AS' k'* - 


"Jika kamu melemparkan panahmu, lalu hewan buruannya hilang 
darimu, maka makanlah selama belum lewat satu malam." 

Dalam hadits Adi bin Hatim RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda. 


g .o jl C—«JLpj ^ J - g - - lit 


9 .A Z’ 


Shahih. HR. Muslim (1931), Abu Daud (2861), An-Nasa'i (7/193) dan dalam Al 
Kubra (4815), Al Baihaqi (9/242) dan Ath-Thabrani dalam Al Kabir (22/215). 
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"'Jika kamu mendapati anak panahmu masih menancap pada 
hewan buruanmu dan tidak ada bekas gigitan hewan buas lainnya, dan 
kamu mengetahui bahwa panahmulah yang membunhnya, maka 
makanlah. 

Dalam bab ini para ulama juga berbeda pendapat tentang hewan 
buruan yang terkena anak panah atau diterkam oleh hewan pemburu 
kemudian ia terjatuh kedalam air atau terjatuh dari tempat yang tinggi; 

1. Imam Malik berpendapat hewan buruan itu tidak boleh dimakan 
karena tidak diketahui manakah dari dua sebab itu yang membuatnya 
mati, kecuali jika anak panah itu tepat mengenai bagian yang mematikan 
dan ia tidak ragu-ragu bahwa itulah yang menyebabkannya mati. Ini juga 
pendapatnya jumhur ulama. 

2. Abu hanifah berpendapat bahwa hewan yang terjatuh kedalam 
air yang membuatnya mati tenggelam tidak boleh dikonsumsi, namun 
jika jatuh dari tempat yang tinggi, maka ia boleh dimakan. 

3. Atha’ berpendapat tidak boleh dimakan sama sekali apabila 
mengenai bagian yang mematikan, baik karena terjatuh ke dalam air atau 
terjatuh dari tempat yang tinggi, karena dimungkinkan penyebab 
kematiannya adalah jatuh dari tempat tinggi atau tenggelam kedalam air 
sebelum matinya karena panah tersebut. 

Sedangkan hewan buruan yang mati karena bertabrakan dengan 
hewan pemburu: 

1. Ibnu Al Qasim berpendapat tidak boleh (memakannya) dengan 
landasan qiyas terhadap hewan yang mati oleh benda keras. 

2. Asyhab berpendapat boleh memakannya, berdasarkan 
keumuman firman Allah SWT, '‘‘Maka makanlah apa yang ditangkapnya 
untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya).Dan bertakwalah 
kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya." (Qs. Al 
Maa'idah [5]: 4) 

Tidak ada perselisihan dalam madzhab Imam Malik bahwa hewan 
yang mati karena ketakutan terhadap hewan pemburu, berarti ia bukan 
dari golongan hewan yang disembelih secara syar’i. 


Muttafag ‘Alaih. Takhrij-nysi telah disebutkan terdahulu. 
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Adapun syarat hewan buruan agar tidak dalam keadaan pasrah 
(mudah ditangkap) ketika hewan pemburu dilepaskan, menurut saya ini 
adalah syarat yang telah disepakati bersama, hal itu dapat terjadi jika 
hewan buruan tersebut dengan mudah ditangkap oleh kedua tangan tanpa 
ada rasa takut dan tidak ada penipuan, boleh jadi ia terjerat oleh sesuatu 
atau terikat, atau terkena lemparan pada salah satu sayapnya atau 
kakinya. 

Dalam bab ini terdapat cabang-cabang masalah yang sangat 
banyak, dari sudut pengkategorian beberapa keadaan antara yang 
memiliki sifat mudah untuk ditangkap dan yang tidak mudah ditangkap, 
seperti hewan yang dikejar oleh anjing pemburu lalu ia terperosok ke 
dalam sebuah lobang, dalam madzhab Imam Malik ada pendapat yang 
mengatakan: boleh untuk dimakan, dan ada yang mengatakan: tidak 
boleh dimakan. 

Para ulama berbeda pendapat tentang sifat cengkeraman (gigitan) 
yang mengenai hewan buruan lalu salah satu bagian tubuhnya terpotong 
atau terputus: 

1. Sebagian ulama berpendapat hewan buruannya boleh dimakan 
tanpa bagian yang terputus itu. 

2. Sebagian lainnya berpendapat semuanya boleh dimakan. 

3. Sedangkan sebagian lainnya membedakan antara bagian tubuh 
yang mematikan dan yang tidak; apabila bagian yang mematikan 
keduanya boleh dimakan, apabila bukan bagian yang mematikan maka 
yang dimakan hanyalah hewan buruannya saja, tidak bagian tubuh yang 
terputus itu. Pendapat ini merupakan makna dari perbuatan Imam Malik, 
sampai disini, perbedaan pendapat diantara mereka berpulang kepada 
perbedaan persepsi mereka tentang bagian yang terputus itu menjadi dua 
bagian atau sebagiannya lebih besar dari lainnya. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi sabda Nabi SAW, 

^ ^ ^ i; 

^ ✓ y 

‘‘‘'Sesuatu yang terpotong dari seekor hewan selagi hidupnya, maka 
itu berarti bangkai. dengan keumuman firman Allah SWT, “'Maka 

Shahih. Takhhj-nya telah disebutkan terdahulu. 
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makanlah apa yang ditangkapnya untukmu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 4) 
dan keumuman firman-Nya, “Z)a« apa yang kamu tangkap dengan kedua 
tanganmu dan tombakmu." (Qs. Al Maa'idah [5]: 94) 

Maka ulama yang menguatkan hukum hewan buruan yang 
disebabkan oleh gigitan (cengkeraman) dapat dimakan secara mutlak, 
mereka berkata, “Hewan buruan itu boleh dimakan dan juga bagian yang 
terputusnya.” Dan mereka memaknai isi hadits diatas berlaku bagi hewan 
peliharaan. 

Sedangkan ulama yang memberlakukan hadits tersebut bagi hewan 
peliharaan juga hewan liar, dan mengecualikan prinsip yang umum diatas 
dengan hadits tersebut adalah bagian yang terputus itu, mereka berkata, 
“Hewan buruannya saja yang boleh dimakan, tanpa bagian tubuh yang 
terputus.” Adapun ulama yang berpegang pada prinsip adanya unsur 
kehidupan padanya, mereka membedakan antara bagian yang mematikan 
dan yang tidak. 


Bab IV 

Syarat-Syarat Pemburu 

Syarat-syarat seorang pemburu adalah syarat yang harus terpenuhi 
oleh seorang penyembelih hewan, hal tersebut sudah dijelaskan pada 
kitab sembelihan, baik bagian-bagian yang disepakati maupun yang 
diperselisihkan. 

Khusus untuk berburu di daratan terdapat syarat tambahan, yaitu: ia 
tidak dalam keadaan berihram, tidak ada perselisihan dalam hal ini 
berdasarkan firman Allah SWT, "Diharamkan atas kalian hewan buruan 
darat selama kalian sedang berihram." (Qs. Al Maa'idah [5]; 96) apabila 
orang yang sedang berihram melakukan perburuan, apakah hewan hasil 
buruannya itu dibolehkan bagi mereka yang tidak dalam keadaan ihram, 
atau dihukumi sebagai bangkai, hingga tidak halal bagi seorangpun juga?, 
para ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini: 

1. Imam Malik berpendapat hewan buruan itu dianggap bangkai. 

2. Imam Syafi’i, Abu Hanifah dan Abu Tsaur berpendapat 
dibolehkan untuk dimakan bagi orang yang tidak sedang berihram. 
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Sebab perbedaan pendapat; Apakah larangan mengandung 
makna rusaknya objek yang dilarang itu atau tidak? hal itu seperti 
kedudukan sembelihan seorang pencuri dan perampok. 

Para ulama Juga berbeda pendapat dari bab ini tentang anjing 
pemburu yang terlatih milik orang majusi: 

1. Imam Malik berkata, "‘Berburu dengan menggunakannya 
diperbolehkan karena yang dilihat adalah si pemburunya dan bukan 
alatnya. Ini juga pendapat Imam Sayfi’i, Abu Hanifah dan selain mereka. 

2. Jabir bin Abdilah, Al Hasan, Atha', Mujahid dan Ats-Tsauri 
memakruhkannya, karena objek pembicaraan dalam firman Allah SWT, 
“Z)an apa yang kamu ajarkan dari hewan pemburu yang telah kamu 
latih...{Qs. Al Maa'idah [5]; 4) ditujukan kepada orang-orang yang 
beriman. 

Kami cukupkan pembahasan dalam kitab ini sesuai yang kami 
inginkan. Aliahlah pemberi taufik kepada kebenaran. 
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KITAB AQ1QAH 

Pokok bahasan dalam kitab ini meliputi enam bab; 


Babi 


Hukum Aqiqah 


Tentang hukum aqiqah: 

1. Segolongan ulama berpendapat -diantara mereka ahlu zhahir- 
bahwa hukum aqiqah wajib. 

2. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum aqiqah sunah. 

3. Abu Hanifah berpendapat bahwa aqiqah bukan wajib dan 
bukan pula sunah, ada yang mengatakan bahwa kesimpulan akhir 
pendapatnya adalah tathawu ’. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara pengertian 
riwayat-riwayat hadits dalam bab ini, karena zhahir hadits Samurrah RA, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda: 

'iu i' l" '0 ' ^ * 

JsLajj <UP 




‘‘‘Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan 
(seekor hewan kurban) untuknya pada hari ketujuh (kelahirannya) dan 
dihilangkan kotorannya."^^^ 


Menunjukkan wajibnya. Namun zhahir sabda beliau ketika ditanya 
tentang aqiqah. 


^ ^ ^ ^ ^ '' 


*i l 


“Aku tidak menyukai kedurhakaan, barangsiapa yang mendapatkan 
seorang bayi, lalu ia ingin menyembelih (hewan kurban) untuk anaknya 
tersebut, maka lakukanlah."^^'’ 


Shahih. HR. Abu Daud (2837, 2838), At-Tirmidzi (1522), An-Nasa'i (7/166), 
Ibnu Majah (3165), Ahmad (5/17), Ad-Darimi (2/81) dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Al Irwa' (1165) dari hadits Samurrah bin Jundub RA. 
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Menunjukkan sunahnya atau kebolehannya. Maka ulama yang 
memahaminya sebagai sebuah perintah yang menunjukkan sunah, 
mereka berkata, “Hukum aqiqah adalah sunah.” Dan ulama yang 
memahaminya sebagai kebolehan saja, mereka berkata, “Hukum aqiqah 
tidak wajib dan tidak pula sunah (tetapi mubah).” Yang meriwayatkan 
kedua hadits tersebut adalah Abu Daud. Adapun ulama yang berpegang 
dengan hadits Samurrah RA, maka mereka berpendapat mewajibkannya. 


Bab II 


Hewan Aqiqah 

Tentang hewan yang disembelih untuk aqiqah: Jumhur ulama 
berpendapat tidak boleh (menyembelih hewan) untuk aqiqah kecuali 
hewan yang dibolehkan disembelih untuk berkurban dari jenis delapan 
hewan (yang disebutkan dalam surah An-Nisaa’). Sedangkan yang 
menjadi pilihan dalam madzhab Imam Malik adalah kambing domba 
seperti dalam masalah hewan kurban, pendapat beliau berbeda tentang 
unta dan sapi, apakah dapat digunakan sebagai hewan aqiqah atau tidak?, 
sedangkan para ulama lainnya berpendapat pada dasarnya unta lebih 
utama daripada sapi, dan sapi lebih utama dari kambing. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan riwayat-riwayat hadits 
dalam bab ini dan perselisihanya dengan qiyas. 


Adapun hadits yang dimaksud adalah hadits Ibnu Abbas RA, 


'"Bahwasanya Rasulullah SAW mengaqiqahkan Hasan dan Husain 
dengan masing-masing satu ekor domba kibas.”^^^ 

Dan sabda beliau SAW, 


Hasan. HR. Abu Daud (2842), An-Nasa'i (7/162) dan dalam Al Kubra’ (4538), 
Ahmad (2/182, 193) dinilai hasan oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
Shahih.HR. Abu Daud (2841), Al Baihaqi (9/299, 302), An-Nasa'i (7/165) 
dengan redaksi, '"Dua ekor domba kibas, dua ekor domba kibas.” Al Albani 
berkata dalam Shahih Abu Daud, "Shahih, akan tetapi dalam riwayat An-Nasa'i 
dengan dua ekor kibas-dua ekor kibas lebih shahih.” 
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'''Untuk bayi perempuan (disembelih) seekor kambing, dan untuk 
seorang bayi laki-laki (disembelih) dua ekor kambing."'^^'' 

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud. Adapun qiyas 
yang dimaksud adalah bahwa ia adalah kurban, sehingga konsekwensinya 
yang paling besar itulah yang afdhal, dengan mengqiyaskannya kepada 
hewan hadyu (kurban haji). 


Bab III 

Orang yang Diaqiqahkan dan Jumlahnya 

Tentang anak yang diaqiqahkan: 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang berhak untuk 
diaqiqahkan adalah anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil saja. 

2. Al Hasan berpendapat dengan pendapat yang syadz (aneh), 
menurutnya; anak perempuan tidak perlu diaqiqahkan. 

3. Sebahagian ulama membolehkan untuk mengaqiqahkan orang 
yang telah dewasa. 

Dalil jumhur ulama yang mengkaitkannya dengan keadaan ketika 
masih kecilnya adalah sabda Rasulullah SAW, 

l' '“' 

. Aju Lw*» ^ u 


"... pada hari ketujuh (kelahirannya)." 

Sedangkan dalil mereka yang berseberangan dengannya adalah 
hadits yang diriwayatkan dari Anas RA, 


“Bahwasanya Nabi SAW mengaqiqahkan dirinya sendiri setelah 
beliau diangkat sebagai nabi.”^*^^ 


^ Shahih. HR. Abu Daud (2835, 2836), An-Nasa'i (7/115), Ibnu Majah (3162), 
Ahmad (6/381), Ad-Darimi (2/81), Ath-Thabrani (25/406) dari hadits Ummu 
Kurz dengan redaksi: “Untuk seorang anak laki-laki dua ekor kambing dan 
untuk anak perempuan seekor kambing, tidak mencelakakan kalian apakah 
kambing Jantan atau kambing betina." 
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Dan dalil mereka yang mengkaitkannya dengan keadaan sebagai 
anak perempuan adalah sabda Rasulullah SAW; 

X ^ o 1» © 


“. untuk seorang anak perempuan (disembelihkan) seekor 

kambing, dan untuk anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing.” 

Sedangkan dalil mereka yang mengkhususkan aqiqah hanya untuk 
anak laki-laki saja adalah sabda Rasulullah SAW, 

""Setiap anak (laki-laki) tergadaikan dengan aqiqahnya.” 

Adapun tentang permasalahan Jumlahnya, para ulama berbeda 
pendapat: 

1. Imam Malik berpendapat disembelihkan untuk masing-masing 
anak laki-laki dan perempuan satu ekor kambing. 

2. Imam Syafi’i, Abu Tsaur, Abu Daud, dan Ahmad berpendapat 
untuk anak perempuan diaqiqahkan dengan seekor kambing dan untuk 
anak laki-laki dengan dua ekor kambing. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan riwayat-riwayat hadits 
dalam bab ini. 


Diantaranya hadits Ummu Kurz Al Ka’biyah yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda 
tentang aqiqah. 




""Untuk anak laki-laki disembelihkan dua ekor kambing yang sama 
dan untuk anak perempuan dengan seekor kambing.”^^ 


Batil. HR. Abdurrazak dalam Al Mushannaf (7960), Ibnu Abi Dunya dalam Al 
‘lyyal (65), Ibnu Hibban dalam Al Majruhin (2/23), Ath-Thabrani dalam Al 
Ausath (998), Ibnu Adi dalam Al Kamil (4/132), seluruhnya dari Anas RA, 
Imam Nawawi berkata dalam Syarh Al Muhadzdzab ini hadits yang batil. Hadits 
ini diingkari oleh Ibnu Adi karena ia hadits yang batil. Lihat At-Talkhis Al 
Habir (4/148). 

Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Hadits ini mengandung adanya perbedaan antara anak laki-laki dan 
anak perempuan. 


Hadits yang diriwayatkan. 


“Bahwasanya beliau SAW mengaqiqahkan Hasan dan Husain 
dengan masing-masing seekor domba.”^^^ 

Hadits ini mengandung adanya persamaan antara keduanya (anak 
laki-laki dan perempuan). 


Bab IV 

Waktu Pelaksanaan Aqiqah 

Tentang waktu pelaksanaan aqiqah: 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa aqiqah dilaksanakan pada hari 
ketujuh dari kelahirannya. Imam Malik tidak menganggap satu hari 
dalam sepekan jika ia terlahir disiang hari. Abdul Malik bin Al Majisyun 
menghitungnya. 

Ibnu Al Qasim berkata dalam Al ''Utbiyah, “Jika ia melakukan 
aqiqah pada malam hari maka hal itu tidak sah.” 

Para pengikut madzhab Imam Malik berbeda pendapat tentang awal 
waktu sahnya pelaksanaan aqiqah: Ada yang berpendapat waktunya 
adalah waktu menyembelih hewan kurban (yaitu waktu dhuha’). Adapun 
yang lainnya berpendapat setelah subuh dengan mengqiyaskan kepada 
pendapatnya Imam Malik dalam hal penyembelihan hewan kurban, tidak 
diragukan lagi ulama yang membolehkan menyembelih hewan kurban 
pada malam hari, maka mereka juga membolehkan penyembelihan 
hewan aqiqah pada malam hari. 

2. Sebagian ulama lainnya berpendapat dibolehkan melakukan 
aqiqah pada tujuh hari kedua dan ketiga (maksudnya hari ke-14 dan hari 
ke-21). 


Shahik Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Bab V 

Usia Hewan Aqiqah dan Spesifikasinya 

Tentang usia hewan untuk aqiqah dan spesifikasinya adalah seperti 
usia hewan untuk kurban dan spesifikasinya yang dibolehkan 
(maksudnya hewan yang tidak cacat seperti hewan kurban). Saya tidak 
mengetahui adanya perbedaan pendapat yang terjadi dalam madzhab 
Imam Malik dan tidak Juga diluar madzhab beliau. 


Bab VI 


Hukum Daging Aqiqah 

Tentang hukum daging hewan aqiqah, kulitnya dan semua 
bagiannya, hukumnya mengikuti hukum daging hewan kurban dalam hal 
sebagai makanan pribadi, untuk sedekah dan larangan diperjualbelikan. 


Seluruh ulama telah menyatakan bahwa perbuatan pada masa 
jahiliyah yang melumuri kepala si bayi dengan darah hewan aqiqahnya 
telah dihapus hukumnya dalam Islam, hal tersebut terdapat dalam hadits 
Buraidah Al Aslami RA, ia berkata, 

✓ ✓ X z' " -l' 


“Ketika kami pada masa jahiliyah, apabila salah seorang diantara 
kami mendapatkan keturunan anak laki-laki, maka ia memotong seekor 
kambing untuknya dan melumuri kepalanya dengan darahnya, setelah 
Islam datang maka kami menyembelih seekor kambing untuknya, 
mencukur rambut kepalanya dan melumurinya dengan minyak 
za’faran,”^™ 


Sementara Al Hasan dan Qatadah berpendapat aneh, menurut 
mereka; kepala si anak diusap dengan kapas yang telah dilumuri darah 
hewan aqiqahnya. 


Shahih. HR. Abu Daud (2843), Ath-Thahawi dalam Musykil Al Atsar {\IA56), di 
shahihkan oleh Al Hakim (4/238), diriwayatkanpula oleh Al Baihaqi (9/302), 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Dianjurkan untuk memotong-motong tulang belulang hewan aqiqah 
tersebut, karena masyarakat Jahiliyah dahulu hanya memotongnya pada 
persendiannya saja. 

Para ulama juga berbeda pendapat tentang mencukur rambut kepala 
bayi pada hari ketujuh kelahirannya dan bersedekah dengan perak 
seukuran berat timbangan rambut cukurannya: 


1. Sebagian ulama mengatakan hal itu sangat dianjurkan. 


2. Sebagian yang lainnya mengatakan tidak dianjurkan. 

Kedua pendapat tersebut dari madzhab Imam Malik. Pendapat yang 
menganjurkannya lebih bagus, inilah pendapatnya Ibnu Hubaib 
berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al 
Muwaththa ', 


.Cai iJJj ^f'j jj 


“Bahwa Fatimah binti Rasulullah SAW mencukur rambut kepala 
Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kultsum, dan ia bersedekah dengan 
perak seukuran berat rambut mereka.”’” 

* * * ♦ * 


Sanadnya dha’if, HR. Malik dalam Al Muatha’(2l50l), (1067), Ibnu Abi Dunya 
dalam Al Ayyal (49), Al Baihaqi (9/299), (304). Penyebab kelemahannya 
terputusnya sanad antara Muhammad bin Ali Abu Ja’far Al Baqir dengan 
Fatimah RA. 
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KITAB MAKANAN 


Dalam kitab ini dibagi menjadi dua topik utama: 


Hal-Hal yang Diharamkan Dalam Keadaan Normal 

Sumber energi yang dikonsumsi manusia berasal dari tumbuh- 
tumbuhan dan hewan. Hewan yang dimakan ada yang halal dalam 
pandangan syariat dan ada yang haram, ada yang tergolong hewan darat 
dan ada pula hewan laut. Yang diharamkan tersebut ada yang haram 
secara dzat atau subsatansinya dan ada pula yang diharamkan karena 
sebab tertentu yang menimpanya. Masing-masing pembagian tersebut 
ada yang telah disepakati oleh para ulama dan ada pula yang masih 
diperselisihkan. 

Adapun makanan (daging hewan) yang diharamkan karena sebab 
tertentu yang menimpanya, secara umum ada sembilan macam: 

1. Bangkai 

2. Hewan yang mati karena tercekik. 

3. Hewan yang mati dipukul. 

4. Hewan yang mati Jatuh dari tempat yang tinggi. 

5. Hewan yang mati tertanduk hewan lain. 

6. Hewan yang diterkam hewan buas. 

7. Semua hewan yang luput dari satu syarat sahnya penyembelihan. 

8. Jallalah, yaitu, hewan yang memakan kotoran atau sampah. 

9. Makanan yang bercampur antara yang halal dan haram. 


Tentang bangkai: Para ulama telah sepakat atas keharaman bangkai 
hewan darat, mereka berbeda pendapat tentang hewan bangkai laut, 
terbagi menjadi tiga pendapat: 

1. Sebagian ulama berpendapat ia halal secara mutlak. 

2. Sebagian lainnya berpendapat ia haram secara mutlak. 
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3. Sebagian lainnya berpendapat ikan yang mati terapung haram 
dimakan, tetapi yang matinya terdampar ketepian maka ia halal dimakan. 

Sebab perbedaan pendapat; Kontradiksi antara riwayat-riwayat 
hadits dalam bab ini dan kontradiksi antara keumuman ayat Al Qur'an 
sebagian dengan sebagian yang lainnya secara umum, namun pada 
bagian-bagian tertentu saling berkesesuaian satu dengan yang lainnya, 
begitu pula saling bertentangan antara satu bagian dengan bagian lainnya. 

Ayat Al Qur'an yang bersifat umum adalah firman Allah SWT, 
''Dihalalkan atas kalian bangkai ini.’’' (Qs. Al Maa'idah [5]: 3). 


Adapun riwayat hadits yang menyelisihi keumuman ayat tersebut, 
ada dua hadits, yang pertama Muttafaq ‘Alaihi dan lainnya 
diperselisihkan. 


Hadits Muttafaq Alaih adalah hadits Jabir, 

0 f X ^ i t ^ 6 ^ ^ 0 a ✓ 4®1 •‘''{'i 

I ^ d J'6^ i l3 ^ ^ ^ J 

' ✓ ✓ y' ✓ 

-uj>J :JUi (♦'^J (.5^ 

a 1» iJCJ aJp aUI aI)' Jj-xj dl 


“Bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW menemukan seekor ikan 
paus yang dinamakan Al Anbar atau jenis ikan laut yang terdampar 
ditepian pantai, mereka memakannya selama lebih dari dua puluh hari, 
atau selama sebulan, kemudian mereka menemui Rasulullah SAW dan 
memberitahukan hal tersebut kepada beliau, beliau kemudian bersabda. 
Apakah masih ada sisa dagingnya bersama kalianl,' lalu mereka 
memberikannya kepada Rasulullah SAW, beliaupun memakannya.” 


Hadits ini bertentangan dengan ayat diatas secara umum, dengan 
pengertiannya bukan dengan lafazhnya. Dan hadits yang diperselisihkan 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Abu Hurairah RA, 

.Vf. 7^1: jui .b. 


Muttafag Alaih. HR. Al Bukhari (4361, 5493), Muslim (1935), Abu Daud 
(3840), An-Nasa'i (7/208, 209), Ahmad (3/308,311), Abdurrazak (8667) dan Al 
Humaidi (1242). 
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“Bahwasannya beliau SAW pemah ditanya tentang air laut, lalu 
beliau bersabda, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya 


Adapun hadits yang sejalan dengan ayat Al Qur'an yang bersifat 
umum diatas pada satu bagiannya adalah hadits yang diriwayatkan oleh 
Ismail bin Umayyah dari Abu Zubair dari Jabir RA, dari Nabi SAW, 
beliau bersabda. 


.a Liia G J ta ji^ G 


""Hewan yang dilemparkan oleh air laut atau ia terdampar ditepi 
laut, maka makanlah, adapun hewan yang mati terapung, maka jangan 
kalian makan."^^* 

Hadits ini menurut ulama lebih lemah dari hadits Imam Malik. 
Sebab lemahnya hadits yang diriwayatkan oleh Malik, karena didalamnya 
ada seorang perawi yang tidak dikenal, disamping diriwayatkan hanya 
melalui satu jalur saja. Abu Umar Ibnu Abdil Barr berkata, “Justru 
perawi-perawinya adalah orang-orang yang terkenal dan diriwayatkan 
melalui banyak jalur.” Sedangkan sebab lemahnya hadits Jabir RA adalah 
perawi-perawi yang terpercaya meriwayatkannya hanya sampai pada 
Jabir saja (hadits mauquf). 

Maka ulama yang menguatkan hadits Jabir daripada hadits Abu 
Hurairah berpegang pada dalil keumuman ayat Al Qur'an yang tidak 
mengecualikan apa-apa dari itu semua, kecuali hewan yang dihempaskan 
oleh air laut hingga terdampar di tepi pantai, sehingga disana tidak ada 
kontradiksi didalamnya. Sedangkan ulama yang menguatkan hadits Abu 
Hurairah RA berpendapat bahwa itu semua dibolehkan secara mutlak. 
Adapun ulama yang berpendapat bahwa itu semua tidak diperbolehkan 
untuk dimakan secara mutlak (terlarang) dengan jalan menguatkan 
keumuman ayat Al Qur'an diatas. 

Ulama yang membolehkan secara mutlak adalah Imam Malik dan 
Syafi'i. Adapun yang tidak membolehkan secara mutlak (melarangnya) 
adalah Abu Hanifah. Sedangkan yang membedakan antara keduanya 
adalah ulama selain mereka bertiga. 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 

Dha’if, HR. Abu Daud (3815), Ibnu Majah (3247), Ad-Daruquthni (4/268, 269), 
Al Baihaqi (9/255), dinilai dha’if oleh Al Albani dalam Dhaif Abu Daud. 
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Adapun lima jenis hewan yang disebutkan oleh Allah SWT 
bersamaan dengan penyebutan bangkai, tidak ada perbedaan pendapat 
diantara para ulama bahwa hukumnya sama dengan hukum bangkai. 


Tentang Jalalah (yaitu hewan yang mengkonsumsi makanan yang 
najis). Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memakannya. Sebab 
perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan ini adalah adanya 
kontradiksi antara qiyas dengan riwayat hadits. Hadits yang dimaksud 
adalah, 




“Bahwa Rasulullah SAW melarang memakan dagmgjallalah dan 
meminum air susunya.”"^^^ (HR. Abu Daud dari Ibnu Umar) 

Adapun qiyas yang bertentangan dengan semua ini: yaitu bahwa 
hal-hal yang masuk ke dalam perut hewan maka ia berubah menjadi 
daging dan semua bagian-bagian tubuhnya. Apabila kami katakan daging 
hewan itu halal, maka konsekwensinya hal-hal yang dapat berubah 
mengambil hukum hasil perubahannya, yaitu dagingnya itu sendiri, 
sebagaimana jika berubah menjadi tanah, atau seperti perubahan darah 
menjadi daging. Imam Syafi’i mengharamkan darah, sedangkan Imam 
Malik memakruhkannya. 


Adapun najis yang bercampur dengan yang halal, pangkal 
permasalahan ini adalah hadits yang masyhur dari Abu Hurairah dan 
Maimunah, 


^ ^ a' ^ 


“Bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang tikus yang terjatuh ke 
dalam minyak samin, maka beliau bersabda, ^Apabila minyak samin itu 
keras (padat) maka buanglah ia (tikus) dan bagian disekitarnya (yang 


Shahih. HR. Abu Daud (3785), (3787), At-Tirmidzi (1824), Ibnu Majah (3189), 
Al Hakim (34/2), Ath-Thabrani dalam Al Ausath (622), dalam Al Kabir (13187, 
13506), Al Baihaqi (9/332), dan didalam shahih Al Albani dalam Shahih Abu 
Daud. 
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terkena), dan makanlah sisanya, namun apabila minyak samin itu cair 
maka tumpahkanlah dan janganlah kamu mendekatinya. 

Pendapat para ulama tentang najis yang bercampur dengan 
makanan yang halal terbagi menjadi dua pendapat: 

1. Ulama yang mengharamkan bagian yang tercampur saja, 
meskipun tidak mengubah warna, bau dan rasa makanan itu sendiri 
sebelum benda najis tersebut jatuh menimpanya, inilah pendapat yang 
masyhur, yang dianut oleh jumhur ulama. 

2. Ulama yang berpegang pada perubahan yang terjadi, inilah 
pendapatnya ahlu zhahir dan salah satu riwayat dari Imam Malik. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi mereka didalam 
memahami hadits, karena diantara mereka ada yang memahminya 
sebagai dalil khusus yang bermaksud khusus, mereka adalah ahlu zhahir, 
menurut mereka; hadits ini berlaku menurut zhahirnya, dan segala 
sesuatu dipertimbangakan dengan perubahan yang disebabkan oleh najis 
atau tidak. 

Diantara mereka ada yang mehaminya sebagai dalil khusus yang 
bermaksud umum, mereka adalah jumhur ulama, menurut mereka; 
Pemahaman terbaliknya adalah selagi benda yang najis itu mencampuri 
yang halal maka serta merta ia menjadi najis. Hanya saja mereka belum 
bisa menerima argumen perbedaan antara yang keras (padat) dan yang 
cair, karena adanya benda yang bercampur dalam dua keadaan tersebut, 
meskipun pada salah satu dari dua keadaan itu lebih dominan 
pencampurannya (yaitu pada yang padat), menurut prinsip ini maka 
konsekwensinya adalah adanya perbedaan antara pencampuran yang 
banyak dan yang sedikit, maka ketika mereka tidak membedakan antara 
keduanya, seakan-akan mereka membatasi sebahagian hadits diatas 
menurut zhahirnya dan sebahagiannya mengikuti qiyas, karena itu ahlu 
zhahir menetapkan semuanya menurut zhahir hadits. 


Adapun hadits Maimunah diriwayatkan oleh Al Bukhari (5538), (5540), Abu 
Daud (3841), At-Tirmidzi (1798), An-Nasa'i (7/178), Ahmad (6/329). 
Sementara hadits Abu Hurairah diriwayatkan Abu Daud (3842), Ahmad (2/232, 
233,490), Abdurrazak (278), dan Al Baihaqi (9/353). 
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Adapun hal-hal yang diharamkan secara substansinya, diantaranya 
ada yang disepakati oleh para ulama dan ada pula yang masih 
diperselihkan: 

Hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama; Kaum muslimin 
telah sepakat tentang dua hal, yaitu daging babi dan darah. 

Tentang babi, para ulama telah sepakat atas keharaman lemaknya, 
dagingnya dan kulitnya, namun mereka berbeda pendapat tentang 
menggunakan rambutnya dan tentang kesucian kulitnya yang telah 
disamak dan yang belum. Pembahasan ini telah berlalu di kitab thaharah. 

Tentang darah, para ulama telah sepakat atas keharaman darah yang 
mengalir dari hewan yang disembelih, namun mereka berbeda pendapat 
tentang darah yang tidak mengalir. 

Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang darah ikan: 

1. Sebagian ulama menganggapanya najis. 

2. Sebagian ulama lainnya tidak menganggapnya sebagai najis. 
Perbedaan pendapat dalam hal ini semuanya terdapat dalam madzhab 
Imam Malik dan selain madzhab beliau. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara prinsip yang 
mutlak dengan prinsip yang terikat, kama firman Allah SWT, 
''Diharamkan atas kalian darah dan bangkai." (Qs. Al Maidah [5]; 3) 
mengandung keharaman darah yang mengalir dan selainnya, sedangkan 
firman Allah SWT, "Atau darah yang mengalir." (Qs. Al An’aam [6]: 
145) menurut dalil khithab-nya ayat ini mengandung keharaman darah 
yang mengalir saja. 

Maka ulama yang membawa prinsip yang mutlak pada yang terikat 
mensyartakan adanya darah yang mengalir untuk keharamannya. 
Sedangkan ulama yang melihat bahwa prinsip yang mutlak itu 
mengandung hukum tambahan atas yang terikat dan bahwa kontradiksi 
antara keduanya termasuk ke dalam dalil khithab sedangkan prinsip yang 
mutlak adalah umum. Dan yang umum lebih kuat dari dalil khithab 
(mafhum mukhalafah), mereka menetapkan berdasarkan yang mutlak. 
Menurut mereka darah yang banyak dan sedikit semuanya diharamkan. 
Darah yang mengalir menjadi syarat keharaman darah itu terdapat pada 
hewan yang disembelih (maksudnya, darah yang mengalir ketika 
penyembelihan hewan yang halal dimakan). 
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Adapun tentang darah yang mengalir dari hewan yang masih hidup 
maka banyak dan sedikitnya haram, begitu pula halnya dengan darah 
hewan yang terlarang memakannya meskipun disembelih maka banyak 
dan sedikitnya tetap haram. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara prinsip yang 
umum dan qiyas. 

Prinsip yang umum itu adalah firman Allah SWT, "'Diharamkan 
atas kalian darah dan bangkai." (Qs. Al Maidah [5]: 3) 

Sedangkan qiyas: Dapat dimungkinkan hukum darah mengikuti 
hukum bangkai hewannya (maksudnya, apabila hewan yang bangkainya 
diharamkan maka darahnya pun diharamkan, dan bangkai yang halal 
maka darahnya pun halal), oleh karena itu Malik berpendapat bahwa 
hewan yang memiliki darah yang tidak mengalir maka ia bukan bangkai. 

Al Qadhi (penulis) berkata, “Masalah ini sudah kami sampaikan 
dalam kitab thaharah. Dalam hal ini para fukaha menyebutkan sebuah 
hadits yang mengkhususkan keumuman tetang darah, yaitu sabda beliau 
SAW, 

"Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah.... 

Menurut hemat saya, hadits ini tidak terdapat dalam kitab hadits 
yang masyhur dikalangan ulama.” 

Adapun hal-hal yang keharaman substansinya diperselisihkan ada 
empat: 

1. Daging hewan buas dari jenis burung dan hewan berkaki empat. 

2. Hewan berkuku genap. 

3. Daging hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. 

4. Daging hewan-hewan yang menjijikkan. 


Shahih. HR. Ibnu Majah (3314), Ahmad (2/97), Ad-Daruquthni (4/271), Abd 
bin Humaidi dalam Al Muntakhab (820), Al Baihaqi dari hadits Ibnu Umar, dan 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 
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Abu Humaid menceritakan dari Imam Syafi’i, bahwa dia 
mengharamkan daging hewan yang dilarang membunuhnya, seperti 
tawon, sehingga hal ini merupakan jenis kelima yang diperselisihkan. 


Masalah pertama: Daging hewan buas dari spesies burung dan 
hewan berkaki empat 

Yaitu hewan buas yang berkaki empat: Ibnu Al Qasim 
meriwayatkan dari Imam Malik bahwa itu dimakruhkan, dan para 
pengikutnya pun mengikuti pendapat ini, menurut mereka pendapat inilah 
yang unggul. 


Imam Malik menyebutkan dalam Al Mirwaththa' sebuah dalil yang 
menunjukkan bahwa hewan buas berkaki empat diharamkan, berdasarkan 
hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda. 


^'‘Memakan setiap hewan buas yang bertaring hukumya haram 
Demikianlah pendapat kami. 


Ulama yang juga berpendapat mengharamkannya adalah Syafi’i, 
Asyhab, pengiku-pengikut madzhab Imam Malik, dan Abu Hanifah, 
hanya saja mereka berbeda pendapat tentang jenis hewan buas yang 
diharamkan itu: 


1. Abu Hanifah berpendapat setiap hewan yang memakan daging 
berarti ia adalah hewan buas, sampai seekor gajah, biawak, bajing 
menurutnya termasuk hewan buas, begitu pula kucing. 

2. Syafi’i berpendapat biawak dan musang boleh dimakan, yang 
disebut hewan buas yang diharamkan untuk dimakan adalah yang 
menyerang manusia, seperti singa, macan dan srigala. Dua pendapat 
tersebut terdapat dalam madzhab Imam Malik. 

3. Menurut jumhur ulama, monyet tidak boleh dimakan dan tidak 
pula dimanfaatkan. Menurut Syafi’i, anjing juga haram dimakan dan 
tidak boleh dimanfaatkan, karena dia memahami larangan dari air liurnya 
maka fisiknya pun najis. 


Shahih. HR. Muslim (1933), At-Tirmidzi (1479), An-Nasa'i (7/200), Ibnu 
Majah (3233), dan Al Baihaqi (9/315). 


984 Bidayatul Mujtahid 




Sebab perbedaan pendapat; Kontradiksi antara ayat Al Qur'an 
dengan hadits-hadits yang diriwayatkan. Karena zhahir firman Allah 
SWT, "^Katakanlah: Tidak kudapati didalam apa yang diwahyukan 
kepadku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin 

memakannya .” (Qs. Al An’aam [6]: 145) mengandung pengertian 

bahwa hal-hal yang tidak disebutkan disini maka ia adalah halal. 
Sedangkan zhahir hadits Tsa’labah Al Khusyanni, ia berkata, 

{*-^J J 

“Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan buas yang 
bertaring.”^’^ 

Mengandung makna bahwa hewan buas diharamkan, demikianlah 
hadits tersebut diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. 

Adapun Imam Malik meriwayatkan pula sebuah hadits yang senada 
dengan ini melalui jalur Abu Hurairah RA yang sangat jelas 
kontradiksinya dengan ayat Al Qur'an diatas, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, 


Is'i 


""Memakan setiap hewan buas yang betaring hukumnya haram." 

Karena hadits pertama diatas masih ada kemungkinan untuk 
dikompromikan dengan ayat Al Qur'an, yaitu bahwa larangan yang 
terdapat didalam hadits bermaksud makruh saja. Sedangkan hadits Abu 
Hurairah tidak mungkin dikompromikan dengan ayat Al Qur'an, kecuali 
dengan meyakini bahwa ia sebagai penghapus (nasikh) terhadap ayat Al 
Qur'an, menurut pendapat yang mengatakan bahwa tambahan berarti 
penghapus {nasikh) dan bahwa Al Qur'an dapat dihapus oleh Sunnah 
yang mutawatir. 

Ulama yang mengkompromikan antara hadits Abu Tsa’labah 
dengan ayat Al Qur'an, memahami hadits tentang daging hewan buas 
memiliki hukum makruh. 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5530, 5780, 5781), Muslim (1932), Abu 
Daud (3802), At-Tirmidzi (1477), An-Nasa'i (7/200), Ibnu Majah (3232), 
Ahmad (4/193, 194), Ath-Thayalisi (1016) dan Ad-Darimi (2/84). 
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Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa hadits Abu Hurairah 
mengandung unsur tambahan terhadap hal yang ada di dalam ayat Al 
Qur'an, mereka mengharamkan daging hewan buas. 

Dan ulama yang meyakini bahwa biawak dan musang keduanya 
haram, mereka berdalil dengan keumuman lafazh hewan buas. 

Sedangkan ulama yang mengkhususkan semua itu adalah 
serangannya terhadap manusia, mereka berlandaskan dengan sebuah 
hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Ammar, dia berkata, 
“Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah RA tentang biawak, apakah ia 
boleh dimakan?” Dia menjawab, “Ya, (Boleh),” aku bertanya, “Apakah 
ia hewan buruan?” dia menjawab, “Ya.” Aku bertanya lagi, “Apakah 
kamu mendengarnya dari Rasulullah SAW?” dia menjawab, “Ya.”^*° 

Hadits ini meskipun Abdurrahman bin Ammar menyendiri dalam 
periwayatannya namun dia tsiqah menurut mayoritas para ahli hadits, 
berdasarkan riwayat yang tsabit dari penetapan Rasulullah SAW atas 
kebolehan memakan biawak dihadapan beliau. 


Adapun tentang hewan buas dari jenis burung: 

1. Jumhur ulama berpendapat diperbolehkan untuk dimakan, 
berdasarkan ayat diatas. 


2. Segolongan ulama mengharamkannya, berdasarkan riwayat 
yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas RA, bahwasanya ia berkata, 

s'-*' “y \ y yy 

2r* 


“Rasulullah SAW melarang memakan setiap hewan buas yang 
bertaring dan setiap yang bercakar (berkuku) dari jenis burung.”^*' 


Shahih. HR. At-Tirmidzi (851, 1791), An-Nasa'i (5/191), (7/200), Ibnu Majah 
(3236), Ahmad (3/318, 322), Ibnu Al Jarud dalam Al Muntaga (438, 890), Ad- 
Daruquthni (2/245, 246), Al Baihaqi (5/183), (9/318) dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih At-Tirmicki. 

Shahih. HR. Muslim (1934), Abu Daud (3805), An-Nasa'i (7/206), Ibnu Majah 
(3234), Ahmad (1/244, 302, 327), Ath Thayalisi (2745), Ad-Darimi (2/85) dan 
Al Baihaqi (9/315). 
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Hanya saja hadits ini tidak diriwayatkan oleh Al Bukhari dan 
Muslim, akan tetapi disebutkan oleh Abu Daud. 


Masalah kedua: Hewan yang berkuku genap 

Masalah kedua, yaitu perbedaan pendapat dikalangan ulama 
tentang hewan jinak yang berkuku genap (maksudnya kuda, bighal dan 
keledai); 

1. Jumhur ulama berpendapat bahwa daging keledai jinak haram 
untuk dimakan, kecuali atsar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan 
Aisyah Ra bahwa keduanya membolehkannya. 

2. Imam Malik berpendapat makruh, sedangkan riwayat kedua 
darinya pula seperti pendapatnya jumhur ulama. 

Begitu pula dalam bighal jumhur ulama berpendapat bahwa bighal 
hukumnya haram untuk dimakan. Segolongan ulama memakruhkannya, 
tidak mengharamkannya, pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik. 

Tentang kuda: 

1. Imam Malik, Abu Hanifah dan jama’ah para ulama berpendapat 
bahwa ia diharamkan untuk dikonsumsi. 


2. Syafi’i, Abu Yusuf, Muhammad dan jama’ah ulama lainnya 
membolehkannya. 

Sebab perbedaan pendapat: Pertentangan antara ayat-ayat Al 
Qur'an yang telah disebutkan diatas dengan hadits-hadits yang 
riwayatkan dalam bab ini, diantaranya hadits Jabir dan yang lainnya, ia 
berkata: 


(*Ji (*^J (.5^ J(.Sf* 


“Rasulullah SAW melarang memakan keledai jinak pada hari 
perang Khaibar dan beliau mengijinkan daging kuda.”^*^ 

Adapun ulama yang mengkompromikan antara ayat diatas dengan 
hadits ini menyatakan bahwa ia adalah makruh. Mereka yang berpegang 


Muttqfaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (4219, 5520, 5524), Muslim (1941), At- 
Tirmidzi (1793), An-Nasa'i (7/201), Ibnu Majah (3191), dan Ahmad (3/356). 
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degan prinsip naskh mengharamkan daging keledai, atau ia berkata 
dengan adanya tambahan tanpa mewajibkannya sebagai penghapus. 


Ulama yang tidak mengharamkanya berhujjah dengan hadits yang 
diriwayatkan dari Ishak Asy-Syaibani dari Ibnu Abi Aufa, ia berkata: 

ciiuki} ^ (i} 4^ iiit -dii ^ 

.1^ iij 'jusi ji 4^ (4^ 4^' (^Siis 


“Kami menangkap seekor keledai bersama Rasulullah SAW di hari 
perang Khaibar dan kami pun memasaknya, lalu penyeru Rasulullah 
SAW berkata; Tuangkanlah semua yang terdapat dalam panci 
tersebut'.”^*^ 


Ibnu Ishak berkata, “Hal itu disebutkan kepada Sa’id bin Jubair Ra, 
dia berkata, ‘Sebab pelarangannya adalah karena ia memakan makanan 
yang bercampur dengan yang najis’.” 

Adapun perbedaan pendapat para ulama dalam permasalahan 
bighal ini adalah kontradiksi antara dalil khithab dalam firman Allah 
SWT, '"Dan Dia menciptakan kuda, bighal dan keledai untuk kamu 
tunggangi dan menjadi perhiasan." (Qs. An-Nahl [16]:8) dan firman 
Allah SWT dalam surah Al An’aam: "Diantaranya ada yang dapat kamu 
tunggangi dan diantaranya ada yang kamu makan." (Qs. Al An’aam [6]: 
79) dengan ayat yang membatasi hewan-hewan yang diharamkan utuk 
memakannya, karena pemahaman dalil khithab-nya menunjukkan bahwa 
yang dibolehkan untuk bighal adalah dengan menungganginya, 
bersamaan dengan qiyas bighal terhadap keledai. 

Adapun Sebab perbedaan pendapat para ulama dalam masalah kuda 
adalah kontradiksi antara dalil khithab dalam ayat diatas dengan hadits 
Jabir RA, dan kontradiksi antara qiyas kuda dengan bighal dan keledai, 
akan tetapi kebolehan daging kuda ditetapkan berdasarkan nash hadits 
Jabir diatas, maka tidak sepatutnya ia ditolak dengan qiyas dan tidak pula 
dengan dalil khithab. 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (3155, 4220), Muslim (1937), An-Nasa’i 
(7/203), Ibnu Majah (3192), dan Al Baihaqi (9/330). 
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Masalah ketiga: Daging hewan yang diperintahkan untuk dibunuh 

Tetang hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya, yaitu lima 

jenis: 

1. Burung gagak 

2. Elang 

3. Kalajengking 

4. Tikus 

5. Anjing hitam 

Segolongan ulama memahami bahwa perintah untuk membunuhnya 
bersamaan dengan adanya larangan membunuh hewan ternak yang boleh 
dimakan, bahwa penyebabnya adalah keharaman, inilah pendapatnya 
Syafi’i. 

Sedangkan segolongan lainnya memahami makna adanya unsur 
yang membahayakan atau yang menyerang manusia, bukan makna 
keharamannya, inilah pendapatnya Imam Malik, Abu Hanifah dan 
jumhur pengikut madzhab mereka. 


Masalah keempat: Daging hewan yang menjijikkan 

Adapun jenis keempat (yaitu hewan-hewan yang menjijikkan, 
seperti serangga, katak, kepiting, kura-kura dan sejenisnya): 

1. Imam Syafi’i mengharamkannya. 

2. Sedangkan selain beliau membolehkannya. 

3. Sebagian lainnya ada yang memakruhkanya. 

Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi mereka di dalam 
memahami makna yang terkandung dalam kalimat keji (kotor) dalam 
firman Allah SWT, "''dan mengharamkan segala yang buruk bagi 
mereka.” (Qs. Al A’raaf [7]: 157), maka ulama yang berpendapat itu 
semua diharamkan berdasarkan nash syariat tersebut, mereka tidak 
mengharamkan apa-apa yang menjijikkan yang tidak tercantum dalam 
nash. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hewan-hewan yang 
keji (kotor) adalah yang tidak mengenakakan hati, mereka berkata, ‘ia 
juga diharamkan.” 
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Masalah kelima: Memakan daging hewan yang dilarang 
membunuhnya 

Adapun riwayat yang diceritakan oleh Abu Hamid dari Syafi’i 
bahwa beliau mengharamkan memakan hewan yang dilarang 
membunuhnya, seperti laba-laba dan tawon adalah anggapan yang tidak 
berdasar, karena saya sendiri tidak mengetahui adanya hadits yang 
diriwayatkan dalam hal ini, boleh jadi hal itu terdapat dalam kiab-kitab 
yang tidak kami kenal. 


Hukum Memakan Hewan-Hewan Laut 

Tentang hewan-hewan laut, sesungguhnya para ulama telah sepakat 
mengenai kehalalannya, selama tidak bertepatan dengan nama hewan 
darat yang diharamkan. Imam Malik berkata, “Tidak mengapa memakan 
semua Jenis hewan-hewan laut,” hanya saja beliau memakruhkan 
memakan babi laut, menurutnya, “Kalian menamakannya sebagai babi,” 
ini juga pendapatnya Ibnu Abi Laila, Al Au 2 a’i, Mujahid dan jumhur 
ulama, kecuali ada sebagian diantara mereka yang mensyaratkan untuk 
melakukan penyembelihan pada selain ikan, pembahasannya sudah 
berlalu. 

Al Laits bin Saq’ad berkata, "Adapun ikan duyung (manusia air) 
dan babi laut, keduanya tidak boleh dimakan dalam keadaan 
bagaimanapun juga." 

Sebab perbedaan pendapat; Apakah secara bahasa dan syariat 
penamaan istilah manusia dan babi juga berlaku untuk babi laut dan 
manusia air (ikan duyung)? menurut prinsip ini berarti semua jenis hewan 
laut yang namanya secara bahasa dan syariat bertepatan dengan nama 
hewan darat yang diharamkan, seperti anjing laut menurut mereka yang 
mengharamkannya. Pembahasan dalam masalah ini bertolak pada dua 
hal: Pertama, apakah nama-nama ini sebatas bahasa saja? Kedua, apakah 
nama-nama yang bersesuaian secara umum atau tidak? karena manusia 
air dan babi laut bersesuaian dengan nama babi darat dan manusia darat 
karena sebab konjungsi namanya. 

Adapun ulama yang menerima nama-nama ini secara bahasa dan 
melihat bahwa nama yang berserikat secara umum memiliki konsekwensi 
keharamannya, karena itu Imam Malik dalam hal ini bersikap abstain 
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(tawaqquf), menurutnya; kalian menamakannya sebagai babi. Inilah 
keadaan hewan yang diharamkan untuk dimakan dalam syariat dan yang 
dibolehkan untuk dimakan. 


Hukum Khamer dan Perasan Anggur atau Kurma 

Adapun tumbuh-tumbuhan sebagai gizi bagi manusia seluruhnya 
halal kecuali khamer dan semua jenis perasan anggur dan kurma yang 
dijadikan sebagai khamer dan juga apa yang terbuat dari madu. 

Tentang khamer, para ulama telah sepakat akan keharamannya, 
sedikit dan banyaknya (yang berasal dari perasan anggur atau kurma). 

Tentang perasan anggur atau kurma, yang tidak memabukkan, 
ulama berbeda pendapat tentangnya, namun mereka sepakat bahwa apa 
yang memabukkan dari itu semua hukumnya haram: 

1. Jumhur fuqaha penduduk Hijaj dan jumhur ahli hadits berkata, 
“Air perasan anggur atau kurma untuk khamer sedikit dan banyaknya 
haram.” 


2. Ulama Irak (Ibrahim An-Nakha’i, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi 
Laila, Syarik, Ibnu Syubrumah, Abu Hanifah dan semua ulama kufah dan 
mayoritas ulama Bashrah) mereka berkata, “Yang diharamkan dari 
perasan anggur atau kurma, yang memabukkan itu adalah mabuknya itu 
sendiri bukan dzatnya (substansinya).” 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara riwayat-riwayat 
hadits dan qiyas-qiyas dalam bab ini. Ulama-ulama negeri Hijaj dalam 
menguatkan pendapatnya berargumen dengan dua jalan: Pertama, hadits- 
hadits yang berbicara masalah tersebut. Kedua, penamaan perasan anggur 
atau kurma sebagai khamer. 


Diantara hadits yang masyhur dipegang oleh ulama-ulama Hijaj 
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu Syihab dari 
Abu Salamah bin Abdurrahmaan dari Aisyah RA, ia berkata: 

; jLai aIIp <uiI Jjsl- 
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“Rasulullah SAW pernah ditanya tentang al bifu dan tentang 
perasan madu?^*'* beliau bersabda, ‘Setiap minuman yang memabukkan 
maka haram (hukumnya) (HR. Al Bukhari) 


Yahya bin Ma’in berkata, “Hadits ini adalah yang paling shahih 
diriwayatkan dari Nabi SAW dalam masalah pengharaman khamer.” 


Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 
dari Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW bersabda; 





‘‘‘Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer 
adalah haram. 


Kedua hadits ini shahih. Yang pertama disepakati keshahihannya, 
yang kedua Imam Muslim sendiri yang menilainya shahih. Imam At- 
Tirmidzi dan Abu Daud dan An-Nasa’i meriwayatkan sebuah hadits dari 
Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: 




i; 


“‘Apa pun yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun tetap 


haram. 


,■,987 


Hadits ini sebagai nash yang masih diperselisihkan. 

Adapun argumentasi yang menyatakan bahwa setiap perasan 
anggur atau kurma disebut sebagai khamer, dalam hal ini mereka 
menempuh dua Jalan: Pertama, dari sisi penetapan namanya berasal dari 
akar kata kalimat dalam bahasa arabnya. Kedua, dari sisi periwayatan 
{samai’). 


Dalam riwayat Al Bukhari dengan lafazh, '‘'Rasulullah SA W ditanya tentang al 
bit ’u yaitu perasan madu.” 

Muttafaq ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5585), Muslim (2001), Abu Daud (3683), At- 
Tirmidzi (1863), An-Nasa'i (8/298), Ibnu Majah (3386), Ahmad (6/190, 225) 
dan Ath Thayalisi (1478). 

Shahih. HR. Muslim (2003), Abu Daud (3679), At-Tirmidzi (1861), An-Nasa'i 
(8/296,297), dan Ahmad dalam Al Asyribah (26). 

Shahih. HR. Abu Daud (3681), At-Tirmidzi (3393), Ibnu Majah (3393), Ahmad 
(3/343) dan dalam Al Asyribah (148), Ibnu Al Jarud (860) dan dinilai shahih 
oleh Al Albani dalam Shahih Abu Daud. 
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Adapun dari sisi penetapaannya yang berasal dari akar kata dalam 
bahasa arab, telah dimaklumi bersama oleh ahli bahasa bahwa khamer 
disebut sebagai khamr karena ia menutup akal, maka konsekwensinya 
adalah setiap khamer dalam bahasa adalah yang dapat menutup akal sehat 
manusia. Cara untuk menetapkan istilah tersebut diperselisihkan oleh 
kalangan ahli ushul, yang mana hal itu tidak diterima oleh ulama-ulama 
Khurasan. 


Sedangkan cara kedua dari sisi periwayatannya {sama'), mereka 
berkata, “Meskipun kami tidak menerima bahwa istilah perasan anggur 
disebut sebagai khamer, tetapi ia disebut sebagai khamer secara syar’i, 
mereka berhujjah dengan sebuah hadits dari Ibnu Umar RA yang 
terdahulu dan dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah RA 
bahwa Rasulullah SAW bersabda; 




^‘‘Khamer terbuat dari dua pohon ini; Kurma dan anggur. 

Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah 
SAW bersabda: 




i\^ jlj c '^ 0\ 


''Sesungguhnya dari pohon anggur dapat dibuat khamer, juga dari 
madu, juga dari kismis, juga dan dari gandum. Sesungguhnya aku 
melarang kalian dari setiap yang memabukkan atau kurma."^^^ 

Ini semua sebagai dasar hukum mereka didalam menetapkan 
pengharaman air perasan anggur. 

Sedangkan ulama-ulama Kufah berpegang dengan zhahir firman 
Allah SWT, "Dan dari buah-buahan pohon kurma dan anggur kalian 
membuat darinya apa-apa yang memabukkan dan sebagai rizki karunia 


Shahih. HR. Muslim (1985), Abu Daud (3678), At-Tirmidzi (1875), An-Nasa’i 
(8/294), Ibnu Majah (3378), Ahmad (2/526) dan A! Baihaqi (8/289, 290). 
Shahih. HR. Abu Daud (3676, 3677), At-Tirmidzi (1872), Ibnu Majah (3379), 
Ahmad (4/267, 273), Ad-Daruquthni (4/252, 253) dinilai shahih oleh Al Hakim 
(4/148) dan disepakati oleh Adz-Dzahabi, dinilai shahih oleh Al Albani dalam 
Ash-Shahihah (\ 593) dan dalam Shahih AlJami ‘ (2220). 
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yang baik” (Qs. An-Nahl [16]: 67) dan dengan hadits-hadits yang 
diriwayatkan dalam bab ini dan juga dengan qiyas maknawi. 

Adapun hujjah ulama dengan ayat Al Qur'an diatas, mereka 
berkata, ''Sakkaran itulah yang memabukkan, seandainya ia diharamkan 
menurut fisiknya (dzat/materinya) tentulah Allah tidak akan 
menamakannya sebagai rizki karunia yang baik.” 

Dan hadits-hadits yang dijadikan sebagai landasan mereka dalam 
bab ini, yang paling masyhur adalah hadits Abu Aun Ats-Tsaqafi dari 
Abdullah bin Syaddad dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau 
bersabda: 





“Khamer diharamkan karena dzatnya, dan yang memabukkan 
berasal dari selainnya 

Menurut mereka, “Hadits ini sebagai nash yang tidak perlu ditakwil 
lagi, sedangkan ulama-ulama Hijaj menilai (i/ia 7/hadits tersebut karena 
dalam beberapa periwayatannya terdapat redaksi yang berbeda: 


''Danyang memabukkan berasal dari selainnya.” 

Diantaranya hadits Syarik dari Samak bin Harb dengan sanadnya 
dari Abu Burdah bin Dinar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, 

^ 1:4 ii;» J ^ J\ 

’ y y ^ y t' r ^ 


"Sesungguhnya aku pernah melarang kalian meminum di bejana, 
maka sekarang minumlah apa yang ada pada kalian dan Janganlah 
kalian mabuk.”^' HR. Ath Thahawi. 


^ Shahih Mauquf. HR. An-Nasa'i (8/320) dan Al Kubra (5193, 5194, 5195, 
5196, 6778, 6779, 6780) Ath-Thahawi dalam Syarh Ma'ani Al Atsar (4/214), 
Ath-Thabrani d 2 A?an Al Kabir (10837, 10839, 10840, 10841, 12389, 12633), Al 
Baihaqi (8/297), (10/213) dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih An- 
Nasa 'i. 
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Mereka meriwayatkan dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata: Aku 
menyaksikan pengharaman perasan air anggur atau kurma sebagaimana 
yang kalian saksikan, kemudian aku menyaksikan penghalalannya lalu 
aku menghafalnya, sedangkan kalian melupakannya.^^^ 


Mereka juga meriwayatkan dari Abu Musa, ia berkata: 

Ij :lilai Ijl jJl-j ^ 

0>J1 Jul 4. 0] Sj^j 

^ ✓✓ y' y'y'y' 

Yj i;>i if^ij 5^1 jui iii c^i :;;j ju; 


“Rasulullah SAW mengutus aku dan Muazd ke Yaman, lalu kami 
berkata; Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya disana ada dua jenis 
minuman yang terbuat dari biji gandum dan gandum, yang pertama 
mereka sebut a/ mizr dan yang lainnya disebut al bit'’u, manakah yang 
kami minum? beliau SAW bersabda, ‘Minumlah kalian berdua, tetapi 
jangan sampai mabuk’. (HR. Ath Thahawi) 

Dan dari hadits-hadits lainnya yang mereka sebutkan dalam bab ini. 
Adapun hujjah mereka dari sisi penelitian, mereka berkata, “Al Qur'an 
menyatakan bahwa sebab pengharaman khamer adalah dapat 
menghalangi seseorang dari mengingat Allah, menimbulkan permusuhan 
dan kebencian, sebagaimana firman-Nya, ‘‘‘'Dengan minuman keras dan 
judi itu, syetan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat 
Allah dan melaksanakan shalat.” (Qs. Al Maaidah [5]: 91) 


Shahih.WK. An-Nasa'i (8/319) dan /4/(5187), Ad-Daruquthni (4/259), 
Ath-Thahawi dalam Syarh Ma’ani Al Atsar (4/228), Ath-Thabrani (22/198) 
dinilai shahih oleh Al Albani dalam Shahih An-Nasa'i. 

Kami tidak menemukannya dari Ibnu Mas’ud dengan redaksi ini, tetapi 
diriwayatakan dari Ibnu Majah (3406) dari Ibnu Mas’ud secara marfu’, 
''Sesungguhnya aku melarang kalian meminum perasan kurma dalam wadah, 
ketahuilah bahwa wadah tidak mengharamkan sesuatu dan setiap yang 
memabukkan maka haram (hukumnya)." Hadits ini dinilai shahih oleh Al 
Albani dalam Shahih Ibnu Majah. 

Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (6124, 7172), Muslim (1733), Abu Daud 
(3184) dan Ahmad (4/407,417). 
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Penyebab itu terdapat pada batas tertentu yang memabukkan, bukan 
pada batas yang kurang dari itu, maka konsekwensinya adalah kadar atau 
mukhlis itulah yang diharamkan, kecuali apa yang telah terjadi pada 
ijma’ (kesepakatan) dari keharaman khamer sedikit dan banyaknya. 
Mereka berkata, “Bentuk ini merupakan salah satu dari qiyas yang 
menyerupai nash, yaitu qiyas memfokuskan pembahasan pada 
penyebabnya.” 

Ulama-ulama generasi terakhir dari para peneliti berkata, “Hujjah 
ulama-ulama Hijaz dengan Jalan periwayatan lebih kuat, dan hujjah 
ulama-ulama Irak dengan jalan qiyas lebih jelas (zhahir).” 

Apabila hal ini sebagaimana yang mereka katakan maka perbedaan 
pendapat tersebut kembali pada perbedaan persepsi mereka didalam 
menguatkan hadits daripada qiyas atau menguatkan qiyas daripada hadits 
apabila keduanya saling bertentangan, dan masalah yang diperselisihkan 
oleh para ulama itu sendiri, akan tetapi sebenarnya apabila nash sudah 
tsabit maka seharusnya yang wajib adalah menguatkannya dari qiyas. 

Adapun apabila zhahir lafazhnya megandung kemungkinan untuk 
dapat ditakwilkan, maka barulah kita melakukan penelitian; Apakah 
dapat dikompromikan keduanya dengan menakwilkan lafazhnya, atau 
menguatkan zhahir lafazh atas kandungan yang terdapat dalam qiyas? 
Inipun masih diperselisihkan menurut kekuatan lafazh dari lafazh-lafazh 
zhahir dan kekuatan qiyas dari semua jenis qiyas yang bertolak belakang 
dengannya, namun demikian tidak diketahui perbedaan antara keduanya 
kecuali dengan nalar logika yang kuat, sebagaimana ketika menimbang 
perkataan seseorang yang tidak dapat diketahui ukurannya, boleh jadi dua 
penilaian mencapai angka yang sama, oleh karena itulah banyaknya 
terjadi perbedaan pendapat dikalangan mereka dari jenis ini hingga 
sebagian besar orang berkata, “Setiap mujtahid benar.” 

Al Qadhi (penulis) berkata, “Yang nampak padaku —Wallahu 
a'lam — bahwa sabda Rasulullah SAW, 'Setiap yang memabukkan maka 
haram (hukumnya )'.meskipun mengandung kemungkinan yang 
dimaksud adalah batas kadar yang memabukkan dan bukan jenis yang 
memabukkan itu sendiri, maka sebenarnya kejelasan menghubungkan 
hukum keharamannya itu dengan jenisnya lebih kuat daripada 


^ Shahih. TakhriJ-nya telah disebutkan terdahulu. 
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mengaitkannya dengan kadar batas tertentu, karena adanya kontradiksi 
dalam masalah ini dengan qiyas yang ditakwilkan oleh ulama-ulama 
Kufah, dan bukan sesuatu yang mustahil syariat mengharamkan 
sedikitnya yang memabukkan itu dan juga banyaknya sebagai tindakan 
pencegahan dari melakukan dosa dan sebagai peringatan keras dalam 
masalah ini, meskipun kerusakannya lebih terlihat pada batas yang 
banyak.” 

Dan sudah ditetapkan dalam syariat melalui ijma’ bahwa yang 
dijadikan sebagai standar pengharaman khamer adalah jenisnya dan 
bukan kadar batasannya, jadi setiap yang kedapatan sifat yang 
memabukkan ini maka ia dihukumi sama dengan khamer, dan mereka 
yang mengklaim adanya perbedaan antara keduanya diminta untuk 
mendatangkan dalil, hal itu apabila kita tidak mengakui keshahihan sabda 
Nabi SAW: 




"'Apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun 
haram”^^^ 

Karena jika mereka mau menerima hadits ini niscaya tidak akan 
terjadi perbedaan pendapat, jadi ia adalah nash yang masih dapat 
diperdebatkan namun tidak benar menolak nash hanya dengan qiyas. 

Syariat memberitahukan kepada kita bahwa khamer mempunyai 
sisi negatif dan manfaat, firman Allah SWT, ""Katakanlah: Pada 
keduanya terdapat dosa besar dan manfaat bagi manusia." (Qs. Al 
Baqarah [2]: 291) 

Apabila qiyas dilakukan dengan maksud mengkompromikan antar 
keduanya, maka antara ada kerusakan dan manfaat, mereka 
mengharamkan jika khamer itu dalam kadar yang banyak namun jika 
dalam kadar yang sedikit tidak apa-apa, namun demikian syariat lebih 
menguatkan sisi negatifnya dengan adanya kerusakan yang terjadi 
ketimbang manfaat yang diberikan. Jadi khamer harus diharamkan 
banyak dan sedikitnya. Dengan demikian setiap perkara yang memiliki 


Shahih. Takhrij-nya telah disebutkan terdahulu. 
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penyebab keharaman seperti ini dihukumi dengan hukum yang sama, 
kecuali jika terdapat dalil syar’i yang membedakannya. 

Para ulama telah sepakat bahwa memeras anggur atau kurma 
diperbolehkan selama tidak dimaksudkan untuk membuat sesuatu yang 
dapat memabukkan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, 

.fl> fJ. jTj cljlSu 

'"Maka lakukanlah pemerasan anggur (kurma), dan setiap yang 
memabukkan maka haram”^^ 


Dan hadits yang (hukumnya) telah tsabit dari beliau SAW: 

i.*-l til' (jlj “ul 

“Beliau pernah memeras anggur dan beliau menuangnya pada hari 
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kedua atau ketiga.’ 

Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini pada dua masalah: 


Masalah pertama: Bejana yang digunakan untuk memeras anggur 
atau kurma 

Para ulama telah sepakat atas bolehnya membuat perasan didalam 
tempat minuman, mereka berbeda pendapat jika hal itu dilakukan pada 
selainnya: 


Ini potongan dari hadits Abu Sa’id Al Khudri RA, lafazhnya secara marfu’ 
adalah: “Aku pernah melarang kalian dari menimbun daging-daging kurban 
setelah tiga hari, (maka sekarang) makanlah, bersedekahlah dan simpanlah, 
dan aku pernah melarang kalian dari memeras anggur, maka sekarang 
peraslah, dan setiap yang memabukkan itu haram. Dan Aku pernah pula 
melarang kalian dari menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah, jangan 
berkata yang membentakkalian katakan hajran." HR. Malik dalam Al 
Muwaththa' (2/485), (1031), An-Nasa'i (7/234) dinilai shahih oleh Al Albani 
dalam Shahih An-Nasa’ i. 

Lafazhnya dari Ibnu abbas RA; Rasulullah SAW pernah dibuatkan perasan 
kismis dalam satu bejana minum,lalu beliau meminumnya pada hari itu, esok 
harinya dan setelahnya, pada waktu sore hari ketiga beliau meminumnya , maka 
apa yang tersisa dibuang.” HR. Muslim (2004) 
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1. Ibnu Al Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau 
memakruhkan membuat perasan di dubba' (wadah yang terbuat dari 
kulit) dan muzaffat (wadah yang terbuat dari ter). 


2. Sedangkan selain beliau tidak memakruhkannya. 

3. Imam Ats-Tsauri memakruhkan memeras anggur di dubba\ 
hantam (wadah yang terbuat dari campuran antara tanah, sabut dan 
darah), naqir (batang pohon yang dilubangi lalu dijadikan tempat minum) 
dan muzaffat. sedangkan Abu Hanifah dan pengikutnya membolehkan 
membuat perasan disemua tempat dan bejana. 


Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan hadits-hadits dalam hal 
ini, yang demikian itu karena ada sebuah hadits dari Ibnu Abbas RA yang 
melarang membuat perasan pada empat tempat yang dimakruhkan oleh 
Ats-Tsauri, haditsnya tsabit. Imam Malik meriwayatkan dalam Al 
Muwaththa ' ddiTi Ibnu Umar RA, 


^ ^ y' y' 


“Bahwa Nabi SAW melarang membuat perasan kurma (anggur) di 
dubba' dan muzaffat^^ 


Disebutkan dalam hadits Jabir RA dari Nabi SAW melalui jalan 
Syarik dari Sammak, bahwasanya beliau SAW bersabda, 

'' y'y'U y' “ ^ ^ 

'Vj 


"‘'Aku pernah melarang kalian membuat perasan di dubba', hantam, 
naqiir dan muzaffat. Maka (sekarang) buatlah perasan kurma dan aku 
tidak menghalalkan apa yang memabukkan."^^^ 

Dan hadits Abu Sa’id Al Khudri yang diriwayatkan oleh Imam 
Malik dalam AlMuwaththa', beliau SAW bersabda: 


Shahih. HR. Malik dalam Al Muwaththa' (2/834), (1536), HR. Muslim (1997), 
Abu Daud (3690) dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas RA dengan lafazh: “Beliau 
melarang dari duba hatam, muzaffat dan nagiir. ” 

^ Sanadnya hasan. HR. Ath-Thahawi dalam Syarh Ma 'ani Al Atsar ((4/228). 
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""Aku pernah melarang kalian membuat perasan kurma, maka 
sekarang buatlah perasan kurma, dan setiap yang memabukkan maka 
haram (hukumnya) 

Ulama yang berpendapat bahwa larangan terdahulu yang 
dihapuskan adalah larangan membuat perasan di tempat-tempat yang 
telah disebutkan tadi, karena tidak diketahui adanya larangan lain selain 
ini, mereka berkata, “Boleh membuat perasan kurma/anggur pada semua 
jenis wadah dan bejana." Sedangkan ulama yang berpendapat larangan 
itu berarti larangan membuat perasan kurma secara mutlak, mereka 
berkata, “Larangan membuat perasan kurma di wadah dan bejana-bejana 
ini tetap berlaku.” 

Ulama yang berpegang dalam perkara ini dengan hadits Ibnu Umar 
RA berpendapat juga dengan kedua alat tersebut diatas (larangan 
menggunakan keduanya). Sedangkan ulama yang berpegang dengan 
hadits Inu Abbas RA berpendapat dengan yang empat alat tersebut 
karena ia mengandung penambahan dalil. Kontradiksi dalil ini dengan 
hadits Ibnu Umar adalah melalui jalan dalil khithab. Dalam Shahih 
Muslim terdapat judul kitab larangan membuat perasan kurma di hantam, 
didalamnya terdapat rukhshahpVa tidak dengan muzaffat. 


Masalah Kedua: Membuat perasan anggur atau kurma dengan dua 
materi campuran 

Dalam hal ini: 

1. Jumhur ulama berpendapat haramnya perasan dua materi 
campuran dari sesuatu yang pada dasarnya bisa dibuat perasan. 

2. Segolongan ulama mengatakan bahwa perasaan itu makruh. 

3. Yang lainnya berpendapat hal itu dibolehkan. 

4. Segolongan lagi berkata, “Setiap perasan dua materi yang 
bercampur hukumnya haram, meskipun keduanya bukan materi yang 
biasa dijadikan sebagai perasan.” 


1000 TakhriJ-nya telah disebutkan terdahulu. 
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Sebab perbedaan pendapat: Perbedaan persepsi mereka tentang 
larangan yang ada pada masalah ini, apakah berarti makruh atau haram? 
Apabila kami katakan larangan tersebut berarti haram, apakah 
menunjukkan rusaknya objek yang dilarang itu atau tidak? karena telah 
ditetapkan dari Rasulullah SAW: 




“Bahwasannya beliau melarang untuk mencampur perasan kurma 
dengan angggur kering, yang baru matang dengan yang sudah matang, 
antara husr (kurma mentah) dengan anggur kering.”'°°' 


Dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa beliau SAW bersabda; 

jasj\ y j ' jJLiJ y 


‘‘''Janganlah kalian memeras kurma yang baru matang dengan 
anggur kering secara bersamaan, tidak juga antara kurma matang 
dengan anggur kering secara bersamaan, peraslah masing-masing dari 
keduanya secara sendiri-sendiri”'^^ 


Penafsiran para ulama terbagi menjadi tiga: 

1. Pendapat yang mengharamkannya. 

2. Pendapat yang menghalalkannya namun si pelakunya 
menanggung dosa. 

3. Pendapat yang memakruhkannya. 

Adapun ulama yang membolehkannya berpegang pada keumuman 
hadits tentang perasan ini, dalam hadits Abu Sa’id Al Khudri. 


Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5601), Muslim (1986), Abu Daud (3703), At- 
Tirmidzi (1876), An-Nasa'i (8/290), Ibnu Majah (3395), dan Ahmad (3/294, 
300, 302, 317, 363, 369) seluruhnya dari hadits Jabir bin Abdillah RA. 

Muttafag ‘Alaih. HR. Al Bukhari (5202), Muslim (1988), Abu Daud (3704), 
An-Nasa'i (8/289), dan Ibnu Majah (3397), Ahmad (5/295) dari Abu Qatadah 
RA. 
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Sedangkan uiama yang mengharamkan hasil perasan dua materi 
yang berbeda; boleh jadi mereka berpendapat bahwa penyebab 
keharamannya adalah pencampurbauran kedua, bukan sesuatu yang 
dihasilkan oleh pencampuran itu berupa materi yang keras dan yang 
memabukkan, atau berpegang dengan keumuman hadits yang 
menyebutkan adanya dua sembelihan yang sama. Mereka berijma’ bahwa 
khamr, apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya boleh 
dikonsumsi, mereka berbeda pendapat apabila dengan sengaja 
menjadikan sebagai cuka, terbagi menjadi tiga pendapat: Haram, makruh 
dan mubah. 

Sebab perbedaan pendapat: Kontradiksi antara qiyas dengan 
hadits dan perbedaan persepsi mereka didalam memahami hadits, karena 
Abu Daud meriwayatkan sebuah hadits dari Anas bin Malik RA, bahwa 
Abu Thalhah bertanya kepada Nabi SAW tentang beberapa anak yatim 
yang mewarisi khamer beliau bersabda, ‘‘''Buanglah." Dia berkata, 
“Bolehkah jika dibuat cuka?” beliau SAW bersabda, ‘‘Tidak boleh."'^^ 

Maka ulama yang memahami bahwa larangan tersebut sebagai 
tindakan pencegahan, sehingga mereka menghukumi hal tersebut dengan 
makruh. Sedangkan ulama yang memahami bahwa larangan tersebut 
tanpa diketahui penyebabnya, mereka berpendapat hal itu haram. Hasil 
dari perbedaan pemahaman ini adalah hal tersebut berarti haram, menurut 
madzhab yang melihat bahwa larangan tersebut tidak kembali kepada 
rusaknya objek yang dilarang itu. Sedangkan qiyas yang menyelisihi 
bahwa merubah khamer menjadi cuka adalah haram. 

Telah dimaklumi dalam syariat bahwa suatu hukum berbeda 
berdasarkan perbedaan materinya, dimana khamer bukan cuka, 
sedangkan cuka menurut ijma’ ulama hukumnya halal. Apabila materi 
khamer berubah menjadi cuka, maka konsekuensinya ia halal 
bagaimanapun cara perubahan itu. 


Shahih HR. Muslim (1983), Abu Daud (3675), Ahmad (3/119, 180, 260), Ad- 
Daruquthni (4/265), dan Al Baihaqi (6/37) dari hadits Anas RA. 
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Menggunakan Sesuatu yang Diharamkan saat Keadaan Darurat 

Dasar hukum bahasan dalam bab ini adalah firman Allah SWT; 
""Sungguh Dia telah memperinci bagi kamu apa-apa yang diharamkan 
atasmu kecuali jika kamu dalam keadaan darurat” (Qs. Al An’aam [6]: 
119). 

Kejadian dalam bab ini difokuskan pada orang yang menghalalkan 
sesuatu yang haram, dan tentang jenis sesuatu yang dihalalkannya serta 
kadarnya. 


Sebab pembahasan ini adalah kebutuhan pangan yang mendesak 
(apabila ia tidak mendapati sesuatu yang halal untuk dimakan), hal ini 
tidak ada perbedaan pendapat tentang kebolehannya. 


Sebab kedua: Untuk berobat, hal ini masih diperselisihkan, mereka 
yang membolehkannya berhujjah dengan ijin Nabi SAW kepada 
Abdurrahman bin Auf RA untuk memakai sutera karena penyakit yang 
dideritanya.'™"* Sedangkan mereka yang tidak membolehkannya berdalil 
dengan sabda Nabi SAW; 


f^ 


4JU1 U' 


""Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi umatku 
dengan sesuatu yang diharamkan”’^^^ 

Adapun jenis sesuatu yang diperbolehkan adalah segala sesuatu 
yang diharamkan (dalam keadaan normal), seperti bangkai dan selainnya. 

Perbedaan para ulama tentang khamer juga terjadi ketika digunakan 
untuk pengobatan bukan sebagai bahan pangan yang dikonsumsi, oleh 
karenanya mereka membolehkannya bagi orang yang kehausan ketika 


Penulis mengisyaratkan pada hadits Anas RA, bahwa Rasulullah SAW 
memberikan rukhshah bagi Abdurrahman bin ‘Auf R A dan Zubair bin Awwam 
RA untuk memakai pakaian sutera dalam sebuah perjalanan safar karena satu 
luka atau penyakit yang dideritanya.” HR. Al Bukhari (2921, 2922, 5839), 
Muslim (2076), Abu Daud (4056), An-Nasa'i (8/202), dan Ibnu Majah (3592). 
Shahih. HR. Ahmad dalam Al Asyribah (159) dinilai shahih oleh Ibnu Hibban 
(1391), Ath-Thabrani dalam Al Kabir (23/326), (749), Al Baihaqi (10/5) Al 
Haitsami berkata dalam Al Majma’, “Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan para 
perawinya adalah orang-orang yang meriwayatkan hadits shahih.” Al Hafizh 
Ibnu Hajar berkata dalam Fath Al Bari (10/79), “Dinilai shahih oleh Ibnu 
Hibban.” 
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tidak mendapatkan air, dan bagi orang yang tersendak untuk 
menghilangakn duri. 

Tentang kadar yang diperbolehkan untuk memakan bangkai dan 
sebagainya: 

1. Imam Malik berkata, “Batasan dalam hal itu adalah kenyang 
dan untuk perbekalan hingga ia mendapatkan selainnya.” 

2. Imam Syafi’i dan Abu Hanifah berkata, “Tidak boleh dimakan 
kecuali sekedar untuk menegakkan punggung,” ini juga yang menjadi 
pendapat para pengikut madzhab Maliki. 

Sebab perbedaan pendapat: Apakah yang diperbolehkan dalam 
keadaan darurat adalah semuanya, atau hanya sekedar untuk menegakkan 
punggung saja? Secara zhahir nash (kadar yang diperbolehkan) adalah 
semuanya, berdasarkan firman Allah SWT, “Maka siapa yang dalam 
keadaan darurat tanpa berlebih-lebihan dan melampaui batas, maka 
sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha penyayang." (Qs. 16:115). 

Imam Malik dan Asy Syafi’i bersepakat bahwa bangkai tidak 
dihalalkan bagi orang yang dalam keadaan darurat apabila perjalanannya 
untuk maksiat, berdasarkan firman Allah SWT, “Dengan tidak berlebih- 
lebihan dan melampaui batas." Adapun selain beliau, mereka 
membolehkannya. 
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